
Reformasi Sektor Keamanan (RSK) semakin diutamakan oleh banyak
pemerintah, dan dalam agenda komunitas pembangunan, perdamaian dan
keamanan internasional.  RSK membuka jendela kemungkinan untuk mengubah
kebijakan, lembaga dan program keamanan, dengan menciptakan kesempatan
untuk memadukan isu-isu gender.

Pemaduan isu-isu gender sedang diakui bersifat pokok untuk keberhasilan
operasional, pemilikan lokal dan pengawasan yang diperkuat.   Misalnya,
peningkatan perekrutan staf wanita, pencegahan pelanggaran HAM, dan
pelaksanaan kerja sama dengan organisasi-organisasi wanita turut
menyebabkan keberadaan sektor keamanan yang efisien, bertanggung jawab
dan partisipatif, yang menanggapi kebutuhan khusus pria, wanita, anak
perempuan dan anak lelaki.

Meski pengakuan pentingnya pemaduan isu-isu gender ke dalam RSK, ada
kekurangan sumber daya tentang pokok pembicaraan itu.  Toolkit ini adalah
respons awal pada kebutuhan untuk informasi dan analisa tentang gender dan
RSK.  Toolkit ini dirancangkan untuk menyediakan kepada para pengambil
kebijakan dan praktisi suatu pendahuluan tentang pentingnya isu-isu gender
dalam RSK dan apa yang dapat dilakukan untuk memadukannya.

Setiap konteks RSK bersifat unik.  Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa
strategi-strategi dan usulan-usulan yang disediakan dalam Toolkit ini tidak dapat
diterapkan secara langsung dan harus selalu disesuaikan dengan konteks
setempat.

Toolkit Gender dan Reformasi Sektor Keamanan terdiri dari:

n 12 Tools (Alat-alat) (20 halaman masing-masing)

n 12 Catatan Praktis (4 halaman masing-masing, berdasarkan pada Tools)

n Lampiran Undang-Undang dan Instrumen Internasional dan Regional
berkaitan dengan RSK dan Gender

Pokok-pokok persoalan dalam Tools dan Catatan Praktisnya adalah:

1.  Reformasi Sektor Keamanan dan Gender

2.  Reformasi Kepolisian dan Gender

3.  Reformasi Pertahanan dan Gender

4.  Reformasi Peradilan dan Gender

5.  Reformasi Pemenjaraan dan Gender

6.  Pengelolaan Perbatasan dan Gender

7.  Pengawasan Parlementer terhadap Sektor Keamanan dan Gender

8.  Pembuatan Kebijakan Keamanan Nasional dan Gender

9.  Pengawasan Masyarakat Sipil atas Sektor Keamanan dan Gender

10.  Perusahaan-Perusahaan Militer dan Keamanan Swasta dan Gender

11.  Penilaian, Pemantauan dan Evaluasi RSK dan Gender

12.  Pelatihan Gender untuk Aparat Sektor Keamanan
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Apa maksud dan tujuan

Toolkit itu?

Toolkit itu dikembangkan untuk meningkatkan
pengetahuan, kemampuan dan pertukaran informasi
tentang aspek-aspek gender dari RSK antara para
pengambil kebijakan, praktisi dan peneliti reformasi
sektor keamanan.

Toolkit ini bertujuan:

n Menjelaskan mengapa gender penting dalam
proses-proses RSK.

n Menyatakan strategi-strategi praktis untuk me -
madukan gender ke dalam penilaian, pelak sa na an,
pemantauan dan evaluasi RSK, dengan mem -
pergunakan pengalaman dari konteks RSK dan
lembaga sektor keamanan yang berbeda.

n Menyediakan bahan untuk mengarahkan pengem -
bangan kebijakan RSK yang tanggap terhadap
gen der, pada tingkat internasional maupun
nasional.

n Menyediakan bahan untuk pengembangan pela -
tihan tentang isu-isu gender bagi aparat sektor
keamanan dan praktisiRSK.

n Menjadi pedoman referensi tentang undang-
undang dan standar yang menetapkan hak-hak
perempuan dan kesetaraan gender, berkaitan
dengan reformasi dan lembaga-lembaga sektor
keamanan.

Toolkit ini bukan pedoman yang seksama tentang
gender dan RSK, tapi merupakan suatu langkah awal
dalam penyusunan informasi dan panduan praktis
dalam format yang berguna bagi berbagai macam
praktisi dan pengambil kebijakan RSK.  Kami ber -
harap Toolkit ini merupakan titik mula untuk
pe ngem bangan kebijakan dan pelatihan tentang gen -
der dan RSK yang lebih ditargetkan dan praktis oleh
badan-badan sektor keamanan dan organisasi-or ga -
nisai lainnya yang bekerja dalam bidang keamanan.

Untuk siapa Toolkit ini?

Toolkit ini dirancangkan untuk menyediakan suatu
pendahuluan praktis terhadap isu-isu gender bagi
berbagai macam orang yang mengerjakan isu-isu
reformasi sektor keamanan.   Mereka mencakup para
pengambil kebijakan, para pejabat yang mengepalai
program dan para konsultan yang mengerjakan RSK
dalam:

n Pemerintah-pemerintah negara

n Lembaga-lembaga sektor keamanan

n Organisasi-organisasi internasional dan regional 

n Para negara donor 

n Organisasi-organisasi masyarakat sipil, yang
meliputi organisasi-organisasi wanita

Walaupun Toolkit itu ditargetkan kepada para pakar
RSK daripada para pakar gender, Tools (Alat-alat)
dan Catatan Praktis tersebut bisa juga menjadi

sumber-sumber daya yang berguna bagi personil
yang bertanggungjawab atas isu-isu gender yang
ingin meningkatkan pengetahuannya tentang hu bung -
an antara tugas mereka dengan RSK.

Selain itu juga, terdapat pembaca sasaran lainnya
untuk Tools dan Catatan Praktis masing-masing,
misalnya:

Pengawasan Parlementer terhadap Sektor
Keamanan dan Gender – para anggota parlemen, staf
parlemen dan para anggota parlemen daerah dan
stafnya.

Perusahaan-perusahaan Militer dan Keamanan
Swasta dan Gender – perusahaan-perusahaan militer
dan keamanan swasta (PMSC, Private Military and
Security Companies), para perhimpunan industri
PMSC dan klien-klien para PMSC.

Apa struktur dan isi Toolkit?

Umumnya struktur Tools sama dengan struktur
Catatan Praktisnya, yang berisi informasi yang
disusun dalam bagian-bagian (kecuali Tools 11 dan
12). Sebagai contoh, Tool tentang Reformasi
Kepolisian dan Gender disusun sebagai berikut:

1. Pendahuluan
2. Apa itu reformasi kepolisian?
3. Mengapa gender penting untuk reformasi

kepolisian?
4. Bagaimana cara isu-isu gender dapat dipadukan ke

dalam reformasi kepolisian? 
5. Memadukan gender ke dalam reformasi kepolisian

dalam konteks khusus
a. Negara-negara pasca-konflik
b. Negara-negara dalam masa transisi
c Negara-negara berkembang
d Negara-negara maju

6. Anjuran-anjuran pokok
7. Sumber daya tambahan
Susunan Catatan Praktis tentang Reformasi
Kepolisian dan Gender adalah:

1. Mengapa gender penting untuk reformasi
kepolisian?

2. Bagaimana memadukan gender ke dalam
reformasi kepolisian?

3. Tantangan dan peluang pasca konflik
4. Pertanyaan-pertanyaan tentang reformasi kepo li si an
5. Informasi lebih lanjut

Isi tertentu Tools dan Catatan Praktisnya berubah
tergantung pada pokok pembicaraannya.  Namun,
setiap Tool dan Catatan Praktis meliputi informasi
konsepsual seperti berbagai definisi gender dan
mengapa isu-isu gender penting, dan juga informasi
yang berguna seperti studi kasus, kiat dan dafter
periksa.  Para penulis telah mencoba memasukkan
perimbangan studi kasus dan contoh dari bagian
dunia dan konteks negara yang berbeda (negara
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pasca-konflik, negara dalam masa transisi, negara
berkembang dan negara maju).

Apa definisi RSK?
Tidak ada definisi sektor keamanan atau reformasi
sektor keamanan yang diterima secara umum.  Para
aktor yang berbeda memiliki pemahaman yang lebih
luas atau lebih sempit tentang RSK dan berbagai
istilah sering dipertukarkan:  Namun demikian, nam -
pa knya terdapat konsensus umum mengenai definisi
yang dikemukakan Komite Bantuan Pem bang unan
(DAC) dari Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan
Pembangunan (OECD):

Sistem/sektor keamanan dapat dianggap terdiri dari
semua lembaga negara dan lembaga lainnya dengan
peran menjamin keamanan negara dan rakyatnya.
Lembaga-lembaga ini meliputi:

n Para aktor keamanan inti: angkatan bersenjata
(termasuk angkatan bersenjata internasional dan
regional), polisi, gendarmeries, pasukan para mili -
ter, pengawal presiden, badan intelijen dan
ke  aman an, pengawal pantai, pengawal perba tas -
an, pabean, serta satuan keamanan cadangan dan
satuan keamanan lokal. 

n Badan-badan manajemen dan pengawasan
keamanan: parlemen/badan legislatif dan komite-
komite legislatifnya yang relevan; pemerintah/
lembaga eksekutif, termasuk kementerian-kemen -
terian pertahanan, dalam negeri dan luar negeri;
badan penasihat keamanan nasional; lembaga-
lembaga adat dan tradisional; badan-badan
ma na jemen keuangan; dan para aktor masyarakat
sipil, seperti media, akademisi, dan lembaga
swadaya masyarakat.

n Lembaga-lembaga peradilan dan 'rule of law':
kementerian kehakiman, lembaga pemasya -
rakatan, badan penyelidikan dan penuntutan
pidana, lembaga peradilan (pengadilan dan
tribunal), badan pelaksana peradilan (jurusita dan
penjaga pintu pengadilan), sistem peradilan adat
dan tradisional lainnya, komisi HAM dan para
ombudsman.

n Pasukan keamanan non-reguler: tentara pem -
bebasan, tentara gerilya, satuan pengawal swasta,
perusahaan keamanan swasta, perusa ha an militer
swasta, dan satgas partai politik.2

n Kelompok-kelompok masyarakat sipil non-
formal: kelompok-kelompok profesi, media,
organisasi penelitian, organisasi advokasi, orga ni -

sasi kea ga ma an, lembaga swadaya masyarakat,
dan ke lom pok masyarakat.3

Untuk pembahasan lebih lanjut akan konsep RSK,
silakan Tool 1 tentang RSK dan Gender.

Bagaimana cara pokok-pokok

pembicaraan Toolkit ini dipilih?
RSK mencakup berbagai aktor dan proses, dan
terdapat berbagai isu-isu gender yang penting dalam
RSK.  Toolkit ini berfokus pada bidang-bidang RSK
yang didalamnya sumber daya dan kepakaran ten -
tang gender yang ada belum dipertimbangkan.
Ter dapat bidang-bidang RSK lain yang didalamnya
sum ber daya tentang gender diperlukan.  Misalnya,
Toolkit ini tidak berisi suatu tool tentang pemaduan
gender ke dalam reformasi badan-badan intelijen,
sebagai akibat kekurangan informasi tentang pokok
pembicaraan itu.  Kami berharap Toolkit ini akan men -
ja di suatu sumber daya yang berguna bagi orang dan
or ganisasi lainnya untuk mengembangkan upaya da -
lam bidang gender dan RSK, termasuk dalam
b i dang-bidang yang di luar lingkup Toolkit ini.

Tidak ada tool yang terpisah tentang perlucutan sen -
jata, demobilisasi dan reintegrasi (DDR, Di  sar ma ment,
Demobilisation and Reintegration) dan gen der karena
masih ada banyak sumber daya yang ba gus tentang
pokok pembicaraan itu. Jadi, DDR di bahas dalam
Tools tentang Reformasi Pertahanan dan Pengawasan
Parlementer terhadap Sektor Ke a man an sebagai satu
dari banyak isu.

Apakah Toolkit itu tentang gender atau

wanita?

Istilah-istilah ‘gender’ dan ‘wanita’ sering dikelirukan
dan/atau dipakai sebagai sinonim. Toolkit ini tidak ber -
fokus pada wanita, tapi pada gender, sebagian dengan
memasukkan informasi dan contoh bersang kutan
dengan kaum pria dan berbagai maskulinitas.  Tetapi,
informasi tentang kaum pria, maskulinitas dan RSK
belum banyak, dan penelitian lebih lanjut diper lukan.

Definisi gender yang kami pakai dalam Toolkit ini
adalah:

Untuk pembahasan lebih lanjut tentang definisi-
definisi gender dan pendekatan konsepsual pada
pemaduan gender ke dalam RSK, silakan lihat Tool
tentang RSK dan Gender.

Reformasi Sektor Keamanan berarti trans for masi
sektor/sistem keamanan, ‘yang mencakup semua
aktor dan peran, tanggung jawab serta tindakan
mereka – yang bekerja sama untuk mengelola dan
menjalankan sistem tersebut dengan cara yang lebih
sesuai dengan norma-nor ma demokrasi dan prinsip-
prinsip tata pe  merin tahan yang baik, dan dengan
demikian ber pe ran menghasilkan kerangka
keamanan yang berjalan dengan baik.'1
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Gender merujuk pada peran dan hubungan, ciri
kepribadian, sikap, perilaku dan nilai-nilai tertentu
yang dihubungkan masyarakat dengan pria dan
wanita.  ‘Karena itu, ‘gender’ merujuk pada per be -
da an yang dipelajari antara pria dan wanita,
se dang kan ‘jenis kelamin’ merujuk pada perbedaan
biologis  antara lelaki dan perempuan.  Peran
gender sangat bervariasi di dalam dan antar ke bu -
da yaan dan dapat berubah sepanjang waktu.
Gen der tidak hanya merujuk pada wanita atau pria
te tapi juga pada hubungan antara mereka.
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Mengapa isu-isu Lesbian, Gay, Biseksual

dan Transgender (LGBT) dimasukkan?

Orang gay, lesbian, biseksual dan transgender sering
menghadapi diskriminasi dan kekerasan karena
mereka dianggap tidak menyesuaikan diri dengan
peran-peran gender.  Atas dasar ini, Toolkit ini me li -
puti, sedapat mungkin, contoh dan informasi ten tang
prakarsa sektor keamanan untuk menang gulangi
kebutuhan khusus orang LGBT.

Bagaimana cara konteks-konteks negara

yang berbeda didefinisikan?

Toolkit ini meneliti RSK dalam empat jenis konteks
negara, untuk meneliti apakah ada tantangan dan
peluang yang sering ditemukan untuk pemaduan
gender.   Dengan memakai kategori-kategori yang
ditetapkan Divisi Statistik Perserikatan Bangsa-
Bangsa, Tools ini (kecuali Tool 11 dan Tool 12)
mencakup bagian-bagian yang terfokus pada:

Negara-negara dalam masa transisi – para negara
dalam transisi dari ekonomi yang direncanakan oleh
pemerintah pusat menjadi ekonomi pasar, seperti
Croatia, Georgia, Federasi Rusia, Tajikistan dan
Ukraina.

Negara-negara berkembang – para negara dengan
pendapatan nasional bruto yang rendah.  Afrika,
Karibia, Amerika Tengah, Amerika Selatan, Asia
(kecuali Jepang) dan Oseania (kecuali Australia dan
Selandia Baru) diterangkan sebagai ‘daerah-daerah
berkembang.’

Negara-negara maju – para negara dengan
pendapatan nasional bruto yang tinggi, seperti Eropa
Barat dan Eropa Utara, Kanada, Amerika Serikat dan
Israel.4

Tools itu juga memasukkan fokus pada pemaduan
gender dalam RSK di negara-negara pasca-konflik,
yang didalamnya RSK cenderung mempunyai ciri-ciri
khas yang jarang terdapat atau tidak ada dalam
lingkungan yang tidak mengalami dampak konflik.5
Contoh-contoh para negara pasca-konflik yang
dibahas dalam Toolkit ini meliputi Haiti, Liberia, Sierra
Leone dan Timor Leste.  Tentunya, para negara
pasca-konflik mungkin juga menjadi transisional atau
berkembang, dan tidak jelas ketika negara yang telah
mengalami peperangan tidak lagi 'pasca-konflik'.
Sungguhpun begitu, Tools itu memperlihatkan adanya
lingkup besar bagi penyesuaian latihan-latihan dari
beberapa konteks pasca-konflik dengan konteks
lainnya.

Mengapa para negara maju

dimasukkan?

Walaupun konsep RSK umumnya tidak dipakai
berkait dengan para negara maju, reformasi lembaga-
lembaga sektor keamanan sering terjadi dan
dite mukan pada berbagai tingkat yang berbeda.

Di banyak negara maju, sektor keamanan belum
mencegah dan menanggapi secara efektif kekerasan

berbasis gender atau mencapai kesetaraan gender
untuk pria dan wanita yang bekerja di lembaga-
lembaga keamanan.  Para negara maju juga harus
memperhatikan pelaksanaan reformasi yang tanggap
terhadap gender di sektor keamanan mereka.

Bagaimana cara Toolkit

dikembangkan?

Pada tahun 2005, Institut Penelitian dan Latihan
Kemajuan Wanita Internasional PBB (UN-INSTRAW)
dan Pusat Kendali Demokratis atas Angkatan
Bersenjata Jenewa (DCAF) mengembangkan konsep
untuk Toolkit ini, sebagai tanggapan pada kebutuhan
yang jelas untuk penelitian dan penuntun praktis
tentang gender dan RSK.  Kantor Lembaga Demok -
rasi dan Hak Asasi Manusia OSCE (OSCE/ ODIHR,
Office for Democratic Institutions and Human Rights)
menjadi mitra ketiga dalam proyek tersebut.

Pada bulan Agustus 2006, DCAF dan UN-INSTRAW
mendirikan Kelompok Kerja Gender dan RSK, dengan
mengumpulkan para pelaksana dan peneliti RSK dari
seluruh dunia, bersama para wakil dari Komite Bantuan
Pembangunan dari Organisasi Kerja Sama Ekonomi
dan Pembangunan (OECD-DAC), Depar temen Ope -
rasi Pemeliharaan Perdamaian PBB (DPKO), Prog ram
Pembangunan PBB (UNDP), Dana Pembangunan
PBB untuk Perempuan (UNIFEM), Dewan Uni Eropa
dan Komunitas Ekonomi Afrika Bagian Barat
(ECOWAS).  Kelompok Kerja Gender dan RSK ter se -
but berperan sebagai badan penasihat proyek.

Pengembangan Toolkit itu dimulai pada bulan
Februari 2007, didanai oleh Kementerian Luar Negeri
Norwegia dan OSCE/ODIHR.

DCAF menugasi sejumlah ahli yang terakui dalam
bidang-bidang gender dan keamanan untuk menulis
Tools 2 sampai 10.  Tools tentang Pelatihan Gender
untuk Aparat Sektor Keamanan dan Penilaian, Pe -
mantauan dan Evaluasi RSK dan Gender
di kem bangkan oleh UN-INSTRAW, dilandasi serang -
kai an pembahasan elektronik antara para pakar RSK
dan gender yang diadakan pada tengah tahun 2007.
Usulan rancangan setiap Tool diperiksa oleh  ber bagai
praktisi RSK, aparat jasa keamanan, para pakar
gender, akademisi dan individu-individu yang tertarik.
Kira-kira 60 orang memberikan komentar dan usulan
yang berharga tentang usulan rancangan tersebut,
termasuk praktisi dari Afrika, Asia, Eropa Timur dan
Amerika Latin.  Selain itu juga, rancangan tools dib a has
oleh para penulisnya, para peninjau eksternal dan para
pengambil kebijakan dalam lokakarya dua hari yang
dihadiri pakar gender dan RSK yang dia dak an di
Jenewa pada bulan Agustus 2007.  Catatan Prak tisnya
dibuat oleh UN-INSTRAW dan DCAF ber  dasarkan
pada Tools itu.  DCAF me ninjau dan me nyun ting Tools
dan Catatan Praktisnya dan mem buat Toolkit itu.

DCAF, OSCE/ODIHR dan UN-INSTRAW ingin
mengucapkan terima kasih kepada setiap dari banyak
orang yang membantu mewujudkan Toolkit ini.



Apa berikutnya?

Toolkit Gender dan Reformasi Sektor Keamanan dilun -
curkan pada bulan Maret 2008 dan disalurkan secara
meluas di format cetak maupun CD ROM dan online.

DCAF, OSCE/ODIHR dan UN-INSTRAW meren -
canakan beberapa proyek lanjutan pada tahun 2008
dan 2009 yang akan mewujudkan Toolkit ini.  Pada

mulanya, Toolkit akan diterjemahkan ke dalam
bahasa Rusia, dan kami mengharap sumber daya
akan disediakan supaya Toolkit dapat disediakan da -
lam bahasa lainnya. Bahan-bahan tambahan,
ter  masuk bahan-bahan pelatihan, akan dikem bang kan
untuk memenuhi kebutuhan praktisi RSK yang ber  beda
di negara dan daerah tertentu.  Kami me nunggu
dengan senang hati kerja sama lebih lanjut da lam
pengembangan dan pencatatan praktek-prak tek yang
baik tentang pemaduan gender ke dalam RSK.
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1 OECD-DAC, Security System Reform and Governance

(Reformasi dan Tata Pemerintahan Sistem Keamanan),

DAC Guidelines and Reference Series, (OECD: Paris),

2005, p.20.

http://www.oecd.org/dataoecd/8/39/31785288.pdf
2 OECD DAC, h.20-21.  Lihat juga Hänggi, H., Making

Sense of Security Sector Governance’ ['Memahami Tata

Pemerintahan Sektor Keamanan'], 'Challenges of Security

Sector Governance [Tantangan Tata Pemerintahan Sektor

Keamanan’', para penyunting Hänggi, H., Winkler, T.H.

(DCAF: Jenewa), 2003.
3 Ball dan lainnya, dikutip dalam United Nations

Development Report 2002 (Laporan Pembangunan PBB

2002) (UNDP: New York), 2002, h.87.
4 United Nations Statistics Division (Divisi Statistik

Perserikatan Bangsa-Bangsa), ‘Composition of macro

geographical (continental) regions, geographical sub-

regions, and selected economic and other groupings'

('Penyusunan kawasan-kawasan makro geografis

(benua), sub-kawasan geografis, dan kumpulan ekonomi

tertentu dan kumpulan lainnya'), terubah 28 Agustus 2007.

http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm#de

veloped
5 Lihat pembahasan dalam Lae, D., ‘The Post-Conflict

Security Sector' (Sektor Keamanan Pasca-Konflik'), Buku

Kebijakan DCAF No. 14, (DCAF: Jenewa), 2006:

http://www.dcaf.ch/_docs/PP14_post_conflictss.pdf, h.2-3,

yang berdasarkan atas studi-studi kasus terhadap

Afghanistan, Bosnia-Herzegovina, Haiti, Kosovo, Sierra

Leone dan Timor-Leste.
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1Pendahuluan

Kelangkaan polisi wanita Afghanistan merupakan
ancaman terhadap keamanan negara 

‘Pada saat ini provinsi Uruzgan memiliki dua polisi
wanita, yang bertugas di kantor Gubernur di Tarin

Kowt. Wawancara dengan para calon baru pria
Kepolisian Nasional Afghanistan di provinsi tersebut

menunjukkan perlunya peningkatan jumlah polisi
wanita baik di kantor polisi maupun di pos

pemeriksaan… keamanan di pos pemeriksaan
terancam oleh orang-orang yang menjadi anggota

Pasukan Militer Musuh yang memakai burkah seperti
wanita Afghanistan.  Melakukan penggeledahan fisik

jelas tidak mungkin, karena tidak adanya polisi
wanita.’

Margret Verwijk, Pejabat Kebijakan Senior,
Kementerian Luar Negeri Belanda (2007)

Reformasi Sektor Keamanan (RSK) semakin
diprioritaskan oleh banyak pemerintah, dan dalam
agenda komunitas-komunitas pembangunan,
perdamaian dan keamanan internasional. RSK
membuka jendela kemungkinan untuk mengubah
kebijakan, lembaga dan program keamanan, dengan
menciptakan peluang untuk memadukan isu gender.
Bukannya sebagai usaha memperhalus istilah,
pemasukan isu gender mulai diakui sebagai kunci
menuju efektifitas operasional, pemilikan lokal dan
pengawasan yang kuat. Misalnya, peningkatan
perekrutan staf wanita, pencegahan pelanggaran hak-
hak asasi manusia (HAM), dan bekerja sama dengan
organisasi wanita berperan menciptakan sektor
keamanan yang efisien, bertanggung jawab dan
partisipatif, yang menanggapi kebutuhan khusus pria,
wanita, anak perempuan dan anak lelaki.

Tool (alat) ini dirancang untuk memberikan pengenalan
dasar RSK dan isu gender bagi staf pemerintah an
nasional (termasuk para negara donor), lembaga
sektor keamanan, serta organisasi regional dan
internasional, yang bertanggung jawab atas
penyusunan kebijakan dan program RSK.  
Organisasi-organisasi masyarakat sipil, akademisi dan
para peneliti yang bekerja di bidang gender dan
keamanan juga dapat memanfaatkan tool ini.

Tool ini terdiri dari:
■ Pengenalan pada RSK dan gender

■ Landasan pemikiran mengapa pemasukan isu
gender dapat memperkuat proses RSK

■ Cara-cara praktis memadukan gender ke dalam
kebijakan RSK dan siklus program dan putaran
program

■ Tinjauan umum isu-isu gender dan RSK tertentu
dalam konteks negara pasca-konflik, negara dalam
masa transisi, negara berkembang, dan negara
maju

■ Rekomendasi-rekomendasi pokok

■ Sumber daya tambahan

2Apa itu reformasi sektor
keamanan? 

Walaupun konsep reformasi sektor keamanan muncul
pada akhir tahun 90-an, tidak ada definisi sektor
keamanan atau reformasi sektor keamanan yang
diterima secara umum. Para aktor yang berbeda
memiliki pemahaman yang lebih luas atau lebih sempit
tentang RSK dan berbagai istilah sering dipertukarkan:
reformasi sektor keamanan, reformasi sistem
keamanan, modernisasi sektor keamanan, trans for -
masi sektor keamanan, dan lain-lain. Namun de mikian,
nampaknya terdapat konsensus umum mengenai
definisi yang dikemukakan oleh Komite Bantuan
Pembangun an (DAC) dari Organisasi Kerja Sama
Ekonomi dan Pembangunan (OECD):

Reformasi sektor keamanan berarti transformasi
sektor/sistem keamanan, ‘yang mencakup semua
aktor, peran, tanggung jawab dan tindakan mereka –
yang bekerja sama untuk mengelola dan menjalankan
sistem tersebut dengan cara yang lebih sesuai dengan
norma-norma demokrasi dan prinsip-prinsip dasar tata
pemerintahan yang baik, dan dengan demikian
berperan menghasilkan kerangka keamanan yang
berjalan dengan baik’.1

RSK adalah suatu pendekatan seluruh sistem yang
menekankan saling keterkaitan dari lembaga-lembaga
sektor keamanan dan memiliki dua tujuan utama.  

Pertama, menjamin kontrol sipil yang demokratis atas
sektor keamanan, misalnya dengan memperkuat
kemampuan pengelolaan dan pengawasan lembaga-
lem   baga pemerintah, parlemen dan organisasi
ma sya  rakat sipil. Kedua, mengembangkan sektor

Untuk information lebih lanjut, lihat Tools

yang spesifik lembaga dalam Toolkit
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keamanan yang efektif, kuat dan efisien, misalnya
dengan me nata ulang atau membangun kemampuan
kemanusia an dan material.2

Sistem/sektor keamanan dapat dianggap terdiri dari
semua lembaga negara dan lembaga lainnya dengan
peran menjamin keamanan negara dan rakyatnya.  
Lembaga-lembaga ini meliputi:

■ Para aktor keamanan inti: angkatan bersenjata
(terma suk angkatan bersenjata internasional dan
regi onal), polisi, gendarmeries, pasukan paramiliter,
pe  nga wal presiden, badan intelijen dan keamanan,
pe   ngawal pantai, pengawal perbatasan, pabean,
ser  ta satuan keamanan cadangan dan satuan ke a -
man an lokal.

■ Badan-badan manajemen dan pengawasan
keamanan: parlemen/badan legislatif dan komite-
komite legislatifnya yang relevan; pemerintah/
lembaga eksekutif, termasuk kementerian-
kementerian pertahanan, dalam negeri dan luar
negeri; badan pe na sihat keamanan nasional;
lembaga adat dan tra disional; badan-badan
manajemen keuangan; dan para aktor masyarakat
sipil, seperti media, aka demisi, dan lembaga
swadaya masyarakat (LSM).

■ Lembaga-lembaga peradilan dan ‘rule of law’:
kementerian kehakiman, lembaga pemasyarakatan,
badan penyelidikan dan penuntutan pidana,
lembaga peradilan (pengadilan dan tribunal), badan
pelaksana peradilan (jurusita dan penjaga pintu pe -
ngadilan), sistem peradilan adat dan tradisional
lainnya, komisi HAM dan para ombudsman.

■ Pasukan keamanan non-reguler: tentara pem -
bebasan, tentara gerilya, satuan pengawal swasta,
pe ru sahaan keamanan swasta, perusahaan militer
swasta, dan satgas partai politik.3

■ Kelompok-kelompok masyarakat sipil non-formal:
kelompok-kelompok profesi, media, organisasi pe ne -
litian, organisasi advokasi, organisasi ke     agamaan,
lem baga swadaya masyarakat, dan ke lom pok ma -
sya rakat.4

Proses-proses reformasi sektor keamanan dirancang
untuk menanggulangi berbagai masalah di sektor
keamanan seperti korupsi, kurangnya kemampuan
teknis, pelanggaran HAM, kurangnya transparansi dan
pe ngawasan, serta masalah-masalah sosial yang lebih
luas seperti kejahatan dan kekerasan bersenjata.  
Dalam istilah operasional, RSK mencakup berbagai
kegiatan, yang dapat dikelompokkan menjadi empat
kategori umum:5

1. Penguatan kontrol dan pengawasan sipil atas sektor
ke amanan yang mencakup: pembaruan de par te -
men pertahanan dan dalam negeri; peningkatan
ke mam puan pengawasan para pembuat undang-
un dang melalui pelatihan; pendirian kantor
om budsman yang mandiri; pemrakarsaan tinjauan
sek tor publik atas pengeluaran militer; dan pem -
bangunan kemampuan organisasi masya rakat sipil
un tuk mengawasi sektor keamanan.

2. Profesionalisasi pasukan keamanan yang men -

cakup: program-program yang dirancang untuk me -
latih tentara, polisi dan personil sektor keamanan
lainnya mengenai pertanggungjawaban demokratis,
isu gender, hak asasi manusia, hukum ke ma nu -
siaan internasional dan kepekaan etnis; pelatihan
ke terampilan teknis; mempromosikan perpolisian
ma syarakat; perbaikan perlengkapan militer atau
ke polisian; dan penyusunan kode peri laku
profesional.

3. Demiliterisasi dan pembangunan perdamaian yang
mencakup: program-program untuk mengurangi
ketersediaan dan penyalahgunaan senjata api kecil
dan ringan; perlucutan senjata, demobili sasi, dan
reintegrasi para bekas penempur; dan penguatan
langkah-langkah keamanan regional.

4. Penguatan pemerintahan berdasarkan rule of law
yang mencakup: pembentukan kerangka hukum
yang kuat dan mandiri yang melakukan penga -
wasan sipil-demokratis yang kritis dan sistem
hukum pidana yang berjalan dengan lebih baik;
pembangunan kemampuan peradilan; dan
pembentukan lembaga peradilan yang mandiri.

Proses reformasi sektor keamanan berbeda
antarnegara, dan setiap konteks RSK bersifat unik.
Walaupun organisasi internasional atau regional atau
lembaga donor bilateral dapat mendukung RSK,
pemilikan lokal dan nasional terhadap proses
reformasi penting. Menurut OECD DAC, RSK harus:

■ Berfokus pada rakyat, menjadi milik lokal, dan
didasarkan pada norma demokrasi, prinsip-prinsip
HAM dan rule of law, yang berusaha memberikan
kebebasan dari rasa takut dan penurunan yang
dapat diukur kekerasan dan kejahatan bersenjata.

■ Dianggap sebagai kerangka untuk menata
pemikiran mengenai bagaimana menanggulangi
berbagai tantangan keamanan yang dihadapi
negara-negara dan rakyatnya, melalui kebijakan
pembangunan dan keamanan yang lebih terpadu
dan melalui keterlibatan dan pengawasan sipil yang
lebih besar.

■ Didasarkan pada kegiatan dengan strategi multi-
sektoral, didasarkan pada penilaian umum
mengenai ruang lingkup kebutuhan keamanan dan
peradilan rakyat dan negara bersangkutan.

■ Dikembangkan dengan berpegang teguh pada
prinsip-prinsip dasar tata pemerintahan seperti
trans pa ran si dan pertanggungjawaban.

■ Dilaksanakan melalui proses dan kebijakan yang
jelas yang bertujuan meningkatkan kemampuan
lembaga dan manusia yang diperlukan agar
kebijakan keamanan berjalan dengan efektif dan
agar keadilan diberikan secara berkeadilan.6

Walaupun sering dikaitkan dengan konteks pasca-
konflik, RSK juga terjadi di negara-negaraber  kembang
dan di negara-negara dalam masa transisi dari rezim
yang lebih otoriter. Selain itu, proses-proses
pembaruan di lembaga-lembaga sektor keamanan
terjadi di negara-negara maju, walaupun proses
tersebut biasanya tidak dinamakan RSK. 
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Tantangan umum dalam pelaksanaan RSK
mencakup:

■ Sifat sangat politis dari proses RSK, terutama
sehubungan dengan angkatan bersenjata, yang
melibatkan banyak kepentingan terselubung pribadi,
nasional, dan internasional.

■ Kebutuhan mengoordinasikan berbagai aktor dan
melibatkan keahlian dari berbagai lembaga
pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat.

■ RSK mencakup berbagai kegiatan dan dapat
dilakukan untuk mendukung beberapa tujuan yang
berbeda. Ini sering dapat menimbulkan inkonsistensi
dan ketidakseragaman dalam pelaksanaan, dan
prakarsa ad hoc.7 

RSK merupakan suatu pross jangka panjang, yang da -
pat menimbulkan masalah dengan keberlanjutan, se -
perti ketersediaan dana yang memadai. Walaupun
se mua ini mungkin menjadi tantangan yang signifikan,
RSK berpotensi mengurangi risiko konflik bersenjata,
mem promosikan pembangunan dan meningkatkan ke a-
 manan manusia. Penciptaan sektor keamanan pro   fe -
sional yang demokratis, bertanggung jawab dan di ke  lola
dengan baik dapat menghasilkan keamanan dan ke  ad-
ilan yang lebih baik bagi semua lapisan ma sya ra kat.

3Apa itu gender?

‘Gender’ merujuk pada peran dan hubungan hasil
konstruksi sosial antara pria dan wanita. Bukannya
ditentukan oleh faktor biologi, gender dipelajari.
Dengan kata lain, pria dan wanita diajarkan peran
tertentu dan perilaku yang pantas sesuai dengan jenis
kelamin mereka. Salah satu contohnya adalah
bagaimana di banyak kebudayaan Eropa, wanita
secara tradisional bertanggung jawab menyiapkan

makanan. Wanita tidak secara biologis ditakdirkan
untuk memasak, sebaliknya ini adalah bagian dari
peran gender yang dipelajari kebanyakan wanita.
Peran gender seperti ini tidak statis dan dapat berubah
sepanjang waktu dan sangat bervariasi di dalam dan
antarkebudayaan.

Berbeda dengan gender, ‘jenis kelamin’ merujuk pada
perbedaan biologis antara wanita dan pria. Karakteristik
biologis seperti hormon, organ reproduksi dan
perbedaan genetik, secara umum digunakan untuk
membedakan manusia sebagai wanita atau pria.
Contoh penggunaan yang benar istilah ‘jenis kelamin’
dapat dilihat pada formulir pabean atau lamaran kerja
(jenis kelamin: pria atau wanita), atau saat merujuk data
statistikyang dibagi menjadi wanita dan pria sebagai
‘data statistik yang dibagi menurut jenis kelamin’.

Peran gender dipengaruhi oleh banyak faktor di sam -
ping kebudayaan, seperti kelas, kebangsaan, etnis,
orientasi seksual dan usia. Misalnya, model mas ku -
linitas kelas menengah, kulit putih, homo seksual
Ka nada akan sangat berbeda dengan model mas -
kulinitas kelas atas, kulit hitam, heteroseksual Liberia.
Ben tuk jamak ‘masculinities’ dan ‘femininities’ di -
gunakan untuk mengakui bahwa maskulinitas dan
fe mininitas berarti hal yang berbeda bagi kelompok pria
dan wanita yang berbeda pada masa yang ber beda.8
Dalam setiap masyarakat terdapat banyak de fi nisi
maskulinitas dan femininitas, namun demikian se bagian
lebih dihargai daripada yang lain (lihat Kotak 1).

Wanita, pria, anak perempuan dan anak lelaki memiliki
pengalaman, kebutuhan, prioritas dan tindakan
keamanan yang berbeda tergantung pada gender dan
jenis kelamin mereka. Ada bentuk kekerasan tertentu
yang didasarkan pada perbedaan hasil anggapan
sosial antara pria dan wanita, yang dikenal sebagai
‘kekerasan berbasis gender’ (GBV).12 GBV bukan
hanya kekerasan terhadap wanita; pria dan anak lelaki
juga bisa menjadi korban. Misalnya, pria, anak lelaki,
wanita dan anak perempuan semuanya bisa menjadi
korban pemerkosaan. Karena pemerkosaan berkaitan

Di banyak negara, budaya kelembagaan angkatan bersenjata menerapkan nilai-nilai dan tingkah laku ‘dengan ciri maskulin’ tertentu, yang pada
gilirannya mempengaruhi pandangan maskulinitas seluruh masyarakat. Misalnya, pada tahun 1980-an “Angkatan Bersenjata Afrika Selatan (SADF,
South African Defence Force) menjadi sumber penting gagasan-gagasan tentang perilaku apa yang pantas untuk pria kulit putih Afrika Selatan.
Beberapa anggota wajib militer SADF pernah menegaskan bahwa inti dari latihan militer adalah menanamkan agresifitas dan mempersamakannya
dengan maskulinitas.”9

Latihan militer atau ‘boot camp’ biasanya merupakan suatu proses yang sangat ketat yang ditujukan untuk menghilangkan individualitas dan
membangun perilaku militer resmi dan keseteiaan kelompok. Proses sosialisasi ini sangat berkaitan dengan gender, karena menjadi tentara jelas
berkaitan dengan menjadi ‘pria sejati.’ 

Di Kanada, para peneliti menyatakan bahwa calon-calon tentara baru mengalami penghinaan dan pelecehan selama latihan militer dalam bentuk
kekerasan fisik, ancaman kekerasan atau penganiayaan lisan – seperti menyebut calon-calon tentara baru wanita ‘whore’ (pelacur), dan calon-calon
tentara baru pria ‘ladies’ (wanita), ‘faggot’ (banci), atau ‘nigger’ (istilah yang menhina orang kulit hitam’. Penghinaan rasial, homofobis, dan seksis ini
mencerminkan budaya kelembagaan yang membiarkan dan melestarikan suatu bentuk tertentu maskulinitas yang kejam.10

Contoh lainnya adalah Israel yang menerapkan tiga tahun masa dinas militer wajib bagi pria. Menurut penelitinya, Danny Kaplan, ‘militer berusaha
mencetak semua pria dengan kedok maskulinitas yang seragam. Militer melakukan ini melalui suatu budaya kelembagaan yang mengobarkan sifat-sifat
ideal ketentaraan seperti kemampuan fisik, ketahanan, pengendalian diri, profesionalisme, sosiabilitas, heteroseksualitas dan musuh Arab. Ciri-ciri ini
menonjolkan penampilan maskulin dengan membedakannya dengan citra “kelainan” seperti femininitas, homoseksualitas, dan musuh Arab.’11
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Kotak 1 Pria, maskulinitas-maskulinitas, dan militer



dengan isu-isu kekuasaan dan identitas gender,
pemerkosaan adalah suatu kejahatan yang dikla si fi ka -
sikan sebagai GBV. Kekerasan terhadap orang gay,
lesbian dan biseksual berdasarkan orien tasi seksual
mereka, dan terhadap orang trans gen der ber  da  sarkan
identitas gender mereka, juga dipa hami sebagai suatu
bentuk GBV, karena ke kerasan ini didasarkan pada
persepsi ketidak se suaian de ngan peran gender.

Sebagian bentuk kekerasan berbasis gender lebih
sering mempengaruhi pria dan anak lelaki daripada
wanita dan anak perempuan (lihat Kotak 2). Namun
demikian, dalam banyak kasus sebagian besar kor -
ban nya adalah wanita dan anak perempuan. Misalnya,
dalam kasus pengorbanan seksual anak, penelitian
inter nasional menunjukkan tingkat pengor ban an 20%
di kalangan anak perempuan dan 5 sam pai 10% di
kalangan anak lelaki.13

4Strategi-strategi gender
untuk reformasi sektor
keamanan 

Dua strategi yang saling melengkapi dapat digunakan
untuk memasukkan isu gender – kebutuhan dan peran

khusus pria, wanita, anak lelaki dan anak perempuan
– ke dalam RSK dan lembaga keamanan: penga rus -
utamaan gender dan pemromosian partisipasi setara
pria dan wanita. Kedua strategi ini dapat digunakan
pada proses RSK itu sendiri (misalnya dengan me n-
gadakan pelatihan gender bagi personil yang ber tang-
gung jawab atas kebijakan dan perencanaan RSK)
dan pada lembaga-lembaga yang mengalami RSK
(misalnya dengan memasukkan pelatihan gender ba -
gi calon-calon baru sebagai bagian dari proses refor -
masi kepolisian).

4.1 Pengarusutamaan gender

‘Memahami peran wanita sangat penting saat
membangun stabilitas di suatu daerah… Bila wanita

menjadi pencari nafkah sehari-hari dan menyediakan
makanan dan air bagi keluarga mereka, pelaksanaan
patroli di daerah-daerah di mana wanita bekerja akan

meningkatkan keamanan dan memungkinkan
mereka untuk terus bekerja. Ini adalah suatu
penilaian taktis. . . Menciptakan kondisi demi

berjalannya kehidupan sehari-hari sangat penting
dari perspektif keamanan. Hal ini memberikan

landasan bagi terciptanya stabilitas.’

Brigadir Jenderal Karl Engelbrektson, Panglima
Batalion Nordik22
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Kotak 2 Contoh-contoh kekerasan berbasis gender

Wanita dan anak perempuan Pria dan anak lelaki

Kekerasan dalam rumah tangga

Sebuah penelitian multi-negara tahun 2005 oleh Organisasi Kesehatan
Dunia (WHO) menemukan bahwa di kebanyakan negara antara 29%
sampai 62% wanita pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh
orang dekatnya.14

Kekerasan senjata

Secara global diperkirakan bahwa setiap tahun lebih 1.000.000 orang
terluka akibat senjata, lebih 200.000 menjadi korban pembunuhan
bersenjata, dan 50.000 orang menjadi korban bunuh diri bersenjata.15

Menurut WHO, 90% dari korban akibat senjata api adalah pria.16 Lihat
Kotak 7 untuk informasi lebih lanjut.

Perdagangan manusia

Setiap tahun, 500.000 hingga 700.000 wanita dan anak perempuan
diperdagangkan melintasi perbatasan antarnegara.17

Penganiayaan anak

WHO mengutip hasil penelitian internasional yang melaporkan
penganiayaan seksual anak lelaki dengan tingkat kejadian 5-10%.18

Kekerasan seksual

Peningkatan kekerasan seksual telah dilaporkan sebelumnya, selama
dan setelah konflik bersenjata; misalnya di Rwanda di mana perkiraan
jumlah wanita dan anak perempuan yang diperkosa berkisar dari 15.700
– 500.000 orang.19

Pemerkosaan

Sebuah survei terhadap para narapidana pada tahun 2000 di tujuh
fasilitas penjara pria Amerika Serikat menunjukkan bahwa 21% dari
narapidana tersebut pernah mengalami minimal satu episode hubungan
seksual karena tekanan atau paksaan dan minimal 7% pernah
diperkosa.20

Penyunatan terhadap wanita

Menurut Dana Kependudukan PBB (UNFPA, United Nations Population
Fund), 130 juta anak perempuan dan wanita telah mengalami
penyunatan, dan 2 juta anak perempuan menghadapi risiko penyunatan
setiap tahun.

Pembunuhan massal berdasarkan jenis kelamin

Pembunuhan massal di Srebrenica pada bulan Juli 1995 melibatkan
pembunuhan sekitar 8.000 pria Muslim Bosnia.

Kekerasan anti-gay

Sebuah penelitian oleh Jaringan Lesbian, Gay, Biseksual atau Transgender Rusia atas lebih dari 3.500 partisipan gay dan lesbian menunjukkan
bahwa 26,5% dari responden pernah menjadi korban kekerasan fisik yang didorong oleh kebencian berdasarkan orientasi seksual.21



Pengarusutamaan gender adalah ‘proses penelaian
implikasi terhadap wanita dan pria dari suatu tindakan
yang terencana, seperti undang-undang, kebijakan
atau program, di semua bidang dan pada semua
tingkatan. Ini adalah strategi untuk membuat masalah
dan pengalaman wanita dan juga pria menjadi bagian
terpadu dari perancangan, pelaksanaan, pemantauan,
dan evaluasi kebijakan dan program di semua bidang
sehingga wanita dan pria sama-sama diuntungkan dan
ketidaksetaraan tidak terjadi lagi.’23

Pengarusutamaan gender berarti bahwa dampak dari
semua kebijakan dan program RSK terhadap wanita,
pria, anak lelaki dan anak perempuan harus diper -
timbangkan pada setiap tahap dari putaran program,
yang mencakup penilaian, perencanaan, pelaksanaan,
pe mantauan dan evaluasi. Misalnya,  pe  nga  rus utamaan
gender ke dalam penilaian RSK me libatkan pertanyaan
untuk mengidentifikasi ke tidak a manan yang berbeda
yang dihadapi oleh pria, wa nita, anak perempuan dan
anak lelaki. Hasil penilaian ter sebut pada gilirannya
mungkin menunjukkan perlunya me masukkan ‘prakarsa
gender’ dan/atau prakarsa yang membahas kebutuhan
keamanan tertentu wa nita, pria, anak lelaki atau anak
perempuan dalam pro ses RSK.

Prakarsa gender berfokus pada peningkatan kesa -
daran sektor keamanan mengenai dan respons
terhadap pengalaman, kebutuhan, dan peran ke -
amanan pria, wanita, anak perempuan, dan anak lelaki
yang berbeda.

Contoh-contoh

■ Memadukan isu-isu gender ke dalam pelatihan inti
bagi personil sektor peradilan seperti pengacara,
hakim, dan staf administrasi.

■  Memprakarsai analisis anggaran gender atas
pengeluaran pemerintah untuk keamanan publik
supaya menjamin bahwa dana dialokasikan dengan
setara.

■ Mempekerjakan seorang pakar gender sebagai
bagian dari  tim penilaian RSK.

■ Mendukung kode perilaku bagi angkatan bersenjata
yang dengan tegas melarang dan memberikan
sanksi terhadap GBV.

Prakarsa khusus pria, wanita, anak lelaki dan anak
perempuan dirancang untuk membahas kebutuhan
keamanan tertentu masing-masing kelompok.

Contoh-contoh
■ Mendanai pembentukan satuan atau kantor polisi

wanita.

■  Melatih staf penjara untuk mencegah pemerkosaan
narapidana pria.

■ Mendorong kerja sama dengan organisasi-orga -
nisasi wanita untuk meningkatkan pelayanan
ke pada wanita dan anak perempuan yang diper da -
gangkan yang teridentifikasi di perbatasan.

■ Melakukan penilaian mengenai langkah-langkah
untuk mencegah dan menanggapi kekerasan
terhadap anak lelaki.

4.2 Mempromosikan partisipasi setara
pria dan wanita

‘Mencari senjata adalah tugas rutin di Kosovo. . . Ini
hampir mustahil tanpa wanita dalam tim. Bila Anda
mencurigai bahwa senjata telah disembunyikan di

suatu desa, memasuki rumah-rumah jauh lebih
mudah dengan tim wanita dan pria. Tentara wanita

dapat berbicara dengan wanita di rumah karena
wanita sering lebih mempercayai wanita lain, dan ini

mengurangi peningkatan risiko.’

Lars Wetterskog, Swedint24

Langkah-langkah untuk mempromosikan partisipasi
setara pria dan wanita (juga dikenal sebagai
keseimbangan gender [gender balance]) berusaha me -
negakkan hak pria maupun wanita untuk berpartisipasi
dalam pembuatan keputusan mengenai RSK dan
keamanan secara umum. Karena pria sangat terlalu-
terwakili dalam proses RSK dan lembaga-lembaga
sek tor keamanan, stratgi ini biasanya berfokus pada u -
saha meningkatkan perekrutan, retensi, dan kemajuan
wanita, dan menjamin partisipasi organisasi ma sya rakat
sipil, termasuk organisasi-organisasi wanita.

Contoh-contoh

■ Mengkaji kerangka acuan bagi jabatan-jabatan
kebijakan dan program RSK untuk menjamin
kerangka acuan tersebut tidak diskriminatif.

■ Memasukkan kelompok fokus yang terpisah untuk
wanita dan anak perempuan dalam penilaian RSK.

■ Membuat kebijakan sumber daya manusia yang
responsif terhadap gender dan ramah keluarga di
badan-badan keamanan, seperti gaji, tunjangan, dan
pensiun yang samal jam kerja yang fleksibel; dan cuti
maternitas dan cuti paternitas yang memadai.

■ Mendukung pembentukan perhimpunan staf wanita
atau jaringan wanita di lembaga-lembaga keamanan
dan peradilan, seperti perhimpunan hakim wanita dan
kaukus anggota parlemen wanita.

■ Mendanai dewan keamanan masyarakat lokal yang
mencakup perwakilan dari organisasi-organisasi
wanita.
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Peringatan: Menjadi wanita tidak otomatis membuat seseorang menjadi
‘pakar gender’, dan meningkatkan jumlah wanita di suatu lembaga
belum tentu menjamin kebijakan dan program yang responsif terhadap
gender. Namun demikian, suatu keseimbangan wanita dan pria pada
semua tingkatan lembaga menciptakan kemungkinan lebih besar untuk
mengidentifikasi dan menanggulangi dampak yang berbeda dari
kebijakan dan program terhadap wanita dan pria.25 Dalam banyak
kasus, pelibatan baik pria maupun wanita merupakan suatu  keharusan
operasional (lihat Bagian 5.2).



5 Mengapa gender penting
bagi reformasi sektor
keamanan?

Pemaduan isu gender ke dalam proses RSK, selain
diamanatkan oleh undang-undang dan instrumen
hukum internasional dan regional (lihat Kotak 4),
meningkatkan pemilikan lokal, penyediaan layanan
yang efektif serta pengawasan dan pertanggung -
jawaban.

5.1 Pemilikan lokal

‘Keharusan untuk pemilikan lokal merupakan baik
masalah penghormatan maupun keperluan

pragmatis. Intinya adalah bahwa reformasi yang tidak
dibentuk dan digerakkan oleh para aktor lokal tidak

mungkin terlaksana dengan baik dan berkelanjutan.

Dengan tidak adanya pemilikan lokal, RSK pasti
akan gagal.’ Laurie Nathan27

Dalam pengertian praktis, pemilikan lokal berarti
bahwa ‘reformasi kebijakan, lembaga dan kegiatan
keamanan di negara tertentu harus dirancang, dikelola
dan dilaksanakan oleh para aktor lokal ketimbang
aktor luar’.28 Organisasi-organisasi masyarakat sipil
wanita, dan organisasi-organisasi yang membahas isu
gender, merupakan para aktor keamanan lokal yang
partisipasinya dapat membantu menjamin pemilikan
lokal RSK. Pemilikan lokal proses RSK berarti
pelibatan horizontal (seluruh badan pemerintah dan
partai politik) dan vertikal (melibatkan organisasi-
organisasi masyarakat sipil). Menjadikan pemilikan
lokal sebagai prinsip dasar bagi prakarsa RSK
meningkatkan legitimasi dan kepercayaan terhadap
proses RSK; membangun proses RSK yang secara
langsung me  nang gapi kebutuhan, dinamika dan
sumber daya lokal; menciptakan suatu proses
demokratis; dan lebih besar memberi kesempatan un -
tuk keberlanjutan dan keberhasilannya.29

Di seluruh dunia terdapat banyak sekali organisasi
wanita, yang bekerja pada tingkat akar rumput,
nasional dan internasional. Organisasi wanita bisa
menjadi penyedia keamanan, misalnya memberikan
tempat berlindung dan dukungan bagi korban
penyiksaan wanita dan pria, kekerasan dalam rumah
tangga atau kekerasan seksual. Bekerja secara
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Modernisasi Kepolisian Nikaragua menunjukkan dampak menguntungkan dari prakarsa mengarusutamakan gender dan meningkatkan partisipasi
wanita. Berbagai pembaruan gender kepolisian Nikaragua dimulai pada tahun 1990-an, menyusul tekanan dari gerakan wanita Nikaragua dan dari
para wanita yang bertugas di kepolisian. Sebagai bagian dari sebuah proyek yang didukung oleh organisasi pembangunan Jerman (GTZ), prakarsa
khusus yang dilakukan meliputi:
■ Modul pelatihan mengenai GBV di akademi kepolisian
■ Kantor polisi wanita
■ Reformasi kriteria perekrutan yang meliputi latihan fisik khusus wanita dan penyesuaian persyaratan tingginya dan latihan fisik bagi wanita
■ Persyaratan promosi yang transparan
■ Kebijakan sumber daya manusia yang ramah keluarga
■ Pembentukan Consejo Consultivo de Genero (Dewan Penasihat) sebagai forum diskusi dan penyelidikan kondisi kerja polisi wanita

Saat ini, 26% anggota polisi Nikaragua adalah wanita, proporsi tertinggi polisi wanita dari semua kepolisian di dunia. Kepolisian Nikaragua telah
digambarkan sebagai yang ‘paling ramah wanita’ di kawasan Amerika Tengah, dan dipuji atas keberhasilan prakarsanya dalam menanggulangi
kekerasan seksual. 

Program modernisasi Nikaragua memberikan contoh bagi lembaga-lembaga negara lain, dan beberapa kepolisian di kawasan tersebut berusaha
meniru program modernisasi Nikaragua. Pembaruan tersebut telah membantu kepolisian mendapatkan legitimasi dan kredibilitas di mata masyarakat
umum: pada ‘pemeringkatan citra’ lembaga-lembaga di Nikaragua baru-baru ini kepolisian menempati peringkat kedua, jauh di atas Gereja Katolik. 

Kotak 3 Modernisasi Kepolisian Nikaragua26

Memadukan gender ke dalam reformasi sektor keamanan diperlukan untuk mematuhi undang-undang, instrumen dan norma internasional dan
kawasan tentang keamanan dan gender.  

Instrumen-instrumen pokok meliputi:
■ Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1979)
■ Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing (1995)
■ Resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (2000)

Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Lampiran Toolkit mengenai Undang-Undang dan Instrumen Hukum Internasional dan Regional.

Kotak 4 Kepatuhan terhadap kewajiban menurut undang-undang dan 
instrumen hukum internasional



langsung bersama masyarakat setempat berarti bahwa
organisasi wanita sering mendapat akses atas infor -
masi yang terperinci mengenai kebutuhan ke amanan
in dividu dan masyarakat, terutama kelom pok ma sya -
rakat yang terpinggirkan. Dengan demikian, or ganisasi
wanita da pat berperan sebagai jembatan penting
antara ma sya rakat setempat dan pembuat ke bijakan
ke a man an, sehingga memperkuat pemilikan lo kal (lihat
Kotak 5). Organisasi wanita juga biasanya me miliki
keahlian merancang dan me lak sanakan prog ram yang
berkaitan de ngan ke amanan di tingkat ma    sya ra kat,
misalnya untuk pen cegahan kekerasan geng kejahatan
atau per da gangan ma nusia, dan ke te ram  pilan
memberikan pe l a tihan ten tang isu gender dan HAM. 

Dengan meningkatkan pemilikan lokal RSK, organisasi
wanita dapat:

■ Mengidentifikasi ancaman dan isu keamanan yang
dihadapi individu dan masyarakat, terutama ‘ke lom -
pok masyarakat yang terpinggirkan’.

■ Memfasilitasi dialog dan perundingan antara masya -
ra kat lokal dan para pembuat kebijakan dan praktisi
RSK.

■ Memberikan saran dan keahlian teknis kebijakan dan

program keamanan.

■ Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan RSK
sebagai penyedia layanan keamanan.

■ Menumbuhkan kesadaran mengenai kebijakan
keamanan dan proses RSK.

5.2 Penyediaan layanan yang efektif

Walaupun undang-undang dan kebijakan nasional
memaksakan mandat-mandat khusus lembaga-
lembaga sektor keamanan, tujuan dasarnya adalah
pe nye  diaan keamanan dan keadilan bagi individu,
masyarakat dan negara. Salah satu dari tujuan utama
RSK adalah memperbaiki penyediaan keadilan dan
keamanan ini. Pemaduan isu gender meningkatkan
efektifitas penyediaan layanan dengan:

Untuk information lebih lanjut, lihat Tools

yang spesifik lembaga dalam Toolkit

Gender dan Reformasi Sektor Keamanan
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Salah satu dari prakarsa-prakarsa yang paling penting untuk menjamin pemilikan lokal RSK adalah mengadakan konsultasi partisipatif untuk
memahami konteks, aktor, kebutuhan dan prioritas keamanan. Partisipasi organisasi wanita dalam proses Pengkajian Ulang Pertahanan Afrika
Selatan pada tahun 1996-98 adalah contoh bagaimana keterlibatan wanita dapat menciptakan konsensus dan legitimasi bagi proses reformasi
keamanan. 

Tujuan pengkajian ulang sistem pertahanan adalah menguraikan rincian operasional seperti doktrin, perancangan kekuatan, logistik, persenjataan,
sumber daya manusia dan perlengkapan. Berkat desakan para anggota parlemen wanita, Komite Tetap Gabungan Parlemen tentang Pertahanan
menghimbau diadakannya konsultasi nasional sebagai bagian dari proses pengkajian ulang sistem pertahanan. Berbagai langkah diambil untuk
menjamin partisipasi masyarakat, seperti penggunaan pesawat dan bus militer untuk mengangkut para pemuka agama dan masyarakat, para aktifis
LSM dan wakil-wakil organisasi wanita menghadiri pertemuan dan lokakarya regional. 

Organisasi-organisai wanita pada tingkat akar rumput sangat penting dalam penarikan perhatian terhadap isu-isu yang sebelumnya diabaikan seperti
penderitaan masyarakat yang tidak memiliki rumah yang tanahnya telah dirampas untuk keperluan militer, dampak lingkungan dari kegiatan militer,
dan pelecehan seksual terhadap para wanita oleh personil militer. Untuk menanggapi isu-isu tersebut, dua sub-komite yang baru dibentuk di
Departemen Pertahanan. Setelah proses selama dua tahun, pengkajian ulang sistem pertahanan partisipatif telah membantu mewujudkan konsensus
nasional mengenai isu-isu pertahanan dan menghasilkan legitimasi publik atas struktur keamanan baru tersebut.

Kotak 5 Organisasi wanita dan proses pengkajian ulang sistem pertahanan Afrika
Selatan30

Hungaria berhasil meningkatkan partisipasi wanita di angkatan bersenjata dari 4,3% pada tahun 2005 menjadi 17,56% pada tahun 2006, yang
merupakan tingkat partisipasi kedua tertinggi dari semua negara NATO (Latvia adalah yang tertinggi dengan tingkat partisipasi 18,2%).

Setelah tugas tempur dibuka bagi wanita pada tahun 1996, wanita sekarang dapat menempati segala jabatan di angkatan bersenjata Hungaria.
Strategi Hungaria untuk meningkatkan perekrutan, retensi dan penggelaran personel wanita meliputi:
■ Undang-Undang Dinas Militer yang menegakkan hak setara pria dan wanita dan menjamin promosi non-diskriminatif berdasarkan keterampilan

profesional, pengalaman, prestasi dan masa tugas.
■ Tim Kesempatan yang Sama dan Rencana Kesempatan yang Sama yang dibuat bersama sumber daya manusia.
■ Komite Wanita Angkatan Bersenjata Hungaria dibentuk pada tahun 2003 untuk menjamin kesempatan yang sama bagi pria dan wanita. Komite

tersebut melakukan penelitian dan mengadakan pertemuan dengan para personil militer wanita untuk mengumpulkan pengalaman-pengalaman
mereka, yang digunakan untuk membuat analisis mengenai status kesetaraan gender, termasuk masalah-masalah yang dihadapi dan rekomendasi
perubahan.

■ Sebuah jaringan staf penghubung wanita dibentuk pada tingkat satuan.
■ Langkah-langkah untuk meningkatkan kondisi istirahat (W.C./kamar mandi) dan kesehatan pada tingkat satuan.

Kotak 6 Peningkatan perekrutan dan retensi wanita di angkatan bersenjata 
Hungaria41
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■ Menciptakan lembaga-lembaga sektor keamanan
yang lebih representatif

■ Memperkuat respons terhadap GBV

■ Memanfaatkan kerja sama dengan organisasi-
organisasi wanita dan pria.

Lembaga-lembaga sektor keamanan yang lebih
representatif

‘Hambatan terhadap partisipasi wanita di sektor
keamanan harus diidentifikasi dan ditanggulangi.
Meningkatkan partisipasi mereka, terutama pada

tingkat pembuatan keputusan, akan mengubah iklim
dan budaya organisasi, mengurangi kejadian

diskriminasi terhadap polisi wanita, dan
meningkatkan responsifitas polisi terhadap isu-isu

keamanan wanita.’

Buku Petunjuk OECD DAC tentang Reformasi
Sistem Keamanan31

Lembaga keamanan yang representatif adalah
lembaga yang pada semua tingkatan organisasinya
mencerminkan populasi yang dilayaninya sehubungan
dengan etnis, letak geografis, agama, jenis kelamin
dan bahasa. Manfaat dari sektor keamanan yang
representatif meliputi peningkatan kemampuan
menye diakan keamanan dan keadilan bagi masya -
rakat yang beraneka ragam, dan peningkatan
kepercayaan sipil dan pemilikan lokal. Badan ke a man -
an yang representatif juga menjadi indikator utama
pemerintahan yang demokratis, terutama setelah
konflik di dalam suatu negara.32

Lembaga-lembaga sektor keamanan, dari departemen

yang terkait sampai angkatan bersenjata, kepolisian,
otoritas perbatasan, dan perusahaan-perusahaan ke a -
man an swasta, umumnya mempekerjakan pria. Bahkan
di negara-negara yang didalamnyadi wanita telah diberi
hak-hak yang setara untuk berpartisipasi di semua
jabatan di sektor keamanan, termasuk pasukan tempur,
wanita tetap kurang terwakili dan sering ditempatkan
pada jabatan administratif tingkat rendah.  

Tingkat partisipasi wanita yang lebih tinggi belum tentu
berkorelasi dengan tingkat pembangunan, seperti
yang dapat dilihat dari persentase polisi wanita yang
rendah di Italia (0,4%) dan persentase yang relatif
tinggi di Zambia (17,09%). Bahkan di negara-negara
dengan keseimbangan gender yang relatif tinggi dalam
angkatan kerja, wanita tetap kurang terwakili: di
Norwegia wanita hanya 6,4% dari personil kepolisian
dan 21,07% dari personil angkatan bersenjata.33

Keterwakilan pria yang berlebihan ini juga terjadi
dalam operasi-operasi pemeliharaan perdamaian Per -
serikatan Bangsa-Bangsa (UN), di mana wanita tediri
kurang dari 2% dari personil militer dan kurang dari 5%
dari personil polisi.34 Di pemerintahan, wanita jarang
diangkat sebagai Menteri Pertahanan atau Kehakiman:
pada tahun 2005 hanya 6,6% dari Menteri Pertahanan
dan Urusan Veteran yang wanita, dan hanya 15,8%
dari Menteri Kehakiman.35

Namun demikian, terdapat kesadaran yang makin me -
ningkat bahwa peningkatan partisipasi wanita di sektor
ke amanan memang layak, diperlukan dan me ngun -
tungkan dari segi operasional (lihat Kotak 6). Pada
ting  kat umum, membuka penuh semua jabatan kepada
wa nita dan kelompok lainnya yang kurang terwakili me -
ningkatkan akses atas sumber daya manusia tambahan
dan memberikan kemungkinan memilih staf yang lebih
me menuhi syarat. Manfaat dari peningkatan partisipasi

Toolkit RSK dan Gender

Diperkirakan bahwa lebih dari 240.000 wanita diperkosa selama perang saudara selama sepuluh tahun di Sierra Leone. Menyusul perang tersebut,
gabungan beberapa mekanisme peradilan digunakan, yaitu Pengadilan Khusus untuk Sierra Leone, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan
mekanisme peradilan tradisional. 

Pengadilan khusus untuk Sierra Leone dibentuk dengan persetujuan antara Sekretaris Jenderal PBB dan Pemerintah Sierra Leone. Pengadilan
tersebut mulai berjalan pada tahun 2002 dan terus berlanjut sampai sekarang, dengan tugas ‘mengadili orang-orang yang paling bertanggung jawab
atas pelanggaran berat hukum kemanusiaan internasional dan hukum Sierra Leone’ selama perang tersebut. Pengadilan khusus ini berkedudukan
di Sierra Leone dan dijalankan oleh para hakim dan staf internasional dan Sierra Leone. Statuta Pengadilan tersebut menggunakan definisi umum
kekerasan seksual, yang mencakup ‘pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa, kehamilan paksa, dan segala bentuk kekerasan seksual
lainnya’, dan secara tegas meminta pengangkatan staf yang peka terhadap gender untuk menangani kejahatan kekerasan seksual.

Banyak langkah positif telah diambil oleh Pengadilan Khusus ini untuk berusaha menjamin bahwa kejahatan kekerasan seksual ditanggulangi dengan
benar. Lembaga-lembaga ini meliputi:
■ Penyusunan strategi penuntutan yang memasukkan kejatahan kekerasan seksual sejak awal.
■ Penugasan secara khusus seorang jaksa penuntut untuk menyusun rencana penuntutan untuk kejahatan kekerasan seksual.
■ Penugasan dua penyidik wanita yang berpengalaman (dari tim yang beranggota sepuluh orang) untuk menyidik kejahatan kekerasan seksual.
■ Penggunaan metode wawancara yang peka terhadap gender untuk menjamin agar korban merasa nyaman melaporkan kejahatan.
■ Pengutamaan persiapan saksi untuk menjamin agar saksi memahami implikasi dari kesaksiannya.

Walaupun terlalu dini untuk merumuskan kesimpulan yang tetap tentang keberhasilan Pengadilan Khusus tersebut dalam menangani kekerasan
seksual, keputusan pertama Pengadilan tersebut (yang disampaikan pada tanggal 20 Juni 2007) adalah vonis atas pemerkosaan sebagai kejahatan
terhadap kemanusiaan dan perbudakan seksual (dan juga vonis pertama di pengadilan khusus internasional atas perekrutan dan penggunaan
tentara anak).

Kotak 7 Menangani secara efektif kejahatan kekerasan seksual: mekanisme-
mekanisme peradilan pasca-konflik di Sierra Leone47
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wanita di kepolisian sudah terbukti:

‘Penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat mau -
pun di negara-negara lain jelas menunjukkan
bahwa polisi wanita mengandalkan gaya pemo lisian
yang ku rang menggunakan kekuatan fisik, lebih
baik da lam meredam dan mengurangi po tensi
konfrontasi fisik dengan warga, dan lebih kecil
kemungkinannya ter libat dalam masalah peng -
gunaan kekuatan yang ber lebihan. Selain itu, polisi
wanita biasanya memiliki ke te rampilan ko munikasi
yang lebih baik daripada po lisi pria dan lebih
mampu mewujudkan kerja sama dan keper cayaan
yang diperlukan untuk me lak sa na kan su atu model
pemolisian masyarakat.’36 

Wanita tidak hanya sering memiliki keterampilan yang
berguna, tapi juga dalam konteks tertentu pelibatan
mereka tidak hanya diharapkan tapi juga merupakan
suatu keharusan operasional, karena mereka dapat
melaksanakan tugas-tugas yang sulit dilakukan oleh
polisi pria, kalau memang bisa. Dalam konteks operasi
pemeliharaan pedamaian multidimensi, pelibatan
wanita ini mencakup tugas:

■ Pemeriksaan para bekas penempur wanita

■ Perluasan jaringan pengumpulan informasi intelijen

■ Pelaksanaan kordon dan peggeledahan terhadap
wanita

■ Pemberian bantuan menyusul kekerasan seksual37

Bukti anekdotal juga menunjukkan penjaga per da -
maian wanita lebih mampu:

■ Mendapatkan kepercayaan orang sipil
■ Menjamin keterlibatan penuh wanita setempat
■ Menggunakan keterampilan komunikasi dan pengen -

da lian massa.

Wanita juga dianggap memberikan dampak positif
terhadap moril dan perilaku dalam satuan pemelihara
perdamaian, dan memberikan model peran bagi
peningkatan partisipasi wanita di lembaga-lembaga
sektor keamanan nasional.38 Sebagai contoh, para
pejabat PBB dan Liberia berharap satuan pemelihara
perdamaian India dengan personil 103 orang yang
semuanya wanita yang sekarang melakukan tugas
pemolisian di Monrovia akan membantu mendorong
para wanita Liberia untuk menjadi polisi, dan membatasi
eksploitasi dan pelecehan seksual oleh pasukan
pemelihara perdamaian. Kepolisian Nasional Liberia
menerima tiga kali lebih banyak pelamar wanita pada
bulan setelah pengerahan polisi wanita.39 Tugas-tugas
satuan ini meliputi pengawalan Departemen Luar
Negeri, pelaksanaan patroli jalan-jalan untuk me ngen -
dalikan massa dan menanggapi permintaan bantuan
angkatan bersenjata dari kepolisian nasional.40

Reformasi Sektor Keamanan dan Gender
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Secara global, pria dan anak lelaki adalah sebagian besar dari pelaku dan korban kekerasan bersenjata. Penelitian membuktikan bahwa gender
menjadi faktor pokok, terutama akibat norma-norma sosio-kultural yang berkaitan dengan senjata dan maskulinitas. Membawa senjata bisa menjadi
cara menunjukkan ‘kejantanan sejati’ untuk mendapatkan status dan penghormatan. Penyalahgunaan senjata oleh pria dan anak lelaki sering
diagungkan dalam budaya populer dan diterima atau diharapkan secara sosial, terutama di kalangan pria muda yang terpinggirkan.49

Di Rio de Janeiro, para pria muda lebih besar kemungkinannya terbunuh oleh senjata daripada semua penyebab kematian eksternal lainnya Di Rio
de Janeiro, para pria muda lebih besar kemungkinannya terbunuh oleh senjata daripada semua penyebab kematian eksternal lainnya, termasuk
kecelakaan lalu lintas, penyakit dan jenis cedera lainnya. Tingkatan pembunuhan di Brazil salah satu yang paling tinggi di seluruh dunia, dengan jumlah
lebih dari 35.000 kematian akibat senjata api setiap tahun. Dibandingkan dengan penduduk dunia secara umum, orang Brazil menghadapi risiko
kematian akibat senjata api empat kali lebih besar.

Sebagai tanggapan terhadap peningkatan kekerasan perkotaan di Rio de Janeiro, organisasi swadaya masyarakat (LSM) Viva Rio didirikan pada tahun
1993 dengan tujuan mempromosikan budaya perdamaian dan pembangunan sosial. Sekarang Viva Rio mengelola lebih dari 500 proyek yang sedang
berjalan, banyak di antaranya secara khusus berfokus pada usaha meningkatkan pencegahan dan respons terhadap kekerasan bersenjata, seperti:
■ Kampanye peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengurangi penggunaan senjata.
■ Kampanye penyerahan sukarela senjata api kecil.
■ Penghancuran senjata yang berkelebihan dalam bekerja sama dengan kepolisian, militer dan pemerintah setempat.
■ Perbaikan fasilitas penyimpanan yang aman.
■ Mendukung undang-undang senjata yang lebih ketat.
■ Pusat konsultasi hukum gratis.

Dengan memusatkan perhatian khusus pada pencegahan kekerasan bersenjata di kalangan pria muda di favelas, Viva Rio memprakarsai Proyek
Pertarungan demi Perdamaian (Fight for Peace Project).  Sekarang terbuka juga untuk wanita, proyek ini menggabungkan pelajaran tinju profesional
dengan kursus kewarganegaraan dan diskusi kelompok dengan pekerja sosial. Topik-topik yang dibahas berkisar dari manajemen kemarahan dan
penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual sampai pembangunan harga diri. Tujuannya adalah membantu pria dan wanita muda (yang
berusia 12 sampai 25 tahun) menanggulangi kekerasan di sekitar mereka, dan memberi mereka alternatif agar tidak terlibat dalam perdagangan
narkoba bersenjata berat.

Bekerja sama dengan Kepolisian Militer, Viva Rio juga telah mengadakan kursus pelatihan-untuk-pelatih bagi polisi tentang isu-isu hak-hak warga negara,
etika dan hubungan masyarakat. Hampir 200 polisi telah dilatih, y ang akan melanjutkan pelatihan tersebut untuk menjangkau sekitar 10.000 polisi.

Kotak 8 Viva Rio – peningkatan pencegahan dan respons terhadap kekerasan
bersenjata di Brazil48



Mencegah, merespons dan mengenakan sanksi
terhadap kekerasan berbasis gender secara efektif

Dalam sebuah penelitian mengenai kekerasan dalam
rumah tangga pada tahun 1997 di Kalkuta, 79%

wanita melaporkan mengalami kekerasan fisik atau
seksual dalam keluarga mereka. Satu dari lima

wanita pernah mengalami cedera berat seperti tulang
patah, gangguan penglihatan, tulang bergeser, luka

yang perlu dijahit, luka bakar atau luka dalam.42

Untuk memberikan keamanan yang efektif kepada
individu dan masyarakat perlu dipertimbangkan bahwa
pria, wanita, anak perempuan dan anak lelaki meng -
hadapi ketidakamanan yang berbeda berdasarkan
pe ran gender sosio-kultural (lihat Kotak 2). Kekerasan
ber basis gender, seperti perdagangan manusia, ke -
kerasan pasangan intim, penganiayaan seksual dan
kekerasan anti-gay adalah salah satu dari ancaman
terbesar terhadap keamanan di seluruh dunia. Secara
global, satu dari setiap tiga wanita menjadi korban
GBV.43 Pria dan anak lelaki juga menjadi korban GBV,
namun demikian data statistik global sangat jarang.
Kekerasan berbasis gender menimbulkan dampak
yang sangat besar terhadap korban, dan juga menim -
bulkan biaya yang sangat besar bagi masyarakat.
Misalnya, di Amerika Serikat di mana diperkirakan
setiap tahun 1,3 juta wanita dianiaya secara fisik oleh
pasangan intimnya, biaya kesehatan yang ditimbulkan
mencapai US$5,8 milyar per tahun.4

Meskipun tingkat kejadian GBV sangat tinggi, prakarsa
sektor keamanan untuk menanggulangi kejahatan ini
sering kurang diperhatikan dan kekurangan dana.
Misalnya, diperkirakan 10% dari pemerkosaan pada
masa perang di Bosnia terjadi pada pria,45 tetapi
program GBV yang ditujukan pada para penyintas pria
dan anak lelaki tidak ada sama sekali di kalangan
penduduk yang mengalami konflik.46

Untuk menjalankan tugasnya sebagai pemberi ke a man -
an dan keadilan, lembaga-lembaga sektor ke amanan
dan badan-badan pengawas – seperti kepolisian, otoritas
perbatasan, lembaga peradilan dan lem baga pe masya -
ra katan, dan departemen pe me rin tah yang terkait –
harus mengambil langkah be sama untuk secara efek tif
mencegah  dan meng hukum GBV, dan  mem  berikan
bantuan bagi para penyintas (lihat Kotak 7).

Manfaat kerja sama dengan organisasi wanita dan
pria

Kerja sama dengan organisasi wanita dan pria (dan
organisasi masyarakat sipil lainnya yang bertugas
dalam bidang isu-isu gender) dapat memberikan
keamanan dan keadilan yang lebih efektif. Organisasi
masyarakat sipil semacam itu memiliki kemampuan,
keahlian dan akses atas pengetahuan yang bisa
sangat bermanfaat bagi lembaga-lembaga sektor
keamanan (lihat Kotak 8).

Kerja sama dengan organisasi-organisasi masyarakat
sipil yang memberikan perhatian khusus pada isu
gender dapat:

■ Membangun kemampuan lembaga-lembaga dan

personil sektor keamanan untuk lebih tanggap
terhadap kebutuhan keamanan individu dan
masyarakat.

- Misalnya: memberikan pelatihan tentang isu-isu
gender, seperti bagaimana cara mengidentifikasi
dan mewawancarai korban perdagangan manusia

■ Memberikan layanan tambahan bagi korban ke -
kerasan dan orang-orang yang kehilangan
ke   be basan mereka, sehingga meningkatkan ke a -
man  an dan kesehatan mereka.

- Misalnya: menyediakan tempat penampungan
bagi korban kekerasan dalam rumah tangga;
bantuan fisiologis bagi korban penyiksaan,
kekerasan anti-gay, atau para bekas penempur;
organisasi pria yang memberikan  layanan dan
bantuan bagi para pria penghuni penjara dengan
keamanan maksimum

■ Meningkatkan akses pada keadilan.

- Misalnya: melalui layanan bantuan hukum dan
program literasi hukum

■ Meningkatkan intelijen

- Misalnya: memberikan informasi tentang senjata
api kecil yang ada dalam masyarakat, atau
informasi peringatan dini tentang konflik

■ Meningkatkan penelitian mengenai usaha mem -
perbaiki pemberian keamanan dan keadilan.

- Misalnya: mengadakan penelitian tingkat
masyarakat tentang pencegahan dan respons
yang efektif terhadap kekerasan geng

■ Memberikan nasihat tentang kebijakan untuk
memperbaiki penyediaan keamanan dan peradilan.

- Misalnya: berpartisipasi di dewan keamanan
masyarakat setempat; meminta pakar gender
memberikan kesaksian di depan parlemen

5.3 Pengawasan dan
pertanggungjawaban sektor
keamanan

‘Pertanggungjawaban demokratis sektor keamanan
dan peradilan didasarkan pada prinsip-prinsip
transparansi, tanggung jawab, partisipasi dan

ketanggapan terhadap warga negara. Wakil-wakil
lembaga keamanan dan peradilan harus

bertanggung jawab atas tindakan mereka dan harus
dimintai pertanggungjawabannya atas tindakan

malpraktik. Mekanisme pengawasan harus dirancang
untuk memberikan pengawasan dan keseimbangan

yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan
menjamin bahwa lembaga-lembaga berjalan secara

efisien dan efektif serta menghormati rule of law.’ 

Buku Petunjuk OECD DAC tentang Reformasi
Sistem Keamanan50

Mewujudkan pengawasan dan pertanggungjawaban
demokratis sektor keamanan adalah tujuan yang
melingkupi RSK. Menjamin bahwa lembaga-lembaga

Toolkit RSK dan Gender
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sektor keamanan bersifat transparan dan bertanggung
jawab kepada pemerintahan sipil yang demokratis
mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin
lembaga tersebut berjalan secara efisien dan efektif
serta menghormati rule of law.51

Pengawasan representatif dan partisipatif

Banyak lembaga memainkan peran dalam pe nga wasan
sektor keamanan, seperti lembaga-lembaga sektor ke -
amanan sendiri, lembaga eksekutif, par lemen, lembaga
peradilan, lembaga mandiri seperti para ombudsman,
dan organisasi masyarakat sipil.52 Pria sudah terlalu
terwakili di banyak lembaga ini: misalnya, secara global
83,1% anggota DPR adalah pria.53

Meningkatkan partisipasi wanita di lembaga-lembaga
pengawasan seperti parlemen, lembaga eksekutif dan
lembaga peradilan membantu menjamin bahwa badan-
badan tersebut memang – dan dianggap – representatif,
yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan
ketanggapan pengawasan terhadap permasalahan
semua warga negara. Melibatkan masyarakat sipil yang
me miliki keahlian gender, seperti organisasi wanita,
organisasi pria dan para pakar gender, dapat mem per -
kuat mekanisme pengawasan sektor ke a man an formal
maupun informal (lihat Kotak 9). Mereka memiliki
keahlian dan kemampuan untuk:

■ Memberikan saran kebijakan yang tanggap ter ha dap
gender tentang usaha meningkatkan trans   paransi,
pertanggungjawaban dan ketang ga p an.

■ Memantau pelaksanaan persetujuan internasional
dan regional mengenai kesetaraan gender yang
ber kaitan dengan lembaga-lembaga sektor ke a -
 man an.

Lihat Tools tentang Pengawasan

Parlementer terhadap Sektor Keamanan

dan Gender, Pengawasan Masyarakat Sipil

terhadap Sektor Keamanan dan Gender

Reformasi Sektor Keamanan dan Gender
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Di Fiji, para LSM wanita dalam bekerja sama dengan Departemen Urusan Wanita memberikan masukan dalam proses pengkajian ulang sistem
pertahanan dan keamanan nasional pada tahun 2003. Mereka mengadakan pertemuan dengan Komite Pengkajian Ulang Sistem Pertahanan dan
Keamanan Nasional untuk membahas:
■ Bagaimana cara proses pengkajian ulang tersebut dilaksanakan.
■ Siapa yang dimintai pandangannya.
■ Isu apa yang diidentifikasi sebagai ancaman keamanan.
■ Bagaimana cara standar dan norma internasional seperti Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1325 tentang perempuan, perdamaian dan

keamanan dimasukkan ke dalam program pertahanan.

Para LSM wanita tersebut juga memberikan rekomendasi nyata, termasuk rekomendasi untuk keanggotaan tetap Menteri Urusan Wanita di Dewan
Keamanan Nasional dan perwakilan wanita di komite-komite keamanan tingkat provinsi dan kabupaten.

Kotak 9 Partisipasi organisasi wanita dalam Pengkajian Ulang Sistem Pertahanan
dan Keamanan Fiji54

Komisi Kesempatan yang Sama Kerajaan Inggris (sekarang menjadi bagian dari Komisi Kesetaraan dan Hak Asasi Manusia) adalah lembaga publik
independen yang bertugas menghapuskan diskriminasi dan mempromosikan kesempatan yang sama bagi wanita dan pria. Lembaga tersebut
bertanggung jawab kepada Menteri Kabinet Urusan Wanita dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat bidang Wanita dan Kesetaraan di Departemen
Urusan Masyarakat dan Pemerintahan Daerah.

Pada tahun 2004, setelah beberapa kasus pelecehan seksual yang menarik perhatian masyarakat dan banyaknya pengaduan, Komisi ini mengirim
surat kepada Departemen Pertahanan (Dephan) menyatakan keprihatinannya atas seringnya dan berlanjutnya pelecehan seksual terhadap wanita
anggota angkatan bersenjata. Berdasarkan informasi terperinci dari Departemen Pertahanan dan Angkatan Bersenjata, Komisi tersebut
menyimpulkan Angkatan Bersenjata belum mengambil langkah yang memadai untuk memenuhi tanggung jawab hukum mereka untuk mencegah
dan merespons pelecehan seksual.  Atas kekuasaannya sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Diskriminasi Seks, Komisi tersebut
melakukan penyidikan resmi. Komisi tersebut menangguhkan pemeriksaan tersebut dengan syarat Angkatan Bersenjata melaksanakan Persetujuan
dan Rencana Aksi untuk Mencegah dan Menanggulangi secara Efektif Kasus Pelecehan Seksual di Angkatan Bersenjata. Rencana Aksi tersebut
terdiri dari tiga tahap, selama tiga tahun:

1. Pemeriksaan dan pengumpulan data.

2. Jangka waktu bagi Departemen Pertahanan untuk mengkaji informasi yang dikumpulkan dan mengusulkan program kerja untuk masa depan,
yang meliputi hasil dan target yang akan dicapai, kepada Komisi tersebut untuk mendapatkan persetujuan.

3. Tahap pelaksanaan dan pemantauan.

Rencana Aksi tersebut secara khusus meliputi pelaksanaan survei pelecehan seksual, pengadaan pertemuan dengan kelompok-kelompok fokus,
penentukn standar untuk pencatatan pengaduan pelecehan seksual, pengangkatan analis external untuk menilai penanganan pengaduan, dan
peningkatan jumlah pelatih wanita. Pada bulan Juni 2008 Komisi tersebut akan mengadakan pengkajian akhir tentang kinerja Departemen Pertahanan
dan Angkatan Bersenjata untuk menentukan apakah mereka telah berhasil melakukan pembaruan-pembaruan sesuai ketentuan Perjanjian tersebut,
yaitu mencapai tujuan yang disepakati.

Kotak 10 Komisi Kesempatan yang Sama Kerajaan Inggris dan pelecehan seksualdi
angkatan bersenjata60



■ Memberikan pembangunan kemampuan bagi
lembaga-lembaga pemerintahan dan pengawasan
mengenai isu gender dan keamanan.

■ Membantu menjamin supaya pengawasan dila -
kukan secara menyeluruh dan tanggap terhadap
kebutuhan masyarakat.

Mencegah dan menanggapi pelanggaran HAM

‘Jelaslah dari penelitian yang kami lakukan, ada
masalah [pelecehan seksual] yang harus segera

kami hadapi. Soal ini tidak soal penghalusan istilah
(political correctness). Soal ini soal efektifitas

operasional. Keberhasilan kita sebagai Angkatan
Bersenjata sangat tergantung pada rasa hormat,

kepercayaan dan saling ketergantungan. Hal-hal apa
pun yang melemahkan ikatan kepercayaan dan rasa
hormat tersebut melemahkan kita sebagai pasukan

tempur.’

Kepala Staf Angkatan Bersenjata Kerajaan Inggris,
Marsekal Udara Sir Jock Stirrup55

Pencegahan, penanggapan dan pengenaan sanksi
terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh
lembaga dan personil sektor keamanan merupakan
aspek penting dari pengawasan. Bentuk-bentuk
diskriminasi berbasis gender dan pelanggaran HAM
yang dilakukan oleh personil sektor keamanan meliputi
pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga,
penganiayaan seksual, penyiksaan seksual, kerja seks
paksa, perdagangan manusia dan kekerasan anti-gay.
Personil sektor keamanan pria dan wanita, dan juga
pria, wanita, anak perempuan dan anak lelaki sipil bisa
menjadi korban langsung pelanggaran ini:

■ Pada tahun 2006, sebuah penelitian independen
yang diminta oleh Departemen Pertahanan Inggris
menunjukkan bahwa lebih dari dua per tiga tentara
wanita mengalami pengalaman langsung pele cehan
seksual.56

■ Pada tahun 2006 survei mahasiswa institut militer
Amerika Serikat, The Citadel, 20% dari kadet wanita
melaporkan pernah mengalami penganiayaan
seksual.57

■ Sebuah laporan pada tahun 2006 dari Amnesti
Internasional menyatakan bahwa: ‘Pemerkosaan
wanita dan anak perempuan yang dilakukan oleh
anggota polisi dan pasukan keamanan, dan di
rumah dan masyarakat mereka, diakui sudah
endemis di Nigeria.’58

Penghapusan diskriminasi dan pelanggaran HAM
lainnya yang dilakukan oleh personil sektor keamanan
tidak hanya merupakan ketentuan hukum inter na sio nal,
tapi juga mengadakan lembaga-lembaga kea manan
yang lebih terpercaya dan efektif. Misalnya, pelecehan
seksual merusak suatu lembaga karena hilangnya
produktifitas, penurunan moril, ketidak ha diran di tempat
kerja, peningkatan pergantian staf, dan menghambat
partisipasi wanita di badan-badan keamanan. Dalam
konteks militer, sebuah kajian di Amerika Serikat
memperlihatkan korelasi erat antara tingkat kejadian
pelecehan seksual yang tinggi, kesiapan tempur yang
rendah, dan iklim kepemimpinan yang lemah.59

Badan-badan pengawas dapat melakukan langkah-
langkah pencegahan, seperti kode perilaku dan
pelatihan, dan menjamin bahwa segala pelanggaran
HAM disidik secara efektif dan dijatuhi sanksi (lihat
Kotak 10). Kerja sama dengan organisasi-organisasi
ma sya rakat sipil yang bertugas dalam bidang HAM dan
gender bisa sangat berharga, berkat kemampuan
mereka memantau dan mendokumentasikan kasus-
kasus pelanggaran HAM, dan menyediakan konsultasi
kebijakan, pelatihan, dan konsultasi teknis tentang
usaha pengurangan pelanggaran HAM, termasuk GBV.

6Bagaimana cara isu-isu
gender dapat dipadukan ke
dalam reformasi sektor
keamanan?

Bagian ini memberikan contoh-contoh langkah nyata
untuk memadukan isu-isu gender ke dalam siklus-
siklus kebijakan serta perencanaan dan penyusunan
RSK. Karena proses RSK sangat ditentukan konteks
dan dengan demikian menghadapi tantangan dan
peluang yang berbeda dalam hal pemaduan gender,
saran-saran berikut harus disesuaikan dengan konteks
yang ada. Lihat Bagian 7 untuk mendapatkan informasi
yang lebih lengkap mengenai isu ini dalam konteks
negara pasca-konflik, negara dalam masa transisi,
negara berkembang  dan negara maju.

6.1 Kebijakan RSK yang tanggap
terhadap gender

Penyusunan suatu kerangka kebijakan sebagai
pedoman bagi proses reformasi sektor keamanan
mungkin menjadi langkah pertama yang diambil untuk
pelaksanaan RSK. Pihak-pihak yang memberikan
bantuan eksternal pada RSK bisa juga melakukan hal
ini dalam kerangka kebijakan RSK tertentu. Mem per -
tim bangkan isu-isu gender dari tahap awal perumusan
kebijakan memberikan landasan yang kuat bagi
proses RSK yang tanggap terhadap gender. Ter gan -
tung pada konteks tertentu dan jenis kebijakan,
berbagai aktor dapat dilibatkan dalam pembuatan
kebijakan, yang meliputi para pemangku kepentingan
internasional, regional, nasional dan lokal. Tipe
kebijakan dan perjanjian yang berbeda yang berfokus
pada RSK meliputi: 

Kebijakan nasional, regional dan internasional
■ Kebijakan keamanan nasional

- Contoh: Mewujudkan Masyarakat Terbuka:
Kebijakan Keamanan Nasional Kanada; Konsep
Keamanan Nasional Georgia

■ Perjanjian perdamaian (walaupun bukan ‘kebijakan
RSK’, perjanjian ini berperan sebagai kerangka bagi
RSK di banyak negara pasca-konflik)

Toolkit RSK dan Gender
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Tahap: Pertanyaan-pertanyaan untuk ditanyakan:

Tahap 1: Rumuskan isu
dan tujuan

■ Apa yang ingin dicapai dengan kebijakan tersebut, dan siapa yang akan mendapatkan manfaatnya?
■ Apakah kebijakan tersebut memenuhi kebutuhan keamanan pria, wanita, anak lelaki dan anak perempuan yang

berbeda? Apakah isu-isu GBV, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan manusia, ditangani?
Apakah pencegahan dimasukkan?

■ Apakah penekanannya pada keamanan nasional atau keamanan manusia?
■ Apakah kebijakan tersebut sesuai dengan ketentuan internasional, regional dan nasional mengenai isu gender?
■ Apakah kebijakan tersebut ditujukan untuk menanggulangi ketidaksetaraan gender atau menghilangkan hambatan

dan, kalau benar, haruskah ada tujuan kesetaraan gender?
■ Apakah bahasa yang khusus gender dan peka terhadap gender dimasukkan?
■ Apa yang dikatakan para pria dan wanita, termasuk OMS gender/wanita atau Departemen Urusan Wanita mengenai

berbagai isu dan hasilnya?

Tahap 2:  Kumpulkan
data

■ Bagaimana cara berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan dan berbagai kelompok wanita dan pria?
■ Apakah organisasi-organisasi yang bersifat mewakili benar-benar mencerminkan suara pria dan wanita yang

diharapkan akan mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut? Kalau tidak, apa strategi untuk menjangkau mereka?
■ Apa komposisi gendernya orang-orang yang kena dampak kebijakan tersebut?
■ Bagaimana data dan informasi statistik dikumpulkan berdasarkan jenis kelamin, etnis, kecacatan, usia, agama dan

orientasi seksual?
■ Apa informasi lain selain data yang dibagi menurut jenis kelamin yang diperlukan untuk memahami isu tersebut?
■ Apa risiko konsultasi dini – bagaimana menangani harapan dan kepentingan yang berbeda?

Tahap 3: Buat opsi-opsi ■ Bagaimana cara rekomendasi atau setiap opsi berdampak secara positif atau negatif terhadap wanita dan pria?
■ Apakah rekomendasi atau opsi masing-masing mendukung atau menghambat persepsi tradisional atau klasik

mengenai wanita dan pria?
■ Opsi mana yang memberi pilihan nyata dan kesempatan kepada pria dan wanita untuk mencapai potensi optimal

mereka dalam masyarakat?
■ Apakah ada keharusan untuk mempertimbangkan peredaan dalam hal akan timbul dampak negatif terhadap salah

satu kelompok, dan tindakan apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak tersebut atau membuat suatu
kebijakan yang lebih seimbang gender?

Tahap 4:  Sampaikan ■ Pesan apa yang perlu disampaikan?
■ Bagaimana cara pesan tersebut menjangkau kelompok wanita dan pria yang berbeda?
■ Apakah diperlukan pendekatan yang terpisah?
■ Bagaimana cara kebijakan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah terhadap kesetaraan dan apakah pesan

khusus tentang kesetaraan perlu dimasukkan?
■ Apakah bahasa, simbol, dan contoh yang peka terhadap gender digunakan dalam bahan-bahan yang menyampaikan

kebijakan tersebut?
■ Bagaimana cara Anda berkomunikasi dengan wanita dan pria yang menggunakan bahasa lain atau yang buta huruf?

Tahap 5:  Laksanakan ■ Apakah kebijakan atau layanan tersebut akan dialami atau dinilai secara berbeda oleh wanita atau pria, dan apakah
perbedaan tersebut akan dipengaruhi oleh etnis, kecacatan, usia, agama atau orientasi seksual? Rencana apa
disiapkan untuk menjangkau orang-orang yang mungkin terpinggirkan?

■ Apakah layanan tersebut dapat disediakan secara bersama – yaitu apakah lembaga-lembaga pemerintah lainnya dan
organisasi-organisasi lokal, nasional dan internasional dapat membantu menyediakan layanan tersebut kepada
wanita dan pria yang ditargetkan?

■ Apakah mereka yang melaksanakan/menyediakan kebijakan atau layanan tersebut mewakili keanekaragaman
masyarakat yang dilayani?  Apakah para wanita dilibatkan secara setara dalam pelaksanaannya?

■ Apakah sumber daya (keuangan dan manusia) khusus dan memadai digunakan untuk membantu pencapaian tujuan
kesetaraan gender?

■ Apakah pihak pelaksana responsif terhadap gender dan menyadari isu-isu gender tertentu?

Tahap 6:  Pantau ■ Apakah sasaran program wanita dan pria sama-sama berpartisipasi dalam proses pemantauan?
■ Apakah persyaratan pemantauan meliputi langkah untuk mencapai kesetaraan gender, langkah untuk mencapai

kepuasan sasaran program, dan apakah persyaratan tersebut menunjukkan sampai sejauh mana kebijakan tersebut

Kotak 11 Penilaian dampak gender dari kebijakan keamanan62



- Contoh: Perjanjian Perdamaian Komprehensif
Liberia; Pesetujuan Perdamaian Guatemala

■ Kode perilaku nasional, regional dan internasional

- Contoh: Kode Perilaku OSCE tentang Aspek
Politiko-Militer Keamanan; Kode Perilaku PBB
untuk Petugas Penegakan Hukum

■ Kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi negara
donor

- Contoh: Reformasi Sektor Keamanan: Menuju
Pendekatan Belanda; Rencana Aksi Pemerintah
Norwegia terhadap Pelaksanaan Resolusi De wan
Keamanan PBB nomor 1325 (2000)

■ Kerangka kebijakan organisasi-organisasi inter na si -
o nal dan regional

- Contoh: Pernyataan Menteri OECD DAC: Ko mit -
men Kebijakan dan Operasional Pokok dari
Ke rang ka Pelaksanaan Reformasi Sistem Ke a -
man an; Komisi Masyarakat Eropa ‘Sebuah
Kon sep Dukungan Uni Eropa terhadap Refor ma -
si Sektor Keamanan

Kebijakan tingkat lembaga dan daerah
■ Buku putih tentang keamanan, pertahanan, intelijen,

kepolisian

■ Rencana keamanan masyarakat lokal

Tergantung pada jenis kebijakan dan konteks lokal,
berbagai langkah dapat diambil untuk menjamin
bahwa isu-isu gender dipadukan melalui prakarsa dan
langkah pengarusutamaan gender untuk mempro -
mosikan partisipasi setara pria dan wanita.

Kiat pengarusutamaan gender
✔ Libatkan pakar gender dalam merancang kebijakan

RSK seperti wakil-wakil dari kementrian urusan
wanita, anggota parlemen yang memiliki keahlian
gender, dan para pakar dari organisasi masyarakat
sipil atau akademia.

✔ Bangun kemampuan gender personil yang bertang -
gung jawab atas perancangan, pelaksanaan, dan
evaluasi kebijakan keamanan, misalnya dengan
pelatihan gender.

✔ Identifikasi dan kerahkan para pejuang gender, yaitu
para pembuat keputusan tingkat atas yang
mendukung pemasukan isu gender.

✔ Lakukan penilaian dampak gender dari kebijakan
keamanan yang diajukan dan lanjutkan pe man tauan
dampak gender dalam pelaksanaan dan ev a luasi
(lihat Kotak 11).

✔ Kaji ulang kerangka hukum dan kebijakan ke -
amanan dan gender yang ada, dan jamin supaya
 kebijakan RSK sesuai dengan ketentuan inter na si -
onal, regional dan nasional.

Kiat mempromosikan partisipasi setara wanita dan
pria

✔ Adakan proses konsultasi yang inklusif dengan
pelibatan masyarakat sipil, seperti wakil-wakil or -
ganisasi wanita dan pria, dan pakar gender lainnya.

✔ Jamin keterwakilan wanita dan pria dalam tim yang
bertanggung jawab atas penilaian, perancangan,
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan
keamanan.

Penilaian dampak gender dari kebijakan keamanan
dapat dilakukan oleh badan-badan pengawas, seperti
misalnya para anggota parlement dan organisasi
masyarakat sipil, untuk menentukan bagaimana ke -

!

Lihat Tool tentang Pembuatan

Kebijakan Keamanan Negara

dan Gender

!
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berhasil memenuhi kebutuhan wanita dan pria yang berbeda?
■ Bagaimana cara organisasi-organisasi eksternal yang mewakili kelompok yang berbeda dalam masyarakat dapat

membantu memantau hasil kebijakan tersebut?
■ Apakah sudah ada langkah-langkah untuk melakukan penyidikan atau untuk mengubah kebijakan tersebut bila

kebijakan tersebut tidak mencapai tujuan kesetaraan yang dirumuskan pada awal proyek atau kesetaraan
kesempatan bagi wanita atau pria?

Tahap 7:  Evaluasi ■ Apakah kebijakan tersebut mempromosikan dan menyediakan kesempatan yang sama bagi wanita dan pria? Apakah
tujuannya dicapai untuk wanita maupun pria?

■ Apakah salah satu kelompok mendapat manfaat yang lebih besar daripada kelompok yang lain – kalau begitu,
bagaimana cara ketidakseimbangan ini akan diatasi? Apakah masukan-masukan dialokasikan dengan adil?

■ Apakah dampak menyeluruh terhadap status dan kualitas hidup wanita dan pria?
■ Apakah proses tersebut melibatkan wanita dan pria? Apakah proses tersebut meminta dan menilai pandangan

mereka dengan adil?
■ Apakah ada kebutuhan untuk mengumpulakan data tambahan dan apakah sasaran dan indikator perlu penyesuaian

mengingat pengalaman?
■ Latihan-latihan apa yang diproleh untuk memperbaiki kebijakan dan layanan di masa depan, siapa yang perlu diberi

tahu dan bagaimana cara informasi tersebut akan disampaikan?



bijakan keamanan akan secara khusus  mem  pengaruhi
pria, wanita, anak perempuan dan anak lelaki (lihat
Kotak 11). Penilaian dapat dilakukan atas kebijakan
yang ada atau kebijakan yang diajukan. Namun
demikian, penilaian ini lebih berhasil bila dilakukan
pada tahap awal sehingga kebijakan tersebut dapat
diubah atau ditinjau kembali.61

6.2 Siklus program RSK yang tanggap
terhadap gender

Siklus-siklus program RSK bisa bervariasi sesuai
dengan konteks tertentu, walaupun tahap-tahap
umumnya tetap sama dalam sebagian besar program
pembangunan:

Penilaian RSK
Langkah pertama dalam memulai reformasi sektor
keamanan adalah melakukan penilaian untuk
mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang
situasi yang ada dan prioritas reformasi. Penilaian awal
juga berfungsi sebagai indikator dasar untuk mengukur
dampak reformasi. Gender dapat dipadukan ke dalam
berbagai tipe penilaian keamanan untuk meningkatkan
kecermatan dan relevansinya.

Ada beberapa tipe penilaian yang dapat dilakukan:

■ Penilaian penuh adalah suatu penilaian menyeluruh

mengenai konteks RSK nasional yang berfokus
pada seluruh aktor sektor keamanan.Pertanyaan-
pertanyaan dapat meliputi analisis atas ekonomi
politik dan konflik; tata pemerintahan dan
kemampuan lembaga keamanan dan peradilan;
kebutuhan keamanan dan keadilan warga negara;
dan hubungan dengan kerangka dan program lain.63

■ Penilaian khusus sektor atau masalah berfokus
pada salah satu lembaga sektor keamanan, seperti
misalnya kepolisian, atau menangani masalah
tertentu, yang mungkin melibatkan pembahasan
berbagai lembaga sektor keamanan.64

■ Survei keamanan lokal dapat dilakukan untuk
memberikan masukan bagi pembuatan keputusan
keamanan, penyusunan prioritas dan pengerahan
dan alokasi sumber daya pada tingkat lokal.
Dilakukan me lalui wawancara dengan sampel yang
representatif orang, kelompok fokus atau organisasi
masya ra kat, pertanyaan-pertanyaan dapat dita nya -
kan tentang ancaman dan layanan keamanan.65

Penilaian yang tanggap terhadap gender harus
mencakup:

Pengarusutamaan gender
✔ Tim penilaian yang memiliki kemampuan gender

✔ Kerangka acuan untuk penilaian yang mencakup
isu-isu gender

✔ Data yang terpisah menurut jenis kelamin dan usia

✔ Survei yang melibatkan pertanyaan mengenai isu-
isu yang berbeda untuk pria, wanita, anak
perempuan dan anak lelaki seperti:

- kebutuhan dan persepsi mengenai keamanan
dan keadilan

- kemampuan mengakses layanan keamanan dan
peradilan

- kesempatan untuk memperbaiki keamanan dan
keadilan

- prioritas untuk reformasi

- partisipasi di lembaga-lembaga sektor keamanan

✔ Pemetaan program dan proyek keamanan dan
peradilan yang tanggap terhadap gender yang
sudah ada untuk menentukan kemampuan lokal
dan mengidentifikasi para mitra potensial, seperti
prakarsa masyarakat sipil

✔ Penilaian ketanggapan gender dari kerangka
kebijakan dan hukum keamanan dan peradilan yang
sudah ada pada tingkat nasional, lembaga, dan
lokal untu k menentukan kesenjangan dan revisi
yang diperlukan

✔ Tim penilaian bertanggung jawab atas pemasukan
isu gender

Lihat Tools tentang Reformasi

Pertahanan dan Gender, Reformasi

Kepolisian dan Gender, dll.

Lihat Tool tentang Penilaian,

Pemantauan dan Evaluasi

RSK dan Gender

Pelaksanaan dan
pemantauan

Perancangan dan
perencanaan

Siklus
program

Penilaian Evaluasi
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Mempromosikan partisipasi setara wanita dan pria
✔ Wanita dan pria dalam tim penilaian, termasuk

penerjemah wanita setempat bila diperlukan untuk
berbicara dengan wanita setempat

✔ Proses konsultasi inklusif dengan masyarakat sipil
yang melibatkan pria, wanita, dan wakil-wakil dari
organisasi wanita dan pria

✔ Kelompok-kelompok fokus dan pertemuan pada
waktu dan lokasi yang dapat dihadiri para wanita
dan kelompok terpinggirkan lainnya

✔ Kelompok fokus khusus wanita dan khusus pria bila
diperlukan untuk mendengarkan para wanita
setempat, berikan layanan penitipan anak dan
transportasi, bila diperlukan

✔ Alat-alat komunikasi untuk kelompok masyarakat
yang buta huruf

Perlu juga dilakukan penilaian khusus tentang isu-isu
gender sebelum memulai kegiatan pengarusutamaan
gender atau pembaruan-pembaruan gender, misalnya
untuk menentukan tingkat kejadian pelecehan seksual,
hambatan terhadap usaha peningkatan keseimbangan
perekrutan wanita atau kehidupan ker ja-keluarga (lihat
Kotak 12 tentang model proses penilaian untuk me -
ningkatkan perekrutan dan retensi wanita di badan-badan
p enegakan hukum).

Perancangan dan perencanaan RSK
Penilaian awal dapat memberikan landasan bagi
proses perancangan dan perencanaan strategis. Untuk
menjamin pemilikan lokal, para pemangku ke pen -
tingan, termasuk organisasi-organisasi masya ra kat
sipil, harus terus terlibat secara aktif. Tahap ini da lam
tiap-tiap program RSK harus menentukan kerang ka
logis yang peka terhadap gender untuk peran cangan
program:

■ Tujuan

- Apakah tujuan yang ditetapkan mencakup
perbaikan pemberian layanan keamanan dan
peradilan kepada pria, wanita, anak perempuan
dan anak lelaki? Peningkatan sifat representatif
dan partisipatif lembaga-lembaga sektor ke a man -
an? Peningkatan per  tang gungjawaban dan
pe ngu rangan pelanggaran HAM?

■ Para penerima manfaat

- Apakah para penerima manfaat didefinisikan
dengan jelas, termasuk penjelasan apakah
mereka pria, wanita, anak perempuan dan  anak
lelaki?

- Apakah wanita, anak perempuan, serta pria dan
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Pusat Urusan Wanita & Pemolisian Nasional AS menerima bantuan dari Departemen Kehakiman AS untuk menyusun panduan penilaian diri untuk
membantu lembaga-lembaga yang berusaha merekrut lebih banyak wanita pada jabatan penegakan hukum tersumpah. Sebuah Badan Penasihat
dibentuk yang terdiri dari para petugas penegakan dari negara bagian, kabupaten dan kota serta para anggota organisasi penegakan hukum. Selain
itu, perancangan panduan tersebut diuji-lapangan-kan di dua departemen kepolisian yang berbeda. Proses penilaian yang direkomendasikan oleh
panduan tersebut untuk lembaga-lembaga menengah sampai besar:

1. Bentuk komite penilaian yang terdiri dari: para manajer lembaga dan personil lapangan, yang mewakili seluruh satuan dan fungsi; para wanita
dari semua kalangan; para wakil serikat pekerja; para pakar personalia yang berpengalaman bekerja meningkatkan partisipasi wanita pada
pekerjaan non-tradisional; para wakil masyarakat; para staf penghubung dari instansi pemerintah yang mengelola anggaran penegakan hukum;
dan para pejabat terpilih atau wakilnya.

2. Adakan pertemuan sehari penuh untuk membahas proses penilaian, memperkenalkan semua anggota komite dan menyusun penunjukan-
penunjukan komite.

3. Bentuk komite-komite kerja berdasarkan pokok bahasan mengenai: uraian-uraian tugas, proses seleksi dan promosi, perekrutan; pelatihan,
pendampingan, evaluasi prestasi kerja dan penghargaan; dan isu-isu keluarga, pelecehan seksual, balas dendam, urusan internal, dan sistem
penegakan disiplin.

4. Tentukan jadwal untuk penilaian dan penyusunan rekomendasi, sebaiknya dalam jangka waktu enam bulan.

5. Tugaskan staf dalam jumlah yang memadai untuk memberikan informasi dan berpartisipasi dalam proses penilaian.

6. Tunjuk satu orang tingkat komando untuk memberikan pengarahan bulanan kepada pengurus lembaga tersebut dan jamin supaya pengkajian
ulang yang menyeluruh telah dilakukan.

7. Tunjuk satu orang dari lembaga penegakan hukum untuk mengoordinasikan semua permintaan informasi dari komite.

8. Adakan pertemuan staf dengan personil penegakan hukum tingkat tinggi untuk menjelaskan tugas yang diberikan kepada komite dan komitmen
lembaga tersebut untuk bekerja sama dalam proses tersebut.

9. Komite-komite tersebut harus menyampaikan penilaian dan laporan akhir mereka kepada seluruh tim penilaian.

10. Tentukan perubahan mana yang akan dilakukan dan susun rencana waktu/tugas yang terperinci untuk pelaksanaan yang memberikan tanggung
jawab tertentu.

11. Bentuk komite pelaksana dan menunjuk ketuanya untuk memantau proses pelaksanaan perubahan yang direkomendasikan dan memberikan
laporan triwulan kepada ketua instansi dan pejabat terpilih.

Pandauan tersebut tersedia pada http://www.womenandpolicing.or g/sag.asp

Kotak 12 Perekrutan & Retensi Wanita: Panduan Penilaian Diri untuk Penegakan
Hukum



anak lelaki yang terpinggirkan diidentifikasi
secara tetap sebagai para penerima manfaat?

■ Kegiatan

- Apakah prakarsa-prakarsa gender dimasukkan
(lihat Kotak 14)?

- Apakah kegiatannya jelas sesuai dengan
tujuannya? Apakah kegiatan tersebut akan
mening kat kan keamanan dan keadilanbagi
wanita dan anak perempuan dan juga priadan
anak lelaki yang ter ping girkan?

■ Keluaran (Outputs)

- Apakah keluaran  tertentu ditujukan kepada wa -
nita, pria, anak perempuan dan anak lelaki?

- Apakah ada keluaran yang berfokus pada
mencegah, menanggapi dan menuntut GBV?

- Apakah ada keluaran yang meningkatkan perek -
rut an, retensi dan kemajuan  wanita?

■ Pengukur-pengukur (Indicators)

-  Apakah ada indikator tertentu untuk memantau
tujuan yang berkaitan dengan gender?

- Apakah ada pengukur tertentu untuk memantau
dampak kegiatan gender?

- Apakah pengukur-pengukur dipisahkan menurut
jenis kelamin?

■ Jadwal

- Apakah jadwal memungkinkan fleksibilitas, peman -
tauan dan partisipasi para pemangku ke pen tingan?

■ Anggaran

- Apakah dana tertentu disediakan c untuk tujuan,
kegiatan dan keluaran gender?

■ Pemantauan dan evaluasi

- Apakah tersedia cukup waktu dan dana untuk
menjamin proses pemantauan dan evaluasi
partisipatif?

- Apakah persyaratan pemantauan mencakup
langkah-langkah untuk mencapai kesetaraan
gender dan kepuasan sasaran program?

- Apakah proses pemantauan dan penilaian akan
menunjukkan sampai sejauh mana program
berhasil memenuhi kebutuhan keamanan dan
keadilan pria, wanita, anak perempuan dan anak
lelaki yang berbeda?

■ Para mitra

- Apakah organisasi masyarakat sipil wanita dan
pria, dan organisasi yang khusus berfokus pada
isu gender diikutsertakan sebagai para mitra
potensial untuk pelaksanaan program?

- Apakah para mitra yang teridentifikasi memiliki
komitmen dan kemampuan untuk bekerja dengan
cara yang tanggap terhadap gender?

- Apakah tanggung jawab dan harapan tentang
gender dinyatakan dengan jelas dalam dokumen,
perjanjian dan kontraknya program tersebut?

Prakarsa-prakarsa gender tertentu mungkin harus
dimasukkan pada tahap perancangan dan peren -
canaan RSK untuk menjamin isu-isu gender memang
dimasukkan (lihat Kotak 13).
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Kegiatan-kegiatan internal Kegiatan- kegiatan eksternal

Pengarusutamaan gender ■ Pelatihan kesadaran gender
■ Pelatihan tentang pelecehan seksual
■ Kode perilaku
■ Staf penghubung gender
■ Sumber daya, seperti misalnya buku pedoman,

tentang bagaimana cara memadukan isu gender

■ Pelatihan teknis mengenai cara mewawancarai
korban GBV, mencegah perdagangan manusia,
dan cara memberikan respons terhadap
penganiayaan seksual yang dilakukan pria

■ Pembangunan kemampuan bagi organisasi
masyarakat sipil mengenai gender

■ Prakarsa khusus untuk mencegah, menangappi
dan menghukum GBV

Partisipasi setara wanita dan pria ■ Langkah-langkah untuk meningkatkan perekrutan,
retensi dan kemajuan wanita

■ Kebijakan dan praktik sumber daya manusia yang
tanggap terhadap gender dan ramah keluarga

■ Perhimpunan staf wanita/kaukus/serikat pekerja
wanita

■ Kerja sama dengan organisasi wanita dan pria
untuk pengumpulan informasi, penyerahan
korban, penyusunan kebijakan keamanan,
pengawasan sektor keamanan, dll.

■ Pembangunan kemampuan organisasi wanita
sehubungan dengan RSK dan isu-isu keamanan
secara umum

Kotak 13 Prakarsa-prakarsa gender dalam program RSK



Pelaksanaan RSK
Langkah-langkah tertentu dapat diambil untuk
menjamin agar isu-isu gender yang dimasukkan dalam
penilaian dan perancangan program tidak dipinggirkan
pada tahap pelaksanaannya:

✔ Libatkan para pakar gender, seperti Departemen
Urusan Wanita, organisasi masyarakat sipil wanita,
dan para spesialis gender dan keamanan.

✔ Masukkan langkah-langkah untuk membangun
dukungan dan kemampuan sehubungan dengan
isu-isu gender – misalnya melalui prakarsa ‘pela -
tihan gender’ bagi pimpinan tingkat tinggi atau
pemberian pelatihan gender dan bahan/alat untuk

staf proyek (lihat Kotak 14).

✔ Buat mekanisme pertanggungjawaban untuk
menjamin semua personil bertanggung jawab atas
pemaduan isu-isu gender.

✔ Libatkan masyarakat  sipil dalam kegiatan-kegiatan
pelaksanaan, termasuk organisasi-organisasi
wanita dan pria.

Pemantauan dan evaluasi RSK
Pemantauan dan evaluasi (M&E, monitoring and
evaluation) terhadap program-program RSK yang
tanggap terhadap gender diperlukan untuk
menentukan dampak dari pembaruan terhadap para
penerima manfaat program tersebut – wanita, pria,

Toolkit RSK dan Gender
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Pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1325 merupakan titik mula pembentukan Genderforce Swedia. Satuan ini didanai oleh Prakarsa
Setara Uni Eropa dan merupakan kemitraan dari:
■ Angkatan Bersenjata Swedia
■ Kepolisian Swedia
■ Badan Layanan Penyelamatan Swedia (SRSA – Swedish Rescue Services Agency)
■ Kvinna till Kvinna (Wanita kepada Wanita), suatu organisasi masyarakat sipil wanita)
■ Perhimpunan Perwira Militer di Swedia
■ Organisasi Pertahanan Sukarela Wanita Swedia

Tujuan intinya adalah meningkatkan keseimbangan gender dan mempromosikan pemasukan perspektif gender ke dalam militer Swedia, operasi
bantuan sipil dan operasi pemeliharaan perdamaian pasca-konflik. Untuk mencapai tujuan ini, delapan proyek telah dimulai:

1. Peningkatan perekrutan wanita: Proses perekrutan di organisasi-organisasi mitra telah dinilai dari perspektif gender dan rekomendasi telah dibuat.
Salah satu contoh adalah bagaimana SRSA telah mengubah metode perekrutannya, misalnya dengan memasang iklan di majalah-majalah wanita.
Menurut Penasihat Gendernya, Susanne Axmacher:  ‘Kami jelas mengirimkan lebih banyak wanita ke daerah-daerah operasi dewasa ini.’  Contoh
lainnya adalah bagaimana Batalion Nordik telah menetapkan tujuan 8% perekrutan wanita (Angkatan Bersenjata Swedia saat ini terdiri dari sekitar
5% wanita).

2. Dokumen kebijakan yang responsif terhadap gender: Dokumen-dokumen kebijakan pemerintah dan lembaga dianalisis untuk mengidentifikasi
bidang-bidang perbaikan nyata dengan tujuan akhir menyusun tugas misi dan operasi yang berisi petunjuk-petunjuk yang jelas tentang kesetaraan
gender dan keterlibatan aktif wanita.  Topik-topik laporan baru yang dikemukakan antara lain: ‘Apa organisasi wanita setempat yang telah dihubungi
untuk berinteraksi?’ dan ‘Apa ancaman keamanan terhadap wanita yang telah diamati?’

3. Kerja sama antara masyarakat sipil dan militer di lapangan: Sebuah penelitian dilakukan oleh Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional Swedia untuk
mengetahui peran aktor sipil dan militer yang berbeda, dan metode kerja sama sipil-militer dalam pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan nomor
1325. Salah satu rekomendasi kajian ini adalah pembentukan jaringan aktor sipil dan militer Swedia untuk meningkatkan kerja sama.

4. Penasihat lapangan gender: Sebuah program pelatihan telah disusun untuk para penasihat lapangan gender untuk menghasilkan sebuah gabungan
para penasihat untuk operasi-operasi internasional.

5. Program pelatih gender: Karena pimpinan tingkat atas memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk mempengaruhi struktur dan perilaku di dalam
organisasi, 12 pejabat senior dipilih untuk mengikuti program pelatihan gender. Mayor Jenderal Sverker Goranson, Kepala Staf Angkatan Darat
Swedia, menyatakan bahwa program tersebut telah menjadi pengalaman yang sangat positif dan telah mengubah cara berpikir, berbicara, dan
bertindaknya, yang antara lain telah berperan menghasilkan komunikasi yang lebih efektif.

6. Pencegahan perdagangan manusia: Sebuah program pelatihan disusun untuk personil yang bertugas dalam operasi internasional mengenai
bagaimana cara mengenali tanda-tanda terjadinya perdagangan manusia.

7. Pelatihan gender: Metode dan alat pelatihan disusun tentang isu-isu gender dan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1325.  Angkatan
Bersenjata Swedia telah menggunakan pelatihan ini untuk para personil yang bertugas dalam operasi-operasi dukungan perdamaian internasional.
Tujuannya adalah memasukkan pelatihan gender ke dalam kurikulum Akademi Militer Swedia, Akademi Kepolisian Swedia, dan Sekolah Tinggi
Pertahanan Nasional Swedia.

8. Pemberdayaan wanita setempat: Sebuah laporan disusun yang berfokus pada praktik yang baik dan buruk   dalam keterlibatan wanita setempat
dalam tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi operasi militer dan kemanusiaan. Tujuannya adalah memadukan temuan-temuan
yang diperoleh ke dalam pelatihan pra-penggelaran.

Kotak 14 Genderforce Swedia – sebuah pendekatan berlapis pada pemaduan isu-
isu gender ke dalam lembaga-lembaga sektor keamanan Swedia 66



anak lelaki dan anak perempuan – dan untuk
mengidentifikasi pelajaran yang diperoleh. Data awal
dan pengukur utama dari penilaian program awal dan
perancangan program dapat berfungsi sebagai titik
mula M&E. Pemantauan dapat digunakan sebagai alat
pengelolaan program untuk menyesuaikan kegiatan
RSK untuk menanggapi perubahan konteks, kebu -
tuhan lokal, dan praktik yang baik dan buruk yang
teridentifikasi. Mekanisme-mekanisme pemantauan
dapat dipadukan ke dalam program tersebut sebagai
proses yang berkelanjutan atau melalui pengkajian
ulang berkala.  

Sebaliknya, evaluasi berlangsung pada akhir program
untuk mengidentifikasi pelajaran umum yang diperoleh
untuk menyesuaikan program selanjutnya.67

Kriteria OECD DAC untuk mengevaluasi program
bantuan pembangunan meliputi:68

■ Relevansi: sampai sejauh mana kegiatan tersebut
sesuai dengan prioritas dan kebijakan kelompok
sasaran, penerima dan donor.

■ Efektifitas: suatu ukuran sampai sejauh mana
suatu kegiatan mencapai tujuannya.

■ Kecakapan: suatu ukuran keluaran – kualitatif dan
kuantitatif – sehubungan dengan masukan.

■ Dampak: perubahan positif atau negatif yang
dihasilkan oleh intervensi pembangunan, secara
lang sung atau tidak langsung, terencana atau tidak
teren cana.

■ Keberlanjutan: suatu ukuran apakah manfaat dari
suatu kegiatan mungkin berlanjut setelah bantuan
da na dari donor dihentikan.

Pertanyaan-pertanyaan pokok untuk menjamin
supaya proses-proses pemantauan dan evaluasi
tanggap terhadap gender meliputi:

Pengarusutamaan gender

✔ Apakah staf pemantauan dan evaluasi memiliki
kemampuan untuk memadukan isu gender?

✔ Apakah data pemantauan dan evaluasi dipisahkan
menurut jenis kelamin dan usia?

✔ Apakah tujuan, pengukur dan tolok ukur
(benchmarks) yang berkaitan dengan gender
dicapai? Apakah sudah tersedia langkah-langkah
untuk memulai proses perubahan bila tujuan,
pengukur dan/atau tolok ukur tidak tercapai?

✔ Apa dampak menyeluruh dari program tersebut
terhadap pria, wanita, anak perempuan dan anak
lelaki? Apakah program tersebut telah mening -
katkan keamanan dan akses mereka atas keadilan?

✔ Apa praktik yang baik dan buruk sehubungan
dengan isu gender yang dapat diidentifikasi?
Bagaimana cara memasukkan praktik-praktik
tersebut ke dalam perencanaan dan penyusunan
pada masa depan?

✔ Bagaimana cara hasil evaluasi tersebut sedang
disampaikan kepada pria dan wanita yang terlibat

dalam proses RSK dan kepada masyarakat yang
terpengaruh?

Mempromosikan partisipasi setara wanita dan pria
✔ Apakah sasaran program pria dan wanita sama-

sama berpartisipasi dalam M&E?

✔ Apakah langkah-langkah khusus diambil sebagai
bagian dari proses M&E untuk menjangkau para
penerima manfaat yang terpinggirkan seperti
masyarakat pedesaan dan kelompok masyarakat
yang buta huruf?

✔ Apakah program RSK cukup melibatkan pria dan
wanita? Apakah pandangan-pandangan mereka
dimasukkan ke dalam program tersebut?

✔ Bagaimana cara program tersebut mempengaruhi
partisipasi pria dan wanita di lembaga-lembaga sektor
keamanan dan pengawasan sektor ke a man an?

7 Memadukan gender ke
dalam RSK dalam konteks
tertentu

Reformasi sektor keamanan bervariasi menurut
konteks reformasi tertentu.  

Pada dasarnya, setiap negara yang melakukan RSK
merupakan kasus khusus dan dengan demikian
merupakan konteks pembenahan yang berbeda.

Namun demikian, untuk tujuan analisis, beberapa
konteks RSK secara umum dapat dibedakan sebagai
berikut: konteks negara pasca-konflik, negara dalam
masa transisi, negara berkembang dan negara maju

(lihat Tabel 1).

7.1 Negara-negara pasca-konflik

Di lingkungan pasca-konflik, RSK sangat penting untuk
mencegah terjadinya kembali konflik dan
meningkatkan keamanan masyarakat, yang pada
gilirannya diperlukan untuk memulai kegiatan
pemulihan dan pembangunan. Tergantung pada
konteksnya, RSK bisa mencakup reformasi lembaga-
lembaga keamanan yang sudah ada atau membentuk
lembaga-lembaga sektor keamanan yang sepenuhnya
baru. Dalam konteks ini biasanya terdapat tuntutan
perubahan yang besar dari masyarakat, dan dengan
mendukung RSK, pemerintah transisi dapat mem -
bantu memisahkan diri dari masa lalu. Mungkin
ter  dapat minat besar dari organisasi dan donor inter -
nasional dalam mendukung proses RSK, seperti
me lalui bantuan pembangunan dan operasi dukungan
per damaian. Dalam konteks pasca-konflik, terdapat
banyak kesempatan penting untuk menghubungkan
RSK dengan berbagai prakarsa yang terkait, seperti

?
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perundingan dan pelaksanaan persetujuan per da -
maian; perlucutan senjata, demobilisasi, dan
rein tegrasi (DDR); sistem peradilan transisi dan penge -
lolaan senjata api kecil.70

Peran gender mengalami perubahan besar selama
konflik, di mana pria dan wanita mendapat tanggung
jawab baru. Ini dapat membuka kesempatan baru bagi
keterlibatan wanita yang lebih besar dalam kehidupan
masyarakat, seperti di lembaga-lembaga keamanan
dan dalam pembuatan keputusan keamanan. Pada
masa pasca-konfliik, sering terjadi tekanan untuk
kembali ke peran-peran gender tradisional. Proses-
proses RSK harus mendukung perubahan-perubahan
positif yang mungkin telah terjadi selama konflik sambil
berusaha menangani tingkat kejadian GBV yang tinggi
pasca-konflik.

Tantangan bagi pemaduan isu-isu gender
■ Proses DDR71 sering tidak meliputi wanita dan

anak perempuan (lihat Kotak 15).

■ Desakan untuk segera membentuk lembaga-
lembaga sektor keamanan dapat membuat isu-isu
gender kurang diprioritaskan dalam perekrutan,
pelatihan, dan logistik.

■ Kurangnya infrastruktur dan kemampuan dapat
menghambat akses wanita atas keadilan.

■ Lembaga-lembaga sektor keamanan sering tidak
mendapat kepercayaan sipil karena pelanggaran
HAM sebelumnya, yang meningkatkan kesulitan
merekrut para wanita.

■ Para wanita mungkin tidak memenuhi persyaratan
pendidikan atau ketermpilan untuk bergabung
dengan lembaga-lembaga sektor keamanan.

Toolkit RSK dan Gender

20

Negara-negara
berkembang

Negara-negara dalam
masa transisi

Negara-negara 
pasca-konflik

Negara-negara maju

Kriteria utama Tingkat perkembangan
ekonomi.

Sifat sistem politik. Situasi keamanan khusus. Kemauan politik.

Tantangan utama Defisit pembangunan. 
Pengeluaran militer yang
berlebihan; sektor kea-
manan yang dikelola/
diatur kurang baik menye-
babkan pemberian kea-
manan yang tidak efektif,
sehingga menghabiskan
sumber daya langka untuk
pembangunan.

Defisit demokrasi. 
Kompleks militer-industri
yang terlalu besar dan ter-
lalu banyak menghabiskan
sumber daya; negara kuat,
tapi lembaga masyarakat
sipil lemah; kekurangan
dalam pelaksanaan kebi-
jakan RSK.

Defisit keamanan dan
demokrasi. 
Lembaga-lembaga pemer-
intah dan masyarakat sipil
runtuh; penduduk terusir;
privatisasi keamanan;
mungkin terbentuk kan-
tong-kantong perlawanan
bersenjata; banyak sekali
senjata api kecil dan ran-
jau anti-personil.

Kemauan politik.
Kadang-kadang angkatan
bersenjata relatif terlalu
besar dan terlalu banyak
menghabiskan sumber
daya.

Kemungkinan
pelaksanaan RSK

Tidak jelas (tergantung
pada komitmen politik ter-
hadap reformasi, kekuatan
lembaga-lembaga negara,
peran dan keadaan pa-
sukan keamanan, lingkun-
gan keamanan regional,
pendekatan donor dalam
RSK, dll.)

Agak baik (lembaga-lem-
baga negara kuat, pa-
sukan keamanan
pro fesional, proses
demokratisasi lebih luas),
lebih baik lagi bila tersedia
insentif luar (misalnya,
penerimaan sebagai
anggota EU atau NATO).

Agak rendah (lembaga-
lembaga negara lemah
dan bertentangan, privati-
sasi keamanan, ketergan-
tungan pada pasukan
dukungan/intervensi per-
damaian).

Tidak jelas (tergantung
pada komitmen politik ter-
hadap reformasi, dan
kekuatan relatif kompleks
militer-industri); lembaga-
lembaga negara dan ko-
munitas OMS kuat, tapi
jarak yang jauh di antara
keduanya.

Proses reformasi umum Transisi dari ekonomi 
tertinggal menuju ekonomi
maju.

Transisi dari sistem
otoriter menuju sistem
demokratis.

Transisi dari konflik yang
kejam menuju perdamaian.

Memberikan respons ter-
hadap perubahan dalam
lingkungan keamanan.

Sifat keterlibatan
eksternal

Bantuan pembangunan
disertai dengan per-
syaratan politik.

Penerimaan sebagai
anggota lembaga-lembaga
multilateral sebagai insen-
tif untuk reformasi

Intervensi/pendudukan
militer; operasi dukungan
perdamaian yang umum-
nya dipimpin PBB.

Biasanya tidak ada.

Aktor eksternal utama Para aktor pembangu-
nan/keuangan: donor mul-
tilateral (seperti OECD,
UNDP, Bank Dunia); donor
bilateral; aktor bukan ne-
gara.

Para aktor keamanan: in-
ternasional (seperti EU,
NATO, OSCE); pemerin-
tah; aktor bukan negara
(seperti LSM interna-
sional, perusahaan-pe-
rusahaan militer swasta).

Para aktor keamanan: pa-
sukan intervensi; pasukan
pemelihara perdamaian
dengan bantuan interna-
sional; aktor bukan negara
(seperti perusahaan-pe-
rusahaan militer swasta).

Biasanya tidak ada.

Tabel 1  Reformasi sektor keamanan dalam konteks yang berbeda69



Peluang dan kiat pemaduan isu-isu gender

■ Partisipasi organisasi-organisasi wanita dalam
proses perdamaian bisa menjadi landasan bagi
keterlibatan wanita dan pemaduan isu-isu gender ke
dalam proses RSK:

- Libatkan organisasi-organisasi wanita dan pria
dalam pembuatan kebijakan keamanan dan
pembangunan kemampuan gender staf baru
sektor keamanan.

■ Reformasi menyeluruh di lembaga-lembaga sektor
keamanan, seperti perekrutan skala  besar dan
pelatihan personil sektor keamanan, memberikan
peluang bagi pemasukan isu gender:

- Berikan pelatihan gender kepada semua personil
sektor keamanan.

- Saring personil baru tentang pelanggaran HAM,
termasuk GBV.

- Padukan isu-isu gender ke dalam PBB dan
organisasi internasional lainnya, dan ke dalam
pelatihan oleh aktor-aktor bilateral bagi kepo li si -
an, militer, peradilan, lembaga pe ma sya ra katan,
dan staf pemerintah.

■ Fleksibilitas peran gender selama konflik bersenjata
dapat memberikan peluang bagi peningkatan
partisipasi wanita di sektor keamanan:

- Tentukan sasaran yang jelas untuk perekrutan,
retensi dan kemajuan wanita.

- Sediakan insentif bagi para bekas penempur
wanita untuk bergabung dengan militer dan
kepolisian.

■ Proses DDR dapat dijadikan pintu masuk untuk
membahas isu-isu gender:

- Jamin supaya proses-proses DDR memenuhi
kebutuhan pria, wanita, anak perempuan dan
anak lelaki.

- Padukan program-program untuk mencegah
GBV terhadap para bekas penempur pria selama
proses DDR.

■ Lembaga-lembaga dan para donor internasional
dapat menyediakan sumber daya untuk mendukung
proses RSK yang peka terhadap gender

- Dorong para donor untuk mendanai prakarsa-
prakarsa gender, seperti logistik dan peralatan
untuk staf sektor keamanan.

7.2  Negara-negara dalam masa
transisi

‘Negara-negara dalam masa transisi’ didefinisikan
dalam pengertian ekonomi sebagai  negara-negara
yang sedang dalam masa transisi dari ekonomi yang
terpusat menuju ekonomi pasar, seperti negara-
negara dalam Persemakmuran Negara-negara
Merdeka (CIS, Commonwealth of Independent States)
dan sebagian negara Eropa Tenggara.79 Negara-
negara ini biasanya ditandai oleh kompleks
militer-industri yang terlalu besar dan terlalu banyak
menghabiskan sumber daya, sistem negara yang
sangat terpusat, dan organisasi masyarakat sipil yang
lemah.80 Hambatan RSK bisa meliputi pemimpinan
politik otoriter, nepotisme, dan keterlibatan polisi dalam
tindak kejahatan dan korupsi. Pengawasan sipil sering
hampir tidak ada. RSK terjadi terutama melalui
tekanan dari luar, misalnya dari EU atau NATO, dan
dipicu oleh kesepakatan bilateral atau multilateral.81

Tantangan bagi pemaduan isu-isu gender
■ Dalam menghadapi korupsi dan pelanggaran HAM,

isu-isu gender sering tidak diprioritaskan dalam
proses RSK.

■ Tidak adanya mekanisme pertanggung jawaban.

■ Tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah
terhadap sektor keamanan dapat menghambat
usaha perekrutan dan kerja sama wanita dengan
organisasi-organisasi wanita.
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Belakangan ini dorongan untuk memasukkan dimensi gender ke dalam program DDR (Perlucutan Senjata [Disarmament], Demobilisasi dan Rein-
tegrasi) timbul dari kesadaran yang lebih besar mengenai besarnya dan berbagai bentuk partisipasi wanita dan anak perempuan dalam konflik
bersenjata, dan pengakuan bahwa mereka tidak dilibatkan dalam DDR di masa lalu.72 Diperkirakan 88% dari tentara anak perempuan tidak dili-
batkan dalam program DDR di Sierra Leone dari tahun 1998 sampai 2002.73 Daftar Perlucutan Senjata, Demobilisasi, dan Reintegrasi Sadar Gen-
der (Checklist on Gender-aware Disarmament, Demobilization and Reintegration) dari Dana Pembangunan PBB untuk Wanita (UNIFEM, United
Nations Development Fund for Women) dan Standar DDR Terpadu PBB (IDDRS, UN Integrated DDR Standards) sekarang memberikan panduan
yang terperinci tentang cara memenuhi kebutuhan khusus wanita dan anak perempuan selama proses DDR.74

Di Liberia, organisasi-organisasi wanita setempat menjadi para mitra utama dalam perancangan dan penyebaran informasi DDR. Penilaian kebutuhan
awal memperkirakan bahwa sekitar 2.000 penempur wanita menjalani DDR.75 Pada tahun 2003, kelompok-kelompok wanita bersatu di bawah ben-
dera ‘Kaum Wanita Liberia yang Prihatin’ dan menjadi terlibat dalam DDR. Bekerja sama dengan Misi PBB dan Departemen Gender dan Pemban-
gunan, kelompok-kelompok wanita membantu merancang kampanye kesadaran menggunakan media cetak dan radio untuk mendorong para wanita
dan anak perempuan berpartisipasi dalam proses DDR.76 Pada bulan Februari 2005, 22.370 wanita dan 2.440 anak perempuan sudah dilucuti sen-
jatanya dan didemobilisasi, dari jumlah keseluruhan 101.495 orang dalam program DDR tersebut. ‘Para wanita yang terlibat dalam pasukan tempur’
dan juga para penempur wanita diidentifikasi.77 Pada akhir tahun 2006, 13.223 dari wanita ini telah ‘dikembalikan’, terutama ke bidang pertanian, pen-
didikan formal atau pelatihan kerja.78

Kotak 15  Keterlibatan kelompok-kelompok wanita dalam DDR di Liberia



Peluang dan kiat pemaduan isu-isu gender
■ Tujuan keanggotaan NATO atau EU, atau berperan

sebagai negara yang mengirimkan polisi atau
tentara untuk pemelihara perdamaian PBB, dapat
memberikan insentif untuk menanggani isu-isu
gender dalam RSK.

■ Keprihatinan tentang tingkat kejadian perdagangan
wanita dan  anak perempuan bisa menjadi pintu
masuk untuk menangani kebutuhan keamanan
tertentu wanita dan anak perempuan, dan perlunya
personil sektor keamanan wanita.

■ Di negara-negara tertentu yang sedang dalam masa
transisi, warisan pasca-Soviet meliputi partisipasi
wanita dan pria yang lebih setara di lembaga-
lembaga sektor keamanan, seperti di angkatan
bersenjata dan kepolisian.

■ Transisi dari wajib militer menuju angkatan
bersenjata yang benar-benar profesional, dapat
membuka kesempatan bagi wanita untuk berpar -
tisipasi di angkatan bersenjata.  

■ Pada gilirannya, tingkat pengangguran yang tinggi
bisa membuat angkatan bersenjata menjadi karir
yang lebih menarik bagi para wanita daripada
sebelumnya.

7.3 Negara-negara berkembang

Istilah ‘negara berkembang’ umumnya menggam -
barkan negara-negara dengan pendapatan nasional
bruto rendah dan Indeks Pembangunan manusia yang

rendah. PBB menyebut Afrika, Asia (tidak termasuk
Jepang), Karibia, Amerika Tengah, Oseania (tidak
termasuk Australia dan Selandia Baru) dan Amerika
Selatan sebagai ‘kawasan-kawasan berkembang’.82

Sering terjadi kelangkaan dana untuk melakukan RSK
di negara-negara berkembang, kecenderungan
kurangnya sumber daya yang diperlukan untuk
membangun sektor keamanan, ketergantungan pada
korupsi karena tidak adanyaupah yang layak,
kepentingan terselubung, transparansi terbatas, dan
struktur pemerintahan demokratis yang lemah. Proses-
proses refor masi sektor keamanan di negara-negara
ber  kem bang berfokus pada reformasi lembaga-
lembaga yang ada untuk menciptakan sektor
keamanan yang profesional, bertanggung jawab, dan
berukuran sedang, melalui pengurangan korupsi dan
pelanggaran HAM, pembangunan keahlian teknis dan
peningkatan pengawasan demokratis.

Tantangan bagi pemaduan isu-isu gender
■ Kurangnya sumber daya negara dan pengawasan

dapat menyebabkan rendahnya tingkat pencegahan
dan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM
yang dilakukan personil sektor keamanan,
khususnya sehubungan dengan GBV.

■ Karena wanita umumnya miskin, tingkat korupsi
yang tinggi sangat menghambat akses wanita atas
keadilan.

■ Di  banyak negara, belum ada undang-undang
nasional yang memadai yang mengatur sanksi
pidana atas semua bentuk GBV.

■ Proyek-proyek pembangunan yang dipaksakan bisa
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Perhimpunan Hakim Wanita Internasional mempertemukan lebih dari 4.000 hakim dari 87 negara.

Pada tahun 1997, perhimpunan ini mengadakan program pelatihan HAM 3-tahun untuk para hakim dan mempersatukan para profesional di lima ne-
gara Amerika Selatan mengenai penerapan konvensi HAM internasional dan kawasan pada kasus-kasus yang terjadi di pengadilan dalam negeri
yang melibatkan diskriminasi atau kekerasan terhadap wanita. Sejak tahun 2000, Program Kesetaraan Yurisprudensi (JEP, Jurisprudence of Equal-
ity Programme) telah meluas ke Amerika Tengah, Afrika Timur, dan Afrika Selatan. Secara keseluruhan, lebih dari 1.300 hakim, pria dan wanita, telah
ambil bagian dalam pelatihan JEP di 12 negara.

Lokakarya dan seminar JEP mempertemukan para hakim untuk memusatkan perhatian pada makna nyata dari jaminan abstrak perlindungan dan
non-diskriminasi yang setara. Melalui studi kasus dan latihan pemecahan masalah, para hakim berbagi pandangan dengan rekan-rekannya dan
memperdalam pemahaman mereka mengenai hukum internasional yang diterapkan dalam konteks dalam negeri.

JEP telah:

■ Membentuk komunitas peradilan HAM internasional. Para hakim yang dilatih JEP sekarang menjadi inti dari jaringan-jaringan regional yang dapat
saling membantu dan mendorong rekan-rekan mereka untuk mengikuti jejak mereka.

■ Mengubah sudut pandang dan praktik. Banyak hakim yang dilatih JEP menyatakan program tersebut telah membuat mereka menyadari sifat dan
ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga dan diskriminasi gender; menyadari bias yang tersembunyi – bias mereka sendiri dan bias orang
lain – dan stereotipe yang mempertahankan bias ini; dan menyadari cara yang lebih efektif dan peka untuk menanyai saksi.

■ Menyesuaikan kurikulum mereka dengan konteks non-peradilan. Para peserta JEP telah memasukkan bahan-bahan JEP dalam kurikulum yang
mereka gunakan untuk menyampaikan pelajaran kepada para siswa di sekolah menengah dan mahasiswa, dan juga untuk program pelatihan bagi
polisi, para pengacara, pekerja sosial, dokter, dan profesional lainnya.

■ Menerima dukungan dari lembaga pengadilan, instansi-instansi pemerintah dan lembaga peradilan. Di Kenya, Uganda dan Tanzania, misalnya,
para Hakim Agung secara terbuka menyatakan dukungan kepada JEP dan menggunakan program tersebut sebagai mata kuliah resmi lembaga
pendidikan peradilan mereka.

Kotak 16  Pelatihan gender bagi para hakim83



menimbulkan pandangan bahwa isu-isu kesetaraan
gender dan RSK adalah pemaksaan pihak asing.

Peluang dan kiat pemaduan isu-isu gender
■ Prakarsa-prakarsa pembangunan dapat menjadi

pintu masuk bagi usaha peningkatan keamanan dan
akses atas keadilan bagi pria, wanita, anak
perempuan dan anak lelaki, menangani GBV, dan
melibatkan organisasi masyarakat sipil wanita dan
pria.

■ Organisasi-organisasi masyarakat sipil dapat
mengatasi banyak kesenjangan negara dengan
memberikan keamanan, seperti memberikan
bantuan kepada para narapidana, dan menyediakan
pemolisian dan keadilan tingkat masyarakat. Mereka
bisa menjadi mitra untuk mengidentifikasi dan
membahas kebutuhan khusus wanita, pria, anak
lelaki dan anak perempuan.

■ Menyusun rencana keamanan masyarakat tingkat
daerah yang peka terhadap gender yang mencakup
partisipasi organisasi-organisasi wanita dapat
menjadi langkah yang hemat biaya.

7.4 Negara-negara maju   

Istilah ‘negara maju’ umumnya berarti negara-negara
dengan pendapatan nasional bruto yang tinggi dan
mempunyai urutan tinggi pada Indeks Pembangunan
Manusia. Menurut PBB, Australia, Kanada, Israel,
Jepang, Selandia Baru, Eropa Barat dan Eropa Utara,
dan Amerika Serikat disebut negara-negara maju.85

Walaupun konsep RSK jarang digunakan sehubungan
dengan negara maju, reformasi sektor keamanan
sering diperlukan dan bisa terjadi pada beberapa
tingkat.  

Reformasi di negara-negara maju biasanya bersifat
khusus lembaga dan dapat berfokus pada isu-isu
efisiensi, peningkatan pengawasan, manajemen, dan
prosedur operasional seperti pelaksanaan pemolisian
berbasis maysarakat. Negara-negara maju bisa juga

melakukan pembaruan untuk menangani investasi
yang terlalu kecil atau terlalu besar di sektor keamanan
mereka, atau kegagalan penggunaan sumber daya
secara efisien. Dalam banyak kasus, sektor keamanan
di negara-negara maju harus secara efektif mencegah
dan menanggapi GBV atau mencapai kesetaraan
gender bagi pria dan wanita yang bekerja di lembaga-
lembaga keamanan.

Negara-negara maju juga menjadi aktor utama dalam
pendukungan proses-proses RSK dalam konteks
negara pasca-konflik, negara dalam masa transisi dan
negara berkembang.

Tantangan bagi pemaduan isu-isu gender
■ Ancaman keamanan dari luar seperti terorisme

mungkin lebih diprioritaskan daripada ancaman
keamanan dari dalam, sehingga mengeluarkan isu-
isu seperti GBV dari agenda keamanan.

■ Mungkin timbul rasa puas diri yang lebih besar
sehubungan dengan perlunya kesetaraan gender,
baik dari kaum pria maupun wanita.

■ Di beberapa negara, penentangan terhadap
‘tindakan afirmatif’  dapat menghambat prakarsa
untuk meningkatkan perekrutan, retensi dan
kemajuan wanita di lembaga-lembaga keamanan,
dan untuk meningkatkan partisipasi wanita di
parlemen dan dalam pembuatan keputusan
keamanan.

Peluang dan kiat pemaduan isu-isu gender
■ Tanggung jawab negara menurut undang-undang

anti-diskriminasi, kejahatan bermotif kebencian, dan
kesetaraan gender dapat menjadi landasan bagi
langkah-langkah untuk membangun kemampuan
lembaga-lembaga sektor keamanan dalam
menangani isu-isu gender – baik secara internal
maupun operasional.

■ Praktik-praktik sumber daya manusia mungkin lebih
terbangun dan mampu mendukung langkah-
langkah untuk menangani pelecehan seksual,
diskriminasi dan bentuk-bentuk GBV lainnya di
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Negara-negara donor dan organisasi multilateral memandang RSK sebagai kebutuhan penting hanya di negara-negara berkembang. Namun
demikian, perlunya reformasi keamanan sama pentingnya di banyak negara yang terindustrialisasi, termasuk banyak negara donor. Penyusunan
suatu agenda untuk ‘RSK di belahan bumi Utara’ dapat mencakup isu-isu berikut:
■ Pelanggaran hukum internasional yang melarang penggunaan dan ancaman kekerasan.
■ Peran terbatas parlemen saat pemerintah memutuskan untuk berperang, dan manipulasi intelijen dan pandangan masyarakat dalam membuat

keputusan ini.
■ Kegagalan mematuhi Konvensi-Konvensi Jenewa dan larangan-larangan terhadap penyiksaan.
■ Penjualan senjata dan bentuk-bentuk dukungan keamanan lainnya kepada rezim yang represif.
■ Pendanaan secara rahasia badan-badan keamanan di negara berkembang, sehingga semakin memperparah korupsi dan konflik.
■ Pelanggaran kebebasan sipil di negara terindustrialisasi dan pengobaran langkah-langkah represif di negara berkembang sebagai bagian dari

‘perang melawan terorisme’.
■ Standar-standar ganda sehubungan dengan senjata pemusnah massal.
■ Keberlangsungan struktur kekuasaan yang sudah ketinggalan zaman dan tidak adil di Dewan Keamanan PBB.
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lembaga-lembaga sektor keamanan.

■ Peningkatan kesulitan perekrutan untuk  lembaga-
lembaga sektor keamanan tertentu dapat
menimbulkan insentif yang lebih besar untuk
meningkatkan perekrutan, retensi dan kemajuan
wanita.

■ Organisasi masyarakat sipil Lesbian, Gay, Biseksual
dan Transgender [LGBT] mungkin lebih terlihat dan
aktif, dan dapat menjadi mitra dalam memberantas
kekerasan dan diskriminasi terhadap orang-orang
LGBT, termasuk di lembaga-lembaga sektor
keamanan (lihat Kotak 18).

■ Negara-negara yang menjadi donor RSK dapat
memadukan gender ke dalam dukungan mereka
terhadap RSK. Misalnya, mereka harus:

- Menjamin supaya prakarsa RSK yang mereka
dukung benar-benar memadukan isu-isu gender
dan para wanita benar-benar berpartisipasi
dalam prakarsa ini.

- Menjamin supaya staf RSK di kementerian
pembanguan internasional dan kementerian luar
negeri memiliki keahlian gender yang dibutuhkan.

8 Rekomendasi-
rekomendasi pokok

1. Bangun pemilikan lokal melalui keterlibatan penuh
organisasi-organisasi masyarakat sipil, seperti
organisasi-organisasi wanita nasional dan lokal,
dalam menilai, merancang, melaksanakan dan me -
man tau/ mengevaluasi kebijakan dan program RSK.

2. Kaji ulang dan revisi undang-undang, kebijakan

dan peraturan keamanan yang ada untuk
menjamin bahwa ketentuannya tidak diskriminatif,
dan pertimbangkan kebutuhan keamanan khusus
wanita, pria, anak lelaki dan anak perempuan.

3. Laksanakan kebijakan, mekanisme dan program
tertentu untuk mencegah, menangani dan
mengenakan sanksi atas kekerasan berbasis
gender terhadap wanita, anak perempuan, pria dan
anak lelaki sebagai bagian dari RSK.

4. Tetapkan kode-kode perilaku serta kebijakan dan
mekanisme internal lainnya yang menerapkan
toleransi nol terhadap kekerasan berbasis gender,
seperti pelecehan seksual, yang dilakukan personil
sektor keamanan.

5. Tetapkan target-target strategis dan prakarsa-
prakarsa tertentu untuk  meningkatkan perekrutan,
retensi dan kemajuan wanita dan kelompok-
kelompok lainnya yang kurang terwakili di
lembaga-lembaga sektor keamanan.

6. Masukkan pelatihan gender sebagai bagian dari
kurikulum pelatihan inti bagi personil sektor
keamanan di semua tingkatan. Arusutamakan isu-
isu gender ke dalam pelatihan bagi personil sektor
keamanan.

7. Perkuat pengawasan terhadap proses-proses RSK
dan jamin supaya badan-badan pengawasan
sektor keamanan tanggap terhadap gender dan
bekerja sama dengan organisasi-organisasi
masyarakat sipil wanita.

8. Masukkan data yang dipisahkan menurut jenis
kelamin dan pertanyaan-pertanyaan tentang isu-
isu gender, termasuk tentang kebutuhan, prioritas
dan kemampuan keamanan pria, wanita, anak
perempuan dan anak lelaki, dalam setiap penilaian,
penelitian atau pemantauan/evaluasi RSK.

9. Bangun kesadaran dan kemampuan gendernya
personil yang terlibat dalam RSK melalui pelatihan
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Jaringan Dukungan Staf Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (GALIPS – Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Staff Support Network)
Dinas Penjara di Inggris, adalah contoh bagaimana perhimpunan staf bisa efektif dalam memberantas diskriminasi. Dimulai pada tahun 2000 oleh
seorang anggota staf penjara yang terus terang mengakui dirinya gay, Kelompok Kebijakan Operasional Dinas Penjara Kerajaan Inggris (UK Prison
Service Operational Policy Group) memberikan pengakuan resmi, dukungan dan dana kepada GALIPS pada tahun 2004. Selama empat tahun
tersebut, rencana kerja dirumuskan dan hasil penelitian disusun, sebuah kelompok kerja dibentuk, survei terhadap orang-orang yang berminat
berpartisipasi dalam jaringan tersebut dilakukan, dan kegiatan fasilitasi diadakan untuk membahas perlunya jaringan LGBT. Saat ini GALIPS memiliki
empat staf penuh waktu dan jumlah anggota lebih 2.000 orang. 

Tujuan GALIPS adalah ‘memberikan jaringan dukungan profesional bagi staf LGBT dan memberikan dukungan dalam memberantas segala bentuk
diskriminasi di Dinas Penjara’. GALIPS melakukan berbagai macam kegiatan yang meliputi:
■ Penetapan staf penghubung di setiap penjara.
■ Penyelenggaraan pelatihan dan kegiatan peningkatan kesadaran untuk staf dinas penjara.
■ Penyediaan layanan telepon rahasia bagi staf untuk melaporkan intimidasi dan kekerasan anti-gay, mendapatkan dukungan, dan memberikan

petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan.
■ Mendukung tim-tim kebijakan untuk menjamin supaya isu-isu LGBT dimasukkan ke dalam kebijakan mereka.
■ Pembentukan hubungan dengan departemen-departemen pemerintah lainnya, badan peradilan pidana dan jaringannya, dan hubungan lainnya

dalam komunitas LGBT.
■ Mendukung pimpinan penjara dan pihak-pihak lain yang menangani isu-isu LGBT di tempat kerja.

Kotak 18  Perhimpunan staf LGBT dalam Sistem Penjara Kerajaan Inggris86



gender, melalui bekerja sama dengan para pakar
gender dan pemasukan ketanggapan gender dalam
kerangka acuan jabatan dan penilaian prestasi kerja
personil.

9 Sumber daya tambahan

Situs  web yang berguna

Centre for Security Sector Management [Pusat
Pengelolaan Sektor Keamanan] -
http://www.ssronline.org/

DCAF Gender and SSR Project [Proyek Gender dan
RSK DCAF] - http://www.dcaf.ch/gender-security-
sector-reform/

Global Facilitation Network for SSR [Jaringan
Fasilitasi Global untuk RSK]
http://www.ssrnetwork.net/

OSCE/ODIHR - http://www.osce.org/odihr/

UNIFEM Portal on Women, Peace and Security
[Portal UNIFEM tentang Perempuan, Perdamaian,
dan Keamanan] –
http://www.womenwarpeace.org

UN-INSTRAW Gender and SSR [UN-INSTRAW
Gender dan RSK] - http://www.un-
instraw.org/en/gps/general/gender-and-security-secto
r-reform-5.html

WILPF PeaceWomen – http://www.peacewomen.org

Panduan praktis dan buku-buku petunjuk

GTZ, Gender and Citizen Security: Regional
Training Module (Basic Text, Methodological
Guide, Support Materials) [Gender dan Keamanan
Masyarakat: Modul Pelatihan Regional (Dokumen
Pokok, Panduan Metodologi, Bahan Pendukung)]
GTZ, 2005. Dalam bahasa Inggris dan Spanyol.
http://www.gtzgenero.org.ni/publicaciones.php?idorig
en=1

OECD DAC. OECD DAC Handbook on Security
System Reform: Supporting Security and Justice
[Buku Petunjuk OECD DAC tentang Reformasi
Keamanan: Mendukung Keamanan dan Keadilan],
(OECD: Paris), 2007.
https://www.oecd.org/dataoecd/43/25/38406485.pdf

Valasek, K. bersama Nelson, K., Securing Equality,
Engendering Peace: A Guide to Policy and
Planning on Women, Peace and Security (UNSCR
1325) [Mencapai Kesetaraan, Mewujudkan
Perdamaian: Panduan Kebijakan dan Perencanaan
mengenai Wanita, Perdamaian, dan Keamanan

(Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1325)] (UN
INSTRAW: Santo Domingo), 2006. Dalam bahasa
Inggris dan Spanyol.
http://www.un-instraw.org/en/docs/1325/1325-Guide-
ENG.pdf

Artikel dan laporan online

Anderlini, S.N. and Conaway, C.P., ‘Security Sector
Reform‘ [‘Reformasi Sektor Keamanan’],Inclusive
Security, Sustainable Peace: A Toolkit for
Advocacy and Action [Keamanan Inklusif,
Perdamaian Berkelanjutan: Paket Advokasi dan
Aksi],International Alert and Initiative for Inclusive
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untuk Keamanan Inklusif], 2004.
http://www.international-
alert.org/women/gpb_toolkit.htm
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Demokrasi dan Mentransformasi Sektor Keamanan:
Sumbangan Penting Wanita Afrika Selatan], Women
Waging Peace [Wanita Pejuang Perdamaian],
Washington DC, 2004.
http://www.huntalternatives.org/download/9_negotiati
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1

Kuatlah pengakuan bahwa reformasi sektor keamanan (RSK) harus memenuhi
kebutuhan keamanan yang berbeda bagi pria, wanita, lelaki dan anak
perempuan.  Keterpaduan isu-isu gender juga faktor pokok bagi efektifitas dan
akuntabilitas sektor keamanan serta pemilikan lokal dan legitimasinya proses
RSK.

Catatan Praktis ini memberikan sebuah pengantar yang singkat pada manfaat
dari keterpaduan isu-isu gender dalam RSK, dan juga informasi yang praktis
untuk melakukannya.

Mengapa gender penting dalam RSK?

Pemaduan isu-isu gender ke dalam proses RSK dan lembaga-lembaga sektor
keamanan meningkatkan:

Pemilikan lokal

RSK yang beralasan dan berkesinambungan berdasarkan atas sebuah proses
yang menjadi milik lokal dan partisipatif.

n Proses RSK yang peka terhadap gender mempertimbangkan kebutuhan dan
prioritas dengan melakukan konsultasi dengan pria dan wanita dari kelompok
masyarakat yang beragam.

n Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) wanita bisa menjadi jembatan yang krusial
antara masyarakat setempat dan para pengambil kebijakan keamanan, untuk
menguatkan pemilikan lokal dengan menyampaikan kebutuhan keamanan
dan peradilan kepada para pengambil kebijakan sambil meningkatkan
kesadaran terhadap RSK dalam masyarakat setempat.

Penyampaian keamanan dan peradilan

Salah satu tujuan utama dalam RSK adalah memperbaiki penyampaian layanan
keamanan dan peradilan.  RSK yang peka terhadap gender memperkuat
penyampaian layanan tersebut melalui:

n Penetapan lembaga-lembaga sektor keamanan yang lebih representatif -
yakni lembaga-lembaga yang keanekaragaman personilnya menggambarkan
masyarakat yang akan dilayaninya.  Khususnya, peningkatan rekrutmen,

Gender merujuk pada peran dan hubungan, sifat, sikap, tingkah laku dan nilai-nilai yang hasil konstruksi sosial
pada lelaki dan wanita.  Oleh karena itu, ‘gender’ merujuk pada perbedaan-perbedaan yang dipelajari antara
pria dan wanita, sedangkan ‘jenis kelamin’ merujuk pada perbedaan biologis antara pria dan wanita.  Peran
gender sangat bervariasi di dalam dan antarkebudayaan, dan dapat berubah sepanjang waktu.  Gender tidak
hanya merujuk pada wanita atau pria tetapi juga pada hubungan antara mereka. 

Reformasi Sektor Keamanan berarti transformasi sektor/sistem keamanan, ‘yang mencakup semua aktor dan
peran, tanggung jawab serta tindakan mereka – yang bekerja sama untuk mengelola dan menjalankan sistem
tersebut dengan cara yang lebih sesuai dengan norma-norma demokrasi dan prinsip-prinsip tata pemerintahan
yang baik, dan dengan demikian berperan menghasilkan kerangka keamanan yang berjalan dengan baik’.1
Sektor/sistem keamanan meliputi angkatan bersenjata, kepolisian, badan-badan intelijen dan pengelolaan
perbatasan, badan-badan pengawasan seperti misalnya parlemen dan pemerintah, sistem-sistem peradilan
dan pemasyarakatan, pasukan keamanan non-reguler dan kelompok-kelompok masyarakat sipil.

Catatan Praktis ini berdasarkan atas sebuah Tool (Alat) yang lebih panjang dan
keduanya merupakan bagian dari Toolkit Gender dan RSK.  Dirancang supaya
memberikan perkenalan pada isu-isu gender kepada para praktisi reformasi
sektor keamanan dan para pembuat kebijakan, Toolkit  ini terdiri dari 12 Alat
(Tools) dengan Catatan Praktisnya  - lihat Informasi lebih lanjut.

DAFTAR ISI

Mengapa gender

penting dalam RSK?

Bagaimana cara

memadukan gender ke

dalam RSK?

Tantangan dan

peluang pasca konflik

Pertanyaan tentang

gender dalam 

penilaian RSK

Informasi lebih lanjut

Reformasi Sektor

Keamanan dan Gender

Catatan Praktis 1 Toolkit Gender dan RSK

Geneva Centre for the
Democratic Control of
Armed Forces (DCAF)



2

retensi dan kemajuan wanita di badan-badan

keamanan dan pengawasan diakui perlu agar

lembaga-lembaga akan dipercayai, responsif dan

efektif.

n Peningkatan pencegahan oleh sektor keamanan dan

responsnya terhadap kekerasan berbasis gender

(GBV) (Lihat Kotak 1).  GBV adalah kekerasan yang

menyangkut perbedaan gender, seperti misalnya

kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan

seksual, perdagangan manusia dan kekerasan anti-

gay.  Secara global, setiap satu dari tiga wanita

mengalami GBV yang merupakan salah satu

ancaman yang paling penting terhadap keamanan

manusia.2 Pria dan anak lelaki juga mengalami GBV,

dan dapat menghadapi penghalang yang lebih besar

daripada wanita pada saat melaporkannya dan

berusaha mendapatkan peradilan.

n Meningkatkan kerja sama antara lembaga-lembaga

sektor keamanan dan OMS, termasuk kelompok-

kelompok wanita.  OMS dapat menyediakan

layanan keamanan dan peradilan yang saling

melengkapi ,  dan membantu merangsang

kemampuan lembaga-lembaga sektor keamanan

dengan latihan, pengkajian dan nasihat para ahli

tentang isu-isu gender.

Pengawasan dan pertanggungjawaban sektor

keamanan

Tujuan inti RSK adalah mereformasi lembaga-

lembaga sektor keamanan supaya dijadikan

transparan; mentaati pemerintahan berdasarkan

hukum dan hak-hak asasi  manusia;  dan

bertanggungjawab terhadap otoritas sipil demokratik,

seperti parlement dan sistem peradilan.  RSK yang

sensitif terhadap gender memperkuat pengawasan

dan pertanggungjawaban dengan:

n Peningkatan keterlibatan wanita, para ahli gender

dan organisasi wanita dalam badan-badan dan

proses-proses pengawasan resmi (lihat Kotak 2).

n Prakarsa-prakarsa yang tanggap terhadap gender

untuk mencegah, merespons dan mengenakan

sanksi-sanksi atas pelanggaran hak-hak asasi

manusia yang dilakukan personil keamanan.

Bagaimana cara memadukan

gender ke dalam RSK?

Dua strategi yang saling melengkapi dapat digunakan
untuk memadukan isu-isu gender ke dalam
kebukakan, perencanaan dan penyusunan RSK:

4 Gender mainstreaming (Pengarusataman gender)
berarti bahwa dampak dari semua kebijakan dan
program RSK terhadap wanita, pria, anak lelaki dan
anak perempuan harus diperimbangkan pada setiap
tahap dari putaran program, yang mencakup
penilaian, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan
dan evaluasi.

Kepatuhan terhadap ketentuan undang-undang dan instrumen
hukum internasional

Mengambil prakarsa-prakarsa untuk memadukan isu-isu gender ke
dalam reformasi pertahanan bukan sekedar masalah efektivitas
operasional; pemaduan ini haru mematuhi undang-undang, instrumen
hukum, dan norma internasional dan regional tentang keamanan dan
gender.  Instrumen utama meliputi:

n Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing (1995)
n Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 tentang Perempuan,

Perdamaian dan Keamanan (2000)
Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Lampiran Paket mengenai
Undang-Undang dan Instrumen Hukum Internasional dan Regional.

Di Fiji, organisasi-organisasi non-pemerintah (LSM) wanita yang
bekerja sama dengan Kementerian Urusan Wanita memberikan
masukan dalam proses pengkajian ulang sistem pertahanan dan
keamanan nasional pada tahun 2003.  Mereka mengadakan pertemuan
dengan Komite Pengkajian Ulang Sistem Pertahanan dan Keamanan
Nasional Pemerintah Fiji untuk membahas: 

- Bagaimana proses pengkajian ulang tersebut dilaksanakan

- Siapa yang dimintai pandangannya

- Isu apa yang diidentifikasi sebagai ancaman keamanan

- Bagaimana standar dan norma internasional seperti Resolusi Dewan
Keamanan PBB Nomor 1325 dimasukkan ke dalam perencanaan dan
penyusunan  pertahanan.

Organisasi-organisasi wanita tersebut juga memberikan rekomendasi
nyata, termasuk rekomendasi untuk keanggotaan tetap Menteri Urusan

Kotak 2 Partisipasi organisasi wanita
dalam pengkajian ulang sistem
pertahanan dan keamanan Fiji4

Diperkirakan bahwa lebih dari 240.000 wanita diperkosa selama perang saudara selama sepuluh tahun di Sierra Leone. Menyusul perang tersebut,
gabungan beberapa mekanisme peradilan digunakan, yaitu Pengadilan Khusus untuk Sierra Leone, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan mekanisme
peradilan tradisional. Banyak langkah positif sudah diambil oleh Pengadilan Khusus ini untuk berusaha menjamin kejahatan kekerasan seksual ditangani
dengan benar:

- Pengambilan definisi yang luas tentang kekerasan seksual, termasuk ‘pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran terpaksa, kehamilan terpaksa dan
semua bentuk kekerasan seksual lainnya’.

-  Penugasan khusus seorang jaksa penuntut untuk menyusun rencana penuntutan untuk kejahatan kekerasan seksual.

- Penugasan dua orang penyidik wanita yang berpengalaman (dari tim yang beranggota sepuluh orang) untuk menyidik  kejahatan kekerasan seksual.

- Penggunaan metode wawancara yang peka terhadap gender untuk menjamin agar para korban merasa nyaman melaporkan kejahatan.

-  Mengitikberatkan persiapan saksi untuk menjamin agar saksi memahami implikasi dari kesaksiannya.

Walaupun terlalu awal untuk menilai secara pasti kesuksesan penanggulangan kekerasan seksual oleh Pengadilan Khusus tersebut, keputusan
pertamanya yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 2007 itu mengandung pernyataan bersalah atas pelakuan pemerkosaan sebagai kejahatan terhadap
kemanusiaan dan kebudakan seksual.

Kotak 1 Mekanisme peradilan pasca-konflik di Sierra Leone: memperhatikan secara efektif
kejahatan kekerasan seksual 3
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4 Mempromosikan partisipasi setara pria dan wanita:
karena pria sudah terlalu terwakili dalam proses-

proses dan lembaga-lembaga keamanan, tindakan

diperlukan untuk meningkatkan perekrutan, retensi

dan kemajuan wanita, dan menjam keterlibatan

OMS, termasuk organisasi-organisasi wanita.

!! Kiat untuk kebijakan RSK yang tanggap terhadap

gender

Pengarusutamakan gender
4 Libatkan para ahli gender – seperti wakil-wakil dar

kementerian urusan wanita, para anggota

parlemen yang memiliki keahlian gender dan para

ahli dari OMS - dalam merancang kebijakan RSK.

4 Bangun kesadaran dan kemampuan gendernya

personi l  yang bertanggung jawab atas

perancangan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan

RSK (misalnya melalui pelatihan gender atau

pengarahan-pengarahan.

4 Identifikasi dan kerahkan para pejuang gender,

yaitu para pembuat keputusan tingkat atas yang

mendukung pemasukan isu-isu gender.

4 Lakukan penilaian dampak gender dari kebijakan

keamanan yang diajukan dan mantau serta

evaluasi dampaknya kebijakan tersebut terhadap

pria, wanita, anak perempuan dan anak lelaki.

Keterlibatan setara pria dan wanita
4 Jamin agar RSK berdasarkan pada proses

konsultasi partisipatif, termasuk wakil-wakil

masyarakat sipil dan organisasi-organisasi wanita

dan pria.

4 Jamin keterwakilan wanita dan pria dalam tim yang

bertanggung jawab atas penilaian, perancangan,

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan

keamanan.

!! Kiat perancangan dan perencanaan RSK yang
tanggap terhadap gender

‘Memahami peran wanita sangat penting saat
membangun stabilitas di suatu daerah.  Bila wanita

menjadi pencari nafkah sehari-hari dan
menyediakan makanan dan air bagi keluarga

mereka, pelaksanaan patroli di daerah-daerah di
mana wanita bekerja akan meningkatkan keamanan
dan memungkinkan mereka untuk terus bekerja.  Ini

merupakan suatu penilaian taktis...  Menciptakan
kondisi demi berjalannya kehidupan sehari-hari

sangat penting dari perspektif keamanan.  Hal ini
memberikan landasan bagi terciptanya stabilitas.’

Brigadir Jenderal Karl Engelbrektson, Panglima
Batalion Nordik5

Isu-isu gender harus juga dimasukkan ke dalam
kerangka perancangan dan perencanaan RSK:

n Tujuan: Apakah tujuan yang ditetapkan mencakup
perbaikan pemberian layanan keamanan dan
peradilan kepada pria, wanita, anak perempuan dan
anak lelaki?  Lembaga-lembaga sektor keamanan
yang bersifat lebih representatif dan partisipatif?
Peningkatan pertanggungjawaban dan pengu rang -
an pelanggaran HAM?

n Penerima manfaat: Apakah penerima manfaat
program didefinisikan dengan jelas?  Apakah
wanita, anak perempuan, dan pria dan anak lelaki
yang terpinggirkan dimasukkan?

n Kegiatan: Apakah prakarsa dimasukkan untuk
menangani kebutuhan keamanan tertentu wanita
dan anak perempuan, dan juga pria dan anak lelaki
yang terpinggirkan?  Apakah ada kegiatan untuk
meningkatkan keterlibatan wanita dan kelompok
lainnya yang kurang terwakili di lembaga-lembaga
sektor keamanan?  Kegiatan apa menangani
pelanggaran HAM yang dilakukan personel sektor
keamanan?

n Keluaran: Apakah keluaran tertentu ditujukan
kepada wanita, pria, anak perempuan dan anak
lelaki?  Apakah ada keluaran yang berfokus pada

Wanita di Dewan Keamanan Nasional dan perwakilan wanita di komite
keamanan tingkat propinsi dan kabupaten.

Modernisasi Kepolisian Nikaragua menunjukkan dampak menguntungkan dari prakarsa mengarusutamakan gender dan meningkatkan partisipasi
wanita.  Berbagai pembenahan gender kepolisian Nikaragua dimulai pada tahun 1990-an, menyusul tekanan dari gerakan wanita Nikaragua dan
dari para wanita yang bertugas di kepolisian.  Sebagai bagian dari sebuah proyek yang didukung oleh organisasi pembangunan Jerman (GTZ),
prakarsa khusus yang dilakukan meliputi:

- Pelatihan mengenai GBV di akademi kepolisian 

- Kantor polisi wanita memberikan berbagai layanan kepada wanita dan anak yang menjadi korban kekerasan, bermitra dengan OMS 

- Pembenahan kriteria perekrutan yang meliputi latihan fisik khusus wanita dan penyesuaian persyaratan tinggi dan latihan fisik bagi wanita  

- Kebijakan yang mengizinkan anggota polisi menggabungkan pekerjaan dan kehidupan keluarga 

- Pembentukan Consejo Consultivo de Género (Dewan Penasehat Gender) sebagai bagian forum diskusi dan penyelidikan kondisi kerja polisi
wanita. 

Saat ini, 26% anggota polisi Nikaragua adalah wanita, proporsi tertinggi polisi wanita dari semua kepolisian di dunia.  Kepolisian Nikaragua telah
digambarkan sebagai yang ‘paling ramah wanita’ di kawasan Amerika Tengah, dan dipuji atas keberhasilan prakarsanya dalam menanggulangi
kekerasan seksual.  Pembenahan telah membantu kepolisian mendapatkan legitimasi dan kredibilitas di mata masyarakat umum:  dalam
‘pemeringkatan citra’ lembaga-lembaga di Nikaragua baru-baru ini kepolisian menempati peringkat kedua, jauh di atas Gereja Katolik.

Kotak 3 Modernisasi Kepolisian Nikaragua 6
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pencegahan, respons dan penuntutan GBV dan
peningkatan perekrutan, retensi dan kemajuan
wanita di lembaga-lembaga keamanan dan
peradilan?

n Indikator: Apakah ada indikator tertentu untuk
memantau tujuan yang berkaitan dengan gender
dan dampak dari kegiatan gender?  Apakah indi -
kator-indikator dibagi menurut jenis kelamin?

n Anggaran: Apakah dana tertentu earmarked
(disediakan) untuk tujuan, kegiatan dan keluaran
gender?

n Para Mitra: Apakah organisasi wanita dan pria,
dan organisasi yang khusus berfokus pada isu
gender, diikutsertakan sebagai mitra potensial?
Apakah para mitra yang teridentifikasi memiliki
komitmen dan kemampuan untuk bekerja dengan
cara yang tanggap terhadap gender?  Apakah
tanggung jawab dan harapan mengenai gender
dinyatakan dengan jelas pada dokumen, perjanjian
dan kontrak program tersebut?

Tantangan dan peluang pasca

konflik

Di lingkungan pasca-konflik, RSK sangat penting
untuk mencegah terjadinya kembali konflik dan
meningkatkan keamanan masyarakat, yang pada
gilirannya diperlukan untuk memulai kegiatan
pemulihan dan pembangunan.  Walaupun setiap
konteks unik, ada tantangan dan peluang tertentu
bagi pemaduan isu-isu gender ke dalam RSK pasca-
konflik:

Tantangan dalam pemaduan isu gender

n Proses perlucutan senjata, demobilisasi dan
reintegrasi (DDR) sering tidak memasukkan wanita
dan anak perempuan. 

n Desakan untuk segera membentuk lembaga-
lembaga sektor keamanan dapat membuat isu-isu
gender kurang diutamakan dalam perekrutan,
pelatihan dan logistik.

n Kurangnya infrastruktur dan kemampuan dapat
menghambat akses wanita atas keadilan.

n Lembaga-lembaga sektor keamanan sering tidak
mendapat kepercayaan sipil karena pelanggaran

HAM sebelumnya, yang meningkatkan kesulitan
merekrut para wanita.

Peluang pemaduan isu gender

n Pembenahan pada batas tertinggi lembaga-
lembaga sektor keamanan menjadikan peluang
untuk merubah kebijakan keamanan dan protokol
ketanggapan gender; menyaring personil untuk
menangani pelanggaran HAM, termasuk GBV;
menyediakan pelatihan gender bagi personel baru;
dan menentukan sasaran yang jelas untuk
perekrutan dan retensi.

n Proses DDR dapat dijadikan pintu masuk untuk
menangani isu-isu gender - misalnya dengan
penyediaan pelatihan pencegahan GBV bagi
mantan kombatan pria.

n Ketidakstabilan peran gender selama konflik
bersenjata dapat memungkinkan peningkatan
perekrutan wanita, termasuk para mantan kombatan
wanita di angkatan bersenjata dan peningkatan
keterlibatan wanita dalam pengambilan keputusan
dalam masyarakat.

n Organisasi-organisasi wanita yang terlibat dalam
pembuatan perdamaian dan keamanan pada tingkat
masyarakat dapat menjadi mitra yang kuat untuk
pemaduan isu-isu gender ke dalam proses RSK.

n Lembaga-lembaga internasional dan para donatur
dapat menyediakan sumberdaya untuk menyokong
proses RSK yang tanggap terhadap gender.

?? Pertanyaan mengenai gender

dalam penilaian RSK
Gender dapat dipadukan dalam pelbagai tipe proses
penilaian, pemantauan dan evaluasi RSK, supaya
meningkatkan kecermatan dan kai tannya.
Pertanyaan-pertanyaan pokok untuk ditanyakan
termasuk:

n Apa kebutuhan keamanan, persepsi dan prioritas
tertentu, pria, wanita, anak perempuan dan anak
lelaki?

n Apakah wanita, pria, anak lelaki dan anak
perempuan mampu access peradilan dan jasa
keamanan?

n Apakah perundang-undangan, kebijakan dan
protokol keamanan tanggap terhadap gender?
Apakah ada perundang-undangan yang memadai
terhadap GBV?  Apakah kode perilaku dan
kebijakan internal terhadap pelecehan seksual
dilaksanakan dan dipantau?

n Apakah dana, perencanaan dan penyusunan
cukup untuk mencegah, menjawab dan
mengenakan sanksi atas GBV?

n Apakah personel sektor keamanan mampu
memadukan isu-isu gender ke dalam kerja sehari-
hari mereka?  Apakah pelatihan gender yang
memadai diberikannya?

n Berapa jumlah pria dan wanita bekerja dalam
lembaga-lembaga sektor keamanan, dan di jenis
jabatan mana dan pada tinggat  jabatan apa?

n Bagaimana lingkungan kerja dalam lembaga-
lembaga sektor keamanan?  Apakah ada masalah
pelecehan seksual dan pelanggaran HAM lainnya?

Tersedia juga di Tool (Alat) 1…

- Pertanyaan-pertanyaan untuk penilaian dampak gender dari
kebijakan keamanan 

- Kiat memadukan gender ke dalam penilaian, perancangan,
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi RSK

- Proses penilaian untuk meningkatkan perekrutan dan retensi
wanita di badan-badan penegakan hukum

- Contoh-contoh praktik yang baik dari proses pembenahan di
Brazil, Republik Kongo, Hungaria, Sierra Leone, Afrika Selatan,
Swedia dan Inggris



n Apakah badan pengawasan sektor keamanan
termasuk wanita, berunding dengan organisasi-
organisasi wanita dan memantau GBV?

n Prakarsa keamanan dan peradilan apa yang
tanggap terhadap gender sudah ada pada tingkat
lokal dan nasional?

1 OECD DAC, Security System Reform and Governance, DAC Guidelines and

Reference Series, (OECD: Paris), p. 20.

http://www.oecd.org/dataoecd/8/39/31785288.pdf
2 UNIFEM, Not a Minute More: Ending Violence Against Women, (UNIFEM: New

York), 2003,  p. 8.
3 Bastick, M., Grimm, K. and Kunz, R., Sexual Violence in Armed Conflict: Global
Overview and Implications for the Security Sector, (DCAF: Geneva), 2007, p.159.
4 Anderlini, S.N. with Conaway, C.P., ‘Security Sector Reform’, in Inclusive Security,
Sustainable Peace: a Toolkit for Advocacy and Action, International Alert and

Initiative for Inclusive Security, 2004, p. 37.

5 Engelbrektson, K., ‘Resolution 1325 increases efficiency’, Good and Bad
Examples: Lessons Learned form Working with United Nations Resolution 1325 in
International Missions (Genderforce: Uppsala), 2007, p.29.
6 Funk, A., Lang, J. L. and Osterhaus, J., Ending Violence Against Women and
Girls – Protecting Human Rights: Good Practices for Development Cooperation,

(GTZ: Eschborn), 2007, pp. 47-48, cited in: Bastick, M., Grimm, K. and Kunz, R.

Sexual Violence in Armed Conflict: Global Overview and Implications for the
Security Sector, (DCAF: Geneva), 2007, pp. 150-151.

More information

Resources

Anderlini, S.N. with Conaway, C.P. – ‘Security Sector Reform‘,
Inclusive Security, Sustainable Peace: A Toolkit for
Advocacy and Action, 2004.

Nathan, L. – Local Ownership of Security Sector Reform:
A Guide for Donors, 2006.

Valasek, K. – ‘Gender and Democratic Security Governance’,
Handbook for Civil Society Organisations on Public
Oversight of the Security Sector, UNDP & DCAF (Forthcoming
July 2008).

GTZ – Gender and Citizen Security: Regional Training Module
- Basic Text, Methodological Guide, Support Materials, 2005.

OECD DAC – OECD DAC Handbook on Security System
Reform: Supporting Security and Justice, 2007.

Organisations

Centre for Security Sector Management – www.ssronline.org

DCAF: Gender and SSR Project – www.dcaf.ch/gender-security-
sector-reform

Global Facilitation Network for SSR – www.ssrnetwork.net

OSCE/ODIHR – www.osce.org/odihr

UNIFEM Portal on Women, Peace and Security -
www.womenwarpeace.org

UN-INSTRAW: Gender and SSR – www.un-
instraw.org/en/gps/general/gender-and-security-sector-reform-
5.html

WILPF: PeaceWomen – www.peacewomen.org

Each of these Tools and Practice Notes are available from:
www.dcaf.ch, www.un-instraw.org and www.osce.org/odihr.

This Practice Note was prepared by Mugiho Takeshita of

DCAF, based upon Tool 1 authored by Kristin Valasek of DCAF.

Gender and SSR Toolkit

1. Security Sector Reform and Gender

2. Police Reform and Gender

3. Defence Reform and Gender

4. Justice Reform and Gender

5. Penal Reform and Gender

6. Border Management and Gender

7. Parliamentary Oversight of the Security Sector and Gender

8. National Security Policy-Making and Gender 

9. Civil Society Oversight of the Security Sector and Gender
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1Pendahuluan 

Organisasi kepolisian memainkan peran penting
dalam masyarakat. Mereka bertanggung jawab me me -
lihara perdamaian dan ketertiban, dengan
me      ne  gak   kan rule of law dan menjalankan tugas me -
reka dengan kepekaan dan perhatian terhadap para
ang gota masyarakat.  Karena organisasi-organisasi
ke polisian di seluruh dunia berusaha meningkatkan
respons dan perlindungan mereka terhadap individu
dan masyarakat, mereka jadi terlibat dalam proses
reformasi kebijakan dan praktek. Tuntutan untuk refor -
masi didorong oleh sejumlah faktor seperti: pengkajian
ulang internal, tekanan publik, keputusan-keputusan
pemerintah, perhatian internasional dan/atau pemu lih -
an pasca-konflik. Proses reformasi kepolisian
men        du kung pembentukan atau penguatan organisasi
ke  po lisian yang bertanggung jawab, efektif, adil dan
meng  hormati hak-hak.  Pilar utama dari segala refor -
masi haruslah fo kus pada usaha menjamin supaya
kebutuhan ke a man an masyarakat yang majemuk
dipahami dengan be nar dan dimasukkan ke dalam
struktur dan operasi kebijakan kepolisian.

Tool (alat) tentang reformasi kepolisian dan gender
yang berikut ini berfokus pada pentingnya penguatan
kemampuan kepolisan dalam memahami dan
menangani kebutuhan keamanan yang berbeda dari
seluruh penduduk (yang mencakup pria, wanita, anak
lelaki dan anak perempuan dari semua bidang
pekerjaan) dan menciptakan lembaga kepolisian yang
non-diskriminatif dan representatif.  Informasi yang
disusun dalam tool ini didasarkan pada penelitian dan
pengalaman internasional di lapangan dan membahas
isu-isu internal (budaya kelembagaan) dan isu-isu
eksternal (kebijakan dan prosedur menangani
kejahatan) dalam reformasi kepolisian.

Tool (alat) ini dapat digunakan oleh para aktor yang
melakukan reformasi kepolisian seperti: polisi dan staf
perekrutan, para pejabat pemerintah, organisasi-
organisasi internasional dan regional, organisasi-
organisasi masyarakat sipil, dan para anggota
parlemen dan peneliti. Tool (alat) ini dirancang sebagai
alat rujukan, yang disertai berbagai informasi
pendukung dan contoh serta kiat praktis yang dapat
digunakan dalam merancang dan/atau melaksanakan
proses pembenahan. Informasi berikut ini tidak
berfungsi sebagai model tapi sebagai titik mula untuk
memasukkan isu gender ke dalam proses reformasi
kepolisian yang harus didefinisikan secara umum dan
mencerminkan masyarakat yang dilayani polisi.

Tool ini terdiri dari:

n Pengantar reformasi kepolisian

n Landasan pemikiran yang mendasari pemaduan
isu-isu gender dan cara bagaimana hal ini dapat
memperkuat prakarsa reformasi kepolisian

n Titik-titik mula untuk memasukkan isu-isu gender ke
dalam aspek-aspek reformasi kepolisian yang
berbeda, termasuk kiat dan contoh praktis

n Pembahasan tentang isu-isu gender dan reformasi
kepolisian tertentu dalam konteks negara pasca-
konflik, negara dalam masa transisi, negara
berkembang, dan negara maju

n Anjuran-anjuran pokok

n Sumber daya tambahan

2Apa itu reformasi sektor
keamanan? 

Reformasi kepolisian merupakan bagian inti dari
reformasi sektor keamanan (RSK).  Proses reformasi
yang lebih luas ini sering didefinisikan sebagai
transformasi suatu sistem keamanan, yang melibatkan
semua aktor, peran, tindakan dan tanggung jawab
mereka mengelola dan menjalankan sistem tersebut
dengan cara yang sesuai dengan norma-norma
demokrasi dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang
baik.1

Kepolisian adalah salah satu dari aktor keamanan
negara yang penting, dan setiap proses reformasi
harus dikoordinasikan dengan para aktor keamanan
lainnya untuk menjamin pendekatan yang terpadu
ketimbang pendekatan ad hoc.

Definisi Kepolisian: pasukan sipil suatu negara, yang
bertanggung jawab atas pencegahan dan
pendeteksian kejahatan dan pemeliharaan ketertiban
umum.2 Karena itu, istilah ini mencakup semua
lembaga penegakan hukum, seperti kepolisian dan
angkatan kepolisian mirip gendarmerie yang menjalan -
kan kekuasaan kepolisian, khususnya kekuasaan
untuk menangkap dan menahan.3

Definisi Reformasi Kepolisian: transformasi atau
perubahan suatu organisasi kepolisian menjadi kepo-

Untuk information lebih lanjut,

lihat Tools Toolkit RSK dan

Gender
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lisian yang profesional dan bertanggung jawab dan
menerapkan gaya perpolisian yang tanggap terhadap
kebutuhan masyarakat setempat.4

Reformasi kepolisian berkaitan dengan perubahan dan
merupakan  suatu proses yang menggerakan lembaga
kepolisian menuju lembaga yang lebih bertanggung
jawab atas tindakannya dan lebih menghormati hak
asasi manusia. Proses ini bisa terbatas waktu,
terutama dalam konteks pasca-konflik di mana proses
tersebut didukung melalui bantuan internasional dan
ditentukan dengan jadwal eksternal; atau berke -
lanjutan di mana terdapat dukungan (politik dan/atau
keuangan) nasional.  Reformasi kepolisian yang efektif
berlangsung melalui tahap-tahap utama berikut:5

1. Analisis dan penilaian awal: mengumpulkan
informasi untuk memahami dan menguraikan
konteks lokal

2. Perancangan dan perencanaan: berdasarkan
analisis, susun rencana atau peta reformasi yang
jelas dengan tujuan yang didefinisikan dengan jelas

3. Pengelolaan pelaksanaan: laksanakan rencana
tersebut dalam kemitraan dengan berbagai
pemangku kepentingan

4. Evaluasi: pantau kemajuan, kumpulkan informasi
dan data tentang perubahan yang terjadi, evaluasi
keberhasilan dan identifikasi tantangan yang perlu
ditanggulangi

Proses ini unik pada setiap konteks, apakah dalam
konteks negara pasca-konflik, negara berkembang,
negara dalam masa transisi atau negara maju (untuk
melihat kiat/anjuran khusus-konteks, lihat Bagian 5).
Walaupun terdapat perbedaan antara kenyataan
kontekstual, rasa hormat terhadap hak-hak asasi
manusia dan hukum kemanusiaan harus dianggap
sebagai titik mula utama dalam reformasi budaya
internal dan eksternal kepolisian.

Contoh reformasi kepolisian di kawasan-kawasan

yang berbeda adalah:

n Amerika Tengah, yang sedang menjauhkan
kepolisian dari sistem militer dan menerapkan
kontrol sipil atas pasukan keamanan.6

n Asia Tengah, yang sedang berubah dari sistem
perpolisian kolonial menjadi suatu struktur yang
demokratis yang didalamnya kepolisian bekerja
demi masyarakat dan bukan demi kepentingan
suatu partai yang berkuasa atau suatu kelompok
yang berpengaruh dalam masyarakat.7

n Amerika Utara: yang sedang menanggapi tuduhan
korupsi dan penggunaan kekuatan yang berlebihan
dan tuntutan hukum untuk menciptakan gaya
perpolisian yang lebih berorientasi pelayanan yang
memperhatikan kebutuhan masyarakat yang lebih
luas, termasuk masyarakat yang sebelumnya
terpinggirkan – seperti masyarakat lesbian, gay,
biseksual dan transgender (LGBT).

n Para negara EropaTimur/Pasca-komunis: yang
sedang menanggapi korupsi dan tuntutan per polisian
yang berorientasi pelayanan dan per polisian menurut
rule of law yang berbasis hak-hak.

Contoh-contoh ini hanya sekedar contoh jenis
reformasi umum yang terjadi.  Harus diingat bahwa
walaupun reformasi mungkin lebih berkaitan dengan
kawasan atau konteks tertentu, berbagai macam
reformasi dapat terjadi pada suatu lembaga kepolisian
tertentu. Contoh reformasi kepolisian adalah: peru bah -
an pada tingkat bawah seperti pengembangan
keterampilan, pelatihan dan peningkatan kesadaran;
bekerja sama dengan pejabat tingkat tinggi untuk
mengubah sifat militeristis kepolisian; dan perumusan
kembali mandat dan prosedur operasi di lembaga
kepolisian. Apa pun tingkat, jenis atau konteks refor -
masi, pemahaman tentang kemampuan lokal untuk
melaksanakan reformasi, kebutuhan masya rakat
tertentu, dan penetapan waktu harus dipertimbangkan
dengan matang untuk menjamin rencana reformasi
memang realistis dan dapat dicapai dalam jangka
waktu yang terukur.

Bertanggung jawab Efektif Adil Menghormati hak-hak

Hubungan yang kuat dengan
masyarakat untuk menyebarkan
informasi mengenai hak-hak
warga negara dan tanggung
jawab polisi.

Pengembangan ketermpilan
untuk semua polisi/staf.

Kesempatan-kesempatan
profesional di lembaga kepolisian
bagi semua anggota masyarakat.

Berkurangnya tingkat kejadian
penggunaan kekuatan yang
berlebihan.

Mekanisme independen untuk
menyidik tuduhan terhadap
kepolisian.

Berkurangnya korupsi. Gaji berdasarkan tingkat
keterampilan dan peringkat
ketimbang jenis 

Perlakuan setara terhadap polisi
dan staf di organisasi kepolisian.

Mekanisme pengawasan internal
dan eksternal yang kuat

Kesempatan pelatihan untuk
semua tingkatan di kepolisian.

Akses setara atas kesempatan
untuk pengembangan karir.

Persyaratan kesehatan semua
staf dipertimbangkan.

Masukan dan umpan balik yang
beragam bagi operasi dan fungsi
kepolisian.

Pemahaman dan kemampuan
menanggulangi ancaman
keamanan yang beragam.

Alokasi sumber daya didasarkan
pada kebutuhan dan ancaman
keamanan yang teridentifikasi.

Layanan polisi yang adil diberikan
kepada semua anggota
masyarakat.

Kotak 1 Efektivitas operasional kepolisian
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2.1 Tantangan umum dalam
perpolisian

Lembaga kepolisian menghadapi berbagai tantangan
yang memerlukan pertimbangan berkelanjutan demi
perbaikan.  Sedikit sekali, kalau ada, organisasi yang
bebas dari kritik dan tuntutan perubahan, termasuk
organisasi-organisasi kepolisian yang paling
berpengalaman sampai yang baru mendapat pelatihan
dan yang baru dibentuk.  Meskipun terdapat per -
bedaan geografis, sosial dan ekonomi yang besar di
berbagai negara, dan juga keanekaragaman struktur,
ukuran dan konteks kepolisiannya, terdapat masalah-
masalah umum yang mempengaruhi banyak
organisasi kepolisian, terutama sehubungan dengan
isu-isu gender.  Berikut ini adalah daftar sebagian
masalah tersebut:8

n Tingkat respons yang rendah terhadap kejahatan
yang dilakukan terhadap kelompok sosial tertentu

n Penggunaan kekuatan yang berlebihan terhadap
kelompok-kelompok tertentu, khususnya kelompok
yang terpinggirkan seperti orang-orang dari
kelompok minoritas, penduduk asli, dan masyarakat
LGBT

n Tidak dilibatkannya kelompok-kelompok tertentu di
lembaga kepolisian

n Pelanggaran kode perilaku dan penyalahgunaan
jabatan

n Penolakan mencatat pengaduan

n Keterampilan penyidikan yang kurang sehingga
menyebabkan tingkat penjatuhan vonis yang
rendah

n Kurangnya pertanggungjawaban

n Kurangnya kepercayaan sipil

2.2 Mengapa reformasi kepolisian?

Untuk menanggulangi tantangan umum dalam
perpolisian, reformasi dapat dilakukan untuk membuat
kepolisian menjadi lebih efektif secara operasional,
bertanggung jawab, adil, dan menghormati hak.
Walaupun tidak seksama, Kotak 1 memberikan
contoh-contoh perubahan yang dapat terjadi berkat
reformasi kepolisian dalam usaha membuat organisasi
kepolisian menjadi lebih efektif secara operasional.

3Mengapa gender penting
dalam reformasi kepolisian? 
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Pria Wanita Anak Lelaki Anak Perempuan

n Perampokan (Australia: 75%
korbannya adalah pria)11

n Penganiayaan

n Pembunuhan

n Penganiayaan ringan dan berat

n Kekerasan geng

n Dipaksa memperkosa anggota
keluarga sendiri (khususnya
pada masa konflik)

n Pemerkosaan dan penyiksaan
seksual

n Perdagangan manusia

n Kekerasan dalam rumah
tangga

n Penganiayaan seksual
(Amerika Serikat: 92%
korbannya di tempat kerja
adalah wanita)12

n Kematian istri akibat kekerasan
dalam rumah tangga bermotif
pemerasan harta bawaan istri

n Pelecehan seksual

n Pemerkosaan

n Pembunuhan bermotif
‘kehormatan'

n Penguntitan

n Pemandulan paksa

n Perdagangan manusia

n Kekerasan geng

n Penganiayaan dan
pemerkosaan anak

n Gertakan

n Penculikan & penyanderaan

n Pembuangan & penelantaran
anak

n Perdagangan manusia

n Jual/beli anak untuk pelacuran

n Pembunuhan bayi

n Penganiayaan dan
pemerkosaan anak

n Perdagangan manusia

n Penculikan & penyanderaan

n Perkawinan paksa anak

n Jual/beli anak untuk pelacuran

Kotak 2 Ancaman keamanan terhadap pria, wanita, anak lelaki, dan anak perempuan

Gender merujuk pada peran dan hubungan, ciri
kepribadian, sikap, perilaku dan nilai-nilai tertentu
yang dihubungkan masyarakat dengan pria dan
wanita. Karena itu, ‘gender’ merujuk pada per be daan
yang dipelajari antara pria dan wanita, se dangkan
‘jenis kelamin’ merujuk pada perbedaan bi ologis
antara lelaki dan perempuan.  Peran gender sa ngat
bervariasi di dalam dan antar-kebudayaan dan dapat
berubah sepanjang waktu.  Gender tidak hanya
merujuk pada wanita atau pria tapi juga me ru juk
pada hubungan di antara mereka.

Pengarusutamaan gender (gender main stream ing)
adalah proses penilaian implikasi terhadap wanita
dan pria dari suatu tindakan yang terencana, seperti



Penanggulangan isu-isu gender bukan suatu proses
merampas kekuasaan dari pria dan kemudian
memberikannya kepada wanita dan kelompok-
kelompok yang kurang terwakili lainnya, tapi
sebaliknya merupakan suatu proses meningkatkan
efisiensi dan efektivitas organisasi-organisasi yang
diperbarui.

3.1 Penyediaan keamanan yang
efektif kepada pria, wanita, anak
perempuan dan anak lelaki

Karena polisi bertanggung jawab atas pemeliharaan
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,
kepolisian harus memahami dan menanggulangi
semua ancaman keamanan yang dihadapi
masyarakat yang mereka layani, dengan menyadari
bahwa pria dan wanita terpengaruh oleh kekerasan
dan diskriminasi dengan cara yang sangat berbeda
dan dengan tingkatan yang berbeda.  Misalnya,
kejahatan terhadap pria umumnya terjadi di tempat
umum, sedangkan kejahatan terhadap wanita, seperti
kekerasan dalam rumah tangga, sering terjadi di
tempat pribadi, bidang yang oleh kebanyakan lembaga
negara tidak dianggap sebagai tanggung
jawabnya.10Beberapa contoh ancaman keamanan
(bukan berdasarkan urutan tingkat kejadiannya)
terhadap pria, wanita, anak lelaki, dan anak
perempuan diperlihatkan pada Kotak 2.

Polisi berkewajiban mencegah, mengurangi dan
merespons bentuk-bentuk kejahatan ini, termasuk
kekerasan berbasis gender (GBV) karena ini adalah
salah satu dari ancaman-ancaman terhadap
keamanan di semua bagian dunia.  Sebuah penelitian

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, World Health
Organisation) menunjukkan bahwa lebih 69% wanita
melaporkan pernah mengalami agresi fisik dari
pasangan pria pada suatu masa dalam hidup
mereka.13GBV adalah suatu tindak kekerasan – fisik,
seksual atau psikologis – yang mungkin menyebabkan
bahaya bagi seseorang dan dilakukan karena gender
mereka.  Jenis kekerasan ini dilakukan terhadap pria
dan wanita, anak lelaki dan anak perempuan, dan
menggambarkan ketidakseimbangan kekuasaan yang
terjadi antara pria dan wanita atau antara seorang
anak dan pengasuhnya. 

GBV bisa semakin diperparah oleh ketidakamanan
yang disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti latar
belakang etnis, orientasi seksual, dan agama:

n 67% dari kasus bermotif agama di Inggris dan
Wales pada tahun 2005/2006 terjadi terhadap kaum
Muslim.14

n Di Afrika Selatan, para lesbian kulit hitam diperkosa
dan juga dianiaya secara fisik dan verbal karena
orientasi seksual mereka.15

Pria dan wanita sering enggan melaporkan kejahatan
ini kepada polisi. Pria yang mengalami GBV sering
merasa malu dan tidak mau membicarakan kejadian
tersebut karena takut dianggap lemah, tak berdaya
atau gay.  Wanita sering enggan melapor kepada polisi
karena pantangan dan stigma sosial yang berkaitan
dengan menjadi korban GBV.  Tantangan lainnya
terdapat di negara-negara yang tidak mempunyai
hukum yang memadai mengenai pemberantasan
GBV.  Di lembaga kepolisian itu sendiri harus
dipastikan bahwa semua polisi – pria dan wanita –
cukup terlatih untuk merespons korban GBV dan
memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mem -
proses dan menyidik kejahatan secara efektif.

3.2 Menciptakan kepolisian yang
representatif dan lebih efektif

‘Meningkatkan keanekaragaman bukan sekedar
perkara yang benar atau sesuai moral yang harus

dilakukan – hal itu penting bagi kita untuk
menjalankan tugas kita.  Tempat kerja yang beragam

memberikan akses atas berbagai keterampilan,
pengalaman, pendidikan, dan kebudayaan yang

meningkatkan kemampuan kita memberikan
berbagai solusi lokal atas masalah lokal.’

Kantor Departemen Dalam Negeri Kerajaan Inggris –
Selebaran mengenai Keanekaragaman di Lembaga

Kepolisian16

Ancaman keamanan dan kejahatan dilakukan
terhadap semua lapisan masyarakat; namun demikian,
organisasi kepolisian di seluruh dunia tetap didominasi
pria dengan perwakilan yang kurang dari kelompok
tertentu.  Perpolisian biasanya dianggap sebagai
‘pekerjaan pria’ karena berkaitan dengan kejahatan,
bahaya dan kekerasan.17 Proses perekrutan, seperti

Lihat Tool tentang

RSK dan Gender
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pem buatan undang-undang, kebijakan atau prog ram
di semua bidang dan pada semua tingkatan.9

Kepatuhan terhadap kewajiban menurut undang-
undang dan instrumen hukum internasional

Pemaduan isu-isu gender ke dalam reformasi
kepolisian diperlukan untuk memenuhi hukum
internasional dan regional, instrumen hukum dan
norma mengenai keamanan dan gender.  Instrumen
utama di antaranya adalah:

n Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan (1979)

n Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing (1995)

n Resolusi Dewan Keamanan PBB tentang
Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (2000)

Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Lampiran
Toolkit tentang Undang-Undang dan Instrumen
Internasional dan Regional.



pemeriksaan latar belakang dan wawancara
perorangan, kadang-kadang menyingkirkan calon
wanita atau pria yang tidak mempunyai sikap maskulin
yang ‘benar’, seperti ‘ketangguhan’ dan hetero-
seksualitas mutlak.18 Namun demikian, dengan
terbentuknya kepolisian yang lebih representatif –
kepolisian yang menggambarkan komposisi etnis,
agama, geografi, jenis kelamin, suku dan bahasa
masyarakat – kredibilitas, kepercayaan, dan dengan
demikian legitimasi kepolisian akan meningkat di mata
masyarakat.  Peningkatan jumlah personil polisi wanita
dapat memberikan manfaat operasional yang nyata.

Kotak 3 memberikan gambaran umum keterwakilan
berlebihan polisi pria di seluruh dunia.

Untuk mewujudkan kepolisian yang lebih efektif secara
operasional dan untuk memberikan respons yang lebih
efektif terhadap kebutuhan keamanan wanita dan
kelompok yang kurang terwakili lainnya, harus diambil
langkah-langkah untuk mengatasi kesenjangan
keterwakilan tersebut.  Beberapa manfaat potensial
dari keterwakilan yang lebih besar, seperti dikutip oleh
Markas Besar Kepolisian Kerajaan Inggris, adalah:33

n Polisi gay mungkin dapat memberikan cara baru

menyampaikan pesan-pesan penurunan kejahatan
kepada komunitas gay dan di dalam kepolisian
sendiri.

n Polisi yang lebih muda mungkin memiliki
pengetahuan yang lebih luas mengenai klub dan
bar setempat dan mungkin dapat memberikan
solusi inovatif atas gangguan keamanan yang
disebabkan oleh alkohol.

n Polisi Muslim wanita mungkin cocok ditugaskan
untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah
tangga yang melibatkan wanita Muslim lainnya.

Peningkatan keterwakilan polisi wanita dapat
memberikan manfaat tambahan. Menurut Pusat
Urusan Wanita dan Perpolisian Nasional, penelitian
nasional dan internasional menunjukkan bahwa wanita
dan pria sama-sama mampu melaksanakan tugas
kepolisi an secara efektif.  Kenyataannya, penelitian
menunjukkan bahwa wanita sering memberikan
sejumlah keterampilan dan kekuatan tertentu bagi
tugas kepolisian, seperti kemampuan mengurangi
penggunaan atau ketergantungan pada kekuatan saat
menghadapi orang yang agresif).34 Beberapa cara lain
yang diberikan wanita untuk menciptakan organisasi
kepolisian yang lebih efektif adalah:35
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Negara Tahun Polisi wanita Polisi pria

Pasca-konflik

Afrika Selatan19 2006 29% 71%

Siprus20 2006 16% 84%

Sierra Leone21 2006 15% 85%

Kosovo22* 2006 14% 86%

Dalam Masa Transisi dan Berkembang

Jamaika23 2001 18% 82%

Republik Ceko24 2001 12% 88%

Venezuela25 2002 10% 90%

Rumania26 2005 8% 92%

India27 2006 2% 98%

Maju

Australia28 2002 29% 71%

Kanada29 2006 18% 82%

Swedia30 2001 18% 82%

Amerika Serikat31 2006 12-14% 86-88%

Finlandia32 2004 10% 90%

Kotak 3 Persentase polisi wanita dan pria di sejumlah negara

*Pada saat Tool ini dibuat, bulan November 2007, status Kosovo belum tetap.



n Polisi wanita mungkin lebih efektif dalam meredam
situasi yang mungkin berbahaya daripada polisi pria.

n Polisi wanita lebih jarang dilaporkan masyarakat
bertindak “tidak patut” dibandingkan dengan polisi pria.

n Polisi wanita lebih jarang menggunakan kekuatan
yang mematikan, seperti menggunakan senjata api.

n Polisi wanita lebih jarang mengalami penentangan
atau perlawanan dari tersangka pria yang mereka
tangkap dan/atau tanyai.

n Polisi wanita dapat bertindak sebagai model peran
bagi anggota masyarakat mengenai kemampuan
wanita berpartisipasi di lembaga-lembaga sektor
keamanan.

n Polisi wanita sering memiliki keterampilan
komunikasi yang lebih baik  daripada polisi pria dan
lebih mampu mendapatkan kerja sama dan
kepercayaan yang diperlukan untuk melaksanakan
suatu model perpolisian masyarakat.36

Peningkatan keterwakilan polisi wanita juga menjadi
keharusan operasional bila kepolisian ingin
memberikan respons efektif atas GBV terhadap wanita
dan anak perempuan.  Wanita lebih cenderung
melaporkan GBV kepada polisi wanita, dan
penyediaan wanita terlatih yang hadir selama prosedur
penyidikan juga merupakan praktek yang baik.

3.3 Menjamin lembaga kepolisian dan
budaya yang non-diskriminatif dan
mempromosikan hak asasi manusia
(HAM)

Pemberantasan diskriminasi  dan pelanggaran HAM,
termasuk GBV, oleh personil polisi akan membantu
menciptakan lingkungan kerja yang efektif dan
produktif dan meningkatkan keamanan personil
maupun masyarakat sipil.  Di beberapa negara, polisi
melakukan pelanggaran hukum seperti pelecehan
seksual dan penganiayaan seksual, terlibat dalam
pekerjaan seks paksa dan perdagangan manusia, dan
melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan
orientasi seksual.  Personil polisi pria dan wanita, dan
juga pria dan wanita sipil, anak perempuan dan anak
lelaki bisa menjadi korban langsung pelanggaran ini.
Misalnya, laporan tahun 2006 dari Amnesti
Internasional menyatakan bahwa: ‘Pemerkosaan
wanita dan anak perempuan oleh polisi dan pasukan
keamanan, dan di dalam keluarga dan masyarakat
mereka sendiri, diakui sudah mewabah di Nigeria.’37
Bentuk-bentuk pelanggaran HAM ini bisa dilakukan
oleh seorang polisi atau sekelompok karyawan, dan
kadang-kadang dipertahankan oleh budaya
kelembagaan yang diskriminatif.

Sikap diskriminatif personil polisi bisa juga mencegah
akses setara atas lembaga kepolisian.  Menurut
Pelapor PBB tentang Kekerasan terhadap Wanita, di
berbagai negara, para wanita melaporkan bahwa
kepolisian tidak peka dan mungkin gagal menyidik
kejahatan yang berbasis gender.  ‘Sebagian wanita
melaporkan bahwa ketika mereka datang ke kantor

polisi untuk melaporkan kasus pemerkosaan, polisi
pria cenderung meremehkannya, bahkan bertanya
apakah mereka menikmati pengalamannya.’38
Diskriminasi berbasis gender bisa diperparah oleh
diskriminasi yang didasarkan pada ras, kelas, kasta,
usia atau cacat fisik.  Misalnya, diskriminasi dan
kekerasan sistematis terhadap komunitas Rom (gipsi)
oleh polisi di Kroasia dan Republik Ceko telah
membuat para wanita Rom tidak mau meminta
bantuan dari kepolisian.39

Namun demikian, harus diingat bahwa pemasukan
wanita dan kelompok masyarakat yang kurang
terwakili tidak otomatis menghasilkan organisasi
kepolisian yang lebih non-diskriminatif.  Budaya
internal tidak meng hormati dan melecehkan kadang-
kadang membuat seorang polisi menerima budaya
dominan tersebut untuk melindungi diri mereka di
tempat kerja.  Polisi wanita sering bertindak lebih keras
terhadap korban kejahatan wanita dan lebih sering
menggunakan kekuatan terhadap masyarakat dalam
usaha men dapatkan penerimaan ke dalam kelompok
yang do minan.40 Proses reformasi harus mengatasi
tan  tangan yang berkaitan dengan budaya organisasi,
dan berusaha menciptakan kepolisian yang
menghormati rekan-rekan dan masyarakat yang
dilayani.

4Bagaimana memadukan
gender dengan reformasi
kepolisian?

Setiap proses reformasi merupakan proses yang rumit
dan memerlukan pelaksanaan strategi yang terencana
dengan baik. Menyadari bahwa tanggung jawab ke -
polisian adalah melayani dan melindungi masyarakat,
pemilikan lokal sangat penting untuk menciptakan
proses pembenahan yang efektif dan berkelanjutan.
Apakah di negara pasca-konflik atau pun di negara
maju, organisasi kepolisian atau pun masyarakat yang
dilayaninya tidak boleh dianggap sebagai penerima
pasif pembenahan.  Karena itu, kiat dan contoh berikut
mengenai pemaduan gender dalam reformasi ke -
polisian harus disesuaikan untuk memenuhi
ke   bu   tuhan dan kemampuan khusus setempat.

Perlu juga diingat bahwa pria memainkan peran
penting dalam proses reformasi kepolisian yang
tanggap terhadap gender.  Pria yang memegang
kekuasaan dapat menggunakan pengaruh mereka
untuk mendukung dan memimpin reformasi.  Sebagai
‘pendukung’, orang-orang memainkan peran sebagai
pemimpin, sekutu, dan pendidik dalam suatu orga ni -
sasi, yang secara khusus mendorong diadakan  nya
dialog mengenai isu-isu yang mungkin sensitif dalam
jen jang sektor keamanan.41 Di seluruh jenjang ke po -
li sian tersebut, pria yang mengenali kesempatan untuk
menciptakan suatu situasi yang adil bagi semua
personil polisi dapat memimpin dengan memberikan
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teladan saat kebijakan dan prosedur baru disesuaikan.
Melibatkan polisi pria dalam perundingan tentang
perlunya kesetaraan gender merupakan kesempatan
untuk menyebarkan informasi dan mengidentifikasi

bidang-bidang perlawanan. Tanpa penerimaan dan
dukungan mayoritas di organisasi kepolisian, tidak ada
prakarsa apa pun yang akan berhasil atau ber -
kelanjutan dalam menghasilkan perubahan.

Reformasi Kepolisian dan Gender
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Anjuran-anjuran Tugas Tanggung jawab Jadwal

1. Memperkenalkan nilai-nilai organisasi dengan
menyatakan bahwa organisasi kepolisian bertekad
menangani isu-isu keanekaragaman dan gender.

■ Buat pernyataan nilai-nilai organisasi.

2. Buat kebijakan dan prosedur untuk mencapai nilai-
nilai organisasi.

Contoh: Tidak boleh ada diskriminasi terhadap
anggota polisi berdasarkan alasan apa pun – ras,
agama, jenis kelamin, orientasi seksual.

■ Jamin pernyataan-pernyataan kebijakan
yang jelas, yang akan menjadi alat-alat
yang paling efektif sebagai pedoman
reformasi kepolisian.

3. Buat satuan/badan permanen yang perannya
memastikan bahwa gender menjadi bagian dari
setiap aspek kebijakan dan praktek kepolisian.

■ Tentukan mandat, kerangka acuan, dan
keanggotaan yang dianjurkan.

4. Buat strategi komunikasi internal dan eksternal yang
komprehensif untuk mendukung tujuan kesetaraan
gender di lembaga kepolisian.

■ Buat strategi komunikasi dengan metode
yang mudah digunakan

5. Tentukan tujuan kesetaraan gender yang dapat diukur
dan mekanisme penelusurannya.

■ Rumuskan sistem pemantauan dan
alokasikan sumber daya yang diperlukan.

■ Buat sistem pelacakan dan pangkalan data
untuk pengumpulan data.

6. Tentukan target-target strategis perekrutan polisi untuk
meningkatkan kemampuan kepolisian dalam
memberikan layanan kepada kelompok-kelompok
masyarakat yang beragam.

■ Siapkan survei demografi untuk
mengidentifikasi persyaratan
keanekaragaman.

7.  Lakukan kaji ulang yang menyeluruh terhadap prosedur
perekrutan untuk mengidentifikasi dan menyingkirkan
hambatan dalam menerima kelompok masyarakat
yang kurang terwakili dan analisis para pelamar yang
tidak diterima.

■ Siapkan proses pengkajian ulang dan
alokasikan sumber daya yang diperlukan.

8.  Tentukan mekanisme untuk memastikan bahwa semua
anggota panel pewawancara memahami dan
memperlihatkan komitmen terhadap kesetaraan
gender dan perpolisian yang berorientasi pelayanan.

■ Gunakan kebijakan yang baru dirumuskan
sebagai landasan untuk pelatihan.

9. Susun rencana untuk mengkaji ulang semua kebijakan
dan prosedur untuk menjamin kebijakan dan prosedur
tersebut peka terhadap gender dan keanekaragaman.

■ Rumuskan rencana beserta jadwal dan
tanggung jawab untuk proses pengkajian
ulang.

10.  Padukan kebijakan dan prosedur baru mengenai
gender dan keanekaragaman ke dalam program
pelatihan untuk semua anggota polisi yang baru
maupun yang sudah lama bertugas.

■ Adakan pelatihan bagi semua pelatih
mengenai kebijakan baru.

■ Kenali kesenjangan-kesenjangan pelatihan
dan rancang ulang program pelatihan
untuk menanggulangi kesenjangan
tersebut.

11. Susun program pendampingan karyawan. ■ Tunjuk para wanita pada semua tingkatan
di lembaga kepolisian untuk berpartisipasi
dalam program bimbingan.

Kotak 4 Template rencana aksi reformasi42



4.1 Rencana aksi gender

Beberapa titik mula berikut ini memberikan gambaran
tentang beberapa cara bagaimana memadukan
gender dengan reformasi kepolisian.  Dengan begitu
banyak bidang yang harus ditangani, proses reformasi
mungkin terlihat agak membingungkan dan mungkin
sulit untuk mengidentifikasi dari mana harus memulai.
Penilaian awal mengenai gender dapat memberikan
pemahaman mengenai keadaan yang dihadapi dan
menyoroti bidang-bidang yang memerlukan perhatian
segera atau jangka panjang.  Berdasarkan penilaian
tersebut, sebuah rencana aksi dapat disusun untuk
mengidentifikasi bidang-bidang yang akan ditangani
dan tugas-tugas apa yang harus diselesaikan.

Kotak 4 adalah template untuk rencana aksi yang, kalau
disesuaikan dengan konteks tertentu, dapat menjadi
pedoman bagi proses tersebut.

Penyediaan keamanan yang efektif
kepada pria, wanita, anak perempuan
dan anak lelaki

4.2 Kaji ulang protokol dan prosedur
operasional

Protokol  dan prosedur memberikan kerangka opera si -
onal bagi jalannya organisasi kepolisian dan
mem  bentuk budaya kelembagaan.  Protokol dan pro -
sedur yang jelas dan tanggap terhadap gender harus

tersedia untuk mengurangi kasus-kasus pe nerap an
diskriminatif yang didasarkan pada penilaian subjektif
polisi masing-masing.  Saat mengkaji ulang protokol
dan prosedur, pertimbangan berikut harus dilakukan:

Kaji ulang dan konsultasi

n Kaji ulang prosedur dan protokol untuk menjamin
supaya prosedur dan protokol tersebut tidak
diskriminatif, menggunakan bahasa yang peka
terhadap gender, dan memasukkan kebutuhan
keamanan pria, wanita, anak perempuan dan anak
lelaki yang berbeda – termasuk ketentuan khusus
tentang GBV.

n Jamin supaya prosedur dan protokol yang sudah ada
menggambarkan pemahaman yang jelas  bahwa
kepolisian bertugas melayani dan me lin dungi
masyarakat secara keseluruhan, termasuk wa nita
dan kelompok masyarakat yang kurang ter wakili.

n Lakukan konsultasi dengan perhimpunan polisi pria
dan wanita untuk mengidentifikasi perubahan yang
diperlukan.

n Rundingkan protokol dan prosedur dengan kelom -
pok-kelompok masyarakat, termasuk organisasi
wanita, para penyintas kekerasan, dan sektor-sektor
lainnya seperti misalnya kesehatan, pendidikan,
peradilan dan pemasyarakatan melalui forum polisi
masyarakat atau forum lainnya.

n Tentukan suatu proses pengkajian ulang yang
berkelanjutan untuk menyesuaikan protokol dan pro -
sedur agar mencerminkan kepentingan dan
ke bu tuh an masyarakat yang berubah.43

Komitmen

n Jamin supaya prosedur dan protokol yang telah
direvisi di dukung oleh pimpinan senior dan sumber
daya ke u ang an dialokasikan untuk pelaksanaan dan
ke ter paduan informasi baru ke dalam semua sesi
pelatihan.44
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12. Kaji ulang prakarsa-prakarsa ramah keluarga yang
mencerminkan kebutuhan semua anggota polisi.

■ Uraikan kebutuhan pria maupun wanita
dan siapkan prakarsa atau kebijakan untuk
memenuhi kebutuhan ini.

13. Tentukan proses untuk mendukung
pertanggungjawaban atasan dalam menghadapi
perilaku anggota polisi yang tidak pantas sehubungan
dengan pelecehan dan diskriminasi di tempat kerja.

■ Kenali tindakan disipliner dan adakan
pelatihan bagi semua atasan mengenai
proses pengambilan tindakan disipliner.

14. Tentukan atau perbaiki prosedur yang sudah ada
dalam memproses pengaduan masyarakat mengenai
pelanggaran yang dilakukan anggota polisi.

■ Uraikan sistem pengkajian pengaduan
yang sudah ada dan pastikan sistem
tersebut dapat diakses, terutama oleh para
wanita dan kelompok masyarakat
minoritas.

15. Tentukan mekanisme yang dapat digunakan semua
anggota panel pengkajian promosi untuk memahami
dan memperlihatkan komitmen terhadap kesetaraan
gender.

■ Tetapkan indikator untuk mengukur
komitmen panel pengkajian terhadap
kesetaraan gender.

16. Tentukan mekanisme untuk alokasi fasilitas, peralatan,
dll. yang sesuai gender.

■ Kenali kebutuhan fasilitas/peralatan. 



Penjangkauan

n Terjemahkan semua protokol dan prosedur ke
bahasa yang sesuai dan pajangnya di semua kantor
polisi di tempat-tempat yang mudah dilihat, disertai
dengan rencana komunikasi dan pelatihan.

n Prosedur yang berkaitan dengan interaksi dengan
masyarakat harus dipasang di tempat-tempat de ngan
tingkat interaksi polisi-masyarakat yang tinggi dan
disertai dengan kampanye penyuluhan ma sya ra kat.45

4.3 Prosedur dan prakarsa tentang

kekerasan berbasis gender

Karena GBV adalah salah satu dari ancaman paling

umum terhadap keamanan masyarakat (disebutkan
pada Bagian 3.1), kepolisian bertanggung jawab
menjamin proses yang ketat dan terarah untuk
menanganinya.  Proses-proses ini meliputi tindakan
aktif menyidik, menangkap, menahan dan mendukung
penuntutan kejahatan GBV, dan juga menyediakan
dukungan dan rujukan yang diperlukan kepada semua
korban GBV. 

Praktek-praktek yang baik dalam penanganan GBV
meliputi:

Prakarsa prosedural:

n Perbarui pendekatan perpolisian sebagai bagian
dari konsep aturan hukum yang lebih besar –
termasuk reformasi hukum yang mengatur respons
wajib polisi dalam kasus GBV: misalnya kebijakan

Reformasi Kepolisian dan Gender
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Berikut ini adalah contoh protokol antara kepolisian dan suatu kelompok masyarakat untuk orang-orang yang kurang terwakili, yang memperlihatkan
komitmen kepolisian untuk bekerja sama secara tanggap terhadap kebutuhan kelompok tertentu.  Protokol ini didasarkan pada Persetujuan Protokol
antara Pusat Kesehatan Masyarakat Pribumi (Wabano Centre for Aboriginal Health) dan Kepolisian Ottawa.46

Definisi prinsip-prinsip pokok

Kepentingan utama, perlindungan, dan kesehatan setiap orang sangat penting.

n Hargai, hormati dan tegaskan pentingnya keyakinan kultural dan tradisional tertentu.

n Saling menghormati di antara para penyedia layanan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

n Hormati hak-hak masyarakat untuk lebih terlibat dalam menentukan penyebab dan solusi atas kejahatan, gangguan keamanan, dan konflik dalam
masyarakat.

n Semua orang harus bertekad meningkatkan kualitas hidup semua orang dan menghapuskan rasisme.

Ketentuan peran dan tanggung jawab

Peran kelompok masyarakat

1. Memberikan kesadaran yang berkelanjutan tentang budaya/sejarah kepada para anggota Kepolisian melalui berbagai forum yang bisa meliputi
pelatihan, pertemuan, dialog dan pembangunan hubungan.

2. Memberikan sumber daya/informasi tentang lembaga-lembaga yang memberikan layanan di dalam masyarakat.

3. Berpartisipasi di komite-komite yang terkait untuk menyampaikan berbagai masalah kepada perhatian kepolisian.

Peran kepolisian

1. Menjamin keselamatan dan keamanan semua orang di dalam masyarakat – menyadari bahwa kelompok-kelompok masyarakat tertentu sering
terlalu diawasi tapi kurang terlindungi.

2. Bekerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat untuk menjamin agar kebutuhan unik kelompok tersebut terpenuhi dengan penyediaan
layanan perpolisian.

3. Menyediakan kesempatan dan hadirin untuk sesi penyuluhan budaya yang mendalam yang akan disampaikan kepada para anggota sambil juga
menyampaikan informasi tentang pentingnya partisipasi dalam sesi tersebut.

4. Menciptakan suasana di lingkungan kepolisian yang memungkinkan dan mendorong terjadinya interaksi antara para anggota polisi dan masyarakat
tertentu.

Ketentuan maksud para Pihak

Maksud para Pihak adalah:

1. Menyusun dan melaksanakan program untuk pengarahan, pendidikan atau pelatihan untuk memberikan kesempatan bagi pembelajaran timbal-
balik.

2. Mengadakan pertemuan berkala untuk berbagi informasi tentang program, layanan dan kegiatan, dan untuk mengkaji kemajuan pekerjaan untuk
mencapai tujuan-tujuan protokol ini.

3. Secara formal mengkaji ulang protokol ini dalam enam bulan dari tanggal penandatanganan, dan setelah itu dilakukan pengkajian ulang setiap
tahun; atau lebih awal sesuai permintaan salah satu pihak.

4. Penyesuaian yang disepakati bersama akan dilakukan bila dianggap perlu dengan persetujuan kedua pihak.

Kotak 5 Contoh persetujuan protokol antara kelompok masyarakat dan kepolisian



penangkapan wajib bila ada alasan kuat untuk
melakukan penangkapan, atau sistem pelaporan
wajib untuk kekerasan dalam rumah tangga.

n Buat protokol dan prosedur yang menyeluruh
tentang  isu-isu GBV yang meliputi: menanggapi
laporan telepon kekerasan dalam rumah tangga,
menerima para korban kekerasan seksual baik
perempuan maupun pria, memberikan penunjukan
kepada para korban kekerasan anti-gay, dan
menangani kasus-kasus perdagangan manusia.

n Bekerja sama dengan para aktor kesehatan,
pendidikan, peradilan dan masyarakat sipil untuk
menjamin respons yang lebih efektif terhadap GBV
– buat rencana aksi bersama serta sistem dan
protokol penunjukan.

n Kumpulkan data yang menyeluruh dan seragam
tentang kejahatan GBV untuk keperluan
pemantauan dan dukungan bagi sumber daya yang
diperlukan.

Prakarsa struktural dan programatis tambahan:

n Bentuk satuan-satuan terlatih khusus di organisasi
kepolisian untuk memberikan respons yang lebih
efektif terhadap GBV (lihat Bagian 5,3).

n Sediakan pelatihan mendalam bagi semua
anggota polisi tentang cara menanggapi secara
efektif terhadap bentuk-bentuk GBV yang berbeda
(lihat Bagian 4,12).

n Buka saluran telepon hotline untuk menerima
laporan telepon tentang GBV.

n Lakukan kampanye peningkatan kesadaran media
tentang isu-isu  GBV untuk menjamin supaya para
penyintas menyadari hak-hak mereka dan layanan
kepolisian yang sesuai, dan untuk memberikan
pesan yang jelas kepada masyarakat tentang sikap
tak bertoleransi polisi terhadap GBV.47

n Lakukan pendekatan dengan masyarakat melalui
kampanye penjangkauan anti-GBV.

4.4 Kantor polisi/satuan khusus
wanita

Para wanita sering enggan mengajukan pengaduan ke
kantor polisi karena berbagai alasan: praktek budaya
yang membatasi interaksi antara pria dan wanita,
norma sosial yang tidak mengizinkan wanita mem -
bicarakan kekerasan di dalam rumah tangga, dan
ketidakmampuan kepolisian memproses pengaduan.49

Selain itu, mereka sering merasa takut, ragu, malu,
dan tidak mau melibatkan dirinya dengan kepolisian
dan sistem peradilan.  Laporan dari Badan Statistik
Kanada pada tahun 2004 menunjukkan bahwa hanya
36% dari korban wanita dari kekerasan dalam rumah
tangga dan kurang dari 10% dari korban penga ni a ya -
an seksual melaporkan kejahatan yang dialaminya
ke pada polisi.50

Sebagai tanggapan atas masalah ini, kantor polisi
untuk perempuan (WPS, Women's Police Stations)
dan satuan kekerasan dalam rumah tangga telah

dibentuk di sejumlah negara, seperti Argentina, Brazil,
Kolombia, Kosta Rika, Ekuador, India, Liberia,
Nikaragua, Peru, Uruguay, Sierra Leone, Afrika
Selatan, dan Kerajaan Inggris.  Kantor polisi ini dikelola
oleh polisi wanita untuk memberikan lingkungan yang
di dalamnya wanita bisa merasa lebih nyaman dalam
memberikan laporan dan merasa yakin bahwa laporan
mereka akan ditangani dengan benar.  Kantor polisi ini
sering terdiri dari gabungan sejumlah polisi khusus
dengan para pekerja kesehatan, pekerja sosial, pakar
hukum, dan pakar lainnya yang membentuk sebuah
tim yang dapat menanggapi kasus-kasus GBV,
termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan
penganiayaan seksual terhadap wanita dan anak-
anak.  Selain itu, kantor polisi tersebut berfokus pada
usaha meningkatkan kesadaran tentang hak-hak
wanita dalam masyarakat secara umum.

Sebagian dari temuan sejak pelembagaan satuan/
kantor ini adalah sebagai berikut:

n Di India, 188 kantor polisi wanita dibangun dari
tahun 1992 sampai 1994.  Dilaporkan bahwa hal ini
menghasilkan peningkatan 23% dalam pelaporan
kejahatan terhadap wanita dan anak-anak dan
tingkat penjatuhan vonis yang lebih tinggi
dibandingkan sebelumnya.51

n Di Kerajaan Inggris (UK) ditemukan bahwa sejak
dibentuknya satuan  kekerasan dalam rumah
tangga, telah terjadi peningkatan signifikan dalam
jumlah pengaduan, tingkat penangkapan dan
penuntutan yang lebih tinggi, dan menurunnya
kasus viktimisasi berulang.52

n Di Sierra Leone, Satuan Dukungan Keluarga
dibentuk pada tahun 2001 (lihat Bagian 5,1).  Sejak
saat itu dilaporkan terjadi peningkatan jumlah
pengaduan dan penangkapan.53

Kantor polisi wanita menyediakan layanan penting
kepada sebagian masyarakat yang sering terabaikan.
Untuk memberikan layanan yang lebih efektif,
tantangan dan risiko perlu dipertimbangkan.  Berikut
ini adalah daftar beberapa tantangan/risiko yang
teridentifikasi:

n WPS yang terpisah dari struktur pusat kepolisian
bisa semakin meminggirkan kekerasan seksual dan
layanan bantuan bagi korban.

n WPS yang tidak cukup terkait dengan lembaga
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Kotak 6 Kepolisian Guyana,
menangani GBV

Di Guyana, Kepolisian Guyana sedang bekerja sama dengan
pemerintah dan LSM membentuk jaringan untuk mengurangi
kekerasan berbasis gender dan kekerasan dalam rumah tangga.
Hasil dari prakarsa ini meliputi pelatihan tentang Undang-Undang
Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai komponen wajib dari
kurikulum pelatihan di Sekolah Tinggi Kepolisian Guyana; kantor polisi
yang sekarang dilengkapi ruangan untuk mewawancarai orang yang
melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga; dan Komisaris
Polisi berjanji untuk membentuk satuan kekerasan dalam rumah
tangga dalam Kepolisian Guyana untuk melaksanakan tugas-tugas
penegakan hukum dengan lebih baik di bidang tersebut.48

!



peradilan dan dengan demikian tidak dapat
menjamin bahwa wanita yang memutuskan untuk
mengajukan tuntutan akan melihat kasusnya
disidangkan.

n Data statistik berfokus pada penelusuran
pengaduan yang telah diajukan, dan belum tentu
berfokus pada apa hasil yang dicapai atau pada
bentuk-bentuk kekerasan lainnya terhadap wanita.

n WPS terpisah dari lembaga kepolisian lainnya, yang
sering kekurangan prosedur khusus, sehingga
menyebabkan cara yang berbeda dalam
penanganan pengaduan atau menghadapi berbagai
isu, walaupun di dalam kantor atau struktur
kepolisian nasional tertentu.

n Tanpa kebijakan atau prosedur yang jelas, sangat
terbatas pelatihan bagi para anggota polisi yang
mengelola satuan-satuan seperti ini.

n Dalam pelatihan polisi WPS dianggap bahwa
‘menjadi pendengar yang baik’ dan kemampuan
menangani kasus GBV terwujud secara alami pada
wanita, sehingga jarang diadakan pelatihan. 

Walaupun kantor polisi wanita merupakan salah satu
pendekatan dalam menangani GBV, pelatihan dan
pengembangan keterampilan menangani isu-isu GBV
tetap menjadi persyaratan di seluruh lembaga
kepolisian akibat tingginya tingkat kejadian dan
keanekaragaman kasus yang terjadi (lihat Bagian 4.12
tentang pelatihan gender).

4.5 Perpolisian masyarakat

Perpolisian masyarakat (Polmas) adalah suatu strategi
yang sering dipakai pada saat melaksanakan
reformasi kepolisian karena strategi ini mengutamakan
hubungan kerja polisi-masyarakat yang lebih dekat,
dengan mencari cara-cara baru untuk menanggulangi
kejahatan dan menjaga ketertiban, serta
meningkatkan keamanan masyarakat.56  Bila Polmas
diidentifikasi sebagai suatu pendekatan perpolisian
yang akan digunakan, polisi harus memahami dan
mempertimbangkan kebutuhan keamanan pria,
wanita, anak perempuan dan anak lelaki yang
berbeda.

44 Daftar periksa gender untuk perpolisian
masyarakat

4 Pastikan ada kemauan dan dukungan politik untuk
menangani isu gender saat menjalankan prakarsa-
prakarsa reformasi.

4 Meskipun terbatas, gunakan sumber daya
keuangan untuk menunjukkan komitmen organisasi
terhadap reformasi yang tanggap gender.

4 Identifikasi para pemain utama atau ‘pendukung’ di
lembaga kepolisian untuk mendukung dan
menunjukkan pentingnya pengenalan dan
penanganan kebutuhan seluruh masyarakat,
termasuk keterwakilan masyarakat yang mereka
layani (misalnya, polisi wanita atau polisi yang
berasal dari kelompok-kelompok masyarakat yang

kurang terwakili) di lembaga kepolisian.

4 Ciptakan hubungan erat dengan masyarakat,
seperti organisasi-organisasi wanita dan kelompok-
kelompok masyarakat yang bekerja atas nama
kelompok-kelompok yang kurang terwakili, melalui
pelatihan bersama, patroli bersama, dan layanan
penunjukan.

4 Adakan pertemuan secara berkala antara kepolisian
dan masyarakat di tempat yang netral politik, seperti
di pusat kegiatan masyarakat ketimbang di kantor
polisi, untuk meningkatkan partisipasi para anggota
masyarakat yang ragu-ragu, terutama wanita.

4 Buat susunan kepolisian yang mendorong personil
dan staf kepolisian untuk mengemukakan cara-cara
baru agar kepolisian dapat melayani masyarakat
secara lebih efektif dan menjamin supaya
kebutuhan semua wanita, pria, anak perempuan
dan anak lelaki terpenuhi.  Harus diakui bahwa agar
personil polisi termotivasi untuk melakukan
perubahan, berbagai prakarsa mungkin diperlukan
seperti: kampanye pendidikan terarah, supervisi
ketat, tindakan disipliner yang didukung oleh proses
pengkajian internal atau pengawasan sipil.

Menciptakan kepolisian yang
representatif dan lebih efektif

4.6 Penilaian dan pemeriksaan (audit)

Penilaian dan pemeriksaan (audit) atas tata pe me rin -
tah an dan proses-proses pembuatan kebijak an dapat
menentukan tantangan dan titik mula untuk me -
ningkatkan perekrutan, retensi dan kemajuan wanita.
Pemeriksaan/penilaian dapat dilakukan oleh kepo li si -
an, lembaga independen seperti ombudsman,
ke menterian yang bertanggung jawab atas kepolisian,
atau aktor lain yang terlibat dalam proses reformasi
seperti organisasi-organisasi masyarakat sipil.
Sebagai langkah pertama, penilaian/pemeriksaan
harus mengumpulkan informasi nyata, yaitu tolok ukur
untuk menelusuri dampak dari pembaruan-
pembaruan. Berikut ini adalah template untuk
penilaian lingkungan kerja tentang perekrutan dan
retensi wanita di lingkungan kerja, yang sebagian
didasarkan pada penilaian yang dilakukan di Amerika
Serikat.

Penilaian lingkungan kerja57

Metodologinya meliputi:
n Pengumpulan informasi melalui survei anonim

mengenai personil polisi wanita dan pria dengan
pangkat yang berbeda.

n Wawancara dan konsultasi dengan para pemangku
kepentingan utama (seperti direktur perekrutan dan
seleksi) dan para pemangku eksternal (seperti
badan-badan kepolisian tingkat masyarakat dan
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organisasi-organisasi masyararkat sipil, termasuk
kelompok-kelompok LGBT, wanita dan pria).

n Pengkajian ulang prosedur dan protokol, terutama
yang berkaitan dengan  pelecehan seksual.

n Pemeriksaan informasi statistik, seperti statistik
tentang perekrutan dan seleksi.

Informasi harus dikumpulkan tentang bidang-bidang
yang didalamnya personil polisi wanita biasanya
menghadapi hambatan, seperti:
n Perekrutan dan seleksi

n Lembaga-lembaga pelatihan

n Pelecehan seksual

n Penerimaan oleh rekan-rekan dan atasan

n Kehamilan dan perawatan anak

n Peralatan dan pakaian seragam

n Retensi

n Kenaikan pangkat 

Informasi juga harus dikumpulkan tentang:
n Banyaknya, jenis dan efektivitas pelatihan gender

yang diterima – terutama mengenai pelecehan
seksual.

Keluaran dari penilaian tersebut meliputi:

n Informasi yang cukup untuk menyusun laporan yang
mengidentifikasi masalah, tantangan dan rencana
aksi yang diusulkan.

4.7 Perekrutan

‘Di Afghanistan, misalnya, status yang rendah dan
sifat militer dari kepolisian mungkin menjadi faktor

penghambat bagi wanita yang, mengingat
pemisahan wanita dan pria di Afghanistan, sangat

memenuhi syarat untuk menangani kasus
(kekerasan) keluarga dan rumah tangga dan sangat

penting dalam menangani para tersangka wanita,
yang menghadapi risiko penganiayaan yang sangat
besar bila ditangani polisi pria.  Usaha-usaha untuk
menarik minat lebih banyak wanita meliputi asrama

wanita di Akademi Kepolisian Kabul dan pelatihan
untuk bintara polisi berdasarkan daerah di Baghlan

untuk wanita yang tidak dapat tinggal jauh dari
keluarga mereka dalam jangka waktu lama.’

Kelompok Krisis Internasional58

Kebijakan dan praktek perekrutan harus diperbarui
untuk  menjamin supaya kebijakan dan praktek
tersebut menarik minat semua orang yang memenuhi
syarat, termasuk orang-orang dari kelompok-kelompok
masyarakat yang kurang terwakili seperti wanita dan
etnis minoritas.  Kepolisian harus mengidentifikasi apa
hambatan yang dihadapi dalam menarik minat orang-
orang yang berasal dari kelompok-kelompok tertentu
dan bagaimana cara menyempurnakan proses
perekrutan.  Kampanye perekrutan harus dapat
diakses, dipahami dengan jelas, menjangkau kelom -
pok-kelompok masyarakat yang kurang terwakili, dan
me nangani isu-isu yang menjadi perhatian kelompok-

kelompok target.

Uraian tugas menjadi pedoman bagi proses perek rutan.
Karena itu, salah satu langkah untuk menjamin proses
perekrutan yang lebih terbuka adalah mem perbarui
uraian tugas agar benar-benar meng   gam barkan ke te -
ram pilan yang diperlukan dalam perpolisian mo deren.
Berikut ini adalah daftar periksa yang di sa ran  kan
sebagai pedoman bagi proses ini.

44 Daftar periksa untuk menyusun uraian
tugas59

4 Uraian tugas benar-benar menggambarkan tugas-
tugas yang akan dilakukan personil polisi.

4 Masukan masyarakat diperoleh saat menyusun
uraian tugas.

4 Uraian tugas diperiksa oleh pakar hukum untuk
menjamin uraian tugas tersebut berkaitan dengan
tugas.

4 Uraian tugas menguraikan dan menekankan
kegiatan perpolisian masyarakat, bersama dengan
tugas-tugas penegakan hukum tradisional.

4 Uraian tugas menekankan pengetahuan,
keterampilan dan ciri-ciri sebagai berikut:

- Kemampuan berkomunikasi dengan anggota
masyarakat yang beragam

- Pengetahuan tentang manfaat dari keaneka ra -
gam an budaya

- Kemampuan meredam situasi yang berbahaya

- Kemampuan menengahi perselisihan

- Kemampuan mengorganisasi dan bekerja sama
dengan kelompok-kelompok masyarakat

- Kemampuan berkomunikasi dengan kelompok-
kelompok masyarakat yang beragam

- Kemampuan membuat dan memprioritaskan
solusi atas masalah kejahatan dan masalah
kehidupan sehari-hari dalam masyarakat

- Kemampuan mengenal perasaan, pikiran dan
sikap orang lain yang menganut nilai-nilai yang
berbeda

- Kemampuan bekerja sama dengan lembaga
pemerintah dan lembaga layanan sosial lainnya

- Kemampuan mengidentifikasi langkah-langkah
proaktif untuk mencegah masalah dan mem per -
baiki kondisi kehidupan sehari-hari masyarakat

- Kemampuan menangani prioritas yang ber ten -
tangan

Selain itu, Kotak 8 menampilkan beberapa isu yang
harus dipertimbangkan selama proses perekrutan
untuk menarik minat dan mempertahankan lebih
banyak wanita dan kelompok masyarakat yang kurang
terwakili.

4.8 Retensi

Kampanye perekrutan terarah hanya efektif apabila
kepolisian mampu mempertahankan para anggota
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polisi baru.  Karena besarnya biaya pelaksanaan
kampanye perekrutan dan pelatihan personil polisi,
para perwira polisi harus meningkatkan tingkat retensi,
terutama retensi wanita dan kelompok-kelompok
masyarakat yang kurang terwakili.

Langkah-langkah untuk meningkatkan tingkat
retensi:

n Sasaran atau kuota dalam kursus pelatihan dan
tingkat jabatan.

n Jamin agar peralatan dan logistik memenuhi
kebutuhan semua personil polisi, khususnya
fasilitas sanitasi, perumahan, seragam khusus, dan
bahan-bahan lainnya untuk polisi wanita.

n Adakan program-program pendampingan, yang
telah terbukti bermanfaat bagi setiap pegawai baik

pegawai sipil, personil polisi, pria atau wanita.60

n Jamin agar kebijakan yang berkaitan dengan gaji,
tunjangan, pensiun, atau metode penggajian
lainnya didasarkan pada kesetaraan bagi polisi pria
dan wanita.

n Laksanakan kebijakan dan tentukan prakarsa untuk
mencegah dan menanggapi diskriminasi, pelecehan
seksual, dan GBV – seperti pelatihan wajib tentang
pelecehan seksual dan kesadaran gender.

n Perhimpunan polisi, seperti perhimpunan polisi
wanita, memberikan dukungan bagi personil polisi
yang berasal dari kelompok-kelompok masyarakat
yang kurang terwakili untuk menyokong hak-hak
mereka, mengusulkan perbaikan kepada pimpinan
kepolisian, memberikan pelatihan bagi personil
polisi masing-masing, berperan mengurangi tingkat
diskriminasi dan mengurangi tekanan terhadap
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Kampanye perekrutan Tim perekrutan Akademi pelatihan

n Kebijakan perekrutan dan kriteria seleksi
dievaluasi secara teratur untuk
menghilangkan bias.

n Tentukan target disertai dengan strategi
perekrutan yang jelas – Landasan Beijing:
keterwakilan wanita.

n Susun bahan-bahan yang peka terhadap
gender – brosur dan poster yang
menggambarkan wanita dan pria sedang
melaksanakan berbagai tugas.

n Sebarkan informasi mengenai kesempatan
kerja di tempat-tempat di mana wanita
berkumpul seperti toko bahan makanan,
gedung olah raga, dll.

n Program pelatihan bagi kelompok-kelompok
masyarakat tertentu untuk menjamin agar
mereka memenuhi syarat mutlak (misalnya,
latihan fisik untuk wanita).

n Lakukan survei terhadap para anggota
polisi yang berasal dari penduduk sasaran
untuk mengetahui bagaimana cara mereka
direkrut, apa yang menurut mereka paling
memuaskan sebagai anggota polisi, dan
gunakan informasi ini dalam kampanye
perekrutan.

n Program insentif untuk anggota polisi yang
dapat menarik minat calon anggota polisi
baru yang memenuhi syarat yang berasal
dari masyarakat sasaran.

n Skema penerimaan lateral untuk
mendorong orang-orang yang memenuhi
syarat dari kelompok masyarakat yang
kurang terwakili untuk memasuki kepolisian
pada tingkat jabatan yang lebih tinggi.

n Kampanye penyuluhan masyarakat yang
menargetkan kelompok-kelompok
masyarakat yang kurang terwakili, seperti
pasar karir.

n Pilih orang-orang yang memahami dan
mendukung kebijakan perekrutan baru.

n Berikan pelatihan kepada para anggota
polisi tentang isu-isu gender dan
keanekaragaman.

n Pastikan tim terdiri dari polisi pria dan
wanita.

n Para anggota tim ramah dan mudah diajak
bicara.

n Pastikan tim dapat menjawab pertanyaan
mengenai kebijakan yang ramah keluarga.

n Libatkan para anggota yang mahir dari
masyarakat maupun polisi wanita pada
panel wawancara.

n Susun pertanyaan dan sistem penilaian
untuk panel wawancara yang
menggambarkan uraian tugas baru, dan
pantau para anggota tim untuk mengetahui
apakah salah satu anggota biasanya
memberikan nilai rendah kepada kelompok-
kelompok tertentu.

n Pelatih pria dan wanita.

n Pelatihan gabungan bagi anggota-anggota
polisi baru pria dan wanita.

n Jamin supaya pelatihan sesuai dengan
tanggung jawab keluarga.

n Pelatihan khusus hanya untuk para anggota
wanita bila sesuai dengan kebudayaan.

n Fasilitas khusus untuk wanita di tempat-
tempat pelatihan.

n Tes fisik yang mencerminkan tugas polisi
yang sebenarnya – para anggota polisi
yang sekarang bertugas dites supaya
menetapkan standar prestasi.

n Jamin supaya para wanita tidak terisolasi di
akademi-akademi kepolisian, yang dapat
meningkatkan tingkat pengunduran diri
mereka.

n Pusatkan perhatian pada usaha
membangun kepercayaan para anggota
polisi baru mengenai bagaimana
menghadapi konfrontasi fisik daripada
sekedar kekuatan fisik.

n Tingkatkan kepercayaan pada bidang-
bidang pelatihan yang biasanya tidak
dikenal kelompok-kelompok masyarakat
tertentu (misalnya, latihan senjata api bagi
wanita).

n Tinggalkan budaya ‘hancurkan mereka –
bangun mereka’ yang didasarkan pada
penghinaan dan pengasingan karena
budaya ini bisa menyebabkan pelecehan
seksual dan rasa takut melaporkan kejadian
ini.

n Bentuk komite-komite pelatihan untuk
mengkaji ulang semua bahan latihan dan
menjamin agar bahan-bahan tersebut
tanggap terhadap gender.

Kotak 8 Strategi merekrut dan mempertahankan para wanita



personil polisi masing-masing tentang isu-isu
tertentu.

n Jamin agar kelompok-kelompok yang ditargetkan
tidak terlalu terwakili pada jabatan tingkat awal,
berstatus rendah, atau bergaji kecil.

n Program-program percepatan untuk kelompok-
kelompok target yang disertai dengan pelatihan
yang diperlukan.

n Pantau tingkat retensi untuk mengidentifikasi
hambatan atau bidang-bidang yang di dalamnya
target-target belum tercapai.

n Fokus perhatian umum pada personil polisi
berpangkat tinggi (baik internal maupun eksternal)
yang berasal dari kelompok-kelompok target
tertentu sebagai model peran dan menggambarkan
kemungkinan pengembangan karirnya.

4.9 Sumber daya manusia

Kebijakan dan praktek sumber daya manusia di
kepolisian biasanya merespons kebutuhan pria.
Kebijakan mengenai jam kerja, waktu libur dan isu-isu
lainnya sering berfokus pada personil polisi yang
memperlihatkan komitmen mereka melalui jam kerja
yang lama dan giliran tugas.  Juga diasumsikan bahwa
polisi pria mempunyai isteri yang dapat mengurus
rumah tangga dan anak-anak, atau masih lajang dan
tidak punya tanggungan.  Ketika wanita mulai masuk
lembaga kepolisian, asumsi ini mendapat tentangan
dan pembaruan harus dilakukan untuk menjamin agar
kebijakan sumber daya manusia tidak diskriminatif.
Pembaruan kebijakan ini tidak hanya akan
menguntungkan wanita, tapi juga dapat meningkatkan
keseimbangan kehidupan kerja bagi personil polisi
pria, yang pada gilirannya dapat meningkatkan retensi
dan efisiensi.

Langkah-langkah untuk meningkatkan perekrutan
wanita dan sumber daya manusia yang ramah
keluarga:

n Jam kerja yang fleksibel untuk opsi-opsi kegiliran
kerja dan cuti

n Kesempatan untuk bekerja paruh waktu dan berbagi
tugas untuk pria dan wanita

n Kebijakan kehamilan yang dirumuskan dengan jelas
yang fleksibel, adil, dan aman – termasuk kerja
ringan atau perubahan tugas yang sedang
dilaksanakan

n Cuti maternitas dan paternitas yang memadai

n Fasilitas penitipan anak di tempat kerja atau di luar
tempat kerja

n Fasilitas penyusuan

n Pelatihan manajemen stres

n Akses atas dukungan psikologis

n Pakaian seragam yang sesuai – termasuk selama
kehamilan

Dengan menangani isu-isu ini, organisasi kepolisian

akan memberikan pesan yang kuat secara internal dan
eksternal bahwa penegakan hukum adalah pilihan
karir yang layak bagi para ibu dan ayah.  Selain
perubahan kebijakan, organisasi-organisasi kepolisian
harus menjamin supaya para personil polisi yang
memanfaatkan opsi-opsi ini tidak kena stigmatisasi
atau diperlakukan sebagai anggota polisi yang kurang
serius, yang menimbulkan pengaruh terhadap
kesempatan pengembangan karir dan kenaikan
pangkat.

4.10 Kemajuan

Analisis tentang distribusi kelompok-kelompok
masyarakat yang kurang terwakili, khususnya wanita,
di berbagai jenjang kepangkatan kepolisian
menunjukkan terbatasnya tingkat perubahan yang
telah terjadi.  Wanita tetap terwakili dalam jumlah besar
pada jabatan peringkat rendah.  Di Honduras, wanita
mencapai hampir 6% dari personil kepolisian, dan
hanya 2% dari jabatan peringkat atas.62

Langkah-langkah untuk meningkatkan kemajuan:63

n Kriteria kenaikan pangkat yang objektif dan non-
diskriminatif yang meliputi imbalan untuk
pemecahan masalah, bekerja sama dengan
masyarakat, dan penunjukan ke pelayanan sosial.
Kurangi kriteria evaluasi yang cenderung
menguntungkan kelompok tertentu – misalnya,
menggunakan pengalaman militer atau senioritas
sebagai kriteria yang diharapkan bisa merugikan
wanita. 

n Standar penilaian tugas yang jelas, transparan dan
objektif dan pengkajian penilaian serta pengang -
katan berdasarkan prestasi, yang didasar kan pada
uraian tugas dan persyaratan ke teram pilan yang
telah direvisi ketimbang persepsi keterampilan
kepolisian yang sudah ketinggalan zaman (lihat
Bagian 4.7 untuk informasi lebih lanjut mengenai
uraian tugas dan persyaratan keteram pilan).

n Gunakan badan pengkaji bebas dan pewawancara
eksternal supaya mengurangi bias internal atau
promosi melalui ‘old boy’s network’ (koneksi/
guanxi)’.

n Jamin akses yang adil atas pelatihan kerja untuk
kemajuan karir.

n Jamin orang-orang yang berasal dari kelompok-
kelompok masyarakat yang kurang terwakili
mendapat akses atas jabatan yang dianggap
penting bagi kemajuan karir.

n Jamin supaya panel promosi tidak memandang
jabatan yang biasanya dipegang oleh polisi wanita
sebagai jabatan yang kurang ‘penting’ (GBV,
penganiayaan anak, penganiayaan seksual, pe -
nanganan remaja) atau merugikan pegawai paruh
waktu/waktu fleksible saat memper timbang kan
kenaikan pangkat.

n Lakukan pemantauan ketat atas evaluasi terhadap
polisi wanita yang pernah mengadukan pelecehan
di masa lalu.

n Dorong para personil polisi wanita berpangkat tinggi
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untuk berbicara kepada perhimpunan polisi wanita
mengenai pentingnya permohonan promosi.

n Bandingkan bagaimana para atasan menilai polisi
wanita sehubungan dengan polisi pria, dan lakukan
penelitian apakah wnaita biasanya diberi nilai lebih
rendah.

n Lakukan survei bebas mengenai wanita yang
memenuhi syarat promosi untuk mendapatkan
gambaran mengenai alasan wanita mengajukan
atau tidak mengajukan permohonan.

Menjamin lembaga kepolisian dan
budaya yang non-diskriminatif dan
mempromosikan HAM

4.11 Kode perilaku dan kebijakan
mengenai diskriminasi, pelecehan
dan kekerasan

‘Kecuali bila personil polisi saling menghormati, sulit
untuk mengharapkan mereka menghormati

masyarakat multibudaya yang mereka layani.’

Pusat Nasional Wanita dan Perpolisian64

Kebijakan dan kode perilaku yang jelas harus dibuat
menggunakan proses yang konsultatif dan inklusif
agar efektif mencegah dan menjatuhkan sanksi atas
diskriminasi internal, pelecehan, kekerasan, dan
pelanggaran HAM lainnya.  Langkah-langkah yang
menyeluruh harus diambil untuk mencegah dan
menjatuhkan sanksi atas semua bentuk pelanggaran

HAM yang dilakukan oleh personil kepolisian terhadap
personil kepolisian lainnya dan masyarakat sipil,
termasuk pembuatan kebijakan tentang pelecehan
seksual.

44 Daftar periksa untuk kebijakan tentang pele-
cehan seksual65

4 Pernyataan bahwa organisasi kepolisian men -
dukung hak-hak setiap pegawai untuk bebas dari
pelecehan seksual di tempat kerja.  Pelecehan yang
didasarkan pada gender, jenis kelamin, ras,
orientasi seksual, usia, kecacatan atau ‘perbedaan’
lainnya tidak dapat diterima.

4 Pernyataan bahwa pelanggar akan dituntut
pertanggungjawaban atas tindakan pelecehan
seksual dan dijatuhi sanksi yang sesuai.

4 Pernyataan bahwa atasan dan pimpinan
bertanggung jawab atas pemeliharaan tempat kerja
yang bebas pelecehan dan bahwa mereka akan
dituntut bertanggung jawab atas penghentian dan
pelaporan kasus pelecehan.

4 Pernyataan bahwa tindakan pembalasan terhadap
anggota polisi yang mengadu tentang pelecehan
seksual akan dianggap sebagai perbuatan tercela
tambahan dan dengan demikian akan diperiksa
serta dijatuhi sanksi.

4 Penjelasan mengenai hukum yang melarang
pelecehan seksual.

4 Ketentuan dan contoh-contoh tindakan pelecehan
yang mudah dipahami.

4 Prosedur-prosedur resmi untuk menangani
pengaduan tentang pelecehan.

4 Proses untuk mendorong tindakan segera dan
penyelesaian pengaduan mengenai lingkungan

Kotak 9 Meningkatkan perekrutan dan retensi polisi wanita di negara bagian New 
Mexico, AS61

Di Departemen Kepolisian Albuquerque (APD, Albuquerque Police Department) di New Mexico, Amerika Serikat, sebuah proyek yang dinamakan
Proyek Tempat Kerja Baru bagi Wanita didanai oleh Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat dan diarahkan oleh LSM Institut Wanita di bidang
Perdagangan, Teknologi & Ilmu Pengetahuan (IWITTS, Institute for Women in Trades, Technology & Science).  Dalam waktu kurang dari dua tahun,
proyek ini memperlihatkan keberhasilan signifikan dalam merekrut polisi wanita dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung bagi mereka.
Jumlah anggota polisi baru wanita di akademi tersebut meningkat dari 10 menjadi 25% dan laju retensi wanita sama dengan laju retensi pria.  Proyek
ini meliputi prakarsa mengenai:

■ Penilaian lingkungan kerja: dilakukan oleh IWITTS, penilaian ini mencakup survei anonim terhadap polisi wanita dan pria, wawancara dengan para
pemangku kepentingan utama, pengkajian ulang tentang kebijakan dan prosedur serta pemeriksaan informasi statistik.

■ Rencana aksi dan tim pelaksana: IWITTS membuat laporan dan rencana aksi berdasarkan penilaian tersebut dan APD membentuk tim yang
terdiri dari polisi wanita dan pria yang memegang jabatan pimpinan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tersebut.

■ Jamin kemauan politik: perekrutan dan retensi polisi wanita dijadikan prioritas utama oleh semua pimpinan di Departemen tersebut.

■ Perekrutan aktif para wanita: Pasar Wanita & Karir Perpolisian, liputan media mengenai wanita dan perpolisian; selebaran, poster, dan brosur yang
menampilkan polisi wanita dan polisi yang berasal dari kelompok masyarakat minoritas; daftar perekrutan terarah.

■ Proses seleksi: Mengganti wawancara panel dengan video interaktif insiden kritis yang menilai bagaimana respons peserta menghilangkan bias
gender.  Para pelamar diperingkatkan berdasarkan kriteria seleksi tertulis dan polisi wanita dilibatkan dalam proses seleksi tersebut.

■ Cegah pelecehan seksual: Melakukan survei iklim kerja anonim, yang dirancang oleh IWITTS dan dilaksanakan oleh APD; menerapkan kebijakan
pelecehan seksual toleransi nol; pelatihan 8 jam khusus polisi mengenai pencegahan pelecehan seksual bagi pimpinan.

■ Ubah prosedur operasi standar: APD meminta pemasok menyediakan pakaian seragam dan peralatan dengan ukuran wanita yang lebih kecil; para
instruktur pendidikan fisik menyesuaikan metode latihan agar personil polisi baru wanita tidak menderita cedera kaki yang terlalu parah; penelitian
mengenai isu-isu penitipan anak juga dilakukan.



kerja yang tak ramah, seperti program ombudsman.

4 Jaminan bahwa pengaduan akan dirahasiakan
sejauh mungkin.

4 Uraian mengenai tingkat hukuman yang dapat
dijatuhkan atas pelanggaran kebijakan tersebut.

4 Proses untuk melaporkan pengaduan, dengan
penekanan pada banyak tempat untuk mengajukan
pengaduan seperti:

- Kepala bagian apa pun

- Komandan apa pun

- Koordinator keanekaragaman yang ditunjuk

- Divisi hubungan manusia (Humas) dalam lembaga
penegakan hukum yang terlibat

- Komisi yang mengawasi lembaga penegakan
hukum yang terlibat

- Divisi hubungan manusia dari entitas politik yang
terlibat

- Divisi ketenagakerjaan negara yang bertanggung
jawab atas penegakan hukum terhadap dis kri mi -
na si

4 Jadwal untuk penyidikan dan penyelesaian
pengaduan kasus pelecehan seksual.

4 Pernyataan bahwa pengadu akan diberi tahu
mengenai hak-haknya, ketentuan batas waktu
pengajuan pengaduan perdata, dan rujukan ke
lembaga administratif.

4 Nama dan nomor telepon orang-orang yang dapat
dihubungi bila pegawai bersangkutan ingin me -
ngajukan pertanyaan mengenai kebijakan tersebut.

Setelah kebijakan atau kode perilaku dibuat, harus
diambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa
semua personil kepolisian dan orang-orang yang
berinteraksi dengan mereka mengetahui kebijakan/
kode baru tersebut:

n Kepala kepolisian dapat mengeluarkan pernyataan
kebijakan toleransi nol untuk menunjukkan
komitmen terhadap kebijakan tersebut.

n Mulai kampanye penyebaran informasi dan
peningkatan kesadaran masyarakat melalui
lembaga-lembaga pengawasan masyarakat sipil
atau kelompok-kelompok masyarakat.

n Tetapkan mekanisme untuk memantau atau
melaporkan pelanggaran kebijakan tersebut
(misalnya, saluran telepon hotline atau proses
pelaporan tanpa nama).

n Sebarkan dan pajang kebijakan tersebut di semua
kantor polisi.

Adakan pelatihan mengenai kebijakan tersebut bagi
personil kepolisian dan sukarelawan dan masukkan
informasi mengenai kebijakan tersebut ke dalam
program pelatihan bagi para anggota polisi baru.

4.12 Pelatihan gender

Untuk turut berpengaruh perubahan dalam praktek-
praktek kepolisian dan budaya kelembagaannya,
pelatihan tentang reformasi kelembagaan (kebijakan

dan prosedur) atau pengembangan keterampilan
untuk  menangani kejahatan tertentu (kekerasan
dalam rumah tangga, pemerkosaan atau penga nia ya -
an seksual), harus diadakan di semua tingkatan
pe la tihan kepolisian mulai dari kursus pendahuluan
sampai kursus penyegaran.  Isu-isu gender harus
diarusutamakan ke dalam semua bidang pelatihan
yang terkait dan pelatihan juga harus memasukkan
modul-modul yang mendalam tentang isu-isu yang
berkaitan dengan gender.

Topik pelatihan gender meliputi:

n Pengetahuan dasar tentang gender dan
keanekaragaman

n Kode perilaku kelembagaan dan kebijakan tentang
diskriminasi dan pelecehan seksual

n Penghormatan dan pemromosian HAM, termasuk
hak-hak wanita

n Protokol dan praktek tentang:

- Kekerasan dalam rumah tangga

- Pemerkosaan

- Penganiayaan seksual

- Penguntitan

- Perdagangan manusia

- Kekerasan anti-gay

- Penganiayaan anak

n Teknik mewawancarai korban GBV

Supaya mengajarkan keterampilan baru tentang
bagaimana menangani berbagai jenis kejahatan,
pelatihan harus menunjukkan hubungan antara teori
dan praktek.  Contoh-contoh nyata membuat personil
polisi masing-masing lebih memahami apa yang harus
mereka lakukan dan apa perilaku polisi yang dapat
diterima dalam situasi tertentu.

!! Kiat untuk mencapai pelatihan kepolisian yang
lebih efektif

Pelatihan untuk reformasi kelembagaan:

n Mulai semua sesi pelatihan dengan pidato pem -

Lihat Tools tentang

Pelatihan Gender bagi

Personil Sektor Keamanan 
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Di Honduras, Dana Kependudukan PBB (UNFPA, United Nations
Population Fund) telah membantu melatih personil kepolisian
mengenai isu-isu gender dan metode-metode membantu korban
kekerasan dalam rumah tangga.  Pelatihan tersebut berfokus pada
bagaimana memproses kasus kekerasan dalam rumah tangga,
sehingga menjamin para anggota polisi memahami beratnya tindak
pidana ini dan dalam sebagian kasus juga perlunya memberikan
perlindungan.66Oscar Reyes – koordinator program pelatihan
mengenai kekerasan dalam rumah tangga di Honduras –
mengatakan: ‘Pada mulanya terjadi sedikit penentangan dari para
pimpinan di lembaga-lembaga pendidikan kepolisian, tapi kami
berhasil meyakinkan mereka bahwa ini adalah isu penting.  Sekarang
mereka menjadi mitra terkuat kami.’



buka an dari personel polisi senior yang dapat
menjelaskan pentingnya topik-topik yang sedang
dibahas, dengan menunjukkan komitmen terhadap
reformasi kelembagaan.

n Isu-isu gender dan HAM harus dipadukan ke dalam
semua aspek pelatihan kepolisian dan tidak
dianggap sebagai pokok bahasan yang terpisah.

Merespons kejahatan dengan cara yang tidak
diskriminatif:

n Gunakan teknik pelatihan partisipatif yang
menggabungkan pengetahuan dan prakonsepsi
para personel kepolisian untuk menunjukkan isu-isu
nyata dan bagaimana menanganinya.

n Berikan contoh-contoh praktis tentang keterampilan
dan alat-alat tingkah laku yang diperlukan dalam
menghadapi semua anggota masyarakat agar
personil polisi dapat merubah kebijakan menjadi
praktek – undang personil polisi yang pernah
berpartisipasi dalam penyidikan tertentu untuk
membantu memberikan contoh.

n Libatkan organisasi-organisasi masyarakat, seperti
organisasi wanita, dalam sesi pelatihan untuk
memberikan contoh dan pandangan yang berbeda.

n Jamin supaya tim pelatihan terdiri dari personil polisi
pria dan wanita yang memiliki pengetahuan
mengenai hukum nasional dan internasional serta
kebijakan dan prosedur baru yang sedang
dilaksanakan.

n Buat modul pelatihan yang menangani kejahatan
tertentu dalam bekerja sama dengan perhimpunan
masyarakat yang terkait.

n Masukkan sesi-sesi tentang instrumen hukum dan
mandat-mandat untuk menangani kejahatan terten -
tu, dan juga keterampilan praktis untuk memproses
dan menyidik pengaduan dengan adil.

n Latih personil polisi pria dan wanita tentang
bagaimana menangani semua jenis kejahatan,
khususnya GBV.

4.13 Pengawasan sipil

Secara umum diakui bahwa dengan masukan dari dan
kerja sama serta kemitraan dengan masyarakat sipil
dan masyarakat setempat, proses reformasi dapat
membantu menata kembali hubungan tradisional
polisi-sipil67, yang karena praktek-praktek tertentu
sering ditandai oleh ketidakpercayaan dan ketakutan.
Dengan menciptakan mekanisme pengawasan sipil,
kepercayaan masyarakat dapat ditingkatkan dan
mekanisme bantuan formal bagi individu dan
masyarakat dapat dibuat.  Dengan mekanisme
pengawasan yang dibuat, keterwakilan setara dari
kelompok-kelompok masyarakat yang kurang terwakili
– termasuk wanita – menjadi prioritas.

Bentuk-bentuk pengawasan sipil meliputi:68

n Badan penghubung kepolisian tingkat nasional:
meliputi wakil-wakil dari masyarakat sipil, seperti

wakil-wakil LSM dan organisasi-organisasi wanita,
akademisi, pengacara, dan aktivis HAM untuk
menasihati kepolisian tentang kebutuhan
masyarakat.

n Badan penghubung tingkat daerah: pemerintah
daerah, wakil-wakil kepolisian, dan kelompok
masyarakat sipil menilai isu-isu keamanan
setempat, terutama isu-isu yang menimbulkan GBV
serta diskriminasi dan melaporkan kecenderungan
ini kepada kepolisian untuk membantu penyusunan
rencana aksi reformasi.

n Ombudsman kepolisian bebas: diangkat untuk
menyidik kasus-kasus berat penganiayaan yang
dilakukan personil polisi, seperti kematian dalam
tahanan dan penggunaan kekuatan berlebihan.

!! Kiat untuk memperkuat pengawasan sipil

n Pelatihan bersama antara kepolisian dan orang-
orang yang terlibat dalam mekanisme pengawasan
sipil untuk meningkatkan tingkat pengetahuan dan
penghormatan atas peran para mitra masing-
masing.

n Masukkan metode pemantauan, pencatatan,
penulisan laporan, teknik komunikasi dan
keterampilan dasar organisasi dalam sesi-sesi
pelatihan untuk menjamin informasi dikumpulkan
dengan benar dan dapat masuk ke dalam proses
pembuatan keputusan.

n Didik kelompok-kelompok masyarakat dan
pemerintah daerah tentang peran mereka untuk
membangun kesadaran dan kemampuan mereka
untuk memantau dan memberikan informasi dengan
benar kepada kepolisian.

n Tingkatkan kesadaran di kalangan masyarakat
mengenai isu-isu hukum dan HAM, seperti
bagaimana mengajukan pengaduan yang berkaitan
dengan pelanggaran hukum yang dilakukan
personil kepolisian.

n Jamin kemauan politik dari kalangan masyarakat
dan ke polisian (jalin hubungan yang kuat dan
bekerja sama dengan para pemuka masyarakat,
organisasi-organisasi penting, pimpinan kepolisian
dan pimpinan senior dalam pembuatan atau
perbaikan mekanisme pengawasan sipil) untuk
meningkatkan kemungkinan mekanisme penga was -
an sipil akan berjalan secara efektif.

n Lakukan penelitian tentang kepolisian dan sebarkan
temuan-temuan kepada masyarakat.

n Sebarkan temuan-temuan kepada masyarakat luas,
bila perlu melalui radio, teater, dll., untuk menjang -
kau para penduduk yang buta huruf. 
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5Memadukan gender ke
dalam reformasi kepolisian
dalam konteks tertentu

Bagian berikut ini membahas tantangan, peluang dan
kiat dari negara pasca-konflik, negara berkembang,
negara yang sedang dalam masa transisi, dan negara
maju.  Menyadari bahwa kenyataan kontekstual tidak
mudah diklasifikasikan, bagian ini memberikan
gambaran umum yang harus disesuaikan dengan
setiap konteks khusus.

5.1 Negara-negara pasca-konflik 

‘Usaha untuk melibatkan lebih banyak  wanita di
Kepolisian Nasional Haiti . . . sangat penting, bukan

hanya karena cara bagaimana kepolisian akan
bekerja dan dilihat oleh masyaakat, tapi juga karena

feminisasi kepolisian nasional akan memperjelas
keterlibatan wanita dalam peran non-tradisional

sebagai aktor dan agen perubahan di Haiti.’

Nadine Puechguirbal –  Penasihat Gender Senior,
Misi PBB Di Haiti (MINUSTAH)69

Di negara-negara pasca-konflik, ketidakamanan sering
terjadi di mana-mana, dengan peningkatan bentuk-
bentuk kekerasan tertentu, disertai dengan
lembaga-lembaga politik yang umumnya sudah
runtuh.  Pasukan keamanan sering terlibat dalam
konflik, dengan melakukan pelanggaran HAM
terhadap masyarakat, dan karena itu sangat tidak
dipercaya.  Mungkin timbul godaan untuk terus
menggunakan kepolisian sebagai alat penindasan
dalam situasi pasca-konflik karena ketidakamanan
tersebut, baik oleh kekuatan politik maupun oleh
kepolisian itu sendiri.  Seringkali diperlukan reformasi
yang sistemik, seperti reformasi hukum yang mengatur
tindakan pasukan keamanan – bagaimana merespons
kejahatan – dan tindakan warga masyarakat – apa
yang merupakan suatu kejahatan.

Selama terjadinya konflik, wanita, pria, anak lelaki dan
anak perempuan kena penghinaan dan tindakan
agresi yang kejam.  Dalam masyarakat pasca-konflik,
kejadian GBV, seperti kekerasan dalam rumah tangga,
meningkat tajam.  Di Sri Lanka banyak sekali laporan
mengenai para bekas penempur yang pulang dan
melakukan penganiayaan terhadap isteriya yang sama
dengan penganiayaan yang dialami para wanita
selama terjadinya peperangan.70  Meningkatnya
keberadaan senjata di dalam keluarga berperan
menimbulkan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah
tangga yang lebih berat: para wanita sering melihat
keberadaan senjata di dalam keluarga sebagai
ancaman ketimbang sebagai suatu bentuk perlin -
dungan.

Di lingkungan pasca-konflik terdapat kesempatan

untuk membahas reformasi kepolisian dari perspektif
gender.  Dengan tingginya kejadian GBV dan berbagai
pelanggaran HAM terhadap pria, wanita, anak lelaki
dan anak perempuan, kepolisian merupakan salah
satu dari organisasi-organisasi penting yang harus
ditata kembali dan diperkuat.

Tantangan bagi reformasi kepolisian yang tanggap
terhadap gender

n Kepolisian nasional bukan satu-satunya aparat yang
terlibat dalam perpolisian – negara-negara yang
rapuh sering mempunyai banyak lembaga
keamanan yang telah dibentuk dan harus
dipertimbangkan dalam usaha reformasi sektor
keamanan.

n Pasukan keamanan, termasuk kepolisian, sering
menjadi pelaku kejahatan yang kejam, seperti
pemerkosaan dan penganiayaan seksual terhadap
anggota masyarakat.

n Kepolisian negara sering bekerja dalam kondisi
tanpa peralatan dan bergaji kecil, sementara
mereka tetap diharapkan melaksanakan tugas
mereka yang selalu berubah.  Ini sering
menyebabkan korupsi yang merajalela dan juga
keengganan memprioritaskan proses reformasi atau
isu-isu gender.71

n Komitmen terhadap reformasi kepolisian yang
responsif terhadap gender berkurang ketika
kejahatan mulai meningkat dan kepolisian kembali
menggunakan cara-cara opresif dalam menangani
kejahatan, sehingga merugikan kelompok
masyarakat tertentu.72

n Lembaga-lembaga kepolisian sering sangat
mencurigai organisasi-organisasi masyarakat sipil
dan enggan bekerja sama dengan mereka,
sehingga menimbulkan hambatan bagi organisasi-
organisasi masyarakat dalam memberikan
masukan bagi proses reformasi.73

Peluang dan kiat untuk reformasi kepolisian yang
tanggap terhadap gender

Berikut ini adalah daftar beberapa peluang dan kiat
yang dapat digunakan saat mereformasi kepolisian di
negara-negara pasca-konflik:

n Perhatian dan dukungan keuangan internasional
dapat mempengaruhi proses reformasi, yang
menimbulkan kepekaan terhadap kebutuhan pria
maupun wanita.  Misalnya, kepolisian sipil
internasional dapat bertindak sebagai model peran
bagi personil kepolisian setempat.

n Perubahan peran gender dan struktur sosial
memberikan kemungkinan lebih banyak wanita
menganggap kepolisian sebagai suatu peluang
profesi.

n Para wanita yang memiliki keterampilan dan
pemahaman baru mengenai perdamaian dan isu-
isu konflik, termasuk para bekas penempur, dapat
direkrut ke dalam organisasi kepolisian yang baru.

n Lakukan proses penyaringan untuk menjamin agar
anggota polisi baru dan personil polisi yang sudah
bertugas tidak mempunyai riwayat kekerasan atau
kejahatan berat, terutama saat memasukkan

Toolkit RSK dan Gender

18



mantan kombatan ke dalam struktur kepolisian
baru.

n Identifikasi tingkat dan beratnya GBV sebagai
ancaman terhadap keamanan, dan lakukan
langkah-langkah yang tepat, seperti pelatihan
semua personil dan pembentukan satuan khusus,
untuk menangani GBV.

n Adakan kerja sama erat dengan para aktor nasional
dan internasional yang sudah mengenal isu-isu
gender dalam konteks tertentu untuk menjamin agar
proses dan program benar-benar memusatkan
perhatian pada kebutuhan semua sektor
masyarakat.

Perpolisian sipil dalam operasi pemeliharaan
perdamaian

Misi pemeliharaan perdamaian internasional PBB, Uni
Afrika, NATO,  OSCE, dan EU beserta komponen-
komponen perpolisian sipil menciptakan kesempatan
bagi kepolisian untuk menjadi model peran, para
pendamping dan para pelatih bagi masyarakat
setempat karena mereka melakukan tugas kepolisian
yang diidentifikasi melalui mandat misinya.

n Di Afrika Selatan, misi pengamat PBB (UNOMSA)
terdiri dari pria dan wanita yang berasal dari latar
belakang ras yang beragam.  Misi ini dipimpin oleh
Angela King, seorang wanita kulit hitam, dan
melibatkan 46% pengamat wanita, yang
memberikan pesan kuat, khususnya kepada para
wanita Afrika Selatan.74

n Di Sierra Leone, kehadiran personil polisi wanita
dalam misi PBB menunjukkan bahwa wanita
mampu menjadi anggota polisi, bahwa mereka
memainkan peran penting dalam pembentukan
suatu kepolisian baru dan bahwa mereka harus
dihormati oleh anggota polisi yang rekan-rekannya.

n Di Liberia, satuan polisi pertama yang semuanya
wanita yang ditugaskan dari India menarik perhatian
internasional, dengan memperlihatkan berbagai
peran dan kemampuan personil polisi wanita dalam
operasi perdamaian.  Kepolisian Nasional Liberia
menerima tiga kali lebih banyak pelamar wanita
pada bulan setelah pengerahan polisi wanita.75

Dukungan internasional dalam operasi perdamaian
merupakan kesempatan unik untuk menunjukkan
pentingnya perekrutan wanita dan kelompok-kelompok
masyarakat yang kurang terwakili ke dalam kepolisian
dan pembangunan kemampuan tentang isu-isu
gender, terutama bila para donor memusatkan
dukungan keuangan pada usaha memperbaiki
kebijakan perekrutan, sehingga menjamin agar syarat
mutlak dapat dipenuhi oleh kelompok-kelompok target
dan supaya satuan khusus yang menangani GBV
mendapatkan peralatan lengkap.

Di Liberia, PBB dan Pemerintah Liberia telah
melaksanakan Program Bantuan Pendidikan bagi
calon personil polisi wanita baru di Kepolisian Nasional
Liberia (LNP, Liberian National Police).  Program per -
cepatan ini bertujuan meningkatkan tingkat pendidikan
para wanita yang berminat sampai tingkat sekolah
menengah sehingga mereka dapat memenuhi syarat
perekrutan LNP.  Wakil Khusus Sekretaris Jenderal

PBB, Alan Doss, dalam pidatonya di depan para
wanita muda Liberia pada peluncuran program
tersebut, menyatakan bahwa: ‘Ini adalah kesempatan
untuk tidak hanya meningkatkan pendidikan Anda, tapi
Anda juga dapat bergabung ke dalam LNP kalau Anda
berhasil lulus ujian dan membantu memberikan
perbedaan bagi negara Anda, terutama para wanita
negara ini.’76

Penyaringan

Penyaringan adalah proses melakukan pemeriksaan
latar belakang atas orang-orang yang berminat
menjadi anggota polisi.  Penyaringan berfokus pada
usaha menentukan kelayakan seseorang dan
menjamin bahwa para pelamar tidak mempunyai
riwayat kekerasan atau kejahatan berat.77 Dalam
masyarakat pasca-konflik, penyaringan merupakan
alat yang penting untuk menyaring orang-orang yang
pernah terlibat dalam kejahatan terhadap masyarakat,
termasuk GBV, atau ketika para bekas penempur
dimasukkan ke dalam struktur kepolisian baru.
Walaupun merupakan proses yang panjang dan sulit,
karena jarang tersedia informasi atau catatan yang
dapat dijadikan dasar penyaringan, penyaringan
merupakan langkah penting dalam mendapatkan
kembali atau membangun kepercayaan masyarakat.78

!! Kiat untuk proses-proses penyaringan79

n Penyaringan harus dilakukan secara bebas.

n Bentuk satuan penyaringan yang efektif dan
terpercaya.

n Semua personil polisi harus diwajibkan mengikuti
proses penyaringan.

n Buat suatu proses yang terbuka dengan
memberikan informasi kepada masyarakat dan
membuat metode untuk  partisipasi masyarakat.

n Pertimbangkan dengan cermat standar bukti yang
diberikan – bila beban persyaratan pembuktiannya
terlalu berat, pelanggar HAM mungkin dapat
dimasukkan ke dalam kepolisian.

n Lakukan penyaringan untuk orang-orang yang
mempunyai riwayat melakukan kekerasan dalam
rumah tangga atau penganiayaan anak, pelecehan
seksual, perilaku kejam atau segala jenis GBV.80

n Laksanakan masa percobaan bagi personil
kepolisian.

n Pecat personil kepolisian bila diperoleh informasi
yang terpercaya mengenai pelanggaran hukum di
masa lalu atau pelanggaran hukum yang terus
terjadi.

n Libatkan organisasi-organisasi  masyarakat dalam
proses penyaringan karena mereka benar-benar
mengetahui anggota masyarakat masing-masing.

Perekrutan wanita

Memadukan wanita ke dalam organisasi kepolisian
yang baru direformasi, termasuk para bekas penempur
wanita, dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas
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kepolisian.  Sebagai bekas penempur, para wanita
sering memiliki keterampilan dan pengetahuan baru
mengenai isu-isu keamanan.81 Para bekas penempur
wanita sering memahami apa yang dapat menarik
para wanita untuk bekerja sebagai polisi, yang dapat
membantu perumusan dan pelaksanaan strategi
perekrutan.

?? Pertanyaan yang perlu ditanyakan supaya
meningkatkan perekrutan wanita:82

n Apakah ada komitmen dari pimpinan pada tingkat
politik dan kepolisian senior terhadap usaha
menjamin perekrutan dan retensi wanita?

n Apakah ada usaha aktif untuk merekrut dan melatih
para bekas penempur wanita untuk berbagai
jabatan di kepolisian?

n Apakah layanan psikososial tersedia bagi wanita
yang menjadi polisi dan yang mungkin kembali
mengalami trauma saat memproses pengaduan
kasus kejahatan?

n Apakah kriteria dasar seleksi, seperti persyaratan
pendidikan, telah dikaji ulang untuk menjamin
supaya para wanita tidak dikeluarkan secara tidak
adil dari proses perekrutan?

n Apakah program persiapan dilaksanakan untuk
menjamin agar para wanita memenuhi persyaratan
dasar?

Satuan polisi untuk kekerasan berbasis gender

‘Seorang wanita tidak mungkin mengatakan kepada
seorang pria bahwa dia telah diperkosa bergiliran

oleh 15 orang pria.  Kadang-kadang wanita setempat
lebih mau berbicara dengan petugas wanita

UNOMSA mengenai hal tertentu.’

Hannah Yilma – Anggota misi UNOMSA83

Akibat tingginya tingkat kejadian GBV di lingkungan
konflik dan pasca-konflik, sebagian negara telah
membentuk satuan khusus  untuk mendorong
pelaporan dan memproses pengaduan secara
menyeluruh.  Satuan ini sering dikelola oleh personil
polisi wanita dan pekerja sosial yang dilatih khusus
untuk menangani isu-isu keluarga dan perlindungan
anak.84 Pengetahuan mereka yang mendalam tentang
masalah tersebut membantu korban menanggulangi
trauma dan menerima bantuan untuk memungkinkan
pemulihan penuh dari kejahatan tersebut.  Di Sierra
Leone telah terjadi peningkatan tingkat pelaporan
kejadian, berkat kerja satuan ini dan peningkatan
pemahaman tentang hak-hak wanita dan layanan
yang tersedia untuk melaporkan kasus GBV (lihat
Kotak 10).  Walaupun keberhasilan telah tercapai,
tantangan masih ada dan memerlukan perhatian yang
berkelanjutan (lihat Bagian 4.4).

5.2 Negara-negara dalam masa
transisi

Negara-negara dalam masa transisi  biasanya
mengalami perubahan dari satu susunan politik ke
susunan politik lain tapi kekerasan internal yang
berkelanjutan tidak terjadi.  Di Eropa Tengah dan Timur
(CEE, Central and Eastern Europe) terjadi transisi dari
komunisme menuju pasca-komunisme.  Dalam sistem
ekonomi tertutup negara-negara CEE, kepolisian
berkaitan erat dengan para pemimpin politik dan
lembaga negara, di mana misi kepolisian atau milisi
umumnya bersifat politik.  Sistem ini dikontrol dengan
ketat, otonomi personil polisi masing-masing sangat
terbatas, dan mereka bertanggung jawab untuk
mencapai tujuan ideal otoritas politik.92

Tantangan bagi reformasi kepolisian yang tanggap
terhadap gender

Ukraina mendapatkan kemerdekaannya pada tahun
1991, dengan memulai proses reformasi ekonomi,
sosial dan politik.93 Kepolisian ditargetkan untuk
reformasi, seperti pemasukan para wanita, dalam
usaha mengatasi reputasi yang buruk, tingkat korupsi
yang tinggi, dan tingkat kepercayaan yang rendah di
antara kepolisian dan masyarakat.  Kasus Ukraina
memperlihatkan beberapa tantangan yang dihadapi di
negara-negara dalam masa transisi sehubungan
dengan gender dan reformasi kepolisian, yang
meliputi:

n Elit penguasa sebelumnya masih berkuasa dan
dapat menimbulkan penentangan luas terhadap
perubahan.

n Proses kenaikan pangkat dicemari oleh nepotisme,
di mana wanita jarang mencapai tingkat yang lebih
tinggi dari pangkat sersan atau kolonel.

n Kuota tak resmi yang ditetapkan untuk membatasi
jumlah wanita di kepolisian – lembaga-lembaga
pelatihan di Ukraina dilaporkan mendapat perintah
dari Kementerian Dalam Negeri untuk membatasi
jumlah perekrutan polisi wanita di bawah 10% per
tahun dan para pimpinan senior didorong untuk
membatas jumlah wanita sekitar 8%.

n Engganan LSM dan kelompok masyarakat untuk
bertemu dengan wakil-wakil kepolisian dan pe me -
rintah untuk membicarakan proses reformasi karena
tingkat ketidakpercayaan yang tinggi.94

!! Peluang dan kiat untuk reformasi kepolisian
yang tanggap terhadap gender

n Perubahan budaya dalam peran gender dalam
masyarakat yang lebih besar, yang menuntut
perubahan mekanisme kelembagaan.

n Susun rencana aksi yang sistematis yang berfokus
pada reformasi dalam jangka pendek dan jangka
panjang untuk menjamin perubahan segera sesuai
dengan reformasi kelembagaan yang lebih besar.

n Bentuk suatu lembaga yang bebas untuk menga -
wasi proses seleksi dan mengurangi ke mung kinan
tindakan pilih kasih.
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5.3 Negara-negara berkembang

Di negara-negara berkembang, walaupun perubahan
yang terjadi belum tentu dari satu sistem politik menuju
sistem politik lain, kepolisian sering berkaitan erat
dengan kebutuhan negara ketimbang masyarakat.
Reformasi sering berfokus pada transisi dari lembaga
kepolisian gaya kolonial atau militeristik menuju
lembaga yang lebih demokratis yang dibentuk untuk
melayani dan melindungi masyarakat. Selain itu,
negara-negara berkembang mengalami tingkat kemis -
kinan yang tinggi, kesempatan-kesempatan ekonomi
yang terbatas, kekurangan prasarana, dan lembaga-
lembaga kenegaraan yang lemah – yang semuanya
berpengaruh terhadap organisasi kepolisian.

Tantangan bagi reformasi kepolisian yang tanggap
terhadap gender

n Penentangan umum terhadap usaha menangani
isu-isu kesetaraan gender seperti hak-hak yang

sama dan  perekrutan.

n Walaupun undang-undang resmi tentang HAM dan
kesetaraan wanita sudah ada, perwujudan hak-hak
tersebut sering dipersulit oleh hukum negara
lainnya, hukum agama, dan hukum adat yang
membatasi pelaksanaan reformasi legislatif.95

n Anggota pasukan keamanan sering membiarkan
penganiayaan berbasis gender melainkan
mencegahnya.96

n Sikap negatif di berbagai jenjang kepangkatan
terhadap fokus  pada reformasi gender pada saat
mereka kekurangan sumber daya pokok seperti
pena dan kertas dan berpendapat bahwa yang perlu
ditangani adalah isu-isu yang lebih mendesak.97

n Kurangnya kemampuan dan komitmen pimpinan
untuk mendukung dan melaksanakan perubahan
nyata sehubungan dengan reformasi gender.
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Kotak 10 Satuan Dukungan Keluarga di Sierra Leone

Sierra Leone mengalami konflik yang berlangsung selama satu dasawarsa yang di dalamnya GBV digunakan sebagai strategi perang.  Wanita dan
anak perempuan mengalami penculikan, eksploitasi, pemerkosaan, mutilasi dan penyiksaan.  Selain kejahatan perang, sebuah penelitian yang
dilakukan oleh Pengawas HAM (HRW, Human Rights Watch) dari tahun 1998 sampai 2000 menunjukkan bahwa 70% dari wanita yang diwawancarai
melaporkan pernah dipukul oleh pasangan pria mereka, dan 50% dari mereka pernah dipaksa melakukan hubungan seksual.

Setelah budaya rahasia mulai ditinggalkan, muncul kesadaran yang semakin besar bahwa para penyintas  memerlukan akses atas kepolisian untuk
melaporkan kejahatan, perlindungan di tempat perlindungan sementara, perawatan yang mencakup layanan kesehatan dan psikologis, dan bantuan
hukum.85 Namun demikian, sikap kepolisian terhadap para penyintas kekerasan seksual tidak mendukung, sehingga menyebabkan banyak wanita
tidak mau melaporkan kejahatan tersebut kepada polisi.  Sebagai respons atas keadaan ini, pemerintah membentuk Satuan Dukungan Keluarga
(FSU, Family Support Unit) yang pertama pada tahun 2001 untuk menangani kasus serangan fisik, serangan seksual, dan kekejaman terhadap
anak-anak.86 Selain itu, pelatihan juga diberikan kepada para personil polisi tentan bagaimana menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga
dan kekerasan seksual.

Kerja sama

n Memo saling pengertian (MOU, memorandum of understanding) antara FSU Kepolisian dan Kementerian Urusan Kesejahteraan Sosial, Gender
dan Anak memungkinkan mereka bekerja sama untuk memantau dan melaporkan kasus-kasus GBV dan penganiayaan anak.87

n Penghargaan dan persetujuan untuk bekerja sama dengan organisasi-organisasi internasional untuk menjamin pemberian layanan yang efektif
dan efisien.  UNICEF mendukung pelatihan untuk meningkatkan penyidikan kasus penganiayaan dalam rumah tangga; Komite Penyelamatan
Internasional, Cooperazione Internationale, dan GOAL bekerja sama dengan FSU untuk menyediakan konsultasi psikologis, layanan pelatihan,
dan tempat penampungan sementara.88

Layanan yang diberikan oleh FSU

n Pelatihan keterampilan untuk wanita yang mengalami penganiayaan

n Penggalangan dana bagi wanita tunawisma yang pernah kena hajaran

n Kampanye sensitisasi dan kegiatan peningkatan kesadaran di seluruh daerah untuk mendorong wanita agar melaporkan kasus GBV

n Saluran telepon bantuan bagi wanita

Hasil

n Pada tahun 2005 terdapat 19 FSU di Satuan-Satuan Komando Lokal Kepolisian (PLCU, Police Local Command Units).

n Dari tahun 2004 sampai 2005 terdapat 21 vonis, dengan lama hukuman penjara berkisar dari 6 sampai 12 bulan.89

n Pada tahun 2005, 105 staf (termasuk polisi dan pekerja sosial) dilatih mengenai peningkatan kesadaran, HAM, keterampilan media dan komunikasi,
pencatatan, penyidikan kasus seksual dan penyidikan bersama polisi-pekerja sosial mengenai tindak pidana seksual.90

Tantangan

n Tetap terdapat bukti bahwa wanita yang didorong melaporkan kasus kepada FSU melihat polisi masih enggan turun tangan dalam kasus
penganiayaan dalam rumah tangga kecuali bila kasus tersebut dianggap berat – yaitu memotong anggota badan, melukai, dan/atau membuat
cacat.91



!! Peluang dan kiat untuk reformasi kepolisian
yang tanggap terhadap gender

n Gerakan masyarakat, terutama untuk kelompok
masyarakat yang kurang terwakili dan wanita,
menjadi semakin kuat di dalam masyarakat, lebih
menyadari HAM mereka, dan mendukung
perubahan dalam struktur kenegaraan.  Mereka
dapat menyokong dan mendukung reformasi yang
tanggap terhadap gender.

n Peningkatan akses atas pendidikan bagi berbagai
golongan masyarakat, termasuk wanita, sering
dikatakan sebagai syarat mutlak untuk memenuhi
syarat untuk personil polisi.

n Jamin agar proses pengajuan lamaran tidak terlalu
mahal  supaya meningkatkan kemampuan masya -
rakat dengan kemampuan ekonomi terbatas untuk
mengajukan lamaran.

5.4 Negara-negara maju

Dalam konteks negara-negara maju, reformasi
kepolisian sering berfokus pada usaha meningkatkan
efektivitas kepolisian dan respons yang efisien
terhadap kebutuhan masyarakat.  Negara-negara
berkembang seperti Kanada, Amerika Serikat, dan
banyak negara Eropa telah mengalami hilangnya
kepercayaan masyarakat karena terjadinya skandal
korupsi polisi, penggunaan kekuatan yang berlebihan,
kekejaman, dan tuntutan hukum atas penganiayaan
serta pelecehan seksual di lembaga kepolisian.98 Telah
muncul tuntutan agar kepolisian lebih mewakili
masyarakat yang mereka layani dan berfokus pada
perpolisian preventif dan perpolisian masyarakat, di
mana kepolisian lebih bertanggung jawab atas
tindakan mereka

Tantangan bagi reformasi kepolisian yang tanggap
terhadap gender

n Walaupun kampanye tentang keanekaragaman
sudah dilakukan, jumlah orang-orang dari kelompok
masyarakat yang kurang terwakili sering masih
rendah dan orang-orang di lembaga kepolisian
dapat menjadikan budaya yang dominan sebagai
mekanisme penanggulangan, dan karena itu tidak
akan memperbaiki budaya secara keseluruhan atau
hubungan dengan masyarakat.

n Ketidakmampuan menarik minat para wanita yang
sangat memenuhi syarat untuk bekerja di lembaga
kepolisian.

n Penentangan terhadap kuota atau tindakan
diskriminasi positif di negara tertentu di mana ‘level
playing field' (situasi yang adil) dianggap (dengan
keliru) sudah tercapai.

!! Peluang dan kiat untuk reformasi kepolisian
yang tanggap terhadap gender

n Proses berperkara yang mahal memperkuat

argumen yang mendukung perekrutan dan retensi
lebih banyak wanita.  Di Amerika Serikat, rata-rata
satu anggota polisi pria di kota besar menghabiskan
dana pembayar pajak 2½ sampai 5 kali lebih besar
daripada rata-rata anggota polisi wanita untuk
biaya-biaya perkara pertanggungjawaban akibat
penggunaan kekerasan yang berlebihan.99

n Keefektifan ujian fisik, yang telah lama digunakan
sebagai cara menyaring kelompok tertentu,
digugurkan oleh fakta bahwa para anggota polisi
yang telah lama bertugas tidak lulus ujian fisik,
walaupun mereka terbukti mampu melaksanakan
tugas-tugas yang diharapkan.100
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6Anjuran-anjuran pokok

Perencanaan

1. Komitmen dan dukungan tingkat senior: prakarsa-
prakarsa apa pun harus mendapat dukungan
tingkat senior agar memberikan dampak dalam
jangka panjang terhadap perubahan budaya
kelembagaan kepolisian, seperti identifikasi ‘pen -
dukung gender’ tingkat senior’.

2. Penilaian gender: program-program reformasi
kepolisian harus memahami isu-isu gender dan
keamanan pada tingkat dasar, seperti kemampuan
kepolisian dan masyarakat untuk melaksanakan
perubahan.

3. Rencana aksi: berdasarkan suatu penilaian, suatu
rencana dan kerangka aksi harus disusun dan
dilaksanakan untuk menjamin agar reformasi
sejalan dengan sasaran-sasaran lembaga dan
sistem yang lebih umum.

Pelaksanaan

4. Kebijakan dan prosedur yang tanggap terhadap
gender: Kaji ulang, revisi, dan buat kebijakan dan
prosedur baru yang mempertimbangkan kebu -
tuhan pria, wanita, anak perempuan dan anak
lelaki, seperti kebijakan tentang pelecehan seksual
dan kode perilaku.

5. Prosedur dan prakarsa tentang kekerasan
berbasis gender: Laksanakan prakarsa-prakarsa
prosedural, struktural dan programatis seperti
misalnya pembuatan kantor polisi untuk perem -
puan atau saluran telepon hotline yang
meningkatkan pencegahan dan respons terhadap
GBV.

6. Pelatihan: Laksanakan program pelatihan pada
semua tingkatan untuk mengarusutamakan isu-isu
gender dan berikan pelatihan khusus untuk
meningkatkan keterampilan yang berkaitan
dengan GBV dan untuk menciptakan organisasi
kepolisian yang non-diskriminatif dan menghormati
HAM.

7. Perekrutan, retensi dan kenaikan pangkat wanita:
Kaji ulang perekrutan, retensi, dan promosi wanita
dan kelompok masyarakat yang kurang terwakili
lainnya dan laksanakan pembenahan dan
prakarsa baru yang diperlukan untuk men -
capainya.

8. Perhimpunan polisi wanita: Dukung perhimpunan
untuk kelompok-kelompok masyarakat yang
kurang terwakili sebagai tempat untuk sokongan,
dukungan serta pembahasan pengalaman dan
pembelajaran tentang bagaimana mencapai
keberhasilan dan keunggulan di lingkungan
kepolisian.

9. Proses penyaringan: Lakukan penyaringan
terhadap para calon personil polisi sehubungan

dengan kasus GBV, termasuk kekerasan dalam
rumah tangga.

10. Kerja sama multisektoral: Adakan kerja sama
dengan sektor kesehatan, peradilan, dan
pendidikan, serta organisasi masyarakat sipil –
seperti organisasi wanita; kelompok masyarakat
lesbian, gay, biseksual, dan transgender; dan
pembela hak-hak anak – untuk menjamin agar
reformasi bersifat partisipatif dan memenuhi
kebutuhan semua golongan masyarakat.

Pemantauan dan evaluasi

11. Kampanye informasi: Susun rencana komunikasi
internal dan eksternal untuk menjamin agar
kepolisian dan anggota masyarakat mengetahui
proses reformasi kepolisian yang tanggap
terhadap gender dan bagaimana mengajukan
pengaduan mengenai pelanggaran hukum yang
dilakukan personil polisi.

12. Pertanggungjawaban:  Buat mekanisme internal
dan eksternal untuk memantau dan meminta
pertanggungjawaban orang atau kelompok yang
tidak sejalan dengan reformasi kepolisian yang
lebih luas.  Perhatian khusus harus diberikan pada
pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM,
termasuk GBV.

13. Pengawasan sipil:  Buat struktur seperti badan
penghubung dan kantor ombudsman untuk
memperlancar pengawasan.  Kelompok-kelompok
masyarakat dan LSM mungkin perlu dukungan
dan pelatihan untuk memantau organisasi
kepolisian secara efektif.
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http://www.justiceinitiative.org
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http://www.osce.org/spmu/
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http://www.un-instraw.org/en/index.html
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petunjuk

Council of Europe (Dewan Eropa), The VIP Guide:
Vision, Innovation and Professionalism in
Policing Violence Against Women and Children
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Strasbourg, 2001.
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Council of Europe (Dewan Eropa): Strasbourg, 1998.
http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Police/2._Publi
cations/2.1_Trainers’_Supply_Kit/CI(98)1_Workbook
_for_practice_oriented_teaching.asp

Bayley, D.H., Democratizing the Police Abroad:
What to Do and How to Do It (Demokratisasi
Kepolisian di Luar Negeri: Apa yang Harus

Dilakukan dan Bagaimana Melakukannya), U.S.
Department of Justice (Departemen Kehakiman
Amerika Serikat): Washington DC, 2001.
http://usmex.ucsd.edu/research/justice_pdfs/bailey_2
001.pdf

International Centre for Criminal Law Reform and
Criminal Justice Police (Pusat Reformasi Hukum
Pidana dan Kepolisian Peradilan Pidana
Internasional), Model Strategies and Practical
Measures on the Elimination of Violence Against
Women in the Field of Crime Prevention and
Criminal Justice: Compendium and Resource
Manual (Contoh Strategi dan Langkah Praktis untuk
Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan di
Bidang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan
Pidana: Ikhtisar dan Pedoman Sumber Daya, 1999.
http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/Com
pendium.pdf
http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/VAW
MANUA.pdf

National Centre for Women and Policing (Pusat
Nasional Wanita dan Perpolisian), Recruiting and
Retaining Women: A Self-Assessment Guide for
Law Enforcement (Merekrut dan
Mempertahankan Wanita: Panduan Penilaian
Sendiri untuk Penegakan Hukum), National Centre
for Women and Policing (Pusat Nasional Wanita dan
Perpolisian): Los Angeles, 2001.
http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/bja/185235.pdf

OSCE, Guidebook on Democratic Policing (Buku
Pedoman tentang Perpolisian yang Demokratis,
2007.  http://www.osce.org/item/23086.html

Hope, T., Responding to Domestic Violence: A
Handbook for Police (Merespons Kekerasan
Dalam Rumah Tangga: Buku Pedoman bagi
Polisi), Centre for Domestic Violence Prevention and
Uganda Police Force (Pusat Pencegahan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga dan Kepolisian Uganda, 2007.
http://www.preventgbvafrica.org/Downloads/PoliceHa
ndbook.CEDOVIP.pdf

Artikel dan laporan online

Marks, R.T. dan Denham, T., A Roundtable on
Police and Gendarmerie Women in Peace
Operations: West African Solutions to Gender
Mainstreaming Challenges (Konferensi Meja
Bundar mengenai Polisi dan Gendarmerie Wanita
dalam Operasi Perdamaian: Solusi Afrika Barat atas
Tantangan Pengarusutamaan Gender, 2007.
http://www.peaceoperations.org/web/la/en/fi/708D77
9C21BD42C98A760EB295B6BD15/get_file.asp

UN Development Fund for Women (Dana
Pembangunan Wanita PBB) (UNIFEM), Policy
Briefing Paper (Makalah Pengarahan mengenai
Kebijakan): Gender Sensitive Police Reform in
Post Conflict Societies (Reformasi Kepolisian
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Konflik, 2007.
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O’Neill, W.G., Police Reform and Human Rights
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Kuatlah pengakuan bahwa reformasi sektor keamanan (RSK) harus memenuhi
kebutuhan keamanan yang berbeda bagi pria, wanita, lelaki dan anak
perempuan.  Keterpaduan isu-isu gender juga faktor pokok bagi efektifitas dan
akuntabilitas sektor keamanan serta pemilikan setempat dan legitimasinya
proses RSK.

Catatan Praktis ini memberikan sebuah pengenalan yang singkat tentang
manfaat dari keterpaduan isu-isu gender dalam reformasi kepolisian, dan juga
informasi yang praktis untuk melakukannya.

Mengapa gender penting untuk reformasi kepolisian?

Pemberian keamanan yang efektif untuk pria, wanita, anak perempuan, dan
anak lelaki

n Karena kepolisian bertanggungjawab atas perlangsungan ketertiban umum
dan perlindungan rakyat, mereka wajib memahami dan dapat tindakan guna
mencegah dan menanggapi bentuk-bentuk kejahatan dan ketidakamanan
yang berbeda yang dihadapi pria, wanita, anak perempuan dan anak lelaki.

n Kekerasan berbasis gender (GBV), termasuk kekerasan dalam rumah tangga,
perdagangan manusia dan serangan seksual, merupakan salah satu ancaman
yang paling besar terhadap keamanan manusia di seluruh dunia.  Para
anggota polisi harus menerima latihan yang menjangkau untuk menanggapi
korban GBV dan mengolah dan menyidik kejahatan ini dengan efektif.

Kepolisian yang representatif

n Penciptaan kepolisian yang mencerminkan masyarakat yang akan dilayaninya
- perihal ethnicity, jenis kelamin, agama, bahasa, suku dan lain-lain –
meningkatkan kredibilitas, rasa percaya dan legitimasi kepolisian di mata
masyarakat.

n Kepolisian yang representatif meningkatkan efektivitas operasional, melalui
akses atas berbagai keterampilan, pengalaman, pendidikan dan kebudayaan,
yang meningkatkan kemampuan memberikan berbagai solusi lokal atas
masalah lokal.2

n Wanita sering memberikan keterampilan dan kekuatan khusus bagi tugas

Gender merujuk pada peran dan hubungan, sifat, sikap, tingkah laku dan nilai-nilai yang hasil konstruksi sosial
pada lelaki dan wanita.  Oleh karena itu, ‘gender’ merujuk pada perbedaan-perbedaan yang dipelajari antara
pria dan wanita, sedangkan ‘jenis kelamin’ merujuk pada perbedaan biologis antara pria dan wanita.  Peran
gender sangat bervariasi di dalam dan antarkebudayaan, dan dapat berubah sepanjang waktu.  Gender tidak
hanya merujuk pada wanita atau pria tetapi juga pada hubungan antara mereka.

Reformasi Kepolisian adalah transformasi atau perubahan suatu organisasi kepolisian menjadi kepolisian
yang profesional dan bertanggung jawab serta menerapkan gaya perpolisian yang tanggap terhadap
kebutuhan masyarakat setempat.1

Catatan Praktis ini berdasarkan atas sebuah Tool (Alat) yang lebih panjang dan
keduanya merupakan bagian dari Toolkit Gender dan RSK.  Dirancang supaya
memberikan perkenalan pada isu-isu gender kepada para praktisi reformasi
sektor keamanan dan para pembuat kebijakan, Toolkit ini terdiri dari 12 Alat
(Tools) dengan Catatan Praktisnya  - lihat Informasi lebih lanjut.
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kepolisian, seperti kemampuan meredam situasi
yang mungkin berbahaya, mengecilkan peng -
gunaan kekuatan dan memakai keterampilan
komunikasi.3  Dalam konteks tertentu, polisi wanita
dibutuhkan berbaris menjaga dan menggeledah
wanita, memperluas jaringan pengumpulan intelijen
dan membantu korban-korban GBV.

n Di seluruh dunia, pria sudah terlalu terwakili dalam
kepolisian.  Karena itu, prakarsa khusus diperlukan
untuk meningkatkan rekrutmen, retensi dan
kemajuan personil wanita.

Kepolisian yang non-diskriminatif dan mem pro -
mo sikan hak-hak asasi manusia (HAM)

n Penghapusan diskriminasi dan pelanggaran HAM,
seperti pelecehan seksual dan perkosaan yang
dilakukan personil polisi terhadap masyarakat sipil
dan personil polisi lainnya akan membantu
menjadikan lingkungan kerja yang efektif dan
produktif.

n Sikap diskriminatif personil polisi bisa mencegah
akses setara atas lembaga kepolisian.  Di banyak
negara, para wanita melaporkan bahwa kepolisian
tidak peka dan mungkin tidak menyidik kejahatan
berbasis gender.4  Kebijakan, protokol dan
pembangunan kapasitas yang responsif terhadap
gender dapat meningkatkan profesionalisme polisi
dan akses atas layanan polisi.

Bagaimana cara memadukan gender ke dalam
reformasi kepolisian?

Penilaian

n Lakukan penilaian atau pemeriksaan (audit) yang
responsif terhadap gender yang difokuskan secara
tegas atas suatu isu gender, seperti perekrutan
wanita, tingkatan pelecehan seksual atau respons
terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Kebijakan, protokol dan prosedur yang sensitif
gender

n Kembangkan dan laksanakan protokol/prosedur
spesifik untuk menyidik dan menuntut kasus GBV
serta mendukung korbannya.

n Tentukan kode perilaku dan kebijakan yang
responsif gender tentang  diskriminasi, pelecehan
seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh
anggota polisi, serta mekanisme pelaporan internal
maupun eksternal yang dapat menerima
pengaduan.

n Lakukan penyaringan terhadap para calon personil
polisi sehubungan dengan riwayat GBV mereka,
termasuk kekerasan dalam rumah tangga.

n Jadikan kerangka perangsang yang memberi
imbalan atas perpolisian yang responsif gender dan
penghormatan HAM.

n Kaji ulang kerangka, protokol dan prosedur
operasional bersama:

- Perhimpunan polisi wanita dan perhimpunan polisi
lainnya untuk mengenali keadaan yang terbaru
dan perubahan yang diperlukan.

- Badan pemolisan masyarakat (polmas) dan orga -
nisasi masyarakat sipil (OMS), termasuk ke lom pok-
kelompok wanita dan penyintas ke  ke ra s an, untuk
mengenali perubahan yang di per   lukan dan
memastikan agar protokol dan pro   sedur responsip
terhadap kebutuhan ma sya  ra kat.

Kantor polisi untuk perempuan/satuan kekerasan
dalam rumah tangga

n Pertimbangkan  pendirian kantor polisi untuk
perempuan (WPS, women's police stations) atau
sa tuan khusus GBV supaya agar mendorong kor -
ban dalam jumlah yang lebih besar untuk
me nga jukan pengaduan dan meningkatkan  res -
pons polisi atas GBV (lihat Kotak 1).

Latihan gender

n Padukan isu gender ke dalam program pelatihan
untuk semua anggota polisi, termasuk staf sipil.

n Sediakan latihan mutlak dan menyeluruh mengenai
kepekaan gender dan pelecehan seksual untuk
semua anggota polisi.

n Memberikan pelatihan mendalam yang mengem -
bangkan keterampilan dalam topik gender khusus,
seperti mewawancarai korban perda gangan ma -
nusia dan protokol untuk menyikapi kekerasan
dalam rumah tangga, kekerasan anti-gay, penga -
ni ayaan anak dan serangan seksual.

Perekrutan, retensi dan kemajuan personil wanita

n Pertimbangkan pendirian target strategis
perekrutan dan retensi wanita.

n Update kebijakan dan praktek untuk menjamin
kebijakan dan praktek tersebut menarik minat
semua orang yang memenuhi syarat, termasuk
orang-orang dari kelompok masyarakat yang
kurang terwakili (lihat kotak 2).

n Update uraian tugas untuk mencerminkan dengan
cermat keterampilan yang diperlukan di perpolisian
moderen.

n Ubah dan sesuaikan kebijakan sumber daya ma -
nusia untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut
non-diskriminatif, sensitif terhadap gender dan

Kepatuhan terhadap ketentuan undang-undang
dan instrumen hukum internasional

Mengambil prakarsa untuk memadukan isu gender
ke dalam RSK bukan sekedar masalah efektivitas
ope ra  sional; pemaduan ini juga diperlukan untuk
me matuhi undang-undang, instrumen hukum dan
norma internasional maupun regional tentang ke -
amanan dan gender.  Instrumen utama meliputi:

n Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk
Diskriminasi terhadap Wanita, (CEDAW, 1979)

n Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing (1995)

Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Lampiran
Toolkit tentang Undang-Undang dan Instrumen
Internasional dan Regional.
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ramah keluarga.

n Adakan perhimpunan polisi wanita dan program
pendamping.

n Kaji ulang standar-standar penilaian prestasi kerja
dan tolok ukur kenaikan pangkat untuk diskriminasi.
Laksa nakan kajian ulang penilaian yang ber lan das -
kan atas prestasi kerja.

n Jamin akses yang adil atas pelatihan kerja untuk
kemajuan karir.

Pengawasan dan kerja sama masyarakat sipil

n Timbangkan perpolisian masyarakat sebagai stra -
tegi yang efektif untuk menyediakan keamanan dan
bekerja sama dengan masyarakat, termasuk or ga -
nisasi masyarakat sipil (OMS) seperti ke lompok-
kelompok wanita (misalnya. dengan pe latihan dan
patroli bersama).

n Adakan sistem-sistem rujukan supaya agar polisi
dapat menghubungkan para korban dengan jasa
pelayanan masyarakat termasuk organisasi-
organisasi wanita.

n Buat atau perkuat mekanisme pengawasan sipil,
seperti misalnya badan perpolisian masyarakat,
supaya agar meningkatkan kepercayaan umum
dan mengadakan saluran komunikasi resmi antara
pihak kepolisian dan masyarakat.

n Bangun kemampuan organisasi masyarakat me -
man tau pelanggaran HAM yang dilakukan polisi.

Tantangan dan peluang pasca konflik

Di negara-negara pasca-konflik, sering ada ketidak -
amanan yang tersebar luas, disertai peningkatan
bentuk-bentuk kekerasan tertentu.  Lembaga kepo -
lisian nyaris gagal atau kekurangan legitimasi akibat
partisipasi dalam konflik tersebut.  Seringkali ada ke -
bu tuh an yang mendesak untuk reformasi kepolisian
se cara sistematis, termasuk untuk men ce gah timbul -
nya tingkat GBV pasca-konflik yang tinggi. 

Tantangan dalam pemaduan isu gender

n Para anggota polisi sudah sering melakukan
kejahatan keras, termasuk perkosaan dan serang -
an seksual, terhadap anggota-anggota masyarakat,
yang menimbulkan tingkat ketidak percayaan yang
tinggi.  Dalam hal tersebut, perekrutan wanita
mung  kin sulit dan pelaporan tentang GBV cen -
derung rendah.

n Lembaga kepolisian sering mencurigai organisasi-
organisasi masyarakat sipil dan enggan bekerja
sama dengan mereka.

n Kepolisian nasional sering bekerja dalam kondisi
yang sulit, tanpa perlengkapan dan bergaji kecil,
sementara mereka tetap diharapkan melaksanakan
tugas mereka yang selalu berubah, yang sering
menyebabkan keengganan memprioritaskan
proses reformasi termasuk isu gender.

Tersedia juga di Alat (Tool) 2…

- Template rencana aksi reformasi gender

- Contoh persetujuan protokol antara pihak
kepolisian dan suatu kelompok masyarakat

- Praktek yang baik untuk menangani GBV

- Daftar periksa gender untuk perpolisian masyarakat

- Kiat bagaimana cara melakukan penilaian
lingkungan kerja

- Daftar periksa untuk menyusun uraian tugas

- Strategi untuk perekrutan, retensi dan kemajuan
personil wanita

- Daftar periksa untuk kebijakan mengenai
pelecehan seksual

Hasil kajian pada tahun 2003 atas WPS di Argentina, Brazil, Kolombia, Kosta Rika, Ekuador, Nikaragua, Peru, dan Uruguay menemukan bahwa
setiap struktur WPS bersifat unik dan melayani segmen masyarakat yang berbeda, tergantung pada negara masing-masing dan hukum pidananya.
Walaupun terdapat perbedaan, karakteristik utama WPS adalah:

n Kebanyakan menangani kekerasan dalam rumah tangga atau keluarga terhadap wanita, anak lelaki dan anak perempuan.

n Layanan disediakan melalui kemitraan dengan aktor pemerintah maupun non-pemerintah.

n Layanan polisi meliputi pemrosesan laporan, pelaksanaan penyidikan dan penengahan perjanjian melalui kemitraan dengan para pekerja sosial.

n Semua petugas WPS adalah wanita.

n Tidak ada biaya bagi pengguna yang ingin mendapatkan berbagai layanan.

Satuan WPS bertujuan:

n Melindungi wanita dari ancaman terhadap keamanan mereka.

n Memberikan akses atas layanan dukungan hukum, kesehatan dan psikologis yang para pengguna, kebanyakan orang miskin, mungkin tidak bisa
mengakses.

n Turut menyebabkan fokus keamanan berbasis gender secara umum.

n Turut menyebabkan tata pemerintahan yang baik melalui kerja sama berkelanjutan antara berbagai gerakan wanita dan LSM, kepolisian dan,
dalam keadaan tertentu, organisasi wanita yang dikelola negara di bidang pemberian layanan, koordinasi dan administrasi.

n Mengumpulkan data mengenai kejahatan yang dihadapi satuan khusus WPS.

Kotak 1 Kantor polisi untuk perempuan (WPS, Women's Police Stations) di Amerika Latin 5
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n Komitmen terhadap reformasi kepolisian yang
responsif terhadap gender berkurang ketika
kejahatan mulai meningkat dan kepolisian kembali
menggunakan cara-cara opresif dalam menangani
kejahatan, sehingga merugikan kelompok
masyarakat tertentu.

n Kepolisian nasional bukan satu-satunya agen yang
terlibat dalam perpolisian - perusahaan keamanan
swasta, milisi dan aktor bersenjata non negara
harus dicakupi usaha-usaha SSR yang responsif
terhadap gender.

Peluang untuk pemaduan isu gender

n Perhatian dan dukungan keuangan internasional
dapat mempengaruhi proses reformasi, yang
menimbulkan kepekaan terhadap kebutuhan pria
maupun wanita, khususnya kepolisian sipil
internasional dapat bertindak sebagai model peran.

n Perubahan peran gender dan struktur sosial
memberikan kemungkinan lebih banyak wanita
menganggap kepolisian sebagai suatu peluang
profesi.

n Reformasi kepolisian yang luas menyediakan
kesempatan untuk menentukan target perekrutan
wanita, melakukan penyaringan terhadap para
calon personil polisi sehubungan dengan riwayat
GBV mereka, dan memadukan isu gender menjadi
kebijakan dan protokol, serta perencanaan dan
penyusunan operasional dan pelatihan.

n Mungkin lebih banyak wanita bersedia bekerja
sebagai polisi - termasuk para wanita yang
mengepalai dan menanggung keluarga, dan
mantan kombatan wanita.

n Sebagai akibat tingkat GBV yang tinggi di
lingkungan konflik dan pasca-konflik, mungkin ada
dorongan menetapkan satuan khusus untuk
menangani kekerasan terhadap perempuan dan
anak-anak, seperti di Afghanistan, Liberia dan
Sierra Leone (lihat Kotak 3).

?? Pertanyaan-pertanyaan tentang

reformasi kepolisian

Salah satu cara yang paling baik untuk mengenali
titik-titik masuk, kekuatan dan kelemahan untuk
pemaduan perspektif gender ke dalam reformasi
kepolisian adalah melakukan penilaian.  Berikut ini
adalah contoh-contoh pertanyaan yang penting untuk
dimasukkan ke dalam proses-proses penilaian,
pemantauan dan evaluasi tentang reformasi ke po -
lisian.

n Apakah sudah ada kerangka operasional, kebijak -
an, prosedur atau mekanisme lainnya untuk
menjadi pedoman bagi respons polisi atas  GBV?

n Apakah sudah ada kode perilaku yang responsif
terhadap gender dan kebijakan yang komprehensif
tentang pelecehan seksual? Apakah kode dan
kebijakan tersebut ditegakkan? Apakah pelak sa -
naan nya dipantau?

Di Liberia, PBB dan Pemerintah Liberia sudah pernah melaksanakan
Program Bantuan Pendidikan bagi calon personil polisi baru wanita
di Kepolisian Nasional Liberia (LNP).  Program percepatan ini ber -
tujuan meningkatkan tingkat pendidikan para wa nita yang tertarik
menjadi polisi sampai tingkat se kolah menengah sehingga mereka
dapat memenuhi syarat perekrutan LNP.  Secara dinya takan Alan
Doss, kepala Misi PBB di Liberia, pada peluncuran program tersebut
di depan para wanita muda Liberia: ‘Ini adalah peluang untuk tidak
hanya meningkatkan pendidikan Anda, tapi Anda juga dapat
bergabung ke dalam LNP kalau Anda berhasil lulus ujian dan
membantu memberikan perbedaan bagi negara Anda, terutama para
wanita negara ini.’

Kotak 2 Dukungan pendidikan bagi
anggota polisi baru wanita di
Liberia 6

Hasil kajian pada tahun 2003 atas WPS di Argentina, Brazil, Kolombia, Kosta Rika, Ekuador, Nikaragua, Peru, dan Uruguay menemukan bahwa
setiap struktur WPS bersifat unik dan melayani segmen masyarakat yang berbeda, tergantung pada negara masing-masing dan hukum pidananya.
Walaupun terdapat perbedaan, karakteristik utama WPS adalah:

n Kebanyakan menangani kekerasan dalam rumah tangga atau keluarga terhadap wanita, anak lelaki dan anak perempuan.

n Layanan disediakan melalui kemitraan dengan aktor pemerintah maupun non-pemerintah.

n Layanan polisi meliputi pemrosesan laporan, pelaksanaan penyidikan dan penengahan perjanjian melalui kemitraan dengan para pekerja sosial.

n Semua petugas WPS adalah wanita.

n Tidak ada biaya bagi pengguna yang ingin mendapatkan berbagai layanan.

Satuan WPS bertujuan:

n Melindungi wanita dari ancaman terhadap keamanan mereka.

n Memberikan akses atas layanan dukungan hukum, kesehatan dan psikologis yang para pengguna, kebanyakan orang miskin, mungkin tidak bisa
mengakses.

n Turut menyebabkan fokus keamanan berbasis gender secara umum.

n Turut menyebabkan tata pemerintahan yang baik melalui kerja sama berkelanjutan antara berbagai gerakan wanita dan LSM, kepolisian dan,
dalam keadaan tertentu, organisasi wanita yang dikelola negara di bidang pemberian layanan, koordinasi dan administrasi.

n Mengumpulkan data mengenai kejahatan yang dihadapi satuan khusus WPS.

Kotak 1 Kantor polisi untuk perempuan (WPS, Women's Police Stations) di Amerika Latin 5



n Apakah personil polisi anggota Polisi menerima
pembangunan kapasitas yang memadai tentang
isu-isu gender?

n Apakah mekanisme internal maupun eksternal
untuk mengajukan pengaduan sudah ditentukan
dan dapat diakses?  Apakah ada Ombudsman
yang dapat menerima pengaduan pelecehan
seksual, diskriminasi atau kekerasan?

n Apakah sudah ada badan pengawas sipil, seperti
misalnya badan perpolisian masyarakat?  Apakah
badan tersebut memantau GBV dan diskriminasi?

n Berapa jumlah dan pangkatnya apa personil polisi

wanita maupun pria?

n Apakah ada langkah-langkah untuk meningkatkan
perekrutan, retensi dan kemajuan personil polisi
wanita, dan kelompok masyarakat lainnya yang
kurang terwakili?  Apakah proses perekrutan non-
diskriminatif?  Apakah polisi wanita menerima gaji
dan tunjangan yang setara?

n Apakah wanita dan pria, di lingkungan kota
maupun pedesaan, bisa mengakses lembaga
kepolisian?

n Apakah sudah ada program-program atau
prakarsa-prakarsa perpolisan masyarakat?

Informasi lebih lanjut

Sumber daya

Centre for Children and Families in the Justice System (Pusat

Anak-anak dan Keluarga dalam Sistem Peradilan) - Handbook
for Police Responding to Domestic Violence: Promoting
Safer Communities by Integrating Research and Practice
(Buku Referensi untuk Polisi yang Merespons Kekerasan dalam

Rumah Tangga: Mempromosikan Masyarakat yang Lebih Aman

melalui Pemaduan Penelitian dan Praktek, 2004.

Council of Europe (Dewan Eropa), The VIP Guide: Vision,
Innovation and Professionalism in Policing Violence Against
Women and Children (Panduan VIP: Visi, Inovasi, dan

profesionalisme dalam Perpolisian Kekerasan Terhadap Wanita

dan Anak-anak), 2001.

International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice

Police (Pusat Reformasi Hukum Pidana dan Kepolisian Peradilan

Pidana Internasional) - Model Strategies and Practical
Measures on the Elimination of Violence Against Women in
the Field of Crime Prevention and Criminal Justice:
Compendium and Resource Manual (Contoh Strategi dan

Langkah Praktis untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap

Perempuan di Bidang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan

Pidana: Ikhtisar dan Pedoman Sumber Daya), 1999.

National Centre for Women and Policing (Pusat Urusan Wanita &

Perpolisian Nasional) - Recruiting and Retaining Women: A
Self-Assessment Guide for Law Enforcement (Merekrut dan

Mempertahankan Wanita: Panduan Penilaian Sendiri untuk

Penegakan Hukum), 2001.

OECD DAC - OECD DAC Handbook on Security System
Reform: Supporting Security and Justice, (Buku Pedoman

OECD DAC tentang Reformasi Keamanan: Mendukung

Keamanan dan Keadilan), 2007.

UNIFEM/UNDP – Gender Sensitive Police Reform in Post-
Conflict Situations - a policy briefing paper (Reformasi

Kepolisian yang Sensitif terhadap Gender di Negara Pasca

Konflik - Makalah Pengarahan mengenai Kebijakan), 2007.

Organisasi

Commonwealth Human Rights Initiative (Prakarsa HAM
Persemakmuran) - www.humanrightsinitiative.org

European Network of Police Women (Jaringan Polisi Wanita
Eropa) - www.enp.nl

International Association of Women Police (Perhimpunan Polisi
Wanita Internasional) - www.iawp.org

National Center for Women and Policing (Pusat Urusan Wanita
dan Perpolisian Nasional) - www.womenandpolicing.org

Open Society Justice Initiative (Prakarsa Peradilan Masyarakat
Terbuka) - www.justiceinitiative.org OSCE Strategic Police
Matters Unit (Satuan Urusan Kepolisian Strategis OSCE) -
www.osce.org/spmu/ UNIFEM (Dana Pembangunan PBB untuk
Perempuan) - www.unifem.org

Tiap-tiap Alat dan Catatan Praktis tersedia dari: www.dcaf.ch,
www.un-instraw.org and www.osce.org/odihr.

Catatan Praktis ini terbuat oleh Anna Korneeva dari UN-
INSTRAW berdasarkan atas Tool (Alat) 2, penulis Tara Denham.
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1Pendahuluan 

Reformasi sektor keamanan (RSK) merupakan kom -
ponen penting dari pembangunan perdamaian,
de mokratisasi dan pembangunan.  Sebagai salah satu
aparat utama keamanan negara, sektor keamanan
merupakan bidang fokus utama di dalam RSK.  Ke -
setaraan dan keanekaragaman gender di sektor
per  tahanan menciptakan kekuatan pertahanan yang
le bih represenatif dan non-diskriminatif dan mening -
kat kan efisiensi operasional sektor keamanan secara
u mum.

Tool (alat) ini bertujuan memberikan pemahaman
tentang hubungan antara gender dan struktur
pertahanan dan menyoroti beberapa langkah praktis
yang dapat diambil untuk mentransformasikan sektor
pertahanan menjadi penyedia layanan keamanan
yang demokratis dan representatif.  Tool (alat) ini harus
digunakan dengan dua tujuan yang harus diingat:
pertama, tidak ada satu proses yang dinamakan
‘reformasi pertahanan’ karena sifat dari reformasi ini di
setiap negara akan dipengaruhi oleh penggerak
perubahan yang ditentukan secara nasional,
lingkungan politik dalam negeri dan luar negeri serta
tujuan strategis negara tersebut.  Kedua, reformasi
pertahanan dalam suatu konteks dipengaruhi oleh
hubungan tertentu antara angkatan bersenjata,
masyarakat dan negara.

Tool (alat) ini dirancang untuk digunakan oleh para
praktisi dan pembuat kebijakan RSK.  Karena
reformasi pertahanan memerlukan kepemimpinan
politik, tool (alat) ini bertujuan memperkenalkan para
aktor politik dan aktor pelaksana pada kebutuhan akan
perspektif gender dalam pelaksanaan kegiatan
reformasi.  Karena itu, tool (alat) ini menangani baik
aspek teknis reformasi pertahanan, seperti
pelaksanaan pengkajian ulang pertahanan dan
kebijakan perekrutan, maupun kegiatan pada tingkat
yang lebih politis, seperti pengawasan sipil atas sektor
keamanan.  Pemilikan lokal proses RSK diakui dan
disokong secara luas dalam wacana internasional
dewasa ini.  Dengan demikian, para aktor nasional
yang terdapat di berbagai departemen pemerintahan,
komponen pertahanan, lembaga penelitian dan
masyarakat sipil adalah pembaca sasaran tool (alat)
ini.  Tool (alat) ini memberikan pemahaman yang
mendalam tentang proses-proses reformasi
pertahanan dan cara bagaimana para wanita dapat

dipadukan ke dalam struktur angkatan bersenjata dan
pertahanan.  Tool (alat) ini juga menyoroti bidang-
bidang untuk sokongan dan mobilisasi masyarakat
sipil dalam usaha menciptakan angkatan bersenjata
yang dikelola secara demokratis.

Tool ini terdiri dari:

n Pengenalan reformasi pertahanan

n Landasan pemikiran mengapa memadukan gender
memperkuat proses reformasi pertahanan

n Tindakan praktis untuk memadukan gender ke
dalam prakarsa reformasi pertahanan

n Peninjuan luas mengenai isu-isu gender dan
reformasi pertahanan tertentu dalam konteks
negara pasca-konflik, negara dalam masa transisi,
negara berkembang dan negara maju

n Usulan-usulan pokok

n Sumber daya tambahan

2Apa itu reformasi
Pertahanan? 

Dengan konsensus internasional yang semakin
meningkat tentang definisi keamanan nasional yang
lebih luas dan pemromosian paradigma baru tentang
keamanan, sektor keamanan digolongkan sebagai
bagian dari ‘keluarga besar keamanan’.1  Namun
demikian, untuk keperluan pembahasan tentang
reformasi pertahanan, sektor pertahanan terdiri dari
angkatan bersenjata (angkatan darat, angkatan laut,
angkatan udara; satuan paramiliter dan satuan ca -
dangan); intelijen pertahanan; kementerian perta hanan
dan unsur-unsur lembaga pemerintahan yang
bertanggungjawab atas pengelolaan dan pemantauan
pasukan keamanan (seperti misalnya dewan keamanan
nasional dan auditor jenderal); parlemen; mekanisme
peradilan militer dan mekanisme pengelolaan sipil,
seperti ombudsman militer dan inspektur jenderal; dan
masyarakat sipil. Pasukan non-reguler juga sangat
penting di lingkungan pasca-konflik yang di dalamnya
mungkin ada kebutuhan untuk mendemobilisasikan
dan/atau memadukan kelompok-kelompok bersenjata
non-pemerintah. 

Reformasi pertahanan melibatkan transformasi sektor
pertahanan negara tertentu sehingga lembaga-
lembaga negara: berada di bawah kontrol sipil;
mematuhi prinsip-prinsip pertanggungjawaban dan

Untuk informasi lebih lanjut,
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tata kelola pemerintahan yang baik; mempertahankan
ukuran pasukan yang tepat; memiliki komposisi yang
representatif dalam hal gender, etnis dan faktor
lainnya; terlatih dan memiliki perlengkapan yang
sesuai dengan lingkungan strategisnya (yang mungkin
mencakup pengikut-sertaan dalam organisasi-
organisasi pemeliharaan perdamaian dan keamanan
regional); dan mematuhi hukum internasional,
sehingga berperan dalam pencapaian tujuan per -
damaian dan keamanan nasional dan internasional.  

Karena itu, reformasi pertahanan memerlukan
pendekatan multi-aspek, yang berusaha menemukan
rancangan pasukan yang optimal dan efisiensi yang
lebih tinggi sambil juga mengembangkan dan
mempertahankan kekuatan pertahanan nasional yang
profesional, seimbang dan moderen, yang mewakili
semua kelompok masyarakat di suatu negara.
Selanjutnya, reformasi pertahanan harus mewujudkan
kebijakan pertahanan negara dan prinsip-prinsip
hubungan sipil-militer.  Dengan demikian, angkatan
bersenjata akan mendapat pengakuan nasional dan
internasional sebagai lembaga-lembaga yang
profesional dan andal.2

Menurut Komite Bantuan Pembangunan dari Orga ni -
sa si Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan
(OECD-DAC), isu-isu utama reformasi pertahanan
adalah:3

n Pengembangan kontrol demokratis atas kebijakan
pertahanan dan angkatan bersenjata, termasuk
kerangka ketatanegaraan dan hukum serta penga -
wasan dan pengelolaan sipil.

n Penguatan proses pengkajian ulang ancaman
keamanan dan pengembangan kemampuan
menanggapinya.

n Penentuan peran-peran dan tanggung jawab
kepolisian yang jelas atas keamanan dalam negeri.

n Pemasukan pendekatan terpadu dalam penyu -
sunan kebijakan, pengeluaran militer, perencanaan
sumber daya manusia, dan pengelolaan aset militer.

n Pendorongan perdebatan dalam masyarakat  sipil
serta kesadaran dan keterlibatan warga negara
berkaitan dengan isu-isu reformasi pertahanan.

n Pemromosian reformasi pelatihan dan pengem -
bangan karir personil militer, dan peren canaan
untuk transisi karir dan pemukiman kembali bagi
mereka yang meninggalkan angkatan bersenjata.

n Pemromosian keseimbangan etnis dan sosial serta
kebijakan kesempatan yang sama di sektor perta -
hanan.

n Penguatan kesepakatan regional untuk kerja sama
militer, pembangunan kepercayaan, serta penga -
wasan dan perlucutan senjata.

Reformasi pertahanan di negara-negara yang damai
dan stabil umumnya merupakan proses pengkajian
ulang berkala dan penusunan kembali kekuatan
pertahanan untuk menanggapi lingkungan risiko dan
ancaman yang berubah atau dorongan politik untuk
perubahan.  Kadar reformasi sangat ditentukan oleh
tingkat perubahan yang diperlukan untuk mening -
katkan kesesuaian, pertanggungjawaban, kelayakan,

dan kecukupan kekuatan pertahanan bagi lingkungan
strategisnya.  Di sebagian negara hal ini dapat
dilakukan melalui langkah-langkah kecil sepotong-
potongan, seperti misalnya perubahan pada postur
dan rancangan kekuatan pertahanan.

Namun demikian, bagi banyak negara pasca-konflik,
reformasi pertahanan melibatkan perombakan kembali
seluruh sistem keamanan, dengan pembuatan
mekanisme kontrol sipil dan pembentukan lembaga-
lembaga negara yang sah dan struktur-struktur dasar
angkatan bersenjata. Di negara ini, kekuatan
pertahanan sering didominasi oleh kelompok etnis
tertentu atau bersekutu dengan partai tertentu.  Perang
saudara juga cenderung menimbulkan fraksi-fraksi
bersenjata lainnya dan angkatan bersenjata non-
reguler.  Karena itu, reformasi pertahanan dalam
situ asi pasca-konflik umumnya didorong oleh kebu -
tuhan pembentukan kekuatan pertahanan yang
terpadu, representatif dan tidak memihak, sebagai
bagian dari langkah-langkah pembangunan bangsa
dan perdamaian yang lebih besar.

Tantangan-tantangan yang diperlihatkan oleh refor -
masi yang meluas ini umumnya berkisar pada isu-isu
kemampuan, keterbatasan sumber daya manusia dan
keuangan, dan usaha menyeimbangkan kekuatan
militer dengan kontrol sipil dalam lingkungan lembaga-
lembaga pemerintahan yang lemah yang sering
kekurangan legitimasi.

Reformasi pertahanan tidak hanya mengenai
perubahan pengelolaan atau struktur organisasi.
Reformasi pertahanan sangat berkaitan dengan
hubungan kekuasaan yang berubah-ubah dan sering
terjadi dalam suasana yang panas dan dipolitikkan.
Reformasi pertahanan sering melibatkan pengurangan
kekuasaan personil keamanan serta penyeimbangan
kekuasaan dan efisiensi militer dengan persyaratan
kontrol dan pengawasan sipil. Supaya menjamin
pelembagaan reformasi pertahanan yang demokratis,
keberlanjutan reformasi terletak pada perubahan
persepsi, pola pikir dan tindakan para aktor keamanan
melalui, misalnya, program pendidikan kewar ga ne ga -
ra an, pemekaan keanekaragaman dan gender serta
pembangunan kemampuan, dan melalui pembentukan
mekanisme pengawasan yang efektif. 

Tantangan terbesar bagi keberhasilan reformasi
pertahanan umumnya tidak terletak pada ukuran
pasukan yang tepat dan postur pasukan yang sesuai
tapi pada pencapaian konsensus nasional tentang isu-
isu keamanan dan pada perubahan perilaku para
anggota angkatan bersenjata terhadap lingkungan
keamanan negara bersangkutan dan rakyatnya.

Reformasi pertahanan menghasilkan efisiensi dan
efektivitas angkatan bersenjata yang lebih tinggi.
Kekuatan dan struktur pertahanan dirancangkan agar 

sesuai dengan kebutuhan lingkungan geopolitis dan
geostrategis yang didalamnya suatu negara berada.
Akibatnya, pengeluaran pertahanan yang tidak perlu
dikurangi.  Namun demikian, yang menjadi tantangan
utama adalah menciptakan kekuatan pertahanan
profesional yang bekerja di lingkungan yang sah dan
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dimintai pertanggungjawabannya melalui struktur yang
demokratis.  Manfaat paling penting dari reformasi
pertahanan adalah penyediaan layanan keamanan
oleh struktur pertahanan negara yang diikat oleh
norma dan prinsip yang sama dengan norma dan
prinsip layanan publik yang demokratis dan dengan
cara yang layak dan sesuai untuk memenuhi
kebutuhan keamanan negara dan warga negaranya.

Karena reformasi pertahanan umumnya melibatkan
perubahan pada budaya, kebijakan, struktur, perilaku,
pengelolaan, wewenang dan kontrol organisasi,
reformasi pertahanan memerlukan kepemimpinan
yang berbakti, pertanggung-jawaban, kemauan politik,
serta hubungan dan permusyawaratan.  Karena itu,
proses reformasi merupakan kesempatan bagi
transformasi demokratis kekuatan pertahanan, dengan
membuatnya menjadi lebih representatif dan tanggap
terhadap budaya dan karakter masyarakat negara.

3Mengapa gender penting
dalam reformasi pertahanan? 

‘Mengapa gender harus dipadukan ke dalam
kerangka keamanan?  Pertama, karena

pengarusutamaan dan kesetaraan gender adalah
persyaratan yang diamanatkan secara global…

Kedua, karena gender penting untuk memanfaatkan
seluruh sumber daya manusia, bukan hanya

separuhnya: bila pria dan wanita ikut serta dalam
pembuatan, jauh lebih baik hasilnya.  Yang terakhir,

dari sisi praktis, melibatkan perspektif dan
pengarusutamaan gender merupakan langkah

‘strategis operasional’ untuk mencapai efisiensi dan
efektivitas.’

Giji Gya, ‘Pentingnya gender dalam Kebijakan
Keamanan dan Pertahanan Eropa (ESDP, European

Security and Defence Policy)’ 4

Seperti disebutkan di atas, proses reformasi perta -
hanan berkaitan dengan pengkonseptualisasian
keamanan dan perancangan kekuatan dan struktur
pertahanan sehingga menjadikannya sesuai dengan
kebutuhan keamanan negara dan warganegaranya.
Ini harus dilakukan sesuai dengan persyaratan
demokratis untuk keterwakilan, pertanggungjawaban
dan transparansi.  Kekuatan pertahanan dalam suatu
bentuk pemerintahan yang demokratis harus mencer -
minkan masyarakat yang akan dilindunginya,
ter ma suk perlindungan nilai-nilai intinya seperti
kewarganegaraan dan kesetaraan.  Pada gilirannya,
keseimbangan gender mendukung keterpaduan dan
efektivitas dalam operasi perdamaian yang semakin
bersifat multidimensional.

Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa pengi kut -
sertaan wanita, walaupun sangat penting untuk
menciptakan keseimbangan gender, tidak cukup untuk
menjamin reformasi pertahanan atau kekuatan
pertahanan dijadikan tanggap terhadap gender.
Perspektif gender dalam reformasi pertahanan tidak
boleh hanya terfokus pada jumlah [dan jenis kelamin]
orang.  Perspektif gender harus mengajukan perta nya -
an secara kritis: keamanan untuk siapa dan
bagaimana? Dalam Pengarusutamaan Gender dalam
Praktik: Sebuah Buku Pedoman, Program Pem ba -
ngun an PBB (UNDP) menyatakan bahwa tujuan
penga rusutamaan gender di lembaga militer dan
pertahanan adalah:

n Penghapusan diskriminasi berbasis gender di
lembaga-lembaga pertahanan dan militer.

n Pemaduan perspektif gender ke dalam penelitian,
kebijakan dan praktik lembaga pertahanan dan
militer.6

Pengarusutamaan gender di sektor pertahanan berarti
penerapan segala pengalaman, pengetahuan dan ke -
pen tingan wanita dan pria pada upaya-upaya
o pe ra sional dan merupakan suatu alat untuk mem ben -
tuk kembali proses kebijakan, pelaksanaan dan
eva luasi.7

Berikut ini digariskan beberapa cara bagaimana ke -
tanggapan terhadap gender mendukung penca pai an
tujuan dan prioritas reformasi pertahanan, khu  sus nya:

n Menanggapi kebutuhan keamanan yang berbeda di
dalam masyarakat

n Menanggapi sifat dan kebutuhan sektor pertahanan
yang berubah

n Meningkatkan efektivitas operasional

n Menciptakan kekuatan pertahanan yang repre sen -
ta tif

n Memperkuat pengawasan sipil yang demokratis
atas kekuatan pertahanan

3.1 Menanggapi kebutuhan keamanan
yang berbeda di dalam masyarakat

Reformasi pertahanan harus menanggapi secara
efektif kebutuhan semua kelompok di dalam
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Gender merujuk pada peran dan hubungan, ciri kepribadian, sikap,
perilaku dan nilai-nilai tertentu yang dihubungkan masyarakat dengan
pria dan wanita.  Karena itu, ‘gender’ merujuk pada perbedaan yang
dipelajari antara pria dan wanita, sedangkan ‘jenis kelamin’ merujuk
pada perbedaan biologis antara lelaki dan perempuan.  Peran gender
sangat bervariasi di dalam dan antar-kebudayaan dan dapat berubah
sepanjang waktu.  Gender tidak hanya merujuk pada wanita atau pria
tapi juga pada hubungan di antara mereka.

Pengarusutamaan gender adalah proses penilaian implikasi
terhadap wanita dan pria dari suatu tindakan yang terencana, yang
meliputi undang-undang, kebijakan atau program di semua bidang
dan pada semua tingkatan.5



masyarakat.  Kebutuhan keamanan seseorang berva -
riasi tergantung pada faktor seperti jenis kelamin, usia,
kemampuan, orientasi seksual, status ekonomi, status
kewarganegaraan, etnis dan agama.  Kekerasan
berbasis gender (GBV) tetap menjadi ancaman yang
penting bagi keamanan manusia di seluruh bagian
dunia.  Meintjes, Pillay, dan Turshen menyatakan tidak
ada akhir dari kekerasan terhadap wanita setelah
konflik, karena GBV sering terus terjadi dan bahkan
meningkat setelah perang berakhir.8 Karena itu,
menjamin perlindungan wanita baik selama masa
konflik maupun dalam situasi pasca-konflik harus
menjadi prioritas dalam agenda reformasi pertahanan
yang sadar terhadap gender.  

Pria juga menjadi korban ketidakamanan berbasis
gender yang berupa pembantaian terhadap suatu jenis
kelamin, perekrutan paksa ke dalam angkatan
bersenjata, pemerkosaan pria, dan kekerasan yang
berkaitan dengan geng.  Semua faktor ini harus
dipertimbangkan secara efektif dan diperhatikan oleh
kekuatan pertahanan di daerah konflik dan dalam
semua aspek operasi mereka.

3.2 Menanggapi kebutuhan sektor
pertahanan yang berubah

Sifat peperangan telah mengalami perubahan besar
sejak Perang Dunia Kedua: perang kurang tergantung
pada kekuatan kasar pria di medan perang dan lebih
bergantung pada teknologi dan keahlian yang dapat
ditemukan di semua kelompok gender.  Selain itu, 95%
dari konflik di dunia sekarang ini merupakan perang
antarnegara atau perang saudara.9 Ini berarti terjadi
perubahan dalam tujuan, postur dan struktur angkatan
bersenjata negara, yang sekarang mengeluarkan lebih
sedikit waktu dan sumber daya untuk melindungi
perbatasan mereka sendiri dan menggunakan lebih
banyak waktu dan sumber daya dalam misi peme -
liharaan perdamaian internasional.

Pemeliharaan perdamaian juga menjadi jauh lebih
kompleks sehingga kita sekarang melihat misi-misi
yang berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama
dan para pemelihara perdamaian yang terlibat dalam
berbagai tugas yang melebihi keamanan tradisional
sampai menjadi pembangungan perdamaian.
Misalnya, para pemelihara perdamaian diminta me -
nye diakan layanan kepada masyarakat setempat,
membangun kembali lembaga-lembaga, dan men -
jamin pemilihan umum yang bebas.  Ke ane ka ragaman
komposisi pasukan dan pengarusutamaan gender
dalam upaya operasional memungkinkan sektor
pertahanan melaksanakan tugas ini dengan lebih baik.

Brigadir Jenderal Karl Engelbrektson, Panglima
Batalion Tempur Nordik, menggambarkan partisipasi
wanita dalam operasi pemeliharaan perdamaian
sebagai ‘sebuah kunci menuju keberhasilan’ dalam
mengatasi hambatan-hambatan operasional tertentu
yang dihadapi pasukan yang homogen dalam tugasnya
seperti penggeledahan fisik dan interogasi wanita.10

Penelitian menunjukkan bahwa para pemeli hara
perdamaian wanita dapat meningkatkan efektivitasnya
misi-misi pemeliharaan perdamaian karena:

n Pria dan wanita setempat cenderung menganggap
para pemelihara perdamaian wanita lebih mudah
didekati dan kurang mengancam dibandingkan
dengan para pemelihara perdamaian pria.

n Personil militer wanita dibutuhkan di pos-pos pe -
meriksaan, pelabuhan udara, dll. untuk melakukan
penggeledahan fisik pada wanita.

n Kemampuan bekerja sama dengan organisasi
wanita setempat dan mengumpulkan informasi dari
wanita setempat memungkinkan diperolehnya data
yang lebih terperinci dan tepat dan dengan demikian
lebih berguna yang diperlukan untuk pembuatan
keputusan.11

n Saat tidak bertugas, para pemelihara perdamaian
wanita dapat bersosialisasi dengan para wanita
setempat dan berbicara dengan mereka mengenai
‘kehidupan di belakang layar’. Ini merupakan cara
lain bagi misi pemeliharaan perdamaian tersebut
untuk memperoleh informasi yang berguna tentang
apa yang terjadi di negara tuan rumah.

n Personil militer wanita berperan sebagai para
pemantau atas tingkah laku yang berlebihan antara
kalangan prajurit pria.12

n Para pemelihara perdamaian wanita memberikan
model peran positif bagi wanita setempat untuk
bergabung dengan angkatan bersenjata dan
pasukan keamanan.

n Baik pria maupun wanita yang menjadi korban
penganiayaan seksual lebih cenderung mengung -
kapkan kasus yang dialaminya kepada para
pemelihara perdamaian wanita.

Anu Pillay, dalam sebuah kajian komparatif terhadap
misi-misi pemeliharaan perdamaian, menguraikan
manfaat nyata dari kehadiran wanita dalam operasi
pemeliharaan perdamaian.  Menguraikan Misi PBB di
Afrika Selatan, ia mengutip para anggota wanita yang
menyatakan bahwa ‘misi ini mendapat kekuatan dari
apa yang mereka namakan ciri-ciri feminin, yang
meliputi perhatian terhadap kebutuhan masyarakat
yang lebih luas, dengan meruntuhkan simbol status
dan kekuasaan; membentuk jaringan; berbagi infor -
masi; membuat keputusan intuitif, dan menggunakan
pendekatan partisipatif’. Selain itu, ia juga menya takan
bahwa ‘Tidak ada kejadian penga niayaan wanita
setempat yang dilaporkan, atau tingkah laku yang
melanggar disiplin, seperti yang menodai operasi
pemeliharaan perdamaian di lokasi lainnya’.13

Kehadiran wanita tidak dapat menjamin penganiayaan
seksual tidak akan terjadi, tapi kehadiran wanita yang
kuat nampaknya mengurangi jumlah kejadian seperti
ini.  Sebagai contoh, para pejabat PBB dan Liberia
berharap satuan pemelihara perdamaian India dengan
personil 103 orang yang semuanya wanita yang
sekarang melakukan tugas pemolisian di Monrovia
akan membantu mendorong para wanita Liberia untuk
menjadi polisi, dan membatasi eksploitasi dan
pelecehan seksual oleh pasukan pemelihara perda -
maian.  Kepolisian Nasional Liberia menerima tiga kali
lebih banyak pelamar wanita pada bulan setelah
pengerahan polisi wanita.14  Tugas satuan tersebut
meliputi perlindungan Kementerian Luar Negeri, patroli
jalan-jalan, kontrol massa dan menang gapi permo -
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honan untuk dukungan bersenjata dari kepolisian
negara.15

Namun demikian, wanita masih kurang terwakili dalam
komponen militer misi pemeliharaan perdamaian (lihat
Gambar 1). Hal ini terutama disebabkan karena
mereka kurang terwakili di dalam militer nasional yang
menyumbangkan pasukan dan pengamat militer untuk
operasi pemeliharaan perdamaian PBB dan operasi
pemeliharaan perdamaian regional. Karena itu,
kekuatanan pertahanan nasional harus aktif merekrut
lebih banyak wanita (lihat Bagian 4).

3.3 Meningkatkan efektivitas
operasional

Reformasi pertahanan berkaitan erat dengan pening -
katan profesionalisme, keterampilan dan kesesuaian
sektor pertahanan.  Selain meningkatkan kemampuan
pemeliharaan perdamaian pada tingkat operasional
umum, peningkatan keterwakilan wanita berpotensi
meningkatkan efisiensi angkatan bersen jata karena:

n Keterwakilan wanita menciptakan kumpulan sumber
daya manusia yang lebih besar untuk memilih
prajurit.  Dengan demikian, militer bisa lebih bijak -
sana dalam memilih personilnya, yang pada
giliran nya meningkatkan kemampuannya. 

n Keterwakilan wanita meningkatkan dasar ke te ram -
pilan potensial, dengan memanfaatkan ke te rampilan
intelektual, praktis/teknis dan sosial yang lebih
mungkin dimiliki para wanita.

Memasukkan wanita dan kelompok masyarakat
terpinggirkan lainnya memungkinkan kekuatan perta -
hanan menangani dengan lebih baik komplek sitas
konflik yang terjadi sekarang ini, terutama bila GBV
menjadi senjata dalam peperangan dan bila pelang -
garan HAM dan krisis kemanusiaan menjadi inti dari
isu-isu konflik yang harus ditangani.  Menggabungkan
nilai-nilai dan praktik demokrasi ke dalam kekuatan
pertahanan pada dasarnya meningkatkan kesiapan
dan efektivitas militer.  HIV/AIDS, yang menjadi
tantangan besar bagi pasukan militer di banyak
negara, juga memerlukan tanggapan yang bersifat

gender yang dapat memperhatikan dan mengubah
perilaku seksual pria dan wanita.

Selain itu, personil sektor pertahanan sendiri sering
bersalah melakukan pelecehan seksual dan GBV
(kekerasan berbasis gender), yang dilakukan terhadap
baik rekan-rekan mereka sendiri maupun masyarakat
sipil.  Misalnya:

n Pada tahun 2006, sebuah penelitian bebas yang
diminta oleh Kementerian Pertahanan Kerajaan
Inggris menunjukkan bahwa lebih dari dua per tiga
tentara wanita pernah mengalami pelecehan
seksual.17

n Dalam survei pada tahun 2006 terhadap kelompok
mahasiswa dari The Citadel, sebuah institut militer
di Amerika Serikat, 20% kadet wanita melaporkan
mereka pernah mengalami penganiayaan seksual.18

n Sebuah survei yang dilakukan Departemen
Pertahanan Amerika Serikat dari tahun 2000
menemukan bahwa 80% dari responden personil
militer yang masih bertugas pernah mendengar
ucapan yang menghina, nama atau lelucon cabul
tentang pria gay dan lesbian, dan 37% pernah
menyaksikan atau mengalami pelecehan anti-gay.19

Di masa damai, undang-undang HAM mewajibkan
negara memberantas pelanggaran HAM oleh
kekuatan pertahanan.  Selama terjadinya konflik
bersenjata, banyak dari kewajiban yang sama dapat
dibuat oleh undang-undang HAM internasional.
Meskipun kewajiban ini dikesampingkan, jelas bahwa
pemberantasan pelanggaran HAM menciptakan
kekuatan pertahanan yang lebih terpercaya dan
efektif.  Misalnya, pelecehan seksual melemahkan
suatu lembaga karena hilangnya produktifitas,
penurunan tingkat kepuasan kerja, ketidakhadiran di
tempat kerja, peningkatan tingkat atau persentase
anggota yang meninggalkan kekuatan pertahanan,
dan menghambat pemaduan para wanita.  Sebuah
kajian tentang militer Amerika Serikat memperlihatkan
hubungan yang kuat antara tingginya kejadian pele -
cehan seksual, kesiapan tempur yang rendah, dan
iklim kepemimpinan yang buruk.20

‘Saya bukan korban pelecehan seksual.  Ketika
pelecehan seksual terjadi di Angkatan Udara

Amerika Serikat, Angkatan Udara dan warganegara
Amerika Serikat yang kami layani adalah korbannya.
Karena pelecehan seksual mengganggu misi militer

kita.  Pelecehan seksual mengganggu tugas yang
saya dan para profesional lainnya telah sangat

terlatih untuk melakukan.  Itulah sebabnya pelecehan
seksual harus berhenti.’

Sersan Zenaida Martinez 21

3.4 Menciptakan kekuatan pertahanan
dan organisasi keamanan yang
representatif

Kekuatan pertahanan negara harus mencerminkan
ciri-ciri yang berada dalam masyarakat.  Hal ini mem -
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Misi Pria Wanita Total
Presentase

Wanita

MONUC 17.017 301 17.318 1,73

UNMIL 13.766 294 14.060 2,09

UNIFIL 12.854 397 13.251 3

UNMIS 9.276 122 9.398 1.3

UNOCI 7.980 74 8.054 0,92

Gambar 1 Persentase wanita dalam
komponen militer Misi
Pemeliharaan Perdamaian
PBB, April 20 07 16



bina keterwakilan, pemilikan nasional dan dengan de -
mikian meningkatkan legitimasi kekuatan pertahanan.
Pada gilirannya, legitimasi meningkatkan efekti -
vitasnya kekuatan pertahanan.  Selanjutnya, pimpinan
militer dan pertahanan dan lembaga keamanan
lainnya adalah tempat kerja yang memberikan kesem -
patan bagi warganegara untuk mendapatkan
pen di dikan dan juga pengalaman internasional.  Bila
bagian-bagian dari masyarakat dalam kenyataannya
tidak dilibatkan dalam lembaga-lembaga ini, mereka
tidak mendapat akses atas pekerjaan dan kesempatan
untuk mencapai kemajuan pendidikan dan profesional.

Secara internasional, sektor pertahanan, terutama
karena sejarahnya, belum mencapai tingkat kese -
taraan gender yang sama dengan, misalnya, sektor
pembangunan atau politik.  Sebagaimana yang diper -
lihatkan Gambar 2, wanita sangat kurang terwakili di
dalam militer.  Di banyak negara perundang-undangan
tentang militer membeda-bedakan wanita, misalnya,
dengan melarang wanita bertempur.  Wanita juga
cenderung kurang terwakili di kementerian pertahanan
dan badan pengawasan.  Bahkan tanpa hambatan
resmi, dalam praktiknya sering terdapat langit-langit
kaca yang menghambat kemajuan karir wanita,
pelecehan seksual yang meluas, dan bentuk-bentuk
diskriminasi lainnya.

3.5 Memperkuat pengawasan sipil
demokratis atas kekuatan pertahanan

‘Legitimasi struktur dan proses tata pemerintahan
yang ada harus dipertanyakan bila kepentingan dan

suaranya lebih separuh penduduk tidak tercermin
dalam keputusan yang dibuat.  Krisis legitimasi ini

terlihat jelas dalam sifat konflik yang diwarnai
gender; para wanita jarang ikut memutuskan atau

terlibat dalam perang tapi selalu menanggung
akibatnya.’

Georgina Ashworth, ‘Tata Kelola Pemerintahan
Bergender : Agenda Perubahan’ 23

Aspek utama dalam reformasi pertahanan adalah
peningkatan pengawasan sipil dan pengawasan oleh
masyarakat sipil.  Wanita dan pria yang peka terhadap
gender harus dilibatkan di komite-komite tetap
parlementer tentang pertahanan dan di lembaga-
lembaga masyarakat sipil, sehingga mereka dapat
menjamin kebijakan dan program yang disetujui sektor
pertahanan menanggapi kebutuhan pria, wanita, anak
lelaki dan anak perempuan yang berbeda.  Organisasi-
organisasi masyarakat sipil wanita dan lembaga
penelitian yang memusatkan perhatian pada dimensi
gendernya keamanan harus dilibatkan dalam proses
pengawasan sipil untuk menjamin pemahaman yang
menyeluruh tentang keamanan.

Memadukan gender ke dalam proses reformasi
pertahanan membuka kesempatan untuk bagian
masyarakat yang lebih luas menjadi pengikutserta giat
dalam penyediaan keamanan dan dalam struktur
pengambilan keputusan tentang keamanan.  Hal ini

sangat penting ketika mempertimbangkan pemilikan
nasional atas lembaga-lembaga keamanan karena
kaum wanita membentuk 50% dari masyarakat secara
keseluruhan.

Pada gilirannya, hal ini dapat menimbulkan perubahan
konsep keamanan dan peningkatan perubahan
mendasar dari keamanan negara menjadi keamanan
manusia.  Keamanan manusia mencakup keamanan
individu dan masyarakat dan memperluas baik sifat
ancaman-ancaman keamanan (yang mencakup
keamanan pangan, keamanan lingkungan, GBV, dll.)
maupun para aktor yang terlibat dalam keamanan
(dengan melibatkan organisasi-organisasi masyarakat
sipil).  Wakil-wakil wanita (yang mencakup kelompok-
kelompok hak-hak asasi manusia wanita dan
lembaga-lembaga penelitian dan kebijakan, serta
organisasi-organisasi berbasis masyarakat)
menggunakan perspektif ini ketika menilai ancaman-
ancaman terhadap keamanan dan mengembangkan
kemampuan untuk menanggapinya.

Pada gilirannya, kekuatan pertahanan yang lebih
beragam dan juga pengikutsertaan yang lebih luas
dalam pengawasan menghasilkan perubahan dalam
persepsi masyarakat tentang siapa adalah ‘pelindung’
dan siapa yang ‘dilindungi’, dan dengan demikian
menjadi keamanan sebagai kepedulian semua
kelompok masyarakat.  Begitu pula, pengarusutamaan
gender dapat mengubah citra militer sebagai lembaga
yang banyak berkaitan dengan kekerasan dan
peperangan menjadi citra militer yang lebih
mencerminkan pembangunan perdamaian dan
demokratisasi.

Menangani isu-isi gender dalam reformasi pertahanan
sangat penting dalam pola yang sesuai dengan
lingkungan setempat.  Tidak mungkin ada satu
pendekatan untuk memadukan gender ke dalam
reformasi pertahanan.  Pendekatan yang disetujui
akan sangat tergantung pada peran-peran yang akan
dilaksanakan dalam masyarakat tertentu oleh wanita
dan pria dalam struktur-struktur keamanan dan
pertahanan.  Sebagaimana telah dikemukakan
sebelumnya, pemasukan gender ke dalam reformasi
pertahanan bukan sekedar kehadiran wanita dalam
angkatan pertahanan, dan kontribusi wanita dapat
dilakukan dengan berbagai cara dan forum yang
berbeda.
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Kepatuhan terhadap kewajiban menurut undang-undang dan
instrumen internasional

Pengambilan prakarsa untuk memadukan isu gender ke dalam
reformasi pertahanan bukan sekedar masalah efektivitas operasional;
pemaduan ini harus mematuhi undang-undang, instrumen dan norma
internasional dan regional tentang keamanam dan gender.  Instrumen
utama di antaranya adalah:

n Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Perempuan (1979)

n Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing (1995)

n Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 tentang Perempuan,
Perdamaian dan Keamanan (2000)

Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Lampiran Toolkit tentang
Undang-Undang dan Instrumen Internasional dan Regional.



4Bagaimana cara gender
dapat dipadukan ke dalam
reformasi pertahanan?

Bagian ini menyediakan cara-cara praktis agar ber -
hasil memadukan gender ke dalam reformasi
per  tahanan.  Ada empat tingkatan utama dalam refor -
masi pertahanan, yaitu tingkat politik, lembaga,
eko nomi, dan sosial.  Gambar 3 menyediakan pe -
ninjuan luas cara bagaimana memadukan gender
pa da tingkat-tingkat yang berbeda ini.

4.1 Pengaduan gender ke dalam
reformasi pertahanan pada tingkat
politik

Reformasi pertahanan, dan dengan demikian penga -
rusuta maan gender, harus ‘diarahkan oleh mandat

yang jelas yang diperoleh dari tingkat politik tertinggi
dan tercermin dalam visi dan kebijakan kepemimpinan
suatu negara’.24 Agar berhasil, reformasi pertahanan
memerlukan dukungan para pejabat senior yang
sering memimpin proses dan staf yang harus melihat
panduan dan strategi yang jelas mengenai bagaimana
reformasi tersebut akan terjadi.  Reformasi pertahanan
juga memerlukan penguatan pengawasan demokratis
dan sipil.  Proses-proses  

untuk mencapai tujuan ini – pengkajian ulang per ta han -
an, proses demokratisasi, pengawasan ma  syarakat sipil
dan pengawasan parlemen – me ru pa kan titik mula
utama untuk menangani isu-isu gender.

Kajian pertahanan

‘Pemerintah tidak memonopoli kebijaksanaan, dan
berkonsultasi dengan pakar eksternal sering

berguna.  Pengalaman membicarakan dan
mempertahankan usulan dengan orang luar sangat

membantu dan biasanya memberikan hasil yang

Gambar 2 Persentase prajurit wanita dalam angkatan bersenjata negara-negara NATO 22
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Negara 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Belgia 7,6 7,9 8.2 8,26 8,3 8,3

Bulgaria - - - 4.2 6 6

Kanada 11.4 11.8 12.4 12.3 12.6 12.8.

Republik Ceko 3,7 10 10 12,3 12,2 12,2

Denmark 5,0 - 5 5 5 5,3

France 8,5 10,8 11,2 12,8 12,8 13,3

Jerman 2,8 3,7 4,4 5,2 6 6

Yunani 3,8 3,8 3,8 4,2 4,3 5,4

Hungaria 9,6 16 16 10 16 17,6

Italia 0,1 0,1 0,1 0,5 1 1,6

Latvia - - - 13,5 20 -

Lituania - - - 6 9 12,5

Luksemburg - - - - - 5,7

Belanda 8 8,4 8,5 8,6 9 9

Norwegia 3,2 3,3 5,7 6,3 6,3 7

Polandia 0,1 0,3 0,3 0,47 0,47 0,52

Portugal 6,6 6,6 8,4 8,4 8,4 12

Rumania - - - 3,9 5 5

Slowakia - - - 6,1 7 7

Slovenia - - - 19,2 15,38 -

Spanyol 5,8 9 10 10,5 10,7 13,5

Turki 0,1 0,1 0,1 3,9 3,9 3,1

Kerajaan Inggris 8,1 8,3 8,6 8,8 9 9,1

Amerika Serikat 14 14 15 15 15,5 10,5



lebih baik.  Kelompok-kelompok lobi politik dan
kelompok-kelompok yang menyatakan bahwa

mereka mewakili kepentingan gender atau etnis,
umumnya akan menyampaikan pandangan mereka,

dan mendengarkan pandangan mereka adalah
langkah yang bijaksana.  Bila pengkajian ulang

tersebut merupakan pengkajian yang kontroversial,
seperti ketika suatu rezim telah berganti, konsultasi

secara luas mungkin sangat penting demi
keberhasilan pengkajian ulang tersebut.’

Jaringan Fasilitasi Global untuk Reformasi Sektor
Keamanan, Kumpulan Praktik yang Baik dalam

Reformasi Sektor Keamanan, 2005.

Bagian dari kegiatan rutin suatu kementerian
pertahanan adalah selalu menyesuaikan prioritas,
kebijakan dan program pertahanan dengan perubahan
realitas strategis global.  Misalnya, di Amerika Serikat
Pentagon membuat Kajian Ulang Pertahanan Empat
Tahunan yang didalamnya pimpinan senior Depar -
temen Pertahanan ‘menguraikan apa yang telah
dilakukan departemen tersebut dan arah yang harus
kami tempuh dalam melaksanakan tanggung jawab
kami terhadap rakyat Amerika’.25 Namun demikian,
kajian ulang yang lebih teliti dan menyeluruh kadang-
kadang diperlukan.

Pada dasarnya ada tiga keadaan yang didalamnya
kajian ulang pertahanan perlu dilakukan:

n Bila terjadi perubahan mendasar situasi strategis
yang pada gilirannya memerlukan respons yang
signifikan (misalnya, berakhirnya Perang Dingin).

n Kalau situasi tidak begitu berubah, tetapi pe me -
rintah berpendapat bahwa suatu pendekatan yang
cukup berbeda harus diterapkan (misalnya, refor -
masi pertahanan segera pasca-pemerintahan
Clinton di Amerika Serikat yang berfokus pada
revitalisasi angkatan bersenjata setelah pe mo tong -
an anggaran pada tahun 1990-an).

n Kalau terjadi perubahan besar politik dalam negeri
yang berdampak pada militer, seperti pergantian
rezim atau tercapainya penyelesaian konflik (mi sal -
nya, reformasi di Uganda di bawah kepe mim pinan
Museveni.

Prioritas pertama proses pengkajian ulang pertahanan
adalah menyusun analisis yang jelas dan tepat tentang
keadaan strategis di dalam dan di luar negara ber -
sangkutan, yang menjadi landasan untuk penye suaian
cara militer dengan tujuan geopolitik.  Pengkajian
ulang pertahanan membina penyusunan visi ke -
amanan yang demokratis yang mencerminkan
kebutuhan keamanan negara dan warga negaranya,
sambil memberikan arah dan tujuan strategis untuk
reformasi pertahanan.26

Banyak negara berkembang dan negara dalam masa
transisi belum melakukan proses pengkajian ulang
pertahanan partisipatif.  Ini mungkin berarti kebijakan
dan perencanaan pertahanan tidak didasarkan pada
evaluasi yang realistis mengenai lingkungan strategis
dan terdapat penilaian yang terbatas mengenai peran
berbagai aparat keamanan.  Hal ini menimbulkan
implikasi penting terhadap proses penyusunan
anggaran dan alokasi sumber daya di lingkungan yang
serba kekurangan.  Titik mulai penting bagi kelompok-
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Gambar 3 Pemaduan gender dalam empat tingkat reformasi pertahanan

REFORMASI PERTAHANAN

Politik Ekonomi Kelembagaan Sosial

KETERPADUAN GENDER

n Kajian pertahanan

n Proses
demokratisasi
pertahanan

n Pengawasan
masyarakat

n Pengawasan
parlementer

n Manajemen
keuangan publik
yang transparan
dan bertanggung
jawab

n Penyusunan
anggaran gender

n Perekrutan dan
retensi wanita

n Kebijakan dan
mekanisme
reformasi

n Kode perilaku

n Pelatihan

n Stereotipe dan
sikap sosial yang
berubah

n Kerja sama
dengan
masyarakat sipil



kelompok lobi dan advokasi adalah mendesak
angkatan bersenjata untuk melakukan pengkajian
ulang pertahanan sebagai landasan bagi penilaian
risiko dan alokasi sumber daya yang tepat.  Di negara-
negara pasca-konflik, perumusan prioritas keamanan
nasional sangat penting untuk mengubah peran konflik
angkatan bersenjata dan membentuk lembaga
pertahanan baru berdasarkan lingkungan strategis dan
politik pasca-konflik.

Dari perspektif keamanan manusia dan dengan
menerapkan suatu bentuk demokrasi holistik dan
partisipatif, perspektif gender harus dipadukan ke
dalam proses pelaksanaan pengkajian ulang
pertahanan dan penyusunan visi keamanan nasional.
Pria maupun wanita dari semua lapisan masyarakat
harus dilibatkan.  Hal ini menjamin titik mula untuk
menentukan tujuan dan struktur prioritas, kebijakan
dan program pertahanan benar-benar mencerminkan
kebutuhan keamanan seluruh rakyat negara
bersangkutan.  Selanjutnya, konsultasi umum dalam
penyusunan kebijakan pertahanan menciptakan rasa
pemilikan nasional lembaga-lembaga pertahanan dan
berperan mencapai persatuan dan kesatuan nasional
melalui pencapaian konsensus nasional mengenai
tujuan, struktur dan fungsi aparat keamanan negara.

Bagaimana memadukan gender ke dalam proses
pengkajian ulang pertahanan:

n Pastikan para wanita, orang yang memiliki keahlian
gender, dan wakil lembaga pemerintahan yang
bertanggung jawab atas isu-isu mengenai hak-hak
wanita, gender dan pemuda menjadi bagian dari
badan pengkajian ulang formal.

n Bangun kemampuan gendernya badan-badan
pengkajian ulang resmi melalui pelatihan gender,
pengarahan mengenai isu-isu gender dan
keamanan, pendampingan dan prakarsa-prakarsa
yang lain.

n Lakukan konsultasi dengan para wanita dan
kelompok-kelompok masyarakat lainnya yang
kurang terwakili di dalam kekuatan pertahanan
mengenai hal-hal yang menghambat pemaduan
penuh dan kemajuan setara bagi mereka.

n Lakukan konsultasi dengan para anggota parlemen,
termasuk semua koalisi/kaukus anggota parlemen
wanita.

n Dorong pelaksanaan debat nasional mengenai visi
keamanan nasional melalui:

- Konsultasi dengan kelompok masyarakat sipil 
yang representatif, yang mencakup organisasi 
wanita perkotaan dan pedesaan.

- Pertemuan dengan pejabat pemerintah 
daerah dengan interaksi langsung antara 
pejabat yang memimpin pengkajian ulang 
pertahanan dan masyarakat.

- Dengar pendapat parlementer dan debat 
terbuka.

- Permintaan usul-usul dari masyarakat sipil 
kepada komisi pengkajian ulang.

- Penggunaan media untuk memberitakan 
debat publik mengenai isu-isu keamanan dan
pertahanan melalui artikel-artikel surat kabar dan
gelar wicara radio.
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Di kawasan Pasifik, wanita sangat terpinggirkan dari struktur pembuatan keputusan resmi akibat struktur pemerintahan yang sangat patriarkal.
Namun demikian, meskipun terdapat hambatan seperti ini, wanita berperan penting dalam memfasilitasi perdamaian selama terjadinya krisis di
Bougainville, Kepulauan Solomon dan Fiji, dan tetap memainkan peran penting dalam mencapai dan mempertahankan perdamaian dalam masyarakat
mereka.

Karena peran militer yang berulangkali dalam menangani ketidakstabilan di Fiji, para wanita belajar bernegosiasi dan berkomunikasi dengan pasukan
keamanan.  Setelah pembicaraan dalam Kebaktian Perdamaian (Peace Vigil) yang dipimpin para wanita selama krisis penyanderaan pada bulan
Mei 2000, Dewan Nasional Wanita Fiji mengadakan kontak dengan militer.  Sebagai hasilnya, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Fiji mengajak
para anggota Dewan Militer dan para pejabat senior lainnya untuk bertemu dengan para wakil Demonstrasi Damai.  Delegasi Demonstrasi Damai
menyampaikan apa yang dikenal sebagai ‘Surat Kaum Wanita’.  Surat ini menguraikan perlunya Fiji kembali ke demokrasi parlementer dan militer
menegakkan Konstitusi 1997 sebagai hukum tertinggi negara itu, dan juga mendesak militer untuk menghormati hak asasi manusia.  Walaupun
surat tersebut diterima dengan hormat dan baik, pelajaran penting yang didapat para wanita tersebut adalah menggunakan bahasa militer dan sektor
keamanan untuk prakarsa dialog dan perdamaian di masa depan.

Pada tahun 2003, Dewan Nasional Wanita dan Dewan Militer mengadakan dialog nasional, yang menghasilkan Komite Koordinasi Wanita,
Perdamaian dan Keamanan Fiji dan Dewan Nasional Wanita mengirimkan proposal resmi kepada Lembaga Pengkajian Keamanan dan Pertahanan
Nasional.  Ini menunjukkan kembali kontribusi penting yang dapat diberikan jaringan wanita mulai dari tingkat desa hingga tingkat masyarakat dan
nasional sampai intervensi peringatan dini, sambil mengidentifikasi titik-titik mula penting bagi wanita dalam pembuatan keputusan pada tingkat lokal
dan nasional.  Proposal tersebut mencakup rekomendasi berikut:

n Menteri Urusan Wanita harus dimasukkan sebagai anggota Dewan Keamanan Nasional.

n Sekretaris Tetap Kementeria n Urusan Wanita harus dimasukkan sebagai anggota tetap Komite Penasihat Keamanan Nasional.

n Para wanita harus terwakili secara efektif dan setara dalam Komite Keamanan Kabupaten dan Provinsi.

n Para wanita harus dimasukkan dalam Satuan Penilaian Keamanan Nasional.

n Keseimbangan gender pada berbagai tingkat pembuatan keputusan dalam pasukan keamanan harus dijamin, dan usaha harus dilakukan untuk
merekrut para wanita ke dalam Angkatan Bersenjata Republik Fiji.

Kotak 1 Keterlibatan masyarakat sipil wanita dalam reformasi pertahanan di Fiji 27



n Tangani secara eksplisit isu-isu gender dalam
pengkajian ulang dan pakai bahasa yang peka
terhadap gender.  

Para aktor pertahanan mungkin menentang konsultasi
berdasarkan persepsi kurangnya kemampuan anggota
parlemen dan masyarakat sipil untuk berkecimpung
dalam urusan keamanan.  Kelompok-kelompok
masyarakat sipil dan para anggota parlemen dapat
memanfaatkan jaringan seperti Jaringan Fasilitasi
Global untuk RSK dan Jaringan RSK Afrika untuk
mendapatkan pengetahuan lebih lanjut dan berbagi
pengalaman dengan para aktor lain yang pernah
mengikuti proses pengkajian ulang pertahanan,
dengan membangun kemampuan mereka untuk
menangani secara lebih efektif isu-isu yang berkaitan
dengan pertahanan.

Proses-proses demokratisasi pertahanan

Pengalaman reformasi pertahanan di negara-negara
pasca-komunisme di kawasan Eropa Timur
menunjukkan bahwa dengan demokratisasi dan
kontrol sipil atas angkatan bersenjata muncul ruang
yang lebih besar untuk pemaduan gender.  Dalam
paradigma keamanan realis tradisional Perang Dingin,
angkatan bersenjata memperlihatkan budaya yang
sangat militeristis.  Tidak ada tempat bagi orang sipil
atau wanita di bidang pertahanan dan keamanan.
Pada masa pasca Perang Dingin, angkatan bersenjata
berubah menjadi sistem keamanan yang lebih
mencerminkan masyarakat yang dilayani, termasuk
dalam perilaku personilnya.  Semakin meningkatnya
jumlah personil wanita dalam pasukan NATO, yang

diperlihatkan pada Gambar 2, membuktikan
perubahan ini.  Perbaikan hubungan sipil-militer dan
semakin meningkatnya kontrol demokratis atas
angkatan bersenjata di sebagian negara juga telah
membuka ruang bagi partisipasi wanita dalam
pengelolaan dan tata pemerintahan pertahanan (lihat
Kotak 2 dan 3).

Walaupun semakin meningkatnya kontrol demokratis
atas angkatan bersenjata dapat membuka ruang bagi
pemaduan wanita, terutama pada jabatan-jabatan
sipil, penyusunan kembali distribusi kekuasaan di
antara otoritas sipil dan militer sering mengalami
hambatan di negara-negara yang baru berubah dari
pemerintahan militer atau autokratis.

Bagaimana memadukan gender ke dalam tata
pemerintahan pertahanan yang demokratis

n Lakukan audit-audit personil untuk menentukan
jabatan-jabatan mana tidak mesti jabatan militer
(bagaimanapun staf sipil lebih murah daripada staf
militer).

n Gunakan tindakan afirmatif dalam lembaga-
lembaga pertahanan sipil dan dorong perekrutan
para wanita ke dalam sekretariat pertahanan.

Pengawasan masyarakat sipil atas sektor
pertahanan

Tata pemerintahan angkatan bersenjata yang benar-
benar demokratis tergantung pada masuknya
masyarakat sipil ke dalam proses pembuatan
kebijakan dan pemantauan masyarakat sipil atas
kekuatan pertahanan.  Agar masyarakat sipil dapat
memainkan peran-peran tersebut dalam tata
pemerintahan keamanan: pertama, masyarakat sipil
harus memiliki kemampuan untuk memantau sektor
keamanan dan memberikan masukan konsultatif
dalam perdebatan politik tentang prioritas keamanan;
dan kedua, lingkungan politik harus mendukung
masyarakat sipil memainkan peran aktif.

Organisasi-organisasi wanita dan organisasi lainnya
yang menangani isu gender memiliki keahlian khusus
dan akses atas informasi yang membuat mereka para
mitra berharga bagi pengawasan pertahanan.  Mereka
dapat berperan sebagai penghubung antara
kenyataan ketidakamanan di tingkat masyarakat yang
dialami pria dan wanita dengan para pengelola
pertahanan pada tingkat nasional.  Informasi tentang
keamanan pada tingkat masyarakat yang dapat
mereka berikan mungkin sangat penting baik dalam
menentukan ancaman-ancaman keamanan maupun
dalam memantau prestasi kerja para anggota
angkatan bersenjata.

Mungkin ada hambatan-hambatan tertentu terhadap
partisipasi wanita dalam proses politik nasional.
Misalnya, pada bulan Maret 2003 di Afghanistan,
Kementerian Urusan Wanita dan UNIFEM (Dana
Pembangunan PBB untuk Perempuan) mengadakan
program Kesadaran Ketatanegaraan untuk menjamin
agar kebutuhan wanita dimasukkan dalam Undang-
Undang Dasar Afghanistan yang baru.  Walaupun para
peserta diundang dari berbagai provinsi Afghanistan,
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Setelah mendapatkan kembali kemerdekaannya pada tahun 1991,
otoritas politik Estonia memutuskan untuk mendasarkan Kementerian
Pertahanan Estonia pada prinsip-prinsip ‘sipilisasi’ sebagai bagian
dari kampanye yang lebih besar dalam de-Sovietisasi lembaga-
lembaga negara.  Semua kementerian merekrut personil baru untuk
membebaskan mereka dari jaringan hubungan Soviet dan
kelambanan Soviet.

Penyusunan kembali personil ini menghasilkan komponen sipil yang
lebih besar di dalam Kementerian Pertahanan.  Pemikiran era-Soviet
bahwa perencanaan pertahanan adalah urusan militer diganti dengan
pemahaman baru bahwa pertahanan adalah tanggung jawab
pemerintah yang terpilih secara demokratis yang didukung oleh pria
dan wanita di Kementerian Pertahanan.  Saat ini, 52% dari pegawai
Kementerian Pertahanan adalah wanita.  Dari jumlah ini, 60% di
antaranya berusia antara 21 sampai 30 tahun; 25% berusia antara 31
sampai 40 tahun; hanya tiga wanita dari total 122 wanita berusia di
atas 61 tahun 61.

Merle Maigre, Perwira Penghubung NATO di Ukraina

Kotak 2 Pembuatan upaya sipilisasi
di tubuh Dephan  Estonia



sebagian besar dari mereka tidak dapat datang karena
berbagai alasan seperti:

n Kurangnya keamanan dan kontrol komandan
angkatan bersenjata lokal di provinsi-provinsi
tersebut

n Kurangnya pengetahuan: para wanita tersebut tidak
tahu bagaimana mengungkapkan perasaan mereka
sendiri atau tidak berani membicarakan kebutuhan
mereka

n Ketidaksetaraan: para wanita tersebut tidak
mendapat izin dari suami/keluarga mereka untuk
menghadiri program tersebut

n Kemiskinan

n Kurangnya alat transportasi 29

Ini semakin menunjukkan pentingnya pemahaman dan
penyesuaian proses pengawasan pertahanan agar
sesuai dengan keadaan-keadaan dan kebutuhan
masyarakat yang diminta masukannya.  Dukungan
lembaga donor dan masyarakat sipil dapat dikerahkan
untuk mengatasi berbagai hambatan ini, tetapi visi
yang terkoordinasi sangat diperlukan.

Hambatan yang lebih besar terhadap pemaduan
gender ke dalam proses pembuatan kebijakan dan
pengawasan pertahanan mungkin adalah kurangnya
kemampuan masyarakat sipil – dalam hal sumber
daya manusia, keterbatasan waktu dan keuangan –
untuk mencoba mempengaruhi kebijakan-kebijakan
dan praktek-praktek yang peka terhadap gender.  Para
LSM dan kelompok-kelompok masyarakat sipil
mungkin membutuhkan bantuan dari para pakar
pertahanan agar dapat berperan secara penuh arti
dalam perdebatan yang berkaitan dengan pertahanan.

Bagaimana memadukan gender ke dalam
pengawasan masyarakat sipil atas sektor pertahanan

n Mungkinkan hal saling mempengaruhi antara
kelompok-kelompok wanita dan para penyedia
keamanan lokal, misalnya melalui pelibatannya
dalam komite-komite keamanan lokal.

n Tingkatkan kemampuan organisasi-organisasi
wanita sehubungan dengan isu-isu kebijakan
keamanan, termasuk sokongan anjuran dan
pengawasan.

n Organisasi-organisasi masyarakat sipil bisa juga
memainkan peran dalam memekakan para anggota
parlemen dan pihak lainnya yang melakukan
pengawasan atas sektor pertahanan untuk
meningkatkan kemampuan mereka memadukan
perspektif gender dalam kegiatan-kegiatan penga -
wasan.

Pengawasan parlementer atas sektor
pertahanan

Walaupun kebanyakan dari pengawasan parlementer
merupakan kajian ex post facto atas kegiatan-kegiatan
sektor pertahanan, komite-komite parlemen bisa
menjadi pendorong utama perubahan dan dapat
memanfaatkan fungsi pemantauan dan pengawasan
mereka untuk menarik perhatian lembaga eksekutif
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Kudeta militer dan pemerintahan diktator yang kejam pernah mewabah di Amerika Latin dan kawasan ini memiliki tradisi orang kuat yang sifatnya
macho dan karismatik.  Tapi para wanita semakin banyak yang memberikan perintah tentang urusan pertahanan.

Dalam lima tahun terakhir, lima negara Amerika Selatan telah menunjuk para wanita untuk mengepalai kementerian pertahanannya untuk pertama
kalinya: Cile, Kolombia, Uruguay, Argentina, dan Ekuador.

Penunjukan-penunjukan tersebut menggarisbawahi kemajuan wanita dalam beberapa tahun terakhir di kawasan tersebut, yang juga mencerminkan
kontrol politik yang lebih besar atas angkatan bersenjata dan perubahan peran militer.

‘Ini menunjukkan visi angkatan bersenjata yang berbeda (. . .) dengan hubungan sipil-militer yang lebih baik dan kontrol sipil yang lebih besar,’ kata
Peter DeShazo, direktur program Amerika di Pusat Kajian Strategis dan Internasional yang berpusat di Washington DC.  Penunjukan para menteri
wanita melambangkan proses tersebut’, katanya.

Pada tahun 2002 Cile menjadi negara Amerika Latin pertama yang menunjuk menteri pertahanan wanita: Presiden Michelle Bachelet . . .

Di Argentina dan Uruguay, negara-negara yang didalamnya para penguasa militer pernah juga membunuh para pembangkang sayap kiri pada
dasawarsa 1970-an dan 1980-an, para mantan pengacara HAM sekarang memimpin kementerian pertahanannya.  Dan kebetulan keduanya wanita.

Di ketiga negara ini, sebagaimana di kebanyakan negara Amerika Selatan, pemerintah berhaluan kiri berkuasa dan mendukung HAM dan kesetaraan
gender . . . Presiden berhaluan kiri Rafael Correa menunjuk mantan guru Guadalupe Larriva sebagai menteri pertahanan wanita pertama di negara
di kawasan pegunungan Andes tersebut.  Ia meninggal akibat kecelakaan helikopter minggu lalu, hanya sembilan hari setelah memegang jabatan
tersebut.

‘Departemen pertahanan perlu dipimpin seorang wanita.  Sifat keibuan Guadalupe bisa lebih bermanfaat daripada tangan kuat para jenderal,’ kata
Correa sebelum menunjuk wanita lainnya, dosen perguruan tinggi Lorena Escudero, untuk jabatan tersebut pada hari Selasa.

Reuters, 31 Januari 2007

Kotak 3 Para menteri pertahanan wanita secara perlahan menghapus citra macho
Amerika Latin 28



atas isu-isu gender.  Komite-komite parlemen bisa
menjadi alat yang berguna untuk mendorong reformasi
yang peka terhadap gender di angkatan bersenjata
dan memiliki kedudukan kuat untuk mempertanggung-
jawabkan kekuatan pertahanan, misalnya, atas
kejadian GBV dan diskriminasi.

Tentu saja, hal ini tergantung pada adanya hubungan
sipil-militer yang agak kuat, yang umumnya hanya
terdapat di negara demokrasi yang sudah mapan.  Di
negara pasca-konflik, negara berkembang dan negara
dalam masa transisi, penekanan utamanya harus pada
pembangunan kemampuan para anggota parlemen
untuk melakukan pengawasan atas sektor pertahanan.

Apa pun konteksnya, isu-isu berikut dapat dipantau
oleh parlemen dan menunjukkan cara-cara bagaimana
parlemen dapat mendorong peningkatan pemaduan
gender ke dalam sektor pertahanan:

n Penyelidikan atas laporan tahunan – perhatikan
jumlah personil dan apakah jumlah tersebut
dipisahkan menurut jenis kelamin dan pangkat.
Data ini dapat juga digunakan untuk menuntut
perbaikan praktek-praktek perekrutan, retensi dan
kenaikan pangkat untuk menggalakkan pemasukan
wanita dan kelompok-kelompok masyarakat yang
kurang terwakili lainnya.  Perhatikan juga segala
peningkatan atau penurunan perbandingan pria
terhadap wanita dan tanyakan alasan di balik hal ini.

n Manfaatkan kunjungan ke fasilitas dan pangkalan
militer untuk meneliti keadaan-keadaan fisik dan
prasarana dan apakah, misalnya, telah dilakukan
langkah untuk memisahkan barak dan fasilitas ke -
bersihan bagi pria dan wanita.  Perlu juga diten tukan
apa kah fasilitas dan prasarana menim bulkan ham -
batan terhadap pengikutsertaan secara penuh dan
setara bagi kaum wanita, seperti asrama wanita
yang ditempatkan terlalu jauh dari tempat latihan.

n Komite-komite parlemen dapat memeriksa
keberadaan layanan kesehatan wanita dan isu-isu
terkait seperti cuti hamil, sebagai bagian dari
pengawasan yang lebih luas atas keadaan kerja
dan distribusi tunjangan kerja.

n Dalam mengesahkan penggelaran pasukan,
parlemen dapat meminta supaya angkatan perta -
hanan menjelaskan cara bagaimana pertimbangan
gen der dimasukkan dalam perencanaan ope ra -
sional.  Isu-isu tersebut bisa mencakup rencana
logis tik dan pemasokan, pemanfaatan penasihat
gen der dan, terutama dalam operasi dukungan per -
damaian, perencanaan hal saling mem pe ngaruhi
antara kekuatan pertahanan dengan pria dan wanita
dalam masyarakat tuan rumah.

n Melalui anggaran dan laporan tahunan, para ang -
gota parlemen juga dapat memantau pelaksanaan
pelatihan tentang HAM dan ke  se ta ra an gender.

n Kaukus atau koalisi anggota parlemen wanita atau
kelompok wanita, perdamaian dan keamanan (Re -

so lusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325) dapat
me melopori usaha menjamin penanganan isu-isu
gen der dalam pengawasan pertahanan.

4.2 Memadukan  gender ke dalam
reformasi pertahanan pada tingkat
ekonomi

Perhatian utama dalam proses reformasi pertahanan
adalah usaha peningkatan kecakapan angkatan
bersenjata dan menjamin agar pengeluaran peme -
rintah untuk pertahanan terjadi dalam kerangka tata
pemerintahan yang transparan dan bertanggung
jawab.  Dalam banyak kasus, terutama di negara-
negara pasca-konflik atau negara-negara yang baru
terlepas dari rezim yang tidak demokratis, sistem dan
kontrol keuangan dilaksanakan pada tingkat eksekutif,
kalau memang ada.  Umumnya, dimensi ekonomi dari
reformasi pertahanan berkaitan dengan isu-isu seperti
penetapan sistem pendapatan pekerja, perbaikan
proses pengadaan barang dan penerapan praktek-
praktek yang baik dalam manajemen keuangan publik.

Praktek-praktek penyusunan anggaran yang baik
untuk sektor pertahanan meningkatkan pertang -
gungjawabannya dan menjamin anggaran tersebut
sesuai dengan prioritas angkatan bersenjata
sebagaimana yang ditentukan melalui pengkajian
ulang pertahanan atau proses pembuatan kebijakan
pertahanan.  Walaupun jelas bermanfaat, banyak ang -
katan bersenjata tidak melakukan kontrol keuangan
secara memadai dan sumber daya yang langka sering
disalahgunakan untuk pengadaan alat-alat yang
kurang bermanfaat untuk keamanan.  Karena itu,
tantangannya adalah menetapkan suatu sistem
manajemen keuangan publik untuk angkatan ber -
senjata yang sesuai dengan struktur, sistem dan
prosedur manajemen keuangan negara bersangkutan.

Penyusunan anggaran gender

Angkatan bersenjata sering mendapat jatah yang besar
dari  anggaran negara.  Misalnya, di Afrika Selatan,
Departemen Pertahanan mendapat alokasi anggaran
terbesar ketiga (23,8 milyar Rand), lebih dari dua kali
lipat alokasi anggaran kesehatan, hampir dua kali lipat
anggaran pendidikan, dan hampir empat kali lebih besar
dari alokasi anggaran perumahan.30    Anggaran meru -
pakan laporan kebijakan paling penting yang dibuat
pemerintah.  Kemajuan dalam keamanan manusia pa -
da umumnya, dan kesetaraan gender khususnya, harus
diperhatikan dengan menghu bungkan penda naan ang -
garan dengan komitmen kebijakan.

Analisis gender atas anggaran pemerintah melibatkan
penilaian atas masukan, kegiatan, keluaran dan
dampak dari intervensi pemerintah, dan memberikan
umpan balik yang komprehensif mengenai efektifitas
dan efisiensi pengeluaran pemerintah.31

Analisis gender atas anggaran pertahanan akan
mencoba mengungkapkan sejauh mana pria dan
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wanita mendapat manfaat yang setara dari penge -
luaran pertahanan.

?? Pertanyaan yang harus diajukan sebagai bagian dari
analisis gender atas anggaran pertahanan meliputi:

n Sampai sejauh mana alokasi umum memberikan
keamanan yang setara bagi wanita, pria, anak lelaki
dan anak perempuan?

n Sampai sejauh mana anggaran menetapkan dana
untuk wanita, pria, anak perempuan atau anak
lelaki? (Misalnya, melalui earmarking dana untuk
merekrut lebih banyak wanita; untuk cuti maternitas
dan paternitas; untuk layanan kesehatan pria dan
wanita) Apakah alokasi sumber daya cukup untuk
pelaksanaan yang efektif?

n Sampai sejauh mana anggaran menetapkan
kegiatan, masukan dan biaya yang berkaitan de -
ngan gender (misalnya, untuk pelatihan gender)?
Apa kah alokasi sumber daya cukup untuk pelak -
sanaan yang efektif?

n Sampai sejauh mana pakar/penasihat gender
dilibatkan dalam putaran anggaran?32

Yang penting adalah mempertimbangkan penyusunan
anggaran gender berdasarkan hasil-hasil bergender
dari reformasi pertahanan.  Misalnya, bila reformasi
pertahanan menghasilkan demobilisasi atau pengu -
rangan personil, harus dipertimbangkan bagaimana
hal ini akan menimbulkan pengaruh yang berbeda
terhadap pria dan wanita dan paket pesangon yang
diperlukan untuk mengatasi segala perbedaan.

Tantangan terhadap pemaduan gender dalam
anggaran pertahanan adalah pembentukan struktur
pemerintahan yang demokratis dan pembangunan
kemampuan lembaga legislatif agar dapat mem -

berikan bukan sekedar rubber stamp (asal menye tujui)
pada pengeluaran pertahanan.

!! Kiat praktis demi keberhasilan pemaduan gender
ke dalam penyusunan anggaran pertahanan:

n Letakkan perdebatan anggaran gender pada
hubungan sipil-militer yang lebih besar yang
berfokus pada peningkatan keterbukaan, pertang -
gungjawaban dan manajemen keuangan publik atas
sektor pertahanan.  Hal ini meliputi pelatihan para
anggota parlemen tentang peran dan fungsi par -
lemen dalam pengawasan pengeluaran perta han an
dan pemberdayaan para anggota parlemen un tuk
memadukan pertimbangan gender ke dalam debat
anggaran.

n Jamin supaya penyusunan anggaran gender
didukung oleh penelitian dan data yang andal.

n Berdayakan masyarakat sipil agar dapat melakukan
analisis anggaran pertahanan dan menindaklanjuti
temuan dengan kampanye sokongan dan lobi.

4.3 Memadukan gender ke dalam
tingkat lembaga

Dimensi lembaga dalam reformasi pertahanan me ru -
juk pada transformasi struktural dan teknis kekuatan
pertahanan sehingga memenuhi standar-standar na -
sional dan internasional.  Anderlini dan Conaway
me nyoroti langkah-langkah dalam transformasi lem -
baga keamanan sebagai berikut:34

n Perubahan bentuk susunan militer (misalnya,
perampingan atau penggabungan).

n Penerapan kebijakan perekrutan dan pelatihan baru
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Pada tahun 1996, pada Konferensi Komitmen Pemerintah Nasional, pemerintah Afrika Selatan bertekad mengurangi pengeluaran militer dan
mengalihkan alokasi sumber daya untuk pemberdayaan wanita mengingat fakta bahwa wanita merupakan bagian terbesar dari masyarakat miskin.
Pada konferensi ini, ketua konferensi menyampaikan imbauan ini: ’Kita harus meminta departemen-departemen pemerintah untuk membuktikan
apa yang mereka katakan, untuk mengurangi pengeluaran di bidang pertahanan untuk pembelian korvet yang masing-masing berharga 434 juta Rand,
kapal selam yang masing-masing berharga 1,1 milyar Rand, dan para jenderal yang masing-masing menghabiskan dana 464.638 Rand per tahun.’

Dalam debat tentang Anggaran Pertahanan dan Intelijen pada tahun 1995, Joe Nhlanhla, Menteri Intelijen, dikutip mengatakan: ‘Ancaman terbesar
di masa depan bagi rakyat Afrika Selatan adalah kemiskinan, pengangguran, tiadanya tempat tinggal dan layanan kesehatan yang tidak memadai.
Sepanjang menyangkut Afrika Selatan, tidak ada ancaman militer dari luar yang dapat diperkirakan.  Dengan demikian, suatu analisis ancaman
yang realistis memungkinkan suatu negara yang demokratis mengalihkan alokasi sumber daya dari lembaga keamanan ke pembangunan sosio-
ekonomi.’ Kebijakan Kongres Nasional Afrika (ANC, African National Congress), seperti terlihat pada Buku Putih tentang Pertahanan dan pada Kajian
Ulang Pertahanan, mengulang-ulang pemahaman ini.

Laporan CEDAW tahun 1998 dari Komite Tetap Gabungan untuk Perbaikan Kualitas Hidup dan Status Wanita menyatakan: ‘Sehubungan dengan
Anggaran, salah satu komitmen utama pemerintah dalam Rencana Aksi Beijing pada tahun 1996 adalah mengurangi dan mengalihkan alokasi
pengeluaran militer untuk mendukung kemajuan ekonomi wanita.  Pada saat ini, Afrika Selatan sedang menyiapkan persetujuan 30 milyar Rand
sehubungan dengan Pertahanan sementara Buku Putih Pertahanan itu sendiri menyatakan bahwa ancaman utama yang melumpuhkan demokrasi
bangsa kita yang baru timbul adalah kemiskinan dan kejahatan, dan bukan ancaman dari luar terhadap Republik ini.  Ini hanyalah salah satu contoh
nyata pemrioritasan kembali yang harus dilakukan di dalam dan antara departemen-departemen.’ Bila komitmen ini sudah diberlakukan, sumber daya
untuk menangani kemiskinan, HIV/AIDS dan kekerasan akan dapat berdampak yang besar untuk menyelamatkan nyawa dalam jumlah besar.

Versi suntingan pidato Yang Mulia Pregs Govender (Anggota Parlemen dari ANC), pada Pertemuan Puncak Pusat Keadilan Gender (CGE, Center
for Gender Equity) tanggal 6 Agustus 2001.33

Kotak 4 Dari penyusunan anggaran gender sampai pengeluaran militer: jembatan
yang terlalu jauh?



untuk memprofesionalkan dan memodernkannya.

n Pendukungan perubahan budaya sehingga
kelompok-kelompok masyarakat yang sebelumnya
tidak dilibatkan (misalnya, kelompok etnis atau
agama, wanita, dll.) dimasukkan dalam pasukan
keamanan dan lembaga-lembaga keamanan peka
terhadap kebutuhan mereka.

Banyak usaha telah dilakukan pada tingkat kebijakan
untuk menjamin agar wanita dapat ikut berpartisipasi
dalam angkatan pertahanan.  Namun demikian,
keterlibatan wanita dan kelompok-kelompok
terpinggirkan lainnya ke dalam angkatan bersenjata
dan lembaga-lembaga pertahanan lainnya harus
disertai dengan perubahan di dalam sektor pertahanan
itu sendiri.  Pengarusutamaan gender tidak bisa
menjadi kegiatan yang formulaik, yang didalamnya
orang yang beragam dimasukkan begitu saja ke dalam
struktur yang sudah ada dan status quo secara umum
dipertahankan.  Walaupun partisipasi wanita semakin
meningkat, reformasi kelembagaan harus dilakukan
untuk menjamin agar lingkungan lembaga menjadi
peka terhadap gender. 

Perekrutan, retensi dan kemajuan wanita

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh NATO
pada tahun 2000, Helena Carreiras menemukan
bahwa 70% dari wanita masih terkonsentrasi pada
layanan pendukung.  Hanya 7% menempati jabatan di
bidang yang lebih operasional.  Partisipasi wanita pada
jabatan operasional sangat dipengaruhi oleh
karakteristik organisasi militer, terutama ‘Perbandingan
Pewajib Militer’.  Penelitian ini menunjukkan bila suatu
kekuatan semakin mengandalkan personil sukarela,
semakin besar persentase personil wanitanya.35

Kekuatan pertahanan harus meningkatkan kemam -
puan mereka merekrut dan mempertahankan wanita,
orang yang berasal dari etnis-etnis yang berbeda, dan
orang yang berasal dari semua seksualitas.  Hal ini
akan mengakibatkan pengakuan beberapa hambatan
terhadap perekrutan dan retensi kelompok-kelompok
yang kurang terwakili serta perumusan kebijakan dan

prosedur pembetulan.

Penetapan target

Kebijakan sumber daya manusia kekuatan pertahanan
nasional harus menetapkan target dan jangka waktu
yang jelas yang dapat dipantau untuk mengadakan
kekuatan pertahanan yang lebih beragam.  Target ini
harus disesuaikan dengan target yang ditetapkan
secara internasional, regional dan nasional untuk
keterwakilan gender.  Misalnya, target yang ditetapkan
oleh Masyarakat Pembangunan Afrika Selatan (SADC)
untuk keterwakilan wanita adalah 30%.  Bagaimana
mencapai target ini dan mekanisme untuk menca -
painya harus ditetapkan dalam proses-proses
pe ren canaan para departemen pertahanan.  Rencana
ini harus dikaji ulang secara terus-menurus oleh
departemen pertahanan, komisi-komisi gender dan
para komite pengawasan parlementer untuk mem -
pertimbangkan secara tepat pada waktunya hambatan
yang dihadapi dan perubahan yang diperlukan untuk
mencapai tujuan tersebut.

Sampai saat ini, target 30% belum tercapai oleh
negara-negara Afrika Selatan, yang menunjukkan
bahwa pengawasan yang lebih ketat diperlukan dalam
hal ini.  Komite Wanita dalam Pasukan NATO secara
berkala menerbitkan data statistik perbandingan
tentang partisipasi wanita dalam angkatan bersenjata,
serta data tentang kriteria penerimaan di akademi
militer, ketentuan cuti maternitas/paternitas, akses
wanita atas pangkat jenderal dan jumlah jenderal
wanita, akses wanita atas penugasan di kapal selam
dan jabatan tempur, dan persentase personil wanita
yang digelar dalam misi.36 Kawasan lainnya harus ikut
melakukan pengumpulan dan penyebaran data ini,
karena data ini sendiri dapat menimbulkan tekanan
terhadap negara-negara untuk melakukan usaha yang
lebih terencana untuk mencapai keterwakilan pria dan
wanita yang seimbang.

Perekrutan

Untuk mencapai target perekrutan wanita diperlukan
kampanye perekrutan yang khusus ditujukan pada
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Gambar 4 Persyaratan kebugaran jasmani angkatan bersenjata Amerika Serikat 38

Angkatan Persyaratan skor sempurna 300 menurut jenis kelamin dan kegiatan

Pria Wanita

Marinir 20 kali pull-up

100 kali sit-up

lari 3 mil dalam 18 menit

70 detik bergantung dengan lengan ditekuk

100 kali sit-up

lari 3 mil dalam 21 menit

Angkatan Darat 75 kali push-up

80 kali sit-up

lari 2 mil dalam 13 menit

46 kali push-up

80 kali sit-up

lari 2 mil dalam 15,35 menit

Angkatan Laut 67 kali push-up

100 kali curl-up

lari 1,5 mil dalam 8 menit 10 detik

67 kali push-up

100 kali curl-up

lari 1,5 mil dalam 8 menit 10 detik
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wanita.  Misalnya, kampanye yang dilakukan di seko -
lah-sekolah dan melalui media harus mengi dentifikasi
mengapa jabatan wanita dihargai dan kesempatan-
kesempatan yang dapat mereka capai.  Kampanye
perekrutan Inggris pada tahun 1990-an meng -
gambarkan seorang prajurit wanita yang membantu
wanita korban pemerkosaan dalam suasana pepe -
rangan.  Menurut Brown, ‘pada masa pasca-Perang
Dingin, personil militer wanita dapat memainkan peran
khusus baru yang spesifik bagi mereka sebagai wanita
dan sebagai pelaku rawat dan pelindung wanita
lain’.37Walaupun dirancang untuk menarik minat
wanita, kampanye perekrutan harus menggambarkan
wanita dalam berbagai fungsi yang berbeda – sebagai
pilot, komandan angkatan laut, perwira – yang
menunjukkan bahwa wanita dapat mencapai kema -
juan melebihi fungsi layanan pendukung biasa.

Seleksi

Kriteria seleksi harus dievaluasi untuk menjamin agar
kriteria tersebut tidak diskriminatif.  Seleksi biasanya
dilakukan berdasarkan kualifikasi pendidikan,
pengalaman dan tes kebugaran dasar.  Memastikan
kriteria seleksi memenuhi kebutuhan aksi jabatan

tertentu dan terdapat standar tes fisik yang berbeda
untuk pria dan wanita – dengan standar yang secara
realistis dapat dicapai wanita – merupakan faktor
pendukung utama perekrutan wanita.  Misalnya, setiap
cabang dalam angkatan bersenjata AS menetapkan
persyaratan tes kebugaran fisik yang berbeda untuk
pria dan wanita (lihat Gambar 4).

Namun demikian, praktik terbaik dalam seleksi harus
berfokus pada  standar yang dipenuhi setelah pela -
tihan, bukan berfokus pada persyaratan awal.  Hal ini
menghasilkan kondisi yang lebih adil untuk semua
orang.

Kemajuan

Banyak lembaga militer masih membatasi peran apa
yang dapat dimainkan para wanita dan menerapkan
langit-langit pada tingkat kemajuan wanita dalam
jabatan pembuat keputusan militer.  Kebijakan yang
melarang wanita menempati jabatan tempur atau
mencapai pangkat tertinggi harus dikaji ulang dan
diganti.

Kotak 5 Peningkatan perekrutan dan retensi wanita di angkatan bersenjata Hungaria 39

Hungaria berhasil meningkatkan partisipasi wanita dalam angkatan bersenjatanya dari 4,3% pada tahun 2005 menjadi 17,56% pada tahun 2006.
Sejak jabatan tempur dibuka bagi wanita pada tahun 1996, wanita dapat menempati semua jabatan apa pun dalam angkatan bersenjata Hungaria.

Strategi Hungaria untuk meningkatkan perekrutan, retensi dan penggelaran personil wanita meliputi:

n Undang-Undang Dinas Militer yang menegakkan hak setara pria dan wanita dan menjamin kenaikan pangkat non-diskriminatif berdasarkan
keterampilan profesional, pengalaman, prestasi kerja dan masa tugas.

n Tim Kesempatan yang Sama dan Rencana Kesempatan yang Sama yang dibuat dalam bagian sumber daya manusia.

n Komite tentang Wanita dalam Kekuatan Pertahanan Hungaria dibentuk pada tahun 2003 untuk menjamin persamaan kesempatan bagi pria dan
wanita.  Komite tersebut melakukan penelitian dan mengadakan pertemuan dengan para personil militer wanita untuk mengumpulkan
pengalaman-pengalaman mereka, yang digunakan untuk membuat analisis tentang status kesetaraan gender, termasuk masalah-masalah yang
dihadapi dan usulan perubahan.

n Jaringan staf penghubung wanita dibentuk pada tingkat satuan.

n Langkah-langkah untuk meningkatkan keadaan tempat istirahat (W.C./kamar mandi) dan kesehatan pada tingkat satuan.

Komisi Kesamaan Kesempatan Kerajaan Inggris (sekarang menjadi bagian dari Komisi Kesetaraan dan HAM) adalah lembaga publik bebas yang
diamanatkan untukbertugas melakukan penghapusan diskriminasi dan memajukan kesamaan kesempatan antara wanita dan pria.

Pada tahun 2004, setelah beberapa kasus pelecehan seksual yang menggemparkan dan banyaknya pengaduan, Komisi tersebut memulai
penyelidikan resmi atas pelecehan seksual terhadap wanita yang bertugas dalam angkatan bersenjata.  Penyelidikan ini ditangguhkan dengan syarat
dilaksanakannya Perjanjian dan Rencana Aksi untuk Mencegah dan Menangani Pelecehan Seksual Secara Efektif dalam Angkatan Bersenjata.
Rencana Aksi tersebut terdiri dari tiga tahap, selama tiga tahun:

n Pemeriksaan dan pengumpulan data.

n Jangka waktu bagi Kementerian Pertahanan untuk memeriksa informasi yang dikumpulkan dan menyampaikan program kerja pada masa depan,
yang mencakup hasil dan sasaran yang akan dicapai, kepada Komisi untuk disetujui.

n Tahap pelaksanaan dan pemantauan.

Rencana Aksi tersebut secara khusus meliputi pelaksanaan survei pelecehan seksual, pengadaan pertemuan dengan kelompok-kelompok fokus,
penentuan standar untuk pencatatan pengaduan pelecehan seksual, pengangkatan analis external untuk menilai penanggulangan pengaduan, dan
peningkatan jumlah pelatih wanita.  Pada bulan Juni 2008, Komisi ini akan melakukan pengkajian akhir atas kinerja Kementerian Pertahanan dan
angkatan bersenjata untuk menentukan apakah mereka berhasil melakukan reformasi sebagaimana diwajibkan oleh Persetujuan tersebut, termasuk
mencapai hasil yang disepakati.

Kotak 6 Komisi Kesamaan Kesempatan Kerajaan Inggris dan pelecehan seksual di
angkatan bersenjata40



Wanita harus mendapat kesempatan pendidikan dan
pelatihan yang diperlukan untuk memberi mereka
kualifikasi untuk kemajuan.  Wanita juga harus men -
dapat mekanisme dukungan kelembagaan untuk
mem bantu kemajuannya.  Yang lebih penting, wanita
yang memiliki kualifikasi dan pengalaman yang diper -
lukan harus diberi kesempatan untuk me    man    faatkannya.
Kebijakan tindakan afirmatif untuk ke  naikan pangkat
wanita ke dalam struktur pembuat keputusan harus
diterapkan. Selain itu, harus ada informasi yang jelas,
transparan dan tersedia secara luas untuk penilaian
prestasi dan untuk kriteria pro mosi.  Kriteria promosi juga
harus memper timbang kan keterampilan khusus yang
dimiliki personil ke ku atan pertahanan wanita.

Menciptakan lingkungan yang kondusif

Strategi khusus harus disusun bukan hanya untuk
merekrut, tapi juga untuk mempertahankan wanita
dalam angkatan pertahanan.  Gaji yang sama untuk
pekerjaan yang sama dan akses atas insentif (pensiun,
subsidi, dll.) yang sama harus diterapkan.  Perhatian
harus diberikan agar terdapat fasilitas yang sesuai
untuk wanita di barak-barak dan agar seragam dan
peralatan juga sesuai dengan struktur fisik mereka.

Pada umumnya, para wanita masih memikul sebagian
besar tanggung jawab keluarga.  Kebijakan yang
ramah wanita dan keluarga cukup berhasil menarik
minat dan mempertahankan wanita, misalnya:
memberikan fasiltias perawatan dan penitipan anak,
mengizinkan orang tua untuk bekerja dengan jam kerja
fleksibel, dan cuti maternitas dan paternitas.
Komitmen keluarga juga bisa menyulitkan wanita
untuk ditempatkan di luar kampung halamannya,
apalagi ditugaskan di luar negeri, dan hal ini
mempengaruhi kesempatan untuk mendapat kenaikan
pangkat mereka dan sering menjadi salah satu faktor
yang membuat mereka mengundurkan dirinya dari
kekuatan pertahanan.  Karena itu, cara-cara yang lebih
kreatif harus digunakan untuk mengatasi masalah ini,
misalnya, dengan menjamin supaya keluarga mereka
cukup dipelihara selama mereka bertugas, dan bahwa
orang tua yang sedang bertugas dapat mengambil cuti
pulang menemui keluarga mereka.

Untuk mempertahankan para wanita, angkatan
pertahanan harus memberikan lingkungan kerja yang
positif.  Setidaknya, mereka harus menjamin bahwa:

n Iklim kerja di angkatan bersenjata menghambat
pelecehan seksual dan penstereotipan wanita.

n Para anita didorong untuk memainkan peran
pemimpin dan mengambil berbagai tugas, termasuk
fungsi-fungsi operasional.

n Terdapat forum yang didalamnya personil wanita
dapat menangani pengaduan pribadi atau
pengaduan yang berkaitan dengan pekerjaannya.

Kebijakan dan mekanisme reformasi lembaga

Semua kebijakan kekuatan pertahanan harus dikaji
ulang untuk menjamin agar kebijakan tersebut peka
terhadap gender.  Audit gender bisa menjadi proses
yang berguna untuk mempengaruhi proses pengkajian
ulang kebijakan.

Kebijakan tertentu juga harus diterapkan tentang isu-
isu seperti eksploitasi dan penganiayaan seksual,
pelecehan seksual dan kesetaraan kesempatan.
Kebijakan ini harus disosialisasi sehingga para pekerja
menyadari hak dan tanggung jawab mereka.
Kekuatan pertahanan harus menggunakan
pendekatan ‘toleransi nol’ terhadap pelecehan seksual
serta eksploitasi dan penganiayaan seksual, dan
menjamin supaya para pelanggar dijatuhi disiplin.
Kebijakan ini harus memberikan perlindungan kepada
whistle-blowers (para peniup peluit) dan menerapkan
prosedur pengaduan, penyelidikan dan penjatuhan
hukuman yang jelas dan independen.  Saluran telepon
hotline untuk melaporkan kasus pelecehan seksual
dan penganiayaan seksual sangat dianjurkan (lihat
Kotak 6).

Untuk mengarusutamakan gender ke dalam lembaga,
harus ditetapkan titik fokus gender dan direktorat
Kesempatan yang Sama, dengan mandat yang jelas.
Departemen-departemen ini harus diberi wewenang,
keuangan dan kemampuan yang cukup untuk
melaksanakan mandatnya.  Kekuatan pertahanan juga
dapat mempertimbangkan Konferensi Perdamaian
Wanita tahunan, seperti yang diadakan di Afrika
Selatan, yang didalamanya para wanita dari militer dan
masyarakat sipil berkumpul untuk membicarakan dan
menyusun agenda perdamaian bersama.

Kode perilaku

‘Saya akan memperlakukan semua orang dengan
adil dan menghormati hak-hak dan martabat mereka,

tanpa memperhatikan ras, etnis, gender, budaya,
bahasa atau orientasi seksual mereka.’

Kode perilaku untuk para prajurit kekuatan
pertahanan Afrika Selatan yang berpakaian

seragam.41

Penyusunan dan pensosialisasian kode perilaku bisa
menjadi mekanisme penting untuk menanamkan
budaya baru dalam angkatan bersenjata dan untuk
mengiatkan lagi dan memperbarui pengabdian
angkatan bersenjata sesuai dengan prinsip-prinsip
yang ditentukan dalam kebijakan dan perundang-
undangan tentang pertahanan.  Kode perilaku
ke  kuatan pertahanan adalah kesempatan untuk:

n Menetapkan aturan dan standar perilaku yang
berkaitan dengan diskriminasi, pelecehan,
eksploitasi dan penganiayaan seksual.

n Memperkuat beratnya tindakan pelanggaran ini dan
dengan demikian membantu mengubah sikap-sikap
di kalangan personil kekuatan pertahanan.

n Menggarisbawahi baik tanggung jawab kriminal
perorangan maupun tanggung jawab komando atas
tindakan seperti ini dan menunjukkan bahwa tidak

Lihat Tool tentang Penilaian,

Pemantauan dan Evaluasi RSK 
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ada impunitas.

n Menunjukkan kepada rakyat bahwa kekuatan
pertahanan bertekad melindungi wanita dan anak-
anak dan mempromosikan partisipasi wanita
sehingga membangun kepercayaan.

Bila isu-isu seperti ini dimasukkan dalam kode
perilaku, hal ini harus tercermin dalam peraturan
kekuatan pertahanan yang menguraikan langkah-
langkah hukuman untuk pelanggaran yang berbeda.

Kode Perilaku untuk Aspek Keamanan Politik-Militer
dari Organisasi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa
(OSCE), walaupun tidak secara langsung menangani
isu-isu GBV atau diskriminasi berbasis gender,
mewajibkan para negara anggota untuk melaksanakan
praktik perekrutan yang sesuai dengan kewajiban dan
komitmen sehubungan dengan HAM dan kebebasan
dasar.42 Bila hal ini dihubungkan dengan standar
hukum internasional, Kode Perilaku tersebut
mewajibkan para negara anggota OSCE untuk me -
nying kirkan segala hambatan terhadap kenaikan
pangkat dan pengikutsertaan wanita dalam bidang
pertahanan.  Pasal 30 kode perilaku tersebut me -
wajibkan para negara anggota OSCE untuk
me  nga  jarkan hukum, peraturan, konvensi dan komit -
men internasional kepada para anggota ang katan
ber senjata, sehingga menjamin bahwa per sonil
tersebut menyadari bahwa mereka bertang gung jawab
secara pribadi atas tindakan-tindakan yang mereka
lakukan.

Kode perilaku ini dapat digunakan sebagai alat untuk
mendukung pelatihan militer mengenai GBV dan untuk
melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB
Nomor 1325.

Beberapa lembaga PBB dan kekuatan pertahanan
nasional telah menyesuaikan kode perilaku mereka
untuk memasukkan prinsip-prinsip tertentu yang
diuraikan dalam buletin Sekretaris Jenderal PBB
mengenai langkah-langkah khusus untuk perlindungan
terhadap eksploitasi dan penganiayaan seksual (lihat
Kotak 7).

‘Tujuan Sekretaris Jenderal menyebarkan buletin
mengenai perlindungan terhadap eksploitasi dan
penganiayaan seksual adalah untuk menjamin agar
semua kategori personil yang bertugas di bawah
bendera PBB akan benar-benar menyadari standar
perilaku yang diharapkan dari mereka, dan agar
standar tersebut mereka patuhi dalam upaya
pencegahan eksploitasi dan penganiayaan seksual.
Selain itu, Sekretaris Jenderal meng himbau Para
Negara Anggota supaya me ma sukkan prinsip-
prinsip inti yang diuraikan dalam buletin tersebut ke
dalam standar dan kode perilaku untuk angkatan
bersenjata dan kepolisian nasional mereka.’43

Departemen Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB
membentuk satuan-satuan perilaku dan disiplin pada
bulan November 2005 untuk memperkuat pertang -
gungjawaban dan menegakkan standar perilaku dalam
misi PBB.  Satuan perilaku dan disiplin tersebut
berperan sebagai mekanisme pengawasan tambahan
untuk personil PBB, di luar struktur negara yang
mengirimkan pasukan.  Melalui satuan perilaku dan
disiplin ini, pelatihan umum tentang pencegahan
eksploitasi dan penganiayaan seksual sudah menjadi
kewajiban untuk semua personil pemeliharaan
perdamaian; prosedur penyelidikan pelanggaran
sedang dibakukan; dan pangkalan data global me -
ngenai tuduhan dan kasus pelanggaran akan

Ghana selalu menyumbangkan pasukan pada misi PBB dan telah mengutamakan pemaduan ketentuan dan peraturan PBB yang menetapkan
standar perilaku untuk angkatan bersenjata dalam operasi dukungan perdamaian ke dalam kode perilaku nasional mereka.  Rangkuman berikut ini
diambil dari Kode Perilaku angkatan bersenjata dan pasukan keamanan Ghana:

Eksploitasi dan Penganiayaan Seksual 
Hal-hal berikut ini harus dihindari:
Segala imbalan uang, kerja, barang atau jasa untuk hubungan seksual
Segala jenis kegiatan seksual dengan anak-anak (orang berusia di bawah 18 tahun) 
Segala bentuk penghinaan, pelecehan atau perilaku eksploitatif
Segala imbalan seksual atas bantuan yang diberikan
Segala jenis pelanggaran seksual yang merusak citra, keterpercayaan, kenetralan atau kejujuran pasukan Anda

Disiplin
Tunjukkan standar disiplin yang tinggi.  Semua tindakan pelanggaran disiplin harus dilihat sebagai tindakan yang merusak kekompakan pasukan dan
pelanggar akan dihukum berat.

Hubungan Pria/Wanita
Harus didukung terjadinya interaksi yang sehat dan profesional antara pria dan wanita.  Tidak didorong terjadinya hubungan tak bermoral di antara
personil pasukan.

Aturan untuk Kode Perilaku
Tidak boleh melakukan tindakan tak bermoral seperti penganiayaan atau eksploitasi seksual, fisik atau psikologis.  Hormati dan hargai HAM semua
orang
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Kotak 7 Kode Perilaku untuk Angkatan Bersenjata dan Kekuatan Keamanan Ghana45



dio pe rasikan pada akhir tahun 2007.44

Pelatihan

Kursus pelatihan di sektor pertahanan juga harus
memasukkan pelatihan tentang ketanggapan gender,
akibat-akibat konflik bergender, dan pengarusutamaan
gender pada semua tingkatan untuk semua personil.
Semua personil harus mengenal apa itu gender dan
mengapa gender penting, dan juga bagaimana
kesetaraan gender meningkatkan kinerja kekuatan
pertahanan.

Menurut kesimpulan dari pertemuan para pejabat dari
22 negara yang menyumbangkan pasukan dan polisi,
rencana latihan sebelum penggelaran untuk
pemeliharaan perdamaian harus:

n Memasukkan pelatihan untuk menangani hambatan
bahasa, ketanggapan budaya, tanggung jawab
warga negara, HAM dan kesadaran gender.

n Melibatkan pakar gender yang tersedia di
negaramasing-masing dalam kementerian urusan
wanita/gender atau LSM wanita untuk mendukung
pelatihan sebelum penggelaran.

n Memadukan kesadaran gender dalam kurikulum
yang membentuk pendidikan jangka panjang
personil militer untuk menjamin dampak yang
berkelanjutan.

n Memberikan keterampilan dasar kepada perwira
militer wanita untuk meningkatkan peluang penu -
gasan mereka untuk pemeliharaan perdamaian.

n Memasukkan penilaian secara berkala atas hasil-
hasil pelatihan untuk mengenali dan memperbaiki
kesenjangan pelatihan dan kebutuhan dukungan
lainnya.46

Personil yang bekerja dalam program perlucutan,
demobilisasi dan reintegrasi (DDR) sangat mem -
butuhkan pelatihan gender agar dapat mengakui dan
memenuhi kebutuhan para bekas penempur wanita
dan wanita yang terkait dengan kelompok-kelompok
bersenjata, dan para prajurit anak lelaki dan anak
perempuan.  Maskulinitas juga harus dipertimbangkan
untuk menjamin agar pria didukung untuk berubah dari
identitas ksatria menuju peran yang lebih sesuai, dan
untuk melibatkan pria dalam pencegahan GBV (lihat
Kotak 8).47

4.4 Pemaduan gender ke dalam
reformasi pertahanan tingkat
masyarakat

Perubahan reformasi pertahanan pada tingkat sosial
ha rus mencakup perubahan cara masyarakat me man -
dang kekuatan pertahanan dan peningkatan kerja sama
antara angkatan pertahanan dan masyarakat sipil.

Partisipasi wanita dalam kekuatan pertahanan
dipengaruhi oleh pandangan masyarakat secara
keseluruhan tentang sektor pertahanan: sebagai
tempat untuk pembentukan maskulinitas dan bukan
tempat yang cocok bagi wanita.  Karena itu,
perubahan sosial adalah syarat mutlak bagi keber -
hasilan perekrutan dan retensi wanita dalam angkatan
bersenjata.  Namun demikian, ini bukan suatu proses
perubahan yang berurutan dalam masyarakat terlebih
dahulu dan kemudian perubahan dalam lembaga
militer.  Perubahan budaya militer dan peningkatan
partisipasi wanita juga menghasilkan perubahan cara
masyarakat memandang lembaga militer.

Angkatan Bersenjata Afrika  Selatan menerbitkan
sebuah majalah yang berjudul ‘Prajurit’ yang secara
berkala menampilkan berbagai peran berbeda yang
dimainkan wanita dalam angkatan pertahanan.  Hal ini
cukup menantang stereotipe wanita dalam angkatan
pertahanan. Menonjolnya peran wanita dalam
angkatan pertahanan harus selalu ditampilkan di
media agar persepsi masyarakat berubah.  Dengan
demikian, akan semakin terlihat nilai tambah yang
diberikan wanita dalam reformasi pertahanan.

Kekuatan pertahanan harus menjangkau organisasi-
organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam
perdamaian dan keamanan untuk mengetahui
bagaimana meningkatkan kemampuan  menan g gu la -
ngi ancaman keamanan dengan memanfaatkan
partisipasi masyarakat.  Pasukan keamanan baru di
negara-negara pasca konflik harus memanfaatkan
keahlian kelompok-kelompok wanita yang sudah
sering menangani konflik untuk memberikan ke a -
manan bagi wanita dan anak-anak serta mem bangun
perdamaian.  Mereka dapat memberikan gam baran
mengenai penderitaan masyarakat, ter u tama wanita
dan anak-anak, dan pada gilirannya dapat berperan
se bagai mekanisme pemantau untuk men jamin agar
strategi yang disepakati memang dilaksanakan.  Ke -
sepakatan ini memberikan legitimasi kepada kekuatan
per tahanan dan mempromosikan praktik yang de mo k -
ratis di sektor pertahanan.

5Memadukan gender ke
dalam reformasi pertahanan
dalam konteks tertentu

5.1 Negara-negara pasca-konflik

Reformasi pertahanan adalah aspek penting dari
stabilisasi pasca-konflik, di mana dalam banyak kasus

Lihat Tool tentang Pengawasan

Masyarakat Sipil atas Sektor

Keamanan dan Gender

Lihat Tool tentang Pelatihan

Gender untuk Aparat Keamanan
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DDR para bekas penempur menjadi prioritas yang
mendesak.  Untuk negara-negara pasca-konflik, refor -
masi pertahanan harus menangani seluruh empat 'A':
appropriateness (kesesuaian), accountability (pertang -
gungjawaban), affordability (kelayakan) dan adequacy
(kecukupan).  Ini menunjukkan reformasi politik, eko -
no mi, lembaga dan sosial yang signifikan.  Karena
wa nita adalah partisipan sekaligus korban dari konflik,
kebutuhan dan peran khusus mereka harus diper -
hatikan dan partisipasi penuh mereka dijamin dari
per mulaan proses perdamaian dan selama proses
DDR dan RSK.

Melibatkan para wanita dalam proses DDR di
Republik Demokratis Kongo

Republik Demokratik Kongo (DRC) masih dalam
proses pelaksanaan DDR dan penyusunan kerangka
kebijakan untuk lembaga-lembaga pertahanan baru.

DRC telah terlibat dalam konflik sejak mendapatkan
kemerdekaan pada tahun 1960.  Kekuatan Per ta ha nan
rezim Mobutu Sese Seko bersifat patrimonial, par tisan,
tak bertanggung jawab, dan terlibat dalam banyak
pelang garan HAM.  Dalam konflik setelah ditum bang -
kannya Mobutu, lebih dari 3,8 juta orang diperkirakan
tewas, 49 dan kekerasan di DRC terus berlanjut.
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Selama lebih dari sepuluh tahun, Dana Kependudukan PBB (UN Population Fund) telah mendukung proyek-proyek yang ditujukan untuk
mempromosikan kesehatan seksual dan reproduksi di kalangan personil angkatan bersenjata.  Proyek-proyek ini telah dilaksanakan oleh angkatan
bersenjata berbagai negara mulai dari Benin, Ekuador, Madagaskar, Mongolia dan Paraguay sampai Ukraina.  Proyek-proyek ini terdiri dari komponen-
komponen kuat pelatihan dan peningkatan kesadaran tentang berbagai isu, seperti pencegahan HIV/AIDS, kesehatan ibu dan GBV.

Ekuador: Kesehatan Seksual dan Reproduksi untuk Angkatan Bersenjata dan Kepolisian Nasional (1999-2001)

Ini adalah tahap kedua dari sebuah proyek yang dimulai dengan memusatkan perhatian pada peningkatan kesehatan ibu.  Proyek ini ditujukan pada
para siswa muda di sekolah-sekolah militer, para pewajib militer dan para perwira melalui prakarsa yang berbeda:

n Memasukkan isu-isu kesetaraan gender ke dalam kurikulum sekolah militer.

n Memberikan pelatihan kepada para instruktur tentang bagaimana mengajarkan isu-isu ini, termasuk metode pengajaran partisipatif.

n Program pendidikan orang tua, termasuk diskusi mengenai harga diri, perubahan psikologis dan biologis selama masa remaja dan penyelesaian
konflik.

n Memadukan isu-isu kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, seksualitas dan cinta ke dalam kurikulum latihan militer untuk para pewajib militer
dan para perwira.  Juga menerapkan teknik pengajaran partisipatif.

n Memberikan berbagai layanan kesehatan reproduksi, termasuk vasektomi.

Hasilnya adalah peningkatan signifikan permintaan vasektomi, suatu kejadian langka di negara yang didalamnya pembicaraan tentang topik ini
sering dianggap tabu.  Selain itu, telah dilaporkan juga penurunan tingkat kesuburan di kalangan peserta program.

Pelajaran yang didapat meliputi:

n Dukungan dan sokongan yang lebih besar pada pangkat militer tertinggi dan di kalangan komandan pangkalan militer akan memperkuat proyek.

n Dalam konteks militer di mana tingkat perputaran yang tinggi adalah hal yang umum, pelatihan harus diberikan secara berkelanjutan agar efektif.

n Kemampuan pelatihan harus ditingkatkan untuk menghindari ketergantungan pada konsultan eksternal.

n Metode pengajaran partisipatif, seperti drama, permainan, audiovisual dan latihan tertulis, merangsang kehadiran dan diskusi kelas.

n Penggunaan bahan-bahan pendidikan yang sudah ada dan berbagi pelajaran yang didapat dengan proyek pendidikan seksualitas lainnya –
seperti proyek yang diadakan Kementerian Pendidikan – membantu mengurangi biaya dan kemubaziran.

n Perluasan cakupan layanan kesehatan reproduksi selain keluarga berencana dapat memperluas basis klien dan membantu mendorong perilaku
memperhatikan kesehatan pria.

n Perhatikan kebutuhan khusus kawasan bersangkutan (dalam hal ini, kebutuhan kontrasepsi yang belum terpenuhi dan tingkat kejadian penyakit
kanker yang tinggi pada wanita) sebagai cara untuk mencari titik mula yang efektif di bidang kesehatan reproduksi dan seksual.

n Menjamin ketersediaan komoditas kesehatan reproduksi yang berkelanjutan, termasuk kondom, merupakan aspek penting dari proyek ini.
Penugasan prajurit dan perwira muda untuk membeli kondom di apotek komersial bukanlah strategi yang tepat.

n Konsep kesetaraan gender dapat dipelajari, bahkan di lembaga yang biasanya didominasi pria seperti angkatan bersenjata.  Namun demikian,
kesetaraan gender masih menjadi konsep abstrak bila dipisahkan dari isu kesehatan dan hak seksual dan reproduksi.

n Strategi yang tepat untuk melaksanakan proyek ini adalah dengan memadukan pendidikan mengenai kesehatan reproduksi ke dalam akademi-
akademi pelatihan untuk perwira, perwira menengah dan pewajib militer, bukan dengan membatasinya pada para siswa di sekolah militer.

n Pemantauan dan evaluasi sangat penting untuk perancangan proyek, yang memerlukan penyusunan anggaran sumber daya manusia dan
keuangan, tanggung jawab pengawasan dan indikator evaluasi.

Kotak 8 Pelatihan kesehatan seksual dan reproduksi bagi personil angkatan
bersenjata 48



Di mana para wanita?
Laporan mengenai viktimisasi dan kekerasan terhadap
wanita selama konflik DRC sangat banyak.
Diperkirakan lebih dari 40.000 wanita dan anak
perempuan diperkosa oleh para prajurit (termasuk
sebagian personil pemelihara perdamaian) dan wanita
serta anak perempuan diculik untuk bekerja sebagai
budak seks, kuli, tukang masak dan petugas
kebersihan.50 Wanita dan anak-anak juga menjadi
penempur, baik karena terpaksa maupun secara
sukarela, dalam berbagai faksi bersenjata.  Selain itu,
para wanita membentuk berbagai kelompok yang
melakukan lobi untuk mengakhiri konflik.

Namun demikian, ketika proses perdamaian dimulai,
wanita tidak terlihat lagi.  Mereka menuntut dilibatkan
dalam Dialog Antar-Warga Kongo, tapi dalam dialog ini
wanita hanya 10% dari delegasi yang hadir.  Kurangya
keterlibatan wanita ini diikuti oleh tingkat keterwakilan
wanita yang rendah dalam struktur pembuat
keputusan selama masa transisi dan setelah pemilihan
umum tahun.

Wanita dan DDR
Di DRC, ribuan wanita dan anak perempuan yang
dikatakan pernah ‘mendampingi penempur pria’
terpinggirkan dalam proses DDR dan kebutuhan
mereka diabaikan.  Schroeder mencatat pada tahun
2005 orang-orang yang memenuhi syarat sebagai
‘kelompok sasaran’ untuk mendapat tunjangan DDR
umumnya adalah pria bersenjata, dengan sedikit
perhatian yang diberikan pada kelompok aktor yang
jauh lebih besar yang tidak memiliki karakteristik, ke -
butuhan atau kerentanan yang sama.51 Persyaratan
bahwa orang harus memanggul senjata agar
memenuhi syarat untuk perlucutan senjata menga -
baikan peran tak bersenjata yang dimainkan wanita
dalam konflik bersenjata.  Stereotipe peran wanita
dalam konflik bersenjata belum hilang dan meng -
hambat keinginan wanita untuk maju dan
me nam pilkan diri mereka untuk perlucutan senjata,
dan menghambat mereka yang terlibat dalam proses
DDR dalam mengidentifikasi para wanita dan anak
perempuan sebagai kelompok yang perlu dimasukkan.

Pada gilirannya, tidak dilibatkannya wanita dalam
proses DDR membatasi kesempatan mereka untuk
dipadukan dari faksi bersenjata ke dalam tentara
nasional.  Sampai saat ini, hanya 1.271 wanita yang
telah dipadukan ke dalam tentara nasional Kongo, dan
hanya 2.584 wanita yang telah didemobilisasi dan
direintegrasikan ke dalam masyarakat mereka.

Masa rekonstruksi pasca-konflik memberikan
kesempatan unik untuk mengubah peran gender yang
telah ditetapkan dan untuk mengarusutamakan
gender.  Dalam proses DDR DRC, ini pada hakikatnya
merupakan kesempatan yang terabaikan.

!! Kiat dan pelajaran yang didapat

n Wanita perlu dilibatkan dalam forum pembuatan
keputusan sejak awal proses perdamaian sehingga

kebutuhan mereka teridentifikasi dan diperhatikan.

n Pakar dan keahlian gender harus dikerahkan dalam
proses  perencanaan, perancangan, pelaksanaan
dan penilaian DDR.  Data yang dipisahkan menurut
gender harus dikumpulkan dan digunakan untuk
menyusun gambaran yang jelas mengenai bekas
penempur masing-masing, tanggungan mereka, dan
orang lain yang terkait dengan kelompok-kelompok
bersenjata.  DDR harus mem  pertim bangkan ke bu -
tuh an yang berbeda dari semua kelompok ini.
Standar Demobilisasi dan Reintegrasi Terpadu
UNDDR dan Daftar Periksa Perlucutan, Demobilisasi
dan Reintegrasi Sadar-Gender UNIFEM adalah alat
rujukan penting untuk perencanaan program DDR
dengan cara yang peka terhadap gender.

n Semua staf DDR harus mendapat pelatihan yang
berkaitan dengan isu gender sehingga mereka
dapat merencanakan, melaksanakan dan menilai
program dengan cara yang peka terhadap gender.

n Usaha penyuluhan, pelatihan dan peningkatan
kesadaran masyarakat harus diperluas hingga
mencakup para pemimpin, organisasi dan
pendukung wanita mengenai aspek teknis dan
prosedural dari proses DDR untuk menjamin agar
para wanita berpartisipasi dalam pembuatan
keputusan dan memahami keterlibatan mereka.52

n Proses-proses harus ditetapkan supaya kelompok-
kelompok wanita dan para bekas penempur wanita
bisa melaporkan informasi tentang para pelaku
GBV. Informasi ini harus digunakan untuk me nya -
ring para calon yang ingin bergabung dengan
ang katan bersenjata nasional, dan juga untuk
penuntutan.

n Menyusul konflik, mekanisme untuk memberikan
keadilan bagi orang yang telah mengalami
kekerasan seksual menjadi prioritas utama,
termasuk penuntutan para pelaku dan atasan
mereka yang bertanggung jawab, serta bantuan dan
pemulihan bagi korban.

5.2 Negara-negara dalam masa
transisi

‘Negara-negara dalam masa transisi’ adalah negara
yang baru saja terlepas dari rezim represif, dan yang
lembaga demokrasinya masih rapuh. RSK mungkin
diperlukan untuk membantu menata demokrasi dan
mem bangun budaya yang menghargai hak.  Re for ma -
si pertahanan dalam konteks ini juga berkaitan dengan
peningkatan keterwakilan dan penguatan mekanisme
pengawasan.

Reformasi pertahanan di Afrika Selatan pasca-
konflik

Pada tahun 1994, Afrika Selatan mengalami transisi dari
ne gara apartheid menjadi negara demokrasi.  Wanita
men jadi bagian terpadu dari proses pembuatan ke pu -
tus an untuk membuat Undang-Undang Dasar yang
ba ru, yang didasarkan pada prinsip-prinsip non-dis kri mi -
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nasi, non-seksisme, HAM dan per  tang gung  ja wab an
demokratis.  Untuk menegakkan prinsip-prinsip ini,
Afrika Selatan melakukan se rang kaian proses restruk -
turisasi normatif dan institusional yang mencakup
diskriminasi positif (affirmative action) dan penga -
rusutamaan gender.  Reformasi Pasukan Pertahanan
Afrika Selatan (SANDF) dirancang untuk: menetapkan
kontrol sipil atas angkatan pertahanan; menyesuaikan
tujuan kekuatan pertahanan dengan tujuan peme -
rintahan baru; menciptakan angkatan bersenjata yang
non-partisan, non-seksis dan terpadu; dan mera -
sionalisir kekuatan pertahanan tanpa mengurangi
ke mampuan pertahanan.

Kebijakan Pertahanan, yang diterapkan pada tahun
1996:

n Dimulai dengan premis bahwa keamanan nasional
harus diperluas sehingga mencakup masalah
politik, ekonomi, sosial dan lingkungan’.53 Dengan
mengambil perspektif keamanan manusia, kebi -
jakan ini memandang ancaman terbesar bagi
negara berasal dari kemiskinan, kurangnya pem ba -
ngun an, dan tingkat kejahatan yang tinggi.

n Menetapkan kerangka dasar untuk kontrol
demokratis atas angkatan bersenjata: bahwa Men -
teri Pertahanan akan bertanggung jawab kepada
Parlemen, bahwa Parlemen akan menye tujui
Anggaran Pertahanan tahunan, dan bahwa Komite
Tetap Gabungan untuk Pertahanan akan dibentuk
oleh Parlemen untuk melakukan pengawasan.

n Menyatakan bahwa SANDF secara umum harus
mewakili seluruh rakyat Afrika Selatan dan
mengakui hak-hak wanita untuk bertugas pada
semua pangkat dan jabatan, termasuk peran
tempur’.54 Untuk mencapai tingkat keterwakilan ini,
Menteri Pertahanan ditugaskan melaksanakan
program aksi afirmatif dan kesempatan yang sama
serta membentuk Sub-Direktorat Gender di Depar -
temen Pertahanan (DoD). 

Peluang dan tantangan

Transisi Afrika Selatan memberikan kesempatan untuk
pemasukan kesetaraan gender sebagai sasaran
utama negara tersebut secara keseluruhan,
khususnya kekuatan pertahanan barunya.  Walaupun
SANDF cukup berhasil dalam proses transformasinya,
termasuk pemakukan wanita pada berbagai tingkat
pangkatnya, kekuatan pertahanan ini masih belum
berhasil mencapai keterwakilan wanita 30% (sasaran
yang ditetapkan pada Deklarasi Gender dan
Pembangunan Masyarakat Pembangunan Afrika
Selatan [SADC]) dan wanita masih menghadapi
banyak hambatan dalam usaha mereka mencapai
kesetaraan.

Pada tahun 2006, Audit Pengarusutamaan Gender
SANDF dilakukan.  Tabel berikut ini memperlihatkan
sangat kurangnya wanita dalam struktur pimpinan
puncak SANDF.  Tidak ada Letnan Jenderal wanita
dan hanya delapan Mayor Jenderal (yang juga
menjadi Direktur Utama Badan Transformasi SANDF).

Pada bulan Juni 2007, delapan Brigadir Jenderal

wanita baru diangkat, sehingga jumlah perwira tinggi
wanita menjadi 25 orang.55 Para wanita sudah me -
masuki jabatan teknis dan terampil, tapi proses
transformasinya masih lambat baik dalam hal jumlah
maupun perubahan budaya.

Walaupun DoD memiliki kerangka kebijakan untuk
pengarusutamaan gender dan memiliki Staf
Penghubung Gender, Forum Gender, Dewan
Penasihat Pengarusutamaan Gender, serta Badan
Peluang Setara dan Aksi Afirmatif, masih ada masalah
pelaksanaan kebijakan dan kemampuan lembaga.
Misalnya, laporan Audit menyatakan bahwa:

‘Umumnya terdapat kemampuan yang tidak memadai
untuk mendukung pengarusutamaan gender yang
efektif di Dephan.  Ini berkaitan dengan kemampuan
sehubungan dengan keterampilan, pengetahuan
(persyaratan kepatuhan hukum/kebijakan dan
kerangka teoretis) dan jumlah sumber daya manusia,
keuangan dan logistik yang disediakan untuk
pengkoordinasian penyusunan program gender dan
pemantauan kepatuhan di DoD.’56

Walaupun wanita ditugaskan dalam misi pemeliharaan
perdamaian, keterwakilan mereka sebagai atase
militer tidak berarti apa-apa.  Ini mengherankan karena
peran ini sangat disoroti sebagai peran di mana wanita
dapat memberikan sumbangan berharga bagi
pemeliharaan perdamaian.

Bagian utama dari penciptaan kesetaraan gender
adalah perubahan budaya organisasi.  Namun
demikian, para wanita di SANDF masih melihat terus
terjadinya seksisme dan pelecehan seksual, ku -
rangnya kesempatan yang setara untuk kenaikan
pangkat dan masih dominannya budaya macho.
Pelibatan wanita tidak otomatis mengubah ekspresi
patriarkat ini, dan aspek-aspek pengarusutamaan
gender inilah yang masih perlu benar-benar
diperhatikan oleh SANDF.

!! Kiat dan pelajaran yang didapat

n Keterwakilan wanita dalam meja-meja perundingan
demi tercapainya perdamaian merupakan faktor
penentu penting bagi peran mereka dalam
masyarakat baru yang sedang dibentuk.

n Perancangan kebijakan dan penetapan mekanisme

Reformasi Pertahanan dan Gender

21

Tingkat Pria Wanita Total
Total %

Perempuan

Manajemen Tingkat 15 2 17 11,6

Manajemen Tingkat 269 31 300 10,3

Manajemen Tingkat 6.595 1729 8.324 20,8

Profesional/ Trampil 17.484 7.270 24.654 29,5

Semua staf 59.668 17.301 76.969 22,5



lembaga untuk pengarusutamaan gender me -
rupakan kondisi yang diperlukan namun tidak cukup
untuk mewujudkan keadilan gender dalam kekuatan
pertahanan.  Kebijakan ini harus diso si ali sa sikan
dan pelaksanaannya dipantau.  Lem baga yang ingin
mencapai kesetaraan gender harus mendapatkan
cukup sumber daya manusia dan keuangan.

n Perubahan budaya lembaga adalah aspek paling
penting untuk pengarusutamaan gender di negara-
negara yang masih dalam masa transisi.  Namun
demikian, hal ini memerlukan waktu dan sumber
daya khusus.

5.3 Negara-negara maju

Reformasi pertahanan di negara-negara maju sangat
berkaitan dengan pembentukan angkatan bersenjata
yang sesuai dengan tantangan internasional baru
seperti perwujudan perdamaian dan pembangunan
perdamaian.

Reformasi pertahanan di Swedia

Reformasi  pertahanan di Swedia sekarang ini sudah
dimulai pada tahun 1998, dengan perubahan
komprehensif pada postur pertahanan negara yang
sebelumnya netral tersebut.  Rakyat Swedia ingin
melakukan transformasi dari angkatan pertahanan
melawan invasi menuju pertahanan operasional yang
mobil dan fleksibel, yang dapat mempertahankan
Swedia dan ambil bagian dalam operasi-operasi
internasional’. Fungsi ganda yang diperluas dari
kekuatan pertahanan Swedia ini telah terjadi di tengah
keterbatasan keuangan karena pengeluaran militer di
Swedia terus berkurang dari 2% dari PDB pada tahun
1999 menjadi 1,4% dari PDB pada tahun 2006.57

Personalia

Walaupun program wajib militer terbatas pada pria,
para wanita sudah masuk dinas militer di Swedia,
termasuk pelatihan perwira, sejak tahun 1980.  Ini
menunjukkan perubahan lingkungan strategis di mana
Swedia melihat dirinya: bukan hanya mengalami
perubahan ancaman keamanan tapi juga mengalami
perubahan teknologi dan keterampilan yang
diperlukan.

Proses reformasi pertahanan Swedia umumnya
berfokus pada peningkatan efisiensi manajemen
sumber daya manusia sementara melakukan
perampingan.  Diperkirakan Swedia harus mengurangi
personil kekuatan pertahanannya sebesar 25%, atau
sekitar 5.000 personil tetap, yang separuh di antaranya
adalah perwira profesional.58 Alasan-alasan restruk -
turisasi personil ini meliputi kebutuhan untuk dapat
merekrut dan mempertahankan para perwira untuk
sistem pertahanan baru yang disesuaikan dengan
intervensi tersebut.  Hal ini memerlukan kesediaan
para perwira untuk bertugas di luar negeri, yang
umumnya lebih disukai para perwira muda.59

Restrukturisasi ini membuka ruang supaya lebih
banyak wanita untuk menjadi perwira.  Pada bulan

Desember 2006, 19% dari personel Angkatan
Bersenjata Swedia adalah wanita dan 81% pria.60

Namun demikian, hanya 4,5% dari perwira profesional
adalah wanita.61 Walaupun hal ini menunjukkan masih
banyak yang harus dicapai, pada awal proses
reformasi pada tahun 1999, wanita hanya 2,5% dari
total personel angkatan bersenjata.Yang telah
dilakukan adalah pembahasan rencana untuk
merekrut lebih banyak wanita bila perekrutan perwira
dilakukan kembali.62

Kesempatan yang sama dan pengarusutamaan
gender

Pada tahun 2006, enam perwira tinggi dipilih untuk
mengikuti program ‘Pelatih Gender’ tentang
kesempatan yang sama.63 Tujuan program ini adalah
menjadikan para perwira tingkat tinggi peka sehingga
mereka pada gilirannya menyebarkan pengetahuan
mereka ke departemen mereka dan aspek-aspek
kesetaraan kesempatan dapat dipertimbangkan dalam
segala jenis keputusan, alokasi dan operasi.64

Selanjutnya, 240 penasihat pelecehan seksual telah
dilatih, dan semua personil yang baru direkrut
mendapat pelatihan mengenai toleransi nol Angkatan
Bersenjata Swedia untuk program pelecehan
seksual.65 Jumlah laporan pelecehan seksual
berkurang dari 16 pada tahun 2005 menjadi 10 pada
tahun 2006.66

Angkatan Bersenjata Swedia juga telah melakukan
pengarusutamaan Resolusi Dewan Keamanan PBB
Nomor 1325 ke dalam kegiatan mereka.  Setiap
prajurit yang mengikuti suatu operasi atau misi
menjalani minimal tiga jam pelatihan mengenai
resolusi nomor 1325 dan gender dan sejak tahun 2005
pelatihan gender telah dimasukkan dalam semua
kurikulum sekolah militer dan pada semua tingkat
pendidikan.67

Akses atas kekuasaan membuat keputusan

Kemajuan yang luar biasa telah tercapai oleh para
wanita di Swedia dalam memanfaatkan ruang dalam
perdebatan pertahanan dan keamanan untuk
memperluas peran mereka sebagai pembuat
keputusan keamanan.  Pada tahun 2003, Menteri
Pertahanan, Menteri Luar Negeri dan kepala Otoritas
Manajemen Krisis semuanya wanita.

!! Kiat dan pelajaran yang didapat

■ Pemaduan gender ke dalam angkatan bersenjata
bukan sekedar mengizinkan wanita untuk
bergabung.  Pelatihan gender dan perubahan
lembaga lainnya harus mendukung usaha ini.

■ Kesetaraan gender harus dipadukan ke dalam
semua aspek pelatihan dan operasi.

■ Akses wanitaatas kekuasaan membuat keputusan
pada tingkat eksekutif sangat penting dan dapat
memberikan kemauan politik yang diperlukan untuk
mendorong  pemaduan gender.
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Pasukan Uni Eropa (EUFOR) Republik Demokratik Kongo
Pada tahun 2006 angkatan bersenjata Swedia ikut mengirimkan pasukan untuk operasi militer Uni Eropa di Republik Demokratik Kongo (EUFOR
Republik Demokratik Kongo), sebuah penugasan yang melibatkan seorang Penasihat Gender untuk Komandan Operasional.  Tujuan utamanya
adalah untuk mewujudkan Resolusi Nomor 1325.  Pada mulanya, tugas Penasihat Gender berfokus pada pelatihan personil angkatan bersenjata
untuk memadukan responsifitas gender ke dalam kegiatan sehari-hari mereka tapi kemudian berubah menjadi kerja sama dengan LSM dan kelompok
wanita setempat untuk memberikan informasi kepada mereka mengenai tujuan dan kegiatan EUFOR.  Dengan memadukan gender, EUFOR
menemukan bahwa kerja sama dengan kelompok wanita setempat merupakan sumber informasi dan data intelijen penting.  Uni Eropa (EU) menilai
bahwa tugas Penasihat Gender meningkatkan efisiensi operasi dan memutuskan untuk memasukan cara kerja ini dalam misi pemeliharaan
pedamaian yang akan datang.68

Afghanistan 69

Pada tanggal 24 April 2006, hampir 50 wanita Afghanistan duduk mengelilingi sebuah meja.  Mereka adalah para dosen dan mahasiswa dari
Universitas Balkh di Mazar-i-Sharif yang datang untuk bertemu dengan kelompok kekuatan kerja sama pasukan Swedia Tim Pengamat Militer (MOT,
Military Observation Team).  Kelompok kerja sama Swedia tersebut unik dalam dua hal.  Pertama, kelompok tersebut hanya terdiri dari wanita, dan
kedua, mereka tidak memiliki tanggung jawab geografis, berbeda dengan kelompok-kelompok MOT lainnya.  Sebaliknya, bidang tanggung jawab
mereka adalah wanita.

Di Afghanistan, wanita biasanya dipisahkan dari pria di tempat umum.  Untuk satuan militer yang hanya terdiri dari pria, tentu mustahil untuk berbicara
dengan seorang wanita.  Walaupun lebih mudah bagi wanita asing untuk melakukan ini, namun langkah ini tidaklah mudah.  Peran tim MOT adalah
menyampaikan informasi yang mereka peroleh dari para wanita Afghanistan, sehingga lembaga-lembaga politik Afghanistan dan organisasi bantuan
internasional dapat memanfaatkannya.

Kotak 9 Kisah sukses operasional militer Swedia



6Usulan-usulan pokok

1. Jamin agar reformasi pertahanan mempromosikan
kesetaraan gender: Jamin agar reformasi pertahan
mencerminkan karakter demokratis masyarakat dan
mencakup langkah-langkah untuk mempromosikan
hubungan gender yang setara melalui, misalnya,
perekrutan lebih banyak wanita dan peningkatan
potensi dan kontribusi mereka terhadap kekuatan
pertahanan.

2. Lakukan pengkajian ulang yang menyeluruh:
Gunakan proses pengkajian ulang pertahanan
untuk merumuskan visi demokratis untuk pasukan
keamanan.  Libatkan berbagai pemangku ke pen -
ting an, seperti kelompok-kelompok wanita dan
ke lompok masyarakat lainnya yang menangani isu-
isu gender.

3. Padukan wanita ke dalam kekuatan pertahanan
dan lembaga keamanan: Lakukan secara aktif
perekrutan wanita ke dalam struktur pertahanan dan
pastikan wanita terwakili dalam badan-badan
pembuat keputusan pertahanan.  Tetapkan sasaran,
pantau pemaduan wanita, dan tangani hambatan
terhadap retensi dan kemajuan mereka.

4. Arusutamakan gender dalam kekuatan
pertahanan: Masukkan pelatihan gender pada
semua tingkatan dan untuk semua personil
kekuatan pertahanan.  Akui hak-hak yang setara
dan kebutuhan pria, wanita, lesbian dan gay yang
berbeda, baik di dalam kekuatan pertahanan
maupun di dalam masyarakat yang mereka layani.

5. Cegah dan jatuhi hukuman atas kekerasan
berbasis gender oleh personil kekuatan
pertahanan: Susun kode perilaku yang melarang
diskriminasi seksual, pelecehan seksual, dan
eksploitasi serta penganiayaan seksual.  Jamin
supaya tidak ada impunitas atas tindakan seperti ini.

6. Perkuat pengawasan parlemen atas isu gender
dalam reformasi pertahanan: Parlemen harus
memantau laporan tahunan departemen per -
tahanan dan pengiriman pasukan untuk misi
pemeliharaan perdamaian, dan pastikan terdapat
kebijakan dan mekanisme untuk menciptakan
kesetaraan gender.  Libatkan para wanita dan pria
yang peka terhadap gender dalam komite-komite
tetap parlementer bidang pertahanan.

7. Perkuat pengawasan masyarakat sipil atas isu
gender dalam reformasi pertahanan: Tingkatkan
kemampuan organisasi-organisasi masyarakat sipil,
termasuk kelompok-kelompok wanita dan kelompok
masyarakat lainnya yang menangani isu gender,
untuk melibatkan diri mereka secara penuh arti
dalam debat pertahanan.  Jamin pelibatan mereka
dalam proses reformasi pertahanan.

8. Lakukan analisis  gender atas anggaran per ta -
han an: Tingkatkan kemampuan parlemen dan
ma  syarakat sipil untuk menyelidiki anggaran per ta -
han an dan melakukan penelitian sehingga di ha silkan
penyusunan anggaran gender yang memadai.
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7Sumber daya tambahan

Situs  web yang berguna

Centre for Democracy and Development (Pusat
Demokrasi dan Pembangunan) –

http://www.cddwestafrica.org

DCAF – http://www.dcaf.ch

Bonn International Centre for Conversion (Pusat
Konversi Internasional Bonn) –

http://www.bicc.de

Institute for Security Studies – www.issafrica.org

Siyanda – Mainstreaming Gender Equality
(Pengarusutamaan Kesetaraan Gender) –

http://www.siyanda.org/about.htm

UN-INSTRAW Gender and Security Sector Reform
(Toolkit Gender dan Reformasi Sektor Keamanan) –
http://www.un-instraw.org/en/gps/general/gender-
and-security-sector-reform-3.html

Artikel dan laporan online

Anderlini, S.N. dan Conaway, C.P., Negotiating the
Transition to Democracy and Transforming the
Security Sector: The Vital Contributions of South
African Women [Merundingkan Transisi menuju
Demokrasi dan Mentransformasi Sektor
Keamanan: Sumbangan Penting Wanita Afrika
Selatan] (Women Waging Peace [Wanita Pejuang
Perdamaian], Washington DC), 2004.
http://www.huntalternatives.org/download/9_negotiati
ng_the_transition_to_democracy_and_reforming_the
_security_sector_the_vital_contributions_of_south_af
rican_women.pdf

Committee on Women in the NATO Forces [Komite
Urusan Wanita dalam Pasukan NATO], CWINF
Guidance for NATO Gender Mainstreaming
[Panduan CWINF untuk Pengarusutamaan
Gender NATO], 2007.
http://www.nato.int/issues/women_nato/cwinf_guidan
ce.pdf

UNIFEM [Dana Pembangunan PBB untuk
Perempuan], Getting it Right, Doing it Right:
Gender and Disarmament, Demobilisation and
Reintegration [Dapatkan dengan Benar, Lakukan
dengan Benar: Gender dan Perlucutan Senjata,
Demobilisasi dan Reintegrasi] 2004.

http://www.womenwarpeace.org/issues/ddr/gettingitri
ght.pdf

UN-INSTRAW, Securing Equality, Engendering
Peace: A Guide to Policy and Planning on
Women, Peace and Security [Menjamin
Kesetaraan, Menimbulkan Perdamaian: Panduan
Kebijakan dan Perencanaan tentang Perempuan,
Perdamaian dan Keamanan] (UN SCR 1325),
2006.  http://www.un-instraw.org/en/index.php?
option=content&task=view&id=1050

UN Peacekeeping Operations Best Practices Unit
[Satuan Praktek yang Baik, Tugas Pemeliharaan
Perdamaian Dunia PBB], Gender Resource
Package for Peacekeeping Operations [Paket
Sumber Daya Gender bagi Tugas Pemeliharaan
Perdamaian Dunia], Juli 2004.
http://www.peacekeepingbestpractices.unlb.org/pbpu
/librar y.aspx?ot=2&cat=22&menukey=_7_7
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pada tahun 2006], h. 16.







Kuatlah pengakuan bahwa reformasi sektor keamanan (RSK) harus memenuhi
ke butuhan keamanan yang berbeda bagi pria, wanita, lelaki dan anak perem pu -
an. Keterpaduan isu-isu gender juga faktor pokok bagi efektifitas dan a kun  tabilitas
sektor keamanan serta pemilikan lokal dan legitimasinya proses RSK.

Catatan Praktis ini memberikan sebuah pengantar yang singkat mengenai
manfaat dari keterpaduan isu-isu gender dalam reformasi pertahanan, dan juga
informasi yang praktis untuk melakukannya.

Mengapa gender penting dalam reformasi pertahanan? 

Pemaduan gender ke dalam sektor pertahanan meliputi menerapkan penga -
laman, pengetahuan dan kepentingan wanita dan pria dalam proses pembuatan
kebijakan dan susunan bagi pertahanan negara, pelaksanaan kebijakan tersebut
(termasuk operasi nasional maupun internasional) dan penilaian hasilnya.
Pemaduan gender dalam proses reformasi pertahanan merupakan alat untuk:

Memberikan respons terhadap kebutuhan keamanan yang berbeda di
dalam masyarakat

n Reformasi pertahanan harus memberikan respons yang efektif terhadap
kebutuhan semua kelompok di dalam masyarakat.  Kebutuhan keamanan
seseorang bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti  misalnya jenis
kelamin, etnis, usia, kemampuan, orientasi seksual, status ekonomi, status
kewarganegaraan dan agama.

n Kekerasan berbasis gender (GBV, gender-based violence) tetap menjadi
ancaman signifikan bagi keamanan manusia di seluruh dunia.  Pria juga
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Reformasi Pertahanan melibatkan transformasi sektor pertahanan negara
tertentu sehingga lembaga-lembaga: berada dibawah kontrol sipil; mematuhi
prinsip-prinsip pertanggungjawaban dan tata kelola pemerintahan yang baik;
mempertahankan ukuran pasukan yang tepat; memiliki komposisi yang
representatif; terlatih dan memiliki perlengkapan yang sesuai dengan
lingkungan strategisnya; dan mematuhi hukum internasional, sehingga
berperan dalam mencapai tujuan perdamaian dan keamanan nasional dan
internasional.

Gender merujuk pada peran dan hubungan, sifat, sikap, tingkah laku dan nilai-
nilai yang hasil konstruksi sosial pada lelaki dan wanita.  Oleh karena itu,
‘gender’ merujuk pada perbedaan-perbedaan yang dipelajari antara pria dan
wanita, sedangkan ‘jenis kelamin’ merujuk pada perbedaan biologis antara pria
dan wanita.  Peran gender sangat bervariasi di dalam dan antarkebudayaan,
dan dapat berubah sepanjang waktu.  Gender tidak hanya merujuk pada wanita
atau pria tetapi juga pada hubungan antara mereka.

Catatan Praktis ini berdasarkan atas sebuah Tool (Alat) yang lebih panjang
dan keduanya merupakan bagian dari Toolkit Gender dan RSK.  Dirancang
untuk memberikan pengenalan mengenai isu gender bagi para praktisi
reformasi sektor keamanan dan para pembuat kebijakan, Toolkit ini terdiri dari
12 Tool (Alat) dengan Catatan Praktisnya  - lihat Informasi lebih lanjut.



menjadi korban GBV yang berupa pembantaian
selektif-jenis kelamin, pemerkosaan, dan
kekerasan yang berkaitan dengan geng.  Menjamin
perlindungan wanita, pria, anak perempuan dan
anak lelaki selama maupun pasca-konflik harus
diutamakan dalam agenda reformasi pertahanan.

Memberikan respons terhadap perubahan
kebutuhan sektor pertahanan

n Sifat peperangan telah mengalami perubahan yang
besar pengaruhnya.  Kekuatan pertahanan di
banyak konteks terlibat dalam misi pemeliharaan
perdamaian dan pembangunan kembali yang
kompleks yang membutuhkan keterampilan seperti
komunikasi, fasilitasi dan kerja sama dengan
masyarakat sipil.   Keanekaragaman komposisi
pasukan dan pengarusutamaan gender dalam
berbagai operasi memungkinkan sektor
pertahanan melaksanakan tugas-tugas ini dengan
lebih baik (lihat Kotak 1).

n Para anggota angkatan bersenjata dapat menjadi
para pelaku GBV terhadap masyarakat sipil dan
juga anggota angkatan bersenjata lainnya.
Pendekatan promosi hak-hak asasi manusia yang
mempertimbangkan gender, misalnya melalui
pelatihan kepekaan gender dan penegakan kode
perilaku, dapat memperkuat pencegahan, respons
menyeluruh dan pertanggung-jawaban.

Ciptakan kekuatan pertahanan dan organisasi
keamanan yang representatif 

n Wanita kurang terwakili di dalam militer,
kementerian pertahanan dan badan-badan
pengawasan pertahanan.  Bahkan tanpa hambatan
formal, dalam praktiknya sering terdapat batas
maksimum untuk kemajuan karir wanita.

n Pemaduan penuh wanita ke dalam angkatan
bersenjata mengoptimalkan kemampuan militer
untuk memenuhi perannya dalam perlindungan
masyarakat yang demokratis, termasuk pertahanan
nilai-nilai intinya seperti kewarganegaraan dan
kesetaraan.

Perkuat pengawasan sipil demokratis atas
kekuatan pertahanan

n Aspek pokok dari reformasi pertahanan adalah
peningkatan pengawasan sipil.  Melibatkan wanita
dan pakar gender dalam badan pengawasan perta -
ha nan dapat menjamin kebijakan dan program
per tahanan merespons kebutuhan tertentu pria,
wa nita, anak lelaki dan anak perempuan.  Or ga ni -
sa si masyarakat sipil (OMS) wanita dapat
mem berikan pemahaman utuh mengenai kea man -
an kepada proses-proses pengawasan sipil.

Bagaimana cara gender dapat
dipadukan ke dalam reformasi
pertahanan?

Sebaiknya isu-isu gender ditangani pada tingkat
reformasi pertahanan politik, lembaga, ekonomi dan
sosial.

Pemaduan gender ke dalam reformasi pertahanan
pada tingkat politik

n Jamin agar para wanita maupun pria yang memiliki
keahlian gender, dan wakil-wakil lembaga
pemerintahan yang bertanggung jawab atas isu-isu
mengenai hak-hak wanita, gender dan pemuda
menjadi bagian dari badan pengkajian ulang
pertahanan.

n Bangun kemampuan gender badan-badan
pengkajian ulang pertahanan melalui pelatihan,
pengarahan mengenai isu gender dan keamanan,
program pendampingan, dll.

n Bangun kemampuan organisasi masyarakat sipil
(OMS), termasuk organisasi wanita, mengenai isu
kebijakan pertahanan dan  pengawasan sektor
keamanan.  Buat mekanisme untuk meningkatkan
keterlibatannya dalam proses-proses reformasi
pertahanan.

n Dorong pelaksanaan debat mengenai visi nasional
pertahanan dan keamanan melalui:

- Personil  mil i ter wanita dibutuhkan untuk melakukan
penggeledahan fisik pada wanita di penghalang jalan, pelabuhan
udara, dll.

- Pria dan wanita setempat cenderung menganggap pemelihara
perdamaian wanita lebih mudah didekati dibandingkan dengan
pemelihara perdamaian pria

- Pemelihara perdamaian wanita dapat secara lebih mudah
mengumpulkan informasi dari para wanita setempat, agar
memperoleh intelijen  yang berharga

- Baik pria maupun wanita yang menjadi korban penganiayaan
seksual lebih cenderung mengungkapkan kasus yang dialaminya
kepada pemelihara perdamaian wanita

- Pemelihara perdamaian wanita memberikan model peran positif
bagi wanita setempat untuk bergabung dengan  angkatan
bersenjata dan pasukan keamanan

Kotak 1 Pemelihara perdamaian wanita
dapat  meningkatkan efektivitas
misi  pemeliharaan perdamaian
karena:

Kepatuhan terhadap kewajiban menurut undang-
undang dan instrumen hukum internasional

Mengambil prakarsa untuk memadukan isu gender
ke dalam reformasi pertahanan bukan sekedar ma -
salah efektivitas operasional; pemaduan ini harus
mematuhi undang-undang, instrumen hukum, dan
norma internasional dan regional mengenai
keamanan dan gender.  Instrumen hukum pokok
meliputi:

n Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing (1995)

n Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325
ten tang Perempuan, Perdamaian dan Ke a man -
an (2000)

Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Lampiran
Toolkit tentang Undang-Undang dan Instrumen
Internasional dan Regional.
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- Konsultasi dengan masyarakat sipil, yang
mencakupi organisasi wanita perkotaan dan
pedesaan

- Dengar pendapat parlementer dan debat terbuka

- Pengikatan dengan media

Memadukan gender ke dalam reformasi
pertahanan pada tingkat lembaga

n Lakukan perekrutan wanita secara aktif ke dalam
struktur pertahanan dan pastikan wanita terwakili
dalam badan-badan pembuat keputusan
pertahanan.  Kaji ulang dan mengubah kebijakan
yang mengurangi partisipasi wanita dan pria,
termasuk pelarangan terhadap wanita menempati
jabatan tempur atau mencapai pangkat tertinggi
(lihat Studi Kasus 1).

n Laksanakan kebijakan yang ramah keluarga –
misalnyacuti maternitas dan paternitas yang
memadai dan penyediaan fasilitas perawatan dan
penitipan anak.

n Jamin agar pendidikan dan pelatihan militer
menangani kepekaan kebudayaan, pertanggung-
jawaban masyarakat, hak-hak asasi manusia dan
ketanggapan terhadap gender.

n Kembangkan, tegakkan dan pantau kode perilaku
bagi personil kekuatan pertahanan yang melarang

diskriminasi, pelecehan, eksploitasi dan

penganiayaan seksual (lihat Studi Kasus 2).

Pemaduan gender ke dalam reformasi pertahanan

pada tingkat ekonomi

n Lakukan analisis gender terhadap anggaran

pertahanan agar meningkatkan transparansi,

pertanggungjawaban dan manajemen keuangan

publik sektor pertahanan (lihat Box 2).

n Bangun kemampuan para anggota parlemen dan

masyarakat sipil untuk melakukan analisis gender

anggaran pertahanan.

Hungaria berhasil meningkatkan partisipasi wanita dalam angkatan bersenjatanya dari 4,3% pada tahun 2005 menjadi 17,56% pada tahun 2006.
Sejak jabatan tempur dibuka bagi wanita pada tahun 1996, wanita dapat menempati semua jabatan dalam angkatan bersenjata Hungaria.
Strategi Hungaria untuk meningkatkan perekrutan, retensi dan penggelaran personil wanita meliputi:

- Undang-Undang Dinas Militer yang menegakkan hak setara pria dan wanita dan menjamin promosi non-diskriminatif berdasarkan keterampilan
profesional, pengalaman, prestasi dan masa tugas.

- Sebuah Tim Persamaan Kesempatan dan Rencana Persamaan Kesempatan dalam (dinas) sumber daya manusia.

- Sebuah Komite Wanita Kekuatan Pertahanan Hungaria yang dibentuk pada tahun 2003 untuk menjamin peluang yang sama bagi pria dan
wanita.  Komite tersebut melakukan penelitian dan mengadakan pertemuan dengan para personil militer wanita untuk mengumpulkan
pengalaman-pengalaman mereka, yang digunakan untuk membuat analisis mengenai status kesetaraan gender, termasuk masalah-masalah
yang dihadapi dan rekomendasi perubahan.

- Jaringan staf penghubung wanita dibentuk pada tingkat satuan.

- Langkah-langkah untuk meningkatkan kondisi tempat istirahat dan kondisi kesehatan di setiap satuan.

Kasus Meningkatkan perekrutan, retensi dan penggelaran wanita dalam angkatan bersenjata
Kajian 1 Hungaria1

Ghana secara berkala mengirimkan pasukan untuk misi PBB dan sudah memadukan peraturan PBB yang menetapkan standar perilaku untuk
angkatan bersenjata dalam  operasi dukungan perdamaian ke dalam kode perilaku nasional mereka:

Eksploitasi dan Penganiayaan Seksual – Hal-hal berikut ini harus dihindari:

- Segala imbalan uang, kerja, barang atau jasa untuk hubungan seksual

- Segala jenis kegiatan seksual dengan anak-anak (orang berusia di bawah 18 tahun

- Segala bentuk penghinaan, pelecahan atau perilaku eksploitatif

- Segala imbalan seksual atas bantuan yang diberikan…

- Segala jenis pelanggaran seksual yang merusak citra, kredibilitas, imparsialitas, atau integritas pasukan Anda.

Hubungan Wanita/Pria – Harus didukung terjadinya interaski yang sehat dan profesional antara pria dan wanita.  Tidak didorong terjadinya hubungan
tak bermoral di antara personil pasukan.

Aturan untuk Kode Perilaku – Tidak melakukan tindakan tak bermoral seperti penganiayaan dan eksploitasi seksual, fisik atau psikologis.  Hormati
dan hargai hak-hak asasi manusia semua orang.

Kasus Kode perilaku Ghana untuk Angkatan Bersenjata dan Pasukan Keamanan2

Kajian 2

3

- Apakah alokasi umum secara setara memberikan keamanan bagi
wanita, pria, anak lelaki dan anak perempuan?

- Apakah anggaran menyebutkan dana untuk wanita, pria, anak
perempuan atau anak lelaki?  (Misalnya, dana untuk merekrut
lebih banyak wanita; untuk cuti maternitas dan paternitas; untuk
layanan kesehatan pria dan wanita)

- Apakah anggaran menyebutkan kegiatan, masukan dan biaya
yang berkaitan dengan gender? (misalnya, pelatihan kesadaran
dan sensitisasi gender)

Kotak 2 Pertanyaan-pertanyaan dalam
proses analisis gender atas
anggaran pertahanan:
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Pemaduan gender ke dalam reformasi pertahanan
tingkat masyarakat

n Gambarkan anggota kekuatan pertahanan wanita
di media supaya agar menyoroti nilai tambahan
peran mereka dalam pertahanan, dan mengubah
persepsi masyarakat mengenai lembaga
pertahanan.

n Jangkaui OMS, termasuk organisasi wanita, yang
mengerjakan isu-isu perdamaian dan keamanan,
agar mendapat pemahaman yang mendalam serta
intelijen dan membuka jalur-jalur kerja sama.

Tantangan dan peluang pasca konflik

Reformasi pertahanan adalah aspek penting dalam
stabilisasi pasca-konflik.  Dalam banyak kasus,
perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi
(DDR) para bekas penempur menjadi prioritas yang
mendesak.  Karena wanita adalah partisipan
sekaligus korban dari konflik, kebutuhan dan peran
khusus mereka harus diperhatikan dan partisipasi
penuh mereka dijamin dari permulaan proses
perdamaian dan selama proses DDR dan RSK.

Peluang bagi pemaduan isu gender

n Konsultasi secara luas, yang meliputi organisasi-
organisasi wanita, mengenai pertahanan dan RSK
membantu membentuk konsensus nasional
mengenai prioritas reformasi.

n Para 'Pendukung gender' pria dalam militer dan
jabatan terpengaruh lainnya dapat menjadi mitra
perubahan yang berpengaruh.

n Proses penyaringan untuk tentara nasional baru
mendapatkan manfaat dari konsultasi dengan
kelompok-kelompok wanita dan wanita yang bekas
penempur, yang dapat memberikan informasi
mengenai para pelaku pelanggaran hak-hak asasi
manusia.

Dalam proses-proses DDR:

n Seharusnya pakar gender terlibat dalam peren -
canaan, pelaksanaan dan penilaian.

n Semua staf DDR harus mendapat pelatihan yang
berkaitan dengan isu-isu gender sehingga mereka
dapat merencanakan, melaksanakan dan menilai

program dengan cara yang sensitif gender.

n Seharusnya data yang dipisahkan menurut gender
dikumpulkan dan digunakan untuk menyusun gam -
baran yang jelas mengenai bekas penempur
ma sing-masing, tanggungan mereka, dan orang lain
yang terkait dengan kelompok-kelompok ber sen jata.

n Seharusnya organisasi wanita diberikan informasi
mengenai aspek teknis dan prosedural dari proses
DDR untuk menjamin agar para wanita berpar ti si -
pasi dalam pembuatan keputusan dan memahami
hak-hak mereka.

n Prakarsa-prakarsa dapat diambil untuk merekrut
para bekas penempur wanita ke dalam kekuatan
pertahanan.

?? Pertanyaan-pertanyaan untuk
Reformasi Pertahanan

Gender dapat dipadukan ke dalam reformasi
pertahanan agar meningkatkan efektifitasnya.
Pertanyaan-pertanyaan pokok untuk ditanyakan
dalam proses penilaian, pemantauan dan evaluasi
meliputi:

n Apakah sudah ada konsultasi untuk menjamin
agenda reformasi pertahanan mencerminkan
kebutuhan wanita dan pria yang terpinggirkan?
Apakah OMS dilibatkan dalam proses Kaji Ulang
Pertahanan?

n Apakah ada prakarsa-prakarsa untuk membangun
kapasitas gendernya badan-badan kaji ulang
pertahanan, para anggota parlemen dan OMS
yang terlibat dalam pengawasan pertahanan,
seperti pelatihan gender dan pengarahan
mengenai isu-isu gender dan keamanan?

n Apakah target-target ditetapkan dan mekanisme
ditentukan untuk meningkatkan perekrutan, retensi
dan kemajuan wanita di dalam kerangka
pertahanan termasuk angkatan bersenjata dan
kementerian pertahanan?

n Apakah ada langkah-langkah yang nyata, termasuk
kode perilaku dan mekanisme pemantauan dan
pelaporan, untuk mencegah, merespons dan
mengenakan sanksi atas pelecehan seksual dan
pelanggaran hak-hak asasi manusia yang
dilakukan personil pertahanan?

n Apakah isu-isu gender dipadukan ke dalam
pelatihan standar untuk personil pertahanan pada
semua tingkat?  Apakah pelatihan tentang
kesadaran gender serta eksploitasi dan
penganiayaan seksual mutlak bagi semua
personil?  Apakah pria terlibat dalam pemberian
pelatihan?  Sejauh mana pelatihan tersebut
disumberdayakan?

n Apakah perlindungan wanita, pria, anak lelaki dan
anak perempuan terhadap semua bentuk GBV
selama maupun pasca-konflik diprioritasi dalam
agenda reformasi pertahanan?

n Apakah analisis gender atas anggaran pertahanan
sudah dilakukan?

Tersedia juga di Alat (Tool) 3…

- Kiat bagaimana cara memadukan gender ke
dalam proses kajian ulang pertahanan

- Cara-cara yang dapat dipakai para anggota
parlemen yang memantau reformasi pertahanan

- Kiat bagaimana cara meningkatkan perekrutan
dan retensi wanita

- Contoh-contoh bagaimana cara isu-isu gender
sudah ditangani dalam reformasi pertahanan di
Republik Demokratis Kongo, Estonia, Fiji,
Amerika Latin, Africa Selatan dan Swedia



Informasi lebih lanjut
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Anderlini, S.N. bersama Conaway, C.P. – Negotiating the
Transition to Democracy and Transforming the Security Sector:
The Vital Contributions of South African Women (Merundingkan
Transisi menuju Demokrasi dan Mentransformasi Sektor Keamanan:
Sumbangan Penting Wanita Afrika Selatan), 2004.

Committee on Women in the NATO Forces (Komite Urusan
Wanita dalam Pasukan NATO)– CWINF Guidance for NATO
Gender Mainstreaming (Panduan CWINF untuk
Pengarusutamaan Gender NATO), 2007.

DPKO (Departemen Pemeliharaan Perdamaian Dunia PBB) –
Gender Resource Package (Paket Sumber Daya Gender), 2004.

UN-INSTRAW – Securing Equality, Engendering Peace: A
Guide to Policy and Planning on Women, Peace and Security
(UN SCR 1325), 2006.

UNIFEM (Dana Pembangunan PBB untuk Perempuan) – Getting
it Right, Doing it Right: Gender and Disarmament,
Demobilisation and Reintegration (Dapatkan dengan Benar,
Lakukan dengan Benar: Gender dan Perlucutan Senjata,
Demobilisasi dan Reintegrasi), 2004.

Organisasi-organisasi

ACCORD – www.accord.org.za

DCAF – www.dcaf.ch

Institute for Security Studies – www.issafrica.org/

Siyanda: Mainstreaming Gender Equality (Pengarusutamaan
Kesetaraan Gender)  – www.siyanda.org

UN-INSTRAW – www.un-instraw.org

Setiap tool (alat) dan catatan praktik ini tersedia dari:
www.dcaf.ch, www.un-instraw.org dan www.osce.org/odihr.

Catatan Praktik ini disiapkan oleh Mugiho Takeshita, DCAF,
berdasarkan pada Alat (Tool) 3, para penulis Cheryl Hendricks
dan Lauren Hutton dari Institut Kajian Keamanan.
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Toolkit Gender dan RSK

1. Reformasi Sektor Keamanan dan Gender

2. Reformasi Kepolisian dan Gender

3. Reformasi Pertahanan dan Gender

4. Reformasi Peradilan dan Gender

5. Reformasi Hukum Pidana dan Gender

6. Manajemen Perbatasan dan Gender

7. Pengawasan Parlementer terhadap Sektor Keamanan dan

Gender

8. Pembuatan Kebijakan Keamanan Negara dan Gender

9. Pengawasan Masyarakat Sipil terhadap Sektor Keamanan

dan Gender

10. Perusahaan-perusahaan Militer dan Keamanan Swasta

dan Gender

11. Penilaian, Pemantauan dan Evaluasi RSK dan Gender

12. Pelatihan Gender untuk Personil Sektor Keamanan

Lampiran Undang-Undang dan Instrumen Hukum Internasional

dan Regional

1 Committee on Women in the NATO Forces and the Women’s Research & Education Institute (Komite Urusan

Wanita dalam Pasukan NATO dan Institut Penelitian dan Pendidikan Wanita), ‘Percentages of Female

Soldiers in NATO Countries’ Armed Forces’ (‘Persentase Prajurit Wanita dalam Angkatan Bersenjata Negara-

negara NATO'), dan ‘Hungarian National Report for 2006' ('Laporan Nasional Hungaria tahun 2006’).

2 Kutipan dari penyajian Klutsey, E.A. (Kol.) mengenai Kode Perilaku Ghana, disampaikan pada Rapat

Persiapan mengenai Rancangan Kode Perilaku Angkatan Bersenjata dan Pasukan Keamanan Afrika Barat,

Okt. 2005, pp. 24-26,

http://www.dcaf.ch/awg/ev_accra_051024_presentation_Klutsey.pdf
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1Pendahuluan

‘Siapa yang menafsirkan hukum setidaknya sama
penting dengan siapa yang membuat hukum, kalau

tidak lebih penting . . . Saya tidak dapat menegaskan
seberapa pentingnya bahwa wanita terwakili dan
perspektif gender dipadukan pada semua tingkat

penyelidikan, penuntutan, pembelaan, perlindungan
saksi dan lembaga peradilan.’

Yang Mulia Navanetham Pillay, mantan Ketua

Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda dan

hakim Pengadilan Internasional1

Keadilan dan keamanan berkaitan sangat erat.
Sektor peradilan yang kuat melindungi dan
menegakkan hak-hak rakyat dan menjerakan bakal
pelanggar hukum.  Sektor peradilan yang mandiri dan
efektif sangat penting bagi keamanan, terutama di
lingkungan pasca-konflik dan transitional yang
didalamnya kesempatan untuk terjadinya tindak ke ja -
hat an dan kekebalan hukum sering terjadi.  Reformasi
sek tor peradilan merupakan batu sendi untuk men cip -
takan perdamaian, kestabilan dan de mok rasi.  Kon s -
titusi dan undang-undang suatu ne gara me ru pa kan
landasan bagi perlindungan HAM. Ke bijakan, pro -
 sedur dan praktik di sektor peradilan sa ngat me  nen  t -
ukan perolehan setara hak-hak ini oleh semua orang.

Orang mengalami keamanan dan ketidakamanan de -
ngan cara yang berbeda berdasarkan, misalnya, et -
nis, jenis kelamin, usia, orientasi seksual, status
eko   nomi, agama dan kesehatan. Di seluruh dunia,
wa   nita menghadapi hambatan tertentu dalam meng -
ak  ses keadilan, sedangkan pria lebih mungkin di pen -
jara. Reformasi peradilan memerlukan lang   kah- langkah
untuk memenuhi kebutuhan khusus ke  lom pok
masyarakat yang berbeda, dan me ma du kan gender
ke dalam reformasi peradilan me ru pakan strategi pen -
ting dalam usaha ini. Agar sektor per adilan memiliki
keterpercayaan dan legitimasi di ma ta masyarakat,
proses reformasi harus mencakup ke ikutsertaan –
dan menangani kebutuhan – semua go long an ma sya -
ra kat. Tool (alat) ini berfokus pada re formasi ke lem -
bagaan peradilan, reformasi hukum dan akses
ke adilan, dengan penekanan khusus pada ke se ta ra -
an gender.

Tool ini ditujukan pada personel yang bertanggung
jawab atas reformasi peradilan di dalam para
pemerintah negara, organisasi dan lembaga inter na -

sional dan regional serta para donor.  Para anggota
par  lemen, perhimpunan hukum dan jaringan hakim,
or ganisasi masyarakat sipil dan para peneliti yang
ber fokus pada reformasi peradilan juga dapat me -
manfaatkan tool ini.  Tool ini meneliti reformasi per -
adilan dalam konteks luas dan sering tumpang suh di
ne gara-negara pasca-konflik, negara-negara dalam
ma sa transisi, negara-negara berkembang dan ne -
gara-negara maju.  Setiap usaha reformasi peradilan
sa ngat spesifik konteks, dan tidak ada template umum
yang dapat digunakan dalam suatu proses reformasi.
Tool ini memberikan saran dan usulan yang dapat
disesuaikan dengan konteks reformasi khusus yang
didalamnya Anda bekerja.

Tool ini terdiri dari:

n Perkenalan pada reformasi peradilan

n Landasan pemikiran mengapa pemaduan gender
memperkuat proses reformasi

n Tindakan praktis untuk memadukan gender ke
dalam prakarsa reformasi peradilan

n Peninjauan luas tentang isu-isu tertentu tentang
gender dan reformasi peradilan dalam konteks
negara pasca-konflik, negara dalam masa transisi,
negara berkembang dan negara maju

n Usulan-usulan pokok

n Sumber daya tambahan

2 Apa itu reformasi
peradilan?

‘Tidak mungkin ada perdamaian tanpa ada keadilan,
tidak ada keadilan tanpa hukum dan tidak ada

hukum yang berarti tanpa Pengadilan yang
memutuskan apa yang adil dan sah dalam keadaan

tertentu.’

Benjamin B. Ferencz, mantan jaksa tribunal

Nüremberg2

Tujuan reformasi peradilan

Tujuan utama reformasi peradilan meliputi:

n Menyusun konstitusi dan undang-undang yang adil
berdasarkan standar dan instrumen HAM
internasional.
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n Menciptakan mekanisme legislatif dan penegakan
untuk mempromosikan dan melindungi HAM dan
untuk mengatasi hambatan yang dihadapi kelompok
masyarakat yang terpinggirkan dan rentan.

n Membentuk lembaga peradilan yang terpercaya,
efektif, tidak memihak dan bertanggung jawab.

n Mengadakan pendekatan terpadu terhadap
peradilan pidana di antara lembaga peradilan,
kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan
dan para pengacara.

n Menyediakan akses keadilan yang tepat dan adil
serta penegakan hukum, hak-hak hukum dan
putusan yang efektif agar menjamin proses hukum
yang adil.

n Memperkuat keterkaitan dan kerja sama antara para
lembaga negara dengan lembaga non negara.

n Menetapkan mekanisme pengawasan sistem
peradilan dan memperkuat peran lembaga
peradilan dalam pelaksanaan pengawasan
terhadap lembaga-lembaga lainnya di sektor
keamanan dan cabang-cabang pemerintahan
lainnya.3

Reformasi peradilan tidak mengenal batas waktu;
reformasi peradilan merupakan proses yang
berkelanjutan – apakah di negara pasca-konflik,
negara dalam masa transisi, negara berkembang atau
negara maju.  Reformasi peradilan tidak hanya
mencakup reformasi undang-undangan tapi juga
penyusunan kebijakan, prosedur dan mekanisme
yang memungkinkan pelaksanaan praktis hukum dan
akses setara atas sistem peradilan.  Proses tersebut
mungkin mencakup reformasi kelembagaan,
reformasi kebijakan, pelatihan berkelanjutan bagi para
aktor peradilan (hakim, panitera dan para staf
administrasi, jaksa, pengacara, polisi, perhimpunan
pengacara, fakultas hukum), dan penyadaran umum
bagi pemerintah dan warga negara.

Reformasi peradilan yang efektif membutuhkan kerja
sama di antara para pemangku kepentingan nasional,
yang meliputi:

n Lembaga peradilan

n Kementerian kehakiman

n Sistem-sistem hukum tradisional dan adat

n Parlemen

n Lembaga kejaksaan dan penyelidikan (termasuk
kepolisian)

n Perhimpunan pengacara

n Lembaga bantuan hukum

n Lembaga pemasyarakatan

n Kementerian lainnya termasuk kementerian dalam
negeri dan kementerian urusan wanita

n Fakultas hukum

n Organisasi masyarakat sipil, termasuk kelompok
wanita, kelompok agama dan lembaga swadaya
masyarakat (LSM)

LSM dan kelompok-kelompok masyarakat sipil sa ngat
membantu dalam melaksanakan reformasi per adilan
melalui usaha lobi, pemantauan dan kampanye pe -
nyadaran masyarakat. Reformasi peradilan yang ber -
 kelanjutan harus disertai kemauan politik pe me rin tah
dan komitmen semua aktor, baik di tingkat ma sya rakat
maupun individu.

Perubahan sektor peradilan harus dipadukan dengan
usaha-usaha  reformasi yang lebih luas, yang meliputi
usaha-usaha yang dibahas pada alat-alat lainnya
dalam Toolkit ini, yang berfokus pada kepolisian,
sistem hukum pidana, manajemen perbatasan,
pengawasan parlementer, kebijakan keamanan
nasional, pengawasan masyarakat sipil, serta
perusahaan-perusahaan militer dan keamanan swasta
(lihat Kotak 1).

Pemilikan lokal: suatu keharusan yang tak
terelakkan

Walaupun reformasi peradilan sering menarik para
aktor luar, proses ini harus dirancang, dimiliki dan
dilaksanakan secara lokal agar berkelanjutan.
Reformasi peradilan ini harus menanggapi kebutuhan-
kebutuhan yang unik dalam konteks lokal dan
mendapat legitimasi.  Jadi, bila para aktor internasional
– yang meliputi Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara-
negara donor dan LSM-LSM internasional – terlibat
dalam reformasi peradilan, para pemangku
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Meskipun pembentukan kepolisian baru dari awal terbukti sulit di Haiti, Timor Leste, Kosovo dan Rwanda, menjalankan lembaga peradilan yang
berfungsi secara minimal jauh lebih sulit.  Hal ini menimbulkan situasi yang didalamnya kemajuan di bidang perpolisian dilemahkan oleh kesulitan
yang terus terjadi pada bidang-bidang lainnya dalam sistem peradilan pidana.  Walaupun setelah dua tahun polisi menangkap orang sesuai dengan
konstitusi dan undang-undang, dengan menghormati hak-hak mereka dan menahan mereka untuk diadili, pengadilan tidak dapat memproses
tuduhan yang diajukan dengan cepat dan efisien.  Karena itu, fasilitas rumah tahanan polisi dan lembaga pemasyarakatan penuh sesak oleh para
tersangka yang menunggu pengadilan.  Kondisi lembaga pemasyarakatan, yang sudah jauh lebih baik, kembali memburuk dan jumlah tersangka
yang berlebihan menyebabkan meningkatnya ketegangan dan kekerasan di lembaga pemasyarakatan.  Akhirnya para tahanan mulai dibebaskan
karena mereka belum dikenai tuduhan resmi dalam batas waktu yang ditetapkan undang-undang.  Hal ini mengecewakan baik polisi yang telah
mengikuti semua aturan maupun masyarakat yang melihat orang berbahaya kembali ke tengah masyarakat.  Hal ini menghambat perlindungan HAM
dan rule of law karena orang-orang main hakim sendiri, dengan melaksanakan pembunuhan kilat terhadap tersangka pengedar narkoba dan para
pemimpin gerombolan penjahat.

Box 1 Kegagalan di salah satu bidang rule of law dapat menimbulkan dampak
negatif terhadap bidang-bidang lain yang telah mengalami kemajuan4



kepentingan nasional perlu diberi informasi, dimintai
pendapatnya dan dipadukan ke dalam proses
pembuatan keputusan sehingga mereka benar-benar
terlatih dan siap untuk memiliki proses reformasi
tersebut.  Langkah pertama dalam mendukung
pemilikan lokal bisa berupa pelatihan para aktor
nasional dan pembangunan kemampuan lokal untuk
merancang dan mengawasi usaha-usaha reformasi,
mulai dari keahlian teknis sampai keterampilan
administrasi.  Para anggota staf internasional harus
terampil sebagai pendamping, pelatih dan fasilitator.5

Tantangan reformasi peradilan

n Kerangka hukum yang bertentangan antara berbagai
sistem hukum: sistem formal, tradisional dan agama.

n Ketersampingan golongan masyarakat tertentu dari
proses reformasi.

n Kurangnya sumber daya pokok, yang diperlukan
para aktor lembaga peradilan untuk melaksanakan
tugas mereka (seperti kertas, pena, buku-buku
hukum, transportasi, dukungan).

n Prasarana yang kurang atau rusak seperti ruang
pengadilan, ruang wawancara, ruang tahanan dan
lembaga pemasyarakatan yang terpisah untuk pria
dan wanita.

n Kekurangan kemandirian lembaga peradilan akibat
sedikit atau tidak adanya pemisahan kekuasaan,
pengawasan yang kurang dan/atau campur tangan
umum dari orang yang berkuasa.

n Korupsi di kalangan aktor peradilan, yang meliputi
polisi, hakim, jaksa, staf administrasi pengadilan dan
juri.

n Kurangnya aktor peradilan yang memenuhi syarat
yang masih ada di negara bersangkutan.

n Sikap dan praktik budaya, yang menimbulkan
pelanggaran HAM.

n Kekurangan pelatihan tentang hukum, kebijakan dan
prosedur dasar administrasi baik domestik dan
internasional.

n Langkah kemajuan yang lamban.

3 Mengapa gender penting
dalam reformasi peradilan?

‘Bantuan pembangunan yang diberikan oleh sistem
Perserikatan Bangsa-Bangsa harus berfokus pada

pengurangan faktor-faktor risiko struktural utama
yang memicu konflik keras, seperti ketidakadilan –

dengan memperhatikan perbedaan di antara
kelompok-kelompok identitas; ketidaksamaan –

dengan memperhatikan kebijakan dan praktik yang
melembagakan diskriminasi; keadilan – dengan

mempromosikan rule of law, penegakan hukum dan
pelaksanaan peradilan yang efektif dan adil, dan

sebagaimana mestinya, keterwakilan yang adil di
lembaga-lembaga yang menjalankan rule of law; dan

ketidakamanan – dengan memperkuat tata
pemerintahan yang bertanggung jawab maupun

transparan serta keamanan manusia.’

Kofi Annan, Pencegahan Konflik Bersenjata, Laporan

Sekretaris Jenderal6

Keamanan, pembangunan yang berkelanjutan,
keadilan dan kesetaraan saling bergantungan.
Kesetaraan gender merupakan tujuan sekaligus
prasyarat bagi pembangunan yang berkelanjutan.
Menenun isu-isu gender ke dalam susunan reformasi
peradilan pada tahap sedini mungkin akan membuat
reformasi tersebut lebih kuat, lebih berkelanjutan dan
tanggap terhadap proporsi masyarakat yang lebih
besar.  Pada dasarnya gender penting bagi setiap
reformasi peradilan yang ingin memenuhi standar
internasional di bidang HAM, tata pemerintahan yang
baik dan demokrasi.

Gender penting dalam reformasi peradilan untuk:

n Menjamin agar Para Negara memenuhi tanggung
jawab mereka menurut hukum internasional.

n Menanggapi kebutuhan peradilan khusus semua
golongan masyarakat.

n Membangun kepercayaan terhadap sektor
peradilan.

n Menjamin sektor peradilan yang representatif dan
sah.

n Mereformasi undang-undang yang diskriminatif dan
meningkatkan perlindungan HAM.

n Menghapuskan kekebalan hukum atas kekerasan
berbasis gender (GBV).

n Menjamin akses keadilan yang setara.

n Memperkuat pengawasan dan pemantauan sektor
peradilan.

Gender merujuk pada peran dan hubungan, ciri kepribadian, sikap,
tingkah laku dan nilai-nilai tertentu yang dihubungkan masyarakat
dengan pria dan wanita.  Karena itu, ‘gender’ merujuk pada
perbedaan yang dipelajari antara pria dan wanita, sedangkan ‘jenis
kelamin’ merujuk pada perbedaan biologis antara lelaki dan
perempuan.  Peran gender sangat bervariasi di dalam dan antar
kebudayaan dan dapat berubah sepanjang waktu.  Gender tidak
hanya merujuk pada wanita atau pria tapi juga merujuk pada
hubungan di antara mereka.

Pengarusutamaan gender adalah proses penilaian implikasi
terhadap wanita dan pria dari suatu tindakan yang terencana, yang
meliputi undang-undang, kebijakan atau program di semua bidang
dan pada semua tingkatan.7

Untuk informasi lebih

lanjut lihat Tool tentang

RSK dan Gender
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3.1 Menjamin agar Para Negara

memenuhi tanggung jawab mereka

menurut hukum internasional

Konvensi dan perjanjian internasional mungkin
mengembani kewajiban-kewajiban tertentu.  Para
Negara yang telah menandatangani dan meratifikasi
instrumen hukum internasional mungkin dibebankan
secara hukum oleh ketentuan-ketentuannya.
Instrumen hukum internasional yang terkait meliputi:

n Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Perempuan (CEDAW, Convention for the
Elimination of All Forms of Discrimination against
Women, 1979), suatu konvensi HAM, adalah
sumber hukum internasional yang mengikat bagi
Para Negara yang telah menandatangani dan
meratifikasinya.

n Dalam Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing (1995),
para negara berjanji akan ‘menyusun strategi untuk
menjamin agar reviktimisasi korban kekerasan
wanita tidak terjadi akibat undang-undang atau
peradilan atau praktik penegakan hukum yang tidak
peka terhadap gender…’8

n Model Strategi dan Langkah Praktis PBB untuk
Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan di
Bidang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan
Pidana menganjurkan agar para negara mengkaji
ulang, menilai dan merubah hukum acara pidana
mereka untuk menjamin agar: ‘Wanita yang rentan
terhadap kekerasan mendapat kesempatan untuk
memberikan kesaksian dalam sidang pengadilan
sejajar dengan saksi lainnya dan agar tersedia
langkah-langkah untuk memfasilitasi kesaksian ini
dan melindungan privasi mereka’.9

n Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325
(2000) menyerukan agar para negara ‘menghormati
sepenuhnya hukum internasional yang berlaku
pada hak-hak dan perlindungan wanita dan anak
perempuan’ dan ‘mengambil langkah-langkah
khusus untuk melindungi wanita dan anak
perempuan dari kekerasan berbasis gender’.

Pemahaman tentang tanggung jawab negara atas
pelanggaran HAM semakin meluas belakangan ini
sehingga tidak hanya mencakup pelanggaran HAM
oleh suatu negara atau lembaga-lembaganya tapi
juga pelanggaran HAM oleh para aktor swasta.  Para
Negara wajib secara positif untuk mencegah,
menyelidiki dan menghukum kejahatan yang
berkaitan dengan GBV dan diskriminasi.10  Bila suatu
negara melalaikan kewajiban untuk bertindak
sebagaimana mestinya (act with due diligence) untuk
mencegah, menyel id ik i  dan menghukum
pelanggaran, termasuk diskriminasi dan kekerasan
berbasis gender, kekerasan dalam rumah tangga dan

perdagangan manusia, maka negara bertanggung

jawab menurut hukum HAM internasional.

Pertimbangan  untuk menentukan kepatuhan

kewajiban suatu negara untuk bertindak sebagaimana

mestinya mengenai GBV dan diskriminasi meliputi:11

n Ratifikasi instrumen HAM internasional

n Jaminan konstitusi atas kesetaraan gender

n Adanya perundang-undangan nasional dan/atau

sanksi administrastif yang memberikan ganti rugi

bagi korban GBV

n Kebijakan atau rencana aksi yang menangani GBV

n Sifat kepekaan gender sistem peradilan pidana dan

kepolisian

n Kemudahan hubungan dan ketersediaan layanan

dukungan

n Adanya langkah-langkah untuk meningkatkan

kesadaran dan mengubah kebijakan yang

diskriminatif di bidang pendidikan dan media

n Pengumpulan data dan statistik tentang GBV

3.2 Menanggapi kebutuhan peradilan

Isu gender mempengaruhi bagaimana orang – pria,

wanita, anak lelaki dan anak perempuan – mengalami

keamanan dan mendapatkan atau tidak boleh

mendapatkan hak-hak asasi manusia mereka.  Perlu

diakui bahwa masyarakat bersifat heterogen; orang-

orang memiliki kekuatan, kebutuhan, prioritas, sumber

daya, jaringan, dan lain-lain, yang berbeda.

Melibatkan suara masyarakat lokal, terutama suara

para wanita dan kelompok masyarakat yang kurang

terwakili lainnya, selama proses reformasi sangat

penting untuk menentukan isu-isu yang relevan yang

mencakup semua golongan masyarakat.

Hal ini  memungkinkan reformasi peradi lan

menanggapi dengan lebih baik masalah-masalah

khusus semua kelompok masyarakat.

3.3 Membangun kepercayaan terhadap

sektor peradilan

Kerja sama antara sektor peradilan dan masyarakat

sipil untuk menentukan dan menangani isu-isu gender

selama proses reformasi  dapat membantu

menciptakan suasana saling percaya.  Pemulihan

atau penciptaan kepercayaan terhadap sektor

peradilan sangat penting agar sektor peradilan dapat

menjalankan fungsinya.  Bila masyarakat tidak

percaya terhadap lembaga peradilan, mereka akan

mencari cara lain untuk menyelesaikan perkara

mereka, termasuk main hakim sendiri.

Lihat Lampiran UU dan

Instrumen Regional dan

Internasional
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3.4 Menjamin sektor peradilan yang

representatif dan sah

Untuk mendapatkan legitimasi di mata masyarakat,
sektor peradilan harus mencerminkan masyarakat
yang mereka layani.  Saat ini para wanita kurang
terwkaili di sektor peradilan banyak negara, dan
sering berada di tingkat rendah dalam organisasi
peradilan, termasuk pengadilan keluarga.  Walaupun
data statistik global nampaknya tidak tersedia:

n Sejak tanggal 1 April 2007, di lembaga peradilan
Inggris dan Wales, jumlah wanita mencapai 9,26%
dari Hakim Pengadilan Tinggi dan 22,4% dari Hakim
Pengadilan Negeri.12

n Pada tahun 2004, di Indonesia, jumlah wanita
mencapai 15,6% dari hakim Mahkamah Agung dan
16,2% dari hakim Pengadilan Umum.13

n Pada tahun 2004, di Kosta Rika terdapat 386 hakim
pria dan 334 hakim wanita.  Tapi mayoritas hakim
wanita berada di tingkat bawah dalam piramida
organisasi peradilan.14

n Secara global, pada tahun 2005 jumlah wanita
mencapai 15,8% dari para Menteri Kehakiman.15

Wanita dan kelompok masyarakat minoritas lainnya –
yang menjabat sebagai hakim, jaksa, pengacara dan
staf administrasi pengadilan – memperkuat legitimasi
lembaga peradilan dan membuat pengadilan lebih
terjangkau bagi masyarakat yang dilayaninya.  Wanita
dan kelompok minoritas pada jabatan tingkat tinggi di
sektor peradilan berperan bukan hanya sebagai
model peran bagi masyarakat, tapi bisa juga
memperjuangkan isu kesetaraan dan non-
diskriminasi.  Selain itu, partisipasi wanita di sektor
peradilan harus dipahami sebagai penggunaan
sumber daya manusia yang efisien.  Negara modern
tidak mampu kehilangan kekuatan dan energi
intelektual separuh dari rakyatnya.16

3.5 Mereformasi undang-undang yang

diskriminatif dan meningkatkan

perlindungan HAM

‘Hukum adalah wujud paling formal dari kebijakan
pemerintah.  Tanpa perlindungan hukum, tidak ada

penolong atau tempat berlindung bagi wanita bila
mereka menghadapi diskriminasi yang

mempengaruhi semua aspek kehidupan mereka,
yang meliputi keamanan, integritas tubuh, kehidupan

keluarga, status sosial, serta prospek politik,
ekonomi dan sosial.  Reformasi hukum diperlukan

untuk mewujudkan keadilan gender.’

Pernyataan Yang Mulia Navanethem Pillay, Hakim,

Pengadilan Pidana Internasional17

Kesenjangan antara standar HAM dan hukum
nasional tentang isu-isu yang berkaitan dengan
keadilan gender masih lebar di banyak negara.

Banyak negara masih mempertahankan undang-
undang yang jelas diskriminatif sehubungan dengan
pemilikan tanah, GBV, perkawinan, pengasuhan
anak, warisan, lapangan kerja dan orientasi seksual.
Beberapa contoh ini dibahas lebih terperinci pada
Bagian 4.4.  Masalahnya sangat sulit diatasi bila
selain hukum tertulis yang mendukung kesetaraan
juga terdapat hukum lain, baik hukum formal atau
hukum adat, yang bersifat diskriminatif.

3.6 Mengakhiri kekebalan hukum

terhadap kekerasan berbasis gender

‘Tidak boleh ada rasa malu atau stigma apa pun
yang dikaitkan dengan penyintas kejahatan

pemerkosaan – rasa malu dan keaiban mestinya
dirasakan oleh pelaku dan orang lain yang

bertanggung jawab atas kejahatan tersebut, dan
sampai tingkat tertentu seharusnya juga dirasakan

sistem hukum, perlindungan, dan penegakan hukum
serta keamanan global yang telah mengabaikan,

mendiamkan atau gagal menanggapi sebagaimana
mestinya kejahatan berbasis gender.’

Dr. Kelly Dawn Askin18

Banyak masyarakat cenderung menyalahkan korban
GBV, khususnya korban kekerasan seksual.  Akibat
ta kut dengan stigma, sebagian besar korban tidak
pernah melaporkan kejadian tersebut.  Hal ini lebih se -
ring terjadi pada pria (yang mungkin malu) dan korban
GBV lesbian, gay, biseksual atau transgender
(LGBT), yang mungkin rentan terhadap pelecehan/
kekerasan lainnya akibat orientasi seksual mereka.

Sikap masyarakat menyalahkan korban sering terlihat
di pengadilan.  Polisi, jaksa dan hakim sering me -
ngang gap kekerasan dalam rumah tangga sebagai
masalah ‘pribadi’ yang berada di luar jangkauan
hukum.  Wanita dan pria yang melaporkan kejahatan
kekerasan seksual sering menghadapi viktimisasi
sekunder di lembaga peradilan, yang dimulai dari
polisi dan berlanjut hingga proses pengadilan.
Banyak kejahatan seksual dan kejahatan berbasis
gender ditolak, atau pelaku yang terbukti bersalah
diberi hukuman ringan.  Di sebagian negara, hukuman
yang diberikan kepada pelaku kejahatan seksual
merupakan pelanggaran lainnya atas hak dan
kebebasan korban, seperti bila mereka dipaksa
menikah dengan pelaku kejahatan seksual tersebut.19

Patricia Ntahorubuze dari Perhimpunan Pengacara
Wanita yang berkantor pusat di Bujumbura
(Bujumbura-based Association of Women Lawyers),
yang membahas kemauan lembaga peradilan untuk
menangani kejahatan seksual, menyatakan: ‘Ini
menjadi masalah karena ada kecenderungan untuk
menganggap kejadian ini sebagai kejahatan kecil.  Ini
suatu kesalahan karena banyak orang yang diseret ke
meja hijau dengan dakwaan pemerkosaan segera
dibebaskan.’Banyak korban t idak berusaha
mengajukan tuntutan karena mereka tahu tidak akan
ditindaklanjuti. Kejahatan seksual di Burundi sering
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diselesaikan ‘secara kekeluargaan” dengan ganti rugi
berupa sapi atau uang.20

3.6 Mengakhiri kekebalan hukum

terhadap kekerasan berbasis gender

‘Tidak boleh ada rasa malu atau stigma apa pun
yang dikaitkan dengan penyintas kejahatan

pemerkosaan – rasa malu dan keaiban mestinya
dirasakan oleh pelaku dan orang lain yang

bertanggung jawab atas kejahatan tersebut, dan
sampai tingkat tertentu seharusnya juga dirasakan

sistem hukum, perlindungan, dan penegakan hukum
serta keamanan global yang telah mengabaikan,

mendiamkan atau gagal menanggapi sebagaimana
mestinya kejahatan berbasis gender.’

Dr. Kelly Dawn Askin18

Banyak masyarakat cenderung menyalahkan korban
GBV, khususnya korban kekerasan seksual.  Akibat
takut dengan stigma, sebagian besar korban tidak
pernah melaporkan kejadian tersebut.  Hal ini lebih
sering terjadi pada pria (yang mungkin malu) dan
korban GBV lesbian, gay, biseksual atau transgender
(LGBT), yang mungkin rentan terhadap pele -
cehan/kekerasan lainnya akibat orientasi seksual
mereka.

Sikap masyarakat menyalahkan korban sering terlihat
di pengadilan. Polisi, jaksa dan hakim sering me -
nganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai
masalah ‘pribadi’ yang berada di luar jangkauan
hukum.  Wanita dan pria yang melaporkan kejahatan
kekerasan seksual sering menghadapi viktimisasi
sekunder di lembaga peradilan, yang dimulai dari

polisi dan berlanjut hingga proses pengadilan.
Banyak kejahatan seksual dan kejahatan berbasis
gender ditolak, atau pelaku yang terbukti bersalah
diberi hukuman ringan.  Di sebagian negara, hukuman
yang diberikan kepada pelaku kejahatan seksual
merupakan pelanggaran lainnya atas hak dan
kebebasan korban, seperti bila mereka dipaksa
menikah dengan pelaku kejahatan seksual tersebut.19

Patricia Ntahorubuze dari Perhimpunan Pengacara
Wanita yang berkantor pusat di Bujumbura
(Bujumbura-based Association of Women Lawyers),
yang membahas kemauan lembaga peradilan untuk
menangani kejahatan seksual, menyatakan: ‘Ini
menjadi masalah karena ada kecenderungan untuk
menganggap kejadian ini sebagai kejahatan kecil.  Ini
suatu kesalahan karena banyak orang yang diseret ke
meja hijau dengan dakwaan pemerkosaan segera
dibebaskan.’Banyak korban t idak berusaha
mengajukan tuntutan karena mereka tahu tidak akan
ditindaklanjuti. Kejahatan seksual di Burundi sering
diselesaikan ‘secara kekeluargaan” dengan ganti rugi
berupa sapi atau uang.20

Akibat kegagalan lembaga peradilan menghukum
pelaku GBV, dan juga kurangnya dukungan medis
dan psikologis yang memadai, penyintas kasus GBV
bisa mengalami depresi berat, bahkan bisa sampai
bunuh diri. Di Afghanistan, ketidakpedulian pe nga -
dilan terhadap banyaknya pelanggaran hak-hak
wanita menyebabkan banyak kasus pengorbanan diri
dan bentuk-bentuk bunuh diri lainnya di kalangan
wanita.21

Kejahatan yang tidak dihukum menyuburkan budaya
kekebalan hukum dan pelanggaran hukum.  Ke ke -
balan hukum melemahkan landasan masyarakat yang
baru keluar dari konflik dengan mengesahkan ke -
kerasan.  Kekebalan hukum melestarikan ketidak sta -
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Perencanaan – melibatkan para pemangku kepentingan lokal dan perspektif gender pada tahap paling awal strategi dan selama proses reformasi.

Pemitraan – kolaborasi dan kerja sama antara dan di kalangan berbagai pemangku kepentingan nasional: lembaga peradilan, kepolisian, kejaksaan,
perhimpunan pengacara, fakultas hukum, masyarakat sipil, jaringan wanita dan pemangku kepentingan internasional (PBB, para negara donor, para
LSM internasional).

Partisipasi – mempromosikan partisipasi pria dan wanita, dari berbagai golongan masyarakat, sebagai aktor di sektor peradilan: hakim, jaksa,
pengacara, dan staf administrasi pengadilan.

Pencegahan – pencegahan diskriminasi berbasis gender dan GBV melalui reformasi hukum, kebijakan dan prosedur di sektor keamanan dan
peradilan, baik secara internal, di lembaga-lembaga peradilan dan keamanan, maupun secara eksternal di masyarakat.

Prosedur – penyusunan prosedur, kebijakan dan praktik yang mempromosikan akses keadilan yang setara bagi pria dan wanita dalam sistem
formal, transisional, informal dan alternatif.

Perlindungan – perlindungan korban dan saksi atas diskriminasi berbasis gender dan GBV: keamanan, tempat penampungan, bantuan hukum dan
pembayaran ganti rugi.

Penuntutan/Pemidanaan – menuntut pelaku pelanggaran hukum – tidak ada kekebalan hukum, secara internal di lembaga peradilan maupun
eksternal di masyarakat.

Penyadaran Masyarakat – kampanye untuk memberi tahu masyarakat tentang undang-undang yang melarang tindakan diskriminasi dan
kekerasan berbasis gender serta kebijakan dan praktik yang melaksanakan undang-undang tersebut.

Pelaksanaan – pengawasan, secara internal di sektor peradilan dan secara eksternal oleh lembaga-lembaga pemerintahan lainnya; pemantauan
kemajuan reformasi peradilan.

Box 2 Sembilan 'P' dalam reformasi peradilan dan gender
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bil an dan membuat wanita rentan terhadap ancaman
konflik baru.22  Rule of law merupakan aspek yang
sangat penting dari tata pemerintahan yang baik,
perdamaian dan pembangunan yang berkelanjutan.
Selanjutnya, tingginya kasus kekerasan seksual dan
GBV menyebabkan kasus HIV/AIDS yang lebih tinggi
– salah satu ancaman terbesar terhadap pem ba ngun -
an yang berkelanjutan dan keamanan.

3.7 Menjamin akses keadilan yang setara

Perdamaian dan rekonsiliasi meningkat bila wanita
dan pria dapat minta bantuan pengadi lan,
penengahan atau mekanisme tradisional untuk
menyelesaikan perkara dan meminta pertang -
gungjawaban pelaku kejahatan.  Akses keadilan bisa
terhambat karena berbagai sebab, yang banyak di
antaranya sangat mempengaruhi wanita, korban GBV
dan orang-orang dari kelompok masyarakat minoritas:

n Pengetahuan: banyak wanita dan pria tidak me -
ngetahui hak-hak hukum mereka atau bagai mana
mereka dapat mempertahankan hak-hak ini untuk
mendapatkan ganti rugi atas kejahatan dan
pelanggaran perdata.

n Sumber daya: banyak korban kekerasan, dis kri -
minasi atau pelecehan tidak memiliki sumber daya
keuangan untuk membawa perkaranya ke
pengadilan dan karena itu diam saja. Banyak ke -
tidak setaraan dalam akses keadilan disebabkan ka -
rena pria sering lebih mampu membayar pengacara
yang cakap.  Dalam kasus diskriminasi gender atau
kekerasan dalam rumah tangga, terdakwa biasanya
mendapatkan perwakilan hukum tapi korban tidak,
karena korban tidak mampu mendapatkannya.

n Kekhawatiran: banyak korban dan saksi takut
memberikan kesaksian, terutama berkaitan dengan
kejahatan GBV.  Keamanan umumnya masih ku -
rang bagi saksi dan korban di ruang pengadilan dan
tempat penampungan yang tersedia masih sedikit.
Korban dan saksi GBV sering mem butuh kan
perintah perlindungan, yang jarang tersedia di luar
negara-negara maju.

n Korupsi: dalam banyak kasus, prosedur peradilan
yang korup membuat para wanita tidak mungkin
memenangkan perjuangan hukum dengan cara
yang transparan dan terbuka.  Putusan pengadilan

yang menguntungkan penawar tertinggi umumnya
merugikan wanita.

n Transportasi: perjalanan ke pengadilan, yang sering
hanya terdapat di kota, mungkin sulit dan mahal.

n Penitipan anak: kebanyakan korban GBV adalah
wanita; banyak di antaranya memiliki anak kecil
yang perlu diasuh.  Mungkin sulit bagi mereka untuk
melakukan penitipan anak selama persidangan
perkara di pengadilan.

n Bahasa: mungkin terdapat beberapa dialek dan
bahasa tradisional yang dipakai, terutama di daerah
pedesaan.  Persidangan mungkin dilakukan dalam
bahasa yang tidak dipahami korban.

n Diskriminasi: praktik-praktik diskriminatif personel
pengadilan terhadap wanita, kelompok minoritas
dan kelompok etnis tertentu.

Reformasi peradilan yang efektif harus mencakup
kebijakan dan praktik yang menjamin sensitivitas
gender dan non-diskriminasi dalam praktik dalam
lembaga peradilan, dan juga langkah-langkah nyata
untuk menjamin akses keadilan bagi semua.

3.8 Memperkuat pengawasan dan

pemantauan atas sektor peradilan

Para LSM dan masyarakat sipil memainkan peran
penting dengan memantau jalannya persidangan,
hukuman dan aspek-aspek lainnya dalam lembaga
peradilan, dan dengan selalu memberitahukan
masalah peradilan kepada masyarakat.

Mekanisme pengawasan dan pemantauan sangat
penting untuk menjamin proses reformasi yang efektif.
Pengawasan di dalam lembaga pengadilan untuk
menjamin kepatuhan terhadap kebijakan dan
prosedur non-diskriminatif bisa sangat membantu
dalam menyoroti tanda-tanda peringatan awal adanya
masalah.

Begitu pula, pengawasan masyarakat sipil atas sektor
keamanan dapat mengidentifikasi isu-isu yang muncul
sehingga isu-isu tersebut dapat ditangani sebelum
menjadi ancaman keamanan.

Solidaritas Hak-Hak Wanita Afrika (SOAWR, Solidarity for African Women’s Rights), sebuah kelompok payung yang mewakili 19 kelompok hak-
hak wanita di beberapa negara Afrika, mengirimkan secara terbuka kartu-kartu merah kepada para pemimpin 12 negara Afrika pada Pertemuan
Puncak Uni Afrika karena tidak menandatangani Protokol Uni Afrika tentang Hak-Hak Wanita di Afrika.  Kartu merah tersebut berbunyi: ‘Anda
telah menerima kartu merah dari Solidaritas Hak-Hak Wanita Afrika, sebuah koalisi organisasi-organisasi yang mengkampanyekan ratifikasi
Protokol tentang Hak-Hak Wanita.  SOAWR melakukan ini untuk mendesak negara-negara Afrika untuk meratifikasi piagam tersebut yang
mencakup berbagai isu HAM dan merupakan kerangka hukum menyeluruh untuk melindungi hak-hak wanita.’23

Box 3 Jaringan wanita mendesak negara-negara Afrika untuk menandatangani
protokol hak-hak wanita Afrika



4 Bagaimana gender dapat
dipadukan ke dalam reformasi
peradilan?

Setiap proses reformasi peradilan sangat spesifik
konteks. Menyediakan waktu untuk menentukan ke a -
da an, kebutuhan, tantangan, kesenjangan dan peluang
khusus dalam situasi tertentu akan membuat proses
lebih mungkin berhasil dan berkelanjutan, sehingga
pada gilirannya memperkuat stabilitas dan keamanan.

Karena pertimbangan gender sangat penting bagi
refor masi peradilan yang efektif, pertimbangan gender
harus dimasukkan ke dalam rencana keseluruhan.
Faktor-faktor selain gender yang dapat mempengaruhi
isu-isu ketidaksetaraan, kekerasan dan diskriminasi,
seperti ras, etnis, kelas, agama, pendidikan, status
ekonomi, orientasi seksual, kesehatan, bahasa dan
lokasi geografis, juga harus dipertimbangkan sedapat
mungkin. Pemahaman akan pangkal kunci dan dam -
pak diskriminasi berbasis gender, kekerasan dan kon -
flik sangat penting untuk membentuk suatu pendekatan
yang mempertimbangkan ketidaksetaraan gender.

Pa ra pemangku kepentingan utama dari lembaga per -
adilan, kejaksaan, perhimpunan hukum, kepolisian,
lembaga pemasyarakatan dan masyarakat sipil harus
dili bat kan pada tahap perencanaan sedini mungkin
untuk menentukan dan menyatakan dengan jelas
tujuan dari proses reformasi tersebut.  Kerja sama dan
kolaborasi awal antara dan di kalangan berbagai pe -
mang ku kepentingan nasional dan internasional akan
meng hasilkan pendekatan yang lebih terkoordinasi da -
lam reformasi peradilan. Para LSM telah lama menjadi
pen dukung kesetaraan wanita: kegiatan pemantauan
pe merintah, pelaporan pelang gar an, kampanye untuk
peru bahan dan pemberian ban tuan secara langsung
ke pada wanita.  Misalnya, ker ja sama dengan jaringan
wa nita, dan juga per him punan pengacara, serta kelom -
pok-kelompok LGBT bisa sangat penting untuk me ma -
hami kenyataan isu-isu peradilan gender, dan juga
untuk membangun legitimasi bagi proses reformasi.

4.1 Penilaian yang peka terhadap gender

atas sektor peradilan

Proses reformasi harus mencakup penilaian yang
peka terhadap gender atas sektor peradilan.

44Daftar periksa untuk penilaian sensitif gender
(tidak termasuk segalanya):

4 Tentukan instrumen HAM internasional dan regional
mana  yang telah diratifikasi oleh negara.

4 Kaji ulang konstitusi dan undang-undang nasional
tentang persesuaian dengan ketentuan HAM
internasional dan regional, termasuk yang berkaitan
dengan kesetaraan gender.

4 Kaji ulang undang-undang dan kebiasaan adat dan
agama untuk mengetahui adanya praktik  dis kri mi -
na tif, mengingat standar HAM nasional dan inter na -
si onal.

4 Lakukan penilaian apakah terdapat undang-undang
yang memadai untuk mencegah diskriminasi, mi -
salnya: undang-undang yang melarang dis kriminasi
 terhadap perempuan dan pria penderita HIV/AIDS,
dis kriminasi berdasarkan kehamilan, ma ter nitas
atau perkawinan; pelecehan seksual di tem pat
kerja.

4 Melalui wawancara dengan sejumlah orang yang
mewakili berbagai lapisan masyarakat, lakukan pe -
nilaian bagaimana pelaksanaan sistem hukum ‘da -
lam praktiknya’ bagi wanita dan pria, termasuk
alter natif selain lembaga peradilan formal.  Berikan
per hatian khusus pada prosedur, peraturan dan
praktik yang mempengaruhi akses keadilan.

4 Bila tersedia, kaji ulang pangkalan data statistik,
arsip pengadilan dan arsip lembaga lainnya untuk
menilai siapa yang menggunakan lembaga per  adil -
an dan untuk jenis tuntutan apa, dan bagaimana ha -
silnya.  Apakah wanita dan kelompok sosial tertentu
lain nya tidak mengajukan perkara ke pengadilan?
Kalau benar, mengapa?

4 Kaji ulang apa jenis hukuman yang digunakan bagi
pelaku kejahatan, dengan perhatian khusus pada
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Sebuah kelompok kerja tentang Wanita dan Konstitusi, yang terdiri dari beberapa organisasi masyarakat sipil, dibentuk dan, melalui konsultasi
dengan Satuan Urusan Gender, mengadakan konsultasi dengan kelompok-kelompok wanita di seluruh negeri tentang isu-isu penting yang
mempengaruhi para wanita di Timor Leste.  Pada akhir proses ini Piagam Hak-Hak Wanita di Timor Leste disepakati, dengan delapan ribu tanda-
tangan dikumpulkan, sebagian besar dari para wanita, yang mendukung Piagam tersebut.  Piagam ini kemudian disampaikan kepada para
Anggota Majelis Konstituen.  Peningkatan kesadaran masyarakat tentang isu-isu kesetaraan gender dan non-diskriminasi ini menghasilkan
Konstitusi Timor Leste.  Konstitusi tersebut mencakup ketentuan berikut:

n Salah satu tujuan utama negara adalah mempromosikan dan menjamin kesamaan kesempatan yang efektif antara wanita dan pria serta non-
diskriminasi berdasarkan gender.

n Wanita dan pria harus memiliki hak dan kewajiban yang sama di semua bidang kehidupan keluarga dan bidang politik, ekonomi, sosial dan
budaya].

n Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan sukarela oleh para pihak dan berdasarkan kesetaraan penuh antara calon suami dan isteri.
n Wanita berhak mendapatkan cuti hamil tanpa kehilangan gaji atau segala tunjangan lainnya.24

Box 4 Timor Leste – masyarakat sipil mempengaruhi isi konstitusi



hukuman bagi kejahatan GBV dan kejahatan yang
mempengaruhi kelompok-kelompok masyarakat
yang terpinggirkan.

4 Lakukan analisis gender atas anggaran sektor
peradilan – bagaimana sumber daya ditujukan pada
pria dan wanita?

4 Lakukan penilaian partisipasi wanita dalam sistem
pendidikan hukum, profesi hukum dan lembaga
peradilan.

4.2 Reformasi hukum

Masa transisi dan situasi pasca-konflik dapat mem -
berikan jendela peluang yang singkat untuk merubah
dan merancang kembali konstitusi dan perundang-un -
dangan, yang memberikan dampak jangka panjang
ba gi perdamaian, keamanan dan status dari ke -
lompok-kelompok yang berbeda di dalam masyarakat,
ter masuk wanita.

Perjanjian dan instrumen HAM internasional dan
regional

Setidaknya, para negara harus menyepakati dan
mera tifikasi perjanjian dan konvensi HAM inter -
nasional dan regional, tanpa syarat, dan me matuhi
semua instrumen HAM internasional.

Masyarakat sipil bisa efektif dalam melobi pemerintah
untuk meratifikasi perjanjian (lihat Kotak 3).

Reformasi konstitusi

Konstitusi dapat menjadi sangat penting dalam pen ca -
paian kesetaraan gender dan pencegahan dis -
kriminasi dan kekerasan berbasis gender.  Reformasi
konstitusi sering menjadi bagian dari proses pasca-

konflik dan transisi, dan memberikan landasan se -
bagai dasar reformasi peradilan.  Misalnya, konstitusi
da pat menegaskan bahwa HAM harus diperoleh se -
mua orang, tanpa mengindahkan gender atau orien -
tasi seksual, atau menetapkan bahwa instrumen
hu kum internasional dan regional, bila sudah dira -
tifikasi, otomatis berlaku sebagai undang-undang da -
lam negeri.  Masyarakat sipil dan LSM bisa sangat
efek tif dalam menuntut agar isu-isu ini dimasukkan
da lam konstitusi (lihat Kotak 4).

Perundang-undangan nasional

Setidaknya, perundang-undangan nasional harus
mencerminkan definisi dan standar dalam instrumen
HAM internasional dan regional. Undang-undang
yang sudah ada harus dikaji ulang dan bila perlu un -
dang-undang baru disahkan untuk melarang secara
khu sus semua bentuk GBV dan diskriminasi.  Penyu -
sunan efektif undang-undang ini memerlukan proses
yang konsultatif dan menampung pendapat para kor -
ban/penyintas serta LSM-LSM wanita, melalui dialog
de ngan praktisi yang akan menerapkan dan me ne -
gak kan undang-undang tersebut.

Kepemilikan tanah

Perkara atas tanah merupakan salah satu ancaman
besar terhadap keamanan, terutama selama masa

Lihat Lampiran UU dan

Instrumen Internasional dan

Regional
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Perihal Wachokire, Kasus Warisan No. 192 of 2000, Pengadilan Negeri Thika, Agustus 19, 2002

Jane Watiri memohonkan kepada pengadilan untuk memberikan kepadanya setengah dari sebidang tanah milik almarhum ayahnya yang tempat
kediaman pemohon tersebut bersama empat anaknya.  Saudara lelakinya berkeberatan, dengan alasan bahwa dia telah mengolah sebagian tanah
tersebut yang lebih besar ketika ayahnya masih hidup dibandingkan dengan saudara perempuannya dan karena itu berhak mendapatkan bagian
yang lebih luas itu.  Hakim Utama Senior H.A. Omondi menemukan bahwa menurut hukum adat Kikuyu, seorang wanita yang belum menikah seperti
Watiri tidak memiliki hak waris yang sama akibat harapan bahwa dia akan menikah.  Hakim Omondi memutuskan bahwa ketentuan adat ini
mendiskriminasi wanita karena melanggar Pasal 82 Ayat 1 Konstitusi Kenya, yang melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.  Ketentuan ini
juga melanggar Pasal 18 Ayat 3 Piagam Banjul dan Pasal 15 Ayat 1-3 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan,
yang memberikan persamaan di hadapan hukum antara pria dan wanita.  Karena itu, Hakim Omondi memberi Watiri dan saudara lelakinya masing-
masing bagian yang sama dari harta peninggalan ayah mereka. 

Box 6 Memanfaatkan hukum internasional untuk mengatasi diskriminasi dalam
praktik pewarisan di Kenya26

Setelah genosida Rwanda, Pemerintah perlu menangani semakin
banyaknya kepala keluarga wanita yang tidak memiliki tanah.
Sebuah meja gender dibentuk di Parlemen dan merubah undang-
undang yang mendiskriminasi wanita.  Meja ini berhasil mengusulkan
agar wanita diberi hak untuk mewarisi harta dari orang tua atau suami
mereka, dan para janda harus dapat memperoleh kembali harta dari
saudara prianya suami mereka yang telah meninggal.  Walaupun
proses tersebut berhasil melembagakan dukungan bagi hak-hak
wanita, undang-undang baru yang memberikan hak memperoleh
harta kepada wanita sulit dilaksanakan pada tingkat lokal.  Kelompok
tradisionalis enggan mengubah adat yang telah berumur ratusan
tahun, dan para aktivis hak-hak wanita Rwanda memperingatkan
bahwa, tanpa pendidikan nasional tentang hak-hak baru mereka,
undang-undang tersebut tidak akan dilaksanakan.25

Box 5 Penanganan pemilikan tanah
wanita di Rwanda



pasca-konflik dan transisi yang rapuh.  Setelah konflik,
orang kembali ke rumah mereka yang sering telah
dihuni orang lain.  Penghuni baru tersebut mungkin
me larikan diri dari daerah lain atau bertanggung jawab
atas pengusiran mantan pemilik.  Prosedur hukum
untuk menangani perkara atas tanah harus jelas dan
terjangkau.

Di banyak negara wanita tidak berhak memiliki atau
mewarisi harta.  Hal ini sangat problematik di negara-
negara pasca-konflik yang di dalamnya banyak wanita
yang menjadi janda dan menjadi kepala keluarga tapi
tidak dapat memiliki tanah yang dulu mereka huni.
Mereka dapat diusir dari tanah mereka, tanpa cara
untuk menanam tanaman untuk memperoleh peng -
hasilan atau untuk dimakan sendiri (lihat Kotak 5, 6).
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Institut Raoul Wallenberg menentukan daftar berikut ini sebagai praktik-praktik terbaik dalam definisi hukum dan kriminalisasi pemerkosaan.

n Definisi hukum pemerkosaan dan kejahatan seksual lainnya bersifat netral gender. 

n Kejahatan seksual diperlakukan setara baik yang terjadi dalam atau tanpa hubungan perasaan.

n Pemerkosaan dan juga kejahatan seksual lainnya merupakan kejahatan publik.

n Definisi kejahatan seksual didasarkan secara langsung atau tidak langsung pada tidak adanya persetujuan.

n Persetujuan tidak ditunjukkan oleh tidak adanya perlawanan.

n Bukti yang menguatkan tidak diperlukan untuk pernyataan bersalah.

n Tindakan seksual didefinisikan secara luas dan penetrasi bukan prasyarat.

n Batas usia tertentu, yang di bawahnya persetujuan dianggap tidak ada, dimaksudkan untuk melindungi orang muda. 

Laporan ini selanjutnya menentukan kebijakan yang memungkinkan pelaksanaan hukum secara efektif.  Lembaga-lembaga ini meliputi:

n Polisi khusus, termasuk polisi wanita, untuk menangani kasus kejahatan seksual.

n Pedoman yang menjelaskan bagaimana polisi wajib bertindak daam kasus kejahatan seksual.

n Penyintas boleh melaporkan kejahatan seksual dalam bahasa mereka sendiri.

n Kemungkinan mengajukan pengaduan tanpa nama untuk dimasukkan catatan polisi.

n Pangkalan data nasional pelaku kejahatan seksual.

n Satuan kejahatan seksual dibentuk pada tingkat kejaksaan nasional.

n Semua hakim diberi pelatihan tentang sifat dan dampak dari kejahatan seksual.

n Bagian pengadilan khusus untuk menangani kejahatan seksual secara efektif.

n Ketentuan pembuktian yang umumnya melarang bukti tentang riwayat dan reputasi seksual penyintas.

n Langkah-langkah perlindungan, seperti penggunaan tirai dan pintu tertutup, untuk menjamin agar penyintas terlindung dari viktimisasi sekunder
saat memberikan kesaksian.

n Usia saksi dipertimbangkan dalam pelaksanaan langkah-langkah perlindungan.

n Bantuan diberikan kepada korban yang mencakup pusat dukungan multi-disipliner.

n Bagian khusus di lembaga pelayanan kesehatan nasional.

n Penyintas penganiayaan seksual selalu diperiksa oleh staf pelayanan kesehatan dengan jenis kelamin yang sama.

n Kontrasepsi darurat gratis, obat anti-retrovirus dan antibiotik untuk mencegah penyakit menular seksual.

n Protokol nasional untuk pengumpulan bukti dan perawatan psikologis.

n Ketersediaan perangkat bukti serangan seksual dan bantuan hukum gratis.

n Biaya finansial yang ditimbulkan dari kejahatan seksual dibayar kembali oleh negara.

n Saluran telepon 24-jam untuk mendapatkan penyuluhan dan nasihat tentang kejahatan seksual.

n Penyuluhan dan pendidikan dapat diperoleh dengan mudah oleh penyintas pemerkosaan dalam berbagai bahasa.

n Kampanye penyadaran masyarakat dalam berbagai format media dan bahasa.

n Kerangka kebijakan yang mencakup rencana aksi dan kebijakan nasional yang menangani kekerasan terhadap perempuan dan/atau pencegahan
kejahatan yang menangani pemerkosaan dan kejahatan seksual lainnya.

Box 7 Praktik-praktik terbaik dalam definisi hukum dan kriminalisasi
pemerkosaan



Kekerasan berbasis gender

GBV merupakan kejahatan yang sering terjadi dan
umumnya tidak dijatuhi hukuman.  GBV sering
dikelilingi budaya rahasia, dan jenis GBV tertentu
sering tidak dipidanakan sebagaimana mestinya
dalam perundang-undangan nasional.  Misalnya:

n Kekerasan dalam rumah tangga: Penelitian
menunjukkan antara 25% hingga 50% dari semua
wanita di dunia pernah dianiaya oleh pasangan
intimnya. Wanita merupakan hampir 95% korban
ke kerasan dalam rumah tangga. Di kebanyakan ne -
gara, perundang-undangan menggolongkan ke ke -
ras an dalam rumah tangga sebagai suatu
pe lang garan daripada kejahatan berat, dan tidak
de ngan tegas melindungi wanita dari pemerkosaan
da lam perkawinan dan penguntitan. Tapi telah ter -
jadi kemajuan: perkosaan dalam perkawinan se ka -
rang diakui sebagai kejahatan di kurang lebih 50
negara.27

n Kejahatan kehormatan: Kejahatan terhadap wanita
yang dilakukan atas nama ‘kehormatan’ dapat
terjadi di dalam keluarga atau di dalam masyarakat.
Di perkirakan 5.000 wanita dibunuh oleh anggota ke -
luar ganya setiap tahun dalam pembunuhan ‘ke hor -
mat an’ di seluruh dunia. Di pengadilan, ‘pembelaan
ke hormatan’ diterapkan di sebagian negara Timur
Te ngah dan Amerika Latin, yang memungkinkan
ayah, saudara lelaki atau suami lolos dari hukuman.
Di duabelas negara Amerika Latin, pembebasan da -
ri hukuman bagi pemerkosa dimungkinkan bila dia
mau mengawini korban dan korban menerimanya.
Ke luarga korban sering mendesak korban untuk
me nikah dengan pemerkosanya, yang menurut me -
reka dapat memulihkan kehormatan keluarga.

Bila tidak dicegah, GBV dapat menimbulkan budaya
kekebalan hukum, yang pada gilirannya merusak
perdamaian dan keamanan.

Kekerasan seksual

Di banyak negara, perundang-undangan nasional
tidak menyediakan kerangka hukum yang mengakui
segala bentuk kekerasan seksual sebagai kejahatan.
Misalnya, perundang-undangan mungkin men sya rat -
kan penggunaan kekerasan dalam suatu tindak ke -
kerasan seksual, daripada tidak adanya persetujuan.
Se bagian perundang-undangan hanya mengakui
pemerkosaan dan tidak mengakui bentuk-bentuk
kekerasan seksual lainnya, dan/atau membatasi pe -
mer kosaan pada penetrasi vagina. Kekerasan sek -
sual terhadap pria dan anak lelaki sering tidak diliputi
un dang-undang. Di sebagian negara, kelemahan hu -
kum yang mengatur kekerasan seksual bersumbur
dari standar pembuktian dan ketentuan prosedur.  Mi -
sal nya, di banyak negara Muslim yang menerapkan
hu kum shariah, dua orang lelaki harus menyaksikan
tin dak kekerasan tersebut.28

Institut Raoul Wallenberg untuk HAM dan Hukum
Kemanusiaan telah menyusun praktik-praktik terbaik
di empat bidang hukum yang sangat penting
sehubungan dengan gender: kekerasan dalam rumah
tangga/pemerkosaan; penetapan paternitas;
perkawinan adat; dan pengakhiran kehamilan.29

Praktik-praktik terbaik yang terdapat dalam laporan

tersebut terdiri dari tiga komponen: undang-undang,
kebijakan dan kenyataan. Suatu undang-undang tidak
dapat berdiri sendiri sebagai praktik terbaik tapi harus
disertai oleh kebijakan pemerintah atau negara untuk
pelaksanaannya. Faktor lain yang sangat penting bagi
keberhasilan reformasi hukum adalah konteks yang di
da lamnya reformasi hukum tersebut dilaksanakan.
Apa yang berhasil di satu negara mungkin gagal di ne -
gara lain, misalnya akibat perbedaan budaya, struktur
ma syarakat dan ketersediaan sumber daya.  Be gitu pu -
la, suatu praktik yang berhasil baik pada sa tu kelompok
ter tentu mungkin tidak berhasil sama se ka li pada
kelompok lain.30 Kotak 7 memberikan con toh prak tik-
praktik terbaik sehubungan dengan pe mer ko sa an.

Orientasi seksual

Pelanggaran HAM yang ditujukan terhadap orang
karena fakta atau prasangka orientasi seksual atau
identitas gendernya merupakan pola global yang su -
dah mengakar. Pelanggaran ini meliputi pem bu nuhan
di luar proses hukum, penyiksaan dan pe nga niayaan,
serangan seksual dan pemerkosaan, pelang garan
privasi, penahanan secara sewenang-wenang,
penghambatan peluang kerja dan pendidikan serta
dis kriminasi berat sehubungan dengan pelaksanaan
hak-hak lainnya. Undang-undang yang melarang
diskriminasi atau GBV berdasarkan orientasi seksual
atau identitas seksual dapat disahkan.  Konstitusi
Afrika Selatan adalah konstitusi pertama di dunia yang
me larang diskriminasi tidak adil berdasarkan orientasi
sek sual.  Pada bulan Desember 2005, sebuah pu -
tusan Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan mem -
berikan kesetaraan dalam pernikahan sipil bagi
pa sangan gay dan lesbian untuk pertama kali di be -
nua Afrika.  Beberapa negara lainnya telah mem -
per l ihatkan kemajuan dalam memberantas
pe  lang garan hak berdasarkan orientasi seksual atau
iden titas gender:

n Di Fiji, pada bulan Agustus 2005 Pengadilan Tinggi
me mutuskan bahwa undang-undang sodomi negara
itu bertentangan dengan konstitusi, dengan me -
nyatakan bahwa ‘Konstitusi mewajibkan bahwa un -
dang-undang mengakui perbedaan, menjunjung
mar tabat dan memungkinkan penghormatan setara
ter hadap setiap warga negara sebagaimana adanya’.

n Di Rumania, sepuluh tahun desakan dalam negeri
dan internasional menghasilkan pencabutan un -
dang-undang sodomi dan pengesahan perundang-
un dangan anti-diskriminasi umum.31

Pada bulan April 2007, Parlemen Eropa me nge sah -
kan resolusi tentang diskriminasi berdasarkan orien -
tasi seksual di Eropa:32

Pasal (3) Mengulang permintaannya kepada Ko -
misi Eropa untuk menjamin agar diskriminasi ber -
dasarkan orientasi seksual di semua sektor
dila rang dengan menyelesaikan paket undang-un -
dang anti-diskriminasi yang didasarkan pada
Pasal 13 Perjanjian Komisi Eropa, tanpa mana go -
longan lesbian, gay, biseksual dan orang lainnya
yang menghadapi berbagai macam diskriminasi
akan tetap menghadapi risiko diskriminasi; me -
nye rukan dekriminalisasi di seluruh dunia ter ha -
dap homoseksualitas;
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Pasal (8) Mengulang himbauannya kepada
semua Negara Anggota untuk mengajukan
perundang-undangan untuk mengatasi
diskriminasi yang dialami oleh pasangan sejenis,
dan meminta Komisi Eropa untuk membuat
proposal untuk menjamin agar prinsip saling
menghormati juga diterapkan dalam hal ini, untuk
menjamin kebebasan bergerak bagi semua orang
di Uni Eropa tanpa diskriminasi…

Undang-undang yang mendiskriminasikan pria
dan anak lelaki

Pria dan anak lelaki juga terpengaruh oleh undang-
undang dan praktik yang diskriminatif.  Misalnya,
sebuah pengadilan di Afrika Selatan menemukan
bahwa sebuah undang-undang yang mewajibkan
persetujuan ibu tapi tidak mewajibkan persetujuan
ayah untuk memungut anak alamiah bertentangan
dengan konstitusi atas alasan diskriminasi gender dan
diskriminasi berdasarkan status perkawinan.33

Diskriminasi de facto

Walaupun undang-undang melarang diskriminasi dan

mencantumkan langkah-langkah khusus untuk

memajukan wanita, diskriminasi terhadap perempuan

dan kelompok pria tertentu masih sering terjadi dalam

praktiknya (‘de facto’). Diskriminasi de facto

mencakup, misalnya, praktik perbankan yang

memerlukan suami menandatangani kontrak

isterinya; tidak terlaksananya ketentuan undang-

undang pertanahan yang mewajibkan hak milik

bersama bagi  pasangan suami- ister i ;  dan

pelanggaran perundang-undangan tentang

kesempatan yang sama.  Sikap budaya yang

diskriminatif, kebutahurufan, kurangnya kesadaran

hukum, kurangnya sumber daya untuk menegakkan

hak dan kesulitan menjangkau pengadilan yang

terletak di daerah perkotaan merupakan faktor-faktor

utama yang menyebabkan terjadinya diskriminasi de

facto.34
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Masyarakat sipil bisa sangat efektif dalam melakukan lobi untuk reformasi hukum.  Salah satu faktor pemungkin utama pada contoh-contoh berikut
adalah pendirian proaktif dan tegar kelompok-kelompok wanita.  Kelompok-kelompok ini melakukan aksi pada tahap yang sangat awal, merumuskan
tuntutan mereka sebagai amandemen nyata, dan bersikap tegas meskipun menghadapi reaksi konservatif atau ketidakstabilan dan perubahan
politik.  Mereka juga berhasil membentuk koalisi yang luas dan inklusif, dengan menjalin kemitraan dengan gerakan-gerakan lain dan menjamin
keterwakilan nasional untuk menghindari agar tidak dijuluki ‘sampingan' atau ‘dimotori nilai-nilai Barat’.  Selanjutnya, kelompok-kelompok tersebut
mempergunakan strategi kampanye profesional, yang menggabungkan berbagai metode yang meliputi penggunaan media secara ekstensif,
pemantauan ketat dan pemberian dukungan kepada parlemen, demonstrasi umum, kegiatan peningkatan kesadaran, dan pertemuan serta seminar.
Dalam setiap kegiatannya, kelompok-kelompok tersebut mengakui dan memanfaatkan secara efektif jendela peluang yang diberikan oleh konteks
politik atau sosial.  Melalui kampanye dan reformasi, landasan filosofis perundang-undangan telah diubah, sehingga memberikan landasan baru
untuk mewujudkan hak-hak wanita.

Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga Mongolia, yang disahkan pada bulan Mei 2004, adalah hasil kerja sama antara dua LSM
terkemuka Mongolia dan satuan tugas parlementer bidang kekerasan dalam rumah tangga.35

Di Maroko, reformasi undang-undang keluarga pada bulan Februari 2004 menghapuskan kekuasaan pria dalam pernikahan, dengan menentukan
suami dan isteri sebagai para mitra setara dalam lembaga keluarga.  Ini merupakan langkah terobosan bagi para wanita Maroko.  Undang-undang
keluarga yang direformasi tersebut memberi wanita hak-hak yang setara dengan pria dalam masalah perceraian dan menaikkan usia pernikahan
bagi wanita dari 15 menjadi 18 tahun; memberi wanita hak mendapatkan harta warisan; mengambil langkah-langkah untuk membatasi poligami
(walaupun belum sepenuhnya dilarang) dan mengakui hak-hak anak.  Kampanye yang besar pengaruhnya oleh kelompok-kelompok wanita
Maroko, yang dipimpin oleh Association Démocratique des femmes du Maroc (Perhimpunan Demokratis Wanita Maroko), memotori reformasi
tersebut.36

Undang-Undang tentang Perlindungan terhadap Kekerasan Spanyol tahun 2004 disusun dengan keterlibatan kuat organisasi-organisasi wanita dan
berisi definisi luas tentang kekerasan, termasuk bentuk-bentuk kekerasan psikologis, seperti serangan seksual, ancaman, tekanan, paksaan dan
perampasan kehendak bebas.  Undang-undang ini mencakup langkah-langkah pencegahan dan penyuluhan, serta perlindungan dan bantuan bagi
korban dan sanksi baru terhadap pelaku.37

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Turki yang baru itu disepakati Parlemen Turki pada bulan September 2004.  Kitab undang-undang baru
tersebut memperkenalkan definisi progresif dan hukuman yang lebih berat untuk kejahatan seksual; mengkriminalisasikan pemerkosaan dalam
perkawinan; memberikan langkah-langkah untuk mencegah pengurangan hukuman yang diberikan kepada pelaku pembunuhan ‘kehormatan’;
menghapuskan segala rujukan terhadap konsep-konsep patriarkat seperti kesucian, kehormatan, moralitas, rasa malu atau perilaku tidak senonoh;
menghapuskan diskriminasi yang sebelumnya terjadi terhadap wanita yang tidak perawan dan wanita yang belum menikah; menghapuskan
ketentuan yang memberikan pengurangan hukuman dalam kasus pemerkosaan dan penculikan; mengkriminalisasikan pelecehan seksual di tempat
kerja dan menganggap penganiayaan seksual oleh pasukan keamanan sebagai kejahatan dengan menyakiti.  Reformasi ini merupakan hasil dari
kampanye intensif selama tiga tahun oleh perhimpunan 27 LSM Turki.38

Di Burundi, aktivis hak-hak wanita sedang menyerukan reformasi hukum dan sosial nasional untuk menangani kejahatan kekerasan seksual yang
sangat sering terjadi yang dilakukan selama terjadinya perang dan untuk mereformasi perlakuan hukum negara itu terhadap pemerkosaan.
Perhimpunan Pengacara Wanita yang Berkantor Pusat di Bujumbura di Burundi telah bergabung dengan organisasi-organisasi wanita lainnya untuk
meminta pemerintah agar merubah dan memperkuat undang-undang yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan sedang memberikan saran
kepada komite pengkajian ulang hukum khusus yang dibentuk oleh para aktivis yang berkepentingan.39

Box 8 Peran masyarakat sipil dalam melakukan lobi untuk reformasi hukum
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4.3 Prosedur dan praktik hukum untuk

menangani kekerasan berbasis gender

Walaupun perundang-undangan yang dibuat sudah
cukup memadai, prosedur dan praktik di lembaga
peradilan sering mendiskriminasikan kelompok
masyarakat tertentu, termasuk korban kekerasan
dalam rumah tangga dan kekerasan seksual.
Hambatan prosedural dapat meliputi biaya yang
diperlukan untuk mengajukan pengaduan, atau
ketidakterjangkauan fisik dan jam buka kantor-kantor
pemerintah yang terbatas (lihat Kotak 9). Lebih
tegasnya, pengadilan sering kekurangan prasarana,
kemampuan dan keahlian untuk menuntut kejahatan
GBV. Prosedur hukum untuk melaksanakan
persidangan kekerasan seksual sering menyebabkan
reviktimisasi penyintas, sehingga membuat mereka
rentan mengalami penghinaan selama wawancara,
saat memberikan kesaksian dan setelah persidangan.

Semua praktik dan prosedur hukum harus diteliti
untuk menjamin agar praktik dan prosedur tersebut
tidak mendiskriminasikan secara tidak wajar terhadap
wanita atau kelompok masyarakat lainnya.  Dalam
banyak kasus, pencegahan diskriminasi memerlukan
langkah-langkah khusus. Contoh langkah-langkah
khusus yang diambil di berbagai negara sehubungan
dengan kekerasan seksual dan kekerasan dalam
rumah tangga, dan perlindungan korban dan saksi
dibahas di bawah ini.

Kekerasan seksual

Beberapa negara telah menyusun mekanisme khusus
untuk masalah kekerasan seksual untuk menjamin
agar hukum pembuktian dan hukum acara tidak
didasarkan pada stereotipe wanita yang merugikan,
dan menghindari ‘reviktimisasi’ penyintas.41

Hukum Acara dan Hukum Pembuktian Pengadilan
Pidana Internasional dianggap sebagai praktik yang
baik bagi perlindungan korban.42 Peraturan 70
menyatakan bahwa dalam kasus yang melibatkan
kekerasan seksual, Pengadilan wajib ditunjuk oleh

dan menerapkan prinsip-prinsip berikut:

(a) Persetujuan tidak dapat disimpulkan dengan
pertimbangan kata-kata atau tindakan korban bila
kekerasan, ancaman kekerasan, paksaan atau
pemanfaatan l ingkungan yang memaksa
melemahkan kemampuan korban untuk
memberikan persetujuan sukarela dan tulus;

(b) Persetujuan tidak dapat disimpulkan dengan
pertimbangan kata-kata atau tindakan korban bila
korban tidak mampu memberikan persetujuan
yang tulus;

(c) Persetujuan tidak dapat disimpulkan dengan
pert imbangan diamnya, atau t iadanya
perlawanan, korban terhadap kekerasan seksual
yang dituduhkan;

(d) Keterpercayaan, watak atau kecenderungan
terhadap kerelaan seksual korban atau saksi tidak
dapat disimpulkan dengan pertimbangan sifat
seksual dari tindakan korban atau saksi sebelum
atau selanjutnya.

Peraturan 71 melarang Pengadilan Pidana Inter -
nasional menerima ‘bukti tindakan seksual korban
atau saksi sebelum atau selanjutnya’.

n Sebagai respons terhadap angka putusan bersalah
(conviction rates) yang rendah, Afrika Selatan
membentuk Pengadilan Kejahatan Seksual dan
pusat Thuthuzela. Pengadilan Kejahatan Seksual
adalah pengadilan khusus yang dirancang untuk
mempercepat proses penanganan dan penuntutan
kasus-kasus penganiayaan seksual; semua
personelnya telah mendapat pelatihan untuk
menangani kejahatan seksual.  Pusat Thuthuzela,
atau pusat kenyamanan, disediakan di pengadilan
ini dan berperan sebagai unit pelayanan satu atap
untuk korban pemerkosaan. Sebuah pusat
kenyamanan dilengkapi dengan manajer proyek
dan memberikan pelayanan kepolisian, perawatan
kesehatan, pelayanan konsultasi dan hukum,
semuanya di bawah satu atap dan memungkinkan
peningkatan penanganan kasus pemerkosaan.
Angka putusan bersalah telah mencapai 75 – 95%
dan satu perkara sekarang biasanya diputus dalam

Di Rusia, penegakan hukum melalaikan kewajiban untuk mencegah, menyelidiki dan menghukum kekerasan dalam rumah tangga, akibat faktor-
faktor seperti prasangka yang sudah mengakar, kurangnya pelatihan tentang isu tersebut dan fakta bahwa Negara tersebut belum mengutamakan
penanganan kekerasan terhadap perempuan.  Kepolisian tidak menjalankan satuan khusus untuk menanggapi kekerasan dalam rumah tangga, dan
belum ada rencana pembentukan satuan tersebut.  Baik Kementerian Dalam Negeri maupun fakultas-fakultas hukum tidak memberikan petunjuk
yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan.  Negara ini juga belum melakukan pelatihan kepekaan gender bagi aparat penegak hukum
yang ditujukan untuk menghapuskan sikap dan praktik yang melestarikan kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk mengajukan perkara pidana, luka-luka korban harus didokumentasikan oleh ahli kedokteran forensik.  Dokter lain tidak boleh memberikan
pendapat yang dapat diterima di pengadilan.  Korban harus memiliki penunjukan dari sebuah lembaga penegakan hukum untuk diserahkan kepada
seorang ahli forensik untuk mendapatkan pendapat resmi, dan harus membayar untuk dokumentasi luka-luka mereka.  Proses mengakses ahli
forensik itu sendiri mungkin sulit bagi korban kekerasan, terutama mengingat keharusan mendapatkan penunjukan polisi, jarak ke kantor ahli forensik
dan jam kerja.40

Sumber:  American Bar Association [Perhimpunan Pengacara Amerika], CEDAW Assessment Tool Report for the Russian Federation [Laporan Tool
Penilaian CEDAW tentang Federasi Rusia] (Central European and Eurasian Law Initiative [Prakarsa Hukum Eropa Tengah dan Eurasia]:
Washington D.C., Feb 2006)

Box 9 Luka-luka yang dialami korban pemerkosaan di Rusia harus
didokumentasikan oleh ahli forensik



6 bulan sejak tanggal laporan pertama.  Sebelum
adanya pusat-pusat kenyamanan ini, pemutusan
perkara memakan waktu rata-rata 18 bulan hingga 2
tahun.43

Kekerasan dalam rumah tangga

n Pada tahun 2005, Spanyol mulai membentuk
Penga dilan Kekerasan terhadap Perempuan, yang
berwenang menangani aspek pidana maupun per -
data dari kekerasan ini.  Praktik yang membesarkan
hati ini dimaksudkan untuk memudahkan akses bagi
korban dan mencegah putusan yang kontradiktif
(misalnya, bila suatu gugatan perceraian ditetapkan
karena kekerasan, tapi pelaku diputus bebas murni
dalam persidangan pidana).

n Di Ekuador dan Peru, pengadilan mendapat ban -
tuan teknis dan dukungan konsultasi dari LSM-LSM
wanita yang khusus menangani kekerasan dalam
rumah tangga.  Penilaian atas program tersebut di
Ekuador menunjukkan bahwa persentase
penganiaya yang diputus bersalah telah meningkat,
ba nyak pasangan suami-isteri telah mendapatkan
pelayanan konsultasi yang meningkatkan hubungan
perkawinan mereka, dan para wanita yang
mengajukan perkaranya ke pengadilan mengatakan
bahwa mereka melihat pengaruh positif dalam
kehidupan mereka.44

n Di Bangladesh, sebuah Tim Khusus untuk Ke ke -
rasan terhadap Perempuan disediakan di De par -
temen Urusan Wanita.  Satuan ini memberikan
bimbingan dan bantuan hukum dalam kasus per -
data dan pidana yang berkaitan dengan kekerasan
ter hadap perempuan, yang meliputi kasus penyi -
ram an larutan asam, pemerkosaan, penganiayaan
fisik, perdagangan wanita, perkara mas kawin dan
ka sus perekrutan, penangkutan, penampungan, pe -
ngi riman, pemindahan atau penerimaan perempuan
untuk tujuan terlarang.45

n Untuk menangani isu kekerasan dalam rumah tang -
ga dan memberikan bantuan kepada korban,
Amerika Serikat membentuk Pusat Peradilan
Keluarga di beberapa kota.  Tujuan Pusat Peradilan
Keluarga adalah agar korban dapat mencari
bantuan dan keadilan dengan lebih efisien dan
efektif dengan menyediakan tenaga profesional
yang memberikan berbagai pelayanan bersama di
bawah satu atap: advokat dari organisasi-organisasi
nir laba, organisasi pelayanan korban, petugas pe -
negakan hukum, petugas hukuman percobaan, pe -
nolong korban dari lembaga pemerintah, ahli
kedokteran forensik, jaksa, rohaniwan dan wakil-
wakil dari organisasi berbasis masyarakat.  Sejak
pembentukan Pusat Peradilan Keluarga tersebut,
praktik-praktik terbaik berikut telah teridentifikasi:46

- Pelayanan multi-disipliner satu atap untuk korban
kekerasan dalam rumah tangga dan anak-anak
mereka meningkatkan keamanan dan  dukungan.

- Kebijakan pro-penangkapan/penangkapan wajib
meningkatkan pertanggung-jawaban para pelaku.

- Kebijakan yang berkaitan dengan penang ka pan/
pe negakan hukum (misalnya berkaitan dengan su -
rat perintah untuk menahan/menjauhi se seorang,
pem bebanan biaya kepada korban un tuk me mo -

hon surat perintah tersebut atau pelayanan yang
terkait) mengurangi reviktimisasi korban.

- Keamanan/advokasi korban harus menjadi
prioritas utama.

- Kerahasiaan korban harus diutamakan.

- Para pelaku harus dilarang mendapatkan pe -
layanan on-site di  pusat peradilan keluarga (pe -
layanan off-site bagi pelaku harus menjadi inti dari
se tiap respons terhadap kekerasan dalam rumah
tang ga tetapi tidak seorangpun pelaku kekerasan
da lam rumah tangga yang boleh diberi pelayanan
on-site di pusat peradilan keluarga).

- Spesialisasi  kekerasan dalam rumah tangga di
ka langan penyedia pelayanan meningkatkan ke -
ber  hasilan.

- Dukungan kuat dari pejabat daerah terpilih dan
pembuat kebijakan pemerintah daerah dan
negara bagian lainnya meningkatkan efektivitas
dan keberlanjutan.

- Perencanaan strategi sangat penting bagi
keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang.

- Dukungan  masyarakat yang kuat dan beragam
meningkatkan sumber daya bagi korban dan
anaknya.

Perlindungan saksi dan korban

Program perlindungan saksi dan korban yang efektif
sangat penting dalam kasus yang melibatkan GBV
dan perdagangan manusia.  Perlindungan saksi dan
korban harus mencakup tempat penampungan dan
tempat perlindungan sementara, serta perintah
perlindungan.  Perintah perlindungan bisa meliputi:

n Perintah untuk menahan/menjauhi seseorang
(restraining order)– penganiaya tidak boleh
mendekati korban atau menganiayanya lagi.

n Perintah pengosongan rumah (vacate order) –
penganiaya harus pindah dari tempat kediaman.

n Perintah pengasuhan anak (custody order)– korban
akan mendapatkan hak pengasuhan sementara
anaknya.

n Perintah restitusi (restitution order) – pelaku
penganiayaan harus memberikan ganti rugi kepada
korban atas gaji yang hilang, biaya perawatan, atau
biaya dan kerugian lainnya.

Banyak negara telah membuat rencana aksi nasional
untuk menangani GBV dan/atau kesetaraan gender
(lihat Kotak 10).  Isu-isu keadilan harus dipadukan ke
dalam rencana ini, dan rencana itu sendiri disusun
dan dilaksanakan bekerja sama dengan Kementerian
Kehakiman dan kelompok-kelompok peradilan.

4.4 Akses keadilan

Sistem peradilan di negara-negara pasca-konflik dan
negara-negara berkembang sering rumit, dengan
berbagai persyaratan teknis dan sedikit empati dari
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polisi atau pengadilan terhadap pihak yang dirugikan.
Banyak wanita dan pria tidak percaya terhadap sistem
peradilan dan bahkan tidak berusaha meman faat -
kannya. Bagi orang lainnya, sistem peradilan sama
se kali tidak dapat diakses karena kurangnya sumber
daya mereka atau kurangnya pengetahuan tentang
hak-hak mereka.

Usaha-usaha untuk meningkatkan akses keadilan –
yang setara bagi pria, wanita dan semua kelompok
masyarakat – harus dipadukan ke dalam semua as -
pek reformasi peradilan.  Beberapa prakarsa tertentu
yang dapat mempromosikan akses keadilan meliputi:

Penggunaan tenaga paralegal untuk
mempromosi kan literasi dan akses hukum

Semua orang, terutama para wanita dan pria yang
ren tan, harus diberi tahu hak-hak mereka dan
bagaimana menuntut hak-hak ini secara praktis.  Per -
sonel paralegal bisa sangat penting dalam mem -
bangun literasi hukum, yang meliputi memberi

ma syarakat penyuluhan bagaimana mengakses
sistem peradilan, memberi tahu masyarakat tentang
sum ber daya yang tersedia dan bagaimana me man -
faatkannya. Mereka dapat mengambil lang kah-lang -
kah inovatif, seperti radio, pertunjukan drama dan
gam  baran, untuk mengkomunikasikan secara efektif
hak-hak dan mekanisme hukum.

Di sebagian negara, tenaga paralegal bekerja sama
de  ngan orang-orang dan pemuka masyarakat di da -
erah pedesaan.  Tenaga paralegal berperan mem ban -
tu pemuka masyarakat memahami dampak pra k tis
dari reformasi konstitusi dan hukum dan kewajiban
inter  nasional, terutama bila bertentangan dengan hu -
kum dan/atau praktik adat.

Walaupun tenaga paralegal tidak dapat menggantikan
pengacara, mereka dapat memberikan bantuan
berharga dan membantu menyiapkan bahan-bahan
pendukung perkara. Tenaga paralegal sering juga
men  jadi penengah yang dapat memberikan bantuan
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Rencana Aksi Nasional untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Liberia adalah hasil dari sejumlah konsultasi menyeluruh
dan kegiatan partisipatif oleh Kementerian Kehakiman, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri, LSM internasional dan nasional
serta PBB, di bawah kepimpinan Kementerian Gender dan Pembangunan.

Proses ini dimulai dengan serangkaian penilaian untuk menentukan dan menganalisis keadaan GBV, menentukan kesenjangan dalam pencegahan
dan tanggapan, dan menyusun strategi untuk mengatasi kesenjangan ini.  Pada kotak di bawah ini diberikan contoh dua tujuan pada bagian
hukum.47

Box 10 Rencana Aksi Nasional Kekerasan Berbasis Gender Liberia

Kegiatan Indikator
Alat Verifikasi

Indikator (MOV)
Jadwal Sasaran Masukan Hasil

Melatih personel
peradilan/penega
kan hukum dan
lembaga
pemasyarakatan
tentang standar
HAM inter
nasional dan
hukum nasional
yang berlaku.

Jumlah sesi
pelatihan yang
dilakukan.

Jumlah personel
peradilan dan
penegakan
hukum yang
dilatih.

Laporan
pelatihan/catatan
tes sebelum dan
setelah pelatihan.

Laporan tindak
lanjut.

Modul pelatihan.

Juli 2006 –

berkelanjutan

Kegiatan
berkelanjutan.

Pejabat peradilan
dan personel
penegakan
hukum.

Staf lembaga
pemasyarakatan,
pemerintah dan
pemangku
kepentingan di
tingkat
masyarakat.

Sumber daya
manusia dan
keuangan.

Pengadilan
proses cepat
untuk kasus GBV
dibentuk di
tingkat nasional
dan daerah.

Personel
peradilan/penega
kan hukum yang
terlatih tentang
standar HAM
internasional dan
hukum nasional
yang berlaku.

Menyediakan
pelayanan hukum
gratis bagi wanita
yang rentan.
Melakukan
kampanye
pemekaan untuk
meningkatkan
kesadaran
masyarakat
tentang sistem
hukum.

Jumlah klinik
bantuan hukum
gratis yang
beroperasi.

Jumlah kasus
GBV yang
dilaporkan.

Jumlah
kampanye
pemekaan yang
dilakukan.

Laporan kasus.

Laporan
lapangan.

Laporan
pemekaan.

Kegiatan
berkelanjutan.

Wanita yang
rentan.

Lembaga
pemerintah yang
dibutuhkan.

Para donatur.

Para pelaku.

Sumber daya
manusia dan
keuangan.

Sistem yang
mapan dan
lengkap untuk
pelayanan hukum
gratis bagi
wanita yang
rentan.



untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan.  Pe -
la tihan dan dukungan bagi tenaga paralegal bisa men -
jadi cara yang sangat efektif untuk menjangkau pria
dan wanita yang lebih rentan, terutama di daerah pe -
de saan.

Peningkatan akses keadilan di daerah pedesaan

Pengadilan dan hakim harus mengambil langkah
untuk menjangkau daerah pedesaan.  Langkah-
langkah penjangkauan seperti pengadilan keliling
harus dipertimbangkan.

Pemberian bantuan hukum

Sebaiknya perhimpunan pengacara nasional  dan
internasional mendukung pemberian bantuan hukum
pro-bono (gratis atau murah) bagi klien yang perlunya.
Salah satu mekanisme yang efektif adalah me n sya -
ratkan sejumlah jam tertentu pelayanan bantuan
hukum pro-bono untuk memperbaharui surat izin
praktik hukum.  Fakultas hukum juga dapat mem be-
rikan bantuan hukum melalui klinik dan kerja sama
dengan perhimpunan pengacara dan LSM.

Pemberian dukungan kepada masyarakat sipil dan
LSM meningkatkan akses keadilan

Organisasi masyarakat sipil (OMS) dan LSM bisa
menjadi penghubung penting antara lembaga per a -
dilan dan masyarakat, dengan memberikan pe la -
yanan untuk memudahkan akses keadilan.  Pra karsa
re formasi peradilan harus mencakup du kungan ke -
pada organisasi seperti ini, dan penetapan me -
kanisme untuk menjamin dialog dan koordinasi
berkala.

4.5 Mekanisme peradilan tradisional

‘Bila kita tahu bagaimana memanfaatkan aspek
positif dari peradilan tradisional dan menentukan

kelemahannya sebagai suatu mekanisme dan . . .
nilai-nilainya, peradilan tradisional (dengan kata lain,

‘Peradilan yang diterapkan Masyarakat’) akan
memainkan peran penting dalam mencegah agar

masalah-masalah kecil tidak berlarut-larut dan
menjadi konflik besar, yang melibatkan keluarga atau

bahkan konflik antar-dusun.’

Xanana Gusmao, Presiden Timor Leste51

Di banyak negara berkembang, kurangnya akses atas
sistem peradilan yang berfungsi dengan baik berarti
sumber keadilan utama adalah mekanisme
penyelesaian perkara informal atau tradisional.  Bagi
wanita, mekanisme tradisional memiliki keuntungan
dan kerugian.  Di satu sisi, dibandingkan dengan
pengadilan, lembaga-lembaga tradisional/adat dapat
memberikan forum penyelesaian perselisihan yang
lebih mudah dijangkau (baik dari aspek geografis
maupun ekonomis) dan lebih cepat;  dan
keputusannya dapat memperoleh legitimasi sosial
yang lebih besar dalam masyarakat lokal.52 Di sisi
lain, walaupun sifatnya sangat bervariasi antara satu
daerah dengan daerah lain, mekanisme tradisional
se ring memperkuat peran gender tradisional dan me -
nga baikan suara dan hak-hak wanita. Di kebanyakan
tempat, mekanisme tradisional dikelola oleh pemuka
masyarakat pria, dan menerapkan penafsiran hukum
adat yang menguntungkan pria.53

Perselisihan yang melibatkan kejahatan seksual dan
kejahatan berbasis gender umumnya berada di luar
yurisdiksi hukum mekanisme tradisional, tapi di
negara-negara pasca-konflik, negara-negara dalam
masa transisi dan negara-negara berkembang,
kejahatan ini kenyataannya sering ditangani dengan
mekanisme tradisional. Penelitian tentang sistem
penyelesaian perselisihan tradisional yang berlaku di
kamp-kamp pengungsi di Bangladesh, Pantai Gading,
Etiopia, Guinea, Kenya, Meksiko, Nepal, Pakistan,
Sierra Leone, Tanzania, Thailand, Yaman dan Zambia
menemukan bahwa di semua negara ini, di seluruh
masyarakat pengungsi, wanita kurang terwakili,
kurang berpengaruh dan tidak memiliki kekuasaan
membuat keputusan dalam sistem ini.  Hukuman yang
dijatuhkan kepada pemerkosa oleh lembaga
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‘Banggalah, Amanlah’ (‘Be Proud, Be Safe’) me li -
bat kan Perwira Penghubung gay dari Garda ter -
sebut yang mendapat pelatihan khusus yang
be  kerja sama orang-orang LGBT yang pernah men -
jadi korban kasus bermotivasi kebencian, selama
sesi ‘singgah' mingguan di pusat komunitas gay
yang berpusat di kota Dublin. Perwira Peng hu bung
tersebut memberi tahu para anggota ko munitas
LGBT tentang hak-hak mereka dan men dorong
korban untuk melaporkan kejahatan yang di a la mi -
nya sehingga pelaku dapat diseret ke pengadilan.50

Di Tajikistan, Pusat Bantuan Hukum bagi Wanita
(INIS), sebuah LSM independen lokal, mengelola
pu sat advokasi hukum wanita, dan juga mem -
berikan pelayanan pembimbingan kepada wanita
me-lalui jaringan pusat-pusat krisis yang sudah ada,
tempat perlindungan, fasilitas pelayanan ke se -
hatan, dan pusat-pusat kegiatan masyarakat dan
wanita.48

Di Georgia, Pusat Pembelaan Hak-Hak Wanita
(Women’s Rights Advocacy Centre) yang dikelola
oleh Pusat Perlindungan Hak-Hak Konstitusional
(CPCR, Centre for the Protection of Constitutional
Rights), memberikan pembimbingan hukum dan
bantuan hukum di pengadilan bagi wanita tentang
hukum perburuhan, hukum keluarga, kekerasan
dalam rumah tangga dan penculikan pengantin wa-
nita.  Pusat tersebut juga mengelola saluran telepon
hotline untuk memberikan pembimbingan tanpa na -
ma kepada wanita dan menyebarkan informasi ten -
tang hak-hak wanita. CPCR juga melakukan
se   rang kaian lokakarya tentang hak-hak wanita un -
tuk menjangkau para wanita di berbagai daerah di
Georgia.49

Di Irlandia, Jaringan Kesetaraan Gay dan Lesbian
(Gay and Lesbian Equality Network) bermitra
dengan kepolisian Irlandia (An Garda Siochána)
untuk menangani kasus dan kejahatan bermotivasi
kebencian terhadap orang-orang LGBT.  Kampanye



penyelesaian perselisihan pengungsi umumnya
ringan: ‘seorang pemerkosa dapat dibebaskan bila dia
mengawini korban atau, bila kasus tersebut
melibatkan anak di bawah umur, pelaku dapat dikenai
denda kecil atau penahanan dalam waktu singkat’.54
Lebih dari itu, denda tersebut lebih sering dibayar
kepada keluarga daripada kepada korban.55

Dengan demikian, mekanisme peradilan tradisional
berpotensi mereproduksi ketidaksetaraan gender,
dan semakin meniadakan keadilan bagi korban GBV.
Usaha-usaha reformasi peradilan juga harus
melibatkan pemuka adat dan sistem peradilan
tradisional, untuk berusaha menjamin agar mereka
tidak diabaikan dalam pencarian keadilan gender.

Berikut ini adalah beberapa contoh hubungan positif
dengan mekanisme peradilan tradisional untuk
menjamin agar mekanisme peradilan tradisional
menjunjung standar HAM dasar, termasuk yang
berkaitan dengan hak-hak wanita:

n Program Peningkatan Akses Keadilan Wanita  LSM
Nagorik Uddyog (Prakarsa Warga) di Bangladesh
mengakui potensi sistem penengahan tradisional
dan berusaha untuk perubahannya. Nagorik
Uddyog menerapkan strategi dua tahap untuk
mencapai tujuan agar putusan shalish (putusan
dalam sistem penengahan informal untuk
penyelesaian perselisihan) sesuai dengan hukum
negara.  Pertama, Nagorik Uddyog membantu
pembentukan komite shalish alternatif, yang di
dalamnya sepertiga anggotanya adalah wanita.
Kedua, para anggota komite shalish tersebut
diberikan lokakarya intensif tentang berbagai hukum
yang berkaitan dengan jenis perselisihan yang
paling banyak terjadi di tingkat lokal.56

n Centro Feto (Pusat Wanita), sebuah LSM lokal di
Oekusi, Timor Leste, bekerja sama dengan lem -
baga- lembaga informal untuk ‘mencar i
penyelesaian yang menguntungkan wanita’.  LSM
ini melakukan kampanye pendidikan di desa-desa
tentang isu-isu seperti pemerkosaan, kekerasan
dalam rumah tangga dan pernikahan.  Kelompok
tersebut juga melakukan lobi untuk ganti rugi melalui
s istem-sistem informal yang dibayarkan
sehubungan dengan kejahatan seksual dan
kekerasan dalam rumah tangga secara langsung
kepada korban, melainkan kepada keluarga
mereka.57

n Di Somalia, Dewan Pengungsi Denmark me nga -
dakan serangkaian dialog dengan lebih dari 100 pe -
muka masyarakat dan ketua adat dari lima suku
yang tinggal di daerah tersebut.  Dialog tersebut ber -
fokus pada aspek-aspek xeer (hukum) tradisional
yang dianggap tidak efektif dalam penanganan
perkara dan bertentangan dengan konsep-konsep
dasar keadilan dan kejujuran, sebagaimana diatur
dalam shariah maupun standar HAM internasional.
Ke pentingan masyarakat yang dikemukakan
selama dialog tersebut mel iput i :  jaminan
perlindungan terdakwa; perlakuan adil terhadap
wanita, anak yatim dan kelompok minoritas; dan
masalah yang berkaitan dengan pembayaran diya
(ganti rugi), hukuman kolektif dan hak waris.  Para
peserta mengeluarkan deklarasi yang mengubah

xeer (hukum) lokal dan melakukan perjalanan ke
seluruh daerah untuk menyebarkan hukum baru
tersebut.  Deklarasi ini melakukan perubahan yang
sangat penting terhadap xeer (hukum) yang
mengatur pembunuhan balas dendam dan
pernikahan paksa janda dengan saudara lelaki
suaminya yang telah meninggal.58

4.6 Penanganan diskriminasi oleh para

hakim dan staf peradilan lainnya

Bias gender di pengadilan bisa berupa berbagai
bentuk dan sering mencakup pemikiran klise yang
menimbulkan perlakuan diskriminatif.  Misalnya:

n Para ayah tidak diberikan hak asuh atas anaknya
karena hakim tidak yakin seorang pria dapat atau
boleh menjadi pengasuh utama.

n Para ibu tidak diberikan hak asuh anaknya karena
mereka bekerja di luar rumah.

n Terdakwa pria dijatuhi hukuman yang lebih berat
daripada terdakwa wanita untuk kejahatan yang
sama.

n Wanita yang duduk di meja pengacara dianggap
sebagai asisten atau sekretaris daripada sebagai
pengacara.

n Meremehkan pekerjaan yang dilakukan wanita se -
bagai ibu rumah tangga dan pengasuh anak dan
orang lanjut usia dalam perkara perdata dan
pembagian warisan setelah terjadinya perceraian.

n Kepercayaan diberikan kepada pihak yang ber -
perkara, saksi dan pengacara semata-mata ber -
dasarkan jenis kelamin mereka.

Satuan tugas untuk meneliti bias gender di
pengadilan

Sebuah satuan tugas untuk mengkaji bias gender di
pengadilan dapat dibentuk oleh lembaga peradilan,
lembaga pengawasan sipil atau LSM.  Salah satu
panduan yang sangat bagus adalah Yayasan Hakim
Wanita yang Memimpin Satuan Tugas untuk Bias
Gender di Pengadilan: Buku Pedoman Aksi
(Foundation for Women Judges’ Operating a Task
Force on Gender Bias in the Courts: A Manual for
Action.59 Buku pedoman ini menyajikan format untuk
memimpin satuan tugas untuk bias gender dalam
sistem peradilan, yang mencakup informasi tentang
proses permulaan, pengumpulan data, perumusan
temuan setelah hasil disusun dalam tabel, dan pelak -
sa na an reformasi.  Sebuah Satuan Tugas dapat:

n Mempertinggi persepsi masyarakat tentang
komitmen sistem peradilan terhadap keadilan
setara menurut hukum.

n Mengesahkan masalah bias gender di pengadilan
sebagai masalah yang patut mendapat penyelidikan
dan reformasi hukum.

n Membantu menghapuskan bias gender di
pengadilan dengan menetapkan ketentuan yang
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ketat dan sanksi terhadap bias gender dan mem  bu -
at proposal khusus untuk reformasi.

n Meningkatkan kepekaan lembaga peradilan,
pengacara dan masyarakat terhadap kejadian dan
dampak dari bias gender di pengadilan.

n Memperbaiki hubungan profesional di kalangan hakim,
pengacara dan personel pengadilan pria dan wanita.

Sebelum membentuk sebuah Satuan Tugas, hal-hal
berikut harus tersedia:

n Sekelompok orang yang memahami masalah bias
gender lokal dan bertekad reformasi.

n Sumber daya yang memadai (anggaran dan staf).

n Sejumlah hakim, pengacara atau pengajar hukum
pria yang prihatin dengan masalah tersebut dan rela
berpartisipasi.

Pentinglah untuk mengukur kesiapan negara untuk
menerima pemeriksaan bias gender tersebut. Se buah
Satuan Tugas akan paling efektif bila ma  sya rakat dan
kalangan pejabat tinggi lembaga peradilan berminat
pada satuan tersebut dan rela menerimanya.

Pelatihan dan pembangunan kemampuan

Semua aktor di sektor peradilan – hakim, jaksa, pe -
nga cara, penasihat hukum, personel pengadilan, po -
lisi, personel paralegal, dll. – harus mendapat
pe   latihan tentang hak-hak wanita (yang berasal dari
hukum dan kewajiban nasional, regional dan inter -
nasional), dampak gender dari sistem hukum dan per -
adilan serta prosedur hukum untuk kejahatan GBV.

n Pelatihan khusus tentang metode dan persyaratan
pe nyelidikan serta metode wawancara untuk
kejahatan kekerasan seksual harus diberikan kepada
staf yang berhubungan dengan penyintas dan/atau
menangani penuntutan perkara kekerasan seksual.

n Kesempatan pelatihan bagi semua yang terlibat
dalam pelaksanaan peradilan harus dilembagakan.

n Hakim, jaksa, personel penegakan hukum, dokter
forensik dan aparat negara lainnya yang terlibat
dalam penuntutan kejahatan harus mendapat
pelatihan ini sebelum mereka diberi izin praktik.

n Lembaga-lembaga profesional, teknis dan
akademik harus merevisi kurikulum dan menjamin
agar pembahasan tentang ketidaksetaraan gender
menjadi bagian dari pelatihan yang diberikan bagi
semua  tenaga profesional.  Pelatihan ini harus di -
per syaratkan sebagai pendidikan hukum be r ke lan -
jut an bagi semua praktisi.60

4.7 Peningkatan partisipasi wanita di

sektor peradilan

Bila wanita atau kelompok masyarakat lainnya telah
lama mengalami diskriminasi atau kurangnya
partisipasi, undang-undang yang mempromosikan
kesetaraan gender mungkin tidak cukup.  Langkah-
langkah khusus sementara, atau ‘tindakan afirmatif',
mungkin diperlukan untuk mempercepat kesetaraan.
Langkah-langkah khusus untuk mempromosikan
partisipasi wanita di lembaga peradilan diperlukan di
hampir setiap negara. Langkah ini bisa mencakup
prog ram yang mendorong wanita dan kelompok
minoritas untuk mempelajari hukum, berusaha untuk
mendapat kualifikasi sebagai pengacara atau hakim,
atau bekerja di sektor peradilan.  Program tersebut
dapat dilakukan oleh badan pengatur, perhimpunan
pengacara, fakultas hukum dan lembaga yang
mengangkat hakim.

Beberapa prakarsa untuk mempromosikan
keterwakilan pria dan wanita yang setara di lembaga
peradilan meliputi:

n Majelis Parlemen Eropa (European Parliamentary
Assembly) dalam Resolusi Nomor 1356 Tahun 2004
memutuskan bahwa majelis ini tidak lagi akan
mempertimbangkan daftar calon untuk Pengadilan
HAM Eropa yang tidak mencakup setidaknya satu
calon dari setiap jenis kelamin.  Peraturan ini diubah
setahun kemudian untuk memungkinkan daftar
calon satu jenis kelamin, asalkan daftar tersebut
berasal dari jenis kelamin yang kurang terwakili di
Pengadilan (saat ini wanita). Ketika langkah ini
disepakati, terdapat 11 hakim wanita dan 32 hakim
pria: wanita hanya merupakan 26% dari komposisi
hakim Pengadilan tersebut.  Mulai bulan April 2007,
keadaan tersebut sudah membaik, walaupun
sedikit, di mana terdapat 14 hakim wanita dan 32
hakim pria; wanita merupakan 30% dari komposisi
hakim Pengadilan tersebut.

n Di Afghanistan, Perhimpunan Hakim Wanita
Afghan (AWJA, Afghan Women Judges
Association) bekerja sama dengan Perhimpunan
Hakim Wanita Internasional (International
Association of Women Judges) untuk mem pro mo -
sikan akses keadilan wanita, dan untuk mem -
promosikan pengangkatan hakim wanita.  Dari
1.547 hakim yang bertugas di Afghanistan hanya 62
di antaranya adalah wanita, dan tidak ada wanita
yang menjadi anggota Mahkamah Agung.  AWJA
me ngu sulkan kepada Pemerintah, anggota par -
lemen, dan pejabat PBB nama-nama hakim wanita
yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota
Mahkamah Agung Afghanistan.62

n Tunisia mengambil langkah-langkah untuk
meningkatkan partisipasi wanita di lembaga
peradilan, dengan pengangkatan lebih banyak
hakim wanita untuk berbagai pengadilan, dan
pengangkatan wanita untuk jabatan Hakim Ketua
Pengadilan Banding Tunis, Direktur Jenderal Pusat
Studi Hukum, Direktur Urusan Sipil dan Direktur
Urusan Pidana di Kementerian Kehakiman.  Wanita
mengisi sekitar 25% dari jabatan hakim pengadilan
tingkat pertama Tunisia.63

Di Nepal, Dewan Pengatur Akademi Peradilan Na sional telah
menyetujui resolusi untuk me nga rusutamakan isu gender dalam
kebijakan dan prak tiknya, sebagai bagian dari reformasi hukum di
negara itu.  Isu-isu gender sekarang menjadi bagian dari pelatihan
standar bagi pengacara dan hakim.  Dengan dukungan dari UNDP,
Akademi Peradilan Nasional telah menyusun sebuah tool pelatihan
gen der untuk memberi personel peradilan keteram pilan untuk
menganalisis ketentuan hukum yang ber kaitan dengan isu gender,
dan mengenal ins tru men HAM internasional dan instrumen hukum
ten tang hak-hak wanita.61
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4.8 Pengawasan dan pemantauan atas

isu-isu gender dalam reformasi peradilan

Mekanisme pengawasan dan pemantauan nasional
dan internasional baik oleh pemerintah maupun
masyarakat sipil merupakan komponen penting bagi
reformasi yang peka terhadap gender di sektor
peradilan.  Para aktor harus bertanggung jawab, dan
data statistik memainkan peran penting dalam
mengidentifikasi praktik diskriminasi.

Suatu kerangka lembaga yang sesuai sangat penting
untuk menjamin agar komitmen gender (dan
komitmen lainnya) dalam reformasi peradilan
dilaksanakan sepenuhnya.  Banyak negara telah
membuat lembaga nasional  khusus untuk
meningkatkan status wanita yang dapat memainkan
peran dalam hal ini.  Lembaga-lembaga ini telah
terbukti paling berhasil bila ditempatkan pada posisi
sentral dalam hirarki pemerintahan dan dikepalai oleh
orang dengan jabatan setingkat kabinet.  Lembaga
nasional ini harus diberi tugas dan sumber daya yang
cukup untuk memantau dan mengoordinasikan
secara efektif langkah-langkah kesetaraan gender di
semua sektor dan aparat negara.64

n Komisi Wanita Nasional India dibentuk sebagai
sebuah lembaga resmi pada bulan Januari 1992
untuk mengkaji ulang usaha-usaha perlindungan
konstitusi dan hukum bagi wanita; menyarankan
langkah-langkah penanggulangan legislatif;
memfasilitasi pemberian ganti rugi atas pengaduan;
dan memberikan nasihat kepada Pemerintah
tentang semua masalah kebi jakan yang
mempengaruhi wanita.  Kegiatan Komisi ini meliputi:
penilaian negara tentang keadilan gender,
pernikahan anak-anak, dll.; program kesadaran
hukum; dan pengkajian ulang undang-undang
seperti Undang-Undang Pelarangan Mas Kawin,
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-
Undang Komisi Wanita Nasional agar lebih efektif
dalam mempromosikan hak-hak wanita.65

n Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap
Perempuan Indonesia (Komnas Perempuan) yang
mandiri dibentuk sebagai tanggapan terhadap
tuntutan masyarakat atas pertanggungjawaban
negara terhadap pemerkosaan massal yang terjadi
selama kerusuhan tahun 1998.  Komnas
Perempuan menyusun data tahunan tentang kasus
kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh
pemerintah (misalnya, kepolisian, kejaksaan agung,
pengadilan, rumah sakit) dan LSM-LSM di seluruh
daerah di negara tersebut.  Karena itu, komisi ini
dapat mengukur kecenderungan tahunan dalam
kekerasan terhadap perempuan, termasuk
perkiraan tentang jumlah kasus per tahun.  Laporan
tahunan tersebut diumumkan dan memungkinkan
lembaga-lembaga pemerintah, masyarakat sipil dan
rakyat untuk memperhatikan kemajuan dan juga
kemunduran yang terjadi setiap tahun.66

n Komisi Kesetaraan Gender Afrika Selatan adalah
se buah badan mandiri, yang tugasnya, yaitu mem -
promosikan perlindungan kesetaraan gender dan
memantau serta mengevaluasi lembaga-lembaga
ne gara, didasarkan secara langsung pada pasal ke -

setaraan dalam Konstitusi. Komisi Kesetaraan Gen -
der tersebut mempunyai kekuasaan memanggil
orang untuk hadir di pengadilan dan menyerahkan
do kumen dan bertanggung jawab kepada Majelis Na -
sional.  Komisi ini memiliki satuan pendidikan dan ke -
sadaran masyarakat dan kantor di setiap pro vin si.67

n Kantor Ombudsman untuk Kesempatan yang Sama
Swedia menjamin kepatuhan terhadap Undang-
Undang tentang Kesempatan yang Sama.  Tujuan
Undang-Undang tersebut adalah mempromosikan
hak-hak setara wanita dan pria sehubungan dengan
pekerjaan, kondisi pekerjaan dan juga kondisi kerja
lainnya, serta ruang lingkup perkembangan profesi.

Pengawasan masyarakat sipil bisa berupa berbagai
bentuk.  Masyarakat sipil dapat diwakili secara resmi
di badan-badang pengawasan, atau diundang untuk
menyampaikan masukan dalam penelitian dan
kepada dewan pengkajian ulang.  Di banyak negara,
OMS menyusun laporan bayangan yang diserahkan
kepada Komite CEDAW (lihat Kotak 11).

4.9 Kesadaran masyarakat

Reformasi peradilan harus mencakup usaha
peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM, dan
tentang undang-undang serta mekanisme untuk
melindungi HAM.  Misalnya, orang-orang harus diberi
tahu bukan hanya tentang hak-hak mereka tapi juga
bagaimana, dengan istilah yang paling praktis dan se -
der hana, menuntut hak-hak mereka dan mendapatkan
akses keadilan bila hak-hak tersebut dilanggar.
Kampanye penjangkauan masyarakat juga harus
menjangkau para pemuka masyarakat, para pria dan
pejabat pemerintah. Pesan-pesan harus disampaikan
dengan cara yang sesuai dengan dan mudah dipahami
oleh penerimanya. Ini sangat penting di daerah pe -
desaan di mana angka melek huruf mungkin masih ren -
dah dan banyak dialek bahasa yang digunakan.

Sedikit sekali wanita yang menyadari hak-hak mereka
atau bagaimana dengan cara yang paling sederhana
hak-hak ini mempengaruhi mereka dalam kehidupan
sehari-hari atau bagaimana dengan istilah praktis
mereka dapat menuntut hak-hak mereka atau men -
dapatkan ganti rugi atas penganiayaan yang diderita.
Program pendidikan dan media diperlukan untuk me -
nangani sikap dan praktik budaya yang men dis kri mi -
nasikan wanita, dengan cara yang dapat me ngatasi
tan tangan daerah terpencil, bahasa dan ke mampuan
baca-tulis.

Program dan strategi untuk memberdayakan wanita,
dengan meningkatkan kesadaran mereka tentang
hak-hak mereka dan meningkatkan kemampuan me -
reka untuk menuntut hak-hak ini telah disusun di ba -
nyak negara, terutama oleh LSM-LSM.  Program ini
juga dapat meningkatkan pelaporan kasus pelang -
garan HAM.  Untuk menghasilkan dampak yang ber -
ke lanjutan, kampanye penyadaran masyarakat
ten tang keadilan gender harus diteruskan dengan
semangat yang tiada henti-hentinya.



n Pada tahun 2004, Pusat Sumber Daya Wanita
Afghanistan melatih lebih dari 500 wanita di sebuah
daerah terpencil Afghanistan tentang hak-hak dasar
mereka, kekerasan terhadap perempuan dan
perkawinan paksa.69

n Di Timor Leste, Forum Komunikasi untuk
Perempuan Loro Sa’e (Fokupers), sebuah LSM,
memberikan pelayanan bantuan hukum yang dapat
diakses oleh para korban wanita dan meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang kekerasan dalam
rumah tangga dan hak-hak hukum wanita.  Brosur-
brosur penyuluhannya disebarkan kepada para
penyedia pelayanan, lembaga-lembaga agama,
lem baga-lembaga pemerintah dan para anggota
par lemen.70

n Pada tahun 2008, Yayasan Eropa MTV memulai
serangkaian prakarsa baru untuk menarik perhatian
ter hadap perdagangan manusia.  Sebagian dari
pra karsa ini meliputi film pendek dan film khusus
yang diproduksi oleh MTV dan tur musik ke seluruh
Eropa.  Semua bahan film yang diproduksi dari pro -
yek ini tersedia gratis bagi stasiun-stasiun televisi
Eropa.71

Pemusatan strategi  pencegahan dan respons hanya
pada wanita mengabaikan fakta bahwa pria menjadi
pelaku sebagian besar kasus seksual dan GBV.  Ka -
rena itu, pria harus menjadi bagian dari penyelesaian
atas masalah tersebut. Dalam beberapa tahun ter -
akhir, semakin banyak kampanye penyu luh an ma sya -
rakat dan perubahan tingkah laku yang kreatif dengan
pesan-pesan tentang kesetaraan gen der yang secara
khusus ditujukan pada pria dan anak lelaki.  Beberapa
contohnya adalah Soul City dan Sonke Gender
Justice di Afrika Selatan, Sexto Sentido (Indera
Keenam) di Nikaragua, kampanye ‘Bersama demi
Keluarga Bahagia' (Together for a Happy Family') di
Yordania, kampanye Suami Siaga di Indonesia dan
Bimbingan Anak Lelaki untuk Pria Dewasa (Coaching
Boys to Men) di Amerika Serikat.  Kampanye yang
efektif dan intervensi penjangkauan masyarakat

sering mengidentifikasi kelompok-kelompok atau

seorang pria yang mempengaruhi perilaku pria lain,

yang meliputi pelatih, bapak dan pemuka agama.

Bukti-bukti menunjukkan bahwa kam panye ini – bila

dirancang dengan baik – dapat meng hasilkan

perubahan sikap dan perilaku di pihak pria.72

Program reformasi peradilan harus berusaha

membentuk dan mendukung kelompok-kelompok pria

yang bertekad mengakhiri kekerasan seksual dan

GBV dalam masyarakat mereka.  Kelompok-kelom -

pok ini dapat memperkuat gagasan bahwa kekerasan

sek sual dan GBV bukan hanya ‘isu wanita’.
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Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Komite  CEDAW) bertugas memantau kemajuan yang dicapai wanita di 185 negara yang
menjadi Para Negara Peserta CEDAW.  Dua kali setahun, Komite ini mengkaji ulang laporan-laporan nasional yang diserahkan oleh Para Negara Peserta
tersebut.  Laporan-laporan ini, yang mencakup tindakan nasional yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan wanita, disampaikan kepada Komite oleh utusan-
utusan pemerintah.  Dalam diskusi dengan para pejabat ini, para pakar CEDAW dapat memberikan komentar tentang laporan tersebut dan mendapatkan
informasi tambahan.  Komite ini juga memberikan saran tentang setiap isu yang berdampak pada wanita yang menurut komite ini harus lebih diperhatikan oleh
Para Negara Peserta.

Misalnya, pada pertemuan tahun 1989, Komite ini membahas tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, dan meminta informasi tentang masalah ini dari
semua negara.  Pada tahun 1992, Komite ini menyepakati rekomendasi umum nomor 19, yang mewajibkan laporan nasional kepada Komite tersebut
mencantumkan data statistik tentang kasus kekerasan terhadap perempuan, informasi tentang penyediaan pelayanan bagi korban, dan langkah-langkah
legislatif serta langkah-langkah lainnya yang diambil untuk melindungi wanita dari kekerasan dalam kehidupan sehari-hari mereka seperti pelecehan di tempat
kerja, penganiayaan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual.  Mulai bulan Juli 2005, Komite ini telah memberikan 25 saran umum.

Prakarsa Rule of Law dari Perhimpunan Pengacara Amerika Serikat (ABA Rule of Law Initiative) menolong LSM-
LSM dalam menyusun laporan bayangan yang disampaikan kepada Komite CEDAW di Armenia, Belarusia,
Georgia, dan Kirgistan, dengan memakai  proses Instrumen Penilaian CEDAW.68

Box 11 Pengawasan internasional terhadap keadilan gender

Lihat Lampiran tentang UU

dan Instrumen Internasional

dan Regional



5 Memadukan gender ke
dalam reformasi peradilan dalam
konteks tertentu

Bagian ini berusaha membahas reformasi peradilan –
yang berlaku untuk lembaga peradilan, reformasi
hukum dan akses keadilan – dalam empat konteks:
negara-negara pasca-konflik, negara-negara dalam
masa transisi, negara-negara berkembang dan
negara-negara maju.  Ini merupakan kategori yang sa -
ngat luas dan yang sangat bertumpang tindih.
Sebagaimana dikemukakan pada awal tulisan, setiap
reformasi peradilan bersifat unik dan tidak ada satu
model umum yang berlaku untuk semua keadaan.
Namun demikian, uraian berikut membahas beberapa
peluang dan tantangan dalam memadukan gender ke
dalam reformasi peradilan yang cenderung terdapat
dalam jenis konteks tertentu.

5.1 Negara-negara pasca-konflik

‘Kita harus mendengar bahwa kekejaman-kekejaman
ini dikutuk setidaknya untuk mengurangi rasa malu

dan kesengsaraan.  Ini bukan sekedar masalah
hukum.  Ini menyangkut kehidupan masyarakat.
Sesuatu harus dilakukan agar masyarakat yang

terkena dampak konflik tersebut dapat menanamkan
perdamaian.’

Isha Dyfan, pengacara dan aktivis perdamaian dan

isu-isu wanita serta penyintas perang saudara Sierra
Leone73

Negara-negara pasca-konflik menimbulkan berbagai
tantangan bagi reformasi peradilan.  Rule of law ham -
pir pasti sudah runtuh atau tidak ada lagi; lembaga
peradilan disfungsional, kemerdekaan tercemar dan
korupsi merajalela. Bangunan-bangunan telah hancur
dan barang-barang berharga di kantor-kantor dijarah.
Para pejabat yang paling ber wenang telah
meninggalkan negara tersebut atau tidak dipercaya
lagi di mata masyarakat.  Kepolisian se ringkali sudah
menjadi bagian dari masalah.  Lembaga pe ma sya ra -
kat an dipadati oleh orang-orang yang tetap menderita
di sana selama bertahun-tahun tanpa tuduhan atau
pengadilan.  Masyarakat madani tidak percaya pada
sis tem peradilan, dan dengan sendirinya sangat
lemah dan kekurangan segala jenis sumber daya.

Pada saat yang sama, terjadi banyak sekali ke ke -
jaman yang dilakukan selama terjadinya konflik, yang
se karang harus ditangani.  Kekerasan dan ke tidak a -
man an akan meningkat bila rule of law tidak dite tap -
kan dan isu pertanggungjawaban tidak ditangani.
Banyak konflik melibatkan kekerasan seksual ter -
hadap wanita dan anak perempuan dalam skala be -
sar, dan juga pria dan anak lelaki, yang harus
dita ngani secara khusus dalam reformasi peradilan
pasca-konflik.74 Kekerasan seksual dan kekerasan

da lam rumah tangga sering terus meningkat setelah
kon flik berakhir; mekanisme peradilan yang me na -
ngani GBV merupakan prioritas utama.

Meskipun menghadapi tantangan-tantangan ini, masa
pasca-konflik memberikan kesempatan yang unik
untuk mengambil strategi guna pembentukan kembali
rule of law dan pemromosian kesetaraan gender di
sektor peradilan, dan juga partisipasi langsung wanita
di seluruh proses reformasi peradilan. Proses per -
damaian dan transisi dari konflik merupakan titik mula
strategis untuk mempromosikan pertang gung ja wab an
atas GBV dan diskriminasi. Prakarsa per adilan tran -
sisi sering menjadi faktor penting dalam usaha ini.

Peradilan transisi

‘Kami merasakan kepedihan yang mendalam setelah
mengetahui bahwa para penyerang kami, orang-

orang yang telah membunuh suami dan kerabat pria
kami, yang menyiksa, memperkosa dan memutilasi
kami, tidak dijatuhi hukuman . . . banyak dari orang-

orang ini berada di pengasingan.  Ini seolah-olah
mereka diberi hadiah atas kejahatan yang telah

mereka lakukan.  Dan apa yang terjadi pada kami di
sini? Kami jadi menderita, terlantar dan sengsara.

Seolah-olah kamilah orang yang bersalah.’

Wanita Muda Rwanda75

Peradilan transisi merujuk pada berbagai pendekatan
yang dilakukan masyarakat untuk menangani dampak
pelanggaran HAM yang meluas atau sistematis saat
mereka bergerak dari masa konflik yang kejam atau
penindasan menuju perdamaian, demokrasi, rule of
law dan penghormatan atas hak-hak perorangan dan
kolektif.

Pendekatan dalam peradilan transisi meliputi: penun -
tut an dalam negeri, hibrid dan internasional terhadap
pa ra pelaku pelanggaran HAM; prakarsa pengung ka -
pan kebenaran; pemberian pelayanan pemulihan ke -
pa da korban; reformasi lembaga; dan pertim bangan
pola-pola penganiayaan bermotif gender un tuk me -
ningkatkan keadilan bagi korban wanita.76 Pe nangan -
an kasus kekerasan seksual dan GBV se makin
dipa hami sebagai prioritas utama dalam per adilan
tran sisi, untuk rekonsiliasi dan proses pe mulihan, ser -
ta untuk mencegah terjadinya kembali ka sus serupa.

Pengadilan pidana ad hoc

Dalam beberapa kasus pengadilan khusus dibentuk
dengan keterlibatan masyarakat internasional untuk
mengadili orang-orang yang telah melakukan
kejahatan selama terjadinya konflik.  Pengadilan Pi da -
na Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY, Inter -
national Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia)
dan Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda
(ICTR, International Criminal Tribunal for Rwanda)
melakukan terobosan baru dalam membuat putusan
pertama untuk kasus pemerkosaan dan bentuk-
bentuk kekerasan seksual lainnya sebagai kejahatan
perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan tin -
dakan genosida.  Pengadilan ini diikuti dengan pem -
 bentukan pengadilan ‘hibrid' di Kamboja, Timor Leste
dan Sierra Leone, yang didasarkan pada model yang
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berbeda, yang menjadi bagian dari sistem per adilan
nasional tapi didukung oleh masyarakat inter nasional.
Kotak 12 menguraikan beberapa langkah yang
diambil oleh Pengadilan Khusus untuk Sierra Leone
dalam menangani dimensi gender dalam tugasnya.

!!Kiat-kiat untuk pengadilan pidana ‘ad hoc’

Praktik terbaik untuk menyelidiki dan menuntut ke ja -
hatan kekerasan seksual internasional (yang bisa juga
ber fungsi sebagai model untuk mekanisme peradilan
nasional) meliputi unsur-unsur penting berikut:

n Kemauan politik di pihak jaksa untuk menuntut
kejahatan kekerasan seksual.

n Perancangan strategi penuntutan untuk kekerasan
seksual sejak awal.

n Pelatihan untuk semua staf untuk mengembangkan
keahlian dalam penyelidikan dan yurisprudensii
kekerasan seksual.

n Sebuah tim khusus penyelidik dan jaksa kasus
kekerasan seksual.

n Perhatian terhadap kesejahteraan, keselamatan
dan martabat korban kekerasan seksual, termasuk
pemberian penyuluhan, pelayanan dukungan dan
perlindungan serta persiapan saksi.

n Lingkungan pengadilan yang memperdayakan,
yang di  dalamnya korban pemerkosaan
diperlakukan dengan kepekaan, penuh rasa hormat
dan perhatian ketika mereka datang untuk
memberikan kesaksian.81

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (TRCs, Truth and
Reconciliation Commissions) sering muncul setelah
berakhirnya konflik, yang berusaha mengatasi ke -

kakuan dan formalitas proses hukum pidana dalam
me netapkan pertanggungjawaban atas pelanggaran
HAM.  TRC bertujuan memberikan ruang bagi korban
un tuk menyampaikan kisahnya dengan secara resmi
me ngakui dan mengutuk perbuatan salah tersebut,
dan mencegah terjadinya kembali kekerasan serupa
de ngan menolak kekebalan hukum.  Seringkali, TRC
ju ga memberikan usulan untuk program pemulihan
dan reformasi lembaga.

Beberapa TRC baru-baru ini, yang meliputi TRC di
Ko lombia, Timor Leste, Peru, Sierra Leone dan Afrika
Selatan telah mengambil langkah-langkah untuk
memasukkan dimensi gender dalam tugas mereka.
Sidang tematik yang disediakan untuk wanita ‘telah
memberikan kesempatan yang amat baik untuk mem -
berikan suara kepada wanita, tapi juga untuk men -
jamin agar suara ini menjangkau dan sampai ke pada
masyarakat . . . dan untuk mengeksplisitkan ka  sus
kekerasan seksual terhadap perempuan’.82

Mekanisme lain yang digunakan untuk melakukan pe -
nga rusutamaan gender dalam tugas TRC meliputi:
pem bentukan tim penelitian khusus yang ditujukan
untuk wanita (seperti di Timor Leste); penyediaan b e -
berapa bab dalam laporan akhir komisi untuk  men -
catat kekerasan terhadap perempuan dan berbagai
dam paknya terhadap kehidupan mereka (seperti di
Peru, Sierra Leone dan Afrika Selatan); atau usaha
nyata untuk mengarusutamakan gender dalam se lu -
ruh laporan TRC (seperti di Timor Leste).83

!!Kiat-kiat untuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi

Agar TRC dapat menangani kasus kekerasan seksual
dan isu gender lainnya sebagaimana mestinya:

n Keadilan gender harus dengan tegas dicantumkan
dalam pelanggaran HAM di dalam mandat mereka.
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Pengadilan Khusus untuk Sierra Leone mulai bekerja pada tahun 2002, dan terus berlanjut sampai sekarang.  Pengadilan ini diamanatkan mengadili ‘orang-
orang yang paling bertanggung jawab atas pelanggaran berat hukum kemanusiaan internasional dan hukum Sierra Leone yang dilakukan di wilayah Sierra
Leone sejak 30 November 1996.’77  Pengadilan Khusus ini berbeda dengan dua pengadilan ad hoc untuk bekas Yugoslavia dan Rwanda dalam beberapa
aspek penting, yaitu pengadilan ini berada di Sierra Leone dan terdiri dari para hakim dan staf internasional dan Sierra Leone.

Walaupun kekerasan seksual merupakan kejahatan di Sierra Leone, hanya pemerkosaan seorang wanita perawan yang dianggap sebagai kejahatan berat.78
Sebaliknya, Statuta tentang Pengadilan Khusus tersebut menyepakati definisi luas kekerasan seksual, yang meliputi ‘pemerkosaan, perbudakan seksual,
pelacuran paksa, kehamilan paksa dan segala bentuk kekerasan seksual lainnya’.  Statuta tersebut dengan tegas menyerukan pengangkatan staf yang peka
terhadap gender untuk menangani kejahatan kekerasan seksual.79

Pengadilan Khusus ini telah banyak melakukan usaha untuk menuntut kejahatan kekerasan seksual, meskipun menghadapi tingkat ketersediaan sumber daya
dan staf yang relatif rendah (bila dibandingkan dengan Pusat Peradilan Transisi Internasional dan ICTR).  Kemauan politik yang kuat, terutama di pihak jaksa,
untuk menangani kekerasan sudah menjadi sangat penting.  Pengadilan ini mengambil strategi penuntutan yang memadukan kejahatan kekerasan seksual
sejak awal, dan seorang jaksa diberi tugas khusus menyusun rencana penuntutan untuk kejahatan kekerasan seksual.  Dua penyelidik wanita berpengalaman
(dari tim yang beranggotakan sepuluh orang) ditugaskan untuk menyelidiki kejahatan kekerasan seksual.  Mereka memakai metode wawancara yang peka
terhadap gender untuk menjamin agar korban kekerasan seksual merasa nyaman melaporkan kejahatan.  Persiapan saksi diutamakan, untuk menjamin agar
saksi memahami akibat dari kesaksiannya.80

Putusan-putusan pertama Pengadilan Khusus tersebut, yang disampaikan pada tanggal 20 Juni 2007, meliputi putusan untuk pemerkosaan sebagai kejahatan
terhadap kemanusiaan dan penghinaan terhadap martabat seseorang (perbudakan seksual) sebagai pelanggaran Pasal 3 Ketentuan Umum dalam Konvensi
Jenewa dan Protokol Tambahan II (dan juga putusan-putusan pertama di pengadilan internasional untuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak).

Box 12 Pengadilan Khusus untuk Sierra Leone



Misalnya, mandat TRC untuk Sierra Leone men can -
tumkan bahwa komisi tersebut ‘bertugas mem ban tu
memulihkan martabat kemanusiaan korban . . .
dengan memberikan perhatian khusus pada ma -
salah penganiayaan seksual’.84

n Mereka harus menggunakan definisi kekerasan
sek sual yang inklusif.

n Mereka harus memiliki komposisi pria dan wanita
yang seimbang sebagai anggota komisi, staf dan
pewawancara.

n Anggota komisi, staf dan pewawancara harus
memiliki pelatihan khusus tentang isu-isu gender,
termasuk pelatihan penyelidikan untuk me -
wawancarai korban kekerasan seksual dan GBV.

n Perhatian juga harus diberikan pada kebutuhan du -
kungan dan perlindungan tertentu korban ke ke -
rasan seksual saat mereka memberikan ke saksian.
Se bagai contoh, di Sierra Leone korban ke kerasan
sek sual hanya diwawancarai oleh ang gota komisi
wanita dan dapat memutuskan apakah me reka ingin
mem berikan kesaksian dalam sidang ter tutup di de -
pan komisi tersebut atau dalam sidang ter buka, dan
apakah pernyataan mereka harus diang gap ra -
hasia.  Saksi yang hadir selama sidang tertutup di -
beri makanan, minuman dan bantuan kesehatan,
di  sediakan alat transportasi ke dan dari tempat si -
dang dan tempat bermalam bila perlu.85

Program pemulihan

Pada umumnya, program pemulihan diadakan oleh
pe-merintah, kadang-kadang berdasarkan saran pe -
nga dilan atau TRC. Program ini bertujuan ‘mem be ri -
kan ganti rugi para korban pelanggaran HAM dengan
ca ra tertentu’.87

!!Kiat-kiat untuk program pemulihan

Untuk menjamin agar semua korban dimasukkan da -
lam program pemulihan, dan agar pemulihan yang di -
be rikan sesuai dengan kebutuhan mereka:

n Dimensi gender harus dipertimbangkan selama pe -
ren  canaan dan  pelaksanaan program.

n Para wanita dan kelompok-kelompok wanita harus

berpartisipasi dalam semua tahap program
pemulihan.

n Kekerasan seksual harus dimasukkan dalam daftar
pelanggaran yang memicu pemulihan dan harus
didefinisikan secara umum. Dimensi material dari
ke  rugian yang diderita korban kekerasan seksual
ha rus diperhatikan dan diberi ganti rugi, dan pe -
layanan psikososial dan kesehatan harus di ca n tum -
kan dengan jelas.

n Aspek prosedur dan pembuktian (seperti standar
pem buktian untuk memenuhi syarat sebagai kor -
ban) harus didefinisikan dengan memper tim bang -
kan sifat kejahatan.

n Harus tersedia mekanisme yang memungkinkan
korban yang tidak mau menampilkan diri di depan
publik untuk memenuhi syarat sebagai orang yang
berhak menjadi penerima manfaatnya.88

!!Kiat dan usulan untuk reformasi peradilan
pasca-konflik

n Para negara harus meratifikasi atau menyetujui ins -
tru men HAM internasional dan regional, termasuk
CEDAW, dan memenuhi semua ketentuan yang
ber la ku.

n Kerangka hukum dan kebijakan internasional harus
di pakai sebagai standar tindakan oleh Para Negara
un tuk mencegah dan menghapuskan kekerasan
dan diskriminasi terhadap perempuan.

n Dalam pembentukan kembali badan-badan per -
adilan dan pelatihan serta kualifikasi pengacara dan
hakim, Para negara harus berusaha mencapai ke -
seim bangan setara pria dan wanita dalam semua
pe ran pada semua tingkat.

n Kelompok-kelompok wanita harus dilibatkan se ba -

Kelemahan utama program pemulihan adalah prog ram tersebut
sering tidak dilaksanakan. Walaupun program pemulihan belakangan
ini, seperti program pe mulihan di Timor Leste, Guatemala, Peru dan
Sierra Leone, peka terhadap kekerasan seksual dan isu-isu gender
lainnya, pelaksanaannya sangat lemah atau tidak dilaksanakan
sama sekali.
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Menyadari pentingnya dokumentasi pengalaman para wanita, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Peru (CVR, Comision de la Verdad y Reconciliacion)
mengadakan Program Gender untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu gender dalam tugas para pewawancara dan pejabat Komisi tersebut.

Program Gender tersebut:

n Menyusun serangkaian dokumen pelatihan yang mencakup strategi komunikasi, saran bagaimana melakukan penyelidikan di provinsi-provinsi di negara
tersebut dan panduan bagi pewawancara.

n Memberikan bahan-bahan penyuluhan seperti surat sebaran dan gambar kartun.

n Mengadakan lokakarya untuk mempromosikan analisis gender di bidang-bidang CVR seperti komunikasi, orang hilang dan kegiatan sukarela.

n Membentuk Jaringan Program Gender (Gender Programme Links), sebuah kelompok kerja yang terdiri dari wakil-wakil dari setiap kantor pusat regional
CVR, yang diberi tugas untuk bekerja secara aktif di dalam masyarakat untuk menjamin agar informasi mengenai masalah gender disebarkan.86

Box 13 Program gender pada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Peru
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gai mitra utama dalam proses reformasi peradilan
dan peradilan transisi, dan didukung oleh lembaga-
lem baga Negara dan mitra internasional.

n Badan-badan peradilan harus bekerja sama dengan
or ganisasi-organisasi wanita lokal dan in ter na -
sional, PBB dan lembaga-lembaga internasional
lain nya untuk menjamin agar semua staf, yang me -
liputi hakim, jaksa dan pegawai pengadilan, diberi
pe latihan tentang isu-isu gender.

n Kelompok-kelompok wanita harus melakukan u sa -
ha untuk menyoroti pelanggaran HAM dan kondisi
yang memungkinkan terjadinya pelanggaran ber -
mo tif gender, memberikan forum bagi para korban
dan penyintas, mengusulkan pembayaran yang
mem   berikan ganti rugi atas ketidakadilan, dan mem -
ban tu menjamin agar reformasi peradilan dan per a -
dil an transisi tanggap terhadap kebutuhan dan
pe  nga  laman wanita dan pria.

5.2 Negara-negara dalam masa transisi

Banyak negara dalam masa transisi memiliki struktur
pemerintahan demokratis lemah yang sama dan ke -
bu  tuhan yang serupa dengan negara-negara pasca-
konflik. Walaupun masyarakat internasional mung kin
masih terlibat umumnya terdapat sumber daya yang
lebih sedikit. Tantangan lainnya yang diha dapi banyak
negara dalam masa transisi adalah ko rup si, campur
tangan dalam lembaga peradilan dan ku rangnya
transparansi yang menyeluruh.

Namun demikian, ketika pemilihan umum dise leng ga ra   -
kan dan sistem pemerintahan, lembaga pe me rintah an
dan perundang-undangan direformasi, ter  dapat ke sem -
 patan yang sangat penting untuk mem  perbaiki hak-hak
wanita dalam masyarakat, dan me  ningkatkan ketang -
gapan sistem peradilan terhdap gen  der. Pe m ro mo sian
kesetaraan antara pria dan wa nita, larangan dis kri mi -
nasi, dan perlindungan ter ha dap GBV harus di wu jud kan
dalam setiap konstitusi dan pe r un dang-un dangan baru,
ter masuk yang ber kaitan de ngan ak ses hu kum per -
tanahan dan harta ben da, perkawinan, per ce raian, pe -
nga suhan anak, waris an dan ke war ga ne ga raan.

Kewajiban atau keinginan untuk menjadi anggota
orga nisasi regional dapat memberikan dorongan un -
tuk reformasi peradilan yang tanggap terhadap
gender.  Banyak negara transisi menjadi anggota atau
ingin menjadi anggota organisasi regional, seperti Uni
Afrika, Uni Eropa dan Organisasi Negara-negara
Amerika (OAS, Organization of American States).  Or -
ganisasi-organisasi ini biasanya mempromosikan pe -
ngesahan dan pelaksanaan konvensi internasional
dan regional tentang HAM dan kesetaraan gender.
Stan dar dan rekomendasi organisasi regional dapat
mem berikan tolok ukur penanganan isu gender dalam
pro ses reformasi peradilan.

n Pada tahun 2000, Uni Eropa menyetujui dua Direktif
(Di rektif 2000/43/EC dan Direktif 2000/78/EC) yang
me larang diskriminasi langsung maupun tak lang -
sung berdasarkan ras atau etnis, agama atau ke ya -
kin an, kecacatan, umur atau orientasi seksual.

Do kumen ini mencantumkan definisi pasti dis kri mi -
nasi langsung dan tak langsung dan pelecehan. Se -
lain itu, sebuah program aksi Ma sya rakat ter hadap
dis kriminasi memberikan langkah pen dukung (pe -
nye baran informasi, peningkatan ke sadaran, peng -
gu na an pengalaman bersama sama, pe la tih an,
ak ses keadilan, dll.) untuk membantu men ja min pe -
ne rapan dan pelaksanaan efektif perun  dang-un -
dang an anti-diskriminasi.89 

!!Kiat dan usulan untuk reformasi peradilan

n Para negara harus meratifikasi instrumen HAM
inter nasional dan regional, termasuk CEDAW, dan
memenuhi semua ketentuan instrumen tersebut.

n Hak-hak wanita harus dicantumkan dalam reformasi
konstitusi dan undang-undang.

n Organisasi-organisasi regional seperti Uni Afrika
dan Uni Eropa harus memanfaatkan sempatan
perun  dingan penerimaan keanggotaan dengan ang -
gota baru untuk memperkuat hak-hak berbasis gen -
der dan akses keadilan di semua Negara Anggota.

5.3 Negara-negara berkembang

Negara-negara berkembang menghadapi banyak
tantangan yang sama dengan negara-negara pasca-
konflik dan negara-negara dalam masa transisi,
namun demikian dengan sumber daya yang jauh lebih
se dikit. Sebagian besar masyarakat mungkin hidup
da lam kemiskinan di daerah pedesaan dengan sedikit
atau tidak ada akses sistem peradilan formal.  Praktik-
praktik tradisional yang melanggar HAM wanita dan
pria sering diterapkan dengan kekebalan hukum.

!!Kiat dan usulan untuk reformasi peradilan

n Para negara harus meratifikasi instrumen HAM
internasional dan regional, termasuk CEDAW, dan
memenuhi semua ketentuan yang berlaku.

n Akses keadilan di daerah pedesaan, terutama bagi wa -
 nita, harus ditangani melalui pendidikan, kam pa nye
penyadaran masyarakat dan program literasi  hu kum.

n Pengakuan tentang mekanisme peradilan tra di -
sional dalam perundang-perundangan harus mem -
 beri sifat penghormatan terhadap undang-un dang
dan prinsip HAM. Usaha-usaha harus dila kukan un -
tuk mengikat dengan mekanisme per adilan tra di si o -
nal untuk mengubah praktik-praktik yang me    langgar
HAM, dengan memberikan per hatian khu sus pada
cara menangani masalah yang ber kaitan dengan
kekerasan berbasis gender, ke pe milik an tanah
wanita dan perkawinan.

n Parlemen dan pengadilan harus menjamin agar
pem bunuhan ‘kehormatan’ dan kematian akibat ti -
dak adanya mas kawin dikriminalisasi dan pelaku
dihu kum dengan alasan melakukan pembunuhan.
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5.4 Negara-negara maju

Sebagian besar negara maju juga sedang dalam
proses penanganan isu-isu kesetaraan gender,
pelecehan seksual, diskriminasi dan GBV dalam dan
melalui sistem peradilannya.  Misalnya, Dewan Eropa
mendokumentasikan bagaimana selama tiga puluh
tahun terakhir, status hukum wanita di Eropa jelas su -
dah membaik, tapi kesetaraan yang efektif jauh dari
ke nyataan. Para wanita masih terpinggirkan dalam
ke hidupan politik dan publik, diberi gaji yang lebih ke -
cil daripada pria untuk pekerjaan dengan nilai yang
sa ma, lebih sering menjadi korban kemiskinan dan
pe ngangguran daripada pria dan lebih sering me nga-
lami kekerasan. Masih sedikit sekali wanita yang men -
jadi hakim di sebagian besar negara maju.

Lembaga-lembaga negara yang terkait dan LSM-LSM
ha rus terus memantau kemajuan kesetaraan gender dan
meminta pertanggungjawaban pemerintah. Ke-mam -
 puan dan pendanaan sering tersedia untuk me ngum -
 pulkan data statistik dan melakukan penelitian ten   tang
pelanggaran HAM dan juga untuk menyusun dan
mendanai program untuk menangani pe-lang gar an ini.

n Pada tahun 2005 Kanada menjadi negara keempat
di dunia, setelah Belgia, Belanda dan Spanyol, yang
mengesahkan perkawinan sejenis.90

n Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Portugal
memberikan perhatian khusus pada kejahatan
kekerasan dalam rumah tangga, dengan mengubah
sifat dari kejahatan tersebut.  Kitab undang-undang
tersebut sekarang mencantumkan perlakuan buruk
yang melibatkan mantan suami atau isteri, orang-
orang (dengan jenis kelamin yang sama atau
berbeda) yang pernah hidup layaknya suami-isteri
dan orang-orang dalam hubungan layaknya suami-
isteri yang tidak hidup bersama.  Kitab undang-
undang ini juga menganggap telah terjadi kejahatan
setelah terjadinya satu tindakan perlakuan buruk
be rat, sedangkan perundang-undangan sebe lum -
nya menganggap telah terjadi kejahatan hanya se -
t e lah terjadinya perlakuan buruk berulangkali.91

n Pada tahun 2006 Amerika Serikat mengesahkan Un -
dang-Undang tentang Reotorisasi Perlindungan Kor -
ban Perdagangan Manusia (TVPRA, Trafficking
Victims Protection Reauthorization Act).  TVPRA
mem buat warga negara Amerika Serikat ber tang -
gung jawab atas tindakan perdagangan manusia, ter -
ma suk membeli jasa seks komersial atau
meng  gunakan pekerja anak-anak saat melakukan
mi si pemeliharaan perdamaian atau kontrak yang di-
da nai pemerintah federal di luar negeri.  Jelasnya,
TVPRA mengalihkan fokus per ha tian dari hanya kor -
ban lintas negara jadi mencakup warga negara AS
yang menjadi korban di dalam batas-batas wilayah
Amerika Serikat, dan mem berikan bantuan kepada
pe  merintah dan LSM lokal untuk memperbaiki pe la -
yan an kepada korban perdagangan manusia.92

!!Kiat dan usulan untuk reformasi peradilan

n Para Negara harus meratifikasi instrumen HAM

internasional dan regional, termasuk CEDAW, dan
mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

n Konstitusi dan perundang-undangan harus dikaji
ulang secara berkelanjutan tentang kepatuhan
dengan kewajiban menurut perjanjian-perjanjian
dan instrumen HAM.

n Mekanisme kelembagaam yang kuat harus
ditetapkan untuk memantau dan memandu
kemajuan menuju kesetaraan gender, termasuk di
dalam sistem peradilan dan lembaga peradilan.

n Langkah-langkah harus diambil untuk mening -
katkan keterwakilan wanita pada jabatan tingkat
tinggi di sektor peradilan, termasuk sebagai hakim
dan jaksa.

n Negara-negara maju dapat mendanai program
keadilan gender di negara-negara pasca-konflik dan
negara-negara dalam masa transisi.

6 Usulan-usulan pokok

1. Perencanaan: Para aktor internasional dan
nasional harus mempromosikan kemitraan di
antara semua pemangku kepentingan reformasi
peradilan (lembaga peradilan, kepolisian,
lembaga pemasyarakatan, kejaksaan,
perhimpunan pengacara, kelompok wanita dan
masyarakat sipil) untuk merancang strategi dan
rencana penilaian reformasi peradilan yang
menangani isu gender.  Agar berkelanjutan,
proses reformasi peradilan tersebut harus dimiliki
secara lokal, mulai dari perencanaan dan
penilaian hingga pelaksanaan dan evaluasi.

2. Penilaian: Penilaian menyeluruh atas sektor
peradilan harus mencakup pengalaman berbeda
wanita dan pria beserta akses atas dan partisipasi
di sistem peradilan.  Penilaian tersebut harus
dipimpin oleh para aktor lokal, walaupun para
aktor internasional dapat memberikan dukungan
dan bantuan teknis yang berharga.  Partisipasi
berbagai pemangku kepentingan, termasuk
kelompok-kelompok wanita, sangat penting untuk
menentukan dan memahami tantangan-
tantangan khusus dalam keadaan tertentu, yang
meliputi praktik, sikap dan perilaku budaya yang
dapat mempengaruhi bagaimana mendapatkan
keadilan.

3. Konvensi HAM internasional dan regional,
termasuk Konvensi Penghapusan Segala Bentuk
Kekerasan terhadap Perempuan (CEDAW,
Convention on the Elimination of All Forms of
Violence against Women) harus disetujui (tanpa
syarat), diratifikasi dan dilaksanakan.

4. Reformasi hukum dan kebijakan untuk
menjamin agar prinsip non-diskriminasi,
kesetaraan gender dan aksi  af i rmat i f



dicantumkan.  Perhatian khusus harus diberikan
pada undang-undang tentang keluarga,
perkawinan, pekerjaan, kepemilikan tanah dan
warisan, orientasi seksual dan kekerasan
berbasis gender.

5. Kekerasan berbasis gender: Pastikan agar
sistem peradilan melarang, menghukum dan
memberikan pemulihan hukum bagi semua
bentuk  kekerasan berbasis gender, dengan cara
yang melindungi dan mempromosikan hak-hak
korban.  Ketentuan dan prosedur pembuktian
harus dikaji ulang untuk menjamin agar ketentuan
dan prosedur tersebut tidak didasarkan pada
stereotipe yang merugikan, atau menyebabkan
‘reviktimisasi’ penyintas.  Pertimbangkan langkah-
langkah khusus untuk menangani kekerasan
seksual dan kekerasan dalam rumah tangga,
seperti: pengadilan khusus dan tim penyelidikan;
pusat pelayanan yang menyediakan semua
personel terkait (polisi, jaksa, ahli kesehatan,
konselor, dll.) di bawah satu atap; dan langkah-
langkah perlindungan korban dan saksi.

6. Akses keadilan harus ditingkatkan melalui
program literasi hukum, penggunaan tenaga
paralegal bila perlu, dan bantuan hukum.
Program harus memberikan perhatian khusus
pada hambatan untuk memperoleh keadilan bagi
wanita, masyarakat pedesaan, masyarakat yang
buta huruf, kelompok minoritas dan kelompok
masyarakat yang terpinggirkan.

7. Mekanisme peradilan tradisional harus di ma -
suk kan dalam langkah-langkah reformasi per a dil -
an, dan diteliti untuk memahami bagaimana
me  kanisme tersebut dapat menimbulkan dampak
yang berbeda terhadap pria dan wanita.  Inter -
vensi harus dilakukan untuk menangani pe lang -
garan HAM, termasuk diskriminasi terhadap
wa nita.

8. Bias gender di lembaga peradilan: Langkah-
langkah harus dilaksanakan untuk menentukan
dan mengatasi bias gender, termasuk oleh hakim,
jaksa dan staf pengadilan.  Semua aktor sistem
peradilan (hakim, jaksa, staf pengadilan, Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi, pemuka adat, dll.)
harus diberi pendidikan tentang isu-isu gender,
undang-undang, kewajiban regional dan
internasional, dan bila perlu, diberi pelatihan
khusus tentang penanganan kejahatan kekerasan
seksual dan kekerasan dalam rumah tangga.

9. Reformasi lembaga peradilan sehingga
lembaga tersebut lebih mewakili masyarakat yang
dilayaninya.  Wanita dan kelompok minoritas pada
jabatan tinggi akan memberikan legitimasi dan
kredibilitas tambahan kepada sistem peradilan di
mata masyarakat, dan langkah-langkah khusus
harus dilaksanakan untuk mempromosikan
pelibatan mereka.

10. Perkuat pengawasan dan pemantauan cara
penanganan sistem peradilan terhadap isu

gender, dan bagaimana reformasi keadilan

gender dilaksanakan.

11. Kampanye penyuluhan masyarakat untuk

mengubah sikap sosial yang melestarikan

kekerasan terhadap perempuan dan diskriminasi

bisa menjadi bagian dari program untuk mendidik

masyarakat mengenai hak-hak mereka dan

meningkatkan akses keadilan.

12. Masyarakat sipil, termasuk organisasi wanita,

harus didukung sebagai mitra dalam sistem

peradilan dan reformasi peradilan. Masyarakat

sipil memainkan peran penting dalam melakukan

lobi untuk mendukung reformasi hukum, kebijakan

dan prosedur, menyediakan pelayanan hukum

dan mempromosikan akses keadilan, serta dalam

memantau sistem peradilan. Pendanaan dan

dukungan kepada para aktor masyarakat sipil dan

juga pelatihan berkelanjutan untuk membangun

kemampuan bisa menjadi metode yang sangat

efektif dan efisien untuk mendukung usaha

reformasi peradilan.

7 Sumber daya tambahan

Situs web yang berguna

US National Center for State Courts (Pusat

Pengadilan Negara Bagian Nasional Amerika

Serikat)memberikan tautan ke berbagai alat,

panduan dan buku pedoman untuk menangani

keadilan gender di pengadilan dan juga bagaimana

membuat prosedur persidangan yang netral gender)

-http://www.ncsconline.org/

Council of Europe (Dewan Eropa), Stop Violence

Against Women Website (Situs Hentikan Kekerasan

terhadap Perempuan).

http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolenceca

mpaign/default_en.asp

International Legal Assistance Consortium

(Konsorsium Bantuan Hukum Internasional) -

http://www.ilac.se

UN Division for the Advancement of Women (Divisi PBB

untuk Kemajuan Wanita) situs CEDAW, termasuk

laporan-laporan negara dan panduan pembuatan

laporan -

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reports.htm
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Panduan praktis dan buku-buku petunjuk

ARC International (ARC Internasional), Gender-
Based Violence Legal Aid: A Participatory Toolkit
[Bantuan Hukum Kekerasan Berbasis Gender:
Toolkit Partisipasi], 2005.
http://www.arcrelief.org/gbvbooks/cdrom/content/Boo
k_1_Toolkit/BOOK1.pdf

Nesiah, V., International Centre for Transitional
Justice (Pusat Peradilan Transisi), Gender Justice
Series [Seri Keadilan Gender], Truth
Commissions and Gender: Principles, Policies
and Procedures [Komisi Kebenaran dan Gender:
Prinsip, Kebijakan dan Prosedur], 2006.
http://www.ictj.org/static/Gender/GendHandbook.eng.
pdf

UN Office on Drugs and Crime (Kantor Urusan
Narkoba dan Kejahatan PBB), Criminal Justice
Assessment Toolkit [Toolkit tentang Penilaian
Peradilan Pidana].
http://www.unodc.org/unodc/criminal_justice_assess
ment_toolkit.html

Artikel dan laporan online

European Women's Lobby (Lobi Wanita Eropa),
Towards a Common European Framework to
Monitor Progress in Combating Violence against
Women: Proposals for a Policy Framework and
Indicators in the areas of judges, legislation,
justice, service provision, training of
professionals, civil society, data collection and
prevention, and case studies of models and good
practice [Menuju Kerangka Bersama Eropa untuk
Memantau Kemajuan dalam Memberantas
Kekerasan terhadap Perempuan: Proposal untuk
Kerangka Kebijakan dan Indikator di bidang
anggaran, perundang-undangan, peradilan,
penyediaan pelayanan, pelatihan tenaga
professional, masyarakat sipil, pengumpulan
data dan pencegahan, serta studi kasus model
dan praktik yang baik], 2001.
http://www.womenlobby.org/SiteResources/data/Med
iaArchive/Publications/BrochUK.pdf

Henderson, K.  dan Autheman, V., Global Best
Practices: A Model State of the Judiciary Report;
A Strategic Tool for Promoting, Monitoring and
Reporting on Judicial Integrity Reform [Praktik
Terbaik Global: Model Laporan Lembaga
Peradilan; Alat Strategis untuk Pemromosian,
Pemantauan dan Pelaporan Reformasi Integritas
Peradilan], 2004.
http://www.ifes.org/publication/20ef1c5bb97b3a464d
c4d8b b4da18bac/WhitePaper_6_FINAL.pdf

ILAC (Konsorsium Bantuan Hukum Internasional),
Gender Justice in Liberia: the Way Forward
[Keadilan Gender di Liberia: Jalan ke Depan],
2006.

http://www.ilac.se/sajt/bilder/pdf/Liberia_Report_2007
.pdf

ILAC (Konsorsium Bantuan Hukum Internasional),
Building Partnerships for Promoting Gender
Justice in Post-Conflict Societies [Membangun
Kemitraan untuk Mempromosikan Keadilan
Gender di Negara-negara Pasca-Konflik], 2005.
http://www.ilac.se/sajt/bilder/pdf/B-P-for-
Promoting_Gender_Justice_in_Post-
Conflict_Societies_2005.pdf

Molyneux, M., & Razavi, S., Gender Justice,
Development and Rights [Keadilan Gender,
Pembangunan dan Hak-hak], 2003.
http://www.pogar.org/publications/other/unrisd/molraz
.pdf

Secretary-General's In-Depth Study on All Forms
of Violence against Women [Penelitian Mendalam
Sekretaris Jenderal tentang Segala Bentuk
Kekerasan terhadap Perempuan], 6 July 2006,
A/61/122/Add.1.
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/419/
74/PDF/N0641974.pdf?OpenElement

World Bank, Gender Justice and Truth
Commissions [Komisi Keadilan Gender dan
Kebenaran], 2006.
http://siteresources.worldbank.org/INTLAWJUSTINS
T/Resources/GJTClayoutrevised.pdf

Buku dan publikasi non-online lainnya

Gender Justice in Post-Conflict Countries in
East, Central and Southern Africa [Keadilan
Gender di Negara-negara Pasca-Konflik di Afrika
Timur, Tengah dan Bagian Selatan], African
Women for Peace [Wanita Afrika untuk
Perdamaian], Advocacy Magazine (Majalah
Advokasi) - Special Edition (Edisi Khusus),
September 2005.
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1

Kuatlah pengakuan bahwa reformasi sektor keamanan (RSK) harus memenuhi
kebutuhan keamanan yang berbeda bagi pria, wanita, lelaki dan anak
perempuan.  Keterpaduan isu-isu gender juga faktor utama bagi efektifitas dan
akuntabilitas sektor keamanan serta pemilikan lokal dan legitimasinya proses
RSK.

Catatan Praktik ini memberikan sebuah pengenalan yang singkat mengenai
manfaat dari keterpaduan isu-isu gender dalam reformasi peradilan, dan juga
informasi yang praktis untuk melakukannya.

Mengapa gender penting dalam reformasi peradilan?

Reformasi undang-undang yang diskriminatif dan mempromosikan hak-
hak asasi manusia

n Banyak negara mempertahankan undang-undang yang bersifat terlalu
diskriminatif sehubungan dengan kepemilikan tanah, warisan (lihat Kotak 1),
kekerasan berbasis gender (GBV), pengasuhan anak, pekerjaan dan isu-isu
lainnya.  Undang-undang dan peraturan yang diskriminatif harus direformasi
untuk mematuhi hukum hak-hak asasi manusia (HAM) internasional.

Pengantaran layanan peradilan secara efektif dan non-diskriminatif

n Stereotipe, sifat-sifat diskriminatif dan hambatan prosedur harus tidak
melemahkan pengantaran layanan peradilan.  Semua personel sektor
kehakiman harus diberikan latihan mengenai isu-isu gender, termasuk
tanggapan yang sesuai terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan
diskriminasi berdasar jenis kelamin atau orientasi seksual.

n Agar menghapuskan kekebalan hukum atas GBV, lembaga peradilan perlu
dilatih mengenai perundang-undangan internasional dan nasional tentang isu-
isu gender.

Jamin akses keadilan yang setara

n Pria maupun wanita berhak mendapatkan akses setara pada sistem peradilan,
melalui pengadilan, mekanisme peradilan transisi, dan penyelesaian sengketa
alternatif.  Namun, terdapat banyak hambatan terhadap akses wanita pada
keadilan termasuk: kekurangan pengetahuan tentang hak-hak hukum mereka,
korupsi, rasa takut memberikan kesaksian, kekurangan sumber daya,

Gender merujuk pada peran dan hubungan, ciri kepribadian, sikap, tingkah laku dan nilai-nilai yang
dihubungkan masyarakat dengan pria dan wanita.  Karena itu, ‘gender’ merujuk pada perbedaan yang
dipelajari antara pria dan wanita, sedangkan ‘jenis kelamin’ merujuk pada perbedaan biologis antara lelaki dan
perempuan.  Peran gender sangat bervariasi di dalam dan antar kebudayaan dan dapat berubah sepanjang
waktu. Gender tidak hanya merujuk pada wanita atau pria tetapi juga pada hubungan antara mereka.

Reformasi peradilan tidak hanya mencakup reformasi undang-undangan tapi juga penyusunan kebijakan,
prosedur dan mekanisme yang memungkinkan pelaksanaan praktis hukum dan akses setara atas sistem
peradilan.  Tujuan-tujuan reformasi peradilan meliputi pengembangan: konstitusi dan hukum berdasarkan pada
standar internasional dan instrumen-instrumen hak-hak asasi manusia; kehakiman yang efektif, tidak memihak
dan bertanggung jawab; suatu pendekatan terpadu terhadap peradilan pidana; dan mekanisme-mekanisme
untuk pengawasan terhadap sistem peradilan.1

Catatan Praktik ini berdasarkan atas sebuah Tool (Alat) yang lebih panjang dan keduanya merupakan
bagian dari Toolkit Gender dan RSK. Dirancang supaya memberikan pengenalan tentang isu-isu
gender kepada praktisi reformasi sektor keamanan dan para pembuat kebijakan, Toolkit ini terdiri dari 12
Alat (Tools) dengan Catatan Praktisnya - lihat Informasi lebih lanjut.

DAFTAR ISI
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hambatan bahasa dan kekurangan akses tempat
penitipan anak.

Sektor peradilan yang representatif dan sah 

n Untuk dapat dipercayai masyarakat, proses
reformasi harus mencakup keikutsertaan, dan
menangani kebutuhan, semua golongan
masyarakat, termasuk wanita.

n Untuk meningkatkan legitimasi, personel sektor
peradilan harus mencerminkan masyarakat yang
mereka layani.  Saat ini wanita umumnya kurang
terwakili pada sebagian besar tingkat sistem
peradilan, termasuk pada pangkat hakim dan
pengacara.

Bagaimana gender dapat dipadukan

ke dalam reformasi peradilan?

Reformasi hukum yang tanggap terhadap gender 

n Tujui dan sahkan persetujuan dan konvensi tentang
hak-hak asasi manusia (HAM).

n Reformasi konstitusi (UUD) supaya UUD itu
menjamin perolehan setara HAM dan kesetaraan
gender, dan melarang diskriminasi dan kekerasan
berbasis gender.

n Tinjau kembali perundang-undangan nasional yang
berlaku dan mengesahkan undang-undang yang
baru untuk melarang diskriminasi dan kekerasan
berbasis gender.

n Manfaatkan mekanisme peradilan tradisional untuk
menjamin agar mekanisme tersebut menegakkan
hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak wanita.

Prosedur dan praktek yang tidak bersifat
diskriminatif

n Amati prosedur dan praktek peradilan dengan
seksama untuk menjamin agar prosedur dan
praktek tersebut tidak secara tidak layak membeda-
bedakan wanita atau kelompok-kelompok lainnya
dalam masyarakat.

Langkah-langkah khusus untuk menangani GBV

n Adakan langkah-langkah khusus berkaitan dengan
kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah
tangga demi perlindungan saksi dan korban agar
meningkatkan jumlah kasus yang diajukan ke
pengadilan.  Langkah-langkah khusus bisa meliputi
peraturan bukti yang peka terhadap gender dan
prosedur yang tidak berdasarkan pada stereotip
yang merugikan dan yang menghindar i
‘reviktimisasi’ penyintas (lihat Kotak 2).

Pelatihan gender

n Berikan pelatihan tentang hak-hak wanita
(berdasarkan atas undang-undang dan kewajiban
nasional, regional dan internasional), prosedur
hukum tentang GBV, dan dampak 'bergender'
sistem peradilan pada semua aktor di sektor
peradilan, termasuk para hakim, jaksa, pembela,
pengacara swasta, petugas pengadilan, polisi dan
petugas paralegal.

Kepatuhan terhadap kewajiban menurut undang-undang dan
instrumen hukum internasional

Pengambilan prakarsa untuk memadukan isu-isu gender ke dalam
reformasi pemasyarakatan bukan sekedar masalah efektivitas
operasional; pemaduan ini diharuskan untuk mematuhi undang-undang,
instrumen dan norma internasional dan regional tentang keamanam dan
gender. Instrumen utama meliputi:

n Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap
Wanita, (CEDAW, 1979)

n Resolusi 52/86 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
Pencegahan Kejahatan dan Langkah-langkah Peradilan Pidana untuk
Menghapuskan Kekerasan terhadap Perempuan (1998)

Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Lampiran Toolkit tentang
Undang-Undang dan Instrumen Internasional dan Regional.

Sebagai respons terhadap angka putusan bersalah (conviction rates)
yang rendah, Afrika Selatan membentuk Pengadilan Kejahatan Seksual
dan pusat-pusat Thuthuzela. Pengadilan Kejahatan Seksual adalah
pengadilan khusus yang dirancang untuk mempercepat proses
penanganan dan penuntutan kasus penganiayaan seksual; semua
personelnya telah mendapat pelatihan untuk menangani kejahatan
seksual.  Pusat Thuthuzela, atau pusat kenyamanan, disediakan di
pengadilan kejahatan seksual ini dan berperan sebagai unit pelayanan
satu atap bagi korban perkosaan.  Setiap pusat kenyamanan dikelola
oleh seorang manajer proyek dan memberikan pelayanan kepolisian,
perawatan kesehatan, pelayanan konseling dan hukum, semuanya di
bawah satu atap, yang memungkinkan peningkatan pengelolaan kasus
pemerkosaan. Angka putusan bersalah telah meningkat untuk
mencapai 75 – 95% dan satu perkara sekarang biasanya diputus dalam
6 bulan sejak tanggal laporan pertama.  Sebelum adanya pusat-pusat
kenyamanan ini, pemutusan perkara memakan waktu rata-rata 18 bulan
hingga 2 tahun.3

Box 2 Mekanisme khusus bagi korban
kekerasan seksual di Afrika
Selatan

Jane Watiri memohonkan kepada pengadilan untuk memberikan kepadanya setengah dari sebidang tanah milik almarhum ayahnya yang tempat
kediamannya bersama empat anaknya.  Saudara lelakinya keberatan, dengan alasan bahwa dia telah mengolah sebagian tanah tersebut yang lebih besar
ketika ayahnya masih hidup dibandingkan dengan saudara perempuannya dan karena itu berhak mendapatkan bagian yang lebih luas itu.

Hakim Utama Senior H.A. Omondi menemukan bahwa menurut hukum adat Kikuyu, seorang wanita yang belum menikah seperti Watiri tidak memiliki hak
waris yang sama akibat harapan bahwa dia akan menikah.  Hakim Omondi memutuskan bahwa ketentuan adat ini mendiskriminasi wanita karena
melanggar Pasal 82 Ayat 1 Konstitusi Kenya, yang melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.  Ketentuan ini juga melanggar Pasal 18 Ayat 3
Piagam Banjul dan Pasal 15 Ayat 1-3 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, yang memberikan persamaan di hadapan
hukum antara pria dan wanita.  Karena itu, Hakim Omondi memberi Watiri dan saudara lelakinya masing-masing bagian yang sama dari harta peninggalan
ayah mereka.2

Kotak 1 Menghadapi diskriminasi dalam praktek-praktek warisan di Kenya
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Akses keadilan

n Tugaskan petugas paralegal untuk membangun
lite  rasi hukum masyarakat umum dengan mengajar
o rang bagaimana mengakses sistem peradilan,
hak-hak hukum mereka dan bagaimana me man -
faatkan sumber daya hukum yang tersedia.

n Se diakan bantuan hukum kepada masyarakat yang
ter pinggirkan , termasuk wanita.

n Dukung organisasi masyarakat sipil (OMS), yang
me liputi organisasi-organisasi wanita, yang me -
mudahkan akses keadilan (lihat Kotak 3).

Sektor peradilan yang representatif

n Dukung keterwakilan wanita dan pria yang setara
da lam sistem peradilan melalui prakarsa-prakarsa
un tuk meningkatkan perekrutan, retensi dan ke -
majuan wanita. Langkah-langkah khusus se men -
tara, atau tindakan afirmatif, seperti beasiswa atau
kuota hukum mungkin diperlukan untuk mem per -
cepat kemajuan menuju penyamaan (lihat Kotak 4).

Pengawasan dan pemantauan

n Libatkan para pemangku kepentingan utama dari
lembaga peradilan, kejaksaan, perhimpunan
pengacara, kepol is ian, lembaga-lembaga
pemasyarakatan, masyarakat sipil, jaringan wanita
dan LSM dalam proses-proses reformasi peradilan.

n Kuatkan mekanisme pengawasan dan pemantauan
yang tanggap terhadap gender pada tingkat
internasional, nasional dan masyarakat sipil.
Misalnya, mekanisme-mekanisme wanita pada
tingkat nasional atau sebuah satuan tugas tentang
prasangka gender di pengadilan bisa berusaha
supaya sistem peradilan tetap bertanggung jawab
atas penghapusan prasangka di pengadilan,
diskriminasi yang dilakukan oleh hakim yang duduk
di pengadilan, atau penuntutan kasus-kasus GBV
secara tidak layak.

Tantangan dan peluang pasca

konflik

Masa pasca-konflik memberikan kesempatan yang
unik untuk mengambil strategi guna pembentukan
kembali rule of law dan pemromosian kesetaraan
gender dalam sektor peradilan, dan juga partisipasi
langsung wanita di seluruh proses reformasi pera -
dilan. Proses perdamaian dan transisi dari konflik me -
ru pakan titik mula strategis untuk mempromosikan
pertanggungjawaban atas GBV dan diskriminasi.
Mekanisme peradilan transisi, seperti pengadilan
pidana ad hoc, komisi kebenaran dan rekonsiliasi dan
program pemulihan, sering menjadi faktor-faktor
yang penting dalam usaha ini.

Tantangan bagi pemaduan isu-isu gender

n Lembaga peradilan sering disfungsional, ke man di -
rian nya tercemar dan korupsi merajalela.

n Banyak konflik melibatkan kekerasan seksual ter -
hadap wanita dan anak perempuan dalam skala be -
sar, dan juga terhadap pria dan anak lelaki, yang
harus ditangani secara khusus dalam reformasi
peradilan pasca-konflik.6 Kekerasan seksual dan ke -
kerasan dalam rumah tangga sering terus meningkat
se telah konflik berakhir; mekanisme peradilan yang
menangani GBV merupakan prioritas utama.

n Pihak kepolisian dan sistem pemasyarakatan
menjadi bagian dari persoalannya: polisi tidak
berkemampuan atau kemauan untuk secara efektif
menanggapi kasus-kasus GBV dan lembaga-
lembaga pemasyarakatan terlalu padat dan di
dalamnya penganiayaan merajalela.

n Masyarakat umum, terutama wanita, sering tidak
mempercayai sistem peradilan.

Peluang-peluang untuk pemaduan isu-isu gender

n Komunitas dan organisasi-organisasi internasional
dan para pemerintah yang baru dibentuk mungkin
mempunyai kemauan politik untuk menanamkan

Tersedia juga di Tool 4…

- ‘Sembilan 'P' dalam Reformasi Peradilan dan Gender’

- Praktik-praktik terbaik dalam definisi hukum dan kriminalisasi
perkosaan

- Kiat-kiat mengenai pembentukan satuan tugas tentang prasangka
gender di pengadilan

- Praktek-praktek yang baik untuk pengikatan dengan mekanisme
peradilan tradisional

- Kiat-kiat untuk pemaduan gender ke dalam Komisi-Komisi Kebenaran
dan Rekonsiliasi

Majelis Parlemen Eropa dalam Resolusi Nomor 1356 Tahun 2004 memutuskan bahwa majelis ini tidak lagi akan mempertimbangkan daftar calon
untuk Pengadilan HAM Eropa yang tidak mencakup setidaknya satu calon dari setiap jenis kelamin.  Peraturan ini diubah setahun kemudian untuk
memungkinkan daftar calon satu jenis kelamin, asalkan daftar tersebut berasal dari jenis kelamin yang kurang terwakili di Pengadilan (saat ini
wanita).  Ketika langkah ini disepakati, terdapat 11 hakim wanita dan 32 hakim pria: wanita hanya merupakan 26% dari komposisi hakim
Pengadilan tersebut.  Mulai bulan April 2007, keadaan tersebut sudah membaik, walaupun sedikit: pada saat itu terdapat 14 hakim wanita dan 32
hakim pria; wanita merupakan 30% dari komposisi hakim Pengadilan tersebut.5

Box 4 Lebih banyak hakim wanita di Pengadilan HAM Eropa

Di Timor Leste, Forum Komunikasi untuk Perempuan Loro Sae
(Fokupers), sebuah LSM, memberikan pelayanan bantuan hukum yang
dapat diakses oleh para korban wanita dan berusah untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan dalam rumah
tangga dan hak-hak hukum wanita.  Brosur-brosur penyuluhannya
disebarkan kepada para penyedia pelayanan, lembaga-lembaga
agama, lembaga-lembaga pemerintah dan para anggota parlemen.4

Box 3 Peningkatan akses dan kesadaran
masyarakat di Timor Leste
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proses-proses reformasi peradilan yang tanggap
terhadap gender.

n Proses pembangunan perdamaian dapat men -
ciptakan titik-titik mula untuk keikutsertaan lang -
sung wanita dan pemangku kepentingan utama
lain nya dalam proses reformasi peradilan, dengan
mem berikan kesempatan kepada mereka untuk
menyatakan kebutuhan dan prioritas mereka.

n Proses-proses reformasi peradilan memberikan ke -
sem patan untuk menyediakan pelatihan gender dan
merekrut lebih banyak wanita dan kelompok-ke lom -
pok masyarakat yang kurang terwakili lain nya.

n Mungkin terdapat dukungan luas terhadap pem -
bangunan mekanisme-mekanisme peradilan tran -
sisi yang memberikan kesempatan untuk
mem baurkan isu-isu gender, termasuk penuntutan
GBV yang berhasil.

?? Pertanyaan-pertanyaan

mengenai reformasi keadilan

Salah satu cara yang paling baik untuk mengenali
titik-titik masuk, kekuatan dan kelemahan untuk
pemaduan perspektif gender ke dalam reformasi

peradilan adalah melakukan penilaian.  Berikut ini
adalah beberapa contoh pertanyaan tentang isu-isu
gen der yang mungkin membantu menjadikan pe -
nilaian, pemantauan dan evaluasi terhadap
kehakiman lebih menyeluruh.

n Instrumen HAM internasional dan regional yang
mana telah disahkan?

n Apakah konstitusi dan undang-undang dalam
negeri mematuhi kewajiban-kewajiban HAM
internasional dan regional, termasuk undang-
undang dan kewajiban mengenai kesetaraan
gender dan GBV?

n Apakah hukum dan adat tradisional dan
keagamaan mencakup praktek-praktek yang
bersifat diskriminatif?

n Apakah undang-undang yang memadai sudah
diterapkan untuk mencegah diskriminasi –
misalnya, undang-undang yang melarang
diskriminasi terhadap wanita dan pria dengan
HIV/AIDS; diskriminasi atau pemecatan karena
alasan-alasan kehamilan, cuti bersalin atau
pernikahan; dan pelecehan seksual di tempat
kerja?

n Apakah ada diskriminasi de facto dan/atau de jure
dalam undang-undang tersebut atau cara
penerapannya?

1 Organization for Economic Co-operation and Security [Organisasi Kerja Sama

Ekonomi dan Keamanan], OECD DAC Handbook on Security System Reform:
Supporting Security and Justice [Buku Pedoman OECD DAC tentang Reformasi
Sistem Keamanan: Mendukung Keamanan dan Keadilan], Draft Edition [Edisi

Rancangan], (OECD: Paris), 2007, h. 182.
2 International Association of Women Judges [Perhimpunan Hakim Wanita

Internasional], ‘Jurisprudence of Equality Program Decisions’ ['Keputusan-
keputusan Program Yurisprudensi Kesetaraan']. http://www.iawj.org/what/jep.asp
3 Thuthuzela Care Centres [Pusat Pelayanan Thuthuzela (Kenyamanan)], The
Country’s Anti-rape Strategy Improves Perpetrators Conviction Rates [Strategi Anti-
Pemerkosaan Negara Meningkatkan Angka Keberhasilan JPU Mendapat Putusan
Bersalah], 8 Mei 2006. http://www.npa.gov.za/ReadContent407.aspx

4 In-depth Study on all forms of Violence Against Women [Kajian Mendalam

tentang segala bentuk Kekerasan terhdap Perempuan], Report of the Secretary-

General [Laporan Sekretaris Jenderal] (6 Juli 2006), UN Document [Dokumen PBB]

A/61/122/Add.1, pasal 299.
5 Report of the International Symposium on Sexual Violence in Conflict and Beyond

[Laporan Simposium Internasional tentang Kekerasan Seksual dalam dan setelah

Konflik], 21-23 Juni 2006, Brussels, Palais

d’Egmont.http://www.unfpa.org/emergencies/symposium06/docs/final_report.pdf
6 Bastick, M., Grimm, K. & Kunz, R., Sexual Violence in Armed Conflict: Global
Overview and Implications for The Security Sector [Kekerasan Seksual dalam
Konflik Bersenjata: Tinjauan Global dan Implikasi bagi Sektor Keamanan], (DCAF:

Jenewa), 2007.

More information
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ARC International [ARC Internasional], Gender-Based Violence
Legal Aid: A Participatory Toolkit [Bantuan Hukum
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ILAC [Konsorsium Bantuan Hukum Internasional], Building
Partnerships for Promoting Gender Justice in Post-Conflict
Societies [Membangun Kemitraan untuk Mempromosikan
Keadilan Gender di Negara-negara Pasca-Konflik], 2005.

Molyneux, M., & Razavi, S., Gender Justice, Development and
Rights [Keadilan Gender, Pembangunan dan Hak-hak], 2003.
Nesiah, V., International Centre for Transitional Justice [Pusat
Peradilan Transisi], Gender Justice Series [Seri Keadilan
Gender], Truth Commissions and Gender: Principles,
Policies and Procedures [Komisi Kebenaran dan Gender:
Prinsip, Kebijakan dan Prosedur], 2006.

OECD DAC - OECD DAC Handbook on Security System
Reform: Supporting Security and Justice [Buku Pedoman
OECD DAC tentang Reformasi Keamanan: Mendukung
Keamanan dan Keadilan], 2007.

Texas Center for Legal Ethics and Professionalism [Pusat Etika
dan Profesionalisme Legal Texas]– Guidelines for Gender
Neutral Courtroom Procedures [Garis-Garis Pedoman untuk
Tata Acara Persidangan yang Netral Gender], 2001.

UNDOC – Criminal Justice Assessment Toolkit [Toolkit
Penilaian Peradilan Pidana], 2006.

World Bank [Bank Dunia], Gender Justice and Truth
Commissions [Komisi Keadilan Gender dan Kebenaran],
2006.

Organisasi-organisasi

International Legal Assistance Consortium [Konsorsium Bantuan
Hukum Internasional] – www.ilac.se

ICTJ [Pusat Peradilan Transisi Internasional]– www.ictj.org

Catatan Praktis ini disiapkan oleh Nadia Nieri dari UN-
INSTRAW, berdasarkan atas Tool (Alat) 4 yang ditulis oleh
Shelby Quast dan diterjemahkan dari bahasa Inggris ke dalam
bahasa Indonesia oleh Catherine Muir.

Toolkit Gender dan RSK

1. Reformasi Sektor Keamanan dan Gender

2. Reformasi Kepolisian dan Gender

3. Reformasi Pertahanan dan Gender

4. Reformasi Peradilan dan Gender

5. Reformasi Pemasyarakatan dan Gender

6. Manajemen Perbatasan dan Gender

7. Pengawasan Parlementer terhadap Sektor Keamanan dan 

Gender

8. Pembuatan Kebijakan Keamanan Negara dan Gender

9. Pengawasan Masyarakat Sipil terhadap Sektor Keamanan 

dan Gender

10. Perusahaan-perusahaan Militer dan Keamanan Swasta

dan Gender

11. Penilaian, Pemantauan dan Evaluasi RSK dan Gender

12. Pelatihan Gender bagi Aparat Sektor Keamanan

Lampiran Undang-Undang dan Instrumen Internasional dan

Regional

Setiap tool (alat) dan catatan praktik ini tersedia dari:

www.dcaf.ch, www.un-instraw.org and www.osce.org/odihr.
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Tentang Penulis

The International Centre for Prison Studies (Pusat Kajian Kepenjaraan Internasional) berusaha membantu para pemerintah dan lembaga-
lembaga lain yang relevan  untuk menyusun kebijakan tepat mengenai lembaga-lembaga pemasyarakatan dan pengunaan pemenjaraan.  Pusat
tersebut melaksanakan tugasnya atas dasar proyek maupun konsultasi bagi lembaga-lembaga internasional dan organisasi-organisasi
pemerintah dan non-pemerintah. Pusat ini bertujuan menyelebarluaskan hasil penelitian akademik dan proyeknya kepada kelompok-kelompok
maupun individu, baik pada tingkat nasional maupun internasional, yang mungkin biasanya tidak menggunakan penelitian tersebut.  Kelompok
dan individu ini mencakup para pengambil kebijakan, praktisi dan penyelenggara, media massa dan masyarakat umum.  Penyebaran ini akan
membantu meningkatkan pemahaman mengenai tujuan pemenjaraan dan apa yang dapat diharapkan dari itu.

Para penyunting

Megan Bastick dan Kristin Valasek, DCAF
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Toolkit Gender dan RSK
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1Pendahuluan

Sistem pemasyarakatan merupakan bagian penting

dari sektor keamanan.  Setiap negara yang dijalankan

me nurut rule of law harus memiliki sistem peradilan

yang berkemampuan menjatuhkan sanksi, apabila

cocok, terhadap orang-orang yang terhukum.  Se -

bagian besar negara memiliki berbagai sanksi, mulai

dari peringatan dan hukuman pelayanan masyarakat

sam  pai pemenjaraan.  Sistem pemasyarakatan men -

ja min agar hukum ditegakkan dan dihormati.  Sistem

itu melindungi masyarakat dengan mengasingkan dari

masyarakat ramai orang yang menimbulkan ancaman

bahaya berat terhadap orang lain, menggentarkan

orang yang bakal melanggar hukum, merehabilitasi

para pelanggar hukum dan menunjukkan ketidak se tu -

juan masyarakat terhadap tindakan me reka.  Namun

demikian, diskriminasi yang sering ter jadi dalam

sistem peradilan pada umumnya juga ter jadi dalam

ba nyak sistem pemasyarakatan, se bagaimana dapat

dilihat dalam prosedur penjatuhan hukuman dan cara

pelaksanaan hukuman.  Pemaduan isu-isu gender –

ke butuhan, hak dan kemampuan wanita, pria, anak

pria dan anak perempuan yang berbeda – ke dalam

pro ses perbaikan pemasyarakatan akan membantu

mem  bangun sistem pemasyarakatan yang efektif dan

non-diskriminatif, memenuhi standar hak-hak asasi

ma  nusia (HAM), dan menumbuhkan rehabilitasi para

na rapidana.

Tool (alat) ini tentang reformasi remasyarakatan dan

gen der memberikan panduan tentang penanggapan

ter hadap isu-isu gender di dalam sistem-sistem pe -

mas ya ra katan.  Tool ini bertujuan membantu orang-

orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan,

pem buatan kebijakan atau reformasi pemasyarakatan

di negara mereka sendiri; para aktor internasional dan

regional yang mendukung reformasi pemasyarakatan;

dan juga para anggota parlemen, organisasi-orga -

nisasi masyarakat sipil dan para aktor lain yang me -

main kan peran dalam pengawasan atau pemantauan

lem baga-lembaga pemasyarakatan.

2 Apa itu reformasi
pemasyarakatan?

Reformasi pemasyarakatan adalah proses mengubah
sistem pemasyarakatan agar menyesuaikan sistem
tersebut dengan rule of law dan kerangka HAM inter -
nasional.  Reformasi pemasyarakatan bertujuan men -
jamin sanksi yang proporsional, tidak diskriminatif dan
re habilitatif.  Terutama, reformasi pe masya ra kat an
ber tujuan mengubah lembaga pemasyarakatan men -
ja di tempat yang di dalamnya martabat pribadi ma -
nusia dihormati, dan menjamin agar orang-orang yang
dipenjara dapat memanfaatkan hak-hak hukum
mereka.1  Pembangunan penjara yang dikelola oleh
orang-orang sipil yang dihubungkan dengan sistem-
sistem kesehatan dan kesejahteraan nasional dan
memiliki jaringan lokal yang kuat untuk membantu
reintegrasi dan rehabilitasi sosial dapat memberikan
sumbangan penting dalam pengendalian kejahatan
serta kerukunan dan kestabilan masyarakat.2

Reformasi pemasyarakatan melibatkan perubahan
pada seluruh sistem sanksi-sanksi, termasuk praktik-
praktik pidana perampasan kemerdekaan (custodial)
dan non-custodial.  Negara-negara miskin biasanya
memberikan sedikit alternatif selain penahanan pra-
peradilan atau hukuman penjara.  Pidana denda bisa
men jadi sanksi yang diputuskan pengadilan di ke ba -
nyak an negara, tetapi banyak di antara mereka yang
didenda akhirnya mendekam di lembaga pemas ya -
rakatan karena mereka tidak mampu membayar
denda tersebut.  Negara-negara maju biasanya me -
miliki sejumlah alternatif selain pemenjaraan, yang
men cakup uang jaminan bagi orang yang menunggu
pe meriksaan pengadilan dan juga sanksi-sanksi se -
perti pengawasan atau pelayanan masyarakat bagi
pa ra pelanggar hukum yang dijatuhi hukuman.

Akibat peran dominan penjara (lembaga pe masya -
rakatan) dalam sistem-sistem hukuman pidana dan
po tensi penganiayaan dan penyiksaan di penjara,
seba gian besar aktivitas reformasi hukuman pidana
ber fokus pada reformasi kepenjaraan, yaitu reformasi
pe  masyarakatan. Lembaga-lembaga pe ma sya ra kat -
an pada umumnya dikelola oleh pe merintah, wa lau -
pun sebagian pemerintah mengontrak peru sa haan
swas ta untuk mengelola sejumlah pen jara mereka.

Di semua negara di dunia, lembaga pemasyarakatan
menjalankan dua fungsi:  menahan orang-orang yang
ditahan pra-peradilan dan orang yang dipidana dalam
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proses peradilan untuk menjalani hukuman penjara
atas kejahatan yang mereka lakukan.  Di sejumlah ne -
gara, orang-orang ditahan dalam penahanan ad m inis -
tratif di luar proses peradilan, dan penjara-penjara
da pat diadakan oleh aparat keamanan di luar sistem
pemasyarakatan biasa. Orang juga ditahan di luar sis -
tem pemasyarakatan, seperti di rumah sakit jiwa atau
penahanan imigrasi. Reformasi sistem-sis tem ter -
sebut tidak dianggap sebagai bagian dari re formasi
pe masyarakatan, karena penanahan se perti ini tidak
menjadi bagian dari sistem peradilan pidana.

Kegiatan reformasi pemasyarakatan tergantung pada
pemerintah karena pemerintah adalah satu-satunya
lembaga yang berwenang mengenakan sanksi-sanksi
dan merampas kebebasan pribadi seseorang.
Namun demikian, organisasi-organisasi non-pe -
merintah (LSM), para pengacara, badan-badan antar -
 pemerintah dan badan-badan lainnya dalam
ad ministrasinya, seperti komisi atau koalisi HAM, da -
pat menjadi agen-agen reformasi.

Masalah yang banyak ditemukan dalam sistem-sistem
pemasyarakatan meliputi:

Kekurangan sarana untuk memproses sanksi dan
langkah non-custodial sehingga hukuman pe men -
jaraan dikenakan dalam kasus yang di dalamnya
sanksi non-custodial mungkin lebih proporsional dan
lebih sedikit merugikan.3

Penggunaan penahanan pra-peradilan yang
berlebihan dalam hal pelepasan sementara untuk
menunggu persidangan di dalam masyarakat lebih
proporsional.4

Pemenjaraan dalam hal intervensi kesehatan atau
kesejahteraan lebih adil dan cocok.5

Petugas lembaga pemasyarakatan yang kurang
terlatih dan bergaji kecil.6

Korupsi yang sangat mengakar di banyak sistem
yang sulit diberantas akibat gaji pegawai yang kecil
dan tidak adanya transparansi dan mekanisme
pengawasan yang efektif.

Berbagai macam pelanggaran hak-hak asasi
manusia (selanjutnya disebut "HAM") di lembaga-
lembaga pemasyarakatan termasuk:

n Jumlah penghuni yang berkelebihan – terjadi di
hampir dua dari tiga sistem pemasyarakatan di
seluruh dunia.  Paling sedikit, artinya tiga orang
dijejalkan ke dalam sel yang dimaksudkan untuk
satu orang saja dan, paling parah, para narapidana
terpaksa menunggu giliran untuk bisa tidur
sedangkan para narapidana lain mengikatkan diri
mereka ke jeruji sel dan tidur sambil berdiri.7

n Kelangkaan sumber daya sehingga bangunan-
bangunan rusak dan t idak aman disertai
kekurangan makanan dan obat, dan sejumlah
narapidana bertahan hidup hanya berkat
perbekalan yang dibawa keluarganya.

n Penyakit menular yang cepat menyebar dan
semakin tingginya angka kasus penyakit jiwa.8

n Kekerasan dan kekejaman oleh petugas lembaga
pemasyarakatan terhadap narapidana dan antara
narapidana, dan para narapidana yang lebih kuat
menguasai lembaga pemasyarakatan tersebut
sambil mengenakan kekuasaannya dengan
menggentarkan para narapidana lain, dan juga
kekerasan seksual yang sering terjadi.

n Kekurangan kegiatan rehabilitatif dan pengaturan
untuk reintegrasi ke dalam masyarakat pada saat
pembebasan.

Kegiatan reformasi pemasyarakatan harus sesuai de -
ngan konteksnya.  Walaupun sistem-sistem per a dilan
m e miliki banyak persamaan, sistem sanksi dan ang -
gap an yang mendasari pengelolaan lembaga pe -
masya rakatan di suatu negara dipengaruhi oleh jenis
sis tem hukum yang berlaku, dan juga oleh faktor-
faktor budaya, sejarah dan sosio-ekonomi.

Reformasi pemasyarakatan dapat melibatkan
berbagai macam tindakan seperti:

n Mengalihkan pengendalian lembaga pemasya -
rakatan dari pihak militer atau pihak kepolisian
kepada otoritas sipil.

n Melatih petugas lembaga pemasyarakatan untuk
mengambil pendekatan dalam pengelolaan
lembaga pemasyarakatan berdasarkan HAM.

n Meyakinkan administrasi lembaga pemasyarakatan
bah wa keamanan dapat dijamin tanpa jeruji besi
yang berat yang menutup jendela-jendela sel, dan
bah wa pembuangan jeruji besi itu akan me -
ningkatkan paparan sinar dan udara alami dan de -
ngan demikian membantu mencegah penye bar an
penyakit.9

n Menaikkan usia minimum pertanggungjawaban
pidana supaya para pelanggar yang di bawah usia
ditangani dalam sistem kesejahteraan sosial
daripada dalam sistem pemasyarakatan.10

n Mengadakan suatu sistem bantuan dan nasihat
hukum bagi para narapidana yang diberikan oleh
para sukarelawan dalam hal para pengacara terlatih
dan pendanaan pemerintah tidak tersedia.11

n Membentuk kelompok-kelompok masyarakat untuk
mengunjungi lembaga pemasyarakatan (Lapas)
dan rumah tahanan (Rutan) dan membuat laporan
mengenai penganiayaan dan perlakuan. 

Hambatan dalam reformasi pemasyarakatan
meliputi:

n Ketidakpopuleran politiknya orang-orang yang
dianggap sebagai pelanggar hukum;

n Persaingan untuk mendapatkan sumber daya dari
tujuan yang dianggap lebih layak didukung;

n Prioritas rendah yang diberikan bagi sistem
pemasyarakatan dalam sistem peradilan yang lebih
besar;

n Sifat tertutupnya sistem pemasyarakatan, yang
membuatnya lebih mudah menjauhkan media
massa dan masyarakat umum dengan alasan
keamanan, dan dengan demikian menyembunyikan
penganiayaan.
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Manfaat dari reformasi sistem pemasyarakatan yang
menyeluruh mencakup pengendalian kejahatan dan
rehabilitasi yang lebih baik, yang secara langsung
dapat meningkatkan keamanan masyarakat dan
mempertinggi perlindungan HAM dan martabat para
narapidana.

3 Mengapa gender penting
dalam reformasi pemasyarakatan?

3.1 Agar lembaga-lembaga pemasyarakatan

dapat memenuhi standar-standar hak-hak

asasi manusia

Konvensi internasional dan regional tentang HAM me -
larang hukuman dan perlakuan yang tidak manusiawi
atau hukuman yang menghinakan, dan meng ha rus -
kan bahwa semua orang yang dirampas ke mer de -
kaan nya diperlakukan dengan menghormati mar  tabat
pri badi manusia yang melekat.  Konvensi ter  sebut dan
hukum internasional dan regional ten tang pe nge lo la -
an peradilan dan pengelolaan lem ba ga -lembaga pe -
masya rakatan harus diterapkan se cara tetap dengan
pelarangan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.
Untuk memenuhi kewajiban ini harus terdapat pe -
mahaman tentang pentingnya perbedaan gender dan
ke mauan untuk menyusun kebijakan dan me nye -
pakati praktik-praktik yang menjamin bahwa HAM
pria, wanita, anak perempuan dan anak pria diho r -
mati. Lebih lanjut, sejumlah standar kepenjaraan me -
netapkan kewajiban tertentu untuk menangani
 kebutuhan narapidana wanita.

Mengingat perbedaan gender penting bagi kepatuhan
HAM, karena lembaga pemasyarakatan adalah lem -
baga yang tidak normal, yang berpenghunikan satu
jenis kelamin dan berdasarkan pada paksaan.  Ling -
kungan lembaga pemasyarakatan memung kinkan
terja dinya kekerasan seksual dan merupakan tempat
berbahaya bagi orang-orang yang rentan.  Di lembaga
pemasyarakatan pria, perkosaan pria dan bentuk-
bentuk eksploitasi seksual lainnya sering terjadi.13

Petugas lembaga pemasyarakatan kadang-kadang
terlibat dalam korupsi, penyiksaan, kekerasan seksual
dan penyediaan para narapidana untuk dianiayai para
nara pidana lainnya.14 Narapidana pria muda sangat
rentan terhadap eksploitasi ini.  Narapidana wanita
mungkin menghadapi penganiayaan seksual dari
petugas pria.  Narapidana yang tidak menyesuaikan
diri mereka dengan peran gender tradisional
(misalnya, narapidana gay, lesbian, bisexual dan
transgender) sangat berisiko mengalami kekerasan.15

Ketika di lembaga pemasyarakatan, orang-orang dari
kelompok minoritas dan masyarakat pribumi
menghadapi bentuk-bentuk diskriminasi yang
berbeda, yang sering lebih parah untuk wanita dari
kelompok minoritas dan masyarakat pribumi
tersebut.16 Sistem pengelolaan lembaga pemasya ra -
kat an yang bertujuan meminimalkan perbedaan an -
tara kehidupan di lembaga pemasyarakatan dan
ke  hidupan dalam masyarakat umum lebih mungkin
mengu rangi tingkat kekerasan di dalam lembaga pe -
masya rakatan.  Pengaturan yang baik untuk kun jung -
an keluarga (termasuk kunjungan keluarga di tem pat
ter  sendiri) dapat mengurangi ketegangan.

Kehidupan di lembaga pemasyarakatan umumnya
ber kisar pada prosedur keamanan dan di banyak
sistem langkah-langkah yang digunakan untuk men ja -
ga keamanan melibatkan prosedur yang meng gang gu
dan merendahkan martabat, seperti pe   me rik saa n / pe -
ng geladahan telanjang, peng ge le da h an rongga
badan, atau memaksa narapidana jong kok di atas
cermin atau kencing di depan petugas lem baga pe -
masyarakatan untuk mengambil sampel un tuk men -
deteksi penggunaan narkoba.17 Peng ge le dahan oleh
petugas lembaga pemasyarakatan yang jenis ke -
laminnya berbeda diizinkan di sebagian sis tem.  Na-
mun demikian, keharusan untuk melindungi
na  ra  pi dana dari pelecahan dan penganiayaan
mungkin bertentangan dengan perundang-undangan
kesempatan yang sama yang membuka semua jabat -
an di lembaga-lembaga pemasyarakatan bagi pria ma -
u   pun wanita. Martabat dan rasa hormat sering
dikor     bankan oleh aspek-aspek kehidupan lembaga pe   -
ma syarakatan seperti fasilitas mandi dan kakus yang
tidak memberikan privasi karena fasilitas ter se but tidak
tertutup, dan pakaian yang tidak pas atau ko tor
diberikan kepada narapidana dari persediaan u  mum.

Penerapan kebijakan dan praktik-praktik yang tang -
gap terhadap gender dalam sistem pemasyarakatan
dapat membantu mencegah pelanggaran HAM dan
menjamin respons yang efektif saat terjadinya pelang -

Lihat Lampiran tentang

Hukum dan Instrumen

Internasional dan Regional

Untuk informasi lebih

lanjut lihat Tool tentang

RSK dan Gender

Gender merujuk pada peran dan hubungan, ciri kepribadian, sikap,
tingkah laku dan nilai-nilai tertentu yang dihubungkan masyarakat
dengan pria dan wanita.  Karena itu, ‘gender’ merujuk pada
perbedaan yang dipelajari antara pria dan wanita, sedangkan ‘jenis
kelamin’ merujuk pada perbedaan biologis antara pria dan
perempuan. Peran gender sangat bervariasi di dalam dan antar
kebudayaan dan dapat berubah sepanjang waktu. Gender tidak
hanya merujuk pada wanita atau pria tapi juga pada hubungan di
antara mereka.

Pengarusutamaan gender adalah proses menilai implikasi terhadap
wanita dan pria dari suatu tindakan yang terencana, yang meliputi
perundang-undangan, kebijakan atau program di semua bidang dan
pada semua tingkatan.12
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garan tersebut. Bila suatu negara menerapkan ke -
bijakan dan praktik-praktik yang kurang memadai un -
tuk menangani masalah ini, berarti negara tersebut
ti dak memenuhi kewajiban HAM-nya.

3.2 Untuk menjamin kebijakan

pemasyarakatan yang adil dan tidak

diskriminatif

Kebijakan penghukuman dapat bersifat diskriminatif.
Wanita mungkin ditahan dalam penahanan pra-
peradilan tidak semestinya dan mungkin menghadapi
hukuman yang lebih berat akibat persepsi bahwa
hanya wanita yang sangat 'jahat' yang melakukan
kejahatan.  Kebijakan penahanan dan penghukuman
dapat menimbulkan dampak yang berbeda terhadap
pria dan wanita, terutama dalam kasus yang me -
libatkan wanita yang menjadi perawat utama di dalam
ke luarga.  Di sebagian jurisdiksi, wanita lebih kecil ke -
mungkinannya diberikan sanksi non-custodial karena
fasilitas yang tersedia untuk pria tidak tersedia untuk
wanita.18 Terdakwa lesbian dan gay mungkin meng ha -
dapi diskriminasi dalam penghukuman akibat pen  ste -
reotipan dan prasangka di pihak lembaga per adilan.
Orang-orang dari kelompok minoritas dan masyarakat
pri bumi cenderung direpresentasikan secara tidak se -
padan dalam populasi lembaga pemasyarakatan.

Se bagian besar sistem pemasyarakatan tidak
memberikan hasil yang sama bagi pria dan wanita.
Perbandingan wanita yang ditahan dalam setiap
sistem pemasyarakatan di seluruh dunia berkisar
antara 2% sampai 9%.19 Salah satu konsekuensi dari
status minoritas ini adalah lembaga dan sistem pe -
masya rakatan cenderung disusun berdasarkan ke -
butuhan dan keperluan narapidana pria.  Profil
na rapidana wanita berbeda dengan narapidana pria.
Wa nita lebih sering dipenjara karena kejahatan akui -
sitif dan lebih kecil kemungkinannya terbukti ber salah
melakukan kekerasan berat, tindak pidana perusakan
dan kejahatan profesional.  Wanita sangat rentan
ditahan karena ketidakmampuan mereka membayar
den da atas pelanggaran ringan dan/atau membayar
uang jaminan.  Narapidana wanita hampir selalu
meng hadapi keadaan struktural yang bersifat dis kri mi -
natif. Mereka dijadikan sasaran tingkat ke amanan
yang sangat tidak sepadan dengan risiko yang me -
reka timbulkan karena persyaratan ke a man an berlaku
untuk seluruh sistem pe masya rakatan dan tidak ada
kebijakan khusus yang dianggap perlu untuk wanita.
Karena mereka menjadi kelompok minoritas,
pelatihan petugas lembaga pemasyarakatan bia sa -
nya mengabaikan keadaan khusus narapidana wa -
nita.  Sebenarnya, program pendidikan dan pe latih an
sering berfokus pada pemenuhan kebutuhan na ra pi -
dana pria.  Pelopor Khusus untuk lembaga-lembaga
pe masyarakatan di Afrika memperhatikan bahwa di
Afrika Selatan: ‘Di sebagian besar penjara, pelatihan
kejuruan untuk pekerjaan tukang seperti pertukangan
ka yu, petukangan logam, pertukangan besi dan
pertukangan bangunan diberikan kepada narapidana
pria saja.  Di LAPAS Wanita Durban, wanita me la ku -
kan kegiatan menjahit dan mencuci pakaian saja dan

tidak semua narapidana wanita ikut serta karena ha -
nya tersedia beberapa mesin saja.’20

Kadang-kadang jumlah kecil narapidana wanita ber ar -
ti hanya terdapat satu lembaga pemasyarakatan wa -
nita untuk seluruh negara. Karena wanita lebih besar
ke mungkinannya ditahan jauh dari kampung ha la -
man  nya, keluarganya sulit menemui mereka, dan de -
ngan demikian pemenjaraan secara tidak sepadan
mem pengaruhi hak-hak mereka atas kehidupan ke -
luarga.  Komite Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan
dan Perlakuan atau Hukuman yang Tidak Manusiawi
atau Merendahkan Martabat memperhatikan bahwa
wa nita ‘sering ditahan di sejumlah kecil lokasi (ka -
dang-kadang jauh dari kampung halamannya dan ke -
di aman anak-anak tanggungan mereka), dalam
ba  ngunan yang dirancangkan bagi (dan mungkin
dipa  kai bersama dengan) para tahanan pria.  Dalam
ke  adaan seperti ini, perhatian khusus diperlukan un -
tuk menjamin agar wanita yang dirampas ke mer de -
kaan nya ditahan dalam lingkungan tahanan yang
a man dan layak.’21

Orang-orang lesbian, gay, biseksual dan transgender
(LGBT) di lembaga pemasyarakatan juga meng -
hadapi diskriminasi.  Sebuah kajian di Amerika Serikat
me nunjukkan bahwa narapidana muda yang gay dan
lesbian dapat ditahan dalam pengurungan terpisah
seolah-olah demi perlindungan diri mereka.  Sebuah
pengadilan di Hawaii diberikan bukti luas tentang
penganiayaan terhadap narapidana muda.22

‘Ketika saya tiba di [lembaga pemasyarakatan anak]
mereka merenggut panjangan rambut saya,

mematahkan kuku saya, menyeka kosmetik saya,
membuka pakaian dalam saya secara paksa, dan
memaksa saya memakai pakaian dalam dan baju

pria.’
Dari wawancara dengan narapidana transgender

muda di Amerika Serikat23

Lembaga-lembaga negara wajib mencegah diskri -
minasi.  Usaha menjamin agar kebijakan pe masya ra -
kat an mempertimbangkan gender memudahkan
meng identifikasi diskriminasi terhadap wanita dan
anak perempuan dan juga pria dan anak pria di lem -
baga pemasyarakatan, dan mempengaruhi tindakan
untuk menghapuskannya.

3.3 Untuk mewujudkan reformasi dan

rehabilitasi para narapidana 

Populasi  lembaga pemasyarakatan t idak
mencerminkan populasi orang dewasa di suatu
negara.  Diskriminasi dalam masyarakat umum
tercermin di Lapas dan Rutan.  Orang-orang miskin
dan orang-orang dari kelompok-kelompok sosial yang
terpinggirkan lebih besar kemungkinannya akhirnya
mendekam di lembaga pemasyarakatan.  Sebagian
besar orang yang berhubungan dengan sistem
pemasyarakatan sebagai terdakwa atau terpidana

4

Toolkit Gender dan RSK



berasal dari kelompok-kelompok yang paling kurang
beruntung dalam masyarakat, biasanya dengan latar
belakang kekerasan dan penganiayaan seksual.
Empat dari lima wanita di lembaga pemasyarakatan di
Kanada melaporkan bahwa mereka mengalami
penganiayaan pada masa lalu.24 Namun demikian,
lebih banyak sumber daya yang dibelanjakan oleh
masyarakat untuk memproses mereka dalam sistem
peradilan pidana dan selanjutnya dalam pemenjaraan
daripada sumber daya yang dibelanjakan untuk me-
mulihkan kerugian yang mereka alami dalam ke hi dup-
an mereka sebelumnya.

Sistem pemasyarakatan harus mengakui kebutuhan
populasi yang mereka hadapi dan menjamin agar
bantuan diberikan bagi penderita kehidupan masa
lalunya yang kejam.  Banyak dari wanita di lembaga
pemasyarakatan akan membutuhkan bantuan
konseling secara intensif untuk memungkinkan me -
reka menghadapi pengalaman masa lalu mereka.
Banyak remaja dan pemuda di lembaga pe ma-sya ra -
katan berasal dari latar belakang kekerasaan dalam
rumah tangga atau dibesarkan di jalanan dalam suatu
bentuk budaya geng.

Penanggulangan masalah ini sangat penting agar
orang-orang dengan latar belakang seperti ini dapat
terus menjalani kehidupan mereka tanpa melakukan
kejahatan dan melakukan kekerasan terhadap orang
lain. Bila masalah ini tidak ditangani, sistem pe ma sya -
 ra katan akan terus membiarkan para mantan
narapidana turun kembali ke jalanan setelah
dibebaskan yang mungkin lebih bengis dan rusak lagi
akibat pengalaman mereka selama di lembaga pe -
masyarakatan. Banyak orang yang masuk lem baga
pe masyarakatan sebagai pelanggar hukum ringan be -
rubah menjadi lebih kejam dan berbahaya setelah pe -
le pasan.

3.4 Untuk mempromosikan kesehatan

masyarakat yang lebih baik

Lembaga-lembaga pemasyarakatan adalah tempat
yang tidak sehat dan banyak orang yang dipenjara
sangat buruk kesehatannya. Penyakit-penyakit
seperti HIV/AIDS dan Hepatitis B dan C jauh lebih
sering ditemukan di kalangan narapidana daripada di
kalangan masyarakat umum karena sebagian besar
narapidana adalah orang miskin dengan akses pera -
watan kesehatan terbatas atau tanpa akses pera wat -
an kesehatan sama sekali, dan sejumlah yang relatif
tinggi adalah pengguna narkoba.  Kondisi kesehatan
yang buruk di lembaga pemasyarakatan dan
kekerasan seksual atau aktifitas seksual di kalangan
narapidana dapat menyebabkan penularan penyakit
ini. Kebijakan untuk menyediakan kondom di lembaga
pe masyarakatan telah diusulkan oleh Organisasi
Kesehatan Dunia (WHO, World Health Organisation)
dan Kantor PBB untuk Narkotika dan Kejahatan
(UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime),
dan telah diterapkan di sejumlah negara.25 Pen ce gah -
an terjadinya penyakit menular di lembaga pe masya -
rakatan sangat diperlukan, terutama karena pa ra

nara pidana membawa pulang infeksi mereka dan
menularkannya kepada pasangan dan anak-anak me -
reka setelah pelepasan.

Para wanita di lembaga pemasyarakatan mengalami
masalah kesehatan yang memerlukan perhatian
khusus.  Di sejumlah negara angka penyakit jiwa di
ka lang an narapidana wanita sangat tinggi.26 Banyak
na rapidana wanita menderita berbagai penyakit gi ne -
ko logis yang memerlukan pengobatan. Ada juga
wanita hamil yang masuk lembaga pemasyarakatan.
Di banyak negara, perawatan seorang bayi yang lahir
di lembaga pemasyarakatan diperkenankan untuk
tetap dilakukan di lembaga bersama-sama ibunya
yang dipenjara, sebagaimana anak-anak yang masih
sangat kecil yang menyertai ibunya ke lembaga pe -
masyarakatan.  Dengan demikian, lembaga pemasya -
ra katan menjadi  bertanggung jawab atas
per   li ndungan, kesehatan dan perkembangan anak-
anak ini dalam usia dini mereka.

Karena itu, usaha menjamin agar kebijakan dan prak -
tik perawatan kesehatan di lembaga pemasyarakatan
mempertimbangkan kebutuhan kesehatan wanita,
anak perempuan, pria dan anak pria yang berbeda
tidak dapat dipisahkan dari usaha mempromosikan
kesehatan masyarakat yang lebih baik.

3.5 Untuk mempromosikan perlakuan

dan partisipasi setara pria maupun

wanita sebagai petugas sektor

pemasyarakatan

Para wanita yang bekerja di sistem pemasyarakatan
sebagai pegawai juga menghadapi diskriminasi dan
kekerasan.  Mereka sering dibatasi hanya bisa me -
nangani para narapidana wanita atau bekerja da-lam
peran administrasi saja sedangkan ke sem patan untuk
mencapai jenjang karir yang lebih tinggi terbatas.
Hanya di beberapa negara saja wanita memiliki
kesempatan pekerjaan yang sama dengan pria dan
menjadi direktur/kepala Lapas/Rutan besar yang
menahan narapidana pria.  Laporan dari sejumlah
negara menunjukkan bahwa wanita yang bekerja di
lembaga pemasyarakatan pria dijadikan sasaran pe le -
cehan dan diskriminasi dari kolega pria mereka.27

Perlakuan serupa juga sering dilaporkan oleh pegawai
gay dan lesbian.
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4 Bagaimana gender dapat
dipadukan ke dalam reformasi
pemasyarakatan?

Bagaimana pun reformasi dibayangkan dan dilak sa na -
kan, perhatian diperlukan untuk menjamin agar hal-hal
gender dipertimbangkan. Seringkali, bu ku pe  doman
bagi lembaga pemasyarakatan dan pan duan reformasi
tidak mempertimbangkan tingkat ke ke rasan berbasis
gender (GBV) di lembaga pe  ma sya  rakatan, kebutuhan
khusus para wanita dan anak-anak, dan diskriminasi
yang sering terjadi dalam sis  tem pemasyarakat di
semua wilayah di seluruh du nia.

Tidak ada konteks reformasi pemasyarakatan yang
sa ma, dan pria dan wanita di tempat yang berbeda
me miliki kebutuhan yang berbeda. Berikut ini be be ra -
pa saran untuk pemaduan isu-isu gender ke dalam re -
for masi pemasyarakatan, yang dapat disesuaikan
de ngan konteks khusus yang didalamnya reformasi
ber langsung. Beberapa tantangan dan pe luang khu -
sus yang mungkin terdapat dalam konteks negara-ne -
gara pasca-konflik, transisi, berkembang dan maju
di bahas di Bagian 6.

4.1 Jamin agar kebijakan

pemasyarakatan cocok bagi para

narapidana pria maupun perempuan

Sebagian besar sistem pemasyarakatan beroperasi,
atau diharapkan beroperasi, sesuai dengan undang-
undang dan prosedur operasional. Sedikit peluang
diberikan untuk penilaian dan perlakuan perorangan.
Pan duan penghukuman jarang memasukkan penga -
kuan perbedaan gender dan pentingnya.  Pemerintah
tidak selalu mengumpulkan data yang akan me mung -
kinkan membuatan penilaian mengenai kesesuaian
kebijakan dengan seluruh populasi. Hal ini prob le -
matik mengingat bagaimana kebijakan ke pen jaraan
se ring dirancang untuk memenuhi ke bu tuh an
 narapidana pria.  Untuk menjamin agar kebijakan  le -
bih tepat dan tidak diskriminatif, sistem pe masya ra kat -
an perlu diuraikan secara tegas untuk melihat
ba gaimana sistem ini dapat menanggulangi semua ta -
han an secara adil (lihat Kotak 1).  Bidang-bidang yang
perlu dipertimbangkan adalah:

n Penggunaan penahanan pra-peradilan – Apakah
wanita ditahan berdasarkan kriteria yang berbeda
dengan kriteria yang digunakan untuk pria –
misalnya mengenai kebutuhan untuk laporan
psikiatrik atau perlindungan – dalam hal penahanan
tidak dibutuhan?  Apakah tanggung jawab keluarga
dipertimbangkan ketika penahanan pra-peradilan
dipertimbangkan?

n Apakah praktik penghukuman mencerminkan
perbedaan berbasis gender? Dapatkah panduan
peng hukuman dan nasihat bagi lembaga peradilan

meliputi pertimbangan mengenai dampak sosial dari
hukuman tersebut terhadap orang yang memikul
tanggung jawab perawatan utama?  Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) Rusia mencan -
tumkan bahwa hukuman penjara untuk wanita hamil
atau wanita beranak kecil yang dipidana melakukan
kejahatan ringan otomatis ditangguhkan sampai si
anak mencapai usia 14 tahun.  Bila wanita yang ber -
sang kutan tidak dihu kum lagi selama jangka waktu
itu, hukuman ter sebut tidak dilaksanakan.28

n Apakah sistem sanksi non-custodial meman -
faatkan wanita?  Apakah para wanita terwakili se ca -
ra pro porsional dalam sanksi tersebut?29

n Apakah populasi lembaga pemasyarakatan meliputi
banyak orang dengan latar belakang pengalaman
kekerasan berbasis gender? Apakah mereka
lebih baik ditangani dalam sistem kesehatan atau
ke se jah te raan?

n Apakah penyimpanan catatan administrasi me -
mung kinkan ditariknya kesimpulan mengenai per la -
kuan terhadap kelompok yang berbeda?  Apakah
se mua statistik dipisahkan untuk menunjukkan jenis
ke lamin dan usia?  Apakah data ini tersedia bagi
ma  syarakat, media massa dan parlemen sehingga
ke lompok yang memperhatikan wanita, orang LGBT
dan anak-anak dapat menilai perlakuan yang dia la -
mi kelompok-kelompok ini?

4.2 Jamin agar mekanisme pengawasan

dan keluhan menangani gender

Penerapan pemantauan dan pengendalian external
merupakan strategi utama untuk meningkatkan standar
di Lapas/Rutan dan menjamin perlakuan yang lebih baik
terhadap narapidana. Suatu badan yang ca kap dan tidak
terkait dengan administrasi La pas/ Ru tan harus dapat
me meriksa keadaan pemenjaraan, me nilai apakah ter -
jadi perlakuan buruk dan melapor kepada suatu
lembaga pe merintah yang mempunyai ke kuasaan untuk
menindaklanjuti temuan mereka.  Sis tem keluhan yang
efektif juga menjadi persyaratan po kok. Mekanisme ini
penting karena lem  baga pe masya   rakatan adalah suatu
lingkungan yang tertutup yang menahan orang yang
paling rentan dalam setiap masyarakat, dan orang yang
bekerja di lembaga pemasyarakatan memiliki ke ku a sa -
an besar terhadap para narapidana.

Namun demikian, mekanisme pengawasan dan
keluhan tidak menjalankan perannya bila mekanisme
tersebut tidak peka terhadap gender dan diskriminasi
dan tidak mengenali dan melaporkan terjadinya GBV.

Pemantauan yang efektif 

Penerapan sistem pemantauan dan pengawasan
nasional dapat:

n Membantu melindungi para narapidana dari pe nga -
niayaan dan perlakuan buruk, termasuk kekerasan
ber basis gender.

n Mempromosikan budaya rasa hormat supaya se mua
na rapidana, tanpa mengindahkan jenis ke la min,
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orien tasi seksual atau asal mereka, d i    per laku kan de -
ngan menghormati martabat me re ka.

n Menciptakan iklim yang didalamnya penganiayaan
seperti GBV dibocorkan dan tidak disembunyikan
dalam budaya kekebalan hukum.

n Membantu melindungi petugas lembaga pe masya -
ra katan pria dan wanita dari tudingan palsu melalui
eva  luasi independen atas keluhan terhadap m e re ka.

Mekanisme pengawasan dapat berupa:

n Hakim yang ditunjuk secara khusus

n Organisasi masyarakat sipil

n Pengawas lembaga pemasyarakatan yang ditunjuk
secara khusus

n Komisi HAM

n Badan pemantauan internasional

Tidak semua mekanisme pengawasan efektif dan
tidak semuanya memberikan perhatian yang
memadai terhadap isu-isu gender.  Orang luar yang
mengunjungi lembaga pemasyarakatan dapat dengan
mudah dijauhkan dari keadaan yang para pejabat
lembaga pemasyarakatan itu tidak ingin mereka lihat,
terutama hal-hal yang berkaitan dengan GBV, di
mana para pejabat lembaga pemasyarakatan
menutup matanya.  Narapidana yang pernah menjadi
korban kekerasan dapat dihukum karena berbicara
dengan pengawas.  Narapidana yang patuh mungkin
dipilih untuk menemui pengawas dan memberikan
gambaran yang menyenangkan kepada mereka.
Organisasi masyarakat sipil yang tergantung pada
dukungan dan pendanaan pemerintah mungkin tidak
melaksanakan tugas tersebut dengan memadai
karena khawatir pendanaan dan pengakuan yang
mereka terima akan dibahayakan bila mereka
berbicara secara terus-terang mengenai apa yang

mereka temukan, atau karena mereka tidak memiliki
bekal pelatihan atau keahlian yang diperlukan untuk
mengungkap isu-isu yang panas seperti perkosaan.

!!Untuk menjamin prosedur pengawasan yang
efektif dan mempertimbangkan gender:

n Orang yang bertanggungjawab atas pengawasan
harus mampu berkomunikasi dengan dan
mendapatkan kepercayaan dari semua narapidana.
Dengan demikisan, tim pengawasan harus
mencakup pria dan wanita.

n Para pengawas harus dapat mengakses tak
terbatas atas semua bagian lembaga pe ma sya ra -
 katan pada setiap saat sehingga tidak seorang pun
narapidana yang dapat disembunyikan.

n Para pengawas harus berhak melaksanakan
kunjungan tanpa pemberitahuan sebelumnya dan
langsung diizinkan masuk.

n Para pengawas harus sudah mendapat latihan
khusus mengenai perlakuan yang layak terhadap
wanita, anak-anak yang dirawat di lembaga
pemasyarakatan bersama-sama ibunya, dan
kelompok dengan kebutuhan khusus lainnya.

n Tim pengawasan harus melibatkan para pakar yang
memiliki keahlian kesehatan.

Prosedur keluhan yang efektif dan dapat diakses
semua orang

Tanpa prosedur keluhan yang dibuat sebagaimana
se mestinya dan mandiri, narapidana berada dalam
ke kuasaan para pejabat lembaga pemasyarakatan
dan tidak dapat meminta ganti rugi atas penganiayaan
yang mereka alami.  Hal ini terutama berlaku untuk
GBV, di mana narapidana mungkin dipermalukan ka -
rena mengadu.  Umumnya, mekanisme keluhan harus
dipercaya oleh narapidana.

Komisi Anti-diskriminasi Queensland, Australia, dilaksanakan penilaian atas  pemenjaraan wanita untuk menetapkan sejauh mana Departemen
Pelayanan Pemasyarakatan memenuhi persyaratan untuk memberikan pelayanan pemasyarakatan 'melalui penahanan, pengawasan dan
rehabilitasi para pelanggar hukum’ tanpa diskriminasi. Komisi ini menyimpulkan bahwa:

n Instrumen dan prosedur klasifikasi keamanan dapat menyebabkan wanita diklasifikasikan secara terlalu berat.

n Kepentingan terbaik anak-anak tidak dipertimbangkan, baik dalam penghukuman maupun di lembaga pemasyarakatan.

n Isu-isu kesehatan jiwa sering diabaikan.

n Wanita dari kelompok-kelompok pribumi menghadapi diskriminasi khusus.

Laporan tersebut memberikan sejumlah usulan yang meliputi pelatihan yang lebih baik bagi petugas tentang non-diskriminasi dan pembentukan
inspektorat independen yang bertanggungjawab kepada Parlemen.30

Proses ini menunjukan keuntungan dari penggunaan badan mandiri – dengan keprihatinan atas pemberantasan diskriminasi – menilai sistem
pemasyarakatan.  Penilaian serupa dilaksanakan di Inggris dan Wales oleh seorang anggota Parlemen.  Hasil penilaian ini mengusulkan
pembentukan pusat-pusat wanita sebagai alternatif pada penahanan, dan tempat penjagaan lokal yang kecil dengan kapasitas 20-30 wanita
untuk menggantikan secara tertahap sistem lembaga pemasyarakatan wanita.31 Penilaian eksternal seperti ini sering menghasilkan usulan
perubahan yang lebih radikal daripada proses penilaian internal.

Box 1 Penilaian eksternal atas pemenjaraan wanita di Australia



!!Untuk menjamin prosedur keluhan yang efektif
dan mempertimbangkan gender:

n Keluhan harus dapat diadukan secara rahasia.

n Narapidana harus dilindungi dari tindakan balas
dendam akibat pengaduan keluhan dan sistem
tersebut tidak boleh mengandung penghambat
untuk pengaduannya, seperti hukuman karena
mengadukan keluhan yang tidak terbukti atau
dianggap 'palsu dan jahat'.

n Keberadaan sistem keluhan dan cara meng -
aksesnya harus dipublikasikan dan diketahui oleh
semua narapidana. Banyak sistem yang me masang
pengumuman di beberapa lokasi di lem baga
pemasyarakatan yang memberikan perincian
bagaimana berkomunikasi dengan pengawas
keluhan atau kantor ombudsman.

n Narapidana harus mudah mengakses mekanisme
keluhan, baik secara lisan maupun tertulis.  Bila
populasi lembaga pemasyarakatan beraneka
ragam, penyuluhan tersebut harus disediakan
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Agar memperjelas bahwa beliau bebas dan mendasarkan standar pemenjaraan pada kerangka HAM internasional, Pengawas Besar Penjara untuk
Skotlandia menugasi serangkaian standar pengawasan baru yang mencakup tiga bidang:

n Keselamatan

n Kesopanan, kemanusiaan dan penghormatan atas hak-hak hukum

n Kesempatan perbaikan diri dan akses pelayanan dan kegiatan

Di bawah ini adalah ringkasan Standar yang Digunakan dalam Pengawasan Penjara di Skotlandia sehubungan dengan penggeledahan dan
kunjungan keluarga.

Hasil
Narapidana diperlakukan dengan hormat oleh petugas lembaga pemasyarakatan.

Standar
Langkah-langkah pengamanan seperti penggeledahan dilaksanakan dengan mempertimbangkan perlindungan martabat manusia.

Pengukur

n Narapidana hanya dijadikan sasaran penggeledahan rongga badan oleh petugas dengan jenis kelamin yang sama

n Penggeledahan rongga badan tidak dilaksanakan dengan cara yang merendahkan martabat

n Penggeledahan telanjang tidak dilaksanakan secara berkala dan hanya dilaksanakan dengan alasan yang kuat

n Narapidana ikut hadir ketika sel atau harta pribadi mereka digeledah

Hasil
Hubungan baik dengan keluarga dan teman terpelihara.

Standar
Kunjungan keluarga diutamakan sehubungan dengan frekuensi, lamanya dan kualitas serta tidak dibatasi sebagai bagian dari proses disipliner atau
pengawasan apa pun.

Pengukur
n Anggota keluarga dapat ambil bagian dalam sistem pemasukan untuk narapidana baru

n Anggota keluarga mendapat keterangan yang jelas dan berguna mengenai sistem kunjungan dan terdapat pengaturan khusus untuk transportasi
ke lembaga pemasyarakatan bila fasilitas angkutan umum tidak cukup

n Pengaturan untuk memesan kunjungan harus transparan, mudah dipahami dan murah

n Sebagian besar narapidana dapat menerima kunjungan mingguan minimal selama satu jam

n Kunjungan tidak dibatalkan karena alasan administratif atau karena alasan operasional tidak darurat

n Waktu yang digunakan oleh pengunjung bersama narapidana tidak dikurangi oleh prosedur administrasi yang lama saat pendaftaran

n Hak-hak dasar untuk menerima kunjungan tidak berhubungan dengan penilaian perilaku selama di lembaga pemasyarakatan

n Kunjungan tertutup hanya dikenakan dalam hal terdapat bukti penganiayaan yang kuat – bukan sebagai hukuman – dan pengenaannya ditinjau
secara berkala

n Bila para pengunjung dilarang, alasannya dijelaskan, keputusan tersebut dapat dimintakan banding dan ditinjau kembali pada jarak waktu yang
berkala

n Usaha dilakukan untuk menahan narapidana sedekat mungkin dengan kampung halamannya

n Bila seorang narapidana dipindahkan, keluarganya diberikan pemberitahuan yang memadai

Standar-standar ini menunjukkan cara yang dapat digunakan agar standar lembaga pemasyarakatan dapat mempertimbangkan dampak
pemenjaraan yang berbeda pada kelompok-kelompok yang berbeda, seperti narapidana pria dan perempuan.  Standar juga harus berusaha
mengukur perbaikan perlakuan terhadap wanita dan kelompok-kelompok masyarakat yang rentan dan penurunan terjadinya GBV sebagai hasilnya.

Box 2 Pengawas Besar Penjara untuk Skotlandia: pengawasan kemanusiaaan,
kesopanan dan penghormatan di lembaga-lembaga pemasyarakatan



dalam bahasa-bahasa yang cocok.  Langkah- lang -
kah harus diambil untuk menjamin agar nara pidana
yang buta huruf memahami dan dapat mengakses
me ka nisme keluhan.

4.3 Hapuskan diskriminasi dalam cara

pengelolaan lembaga pemasyarakatan

Kurangi tingkat keamanan yang tidak sesuai 

Jumlah lembaga pemasyarakatan yang relatif sedikit
untuk wanita berarti sering tersedia akomodasi yang
terbatas, dan jenis akomodasi, bagi narapidana wa nita
dibandingkan dengan yang tersedia bagi na rapidana
pria.  Misalnya, di daerah yang didalamnya mung kin
terdapat empat Lapas/Rutan pria dengan kla sifikasi ke -
amanan yang berbeda, mungkin hanya sa tu lembaga
pe masyarakatan wanita.  Dalam hal ter sebut, rejim ke -
amanan di satu lembaga pe ma syar a kat an tersebut
akan ditentukan oleh per syaratan ke a manan mak -
simum. Ini berarti na ra pi dana wanita sa ngat besar ke -
mungkinannya dita han sesuai dengan kla sifikasi
ke amanan yang lebih ke tat daripada yang da pat dibe -
narkan oleh penilaian risiko yang mereka tim bulkan.32

Selanjutnya, peraturan dan prosedur keamanan yang
dirancang untuk narapidana pria sering diterapkan
untuk wanita, walaupun kejahatan wanita lebih kecil
kemungkinannya melibatkan kekerasan dan wanita
sering memperlihatkan tingkah laku yang berbeda di
lembaga pemasyarakatan. Laporan terbaru me nge nai
wanita di lembaga pemasyarakatan di Inggris dan
Wales menyimpulkan:

‘Tingkat keamanan di lembaga pemasyarakatan
diberlakukan untuk mencegah agar narapidana pria
tidak melarikan diri atau dapat berkumpul untuk
menggulingkan penguasaan lembaga tersebut.
Wanita tidak bertindak seperti ini.  Tentunya, sebagian
narapidana wanita melarikan diri tetapi umumnya
mereka pulang saja karena mereka tidak tahan
berpisah dengan anak-anaknya.’33

Reformasi pemasyarakatan mencakup usaha
menjamin agar keadaan penjara harus bersifat
membatasi hanya sejauh diperlukan demi penjagaan
narapidana dengan aman dan kehidupan komunitas
yang tertib di penjara itu.  Peraturan pengamanan ge -
nerik yang diterapkan pada semua lembaga pe -
masya rakatan jelas tidak tepat, tanpa mengin dah kan
apa kah lembaga pemasyarakatan tersebut mena han
pria atau wanita.

Peraturan yang berbeda harus dirancang untuk
lembaga pemasyarakatan pria dan wanita yang
meliputi peraturan yang berlaku untuk:

n Langkah-langkah keamanan dalam bangun-ba -
ngun an dan di sekitarnya, seperti jeruji besi, kawat
berduri, dinding tinggi dan pengawal bersenjata

n Perlakuan terhadap pengunjung dan pengaturan
untuk kunjungan keluarga

n Prosedur yang harus di ikut i  b i la wani ta
meninggalkan lembaga pemasyarakatan untuk
sementara – misalnya. untuk berobat ke rumah sakit

n Pengaturan untuk pembebasan siang hari,
pembebasan bersyarat siang hari dan cuti
mengunjungi keluarga

Sediakan kegiatan yang sesuai bagi wanita dan
kelompok terpinggirkan lainnya

Banyak lembaga pemasyarakatan tidak menyediakan
kegiatan bagi narapidana pria atau pun wanita.  Di
lembaga pemasyarakatan yang menyediakan
kegiatan, wanita sering mendapat akses untuk
kesempatan yang paling terbatas, dan kegiatan yang
paling umum adalah menjahit.34 Narapidana yang sa -
ngat rentan, seperti narapidana penderita HIV/AIDS
dan narapidana yang ditahan di unit demi per lin -
dungan khusus dari narapidana lain, juga sering ke -
hilangan kesempatan mendapatkan pendidikan dan
ke giatan lainnya.  Kegiatan di lembaga pe masya -
rakatan wanita harus dirancang khusus untuk po pu -
lasi yang ditahan didalamnya.  Pendidikan dasar akan
dibutuhkan untuk banyak orang.  Namun demikian, tu-
juan utamanya harus menawarkan ke giatan yang
mem bantu para wanita dapat me ngatasi masa lalunya
dan menjadi lebih bebas dan mandiri.  Pendekatan se -
perti ini dapat diterapkan di se mua negara, ba gai ma -
na pun tingkat sumber da yanya. Di ne  gara-negara
yang lebih miskin, na ra pidana yang me lek huruf dapat
menga jar narapidana lainnya, dan su ka relawan dari
kelompok masyarakat sipil dapat dili  batkan. Pelatihan
pertanian dan pem buatan ba rang dagangan yang
dapat dijual di pasar akan mem bantu wanita menjadi
mandiri setelah pele pasan.  Me njadi mandiri setelah
pelepasan sa ngat pen ting ba gi wanita dari negara-ne -
gara yang di dalamnya pe men jaraan dapat me -
nimbulkan rasa ma lu sehingga rekonsiliasi dengan
ke luarga tidak mung kin terjadi.

Di negara-negara maju, program di lembaga pe ma sya -
rakatan wanita harus dihadapkan ke arah mem bangun
kepercayaan dan harga diri, menghadapi pe ngalaman
traumatis masa lalu dan ketagihan masa kini, agar
memungkinkan wanita mengakses pe la yan an yang
menjadi hak mereka di dalam ma sya rakat di luar
lembaga pemasyarakatan dan mem bangun lan das an
bagi mereka untuk men dapatkan nafkah yang halal.

4.4 Jamin agar perlakuan dalam lembaga

pemasyarakatan sesuai dengan

kebutuhan khusus pria dan wanita

Memperbaiki hubungan dengan keluarga

Hubungan dengan keluarga sangat penting saat me -
ran cang reformasi pemasyarakatan yang tanggap ter -
hadap gender.  Hubungan dengan keluarga penting
bagi narapidana pria karena komunikasi ini membantu
me reka memelihara hubungan dengan dunia luar dan
hu bungan dengan keluarga dan anak-anak mereka,
apabila mereka punya anak.  Bagi narapidana wanita,
hubungan dengan keluarga ini mungkin lebih penting,
karena dalam sebagian besar masyarakat wanita me -
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mi kul tanggung jawab perawatan utama bagi ke luar -
ganya. Narapidana wanita lebih besar ke mung kinan -
nya daripada narapidana pria menjadi perawat
tung  gal atau perawat utama bagi anak-anak kecil dan
ang  gota keluarga lainnya, seperti kerabat lanjut usia,
se belum menjalani pemenjaraan. Di Uni Eropa di per -
ki rakan 700.000 anak-anak dipisahkan dari orang tua
yang dipenjara setiap tahun.35 Perpisahan dari anak-
anak sangat menambah penderitaan dari pe -
menjaraan bagi ibu, dan pengaturan kunjungan yang
ra mah anak-anak sangat penting.  Namun demikian,
karena terdapat jauh lebih sedikit lembaga pe masya -
rakatan wanita, para wanita cenderung dipenjara lebih
jauh dari keluarga mereka dan karena itu umumnya
lebih jarang mendapat kunjungan keluarga.

Hubungan dengan keluarga juga penting bagi
pengelolaan lembaga pemasyarakatan dan
rehabilitasi narapidana.  Narapidana yang memelihara
ke dekatan keluarga ketika berada di lembaga pe -
masyarakatan memperlihatkan lebih sedikit masalah
disip liner, kesehatan fisik dan mentalnya lebih baik, le -
bih besar kemungkinannya mereka berhasil me -
lakukan reintegrasi ke dalam masyarakat setelah
dibe baskan dan lebih kecil kemungkinannya kembali
me lakukan tindak pidana.36

Di sejumlah negara, kerangka hukum yang berlaku
me nsyaratkan bahwa hubungan antara narapidana
pra-pengadilan serta keluarga dan teman mereka
harus disetujui oleh kejaksaan atau kekuasaan per -
adilan.  Bila hubungan tersebut diperbolehkan, syarat-
sya rat yang bersifat membatasi mungkin berlaku,
se perti pengawasan langsung oleh petugas, pan jang -
nya hubungan yang sangat singkat dan larangan me -
lakukan kontak fisik.37 Di banyak sistem lembaga
pe ma syarakatan pengaturan kunjungan untuk
narapidana yang telah dijatuhi hukuman mendapat
prioritas rendah. Kunjungan mungkin sangat jarang
dan diizinkan dengan syarat yang tidak mengizinkan
kontak fisik. Narapidana dan pengunjung harus saling
berteriak melalui layar Perspex atau berdiri di balik
tralis. Di lembaga pemasyarakatan wanita di Mauritius
pa da tahun 2001, wanita dipisahkan dari anak-anak
mereka oleh panel kaca, salah satu aspek kehidupan
lem baga pemasyarakatan yang sangat menyusahkan
ba gi wanita.38 Dalam kunjungannya ke Irlandia pada
tahun 2002, Komite Eropa untuk Pencegahan
Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Tidak
Ma nusiawi atau Merendahkan Martabat (CPT,
European Committee for the Prevention of Torture
and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)
me nemukan di suatu lembaga pemasyarakatan bah -
wa ‘fasilitas kunjungan tidak memberikan privasi dan
jadi sangat bising bila beberapa narapidana mendapat
kun jungan pada waktu yang sama.’39 Sebagian sis tem
sama sekali tidak mengizinkan anak-anak ber kun jung.

!!Perbaikan pengaturan untuk kunjungan harus 
menjadi prioritas utama dalam reformasi  
pemasyarakatan yang tanggap terhadap gender.
Hal-hal berikut harus dipertimbangkan:

n Narapidana harus ditahan sedekat mungkin dengan
kampung halaman dan keluarganya.

n Bila narapidana harus ditahan jauh dari kampung
ha lamannya, model yang terdapat di negara-negara

Asia Tengah, Eropa Timur dan Amerika Utara (Ka -
na  da dan Kalifornia) berupa kunjungan keluarga ti ga
hari di apartmen dalam lembaga pe    ma sya ra katan
atau di lingkungan lembaga pe ma sya rakatan ha rus
diper timbangkan.

n Kesempatan untuk mengunjungi narapidana harus
seluas dan sefleksibel mungkin.

n Frekuensi dan kualitas kunjungan tidak boleh ter -
gantung pada perilaku atau diubah atau dipengaruhi
se bagai hukuman.

n Pengunjung sebaiknya diperlakukan dengan hormat
dan langkah-langkah keamanan tidak boleh me ren -
dahkan martabat mereka.

n Tidak boleh ada layar atau penghalang fisik yang
me misahkan narapidana dan pengunjung mereka,
ke cuali terdapat alasan yang memaksakannya
dalam kasus narapidana tertentu, dan pembatasan
ini harus ditinjau kembali secara berkala.  Terutama,
kontak fisik dengan anak-anak harus diizinkan.

n Fasilitas kunjungan harus nyaman, menyenangkan
dan memungkinkan privasi dan kegiatan positif.

n Narapidana tidak boleh diharuskan mengenakan
pakaian yang berbeda dan merendahkan martabat
selama kunjungan.

n Hari kunjungan keluarga harus didorong di lembaga
pemasyarakatan wanita.  Di LAPAS Emu Plains di
New South Wales, Australia, pada akhir pekan dan
hari libur umum pengunjung diperkenankan
berkunjung ke lembaga pemasyarakatan dari jam
08.30 sampai 11.30 dengan waktu istirahat untuk
makan siang, dan kemudian dari jam 12.30 untuk
15.30.

n "Kunjungan pribadi hubungan swami-isteri"
merupakan hal umum untuk narapidana pria di
banyak wilayah di dunia.  Kekuasaan Lapas/Rutan
harus memastikan agar narapidana wanita
mendapatkan akses kunjungan hubungan swami-
isteri yang setara dengan narapidana pria.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, World Health
Organisation) menganjurkan agar kondom
disediakan bagi kunjungan keluarga di Lapas/Rutan
‘tanpa prosedur yang rumit atau merendahkan
martabat untuk mendapatkannya, seperti harus
memintanya dari petugas.’40

Memelihara martabat manusia

Keharusan bahwa semua narapidana diperlakukan
dengan manusiawi dan dengan menghormati
martabat mereka merupakan peraturan yang
mendasar dan berlaku universal.  Peraturan ini
berlaku untuk semua unsur kehidupan lembaga
pemasyarakatan, termasuk masalah intim seperti
penampilan pribadi dan pelaksanaan fungsi-fungsi
tubuh.  Masalah yang berkaitan dengan privasi tubuh
sangat penting untuk pria dan wanita dalam budaya
tertentu. Narapidana tidak boleh terlihat telanjang,
terutama oleh orang dengan jenis kelamin yang
berbeda. Pengaturan keamanan dan kepegawaian
dengan gender campuran harus mempertimbangkan
masalah ini.
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‘Kami menelanjangi diri setiap hari di depan orang-
orang yang tidak kami kenal dan kami diberitahu

bahwa itulah cara hidup kami di kampung halaman,
jadi apa yang kami keluhkan.  Di kampung halaman

kami memiliki perasaan ‘laaj’ (malu dan martabat)
dan diasumsikan bahwa saat kami datang kemari

sebagai narapidana kami kehilangan semua
perasaan halus yang dimiliki seorang wanita sebagai

wanita.’
Seorang narapidana wanita di India41

Untuk diperlakukan dengan menghormati martabat
mereka, narapidana harus mampu membersihkan diri
me reka dan melakukan fungsi-fungsi tubuh secara
pri badi.  Standar CPT untuk wanita di lembaga pe -
masya  rakatan menyatakan: ‘Akses mudah atas fa -
silitas kebersihan dan mandi, pengaturan yang aman
untuk pembuangan barang-barang yang dikotori
darah, dan juga penyediaan perlengkapan kesehatan,
seperti pembalut wanita dan tampon, sangat penting.
Kegagalan menyediakan kebutuhan pokok ini dapat
dianggap, prima facie, sebagai perlakuan yang
merendahkan martabat manusia.’42

!!Hal-hal yang harus dipertimbangkan meliputi:

n Pengaturan privasi bila orang harus membuka
pakaian

n Privasi di kakus dan kamar mandi

n Penggunaan kunci privasi di pintu sel

n Penyediaan perlengkapan kesehatan wanita

n Pengurangan penghinaan dalam cara pengambilan
sampel urin dan sampel lainnya untuk pemeriksaan
narkoba

Narapidana hanya boleh dijadikan sasaran peng ge -
ledahan fisik pribadi bila diperlukan dan dengan tidak
men colok mata.  Penggeledahan oleh para petugas
de ngan jenis kelamin yang berbeda adalah tindakan
kon troversial.43 Standar CPT menetapkan bahwa:

‘Orang yang kehilangan kebebasannya harus  dige -
ledah hanya oleh petugas dengan gender yang sama
dan bahwa setiap penggeledahan yang meng -
haruskan seorang narapidana membuka pakaian
harus dilakukan tanpa dilihat petugas lembaga pe -
masyarakatan dengan gender yang berbeda.’  Pada
tahun 1993 Mahkamah Agung Kanada memutuskan
bahwa petugas wanita boleh menggeledah na ra pi da -
na pria dan memeriksa sel mereka tanpa peringatan
te tapi tidak mengizinkan petugas pria menggeledah
na rapidana wanita.44

Narapidana wanita mungkin merasakan peng ge le -
dah an telanjang sangat traumatik, dan kebijakan me -
ngenai penggeledahan telanjang harus diru muskan
se cara terpisah dan dengan teliti se hubungan dengan
na rapidana wanita.45  Peng geledahan telanjang tidak
boleh dilakukan sebagai hu kuman.  Bila peng ge le dah -
an telanjang se orang wa nita dianggap perlu dalam ke -
a daan tertentu, anggota staf pria tidak boleh hadir
(lihat Kotak 3)

4.5 Cegah dan tanggapi kekerasan

berbasis gender di lembaga

pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan harus dikelola sesuai
dengan rule of law. Karena itu, para petugas tidak
boleh menganiaya atau melecehkan narapidana dan
berkewajiban menjamin agar narapidana aman dan
terlindung dari kekerasan yang dilakukan oleh
narapidana lainnya.  Di banyak negara, petugas lem -
baga pemasyarakatan jarang dituntut karena penya -
lahgunaan hukum.  Walaupun perlu menjamin agar
keja hatan terhadap narapidana ditangani melalui
sistem peradilan, langkah-langkah pencegahan juga
harus dilakukan.

Langkah-langkah ini meliputi:

n Perundang-undangan yang sesuai (lihat Kotak 4)

n Para pengelola yang terlatih dan kompeten 
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Di rumah tahanan wanita di Moscow, penggeledahan rongga badan terhadap setiap narapidana wanita yang baru masuk sudah menjadi kebiasaan.
Kebiasaan ini dibenarkan dengan alasan keamanan untuk menjamin agar tidak ada barang ilegal atau terlarang dibawa ke dalam lembaga
pemasyarakatan.  Kenyataannya, kebiasaan ini digunakan sebagai cara menundukkan narapidana baru dan mengesankan sejak awal kepada
mereka keperluan untuk menyesuaikan diri mereka pada peraturan.  Para mitra dari Kerajaan Inggris (UK, United Kingdom) yang bekerja dalam
proyek perbaikan lembaga pemasyarakatan sangat berprihatin terhadap dan bekerja sama dengan imbangan-imbangan Rusia mereka untuk
menunjukkan bahwa tidak ada alasan keamanan untuk kebiasaan tersebut dan bahwa kebiasaan itu merupakan pelanggaran berat terhadap hak-
hak pribadi.  Selain itu juga, kebiasaan tersebut jauh lebih mengganggu pengelolaan lembaga pemasyarakatan dan kesehatan narapidana daripada
keprihatinan mengenai penyelundupan narkoba ke dalam lembaga pemasyarakatan itu.  Setelah tahun pertama proyek tersebut, para mitra Rusia
setuju untuk menghentikan penggeledahan otomatis ini dan menggunakannya hanya dalam kasus tertentu bila terdapat kebutuhan keamanan yang
jelas.  Bukti statistik mengisyaratkan bahwa tindak pidana telah menurun, bukannya meningkat, sejak perubahan ini dilaksanakan.

Reformasi lainnya adalah menjamin agar hanya petugas wanita membuka pintu sel narapidana wanita.  Menurut peraturan pemasyarakatan Rusia
seorang pria harus ikut hadir saat sel dibuka, tetapi petugas diyakinkan bahwa seharusnya hanya wanita yang membuka sel narapidana wanita dan
menjadi orang pertama yang masuk sel tersebut, walaupun anggota petugas pria boleh berada di koridor.

Box 3 Penghapusan penggeledahan rongga badan narapidana wanita46



n Pengawasan lembaga pemasyarakatan oleh badan
eksternal yang mandiri

n Mekanisme keluhan yang efektif

n Protokol-protokol untuk respons dan pemeriksaan
(lihat Kotak 5)

n Pelatihan bagi petugas

n Pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab
kepada otoritas kesehatan, bukan kepada
administrasi Lapas/Rutan

4.6 Jamin akses perawatan kesehatan

bagi para narapidana pria dan

perempuan

Perawatan kesehatan merupakan aspek yang sangat
penting dalam kehidupan lembaga pemasyarakatan.
Populasi lembaga pemasyarakatan di mana-mana
dipenuhi oleh orang-orang dari kelompok yang paling
terpinggirkan dalam masyarakat, dengan kesehatan
yang buruk, penyakit kronis yang tak terawat dan
masalah kesehatan jiwa.  Banyak di antara mereka
yang ikut serta dalam kegiatan berisiko kesehatan
yang besar, seperti menyuntikkan narkoba dan
pekerjaan seks, akhirnya mendekam di lembaga
pemasyarakatan.  Angka hepatitis B dan C jauh lebih
tinggi di lembaga pemasyarakatan daripada di luar
lembaga pemasyarakatan.51 Angka infeksi HIV di

lembaga pemasyarakatan bisa menjadi 75 kali lebih
tinggi daripada di masyarakat luar.52 Sebagai contoh,
walaupun narapidana hanya 0,01% dari jumlah
penduduk Spanyol, mereka mencapai 7% dari
d iagnosa AIDS.5 3 Wanita di  lembaga
pemasyarakatan berasal dari latar belakang dengan
tingkat kekerasan dan penganiayaan yang jauh lebih
tinggi daripada narapidana pria.  Tingkat kejadian
penyakit jiwa lebih tinggi di kalangan narapidana
perempuan daripada di kalangan narapidana pria.
Anak-anak di lembaga pemasyarakatan sering
berasal dari latar belakang keluarga tak harmonis
yang didalamnya penganiayaan sering terjadi.54 Di
lembaga pemasyarakatan, risiko kesehatan sangat
besar,  termasuk kemungkinan mengalami
kekerasaan seksual dan bentuk-bentuk kekerasan
lainnya.

‘Sel kami diisi 22 orang narapidana, dan dua dari
cellmate-ku menjadikan anak-anak remaja sebagai

'isteri-isteri' mereka.  Mereka mendapatkan anak-
anak tersebut dengan menyuap para petugas di

gerbang utama.  Anak-anak remaja ini setuju untuk
melakukan hubungan seks dengan kedua pria ini
karena mereka tidak punya pakaian atau selimut,
dan mereka lapar.  Suatu hari anak-anak pria ini

mulai menangis dan menolak melakukan hubungan
seks.  Kedua pria ini mengambil selimut mereka dan

setelah merasakan satu malam dengan cuaca
dingin, anak-anak remaja tersebut setuju untuk

melakukan hubungan seks dengan kedua pria itu
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Sebuah survei terhadap para narapidana pada tahun 2000 di tujuh fasilitas lembaga pemasyarakatan pria Amerika Serikat menunjukkan bahwa 21%
dari narapidana tersebut pernah mengalami setidaknya satu kejadian hubungan seksual karena tekanan atau paksaan dan setidaknya 7% pernah
diperkosa.47

Di AS, sebuah organisasi yang dinamakan Stop Prisoner Rape (Hentikan Perkosaan Narapidana) telah menkampanyekan selama bertahun-tahun
menentang penganiayaan ini.  Pendirinya sendiri, Steve Donaldson, pernah dikenai perkosaan geng waktu dia ditahan di lembaga pemasyarakatan
di Washington DC pada tahun 1973 karena memprotes pemboman yang dilakukan Amerika Serikat di Kamboja.  Pada tahun 2003, 30 tahun ke -
mudian, Undang-Undang Penghapus Perkosaan di Lembaga Pemasyarakatan disahkan.  Undang-undang tersebut menyerukan pengumpulan data
statistik nasional tentang perkosaan di lembaga-lembaga pemasyarakatan di Amerika Serikat, penyusuan panduan bagi negara-negara bagian me -
nge nai bagaimana menangani perkosaan narapidana, pembentukan panel kaji ulang untuk mengadakan sidang tahunan dan pemberian subsidi ke-
pada negara-negara bagian untuk memerangi masalah tersebut.  Steve Donaldson meninggal dunia pada tahun 1996.  Dia terinfeksi oleh HIV akibat
diper-kosa di lembaga pemasyarakatan.48

Sebuah evaluasi tiga tahun pertama setelah pengesahan Undang-Undang tersebut menunjukkan kemajuan besar dalam usaha mengurangi ke ja -
dian perkosaan di lembaga pemasyarakatan melalui:
n Pembuatan kebijakan (daripada kerahasiaan dan penyangkalan)

n Pencegahan (melalui penempatan narapidana yang lebih dipertimbangkan, pengurangan kepenuhan narapidana dan pendidikan bagi narapidana )

n Pemeriksaan dan penuntutan

n Pelayanan bagi korban

n Pelatihan petugas Lapas/Rutan

n Kerja sama dengan badan-badan non-penjara49

Hal ini menunjukkan bagaimana usaha kampanye intensif selama bertahun-tahun dapat mengungkapkan penganiayaan berbasis gender setelah
banyak penyangkalan, dan bagaimana perubahan undang-undang dapat menghasilkan langkah-langkah praktis untuk mengurangi frekuensi
penganiayaan tersebut.

Box 4 Perundang-undangan tentang perkosaan di lembaga pemasyarakatan di
Amerika Serikat
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lagi.  Kami berusaha memberi tahu anak-anak pria
ini bahwa mereka akan mati akibat penyakit AIDS,

tetapi apa yang dapat dilakukan anak-anak pria ini?‘
Seorang narapidana di Malawi55

Perawatan kesehatan yang diberikan di banyak
sistem pemasyarakatan umumnya sangat tidak me -
madai. Menghubungkan kesehatan di lembaga pe ma -
sya rakatan lebih dekat dengan kesehatan ma syarakat
dan menetapkan supremasi prinsip-prin-sip
kesehatan masyarakat merupakan aspek re formasi
yang sangat penting. Perwujudan hu bungan ter sebut
dapat menghasilkan manfaat berikut da lam men jamin
agar reformasi pemasyarakatan mem pe r tim bangkan
kebutuhan narapidana pria dan pe rem puan yang
berbeda:

n Narapidana wanita harus mendapatkan akses
dokter wanita sesuai permintaan.

n Tenaga kesehatan yang tidak dipekerjakan oleh ke -
kuasaan lembaga pemasyarakatan akan lebih mu -
dah melakukan pendapat independen dan selalu
me ngu ta ma kan kebutuhan pasien daripada per -
mintaan para pengelola lembaga pe ma sya ra kat an.

n Langkah-langkah pengamanan yang tidak cocok
(misalnya. memborgol wanita ke tempat tidur
selama dirawat di RS, selama pemeriksaan
ginekologis atau selama melahirkan) tidak boleh
dilakukan; kondom harus disediakan dan juga
langkah-langkah pengurangan bahaya bagi
pengguna narkoba.

n Harus diambil langkah-langkah yang sesuai dengan
norma kesehatan masyarakat yang baik, seperti
makanan yang diperbesar dengan kandungan
protein yang cukup untuk ibu hamil dan ibu
menyusui, perawatan sebelum dan sesudah
melahirkan dengan standar yang berlaku di
masyarakat luar, dan usaha memastikan bahwa
tenaga kesehatan yang menangani wanita cukup
terlatih.

n Pastikan pemindahan kasus penyakit jiwa akut dari
lembaga pemasyarakatan ke tempat pelayanan
kesehatan, dan dukung penyediaan pelayanan
konseling bagi korban kekerasan dan penganiayaan
masa lalu, dan juga bagi pelaku penganiayaan.

n Jamin agar GBV dapat dilaporkan kepada tenanga
kesehatan tanpa khawatir adanya pembalasan.

Negara bagian Oregon di Amerika Serikat menerapkan protokol tentang penganiayaan seksual untuk melindungi narapidana dari viktimisasi lebih
lanjut dan untuk menjamin agar petugas lembaga pemasyarakatan melakukan pengumpulan bukti, teknik penyelidikan dan documentasi secara
efektif.

1. Ketika kejadian dilaporkan oleh seorang narapidana, anggota staf 

a. Memberitahu pejabat yang berwenang (OIC, officer in charge)

b. Menjamin agar korban aman dan tetap dipisahkan dari pelaku

c. Menjamin agar korban tidak mandi, makan atau minum sampai selesainya pengumpulan bukti

d. Mengamankan tempat kejadian dan menjadikannya sebagai tempat kejadian perkara (TKP) sampai penyelidikan selesai

2. OIC mengasingkan korban melalui pemindahan ke tempat pelayanan kesehatan dan meminta korban mengungkapkan waktu dan tempat
kejadian penganiayaan tersebut, identitas pelaku, selain pertanyaan-pertanyaan lainnya yang terkait.

3. OIC memberitahu petugas pelayanan kesehatan tentang penganiyaan seksual kemudian petugas pelayanan kesehatan tersebut memberikan
pengobatan yang diperlukan dan sesuai tanpa merusak barang bukti.

4. OIC memberitahu tim respons penganiayaan seksual yang beroperasi di Lapas/Rutan tentang status korban.

5. Dalam hal laporan dibuat dalam waktu 72 jam setelah penganiayaan tersebut, OIC menempatkan narapidana tersangka pelaku penganiayaan
di sel isolasi kering dan, bila berwenang, OIC memeriksa tersangka pelaku; dan mengamankan pakaian baik dari tersangka pelaku dan korban.

6. OIC memberitahu satuan penyelidikan supaya agar mengkoordinasikan respons penyelidikan oleh Kepolisian Negara Bagian Oregon.

7. OIC memberitahu Kepolisian Negara Bagian Oregon tentang kejadian penganiyaan seksual tersebut.

8. OIC memberitahu dan memberikan pengarahan kepada Kepala Kesatuan Pengamanan LAPAS, Kepala LAPAS dan manajer komunikasi.

9. OIC bekerja sama dengan petugas pelayanan kesehatan yang beroperasi di Lapas/Rutan itu untuk mempersiapkan transportasi ke rumah sakit
setempat untuk pengobatan, pemeriksaan, documentasi, pengumpulan bukti forensik, pengetesan terhadap infeksi menular seksual dan
pemberian rekomendasi konseling.

10. OIC membuat surat izin berobat ke rumah sakit (RS) dan menunjukkan petugas untuk pengawalan.

11. Untuk kasus yang ditangani Kepolisian Negara Bagian Oregon, OIC menjaga TKP dan chain of custody terhadap bahan bukti sampai diserahkan
kepada Kepolisian Negara Bagian Oregon dan membuat laporan kejadian menonjol.

12. Dalam hal laporan dibuat lebih dari 72 jam setelah kejadian dugaan tersebut, OIC, melalui konsultasi dengan pejabat penghubung bidang
penganiyaan seksual dan para penyelidik Direktorat Pemasyarakatan, meneliti dan menerapkan langkah yang tepat serta bekerja sama dengan
pejabat pelayanan kesehatan di Lapas/Rutan itu untuk menentukan apakah akan melaksanakan pemeriksaan medis di tempat versus
membawa korban ke RS setempat.50

Box 5 Protokol 12-langkah untuk menanggapi dan menyelidiki dugaan
penganiyaan seksual di lembaga pemasyarakatan



4.7 Penuhi kebutuhan wanita hamil dan

ibu beranak kecil

Salah satu dari masalah yang dihadapi sistem pe -
masya rakatan saat menangani wanita adalah usaha
men jamin perlakuan yang wajar terhadap wanita ha -
mil dan ibu beranak kecil. Keadaan lembaga pe ma -
syarakatan yang kurang memadai, tidak adanya
pe ra watan dan fasilitas yang memadai, dan tingkat
stres yang tinggi akibat pemenjaraan bisa mem -
bahayakan kesehatan wanita hamil dan bayi yang
dikandungnya. Wanita hamil boleh ditahan di lem baga
pemasyarakatan hanya dalam keadaan yang paling
men desak, seperti bila terdapat ancaman nyata ke -
jahatan dengan kekerasan. Sebagaimana yang dika  ta -
kan Pelopor Khusus untuk Lembaga Pe  ma sya  rakatan
di Afrika:

‘Lembaga pemasyarakatan bukan tempat yang
aman bagi wanita hamil, bayi dan anak-anak
kecil dan tidak bijaksana memisahkan bayi dan
anak-anak kecil dari ibunya.  Namun demikian,
mung kin dapat ditemukan penyelesaian
sehingga wanita ini tidak dipenjara: peng  gunaan
uang jaminan untuk tersangka yang di tahan,
hukuman non-custodial atau pelepasan se -
mentara, pembebasan bersyarat/dini, remisi, hu -
kum an per cobaan [atau] penangguhan
hukuman pa da na rapidana [perempuan] yang
telah dijatuhi hu kum an .’57

Bila seorang wanita hamil di lembaga pe masya ra -
katan, ketentuan khusus harus dibuat untuk pera -
watan dan pengobatan sebelum dan sesudah
me   lahirkan.  Dalam standar HAM internasional sudah
la  ma ditentukan dengan kuat bahwa pengaturan ha -
rus dibuat untuk menjamin agar anak-anak tidak dila -

hir  kan di dalam lembaga pemasyarakatan. Jika se -
orang anak dilahirkan di dalam lembaga pe masya -
rakatan, maka kenyataan ini tidak dapat disebutkan
dalam akta kelahiran.58 Alat-alat pena han an, seperti
borgol, rantai, besi dan baju khusus untuk na rapidana,
sama sekali tidak dapat diterapkan ke pada wanita
hamil atau wanita yang sedang me lahir kan, kecuali
terdapat alasan yang me mak sakannya.

Pengaturan untuk perawatan bayi yang dilahirkan ibu
yang dipenjara dan untuk perawatan anak-anak kecil
yang ibunya dipenjara berbeda antar-negara di dunia,
mulai dari memisahkan anak dari ibunya setelah lahir,
sampai memperkenankan perawatan anak tetap
dilakukan di lembaga pemasyarakatan bersama-
sama ibunya sampai berusia enam tahun atau lebih.59

Setiap penyelesaian menimbulkan dilema.  Sebagai
dinyatakan di atas, lembaga pemasyarakatan bukan
tempat yang cocok untuk membesarkan anak, tetapi
memisahkan seorang bayi dari ibunya menggangu
perkembangannya walaupun ada tempat tinggal
alternatif yang cocok.

Penyelesaian yang paling baik adalah wanita hamil
dan ibu beranak kecil tidak dijatuhi hukuman penjara.
Dalam semua keputusan yang dijatuhkan mengenai
anak dari wanita yang di lembaga pemasyarakatan,
sesuai dengan Konvensi tentang Hak-hak Anak,
kepentingan-kepentingan terbaik anak harus me -
rupakan pertimbangan utama.60 Keputusan ini harus
di buat dengan mempertimbangkan tanggung jawab
ne gara  untuk menjamin perlindungan dan per to long -
an anak-anak secara khusus.

Bila anak-anak tetap tinggal di lembaga pe masya -
rakatan bersama ibu mereka, ketentuan khusus harus
diberlakukan untuk menjamin agar hak-hak anak
 dipro mosikan dan dilindungi selama mereka berada di

14

Toolkit Gender dan RSK

Perhimpunan Reformasi Pemasyarakatan dan Peradilan (PRAJA, Penal Reform and Justice Association) menyelenggarakan Kamp Kesehatan
selama seminggu di dua lembaga pemasyarakatan di Hyderabad dan Rajahmundry, sebagai bagian dari program untuk mempromosikan kesehatan
jiwa dan perawatan wanita di lembaga pemasyarakatan.

Selama kegiatan Kamp Kesehatan tersebut:
n Mata narapidana diperiksa untuk mendeteksi penyakit dan kerabunan. Enam puluh sembilan pasang kacamata dibagikan kepada narapidana

yang matanya rabun.  Satu orang mengalami katarak.

n Obat tetes mata, vitamin dan obat lainnya dibagikan.

n Unit pemeriksa darah mengidentifikasi golongan darah narapidana dan membagikan kartu kepada setiap narapidana.

n Semua wanita menjalani penyaringan kesehatan umum, kemudian diselenggarakan kamp ginekologi.  Empat dokter spesialis ginekologi dan
tenaga paramedis melakukan pengetesan.  Sebagian wanita memperlihatkan gejala pra-menopause, beberapa orang menderita masalah
menstruasi yang akut, banyak menderita masalah infeksi saluran kemih, dan narapidana lainnya letih karena terlalu banyak kerja dan/atau
kekurangan gizi.

n Pemeriksaan gigi memperlihatkan bahwa kebersihan rongga mulut wanita sangat kurang.  Mereka mendapat penyuluhan medis umum tentang
pentingnya kesehatan rongga mulut.

n Infeksi telinga dan tenggorokan diobati dan langkah-langkah pencegahan dianjurkan.56

Proyek Kamp Kesehatan PRAJA menunjukan bagaimana, di negara yang sangat miskin pun, penyangkalan standar perawatan kesehatan minimum
tidak dapat diterima.  Metode dapat ditemukan untuk memungkinkan pemberian hak-hak dasar dengan masukan sumber daya yang terbatas.

Box 6 Kesehatan jiwa dan perawatan wanita di lembaga pemasyarakatan di
daerah Andhra Pradesh



lem baga pemasyarakatan, dan selama pemisahan
dari ibu mereka yang mungkin terjadi:

n Kekuasaan kesejahteraan anak, bukan kekuasaan
lembaga pemasyarakatan, harus memikul tanggung
jawab utama untuk pengambilan keputusan me -
ngenai anak-anak di lembaga pemasyarakatan.

n Pengaturan perlu dibuat yang meminimalkan sifat
mem batasinya pemenjaraan bagi anak-anak, mem-
promosikan ikatan antara ibu dan anak, dan mem-
beri anak akses atas pengalaman normal se banyak
mungkin.

n Mekanisme harus diberlakukan untuk melindungi
anak-anak di lembaga pemasyarakatan dari segala
ben tuk kekerasan fisik atau mental, termasuk
penga niayaan seksual, penelantaran atau per -
lakuan yang lalai.

n Keadaan di negara-negara Asia Tengah dan Eropa
Timur, yang didalamnya anak-anak ditempatkan di
fasilitas perawatan anak, dirawat oleh perawat yang
profesional dan dikunjungi secara berkala selama
beberapa jam oleh ibu mereka, kurang diinginkan
daripada pengaturan di negara-negara lainnya yang
didalamnya anak-anak dan ibu mereka tinggal
bersama-sama di unit-unit khusus.

Di sebagian negara, anak-anak dipisahkan dari ibu-ibu
dan dimasukkan ke dalam perawatan pemerintah pada
saat ibu mereka masuk lembaga pe masyarakatan.
Setelah pelepasan, ibu-ibu perlu mem  bangun kembali
kehidupan dan tempat tinggal yang stabil untuk
kembali merebut perawatan atas anak-anak mereka.
Salah satu penelitian di Inggris menemukan bahwa:
‘Separuh dari ibu-ibu yang menjelang bebas tidak
berharap pulang ke akomodasinya sebelumnya,
hampir 4 dari 10 telah kehilangan tempat tinggalnya
dan terjadi pe ningkatan jumlah ibu yang berharap tidak
berumah.’62 Pele pasan narapidana seperti ini me mer -
lukan peren canaan dan dukungan tertentu, dengan pe -
nekanan pada perumahan yang aman dan du kungan
bagi reu nifi kasi keluarga.  Kelompok-kelompok
masyarakat sipil dapat memberikan sumbangan de -

ngan mem bantu usaha reintegrasi sosial – misalnya
dengan me nye diakan rumah persinggahan sementara
dan tempat perlindungan bagi wanita.

4.8 Jamin petugas lembaga

pemasyarakatan yang sesuai dan

berketerampilan

Pelatihan

Di banyak negara, pelatihan petugas lembaga
pemasyarakatan sangat kurang memadai untuk
tugas-tugas yang harus mereka laksanakan.  Bahkan
di negara yang mengadakan pelatihan tersebut,
pelatihan petugas jarang menangani masalah dan
kebutuhan khusus wanita dan kelompok yang rentan
lainnya, atau perbedaan lembaga pemasyarakatan
pria dan wanita. Pelatihan dan pengembangan
berkala petugas lembaga pemasyarakatan sangat
penting agar petugas lembaga pemasyarakatan dapat
melaksanakan tugas mereka dengan cara yang
menanggapi perbedaan gender. Pelatihan harus
menjadikan petugas lebih mudah mengert i
kerentanan narapidana pria dan wanita terhadap
penganiayaan, dan juga terhadap kebijakan dan
prosedur untuk mencegah dan menanggapi
penganiayaan.

Perekrutan

Kebijakan perekrutan harus mengingat fakta bahwa
pekerjaan di lembaga pemasyarakatan bukanlah
sekedar pengawalan pengamanan.  Petugas lembaga

Lihat Tool tentang

Pelatihan Gender bagi

Aparat Sektor Keamanan
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Sebagai diuraikan di atas, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Rusia memberikan penundaan hukuman penjara bagi wanita hamil atau
wanita beranak kecil yang diputus bersalah melakukan kejahatan ringan.  Dalam kasus lain, KUHP ini memperkenankan pemenjaraan wanita hamil
dan perawatan bayi yang lahir di lembaga pemasyarakatan tetap dilakukan di dalam lembaga bersama-sama ibunya dengan ketentuan berikut:
n Seorang wanita yang ditahan pra-peradilan yang memiliki anak berusia di bawah tiga tahun boleh membawa anaknya ke dalam rumah tahanan,

dan anak-anak tersebut berhak mendapatkan keadaan kehidupan yang lebih baik, pelayanan kesehatan khusus, makanan dan pakaian
tambahan, waktu yang lebih lama berada di luar sel mereka dan sama sekali tidak boleh ditempatkan dalam sel hukuman.

n Di lembaga pemasyarakatan, fasilitas perawatan anak dapat dibentuk yang didalamanya anak-anak narapidana perempuan dapat dirawat sampai
mereka mencapai usia tiga tahun.

n Wanita hamil dan wanita beranak kecil berhak mendapatkan makanan tambahan dari luar lembaga, baik melalui pos ataupun dibawa keluarga
atau teman-teman mereka selama kunjungan, dan mengakses pelayanan kesehatan khusus.

n Narapidana perempuan yang hamil atau wanita yang anak-anaknya dirawat di fasilitas perawatan anak tersebut mendapatkan setidaknya 50%
dari upah, tunjangan pensiun atau pendapatan lainnya dalam rekening perorangan mereka.

n Narapidana perempuan yang anak-anak kecil dirawat di fasilitas perawatan anak di lembaga pemasyarakatan, dan narapidana perempuan yang
dibebas-tugaskan karena hamil atau baru melahirkan, tidak boleh ditempatkan di sel hukuman atau sel yang mirip sel penjara.61

Box 7 Ketentuan khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Rusia tentang kehamilan, ibu-ibu dan anak-anak



pemasyarakatan memerlukan berbagai keterampilan
untuk memberikan pelayanan manusia, dan
pekerjaan di lembaga pemasyarakatan harus
dilaksanakan dalam kerangka etika yang mematuhi
standar HAM internasional.  Proses perekrutan harus
menyingkirkan calon yang tidak cocok yang profilnya
menunjukkan bahwa mereka berpotensi menempuh
cara kekerasan atau menyalahgunakan kekuasaan
mereka terhadap orang lain.  Uraian tugas, prosedur
perekrutan dan kriteria kenaikan pangkat harus
mencerminkan persyaratan pelayanan manusia dari
peran petugas lembaga pemasyarakatan.

Standar lembaga pemasyarakatan mensyaratkan
bahwa narapidana wanita ditangani dan diawasi
hanya oleh petugas perempuan.  Wanita menghadapi
risiko penganiayaan seksual dan fisik ketika petugas
pria ditugaskan dalam kapasitas yang tidak wajar di
lembaga pemasyarakatan wanita.  Dengan demikian,

program perekrutan petugas lembaga
pemasyarakatan harus merencanakan pempekerjaan
sejumlah petugas wanita yang cukup.  Ini mungkin
memerlukan langkah-langkah khusus seperti
kampanye penjangkauan terarah di media massa,
sekolah dan masyarakat; kebijakan kerja yang ramah
keluarga; dan ketentuan khusus untuk menjamin
retensi dan kemajuan petugas perempuan.

Lihat Tool tentang Reformasi

kepolisian dan Gender untuk

perbandingan strategi perekrutan

polisi perempuan
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Dinas Kepenjaraan di Inggris dan Wales menerapkan berbagai macam kebijakan dan struktur yang dirancang untuk menjamin kesempatan kerja
yang sama.  Misalnya:
n Kebijakan Dinas Kepenjaraan tentang Kesempatan yang Sama menyatakan bahwa para petugas yang telah menjalani operasi pergantian gender

dan telah diterima oleh Dinas Kepenjaraan dengan gender dapatan mereka dapat melaksanakan tugas penggeledahan fisik sebagaimana normal
bagi seorang petugas dengan jenis kelamin itu.64

n GALIPS (Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender Staff Support Network) adalah Jaringan Dukungan Petugas Dinas Kepenjaraan.  GALIPS
mendukung semua petugas dan manajer, tanpa mengindahkan orientasi seksual mereka, dan memberikan nasihat mengenai isu-isu LGBT.
Keanggotaan GALIPS gratis dan terbuka bagi semua petugas yang tertarik pada isu-isu LGBT, orang yang mencari bantuan dan nasihat serta
siapa pun yang ingin mendukung jaringan tersebut, apakah mereka mengidentifikasikan dirinya sebagai LGBT atau tidak.

n Pada tahun 2007, sebuah persetujuan ditandatangani antara Dinas Kepenjaraan Inggris dan Wales dan Komisi Kesamaan Kesempatan
mengenai Rencana Aksi untuk menangani secara efektif pelecehan seksual di Dinas Kepenjaraan tersebut.  Persetujuan ini merupakan hasil dari
proses yang dimulai pada tahun 2005 ketika Komisi Kesamaan Kesempatan memutuskan melaksanakan pemeriksaan tentang ‘frekuensi dan
keteguhan pelecehan seksual terhadap wanita dan pria’ yang bekerja di Dinas Kepenjaraan.

Persetujuan mengikat Dinas Kepenjaraan untuk bekerja untuk:

- Menentukan tingkat kejadian pelecehan seksual terhadap petugas dalam Dinas Kepenjaraan.

- Menciptakan budaya yang didalamnya pelecehan seksual tidak dapat diterima dan yang didalamnya standar perilaku yang diwajibkan mudah
dipahami oleh semua petugas.

- Menjamin agar pelecehan seksual ditekel dan ditangani secara efektif dan tetap, di seluruh bagian Dinas Kepenjaraan.

- Menjamin agar para pengelola benar-benar memahami kewajiban mereka untuk mencegah pelecehan seksual dan melakukan usaha
pencegahan ini setiap hari.

- Memudahkan para pegawai mengajukan keluhan pelecahan dan mendukung pengadu selama dan sesudah prosedur keluhan mereka.

- Menjamin agar pengadu mempercayai prosedur keluhan dan keluhan akan ditangani dengan segara, transparan dan pantas.

- Mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan sistem-sistem yang akan menjamin pencatatan dan pemantauan semua keluhan
pelecehan seksual baik resmi dan tidak resmi.

- Menangani pelaku pelecahan secara pantas.

Tindakan tertentu yang akan dilakukan Dinas Kepenjaraan meliputi:

- Pengkajian dan analisis terhadap keluhan resmi pelecehan seksual selama jangka waktu 12 bulan untuk mengidentifikasi karakteristik dari
pelecahan keluhan, ketetapan pendekatan dalam menangani keluhan dan pelajaran yang diperoleh.

- Pengkajian dan analisis tertulis terhadap sepuluh berkas keluhan lengkap yang dipilih secara acak untuk setiap dari dua tahun tersebut.

- Survei terhadap petugas pria dan perempuan dan kelompok fokus petugas untuk mengetahui: tingkat kejadian pelecehan seksual; sifat dan
tingkat pelecehan seksual yang dialami atau yang terlihat; apakah petugas merasa bebas untuk mengadukan keluhan dan, kalau tidak,
mengapa tidak, dan apakah mereka mempercayai prosedur keluhan dan, kalau tidak, mengapa tidak; dan langkah-langkah yang paling efektif
yang dapat diambil untuk mencegah pelecahan demikian.65

Box 8 Kesempatan kerja yang sama di Inggris dan Wales



Perlakuan yang sama terhadap wanita dan
petugas lesbian, gay, biseksual dan transgender

Walaupun wanita telah bekerja di lembaga pe masya ra -
katan selama bertahun-tahun, penugasan wa  nita di
lem  baga pemasyarakatan pria merupakan per  kem -
bang an baru. Di negara-negara yang di da lam  nya wa -
nita bekerja di lembaga pemasyarakatan pria, me reka
meng  hadapi diskriminasi dan pelecahan da  ri ko lega pri -
a mereka, sebagaimana yang dialami pe  tu gas LGBT.63

4.9 Libatkan organisasi-organisasi

masyarakat sipil

Salah satu cara penting untuk menjamin agar isu-isu
gender ditangani sebagaimana mestinya di lembaga
pemasyarakatan adalah dengan meningkatkan
keterlibatan organisasi masyarakat sipil, yang
mungkin sangat berpengalaman dan berkeahlian
dalam isu-isu gender.

Organisasi masyarakat sipil dapat terlibat dalam:

n Memberikan pelayanan kepada narapidana, seperti
du kungan kepada wanita yang membutuhkan kon -
seling atau bantuan lain untuk memulihkan diri me re -
ka dari penganiayaan dan ketagihan; kon seling ba gi
mereka yang menderita HIV/AIDS; prog ram-prog -
 ram bagi pelaku kekerasan; pelatihan bagi wa nita
sehingga mereka dapat mendapatkan pe  kerjaan se -
telah pelepasan; persahabatan dan du kung  an ke -
pada anak-anak yang tidak punya ke luar ga, dan ju ga
pemberian bantuan seperti o bat- obatan kepada wa -
nita, anak-anak dan nara pi dana yang rentan lain nya.

n Kegiatan HAM untuk menarik perhatian pada isu-isu
gender dalam sistem pemasyarakatan, dengan
keikut sertaan dalam memberikan laporan alternatif
ke pada badan-badan seperti Komite Hak Anak PBB,
Komite Anti Penyiksaan PBB dan kepada lem baga-
lembaga regional yang terkait, dan meng gu na kan
undang-undang ketika terjadi pelanggaran be  rat.

n Pembangunan kemampuan: petugas sistem pe ma -
sya rakatan dan juga kelompok-kelompok HAM,
anti-diskriminasi dan reformasi pe ma sya ra kat an,
untuk memberitahu dan membantu mereka agar
memasukkan perspektif gender ke dalam ke gi at an
mereka.

n Meningkatkan kesadaran masyarakat, para anggota
parlemen dan badan pengawasan tentang perlunya
perubahan kebijakan dan langkah-langkah tertentu
untuk menangani diskriminasi dan perlakuan buruk
di lembaga pemasyarakatan.

n Peng-audit-an sistem pemasyarakatan untuk me -

nge tahui kesadaran gender dan memberikan pe -

nyuluhan tentang tanggapan kebijakan yang cocok.

4.10 Bangun dukungan masyarakat

untuk reformasi pemasyarakatan

Dukungan masyarakat terhadap reformasi
pemasyarakatan tidak mudah diperoleh.  Reformasi
yang bertujuan mengurangi jumlah narapidana atau
mem perbaiki keadaan lembaga pemasyarakatan
mung kin sulit ditetapkan.  Semua pihak yang terlibat
da  lam reformasi pemasyarakatan – para pengelola
lem baga pemasyarakatan, politisi, media massa dan
kelom pok-kelompok masyarakat sipil – perlu bekerja
terus-menerus untuk selalu melibatkan masyarakat
dalam perdebatan tentang pemenjaraan dan peng gu -
naanya.  Keterangan, laporan dan data sta tis tik ber ka -
la perlu disusun dan dipublikasikan.

Dukungan untuk memperbaiki perlakuan terhadap
wanita dan kelompok yang rentan lainnya di lembaga
pemasyarakatan mungkin lebih mudah didapatkan
daripada dukungan terhadap reformasi secara lebih
umum.  Pemerintah harus membuat keterangan ten -
tang wanita dan anak-anak di lembaga pe masya ra kat -
an yang mudah diakses dan tidak disembunyikan di
balik laporan yang panjang.  Dengan melibatkan ke -
lompok-kelompok masyarakat sipil yang tertarik pada
wanita dan anak-anak dan berusaha menjamin agar
lembaga pemasyarakatan bekerja sama dengan
kelompok-kelompok ini dengan memberi mereka
akses ini, berbagai kegiatan dapat dilakukan untuk
membangun dukungan masyarakat.

Lihat Tool tentang Pengawasan

Masyarakat Sipil terhadap Sektor

Keamanan dan Gender

17

Reformasi Pemasyarakatan dan Gender

Di Yaman, Komite Nasional Wanita mempromosikan dialog dengan pembuat keputusan untuk menjamin keadilan bagi para wanita.  Baru-baru ini, narapidana
wanita yang telah selesai masa pidananya dilarang meninggalkan lembaga pemasyarakatan kecuali jika ada wali pria yang menjemputnya.  Komite Nasional
Wanita melakukan tekanan kepada Kementerian Dalam Negeri dan berhasil mewujudkan perubahan peraturan yang tidak adil ini.  Serikat Wanita Yaman,
didukung oleh Oxfam di lima distrik, beranggota 36 pengacara sukarela yang menyediakan bantuan hukum gratis kepada para wanita miskin di lembaga
pemasyarakatan, pengadilan dan kantor polisi.  Sebagai akibat yang ditimbulkan dari bantuan hukum mereka, 450 narapidana perempuan dilepaskan pada
tahun 2004 dan 2005.66

Box 9 Masyarakat sipil wanita di Yaman
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5 Memadukan gender ke
dalam reformasi pemasyarakatan
dalam konteks tertentu

5.1 Negara-negara pasca-konflik

Latar belakang

Para negara yang baru terbebas dari masa konflik
atau pergolakan dalam negeri menimbulkan
tantangan khusus dalam reformasi pemasyarakatan.
Menghadapi latar belakang banyak prioritas yang
mendesak, seperti pembangunan kembali prasarana
dan lembaga-lembaga pokok, pembangunan kembali
sis tem pemasyarakatan kadang-kadang dianggap se -
bagai prioritas rendah. Sejak awal, badan ad minis tra -
tif negara yang berwenang harus mengakui perlunya
pe nyediaan dan pengelolaan fasilitas tahanan, dan
me ng alokasikan sumber daya yang cukup untuk ke -
perluan ini.

Tantangan dan peluang untuk pemaduan gender

Pembangunan kembali sistem pemasyarakatan
sangat rumit.  Pertimbangan utamanya adalah:

n Keadaan lokal mengenai lembaga pemasyarakatan
perlu dipahami.  Lembaga-lembaga pe masya ra kat -
an mungkin menimbulkan asosiasi yang sangat
buruk bagi penduduk suatu negara: penahanan tan -
pa pemeriksaan pengadilan, perkosaan, penyik -
saan dan pelaksanaan hukuman mat i .
Pem    bangunan kembali mungkin menjadi ke sem -
patan untuk mulai dari nol dan menetapkan suatu
sistem yang kurang kejam, lebih tanggap terhadap
gender dan lebih dipercaya oleh masyarakat.

n Sistem pemasyarakatan sebelumnya mungkin
sudah tidak berfungsi atau sama sekali tidak sesuai
dengan rule of law dan kesetaraan gender.  Sistem
tersebut mungkin dikelola oleh pihak kepolisian atau
pihak militer, bertentangan dengan praktik HAM
yang baik.  Dengan demikian, model pemenjaraan
yang berbeda harus dibuat, tetapi bahayanya ada -
lah model dari luar negeri yang tidak sesuai dengan
ke adaan lokal akan diimpor. Suatu sistem pe -
masyarakatan harus dibangun kembali dengan cara
yang peka terhadap lingkungan budaya dan sosial
sambil melakukan usaha-usaha untuk me ma sukkan
ga gasan seperti perlakuan yang lebih baik terhadap
wanita dan penugasan petugas wa nita.

n Kalau dinas kepenjaraan pemerintah pra-konflik
masih ada dan dapat dibangun kembali dengan
segera, lingkungan pasca-konflik tersebut dapat
memberikan kesempatan untuk lakukan pe nya -
ringan terhadap petugas yang pernah terlibat dalam
penganiayaan dan melatih kembali petugas lain da -
lam pendekatan HAM yang peka terhadap gender.

n Sebelum terjadinya konflik, pasti ada undang-
undang tentang kepenjaraan yang berlaku tetapi

undang-undang tersebut mungkin sudah kurang
memadai, usang dan tidak diabaikan karena
obsolet.  Namun demikian, tempat penahanan apa
pun yang dibangun selama intervensi internasional
pasca-konflik harus dikelola sesuai dengan undang-
undang, karena tujuan dari intervensi tersebut
adalah membantu dalam pembangunan kembali
negara yang diperintah menurut rule of law.  Dalam
masa transisi pada tahun 1999, Pasukan Inter -
nasional untuk Timor Timur (INTERFET, Inter -
nat ional Force for East Timor) membuat
un dang-undang permulaan tentang pe ma sya -
rakatan berdasarkan pada standar internasional
yang menjamin tiadanya diskriminasi, kunjungan
berkala oleh pihak luar yang independen, norma
untuk penggeledahan tahanan, akomodasi,
kebersihan, makanan, fasilitas jual-beli, latihan,
pelaksanaan ibadah agama dan akses perawatan
kesehatan.68 Memulai pembangunan kembali lem -
baga pemasyarakatan dengan sistem yang meng -
hormati HAM dan menjamin tiadanya diskriminasi
memberikan landasan yang kuat bagi pem -
bangunan sistem pemasyarakatan yang tanggap
ter hadap gender.

!!Kiat-kiat

n Dalam keadaan pasca-konflik, pemahaman
kebutuhan dan peran pria dan wanita yang berbeda
sangat penting, terutama bila kekerasan seksual
digunakan dalam konflik.  Pasukan asing dan
badan-badan internasional yang memasuki
keadaan pasca-konflik untuk membangun kembali
sistem pemasyarakatan akan memerlukan
pelatihan tentang kesadaran budaya dan kepekaan
terhadap gender.

n Penyerah-terimaan dari pihak kepolisian dan pihak
militer untuk sebuah dinas pemasyarakatan sipil
sesegera mungkin.

n Ketika membangun kembali sistem yang ada
sebelum terjadinya konflik, pertimbangkan kerja
sama dengan para petugas muda yang kurang
bertanggungjawab atas penganiayaan di masa lalu
dan lebih besar kemungkinannya menerima
pendekatan yang berbasis HAM dan tanggap
terhadap gender.

n Jika petugas lembaga pemasyarakatan dari negara-
negara lain ditugaskan untuk mengelola lembaga
pemasyarakatan pada masa transisi, perlu
dipastikan bahwa orang-orang pria dan wanita yang
dipilih berpengalaman dalam penanggulangan baik
narapidana perempuan maupun narapidana muda.
Para petugas perekrut harus mencari orang yang
memiliki pemahaman budaya disertai keterampilan
komunikasi dan interpersonal yang baik, riwayat
hidup yang dapat dijadikan teladan, dan kepekaan
terhadap gender.

n Jika kunjungan ke negara lain menjadi bagian dari
pelatihan petugas pemasyarakatan, pelatihan
tersebut harus melibatkan pengenalan terhadap
praktik yang baik mengenai masalah-masalah
gender dan pertemuan-pertemuan bukan hanya
dengan para pejabat tetapi juga dengan kelompok-
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kelompok masyarakat sipil yang memperhatikan
isu-isu gender.

n Jamin agar keterangan yang cermat tentang
lembaga pemasyarakatan, cara pengelolaan dan
perlakuan diketahui masyarakat, sehingga kabar
angin tentang dugaan perlakuan buruk dan
penganiayaan seksual serta penganiayaan lainnya
dapat dicegah.  Kunjungan keluarga penting, bukan
hanya bagi keluarga yang bersangkutan, tetapi juga
keluarga tersebut dapat membantah segala kabar
angin tentang dugaan perlakuan buruk.

5.2 Negara-negara dalam masa transisi di

Eropa Timur dan Asia Tengah

Negara-negara Asia Tengah dan Eropa Timur (yang
dinamakan negara-negara dalam masa transisi
setelah tahun 1989 karena mereka dianggap dalam
proses transisi menuju bentuk pemerintahan baru)
diperintah oleh rezim yang beragam dalam hal
reformasi pemasyarakatan.  Para negara di Eropa
Timur dan kawasan Kaukasus sekarang menjadi
anggota Dewan Eropa dan dibebankan oleh Konvensi
Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan instrumen
panduannya, Peraturan Lembaga Pemasyarakatan
Eropa.  Di Rusia, telah terjadi reformasi yang men -
dasar menuju sistem yang lebih berdasarkan atas
HAM sejak runtuhnya Uni Soviet.  Di Asia Tengah,
model pemenjaraan Rusia telah dilangsungkan tetapi
perubahan telah dilakukan untuk membuatnya lebih

sesuai dengan norma-norma HAM dan rule of law.

Tantangan dan peluang untuk pemaduan gender:

n Ketentuan peraturan dibuat untuk perlakuan yang
ber beda terhadap wanita di lembaga pema sya -
rakatan dan wanita yang anak-anaknya tinggal ber -
sama-sama mereka di lembaga pe masya rakatan,
yang dapat menyediakan landasan untuk reformasi.

n Kerangka Dewan Eropa memberikan kemungkinan
mendasarkan reformasi atas unsur-unsur non-
diskriminasinya persyaratan hak-hak asasi
manusia.

!!Kiat-kiat

n Perhimpunan profesional wanita, seperti kelompok-
kelompok pengacara dan dokter wanita, dapat
didorong menaruh perhatiannya terhadap bantuan
untuk para wanita di lembaga pemasyarakatan.

n Para Negara Anggota Dewan Eropa tunduk pada
kunjungan oleh Komite Eropa untuk Pencegahan
Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang
Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat
(CPT, European Committee for the Prevention of
Torture and Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment), yang temuannya biasanya diterbitkan
ber sama-sama jawaban pemerintah.  Laporan-la -
por  an ini biasanya memperhatikan secara khusus
pa da masalah-masalah gender.  Organisasi masya -
rakat sipil dan para anggota parlemen dapat me -
manfaatkannya sebagai  landasan untuk
pe ningkatan kesadaran.

Tordai dan Shafiqa – beserta 12 narapidana perempuan lainnya dan 15 anak mereka – berbagi suatu rumah tahanan dengan 236 narapidana pria
di suatu komplek yang terbangun dari lumpur, yang semulanya digunakan sebagai kantor polisi lalu lintas kota Mazur.  Fasilitas itu mencakup hanya
dua pekarangan kecil dan hanya sembilan sel untuk narapidana pria maupun perempuan.

Kepadatan itu memaksakan mereka yang menunggu pengadilan merana bersama-sama mereka yang telah terhukum dalam sel-sel yang sama.
Menurut kepala lembaga pemasyarakatan tersebut, Kolonel Abdulrub: ‘Di samping tidak adanya obat-obatan dan perawatan kesehatan yang cocok
di sini, soal kamar-kamar yang sangat tua dan padat merupakan persoalan lainnya bagi para narapidana yang tinggal di komplek ini,' dan dia terus
berkata bahwa sebanyak 30 orang narapidana tinggal di kamar yang pada mulanya dibangun untuk mengandung 10 orang.

Para pengelola lembaga pemasyarakatan di Mazar juga mengeluh tentang tidak adanya bahan makanan, dan juga fasilitas pengobatan dan
pendidikan yang cocok untuk anak-anak yang tinggal bersama-sama ibu mereka di lembaga pemasyarakatan itu.  ‘Pemerintah menyediakan kurang
dari AS $1 untuk setiap narapidana per hari, yang tidak cukup untuk membeli roti kering mereka,’ kata seorang pejabat lembaga pemasyarakatan.

Badan-badan HAM telah mengekspresikan kepedulian tentang keadaan lembaga pemasyarakatan yang kurang memadai dalam negara miskin Asia
Tengah tersebut.  Terdapat 34 lembaga pemasyarakatan di seluruh negara tersebut dan banyak di antaranya tidak mempunyai fasilitas yang
terpisah untuk narapidana perempuan, yang sering dijaga dalam sel-sel yang pada mulanya dibangun untuk mengandung narapidana pria.

‘Kira-kira 90 anak tinggal bersama ibunya, yang telah didakwa melakukan berbagai kejahatan, tanpa taman kanak-kanak dan fasilitas lain apa pun
untuk perkembangan mereka di semua lembaga pemasyarakatan di negara,’ kata pejabat lembaga pemasyarakatan tersebut.

‘Keadaan-keadaan di lembaga pemasyarakatan di Afghanistan tetap sangat rendah dan keluarga para narapidana umumnya harus diandalkan
untuk makanan dan pengeluaran lain mereka,’ dikatakan Komisi HAM Independen Afghanistan di laporan tahunannya pada tahun 2005.  ‘Lembaga-
lembaga pemasyarakatan dan para petugas mereka kekurangan sumber daya dan mereka tidak diberikan pelatihan apa pun tentang perawatan
para narapidana atau tugas mereka terhadap hak-hak asasi para narapidana itu,’ kata laporan itu.

Menurut laporan itu, badan hak-hak asasi tersebut sudah membantu mendapatan pelepasan 1.386 orang yang ditahan secara tidak sah dan
membebaskan 27 anak-anak dari sel-sel lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa pada tahun di 2005.

Box 10 Wanita di lembaga pemasyarakatan di Afghanistan67



5.3 Negara-negara berkembang

Sistem-sistem pemasyarakatan di banyak negara ber -
kembang, termasuk Afrika Sebelah Selatan Sahara
dan negara-negara Karibia yang berbahasa Inggris,
ber dasarkan pada warisan jajahan lama. Di bekas ja -
jahan Inggris, lembaga pemasyarakatan sering men-
taati model standar Inggris dan membaurkan
as pek-aspek lembaga pemasyarakatan di Inggris, se -
perti yang ada dalam masa lampau. Desakan ekonomi
dan kegagalan penataan masyarakat menyebabkan
ke adaan lembaga pemasyarakatan yang biasanya bu -
ruk dan seringkali mengancam kehidupan manusia.
Lem baga-lembaga pe ma sya rakatan di Afrika
Frankofon mentaati sistem hukum Perancis tetapi di
sini juga keadaannya seringkali buruk.  Di Bangladesh,
In dia dan Pakistan, pengaruh bekas jajahan juga kuat.
Di negara-negara ini, gagasan 'kepenjaraan' dikenakan
oleh kolonialisme pada sistem-sistem yang sering di -
arahkan pada restitusi daripada pembalasan.  Sistem
per adilan resmi hanya salah satu bagian dari sejumlah
pilih an yang sangat lebih besar untuk menangani tin -
dakan yang dianggapi masyarakat dengan ke tidak se -
tu ju an.

Wanita dan anak-anak di lembaga pemasyarakatan di
negara-negara ini mengalami berbagai masalah.  Wa -
nita di sebagian negara dapat dijatuhi hukuman penjara
karena tindak pidana yang berkaitan dengan mas
kawin, karena perzinahan atau karena menjadi kor ban
per kosaan.  Mereka berkemungkinan diusir oleh ke -
luar  ga mereka dan kehilangan akses untuk ber temu
dengan anak-anak mereka.  Di negara-negara ini, yang
didalamnya kelangsungan hidup tergantung pada
makanan dan obat-obatan yang dibawa anggota ke -
luarga, mereka sangat dirugikanan. Anak-anak sering
tidak dipisahkan dari orang-orang dewasa dan meng -
hadapi bahaya besar penganiayaan.

Di Asia Tenggara, sistem pemasyarakatan biasanya
sa  ngat ketat, dengan peraturan ketat mengenai ba -
gaimana selimut harus dilipat dan bagaimana nara pi -
dana harus duduk. Ideologi yang mendasari
sis tem-sistem pemasyarakatan ini adalah bahwa pen -
jara harus menjadi tempat reformasi yang didalamnya
na rapidana dianggap akan mengubah pola pikiran
yang salah dan dapat diterima kembali oleh lingkungan
masyarakat. Banyak wanita dijatuhi hukuman penjara
atas tindak pidana ringan penyalahgunaan narkoba.

Tantangan dan peluang untuk pemaduan gender:

n Diskriminasi terhadap wanita sering terjadi di
negara-negara ini dan sistem pemasyarakatan
mencerminkannya, sehubungan dengan perlakuan
terhadap baik narapidana perempuan maupun
petugas perempuan.

n Penanggulangan kekerasan dan penganiayaan
seksual yang terjadi pada masa lalu mungkin sekali
dihindari oleh tabu atas pengakuan adanya
masalah-masalah demikian dan karena itu,
konseling mungkin tidak akan disediakan.  Demikian
pula, usaha-usaha menanggulangi kekerasan
seksual di lembaga pemasyarakatan berpotensi
menghadapi komplotan kerahasiaan.

n Ketika bekerja di negara-negara yang sangat miskin
untuk memperbaik i  lembaga-lembaga
pemasyarakatan, perlu menemukan penyelesaian
murah yang berkelanjutan dan berarti dari perspektif
ekonomi setempat.

n Di negara-negara miskin, sistem pemasyarakatan
mungkin mendapatkan manfaat dari bantuan
organisasi-organisasi – seperti Palang Merah
Internasional atau Medicins Sans Frontières
(Dokter-dokter tanpa Perbatasan)– untuk
menemuhi kebutuhan kesehatan dan kebutuhan
lainnya untuk para tahanan.

!!Kiat-kiat

n Orang-orang harus memahami peran pemenjaraan
dalam sistem dan budaya dan juga isu-isu yang
mempengaruhi wanita dan kelompok-kelompok
lainnya dalam masyarakat umum sebelum memulai
reformasi pemasyarakatan yang tanggap terhadap
gender.

n Rezim pemasyarakatan untuk wanita di negara-
negara berkembang perlu mengingat kemungkinan
pengusiran dan kemiskinan setelah pelepasan dari
lembaga pemasyarakatan dan berusaha memberi
wanita sarana alternatif untuk mencari nafkah.

n Pengeluaran anak-anak dan remaja dari lembaga-
lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa dan
penempatan mereka di lingkungan yang lebih cocok
dapat dicapai dengan keterlibatan organisasi-
organisasi luar seperti Dana Anak-anak PBB
(UNICEF, UN Children's Fund).  Badan-badan PBB
dan LSM lainnya mungkin mendorong usaha-usaha
untuk memperbaiki keadaan-keadaan di lembaga
pemasyarakatan.

5.4 Negara-negara maju

Karena suatu negara kaya tidak harus menandakan
sistem-sistem pemasyarakatannya menjadi model
perlakuan yang baik, dengan tiadanya diskriminasi
dan ketaatan secara teliti pada undang-undang HAM.
Sesungguhnya, Komite Eropa untuk Pencegahan
Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Tidak
Manusiawi atau Merendahkan Martabat (CPT,

Pada tanggal 14 Februari 2002 para pejabat berpangkat tinggi dari
Dinas Pemasyarakatan mendampingi delegasi Amnesty
Internasional dalam kunjungan ke Lembaga Pemasyarakat Wanita
Lard Yao, di Propinsi Nonthaburi, di daerah pinggiran kota Bangkok.
Para pejabat Dinas Pemasyarakatan tersebut mengakui masalah
narapidana yang telalu padat dan perbandingan jumlah narapidana
dan pengawal yang sangat berbahaya. Sebagaimana yang terjadi
pada sebagian besar lembaga pemasyarakatan di Kerajaan tersebut,
kepadatan narapidana yang tinggi disebabkan oleh tingkat
penangkapan dan pemenjaraan yang sangat tinggi terhadap para
pengguna dan pedagang narkoba.69
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European Committee for the Prevention of Torture
and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment),
yang mengunjungi semua tempat penahanan di 47
negara anggota Dewan Eropa, menemui banyak soal
yang perlu diubah di negara-negara Eropa Barat dan
negara-negara Eropa Timur yang relatif kurang kaya.

Misalnya, selama kunjungan dalam Republik Ceko
pada tahun 2006, Komite melapor tentang suatu
kasus yang melibatkan seorang narapidana pria
Ukraina, 'F', yang ditahan dalam kurungan yang
pengap karena merusak harta lembaga pe masya -
rakatan'.  Orang tersebut ‘seseorang yang kurus yang
badan nya ceking dan gemetar'.

Delegasi berkesimpulan bahwa si 'F' telah diperkosa
dan mengalami penyalahgunaan fisik berulang kali
selama di LAPAS Valdice.  Pula, selama di Bagian E
orang tersebut dijadikan sasaran untuk hubungan
seks terpaksa anal maupun oral dengan tiga
narapidana yang berbeda, dan juga dipaksa
mengonani mereka’.70

Sejumlah negara maju sedang mengalami
kecenderungan peningkatan penggunaan
pemenjaraan yang tinggi dan semakin meningkat dan
peningkatan yang semakin cepat dalam penggunaan
pemenjaraan untuk wanita.  Di Inggris dan Wales
jumlah wanita di lembaga pemasyarakatan sudah
berlipat ganda selama sepuluh tahun yang lalu.71  Di
Amerika Serikat, dari tahun 2000 sampai tahun 2006,
populasi perempuan yang dipenjarakan bertambah
3,3 persen per tahun sedangkan populasi pria yang
dipenjarakan bertambah 2 persen.72

Negara-negara maju lebih besar kemungkinannya
terdapat mempunyai kebijakan kesempatan kerja
yang sama yang mengakibatkan cara sususan
kepegawaian yang bermacam-macam dan, di
sejumlah negara, wanita telah mencapai puncak
administrasi lembaga pemasyarakatan atau menjadi
kepala lembaga pemasyarakatan besar yang
menahan pria saja.  Walaupun demikian, masih
terdapat masalah pelecahan terhadap petugas wanita
dan penganiayaan seksual terhadap para narapidana.

Tantangan dan peluang untuk pemaduan gender:

n Suasana yang lebih ketat terhadap para pelanggar
hukum dan penggunaan pemenjaraan dalam hal
perawatan lebih cocok, khususnya berkaitan
dengan penyalahgunaan narkoba, te lah
memberikan dampak yang buruk terhadap wanita
dalam sistem peradilan pidana di sebagian negara
maju.

n Negara-negara maju cenderung mempengaruhi
kebi jakan pemasyarakatan negara-negara
berkembang melalui program bantuan mereka dan
juga menetapkan agenda badan-badan donatur,
sehingga diexpor kebi jakan yang t idak
menguntungkan reformasi pemasyarakatan yang
peka terhadap gender.

n Populasi lembaga pemasyarakatan semakin
meningkat di  banyak negara maju tanpa
peningkatan yang sebanding dalam sumber daya,
sehingga merugikan pelatihan tentang kebutuhan

khusus narapidana wanita dan narapidana yang
rentan lainnya serta program-progam bagi
narapidana seperti konseling bagi korban
penganiayaan dalam masa lalu.

n Namun demikian, sebagian besar negara maju
mempunyai:

- Organisasi-organisasi masyarakat sipil yang aktif
dengan tingkat sumber daya yang relatif cukup
yang menkampanyekan reformasi kepenjaraan
dan juga ada berbagai macam organisasi yang
memberikan bantuan dan dukungan kepada para
narapidana dan membantu dengan reintegrasi
sosial mereka.

- Sistem-sistem kesejahteraan yang menjamin agar
para narapidana yang meninggalkan lembaga
pemasyarakatan, utamanya para wanita dengan
anak-anak, tidak mengalami kemiskinan.

- Badan-badan HAM memantau perlakuan
terhadap orang yang dirampas kemerdekaannya
dan didiskriminasi.

n Para negara Eropa dibebankan oleh undang-
undang anti-diskriminasi dan syarat Uni Eropa yang
meliputi gender dan orientasi seksual dan oleh
Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, yang
melarang diskriminasi, dan wakil-wakil mereka di
Parlemen Eropa menarik perhatiannya pada hal-hal
HAM dan anti-diskriminasi.

!!Kiat-kiat

n Media massa sangat mempengaruhi pembentukan
sifat-sifat terhadap kejahatan dan hukuman.
Liputan media massa atas penggunaan lembaga
pemasyarakatan untuk wanita dan masalah-
masalah yang ter l ibat bisa efekt i f  dalam
mewujudkan perubahan.

n Undang-undang Uni Eropa dan Dewan Eropa
tentang anti-diskriminasi belum digunakan secara
meluas untuk memperbaiki keadaan wanita di
lembaga pemasyarakatan, tetapi masih ada potensi
tersebut.

n Komite Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan dan
Perlakuan atau Hukuman yang Tidak Manusiawi
atau Merendahkan Martabat (CPT, European
Committee for the Prevention of Torture and
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)
adalah sumber daya Eropa yang unik yang
mencakup 47 negara yang telah menarik
perhatiannya secara terperinci pada para wanita di
lembaga pemasyarakatan dan kekerasan berbasis
gender.  Kelompok-kelompok masyarakat sipil
dapat bekerja untuk menjamin agar laporan-laporan
mereka menjadi terkenal dan usulan-usulan mereka
kepada para pemerintah dilaksanakan.

n Para donatur yang mendukung reformasi
pemasyarakatan di negara-negara lainnya bisa
bekerja untuk menjamin agar isu-isu gender
ditangani.
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6 Usulan-usulan pokok

1. Penilaian dan pengumpulan data informasi: Urai -
kan sistem pemasyarakatan untuk menjamin agar
dampaknya tidak bersifat diskriminatif dan sistem
tersebut menangani secara adil dan setara semua
orang yang dipengaruhinya, termasuk para
petugas dan keluarga-keluarga para narapidana.
Pengumpulan data resmi tentang sistem
pemasyarakatan harus memberikan informasi
yang dipisahkan menurut jenis kelamin,
penggunaan penahanan pra-peradilan serta
tingkat dan panjangnya penghukuman, dan
menjamin agar data tentang tingkat kejadian
kekerasan disediakan dan menunjukkan tingkat
kekerasan berbasis gender.

2. Pengawasan dan pemantauan: Jamin agar
sistem-sistem pengawasan memantau isu-isu
gender, dan bahwa laporan-laporan para
pengawas diterbitkan dan menerima jawaban
pemerintah. Para pe ngawas harus independen
dari administrasi lem baga pemasyarakatan dan
bisa mengakses pada setiap saat pada semua
tempat penahanan.  Tim pengawasan harus terdiri
dari baik pria maupun wanita, dan dapat akses
keahlian kesehatan.

3. Mekanisme keluhan: Berlakukan di semua lem -
baga pemasyarakatan sistem-sistem keluhan
yang terpercaya, sehingga kejadian kekerasan
ber basis gender dapat dilaporkan tanpa kor ba ni -
sasi pengadu.

4. Pengamanan dan aktivitas yang sesuai: Jamin
agar narapidana wanita tidak menjadi sasaran
ting kat pengamanan yang lebih ketat daripada
yang diperlukan oleh tingkat bahaya yang mereka
tim-bulkan. Kegiatan pendidikan dan kejuruan di
lem baga pemasyarakatan harus cocok untuk
mem persiapkan baik pria maupun wanita untuk
ke per cayaan pada kemampuan diri sendiri pada
saat mereka meninggalkan lembaga pe ma sya ra -
kat an.

5. Hubungan dengan keluarga: Tempatkan
hubungan dengan keluarga pada pusat kegiatan
lembaga pemasyarakatan, sebagai suatu jalan
menuju memanusiakan rezim lembaga
pemasyarakatan dan memperkuat ikatan
keluarga.  Hubungan de ngan keluarga harus tidak
pernah ditolak atau dikurangkan sebagai bagian
dari sistem disipliner. Kunjungan yang didalamnya
kontak fisik dilarang dapat dijatuhkan hanya
dalam hal terdapat bukti jelas tentang risiko
keamanan.

6. Martabat manusia: Pastikan penghormatan atas
martabat manusia merupakan prioritas utama
dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan dan
dalam peraturan prosedur. Peraturan-peraturan
yang jelas dan tidak mendua artinya harus me nya -
ta kan bahwa petugas pria harus tidak pernah

meng geledah narapidana wanita, dan tidak boleh
masuk tempat di mana para wanita mengenakan
pakaian dan mandi.  Prosedur lembaga pe ma sya -
rakatan, terutama sehubungan dengan
penggeledahan telanjang dan pemeriksaan
rongga badan, harus berdasarkan pada syarat
benar se hu bungan dengan pria dan narapidana
pe rem puan.

7. Kekerasan berbasis gender: Berlakukan
mekanisme untuk melindungi semua narapidana
dari kekerasan berbasis gender yang dilakukan
oleh para petugas lembaga pemasyarakatan atau
para narapidana lainnya.  Jamin agar mekanisme
keluhan dan pengawasan memudahkan
pelaporan kekerasan berbasis gender, dan jamin
agar penganiayaan tersebut dipidana dan korban
didukung.

8. Perawatan kesehatan: Usaha keras untuk kualitas
pe rawatan kesehatan di lembaga pe masya -
rakatan yang tinggi dan yang dihubungkan
dengan sistem kesehatan masyarakat, agar me -
nangani kebutuhan kesehatan khusus bagi
narapidana pria dan perempuan.

9. Wanita hamil dan ibu-ibu: Jatuhi hukuman penjara
kepada wanita hamil dan ibu-ibu dengan anak-
anak kecil hanya dalam keadaan yang me-
maksakannya.  Wanita yang melahirkan di rumah
sakit di luar lembaga pemasyarakatan ha rus tidak
pernah dikenakan borgol, rantai atau besi dan
harus menerima perawatan se bagai mana cocok.
Jika anak-anak ditahan da lam lem baga
pemasyarakatan bersama ibunya, ling kungan
yang didalamnya anak-anak dirawat harus sejauh
mungkin mencerminkan kehidupan di masyarakat
di luar.

10. Perekrutan dan pelatihan petugas lembaga
pemasyarakatan: Reformasi perekrutan dan pe -
latihan petugas lembaga pemasyarakatan, untuk
menjamin pelatihan awal dan in-service yang
cocok.  Perlindungan para narapidana dari ke ke -
ras an seksual dan penanganan kebutuhan na ra pi -
dana pria dan perempuan yang berbeda harus
menjadi unsur pokok pelatihan petugas lem baga
pe masyarakatan.  Jamin kesempatan yang sama
untuk petugas lembaga pema sya ra kat an
perempuan dan LGBT.

11. Masyarakat sipil: Rintis jalan supaya masyarakat
sipil dapat dilibatkan dalam lembaga-lembaga
pemasyarakatan, termasuk kelompok-kelompok
yang tertarik pada narapidana wanita dan LGBT.
Ini adalah salah satu cara penting untuk
mencegah penganiayaan dan berusaha menjamin
agar wanita, anak-anak dan kelompok yang
rentan lainnya mendapatkan akses pelayanan
spesialis yang mereka butuhkan, di lembaga pe -
masyarakatan dan setelah pembebasan.

12. Dukungan untuk reformasi pemasyarakatan:
Bangun dukungan masyarakat untuk reformasi
pemasyarakatan, beker ja sama dengan
parlemen, masyarakat sipil dan media massa.
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7 Sumber daya tambahan

Situs web yang berguna

International Centre for Prison Studies [Pusat Kajian
Kepenjaraan Internasional] -
http://www.prisonstudies.org

Quaker Council for European Affairs [Dewan Quaker
Urusan Eropa]: Women in Prison [Wanita dalam
Penjara] -
http://www.quaker.org/qcea/prison/index.html

Stop Prisoner Rape [Hapuskan Perkosaan
Narapidana] - http://www.spr.org/ Penal Reform
International [Reformasi Pemasyarakatan
Internasional] - http://www.penalreform.org/

Penal Reform and Justice Association [Perhimpunan
Reformasi Pemasyarakatan dan Keadilan] -
http://www.prajaindia.org/prajainaction.html

Women’s Prison Association [Perhimpunan Penjara
Wanita]- http://www.wpaonline.org/

Panduan praktis dan buku-buku petunjuk

Coyle, A., A Human Rights Approach to Prison
Management [Pendekatan HAM terhadap
Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan], London:
International Centre for Prison Studies [Pusat Kajian
Kepenjaraan Internasional], 2002.
http://www.prisonstudies.org

International Centre for Prison Studies [Pusat Kajian
Kepenjaraan Internasional], Guidance Notes on
Prison Reform [Catatan Penuntun tentang
Reformasi Pemasyarakatan], London, 2005.
http://www.prisonstudies.org/

OECD DAC. OECD DAC Handbook on Security
System Reform: Supporting Security and Justice
[Buku Petunjuk OECD DAC tentang Reformasi
Keamanan: Mendukung Keamanan dan
Keadilan],
2006.http://www.oecd.org/dataoecd/43/25/38406485.
pdf

Zweig, J.M. dan lainnya, Addressing Sexual
Violence in Prisons: A National Snapshot of
Approaches and Highlights of Innovative
Strategies Final Report [Menangani Kekerasan
Seksual di Lembaga-lembaga Pemasyarakatan:
Laporan Terakhir Potret Nasional Pendekatan
dan Bagian yang Paling Menarik dari Strategi-
strategi Inovatif], (The Urban Institute: Washington),

2006.
http://www.urban.org/UploadedPDF/411367_psv_pro
gr ams.pdf 

Artikel dan laporan online

International Committee of the Red Cross [Palang
Merah Internasional], Addressing the Needs of
Women Affected by Armed Conflict [Menangani
Kebutuhan Wanita yang Terpengaruh oleh
Peperangan], Part II [Bagian II] Women Deprived of
their Freedom [Wanita yang Dirampas Kebebasan
Pribadi], 2004.
http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/p08
40/$File/ICRC_002_0840.PDF!Open

Bastick, M., Women in Prison: A Commentary on
the Standard Minimum Rules for the Treatment of
Prisoners [Wanita di Penjara: Komentar tentang
Peraturan-Peraturan Standar Minimum bagi
Perlakuan terhadap Narapidana], (Quaker United
Nations Office [Kantor Quaker PBB]: Jenewa), 2005.

http://www.quno.org/geneva/pdf/humanrights/Comm
ent ary-SMR-women-in-prison.pdf

Buku dan publikasi non-online lainnya

Alfredsson, G. dan Tomaševski, K., A Thematic
Guide to Documents on the Human Rights of
Women [Panduan Tematik pada Dokumen-
dokumen tentang Hak-hak Asasi Wanita],
(Martinus Nijhoff Publishers: Denhag), 1995.

Carlen, P., Women and Punishment: The struggle for
justice [Wanita dan hukuman: Perjuangan untuk
keadilan], (Willan Publishing: Cullompten, Devon),
2002.

Cruells, M. dan Igareda, N., Women, Integration
and Prison [Wanita, Pemaduan dan Penjara],
(Aurea Editores: Barcelona), 2005.

Devlin, A., Invisible Women [Wanita tak Terlihat],
(Waterside Press: Winchester), 1998.

McMahon, M., Women on Guard: Discrimination
and Harassment in Corrections [Wanita Waspada
: Diskriminasi dan Pelecehan di
Pemasyarakatan], (University of Toronto Press:
Toronto), 1999.

Shankardass, R.D., Barred for Life Scarred for
Life: Experiences and Voices of Women in the
Criminal Justice System [Terintang selama
Hidup, Ternoda selama Hidup: Pengalaman dan
Suara Wanita dalam Sistem Peradilan Pidana],
(PRAJA: Gurgaon, India), 2004.
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Handbook for Prison Staff [Pendekatan HAM untuk
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Petugas Lembaga Pemasyarakatan], (International Centre for

Prison Studies [Pusat Kajian Kepenjaraan Internasional]:
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Kuatlah pengakuan bahwa reformasi sektor keamanan (RSK) harus memenuhi
kebutuhan keamanan yang berbeda bagi pria, wanita, lelaki dan anak pe rem -
puan.  Keterpaduan isu-isu gender juga faktor utama bagi efektifitas dan akun -
ta bilitas sektor keamanan serta pemilikan lokal dan legitimasinya proses RSK.

Catatan Praktik ini memberikan sebuah pengenalan yang singkat mengenai
manfaat dari keterpaduan isu-isu gender dalam reformasi pemasyarakatan, dan
juga informasi yang praktis untuk melakukannya.

Mengapa gender penting untuk reformasi pemasyarakatan?

Standar-standar hak-hak asasi manusia

n Lembaga-lembaga kepenjaraan/pemasyarakatan mematuhi standar HAM
internasional dan nasional, yang mengharuskan perlakuan yang 'bersifat
kemanusiaan dan menghormati kemartabatan yang merupakan sifat manusia'
terhadap semua orang yang dirampas kemerdekaannya.

n Untuk mencegah dan menanggapi kekerasan seksual di lingkungan
kepenjaraan/pemasyarakatan, termasuk kekerasaan seksual yang dilakukan
oleh petugas lembaga kepenjaraan/pemasyarakatan.

Kebijakan kepenjaraan/pemasyarakatan yang bersifat non-diskriminatif

n Untuk menjamin agar kebijakan dan prosedur kepenjaraan/pemasyarakatan
men cerminkan dan menangani kebutuhan tertentu narapidana perempuan dan
pria, remaja, anak-anak dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan lain nya.

Rehabilitasi narapidana

n Untuk menjamin agar prasarana-prasarana untuk rehabilitasi dan reintegrasi
narapidana menangani dan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan
narapidana pria maupun perempuan, dan juga kenyataan-kenyataan dalam
masyarakat di kampung halamannya, tanpa melemahkan universalitas
standar-standar yang dianjurkan mengenai kesopanan dan kemartabatan.

Kesehatan masyarakat

n Untuk menunjang kesehatan masyarakat yang lebih baik dengan menangani
penyakit menular seksual yang diderita narapidana pria dan perempuan serta

Gender merujuk pada peran dan hubungan, ciri kepribadian, sikap, tingkah laku dan nilai-nilai yang
dihubungkan masyarakat dengan pria dan wanita.  Karena itu, ‘gender’ merujuk pada perbedaan yang
dipelajari antara pria dan wanita, sedangkan ‘jenis kelamin’ merujuk pada perbedaan biologis antara pria dan
perempuan.  Peran gender sangat bervariasi di dalam dan antar kebudayaan dan dapat berubah sepanjang
waktu.  Gender tidak hanya merujuk pada wanita atau pria tetapi juga pada hubungan antara mereka.

Reformasi pemasyarakatan adalah usaha-usaha yang dilaksanakan untuk mengubah suatu sistem
kepenjaraan [di Indonesia, disebut ‘pemasyarakatan’] agar menyesuaikan sistem tersebut dengan rule of law
dan kerangka hak-hak asasi manusia (HAM) internasional.  Reformasi kepenjaraan/pemasyarakatan bertujuan
menjamin sanksi-sanksi yang proporsional, non-diskriminatif dan rehabilitatif, dan untuk mengubah lembaga-
lembaga kepenjaraan (di Indonesia, disebut 'lembaga-lembaga pemasyarakatan') menjadi tempat yang
didalamnya martabat manusia dihormati, dan menjamin agar orang-orang yang dijatuhi hukuman penjara dapat
memanfaatkan hak-hak hukum mereka.1

Catatan Praktik ini berdasarkan atas sebuah Tool (Alat) yang lebih panjang dan keduanya merupakan
bagian dari Toolkit Gender dan RSK. Dirancang untuk memberikan pengenalan pada isu-isu gender
kepada praktisi reformasi sektor keamanan dan para pembuat kebijakan, Toolkit ini terdiri dari 12 Tools
dengan Catatan Praktisnya - lihat Informasi lebih lanjut.
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menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang
memadai kepada narapidana perempuan,
termasuk wanita hamil.

Mendukung pria dan wanita sebagai petugas di
sektor kepenjaraan/pemasyarakatan

n Untuk mempromosikan keikutsertaan secara
penuh baik wanita dan pria sebagai petugas di
sektor kepenjaraan/pemasyarakatan.

n Untuk secara memadai mencegah dan me nang -
gapi pelecehan seksual dan diskriminasi ter hadap
petugas lembaga kepenjaraan/pe masya rakatan.

Bagaimana gender dapat dipadukan

ke dalam reformasi pemasyarakatan?

Penilaian

Laksanakan penilaian gender terhadap sistem
kepenjaraan/pemasyarakatan.  Pisahkan segala data
(paling sedikit) menurut jenis kelamin, usia dan afiliasi
etnis.  Penilaian tersebut harus memandang:

4 Perundang-undangan yang berlaku

4 Kebijakan dan prosedur ke pe n ja ra an/ pe masya -
rakatan untuk narapidana perempuan maupun pria

4 Luasnya program dan layanan yang tersedia bagi
pria dan wanita

4 Akses layanan kesehatan

4 Data mengenai tingkat kekerasan berbasis gender
(GBV) di  lembaga-lembaga kepenjaraan/
pemasyarakatan

4 Penyamaan antara petugas lembaga pemenjaraan/
pemasyarakatan pria maupun perempuan

4 Kode perilaku yang berlaku untuk memerintah ting -
kah laku petugas penjara/lembaga pema sya ra kat an

4 Adanya mekanisme-mekanisme keluhan dan
pengawasan untuk memantau kepatuhan dengan
kebijakan, prosedur dan kode perilaku

Kebijakan dan prosedur yang tanggap terhadap
gender

n Evaluasi kebijakan dan prosedur kepenjaraan dari
perspektif gender untuk memastikan bahwa ke -
bijak an dan prosedur tersebut bersifat proporsional,
non-diskriminatif dan menangani kebutuhan na -
rapidana perempuan dan pria yang berbeda.  Khu -
susnya, menjamin agar wanita tidak menghadapi
dis kriminasi ketika ditahan pra-peradilan atau kla -
sifikasi keamanan.

n Men jamin agar narapidana pria maupun pe rem -
puan ditahan di lembaga kepenjaraan/pe masya ra -
katan yang dekat keluarga mereka, dan bahwa
pe  ngaturan ditetapkan untuk mendukung hu bung -
an keluarga secara teratur.

n Menjamin akses perawatan kesehatan bagi
narapidana pria maupun perempuan (lihat Kotak 1),
ter masuk akses dokter wanita bagi narapidana wa -
nita dan perawatan kesehatan reproduksi, dan juga
layanan kesehatan jiwa yang independen.

n Menjamin agar kebutuhan kesehatan fisik dan jiwa
wa nita hamil, ibu menyusui dan anak-anak juga
diakui dan dipenuhi.

Cegah dan Tanggapi GBV

n Tetapkan kode perilaku tentang pelecehan seksual,
dis kriminasi dan GBV yang dilakukan petugas lem -
ba ga kepenjaraan/pemasyarakatan, dan me ka nis -
me-mekanisme untuk mengajukan laporan se cara
ra hasia.

n Tetapkan perundang-undangan, protokol dan pro -
sedur untuk penanggulangan GBV yang diderita na -
ra pidana, termasuk langkah preventif maupun
pe  ngambilan tindakan hukum, dan juga protokol ten -
 t ang perawatan dan referral korban (lihat Kotak 2).

n Jamin adanya petugas-petugas yang sesuai dan
berketerampilan untuk menangani isu-isu gender
yang sensitif seperti penganiayaan seksual dan
bentuk-bentuk GBV lainnya.

n Ciptakan budaya toleransi nol terhadap pelecehan
sek sual, penganiayaan dan perbuatan jahat oleh
pe tugas lembaga kepenjaraan/pemasyarakatan
dan mempromosikan budaya rasa hormat pada
hak-hak narapidana, termasuk hak mendapatkan
man faat seperti kunjungan hubungan swami-isteri,

Kepatuhan terhadap kewajiban menurut undang-undang dan
instrumen hukum internasional

Pengambilan prakarsa untuk memadukan isu-isu gender ke dalam
reformasi pemasyarakatan bukan sekedar masalah efektivitas
operasional; pemaduan ini diharuskan untuk mematuhi undang-undang,
instrumen dan norma internasional dan regional tentang keamanan dan
gender.  Instrumen utama meliputi:

n Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap
Perempuan (1979)

n Kumpulan Prinsip-prinsip untuk Perlindungan Semua Orang di bawah
Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan Apa Pun (1988)

Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Lampiran Toolkit tentang
Undang-Undang dan Instrumen Internasional dan Regional.

Perhimpunan Reformasi Kepenjaraan dan Peradilan India (PRAJA, Indian Penal Reform and Justice Association) menyelenggarakan Kamp Kesehatan
selama seminggu di dua penjara di Hyderabad dan Rajahmundry, sebagai bagian dari suatu program untuk menunjang kesehatan jiwa dan perawatan
narapidana wanita.  Kamp-kamp kesehatan ini menyediakan fasilitas sebagai berikut bagi semua wanita dan anak-anak yang ditahan dalam penjara-
penjara itu: pemeriksaan kesehatan yang mencakup pemeriksaan tekanan darah; pemeriksaan dada, kulit, tingginya, berat badannya dan keadaan
kesehatan umum; pemeriksaan darah, gigi, mata, hidung dan tenggorokan; pemeriksaan ginekologi; pembuatan usulan mengenai gizi dan obat-obatan;
memberikan jawaban pada pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah fisik atau kejiwaan lainnya.  Proyek Kamp Kesehatan PRAJA ini menunjukan
bagaimana, di negara yang sangat miskin pun, metode-metode dapat ditemukan untuk memungkinkan pengantaran hak-hak asasi meskipun terdapat
masukan sumber daya yang terbatas.

Kotak 1 Perawatan kesehatan bagi narapidana
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tan pa mengindahkan jenis kelamin, orientasi
seksual atau afiliasi etnis mereka.

Mekanisme pengawasan dan keluhan

n Tetapkan mekanisme-mekanisme dan badan-
badan pengawasan internal maupun eksternal
pada tingkat nasional yang mencakup sistem-
sistem pemeriksaan independen serta pelaporan
dan pencatatan yang jelas:

- Tim-tim pemeriksaan yang dianggotai para pe -
meriksa pria maupun perempuan, dan para pe -
meriksa yang memiliki keahlian dalam isu-isu
gen der, agar mendapatkan kepercayaan semua
nara pidana dan menangani secara memadai ma -
salah-masalah seperti GBV.

- Libatkan para ahli kesehatan dalam tim pe me rik -
sa an itu untuk menilai fasilitas dan prosedur pen -
jara.

n Ciptakan mekanisme-mekanisme keluhan intern
yang tanggap terhadap gender:

- Menjamin agar prosedur keluhan dapat diakses,
serahasia mungkin, dan narapidana dilindungi
dari tindakan balas dendam.

- Periksa keluhan secara independen supaya
melindungi narapidana pria maupun perempuan
dari pelanggaran HAM, dan juga melindungi pe tu -
gas lembaga kepenjaraan/pemasyarakatan dari
tu dingan palsu.

- Jamin agar narapidana yang buta huruf juga
benar-benar mampu memahami dan mengakses
mekanisme-mekanisme keluhan.

Pelatihan gender

n Sediakan pelatihan gender untuk semua petugas
lembaga kejenjaraan/pemasyarakatan, termasuk
topik-topik seperti:

- Hak-hak asasi narapidana dan perlakuan yang
cocok terhadap pria, wanita, anak lelaki dan anak
pe rempuan di lembaga-lembaga kepenjaraan/
pemasyarakatan.

- Pencegahan dan tanggapan yang cocok ter ha -
dap GBV, termasuk perkosaan pria.

- Kesehatan  dan kebersihan untuk narapidana pe -
rem puan, termasuk penyediaan bahan-bahan se -
perti pembalut wanita dan fasilitas toilet yang
me madai.

- Kebutuhan  tertentu kelompok-kelompok na ra pi -
da na yang rentan, seperti wanita hamil dan ibu
ber anak kecil yang juga tinggal di lembaga ke -
pen jaraan/pemasyarakatan itu.

- Kebutuhan-kebutuhan narapidana wanita pra-pe -
le pasan dan pada saat pelepasan, termasuk pe -
ru  mahan yang aman, tunjangan untuk re u ni fika si
keluarga dan pelatihan kejuruan.

n Tingkatkan partisipasi para wanita dan organisasi-
organisasi masyarakat sipil

n Tingkatkan perekrutan, retensi dan kemajuan para
petugas lembaga pemasyarakatan wanita.

n Dalam kerja sama dengan organisasi-organisasi
ma  syarakat sipil, sediakan layanan bagi na ra pi da -
na perempuan seperti konseling profesional yang
te tap rahasia (lihat Kotak 3).

n Libatkan masyarakat sipil, terutama organisasi-or -
ga nisasi wanita, dalam proses-proses reformasi
pe masyarakatan:

- Bangun dukungan masyarakat untuk reformasi
pe masyarakatan, melalui pelaksanaan bekerja
sa ma dengan parlemen, masyarakat sipil dan
me dia massa.

- Laksanakan kerja sama dengan organisasi-
organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan
kesadaran dan membangun kemampuan internal
tentang keprihatinan-keprihatinan gender dalam
sistem pemasyarakatan.

- Bangun kemampuan organisasi-organisasi
masyarakat sipil untuk memantau sistem
pemasyarakatan dari perspektif gender.

Tersedia juga di Tool 5…

- Beberapa contoh dan kiat untuk prosedur-prosedur pemeriksaan dan
keluhan yang tanggap terhadap gender

- Pertimbangan-pertimbangan untuk membaikkan pengaturan
lembaga kepenjaraan/pemasyarakatan tentang kunjungan-
kunjungan

- Pemel iharaan martabat manusia dalam sistem
kepenjaraan/pemasyarakatan

- Protokol 12-langkah untuk menanggapi dan menyelidiki dugaan
penganiyaan seksual

- Pemenuhan kebutuhan wanita hamil dan ibu-ibu muda

Di Amerika Serikat, Stop Prisoner Rape (Hentikan Perkosaan
Narapidana) telah menkampanyekan selama bertahun-tahun
menentang penganiayaan ini.  Pada tahun 2003, Undang-Undang
tentang Penghapusan Perkosaan di Penjara diundangkan.  Undang-
undang tersebut menyerukan pengumpulan data statistik nasional
tentang perkosaan di lembaga-lembaga pemasyarakatan di Amerika
Serikat, penyusunan panduan bagi negara-negara bagian tentang
bagaimana menangani perkosaan narapidana, pembentukan panel kaji
ulang untuk mengadakan sidang tahunan dan pemberian subsidi
kepada negara-negara bagian untuk memerangi masalah tersebut.
Sebuah evaluasi tiga tahun pertama sejak pengesahan Undang-
Undang tersebut menunjukkan kemajuan besar dalam usaha
mengurangi kejadian perkosaan di lembaga-lembaga pemasyarakatan
melalui:

- Pembuatan kebijakan (daripada kerahasiaan dan penyangkalan)

- Pencegahan (melalui penempatan narapidana yang lebih
dipertimbangkan, pengurangan kepadatan narapidana dan
pendidikan bagi narapidana)

- Pemeriksaan dan penuntutan

- Pelayanan bagi korban

- Pelatihan petugas

- Ker ja sama dengan badan-badan di  luar bidang
kepenjaraan/pemasyarakatan

Box 2 Menghapuskan perkosaan di
lembaga-lembaga
kepenjaraan/pemasyarakatan
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Tantangan dan peluang pasca

konflik

Dalam konteks pasca-konflik, pembangunan kembali
sistem kepenjaraan/pemasyarakatan sering di ang -
gap sebagai prioritas rendah dibandingkan dengan
ke butuhan rekonstruksi lainnya. Dalam konteks ini,
pe nga rusutamaan isu-isu gender dalam reformasi
ke penjaraan/pe masyarakatan sering tidak di per ha -
tikan dan didukung secara memadai.  Dengan de -
mikian, perlu dipastikan bahwa badan administratif
yang berkuasa memahami kebutuhan untuk fasilitas
penahanan yang tanggap terhadap gender.

Tantangan bagi pemaduan isu-isu gender

n Lembaga-lembaga kepenjaraan/pemasyarakatan
mungkin menimbulkan asosiasi yang sangat buruk
ba gi para penduduk suatu negara akibat pe na han -
an tanpa pemeriksaan pengadilan, perkosaan, pe -
nyik saan dan pelaksanaan hukuman mati.

n Sistem kepenjaraan/pemasyarakatan sebelumnya
mungkin sudah tidak berfungsi, prinsip-prinsip rule of
law mungkin tidak diterapkan dan kesetaraan gen -
der mungkin suatu konsep yang belum dikenal.
Lem  baga kepenjaraan/pemasyarakatan tersebut
mung  kin dikelola oleh pihak kepolisian atau pihak
mi liter, bertentangan dengan praktik HAM yang baik.

Peluang-peluang untuk pemaduan isu-isu gender

n Pembangunan kembali mungkin menjadi ke sem -
patan untuk mendukung penciptaan suatu sistem
yang kurang kejam, lebih tanggap terhadap gender
dan lebih dipercaya oleh masyarakat.

n Ling kungan pasca-konflik dapat memberikan ke -
sempatan untuk mengadakan sensus dan pro ses
pe ngakuan untuk menentukan jumlah dan identitas
pa ra petugas sistem kepenjaraan/ pe ma sya rakatan
dan kemudian melaksanakan proses pe nyaringan
un tuk mengenali petugas-petugas yang diduga me -
la kukan pelanggaran HAM berat.

?? Pertanyaan-pertanyaan mengenai

reformasi pemasyarakatan

Salah satu cara yang paling baik untuk mengenali ti -
tik-titik masuk, kekuatan dan kelemahan untuk pe -
maduan perspektif gender ke dalam reformasi
pe masyarakatan adalah melakukan penilaian.  Be -
rikut ini adalah contoh-contoh pertanyaan yang pe n -
ting untuk dimasukkan ke dalam proses-proses
pe nilaian, pemantauan dan evaluasi.

n Apakah undang-undang, kebijakan dan prosedur
di terapkan yang menangani secara memadai isu-
isu seperti perkosaan di lembaga-lembaga
kepenjaraan/ pemasyarakatan?

n Apakah ada badan-badan pengawasan dan pe -
mantauan eksternal yang independen yang secara
efektif memantau pelecehan seksual, diskriminasi,
perkosaan dan bentuk-bentuk GBV lainnya?

n Apakah proses-proses pencatatan memungkinkan
pe narikan kesimpulan mengenai perlakuan ter -
hadap kelompok-kelompok yang berbeda?  Apakah
data statistik dipisahkan menurut jenis kelamin, u -
sia dan afiliasi etnis?  Apakah data statistik tersebut
di sediakan pada masyarakat umum, media massa
dan badan-badan pengawasan pemerintah?

n Apakah baik narapidana pria maupun narapidana
perempuan dapat mengakses layanan kesehatan?
Pe ngaturan apa disediakan untuk kesehatan jiwa
dan fisik wanita hamil, ibu-ibu menyusui dan anak-
anak?

n Dengan cara apa hubungan keluarga dijamin untuk
pria dan wanita yang meringkuk di tahanan?

n Apakah sistem kepenjaraan/pemasyarakatan me -
laksanakan prakarsa-prakarsa tertentu untuk men -
cegah dan menanggapi GBV, seperti menyediakan
la yanan kepada korban GBV?

n Apakah petugas lembaga-lembaga kepenjaraan/
pemasyarakatan diberikan pelatihan tentang isu-
isu gender, termasuk pelatihan khusus tentang pe -
le cehan seksual, perkosaan dan bentuk-bentuk
kekerasan seksual lainnya?

n Apakah wanita dan pria terwakili secara pro -
porsional di antara petugas lembaga-lembaga ke -
penjaraan/ pemasyarakatan?  Apakah petugas
wa nita melaksanakan peran pengawasan dan pe -
nge lolaan?  Apakah prakarsa-prakarsa diambil un -
tuk meningkatkan perekrutan, retensi dan
ke majuan petugas wanita?

n Apakah masyarakat sipil terlibat dalam kegiatan pe -
nilaian, perumusan kebijakan, pemantauan dan pe -
nga wasan terhadap lembaga-lembaga
pe   ma syarakatan?

Majelis Parlemen Eropa dalam Resolusi Nomor 1356 Tahun 2004 memutuskan bahwa majelis ini tidak lagi akan mempertimbangkan daftar calon
untuk Pengadilan HAM Eropa yang tidak mencakup setidaknya satu calon dari setiap jenis kelamin.  Peraturan ini diubah setahun kemudian untuk
memungkinkan daftar calon satu jenis kelamin, asalkan daftar tersebut berasal dari jenis kelamin yang kurang terwakili di Pengadilan (saat ini
wanita).  Ketika langkah ini disepakati, terdapat 11 hakim wanita dan 32 hakim pria: wanita hanya merupakan 26% dari komposisi hakim
Pengadilan tersebut.  Mulai bulan April 2007, keadaan tersebut sudah membaik, walaupun sedikit: pada saat itu terdapat 14 hakim wanita dan 32
hakim pria; wanita merupakan 30% dari komposisi hakim Pengadilan tersebut.5

Box 4 Lebih banyak hakim wanita di Pengadilan HAM Eropa
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Catatan Praktis ini disiapkan oleh Anna Korneeva dari UN-
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Kepenjaraan Internasional] dan diterjemahkan dari bahasa
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Toolkit Gender dan RSK

1. Reformasi Sektor Keamanan dan Gender

2. Reformasi Kepolisian dan Gender

3. Reformasi Pertahanan dan Gender

4. Reformasi Peradilan dan Gender

5. Reformasi Pemasyarakatan dan Gender

6. Manajemen Perbatasan dan Gender

7. Pengawasan Parlementer terhadap Sektor Keamanan dan 

Gender

8. Pembuatan Kebijakan Keamanan Negara dan Gender

9. Pengawasan Masyarakat Sipil terhadap Sektor Keamanan 

dan Gender

10. Perusahaan-perusahaan Militer dan Keamanan Swasta

dan Gender

11. Penilaian, Pemantauan dan Evaluasi RSK dan Gender

12. Pelatihan Gender bagi Aparat Sektor Keamanan

Lampiran Undang-Undang dan Instrumen Internasional dan

Regional

Setiap tool (alat) dan catatan praktik ini tersedia dari:

www.dcaf.ch, www.un-instraw.org and www.osce.org/odihr.
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1Pendahuluan
‘Badan-badan pengelola perbatasan 

yang efektif dan terpadu sangat penting 
untuk menjamin keselamatan dan keamanan 

masyarakat, mempromosikan kestabilan 
regional dan memfasilitasi perdagangan dan 

pembangunan.’

Buku Petunjuk OECD DAC 1

Batas-batas negara yang dikelola secara efektif 
menjamin tidak terganggunya arus perpindahan 
manusia, barang dan jasa, yang turut menimbulkan 
pertumbuhan ekonomi dan keamanan manusia.  
Pencegahan, pendeteksian dan penyelidikan 
yang dilakukan secara kuat oleh petugas penjaga 
perbatasan menjerakan kegiatan kejahatan, 
sedangkan upaya antar negara untuk menangani 
kejahatan lintas-batas memperkuat kolaborasi 
regional.

Tool ini berfokus pada reformasi manajemen 
perbatasan (pengelolaan batas wilayah negara 
dan kawasan perbatasan) maupun cara-cara yang 
berbeda yang didalamnya transaksi perbatasan 
mempengaruhi kehidupan wanita, pria, anak lelaki 
dan anak perempuan.  Tool ini meliputi berbagai 
fungsi pengawasan perbatasan – kepabeanan, 
keimigrasian dan penegakan hukum – dan 
menunjukkan manfaat operasional dari upaya-
upaya untuk menjamin agar perspektif gender 
dimasukkan ke dalam kebijakan, prosedur dan 
praktek pengelolaan perbatasan.

Tool ini dirancangkan untuk menyediakan 
suatu perkenalan dasar pada isu-isu seputar 
manajemen perbatasan dan gender bagi pegawai 
negeri (termasuk para negara donor), dan juga 
untuk organisasi-organisasi internasional dan 
regional (seperti PBB, OSCE, IOM dan EU), yang 
bertanggungjawab atas pengembangan kebijakan, 
perencanaan dan penyusunan (programming) 
tentang pengelolaan perbatasan.  Para anggota 
parlemen, organisasi-organisasi masyarakat sipil, 
akademisi dan para peneliti yang berkerja di bidang 
pengelolaan perbatasan dan/atau isu-isu gender 
juga dapat memanfaatkan Tool ini.

Tool ini terdiri dari:
Perkenalan konseptual pada manajemen  ■
perbatasan dan gender
Garis besar tentang hal-hal yang membuktikan  ■
bahwa pemaduan gender memperkuat 
pengelolaan perbatasan
Tindakan-tindakan untuk memadukan gender ke  ■
dalam manajemen perbatasan
Pembahasan tentang isu-isu seputar gender dan  ■
manajemen perbatasan tertentu dalam konteks 
negara pasca-konflik, negara dalam masa 
transisi, negara berkembang, dan negara maju
Usulan-usulan pokok ■

Sumber daya tambahan ■

Tool ini merupakan suatu sumber daya untuk perumusan 
kebijakan, perencanaan dan penyusunan (programming) 
pengelolaan perbatasan yang tanggap terhadap gender.  
Tool ini merupakan salah satu sumber daya pertama tentang 
pengelolaan perbatasan dan gender yang meliputi berbagai 
studi kasus, kiat dan contoh yang terdapat dari bidang-
bidang penegakan hukum lainnya, yang dapat disesuaikan 
dengan konteks-konteks pengelolaan perbatasan tertentu.  
Banyak contoh dari Kosovo digunakan – yang mencerminkan 
baik pengalaman penulis sendiri di Kosovo maupun skala 
perhatian yang disetiai reformasi sektor keamanan di sana.

2 Apa itu manajemen 
perbatasan?
Manajemen perbatasan berkaitan dengan 
pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan 
perbatasannya.  Arti tepatnya bervariasi sesuai 
dengan konteks nasional tetapi biasanya berkaitan 
dengan peraturan, teknik dan prosedur yang 
mengatur kegiatan dan lalu-lintas yang melalui 
daerah atau zona perbatasan tertentu.2  Batas-
batas wilayah negara beragam dan meliputi baik 
yang menangani ribuan orang dan ribuan ton 
barang setiap hari maupun daerah perbatasan 
yang terpencil.  Reformasi manajemen perbatasan, 
sebagai bagian dari proses-proses reformasi sektor 
keamanan, merupakan suatu tantangan yang unik, 
terutama karena reformasi tersebut harus mencapai 

Manajemen Perbatasan
dan Gender



2

Toolkit RSK dan Gender

kompromi yang memuaskan antara upaya-
upaya untuk mencegah illegal entry sedangkan 
memlihara batas-batas tersebut tetap terbuka bagi 
perdagangan dan perburuhan yang sah.

Jasa penjagaan perbatasan, keimigrasian 
dan kepabeanan adalah aktor utama yang 
bertanggungjawab atas pengelolaan perpindahan 
orang dan barang melintasi batas-batas negara. 
Pada umumnya:

Para penjaga perbatasan negara biasanya di 
bawah penguasaan badan penegakan hukum 
sipil atau paramiliter.  Tugas mereka adalah 
mencegahnya kegiatan-kegiatan lintas batas 
yang tidak sah, pendeteksian ancaman terhadap 
keamanan nasional dengan pengamatan terhadap 
perbatasan darat maupun perbatasan laut, dan 
pengendalian orang dan kendaraan di titik-titik 
pintu yang telah diresmikan.3

Pihak keimigrasian bertanggungjawab 
melaksanakan restriksi masuk/keluar, menjamin 
sah atau tidaknya paspor/surat perjalanan, 
mengidentifikasi dan menyelidiki kriminalitas, dan 
memberi bantuan kepada orang-orang yang perlu 
dilindungi.

Kepabeanan, sebuah jasa keuangan, biasanya 
ditugaskan dengan mengatur perpindahan barang 
atau komoditi lintas batas negara.  Fungsinya adalah 
memfasilitasi perdagangan dan menegakkan 
restriksi nasional atas masuk/keluar barang, 
melaksanakan rejim tarif dan pajak expor dan 
impor, dan melaksanakan perlindungan kesehatan 
manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan.

Di negara-negara maju, tugas mengawasi 
perpindahan orang lintas batas negara biasanya 
ditugaskan kepada Kementerian Dalam Negeri.  
Selama peperangan atau kerusuhan regional, 
ketika fokus perhatian dialihkan pada usaha-usaha 
menahannya masyarakat dan melindunginya 
batas wilayah negara dari penyusupan oleh 
musuh, lembaga-lembaga masyarakat sipil sering 
diturunkan ke status sekunder.  Warisan pengelolaan 
perbatasan di banyak negara pasca-konflik dan 
negara dalam masa transisi mungkin menekankan 
secara tidak merata pada pengawasan perbatasan 
sebagai urusan keamanan/pertahanan.

Tantangan yang seringkali muncul di 
bidang manajemen perbatasan meliputi:

Perbatasan panjang yang tidak dipatroli yang  ■
keropos bagi lalu-lintas orang dan kendaraan
Kegiatan kejahatan di daerah perbatasan  ■
(misalnya pelacuran, perdagangan manusia, 
penyelundupan manusia dan terorisme)
Korupsi ■

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap petugas  ■
penjaga perbatasan
Keterpinggiran sosial dan ekonomis daerah  ■
perbatasan

Berbagai reformasi dapat diprakarsai untuk 
menangani tantangan tersebut.  Proses-proses 
reformasi dapat, misalnya, melibatkan pengikatan 
persetujuan regional tentang pengelolaan perbatasan 
(seperti EU Schengen Acquis [Persetujuan dan 
Konvensi Schengen]), pembentukan organisasi 
pengawasan wilayah perbatasan yang terpisah, 
atau peningkatan kapasitas mengidentifikasi 
korban perdagangan manusia.  Sifat dan skala 
proses-proses reformasi manajemen perbatasan 
dipaksakan oleh konteks kesejarahan dan juga 
oleh prioritas keamanan, geografi dan ketersediaan 
sumber daya yang berlaku.  Reformasi manajemen 
perbatasan didorong oleh berbagai faktor yang 
dapat meliputi:

Perlunya pendekatan terpadu kebijakan visa,  ■
suaka dan migrasi.
Penetapan demarkasi dan delimitasi perbatasan  ■
yang sebelumnya disengketakan.
Investasi dalam keanggotaan kelompok- ■
kelompok politik/ ekonomis pada masa depan 
(misalnya, Uni Eropa (EU, European Union) atau 
Masyarakat Ekonomi Afrika Barat (ECOWAS, 
Economic Community of West African States).
Kontribusi untuk dan manfaat dari keamanan  ■
regional.
Tambahan kontribusi dari lembaga-lembaga  ■
finansial.
Pembangunan kerangka prasarana dan hukum. ■

Keanekaragaman yang inheren dalam tugas dan 
pertanggungjawaban dan luasnya lembaga dan 
kepentingan nasional maupun internasional yang 
terlibat, memerlukan suatu pendekatan yang sangat 
terpadu terhadap reformasi manajemen perbatasan.  
Tercapainya perbatasan-perbatasan yang terbuka, 
terkendali dan aman merupakan tanggung jawab 
yang rumit dan memerlukan penanganan yang 
bijaksana.
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3 Mengapa  gender 
penting dalam manajemen 
perbatasan?

Gender merujuk pada peran dan hubungan, ciri kepribadian, 
sikap, tingkah laku dan nilai-nilai tertentu yang dihubungkan 
masyarakat dengan pria dan wanita.  Karena itu, ‘gender’ 
merujuk pada perbedaan yang dipelajari antara pria dan 
wanita, sedangkan ‘jenis kelamin’ merujuk pada perbedaan 
biologis antara lelaki dan perempuan.  Peran gender sangat 
bervariasi di dalam dan antar kebudayaan dan dapat berubah 
sepanjang waktu.  Gender tidak hanya merujuk pada wanita 
atau pria tapi juga merujuk pada hubungan di antara 
mereka.

Pengarusutamaan gender adalah proses menilai implikasi 
terhadap wanita dan pria dari suatu tindakan yang terencana, 
yang meliputi perundang-undangan, kebijakan atau program 
di semua bidang dan pada semua tingkatan.4

Pemaduan isu-isu gender ke dalam proses reformasi 
manajemen perbatasan mempertinggi keberhasilan 
operasional melalui:

Perbaikan pencegahan dan pendeteksian  ■
perdagangan 
Penguatan perlindungan dan pemromosian hak- ■
hak asasi manusia (HAM)
Pembentukan badan-badan pengelola  ■
perbatasan negara yang lebih mencerminkan 
masyarakat yang mereka layani
Peningkatan pemilikan, pengawasan dan  ■
kerjasama lokal

Kepatuhan terhadap kewajiban menurut undang-undang 
dan instrumen internasional
Pemaduan gender ke dalam pengelolaan perbatasan 
diperlukan untuk memenuhi hukum, instrumen dan norma 
baik internasional maupun regional tentang keamanan dan 
gender.
Instrumen utama meliputi:

Protokol untuk Mencegah, Memberantas dan Menghukum  ■
Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan 
Anak, Tambahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 
Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (2000)
Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk  ■
Diskriminasi terhadap Perempuan (1979)
Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 tentang  ■
Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (2000)

Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Lampiran Toolkit 
tentang Undang-Undang dan Instrumen Internasional dan 
Regional.

3.1 Pencegahan dan pendeteksian 
perdagangan dan penyelundupan 
manusia

Pengelolaan perbatasan yang berhasil 
mencegah dan mendeteksi perdagangan dan 
penyelundupan manusia sangat diperlukan baik 
sebagai penjera maupun mata rantai utama 
dalam penindakan hukum terhadap kejahatan 
lokal, regional dan transnasional.  Organisasi 
Perburuhan Internasional (ILO, International 
Labour Organisation) telah memperkirakan bahwa 
setiap tahun 2,45 juta orang diperdagangkan untuk 
kerja paksa di seluruh dunia.5  Saat ini diperkirakan 
bahwa perolehan tahunan dari perdagangan 
manusia global sudah mencapai sebanyak AS$44 
miliar.6  Perdagangan manusia terorganisir yang 
mempunyai tempat berpijak dalam suatu negara 
atau wilayah pasti akan secara cepat bertambah 
besar sehingga menimbulkan risiko berat terhadap 
kestabilan negara-negara yang dipengaruhi.  
Dampak-dampak utama meliputi:

Kekerasan yang semakin bertambah antara  ■
kelompok-kelompok kejahatan terorganisir 
yang menjadi para pemangku kepentingan 
dalam pasar seks dan pasar buruh yang ada: 
Ketika korban yang diperdagangkan dibebaskan 
dari atau dimasukkan pasar seks dan buruh yang 
ilegal, dapat terjadi ‘turf wars’ [perang teritorial] 
yang mengganas yang didalamnya para pelaku 
(trafiker) mempertentangkan unsur-unsur kriminal 
setempat untuk memegang kontrol atas bentuk-
bentuk eksploitasi manusia yang menguntungkan 
ini.
Pertumbuhan dan penganeka-ragaman  ■
kejahatan terorganisir: Perdagangan 
manusia terorganisir tidak terjadi dalam 
keadaan terpisah.  Setelah menjadi berurat-
berakar, jaringan-jaringan trafiking dengan 
cepat akan menganekaragamkan aktifitasnya 
dan mengembangkan penggabungan yang 
saling bermanfaat dengan kelompok-kelompok 
kejahatan terorganisir yang melaksanakan 
kegiatan di bidang-bidang lainnya, misalnya 
terorisme, narkoba dan penyelundupan senjata.
Destabilisasi ekonomi akibat pertumbuhan  ■
pencucian uang: Hasil keuntungan finansial 
dari trafiking dengan cepat akan menyebabkan 
bentuk-bentuk pencucian uang yang canggih 
baik internal maupun eksternal, yang dapat 
melemahkan kondisi pasar finansial maupun 
komersial dan memicu destabilisasi ekonomi.
Pertumbuhan korupsi sektor publik:  ■ Sifat 
berlapisnya perdagangan dan penyelundupan 
manusia memberikan banyak kesempatan untuk 
mengkorupkan aparat berbagai lembaga, dan 
aliran uang kontan berhari-harian yang diperoleh 
dalam aktivitas ini memberikan sarana (cara) 
untuk melemahkan seluruh upaya penegakan 
hukum untuk mengatasinya.

Untuk informasi lebih lanjut lihat
Tool tentang RSK dan Gender
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Korupsi politik dan penjajaan pengaruh:  ■
Demikian pula, dengan kekayaan hasil aktivitas 
kejahatan ini, para pelaku dapat membeli 
pengaruh politik dan mengkorupkan sistem politik 
untuk kepentingan perorangan.
Destabilisasi aliran investasi masuk:  ■ Trafiking 
terorganisir yang menimbulkan pencucian uang 
endemis, korupsi sektor publik dan kehilangan 
kepercayaan pada sistem ekonomi dasar dapat 
menimbulkan dampak-dampak negatif terhadap 
strategi investasi masuknya konglomerasi-
konglomerasi global yang besar.7

Perdagangan manusia merupakan suatu kegiatan 
yang bersifat ‘gendered’.  Walaupun tujuan 
perdagangan seseorang berbeda antara dan 
di dalam daerah, wanita dan anak perempuan 
diperdagangkan terutama untuk dieksploitasi 
sebagai pekerja seks komersial dan pembantu rumah 
tangga.  Para wanita sangat rentan diperdagangkan 
waktu bepergian untuk mencari pekerjaan, terutama 
jika mereka tak ditemani, kurang berpendidikan, 
miskin dan tidak mengetahui taktik yang dipakai 
para pelaku (trafiker).  Para wanita sering kali tidak 
mempunyai surat perjalanan (yang untuk itu mereka 
mungkin memerlukan persetujuan keluarga).  Para 
wanita yang berjalan tanpa surat perorangan 
adalah, menurut definisinya, migran ilegal dan 
sering dimangsai untuk eksploitasi.  Pria dan anak 
lelaki juga diperdagangkan, utamanya ke dalam 
kerja paksa dan penghambaan di industri-industri 
pertanian, konstruksi dan pemabrikan.  Di Afrika 
Barat, misalnya, sudah diketahui bahwa pasukan 
patroli perbatasan menerima suap dari trafiker 
untuk membawa anak lelaki dalam jumlah besar 
melintasi batas negara untuk kerja perbudakan.8  
Prosedur yang tanggap terhadap gender pada 
batas-batas negara menolong pendeteksian 
korban perdagangan manusia (trafiking) maupun 
dibutuhkan untuk menegakkan hak-hak asasi 
korban perdagangan manusia dan orang yang 
diselundupkan.

3.2 Perlindungan dan pemromosian 
hak-hak asasi manusia (HAM)

‘Pelecahan dan pemerasan terhadap orang yang 
bepergian dan para pedagang sudah menjadi 

bagian dari kenyataan kehidupan sehari-hari di 
wilayah perbatasan.’

International Crisis Group [Kelompok Krisis 
Internasional] tentang Asia Tengah9

Semua orang – yang mencakup korban perdagangan 
manusia dan orang yang diselundupkan, dan juga 
pencari suaka dan pengungsi – harus diperlakukan 
di pintu perbatasan dengan cara yang melindungi 
dan mempromosikan hak-hak asasi mereka.  Ketika 
personil pengelolaan perbatasan menghormati hak 

asasi manusia, mereka dipercayai masyarakat.  
Rasa percaya ini menimbulkan peningkatan 
perpindahan orang, barang dan jasa, yang turut 
menimbulkan pertumbuhan ekonomi dan keamanan 
manusia.  Hubungan yang berdasarkan atas 
kepercayaan masyarakat di kawasan perbatasan 
juga mempertinggi kapasitas otoritas perbatasan 
untuk mencegah dan mendeteksi kejahatan.

Berbagai jenis pelanggaran HAM bisa terjadi di 
pos pemeriksaan lintas batas, sebagai berikut:

Penyangkalan hak mencari suaka atau mengakses  ■
prosedur permohonan status pengungsi
Pemprofilan ras/etnisitas yang bersifat  ■
diskriminatif
Permintaan suap oleh pengusaha dan/atau  ■
pedagang lintas batas
Di Tajikistan, misalnya, karena para pedagang 
pria rentan terhadap permintaan suap oleh 
aparat perbatasan, maka wanita, anak-anak dan 
orang yang lebih tua, yang dirasakan kurang 
rentan untuk penganiayaan fisik, dibebankan 
dengan kegiatan perdagangan dan pemasaran.  
Pengedar (trafiker) narkoba skala besar telah 
menugaskan para wanita sebagai kurir, atas 
percaya bahwa mereka kurang rentan terhadap 
pengamatan di pos pemeriksaan perbatasan.10

Penolakan izin melintasi batas-batas atau pos  ■
pemeriksaan perbatasan terhadap orang yang 
membutuhkan perawatan kesehatan
Amnesty International melaporkan kasus yang 
didalamnya para wanita Palestina terpaksa 
melahirkan di atas tanah, dalam taksi atau di 
mobil milik keluarga akibat kelambatan anggota 
tentara Israel melakukan pemeriksaan keamanan, 
penggeledahan atau penolakan pemberian 
izin kepada perseorangan dan ambulans untuk 
melintasi pos pemeriksaan perbatasan.11

Pelecahan dan diskriminasi berdasar jenis  ■
kelamin atau orientasi seksual
Kekerasan fisik yang mencakup pukulan dan  ■
penyiksaan
Eksploitasi seksual, yang didalamnya seseorang  ■
terpaksa mengadakan hubungan seks untuk 
mendapatkan balas jasa berupa izin perjalanan, 
pemberian status pengungsi, atau documentasi 
legal12

Perkosaan dan bentuk-bentuk penganiayaan  ■
seksual lainnya, seperti:
Penganiayaan di perbatasan AS-Meksiko, yang 
utamanya men-target para wanita Meksiko13

Anak perempuan dan wanita diperkosa oleh 
tentara di perbatasan Kosovo-Albania14

Wanita terpaksa menonton video porno oleh 
aparat perbatasan Thailand-Burma15



5

Manajemen Perbatasan dan Gender

Serangan dan penghinaan seksual terhadap 
seorang pria Bangladesh yang diduga keras 
dilakukan Pasukan Keamanan Perbatasan India 
di perbatasan India16

Pelacuran paksa di sekitar daerah perbatasan ■

Wanita dan pria dapat mengalami pelanggaran 
HAM pada batas-batas negara dengan cara yang 
berbeda (lihat Kotak 1).  Dalam keadaan ketegangan 
tinggi atau adanya rasa takut terhadap terorisme, 
lebih besar kemungkinannya pria dan anak lelaki 
ditahan atau ditolak pemasukannya daripada 
wanita.  Menyusul serangan 9/11, pria, tetapi juga 
wanita, yang berasal dari daerah Timur Tengah/
Arab semakin rentan terhadap diskriminasi berbasis 
ras pada batas-batas tertentu.  Wanita, pria, anak 
lelaki dan anak perempuan sangat rentan untuk 
penganiayaan jika mereka tidak mempunyai surat 
indentifikasi.  Mungkin mereka tidak mempunyai 
surat tersebut akibat kemiskinan, kurangnya 
pelayanan pemerintah selama peperangan, atau 
karena surat mereka telah dihancurkan, dicuri 
atau dirampas oleh anggota-anggota keluarga pria 
atau orang lain yang ingin mengurangi kebebasan 
bergerak mereka.  Wanita hamil mungkin ditolak izin 
perjalanan karena orang mengkuatirkan permintaan 
mereka untuk pelayanan kesehatan dan sosial.  
Juga, izin perjalanan dapat ditolak bagi ibu-ibu yang 

tidak bisa membuktikan kewarganegaraan anak-
anak mereka karena pembuktian keayahan anak 
merupakan cara yang menegaskan pengidentitasan 
kewarnanegaraan.

Selama terjadinya krisis yang disertai dengan arus 
populasi masa, daerah perbatasan sering kali 
cenderung mengalami kekerasan.  Sebagian besar 
pengungsi adalah wanita, anak-anak dan orang 
yang lebih tua, yang - karena tiadanya orang dewasa 
pria - rentan untuk diskriminasi dan penganiayaan.  
Ketika wanita mencoba melintasi batas-batas 
negara untuk menyelamatkan diri mereka, ada 
kemungkinan mereka akan dikorbankan oleh para 
penjaga perbatasan.  Setelah di tempat yang 
baru, kekuatiran akan terjadinya pengusiran atau 
penahanan oleh aparat korup dapat menghalangi 
keberanian mereka untuk melaporkan kegiatan 
kriminal dan perbuatan kekerasan.  Selama atau 
menyusul konflik, wanita yang bergerak bersama 
kelompok-kelompok bersenjata yang terlarang atau 
bersama para bekas penempur sering mengalami 
kejadian yang didalamnya mereka tidak bisa 
melintasi batas-batas negara dan juga tidak bisa 
kembali pulang.

Kotak 1

Aparat perbatasan menghalangi ECOWAS Protocols on Free Movement 
of Persons and Goods in West Africa (Protokol-Protokol Masyarakat 
Ekonomi Afrika Barat mengenai Pergerakan Bebas Orang dan Barang di 
Kawasan Afrika Barat)17

The CLEEN Foundation (Yayasan CLEEN), suatu LSM yang 
ditempatkan di Nigeria, mengamati aktivitas aparat penegak 
hukum sepanjang sembilan batas resmi antara negara-negara 
Benin, Ghana, Nigeria dan Togo dengan tujuan mengetahui 
rintangan terhadap pelaksanaan penuh ECOWAS Protocols 
on Free Movement of Persons and Goods (Protokol-Protokol 
Masyarakat Ekonomi Afrika Barat mengenai Pergerakan Bebas 
Orang dan Barang).  Kajian tersebut melakukan survei para 
pedagang dan warga negara lainnya untuk mengumpulkan 
informasi tentang jenis, skala, dan tempat penganiayaan yang 
dilakukan oleh aparat perbatasan.  Berdasarkan temuan dari 
kajian tersebut, Yayasan CLEEN menganjurkan langkah-
langkah praktis yang bisa diberlakukan oleh ECOWAS dan 
para negara anggotanya untuk menjamin penegakan protokol-
protokol tersebut dengan lebih baik.

‘Cerita tentang penderitaan warga negara Afrika Barat akibat 
perlakuan aparat keamanan perbatasan selalu sama – 
pelecahan, pemerasan, brutalitas, ancaman pengusiran, dan 
kelambatan yang traumatis dalam perpindahan barang-barang 
melintasi batas-batas negara, yang kadang-kadang makan 
waktu beberapa minggu karena … sangat banyaknya pos 
pemeriksaan di sepanjang jalan raya perbatasan, termasuk 
banyak yang dibangun oleh aparat yang tidak berhak.  Suatu 

kajian pendahuluan yang dilaksanakan di sisi Nigeria dari 
perbatasan antara Nigeria dan Benin… menemukan bahwa 
jumlah keseluruhnya 25 lembaga keamanan telah membangun 
pos pemeriksaan dan penghalang jalan dalam jarak lingkungan 
10 kilometer dari titik pintu resmi itu.  Diperkirakan bahwa 5 saja 
dari 25 “pos pemeriksaan keamanan” tersebut dapat dikatakan 
sah dan diperlukan untuk keamanan perbatasan18

Karakteristik sosio-demografisnya survei tersebut mencakup: 
jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan and negara asalnya.  Dari 
758 jawaban benar yang diterima, 67,4% diajukan oleh pria 
dan 32,6% oleh wanita.  Walaupun jumlah responden pria 
melebihi jumlah responden wanita, pengamatan lapangan 
menemukan bahwa jumlah wanita yang berpindah antara 
perbatasan-perbatasan tersebut semakin meningkat, akibat 
kemigrasian wanita sebagai strategi kelangsungan hidup.  
Dari semua orang yang bepergian, 48% melaporkan kejadian 
pelecahan, mulai dari kelambatan yang panjang di titik lintas 
batas sampai dengan permintaan bayaran, tuduhan bahwa 
surat perjalanannya palsu, atau aparat mencoba memulai 
pertengkaran dengan sengaja agar mengambil kesempatan 
untuk menuntut penyuapan.  Pengamatan lebih lanjut 
mengindikasikan bahwa wanita terutama berisiko dianiayai 
oleh aparat perbatasan.
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Mempertimbangkannya gender dalam pengelolaan 
perbatasan mengurangkan kemungkinan akan 
terjad penganiayaan, meningkatkan kehormatan 
terhadap hak-hak asasi wanita, pria dan anak-
anak, dan mempertinggi nama baik dari petugas 
perbatasan sebagai penyedia pelayanan yang 
adil.

3.3 Instansi pengelola perbatasan 
negara yang representatif

Saat ini, wanita sangat kurang terwakili dalam 
jasa penjagaan perbatasan, kepabeanan dan 
keimigrasian.  Walaupun data statistik sulit 
didapatkan, para wanita merupakan 7,5% dari 
Kepolisian Perbatasan Kosovo19 dan 5,4% dari 
Kekuatan Kepabean dan Penjagaan Perbatasan 
Amerika Serikat.20  Persentase ini kurang lebih 
separuh presentase wanita di badan-badan 
penegakan hukum lainnya: misalnya, para wanita 
merupakan 14% dari keanggotaan Kepolisian 
Kosovo dan 13-14% dari keanggotaan badan-
badan kepolisian di AS.21

The US National Center for Women and Policing 
[Pusat Wanita dan Perpolisian Nasional AS] 
mengidentifikasi enam keuntungan tertentu bagi 
lembaga-lembaga yang mempekerjakan dan 
mempertahankan lebih banyak wanita, yang dapat 
juga diterapkan pada pengelolaan perbatasan:22

Aparat perempuan telah dibuktikan secakap  ■
rekan-rekan pria mereka.
Aparat perempuan lebih kecil kemungkinannya  ■
menggunakan kekerasan yang berlebihan.
Aparat perempuan dapat membantu  ■
melaksanakan respons yang berbasis komunitas 
masyarakat.
Memperbesarkan keberadaan aparat perempuan  ■
meningkatkan respons penegakan hukum 
terhadap kekerasan terhadap wanita.
Memperbesarkan keberadaan aparat perempuan  ■
mengurangkan permasalahan yang berkaitan 
dengan diskriminasi dan pelecahan seksual.

Keberadaan wanita dapat menjadikan perubahan  ■
kebijakan yang bermanfaat bagi semua aparat.

Proyek tersebut bertujuan mendorong perdagangan 
regional dan pertumbuhan ekonomi melalui 
rehabilitasi bagian yang penting dari jaringan jalan 
regional di Asia Tengah yang menghubungkan 
secara langsung kota Dushanbe, ibu kota 
Tajikistan, dengan Republik Kyrgyz.  Proyek itu 
juga diharapkan akan bermanfaat bagi wanita 
dengan meningkatkan aksesibilitas mereka pada 
pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, 
dan juga pada kota kecil, hingga meningkatkan 
baik keadaan mudah dijual produk-produk maupun 
memperluas kesempatan kerja mereka.  Manfaat 
langsung yang lain berhubungan dengan proyek ini 
adalah pemakaian pendekatan terpadu pada HIV/
AIDS yang berbasis komunitas masyarakat sebagai 
respons kepada migrasi musiman orang pria, yang 
telah menjadi para wanita setempat lebih berisiko 
kena HIV dan penyakit kelamin menular lainnya.

Kementerian Transportasi bersama dengan 
pemerintah daerah, perhimpunan wanita dan 
LSM akan memantau dampak proyek itu terhadap 
wanita.  Selain itu juga, Kementerian Transportasi 
akan menjamin keikutsertaan wanita selama 
pelaksanaan proyek itu dan mendorong para 
kontraktor mempekerjakan wanita, dengan 
kesetaraan gaji dan keadaan kerja yang selamat 
bagi pria maupun wanita.

3.4 Pemilikan lokal, pengawasan sipil 
dan kerjasama

Keikutsertaan organisasi-organisasi masyarakat 
sipil (OMS), yang mencakup organisasi-organisasi 
wanita, dalam proses-proses reformasi pengelolaan 
perbatasan dapat mempertinggi pemilikan lokal dan 
pengawasan sipil, dan menjadi sumber kepakaran 
tentang isu dan permasalahan keamanan 
perbatasan.  Organisasi-organisasi wanita, dan 
organisasi lainnya yang berbasis komunitas 
masyarakat, bisa menjadi jembatan antara 
masyarakat setempat dan otoritas perbatasan, 

Kotak 2 Proyek Rehabilitasi Perbatasan Dushanbe-Kyrgyz 23

Keberadaan staf wanita dapat menjadi unsur pokok pada 
keamanan perbatasan dalam keadaan-keadaan tertentu, yang 
meningkatkan keberhasilan pendeteksian dan penyidikan.  
Sebagai contoh, wanita diperlukan untuk melaksanakan 
penggeledahan badan terhadap orang-orang yang 
berkerudung, untuk menjamin agar orang pria tidak menyamar 
sebagai perempuan agar melintasi batas-batas secara ilegal, 
atau untuk memverifikasi bahwa pakaian tidak digunakan untuk 
menutupi barang-barang yang terlarang.  Personil perempuan 
juga dapat lebih baik daripada pria mengetahui perempuan 
korban perdagangan orang dan mereka diperlukan untuk 
melakukan wawancara dengan korban semacam itu.

Selain itu, keberhasilan operasional pengelolaan perbatasan 
diperkuat dengan menjamin agar instansi tersebut bersifat 
representatif dan mencerminkan masyarakat yang mereka 
layani dalam hal jenis kelamin, afiliasi etnis, bahasa dan 
agama.  Tiadanya wanita di suatu badan penjagaan perbatasan 
akan mengurangkan legitimasinya.  Masyarakat setempat 
dan orang yang bepergian, khususnya para wanita, mungkin 
kurang mempercayai dan melakukan kerjasama dengan aparat 
yang beranggota pria saja.  Staf perempuan turut menjamin 
lingkungan perbatasan yang ‘dinormalisir’, dapat bermain 
peranan yang penting dalam menjadikan keadaan sengketa 
kurang berbahaya, dan mengemukakan keterampilan, 
perspektif dan  pengalaman alternatif.
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baik dengan menyampaikan kebutuhan keamanan 
dan keprihatinan perseorangan dan komunitas 
masyarakat maupun meningkatkan kepedulian 
masyarakat terhadap prakarsa-prakarsa reformasi 
(lihat Kotak 2).  Para OMS (yang mencakup 
organisasi-organisasi wanita yang berpengalaman 
dalam pencegahan dan documentasi kekerasan 
berbasis gender) bisa memberikan dukungan yang 
berharga bagi proses pengawasan resmi.

Walaupun pengelolaan perbatasan merupakan 
tanggungjawab negara, organisasi-organisasi 
wanita serta organisasi dan perhimpunan 
LSM, pemuda, keagamaan, profesional atau 
pertanian lainnya dapat menjadi sumber daya 
yang berharga bagi petugas penjaga perbatasan.  

Dalam lingkungan yang bersifat sopan dengan 
adanya kolaborasi, organisasi-organisasi wanita 
bisa menyediakan akses pada intelijen lokal 
yang penting tentang kegiatan kriminal, terutama 
tentang pelacuran dan perdagangan manusia.  
Mereka bisa memberikan nasihat kebijakan dan 
pelatihan tentang isu-isu gender, yang mulai dari 
ketanggapan terhadap gender secara umum dan 
protokol untuk melaksanakan wawancara dengan 
korban perdagangan manusia, sampai dengan 
pengembangan mekanisme keluhan pelecehan 
seksual dan diskriminasi.  Mereka menjadi organisasi 
rujukan (referral) utama bagi korban kejahatan dan 
dapat menyediakan layanan dukungan yang saling 
melengkapi, seperti konsultasi hukum, konseling 
psikologis dan perlindungan.

Kotak 3 Kiat-kiat untuk prosedur yang tanggap terhadap gender 

Wanita
Wanita yang diperdagangkan bisa bepergian sendirian 
atau dalam suatu kelompok – bersama dengan atau tidak 
disertai para trafiker.  Dalam keadaan apa saja, wanita yang 
diperdagangkan itu akhirnya dikorbankan dan dieksploitasi.  
Mereka mungkin merasa takut, bersalah, malu, marah dan/
atau lega akibat pengalamannya, dan perasaan-perasaan 
tersebut akan mempengaruhi perilakunya, yang tidak dapat 
diramalkan, tetapi dalam semua keadaan ada langkah-langkah 
tertentu yang dapat dianjurkan.

Seorang wanita yang diperdagangkan sering kali tidak mau  ■
menyahuti penyelidik pria.  Walaupun tidak ada jaminan 
bahwa penyelidik wanita akan mendapatkan kerjasama 
yang lebih baik, yang jauh lebih disukai adalah bahwa 
seorang wanita melakukan penyelidikan, khususnya demi 
kepentingan rasa aman perempuan korban itu.
Seorang wanita harus menghadiri sebagai saksi untuk  ■
setiap waktu.  Dalam hal petugas wanita tidak tersedia 
(apakah sedang bertugas atau bebas tugas), seorang 
wakil dari LSM atau organisasi wanita yang dikenal dan 
dipercayai dapat ikut hadir sebagai seorang pengamat.  
Kejadian ini dapat terjadi hanya dalam keadaan 
aparat perbatasan dipercayai dan lingkungannya tidak 
mengancam.
Pisahkan korban dari trafiker. ■
Hanya seorang petugas wanita boleh melakukan  ■
penggeledahan badan dan penggeledahan harta.
Segera hubungi organisasi-organisasi wanita dan para  ■
penganjur korban.
Jamin agar kebutuhan fisik dan medis dipenuhi. ■

Pria
Personil pengelolaan perbatasan harus mempertimbangkan 
kembali anggapan biasa tentang kekuasaan, otoritas dan 
otonomi kaum pria.  Pria, terutama yang diperdagangkan untuk 
eksploitasi seksual, akan merasa malu dan terhina.  Kalau 
diperdagangkan dengan jeratan utang atau bentuk-bentuk 
penghambaan lainnya, mereka sering kali dimotivasi oleh 

keinginan untuk menunjang kehidupan keluarga mereka.  Jika 
dideteksi, mereka mengalami timbulnya perasaan kegagalan 
perorangan dan kegelisahan karena tidak bisa lagi memainkan 
peranan sebagai pemberi nafkah.

Keadaan trafiking akan mempengaruhi respons pria, tetapi  ■
mereka mungkin tidak ingin menyahuti penyidik pria.
Penyelidik pria mungkin mengalami kesulitan menganggap  ■
pria yang diperdagangkan sebagai ‘korban’.  Dalam hal ini, 
timbangkan penggunaan penyelidik wanita, didampingi 
oleh seorang pengamat pria.
Pisahkan korban dari trafiker. ■
Segera hubungi organisasi-organisasi wanita dan para  ■
penganjur korban (pelayanan dan penampungan khusus 
pria sangat luar biasa atau sama sekali tidak ada).
Jamin agar kebutuhan fisik dan medis dipenuhi. ■

Anak-anak
Ketika diperdagangkan, pengalamannya berbeda bagi anak 
lelaki dan anak perempuan.  Anak perempuan biasanya 
menderita eksploitasi seksual, sedangkan anak lelaki lebih 
sering menjadi korban kerja paksa.  Rasa takut dan kecurigaan 
mereka terhadap orang-orang dewasa harus menjadi 
pertimbangan utama.

Penganjur kesejahteraan anak harus segera dihubungi  ■
dan menghadiri setiap saat dalam penyelidikan dan 
pewawancaraan lanjutan, yang harus dilakukan oleh 
specialis yang terlatih.
Lingkungan khusus yang ramah anak-anak harus dibentuk  ■
sebagai tempat yang ‘aman’ untuk anak selama proses 
pewawancaraan.
Sebelum dilakukan wawancara, akses harus diberikan  ■
kepada bantuan medis apa pun yang dibutuhkan oleh 
anak dan pewawancara harus memastikan apakah anak 
itu lapar atau haus, perlu ke WC atau ingin tidur.  Dalam 
setiap kasus seperti ini, kebutuhan anak harus dipenuhi 
sebelum wawancara apa pun dimulai.
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4 Dengan cara apa 
gender dapat dipadukan ke 
dalam pengelolaan batas 
wilayah negara dan kawasan 
perbatasan?
Walaupun pemaduan isu-isu gender ke dalam 
reformasi kepolisian sudah menarik banyak 
perhatian, sedikit sekali informasi yang 
didokumentasi tentang praktek-praktek yang baik 
dalam reformasi pengelolaan perbatasan.

Bagian ini memberikan langkah awal dalam 
mengusulkan strategi-strategi praktis untuk 
meningkatkan keberhasilan pengelolaan perbatasan 
melalui perlakuan yang tanggap terhadap isu-isu 
gender.  Karena pengelolaan perbatasan bervariasi 
sesuai dengan konteks, maka strategi-strategi ini 
perlu disesuaikan dengan keadaan yang ada.  Lihat 
Bagian 5 untuk informasi dan kiat tentang reformasi 
pengelolaan perbatasan di negara pasca-konflik, 
negara dalam masa transisi, negara berkembang 
dan negara maju.

4.1 Perbaikan pencegahan dan 
pendeteksian perdagangan manusia

Badan-badan pengelola perbatasan menghadapi 
dua jenis tantangan dalam menanggapi kegiatan 
perdagangan manusia.  Pada satu pihak, penegakan 
hukum memerlukan tindakan untuk mengurangkan 
perdagangan manusia dan mengejar para pelaku 
trafiking.  Sementara itu, diharapkan bahwa respons 
terhadap pendeteksian akan dipusatkan kepada 
para korban.

Memeliharanya keseimbangan yang esensial 
dan bijaksana antara kebutuhan korban trafiking 
dan kebutuhan penegakan hukum memerlukan 
kerjasama yang ekstensif dengan instans-instansii 
pemerintah lainnya, dan juga dengan berbagai 
aktor non pemerintah.

Unsur pokok dari pencegahan dan respons 
terhadap perdagangan manusia melalui 
pengelolaan perbatasan yang efektif meliputi:

Pengamatan dan pemeriksaan lagi  ■ (cross 
checking) yang menyeluruh dan otoritatif.
Kapasitas mengakui dan mengetahui  ■
perdagangan manusia.

Respons yang peka terhadap korban trafiking:  ■
dengan mengakui kerentanan, perlawanan dan 
kebutuhan.
Pengetahuan tentang standar operasional  ■
prosedur untuk rujukan dan penyelidikan.
Kerjasama dengan organisasi-organisasi wanita  ■
dan LSM lainnya untuk memberikan pelayanan 
kepada korban.
Pengumpulan, analisa dan penyaluran yang  ■
berarti terhadap data mengenai trafiking.
Kerjasama dan pembagian intelijen dengan  ■
komunitas masyarakat di daerah perbatasan.
Kerjasama dengan komunitas masyarakat dan  ■
lembaga kepolisian lainnya.
Pengetahuan tentang  ■ trend, pola, taktik dan jalur 
trafiking dan modus operandi para trafiker.

Kebijakan, protokol dan prosedur yang 
tanggap terhadap gender
Kebijakan, protokol dan prosedur pengelolaan 
perbatasan yang berkaitan dengan perdagangan 
manusia sering kali mencerminkan pendekatan 
stereotipi dan tidak mengakui perbedaan antara 
pengalaman trafiking wanita, pria, anak lelaki 
dan anak perempuan masing-masing.  Korban 
perempuan sering kali dianggap sebagai pekerja 
seks.  Pria yang dikorbankan sering kali tidak 
diidentifikasi karena kurangnya kepedulian 
tentang perdagangan pria dan anak lelaki serta 
kepercayaan tentang kemandirian dan kebebasan 
bergerak kaum pria.  Anak-anak tidak diidentifikasi 
karena dugaan mengenai orang-orang dewasa 
yang menyertai mereka.  Pengidentitasan 
merupakan tugas rumit yang menghabiskan waktu 
dan sumber daya personil pengelolaan perbatasan.  
Kebijakan, protokol dan prosedur yang tanggap 
terhadap gender dapat memperlancar proses 
pengidentitasan dan menjamin keselamatan orang 
yang diperdagangkan.
Selain kebijakan tingkat nasional, pendekatan 
regional terhadap perdagangan manusia bisa 
meliputi latihan bersama, operasi bersama dan 
kerjasama praktis lainnya, termasuk pembagian 
praktek-praktek yang baik.24

Kiat-kiat mengembangkan kebijakan, 
protokol dan prosedur yang peka terhadap 
gender 

Proses-proses pengidentitasan, pewawancaraan  ■
dan penyelidikan perlu ditinjau dan direvisi 
secara terpisah.  Setiap langkah dalam proses-
proses tersebut mungkin menyebabkan dampak 
yang berbeda, tergantung pada pengalaman 
orang yang diperdagangkan.  Misalnya, 
proses pengidentitasan mungkin berlarut-larut, 
tergantung pada kesehatan mental dan fisik 

!

Lihat Tool tentang Reformasi 
Kepolisan dan Gender
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perseorangan, kerelaannya untuk berbicara 
dengan petugas penjaga perbatasan, atau pilihan 
yang diambil setelah pemberian opsi untuk 
memanfaatkan kesempatan untuk ‘memikirkan 
keadaanya’.
Pusatkan perhatian pada pengidentitasan  ■
sebagai kunci terhadap penyelidikan dan 
rujukan.  Terbatasnya proses penyelidikan 
oleh aparat respons pertama harus ditegakkan 
dengan ketat.  Harus diasumsikan bahwa 
mereka tidak berketerampilan untuk melakukan 
wawancara dengan lengkap dan cermat.  Mereka 
bertanggungjawab hanya untuk menjamin 
keamanan dan kesejahteraan orang yang diduga 
sebagai korban trafiking dan melaksanakan 
rujukan sebagaimana tepat pada pelayanan 
dukungan dan unit investigasi khusus.
Pewawancara spesialis yang berpengalaman  ■
(mungkin dari unit khusus trafiking) menjadi unsur 
pokok untuk memperoleh hasil yang mendukung 
kebutuhan korban maupun keperluan penegakan 
hukum (lihat Kotak 4).
Tinjau kembali protocol dan prosedur dengan  ■
para mitra kerja, terutama jasa pelayanan 
kesejahteraan anak dan sosial, lembaga-lembaga 
penegakan hukum lainnya, organisasi-organisasi 

wanita dan, kalau aktif, kelompok-kelompok 
penyintas.

Mekanisme multi-sektoral
Pengembangan kebijakan, rencana dan prosedur 
bersama akan menjamin pendekatan yang 
menyeluruh dan terpadu terhadap perdagangan 
manusia.  Pada umumnya, Kementerian Dalam 
Negeri/Urusan Domestik/Keselamatan Masyarakat 
bertanggung jawab atas pengembangan hubungan 
kerja antara instansi-instansi yang berbeda 
dan penunjukan personil operasional untuk ikut 
serta.  Selain dari instansi pengelola perbatasan, 
badan-badan lainnya yang harus dilibatkan dalam 
respons pada trafiking meliputi: satuan polisi yang 
terspesialisasi, para penyelidik medis/forensik, jasa 
pelayanan kesejahteraan anak, penampungan 
perempuan, jasa pelayanan psycho-sosial, 
organisasi-organisasi yang membantu korban, 
para penganjur korban, lembaga-lembaga bantuan 
hukum dan sektor swasta (misalnya, transport dan 
pariwisata).

Mekanisme-mekanisme rujukan nasional 
bisa menyediakan kerangka kerjasama yang 
didalamnya para aktor negara memenuhi 
kewajiban untuk melindungi dan menunjang tinggi 

Kotak 4 Sepuluh prinsip pengarahan untuk pelaksanaan wawancara yang pantas 
dan aman dengan orang yang diperdagangkan25

1. Jangan menimbulkan kerusakan
Perlakukan setiap wanita, laki-laki, atau anak dan keadaannya 
seolah-olah potensial untuk kerugian menjadi parah sampai 
saat ada bukti yang bertentangan.  Jangan melakukan 
wawancara apa pun yang akan memperburuk keadaan orang 
yang diperdagangkan dalam jangka pendek atau jangka 
panjang.

2. Ketahui materi Anda dan lakukan penilaian atas risiko
Ketahui risiko trafiking manusia dan kenal kasus setiap orang 
masing-masing sebelum melakukan wawancara.

3. Buat informasi rujukan – jangan menjanjikan sesuatu 
bila tidak bisa menempatinya
Ambil langkah persiapan untuk memberikan informasi dalam 
bahasa ibu seseorang dan bahasa daerah (apabila berbeda) 
tentang pelayanan hukum, kesehatan, perlindugan, dukungan 
sosial dan keamanan yang sesuai, dan memberikan bantuan 
rujukan, jika diminta.

4. Pilih dan siapkan secara memadai para penerjemah dan 
teman sekerja
Timbangkan risiko dan manfaat terhadap mempekerjakan 
penerjemah (interpreters), teman sekerja atau orang lainnya, 
dan bentuk metode yang memadai untuk penyaringan dan 
pelatihan.

5. Pastikan adanya keanoniman dan kerahasiaan
Lindungi identitas dan kerahasiaan seorang responden selama 
seluruh proses pewawancaraan – mulai saat hubungan pertama 
dengan dia sampai saat perincian kasusnya diumumkan.

6. Dapatkan informed consent
Pastikan bahwa setiap responden secara jelas memahami isi 
dan tujuan wawancara itu, tujuan penggunaan informasi yang 
diberikan, haknya untuk tidak menjawab pertanyaan, haknya 
untuk setiap saat mengakhiri wawancara, dan haknya untuk 
menetapkan restriksi atas penggunaan informasi itu.

7. Dengarkan dan hargai penilaian setiap orang terhadap 
keadaan dan risiko keselamatannya
Akui bahwa setiap orang mempunyai keprihatinan yang berbeda 
dan bahwa pandangannya mungkin berbeda dari pandangan 
orang-orang yang lain terhadap suatu keadaan yang sama.

8. Jangan menyebabkan orang mengalami sekali lagi rasa 
trauma psikologis (retraumatisation)
Jangan tanyakan pertanyaan yang bermaksud untuk 
menimbulkan respons yang penuh emosi.  Siapkan diri Anda 
untuk merespons terhadap kesusahan wanita atau pria dan 
untuk menyoroti kekuatan-kekuatannya.

9. Siapkan diri Anda untuk melakukan intervensi darurat
Siapan diri Anda untuk merespons jika seseorang yang 
diperdagangkan berkata dia berada dalam keadaan bahaya 
mengancam.

10. Manfaatkan dengan baik informasi yang dikumpulkan
Gunakan informasi dengan cara yang memanfaatkan 
perseorangan wanita maupun pria atau yang memajukan 
pengembangan kebijakan dan intervensi yang baik untuk 
semua orang yang diperdagangkan.
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hak asasi manusia orang yang diperdagangkan 
dalam koordinasi dengan para aktor masyarakat 
sipil.26  Ketika dirancang secara kerjasama sebagai 
alat-alat praktis, mekanisme rujukan nasional 
menetapkan peranan, pertanggungjawaban, 
prinsip-prinsip kerjasama, dan prosedur (termasuk 
standar operasional prosedur untuk rujukan korban 
trafiking) untuk dilaksanakan oleh instansi-instansi 
pemerintah dan para aktor masyarakat sipil.  Kotak 
5 memberikan contoh dari suatu kuesioner untuk 
digunakan oleh polisi sebagai bagian dari analisa 
keadaan, yang dapat disesuaikan untuk pengelolaan 
perbatasan.

Kotak 5 Pola Kuesioner tentang Mekanisme Rujukan Nasional – 
analisis terhadap para aktor dan organisasi27

Penegakan Hukum (Kepolisian)

Sumber daya
Apakah ada satuan polisi khusus yang diberi latihan  ■
tentang penanganan perdagangan manusia?
Apakah satuan ini mengikutsertakan wanita?  Sejauh  ■
mana?
Apakah ada kebijakan yang mengharuskan penggunaan  ■
aparat perempuan sejauh mana mungkin dalam hubungan 
dengan korban perempuan?
Apakah pemerintah memberi satuan ini sumber daya  ■
manusia (termasuk penerjemah) dan sumber daya 
keuangan yang cukup?

Pelatihan
Apakah pihak kepolisian dilatih untuk mengetahui dan  ■
menangani orang yang berpotensial menjadi korban?
Apakah ada sarana untuk melatih anggota kepolisian  ■
tentang isu-isu gender, kepekaan terhadap korban, dan 

kerjasama dengan struktur-struktur untuk perlindungan 
korban?
Apakah pihak kepolisian melatih staf mereka tentang prinsip  ■
dan mekanisme hak asasi manusia?
Tingkat perlatihan apa yang diperlukan untuk mendapatkan  ■
keterampilan untuk menyelidiki dan menuntut kelompok 
atau jaringan kriminal yang beroperasi dalam skala nasional 
maupun internasional serta menyita harta kekayaan 
mereka?

Rujukan-rujukan yang ada
Apakah pihak kepolisian diliputi dalam mekanisme- ■
mekanisme rujukan yang ada?
Sejauh mana kerjasama ini terus berjalan dengan baik? ■

Kerjasama Regional 
Apakah pihak kepolisian melakukan kerjasama lintas  ■
batas dan bekerjasama dengan organisasi regional dan 
internasional seperti Europol dan Interpol?

Mekanisme kelembagaan penting lainnya 
adalah pengumpulan data secara sistematis.  
Pencegahan dan penanggapan terhadap 
perdagangan manusia secara efektif tergantung 
pada pengumpulan dan penyaluran data yang 
andal secara tepat pada waktunya dan sistematis; 
dan pintu-pintu resmi merupakan lokasi utama bagi 
pengumpulan dan penggunaan data.28

Kiat-kiat untuk meningkat hasilnya 
pengumpulan informasi

Langkah-langkah reformasi harus mencakup  ■
pembangunan dan  pemeliharaan buku daftar 

Kotak 6 Pelatihan mengenai perdagangan manusia untuk Kepolisian Perbatasan 
Kosovo29

Pelatihan Dasar: bagi polisi perbatasan tingkat pertama 
setelah lulus dari Pelatihan Dasar Kepolisian Kosovo yang 
berdurasi empat bulan.

Pelatihan selama 2-3 hari yang menjadi bagian dari  ■
modul ‘Operasi’
Pokok-pokok persoalan meliputi: ■

- Perkenalan pada perdagangan manusia: pengertian, 
perbedaan antara perdagangan dan penyelundupan.

- Karakteristik global, regional dan lokal: pola dan trend.
- Mengidentitasinya korban: penggunaan komunikasi 

visuil dan non verbal serta tanya jawab; tindakan-
tindakan dan alternatif-alternatif yang tersedia bagi 
polisi perbatasan.

Berfokus pada tugas, pertanggungjawaban dan  ■
keterampilan yang dibutuhkan oleh aparat tingkat dasar.

Pelatihan bagi Pemimpin Tim : bagi aparat tingkat 
pengawas.
■ Pelatihan selama 1,5 - 2 hari yang menjadi bagian dari 

modul ‘Operasi’
■ Pokok-pokok persoalan meliputi:

- Tinjauan atas perbedaan antara perdagangan dan 
penyelundupan.

- Implikasi perdagangan manusia: memahami proses, 
terminologi, definisi, perundang-undangan – baik 
dalam maupun luar negeri, dan pengaruh kejahatan 
terorganisir.

- Prinsip dan praktek dari pengenalan, penyelidikan, 
pewawancaraan dan rujukan.

■ Berfokus pada keterkaitan langsung dari hukum dan 
prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia untuk polisi 
perbatasan dan penerapan keterampilan dan praktek yang 
benar.

Di kursus Pelatihan Dasar maupun kursus untuk Pemimpin 
Tim:
■ Materi kursus bersifat sangat interaktif, praktis dan berfokus 

pada kenyataan yang ada di perbatasan.
■ Contoh-contoh, skenario dan penyelesaian persoalan 

digunakan secara luas.
■ Kurikulum pelatihan mencakup modul-modul mengenai ‘Hak 

Asasi Manusia’ dan ‘Gender dan Manajemen Perbatasan’.

!
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informasi tersentralisasi yang tersedia di titik-titik 
pintu resmi.
Informasi harus dipisahkan, secara minimal  ■
menurut jenis kelamin, usia, tempat tujuan dan 
maksud/tujuan perjalanan korban.
Jamin agar pembagian dan penggunaan informasi  ■
dilakukan dengan kehormatan terhadap hak-hak 
kerahasiaan korban.

Pelatihan mengenai perdagangan manusia
Pelatihan spesialisasi sangat penting agar petugas 
penjaga perbatasan dapat mendeteksi perdagangan 
manusia dan memperlakukan korban secara 
pantas.  Tetapi, harus diingat bahwa pelatihan, 
walaupun penting, tidak cukup.  Dampak pelatihan 
perlu diamati dan dinilai secara rutin.

Kiat-kiat untuk pelatihan tentang 
perdagangan manusia yang berhasil 
dan tanggap terhadap gender

Pelatihan yang tanggap terhadap gender tentang  ■
perdagangan manusia harus meliputi seluruh 
tingkat kemampuan (multi-level) dan seluruh 
lembaga yang terkait (multi-service).  Pelatihan 
tersebut harus dipadukan ke dalam pelatihan 
tentang penegakan hukum baik spesialisasi 
maupun dasar, ke dalam pelatihan untuk semua 
aparat pengelolaan perbatasan (yang mencakup 
kepabeanan, keimigrasian dan pengelolaan 
perbatasan), dan ke dalam pelatihan bagi satuan 
investigasi khusus. (lihat Kotak 6).
Personil yang melakukan wawancara dengan  ■
korban perdagangan memerlukan pelatihan 
spesialisasi.
Pelatihan harus mencakup kunjungan pada dan/ ■
atau hubungan dengan personil OMS, satuan 
khusus, dan pelayanan kesehatan dan sosial agar 
mendorong kolaborasi melalui proses-proses 

rujukan dan memahami pentingnya perlindungan 
dan bantuan.
Timbangkan latihan bersama dengan badan  ■
pengelola perbatasan yang lain, polisi dan OMS.  
Pelatihan bagi pelatih atau pelatihan ‘cascade’ 
bersama dengan wakil-wakil dari OMS terkemuka 
dapat berhasil dan bisa mengoptimalkan outreach 
itu.
Kursus pelatihan refresher berkala penting  ■
sekali.
Materi pelatihan harus di- ■ update secara berkala 
dan sistematis untuk menyesuaikan materi itu 
dengan perkembangan terakhir dalam pola dan 
trend perdagangan.

Kolaborasi dengan organisasi-organisasi 
masyarakat sipil
Para OMS dan badan-badan pengelola perbatasan 
bisa melakukan kegiatan yang saling melengkapi.  
Prioritas untuk polisi perbatasan adalah mendapat 
informasi tentang proses perdagangan agar 
mengidentifikasi para pelaku (trafiker).  OMS yang 
berlandasan nasional atau masyarakat, yang 
banyak di antaranya adalah organisasi-organisasi 
wanita, sering kali berkemampuan dan mempunyai 
kepakaran untuk merespons langsung terhadap 
kebutuhan korban perdagangan (lihat Kotak 7).  
Lebih jauh, para OMS bisa:

Memberikan intelijen lokal tentang isu  ■
perdagangan.
Membantu mengidentifikasasi orang-orang yang  ■
diperdagangkan.
Membantu meningkatan rasa percaya antara  ■
lembaga penegakan hukum, korban perdagangan 
dan komunitas masyarakat yang rentan.
Memberikan pelatihan tentang isu perdagangan  ■
manusia.
Para penganjur OMS yang terlatih bisa turun  ■
tangan mewakili para penyintas dan membantu 
para penegak hukum untuk menjamin agar hak 
asasi korban dilindungi, dengan pemberian 

Kotak 7 Kolaborasi antara masyarakat sipil dan polisi perbatasan  dalam 
perdagangan manusia di Nepal30

Setiap tahun kira-kira 150.000 sampai 300.000 anak perempuan 
dan wanita Nepal diperdagangkan ke India.  Maiti Nepal adalah 
suatu OMS yang berusaha untuk mencegah, menyelamatkan 
dan merehabilitasikan perempuan korban perdagangan 
manusia.  Organisasi ini terlibat dalam berbagai aktivitas yang 
meliputi pemberian perlindungan, kredit mikro, pendidikan 
tak resmi dan keterampilan untuk menghasilkan pendapatan, 
dan juga kampanye untuk melaksanakan undang-undang dan 
kebijakan anti perdagangan.  Para penyintas perdagangan 
bekerjasama dengan polisi perbatasan sebagai bagian dari tim 
pengamatan perbatasan yang mengidentitasi wanita dan anak 
perempuan yang diperdagangkan.

Kolaborasi mereka dengan polisi perbatasan telah 
mengakibatkan pembongkaran adanya korupsi yang dilakukan 
oleh aparat kepolisian, penyelamatan wanita dan anak 
perempuan yang diperdagangkan, dan pembentukan satuan 
polisi khusus yang berjenis kelamin wanita yang bekerja secara 
tegas dengan tim pengamatan perbatasan Maiti tersebut.  
Pihak Kepolisian mempercayakan kepada Maiti Nepal dalam 
pemberian pelatihan mengenai trafiking kepada mereka.  Selain 
itu, outreach kepada kaum pria merupakan sebagian integral 
dalam kerjanya, yang mencakup outreach kepada tokoh-tokoh 
agama, karyawan LSM, polisi, para pengajar, sopir bis, aparat 
perbatasan dan pemilik hotel sepanjang ‘rantai perdagangan’.

Lihat Tool tentang Pelatihan Gender 

bagi Personil Sektor Keamanan

!
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pelayanan seperti pelayanan penerjemahan, 
panggilan telepon kepada anggota keluarga, 
penugasan para pengamat untuk melakukan 
penggeledahan badan, dll.
OMS bisa melakukan kampanye penyadaran  ■
masyarakat untuk mempublikasikan keprihatinan 
tentang perdagangan dan isu HAM lainnya yang 
bersangkutan dengan pengelolaan perbatasan.

4.2 Penguatan perlindungan dan 
pemromosian hak-hak asasi 
manusia (HAM)

Kombinasi petugas penjaga perbatasan yang 
gajinya dan pelatihannya kurang memadai, pintu-
pintu resmi yang penjagaannya kurang ketat karena 
lokasi terpencil, pemantauan, pengawasan dan 
disiplin yang tidak cukup, dan kerentanan orang 
yang menyeberangi perbatasan memungkinkan 
terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh 
petugas pengelola perbatasan.  Kode perilaku serta 
pelatihan tentang HAM dan gender merupakan alat-
alat yang penting untuk mencegah pelanggaran 
HAM.  Intervensi yang lain untuk menjamin agar 
petugas penjaga perbatasan menghormati dan 
menunjang hak asasi orang di perbatasan dan 
di komunitas masyarakat di daerah perbatasan 
mencakup:

Pengarusutamaan perspektif gender dan HAM  ■
ke dalam rencana, kebijakan dan program 
pengelolaan perbatasan dari Kementerian 
Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri dan 
Kementerian Keadilan dan otoritas propinsi/
daerah, dengan menekankan pencegahan 
terhadap kekerasan berbasis gender dan 
kekerasan melawan migran.
Pembentukan dan penegakan mekanisme  ■
pemantauan dan akuntabilitas dalam kolaborasi 
dengan OMS dan komunitas masyarakat di 
daerah perbatasan (yang mungkin mencakup 
survei ‘kepuasan nasabah’.
Peninjauan skala gaji, pembinaan petugas dan  ■
dorongan lainnya, sebagai langkah pokok menuju 
penghapusan sogok dan bentuk-bentuk korupsi 

yang lain.  Besar kemungkinan personil menjadi 
tanggap terhadap langkah-langkah reformasi jika 
gaji dan kondisi pekerjaannya yang memadai 
telah ditetapkan.
Penjaminan agar prosedur perekrutan menolak  ■
barang siapa yang mempunyai riwayat kejahatan 
dengan tindakan kekerasan, yang mencakup 
kekerasan dalam rumah tangga, dari badan 
penjaga perbatasan.

Kode perilaku
Kode perilaku adalah kumpulan peraturan yang 
menguraikan pertanggungjawaban dan praktek 
yang tepat baik untuk suatu organisasi maupun untuk 
orang-orang yang dipekerjakannya.  Kode perilaku 
ini bermaksud mendukung suatu pelayanan publik 
dengan kegiatan profesionalnya dan mempertinggi 
kepercayaan masyarakat terhadap kejujurannya 
(lihat Kotak 8).

Kiat-kiat untuk kode perilaku yang berhasil
Kode perilaku untuk petugas penjaga perbatasan  ■
dapat didasarkan pada kode perilaku badan 
penegakan hukum lainnya.
Kode perilaku harus mencakup tanggungjawab  ■
untuk mempromosikan hak-hak asasi dan 
memperlakukan dengan hormat kolega dan 
anggota-anggota masyarakat, tanpa diskriminasi 
berdasar jenis kelamin, ras, agama dll.
Harus ada prosedur keluhan, investigasi dan  ■
disiplin yang jelas atas pelanggaran kode ini (yang 
mencakup mekanisme keluhan bagi staf atas 
terjadinya pelecehan seksual atau diskriminasi).
Kode perilaku dan prosedur keluhan harus  ■
ditampilkan pada semua pintu resmi, pelabuhan 
dan bandara, yang dapat diakses dalam semua 
bahasa yang relevan.
Pelatihan mutlak mengenai kode perilaku dan  ■
prosedur keluhan harus diberikan kepada semua 
personil, baik yang baru masuk maupun yang 
telah ada.

Kotak 8 Petugas Penjaga Perbatasan Kanada sudah menerapkan:

Kode perilaku yang dikustomisasi. ■
Situs intranet ‘Nilai dan Etika’ untuk staf.  Situs intranet  ■
tersebut mencakup rujukan pada:
- Nilai-nilai demokratik seperti pertanggungjawaban 

kementerian kepada parlemen dan pelaksanaan 
keputusan menteri yang sah.

- Nilai-nilai profesional yang mencakup bekerja secara 
sah, mempergunakan keobyektifan dan kenetralan, dan 
menggunakan dana secara tepat.

- Nilai-nilai etika seperti pengambilan keputusan demi 
kepentingan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan 
bagi orang Kanada dan memegang teguh proses-proses 
yang transparan.

- Nilai-nilai kemanusiaan termasuk perlakuan atas setiap 
orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan 
martabat manusia, serta penunjukan dan pengangkatan 
yang berdasarkan hasil pekerjaan yang baik

Suatu Kebijakan Pelayanan Publik tentang penyingkapan  ■
informasi mengenai perbuatan salah di tempat kerja.31
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Tindakan disciplin harus ditegakkan untuk  ■
menghapuskan kekebalan hukum.
Kode perilaku maupun penegakannya harus  ■
ditinjau secara berkala.  Hasil dari survei 
‘kepuasan masyarakat’ harus disalurkan kepada 
petugas penjaga perbatasan pada tingkat senior 
maupun operasional dan digabungkan ke dalam 
proses peninjauan tersebut.

Pelatihan gender
Pelatihan mutlak mengenai kepekaan terhadap 
gender, pelecehan seksual, perdagangan manusia 
dan hak asasi manusia, termasuk hak-hak 
pemohon suaka wanita maupun anak perempuan, 
harus dimasukkan ke dalam kurikulum bagi semua 
petugas penjaga perbatasan maupun personil 
kepabeanan dan keimigrasian (lihat bagian tentang 
pelatihan mengenai perdagangan manusia di 
Bagian 4.1).  Dengan dukungan informasi yang 
terbaru, keterangan yang cermat, alat praktis untuk 
penerapan, dan prosedur yang jelas, petugas 
penjaga perbatasan dapat mengembangkan 
kapasitasnya mengidentifikasi dan mencegah 
pelanggaran HAM dan menjadi lebih efektif dalam 
penanggulangan kegiatan kriminal (lihat Kotak 9).

Agar berhasil, pelatihan gender harus didasarkan 
analisa kebutuhan pelatihan dan penilaian sebelum 
peserta mengikuti kursus yang mengetahui tingkat 
pengetahuan yang ada dan kebutuhan para 
pelatih.  Untuk itu, harus ditetapkan konteks dari 
isi pelatihan dan dipastikan bahwa isinya menjadi 
baik praktis maupun relevan.  Yang penting sekali 
adalah pengutamaan pertalian antara ketanggapan 
terhadap gender dan manfaat operasional.  Kursus-
kursus harus cukup lama dan daftar pelajarannya 

harus realistis, dari pada program yang ‘ad hoc’ 
atau ‘quick fix’ (sementara saja).

Terdapat metode-metode yang berbeda untuk 
melaksanakan pelatihan yang berhasil.  Pilihan 
metode pelatihan tergantung pada ketersediaan 
sumber daya, jabatan/pangkat/statusnya para 
pengikut kursus, dan persyaratan konteks tertentu.  
Walaupun kursus dapat menghemat waktu 
dan biaya, opsi lain bisa mencakup kunjungan 
kajian pendidikan, penukaran personil, diskusi 
meja bundar, masa magang, pendampingan, 
kepelatihan, dan ‘shadowing’ (pembayangan) atau 
‘pairing’ (berpasangan) seorang pakar dengan 
personil yang berpangkat tinggi untuk memberikan 
nasihat dan bimbingan ‘on the job’ (di tempat kerja).  
Pengganjaran dan pengumuman ‘teladan’ gender, 
baik wanita maupun pria, memberikan keuntungan 
tambahan yaitu penyorotan model peran bagi 
anggota staf lainnya.

Kiat-kiat untuk pelatihan petugas pengelola 
perbatasan
Jangan masukkan gender dalam keadaan  ■
kekosongan (vakum): keterkaitannya akan 
dipahami hanya dalam keadaan petugas penjaga 
perbatasan bisa memahami bagaimana gender 
akan mendukung pelaksanaan tugas mereka.
Supaya tidak dianggap sebagai khusus dan luar  ■

Lihat Tool tentang Pelatihan Gender 

bagi Personil Sektor Keamanan

Kotak 9 Gender dan pelatihan manajemen perbatasan di Kosovo32

Pada tahun 2006, Unit Pelatihan Kepolisian Perbatasan dari 
Kepolisian Kosovo memasukkan ke dalam materi kursus 
pelatihan suatu modul setengah hari tentang Gender dan 
Manajemen Perbatasan tingkat pertama bagi personil tingkat 
bawah, pemimpin tim dan komandan.

Saat ini, separuh hari dialokasikan untuk pelatihan ini  ■
sebagai bagian dari kursus 2 - 5 minggu.
Pelatihan ini bermaksud memungkinkan petugas penjaga  ■
perbatasan merangkaikan gender dengan praktek 
sehari-hari mereka dengan menanyakan diri mereka dan 
menjawab pertanyaan seperti: Mengapa gender penting?  
Apa keuntungan dari penggunaan lensa gender?  Mengapa 
memperdulikan pemaduan gender?  Apa ada keuntungan 
operasional?
Setiap dari tiga tingkat tersebut mulai dengan sesi  ■
‘brainstorm’ dan diskusi tentang ‘Apa itu gender?’  Sesi 
itu diikuti diskusi tentang ‘Mengapa gender penting dalam 
manajemen perbatasan?’

Kemudian isi kursus bervariasi tergantung pada pangkat  ■
dan kebutuhan fungsional, berdasarkan pada pertanyaan 
‘Bagaimana gender dapat dipadukan ke dalam manajemen 
perbatasan?’  Perhatian dalam kursus tersebut ditunjukkan 
pada pelibatan dan inisiatif aktif dari pada pengamatan pasif.

Kursus tingkat dasar berfokus pada: pengenalan kepada risiko 
dan/atau ancaman yang dihadapi wanita dan pria di batas-batas 
negara; dengan cara apa risiko/ancaman tersebut mungkin 
serupa atau berbeda; dan pertanggungjawaban terkait bagi 
polisi perbatasan.

Kursus bagi para pemimpin tim berfokus pada: keadaan-keadaan 
biasa dengan tema gender dan pada usulan/permohonan yang 
bisa diajukan pada tingkat komando agar menerima bantuan 
untuk menyelesaikan masalah.

Kursus tingkat Komando berfokus pada: kebijakan, prosedur 
dan praktek yang bisa diterapkan untuk menangani isu-isu 
pokok dari Toolkit ini: perdagangan manusia, perlindungan hak 
asasi manusia dan instansi pemerintah yang representatif.
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biasa, tetapi sebagai sesuatu yang integral dalam 
pelatihan mengenai pengelolaan perbatasan, 
gender harus dipadukan ke dalam semua isi 
pelatihan dan juga harus dimasukkan ke dalam 
kurikulum kursus-kursus dengan materi pelajaran 
yang lebih khusus.
Materi pelatihan perlu disesuaikan dengan  ■
konteks setempat.
Materi pelatihan perlu disesuaikan dengan  ■
pangkat dan tugas dari kelompok target dan 
harus mencakup isi pelatihan dan praktis yang 
berkaitan dengan tugas-tugas mereka.  Misalnya, 
jamin agar: personil tingkat pengelolaan ditantang 
mengerjakan rancangan kebijakan/prosedur 
yang tanggap terhadap gender; personil tingkat 
pengawas ditantang menyelesaikan persoalan 
yang terkait dengan gender; dan personil tingkat 
operasional ditantang mengetahui praktek-
praktek yang tanggap terhadap gender.
Libatkan organisasi-organisasi wanita dan OMS  ■
lainnya sebagai sumber daya yang memberikan 
bermacam-macam perspektif dan contoh 
terhadap isu-isu setempat, dan untuk menetapkan 
proses-proses rujukan.
Kehadiran aparat berpangkat tinggi memperkuat  ■
komitmen terhadap isi pelatihan itu.
Adakan kursus  ■ refresher secara berkala dan 
jamin umpan balik, penilaian dan tinjauan atas 
pelatihan yang disampaikan.

4.3 Membentuk instansi pengelola 
perbatasan negara yang lebih 
representatif

Badan pengelola perbatasan dan lembaga 
sektor keamanan lainnya menghadapi desakan 
untuk merekrut dan mempertahankan calon 
yang memenuhi syarat, tetapi strategi rekrutmen 
tradisional sering kali mengabaikan wanita sebagai 
pelamar yang berpotensi.  Sebagai disoroti di 
Bagian 3.3, banyak manfaat dapat diperoleh dari 
peningkatan rekrutmen, retensi dan kemajuan 
wanita.  Peningkatan keikutsertaan perempuan 
dapat diwujudkan tetapi untuk itu harus diambil 
langkah-langkah aktif.  Misalnya, di Amerika Serikat, 
Kepolisian Kota Albuquerque dan Kota Tucson 
meningkatkan presentase rekrut perempuan dari 
10% sampai dengan 25% dan dari 10% sampai 
dengan 29% masing-masing melalui pelaksanaan 
strategi-strategi tertentu untuk merekrut dan 
mempertahankan aparat perempuan.33

Penilaian
Untuk menjamin rekrutmen dan retensi yang 
representatif di badan-badan pengelola perbatasan, 
jenis penilaian yang berbeda dapat menjadi berguna.  
Penilaian dapat berfokus pada: suasana kerja, 

angka dan jenis pelecehan seksual, serta rintangan 
dan peluang bagi peningkatan perekrutan, retensi 
dan kemajuan wanita.  Proses penilaian harus 
melibatkan berbagai peserta, seperti wanita dan pria 
dari semua tingkat badan pengelola perbatasan, 
dan juga orang sipil dari kelompok-kelompok rekrut 
potensial – karena persepsi eksternal atas suasana 
kerja petugas perbatasan dapat menjadi faktor-
faktor yang berpengaruh terhadap rekrutmen yang 
berhasil.

Dalam hal staf diminta memberitahukan informasi 
yang sensitif tentang mereka sendiri, atau kolega 
dan atasan mereka, keanoniman informasi yang 
dikumpulkan harus dijamin.  Bila mungkin, penilaian 
dilakukan oleh para pakar dan/atau lembaga 
eksternal.  Namun, pelaksanaan penilaian harus 
didukung di depan umum oleh para pemimpin 
senior.

Kebijakan dan praktek-praktek rekrutmen 
inklusif khusus wanita
Mungkin terjadi tantangan terhadap peningkatan 
rekrutmen wanita dalam badan-badan pengelola 
perbatasan.  Jika lembaga penegakan hukum 
dikenal untuk pertentangan, diskriminasi dan 
pelecehan terhadap petugas wanita, wanita tidak 
mau melamar pekerjaan itu.  Tantangan yang 
lain dalam badan-badan pengelola perbatasan 
mencakup: kemungkinan akan ditempatkan di 
lokasi terpencil, mungkin dalam keadaan sulit dan 
bermusuhan; transportasi terbatas; dan keharusan 
hidup bersama rombongan besar kolega pria.  Di 
banyak negara, keadaan-keadaan semacam itu 
dianggap tidak cocok bagi wanita.

Kiat-kiat untuk peningkatan rekrutmen 
wanita
Tinjau lagi kriteria seleksi untuk menjamin agar  ■
kriteria tersebut mencerminkan keterampilan 
yang benar-benar dibutuhkan untuk tugas yang 
akan dilaksanakan.
Jamin agar uraian tugas meliputi semua  ■
keterampilan yang diperlukan – termasuk tugas 
yang secara tradisional dianggap sebagai 
bidang khusus wanita – misalnya, kecakapan 
untuk berkomunikasi dengan anggota-anggota 
masyarakat yang beragam; kecakapan untuk 
mengurangi kepadatan keadaan-keadaan keras 
dan menengahi perselisihan; kecakapan untuk 
bekerja secara koperatip dengan badan-badan 
lainnya; keterampilan penyelesaian persoalan.

Lihat Tool tentang Penilaian, 
Pemantauan dan Evaluasi RSK 

dan Gender
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Tentukan tingkat sasaran untuk rekrutmen  ■
wanita – misalnya 20%.
Ubah materi rekrutmen untuk memastikan bahwa  ■
materi itu mencakup gambaran baik pria maupun 
wanita dan menekankan perlakuan yang setara 
serta pertanggungjawaban dan tugas yang 
beragam.
Latih para pejabat rekrutmen tentang strategi  ■
untuk merekrut para wanita, dan libatkan wanita 
maupun pria (sepadat mungkin dari semua 
kelompok etnis/geografis/keagamaan) sebagai 
para pejabat rekrutmen dan sebagai anggota 
panel wawancara.
Jamin agar para pewawancara dilatih mengenai  ■
kesempatan yang sama dan jangan tanyakan 
pertanyaan yang mengadakan diskriminasi 
berdasar jenis kelamin (e.g. ‘Apakah Anda 
mengharapkan memiliki bayi?’).
Mulai kampanye penyuluhan masyarakat yang  ■
akan mendorong para wanita untuk melamar 
pekerjaan dan akan mengubah sikap sosial yang 
negatif terhadap keikutsertaan wanita sebagai 
petugas penjaga perbatasan.
Timbangkan pengaturan rekrutmen dan  ■
penggelaran baru seperti satuan yang semua 
anggotanya berjenis kelamin perempuan dan 
tim-tim istri-suami atau saudara laki-laki/saudara 
perempuan dalam keadaan yang didalamnya 
pengaturan tersebut akan memungkinkan wanita 
untuk dipekerjakan sebagai petugas penjaga 
perbatasan.
Berikan kursus pelatihan sebulum seleksi untuk  ■
membantu kelompok-kelompok yang kurang 
terwakili untuk memenuhi syarat (misalnya, 
pelatihan fisik khusus wanita, pelatihan 
pengemudi).
Tentukan sumber daya untuk memantau  ■
dan menilai pengaruh  dari upaya-upaya 
mempekerjakan lebih banyak wanita dalam 
peranan pengelolaan perbatasan.

Retensi personil perempuan
Salah satu alasan untuk keberpihakan dalam 
mempekerjaannya petugas penjaga perbatasan 
perempuan adalah isu retensi.  Sering diperdebatkan 
bahwa wanita tidak mempunyai komitmen yang sama 
dengan komitmen pria sehingga wanita mungkin 
sekali meninggalkan jabatannya untuk melakukan 
perawatan kepada anak-anak dan keluarganya.  
Namun, kenyataan pasar kerja adalah baik pria dan 
wanita perlu mempertahankan jabatannya, maka 
untuk kepentingan baik majikan maupun karyawan, 
majikan harus memberikan dorongan untuk retensi 
dan menetapkan kebijakan yang ramah keluarga.  
Terdapat biaya tinggi berhubungan dengan 
perputaran staf, termasuk kehilangan kepakaran 
dan ingatan kelembagaan, kelancaran, semangat 
tim dan keterampilan khusus .

Kiat-kiat untuk peningkatan retensi wanita
Jamin kesetaraan gaji, tunjangan, pensiun dan  ■
pemberian imbalan lainnya yang bukan gaji 
untuk wanita.
Jamin agar para wanita dipekerjakan dalam  ■
jabatan dengan kesempatan promosi – dari 
pada menasingkan mereka semata-mata pada 
jabatan tingkat awal dengan status dan upah 
yang rendah.
Tentukan sasaran tetap untuk retensi. ■

Tetapkan program-program pendampingan dan  ■
perkumpulan personil perempuan (lihat Kotak 
10).
Jamin adanya sarana dan perlengkapan yang  ■
cocok untuk wanita, termasuk WC, kamar 
mandi dan tempat ganti baju yang terpisah, dan 
seragam.
Jamin agar wanita dapat mengakses dan  ■
berketerampilan untuk mengemudi segala bentuk 
kendaraan yang tersedia pada petugas penjaga 
perbatasan.

Kotak 10 Jaringan Polisi Wanita Eropa34

Jaringan Polisi Wanita Eropa (ENP, European Network of 
Policewomen) adalah perhimpunan regional aparat penegak 
hukum perempuan.  Dalam kemitraan dengan kolega 
dari instansi penegak hukum di para negara anggotanya, 
ENP mencoba memfasilitasi perubahan-perubahan positif 
dalam pengarusutamaan gender dan pemanajemenan 
keanekaragaman, dan mengoptimalkan status wanita.

Tujuan utama ENP:
Meningkatkan kepedulian dan pemahaman tentang isu- ■
isu yang mempengaruhi para wanita dalam lembaga-
lembaga kepolisian di Eropa.
Memfasilitasi dan turut berpengaruh diskusi tentang  ■

isu yang penting bagi anggota polisi laki-laki maupun 
perempuan.
Merangsang dan turut menyebabkan keterwakilan setara  ■
pria dan wanita pada semua tingkat organisasi-organisasi 
kepolisian.
Saling memberi informasi tentang praktek-praktek terbaik  ■
dalam organisasi-organisasi penegak hukum, dan tentang 
isu-isu terbaru serta pendekatan, prakarsa dan ukuran 
yang baru.
Berfungsi sebagai suatu Pusat Kepakaran Eropa  ■
untuk merangsang dan mensinkronisasikan kerjasama 
antara berbagai organisasi polisi dan jaringan terkait 
tentang pengarusutamaan gender, pemanajemenan 
keanekaragaman dan isu-isu kesetaraan.
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Pengaturan penggelaran, seperti jaminan agar  ■
wanita selalu digelar bersama paling sedikit satu 
wanita yang lain, bisa meningkatkan keadaan 
kerja mereka.
Jika cocok dari sudut kebudayaan, timbangkan  ■
pembentukan unit atau tim yang semua 
anggotanya perempuan, dengan potensi untuk 
melaksanakan tugas-tugas tertentu, seperti 
penanganan tim-tim anjing pelacak.
Laksanakan wawancara akhir untuk mengetahui  ■
alasan-alasan atas mana wanita meninggalkan 
jabatannya.

Kebijakan yang ramah keluarga menjadi unsur 
pokok untuk menarik dan mempertahankan 
wanita maupun pria yang memenuhi syarat dan 
mempertinggi efisiensi dalam pelaksanaan kerja.  
Kebijakan ini meliputi:

Jam kerja yang fleksibel dengan kesempatan  ■
untuk bekerja paruh waktu (part-time) dan 
pembagian pekerjaan (job sharing).
Cuti maternitas dan paternitas yang memadai. ■

Pemberian opsi untuk seragam/busana hamil  ■
untuk kerja.
Pemberian tugas ringan untuk karyawan yang  ■
hamil dalam kerangka kebijakan pemromosian, 
kenaikan gaji dan tunjangan lainnya.
Kebijakan pemulihan pekerjaan  untuk wanita  ■
yang ingin kembali bekerja setelah melahirkan.
Penyediaan ruang menyusui dan akses pada  ■
fasilitas penitipan anak on-site atau off-site.

Kemajuan personil perempuan
Langkah-langkah untuk menjamin agar wanita 
dan pria mempunyai kesempatan yang sama atas 
kemajuan dalam karir mereka di bidang pengelolaan 
perbatasan:

Tinjau lagi kriteria untuk kenaikan pangkat untuk  ■
menjamin agar kriteria tersebut mencakup 
semua keterampilan yang diperlukan – misalnya, 
penyelesaikan persoalan, pelaksanaan 
bekerja sama dengan komunitas masyarakat, 

pencegahan kejahatan, dan pembuatan referral 
pada pelayanan sosial.
Jamin adanya standar penilaian pekerjaan yang  ■
jelas, transparen dan obyektif serta penilaian 
yang berlandaskan atas prestasi kerja.
Nilai ujian kenaikan pangkat untuk mencari  ■
prasangka gender.
Jamin agar wanita dan pria mempunyai  ■
kesempatan yang sama untuk mendapatkan 
pekerjaan dambaan dan pelatihan pengembangan 
karir.
Dalam hal wanita tidak melamar untuk kesempatan  ■
kenaikan pangkat, laksanakan survei untuk 
mencari alasan dan laksanakan langkah-langkah 
untuk mengatasi hambatan yang diketahui.

4.4 Meningkatkan pengawasan 
masyarakat sipil

Manfaat dari kolaborasi dengan OMS, yang 
mencakup organisasi-organisasi wanita, dibahas 
dalam Bagian 3.4, dan berkait dengan perdagangan 
manusia, dalam Bagian 4.1.

Penguatan pengawasan masyarakat sipil 
terhadap pengelolaan perbatasan dapat menjadi 
sebagian penting dari proses-proses reformasi yang 
menjamin pertanggungjawaban dan membangun 
kepercayaan masyarakat terhadap badan-badan 
pengelola perbatasan.  Mekanisme pengawasan 
yang dapat memberikan peluang untuk masukan 
dari masyarakat sipil mencakup komisi tinjauan 
perbatasan yang mandiri, komisi HAM dan 
ombudspersons.  Penyediaan laporan bayangan 
kepada lembaga hak asasi manusia internasional 
bisa mengajukan isu dan masalah HAM yang terjadi 
di batas-batas negara kepada forum internasional 
dan membuka dialog antara para pemerintah 
dan OMS-OMS mengenai isu dan masalah ini.  
Keterwakilan setara pria dan wanita dalam struktur 
pengawasan, keikutsertaan organisasi-organisasi 
wanita dan pemasukan isu-isu gender, seperti 

Kotak 11 Pengawasan masyarakat sipil di perbatasan AS-Meksiko35

Jaringan Aksi Perbatasan, bersama dengan organisasi-
organisai masyarakat di negara bagian AS yang berbatasan 
dengan Meksiko, telah mengembangkan suatu kumpulan 
‘Pedoman untuk Kebijakan dan Praktek Alternatif pada 
Penegakan Perbatasan’.  Pedoman tersebut menangani isu-
isu pertanggungjawaban dan pengawasan dan meliputi unsur-
unsur sebagai berikut: operasi, teknologi dan prasarana di 
wilayah perbatasan, pintu masuk,berikut: operasi, teknologi 
dan prasarana di wilayah perbatasan, pintu masuk, pagar 
perbatasan, pengenceran sumber daya penegakan hukum, 
militerisasi wilayah perbatasan, keamanan masyarakat, serta 
penahanan dan pengusiran.

Pada bulan Juni 2006, Jaringan Aksi Perbatasan mengajukan 
laporan bayangan kepada Komite HAM yang mencatat 
pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hak-hak sipil di 
daerah perbatasan AS/Meksiko. Jaringan Aksi Perbatasan juga 
mengajukan representasi kepada Komisi Antar-Amerika tentang 
Hak Asasi Manusia.

Lihat Tool tentang Pengawasan 

Masyarakat Sipil terhadap Sektor 
Keamanan dan Gender
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perdagangan manusia dan kekerasan berbasis 
gender, memperkuat pengawasan terhadap badan-
badan pengelola perbatasan.

Kiat-kiat untuk peningkatan pengawasan 
masyarakat sipil yang tanggap terhadap 
gender 

J ■ amin agar para OMS diberikan kesempatan 
untuk mengunjungi berbagai lokasi perbatasan 
untuk membiasakan diri mereka dengan 
lingkungan, keadaan dan tugas.
Berikan pelatihan kepada para OMS, yang  ■
mencakup organisasi-organisasi wanita, tentang 
praktek-praktek pengelolaan perbatasan.
Bekerja sama dengan para OMS untuk  ■
mengumpulkan data statistik tentang kekerasan 
berbasis gender dan melaksanakan penilaian 
gender terhadap pelayanan penjagaan 
perbatasan, kepabeanan dan keimigrasian.
Bekerja sama dengan para OMS untuk  ■
mengumumkan prosedur keluhan dan menjadikan 
prosedur tersebut dapat diperoleh.

5 Memadukan gender 
ke dalam manajemen 
perbatasan dalam konteks 
tertentu

5.1 Negara-negara pasca-konflik

Selama peperangan atau pertikaian antar-negara, 
wilayah perbatasan bisa menjadi sangat militeristis, 
daerah-daerah yang mudah menimbulkan 
pertengkaran, tempat kejadian kekerasan dan 
pelanggaran HAM, dan fokus untuk perpindahan 
populasi dalam skala besar.  Kebanyakan personil 
kepolisian dan petugas penjaga perbatasan sebelum 
konflik itu sebagai pewajib militer yang kurang 
terlatih atau pasukan paramiliter bersenjata, yang 
mengutamakan pertahanan dari pada keselamatan 
dan keamanan masyarakat.  Dalam konteks pasca 
konflik, lembaga sektor keamanan, termasuk 
badan pengelola perbatasan, mungkin sekali tidak 
dipercayai dan dalam keadaan kekacauan.  Petugas 
keamanan sering kali meninggalkan tempat tugas 

Kotak 12 Rekrutmen untuk Kepolisian Perbatasan Kosovo

Menyusul perang di Kosovo, usaha-usaha yang berarti 
dilakukan untuk merekrut wanita sebagai kadet dalam 
program perpolisian dasar yang baru.  Seperti di konteks 
pasca-konflik apa pun, banyak mantan polisi hilang atau 
tewas; banyak yang lain terkenal karena sebelumnya perilaku 
mereka bersifat diskriminatif dan kejam.

Dorongan adalah menugaskan polisi setempat sesegera 
mungkin.  Bagi orang yang melamar, pemeriksaan latar 
belakang diperlukan, tetapi sering kali sulit dilaksanakan 
karena catatan kerja dan dokumen identifikasi perorangan 
telah dihancurkan atau hilang.  Kursus pertama bersifat dasar 
– enam minggu dalam ruang kelas kemudian penugasan 
praktis bersama aparat pelatihan lapangan Kepolisian Sipil 
PBB (UN Civpol) yang melakukan pelayanan perpolisian.

Setelah demobilisasi, jumlah besar bekas anggota Tentara 
Kemerdekaan Kosovo (KLA, Kosovo Liberation Army), 
direkrut – sebagian besar pria, tetapi juga sejumlah orang 
sipil perempuan.  Pada tahun-tahun pertama, sebanyak 33% 
dari lulusan kursus tersebut adalah perempuan.  Sesudah itu, 
presentase ini berkurang: tidak setiap orang suka pekerjaan 
itu, sejumlah wanita berhenti ketika berkeluarga, sedangkan 
orang lainnya mengambil pekerjaan yang lebih baik di tempat 
lainnya.  Kini presentase wanita dalam Kepolisian Kosovo 
menuju 14%.

Kepolisian Perbatasan Kosovo (BBPT) kemudian hari 
dibentuk.  Selama konflik semacam itu, batas negara dan 
wilayah perbatasan - khususnya di wilayah Balkan dengan 
status Kosovo belum diselesaikan - dari segi politik sangat 
berbahaya.  Awalnya, pelatihan diberikan oleh Kepolisian Sipil 

PBB  yang ditugaskan sebagai petugas penjaga perbatasan.  
Pada tahun 2006, Badan Rekonstruksi Eropa (European 
Agency for Reconstruction) mendanai suatu proyek setahun 
yang dilaksanakan oleh Pusat Penyusunan Kebijakan Migrasi 
Internasional (ICMPD, International Centre for Migration 
Policy Development) untuk mengembangkan Unit Pelatihan 
Kepolisian Perbatasan (BBPTU, Border and Boundary Police 
Training Unit).  Proyek tersebut meliputi standar operasional 
prosedur untuk unit itu, terpilihnya delapan pelatih dan 
pemberian kursus pelatihan untuk pelatih (train-the-trainer)
yang dikustomisasi.  Tujuan utama proyek tersebut adalah 
pengembangan tiga kursus pelatihan yang dikustomisasi 
bagi tingkat dasar, tingkat pimimpin tim dan tingkat komando 
masing-masing.

Meskipun komitmen yang dijanjikan oleh staf senior dari 
badan kepolisian perbatasan dan upaya-upaya yang berarti 
oleh ICMPD untuk mengikutsertakan para wanita, saat ini 
tidak ada seorangpun wanita dalam Unit Pelatihan Kepolisian 
Perbatasan Kosovo.  Namun, wanita merupakan 26% dari 
Petugas Pelatihan Lapangan yang bekerja di lokasi perbatasan 
yang diharapkan akan memberikan pelatihan waktu bekerja 
(on-the-job training) di masa depan.  Upaya untuk mengajak 
mereka menjadi anggota BBPTU gagal.  Alasan yang 
dinyatakan adalah: a) puas dengan yang pekerjaan dan lokasi 
yang ada; b) tidak diizinkan oleh keluarga untuk pekerja jauh 
dari rumah; c) mau menikah dan suami ingin dia ditempatkan 
dekat rumah.

Pada bulan Januari 2007, dari sejumlah 1.009 polisi perbatasan, 
76 adalah wanita.  Jenderal yang mengetuai kepolisian tersebut 
adalah seorang wanita.
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mereka, terdorong oleh rasa takut akan terjadi 
hukum pembalasan, melarikan diri mereka ke dalam 
pengasingan atau pengungsian, atau menjadi 
anggota milisi bersenjata. Pada umumnya, semua 
petugas penjaga perbatasan adalah orang pria.

Reformasi pengelolaan perbatasan pasca-konflik 
dapat menjadi proses yang sangat sensitif sebagai 
akibat pertikaian menyangkut perbatasan dan 
pengendalian batas-batas oleh kelompok-kelompok 
bersenjata setempat.  Di banyak kasus, sistem-
sistem pengelolaan perbatasan harus dibangun 
dari awal.  Demilitarisasi dan pembersihan ranjau 
darat (demining) di daerah perbatasan, pencegahan 
perdagangan senjata yang terlarang, dan upaya 
menjamin perlindungan pengungsi dan orang 
terlantar, menjadi sebagian dari prioritas penting 
dalam reformasi pengelolaan perbatasan.36

Perpindahan secara tidak sah melintasi daerah 
perbatasan yang tidak dijaga merupakan keadaan 
yang biasa selama masa perang, tetapi para 
penempur pria – biasanya diidentifikasi sebagai pria 
yang bersenjata – mungkin sekali diizinkan pulang ke 
negara asalnya, tanpa mengindahkan status mereka 
di negara tuan rumah, sebagai bagian dari program 
perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi.  
Sebaliknya, para penempur wanita sering kali 
dikecualikan dari program-program semacam itu 
dan sangat membutuhkan perlindungan HAM dari 
otoritas perbatasan dan pengeluaran documentasi 
keimigrasian yang sesuai – dan juga  langkah-
langkah kolaboratif dengan kelompok-kelompok 
wanita setempat untuk memberikan dukungan 
kepada mereka.

Peningkatan angka pelacuran dan perdagangan 
manusia sering kali terjadi dalam lingkungan 
pasca-konflik yang militeristis.  Namum demikian, 
lingkungan pasca-konflik pada umumnya dicirikan 
oleh peningkatan fleksibilitas peran gender, 
sebagian karena adanya lebih banyak keluarga 
yang dikepalai wanita dan lebih banyak bekas 
penempur perempuan, dalam suasana reformasi 
yang membuka ruang untuk perubahan-perubahan 
dalam perundang-undangan, kebijakan dan 
personil.

Beberapa tantangan terhadap pemaduan gender 
ke dalam reformasi pengelolaan perbatasan 
pasca-konflik adalah:

Daerah perbatasan sering tetap diperebutkan  ■
dan berpotensi bermusuhan selama jangka waktu 
yang lama pasca konflik dan mungkin dianggap 
‘terlalu berbahaya’ hingga wanita tidak mau atau 
tidak bisa bekerja di sana.
Batas-batas wilayah negara tidak aman karena  ■
adanya jumlah besar populasi yang terlantar – 
dengan pemangsa, penjahat dan pelaku trafiker 

manusia yang berkeliaran di sekitarnya.
Kekerasan berbasis gender terhadap wanita  ■
dan anak perempuan merajalela dalam keadaan 
kekebalan hukum dan kekurangan pengawasan.
Reformasi kepolisian umum sering diutamakan,  ■
sedangkan reformasi perpolisian berspesialisasi, 
termasuk para penjaga perbatasan, ditunda.
Upaya perekrutan awal untuk mengikutsertakan  ■
wanita dalam pasukan keamanan sering kali 
tertinggal setelah kehidupan menjadi ‘normal’ 
dan/atau desakan internasional untuk menjamin 
keterwakilan setara menjadi kecil.

Peluang dan Kiat
Reformasi sektor keamanan yang diamanatkan  ■
oleh perjanjian perdamaian atau misi pemeliharaan 
perdamaian, dan perhatian internasional, bisa 
menyediakan sumber daya untuk reformasi 
manajemen perbatasan. Para aktor internasional 
mungkin bersedia khususnya untuk mendukung 
langkah-langkah untuk memadukan isu gender 
dan meningkatkan rekrutmen wanita sebagai 
bagian dari reformasi manajemen perbatasan.
Penasehat gender  dari organisasi internasional  ■
dan instansi negara bisa memberikan dukungan 
pada prakarsa pengarusutamaan gender dalam 
manajemen perbatasan.
Pembangunan sistem-sistem manajemen  ■
perbatasan dari awal memberikan kesempatan 
untuk menentukan target perekrutan wanita dan 
memadukan isu gender ke dalam perumusan 
kebijakan dan protokol , perencanaan dan 
penyusunan operasional dan pelatihan (lihat 
Kotak 12).
Perubahan peranan gender dan struktur sosial  ■
bisa memfasilitasi perekrutan wanita; wanita 
mungkin mendapatkan keterampilan dalam 
bidang kepemimpinan dan organisasi selama 
terjadinya konflik itu.

5.2 Negara-negara dalam masa transisi

Pada umumnya, dalam konteks ini yang dimaksud 
dengan transisi adalah pergerakan dari satu jenis 
sistem politik/ekonomis menuju sistem yang 
berbeda – biasanya dari suatu sistem yang otoriter 
dan tersentralisasi ke arah ekonomi pasar bebas 
yang lebih demokratik.  Di Eropa Tengah dan Timur, 
sistem sosialis mengalami transisi menjadi sistem  
kapitalis neo-liberal, seperti halnya dengan Asia 
Tengah (lihat Kotak 13).  Di Eropa Tengah dan Timur, 
kepolisian sudah lama berhubungan erat dengan 
tokoh-tokoh politik dan instansi pemerintah dan 
utamanya melaksankan fungsi politik.  Karena itu, 
perbatasan dijaga ketat, dengan penggunaan taktik 
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yang represif untuk mengendalikan warga negara 
dan fokus keamanan diarahkan terhadap pertahanan 
dari pengaruh eksternal.  Arus perdagangan luar 
negeri dan pergerakan orang dibatasi secara 
ketat.  Di negara-negara seperti Hungaria, tentara 
melaksanakan tugas di batas-batas negara dan 
mengendalikan lalu-lintas perbatasan.  Selama 
masa tertentu, bagian wilayah perbatasan diranjau, 
dipagari dan dielektrifikasikan.37  Zona ‘no-go’ 
(dilarang masuk) yang besar ditetapkan dengan 
kepastian larangan masuk kecuali disampingkan 
pihak kepolisian atau diberikan izin khusus.

Di banyak kasus, karena transisi menuju demokrasi 
dan ekonomi pasar bebas, para wanita di Eropa 
Timur, kawasan Kaukasus dan Asia Tengah telah 
mengalami angka pengangguran yang tinggi, 
peningkatan angka pekerjaan dengan upah rendah di 
sektor resmi maupun tidak resmi, dan pengurangan 
perlindungan sosial yang berarti.  Aksesibilitas 
pelayanan kesehatan sudah memburuk dan sudah 
terjadi peningkatan angka kemiskinan yang berarti, 
sejajar dengan kebangkitan peranan tradisional 
wanita sebagai pengasuh utama dan ibu rumah 
tangga.

Sebagian dari tantangan terhadap pemaduan 
gender ke dalam reformasi manajemen perbatasan 
di negara-negara dalam masa transisi meliputi:

Rejim perbatasan besar yang telah dikerahkan  ■
yang takut akan kehilangan kekuasaan dan 
kontrol.
Proses pembersihan ranjau  ■ (de-mining) yang 
kurang memadai di wilayah perbatasan yang 
menghalangi pelancaran kegiatan keluarga dan 
masyarakat oleh wanita maupun pria.
Penaksiran terlalu tingginya kapasitas badan- ■

badan pengelola perbatasan yang baru dibentuk 
untuk mengatur keimigrasian dan kepabeanan, 
dengan konsekuensi negatif bagi orang migran.
Tuntutan terhadap petugas penjaga perbatasan  ■
oleh kejahatan terorganisir untuk kelonggaran 
dan praktek-praktek ilegal.
Negara-negara dalam masa transisi sering kali  ■
merupakan negara sumber untuk perdagangan 
manusia.
Wanita mungkin sekali diperlakukan sebagai  ■
‘orang luar’ (outsiders) dalam badan-badan 
pengelola perbatasan.

Peluang dan Kiat
Prakarsa reformasi manajemen perbatasan,  ■
berhubungan dengan sasaran keanggotaan 
NATO atau Uni Eropa, dapat menjadi titik-
titik masuk untuk memadukan isu gender dan 
meningkatkan keterwakilan wanita.
Pembentukan pelayanan baru – misalnya, tim  ■
anjing pelacak – yang memerlukan pendekatan 
dan pelatihan baru, bisa ditugaskan kepada tim-
tim yang semua anggotanya berjenis kelamin 
perempuan atau tim-tim campuran pria dan 
wanita.
Di negara-negara tertentu yang sedang dalam  ■
masa transisi, warisan pasca-Soviet mencakup 
partisipasi wanita dan pria yang lebih setara 
di lembaga-lembaga sektor keamanan, yang 
dapat menjadi dasar untuk perekrutan lebih 
banyak wanita ke dalam badan-badan pengelola 
perbatasan.

Kotak 13 Pengawasan masyarakat sipil di perbatasan AS-Meksiko35

Ketika Republik-Republik Asia Tengah menjadi negara-negara 
merdeka,’ … batas-batas yang tiba-tiba menjadi internasional 
dengan cepat mendapat signifikansi yang besar.  Terjadi 
gangguan terhadap mata rantai industri dan transportasi yang 
telah lama berlangsung.  Kontrol atas teritorium berarti kontrol 
atas sumber daya dan peningkatan posisi strategis.  Suku-
suku bangsa yang sudah lama dapat mengakses sahabat-
sahabat dan keluarga di seberang batas-batas negara 
menjadi terpencil dan sering kali menghadapi persyaratan 
visa dan kesulitan akses lainnya.’38

Lima negara Asia Tengah yang sebelumnya menjadi bagian 
dari Republik Sosialis Soviet menghadapi pengembangan 
kapasitas untuk mengelola perbatasan yang baru, terutama 
yang berbatasan dengan Afghanistan, Cina dan Iran.  
Perbaikan perdagangan dan transit dalam wilayah tersebut 
dan keperluan untuk menghadapi kejahatan lintas-batas 
– migrasi gelap, pencucian uang, perdagangan narkoba, 
penyelundupan senjata dan terorisme – membutuhkan 
bantuan dan kerjasama internasional.

Uni Eropa (EU, European Union) memegang peranan 
pendanaan yang besar melalui proyek Borders with a Human 
Face [Batas-batas dengan Muka Manusia].39  Tujuan-tujuan 
utama dari proyek tersebut adalah untuk menjamin kestabilan 
dan keamanan wilayah, memberantas kemiskinan dan 
mengembangkan kerjasama regional yang lebih ketat dengan 
Uni Eropa.  Keprihatinan tentang perdagangan candu yang 
luas dalam wilayah tersebut memberikan sebagian besar 
motivasi politik pada proyek itu.  Uni Eropa sedang menerapkan 
metode pengelolaan perbatasan terpadu yang berfokus 
pada peningkatan perdagangan dan transit yang sah yang 
disertai dengan peningkatan keamanan dengan penetapan 
‘jendela pelayanan satu atap’ untuk verifikasi dokumen dan 
kendaraan.  Petugas penjaga perbatasan sedang dilatih untuk 
mengubah dari sistem pengawalan militer statik gaya Soviet 
yang membuat patroli pada jarak waktu tertentu menjadi suatu 
kekuatan antar instansi yang mobil dan profesional, yang 
anggotanya berketerampilan komunikasi dan intelijen sebagai 
perlunya.
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5.3 Negara-negara berkembang

‘Suasana di perbatasan [Nigeria-Benin] selalu 
kacau, bermusuhan dan tak ramah, yang 

menunjukkan tingkat ketidakamanan yang tinggi.’40

Di negara-negara berkembang, kekurangan sumber 
daya untuk reformasi perbatasan merupakan suatu 
masalah yang panas.  Kekurangan pendanaan 
menimbulkan kekurangan jumlah petugas 
perbatasan, kekurangan perlengkapan dan pelatihan 
yang kurang baik.  Hal ini turut menimbulkan 
lingkungan yang didalamnya, sebagai pengganti 
gaji dan imbalan lainnya, aparat perbatasan 
menjadi korup dan meminta pembayaran ilegal 
untuk pemberian alur yang aman bagi orang dan 
barang.  Perbatasan yang tidak dijaga ketat dengan 
kekurangan pengawasan, membolehkan kelibatan 
antara aparat perbatasan dan penjahat dan juga 
bentukan ilegal yang lain.  Biasanya para penjahat 
duduk di barisan depan kemajuan teknologis dan 
mempunyai opsi transportasi yang fleksibel dan 
dibuktikan berhasil serta sumber daya keuangan 
untuk menyuap para penjaga perbatasan.

Prasarana transportasi yang belum berkembang bisa 
mengakibatkan antrian yang panjang di perbatasan 
darat, yang merupakan jalur perjalanan utama, 
khususnya untuk para pedagang.  Pemerasan dan 
kala menunggu yang berlarut-larut menanamkan 
rasa takut pada pencurian dan ancaman terhadap 
keselamatan barang dan orang.  Sopir jarak jauh 
pria sangat rentan ketika mereka membawa jumlah 
besar uang tunai untuk membayer suap dan ‘pajak’ 
ilegal.  Pengangguran, yang merupakan tantangan 
utama di masyarakat berkembang dengan ekonomi 

yang lemah, mengakibatkan orang dalam jumlah 
besar menyeberangi perbatasan untuk mencari 
pendidikan, pekerjaan dan kehidupan yang lebih 
baik di tempat-tempat lainnya.

Dalam respons terhadap survei yang dilakukan 
CLEEN di Afrika Barat pada tahun 2007, wanita 
dari tiga negara (Benin, Ghana dan Nigeria) secara 
konsisten mengindikasikan bahwa mereka lebih 
sering mengalami penderitaan akibat perlakuan 
para penegak hukum daripada pria. 38% dari 
jumlah responden – kelompok terbesar dalam 
kajian itu – adalah wanita pedagang kecil, indikasi 
lain dari peningkatan mobilitas wanita dan skala 
pentingnya dalam perekonomian setempat.41

Di kebanyakan kasus data statistik tidak tersedia, 
tetapi orang percaya sedikit sekali presentase 
atau sama sekali tidak ada wanita yang bekerja 
di badan-badan pengelola perbatasan di negara-
negara berkembang.

Sebagian dari tantangan terhadap pemaduan 
gender ke dalam reformasi manajemen perbatasan 
di negara-negara dalam masa transisi meliputi: 

Kekurangan sumber daya negara dan  ■
pengawasan bisa turut menimbulkan tingkat 
korupsi yang tinggi dan kekurangan pencegahan 
dan pertanggungjawaban terhadap pelanggaran 
HAM yang dilakukan oleh petugas penjaga 
perbatasan.
Karena jumlah pengangguran dari kalangan pria  ■
sangat tinggi, mereka sering diberikan perlakuan 
istimewa dalam proses rekrutmen, sehingga tidak 
mengizinkan keikutsertaan wanita .

Kotak 13 Pengawasan masyarakat sipil di perbatasan AS-Meksiko35

Tujuan utama dari Persetujuan Perdagangan Bebas Amerika 
Utara (NAFTA, North American Free Trade Agreement), suatu 
persetujuan perdagangan antara negara-negara Kanada, 
Meksiko dan AS, adalah untuk memperlancar perpindahan 
barang, modal dan jasa – tidak untuk memfasilitasi perpindahan 
orang.  Nilai harian perdagangan antara AS dan Kanada 
mencapai AS$1,2 miliar, dibandingkan dengan AS$7,3 juta 
antara AS dan Meksiko.  Proses reformasi di kedua batas 
tersebut sangat berbeda.

Untuk AS, perdagangan gelap narkoba, senjata  orang migran  
menjadi fokus utama dari hubungan AS  Meksiko.  Perbatasan 
AS dengan Meksiko dicirikan oleh pagar, meningkatnya secara 
besar-besaran jumlah penjaga perbatasan dan lingkungan 
militeristis.

Dibandingkan dengan AS dan Meksiko, AS  Kanada telah 
melaksanakan kolaborasi dalam menjalan pendekatan ‘smart 
border’. Pendakatan ‘smart border’ tersebut mencakup 
process izin sebelum (pre-approval) untuk lalu-lintas komersial 

(FAST, Free and Secure Trade) dan suatu sistem (NEXUS) 
untuk memberi perseorangan pre-approval untuk menyeberang 
perbatasan, yang telah menghasilkan pemrosesan lalu-lintas 
komersial yang terharmonisasi dan lancar.  Kelompok-kelompok 
kerja antar instansi dan tim-tim tugas, penempatan kepabeanan 
dan keimigrasian di lokasi yang sama, koordinasi surat-surat, 
dan pengikutsertaan dalam proyek-proyek percobaan sistem-
sistem identifikasi isometrik (men-scan retina dan sidik jari) 
telah mengakselerasikan perpindahan penumpang.  Dalam 
AS, tumpang tindih yurisdiksi antara berbagai instansi yang 
bersaingan terus menimbulkan masalah, sedangkan pada 
tahun 2002 Kanada membentuk suatu kementerian baru, yaitu 
Kementerian Keselamatan Masyarakat (Ministry for Public 
Safety) yang bertanggungjawab atas kepabeanan dan badan 
pengelola perbatasan.

Pengelolaan perbatasan antara AS dan Kanada, perbatasan 
darat bersama terpanjang di seluruh dunia (8.850 km) 132 
pintu masuk yang sah, masih relatif seamless (licin), sedangkan 
perbatasan AS/Meksiko, hanya 25 pintu masuk, masih 
didominasi oleh akan terjadi kejahatan dan kekerasan.
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Pelanggaran hukum, kekerasan dan kejahatan  ■
di/dekat kawasan perbatasan bisa menjadikan 
wanita enggan bekerja di lokasi-lokasi itu.
Pengaruh kemiskinan dan keperluan  ■
kelangsungan hidup keluarga bisa mengakibatkan 
banyak wanita tidak dapat mengakses 
pendidikan.
Tiadanya perundang-undangan tentang  ■
kesetaraan gender

.

Peluang dan Kiat
Penyusunan prakarsa-prakarsa yang berfokus  ■
pada komunitas masyarakat di daerah perbatasan 
atau pengelolaan perbatasan dapat menjadi  titik 
masuk untuk peningkatan pengarusutamaan 
gender dan rekrutmen wanita.
Peningkatan jumlah wanita yang bepergian,  ■
apakah migran atau pedagang, dan 
berkembangnya perdagangan anak perempuan 
dan wanita, dapat disoroti sebagai alasan 
untuk peningkatan rekrutmen dan retensi staf 
perempuan.

5.4 Negara-negara maju

Di negara-negara maju, pengelolaan perbatasan 
belakangan ini memusatkan perhatiannya pada 
upaya-upaya untuk menjadi lebih representatif dari 
komunitas masyarakat yang mereka layani dan 
populasi yang mereka perlu dapat memperlakukan 
di lokasi-lokasi perbatasan.  Menyusul kecaman 
terhadap pemprofilan ras, pembentukan 
keseimbangan yang sesuai antara keperluan untuk 
pelacakan dan pengenalan yang responsif terhadap 
anggota-anggota potensial dari kelompok ekstremis/
terroris/kriminal dan menjamin penghormatan atas 
kebebasan sipil dan hak asasi manusia masih 
menjadi tantangan.

Korupsi, penggunaan kekuatan yang berlebihan, 
dan skandal pelecehan seksual sudah makan 
uang banyak dan merusak nama baiknya lembaga 
penegak hukum di banyak negara maju.  Misalnya, 
di Kanada, penanganan secara salah kasus 
orang yang diduga teroris, pengusirannya dari 
AS dan penyiskaan di Syria, turut menyebabkan 
kepolisian negara Kanada sangat tidak dipercaya 
dan menimbulkan rasa khawatir dalam komunitas 
masyarakat tentang keamanan perorangan dan 
pembagian informasi oleh polisi perbatasan dan 
polisi lainnya.42

Fenomena globalisasi telah meningkatkan 
keanekaragaman arus populasi  dan tarikan migrasi, 
sah atau tidak sah, bagi orang yang hidup dalam 
kemiskinan. Semakin bertambah migrasi wanita 

ke negara-negara maju untuk mencari pekerjaan 
supaya mereka dapat menunjang kehidupan 
keluarga. Kebijakan migrasi dan pelaksanaannya 
oleh petugas penjaga perbatasan merupakan 
isu dan permasalahan sulit yang seringkali 
menimbulkan pertengkaran. Pertanyaan yang 
berkaitan dengan penahanan yang sah, hak-hak 
pengungsi, pemohon suaka dan migran ilegal, dan 
pengendalian perpindahan narkoba, senjata dan 
orang lintas batas menjadi keprihatinan utama (lihat 
Kotak 14).

Sebagian dari tantangan terhadap pemaduan 
gender ke dalam reformasi manajemen perbatasan 
di negara-negara maju meliputi:

Susunan kekuasaan, nilai-nilai dan pendekatan  ■
pada reformasi sektor keamanan yang 
menekankan militarisasi dari pada keamanan 
manusia.
Keasyikan politik dengan terorisme dan rasa takut  ■
terhadap orang migran melemahkan hak asasi 
manusia pada batas-batas negara, terutama 
dalam hal pemprofilan ras dan hak-hak pekerja 
migran.
Keperluan yang bertentangan dalam pengelolaan  ■
perbatasan untuk peralatan dan perlengkapan 
teknologi, pengawasan dan penyelidikan yang 
canggih mengalihkan sumber daya dari prakarsa-
prakarsa yang tanggap terhadap gender.
Keengganan terhadap tindakan afirmatif/ ■
kuota dalam negara-negara yang memandang 
masalah-masalah keadilan gender sudah selesai, 
atau bukan bidang yang cocok untuk intervensi 
pemerintah.

Peluang dan Kiat
Berfokus pada nilai-nilai yang diorientasikan pada  ■
pelayanan untuk masyarakat dan keterampilan 
yang secara tradisional dianggap sebagai bidang 
khusus wanita.
Desakan rakyat untuk keanekaragaman gender,  ■
ras dan etnisitas dalam badan-badan penegak 
hukum menimbulkan semangat untuk menangani 
isu-isu gender.
Adanya struktur hukum untuk menjamin hak  ■
kesempatan ketenagakerjaan yang setara untuk 
pria maupun wanita bisa menunjang keterlibatan 
keduanya secara penuh dan setara dalam badan-
badan pengelola perbatasan.
Kembangkan dan laksanakan pelatihan  ■
‘ketanggapan budaya’ sebagai bagian dari 
pelatihan standar tentang pengelolaan perbatasan 
agar menjamin perlindungan hak asasi manusia 
wanita dan pria.

!

!
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6 Usulan-usulan pokok
Dunia internasional

1. Serukan pengikutsertaan wanita, pakar gender 
dan wakil-wakil dari organisasi-organisasi wanita 
dalam penilaian, perancangan, pelaksanaan, 
pemantauan dan evaluasi proses-proses 
reformasi pengelolaan perbatasan.

2. Dukung pengarusutamaan isu-isu gender dan 
peningkatan rekrutmen, retensi dan kemajuan 
wanita di semua proses reformasi pengelolaan 
perbatasan.

3. Laksanakan program peningkatan kapasitas 
untuk mempertinggi kecakapan organisasi-
organisasi wanita dan organisasi masyarakat 
sipil lainnya untuk memantau dengan efektif 
jasa penjaga perbatasan, kepabeanan dan 
keimigrasian.

Pemerintahan

4. Tinjau lagi dan lakukan perubahan kebijakan, 
prosedur dan protokol pengelolaan perbatasan 
untuk memasukkan isu-isu gender dan 
menjamin kebijakan berorientasi pelayanan 
masyarakat.

5. Buat dan tegakkan kode-kode perilaku yang 
menyeluruh yang secara eksplisit menangani 
pelecehan seksual dan kekerasan berbasis 
gender.

6. Jamin agar proses reformasi dan lembaga 
pengelolaan perbatasan bersifat partisipatif:

Libatkan secara aktif para pakar gender, a. 
organisasi-organisasi wanita dan organisasi-
organisasi masyarakat sipil lainnya 
dan komunitas masyarakat di daerah 
perbatasan.
Lakukan konsultasi dengan para wanita di b. 
badan-badan pengelola perbatasan dan 
lembaga keamanan lainnya.
Laksanakan peningkatan kepedulian c. 
masyarakat tentang prosedur perbatasan 
dan hak asasi manusia.

7. Kembangkan mekanisme-mekanisme 
kelembagaan untuk menjamin pemaduan isu-
isu gender yang meliputi:
a. Sistem penghubung gender untuk memantau 

dan mendukung kemajuan dalam kebijakan 
tentang kesetaraan gender.

b. Forum gender antar dinas untuk 
melaksanakan kebijakan, menjamin alokasi 
anggaran belanja dan menjadi sarana (cara) 
untuk pengucapan pendapat-pendapat 
wanita.

8. Laksanakan dan nilai pelatihan gender bagi 
petugas penjaga perbatasan:
a. Tanamkan pelatihan sebagai sebagian dari 

strategi-strategi yang lebih besar untuk 
pengarusutamaan gender,

b. Masukkan fokus pada hukum HAM 
internasional dan domestik, khususnya 
hukum tentang kekerasan berbasis gender 
dan perdagangan manusia.

c. Buat proses-proses penilaian dan umpan 
balik, yang mencakup indikator yang peka 
terhadap gender, ke dalam pelatihan dan 
siklus pengelolaan proyek – diikuti analisa 
kesenjangan, tinjauan ulang, survei klien, dan 
lain-lain untuk mengumpulkan umpan balik 
dan memadukan koreksi dan perbaikan.

9. Tingkatkan perekrutan, retensi dan kemajuan 
para petugas perempuan:

Kembangkan target strategis untuk a. 
rekrutmen dan retensi.
Mulai kampanye rekrutmen khususb. 
Sediakan program-program pendampingan c. 
dan dukungan bagi rekrut perempuan baru.
Bentuk perkumpulan untuk personil d. 
perempuan.
Timbangkan pengaturan penggelaran e. 
yang baru seperti pembentukan unit-unit 
yang semua anggotanya berjenis kelamin 
perempuan.
Angkat para wanita yang memenuhi syarat f. 
untuk jabatan senior.

10.   Kembangkan dan laksanakan prakarsa-prakarsa 
khusus untuk memerangi perdagangan manusia 
yang mencakup:

 Mekanisme-mekanisme kerjasama a. 
regional.
 Pengikutsertaan dalam mekanisme rujukan b. 
nasional. 
 Pengumpulan data secara sistematis.c. 
 Suatu kelompok kerja antar menteri d. 
yang diberikan tanggungjawab atas 
pemeliharaan informasi terkemuka yang 
terbaru dan terkini tentang prakarsa-
prakarsa pemerintah untuk mencegah 
perdagangan manusia.
 Jamin agar baik wanita maupun pria e. 
terwakili secara setara di semua badan 
yang dibentuk dan bahwa anggota-anggota 
yang mempunyai keahlian gender akan 
dimasukkan.
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7Sumber daya tambahan

Situs web yang berguna
Amnesty International - http://www.amnesty.
org

CLEEN Foundation - http://www.cleen.org

Coalition Against Trafficking in Women - http://
www.catwinternational.org

Human Rights Watch - http://humanrightswatch.org

No Border Network - http://www.noborder.org

United Nations Development Fund for Women 
- http://www.unifem.org

Panduan praktis dan buku-buku 
petunjuk
International Centre for Migration Policy 
Development, Regional Best Practice Guidelines 
for the Development and Implementation of 
a Comprehensive National Anti-trafficking 
Response, 2005.

http://www.stopech.sacp.government.bg/file.
php?fid=160

International Organization for Migration, Resource 
Book for Law Enforcement Officers on Good 
Practices in Combating Child Trafficking, 2006.

http://www.ch.iom.int/fileadmin/media/pdf/
publikation en/resource_book.pdf

National Center for Women and Policing, 
Recruiting and Retaining Women: A Self-
Assessment Guide for Law Enforcement, 2001.

http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/bja/185235.pdf

Organisation for Economic Co-operation and 
Security, OECD DAC Handbook on Security 
System Reform: Supporting Security and 
Justice, 2007.

http://www.oecd.org/dataoecd/43/25/38406485.pdf

United Nations, ‘5.40 Module on Cross-
Border Population Movements’, Integrated 
Disarmament, Demobilization and 
Reintegration Standards, 2006.

http://www.unddr.org/iddrs/05/40.php

United Nations Office on Drugs and Crime, 
Toolkit to Combat Trafficking in Persons, 2006.

http://www.unodc.org/pdf/Trafficking_toolkit_Oct06.
pdf

World Health Organisation, WHO Ethical and 
Safety Recommendations for Interviewing 
Trafficked Women, 2003.

http://www.who.int/gender/documents/en/final%20
recommendations%2023%20oct.pdf

Artikel dan laporan
Danish Red Cross, Good Practices 
in Responses to Human Trafficking: 
Cooperation between Civil Society and Law 
Enforcement in Europe, 2005.

http://drk2.inforce.dk/graphics/English/
Trafficking/reference_rc/1088_drk_human_
manual_web%20%282%29.pdf

D’Cunha, J., UNIFEM, Mainstreaming Gender 
and Rights into the Police and Criminal Justice 
Systems: UNIFEM Interventions, 2002.

http://www.aic.gov.au/conferences/policewomen3/
lloyd.pdf

Caparini, M. and Marenin, O., DCAF, Borders and 
Security Governance: Managing Borders in a 
Globalised World, 2006.

http://se2.dcaf.ch/serviceengine/FileContent?serv
iceID=DCAF&fileid=C456E62F-E7AF-A552-4160-
B841A360F994&lng=en

UNICEF, Trafficking in Human Beings, 
Especially Women and Children, in Africa, 
2003.

http://www.unicef-icdc.org/publications/pdf/

trafficking-gb2ed-2005.pdf
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Catatan Praktik 6 Toolkit Gender dan RSK

Manajemen Perbatasan
dan Gender

DAFTAR ISI

Mengapa gender 
penting dalam 

manajemen 
perbatasan?

Bagaimana gender 
dapat dipadukan ke 

dalam manajemen 
perbatasan?

Tantangan dan peluang 
pasca konflik

Pertanyaan-pertanyaan 
untuk manajemen 

perbatasan

Informasi lebih lanjut

Kuatlah pengakuan bahwa reformasi sektor keamanan (RSK) harus memenuhi 
kebutuhan keamanan yang berbeda bagi pria, wanita, lelaki dan anak perempuan.  
Keterpaduan isu-isu gender juga faktor utama bagi efektifitas dan akuntabilitas 
sektor keamanan serta pemilikan lokal dan legitimasinya proses-proses RSK.

Catatan Praktis ini memberikan sebuah pengenalan yang singkat mengenai 
manfaat dari keterpaduan isu-isu gender ke dalam manajemen perbatasan, dan 
juga informasi yang praktis untuk melakukannya.

Catatan Praktik ini berdasarkan atas sebuah Tool (Alat) yang lebih panjang dan 
keduanya merupakan bagian dari Toolkit Gender dan RSK. Dirancang untuk 
memberikan pengenalan tentang isu-isu gender bagi para praktisi reformasi 
sektor keamanan dan para pembuat kebijakan, Toolkit ini terdiri dari 12 Tool 
(Alat) dengan Catatan Praktisnya - lihat Informasi lebih lanjut.

Mengapa gender penting dalam manajemen perbatasan?

Manajemen perbatasan ‘berkaitan dengan pengelolaan perbatasan.  Arti tepatnya bervariasi sesuai dengan 
konteks nasional tetapi biasanya berkaitan dengan peraturan, teknik dan prosedur yang mengatur kegiatan dan 
lalu-lintas yang menyeberangi daerah atau kawasan perbatasan tertentu’.1  Dinas pengawasan perbatasan, 
imigrasi dan bea cukai adalah aktor utama yang bertanggungjawab atas pengelolaan perpindahan orang dan 
barang lintas batas negara.

Gender merujuk pada peran dan hubungan, ciri kepribadian, sikap, tingkah laku dan nilai-nilai yang dihubungkan 
masyarakat dengan pria dan wanita.  Karena itu, ‘gender’ merujuk pada perbedaan yang dipelajari antara pria 
dan wanita, sedangkan ‘jenis kelamin’ merujuk pada perbedaan biologis antara lelaki dan perempuan.  Peran 
gender sangat bervariasi di dalam dan antar kebudayaan dan dapat berubah sepanjang waktu.  Gender tidak 
hanya merujuk pada wanita atau pria tetapi juga pada hubungan antara mereka.

 
Pencegahan dan pendeteksian perdagangan dan penyelundupan orang

Mengamalkan pendekatan yang tanggap terhadap gender pada pencegahan,  ■
penyidikan dan pengawasan perdagangan dan penyelundupan orang dapat 
meningkatkan pendeteksian dan perlindungan korban.

Perlindungan dan pemromosian hak-hak asasi manusia (HAM)
Personil pengelolaan perbatasan yang melindungi dan mempromosikan HAM  ■
pria, wanita, anak perempuan dan anak lelaki lebih mungkin mendapatkan 
kepercayaan umum dalam usaha layanan mereka.  Pada gilirannya, 
kepercayaan umum ini meningkatkan perpindahan orang, barang dan jasa dan 
mempertinggi kemampuan petugas pengelolaan perbatasan dalam bidang-
bidang pencegahan dan pendeteksian kriminalitas.

Pelanggaran HAM bisa terjadi di pos-pos pemeriksaan lintas batas, termasuk:
Kekerasan fisik seperti pukulan, perkosaan dan penyiksaan. ■
Penyangkalan hak suaka atau pengungsian. ■
Pelecehan seksual dan diskriminasi berdasar jenis kelamin atau orientasi seksual. ■
Pemprofilan ras/etnisitas yang menghambat hak kebebasan bergerak. ■
Korupsi, penganiayaan dan kekerasan terhadap para pedagang lintas batas. ■
Penyangkalan hak perawatan kesehatan. ■

Lembaga-lembaga pengelolaan perbatasan yang representatif
Menjamin peningkatan keterwakilan wanita yang dipekerjakan sebagai  ■
petugas perbatasan mungkin membantu mereka, karena pria sangat terlalu 
terwakili sekarang:

 Geneva Centre for the 
Democratic Control of 
Armed Forces (DCAF)
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Kotak 1 Kiat-kiat untuk prosedur yang tanggap terhadap gender bagi perempuan korban perdagangan 
orang

Seorang wanita yang diperdagangkan mungkin sekali tidak mau menyahuti penyelidik pria.  Penyelidik wanita jauh lebih 1. 
disukai dalam hal ini, terutama demi rasa aman korbannya.
Seorang wanita harus selalu mendampingi korban sebagai saksi.  Dalam hal petugas wanita tidak tersedia, seorang wakil 2. 
dari organisasi wanita dapat berperan sebagai pengamat.
Pisahkan korban dari trafiker.3. 
Penggeledahan badan dan penggeledahan harta dapat dilakukan hanya oleh seorang petugas wanita.4. 
Hubungi organisasi-organisasi wanita dan para penyokong korban dengan segera.5. 
Jamin agar kebutuhan fisik dan medis dipenuhi.6. 

Kotak 2 Wawancara secara pantas dan aman 
dengan orang yang diperdagangkan2

Jangan menimbulkan kerusakan – perlakukan setiap 1. 
orang seolah-olah potensi kerusakannya parah kecuali 
kalau ada bukti yang bertentangan.
Ketahui materi Anda dan lakukan penilaian atas risiko 2. 
sebelum melakukan wawancara.
Siapkan informasi yang sesuai tentang referral 3. 
layanan hukum, kesehatan, penampungan, dukungan 
sosial dan keamanan.
Pilih dan siapkan para penerjemah yang memadai.4. 
Pastikan keanoniman dan kerahasiaan.5. 
Dapatkan informed consent dari orang yang 6. 
bersangkutan.
Dengarkan dan hargai penilaian setiap orang terhadap 7. 
keadaan dan risiko keselamatannya.
Jangan traumatisasi seseorang sekali lagi dengan 8. 
penanyaan yang bermaksud menimbulkan respons 
yang penuh emosi.
Bersiap-siap untuk intervensi darurat.9. 
Gunakan informasi yang terkumpul dengan cara yang 10. 
memanfaati individu atau mendorong pengembangan 
kebijakan dan intervensi untuk orang yang 
diperdagangkan.

Jamin kecocokan penanyaan, pewawancaraan,  -
penggeledahan badan dan prosedur lanjutan 
berkenaan dengan kejahatan seperti perdagangan 
dan penyelundupan orang.
Ciptakan lembaga-lembaga yang lebih  -
representatif yang mencerminkan masyarakat 
yang mereka layani dalam hal afiliasi etnis, 
bahasa, jenis kelamin, agama, dll, yang 
memperkuat legitimasi dan ‘menormalisir’ 
lingkungan-lingkungan perbatasan.
Cegah pelanggaran HAM di perbatasan seperti  -
pelecehan seksual, penggeledahan badan yang 
tidak cocok dan penggunaan kekerasan yang 
berlebihan.

Pemilikan lokal, pengawasan sipil dan 
kerjasama

Peningkatan keikutsertaan para pemangku  ■
kepentingan utama seperti organisasi-organisasi 
wanita dalam proses reformasi pengelolaan 
perbatasan memperkuat pemilikan lokal dan 
pengawasan sipil.
Pelaksanaan kerjasama dengan organisasi- ■
organisasi wanita, beserta organisasi-organisasi 
masyarakat sipil lainnya, dapat menghasilkan 
intelijen lokal yang sangat penting mengenai 
tindak pidana, nasihat dari ahli-ahli kebijakan, 
dan kepakaran pelatihan gender.  Organisasi-

organisasi masyarakat sipil juga menjadi 
organisasi rujukan (referral) pokok bagi korban 
kejahatan dan memberikan layanan dukungan 
yang saling melengkapi.

Kepatuhan terhadap kewajiban menurut undang-undang 
dan instrumen hukum internasional
Pemaduan isu-isu gender ke dalam pengelolaan perbatasan 
diperlukan untuk mematuhi hukum, instrumen dan norma 
internasional dan regional tentang keamanan dan gender.  
Instrumen utama meliputi:

Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing (1995) ■

Protokol untuk Mencegah, Menghapuskan dan  ■

Menghukum Perdagangan Manusia, Khususnya 
Perempuan dan Anak-anak (Protokol Palermo) (2000)
Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Lampiran Toolkit  ■

tentang Undang-Undang dan Instrumen Internasional 
dan Regional.

Bagaimana gender dapat dipadukan ke 
dalam manajemen perbatasan?

Kumpulkan informasi
Kumpulkan, uraikan dan edarkan data  ■
statistik yang cermat mengenai aliran migrasi, 
perdagangan orang dan penyelundupan orang 
agar meningkatkan kebijakan dan praktek 
pengelolaan perbatasan.  Paling sedikit, pisahkan 
seluruh data menurut jenis kelamin, usia, tempat 
tujuan dan maksud perjalanan.

Tentukan kebijakan, protokol dan prosedur yang 
peka terhadap gender

Susun kebijakan, protokol dan prosedur  ■
yang tanggap terhadap gender (lihat Kotak 
1) untuk pengidentitasan, pewawancaraan, 
penggeledahan badan, penyidikan, 
penahanan dan proses-proses lainnya yang 
mempertimbangkan kebutuhan wanita dan 
pria yang berbeda dan membedakan migrasi, 
perdagangan orang dan penyelundupan orang.
Tentukan kode perilaku yang jelas; prosedur  ■
keluhan, penyidikan dan disiplin baik internal 
maupun eksternal; dan proses kelakuan dan 
penilaian eksternal.
Sebarluaskan kepada masyarakat pedoman dan  ■
kebijakan mengenai pengelolaan perbatasan 
dan selenggarakan secara berkala konsultasi 
dengan berbagai pemangku kepentingan 
tentang ancaman keamanan yang dirasakan 
oleh masyarakat dan respons yang cocok.
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Laksanakan kebijakan dan praktek sumber daya  ■
manusia (SDM) yang tanggap terhadap gender 
dan ramah keluarga, termasuk kebijakan tentang 
pelecehan seksual.
Nilai skala upah, pembinaan petugas dan  ■
dorongan lainnya sebagai langkah pokok 
menuju penghapusan penyuapan dan korupsi 
lainnya dalam pengelolaan perbatasan.  Besar 
kemungkinan personil menjadi tanggap terhadap 
langkah-langkah reformasi jika upah dan kondisi 
pekerjaannya yang memadai telah ditetapkan.

Selenggarakan pelatihan gender
Susun materi tentang pelatihan gender dan  ■
peningkatan kapasitas, ditargetkan secara tegas 
pada personil pengelolaan perbatasan dan 
tantangan unik yang mereka hadapi, termasuk 
para penjaga perbatasan, otoritas bea cukai dan 
personil dinas migrasi.
Libatkan organisasi-organisasi wanita dalam  ■
pembinaan dan pengantaran pelatihan gender 
dan prakarsa peningkatan kapasitas lainnya.

Tingkatkan pendeteksian dan perlindungan 
korban perdagangan orang 

Pastikan bahwa personil pengelolaan perbatasan  ■
berkemampuan mengakui dan mengidentikkan 
perdagangan orang dan membedakannya dari 
penyelundupan, pelacuran, migrasi sukarela 
dengan tujuan mencari kerja dan bentuk-bentuk 
perpindahan lintas batas lainnya:

Lakukan  - surveillance (pengamatan) dan 
cross check yang menyeluruh dan otoritatif.
Akui maksud dan pengalaman akibat  -
perdagangan orang yang berbeda pada 
wanita, pria, anak perempuan dan anak 
lelaki.
Bangun kapasitas personil untuk memberikan  -
respons yang sesuai kepada korban 
perdagangan orang (lihat Kotak 2) – dengan 
mengakui kerentanan, perlawanan dan 
kebutuhan – dan biasakan personil dengan 
standar operasional prosedur (SOP) untuk 
referral dan penyidikan.

Kotak 3 Perekrutan wanita di Kosovo

Menyusul perang di Kosovo, usaha-usaha dilakukan untuk 
merekrut wanita sebagai kadet dalam program perpolisian 
dasar yang baru didirikan oleh Organisasi Keamanan dan 
Kerja Sama di Eropa (OSCE, Organisation for Security and 
Cooperation in Europe).  Dalam kursus yang diselenggarakan 
pada tahun-tahun pertama, angka lulusan perempuan 
mencapai 33% tetapi pekerjaan itu tidak disukai oleh semua 
peserta maka beberapa di antara mereka berhenti bekerja 
ketika sudah berkeluarga, sementara orang-orang lain 
mengambil perkerjaan yang lebih baik di tempat-tempat 
lainnya.  Kini, hampir 14% dari anggota Kepolisian Kosovo 
adalah wanita.  Kepolisian Perbatasan Kosovo (BBPT) 
kemudian dibentuk. Pada bulan Januari 2007, dari jumlah 
keseluruhnya 1.009 polisi perbatasan, 76 di antara mereka 
adalah wanita, dan Jenderal yang mengetuai kepolisian 
tersebut adalah seorang wanita.

Kotak 4 Pengawasan masyarakat sipil3

The Border Action Network (Jaringan Aksi Perbatasan), 
dengan organisasi-organisasi masyarakat di bagian negara di 
daerah batas-batas Amerika Serikat, telah mengembangkan 
‘Guidelines for Alternative Border Enforcement Policies 
and Practices’ [‘Pedoman Kebijakan dan Praktek Alternatif 
tentang Penegakan Perbatasan’], agar menetapkan 
pertanggungjawaban, HAM dan keamanan masyarakat.  Pada 
bulan Juni 2006, Border Network for Human Rights (Jaringan 
Perbatasan untuk Hak Asasi Manusia) di kota El Paso, Texas 
dan bagian selatan New Meksiko mengajukan Laporan 
Bayangan kepada Komite HAM yang mendokumentasikan 
pelanggaran terhadap hak-hak manusia dan hak-hak sipil di 
daerah perbatasan AS/Meksiko.

Lakukan kerjasama dengan organisasi- -
organisasi wanita dan organisasi-organisasi 
non-pemerintah (LSM) lainnya untuk 
memberikan layanan kepada korban.

Ciptakan lembaga-lembaga pengelola perbatasan 
yang lebih representatif dan partisipatif 

Rencanakan dan targetkan perekrutan untuk  ■
menarik lebih banyak perempuan pemohon, 
dengan meliputi peninjauan kembali kriteria 
seleksi, pengembangan uraian tugas yang 
sesuai, pelatihan aparat perekrutan tentang isu-
isu gender, perbaikan materi perekrutan dan 
peninjauan kembali format wawancara.
A ■ ngkat atau naikkan pangkat para wanita yang 
memenuhi syarat jabatan senior di bidang 
pengelolaan perbatasan (lihat Kotak 3).
Tingkatkan keikutsertaan aktor lokal seperti  ■
organisasi-organisasi masyarakat sipil, termasuk 
kelompok-kelompok wanita, dalam penilaian, 
perancangan, pelaksanaan dan pemantauan/
evaluasi proses-proses reformasi agar 
meningkatkan keterbukaan dan pemilikan lokal 
(lihat Kotak 4).

Pantau dan Evaluasi
Lakukan survei-survei ‘kepuasan nasabah’ oleh  ■
otoritas independen dalam rangka pemantauan.

 
Tersedia juga di Tool 6…

Kiat-kiat untuk prosedur yang tanggap terhadap gender -
Daftar pertanyaan tentang model mekanisme rujukan  -
nasional
Kiat-kiat untuk kode perilaku yang berhasil -
Contoh-contoh kurikulum pelatihan gender bagi  -
Kepolisian Perbatasan Kosovo
Kiat-kiat untuk peningkatan perekrutan, retensi dan  -
kemajuan personel wanita

Tantangan dan peluang pasca konflik

Reformasi pengelolaan perbatasan pasca-
konflik dapat menjadi proses yang sangat sensitif 
akibat pertikaian menyangkut perbatasan dan 
pengendalian batas-batas oleh kelompok-kelompok 
bersenjata setempat.  Di banyak kasus, sistem-
sistem pengelolaan perbatasan harus dibangun 
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dari awal.  Demilitarisasi dan pembersihan ranjau 
darat (demining) di daerah perbatasan, pencegahan 
perdangangan senjata dan orang yang terlarang, 
dan upaya menjamin perlindungan pengungsi dan 
orang terlantar, menjadi sebagian dari prioritas 
penting dalam reformasi pengelolaan perbatasan.

Tantangan bagi pemaduan isu-isu gender
Daerah perbatasan tetap diperebutkan dan  ■
mungkin bermusuh pasca-konflik, suatu 
lingkungan yang sering dianggap ‘terlalu 
berbahaya’ bagi wanita.
Kekerasan berbasis gender (GBV) terhadap  ■
wanita dan anak perempuan di lingkungan yang 
kekurangan pengawasan dan kekebalan hukum 
yang nyaris total.
Peningkatan angka kejadian perdagangan  ■
orang.
Reformasi perpolisian umum sering diutamakan  ■

sedangkan reformasi perpolisian berspesialisasi, 
termasuk pengelolaan perbatasan, mungkin 
ditunda dan upaya perekrutan awal untuk 
memasukkan wanita ke dalam pasukan 
keamanan tidak berlangsung.

Peluang-peluang untuk pemaduan isu-isu 
gender

Lebih besar kemungkinnya para anggota  ■

komunitas dan organisasi-organisasi internasional 
dan pemerintah-pemerintah yang baru dibentuk 
mempunyai kemauan politik untuk menanamkan 
proses-proses reformasi peradilan.
Pembangunan atau reformasi sistem-sistem  ■

pengelolaan perbatasan menyediakan 
kesempatan untuk menentukan target perekrutan 
wanita dan memadukan isu-isu gender ke 
dalam pembentukan kebijakan dan protokol, 
perencanaan dan penyusunan operasional, 
perekrutan dan pelatihan.
Mungkin terdapat lebih banyak wanita bersedia  ■

bekerja sebagai petugas dinas perbatasan– 
termasuk wanita yang mengepalai dan 
menanggung keluarga, dan wanita yang telah 
demobilisasi yang mempunyai kemahiran dalam 
bidang kepemimpinan dan pengorganisasian.

? Pertanyaan-pertanyaan untuk 
manajemen perbatasan

Salah satu cara yang paling baik untuk 
mengidentikkan titik-titik masuk, kekuatan dan 
kelemahan untuk pemaduan perspektif gender ke 
dalam reformasi pengelolaan perbatasan adalah 
melakukan penilaian.  Berikut ini adalah contoh-
contoh pertanyaan yang penting untuk dimasukkan 
ke dalam proses-proses penilaian, pemantauan 
dan evaluasi.

Apakah personil pengelolaan perbatasan telah 
menerima informasi yang cermat serta pelatihan 
yang memadai dan sesuai mengenai isu-isu 
gender?

Apakah personil pengelolaan perbatasan sudah  ■

bersiap melindungi hak-hak dan menanggapi 
kebutuhan orang yang diperdagangkan dan/
atau diselendupkan?
Apakah standar operasional prosedur (SOP)  ■

untuk rujukan korban perdagangan dan 
penyelundupan telah ditetapkan?
Apakah kebijakan yang tanggap terhadap  ■

gender sudah ditetapkan, seperti kode perilaku 
dan kebijakan tentang pelecehan seksual dan 
diskriminasi?
Apakah personil pengelolaan perbatasan  ■

mencerminkan masyarakat dalam hal jenis 
kelamin, afiliasi etnis, agama, bahasa, dll?
Apakah wanita dan pria dipekerjakan secara  ■

setara di semua tingkat lembaga pengelola 
perbatasan?
Apakah para pemangku kepentingan utama  ■

dari kementerian-kementerian pemerintah dan 
masyarakat sipil, yang meliputi organisasi-
organisasi wanita, terlibat dalam penilaian, 
perencanaan, pengambilan keputusan, 
pemantauan dan evaluasi proses-proses 
pengelolaan perbatasan?
Apakah proses-proses pengidentitasan,  ■

pewawancaraan dan penyidikan di perbatasan 
dinilai dari perspektif gender?
Apakah daftar pusat pengumpulan dan  ■

pertukaran informasi telah ditetapkan di pintu-
pintu penyeberangan perbatasan?  Apakah 
semua data dipisahkan menurut jenis kelamin, 
usia, dan faktor-faktor lain yang terkait?
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Informasi lebih lanjut
Sumber daya
ILO – Human Trafficking and Forced Labour Exploitation: 
Guidance for Legislation and Law Enforcement [Perdagangan 
orang dan Eksploitasi Kerja Paksa: Bimbingan untuk Perundang-
undangan dan Penegakan Hukum, 2005.

IOM – ‘Migration and Gender’ [‘Migrasi dan Gender’], Essentials 
of Migration Management [Hal-hal yang Penting dalam 
Pengelolaan Migrasi], 2007.

IOM – Identification and Protection Schemes for Victims of 
Trafficking in Persons in Europe [Skema Pengidentitasan dan 
Perlindungan Korban Perdagangan Orang di Eropa] : Alat-alat 
dan Praktek-praktek Terbaik, 2005.

Organisasi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE, 
Organisation for Security and Cooperation in Europe) – National 
Referral Mechanisms: Joining Efforts to Protect the Rights 
of Trafficked Persons: A Practical Handbook [Mekanisme-
mekanisme Referral Nasional: Kerjasama untuk Melindungi Hak-
hak Orang yang Diperdagangkan: Buku Petunjuk Praktis, 2004.

Kantor PBB untuk Narkotika dan Kejahatan (UNODC, UN Office 
on Drugs and Crime) – Toolkit to Combat Trafficking in Persons 
[Toolkit untuk Penanggulangan Perdagangan Orang], 2006.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, World Health Organisation) 
– Ethical and Safety Recommendations for Interviewing 
Trafficked Women [Anjuran-anjuran Etik dan Keselamatan untuk 
Pewawancaraan Wanita yang Diperdagangkan], 2003.

Organisasi-organisasi
CLEEN Foundation [Yayasan Pendidikan Penegakan Hukum] – 
www.cleen.org

Coalition Against Trafficking in Women [Koalisi Menentang 
Perdagangan Wanita]– www.catwinternational.org

Human Rights Watch [Pengawas HAM] – www.hrw.org 

International Organization for Migration [Organisasi-Organisasi 
Internasional untuk Migrasi] – www.iom.int

No Border Network [Jaringan Tidak Ada Perbatasan] – www.
noborder.org

OSCE [Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa]– 
www.osce.org

UNIFEM (Dana Pembangunan PBB untuk Perempuan) - www.
unifem.org

Toolkit Gender dan RSK
Reformasi Sektor Keamanan dan Gender1. 
Reformasi Kepolisian dan Gender2. 
Reformasi Pertahanan dan Gender3. 
Reformasi Peradilan dan Gender4. 
Reformasi Pemasyarakatan dan Gender5. 
Manajemen Perbatasan dan Gender6. 
Pengawasan Parlementer terhadap Sektor Keamanan dan 7. 
Gender
Pembuatan Kebijakan Keamanan Negara dan Gender8. 
Pengawasan Masyarakat Sipil terhadap Sektor Keamanan 9. 
dan Gender
Perusahaan-perusahaan Militer dan Keamanan Swasta 10. 
dan Gender
Penilaian, Pemantauan dan Evaluasi RSK dan Gender11. 
Latihan Gender bagi Aparat Sektor Keamanan Lampiran 12. 
Undang-Undang dan Instrumen Internasional dan Regional

Setiap tool (alat) dan catatan praktik ini tersedia dari: www.dcaf.ch, 
www.un-instraw.org and www.osce.org/odihr.

Catatan Praktis ini disiapkan oleh Nadia Nieri dari UN-INSTRAW, 
berdasarkan atas Tool (Alat) 6 yang ditulis oleh Angela Mackay, 
dan diterjemahkan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia 
oleh Catherine Muir.

1 Hills, A.,’Towards a Rationality of Democratic Border Management’ [‘Menuju 
Rasionalitas Pengelolaan Perbatasan secara Demokratis’], Borders and 
Security Governance: Managing Borders in a Globalised World [Batas-batas 
dan Tata Kelola Pemerintahan Keamanan: Mengelola Batas-batas dalam Dunia 
Globalisasi], (DCAF: Jenewa), 2006, h. 33.

2 Disadur dari: Zimmerman, C. dan Watts, C., WHO Ethical and Safety 
Recommendations for Interviewing Trafficked Women [Anjuran-anjuran Etik 
dan Keselamatan WHO untuk Pelaksanaan Wawancara dengan Wanita yang 
Diperdagangkan], (WHO: Jenewa), 2003.

3 Border Network for Human Rights (Jaringan Perbatasan untuk Hak Asasi 
Manusia), ‘US/Mexico Border Report to the United States Human Rights 
Committee Regarding the United States Compliance with the International 
Covenant on Civil and Political Rights’ [‘Laporan tentang Perbatasan AS/
Meksiko kepada Komite HAM Amerika Serikat Mengenai Kepatuhan Amerika 
Serikat terhadap Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik’], 
Juni 2006.http://www.borderaction.org
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Pengawasan Parlementer atas Sektor Keamanan dan Gender

i

DAFTAR ISI
Daftar Akronim iii

1. Pendahuluan 1

2. Apa itu pengawasan parlementer atas sektor keamanan? 1

3. Mengapa gender penting dalam pengawasan parlementer atas sektor keamanan? 3

3.1 Undang-undang dan kebijakan keamanan yang inklusif dan berbasis kebutuhan 3

3.2 Lembaga-lembaga sektor keamanan yang efektif dan bersifat mewakili 3

3.3 Penyusunan anggaran dan manajemen sumber daya yang adil 4

3.4 Kesetaraan gender dalam pembuatan keputusan parlemen 5

4. Bagaimana memadukan gender ke dalam pengawasan parlementer atas sektor keamanan? 6

4.1 Rumuskan undang-undang dan kebijakan keamanan yang inklusif dan berbasis kebutuhan 6
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1Pendahuluan 

Parlemen memainkan peran penting dalam reformasi
sektor keamanan. Sebagai wakil kepentingan warga
negara, anggota parlemen memainkan peran legislatif
dan pengawasan yang sangat penting, yang meminta
pertanggungjawaban lembaga eksekutif.  Parlemen
menyetujui anggaran, mengkaji dan melaksanakan
perundang-undangan yang berkaitan dengan sektor
keamanan, dan menjalankan fungsi penjembatanan
penting antara pemerintah dan warga negara dalam
menentukan dialog nasional mengenai keamanan.
Parlemen adalah satu-satunya lembaga yang dipilih
secara nasional yang dapat berbicara atas nama
semua warga negara dan membela kepentingan
keamanan mereka.  Bila anggota parlemen mem -
bahas isu gender – yang mencakup pemahaman
mengenai kebutuhan keamanan pria, wanita, anak
perempuan dan anak lelaki yang berbeda – mereka
memperkuat pengawasan mereka atas sektor
keamanan.  Pengawasan yang tanggap terhadap
gender dapat menjamin kebijakan yang inklusif dan
berbasis kebutuhan; memperkuat efektivitas
operasional lembaga-lembaga sektor keamanan; dan
meminta mereka bertanggung jawab atas penyusunan
anggaran yang adil.

Tool (alat) ini berusaha menyoroti pentingnya
pengawasan parlementer atas sektor keamanan dan
manfaat yang diperoleh anggota parlemen dari
pemasukan perspektif gender ke dalam program kerja
mereka. Kelompok sasaran utama pada tingkat
nasional meliputi anggota parlemen, staf parlemen,
dan partai politik. Para anggota dan staf lembaga
parlemen regional, seperti Parlemen Pan Afrika,
Parlemen Amerika Tengah, Parlemen Eropa serta
Majelis Parlemen OSCE dan NATO juga menjadi
kelompok sasaran; begitu pula lembaga-lembaga dan
kelompok-kelompok anggota parlemen, seperti
Association of European Parliamentarians for Africa
(Perhimpunan Anggota Parlemen Eropa untuk Afrika),
yang melakukan kegiatan bantuan parlemen. Para
pejabat reformasi sektor keamanan pemerintah dan
proyek pemerintahan, organisasi masyarakat sipil,
peneliti dan akademisi yang meneliti saling keterkaitan
antara keamanan, parlemen dan gender juga dapat
memperoleh manfaat dari tool (alat) ini. 

Setelah pembahasan singkat mengenai sifat dari
pengawasan parlementer atas sektor keamanan, tool
(alat) ini menguraikan pentingnya dan manfaat dari
pemaduan gender ke dalam program kerja parlemen
mengenai isu-isu gender. Tool (alat) ini memberikan
saran-saran mengenai bagaimana memadukan
gender ke dalam pengawasan parlementer dan

meliputi suatu bagian yang membahas gender dan
pengawasan parlementer dalam konteks khusus
negara-negara pasca-konflik dan negara-negara maju.
Tool (alat) ini ditutup dengan beberapa rekomendasi
pokok dan memberikan sejumlah sumber daya
tambahan bagi para praktisi. 

2Apa itu pengawasan
parlementer atas sektor
keamanan? 

Definisi umum pengawasan parlementer atas sektor
keamanan menyatakan: ‘Lembaga legislatif
melakukan pengawasan parlementer dengan
menyetujui undang-undang yang merumuskan dan
mengatur lembaga-lembaga keamanan dan
kekuasaan mereka maupun apropriasi anggaran yang
padan dengannya. Kontrol ini dapat juga mencakup
pembentukan ombudsman parlemen atau komisi yang
dapat melakukan penyelidikan mengenai pengaduan
masyarakat.’1

Tata pemerintahan yang baik memerlukan
pengawasan parlementer. Parlemen berada di pusat
demokrasi, yang berperan sebagai benteng melawan
pemerintahan autokratis. Parlemen memiliki
kekuasaan anggaran dan dengan demikian
menentukan anggaran sektor keamanan. Selanjutnya,
parlemen menciptakan parameter hukum untuk isu-isu
keamanan. Tergantung pada negara yang
bersangkutan, berikut ini adalah beberapa tindakan
yang dapat diambil parlemen untuk mengawasi sektor
keamanan:2

n Menyetujui, menolak atau mengusulkan perubahan
atas kebijakan keamanan dan undang-undang
pertahanan.

- Mengadakan debat parlemen

- Mengajukan pertanyaan parlemen dan melakukan
interpelasi (meminta pejabat pemerintah menje -
las kan suatu tindakan atau kebijakan)

- Meminta konsultasi nasional mengenai isu
keamanan

- Meminta penelitian

n Menggunakan dan mengawasi ketentuan anggaran
yang berkaitan dengan keamanan

n Mengesahkan atau mengakhiri keadaan darurat
atau perang 
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n Menyetujui atau menolak proposal pemerintah
mengenai:

- Perjanjian, aliansi internasional, dan pengiriman
pasukan ke luar negeri 

- Pengangkatan personel keamanan tingkat tinggi 

- Pembelian senjata berat 

n Memantau dan mengevaluasi kebijakan dan
program keamanan

- Melakukan penyelidikan atau dengar pendapat
parlemen

- Meminta evaluasi mengenai pelaksanaan
kebijakan/program dari pemerintah atau
mengangkat konsultan untuk melakukan audit
kinerja khusus

- Melakukan atau mengkaji fungsi mekanisme
audit, misalnya ombudsman pertahanan

Ada berbagai aktor penting di dalam sistem parlemen:

n Anggota parlemen adalah para wakil yang dipilih oleh
para pemilih anggota parlemen. Mereka dapat me -
mastikan bahwa pengaduan warga diper timbangkan
dalam kebijakan yang berkaitan dengan keamanan
yang diajukan oleh lembaga eksekutif. Mereka dapat
mengadakan dengar pendapat publik, memberikan
informasi penting kepada kelompok-kelompok
masyarakat sipil, dan dalam beberapa kasus anggota
parlemen menggunakan pertemuan di balai kota
untuk membahas kebijakan pemerintah dengan
konstituen mereka. Fungsi terakhir ini, yang berperan
sebagai jembatan penghubung dengan masyarakat
– baik pada tingkat partai atau anggota parlemen –
sangat memperkuat legitimasi pem buatan keputusan
parlemen mengenai isu-isu ke amanan. 

n Partai politik adalah unsur utama dari parlemen.
Struktur organisasi kebanyakan parlemen dibangun
di sekitar partai politik. Dalam kebanyakan sistem
politik, partai politik, bukannya parlemen itu sendiri,
adalah penghubung utama antara pembuat
keputusan dan masyarakat sipil. Partai politik
memiliki posisi khusus mereka sendiri di sektor
keamanan dan menggunakan lembaga legislatif
sebagai forum untuk menyampaikan pandangan
mereka kepada masyarakat.

n Staf parlemen memainkan peran penting dalam
menjalankan fungsi parlemen. Staf parlemen
memiliki berbagai macam keahlian yang diman -
faatkan oleh anggota parlemen dan partai politik.
Staf profesional menjamin keberlanjutan dalam
pembahasan isu-isu keamanan yang kompleks dan
dapat memberikan konteks historis. Dengan
demikian, para staf merupakan unsur penting dalam
memberikan pengawasan yang efektif atas sektor
keamanan. 

n Ombudsman parlemen sudah sangat umum di
Eropa sebagai mekanisme untuk memperkuat
fungsi pengawasan parlementer. Di Eropa Barat,
kecuali Jerman, Yunani, Italia, Luxemburg, dan
Swis, semua negara memiliki ombudsman di tingkat
nasional. Italia dan Swis memiliki ombudsman di
tingkat daerah atau kota, sedangkan Bundestag

Jerman memiliki Komite Petisi yang ‘berperan se -
bagai padanan fungsional sebagaimana
om bud s man militer untuk pengaduan dari angkatan
ber senjata’.3 

n Masyarakat sipil bisa menjadi mitra efektif dalam
mendukung para anggota parlemen dalam usaha
membenahi sektor keamanan. Parlemen dapat
menggunakan cara yang berbeda untuk berinteraksi
dengan masyarakat sipil, yang meliputi menga -
dakan dialog nasional, menyelenggarakan dengar
pendapat publik parlemen mengenai undang-
undang yang diajukan, atau meminta presentasi
para pakar. Hubungan seperti ini merupakan tradisi
yang telah lama berlangsung di banyak negara. 

Perbedaan kemampuan pengawasan parlementer di
seluruh dunia sangat jelas. Parlemen dengan sejarah
kekuasaan membuat undang-undang yang kuat,
legitimasi yang didasarkan pada mandat rakyat dan
riwayat pengawasan yang ketat terhadap lembaga
eksekutif, akan lebih efektif dalam melakaukan kontrol
terhadap reformasi sektor keamanan dibandingkan
dengan parlemen di banyak negara berkembang dan
negara yang sedang dalam masa transisi yang tidak
bekerja dalam kondisi yang mendukung. Lembaga
legislatif di negara-negara yang mengalami konflik dan
negara-negara yang sedang dalam masa transisi
menghadapi masalah politik, konstitusi, dan sumber
daya yang menghambat efektivitasnya. Meskipun
mengalami hambatan struktural dan institusional,
parlemen memainkan peran penting dalam menjamin
agar reformasi sektor keamanan menjadi suatu proses
yang inklusif. 

Semua parlemen terhambat oleh kompleksitas inheren
dari isu-isu yang berkaitan dengan reformasi sektor
keamanan dan dengan demikian menghadapi
tantangan yang sama dalam usaha mereka mela -
kukan pengawasan yang efektif. Apakah itu Kongres
Amerika Serikat yang berusaha merevisi Undang-
Undang PATRIOT Amerika Serikat untuk mengimbangi
lembaga eksekutif yang terlalu bersemangat segera
setelah kasus 11 September, parlemen Eropa yang
mengkhawatirkan kebijakan pertahanan Uni Eropa
atau lembaga legislatif Arab yang berusaha
menunjukkan kekuasaannya segera setelah terjadinya
konflik, semua lembaga legislatif sama-sama
memahami kompleksitas yang dihadapi parlemen
ketika mereka berusaha melakukan kontrol atas
kekuatan militer dan kepolisian. Parlemen ter hambat
oleh kurangnya keahlian mereka maupun dominasi
lembaga eksekutif di bidang keamanan. Mi salnya,
presiden dan kabinetnya sering meng gu nakan
undang-undang kerahasiaan untuk  meng  hambat
akses bebas parlemen atas informasi.           

Kadang-kadang, tantangan besar juga memberikan
peluang besar. Misalnya, situasi konflik memberikan
peluang penting kepada parlemen untuk terlibat
secara efektif dalam reformasi sektor keamanan.
Segera setelah berakhirnya perang saudara atau
bentuk-bentuk perubahan politik yang kejam lainnya,
parlemen mendapat mandat kuat untuk mewakili
kepentingan warga negara dengan melaksanakan
fungsi pengawasan dan legislatifnya untuk mening -
katkan keamanan manusia.
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3Mengapa gender penting
dalam pengawasan
parlementer atas sektor
keamanan?

3.1 Undang-undang dan kebijakan
yang inklusif dan berbasis kebutuhan

Parlemen yang terlibat dalam reformasi sektor ke -
amanan mendapatkan manfaat dari pemaduan
perspektif gender ke dalam fungsi inti mereka. Sebagai
wakil yang dipilih konstituen mereka, anggota parlemen
bertanggung jawab menjamin kebutuhan keamanan
wanita, pria, anak perempuan, dan anak lelaki
dimasukkan ke dalam pembuatan kebijakan keamanan.
Pria, wanita, anak perempuan, dan anak lelaki meng -
hadapi ancaman keamanan yang berbeda. Kekerasan
berbasis gender (GBV) adalah salah satu dari ancaman
keamanan manusia yang paling umum di dunia. Wanita
dan pria memiliki akses yang berbeda atas layanan
kesehatan, pendidikan, kekuasaan membuat ke pu -
tusan, dan sumber daya lainnya, yang mem  pengaruhi
setiap aspek keamanan mereka. Proses pembuatan
kebijakan keamanan nasional sering berfokus pada
pembahasan ancaman keamanan eksternal seperti
terorisme dan senjata pemusnah massal, dan kesiapan
kekuatan militer. Undang-undang dan kebijakan yang
mengatur perpolisian, lembaga peradilan, lembaga pe -
ma sya ra kat an, otoritas per batasan, intelijen, kekuatan
per  tahanan dan agen keamanan swasta sering diru -
mus kan tanpa mem perhatikan bagaimana
un    dang-undang dan kebijakan tersebut dapat me nim -
bulkan pengaruh yang berbeda terhadap berbagai
lapisan masyarakat. Namun demikian, anggota
parlemen dapat menggunakan ke kuasaan legislatif,
anggaran, dan kekuasaan penga wasan lainnya untuk
menjamin agar undang-un dang dan kebijakan
keamanan memenuhi kebutuhan semua konstituen
mereka, dengan mempertimbangkan GBV dan aspek-

aspek lainnya dari akses keamanan pria dan wanita
yang berbeda. 

Peningkatan keterlibatan wanita di sektor keamanan
menimbulkan pertanyaan baru yang harus diper -
timbangkan anggota parlemen, yang meliputi isu-isu
pelatihan, ketentuan berpakaian, dan perumahan. Pada
saat yang sama, ada kebutuhan sektor ke amanan
tradisional yang baru belakangan ini saja men dapat
banyak perhatian, seperti pelatihan memadai personel
polisi untuk menanggapi kekerasan dalam rumah
tangga dan bentuk-bentuk GBV lainnya. Per hatian
terhadap isu-isu penting ini menimbulkan ke  ya kinan dan
kepercayaan di kalangan kelompok-ke lom   pok yang
selama ini terpinggirkan di lem   baga-lembaga pe me -
rintahan. Perhatian ini juga mem perkuat legitimasi
parlemen.

Selanjutnya, bila parlemen mencakup berbagai aktor
ma syarakat sipil, yang meliputi wakil-wakil dari or ga -
nisasi wanita, dalam proses pembuatan un   dang-un dang
dan kebijakan, hal ini meningkatkan res    ponsivitas dan
legitimasi kebijakan keamanan, lem ba ga keamanan,
dan parlemen itu sendiri (lihat Kotak 1).

3.2 Lembaga sektor keamanan yang
efektif dan bersifat mewakili

Parlemen dapat melakukan pengawasan terhadap
kinerja lembaga dan personel keamanan dengan
meningkatkan pendidikan, memperkenalkan kode
perilaku, menentukan mekanisme pertanggung ja wab -
an, dan mengkaji ulang kebijakan sumber daya
manusia. Pemaduan isu gender sangat penting demi
efikasi dan efisiensi operasional di sektor keamanan –
yang meliputi angkatan bersenjata, kepolisian, otoritas
perbatasan, lembaga peradilan dan lembaga
pemasyarakatan – dan dengan demikian harus dipan -
tau oleh parlemen. Lembaga-lembaga sektor
ke  amanan telah terbukti lebih efektif secara ope -
rasional bila mereka meningkatkan partisipasi wanita
dan menurunkan tingkat diskriminasi, pelecehan
seksual dan kekerasan. Partisipasi wanita di lembaga
keamanan juga menjadi aspek penting dalam
menciptakan lembaga sektor keamanan yang bersifat
mewakili, yang akan mendapatkan kepercayaan
masyarakat.

Anggota parlemen dapat mengambil langkah-langkah
pertanggungjawaban proaktif untuk meningkatkan
partisipasi wanita dan menurunkan tingkat diskriminasi
dan kekerasan. Misalnya, parlemen berperan
menyetujui undang-undang yang menjamin semua
jabatan di lembaga-lembaga sektor keamanan,
termasuk jabatan tempur, terbuka bagi wanita. Pada
tahun 2000, Parlemen Israel menyetujui amandemen
terhadap Undang-Undang Lembaga Keamanan yang
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Gender merujuk pada peran dan hubungan, ciri kepribadian, sikap,
tingkah laku dan nilai-nilai tertentu yang dihubungkan masyarakat
dengan pria dan wanita. Karena itu, ‘gender’ merujuk pada perbedaan
yang dipelajari antara pria dan wanita, sedangkan ‘jenis kelamin’
merujuk pada perbedaan biologis antara pria dan wanita. Peran
gender sangat bervariasi di dalam dan antarkebudayaan dan dapat
berubah sepanjang waktu. Gender tidak hanya merujuk pada wanita
atau pria tapi juga merujuk pada hubungan di antara mereka.

Pengarusutamaan gender adalah proses menilai implikasi terhadap
wanita dan pria dari suatu tindakan yang terencana, yang meliputi
pembuatan undang-undang, kebijakan, atau program di semua
bidang dan pada semua tingkatan.4



membuka semua profesi militer bagi wanita.6 Bila
parlemen melakukan kontrol terhadap komposisi dan
mandat misi pemeliharaan perdamaian, mereka
berpeluang menyerukan peningkatan partisipasi
wanita.

Parlemen juga memainkan peran penting dalam
mencegah dan meminta pertanggung-jawaban
lembaga sektor keamanan atas terjadinya diskriminasi,
pelecehan seksual dan kekerasan. Dari skandal
personel pemelihara perdamaian yang terlibat dalam
eksploitasi seksual dan perdagangan manusia, tingkat
pelecehan seksual yang tinggi terhadap wanita dalam
angkatan bersenjata, sampai penganiayaan seksual

oleh staf penjara, bentuk-bentuk GBV ini adalah tindak
pidana yang mengurangi efektivitas lembaga ke -
amanan. Sebagai respons, anggota parlemen dapat
menyetujui kebijakan yang menetapkan kode perilaku,
membuat undang-undang mengenai tindakan hu -
kuman, menetapkan ombudsman pertahanan dan/
atau gender, menyerukan penyelidikan mendalam dan
memantau pelaksanaan sanksi. 

Salah satu contohnya adalah resolusi Parlemen Eropa
mengenai partisipasi wanita dalam penyelesaian
konflik secara damai, yang disetujui pada tahun 2000.
Resolusi ini meminta negara-negara anggota untuk
melakukan berbagai tindakan untuk meningkatkan
partisipasi wanita dan responsivitas gender dalam
konteks prakarsa yang berkaitan dengan perdamaian
dan keamanan. Selain meminta pelatihan gender bagi
personel dan staf militer yang terlibat dalam pe nyu -
sunan kebijakan mengenai konflik, resolusi ini
menyerukan perekrutan dan pencalonan lebih banyak
wanita di lembaga-lembaga diplomatik dan mem pro -
mosikan penggunaan tim pemelihara perdamaian, tim
pencari fakta dan tim bantuan yang semua ang go -
tanya wanita. Sehubungan dengan pelanggaran HAM,

Proses reformasi sektor keamanan Afrika Selatan pasca-apartheid sering digunakan sebagai contoh inklusivitas dan partisipasi gender. 

Buku Putih tahun 1996 mengenai Pertahanan Nasional Republik Afrika Selatan dirancang oleh Laurie Nathan dari Universitas Cape Town.  Rancangan
pertama buku tersebut ditanggapi secara luas oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil dan perusahaan-perusahaan industri pertahanan. Buku
ini meliputi pembahasan mengenai keamanan manusia dan menekankan penciptaan budaya institusi non-seksis, yang meliputi kewajiban
Kementerian Pertahanan mengidentifikasi dan menghapuskan praktik dan sikap diskriminatif di angkatan bersenjata.  Selain itu, buku ini menyerukan
program tindakan afirmatif dan peluang setara serta pengakuan hak wanita untuk bertugas di semua pangkat dan jabatan, termasuk peran tempur.

Buku Putih ini juga menyerukan pengkajian ulang sistem pertahanan untuk menguraikan rincian operasional seperti doktrin, rancangan kekuatan,
logistik, persenjataan, sumber daya manusia dan peralatan.  Berkat desakan para anggota parlemen wanita dan pihak-pihak lainnya, Komite Tetap
Gabungan Parlemen bidang Pertahanan menyerukan konsultasi nasional sebagai bagian dari proses pengkajian ulang sistem pertahanan.  Berbagai
langkah diambil untuk menjamin partisipasi masyarakat, yang meliputi penggunaan pesawat dan bus militer untuk mengangkut para pemuka agama
dan pemuka masyarakat, aktivis LSM dan wakil-wakil organisasi wanita untuk menghadiri pertemuan dan lokakarya daerah.

Organisasi-organisasi wanita tingkat akar rumput sangat penting dalam menarik perhatian terhadap isu-isu yang sebelumnya diabaikan seperti
dampak lingkungan dari kegiatan militer dan pelecehan seksual terhadap wanita yang dilakukan oleh personel militer.  Untuk menanggapi isu-isu ini,
dua sub-komite baru dibentuk di Sekretariat Pertahanan. Setelah proses selama dua tahun, pengkajian ulang sistem pertahanan partisipatif telah
membantu mewujudkan konsensus nasional mengenai isu-isu pertahanan dan menghasilkan legitimasi publik atas struktur keamanan baru tersebut.
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Setelah genosida Rwanda, pembenahan pemilihan umum yang mene -
n tukan kuota legislatif membantu membuat Rwanda menjadi pemimpin
dunia dalam hal keterwakilan wanita di parlemen, di mana 48,8 per sen
dari anggota parlemen adalah wanita. Pengalaman Rwanda mem -
perlihatkan perbedaan yang dapat diwujudkan para anggota parlemen
wanita dalam rekonstruksi pasca-konflik. Anggota parlemen wanita
membentuk kaukus parlemen pertama yang melintasi garis partai dan
mencakup suku Hutu dan Tutsi. Kaukus ini membahas isu-isu
keamanan wanita, tanpa memperhatikan etnis atau afiliasi partai
mereka, dengan memprakarsai undang-undang mengenai hak wanita
untuk mewarisi harta dan hak janda untuk menuntut bagian harta dari
keluarga pria suaminya yang sudah meninggal, dan undang-undang
mengenai GBV.9 Pemerintah membentuk sebuah departemen yang
ditujukan untuk pemberdayaan wanita dan kebijakan gender nasional
dibuat pada tahun 2001. Hal ini memberikan peluang bagi gender untuk

dijadikan salah satu dari tiga prioritas utama dalam proses pengkajian
ulang strategi penu runan kemiskinan. Pemerintah mensponsori
penelitian ekstensif mengenai berbagai aspek dari kekurangan yang
berkaitan dengan gender. Temuan penelitian tersebut dimasukkan
dalam pembahasan di setiap departemen dan lembaga Pemerintah
mengenai hambatan-hambatan terhadap pencapaian kesetaraan
gender dan bagaimana mengatasinya. Karena itu, Departemen
Pertanian bertekad mening katkan jumlah wanita yang dijangkau
dengan program penyuluhannya; Departemen Pendidikan berusaha
meningkatkan retensi anak perem puan di sekolah-sekolah; lembaga-
lembaga pemerintah daerah bertekad meningkatkan keterwakilan
wanita dalam proses pembuatan keputusan daerah; dan langkah-
langkah penyusunan anggaran gender dilakukan untuk melatih para
pegawai negeri sipil untuk mengubah keputusan kebijakan menjadi
tindakan nyata melalui alokasi sumber daya.10

Kotak 2 Kontribusi anggota parlemen wanita Rwanda terhadap rekonstruksi pasca-konflik
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Terjadi peningkatan kesadaran bahwa misi ini lebih efektif bila para
anggotanya telah mendapatkan pelatihan gender dan pasukan itu
sendiri melibatkan wanita dalam struktur komando dan juga dalam
pasukan yang sesungguhnya. Prajurit wanita cenderung lebih
memahami kebutuhan bergender penduduk yang mereka layani dan
lebih mungkin didekati oleh kelompok-kelompok masyarakat yang
terpinggirkan.7



resolusi ini mengutuk pelanggaran seksual prajurit
yang terlibat dalam operasi pemeliharaan per damaian;
me nyerukan tindakan terhadap per da gangan ma -
nusia; dan mere komen dasikan agar pengamat HAM
menyertai personel pemelihara perdamaian untuk
menjamin penegakan hukum internasional.

3.3 Penyusunan anggaran dan
manajemen sumber daya yang adil

Parlemen menyetujui dan mengawasi anggaran yang
berkaitan dengan keamanan. Pengawasan anggaran
merupakan salah satu cara paling penting bagaimana
parlemen dapat mempengaruhi kebijakan peme -
rintah.11 Komite-komite parlemen juga memain kan
peran penting dalam pengadaan senjata dan peralatan
militer. Analisis anggaran militer dan kepolisian melalui
lensa gender – yang dinamakan penyusunan ang -
garan gender – dapat menjadi alat penting untuk
membantu parlemen mengidentifikasi kebutuhan ke a -
manan wanita, pria, anak lelaki dan anak perempuan
yang berbeda dan memastikan agar kebutuhan
tersebut cukup diprioritasikan dan diberikan sumber
daya. Analisis ini juga dapat menyoroti apakah cukup
dana yang earmarked (disediakan) untuk prakarsa
gender, seperti pemberian pelatihan gender bagi
personel sektor keamanan.

Penyusunan anggaran gender masih menjadi tan -
tangan karena pembuatan keputusan ekonomi itu
sendiri jauh dari seimbang gender. Sebagaimana
dalam kasus jabatan penting di sektor keamanan,
wanita sangat kurang terwakili dalam pembuatan
keputusan ekonomi. Pada tahun 2005, hanya dua
puluh wanita di seluruh dunia yang memegang jabatan
menteri di bidang keuangan dan anggaran.12 Namun
demikian, lebih lima puluh negara telah menerima
prakarsa penyusunan anggaran gender, di mana
sekitar setengah di antaranya telah melaksanakan
program ini.13 Di antara negara-negara anggota
Dewan Eropa, negara-negara Nordik, Austria, Belgia,
Perancis, Jerman, Inggris, Irlandia, Polandia, Spanyol,
Swis dan Turki semuanya telah melaksanakan pra -
karsa penyusunan anggaran gender.14

3.4 Kesetaraan gender dalam
pembuatan keputusan parlemen 

Untuk memperkuat legitimasi dan representativitas
pengawasan parlementer atas sektor keamanan
diperlukan peningkatan jumlah anggota parlemen
wanita. Meskipun telah terjadi peningkatan keter -
wakilan wanita belakangan ini, keseimbangan gender
formal dalam pembuatan keputusan politik masih
merupakan tujuan yang belum tercapai. Secara sig -
nifikan, persentase anggota parlemen dengan
keter wakilan wanita kurang dari 10% telah turun dari
63% pada tahun 1995 menjadi sekitar 30% pada tahun
2007.15 Pada saat yang sama, masih ada tujuh

negara (di antara negara-negara yang memberikan
data kepada Inter-Parliamentary Union [IPU] (Per sa -
tuan Antar-Parlemen) yang belum memiliki satu pun
wanita di parlemen.

Pada tahun 2007, kurang dari 20% dari anggota
parlemen dunia adalah wanita (lihat Tabel 1).

Hanya negara-negara Nordik yang memiliki parlemen
dengan komposisi gender yang selalu mendekati
keseimbangan gender. Belakangan ini Rwanda sudah
masuk ke dalam kelompok elit ini dan telah memilih
parlemen yang memiliki keterwakilan pria dan wanita
yang setara (lihat Kotak 2). Walaupun kemajuan besar
telah terjadi sejak tahun 1995, ketika proporsi wanita di
parlemen hanya sedikit di atas 11%, kesenjangan
gender masih signifikan. 

Kurangnya keseimbangan gender di lembaga-
lembaga pembuat keputusan legislatif dan eksekutif
dunia merupakan hambatan struktural dalam usaha
membuat proses pembuatan keputusan keamanan
dan pertahanan parlemen lebih bersifat mewakili.
Umumnya, wanita hanya memegang sebagian kecil
jabatan menteri di seluruh dunia, ketidakseimbangan
yang sangat jelas di bidang pertahanan dan peradilan.
Pada tahun 2005, dari 183 negara yang diteliti, hanya
12 wanita memimpin departemen urusan pertahanan
dan veteran dan hanya terdapat 29 menteri kehakiman
wanita. Dari 97 parlemen yang melaporkan data
mengenai komposisi gender komite parlemen mereka
pada tahun 1997, hanya 3% yang memiliki wanita
yang memimpin komite pertahanan. Secara ke -
seluruhan, kurang dari 20% dari pejabat pemimpin
semua komite parlemen adalah wanita.17 Dengan
demikian, salah satu tantangan yang dihadapi adalah
memasukkan lebih banyak anggota parlemen wanita
ke dalam komite keamanan dan mengangkat para
wanita untuk jabatan-jabatan keamanan penting di
lembaga pertahanan, kepolisian dan peradilan.
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Tabel 1 Komposisi gender parlemen
dunia tahun 2007 (majelis
tunggal atau rendah)16

Kawasan % Anggota
Parlemen Wanita

% Anggota
Parlemen Pria

Negara-negara Nordik 41,6 58,4

OSCE Eropa (termasuk
negara-negara Nordik)

20,4 79,6

Negara-negara Amerika 20,0 80,0

OSCE Eropa (tidak
termasuk negara-negara
Nordik)

18,4 81,6

Afrika Sub-Sahara 17,2 82,8

Asia 16,6 83,4

Pasifik 13,1 86,9

Negara-negara Arab 9,6 90,4

Rata-rata dunia 19,6 80,4



Partisipasi wanita dan pria yang lebih setara dalam
proses pengawasan yang demokratis memperkuat
legitimasi pembuatan keputusan parlemen. Karena itu,
parlemen itu sendiri dapat memperoleh manfaat dari
pembahasan hubungan kekuasaan yang tidak setara
di dalam masyarakat dan perwujudan kesetaraan
formal dan legal antara wanita dan pria.

Sebagai kesimpulan, memadukan gender ke dalam
pengawasan parlementer atas sektor keamanan
sangat penting untuk menciptakan tata pemerintahan
yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan.
Misalnya, terdapat hubungan antara kesetaraan
gender dan tingkat konflik bersenjata intra-negara
yang lebih rendah. Mempertimbangkan aspek-aspek
gender dengan sungguh-sungguh saat membenahi
sektor keamanan memperkecil kemungkinan
terjadinya konflik di masa depan. Kesetaraan gender
dalam pembuatan keputusan, termasuk dalam sektor
keamanan, menguntungkan bagi semua anggota
masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan, ’semakin
tinggi tingkat keterwakilan wanita di parlemen, akan
semakin rendah tingkat konflik bersenjata intra-
negara’.19

4Bagaimana memasukkan
gender ke dalam pengawasan
parlementer atas sektor
keamanan?

Semua negara, apakah mereka telah lama menikmati
masa kedamaian dan pemerintahan yang demokratis
atau baru saja terlepas dari konflik yang kejam, harus
menghadapi isu-isu yang kompleks dan sulit mengenai
sektor keamanan. Pada saat yang sama, tantangan
dan peluang khusus yang melibatkan pengawasan
parlementer atas sektor keamanan berbeda antar-
negara. Dengan demikian, segala strategi harus
disesuaikan dengan konteks khusus pembenahannya.
Misalnya, di banyak negara maju, isu pelibatan wanita
secara lebih penuh ke dalam kekuatan militer dan
kepolisian, dan juga peluang gaji atau promosi yang
setara sering lebih diutamakan, sementara di negara-
negara pasca-konflik pertanyaan-pertanyaan seperti
bagaimana melindungi wanita dan anak perempuan
dari GBV, yang diperparah oleh perang, mungkin lebih
mendominasi agenda kerja. Bagian ini menyajikan
beberapa strategi praktis sedangkan konteks khusus
dijelaskan pada Bagian 5.

4.1 Rumuskan undang-undang dan
kebijakan keamanan yang inklusif dan
berbasis kebutuhan

Parlemen berperan mewakili berbagai kepentingan
masyarakat dan menggunakan ‘kemampuannya untuk
membangun hubungan di dalam parlemen dan di
dalam masyarakat yang lebih luas’.20 Pada tahap ini,
parlemen ‘sering kurang melibatkan aktor non-
pemerintah’.21 Parlemen, khususnya di negara-negara
yang mengalami konflik, cenderung memiliki hu bung -
an yang lemah dengan konstituen mereka. Banyak
anggota parlemen berusaha menjalin hubungan
dengan pemilih mereka hanya selama masa
kampanye pemilihan umum. Untuk memperkuat le -
gitimasi mereka, parlemen harus menjangkau
kon stituen mereka, ‘dengan meningkatkan hubungan
antara parlemen dan mitra pemerintah lainnya seperti
masyarakat sipil’.22

Dalam konteks negara yang mengalami peperangan
dan negara yang sedang dalam masa transisi,
masyarakat sipil mulai memainkan peran yang lebih
aktif. Beberapa parlemen Afrika, termasuk parlemen
Liberia, Somalia dan Zimbabwe, sudah semakin dekat
dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil. Begitu
pula, di Amerika Tengah kami menemukan hubungan
serupa antara parlemen dan LSM. Namun demikian,
prakarsa dialog seperti ini jarang berasal dari
parlemen.23

Dari perspektif gender, organisasi-organisasi wanita
merupakan mitra utama dalam usaha parlemen
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‘Sebagai anggota parlemen, wanita dapat memainkan peran penting
dalam menuntut pertanggungjawaban dan transparansi dari lembaga
keamanan; menentukan anggaran dan kebijakan untuk memastikan
pengeluaran militer tidak menjauhkan sumber daya dari isu-isu
pembangunan seperti pendidikan, lingkungan, layanan sosial dan
layanan kesehatan; melibatkan masyarakat dalam debat dan dialog
mengenai isu-isu ini; dan memastikan keterwakilan yang demokratis
di dalam struktur keamanan baru. Di Afrika Selatan, anggota
parlemen wanita mempromosikan partisipasi masyarakat dalam
proses pembenahan dengan memasukkan LSM saat merumuskan
kebijakan baru. Mereka juga menyampaikan pendapat, dengan
meminta kejujuran dan transparansi bila suatu kesepakatan
pengadaan senjata dicapai tanpa debat publik dan tuduhan korupsi
semakin banyak. Wanita juga mengritik pe merintah atas
pembelanjaan dana yang terbatas untuk membeli senjata ketimbang
mengurangi kemiskinan, dan salah satu anggota penting parlemen
wanita mengundurkan diri sebagai protes atas kesepakatan
tersebut.’18

Kepatuhan terhadap kewajiban menurut undang-undang dan
instrumen hukum internasional

Memadukan gender ke dalam pengawasan parlementer atas sektor
keamanan diperlukan juga untuk mematuhi undang-undang,
instrumen hukum dan norma internasional dan regional mengenai
keamanan dan gender.  Instrumen hukum utama meliputi:

n Konvensi mengenai Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi
terhadap Wanita (1979)

n Deklarasi dan Pijakan Aksi Beijing (1995)

n Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 mengenai
Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (2000)

Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Lampiran Toolkit tentang
Undang-undang dan Instrumen Hukum Internasional dan Regional.



memperkuat kesetaraan gender. Kebijakan yang
tanggap terhadap gender yang disetujui parlemen
sering berasal dari proposal yang diajukan masyarakat
sipil, yang pada gilirannya, berkepentingan men du -
kung pelaksanaannya. Misalnya, kelompok-kelompok
wanita di banyak negara terlibat secara aktif dalam
kam panye menentang GBV. Karena itu, parlemen
yang telah memperkuat undang-undang tentang keke -
ra s an dalam rumah tangga mereka dapat me   ngan   dalkan
dukungan kelompok-kelompok wanita da lam pelak -
sanaan undang-undang ini.

Parlemen memainkan peran penting dalam mencapai
keamanan yang inklusif dengan menyetujui undang-
undang dan kebijakan yang tanggap terhadap gender.
Strategi praktis yang dapat diterapkan meliputi:

Proses partisipatif

n Siapkan mekanisme untuk debat dan konsultasi
pub  lik, seperti dengar pendapat publik, untuk me li -
bat kan ma syarakat sipil dalam pembuatan ke    bijakan
me nge nai isu pertahanan, perpolisian, ma    na jemen
per ba tas an, peradilan dan hukuman pi da na.

n Dorong organisasi-organisasi wanita untuk ber par -
tisipasi dalam proses konsultasi kebijakan.

n Setiap anggota parlemen dapat menyediakan waktu
luang untuk mendengarkan pengaduan yang disam -
paikan organisasi-organisasi wanita perkotaan dan
pedesaan.

Undang-undang dan kebijakan keamanan yang
tanggap terhadap gender

n Masukkan materi yang berkaitan dengan gender
dalam undang-undang dan kebijakan keamanan,
seperti penanganan GBV dan promosi partisipasi
penuh dan setara pria dan wanita di lembaga-
lembaga sektor keamanan.

n Gunakan bahasa yang inklusif gender (‘personel
polisi’) dan spesifik gender (‘personel militer pria dan
wanita’) sesuai keperluan. 

n Minta pendapat pakar gender dalam merancang
dan mengkaji ulang kebijakan keamanan. 

n Lakukan penilaian dampak gender dari kebijakan
keamanan yang diajukan dan yang sudah dite rap -
kan. 

Pelatihan gender dan mandat bagi pembuat kebijakan
keamanan

n Pastikan para anggota parlemen dan staf mereka,
terutama mereka yang menjadi anggota komite
pertahanan dan keamanan, mendapat pelatihan
mengenai isu gender dan keamanan.

n Pastikan komite pertahanan dan keamanan mema -
sukkan isu gender dalam mandat mereka.

4.2 Bentuk lembaga-lembaga sektor
keamanan yang bersifat mewakili dan
efektif

Lembaga keamanan yang efektif adalah lembaga
yang bersifat mewakili dan memahami kebutuhan
keamanan bergender masyarakat yang mereka layani.
Efikasi dan efektivitas operasional dapat diperkuat bila
gender dipertimbangkan, terutama melalui usaha
untuk meningkatkan keterwakilan wanita dan melak -
sa nakan pelatihan gender. 

Wanita cenderung menjadi kelompok minoritas yang
terpinggirkan di lembaga-lembaga sektor keamanan,
yang meliputi kepolisian, kekuatan militer, lembaga
peradilan, lembaga pemasyarakatan, dan otoritas
perbatasan. Misalnya, personel wanita hanya empat
per sen dari keseluruhan personel Kepolisian Negara
Rwanda.24 Parlemen dapat meminta kuota dan
langkah-langkah diskriminasi positif lainnya untuk
mengubah komposisi aparat keamanan. Misalnya,
sebelum perang tidak ada personel polisi wanita di
Kosovo.25 Kuota berhasil didapatkan, dan sekarang
para wanita merupakan 14% dari keseluruhan
personel kepolisian negara yang di bawah penga -
wasan PBB ini, yang tercapai berkat pember lakuan
kuota wajib.26 Dengan sistem baru ini, 20% dari semua
personel baru harus wanita.27 Liberia telah
menerapkan kuota 20% untuk pelibatan wanita dalam
kepolisian dan angkatan bersenjata. Pada tahun 2004,
hanya ada 11 hakim wanita dibandingkan dengan 32
hakim pria di Pengadilan HAM Eropa. Majelis
Parlemen Eropa menyetujui resolusi yang
menyatakan bahwa majelis tersebut tidak lagi akan
mem per tim bang kan daftar calon yang tidak mencakup
setidaknya satu kandidat dari setiap jenis kelamin.
Peraturan ini diubah setahun kemudian untuk
memungkinkan daftar kandidat satu jenis kelamin,
asalkan daftar tersebut berasal dari jenis kelamin yang
kurang terwakili di Pengadilan tersebut (saat ini
wanita).

Selain memusatkan perhatian pada peningkatan
perekrutan wanita, prakarsa lainnya diperlukan untuk
menciptakan budaya institusi non-diskriminatif yang
dapat membantu menjamin retensi dan kemajuan
wanita. Salah satu prakarsa penting di bidang ini
adalah pelatihan gender. Parlemen menyetujui ang -
garan untuk program pelatihan sektor keamanan dan
dapat menggunakan fungsi pengawasan mereka
untuk meminta pemasukan pelatihan gender khusus
dan juga pengarusutamaan isu gender ke dalam ku -
rikulum inti pelatihan. Misalnya, selama perundingan
perdamaian para pemimpin wanita di Burundi me nya -
takan bahwa pasukan keamanan harus me nga da kan
‘pelatihan teknis, moral, dan ke war ga-ne ga raan . . .
dengan penekanan khusus pa da perlindungan wa nita
dan anak-anak’.28

Strategi praktis yang dapat diterapkan meliputi:

Pelatihan gender untuk personel sektor keamanan

n Pastikan semua personel sektor keamanan
mendapat pelatihan mengenai sensitivitas gender.

Lihat Tool (Alat) mengenai

Pembuatan Kebijakan Keamanan

Nasional dan Gender
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Prakarsa untuk meningkatkan perekrutan, retensi,
dan kemajuan wanita

n Pantau pelaksanaan komitmen internasional,
regional, dan nasional sehubungan dengan
partisipasi penuh dan setara wanita. 

n Pastikan bahwa undang-undang yang mengatur
partisipasi di lembaga-lembaga sektor keamanan
mempromosikan partisipasi wanita dan kelompok
lainnya yang kurang terwakili dan terpinggirkan. 

n Lakukan pengawasan terhadap kebijakan sumber
daya manusia dan perekrutan, pelatihan dan
manajemen lembaga-lembaga sektor keamanan. Ini
merupakan unsur penting untuk menjamin agar
lembaga-lembaga sektor keamanan mempro mo -
sikan partisipasi penuh dan setara wanita dan pria,
bekerja secara efektif, tidak diskriminatif, dan
menangani ketidakamanan berbasis gender. 

n Minta target wajib untuk meningkatkan keterwakilan
wanita di lembaga-lembaga sektor keamanan.

4.3 Tangani kekerasan berbasis
gender

Para anggota parlemen yang terlibat dalam reformasi
sektor keamanan harus memberikan perhatian khusus
terhadap GBV, dan juga terhadap undang-undang
mengenai kepemilikan tanah, warisan, perkawinan,
dan orientasi seksual. 

Caroline Moser menekankan bahwa ‘wanita dan pria
sebagai aktor sosial masing-masing mengalami
kekerasan dan konflik dengan cara yang berbeda, baik
sebagai korban maupun sebagai pelaku.’29 Pasukan
keamanan yang bersifat mewakili lebih mungkin
menyadari dan peka terhadap dampak GBV, baik yang
berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga di
Eropa Barat dan Amerika Serikat atau pun akibat dari
pemerkosaan pada masa perang di Afrika atau
kawasan Balkan. 

Parlemen dapat menangani GBV dengan memastikan
agar undang-undang yang ada membahas pelang -
garan ini dan dengan menyetujui undang-undang baru
yang mencakup segala bentuk GBV dan menetapkan
sanksi yang setimpal kepada pelakunya. Ketika
membangun kembali sistem peradilan pasca-konflik,
para anggota parlemen dapat memastikan agar GBV
dimasukkan dalam mandat komisi kebe naran dan

pengadilan khusus yang dibentuk tidak lama setelah
perang berakhir. Selanjutnya, parlemen dapat ber -
peran sebagai forum untuk meningkatkan ke sa daran
sosial mengenai dampak kekerasan bergender. 

Bouta, Frerks, dan Bannon menekankan bahwa
‘kebijakan GBV harus menargetkan pria maupun
wanita’ untuk ‘menjangkau semua aktor yang terlibat
(para penyintas dan keluarganya, saksi dan pelaku)’.30

Walaupun diakui bahwa pria juga mengalami GBV,
kebijakan yang sudah diterapkan tidak mempertim -
bangkan kebutuhan korban pria.31 Karena itu, untuk
mendukung keamanan yang inklusif, para anggota
parlemen harus mengarahkan perhatian pada
penyintas kekerasan seksual wanita maupun pria. 

Personel polisi baru perlu mendapat pelatihan agar
lebih efektif dalam memberikan respons terhadap
kejahatan berbasis gender. Dengan menyadari
kenyataan ini, program pelatihan khusus telah
dilaksanakan di berbagai negara di seluruh dunia.
Misalnya, pada tahun 2002, sepertiga dari kepolisian
Rwanda mendapat pelatihan untuk memperkuat
respons mereka terhadap kasus-kasus yang berkaitan
dengan kejahatan seksual dan kejahatan berbasis
gender.32 Mekanisme juga perlu ditetapkan untuk
mencegah agar personel sektor keamanan tidak
melakukan GBV dan untuk meminta pertanggung -
jawaban atas kejahatan yang mereka lakukan. 

Strategi praktis yang dapat diterapkan meliputi:

Setujui undang-undang yang komprehensif untuk
mencegah dan menghukum GBV 

n Pastikan segala bentuk kekerasan berbasis gender,
yang meliputi pemerkosaan dalam perkawinan,
pemerkosaan pria terhadap pria, kehamilan paksa
dan aborsi, serta ‘pembunuhan demi kehormatan’
adalah kejahatan, dengan hukuman yang setimpal
dengan beratnya kejahatan.  

n Pastikan rumusan hukum mengenai pemerkosaan
dan kejahatan seksual lainnya bersifat netral gender
dan kejahatan seksual diperlakukan sama baik yang
terjadi dengan atau tanpa hubungan perasaan. 

n Pantau pelaksanaan komitmen internasional, re gi o nal
dan nasional berkaitan dengan penghapusan GBV.

Minta pertanggungjawaban lembaga dan personel
keamanan atas pencegahan dan respons terhadap
kekerasan berbasis gender

n Pastikan terdapat undang-undang dan kode
perilaku yang jelas mengenai tanggung jawab
personel sektor keamanan atas pelanggaran HAM,
termasuk prosedur penjatuhan hukumannya. 

n Pantau pengaduan, penyelidikan dan hukuman atas
pelanggaran HAM yang dilakukan personel sektor
keamanan, dengan tujuan mengakhiri kekebalan
hukum atas GBV. 

n Lakukan penyelidikan/penelitian mengenai sifat dan
tingkat kejadian GBV dan disikriminasi di lembaga-
lembaga sektor keamanan. 

Lihat bagian Reformasi Hukum

pada Tool (Alat) mengenai

Reformasi Peradilan dan Gender

Lihat Tool (Alat) mengenai

Pelatihan Gender 

untuk Personel Sektor Keamanan
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Negara
Sistem pemilihan

umum
Keberadaan kuota(1) % Wanita di

Majelis Nasional(2)

Rwanda Pluralitas: yang
mendapat suara
terbanyak jadi pemenang

YA Tipe 1: Konstitusi menetapkan kuota untuk wanita.

Tipe 2: 24 kursi dari 80 kursi yang ada disediakan untuk wanita di
Majelis Nasional.

Tipe 3: 20% anggota dewan daerah disediakan untuk wanita

48,8 (2005)

Swedia Perwakilan proporsional:
sistem daftar

YA Tipe 4: kuota 50% untuk wanita di Partai Buruh Sosial Demokrat, Partai
Kiri dan Partai Hijau

47,3 (2006)

Finlandia Perwakilan proporsional:
sistem daftar

TIDAK 42,0 (2007)

Kosta Rika Perwakilan proporsional:
sistem daftar

YA Tipe 2: kuota 40% untuk wanita dalam semua pemilihan umum

Tipe 4: kuota 40% untuk wanita di Partai Pembebasan Nasional dan
Partai Persatuan Kristen-Sosial 50% di Partai Aksi Rakyat

38,6 (2006)

Norwegia Perwakilan proporsional:
sistem daftar

YA Tipe 4: kuota 40% untuk wanita di Partai Kiri Sosialis, Partai Buruh
Norwegia, Partai Tengah, dan Partai Rakyat Kristen

37,7 (2005)

Denmark Perwakilan proporsional:
sistem daftar

TIDAK Dulu menerapkan kuota Tipe 4

Sistem kuota tidak lagi diterapkan sekitar tahun 1996.

36,9 (2005)

Belgia Perwakilan proporsional:
sistem daftar

YA Tipe 2: Kuota minimum sepertiga untuk setiap jenis kelamin dua posisi
puncak di daftar calon anggota legislatif partai tidak boleh dipegang
oleh anggota dari jenis kelamin yang sama.

Tipe 4: kuota 50% untuk wanita di Partai Sosialis Flemish dan Partai
Sosialis Perancis

36,7 (2007)

Belanda Perwakilan proporsional:
sistem daftar

YA Tipe 4: Partai Buruh menyediakan kuota 50% untuk wanita Partai Kiri
Hijau juga menyediakan kuota untuk wanita (% tidak disebutkan).

36,7 (2005)

Kuba Suara mayoritas: sistem
dua putaran

TIDAK 36,0 (2005)

Spanyol Perwakilan proporsional:
sistem daftar

YA Tipe 4: Partai Pekerja Sosialis Spanyol menyediakan kuota 40% untuk
setiap jenis kelamin.

36,0 (2005)

Argentina Perwakilan proporsional:
sistem daftar

YA Tipe 1: Konstitusi menetapkan kuota untuk wanita.

Tipe 2: 30% daftar calon anggota legislatif partai harus memasukkan
wanita di nomor jadi.

Tipe 3: Undang-undang nasional dan peraturan daerah menetapkan kuota.

Tipe 4: Sebagian besar partai menerapkan kuota 30% untuk wanita.

35,0 (2005)

Mozambik Perwakilan proporsional:
sistem daftar

YA Tipe 4: Partai Front  Pembebasan Mozambik menyediakan kuota 30%
untuk wanita.

34,8 (2005)

Afrika Selatan Perwakilan proporsional:
sistem daftar

YA Tipe 4: Partai Kongres Nasional Afrika menyediakan kuota 30% untuk
wanita, kuota 50% untuk wanita pada daftar calon anggota legislatif
partai di tingkat daerah.

32,8 (2005)

Austria Perwakilan proporsional:
sistem daftar

YA Tipe 4: Partai Alternatif Hijau menyediakan kuota 50% untuk wanita,
Partai Rakyat Austria menyediakan kuota 33,3% dan Partai Sosial
Demokrat Austria menyediakan kuota 40%.

32,2 (2006)

Selandia Baru Sistem proporsional
anggota campuran

YA Tipe 4: Kuota partai sukarela 32,2 (2005)

Islandia Perwakilan proporsional:
sistem daftar

YA Tipe 4: Partai Aliansi Rakyat dan Partai Sosial Demokrat menyediakan
kuota 40% untuk wanita.

31,7 (2007)

Jerman Perwakilan proporsional:
sistem anggota
campuran

YA Tipe 4: Partai Sosialisme Demokrat dan Partai Hijau menyediakan
kuota 50% Partai Uni Demokrat Kristen menyediakan kuota 33,3%
Partai Sosial Demokrat Jerman menyediakan kuota 40%.

31,6 (2005)

Tabel 2 Transformasi parlemen: negara-negara yang mencapai keterwakilan wanita
30% pada tahun 200734



Ombudsman

n Pertimbangkan penetapan jabatan, seperti jabatan
ombudsman, dengan kekuasaan khusus untuk
mengawasi pemaduan isu gender di lembaga-
lembaga pertahanan dan lembaga-lembaga sektor
keamanan lainnya, dan/atau pastikan agar jabatan
pengawas seperti ini menangani isu-isu gender.
Jabatan ombudsman parlemen dijadikan lembaga
di banyak negara. Misalnya, di Jerman seorang
ombudsman khusus menangani isu-isu angkatan
bersenjata. Para ombudsman bisa menjadi pen -
dukung efektif dan memainkan peran penting dalam
menyoroti dampak kekerasan dalam rumah tangga
maupun kejahatan yang berkaitan dengan konflik. 

4.4 Tingkatkan keterwakilan wanita di
parlemen dan dalam pembuatan
keputusan keamanan parlemen

Parlemen dapat mengambil berbagai jenis tindakan
untuk meningkatkan jumlah anggota parlemen wanita
dan juga meningkatkan partisipasi mereka dalam
komite yang berkaitan dengan pertahanan dan ke -
amanan. Misalnya, anggota parlemen dapat mem buat
undang-undang pembenahan pemilihan umum untuk
menjamin keterlibatan penuh wanita dan kelompok
minoritas dalam proses politik. Pertim bangan penting
bagi parlemen melibatkan jenis sistem pemilihan
umum yang akan digunakan dan penerapan kuota
pemilihan umum dan partai. 

Kuota elektoral memainkan peran penting dalam
mengubah komposisi gender parlemen dunia. Sekitar
empat puluh negara telah memiliki kuota gender
konstitusional atau elektoral untuk pemilihan umum
parlemen.33 Sebagaimana yang sering dikemukakan,
keterwakilan wanita di parlemen perlu mencapai suatu
‘massa kritis’ – yang diperkirakan sebesar 30%.
‘Argumen massa kritis’ menyatakan bahwa agar wa nita
memberikan pengaruh signifikan terhadap pem buatan
keputusan parlemen, mereka harus hadir da lam jumlah
yang signifikan. Pada bulan Agustus 2007, delapan
belas negara telah mencapai atau me lebihi 30%
keterwakilan wanita di parlemen (lihat Tabel 2).

Komite parlemen memberikan kesempatan kepada
para anggota parlemen untuk menyusun program
kerja mereka dan memusatkan perhatian pada
keahlian. Para anggota parlemen dapat menggunakan

komite pertahanan dan keamanan untuk melak -
sanakan fungsi pengawasan mereka dengan meminta
para anggota lembaga keamanan untuk memberikan
kesaksian mengenai efisiensi operasional dari
pasukan keamanan, atau dengan meminta masukan
pakar dari para pakar luar mengenai masalah
keamanan. Partisipasi anggota parlemen wanita di
komite ini merupakan aspek penting dari partisipasi
penuh wanita dalam pembuatan keputusan sektor
keamanan.

Berbagai prakarsa dapat diambil untuk memastikan
agar komite parlemen seimbang gender, termasuk
prakarsa penetapan kuota. Misalnya, pada tahun 2005
Knesset, parlemen Israel, menyetujui amandemen
atas undang-undang Keterwakilan Setara Wanita
tahun 1956 yang memerintahkan pelibatan wanita
dalam tim-tim yang dibentuk untuk pelaksanaan
perundingan kebijakan dan perdamaian dalam negeri,
luar negeri, atau keamanan. Dua anggota parlemen
memprakarsai undang-undang tersebut bekerja sama
dengan Isha L’Isha, sebuah organisasi wanita tingkat
akar rumput. Supaya undang-undang tersebut
disetujui, sebuah koalisi ad hoc organisasi wanita dan
organisasi perdamaian dibentuk dan lobi serta
kampanye media yang ekstensif dilakukan.35

Strategi berikut dapat digunakan untuk meningkatkan
partisipasi wanita (dan kelompok masyarakat yang
kurang terwakili lainnya) di parlemen dan di komite
keamanan dan pertahanan:

Tingkatkan partisipasi wanita di parlemen

n Tentukan kuota, apakah dalam Konstitusi, undang-
undang partai politik atau peraturan pemilihan
umum, yang menyediakan kursi di parlemen untuk
wanita. 

n Adakan kerja sama dengan masyarakat sipil untuk
melaksanakan program, pada tingkat parlemen dan
juga partai politik, untuk mendorong dan membekali
wanita agar mau mencalonkan diri untuk suatu
jabatan (lihat Kotak 3).  

n Berikan insentif kepada partai-partai politik agar
mencalonkan wanita untuk suatu jabatan.

n Bentuk kaukus parlemen wanita, sehingga para
anggota parlemen wanita dapat saling mendukung
dan bekerja sama sehubungan dengan berbagai
kebijakan untuk mempromosikan isu-isu gender;
dan/atau bentuk kaukus parlemen wanita yang
ditujukan untuk mengemukakan isu-isu gender (lihat
Kotak 5).

Toolkit RSK dan Gender

10

Burundi Perwakilan proporsional YA Tipe 4: Undang-undang menetapkan kuota 30% untuk calon anggota
legislatif wanita.

30,5 (2005)

Catatan 1: Tipe-tipe kuota berikut dipertimbangkan:

Tipe 1 = Kuota konstitusi untuk parlemen nasional

Tipe 2 = Kuota undang-undang atau peraturan pemilihan umum untuk parlemen nasional

Tipe 3 = Kuota konstitusi atau legislatif untuk pemerintah daerah 

Tipe 4 = Kuota partai politik untuk calon peserta pemilihan umum 

Catatan 2: Tahun pemilihan umum terakhir di dalam tanda kurung



n Lakukan audit implikasi gender dari sistem pe milih -
an umum. 

n Para anggota parlemen wanita yang berpenga la -
man dapat membimbing anggota parlemen wanita
yang belum berpengalaman atau wanita yang ingin
men jadi anggota parlemen.

Tingkatkan partisipasi wanita dalam komite
keamanan dan pertahanan parlemen dan dalam
pembuatan keputusan keamanan 

n Setujui undang-undang yang mengharuskan pe -
ning katan partisipasi wanita dalam komite yang
berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. 

n Pertimbangkan penetapan kuota gender untuk
semua struktur komite. 

n Minta lebih banyak wanita pada berbagai jabatan
eksekutif tingkat tinggi, yaitu di kabinet dan di dewan
keamanan nasional.

4.5 Laksanakan penyusunan
anggaran dan pengadaan barang
yang adil

Anggota parlemen dapat melaksanakan prakarsa
penyusunan anggaran gender untuk memperkuat
penggunaan dana yang adil dan sesuai. Penyusunan
anggaran gender merupakan ‘penerapan penga -
rusutamaan gender dalam proses penyusunan
anggaran. Artinya, penilaian berbasis gender atas
anggaran, yang memasukkan perspektif gender pada
semua tingkat proses penyusunan anggaran dan
restrukturisasi pendapatan dan pengeluaran untuk
mempromosikan kesetaraan gender.’37

Parlemen dapat memberikan masukan untuk
penyusunan anggaran yang berkaitan dengan
keamanan dalam empat tahap utama proses penyu -
sunan anggaran:38

n Persiapan anggaran: pada tahap ini lembaga
eksekutif mengajukan alokasi dana untuk beberapa
keperluan tapi parlemen dan para anggotanya
dapat memainkan peran dalam proses tersebut
melalui berbagai mekanisme formal dan informal. 

n Persetujuan anggaran: parlemen harus mampu
meneliti dan menentukan kepentingan umum dan
kesesuaian alokasi dana dan, dalam konteks ter -
tentu, dapat melengkapi peruntukan dana yang
ber kaitan dengan keamanan dengan panduan
tertentu. 

n Pelaksanaan atau pengeluaran: parlemen mengkaji
dan memantau pengeluaran pemerintah dan dapat
meningkatkan transparansi dan pertang gung ja wab -
an. Bila ada permintaan penambahan ang  garan,
par lemen memantau dan meneliti per mintaan ini un -
tuk mencegah pemborosan anggaran.

n Audit atau pengkajian: parlemen meneliti apakah
ter jadi penyalahgunaan dana yang dialokasikan
oleh pemerintah. Parlemen juga mengevaluasi se -
ca ra berkala seluruh anggaran dan proses audit
un  tuk menjamin pertanggungjawaban, efisiensi dan
akurasi. 

Instrumen yang sering digunakan dalam penyusunan
anggaran gender adalah Laporan Anggaran Sadar
Gender. Laporan ini dapat dibuat berdasarkan seluruh
anggaran atau bidang-bidang tertentu saja seperti
sektor keamanan. Pengeluaran dan pendapatan
dianalisis menurut kemungkinan dampaknya terhadap
berbagai kelompok wanita dan pria, anak lelaki dan
anak perempuan. Tujuannya adalah memastikan agar
kebutuhan wanita dan pria dipertimbangkan dengan
setara.39

Dewan Eropa menjelaskan bahwa parlemen ‘merun -
ding kan, mengubah dan akhirnya menyetujui
ang garan yang diajukan oleh lembaga eksekutif, tapi
me reka bisa juga mengajukan permintaan dan mela -
kukan kegiatan lobi, dengan berpartisipasi dalam
pem bentukan kemauan politik dan penguatan komit -
men pemerintah terhadap penyusunan anggaran
gen der.’40 Di dalam pemerintahan, prakarsa anggaran
gen der memberikan perhatian pada isu kesetaraan
gen der dalam alokasi sumber daya. Bagi para pe n -
dukung masyarakat sipil dan anggota parlemen,
pra karsa tersebut merupakan alat yang berguna untuk
me nyerukan transparansi yang lebih besar dalam
pem buatan keputusan anggaran dan pertanggung-ja -
waban terhadap wanita.41 Prakarsa penyusunan
ang garan gender bertujuan mengubah proses pe nyu -
sun  an anggaran itu sendiri dengan me ningkatkan
peran lembaga legislatif dan masya  ra kat sipil.42
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Tidak adanya kerja sama lintas-partai di Kamboja dan dominasi satu partai telah menimbulkan dampak negatif terhadap aliansi wanita di berbagai
partai dengan tujuan mempromosikan isu-isu gender, terutama pada tingkat nasional. Meskipun demikian, melalui berbagai LSM, wanita Kamboja
memelopori pembangunan jembatan penghubung antar-garis partai. Wanita untuk Kesejahteraan (WfP – Women for Prosperity) merupakan salah
satu dari organisasi yang paling efektif di bidang ini. Dipimpin oleh tokoh wanita yang baru kembali dari pengasingan, Pok Nanda, WfP telah merintis
program-program yang tidak hanya mendorong dan membantu wanita memasuki dunia politik, tapi juga menjembatani perbedaan lintas-partai pada
tingkat komune. Di antara jaringannya adalah para anggota dewan wanita dari semua kelompok, termasuk tiga partai politik utama. WfP memusatkan
perhatian pada tantangan bersama yang dihadapi wanita di bidang politik tanpa memperhatikan ideologi dan memberikan pelatihan berkelanjutan
sehingga dapat membangun keterampilan mereka sepanjang waktu. Dalam persiapan menghadapi pemilihan umum dewan komune, WfP mendukung
5.527 calon, dengan memberikan bantuan untuk pidato di depan umum, membantu penulisan naskah pidato, menjawab pertanyaan dari pemilih dan
mengatasi tantangan dari para anggota partai pria yang tidak bersimpati dengan partisipasi wanita. WfP telah menciptakan landasan politik baru untuk
partisipasi wanita dan juga memberikan model yang efektif untuk kerja sama lintas-partai.36

Kotak 3 LSM Kamboja: mempromosikan partisipasi wanita dan kerja sama lintas-partai



Sistem penyusunan anggaran yang sensitif terhadap
gender mulai mendapat dukungan dan dilaksanakan di
sejumlah negara di seluruh dunia. Misalnya, di Brazil,
organisasi-organisasi masyarakat sipil bekerja sama
dengan para anggota parlemen wanita men dukung
anggaran yang tanggap terhadap gender.44 Di Filipina,
kelompok-kelompok wanita mem bangkitkan kesadaran
mengenai pentingnya pe nyu  sunan ang gar an gender

dan menekankan peran penting yang dimainkan
ketentuan-ketentuan legislatif dalam mendukung
pencapaian kesetaraan gender.45 Afrika Selatan
adalah salah satu negara pertama yang menerapkan
perspektif gender dalam pembuatan kebijakan

ekonominya. Prakarsa Anggaran Wanita Afrika Selatan
adalah hasil dari usaha bersama para anggota par -
lemen dan beberapa organisasi masyarakat sipil.
Prakarsa ini berfokus pada dimensi gender perpajakan
dan pengeluaran dan berusaha memastikan agar
proses penyusunan anggaran sesuai dengan prinsip
ke setaraan gender. Ini adalah usaha partisipatif, yang
me libatkan pembahasan pada tingkat pemerintah pu -
sat dan daerah dan mencari masukan dari ma 
sya ra kat. Kelompok-kelompok masyarakat sipil ditu -
 gas kan menganalisis anggaran dan kebijakan di
be lakangnya untuk memperkirakan dampaknya, dan
para anggota parlemen menggunakan temuan pe -
nelitian tersebut dalam usaha mereka mempe ngaruhi
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Analisis pengeluaran/pendapatan. Untuk menganalisis keadaan wanita dan pria atau anak perempuan dan anak lelaki di sektor tertentu – atau
menilai pengaruh gender dari kebijakan atau langkah-langkah kebijakan – langkah-langkah selanjutnya telah disiapkan yang menghubungkan
anggaran dengan kebijakan, yang berfokus pada aspek yang berbeda (pendapatan, pengeluaran, layanan publik atau penggunaan waktu).

Gender-disaggregated  revenue  incidence  analysis  (Analisis kejadian pendapatan yang dipisahkan menurut gender) adalah teknik penelitian
yang meneliti pajak langsung dan tak langsung dan juga uang yang dibayarkan oleh wanita dan pria. 

Gender-disaggregated public expenditure analysis (Analisis pengeluaran publik yang dipisahkan menurut gender) membandingkan
pengeluaran publik untuk program tertentu, biasanya disertai data dari survei rumah tangga, untuk mengetahui distribusi pengeluaran antara wanita
dan pria atau anak perempuan dan anak lelaki.

Gender-disaggregated beneficiary assessment (Penilaian sasaran program yang dipisahkan menurut gender) adalah teknik penelitian yang
digunakan untuk mengajukan pertanyaan kepada sasaran program mengenai sejauh mana program pemerintah dan/atau layanan publik memenuhi
kebutuhan, keinginan dan prioritas mereka. 

Gender impact assessment (Penilaian dampak gender) adalah evaluasi ex post (yang memandang ke belakang) atas anggaran atau evaluasi
ex ante (yang memandang ke depan) atas proposal anggaran dan mungkin merupakan alat yang paling ekstensif dan kompleks untuk penyusunan
anggaran gender karena penilaian ini merujuk pada pengaruh anggaran jangka pendek dan jangka panjang terhadap distribusi dan askes atas
sumber daya (termasuk waktu) dan terhadap peran dan norma gender. 

Gender-aware policy appraisal (Penilaian kebijakan sadar gender) melibatkan penelitian kebijakan dari berbagai jabatan dan program serta
memberikan perhatian pada isu-isu gender implisit dan eksplisit yang terlibat. Penilaian ini mempertanyakan asumsi bahwa kebijakan menimbulkan
pengaruh yang ‘netral gender’ dan sebaliknya mengajukan pertanyaan bagaimana kebijakan dan alokasi sumber dayanya dapat mengurangi atau
meningkatkan ketidaksetaraan gender. 

Kotak 4 Alat dan metode yang digunakan parlemen untuk penyusunan anggaran
gender43

Para anggota parlemen pria dan wanita sama-sama bertanggung jawab memadukan perspektif gender ke dalam program kerja mereka.
Donna Paknhurst menegaskan bahwa ‘peluang keberhasilan sangat meningkat bila tanggung jawab perubahan budaya lembaga tidak
diserahkan seluruhnya kepada wanita, tapi juga menjadi tanggung jawab pria’.47 Agar berhasil dalam mengubah parlemen menjadi
lembaga yang tanggap terhadap gender, pria dan wanita harus sama-sama memahami analisis gender. 

Transformasi menuju kesetaraan gender yang lebih besar ini hanya mungkin terjadi bila pria dan wanita bekerja sama untuk mengubah
kesadaran masyarakat. Sebagai suatu kelompok, pria cenderung diistimewakan dalam jenjang kekuasaan saat ini dan diperkirakan dapat
menentang perubahan. Karena itu, perlu ditunjukkan pentingnya analisis gender kepada pria. Para anggota parlemen mendapatkan manfaat
bila menerapkan perspektif gender dalam program kerja parlemen mereka karena analisis gender membantu mereka lebih memahami
kebutuhan konstituen wanita dan pria. Tsjeard Bouta dan Georg Frerks menegaskan bahwa ‘kebijakan sensitisasi gender memerlukan
analisis gender yang komprehensif yang menjelaskan saling keterkaitan antara gender, situasi konflik tertentu, dan kemungkinan dampak
yang berbeda dari intervensi eksternal terhadap wanita dan pria.48 Misalnya, analisis gender mengungkapkan berbagai cara bagaimana
wanita dan pria mengalami kekerasan seksual selama terjadinya konflik bersenjata atau menyoroti kebutuhan reintegrasi khusus anak
perempuan dan anak lelaki yang telah diculik dan dipaksa bertugas dalam gerakan bersenjata yang terjadi di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. 

Contoh keberhasilan anggota parlemen wanita dan pria yang menyatukan kekuatan untuk memperkuat kesetaraan gender adalah
Kelompok Parlemen Gabungan bidang urusan Wanita, Perdamaian dan Keamanan Inggris. Kelompok ini dibentuk dengan tujuan menjamin
pelaksanaan efektif Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325. Komite yang dipimpin oleh anggota parlemen dari Partai Buruh Joan
Ruddock tersebut terdiri dari enam belas wanita dan enam pria. Komposisi gender dan fokus utama kelompok tersebut menonjol,
mengingat komposisi gender tradisional berbagai komite di Inggris, termasuk komposisi gender di komite keamanan. Sebaliknya, Komite
Gabungan Parlemen Inggris bidang Pertahanan hanya melibatkan satu anggota wanita dari lima belas anggotanya. Begitu pula, Komite
Pertahanan yang dibentuk Majelis Rendah hanya melibatkan satu anggota parlemen wanita.

Kotak 5 Pembangunan Aliansi



debat anggaran di parlemen.46

Strategi untuk mencapai penyusunan anggaran dan
pengadaan barang yang lebih adil meliputi:

Penyusunan anggaran gender

n Lakukan audit gender atas semua anggaran yang
diajukan dan anggaran yang sudah berjalan untuk
memastikan penyediaan dana untuk menangani
keamanan wanita, pria, anak lelaki, dan anak
perempuan. 

n Arusutamakan isu gender ke dalam anggaran yang
diajukan.

Gender dan pengadaan peralatan pertahanan

n Pastikan tersedia dana yang akan dibelanjakan
untuk seragam dan peralatan yang sesuai dengan
wanita dan fasilitas yang terpisah untuk wanita dan
kebutuhan kesehatan reproduksi wanita.

n Pastikan peraturan perdagangan senjata nasional
melarang perdagangan dengan rezim atau orang
yang melakukan GBV.

5Memadukan gender ke
dalam pengawasan
parlementer atas sektor
keamanan dalam konteks
khusus

5.1 Negara-negara pasca-konflik

Negara-negara yang dicabik perang menghadapi
tantangan khusus dalam memenuhi kebutuhan
keamanan rakyatnya. Para anggota parlemen dapat
memainkan peran konstruktif dalam menjamin agar
isu-isu gender dipadukan ke dalam ketentuan yang
berkaitan dengan keamanan dalam proses per da -
maian seperti perlucutan senjata, demobilisasi, dan
reintegrasi (DDR) dan mekanisme peradilan transisi,
dan dipertimbangkan saat membahas ke keras an dan
kejahatan pasca-konflik. Konteks pasca-konflik juga
memberikan peluang untuk me ningkatkan jumlah
anggota parlemen wanita sebagai bagian dari
pembenahan politik dan pemilihan umum. 

Selain menangani kejahatan yang dilakukan selama
terjadinya perang, parlemen dapat mengambil pra -
karsa dalam menangani lingkungan keamanan yang
muncul menyusul konflik. Kekerasan pasca-perang,
apakah yang dilakukan di lingkungan publik atau
pribadi, menghinggapi banyak negara. Parlemen
dapat menangani isu-isu keamanan masyarakat
melalui pembenahan kekuatan militer dan kepolisian,

lembaga peradilan dan pemasyarakatan, dan dengan
menyetujui undang-undang yang menangani keja hat -
an dengan lebih baik. 

Proses perdamaian

Idealnya, parlemen memainkan peran dalam
pencegahan konflik atau keamanan preventif. Namun
demikian, bila konflik terjadi, parlemen dapat me main -
kan peran konstruktif dalam perundingan perdamaian
dan perjanjian perdamaian selanjutnya. Perjanjian
perdamaian ini sering berperan sebagai kerangka bagi
reformasi sektor keamanan dan dengan demikian
pemaduan isu-isu gender pada tahap awal sangat
penting. Para anggota parlemen dapat melibat kan diri
secara langsung ke dalam proses perundingan dan
merupakan forum penting untuk membangkitkan
kesadaran masyarakat mengenai proses perdamaian
formal dan informal yang terjadi di negara mereka.

Misalnya, para anggota parlemen dapat menjadi
pendukung proses perundingan yang sepenuhnya
melibatkan wanita. Dalam kasus di mana parlemen itu
sendiri sudah mendapatkan keterwakilan di meja
perundingan, para anggota parlemen wanita harus
dilibatkan dalam delegasinya. Komposisi tim perunding
yang lebih seimbang memberikan isyarat awal penting
bahwa dimensi gender suatu konflik akan dipertim -
bangkan selama proses perundingan dan memberikan
peluang yang lebih besar bahwa perspektif gender
mempengaruhi perjanjian perda maian dan kese pakat -
an keamanan yang dicapai. Anggota parlemen
memainkan peran penting karena mereka dapat
menunda persetujuan perjanjian yang tidak didasarkan
pada proses yang inklusif gender dan, oleh karena itu,
sah. Parlemen yang menekankan dimensi gender dari
penyelesaian konflik didukung oleh konsensus
internasional yang menyatakan bahwa segala proses
perdamaian yang ‘tidak melibatkan wanita dalam
penetapan agenda, pembicaraan penting dan
pelaksanaan tidak memiliki legitimasi demokratis’.49

Bila wanita tidak dilibatkan, ada kecenderungan alami
untuk hanya berfokus pada pengalaman konflik pria
dan harapan mereka terhadap penyelesaian konflik,
yang tidak mempertimbangkan kebutuhan aktor pria
dan wanita dan posisi mereka masing-masing dalam
struktur masyarakat.50 Partisipasi wanita melengkapi
proses tersebut karena wanita ‘mungkin memberikan
kontribusi yang berbeda terhadap proses perdamaian.
Bila dibandingkan dengan pria, wanita lebih mungkin
memasukkan isu gender ke dalam agenda, me masuk -
kan pengalaman konflik yang lain, dan me nen tukan
prioritas yang berbeda untuk pem bangunan per da mai -
an dan rehabilitasi, dan mereka dapat menjembatani
per bedaan politik dengan lebih baik.’51

Di negara-negara yang mengalami konflik, tahap
pelaksanaan perjanjian perdamaian memerlukan
perhatian khusus parlemen. Perjanjian perdamaian
dan pembentukan konstitusi selanjutnya memberikan
peluang penting bagi negara-negara yang baru keluar
dari konflik untuk mengubah sistem politik mereka
menuju kesetaraan gender yang lebih besar. Parlemen
dapat memantau perundingan perdamaian resmi dan
mendukung prakarsa informal yang berasal dari
masyarakat sipil.

Pengawasan Parlementer atas Sektor Keamanan dan Gender

13



Perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi

Penyelesaian konflik yang kejam melibatkan
perlucutan senjata dan demobilisasi pasukan
kombatan. Proses DDR yang efektif mengakui bahwa
wanita dan pria mengalami dampak perang yang
berbeda dan memenuhi kebutuhan mantan kombatan
pria maupun wanita, dan juga wanita dan anak-anak
yang berkaitan dengan angkatan bersenjata dan
kelompok-kelompok perlawanan. Parlemen dapat
memainkan peran konstruktif sebagai pendukung
proses DDR yang tanggap terhadap gender (lihat
Kotak 6). Kebutuhan wanita dan anak perempuan
yang menjadi bagian dari atau berkaitan dengan
angkatan bersenjata non-reguler sering terabaikan
dalam proses DDR. Aspek gender lainnya meliputi
konsultasi, pendidikan, dan reintegrasi efektif mantan
kombatan pria untuk menghilangkan risiko mereka
menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan
bentuk-bentuk kekerasan lainnya dalam kehidupan
mereka pasca-konflik. 

Restrukturisasi sektor keamanan segera setelah
berkakhirnya konflik merupakan peluag penting bagi
parlemen untuk menciptakan pasukan keamanan yang
bersifat mewakili. Menyusul  konflik, negara-negara
seperti El Salvador, Guatemala, Mozambik atau
Liberia memadukan para mantan kombatan ke dalam
kepolisian dan kekuatan militer yang sudah terbentuk.
Data demobilisasi yang dikumpulkan oleh misi per -
damaian PBB di seluruh dunia menunjukkan bahwa
wanita mencapai 30% dari petempur berbagai
kekuatan pemberontak. Dengan demikian, terdapat
sumber perekrutan, yang memungkinkan transformasi
kepolisian dan kekuatan militer tradisional menjadi
kepolisian dan kekuatan militer dengan komposisi
gender yang lebih seimbang. 

Peradilan transisi

Parlemen memainkan peran penting dalam memas -
tikan agar pertimbangan gender diperhatikan dalam
pe lak sanaan peradilan pasca-konflik. Pertang gung -
jawaban publik atas kejahatan yang dilakukan selama
terjadinya konflik, termasuk kejahatan yang berbasis
gender, sangat penting demi keberhasilan rekonstruksi
sosial. Walaupun wanita cenderung menjadi sasaran
utama prakarsa peradilan gender, perspektif gender
juga membantu lebih memahami korban kekerasan

pria. Fungsi legislatif dan penga wasan parlementer,
ditambah dengan kewe nangan anggarannya, membe -
rikan peluang kepada anggota parlemen untuk
menangani isu-isu peradilan pasca-perang. Parlemen
bisa menjadi tempat debat publik mengenai berbagai
isu pasca-konflik yang menjadi pemecah-belah, dan
memainkan peran penting dalam mempromosikan
toleransi.53

Parlemen ikut bertanggung jawab membentuk lem ba -
ga pencari fakta, seperti komisi kebenaran, yang
men catat kasus kejahatan yang dilakukan selama ter -
jadinya konflik. Mereka juga berpartisipasi dalam
pem bentukan pengadilan khusus untuk menuntut para
pe langgar hukum. Parlemen dapat menuntut agar
kom  posisi gender lembaga-lembaga ini setara dan
agar perspektif gender mempengaruhi program kerja
dan kebijakan mereka. Parlemen melakukan kontrol
sig nifikan atas kerja komisi-komisi ini karena mereka
me  nyetujui enabling legislation (perundang-undangan
yang memungkinkan), berpartisipasi dalam pengang kat   -
an anggota komisi, mengalokasikan dana o   pe    ra  sional,
dan mengawasi pelaksanaan temuan ko misi.54

Selama 30 tahun terakhir, lebih dari dua lusin komisi
kebenaran dan pencari fakta telah dibentuk pada
tingkat internasional dan nasional untuk menyelidiki
pelanggaran HAM yang terjadi selama konflik.55
Wanita telah memimpin dua dari komisi tersebut,
Komisi Penyelidikan Internasional PBB, yang me nye -
lidiki pelanggaran Undang-Undang Kema nu si a an
Internasional di Timor Timur, dan Komisi Provinsi Barat
dan Selatan Sri Lanka.56

Parlemen juga dapat menjamin akses setara atas
laporan kepada komisi kebenaran dan rekonsiliasi
dengan memperhatikan kebutuhan khusus korban pria
dan wanita (lihat Kotak 7). Misalnya, anggota parlemen
dapat mendesak agar sebagian sesi disediakan
khusus untuk mendengarkan kesaksian dari korban
wanita dan/atau mendesak agar satu bab dari laporan
komisi tersebut disediakan untuk GBV. Dibandingkan
dengan korban pria, wanita yang menjadi korban lebih
kecil kemungkinannya mendapatkan akses atas
proses peradilan karena mereka biasanya tidak
memiliki kemampuan ekonomi dan harus mengerjakan
lebih banyak tugas keluarga dan rumah tangga, yang
membatasi mobilitas mereka.61 Parlemen juga dapat
memasukkan kompensasi korban ke dalam agenda
nasional, yang berhasil dilakukan parlemen Ivory
Coast (Pantai Gading) ketika lembaga eksekutif tidak
dapat bertindak.62 Sekelompok anggota parlemen
berperan sebagai pembela korban dan melobi
parlemen agar bertindak. Skema kompensasi juga

Lihat Tool (Alat) mengenai 

Reformasi Pertahanan dan

Gender
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Kotak 6 Transformasi proses DDR: peran parlemen52

Fungsi legislatif dan pengawasan parlementer memberi mereka peran institusi penting dalam menjamin agar gender benar-benar dipertimbangkan
dalam proses DDR. Anggota parlemen dapat memastikan agar kebutuhan kombatan pria dan wanita masing-masing diidentifikasi sejak awal.
Perhatian khusus harus diberikan untuk memastikan agar proses perlucutan senjata itu sendiri sensitif terhadap gender. Di Uganda, parlemen
memainkan peran aktif mengunjungi kamp-kamp demobilisasi untuk menyelidiki kondisi para petempur pria dan wanita. Selanjutnya, parlemen
mendesak pemerintah mengambil tindakan. Di Amerika Latin, anggota parlemen Kolombia semakin tertarik pada isu-isu demobilisasi yang dihadapi
konstituen mereka. Untuk memainkan peran konstruktif dalam demobilisasi kombatan, anggota parlemen harus memahami peran kompleks wanita
dan pria dalam perang, dan juga kebutuhan bergender mereka pada masa damai. 
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harus dirancang dengan cara yang sensitif terhadap
gender, yang mengakui penganiayaan tertentu yang
dialami pria dan wanita selama terjadinya konflik dan
kebutuhan pemulihan khusus mereka. 

Kekerasan dan kejahatan pasca-konflik

Meskipun kejahatan berbasis gender yang dilakukan
selama perang telah diakui sebagai kejatahan perang,
sedikit sekali perhatian yang diberikan terhadap
bagaimana kondisi yang berkaitan dengan konflik
mempengaruhi keberlanjutan kekerasan di dalam
rumah tangga setelah berakhirnya permusuhan.63

Peningkatan pemahaman mengenai isu gender dapat
membantu anggota parlemen memahami pentingnya
penanganan kekerasan dalam rumah tangga dan stres
pasca-konflik yang dialami oleh mantan kombatan pria
maupun wanita dan orang-orang yang terusir dari
kampung halamannya Penelitian PBB menemukan
peningkatan besar kekerasan dalam rumah tangga di
daerah yang pernah mengalami konflik, yang semakin
diperparah oleh tersedianya senjata, kekerasan yang
dialami atau dilakukan anggota keluarga, kurangnya
lapangan kerja, tempat tinggal, dan fasilitas pokok.
Orang-orang yang terusir dari kampung halamannya
sangat rentan terhadap kekerasan.64

Amerika Tengah pasca-konflik memberikan contoh
transformasi kekerasan yang berkaitan dengan perang
menjadi gelombang kejahatan yang mempengaruhi
sektor publik maupun sektor pribadi.65 Meskipun
kekerasan politik mereda menyusul tercapainya
perjanjian perdamaian, kekerasan kriminal meningkat.
Semakin banyak wanita yang menjadi korban.
Guatemala mencatat kasus pembunuhan 383 wanita
pada tahun 2003, yang meningkat 135% dibandingkan
dengan tahun 2002. Pada tahun 2004, 527 wanita
dibunuh. Selama delapan bulan pertama tahun 2005,
korban tewas mencapai 427, yang membuktikan
bahwa tingkat pembunuhan terus meningkat.66
Walaupun kekerasan yang ditujukan terhadap wanita
merupakan bagian dari gelombang kejahatan umum

yang melanda negara tersebut, tingkat pembunuhan
wanita lebih tinggi daripada tingkat pembunuhan pria. 

Walaupun wanita sangat menderita dalam kondisi
kekerasan pasca-konflik, perlu disadari bahwa kasus
kekerasan yang terjadi di negara-negara yang pernah
dicabik perang juga dialami pria dalam jumlah yang
tidak seimbang. Misalnya, di Kolombia seperempat
dari semua kematian pria berkaitan dengan
kekerasan, begitu pula 60% dari kematian pria berusia
antara 15 sampai 44 tahun.67 Pria Kolombia empat kali
lebih rentan mengalami kematian akibat kekerasan
dibandingkan dengan wanita.68 Secara umum,
sebagian besar korban kekerasan senjata dan
kekerasan gang adalah pria, namun sebagian besar
pelaku utama kekerasan juga pria.  

Para anggota parlemen di Amerika Tengah dan
kawasan lainnya di dunia semakin khawatir terhadap
penyebaran senjata api kecil, yang digunakan dalam
sebagian besar kasus pembunuhan ini. Belakangan
ini, para anggota Kongres Guatemala meminta dan
mengarahkan penelitian mengenai kasus ‘femicide’
(pembunuhan wanita) di Guatemala. Hasil penelitian
ini telah disampaikan dalam sejumlah forum yang
menyoroti masalah kekerasan senjata pria dan
korbannya. 

Parlemen yang bersifat mewakili

Konteks pasca-konflik juga memberikan peluang
transformasi parlemen itu sendiri. Konteks ini
memberikan peluang kepada anggota parlemen untuk
mengubah komposisi mereka dan untuk menjadi
lembaga yang benar-benar bersifat mewakili (lihat
Tabel 3). Transformasi parlemen menuju komposisi
gender yang lebih setara merupakan indikator penting
bahwa kesetaraan gender diberi prioritas dalam
rekonstruksi sosial. 

Fokus internasional pada usaha meningkatkan peran
wanita dalam pembuatan keputusan politik telah
menjadi pendorong bagi pemerintah di negara-negara
yang mengalami konflik untuk memperkuat keseim -
bangan gender parlemen mereka. Ini umumnya
dilaku kan dengan bantuan kuota legislatif dan kons -
titusi. Afghanistan dan Irak adalah contoh keberhasilan
ter baru pelaksanaan kuota konstitusi (lihat Kotak 8). 

Lihat Tool (Alat) mengenai

Reformasi Peradilan dan Gender

Pengalaman Afrika Selatan memberikan contoh keberhasilan keterlibatan parlemen dalam memasukkan dimensi gender dalam pembentukan komisi
kebenaran dan rekonsiliasi. Para anggota parlemen Afrika Selatan, yang mewakili partai-partai politik negara tersebut, bersama dengan para
pemimpin organisasi masyarakat sipil, membentuk komite seleksi yang memainkan peran penting dalam menentukan komposisi anggota komisi
kebenaran. Berdasarkan 300 calon yang diterima dalam proses publik, komite seleksi menetapkan daftar 25 finalis.57 Presiden Nelson Mandela
memilih 15 anggota komisi dari daftar ini. Sepertiga dari anggota komisi tersebut adalah wanita.58 Kuota ini mencerminkan komitmen Partai Kongres
Nasional Afrika untuk menyediakan sepertiga jabatan pembuat keputusan kepada wanita. Komitmen untuk memperkuat kesetaraan gender diubah
menjadi suatu keseimbangan gender yang jauh lebih baik di parlemen di mana wanita mendapatkan hampir 33% dari kursi yang tersedia pada tahun
2006.

Meskipun telah dilakukan pelibatan signifikan wanita dalam komisi tersebut, komisi tersebut melakukan penyelidikan ketika organisasi-organisasi
wanita melaporkan bahwa pria mendapatkan akses istimewa dan pengalaman wanita dipinggirkan. Para wanita enggan membicarakan pemerkosaan
dan kejadian kekerasan seksual lainnya di depan para anggota komisi pria. Gerakan wanita tersebut berhasil mendesak pemasukan isu gender
dalam agenda komisi tersebut.59 Dalam usaha untuk lebih sensitif terhadap kebutuhan wanita, semua anggota komisi mendapat pelatihan gender
dan komisi tersebut mengadakan beberapa sesi khusus wanita.60

Kotak 7 Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan: memadukan isu gender



5.2 Negara-negara maju   

Parlemen di negara-negara maju menghadapi ber -
bagai tantangan dalam negeri yang sama sehubungan
dengan reformasi sektor keamanan seba gaimana
rekan mereka di negara-negara berkembang, walau -
pun dengan posisi yang berbeda. Misalnya, parlemen
Eropa dan Amerika Utara harus menun jukkan
kewenangan mereka dalam mengawasi misi per da -
maian atau intervensi militer. Misi NATO di Afghanistan
dan kawasan Balkan, intervensi pimpinan Amerika
Serikat di Irak atau intervensi kemanusiaan pimpinan
PBB di Haiti adalah sebagian contoh terbaru. Per jan ji -
an kerja sama internasional dan regional me   nim   bulkan
tantangan terhadap efektivitas penga wasan par le -
menter. Dalam semua kasus tersebut, par lemen harus
memastikan agar kebijakan ke amanan dilak sa nakan
sesuai dengan prinsip dan Hukum Ke ma nusiaan
Internasional.71 Instrumen hukum internasional –
terutama Resolusi Dewan Ke a manan PBB Nomor
1325 – yang memerintahkan per tim bang an sungguh-
sungguh atas isu-isu gender da lam se mua operasi
perdamaian dan keamanan, sa ngat relevan.

Beberapa negara telah menggunakan Resolusi Dewan
Keamanan PBB Nomor 1325 sebagai titik mula penting
untuk melakukan reformasi dan telah menyusun
Rencana Aksi Nasional untuk pelak sanaannya atau
sedang dalam proses pe nyu  sunannya. Dalam
kebanyakan kasus rencana tersebut merujuk pada
pembahasan isu gender di sektor keamanan negara
bersangkutan dan pada as pek gender dari pe me -
liharaan perdamaian dan rekonstruksi pasca-konflik

(dalam sebagian kasus ter masuk reformasi sektor
keamanan). Austria, Denmark, Norwegia, Swedia,
Swis, dan Inggris semuanya telah selesai menyusun
Rencana Aksi dari Resolusi Dewan Keamanan PBB
Nomor 1325, dan Kanada sedang dalam proses
menyusun rencana aksi serupa. 

Fokus utama rencana Swedia, yang dimulai pada
tahun 2006, berkaitan dengan operasi pemeliharaan
per damaian. Rencana tersebut mengarahkan Ang kat -
an Bersenjata untuk mempersiapkan ‘usaha-usaha
terencana untuk meningkatkan jumlah wajib militer dan
perwira wanita yang dapat berpartisipasi dalam
operasi pemeliharaan perdamaian’ dan mem buat
proyek seperti GenderForce (Pasukan Gender) untuk
mempersiapkan langkah-langkah untuk ‘memasukkan
perspektif gender ke dalam operasi internasional’.
Begitu pula, Badan Kepolisian Negara ‘melakukan
usaha-usaha khusus untuk meningkatkan jumlah wa -
nita dalam kontingen Swedia dalam operasi dukungan
per damaian’.72 Selanjutnya, semua anggota operasi
pe meliharaan perdamaian diharap kan akan mendapat
pelatihan gender. 

Para anggota parlemen ikut bertanggung jawab atas
penyusunan rencana aksi nasional. Usaha-usaha
untuk menyusun rencana aksi nasional Kanada
menekankan pentingnya dukungan dan dorongan
anggota parlemen terhadap usaha untuk menyusun
rencana tersebut, dengan meminta Komite Tetap
bidang Urusan Luar Negeri dan Perdagangan Interna -
sional dan Kaukus Anggota Parlemen Wanita untuk
‘memberikan perhatian mengenai masalah ini dan
bahkan memainkan peran dalam pelaksanaannya’.73

Afghanistan berubah dari negara di mana hak-hak wanita sangat dibatasi menjadi negara yang menjamin kesetaraan gender menurut undang-
undang. Dalam bidang keterwakilan politik, konstitusi baru tersebut menjamin pelibatan formal wanita dalam proses pembuatan keputusan politik.
Pasal 82 menyatakan bahwa sekurang-kurangnya dua calon wanita dari setiap provinsi harus dipilih sebagai anggota parlemen. Ketentuan konstitusi
ini berhasil dilaksanakan. Pada pemilihan umum bulan September 2005, 69 wanita terpilih sebagai anggota Wolesi Jirga (majelis rendah parlemen),
yang merupakan sekitar 27% dari 249 anggota majelis tersebut.

Begitu pula, konstitusi baru Irak, yang disahkan pada bulan Oktober 2005, menjamin seperempat dari 275 kursi parlemen untuk wanita. Kuota
konstitusi juga diterapkan di Irak. Setelah pemilihan umum bulan Desember 2005, wanita mencapai seperempat dari keseluruhan anggota Dewan
Perwakilan Nasional. Dua hasil pemilihan umum ini sangat signifikan di kawasan di mana wanita tetap kurang terwakili dalam pembuatan keputusan
politik dan, dalam sebagian kasus, wanita tidak mendapatkan semua haknya sebagai warga negara.  
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Tabel 3 Memprakarsai perubahan menyusul perang: komposisi gender parlemen
pasca-konflik69

Negara % Wanita % Pria

Rwanda (2003)

Mozambik (2004)

Afrika Selatan (2004)

Burundi (2005)

Uganda (2006)

Timor-Leste (2007)

Afghanistan (2005)

Irak (2005)

48,8

34,8

32,8

30,5

29,8

27,7

27,3

25,5

52,2

65,2

67,2

69,5

70,2

72,3

72,7

74,5

Kotak 8 Penerapan kuota konstitusi: pembenahan di Afghanistan dan Irak70



6Rekomendasi penting bagi
anggota parlemen

1. Dukung penandatanganan, pengesahan, dan
pelaksanaan perjanjian dan konvensi internasional
dan regional yang memerintahkan pemasukan isu
gender ke dalam reformasi sektor keamanan,
seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW).

2. Tingkatkan keterwakilan anggota parlemen wanita
melalui penerapan kuota, dengan memperbaiki
sistem pemilihan umum dan mendukung pem -
bangunan kemampuan di kalangan calon wanita. 

3. Tingkatkan keterwakilan anggota parlemen wanita
dalam komite yang berkaitan dengan pertahanan
dan keamanan, termasuk persetujuan undang-
undang mengenai keterwakilan setara wanita dan
pria atau sistem kuota komite parlemen. 

4. Bangun kemampuan gender anggota parlemen
pria dan wanita, terutama para anggota komite
pertahanan dan keamanan, melalui pengarahan,
pelatihan dan prakarsa peningkatan kesadaran
lainnya. 

5. Libatkan masyarakat sipil, terutama organisasi-
organisasi wanita, dalam pembuatan kebijakan
keamanan melalui konsultasi secara luas, dengar
pendapat publik, dan mekanisme formal dan
informal lainnya. 

6. Bentuk kaukus gender yang melibatkan wanita
maupun pria untuk membangkitkan kesadaran
mengenai dan dukungan terhadap penyusunan
anggaran dan pembuatan undang-undang yang
tanggap terhadap gender. 

7. Terapkan dan perkuat prakarsa anggaran gender
dan lakukan penilaian dampak gender dari
kebijakan keamanan. 

8. Minta data yang dipisahkan menurut jenis kelamin
mengenai pengarusutamaan gender dan
komposisi lembaga-lembaga sektor keamanan
agar para pembuat kebijakan dapat membuat
keputusan yang tepat.

9. Pantau pengerahan dan pelaksanaan misi pe me -
liharaan perdamaian untuk memastikan agar
wa nita benar-benar terwakili dalam pasukan pe -
meliharaan perdamaian dan agar berbagai
pra  kar sa diambil untuk mencegah eksploitasi dan
penganiayaan seksual, dan bangun kemampuan
staf pemeliharaan perdamaian untuk memadukan
isu gender. 

Khusus untuk konteks pasca-konflik:

10. Gunakan parlemen sebagai forum untuk mema -
dukan isu gender dan menjamin partisipasi wanita
dalam proses perdamaian.

11. Minta agar wanita dilibatkan sepenunya dan isu

gender dimasukkan dalam komisi kebenaran,
pengadilan khusus, dan program pemulihan,
termasuk melalui pembuatan undang-undang
yang mendukung pembentukannya.

12. Reformasi sistem peradilan agar lebih efektif
memberantas kekerasan berbasis gender.
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7Sumber Daya Tambahan

Situs yang Berguna

Association of European Parliamentarians for Africa
(Perhimpunan Anggota Parlemen Eropa untuk Afrika)
- http://www.awepa.org

I Know Politics (Saya Tahu Politik) -
http://www.iknowpolitics.org
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Kuatlah pengakuan bahwa reformasi sektor keamanan (RSK) harus memenuhi
kebutuhan keamanan yang berbeda bagi pria, wanita, lelaki dan anak perem puan.
Keterpaduan isu-isu gender juga faktor pokok bagi efektifitas dan akun tabilitas
sektor keamanan serta pemilikan lokal dan legitimasinya proses RSK.

Catatan Praktis ini memberikan sebuah pengantar yang singkat tentang manfaat
dari keterpaduan isu-isu gender dalam pengawasan parlemen terhadap sektor
keamanan, dan juga informasi yang praktis untuk melakukan pemaduan tersebut.

Mengapa gender penting dalam pengawasan parlementer?

Pemaduan gender ke dalam pengawasan parlementer terhadap sektor ke aman -
an dapat membantu menciptakan kebijakan dan lembaga yang bertanggung
jawab, efektif dan adil:

Kebijakan-kebijakan keamanan yang inklusif dan berbasis kebutuhan

■ Sebagai wakil yang dipilih konstituen mereka, anggota parlemen bertanggung
jawab menjamin kebutuhan keamanan wanita, pria, anak perempuan dan anak
lelaki dimasukkan ke dalam pembuatan kebijakan keamanan.  Misalnya, ke -
kerasan berbasis gender, seperti perdagangan manusia, kekerasan  pasangan
intim, penganiayaan seksual, dan kekerasan anti-gay, adalah salah  satu dari
ancaman terbesar terhadap keamanan manusia di seluruh dunia.

■ Proses-proses perumusan kebijakan yang partisipatif dan melibatkan berbagai
macam aktor dari masyarakat sipil, termasuk organisasi-organisasi wanita,
mem bantu menjamin konsensus umum tentang prioritas-prioritas keamanan,
dan meningkatkan ketanggapan serta legitimasi kebijakan keamanan, lem ba -
ga keamanan dan parlemen sendiri.

Lembaga-lembaga keamanan yang ekektif secara operasional
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 Pengawasan parlementer terhadap sektor keamanan: ‘Lembaga legislatif mela -
kukan pengawasan parlementer dengan menyetujui undang-undang yang
me   rumuskan dan mengatur lembaga-lembaga keamanan dan kekuasaan mereka
ma upun apropriasi anggaran yang padan dengannya.  Kontrol ini dapat juga men -
ca kup pembentukan ombudsman parlemen atau komisi yang dapat memulai
pe  nye lidikan mengenai pengaduan masyarakat.’1

Gender merujuk pada peran dan hubungan, sifat, sikap, tingkah laku dan nilai-nilai
yang hasil konstruksi sosial pada lelaki dan wanita. Oleh karena itu, ‘gender’ me -
ru  juk pada perbedaan-perbedaan yang dipelajari antara pria dan wanita,
se   dangkan ‘jenis kelamin’ merujuk pada perbedaan biologis antara pria dan wanita.
Pe ran gender sangat bervariasi di dalam dan antarkebudayaan, dan dapat berubah
se panjang waktu. Gender tidak hanya merujuk pada wanita atau pria tetapi juga pa -
da hubungan antara mereka.

Catatan Praktis ini berdasarkan atas sebuah Tool (Alat) yang lebih panjang
dan keduanya merupakan bagian dari Toolkit Gender dan RSK.  Dirancang
untuk memberikan pengenalan tentang isu-isu gender bagi para praktisi
reformasi sektor keamanan dan para pembuat kebijakan, Toolkit ini terdiri dari
12 Tool (Alat) dengan Catatan Praktisnya  - lihat Informasi lebih lanjut.



n Parlemen dapat mengambil langkah-langkah untuk
meningkatkan perwakilan wanita dalam lembaga-
lembaga sektor keamanan dan jabatan-jabatan
pe merintahan terkait, yang sudah ditunjukkan mem -
 punyai bermacam-macam manfaat ope ra si o nal.

n Parlemen berperan penting dalam mencegah dan
mem pertanggung-jawabkan lembaga-lembaga sek -
tor keamanan terhadap diskriminasi, pelecehan
seksual dan pelanggaran HAM.

Pembuatan keputusan parlemen yang bersifat me -
wa kili

n Jumlah anggota parlemen wanita dan pria yang
lebih setara, termasuk dalam komite-komite per ta -
han an maupun keamanan, dapat memperkuat
le gitimasi dan keadilan parlemen.  Secara global,
pa da tahun 2007, 82,6% dari anggota parlemen
adalah pria.2

Penyusunan anggaran dan manajemen sumber
daya yang adil

n Analisis gender (Gender analysis) terhadap ang -
garan   dan manajemen sumber daya dapat
mem perkuat transparasi,  pertanggungjawaban
dan pemutaran dana secara adil untuk menangani
ke butuhan keamanan pria, wanita, anak
perempuan dan anak lelaki.

Bagaimana cara memadukan gender
ke dalam pengawasan parlementer?

Tantangan dan peluang khusus yang terlibat dalam
pengawasan parlementer terhadap sektor keamanan
berbeda antar-negara, jadi pengusulan yang berikut
ini harus disesuaikan dengan konteks khusus negara
tertentu:

Membuat kebijakan keamanan yang inklusif dan
berbasis kebutuhan

n Proses yang partisipatif

- Laksanakan konsultasi umum yang luas yang
meliputi organisasi-organisasi wanita dan pria,
tentang kebijakan-kebijakan keamanan.

- Tetapkan mekanisme perdebatan publik, seperti
misalnya dengar pendapat publik.

- Para anggota parlemen masing-masing dapat
menyediakan waktu luang mereka untuk
mendengarkan pengaduan yang disampaikan
organisasi-organisasi wanita perkotaan maupun
pedesaan.

n Kebijakan keamanan yang tanggap terhadap
gender

- Masukkan isi yang berkaitan dengan gender,
seperti misalnya memusatkan perhatian pada
GBV dan mempromosikan partisipasi yang setara
bagi pria dan wanita dalam lembaga-lembaga
keamanan.

- Gunakan bahasa yang inklusif gender (‘para
anggota polisi’ ['police officers]) dan spesifik
gender (‘para anggota militer pria dan wanita’
[male and female military personnel]) sesuai
keperluan.

- Minta pendapat pakar gender dalam merancang
dan mengkaji ulang kebijakan keamanan.

- Bentuk kaukus gender yang melibatkan para
anggota parlemen wanita maupun pria, agar
meningkatkan kesadaran mengenai isu-isu
gender.

Buku Putih tahun 1996 mengenai Pertahanan Nasional Republik Afrika Selatan dirancang oleh Laurie Nathan dari Universitas Cape Town.
Rancangan pertama buku tersebut ditanggapi secara luas oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil dan perusahaan-perusahaan industri
pertahanan.  Buku tersebut meliputi fokus pada keamanan manusia dan menitikberatkan penciptaannya budaya institusi non-seksis, yang meliputi
kewajiban Kementerian   Pertahanan mengidentifikasi dan menghapuskan praktik dan sikap diskriminatif dalam angkatan bersenjata.  Selain itu,
buku ini menyerukan program tindakan afirmatif dan peluang setara serta pengakuan hak wanita untuk bertugas di semua pangkat dan jabatan,
termasuk peran tempur.

Buku Putih ini juga menyerukan pengkajian ulang sistem pertahanan untuk menguraikan rincian operasional seperti doktrin, rancangan kekuatan,
logistik, persenjataan, sumber daya manusia dan peralatan.  Berkat desakan para anggota parlemen wanita, Komite Tetap Gabungan Parlemen
tentang Pertahanan menghimbau diadakannya konsultasi nasional sebagai bagian dari proses pengkajian ulang sistem pertahanan.  Berbagai
langkah diambil untuk menjamin partisipasi masyarakat, seperti penggunaan pesawat dan bus militer untuk mengangkut pemuka agama dan
masyarakat, aktifis LSM dan wakil-wakil organisasi wanita menghadiri pertemuan dan lokakarya regional.

Organisasi-organisasi wanita tingkat akar rumput sangat penting dalam menarik perhatian terhadap isu-isu yang sebelumnya diabaikan, seperti
dampak lingkungan dari kegiatan militer dan pelecehan seksual terhadap wanita yang dilakukan oleh personil militer.  Untuk menanggapi isu-isu
tersebut, dua sub-komite baru dibentuk di Departemen Pertahanan.  Akhirnya, sifat partisipatif Pengkajian Ulang Pertahanan diakui telah membantu
proses pencapaian konsensus nasional mengenai masalah pertahanan dan menghasilkan legitimasi publik atas struktur keamanan baru.

Kotak 1 Membuat kebijakan keamanan yang partisipatif dan tanggap terhadap gender di Afrika
Selatan 3

Kepatuhan terhadap kewajiban dalam undang-
undang dan instrumen hukum internasional

Pemaduan gender ke dalam pengawasan par -
lementer terhadap sektor keamanan diperlukan
untuk mematuhi undang-undang, instrumen hukum
dan norma internasional dan regional mengenai
keamanan dan gender.  Instrumen utama meliputi:

n Konvensi Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan (1979)

n Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing (1995)

Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Lampiran
Toolkit tentang Undang-Undang dan Instrumen
Internasional dan Regional.
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- Lakukan penilaian dampak gender dari kebijakan
keamanan baik yang diajukan maupun yang
sudah diterapkan.

n Pelatihan dan mandat gender bagi para
pembuat kebijakan keamanan

- Sediakan pelatihan dan pembangunan kemam -
puan tentang gender dan isu-isu keamanan bagi
para anggota parlemen dan stafnya, khu susnya
yang duduk di komite-komite pertahanan dan
keamanan.

- Jamin agar isu-isu gender dimasukkan ke dalam
mandat komite-komite pertahanan dan
keamanan.

Memperkuat efektivitas lembaga-lembaga sektor
keamanan

n Prakarsa untuk meningkatkan perekrutan, retensi
dan kemajuan wanita dalam lembaga-lembaga
sektor keamanan

- Minta target-target tertentu perekrutan dan retensi
wanita.

- Ubah kebijakan dan praktik sumber daya manusia
demi keseimbangan kerja-kehidupan yang lebih
baik.

- Komisikan dan/atau minta data yang dipisahkan
menurut jenis kelamin mengenai penga rus uta ma -
an gender dan komposisi lembaga-lembaga
sek tor keamanan.

- Minta analisis mengenai calon wanita yang putus
akademi polisi dan militer dan juga yang berhenti
bekerja pada tahap lebih lanjut dalam karir
mereka, dan pantau prakarsa-prakarsa untuk
meningkatkan retensi wanita.

n Pelatihan Gender untuk Personil Sektor Keamanan

- Jamin agar semua personil sektor keamanan
diberikan pelatihan gender yang cocok.

n Perundang-undangan yang menyeluruh tentang
GBV

- Pantau pelaksanaan tanggung jawab inter na si -
onal, regional dan nasional tentang penghapusan
GBV, termasuk dalam lembaga-lembaga sektor
keamanan.

- Kembangkan perundang-undangan, kebijakan
dan rencana aksi nasional tentang penghapusan
GBV yang menyoroti pertanggungjawaban
tertentu bagi sistem-sistem penegakan hukum,
peradilan dan hukuman pidana.

n Minta pertanggung-jawaban lembaga-lembaga
dan personil keamanan atas pencegahan dan
respons terhadap GBV

- Jamin perundang-undangan dan kode perilaku
yang jelas tentang tanggung jawab personil sektor
keamanan atas pencegahan internal dan balasan
terhadap pelanggaran HAM, termasuk prosedur
pendisiplinan.

- Pantau pengaduan, penyidikan dan hukuman atas
pelanggaran HAM yang dilakukan oleh personil
sektor keamanan.

- Buat penyelidikan/kajian mengenai sifat dan
luasnya pelecehan seksual dan bentuk-bentuk
lainnya GBV bersama dengan lembaga-lembaga
sektor keamanan.

n Ombudsman

- Timbangkan terciptanya suatu jabatan, seperti
misalnya ombudsman, dengan wewenang khusus
untuk mengawasi pemaduan isu-isu gender
dalam lembaga-lembaga pertahanan dan sektor
keamanan lainnya.

- Pastikan kantor ombudsman menpunyai mandat
dan keahlian untuk menangani GBV, termasuk tim
gender atau para pakar gender.

Meningkatkan keterwakilan dan keikutsertaan wanita
dalam parlemen

n Tingkatkan keterwakilan wanita dalam
parlemen

- Laksanakan kuota konstitusi, legislatif atau partai
sukarela, perbaiki sistem-sistem elektoral dan
menyediakan dukungan dan pembangunan
kemampuan calon peserta wanita.

- Bangkitkan kesadaran para wakil partai politik dan
masyarakat umum mengenai pentingnya
keterwakilan wanita dalam bidang politik.

n Tingkatkan keseimbangan gendernya komite-
komite keamanan dan pertahanan

- Sahkan perundang-undangan yang menghimbau
peningkatan keikutsertaan para anggota
parlemen wanita dalam panitia-panitia yang terkait
dengan keamanan (lihat Kotak 2).

- Timbangkan terciptanya target-target strategis
atau kuota untuk keikutsertaan wanita di semua
struktur komite.

Promosikan penyusunan anggaran dan pengelolaan
sumber daya yang adil

n Penyusunan anggaran gender

- Lakukan audit gender atas anggaran yang
diajukan dan anggaran yang sudah berjalan untuk
menjamin penyediaan dana untuk menangani
kebutuhan keamanan wanita, pria, anak lelaki dan
anak perempuan.

3

Pada tahun 2005 Knesset, Parlemen Israel, mengesahkan
amandemen Undang-undang Tahun 1956 tentang Keterwakilan
Setara Wanita yang mengamanatkan keterlibatan wanita dalam tim-
tim yang ditunjuk untuk merundingkan perdamaian dan menetapkan
kebijakan dalam negeri, luar negeri atau keamanan..  Dua anggota
parlemen memprakarsai undang-undang tersebut bekerja sama
dengan Isha L’Isha (Wanita kepada Wanita), sebuah organisasi
wanita tingkat akar rumput.  Supaya undang-undang ini disetujui,
sebuah koalisi ad hoc organisasi-organisasi wanita maupun
perdamaian dibentuk dan lobi serta kampanye media yang ekstensif
dilakukan.

Kotak 2 Israel: keterwakilan setara dalam
pembuatan keputusan mengenai
kebijakan keamanan 4



4

- Padukan isu-isu gender ke dalam anggaran yang
diusulkan.

n Gender dan pengadaan peralatan pertahanan

- Jamin agar dana disediakan ('earmarked') untuk
pembelian seragam dan perlengkapan yang
disesuaikan dengan wanita, untuk fasilitas yang
berbeda khusus wanita dan kebutuhan kesehatan
reproduktif wanita.

- Pastikan peraturan perdagangan senjata nasional
melarang perdagangan dengan rezim atau orang
yang melakukan GBV. 

Tantangan bagi peluang pasca konflik

Di lingkungan pasca-konflik, peran pengawasan
parlemen sering agak lemah..  Namun, parlemen
berke sempatan berperan konstruktif dalam memas ti -
kan isu-isu gender dipadukan dalam proses
pen ciptaan keamanan dan pembangunan kembali
lem baga-lembaga sektor keamanan.

Tantangan bagi pemaduan isu gender

n Peran dan wewenang parlemen dapat diba ha -
yakan, khususnya berkaitan dengan pe nga wasan
lembaga-lembaga keamanan seperti militer.

n Karena sektor keamanan merupakan bidang yang
sangat kompleks, tidak semua anggota parlemen
mempunyai pengetahuan atau keahlian yang
memadai untuk pengawasan yang efektif, khu sus -
nya dalam konteks pasca-konflik.

n Para anggota parlemen dan lembaga-lembaga
keamanan mungkin menganggapi organisasi-
organisasi masyarakat sipil sebagai penantang
politis, dan oleh karena itu mereka enggan bekerja
sama dengan organisasi-organisasi wanita.

n Partisipasi dalam politik dan pasukan keamanan
mungkin menimbulkan asosiasi-asosiasi negatif

akibat kekerasan pada masa lalu serta pelang -
garan HAM. Hal ini mungkin menyulitkan
pe  ning  katan partisipasi wanita.

n Pengutamaan isu-isu gender, seperti misalnya
GBV, dapat dihadapkan perlawanan, kalau
ancaman-ancaman keamanan lainnya dianggap
lebih mendesak.

Peluang bagi pemaduan isu gender

n Parlemen dapat mengadvokasi pelibatan wanita
(misalnya para anggota parlemen wanita) dalam
perundingan perdamaian dan pemaduan isu-isu
gender dalam perjanjian perdamaian..  Perjanjian
perdamaian sering berperan sebagai kerangka
bagi RSK.

n Pengawasan terhadap proses-proses perlucutan
senjata, demobilisasi, dan reintegrasi dapat mem -
berikan titik masuk untuk memastikan kebu tuhan
para bekas penempur pria dan wanita ditangani
secara memadai.

n Parlemen dapat menggunakan kekuasaan legis latif,
pengawasan dan anggaran untuk mem    pengaruhi
reformasi yang tanggap terhadap gen der dalam
sistem-sistem peradilan dan hu kuman pidana.

n Proses-proses RSK memberikan kesempatan bagi
para anggota parlemen memastikan isu-isu gender
seperti GBV ditangani dan prakarsa-prakarsa
tertentu diambil untuk merekrut para wanita.

n Transformasi kebijakan elektoral dan parlemen
sendiri pasca-konflik memberikan kesempatan
untuk melaksanakan langkah-langkah untuk me -
ning katkan persentase para anggota parlemen
wanita (termasuk dalam komite-komite pertahanan
dan pengamanan) dan membentuk mekanisme
konsultasi dengan organisasi-organisasi masya ra -
kat sipil.

n Para donatur mungkin bersedia menunjang
reformasi yang tanggap terhadap gender termasuk
pembangunan kemampuan gender bagi para
anggota parlemen pria dan wanita.

Tersedia juga di Alat (Tool) 7…

- Contoh-contoh berbagai bentuk kuota untuk
wanita

- Strategi-strategi praktis untuk menangani GBV

- Metode-metode penyusunan anggaran gender

Tantangan dan peluang pasca konflik

Afghanistan berubah dari negara yang didalamnya hak-hak wanita sangat dibatasi menjadi negara yang menjamin kesetaraan gender menurut
undang-undang.  Dalam bidang keterwakilan politik, konstitusi baru tersebut menjamin pelibatan formal wanita dalam proses pembuatan keputusan
politik.  Pasal 82 menyatakan bahwa sekurang-kurangnya dua calon wanita dari masing-masing provinsi harus dipilih sebagai anggota parlemen.
Ketentuan konstitusi ini berhasil dilaksanakan.  Pada pemilihan umum bulan September 2005, 69 wanita terpilih sebagai anggota Wolesi Jirga
(majelis rendah parlemen), yang merupakan sekitar 27% dari 249 anggotanya.

Begitu pula, konstitusi baru Irak, yang disahkan pada bulan Oktober 2005, menjamin seperempat dari 275 kursi parlemen untuk wanita.  Kuota
konstitusi juga diterapkan di Irak.  Setelah pemilihan umum bulan Desember 2005, wanita mencapai seperempat dari keseluruhan anggota Dewan
Perwakilan Nasional.  Dua hasil pemilihan umum ini sangat signifikan di kawasan di mana wanita tetap kurang terwakili dalam pembuatan keputusan
politik dan, dalam sebagian kasus, wanita tidak mendapatkan semua haknya sebagai warga negara.

Kotak 3 Penerapan kuota konstitusi: reformasi di Afghanistan dan Irak 5



?? Pertanyaan-pertanyaan tentang
pengawasan parlementer

Pertanyaan-pertanyaan pokok untuk menanyakan
ketika menilai apakah isu-isu gender dipadukan dalam
pengawasan parlementer terhadap sektor keamanan
meliputi:

■ Apakah para anggota parlemen yang duduk di
komite-komite pertahanan dan keamanan sudah
menerima pembangunan kemampuan gender,
seperti pelatihan gender atau pengarahan?

■ Apakah kerangka resmi dan/atau tidak resmi
ditentukan untuk konsultasi dengan organisasi-
organisasi masyarakat sipil mengenai isu-isu
keamanan, termasuk organisasi-organisasi wanita?

■ Keterwakilan apa para anggota parlemen pria dan
wanita dalam panitia-panitia yang berkaitan dengan
pertahanan dan keamanan?

■ Apakah kantor ombudsman sudah ditetapkan dan
ombudsman tersebut diberikan amanat dan
kemampuan untuk menangani isu-isu gender?

■ Apakah ada prakarsa untuk meningkatkan keter -
wakilan wanita dalam parlemen, seperti
sistem-sistem kuota atau dukungan bagi calon
peserta wanita?

■ Apakah perundang-undangan disahkan yang
menjamin keikutsertaan yang menyeluruh dan se -
tara bagi wanita dan pria dalam lembaga-lem baga
sektor keamanan?  Apakah perun  dang-undangan
yang memadai ditentukan mengenai GBV?

■ Apakah kaukus gender/wanita sudah ditentukan?
Apakah isu-isu keamanan dibahas dalam kaukus
tersebut?

■ Apakah analisis anggaran gender diterapkan pada
anggaran-anggaran yang berkaitan dengan
keamanan?

Informasi lebih lanjut
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Tiap-tiap Alat dan Catatan Praktis tersedia dari:  www.dcaf.ch,
www.un-instraw.org dan www.osce.org/odihr.

Catatan Praktis ini disiapkan Mugiho Takeshita, DCAF,
berdasarkan atas Tool (Alat) 7, Ilja Luciak, penulis.
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1Pendahuluan

Sebagai bagian dari Toolkit Gender dan Reformasi
sektor keamanan, tool (alat) ini memberikan pengantar
manfaat dan peluang memadukan isu gender ke dalam
pembuatan kebijakan keamanan tingkat nasional.1

Sebagai dokumen strategis, kebijakan ke a man an
sangat penting dalam menentukan respons yang
terkoordinasi terhadap ancaman keamanan dan da pat
menjadi landasan bagi proses reformasi sektor ke -
amanan (RSK). Ini meliputi kebijakan keamanan
na si  onal (NSP, national security policies) dan juga ke -
 bijakan spesifik sektor, seperti buku putih per ta han an.
Menjamin pemaduan isu gender ke dalam ke  bijakan
keamanan dapat meningkatkan partisipasi dan
pemilikan lokal, serta menciptakan kebijakan dan lem -
baga yang lebih mungkin memberikan keamanan dan
keadilan secara efektif dan berkelanjutan kepada pria,
wanita, anak perempuan dan anak lelaki secara adil.

Tool (alat) ini dirancang sebagai sumber daya bagi staf
yang bertanggung jawab memprakarsai proses
pembuatan kebijakan keamanan di lembaga eksekutif
pemerintahan, termasuk staf yang bertanggung jawab
merancang, melaksanakan dan mengevaluasi
kebijakan keamanan. Selain itu, tool (alat) ini mungkin
berguna bagi berbagai aktor lainnya yang terlibat
dalam proses pembuatan kebijakan keamanan,
termasuk para anggota parlemen dan staf parlemen,
staf kementerian, organisasi masyarakat sipil,
pemerintah kota, organisasi internasional dan regional,
dan negara-negara donor yang mendukung penyu sun -
an kebijakan keamanan.

Secara khusus, tool (alat) ini memberikan:

n Pengantar singkat kebijakan keamanan, termasuk
NSP dan kebijakan spesifik sektor

n Pembahasan mengenai pentingnya dan manfaat
penerapan perspektif gender dalam pembuatan
kebijakan keamanan

n Tindakan praktis untuk memadukan dimensi gender
ke dalam pembuatan kebijakan keamanan

n Pengantar penyusunan kebijakan keamanan di
negara-negara pasca-konflik, negara-negara yang
sedang dalam masa transisi, negara-negara
berkembang dan negara-negara maju 

n Rekomendasi pokok

n Sumber daya tambahan

Mengenai masalah penting pelaksanaan kebijakan
oleh aktor-aktor tertentu yang termasuk dalam sektor
keamanan silakan lihat tool (alat) lainnya dalam Toolkit

Gender dan RSK. Fokus tool (alat) ini adalah pem buat -
an kebijakan dan bagaimana cara terbaik me   ma sukkan
gender ke dalam proses tersebut. Harus di ingat bahwa
kebijakan itu sendiri kecil manfaatnya. Ke bijakan akan
mempengaruhi bagaimana keamanan dan keadilan
diberikan di negara tertentu hanya bila ke bijakan
tersebut dilaksanakan.

2 Apa itu kebijakan
keamanan nasional?

Suatu kebijakan keamanan tingkat nasional
menunjukkan persepsi pemerintah mengenai an -
caman terhadap keamanan negara dan rakyatnya dan
respons pemerintah terhadap ancaman ini. Suatu ke -
bijak an berbeda dengan peraturan atau
un  dang-undang. Misalnya, suatu undang-undang da -
pat memaksa atau melarang perilaku tertentu,
se dangkan suatu kebijakan hanya memandu tindakan
yang paling mungkin untuk mencapai hasil yang diha -
rap kan. Dengan demikian, suatu kebijakan meru pakan
ren cana aksi yang telah dipertimbangkan untuk me -
man  du keputusan di pihak lembaga ek se kutif.
Pe nyusunan kebijakan keamanan meli bat kan penen -
tuan pen dekatan terhadap isu-isu keamanan,
pe meringkatan an caman keamanan dan pembuatan
ke putusan pe nting tentang sektor keamanan. Ke bijak -
an keamanan pada tingkat nasional, termasuk
ke bijakan keamanan na sional dan kebijakan spesifik
lem baga, mem per timbangkan ancaman internal
maupun eksternal ter hadap keamanan dan disusun
sesuai dengan undang-undang internasional dan
regional yang telah diratifikasi negara tersebut.2

Banyak aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan
keamanan:

Lembaga eksekutif pemerintahan, termasuk ke me n -
terian pemerintah, memprakarsai proses pe nentuan
kebijakan keamanan baru atau perubahan kebijakan
keamanan yang sudah ada. Lembaga eksekutif
mengangkat para anggota badan-badan koordinasi
keamanan dan komite perancang ke bijak an.

Parlemen dapat menyetujui, mengusulkan perubahan
atau menolak suatu kebijakan keamanan. Di banyak
negara demokratis, parlemen juga berwenang
menentukan keputusan akhir atas anggaran dan
memantau serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan
keamanan.

Pemerintah daerah mencakup pemerintah provinsi
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atau kabupaten dan kota. Bekerja sama dengan
lembaga-lembaga sektor keamanan daerah, mereka
dapat menjadi pelaksana utama kebijakan keamanan
tingkat nasional.

Aktor keamanan bukan negara, seperti kepala suku
tertinggi, dewan desa dan angkatan bersenjata non-
reguler di banyak negara pasca-konflik  dan beberapa
negara berkembang adalah penyedia utama
keamanan dan keadilan. Karena itu, para aktor
keamanan bukan negara harus dimasukkan dalam
proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
keamanan. 

Organisasi masyarakat sipil (OMS) dapat berpar -
tisipasi dalam penilaian, perancangan, pelaksanaan
dan evaluasi kebijakan keamanan.

Gambar 1 menerangkan proses yang harus diikuti dan
pertanyaan-pertanyaan penting yang harus diajukan
dalam membuat kebijakan keamanan. Proses ini dapat
disesuaikan untuk membantu penyusunan kebijakan
keamanan nasional (NSP, national security policy) dan
juga kebijakan keamanan spesifik sektor.

2.1 Kebijakan keamanan nasional 

DCAF mengemukakan definisi umum NSP sebagai
‘suatu kerangka untuk menerangkan bagaimana suatu
negara menyediakan keamanan bagi pemerintah dan
rakyatnya’.4 Dokumen kebijakan ini dapat juga
dikatakan sebagai rencana, visi, strategi, konsep atau
doktrin. Suatu NSP sering digambarkan sebagai
dokumen terpadu yang menggambarkan bagaimana
sektor keamanan akan ditata untuk menghadapi
ancaman keamanan eksternal maupun internal.5
Karena NSP berusaha mencakup keamanan nasional
secara keseluruhan, menurut jenjangnya NSP
cenderung lebih tinggi daripada kebijakan spesifik
sektor, badan atau isu seperti kebijakan yang
mempertimbangkan doktrin militer atau perpolisian.
Kotak 1 menggambarkan proses penyusunan NSP.

NSP juga dibedakan dengan kebijakan keamanan
lainnya berdasarkan ruang lingkup persoalan yang
ditanganinya. NSP cenderung berfokus pada ancaman
keamanan eksternal yang memerlukan respons
nasional. Misalnya, hal ini masih terjadi di Amerika
Serikat (AS). NSP Amerika Serikat menangani
masalah yang berkisar dari kesiapan kekuatan militer,

Gambar 1: Pertanyaan yang harus diajukan saat menyusun kebijakan keamanan3

Penyusunan visi
keamanan bersama

Perencanaan
perubahan

Perencanaan
pelaksanaan

Perencanaan proses
pengkajian ulang

Mendapatkan dukungan nasional atas visi tersebut
Siapa yang menyusun visi tersebut? Siapa yang dimintai
pendapatnya? Siapa yang harus menggunakan visi ini?

Menyusun strategi politik untuk perubahan
Siapa yang mendorong perencanaan perubahan? Bagaimana
menghadapi perlawanan politik terhadap perubahan? Siapa yang
mengkaji ulang proses perencanaan?

Merancang organisasi dan sistem
Bagaimana penyedia keamanan dan keadilan yang sudah ada dan
lembaga pengontrol dan pengawas harus berubah? Apakah
dibutuhkan organisasi baru?

Menyusun strategi organisasi
Yang dibutuhkan untuk pertahanan dan/atau kepolisian dan/atau
intelijen, dll.

Menyusun strategi sumber daya
Bagaimana mendanai perubahan? Apa yang dibutuhkan sehubungan
dengan strategi sumber daya manusia? Apa strategi pengadaan
yang diterapkan?

Melaksanakan perubahan
Siapa yang mengelola pelaksanaan? Siapa yang memantau dan
mengawasinya?
Bagaimana jadwalnya?

Penerimaan kebutuhan perubahan lebih lanjut
Apakah kebijakan keamanan nasional akan dikaji ulang secara
berkala atau dikaji ulang sesuai permintaan? Apa dampak
perubahannya?
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strategi nuklir dan terorisme sampai senjata kimia dan
biologi.7 Namun demikian, NSP semakin meliputi
evaluasi yang komprehensif mengenai lingkungan
keamanan dalam negeri maupun internasional (lihat
Gambar 2). Misalnya, Konsep Keamanan Nasional
1998 Bulgaria didasarkan pada premis bahwa tidak
ada ancaman militer langsung terhadap keamanan
nasional. Sebaliknya, konsep ini berfokus pada
masalah seperti kejahatan terorganisir (lintas negara
dan lintas perbatasan), penyelundupan (narkoba,
senjata dan manusia), perdagangan ilegal (terutama
perdagangan senjata yang melanggar embargo PBB),
terorisme dan kerusakan lingkungan.8

Model lainnya adalah NSP Afghanistan dan Azer ba i jan,
yang terbagi menjadi masalah keamanan eksternal
dan internal. Dalam kasus Azerbaijan, masalah

eksternalnya meliputi integritas wilayah, integrasi di
dalam struktur Eropa dan Euro-Atlantik, penguatan
kemampuan pertahanan, dan lain-lain. Secara
internal, kebijakan tersebut berfokus pada masalah
seperti penguatan demokrasi, perlindungan toleransi
nasional dan agama serta keamanan informasi. Di
Sierra Leone, sebuah negara pasca-konflik, suatu
NSP telah diserukan sebagai tindak lanjut atas proses
pembuatan Kajian Ulang Sektor Keamanan yang
berlangsung selama dua tahun. Kajian Ulang Sektor
Keamanan memberikan beberapa rekomendasi,
termasuk perlunya koordinasi yang lebih baik lintas
sektor keamanan. Yang penting, kajian ulang ini lebih
menyoroti bahaya ketidakstabilan dalam negeri
ketimbang ancaman dari luar sebagai sumber
potensial konflik baru.
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1. Lakukan analisis lingkungan strategis dan identifikasi ‘visi nasional’ untuk negara bersangkutan dan rakyatnya melalui konsultasi berbasis luas.
Proses ini harus mencakup konsultasi dengan OMS untuk membahas masalah keamanan perseptual dan aktual – misalnya melalui proposal
tertulis dan partisipasi langsung dalam pertemuan publik.

2. Analisis dan susun peringkat ancaman dan peluang saat ini dan masa depan terhadap pencapaian tujuan yang dinyatakan dalam ‘visi
nasional’.

3. Tentukan dan susun peringkat kemampuan nasional, baik di dalam dan di luar sektor keamanan/peradilan, yang dapat menghadapi ancaman
keamanan dan memberikan layanan keamanan penting kepada masyarakat. Ini meliputi landasan keuangan untuk melaksanakan NSP, dan
prosedur manajemen keuangan umum negara tertentu.

4. Lakukan analisis kesenjangan (gap analysis) untuk menilai kemampuan saat ini lembaga-lembaga keamanan/peradilan nasional untuk
menghadapi ancaman dan memberikan layanan penting, dibandingkan dengan kemampuan yang diperlukan. Bila layak, analisis kesenjangan
harus didasarkan pada sumber-sumber di dalam maupun di luar lembaga negara.

5. Tentukan NSP yang telah diperingkatkan dan dianggarkan untuk memberikan keamanan dan keadilan yang lebih baik dalam mendukung
tujuan pembangunan nasional yang lebih luas.

Kotak 1 Penyusunan kebijakan keamanan nasional6

Strategi Keamanan Nasional Lituania merupakan contoh jelas isu umum yang dapat ditangani NSP. Strategi ini memberikan suatu ‘visi nasional’ bagi
pembangunan negara tersebut, kepentingan nasionalnya dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Yang penting, strategi ini mencakup
bidang politik, diplomatik, pertahanan, ekonomi dan bidang-bidang kebijakan negara lainnya. ‘Lituania memandang keamanannya memelihara
kedaulatan dan integritas wilayahnya, keamanan dan ketertiban dalam negeri, landasan demokrasi, keamanan ekonomi dari semua badan hukum
dan rakyat serta perlindungan lingkungan alamnya.’ Bagian-bagian dari Strategi Keamanan Nasional tersebut adalah:

n Asumsi dasar kebijakan keamanan: bagian ini menggambarkan sistem keamanan internasional saat ini sebagai sistem yang menguntungkan
dan menganggap sebagian besar tantangan lama yang sudah ada dan tantangan baru bersifat lintas negara. Tidak ada ancaman militer langsung
terhadap keamanan nasional Lituania.

n Kepentingan keamanan Republik Lituania: ini dibagi menjadi kepentingan vital maupun primer. Kepentingan vital meliputi kedaulatan negara,
integritas wilayah dan ketertiban demokratis konstitusional; penghormatan dan perlindungan HAM dan hak-hak sipil serta kebebasan; dan
kedamaian serta kemakmuran negara. Kepentingan primer meliputi stabilitas global dan regional, kebebasan dan demokrasi di Eropa Tengah dan
Timur serta Negara-negara Baltik; menjamin pasokan energi alternatif dan pasokan sumber daya yang mempunyai nilai strategis; dan kawasan
yang bebas dari bahaya lingkungan.

n Tantangan, bahaya dan ancaman: yang termasuk dalam bagian ini adalah terorisme, kejahatan terorganisir, penyebaran senjata, perdagangan
narkoba, migrasi ilegal dan epidemi, serta ketergantungan Lituania pada pasokan sumber daya dan energi hanya dari satu negara. Keadaan
ekonomi, termasuk kesejahteraan rakyat dan penghindaran pembangunan sosial dan ekonomi yang tidak merata serta kemandirian negara, juga
dianggap sebagai ancaman potensial terhadap keamanan nasional.

n Kebijakan keamanan Republik Lituania: yang termasuk dalam bagian ini adalah sasaran dan tujuan utama keamanan nasional; konsep strategis
dan panduan pelaksanaan; keadaan yang membenarkan penggunaan kekuatan militer; dan pentingnya stabilitas dalam negeri dan kemakmuran.

n Tindakan primer dan cara pelaksanaan strategi: yang termasuk dalam bagian ini adalah integrasi ke dalam NATO dan EU (European Union -
Uni Eropa), penguatan kerja sama bilateral dan multilateral internasional, partisipasi dalam operasi perdamaian dan penanganan krisis
internasional, dll. Penekanan khusus diberikan pada pentingnya penguatan keamanan ekonomi dan sosial dalam negeri, pengendalian dan
pencegahan kejahatan, perlindungan lingkungan dan kebudayaan, dan penguatan intelijen, kontra-intelijen dan perlindungan informasi rahasia.

Kotak 2 Isi Strategi Keamanan Nasional Lituania9



2.2 Kebijakan keamanan spesifik
sektor 

Kebijakan keamanan spesifik sektor seperti buku putih
pertahanan atau strategi keamanan dalam negeri
berbeda dengan NSP karena menangani masalah
keamanan nasional yang berkaitan dengan badan
atau masalah tertentu. Biasanya, suatu kebijakan
spesifik sektor memberikan panduan yang lebih
mendasar tentang peran, struktur organisasi dan
tanggung jawab suatu badan, dan tentang bagaimana
badan ter sebut harus menangani kebutuhan ke a man -

an tertentu. Walaupun demikian, kebijakan spesifik
sektor harus dibuat dalam konteks kebijakan na sional
secara keseluruhan, sehingga menye laras kan dan
memadukan berbagai kebijakan dan badan pe me -
rintah yang menangani masalah yang berkaitan
de ngan keamanan. Karena itu, sebagaimana NSP, ke -
bijak an spesifik sektor merupakan landasan penting
un tuk melakukan usaha RSK yang sistematis dan ter -
koordinasi.

Suatu kebijakan keamanan dapat digambarkan
sebagai suatu ‘buku putih’, yang pada dasarnya
merupakan nama tidak resmi untuk buku parlemen
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Buku Putih Pertahanan Bosnia-Herzegovina11 memberikan penekanan khusus pada pembenahan pertahanan dan mengidentifikasi ancaman utama
terhadap lingkungan keamanan (global, regional dan internal) Bosnia-Herzegovina. Selanjutnya, buku putih ini berfokus pada:

n Kebijakan pertahanan Bosnia-Herzegovina, yang meliputi prinsip strategis, integrasi ke dalam struktur keamanan Euro-Atlantik, Kemitraan
untuk Perdamaian/standardisasi dan interoperability NATO serta peran dalam kerja sama regional di Eropa Tenggara.

n Sistem pertahanan Bosnia-Herzegovina, yang meliputi kontrol demokratis atas angkatan bersenjata, komando sipil, pengawasan parlemen,
transparansi dalam perencanaan dan penyusunan anggaran pertahanan, rantai komando operasi dan administrasi serta kekuatan angkatan
bersenjata.

n Sumber daya manusia dan pembangunan kemampuan, yang meliputi pelatihan perorangan dan pelatihan bersama, pengembangan
profesional, penggunaan angkatan bersenjata, operasi dukungan perdamaian, bantuan dan dukungan bagi operasi pemerintahan sipil, korps
perwira, prajurit, tentara cadangan dan sistem manajemen personel.

Kebijakan Pertahanan (Buku Putih)12 Lituania menggambarkan perubahan seluruh lingkungan keamanan negara tersebut dan peran baru serta
misi baru angkatan bersenjatanya. Selanjutnya, kebijakan ini berfokus pada:

n Arah utama kebijakan pertahanan Lituania, yang meliputi penguatan keamanan Euro-Atlantik, proyeksi stabilitas, dan kerja sama pertahanan
internasional, multilateral dan bilateral.

n Pembenahan pertahanan, yang meliputi perubahan dari prinsip pertahanan teritorial menjadi prinsip pertahanan kolektif, tugas dan persyaratan
baru angkatan bersenjata Lituania, dan pengkajian ulang struktur angkatan bersenjata.

n Manajemen dan pelatihan personel.

Kotak 3 Bosnia-Herzegovina dan Lituania: isi buku putih

Gambar 2: Identifikasi kebutuhan keamanan eksternal dan internal10

Analisis lingkungan
keamanan internal

dan eksternal

Memahami kebutuhan keamanan saat ini dan masa depan 
Apa jenis penyediaan keamanan yang diinginkan masyarakat,
pemerintah, parlemen, dan lain-lain? Apa jenis keamanan yang
diharapkan negara-negara tetangga, negara-negara di kawasan dan
negara-negara lainnya? Apa itu ‘keamanan nasional’ atau ‘keamanan
bagi semua masyarakat’?

Memahami perubahan
Bagaimana perubahan negara, kawasan dan lingkungan
internasional? Bagaimana gambaran masa depan lingkungan
keamanan?

Memahami ancaman keamanan
Dari mana ancaman masa depan terbesar terhadap keamanan
nasional? Apakah ada konsensus nasional mengenai persepsi
ancaman? Bila tidak, bagaimana menanggulangi ketiadaan
konsensus tersebut? Bila ada, siapa yang dimintai pendapatnya?

Memahami kekuatan dan kelemahan
Apa kekuatan dan kelemahan penyedia keamanan dan keadilan?
Apa kekuatan dan kelemahan sistem kontrol dan mekanisme
pengawasan?



yang menyatakan kebijakan pemerintah (lihat Kotak
3). Buku putih ini adalah dokumen yang diterbitkan
oleh pemerintah yang menguraikan kebijakan dan/
atau rencana aksi di suatu bidang tertentu. Walaupun
tidak mengikat, buku putih kadang-kadang dapat
dianggap sebagai bagian dari proses konsultasi
terbuka. Namun demikian, buku putih cenderung
menunjukkan keinginan jelas di pihak pemerintah
untuk menyetujui undang-undang baru. ‘Buku hijau’
biasanya lebih terbuka dan mungkin hanya
mengajukan suatu strategi atau dirumuskan sebagai
suatu buku pembahasan atau konsultasi.

3Mengapa gender penting
dalam pembuatan kebijakan
keamanan?

Bagian berikut menyajikan beberapa alasan mengapa
gender penting dalam proses pembuatan kebijakan
keamanan nasional dan bagaimana pengaruh gender
terhadap peningkatan pemilikan lokal dan partisipasi
menyeluruh. Pada dasarnya, perspektif gender pen -
ting karena perspektif ini menimbulkan kesadaran
bahwa masyarakat bukanlah kelompok yang homogen
tapi merupakan kelompok yang memiliki kebutuhan
dan kepentingan yang beraneka ragam. Mengingat
bahwa sektor keamanan bertugas melindungi semua
kelompok di dalam masyarakat, pembuatan kebijakan
ke  amanan harus memasukkan perspektif gender. Pe -
masukan perspektif gender ini akan membantu
me nyu sun strategi bagi para aktor sektor keamanan
yang mengidentifikasi berbagai kebutuhan – bukan
hanya kebutuhan masyarakat atau kelompok de -

mografi dalam masyarakat yang paling menonjol dan
istimewa. 

Lembaga-lembaga dan personel di sektor keamanan
kadang-kadang bisa menjadi sumber ketidakamanan,
terutama bagi kelompok-kelompok masyarakat yang
tak berdaya. Namun demikian, kekerasan bisa juga
berasal dari undang-undang dan kebijakan yang mem -
ben tuk aturan hukum. Bila kebijakan mengabaikan
gender, kebijakan tersebut bisa secara langsung mau-
pun tidak langsung memaafkan kekerasan ber basis
gender terhadap wanita, pria, anak lelaki dan anak
perem puan; ketidaksetaraan gender dan praktik-prak -
tik peminggiran. Karena itu, proses pembuatan
ke   bijak an harus inklusif dan memadukan perspektif se -
mua kelompok dalam masyarakat tertentu.

3.1 Pemilikan lokal melalui proses
pembuatan kebijakan partisipatif

Untuk menciptakan legitimasi dan pemilikan lokal atas
kebijakan keamanan tingkat nasional, dan juga
konsensus mengenai prioritas keamanan, harus ada
suatu proses partisipatif penilaian, perancangan,
pelaksanaan dan pemantauan/evaluasi kebijakan.
Proses partisipatif juga meningkatkan pertang -
gungjawaban, transparansi dan keberlanjutan, yang
merupakan tiga prinsip utama RSK. Salah satu
langkah penting untuk menjamin proses pembuatan
kebijakan keamanan partisipatif adalah pelibatan
wanita maupun pria dalam pembuatan keputusan (lihat
Kotak 4). Partisipasi setara wanita dan pria dalam
proses pembuatan kebijakan keamanan lokal, na -
sional dan internasional sesuai dengan norma dan
instrumen hukum internasional, seperti Resolusi
Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 dan membuat
struktur tata pemerintahan menjadi lebih mewakili
komposisi masyarakat.

Untuk informasi lebih lanjut lihat 

Tool (Alat) mengenai RSK dan

Gender 

Untuk informasi lebih lanjut lihat 
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Gender merujuk pada peran dan hubungan, ciri
kepribadian, sikap, perilaku dan nilai-nilai tertentu
yang dihubungkan masyarakat dengan pria dan
wanita. Karena itu, ‘gender’ merujuk pada per -
bedaan yang dipelajari antara pria dan wanita,
sedangkan ‘jenis kelamin’ merujuk pada perbedaan
biologis antara pria dan wanita. Peran gender
sangat bervariasi di dalam dan antarkebudayaan
dan dapat berubah sepanjang waktu. Gender tidak
hanya merujuk pada wanita atau pria tapi juga
merujuk pada hubungan di antara mereka.

Pengarusutamaan gender adalah proses menilai
implikasi terhadap wanita dan pria dari suatu
tindakan yang terencana, yang meliputi undang-
undang, kebijakan atau program di semua bidang
dan pada semua tingkatan.13

Kepatuhan terhadap kewajiban menurut undang-
undang dan instrumen hukum internasional

Pemaduan isu gender ke dalam pembuatan ke bijak -
an keamanan nasional diperlukan untuk me matuhi
hukum, instrumen hukum, dan norma inter nasional
dan regional mengenai keamanan dan gen  der.
Instrumen hukum utama di antaranya ada lah:

n Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskri mi -
nasi terhadap Perempuan (1979)

n Deklarasi dan Pijakan Aksi Beijing (1995)

n Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1325
tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan
(2000)



Di banyak negara, wanita masih terpinggirkan dari
proses pembuatan keputusan. Misalnya, pemulihan
dan peningkatan keamanan Liberia memerlukan
restrukturisasi total pasukan keamanan, yang meliputi
perumusan NSP dan kebijakan keamanan spesifik
sektor. Walaupun Pemerintah Liberia menetapkan
kuota 20% untuk partisipasi wanita dalam pasukan
keamanan, wanita belum ambil bagian dalam proses
pembuatan kebijakan keamanan. Konsultasi nasional
dengan para wanita untuk mendapatkan masukan
yang berbeda mengenai, misalnya, ketidakamanan
sosial dan ekonomi, dan untuk meningkatkan peluang
respons terkoordinasi terhadap kekerasan seksual
yang sering terjadi, tidak dilakukan.14 Ini bertentangan
dengan pemikiran internasional saat ini yang
menegaskan bahwa hanya dengan memberi wanita
hak-hak yang setara dengan pria dan akses atas
proses pembuatan keputusan pembangunan yang
berkelanjutan dapat terlaksana.15

Pelibatan pria dan wanita dengan posisi yang setara
dalam pembuatan kebijakan keamanan juga mengakui
bahwa mereka sering mempunyai kebutuhan dan
prioritas keamanan yang berbeda. Pendekatan yang
berbeda dalam pemberian keamanan dan keadilan
diperlukan untuk kelompok yang berbeda agar
tercapai akses yang setara bagi semua kelompok
masyarakat atas layanan publik ini. Yang penting,
penggunaan gender sebagai asas pedoman untuk
memperluas perdebatan mengenai pemberian

keamanan dan keadilan bukan sekedar melihat
kebutuhan pria dan wanita yang berbeda, tapi juga
berkaitan langsung dengan kebutuhan keamanan
khusus yang didasarkan pada etnis, kelas, orientasi
seksual dan agama.

Berbagai prakarsa dapat diambil untuk menjamin
partisipasi penuh dan setara wanita dan pria, yang
meliputi:

n Konsultasi menyeluruh dengan organisasi masya -
ra kat dan pemuka masyarakat pedesaan dan
per kotaan, termasuk para wanita dan organisasi
wanita.

n Pengangkatan wanita untuk badan-badan pembuat
keputusan keamanan penting di tingkat ke men te ri an.

n Pengumpulan masukan dari organisasi wanita,
kakukus anggota parlemen wanita dan perwakilan
dari kementerian urusan wanita dalam proses
pembuatan kebijakan keamanan.

Dengan menetapkan suatu proses partisipatif, pe do -
man mengenai penyediaan layanan yang efektif
diper oleh sejak awal. Hasil yang mungkin diperoleh
adalah efektivitas operasional yang lebih tinggi,
termasuk kemampuan pasukan keamanan untuk
memberikan respons terhadap kebutuhan keamanan
dan keadilan khusus sebagaimana yang diidentifikasi
dalam kebijakan keamanan. Sebagai suatu dokumen
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Proses transformasi kebijakan dan lembaga keamanan pasca-apartheid Afrika Selatan sering diajukan sebagai praktik RSK partisipatif dan milik lokal
yang baik. Misalnya, proses Pengkajian Ulang Pertahanan tahun 1996-1998 meliputi konsultasi nasional yang menjamin partisipasi pemuka agama
dan masyarakat, aktivis, wakil-wakil LSM dan organisasi wanita. Dalam proses ini, organisasi-organisasi wanita tingkat akar rumput sangat penting
dalam menarik perhatian terhadap masalah-masalah keamanan utama seperti dampak lingkungan dari operasi militer dan pelecehan seksual
terhadap wanita. Sebagai tanggapan atas masalah ini, dua sub-komite baru dibentuk di Sekretariat Pertahanan. Akhirnya, sifat partisipatif Pengkajian
Ulang Pertahanan diakui telah membantu proses pencapaian konsensus nasional mengenai masalah pertahanan dan menghasilkan legitimasi publik
atas struktur keamanan baru.16

Konsultasi dengan para wanita di organisasi masyarakat sipil dan partai politik juga menghasilkan kebijakan keamanan yang responsif terhadap
gender dan menyoroti peran wanita sebagai konsumen dan penyedia keamanan. Misalnya, hal ini terlihat pada Buku Putih Intelijen 1994, Buku Putih
Pertahanan Republik Afrika Selatan 1996 dan Buku Putih Keselamatan dan Keamanan 1998.

Pengalaman Afrika Selatan menunjukkan bahwa pelibatan wanita dan wakil-wakil dari organisasi wanita dalam debat yang berkaitan dengan
keamanan dapat memperluas pemahaman mengenai apa yang harus dimasukkan dalam kebijakan dan pernyataan keamanan.

Temuan-temuan penting dari proses ini, yang semuanya menimbulkan dampak langsung terhadap pembuatan kebijakan, adalah:17

1. Afrika Selatan melampaui pembenahan untuk mengubah sektor keamanan dengan mengambil langkah-langkah untuk berkonsultasi dengan
masyarakat mengenai peran sektor keamanan dan menempatkan keamanan dan pembangunan manusia sebagai inti dari kerangka keamanan
nasionalnya.

2. Para wanita dengan pandangan dan nilai-nilai yang berbeda dan dari semua ras sangat penting dalam menyatakan visi tersebut dan mempengaruhi
proses di mana keamanan masyarakat menjadi prioritas negara.

3. Para wanita dari seluruh spektrum politik dikerahkan untuk mencapai keterwakilan 50% dalam negosiasi menjelang pemilihan umum 1994 dan
28% kursi parlemen. Mereka terus mendorong partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan dan tetap menjadi pendukung utama
keamanan manusia.

4. Di lembaga keamanan, semakin diakui bahwa wanita:

a. Memberikan perspektif penting dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

b. Memberikan pengaruh positif sebagai anggota pasukan keamanan.

c. Sangat penting dalam membangun perdamaian dan keamanan.

5. Transformasi sektor keamanan tidak akan sempurna bila budaya institusinya tidak berubah. Penanggulangan diskriminasi berbasis gender,
sebagaimana diskriminasi rasial, merupakan komponen dan indikator utama transformasi.

Kotak 4 Manfaat pembuatan kebijakan keamanan partisipatif di Afrika Selatan 



yang disusun dengan kepemimpinan lembaga ekse -
kutif dan diundangkan oleh parlemen, kebijakan
seperti ini juga merupakan instrume n pendukung yang
efektif untuk meminta pertanggungjawaban pimpinan
politik atas janji-janji yang mereka buat.

Dengan demikian, pendekatan partisipatif yang
tanggap terhadap gender dalam proses pembuatan
kebijakan keamanan menjamin akses setara oleh
berbagai kelompok, baik atas kebijakan itu sendiri
maupun proses di mana kebijakan tersebut disusun,
dilaksanakan dan dievaluasi. Ini sangat penting dalam
konteks pasca-konflik dan di beberapa negara yang
sedang dalam masa transisi di mana struktur
keamanan dibangun dari awal setelah keruntuhan
mendadak atau perlahannya.

3.2  Kebijakan keamanan
komprehensif yang
mempertimbangkan kebutuhan
keamanan yang beragam

Sebagaimana disebutkan pada Bagian 2, kebijakan ke -
amanan semakin dirancang untuk menghadapi
an ca man keamanan internal maupun eksternal. Sejalan
dengan fokus keamanan manusia pada usaha me -
menuhi kebutuhan keamanan individu dan ma sya  rakat,
kebijakan keamanan komprehensif mem per  timbang -
kan kebutuhan keamanan wanita, pria, anak
pe rem  puan dan anak lelaki yang berbeda, ter masuk
an  caman keamanan internal seperti kekerasan ber ba -
sis gender (GBV).

Barangkali, GBV merupakan salah satu wujud yang
paling jelas dari perlunya pendekatan yang berbeda
dalam pemberian keamanan dan keadilan. GBV
adalah fenomena global yang mempengaruhi wanita
dan anak perempuan, serta pria dan anak lelaki.
Menurut data statistik, UNIFEM memperkirakan bahwa
satu dari tiga wanita di seluruh dunia rentan terhadap
suatu bentuk GBV, seperti penganiayaan, pemer -

kosaan, perdagangan atau pemukulan.18 Pusat
Pengen dalian dan Pencegahan Penyakit (The Centers
for Disease Control and Prevention) menyatakan
bahwa setiap tahun 1.500.000 wanita dan lebih dari
800.000 pria di Amerika Serikat diperkosa atau
dianiaya secara fisik oleh pasangan intimnya.19 Di
Jamaika, Strategi Keamanan Nasional (the National
Security Strategy) mengakui bahwa kekerasan di
dalam rumah tangga mempengaruhi pola umum
kejahatan dan kekerasan, akibat pengaruh negatifnya
terhadap struktur sosial dan perannya dalam mema -
sya rakatkan penggunaan kekerasan di kalangan
pemuda sebagai cara menyelesaikan perselisihan.20
Dampak finansial dari GBV juga besar, yang secara
langsung mempengaruhi efektivitas penyediaan
layanan serta sektor-sektor negara lainnya. Menurut
Departemen Dalam Negeri Inggris, kekerasan di
dalam rumah tangga merupakan penyebab utama
sakitnya para wanita berusia 19-44 tahun, yang
menelan biaya £23 miliar per tahun di Inggris. 21

Isu gender, terutama GBV, sering dihubungkan
dengan wanita dan anak perempuan. Namun
demikian, isu gender juga berkaitan dengan pria dan
anak lelaki, dan pertimbangan mengenai kebutuhan
keamanan khusus mereka dalam proses pembuatan
kebijakan menjamin suatu pendekatan yang
komprehensif. Misalnya, kekerasan seksual terhadap
pria di angkatan bersenjata dan lembaga pemasya -
rakatan merupakan masalah yang sangat terlarang
namun patut diperhatikan. Sebuah penelitian
mengenai lembaga pemasyarakatan di empat negara
bagian di Amerika Serikat menemukan bahwa hampir
satu dari lima narapidana pria melaporkan kejadian
hubungan seksual di bawah tekanan atau paksaan
ketika dipenjara.23

GBV terhadap pria dan anak lelaki juga menjadi
masalah ketika terjadi konflik, di  mana mereka
mengalami kekerasan seksual, pembantaian berda -
sar kan jenis kelamin dan penugasan militer secara
paksa. Meskipun hal ini sering terjadi, program GBV
yang ditujukan untuk penyintas pria maupun anak
lelaki praktis tidak ada dalam konteks pasca-konflik.24

Mengingat tingkat kejadian yang tinggi dan dampak
sosial dan finansial yang besar dari GBV, GBV
merupakan masalah keamanan yang harus
dipertimbangkan dalam kebijakan keamanan nasional
– baik NSP maupun kebijakan spesifik sektor atau
kebijakan spesifik masalah.

Lihat Tool (Alat) mengenai RSK

dan Gender 

Pembuatan Kebijakan Keamananan Nasional dan Gender

7

Konflik sepuluh tahun di Sierra Leone secara resmi dinyatakan berakhir pada bulan Januari 2002. Angkatan bersenjata dan polisi melakukan
kekerasan seksual selama terjadinya konflik tersebut, dan pria tetap terlalu terwakili di kedua lembaga tersebut, yang membatasi usaha pembenahan
menurut pola yang lebih tanggap terhadap gender. Budaya militer di sektor keamanan Sierra Leone dapat memperparah dan melembagakan GBV
di kalangan bawah personel angkatan bersenjata dan kepolisian. 

Sebagai respons atas keadaan ini, masalah HAM telah dipadukan ke dalam pelatihan yang diberikan kepada angkatan bersenjata oleh Tim Penasihat
dan Pelatih Militer Internasional (International Military Advisory and Training Team) yang dipimpin Inggris, dan kepada Kepolisian Sierra Leone (yang
diprakarsai oleh Proyek Keselamatan dan Keamanan Masyarakat Persemakmuran [the Commonwealth Community Safety and Security Project]).
Pelatihan, kode perilaku, penerapan tindakan hukuman, penyusunan protokol dan mekanisme institusi untuk menangani pengaduan kasus GBV, dan
peningkatan keterwakilan wanita dapat membantu menangani kasus GBV dalam pasukan keamanan.

Kotak 5 Kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh pasukan keamanan di Sierra
Leone22



3.3 Non-diskriminasi dalam kebijakan
keamanan dan lembaga sektor
keamanan 

Penurunan kasus diskriminasi oleh personel sektor
keamanan berdasarkan agama, jenis kelamin, ras,
orientasi seksual atau landasan keliru lainnya dapat
membangun kepercayaan, meningkatkan legitimasi
dan memperbaiki pemberian keamanan dan keadilan.
Sebagai suatu dokumen strategis, kebijakan ke -
amanan membuat pemerintah bertekad menangani
ma salah keamanan dan keadilan, baik di bidang publik
mau pun di kalangan bawah personel pasukan ke a -
man an sendiri. Dengan demikian, suatu kebijakan
ke amanan dapat menetapkan peraturan pelindung ter -
hadap diskriminasi di lembaga-lembaga sektor
ke  amanan. Pembuatan kebijakan keamanan yang
tang gap terhadap gender membantu menjamin agar
kebijakan tidak memasukkan kata-kata yang men -
dukung terjadinya diskriminasi. Dengan memasuk kan
juga pernyataan-pernyataan khusus mengenai ma -
salah non-diskriminasi, kebijakan keamanan dapat
mem berikan dampak positif terhadap struktur dan
personel angkatan bersenjata, kepolisian, badan
intelijen dan lembaga-lembaga sektor keamanan
lainnya.

4 Bagaimana memadukan
gender ke dalam kebijakan
keamanan?

Bagian ini menyajikan contoh dan saran mengenai
bagaimana memastikan agar proses pembuatan
kebijakan keamanan memasukkan isu gender. Karena
penyusunan kebijakan keamanan selalu berbeda
dalam setiap konteks, terdapat tantangan dan peluang
yang berbeda terhadap pemaduan isu gender. Saran-
saran berikut harus disesuaikan dengan konteks
setempat. Untuk pembahasan mengenai pembuatan
kebijakan keamanan dalam konteks khusus, lihat
Bagian 5. Bagian ini disusun menurut lembaga yang
berbeda yang terlibat dalam pembuatan kebijakan
keamanan: pemerintah pusat (termasuk badan
koordinasi keamanan dan komite perancang
kebijakan), parlemen, pemerintah daerah dan OMS.
Bagian ini juga membahas dua masalah yang saling
berkaitan yang harus dipertimbangkan di semua
lembaga: pelatihan gender dan pemantauan serta
evaluasi gender.

Sebagaimana yang telah dijelaskan, penyusunan atau
revisi kebijakan keamanan nasional memerlukan
masukan dari berbagai aktor, yang meliputi penyedia
keamanan internal dan eksternal. Jadi, perancangan
kebijakan keamanan yang efektif memerlukan banyak
sumber daya, baik sumber daya manusia maupun
keuangan. Oleh sebab itu, kebijakan keamanan
nasional mungkin jarang sekali direvisi, diperdebatkan

dan dikonsultasikan secara menyeluruh. Karena itu,
bila muncul peluang untuk pembuatan kebijakan baru,
landasannya harus sudah tersedia untuk menjamin
agar isu gender dimasukkan.

4.1 Pemerintah pusat

Diperlukan komitmen politik lembaga eksekutif untuk
memprakarsai penyusunan atau perubahan suatu
kebijakan keamanan. Misalnya, menteri pertahanan
biasanya akan mengawasi perwujudan perubahan
kebijakan pertahanan. Karena itu, komitmen terhadap
proses pembuatan kebijakan keamanan yang inklusif
dan pertimbangan mengenai isu gender harus
ditanamkan pada tingkat pemerintahan tertinggi dan di
kalangan staf tingkat tinggi kementerian untuk
menjamin proses dan hasil yang tanggap terhadap
gender.

Dalam hal NSP Kanada,25 perancangan kebijakan
menjadi kewenangan penuh Kantor Dewan Penasihat
(Privy Council Office). Perdana Menteri memutuskan
bahwa proses perumusan kebijakan tidak boleh
interdepartemental karena diyakini bahwa perumusan
interdepartemental ini akan memperlambat proses
perancangan kebijakan. Dengan demikian, para aktor
di dalam maupun di luar lembaga pemerintahan,
termasuk aktor yang memiliki keahlian gender, tidak
dilibatkan. Memasukkan perspektif yang berbeda
mengenai makna keamanan memang memakan
waktu, tapi diperlukan untuk menghasilkan kebijakan
keamanan yang kuat dan terpadu. Bila proses
pembuatan kebijakan yang eksklusif diterapkan, hal ini
mengurangi transparansi, pengawasan demokrasi dan
titik mula untuk menangani isu gender. 

Beberapa langkah dapat diambil, baik oleh staf
kementerian, parlemen atau pun OMS, untuk mem -
bangun kemampuan gender dan komitmen
pe  merintah dan staf tingkat atas yang terlibat dalam
pem buatan kebijakan keamanan:

n Peningkatan kesadaran di kalangan kepala negara,
para menteri, staf kementerian tingkat tinggi dan
personel penting di lembaga-lembaga sektor
keamanan mengenai komitmen internasional dan
nasional terhadap kesetaraan gender dan HAM.

n Adakan pengarahan dan laporan gender untuk
pimpinan tingkat tinggi mengenai masalah ke bijak -
an, peningkatan penyediaan layanan dan efektivitas
ope rasional penerapan pendekatan bergender
dalam pembuatan kebijakan.

n Rancang naskah pidato mengenai masalah yang
berkaitan dengan keamanan untuk staf tingkat
tinggi, yang benar-benar membahas isu gender.

n Berikan naskah pengarahan kepada pimpinan ting -
kat tinggi yang menjelaskan ke mana isu gender
dapat dimasukkan dalam kebijakan keamanan, dan
ambil bagian dalam menentukan tujuan kebijakan
tersebut.

n Lakukan lobi untuk pengangkatan wanita yang
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memenuhi syarat dalam staf pimpinan dan untuk
pemasukan pemahaman mengenai dan komitmen
nyata terhadap kesetaraan gender dalam kerangka
acuan.26

n Prakarsai program pendampingan (mentoring) yang
menempatkan pakar gender bersama staf tingkat
tinggi untuk membangun kemampuan gender
mereka.

Badan koordinasi keamanan

Dewan Keamanan Nasional (NSC, National Security
Council) menjamin tindakan yang terkoordinasi dan
pemaduan berbagai masalah kebijakan, legislatif,
struktural dan pengawasan yang berkaitan dengan
keamanan. NSC – atau badan yang serupa – bisa juga
diminta mengkoordinasikan kebijakan, melaksanakan
kebijakan, menilai atau memberi nasihat dan meng -
alokasikan sumber daya untuk menghadapi ancaman
keamanan. Karena itu, badan koordinasi ini meru -
pakan titik mula yang sangat penting untuk menjamin
agar isu gender dimasukkan dalam agenda dan agar
wanita berpartisipasi dalam pembuatan keputusan.

NSC di Sierra Leone, Kantor Kabinet di Inggris, atau
Dewan Penasihat Keamanan Nasional di Kanada
memiliki berbagai fungsi, tetapi semuanya bertujuan
memusatkan pemikiran pejabat pemerintahan tingkat
atas mengenai masalah keamanan nasional.27 Namun
demikian, di negara-negara demokrasi baru dan
negara-negara pasca-konflik kemampuan pemerintah
mengelola dan mengoordinasikan respons terhadap
masalah keamanan nasional mungkin masih rendah.
Begitu pula, badan seperti ini kadang-kadang dido -
minasi oleh angkatan bersenjata dan tidak ada
keseimbangan sipil-militer.

Walaupun NSC, atau badan yang serupa di negara
yang berbeda memiliki berbagai anggota dan tugas
yang berbeda, badan seperti ini jarang melibatkan
wanita atau menangani isu gender:

n Di Nepal pada tahun 2004, NSC terdiri dari personel
angkatan bersenjata dan wakil-wakil dari Ke -
menterian Pertahanan dan kantor Perdana Menteri,
tapi wanita tidak dilibatkan (kenyataannya, tidak ada
wanita berpangkat tinggi di kepolisian atau
kementerian penting di Pemerintah Nepal).

n NSC Pakistan juga memiliki anggota yang terbatas
karena keamanan nasional dirumuskan secara
sempit di bawah judul kedaulatan, integritas,
pertahanan, keamanan negara dan ‘manajemen
krisis’.28 NSC Amerika Serikat juga memiliki sedikit
anggota, yang secara resmi meliputi Presiden,
Wakil Presiden, Menteri Luar Negeri dan Menteri
Pertahanan, dengan kehadiran tetap para Kepala
Staf Gabungan, Direktur Badan Intelijen Pusat (CIA,
Central Intelligence Agency) dan Penasihat Ke -
amanan Nasional Presiden. Keseimbangan gender
NSC Pakistan dan Amerika Serikat sangat rendah,
dan masalah yang berkaitan dengan ke ti dak -
amanan pria dan wanita umumnya tidak di bedakan
atau dipertimbangkan. Salah satu se babnya adalah
lembaga ini umumnya menangani ma salah politik
makro, bukan membedakan kelompok-kelompok
dalam masyarakat.

Sebagaimana diuraikan pada Bagian 3.1, berbagai
manfaat dapat dihasilkan dari peningkatan partisipasi
wa nita dan pemaduan isu gender ke dalam pem -
buatan keputusan keamanan. Misalnya, kon sultasi
dengan wakil-wakil dari kaukus anggota parlemen
wanita dapat memperluas perdebatan di NSC me -
ngenai masalah keamanan mana yang akan
diu ta makan. Pertimbangan isu gender dapat me nim -
bulkan diskusi yang produktif mengenai pen  dekatan
keamanan dan prioritas keamanan yang da pat dite -
rima, serta metode pemberian keamanan dan keadilan
yang efektif.

Langkah-langkah yang dapat diambil untuk mema -
dukan isu gender dan meningkatkan partisipasi wanita
di badan koordinasi keamanan adalah:

n Mengutamakan pengangkatan wakil-wakil wanita
untuk NSC.

n Melibatkan atau lakukan konsultasi dengan wakil-
wakil dari kementerian yang menangani isu gender
dan wanita, aparat pemerintahan lainnya yang
menangani isu gender atau kaukus anggota par -
lemen wanita.

n Membangun kemampuan gender para anggota
NSC melalui pelatihan, pengarahan, pendampingan
(mentoring) dan prakarsa lainnya. Lihat Bagian 4.5
mengenai Pelatihan Gender.

n Menerapkan mekanisme untuk menjamin pelak -
sanaan konsultasi dengan para pakar gender dari
luar dan wakil-wakil dari organisasi wanita.

Salah satu tantangan dalam peningkatan pengang -
katan wanita untuk NSC adalah di sebagian besar
negara para wanita masih terpinggirkan dari jabatan
politik tingkat tinggi, dan karena itu sedikit sekali wanita
yang mencapai jabatan yang terdapat di dewan seperti
ini. Misalnya, pada tahun 2005 hanya terdapat 12
(6,6%) wanita yang menjadi menteri pertahanan dan
urusan veteran dan 29 (15,8%) wanita yang menjadi
menteri kehakiman dalam sampel 183 negara.29
Karena itu, prakarsa untuk meningkatkan jumlah
wanita dalam jabatan politik tingkat tinggi juga
diperlukan, seperti: beasiswa bagi para wanita untuk
mengikuti program universitas yang sesuai, pem -
bangunan kemampuan bagi para anggota parlemen
wanita dan kuota di partai politik. Pelibatan wanita di
badan koordinasi keamanan belum tentu berarti
perhatian lebih besar akan diberikan pada isu gender,
tapi keanekaragaman pendapat dan penga laman di
antara para anggota NSC akan menghasilkan lebih
banyak perspektif yang dapat dipertimbangkan.

Komite perancang kebijakan keamanan

Agar gender terlihat jelas dalam kebijakan keamanan,
badan khusus yang merancang kebijakan keamanan
harus memiliki kemampuan memahami kebutuhan
keamanan pria, wanita, anak perempuan, dan anak
lelaki yang berbeda dan bagaimana kebijakan
keamanan yang diajukan akan mempengaruhi kebu -
tuhan ini. Badan perancang kebijakan keamanan bisa
berupa komite tetap atau komite ad hoc. Kebijakan
dapat dirancang oleh tim yang anggotanya berasal dari
satu departemen pemerintah (misalnya, kebijakan
mengenai perpolisian) atau dari beberapa departemen
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(misalnya, untuk NSP).

Para anggota komite perancang harus memiliki ke ah -
lian teknis untuk menyusun kebijakan yang
kom prehensif, pasti dan jelas. Kriteria utama pemilihan
ang gota komite tersebut adalah:

n Keahlian dan pengetahuan teknis – termasuk
keahlian dan pengetahuan dalam memadukan isu
gender.

n Keterwakilan sehubungan dengan badan pelaksana
dan pembuat keputusan utama – mungkin meliputi
wakil dari kementerian yang bertanggung jawab
atas isu gender.

n Komitmen terhadap pembenahan yang demokratis
– termasuk promosi kesetaraan gender.30

Badan pengawas seperti parlemen atau OMS dapat
memainkan peran penting dalam mendukung peli bat -
an pakar gender di komite perancang, atau
men  dukung agar para anggota komite mengikuti pe la -
tih an yang memasukkan komponen yang berkaitan
de ngan gender.

Untuk menjamin kebijakan keamanan yang tanggap
terhadap gender, komite perancang harus dengan
jelas mempertimbangkan isu gender dan meng -
gunakan bahasa yang peka terhadap gender.

Pertimbangkan isu gender dengan jelas

Tergantung pada jenis kebijakan keamanan yang
sedang disusun, isu gender yang harus disoroti
meliputi (lihat Kotak 6): 

n Pentingnya mencapai kesetaraan antara pria dan
wanita, serta kelompok sosial, agama dan etnis
dalam keamanan nasional.

n Penegasan hak setara semua pria dan wanita untuk
berpartisipasi di lembaga-lembaga sektor ke aman an.

n GBV terhadap pria, wanita, anak perempuan dan
anak lelaki sebagai ancaman keamanan internal
utama; dan strategi untuk mencegah, merespons
dan memberikan sanksi terhadap GBV, dengan
alokasi sumber daya manusia dan keuangan yang
sesuai.

n Penghapusan diskriminasi di lembaga-lembaga
sektor keamanan atau dalam penyediaan layanan
keamanan berdasarkan jenis kelamin, ras, agama,
orientasi seksual atau landasan keliru lainnya.

n Kode perilaku institusi, termasuk ketentuan khusus
mengenai diskriminasi, pelecehan seksual dan
bentuk-bentuk GBV lainnya.

n Penetapan mekanisme yang menjamin partisipasi
masyarakat sipil dalam pengawasan pelaksanaan
kebijakan keamanan, proses RSK dan lembaga-
lembaga sektor keamanan.

Berbagai jenis kebijakan keamanan di negara yang
berbeda telah mempertimbangkan isu gender dengan
cara seperti ini. Buku Putih Pertahanan Sierra Leone
menyatakan bahwa ‘Kementerian Pertahanan ber -
sama dengan RSLAF (Republic of Sierra Leone Armed
Forces – Angkatan Bersenjata Republik Sierra Leone)
bertekad merekrut dan melatih kembali personel

personel berkemampuan tinggi tanpa melihat suku,
daerah, gender, agama…’.31 Masalah per da gang an
manusia dimasukkan dalam Strategi Ke  amanan
Nasional Rumania dan Ukraina. Dalam ke bijakan
Ukraina masalah ini terdapat di bawah judul ‘Pas tikan
Kondisi Eksternal yang Menguntungkan bagi Pem -
bangunan dan Keamanan Negara’.32 Di Rumania,
‘Strategi tersebut menegaskan perlunya pelaksanaan
be berapa cara untuk mendorong solidaritas nasional
dan tanggung jawab warga negara, perhatian pada ke -
setaraan pekerja pria dan wanita, dan peluang yang
se tara untuk mendapatkan akses pendidikan dan pe -
latih an serta perlindungan sosial’.33

Gunakan bahasa yang peka terhadap gender 

Penggunaan bahasa yang ‘inklusif gender’ dan
‘spesifik gender’ dalam kebijakan sektor keamanan
juga penting untuk menghindari diskriminasi atau
eksklusi. Penggunaan umum kata ‘he’ (dia lelaki) atau
‘man’ (pria) tidak memasukkan wanita. Banyak
kebijakan yang berkaitan dengan keamanan, dari
Buku Putih Pertahanan Sierra Leone sampai Buku
Putih Pertahanan Irlandia, misalnya mengakui ini
dengan merujuk pada ‘servicemen and women’
(anggota angkatan bersenjata pria maupun wanita).
NSP lainnya, seperti NSP Rusia dan Amerika Serikat,
tidak membedakan pria dan wanita. Walaupun
penggunaan ‘bahasa yang netral gender’ – misalnya
‘people’ (orang-orang) sebagai pengganti ‘men and
women’ (pria dan wanita) – sesuai dalam banyak
konteks, penggunaan bahasa yang netral gender ini
dapat membatasi pengakuan mengenai perbedaan
gender, dan dapat menimbulkan asumsi bahwa semua
kelompok keamanan dalam masyarakat memiliki
kebutuhan keamanan yang sama.

Yang terakhir, ada sebagian NSP seperti NSP
Jamaika, Georgia dan Ukraina, yang terus meng -
gunakan bahasa seperti ‘manpower’ (tenaga pria) dan
‘man-made hazards’ (bahaya yang ditim bul kan pria).34

Ini adalah istilah diskriminatif yang berasal dari
gagasan bahwa hanya pria (bukan wanita) yang aktif
dalam kehidupan publik. 

Contoh bahasa yang peka terhadap gender meliputi:

n Servicemen and women (anggota angkatan ber -
senjata pria maupun wanita)  – bukan servicemen
(anggota angkatan bersenjata pria)

n Police officer (polisi) – bukan policeman (polisi pria)

n Humankind (umat manusia) – bukan mankind (umat
pria)

n Artificial (tiruan) atau manufactured (buatan) –
bukan man-made (buatan pria)

n She/he (dia perempuan/dia lelaki) atau he/she (dia
lelaki/dia perempuan) – bukan he (dia lelaki)

n Staffed (dikelola pegawai) – bukan manned (dikelola
pria)

n Labour (pekerja), staffing (kepegawaian), workforce
(tenaga kerja) – bukan manpower (tenaga pria)

n Chair atau Chairperson (Ketua) – bukan Chairman
(ketua pria)

n Sebutkan men (pria), women (wanita), girls (anak
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perempuan) dan boys (anak lelaki) sesuai konteks
– ketimbang people (orang-orang) 

4.2 Parlemen

Lembaga eksekutif mengajukan kebijakan keamanan
dan parlemen biasanya menerima, mengubah atau
menolak kebijakan; mengontrol anggaran; dan dapat
memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya (lihat
Kotak 7). Walaupun fungsi parlemen berbeda antar-
negara, fungsi tersebut biasanya mencakup dua tugas
berkaitan dengan penyusunan kebijakan: memantau
lembaga eksekutif dan mewakili kepentingan rakyat.
Ini berarti parlemen dapat memainkan peran penting
dalam menjamin agar kebijakan tersebut memper -
hatikan kebutuhan khusus pria, anak lelaki, wanita dan
anak perempuan, termasuk melalui: proses pem -
buatan kebijakan partisipatif dan keterwakilan setara
pria dan wanita, yang meliputi kelompok sosial, etnis
dan agama yang berbeda.

Di negara-negara demokrasi baru dan negara-negara
pasca-konflik, konsep atau pun praktik pengawasan
demokrasi dan keuangan tidak mungkin berjalan
sebagaimana mestinya. Salah satu akibatnya adalah
tidak adanya koordinasi dan pembagian informasi
antara lembaga sipil dan militer, dan keengganan di
pihak pemerintah dan parlemen untuk menerima
pengawasan sipil. Karena itu, pertanggungjawaban,
transparansi dan pelibatan sipil dalam merancang
respons terhadap masalah keamanan nasional masih
terbatas. Namun demikian, walaupun parlemen di
negara-negara demokrasi baru tidak memiliki
kekuasaan membuat keputusan yang signifikan,

mereka bisa menjadi forum penting untuk transparansi
dan memainkan peran yang signifikan terhadap
pertanggungjawaban lembaga eksekutif dan menga -
wasi kekuasaan eksekutif. 

Begitu pula, dalam sistem politik di mana disiplin partai
yang kuat berlaku di lembaga legislatif dan komite-
komitenya, peran pengawasan parlamen dalam
praktiknya mungkin sangat terbatas. Di Kanada, par -
lemen dikritik karena asal menyetujui (rubber stamp)
keputusan kebijakan yang dibuat secara sentralistis
oleh Perdana Menteri dan para penasihat politik dan
penasihat kabinet senior. Dalam kebijakan pertahanan
dan keamanan, komite dan subkomite legislatif belum
berperan sebagai mekanisme pe ngawasan yang
efektif, dan muncul tuduhan bahwa ti dak ada
pembahasan yang sungguh-sungguh me nge nai ke -
bijakan pertahanan di parlemen Kanada.38

Proses pembuatan kebijakan partisipatif 

Keterlibatan parlemen dalam kebijakan keamanan
sangat penting untuk menjamin transparansi dan
pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Hal ini
dicapai melalui perdebatan terbuka, konsultasi dan
ketersediaan informasi bagi masyarakat mengenai
kebijakan keamanan pemerintah.

Konsultasi dengan komite-komite parlemen yang
terkait mengenai NSP – dan kebijakan keamanan
lainnya – akan paling berhasil bila dilakukan pada
tahap awal dalam proses perancangan sehingga
perubahan dan perombakan kebijakan dapat
dilakukan. Para anggota parlemen dan komite
parlemen tidak boleh sekedar diberi dokumen akhir,
yang dapat mereka terima atau tolak.

Parlemen – termasuk komite pertahanan dan
keamanan – juga harus proaktif menjamin agar
kebijakan keamanan dibuat melalui konsultasi publik
yang sesuai. Walaupun proses ini belum tentu mahal
dari segi biayanya, proses ini memerlukan waktu,
dana, sumber daya manusia dan kemauan politik yang
mungkin tidak ada di dalam negeri di negara-negara

Lihat Tool (Alat) mengenai RSK

dan Gender 
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Buku Putih Intelijen, Pertahanan Nasional, serta Keselamatan dan Keamanan Afrika Selatan menggunakan bahasa yang peka terhadap gender dan
menangani GBV dan diskriminasi, serta partisipasi setara di lembaga-lembaga sektor keamanan. 

Buku Putih Intelijen (1994):

Kompilasi suatu badan intelijen nasional akan berusaha mencerminkan komposisi gender dan ras masyarakat dan juga mempertimbangkan kriteria
objektif keunggulan. Untuk mencapai tujuan ini, suatu program aksi afirmatif akan dilaksanakan untuk mengatasi ketidakseimbangan.35

Buku Putih Pertahanan Nasional Republik Afrika Selatan (1996):

Untuk mendapatkan legitimasi angkatan bersenjata, DOD [Dephan, Departemen Pertahanan] bertekad mencapai tujuan mengatasi warisan
diskriminasi ras dan gender. Departemen ini akan menjamin agar Pasukan Pertahanan Nasional Afrika Selatan [SANDF, South African National
Defence Force], dan khususnya kepemimpinannya, secara umum mewakili rakyat Afrika Selatan.

DOD mengakui hak wanita untuk bertugas di semua pangkat dan jabatan, termasuk tugas tempur.36

Buku Putih Keselamatan dan Keamanan (1998):

Secara khusus menyebutkan penanganan tindak pidana seksual, pemerkosaan atau kekerasan dalam rumah tangga dengan ‘lebih bermartabat,
bersimpati dan berperhatian’. Buku ini menyerukan strategi pencegahan kejahatan terhadap kelompok-kelompok yang paling berisiko melakukan
pelanggaran hukum atau menjadi korban kejahatan, yang meliputi ‘masyarakat miskin, pemuda, wanita dan anak-anak serta orang cacat’.37 

Kotak 6 Responsivitas gender dalam kebijakan keamanan Afrika Selatan 



pasca-konflik atau negara-negara berkembang.
Karena itu, dukungan lembaga donor mungkin
diperlukan untuk menanggung berbagai biaya,
misalnya, lokakarya di daerah pedesaan. Lembaga
donor juga dapat mendanai proses konsultasi yang
secara khusus dirancang untuk meningkatkan
partisipasi para wanita dan kelompok masyarakat
lainnya yang sering terpinggirkan selama penyusunan
kebijakan keamanan.40

Mekanisme untuk menjamin partisipasi bisa meliputi:

n Konsultasi terencana dengan perwakilan OMS,
termasuk organisasi wanita perkotaan dan
pedesaan (lihat Kotak 10).

n Pertemuan di balai kota dengan interaksi langsung
antara para pemimpin politik dan masyarakat.

n Dengar pendapat parlemen dan debat terbuka.

n Bila perlu, adakan pertemuan terpisah dengan
kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan
di tingkat lokal, yang mungkin tidak berpartisipasi
dalam pertemuan publik dengan kelompok
masyarakat mayoritas.

Untuk menjamin partisipasi menyeluruh dan repre -
sentatif, langkah-langkah khusus harus diambil untuk
melibatkan:

n Organisasi masyarakat wanita pedesaan dan
perkotaan 

n Serikat pekerja

n Organisasi keagamaan

n Pemuka masyarakat dan aktivis 

n Organisasi pemuda

n Perhimpunan masyarakat pribumi, etnis dan

masyarakat minoritas lainnya 

n Perhimpunan orang cacat

n Kelompok pembela anak

n Akademisi dan peneliti 

n Perhimpunan masyarakat migran

n Pakar gender

n Organisasi internasional

n Organisasi keadilan dan layanan sosial 

Keterwakilan setara pria dan wanita 

Dalam praktiknya, para anggota parlemen lebih sering
melakukan kontak berkala dan langsung dengan
masyarakat umum daripada lembaga eksekutif, dan
dengan demikian berada dalam posisi yang lebih baik
untuk mengetahui masalah keamanan masyarakat.
Namun demikian, dari perspektif keterwakilan setara,
perbandingan wanita dan pria di sebagian besar
parlemen di seluruh dunia tidak setara. Pada tahun
2006, 83,1% dari anggota parlemen di seluruh dunia
adalah pria.41 Selain itu, anggota parlemen jarang
terlibat dalam komite yang berkaitan dengan per -
tahanan dan keamanan. Karena itu, untuk menjamin
masukan dari para anggota parlemen wanita dalam
pembuatan kebijakan keamanan mung kin perlu
dilakukan usaha untuk:

n Meningkatkan partisipasi wanita di komite per -
tahanan dan keamanan, termasuk sebagai ketua.

n Mendorong para wanita untuk mengadakan
pertemuan lintas-partai membahas masalah yang
berkaitan dengan keamanan dan menyusun prog -
ram dan strategi bersama untuk memberikan
ma sukan dalam pembahasan kebijakan yang lebih
me nyeluruh.
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Penyusunan

Karena penyusunan kebijakan keamanan adalah tugas lembaga eksekutif dan departemen serta badan pemerintah yang berwenang, peran parlemen
pada tahap penyusunan kebijakan terbatas.

Pembuatan keputusan

Ketika kebijakan keamanan diajukan ke parlemen, parlemen bertanggung jawab langsung atas kebijakan tersebut. Parlemen dapat memberikan
persetujuannya terhadap kebijakan dan perundang-undangan baru yang diajukan pemerintah, menolaknya atau mengusulkan perubahan. Parlemen
juga memiliki kekuasaan tertentu sehubungan dengan penyediaan anggaran melalui tahap-tahap utama putaran anggaran: penyusunan anggaran,
persetujuan anggaran, pelaksanaan atau pembelanjaan, dan pemeriksaan (audit) atau peninjauan. Lihat Bagian 4.6 mengenai analisis anggaran
gender.

Kerangka waktu proses pembuatan keputusan harus memungkinkan konsultasi publik lebih lanjut dengan berbagai perwakilan rakyat. Hal ini akan
meningkatkan potensi dukungan publik atas kebijakan keamanan tersebut dan menjamin agar kebijakan tersebut memenuhi kebutuhan rakyat.

Pelaksanaan

Selama pelaksanaan kebijakan keamanan, parlemen berperan mengawasi kegiatan pemerintah, termasuk melalui analisis anggaran yang
berkelanjutan. Kebijakan keamanan menimbulkan dampak keuangan yang besar dan pada dasarnya menyangkut uang pembayar pajak.

Penilaian dan pelajaran yang diperoleh

Parlemen memainkan peran dalam memeriksa angka-angka maupun kinerja sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan keamanan. Laporan
kemajuan oleh badan pemerintah yang terkait sangat penting untuk mengontrol proses dan mendapatkan gambaran apakah tujuan yang dipaparkan
dalam kebijakan keamanan sudah terlaksana.

Kotak 7 Peran parlemen dalam pembuatan kebijakan keamanan39



n Mendukung pembentukan kaukus wanita dan ko -
alisi di parlemen dan di partai politik (lihat Kotak 8).

n Mendorong pembentukan kuota nasional atau partai
untuk partisipasi minimum wanita dan pria.

Selain menjamin keterwakilan yang setara, perlu
dibangun kesadaran dan pemahaman mengenai isu
gender di kalangan anggota parlemen, khususnya pria
dan wanita yang terlibat dalam komite pertahanan dan
keamanan.

4.3 Pemerintah daerah 

Untuk menjamin pelaksanaan penuh kebijakan
keamanan tingkat nasional, harus diambil prakarsa
pada tingkat daerah. Selain itu, komite keamanan
tingkat daerah, misalnya, dapat memberikan masukan
penting untuk kebijakan keamanan tingkat nasional,
dengan memastikan bahwa kebijakan tersebut
mencerminkan realitas dan prioritas keamanan da -
erah. Pengalaman menunjukkan bahwa analisis dan
stra tegi keamanan lokal sangat penting untuk men -
jamin agar ketidakamanan tingkat masyarakat
dita ngani secara efektif. Prakarsa ini dapat menjadi titik
mula penting untuk memadukan isu gender ke dalam
pelaksanaan kebijakan keamanan.

Contoh prakarsa yang dapat diambil oleh pemerintah
kota, lembaga sektor keamanan daerah, atau
organisasi masyarakat sipil meliputi:

n Audit keamanan/keselamatan

n Rencana keamanan warga/masyarakat

n Komite atau dewan keamanan/keselamatan

n Forum polisi masyarakat

Forum polisi masyarakat, rencana keamanan dan
audit keselamatan 

Di Afrika Selatan, pemerintah daerah dan Kepolisian

Afrika Selatan berpartisipasi dalam dan bekerja sama
dengan Forum Polisi Masyarakat (CPF - Community
Police Forums) untuk menetapkan prioritas dan tujuan
bersama mengenai pencegahan kejahatan. CPF
melibatkan OMS dalam merumuskan prioritas
perpolisian lokal dan prakarsa pencegahan kejahatan.
Kegiatan CPF didasarkan pada rencana keamanan
masyarakat, yang mengidentifikasi: program, proyek
atau tindakan yang akan dilaksanakan CPF; dari mana
CPF akan mendapatkan dana untuk proyek-
proyeknya; dan bagaimana proyek tersebut akan
mempromosikan tujuan CPF. Pada gilirannya, rencana
keamanan masyarakat didasarkan pada audit
keamanan masyarakat yang membantu:

n Memusatkan perhatian pada masalah yang paling
serius bila sumber daya Anda terbatas.

n Memberikan fakta-fakta bila orang tidak sependapat
mengenai masalah yang paling serius.

n Mengoordinasikan kerja organisasi yang berbeda
untuk mencegah duplikasi.

Audit keselamatan masyarakat dilakukan melalui
proses lima tahap untuk mengidentifikasi:

1. Masalah kejahatan dalam masyarakat: misalnya,
kekerasan dalam rumah tangga.

2. Organisasi mana melakukan apa: Sebagian
organisasi mungkin sudah melaksanakan proyek
pencegahan kejahatan, dan karena itu mungkin
sudah melakukan kegiatan untuk mencegah
kekerasan dalam rumah tangga dan mendukung
korban langsung maupun tak langsungnya.

3. Karakteristik fisik dan sosial daerah: Untuk
memahami penyebab kejahatan dalam suatu
masyarakat, Anda harus mengetahui karakteristik
fisik dan sosial daerahnya. Misalnya: orang muda
sering lebih mungkin melakukan kejahatan; wanita
lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah
tangga dan penganiayaan seksual; pria muda lebih
rentan mengalami kejahatan kejam lainnya; dan pria
muda juga lebih mungkin melakukan kejahatan.
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Transisi Afrika Selatan menuju demokrasi memperlihatkan bagaimana suatu lingkungan politik yang kondusif, pembentukan liga wanita dalam partai
politik, dan advokasi isu gender di seluruh spektrum politik dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan keamanan nasional.

Ruang politik untuk menangani isu gender diciptakan oleh para wanita di organisasi masyarakat sipil dan partai politik. Misalnya, prihatin karena kaum
wanita sedang terpinggirkan, Liga Wanita Kongres Nasional Afrika (ANC) dibentuk kembali pada tahun 1990 dan menyerukan pelibatan wanita
dalam jabatan kepemimpinan dan pemasukan kesetaraan gender dalam program dan kebijakan ANC. Advokasi mereka terlihat jelas dalam publikasi
ANC tahun 1992 berjudul Ready to Govern: Policy Guidelines for a Democratic South Africa (Siap Memerintah: Panduan Kebijakan menuju Afrika
Selatan yang Demokratis). Dokumen ini mengusulkan penerapan empat nilai yang saling berkaitan: demokrasi dan otoritas sipil, keamanan manusia,
anti-militerisme dan kesetaraan gender. Dengan penekanan pada kesetaraan gender, manifesto tersebut menyoroti tujuan nonseksisme dan perlunya
menciptakan badan-badan khusus untuk menjamin pelaksanaan kebijakan peluang setara. Sehubungan dengan lembaga-lembaga sektor keamanan,
manifesto tersebut menyatakan kembali bahwa mereka harus menghormati gagasan ideal demokrasi, non-rasialisme, dan non-seksisme;
mencerminkan komposisi nasional dan gender masyarakat Afrika Selatan; dan mengakui bahwa ‘diskriminasi gender telah meminggirkan atau
menurunkan partisipasi wanita di semua lembaga sosioekonomi dan politik’.43

Para wanita anggota ANC dan organisasi masyarakat sipil juga dipuji karena mengutamakan perhatian pada keamanan manusia, sehingga mengubah
pembahasan dari isu ‘keamanan negara’ menjadi keamanan sebagai suatu masalah umum yang berkaitan dengan masyarakat. Ini terlihat jelas
pada penggunaan pendekatan keamanan manusia dan seruan demiliterisasi keamanan dengan dimensi politik, ekonomi, sosial dan lingkungan
dalam Ready to Govern (Siap Memerintah).

Kotak 8 Memadukan gender ke dalam pembuatan kebijakan keamanan: peran wanita di
Kongres Nasional Afrika (ANC, African National Congress) di Afrika Selatan42



4. Masalah yang paling penting.

5. Perincian masalah yang paling penting.44

Komite keamanan lokal dan rencana keamanan
masyarakat 

Berbagai badan telah dibentuk untuk merencanakan,
mengoordinasikan dan memantau prakarsa untuk
meningkatkan keamanan lokal (lihat Kotak 9).

Di Peru, parlemen menciptakan National Citizen
Security System (Sistem Keamanan Masyarakat
Nasional) untuk mempromosikan prakarsa pen ce gah -
an kejahatan partisipatif lokal dan membuat kepolisian
lebih tanggap terhadap masyarakat. Sistem ini
mengandalkan lembaga-lembaga tingkat lokal,
dengan pembentukan Dewan Keamanan Masyarakat
Lokal (LCSC – Local Citizen Security Councils)
(Consejos Distritales de Seguridad Ciudadana). Di
LCSC, para komandan polisi lokal bekerja sama
secara langsung dengan pemerintah setempat dan
para wakil masyarakat dalam pencegahan kejahatan.
LCSC dapat digambarkan sebagai mekanisme
bottom-up (dari bawah ke atas) untuk meminta
pertanggungjawaban polisi atas kualitas tindakan dan
pelayanan mereka dan memberikan peluang penting
bagi partisipasi masyarakat dalam isu-isu keamanan
lokal. Mereka diberi tugas merancang suatu rencana
keamanan masyarakat pada tingkat kota berdasarkan
penilaian mengenai isu-isu keselamatan dan ke a man -
an lokal. Rencana keamanan ini dilaksanakan dengan
me ngerahkan kerja sama dan sumber daya lokal.
LCSCs juga bertanggung jawab mengevaluasi dam -
pak rencana tersebut dan memantau kinerja para
pegawai pemerintah yang melaksanakan rencana
tersebut, termasuk polisi.45

Badan-badan serupa, seperti Dewan Keamanan Lokal
(Local Security Councils) (Consejos de Seguridad)
telah dibentuk di Cile, Kolombia dan Guatemala. Di
Kolombia, para anggota Dewan Keamanan Lokal
(Local Security Council) meliputi komandan polisi dan
militer lokal, wali kota dan para wakil dari sektor
akademik dan swasta.

Contoh langkah-langkah untuk memadukan isu gender
ke dalam prakarsa keamanan pemerintah setempat:

n Libatkan pakar gender dan para wakil dari orga -
nisasi wanita dalam komite/dewan keamanan
masyarakat.

n Pastikan agar audit keselamatan masyarakat
melibatkan: konsultasi dengan para wanita, pria dan
kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda
dengan landasan yang setara; fokus pada GBV;
data yang dipisahkan menurut jenis kelamin, usia,
etnis dan lingkungan pemukiman; dan pertanyaan-
pertanyaan khusus mengenai kebutuhan keamanan
yang berbeda dari kelompok-kelompok masyarakat
yang terdapat di daerah dalam yursdiksi pemerintah
daerah. Lihat Bagian 4.6 mengenai Penilaian,
Pemantauan dan Evaluasi.

n Pertimbangkan kebutuhan keamanan pria, wanita,
anak lelaki dan anak perempuan yang berbeda saat
me nyusun dan melaksanakan prakarsa pence gah -

an dan respons kejahatan.

n Komunikasikan hasil-hasil audit keselamatan dan
proses perencanaan dengan badan-badan ke a man -
an regional dan nasional. Data ini sangat penting
untuk menjamin agar kebijakan keamanan regional
dan nasional menggambarkan realitas keamanan
lokal, dan dalam sebagian konteks berperan
sebagai mekanisme peringatan dini kon flik.

n Berikan pelatihan dan pendampingan (mentoring)
untuk membangun suatu pendekatan yang tanggap
terhadap gender kepada pihak-pihak yang terlibat
dalam merancang rencana keamanan tingkat
masyarakat. Lihat Bagian 4.5 mengenai Pelatihan
Gender.

4.4 Organisasi masyarakat sipil

Alasan utama keterlibatan OMS dalam penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan keamanan adalah untuk
menjamin proses yang demokratis, transparan,
bertanggung jawab dan inklusif. OMS tidak otomatis
mewakili prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik
ini, dan dengan demikian, OMS tidak homogen dalam
hal kepentingan ekonomi dan politiknya. Namun
demikian, masyarakat sipil berpotensi memberikan
peluang untuk membangun keahlian dan kemampuan
untuk secara independen mengevaluasi, menentang
atau mendukung analisis dan keputusan pemerintah
mengenai masalah pertahanan dan keamanan. OMS
men cakup berbagai organisasi, yang meliputi or ga -
nisasi wanita, serikat pekerja, kelompok ke  a ga maan,
perhimpunan etnis atau kelompok mi noritas atau
masyarakat pribumi, perhimpunan bisnis pro  fesional,
organisasi advokasi, LSM, think tank (tim pakar) dan
yayasan, kelompok penelitian, kelompok me dia dan
lembaga pelatihan. Keanekaragaman ini me rupakan
kekuatan sekaligus kelemahan. Ke aneka ragaman ini
merupakan kekuatan karena ke   ane karagaman ter -
sebut berpotensi mewakili ber bagai kelompok dalam
masyarakat yang belum tentu ikut berperan dalam
proses pembuatan kebijakan. Keanekaragaman ini
merupakan kelemahan karena mencari landasan yang
sama merupakan usaha yang sulit dan memakan
waktu lama, terutama berkaitan dengan isu pem -
buatan kebijakan keamanan.

Penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan
keamanan nasional di masa lalu diliputi oleh
kerahasiaan, yang sampai batas tertentu memang
diperlukan karena tuntutan keamanan nasional.
Namun demikian, bila proses tersebut secara kaku
dianggap sebagai urusan internal pemerintah, proses
tersebut akan kontra-produktif.47 Kerahasiaan dapat
menutupi mismanajemen keuangan akibat korupsi
atau tidak adanya keahlian. Salah satu cara untuk
menanggulangi masalah ini adalah dengan me -
mastikan agar jenis-jenis informasi dan dokumen yang
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dapat dan harus dirahasiakan diatur dengan jelas
dalam hukum tertulis, sementara pada saat yang sama
menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan
kebebasan pers.48

OMS dapat mengambil beberapa tindakan berikut
untuk mendukung pembuatan kebijakan keamanan
yang tanggap terhadap gender:

n Pengaruhi kebijakan publik melalui pembelaan ter -
hadap kebijakan dan undang-undang baru
me nge nai perpolisian, intelijen, pembenahan per   -
 tahanan atau keamanan nasional.

n Ciptakan iklim kebijakan yang kondusif dan
partisipatif dengan meningkatkan kesadaran ma -
syarakat mengenai NSP dan kebijakan keamanan,
serta dimensi gendernya.

n Sediakan sejumlah pakar teknis yang dapat
dimanfaatkan para pembuat kebijakan yang me -
miliki kemampuan dan keahlian khusus dalam
analisis gender.

n Dukung penyusunan kebijakan keamanan melalui
penelitian mengenai kebutuhan keamanan tingkat
masyarakat, dengan membedakan kebutuhan pria,
wanita, anak perempuan dan anak lelaki.

n Pantau pelaksanaan kebijakan keamanan dan
tindakan lembaga-lembaga sektor keamanan untuk
menjamin transparansi dan pertanggungjawaban
publik.

n Sampaikan pandangan dan pilihan masyarakat se hu -
bung  an dengan keamanan – termasuk ke    lom   pok-  
ke lompok masyarakat yang terpinggirkan – yang
merupakan komponen penting dari penyusunan NSP/
kebijakan keamanan yang inklusif dan dapat mem -
perluas perdebatan mengenai apa ‘keamanan’ itu.

n Dorong pemilikan lokal proses pembuatan
kebijakan di luar lembaga negara. 

n Bangun kemampuan staf pemerintah dan anggota

parlemen dengan membuat dan menyebarkan
informasi seperti ringkasan kebijakan yang ber -
kaitan dengan masalah dan kebutuhan keamanan
tingkat masyarakat.

n Promosikan pengawasan publik atas penyusunan
kebijakan keamanan melalui laporan media dan
pem bangunan kemampuan para wartawan me -
ngenai kebijakan keamanan dan isu gender.

n Fasilitasi dan ikut serta dalam debat publik me -
ngenai masalah-masalah inti pertahanan dan
keamanan.

n Rancang dan sebarkan analisis dan informasi
independen mengenai sektor keamanan kepada
parlemen dan masyarakat umum.

n Tawarkan proposal pembangunan kemampuan
kepada pemerintah, parlemen dan OMS lainnya
mengenai gender dan kebijakan keamanan melalui
lokakarya dan pelatihan.

n Lakukan audit dan penilaian gender, termasuk
analisis anggaran gender, atas kebijakan keamanan
dan lembaga-lembaga sektor keamanan.

n Lakukan lobi untuk mengadakan debat publik
mengenai isu-isu keamanan dan memastikan agar
informasi tertentu dapat diakses masyarakat umum.

Organisasi wanita 

Organisasi wanita dan organisasi yang menangani isu
gender memiliki keahlian khusus dan akses atas
informasi yang membuat mereka menjadi mitra
berharga bagi OMS lainnya, parlemen, lembaga-
lembaga sektor keamanan dan pemerintah dalam
proses menjelaskan kebijakan keamanan. Mereka
sering dapat berperan sebagai penghubung penting
antara realitas tingkat ketidakamanan masyarakat
yang dialami pria dan wanita, dan para pembuat
kebijakan di tingkat nasional, regional dan inter -
nasional. Organisasi-organisasi berfokus gender yang
bekerja di tingkat masyarakat sering memiliki jaringan

Di Sierra Leone, Kantor Keamanan Nasional (ONS, Office of National Security) membentuk Komite Keamanan Provinsi dan Komite Keamanan
Kabupaten (Provincial Security Committees and District Security Committees) sebagai forum konsultasi tingkat lokal untuk menilai dan merespons
ancaman keamanan di se luruh negeri. Komite ini juga dibentuk untuk men jamin agar kebijakan keamanan menggambarkan ke butuhan keamanan
yang sesungguhnya dan mengum pulkan masukan dari tingkat masyarakat. Komite keamanan desentralistis yang berlokasi di pe de  saan dapat
berperan sebagai mekanisme pe  ringatan dini konflik bagi pemerintah, karena komite ter sebut melapor langsung kepada ONS.

Pelibatan para wanita atau wakil-wakil dari organisasi wanita di badan keamanan ini sejauh ini masih terbatas, tapi akan meningkatkan kemampuan
mengumpulkan data sebagai bagian dari mekanisme peringatan dini. Suatu pendekatan bottom-up (dari bawah ke atas) seperti ini dapat dipadukan
dengan perekrutan penasihat gender bagi ONS yang dapat menganalisis dan menyusun data yang diterima dari Komite Keamanan Provinsi dan
Kabupaten, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan seperti:

1. Apakah lembaga-lembaga sektor keamanan memberikan respons yang memadai terhadap kebutuhan keamanan pria, wanita, anak perempuan
dan anak lelaki?

a. Apakah pria dan wanita bebas meninggalkan rumah mereka atau bepergian keluar kabupaten mereka?

b. Apakah pria, wanita, anak perempuan dan anak lelaki rentan terhadap perdagangan manusia dan eksploitasi seksual?

c. Apa layanan yang tersedia bagi pria dan wanita yang menderita kekerasan dalam rumah tangga?

2. Apa jenis dan berapa tingkat kejadian GBV yang terjadi? Apakah GBV meningkat atau berkurang?

3. Apakah tersedia sumber daya yang cukup dalam masyarakat untuk merespons ancaman keamanan yang berbeda yang dialami pria dan wanita
serta kelompok masyarakat yang berbeda?
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tingkat akar rumput yang memungkinkan mereka
mengidentifikasi kebutuhan keamanan penting kelom -
pok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Data
ini akan sangat berarti, baik dalam proses membuat
kajian sektor keamanan maupun sebagai peringatan
dini konflik, yang pada gilirannya sangat pen ting untuk
menentukan prioritas keamanan na si onal.

Cara melibatkan organisasi wanita dalam perdebatan
dan perumusan kebijakan keamanan meliputi: 

n Fasilitasi interaksi antara kelompok-kelompok
wanita dan penyedia keamanan lokal, misalnya
melalui pelibatan mereka dalam komite keamanan
lokal.

n Bangun kemampuan organisasi-organisasi wanita
sehubungan dengan isu-isu kebijakan keamanan
yang meliputi advokasi dan pengawasan.

n Libatkan para wakil dari organisasi-organisasi
wanita sebagai pakar gender dalam dengar
pendapat parlemen atau lakukan pelatihan gender.

OMS-OMS bisa lebih berpengaruh bila berbicara
dengan satu suara. Salah satu contoh pengaruh yang
dapat diberikan suatu jaringan OMS adalah Kelompok
Kerja LSM untuk Perempuan, Perdamaian dan
Keamanan (NGO Working Group on Women, Peace
and Security). Jaringan ini dibentuk pada bulan Mei
2000 oleh 11 organisasi untuk mendukung penerapan
Resolusi Dewan Keamanan PBB untuk perempuan,
perdamaian dan keamanan. Berkat lobi dan aktivitas
intensif Kelompok Kerja ini, Resolusi Dewan
Keamanan PBB Nomor 1325 (UN SCR 1325) diterima
secara aklamasi pada tanggal 31 Oktober 2000. Sejak
saat itu, fokus Kelompok Kerja LSM (NGO Working

Group) telah berubah menjadi mendukung pelak -
sanaan UN SCR 1325 melalui promosi perspektif
gender dan penghormatan HAM dalam semua pra -
karsa perdamaian dan keamanan, pencegahan dan
penanganan konflik, serta pembangunan per damaian
PBB dan negara-negara anggotanya.49

4.5 Pelatihan gender

Pelatihan gender harus diberikan kepada semua aktor
yang terlibat dalam pembuatan kebijakan keamanan
untuk mendukung penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan yang tanggap terhadap gender. Seruan
pelatihan gender bisa berasal dari para pembuat
kebijakan itu sendiri atau dari badan-badan pengawas
seperti parlemen dan OMS. Agar efektif, pelatihan
tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan dan
tugas kelompok masyarakat tertentu, berfokus pada
contoh-contoh praktis, dilengkapi bahan-bahan dan
sumber daya yang relevan, dan dipantau serta
dievaluasi.

Kelompok-kelompok sasaran utama untuk pelatihan
gender di kalangan pembuat kebijakan keamanan
meliputi:

n Staf dari kementerian yang terkait, yang meliputi

Lihat Tool (Alat) mengenai

Pelatihan Gender bagi

Personel Sektor Keamanan

Toolkit RSK dan Gender

Pada pertengahan tahun 2007 Pemerintah Jamaika menerapkan Kebijakan Keamanan Nasional komprehensif – Towards a Secure and Prosperous
Nation (Menuju Negara yang Aman dan Makmur). Kebijakan ini didasarkan pada Buku Hijau Strategi Keamanan Nasional, yang pertama kali diajukan
ke Parlemen pada bulan Januari 2006, dan selanjutnya juga didasarkan pada Buku Putih Strategi Keamanan Nasional. Buku Putih ini disusun setelah
berbagai konsultasi dengan masyarakat dan para stakeholder (pihak yang berkepentingan) Jamaika, termasuk OMS. NSP tersebut disesuaikan
dengan tujuan kebijakan holistik dan sektoral dari pemikiran dan prakarsa RSK saat ini, dan merupakan hasil dari kerja sama antara Pemerintah
Jamaika dan para penasihat Kanada, Inggris dan Amerika Serikat.

Pada mulanya Pemerintah Jamaika berencana melakukan pengkajian ulang pertahanan. Namun demikian, segera disadari bahwa pendekatan yang
lebih menyeluruh diperlukan untuk menghadapi berbagai ancaman potensial yang ada terhadap keamanan nasional, termasuk kejahatan terorganisir,
kekerasan geng, masalah sosio-ekonomi dan bencana lingkungan. Konsultasi berbasis luas dilakukan, dengan melibatkan semua lembaga
pemerintahan yang mungkin terkait serta lembaga-lembaga negara dan OMS, termasuk kelompok-kelompok wanita.

Hasilnya adalah kebijakan keamanan nasional yang melibatkan semua lembaga keamanan dan peradilan utama termasuk angkatan bersenjata,
kepolisian, Kementerian Kehakiman dan stakeholder (pihak yang berkepentingan) bukan negara. Kebijakan ini memadukan kebijakan, tujuan dan
tanggung jawab utama keamanan negara ke dalam suatu rencana induk keseluruhan untuk pelaksanaan ‘Visi Nasional’ Jamaika. NSP tersebut
menguraikan kombinasi penggunaan instrumen politik, ekonomi, sosial, informasi dan keamanan untuk meningkatkan keamanan dan keadilan.
Kebijakan tersebut menjelaskan kerangka institusi di mana angkatan bersenjata dan lembaga-lembaga sipil negara akan mengoordinasikan kegiatan
mereka untuk menciptakan jaringan keamanan yang terpadu dan kohesif untuk mengamankan kepentingan nasional. Kebijakan ini juga membahas
peran dan tanggung jawab sektor publik dan swasta yang saling melengkapi, dan juga OMS.

Dengan judul ‘The Effects of Violence on Communities’ (Dampak Kekerasan terhadap Masyarakat), NSP tersebut menyerukan perhatian lebih besar
terhadap individu, masyarakat dan negara. Dalam kebijakan tersebut dikatakan, ‘Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu dari bentuk
kekerasan yang lebih lazim dan umum yang meresahkan masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga mempengaruhi pola umum kejahatan dan
kekerasan karena dampak negatifnya terhadap struktur sosial dan perannya dalam memasyarakatkan penggunaan kekerasan di kalangan pemuda
sebagai cara menyelesaikan perselisihan. Wanita dan anak-anak secara tidak sebanding berisiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga.’

Setelah persetujuan NSP tersebut, tantangan berikutnya adalah pelaksanaannya. Sebuah National Security Strategy Implementation Unit (Satuan
Pelaksanaan Strategi Keamanan Nasional) telah dibentuk, yang bekerja atas nama National Security Council (Dewan Keamanan Nasional). Satuan
ini bertugas mengoordinasikan tugas kementerian-kementerian yang terkait.
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kementerian pertahanan, kementerian dalam
negeri, dan kementerian luar negeri.

n Para anggota Dewan Keamanan Nasional (NSC,
National Security Council).

n Para anggota parlemen di komite pertahanan dan
keamanan dan staf mereka.

n Para anggota dewan keamanan masyarakat lokal
atau forum kepolisian masyarakat.

n OMS yang menangani kebijakan keamanan.

Berbagai aktor dapat memberikan pelatihan gender,
mulai dari OMS yang memiliki keahlian khusus di
daerah tersebut sampai para pakar gender
pemerintah. Topik-topik potensial untuk pelatihan
gender meliputi:

n Kebutuhan keamanan pria, wanita, anak lelaki dan
anak perempuan yang berbeda.

n Penurunan kasus diskriminasi, pelecehan seksual
dan GBV oleh personel sektor keamanan.

n Strategi penghapusan GBV.

n Kerangka legal dan normatif internasional, regional
dan nasional yang menekankan hak-hak dan akses
setara pria dan wanita.

n Peningkatan perekrutan, retensi dan kemajuan
wanita di lembaga-lembaga sektor keamanan.

n Mekanisme untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat sipil, termasuk organisasi wanita, dalam
proses pembuatan kebijakan keamanan.

n Penilaian dampak kebijakan gender.

n Analisis anggaran gender.

Bersama dengan pelatihan khusus mengenai isu
gender, topik-topik gender dapat dipadukan ke dalam
pelatihan yang berfokus pada isu keamanan. Pilihan
terakhir ini dapat menjadi pendekatan yang lebih
efektif dalam memasyarakatkan pentingnya gender di
kalangan aktor di sektor keamanan. Misalnya, untuk
membangun kemampuan para anggota parlemen
mengawasi proses pembuatan kebijakan keamanan,
pelatihan mengenai analisis strategis dan perumusan
kebijakan, dan juga mengenai pengawasan parlemen
atas sektor keamanan, diperlukan.51

4.6 Penilaian, pemantauan dan
evaluasi

Proses penilaian dan pemantauan serta evaluasi
(M&E) yang komprehensif membantu menjamin agar
kebijakan keamanan memenuhi kebutuhan pria,
wanita, anak perempuan dan anak lelaki dan agar
proses perumusan dan pelaksanaannya mencapai
tujuan yang telah diidentifikasi. Isu-isu gender dapat
dipadukan ke dalam kerangka penilaian dan M&E
keamanan yang sudah ada, atau audit gender dan
penilaian dampak khusus dapat dilakukan (atau
keduanya). Proses ini harus dilakukan sebagai bagian
dari proses pembuatan kebijakan keamanan resmi tapi

dapat juga digunakan sebagai tool (alat) untuk
pengawasan oleh parlemen dan OMS.

Penilaian dampak gender

Penilaian dampak gender dari kebijakan keamanan
membantu menentukan dampak potensial atau
dampak yang sudah ada dari kebijakan keamanan
terhadap pria, wanita, anak perempuan dan anak lelaki
(lihat Kotak 11). Walaupun lebih baik melakukan
penilaian ketika kebijakan masih dalam bentuk
rancangan dan perubahan dapat dilakukan, penilaian
ini bisa juga menjadi tool (alat) yang berguna untuk
menentukan apakah diperlukan revisi atas kebijakan
tersebut.

Analisis gender dan sosioekonomi 

Analisis gender dan sosioekonomi (GSE) yang
disesuaikan bisa juga digunakan, baik dalam
menyusun kebijakan keamanan maupun sebagai
instrumen penting untuk memantau dan mengevaluasi
pelaksanaannya. Melalui analisis gender, peran dan
hubungan gender yang sudah ada dipahami dengan
lebih baik, khususnya perbedaan dalam kegiatan,
akses atas sumber daya dan pembuatan keputusan,
dan hambatan ekonomi, sosial, politik dan hambatan
lainnya yang dihadapi wanita dan pria. 

Analisis GSE mempertimbangkan berbagai tantangan
yang dialami ketika gender berkaitan dengan
ketidaksetaraan lainnya yang dihadapi wanita dan pria
seperti kelas, etnis, budaya dan agama. Karena itu,
analisis GSE yang diterapkan selama penyusunan dan
pelaksanaan NSP dan kebijakan keamanan lainnya
dapat membantu menjamin efektivitas kebijakan
tersebut bagi semua anggota suatu lembaga, negara
atau masyarakat.

Kotak 12 menampilkan daftar bidang-bidang yang
harus dipertimbangkan saat menilai kebutuhan
keamanan.

Analisis anggaran gender

Analisis anggaran bisa menjadi instrumen efektif yang
dapat digunakan lembaga-lembaga pengawasan pada
tahap penyusunan serta pemantauan dan evaluasi
(M&E) kebijakan keamanan. Walaupun biasanya
parlemen yang memelopori seruan bagi dilakukannya
analisis anggaran gender sebagai bagian dari
pembukaan debat mengenai bagaimana
membelanjakan pendapatan negara, OMS bisa juga
memprakarsai analisis anggaran gender. Analisis
anggaran gender dapat menentukan apakah
pendanaan yang memadai dialokasikan untuk
menangani kebutuhan dan prioritas keamanan dan
keadilan pria, wanita, anak perempuan dan anak lelaki
yang berbeda. 

Pertanyaan-pertanyaan penting yang harus diajukan
sebagai bagian dari analisis anggaran gender atas

Lihat Tool (Alat) mengenai

Penilaian, Pemantauan dan

Evaluasi RSK dan Gender
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Toolkit RSK dan Gender

Langkah: Pertanyaan yang diajukan:

Langkah 1: 

Definisikan isu dan
sasaran

n Apa yang ingin dicapai kebijakan tersebut, dan siapa yang mendapatkan manfaatnya?

n Apakah kebijakan tersebut memenuhi kebutuhan keamanan pria, wanita, anak lelaki dan anak perempuan yang berbeda?
Apakah kebijakan tersebut menangani isu-isu GBV, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan manusia?
Apakah kebijakan tersebut memasukkan langkah pencegahannya?

n Apakah penekanannya pada keamanan nasional atau keamanan manusia?

n Apakah kebijakan tersebut sesuai dengan mandat internasional, regional dan nasional mengenai isu gender?

n Apakah kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender atau menghapus hambatan dan, bila
demikian, apakah harus ada suatu tujuan kesetaraan gender?

n Apakah kebijakan tersebut menggunakan bahasa yang spesifik gender dan peka terhadap gender?

n Apa pendapat para pria dan wanita, termasuk OMS gender/wanita atau Kementerian Urusan Wanita, mengenai isu
tersebut dan hasilnya?  

Langkah 2: 

Kumpulkan data

n Bagaimana berkonsultasi dengan para stakeholder (pihak yang berkepentingan) dan kelompok-kelompok wanita dan
pria?

n Apakah organisasi-organisasi yang mewakili benar-benar menyampaikan suara para pria dan wanita yang diperkirakan
akan mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut? Bila tidak, apa strategi untuk menjangkau mereka?

n Bagaimana komposisi gender dari masyarakat yang terdampak oleh kebijakan tersebut?

n Bagaimana data dan informasi statistik dikumpulkan menurut jenis kelamin, etnis, kecacatan, usia, agama dan orientasi
seksual?

n Apa informasi lain selain dari data yang dipisahkan menurut jenis kelamin yang diperlukan untuk memahami isu tersebut?

n Apa risiko konsultasi dini – bagaimana menangani harapan dan kepentingan yang berbeda?

Langkah 3: 

Susun pilihan

n Bagaimana dampak positif atau negatif dari rekomendasi atau setiap pilihan terhadap wanita dan pria?

n Apakah rekomendasi atau setiap pilihan mendukung atau menentang persepsi tradisional atau terstéréotip mengenai
wanita dan pria?

n Pilihan mana yang memberi pilihan nyata dan peluang bagi pria dan wanita untuk mencapai potensi penuh mereka dalam
masyarakat?

n Apakah ada keharusan untuk mempertimbangkan langkah peredaan bila akan timbul dampak negatif terhadap salah
satu kelompok masyarakat, dan apa tindakan yang dapat diambil untuk mengurangi dampak tersebut atau untuk
menciptakan suatu kebijakan yang lebih seimbang gender?

Langkah 4: 

Komunikasikan

n Pesan apa yang perlu dikomunikasikan?

n Bagaimana pesan tersebut akan menjangkau kelompok-kelompok wanita dan pria yang berbeda?

n Apakah pendekatan yang terpisah diperlukan?

n Bagaimana kebijakan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah terhadap kesetaraan dan apakah pesan khusus
mengenai kesetaraan harus dimasukkan dalam kebijakan tersebut?

n Apakah bahasa, simbol dan contoh yang peka terhadap gender digunakan dalam bahan-bahan yang mengkomunikasikan
kebijakan tersebut?

n Bagaimana Anda akan berkomunikasi dengan para wanita dan pria yang menggunakan bahasa lain atau yang buta
huruf?

Langkah 5: 

Laksanakan

n Apakah kebijakan atau layanan tersebut akan dialami atau diakses dengan cara yang berbeda oleh wanita atau pria,
dan apakah perbedaan tersebut akan dipengaruhi oleh etnis, kecacatan, usia, agama atau orientasi seksual? Rencana
apa yang diterapkan untuk menjangkau mereka yang mungkin terpinggirkan?

n Apakah layanan tersebut dapat diberikan bersama – yaitu, apakah departemen pemerintah lainnya, organisasi-organisasi
lokal, nasional dan internasional dapat membantu memberikan layanan tersebut kepada para wanita dan pria yang
menjadi sasaran?

n Apakah pihak-pihak yang melaksanakan/memberikan kebijakan atau layanan tersebut mewakili keanekaragaman
masyarakat yang dilayaninya? Apakah para wanita dilibatkan juga dalam pelaksanaannya?

n Apakah sumber daya (keuangan dan manusia) khusus dan memadai telah dialokasikan untuk memungkinkan pencapaian
tujuan kesetaraan gender?

n Apakah para pelaksana tanggap terhadap gender dan memahami isu-isu khusus gender?
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kebijakan keamanan:

1. Sampai sejauh mana alokasi umum memberikan
keamanan yang setara bagi wanita, pria, anak lelaki
dan anak perempuan?

2. Sampai sejauh mana anggaran tersebut
menetapkan dana untuk wanita, pria, anak
perempuan atau anak lelaki? (Misalnya, melalui
penyediaan dana (earmarking) untuk program
pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yang
menargetkan pria, atau dukungan bagi para
penyintas perempuan dari perdagangan manusia.)
Apakah alokasi sumber daya cukup untuk
pelaksanaan yang efektif?

3. Sampai sejauh mana anggaran tersebut
menetapkan kegiatan, masukan dan biaya yang
berkaitan dengan gender? (Misalnya, melalui
penyediaan dana untuk pelatihan gender atau
jabatan staf penghubung gender.)

4. Sampai sejauh mana spesialis/penasihat gender
dan organisasi wanita berpartisipasi pada tahap-
tahap dalam putaran anggaran (misalnya,
persiapan, audit)?54

Berdasarkan analisis anggaran, badan-badan
pengawas dapat memberikan masukan dalam diskusi
dengan:

n Mengadakan debat di media.

n Menerbitkan buku kerangka anggaran.

n Menyediakan laporan bagi para anggota parlemen,
terutama anggota parlemen yang menjadi anggota
komite pertahanan, keamanan dan anggaran.

n Memberikan bantuan teknis kepada para anggota
parlemen dalam menganalisis alokasi yang
diusulkan untuk sektor keamanan. Ini dapat
dilakukan melalui pelatihan atau melalui kegiatan
advokasi OMS. 
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Langkah 6: 

Pantau

n Apakah penerima manfaat wanita dan pria sama-sama berpartisipasi dalam proses pemantauan?

n Apakah persyaratan pemantauan mencakup langkah untuk mencapai kesetaraan gender, langkah untuk mencapai
kepuasan pelanggan dan apakah persyaratan tersebut mengungkapkan sampai sejauh mana kebijakan tersebut berhasil
menangani kebutuhan wanita dan pria yang berbeda?

n Bagaimana organisasi-organisasi eksternal yang mewakili kelompok yang berbeda dalam masyarakat dapat membantu
memantau hasil kebijakan tersebut?

n Apakah ada langkah-langkah yang diambil untuk memprakarsai penyelidikan atau untuk mengubah kebijakan tersebut
bila kebijakan tersebut tidak mencapai tujuan kesetaraan gender yang didefinisikan pada permulaan proyek atau
kesetaraan peluang bagi wanita atau pria?

Langkah 7: 

Evaluasi

n Apakah kebijakan tersebut mempromosikan dan mencapai kesetaraan peluang bagi wanita dan pria? Apakah tujuan
untuk wanita dan pria telah tercapai?

n Apakah salah satu kelompok mendapatkan manfaat yang lebih besar daripada kelompok yang lain – kalau demikian,
bagaimana menangani ketidakseimbangan tersebut? Apakah masukan dialokasikan secara adil?

n Apa dampak umumnya terhadap status dan taraf hidup wanita dan pria?

n Apakah proses tersebut melibatkan wanita dan pria? Apakah proses tersebut meminta dan menghargai pandangan
mereka secara setara?

n Apakah ada kebutuhan pengumpulan data tambahan dan apakah sasaran dan indikator harus disesuaikan dengan
pengalaman?

n Pelajaran apa yang didapat untuk memperbaiki kebijakan dan layanan di masa yang akan datang, siapa yang perlu diberi
tahu dan bagaimana menyampaikan informasi tersebut? 

Data statistik yang
dipisahkan

Pengumpulan dan analisis data menurut kategori (misalnya, jenis kelamin dan etnis)
untuk mengidentifikasi kesenjangan keamanan/sosio-ekonomi dan pola diskriminasi
dalam situasi tertentu, seperti kesenjangan wanita dan pria, atau antara wanita dan pria
dari etnis yang berbeda. Data ini akan membantu mengidentifikasi kebutuhan dan
prioritas keamanan kelompok yang berbeda dalam masyarakat, dan membantu
menentukan fokus kebijakan keamanan.

Penilaian kebutuhan
praktis

Pengukuran kebutuhan keamanan mendesak wanita dan pria yang muncul akibat status
mereka dalam masyarakat. 

Penilaian kebutuhan
strategis

Evaluasi kebutuhan wanita dan pria yang lebih umum, termasuk risiko ketidakamanan
yang berkaitan dengan perundungan-undangan yang tidak memadai atau kurangnya
peluang kerja. 
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5Memadukan gender ke
dalam kebijakan keamanan
dalam konteks khusus

Bagian ini menguraikan beberapa cara utama untuk
memadukan gender ke dalam pembuatan kebijakan
keamanan nasional di negara-negara pasca-konflik,
negara-negara berkembang, negara-negara yang
masih dalam masa transisi dan negara-negara maju.
Namun demikian, harus diingat bahwa tidak ada model
‘yang berlaku untuk semua’ (‘one size fits all’) untuk
membuat kebijakan keamanan dalam konteks yang
berbeda. Kondisi setiap negara mempengaruhi
konteks keamanan dan proses pembuatan
kebijakannya, dan bila konteks politik, ekonomi dan
sosial khusus tidak dipertimbangkan, kebijakan
mungkin akan gagal (lihat Tabel 1).

Aktor eksternal utama Aktor
pembangunan/keuangan: lembaga donor multilateral
(misalnya, OECD, UNDP, Bank Dunia); lembaga donor
bilateral; aktor bukan negara. Aktor keamanan:
internasional (misalnya, EU, NATO, OSCE);
pemerintah; aktor bukan negara (misalnya, LSM
internasional, agen militer swasta). Aktor
keamanan: pasukan intervensi; pasukan pemelihara
perdamaian di bawah bantuan internasional; aktor
bukan negara (misalnya, agen militer swasta).
Biasanya tidak ada. 

5.1 Negara-negara pasca-konflik

Di banyak negara yang terdampak konflik, pada
mulanya para aktor dan lembaga yang diperlukan
untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan
keamanan mungkin tidak ada. Sektor keamanan,
khususnya angkatan bersenjata, sering memiliki
kekuasaan melebihi undang-undang. Bukannya
melayani penduduk, para aktor sektor keamanan
sering digunakan oleh negara untuk menindas segala
bentuk penentangan dan meningkatkan militerisasi
masyarakat. Di sebagian negara, militer yang kuat
membuat pemerintahan sipil jadi tidak stabil. Di negara
lainnya, sektor keamanan mendapat alokasi anggaran
nasional yang tidak memadai, sehingga mengalihkan
sumber daya pembangunan menjadi pengeluaran
militer. Dalam keadaan seperti ini besar kemungkinan
penentangan terhadap pembenahan sangat kuat. 

Dalam pembangunan kembali dan transformasi suatu
negara pasca-konflik, RSK menjadi prioritas utama.
Kebijakan keamanan akan menjadi landasan penting
bagi strukturisasi proses ini. Misalnya, strategi
keamanan nasional telah dan tetap menjadi landasan
dalam proses RSK di Sierra Leone. Walaupun banyak
waktu dan sumber daya yang biasanya diperlukan
agar pembenahan berakar kuat, konteks pasca-konflik
memberikan peluang untuk merundingkan kembali
peran dan tanggung jawab aktor negara dan bukan

negara melalui proses pembuatan kebijakan.

Tantangan dalam memadukan isu gender meliputi:

n Lembaga dan infrastruktur negara mungkin sudah
runtuh atau sangat lemah. Karena itu, kemampuan
dan sumber daya keuangan mungkin terbatas untuk
melakukan proses konsultasi, sehingga
menghambat usaha memasukkan perspektif gender
dalam pembuatan kebijakan. 

n Tingkat pendidikan yang umumnya rendah dan
kurangnya keahlian teknis menjadi penghambat
keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan
kebijakan, sehingga berdampak terhadap para
wanita dan kelompok etnis tertentu khususnya.

n Lembaga eksekutif dan lembaga keamanan sering
menganggap OMS sebagai lawan politik, dan
karena itu enggan bekerja sama dengan mereka,
sehingga menimbulkan hambatan terhadap usaha
memasukkan perspektif dari kelompok-kelompok
wanita, misalnya.

n Mungkin timbul penentangan di kalangan personel
di lembaga-lembaga sektor keamanan yang sedang
dibangun kembali, di lembaga eksekutif, dan di
kalangan politisi secara umum terhadap usaha
memusatkan perhatian pada gender dalam
pembuatan kebijakan bila terjadi kekurangan
sumber daya pokok dan timbul persepsi bahwa isu
yang lebih mendesak harus ditangani. 

n Bila bekerja di negara yang sangat miskin, perlu
dipastikan agar prakarsa gender yang diamanatkan
dalam perundang-undangan dan kebijakan
berkelanjutan dan masuk akal secara finansial. 

n Perundang-undangan dan kebijakan sering tidak
dilaksanakan setelah dibuat (khususnya bila
didorong oleh aktor-aktor eksternal).

!!
Kiat/rekomendasi pemaduan gender ke dalam
pembuatan kebijakan keamanan di negara-ne-
gara pasca-konflik

n Perjanjian perdamaian: Bila RSK disebutkan dalam
suatu perjanjian perdamaian, rujukan yang jelas
harus dibuat mengenai maksud perancangan suatu
NSP yang tanggap terhadap gender. 

n Dialog nasional: Dalam konteks pasca-konflik di
mana tidak ada visi keamanan yang satu yang
dapat menjadi landasan NSP, memulai suatu dialog
nasional yang komprehensif mengenai keamanan
yang melibatkan fokus pada isu-isu gender akan
sangat bermanfaat.

n Konsultasi pedesaan: Perbedaan desa-kota di
negara-negara pasca-konflik biasanya cukup besar,
dan keterlibatan serta kebutuhan pria dan wanita di
luar ibu kota perlu perhatian khusus. 

n Komitmen: Dukungan lembaga donor atas
penyusunan kebijakan keamanan yang inklusif
sangat penting karena sumber daya yang biasanya
kurang dalam konteks pasca-konflik. Penyusunan
dan publikasi kebijakan keamanan yang tanggap
terhadap gender akan membantu pemerintah yang
sedang berkuasa menunjukkan komitmen politik
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untuk menangani isu-isu keamanan dan keadilan
dalam konteks pasca-konflik. 

n Pemilikan lokal: Walaupun pemilikan lokal telah
menjadi istilah umum, istilah ini masih sama dengan
legitimasi dan keberlanjutan jangka panjang
kebijakan yang sedang disusun. NSP yang peka
terhadap gender hanya mungkin dihasilkan bila

dibentuk, didorong dan dilaksanakan oleh para
aktor lokal, baik pria maupun wanita.

n Mengakui GBV dalam pembuatan kebijakan: Dalam
banyak konflik, GBV digunakan sebagai strategi
terhadap orang sipil, dan akibat dari konflik adalah
meningkatnya kasus GBV, misalnya dalam bentuk
kekerasan dalam rumah tangga. Pria dan wanita

Pembuatan Kebijakan Keamananan Nasional dan Gender
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Negara berkembang Negara masa transisi Negara pasca-konflik Negara maju

Kriteria
utama

Tingkat perkembangan
ekonomi.

Sifat sistem politik. Situasi keamanan
khusus.

Kemauan politik. 

Tantangan
utama

Kurangnya
pembangunan.

Belanja militer yang
berlebihan; sektor
keamanan yang
kurang dikelola/ditata
dengan baik
menyebabkan
penyediaan keamanan
yang tidak efektif,
sehingga sumber daya
langka tidak
digunakan untuk
pembangunan.

Kurangnya demokrasi.

Kompleks industri
militer terlalu besar dan
terlalu banyak
menghabiskan sumber
daya; negara kuat, tapi
lembaga masyarakat
sipil lemah; kelemahan
dalam pelaksanaan
RSK.

Kurangnya keamanan
dan demokrasi.
Lembaga pemerintah
dan masyarakat sipil
runtuh; penduduk
terusir dari kampung
halamannya; privatisasi
keamanan; mungkin
terdapat kantong-
kantong perlawanan
bersenjata;
melimpahnya senjata
kecil dan ranjau anti-
personel. 

Kemauan politik.
Kadang-kadang
angkatan bersenjata
relatif terlalu besar
dan terlalu banyak
menghabiskan
sumber daya.

Kemungkin
an
melakukan
RSK

Bermacam-macam
(tergantung pada
komitmen politik
terhadap
pembenahan,
kekuatan lembaga
negara, peran dan
keadaan pasukan
keamanan, lingkungan
keamanan regional,
pendekatan lembaga
donor terhadap RSK,
dll.).

Cukup baik (lembaga
negara kuat, pasukan
keamanan profesional,
proses demokratisasi
yang lebih menyeluruh),
bahkan lebih baik bila
tersedia insentif
eksternal (misalnya,
penerimaan sebagai
anggota EU atau
NATO).

Cukup rendah
(lembaga negara lemah
dan saling
bertentangan,
privatisasi keamanan,
ketergantungan pada
pasukan
pendukung/intervensi
perdamaian).

Bermacam-macam
(tergantung pada
komitmen politik
terhadap
pembenahan, dan
kekuatan relatif
kompleks industri-
militer); lembaga
negara dan
masyarakat OMS
kuat , tapi hubungan
di antara keduanya
tidak erat.

Proses
pembenaha
n umum

Transisi dari negara
yang ekonominya
masih terbelakang
menuju negara yang
ekonominya maju.

Transisi dari sistem
otoriter ke sistem
demokrasi.

Transisi dari konflik
yang kejam menuju
perdamaian.

Respons terhadap
perubahan di
lingkungan
keamanan.

Sifat
keterlibatan
eksternal

Bantuan
pembangunan disertai
dengan syarat politik.

Penerimaan sebagai
anggota lembaga
multilateral sebagai
insentif pembenahan.

Intervensi/pendudukan
militer; umumnya
operasi dukungan
perdamaian pimpinan
PBB.

Biasanya tidak ada.

Aktor
eksternal
utama

Aktor
pembangunan/keuang
an: lembaga donor
multilateral (misalnya,
OECD, UNDP, Bank
Dunia); lembaga donor
bilateral; aktor bukan
negara.

Aktor keamanan:
internasional (misalnya,
EU, NATO, OSCE);
pemerintah; aktor bukan
negara (misalnya, LSM
internasional, agen
militer swasta).

Aktor keamanan:
pasukan intervensi;
pasukan pemelihara
perdamaian di bawah
bantuan internasional;
aktor bukan negara
(misalnya, agen militer
swasta).

Biasanya tidak ada. 
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perlu berpartisipasi dengan landasan yang setara
dalam mendefinisikan kebutuhan keamanan
mereka sendiri dalam proses pembuatan kebijakan. 

n Wanita yang memegang jabatan resmi: Tingkatkan
partisipasi wanita dengan mendukung pengang-
katan wanita untuk jabatan tingkat atas atau dengan
menetapkan target atau kuota strategis. Perkuat
juga kemampuan wanita yang memegang jabatan
resmi untuk meningkatkan pemahaman mereka
mengenai isu keamanan dan menjamin agar
mereka memadukan isu-isu gender dan bertemu
dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil.

5.2 Negara-negara dalam masa
transisi dan negara-negara
berkembang

Negara-negara yang masih dalam masa transisi dan
negara-negara berkembang menerapkan berbagai
bentuk pemerintahan yang sangat berbeda dalam
kemampuan sosio-ekonomi, teknik dan sumber daya
manusia. Misalnya, walalupun Bulgaria dan Ukraina
telah menyusun NSP, hal ini belum terjadi di banyak
negara berkembang. Sedangkan, negara-negara yang
masih dalam masa transisi dan negara-negara
berkembang menghadapi tantangan dan isu tertentu
yang serupa dalam menyusun kebijakan keamanan
yang meliputi:

n Kurangnya keahlian – dan kadang-kadang
keterpaduan politik dan sosial – untuk menangani
masalah organisasi, manajemen, perencanaan,
keuangan dan kebijakan. 

n Korupsi

n Tantangan regulasi perusahaan-perusahaan

keamanan swasta

Negara-negara dalam masa transisi

Di sebagian negara demokrasi yang masih dalam
masa transisi, yang kadang-kadang dinamakan
negara-negara pasca-otoriter, kemampuan teknis
untuk melakukan RSK mungkin signifikan, dan
prioritas utamanya adalah membangun struktur
pemerintahan yang bertanggung jawab, sah dan
transparan sehubungan dengan penyediaan keadilan.
Tantangan mungkin tetap ada, seperti warisan sistem
otoriter, rezim kriminal dan/atau korup, dan oknum
aparat keamanan yang tidak bertanggung jawab. Atau
mungkin terjadi penentangan birokratis yang kuat
terhadap usaha membangun pengawasan pemerintah
dan parlemen atas para aktor keamanan, dan
mengizinkan OMS memainkan peran pengawasan. Di
banyak negara bekas Uni Soviet serta Eropa Timur
dan Tengah, isu etnis memainkan peran penting di
lembaga-lembaga keamanan. Karena itu, sebagian
besar kebijakan mungkin harus diubah serentak;
perubahan ini mungkin merupakan perubahan besar. 

Dalam konteks Euro-Atlantik, insentif keanggotaan EU
dan NATO memainkan peran penting dalam membuka
sistem politik bagi penyelidikan eksternal. NATO
memberikan perhatian besar pada lingkungan
keamanan eksternal, termasuk pembenahan angkatan
bersenjata dan pertahanan. Pada gilirannya, EU
memusatkan perhatian pada berbagai aspek dari RSK
internal, termasuk perpolisian dan manajemen
perbatasan, dan memainkan peran penting dalam
memperluas perdebatan mengenai RSK. 

Negara-negara berkembang

Seperti di negara-negara yang masih dalam masa

Toolkit RSK dan Gender

Dalam sebuah laporan yang dibuat oleh Jaringan Komite Bantuan Pembangunan untuk Konflik, Perdamaian dan
Kerja Sama Pembangunan (Development Assistance Committee Network on Conflict, Peace and Development
Cooperation) OECD, dikatakan bahwa kelompok-kelompok wanita memperlihatkan fleksibilitas yang nyata
dalam menghadapi situasi yang berubah dan memburuk. Di Nepal, para penyedia keadilan informal, yang
umumnya pria, terusir dari kampung halamannya akibat konflik dan dalam banyak kasus digantikan oleh
kelompok-kelompok wanita. Dalam kasus Guatemala dan Somalia, para wanita memelopori gerakan
perdamaian. Hal ini juga terjadi dalam kasus Mano River Union (Guinea, Liberia dan Sierra Leone) di mana
sebuah jaringan sub-regional wanita berhasil mendorong terlaksananya pembicaraan trilateral di antara para
presiden ketiga negara tersebut. Jaringan ini juga berhasil melobi para perunding perdamaian untuk menjamin
pemasukan isu-isu wanita dalam persetujuan perdamaian Liberia. 

Anehnya, lingkungan yang memburuk dapat memberikan peluang khas bagi lembaga donor – dan para aktor
negara betapa pun rapuhnya – untuk memperkuat hak-hak wanita dengan mendukung partisipasi mereka di
lembaga-lembaga peradilan bukan negara. Laporan tersebut selanjutnya menyatakan bahwa usaha-usaha
harus dilakukan untuk mendorong pencatatan dan pendaftaran persengketaan yang ditangani dalam sistem
peradilan bukan negara karena para wanita dalam konteks ini nampaknya lebih teliti daripada pria dalam
membuat catatan. Dalam jangka pendek sampai menengah, ini akan menjadi langkah pertama yang sangat
penting dalam menciptakan hubungan antara sistem bukan negara dan sistem negara.

Karena alasan bahwa kelompok-kelompok wanita akhirnya memainkan peran penting dalam penyediaan
keadilan selama dan segera setelah berakhirnya konflik, pandangan dan pengalaman mereka perlu
dipertimbangkan saat/bila menyusun suatu rencana keamanan nasional.

Kotak 13 Kelompok-kelompok wanita di negara-negara yang rapuh pasca-konflik56
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transisi, terdapat tantangan signifikan dalam sistem
politik negara-negara berkembang, yang meliputi
warisan pemerintahan militer atau otoriter, dan
penentangan birokratis yang kuat terhadap usaha
membangun pengawasan pemerintah dan parlemen.
Selain itu, OMS jarang dianggap sebagai mitra, tapi
lebih dianggap sebagai kelompok oposisi bagi negara. 

Karena peran tertentu lembaga-lembaga negara di
banyak negara berkembang, pemilikan lokal proses
pembenahan sangat penting. Pembuatan kebijakan
yang didorong oleh lembaga-lembaga donor akhirnya
dapat menghambat pemilikan proses tersebut oleh
pemerintah penduduk penerima. Hal ini sering terjadi
bila penerimaan bantuan disyaratkan dengan
pencapaian tahap pembenahan tertentu atau pengu -
muman kebijakan yang akan dilaksanakan oleh
berbagai lembaga. Meskipun begitu, lembaga-
lembaga donor memainkan peran penting dalam
memberikan saran mengenai bagaimana menjamin
partisipasi semua kelompok masyarakat yang
terdampak oleh kebijakan tersebut dalam proses
pembuatan kebijakan. Dalam konteks ini, gender
dapat dipromosikan sebagai komponen utama dalam
proses pembuatan kebijakan. 

Di banyak negara berkembang, sebagaimana dalam
konteks pasca-konflik, para aktor bukan negara
merupakan penyedia utama keamanan dan keadilan,
dan berhubungan dengan sistem negara formal. Ini
bisa meliputi pengadilan tradisional, layanan paralegal
dan satuan-satuan pertahanan lokal. Pembuatan
kebijakan keamanan harus menekankan bagaimana
mengelola kekuasaan, bagaimana memberikan la -
yanan, dan apa legitimasinya di mata pria dan wanita. 

Tantangan dalam memadukan isu gender di negara-
negara transisi dan negara-negara berkembang
meliputi:

n Di negara-negara yang masih dalam masa transisi,
para elit yang berkuasa sering merupakan orang-
orang yang berkuasa pada masa pemerintahan
otoriter, dan karena itu mungkin menjadi kelompok
yang paling menentang perubahan.

n Peran sah OMS untuk berpartisipasi dalam proses
pem buatan kebijakan keamanan mungkin diten -
tang, yang dapat menimbulkan hambatan bagi
pe masukan perspektif gender, dan perbedaan di
antara kebutuhan yang berbeda dari kelompok yang
berbeda dalam masyarakat. 

n Lembaga-lembaga donor yang tidak mem per tim -
bangkan gender dalam saran yang mereka be ri kan
kepada negara-negara berkembang mung kin tanpa
disadari semakin memperkuat pe  nga baian pers pek -
tif gender dalam proses pem buatan kebijakan. 

!!
Kiat/rekomendasi dalam memadukan gender ke
dalam pembuatan kebijakan keamanan di negara-
negara transisi dan negara-negara berkembang:

Pembangunan kemampuan: Di negara-negara yang
ma sih dalam masa transisi dan negara-negara
berkem bang, lembaga-lembaga negara mungkin
sudah ada, tapi transformasinya menuju lembaga-

lembaga yang bertanggung jawab dan demokratis
merupakan usaha yang sulit dan memerlukan waktu
lama. Transformasi ini memerlukan komitmen lembaga
eksekutif dan, dalam sebagian kasus, dukungan dari
masyarakat internasional. Pembangunan kemampuan
mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan gender
harus berlangsung di berbagai tingkat:

n Eksekutif: Pastikan agar para pejabat senior seperti
Kepala Negara dan para menteri menyadari
kebijakan dan komitmen internasional dan nasional
berkaitan dengan kesetaraan gender dan HAM.
Para aktor eksternal yang terpercaya dapat
membantu.

n Parlemen: Komite-komite parlemen di negara-
negara yang masih dalam masa transisi dan
negara-negara berkembang kekurangan keahlian
berkaitan dengan masalah teknis isu keamanan dan
pertahanan serta anggaran militer, apalagi
bagaimana hubungannya dengan isu-isu gender.

n Masyarakat sipil: Di negara-negara yang masih
dalam masa transisi dan negara-negara berkem -
bang di mana lembaga politiknya lemah dan sektor
keamanan kuat, para politisi di lembaga eksekutif
dan parlemen mungkin mengandalkan dukungan
eksplisit atau implisit badan-badan keamanan.
Karena itu, mereka mungkin meng hindari
pembenahan yang substansial karena khawatir
akan menimbulkan kudeta. Karena itu, dalam
jangka pendek sampai jangka menengah,
pembangunan kemampuan OMS untuk mengawasi
tindakan para aktor keamanan dan sensitivitas
mereka terhadap masalah gender dapat menjadi
mekanisme pengawasan yang paling efisien.
Sebagai bagian dari badan pengawasan atas sektor
keamanan, walaupun OMS kurang memahami
masalah-masalah teknis yang berkaitan dengan
pertahanan dan keamanan, mereka masih dapat
memainkan peran penting berkaitan dengan
keterwakilan para pria dan wanita biasa.

5.3 Negara-negara maju

Negara-negara maju seperti Inggris dan Amerika
Serikat semakin berpandangan bahwa ancaman
paling langsung terhadap keamanan nasional mereka
merupakan masalah yang dapat dipisahkan dari
kesejahteraan dan stabilitas masyarakat, seperti yang
tergambar pada NSP mereka dan kebijakan ke aman -
an lainnya. Namun demikian, keamanan na  si onal tetap
berkisar pada masalah makro-po litik/ keamanan.
Amerika Serikat mendefinisikan ancaman keamanan
nasionalnya sebagai pengem bangan dan penyebaran
senjata pemusnah massal, penggunaan peluru kendali
melawan Amerika Serikat, dan bencana alam. Begitu
pula, masalah keamanan nasional utama bagi Inggris
secara umum diidentifikasi sebagai terorisme,
spionase, dampak negara-negara yang lemah ter -
hadap stabilitas global, dan penyebaran senjata
pemusnah massal. Mungkin sulit untuk melihat
dimensi gender dari masalah keamanan nasional pada
tingkat ini. 

Pembuatan Kebijakan Keamananan Nasional dan Gender

23



Pada saat yang sama, pendekatan bergender yang
lebih baik dalam penyusunan prioritas keamanan
nasional di negara-negara maju akan memperluas
perdebatan mengenai apa itu keamanan nasional, dan
yang lebih penting, apa mekanisme respons yang
harus ditetapkan. Sebagaimana yang terjadi sekarang
ini, pria terlalu terwakili di kepolisian, militer, pengawal
perbatasan, lembaga peradilan, pemerintahan dan
lembaga-lembaga sektor keamanan serta badan-
badan pengawasan lainnya di negara-negara maju.
Keterwakilan wanita yang lebih besar di lembaga-
lembaga yang memberikan keamanan dan/atau
lembaga-lembaga yang mengatur lembaga-lembaga
ini dapat mempengaruhi pengertian penyediaan
keamanan di negara-negara maju, dan dengan
demikian juga mempengaruhi proses pembuatan
kebijakan. 

Begitu pula, negara-negara maju – termasuk Inggris
dan Amerika Serikat – berada di garis depan dalam
memberikan saran dan keahlian teknis kepada
negara-negara yang sedang mengalami RSK,
termasuk mengenai NSP dan proses pembuatan
kebijakan keamanan. Peningkatan keahlian gender
dalam tim RSK lembaga donor dapat meningkatkan
responsivitas gender dukungan dan saran mengenai
perumusan kebijakan keamanan. 

Tantangan dalam memadukan isu gender meliputi:

n Kecenderungan memusatkan perhatian pada
ancaman eksternal dan makro-politik terhadap
negara sering dipertahankan dengan mengabaikan
ancaman keamanan internal, yang menimbulkan
dampak berbeda terhadap kelompok-kelompok
yang berbeda dalam masyarakat. 

n Keengganan untuk secara aktif memasukkan
perspektif gender di negara-negara di mana
lembaga eksekutif – dan penduduk secara umum –
beranggapan bahwa kesetaraan gender sudah
tercapai. 

!!
Kiat/rekomendasi dalam memadukan gender
dalam pembuatan kebijakan keamanan di
negara-negara maju:

n Perluas perdebatan mengenai apa itu keamanan
nasional: buka peluang bagi partisipasi masyarakat
dalam mendefinisikan kebutuhan keamanan
nasional. Ini merupakan hal yang perlu dipertim -
bangkan lembaga eksekutif dan didukung oleh
badan-badan pengawasan.

n Debat kebijakan yang inklusif: peralatan teknologi
yang berfungsi dengan baik dan tingkat pendidikan
yang tinggi menjamin berbagai golongan
masyarakat dapat berpartisipasi dalam perdebatan
mengenai keamanan dan pertahanan. Dengan
demikian, peluang gender dapat dipastikan, yang
memerlukan kemauan di pihak lembaga eksekutif
dan parlemen, dan kampanye dukungan oleh OMS.

n Penyusunan kebijakan yang inklusif: negara-negara
maju biasanya ditandai oleh masyarakat sipil yang
aktif, yang meliputi kegiatan tim pakar, akademisi
dan LSM. Namun demikian, biasanya pembuatan
kebijakan pemerintah pusat hanya secara selektif
meminta saran dari ‘pihak luar’. Dengar pendapat

publik akan membuat proses pembuatan kebijakan
menjadi inklusif, dan merupakan titik mula bagi isu-
isu gender.

n Gender sebagai komponen utama bantuan RSK:
kemampuan besar di negara-negara maju untuk
membantu pemerintah lain dalam RSK dan
pembuatan kebijakan yang sesuai harus melibatkan
para pakar dan penasihat gender.
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6 Rekomendasi pokok

1. Prakarsai dialog nasional konsultatif dan
partisipatif mengenai isu-isu keamanan saat
kebijakan keamanan tingkat nasional sedang
diubah atau dirancang. 

2. Lakukan penilaian yang tanggap terhadap
gender atas kebutuhan keamanan tingkat
nasional dan lokal, termasuk kebutuhan dan
sumber daya keamanan pria, wanita, anak
perempuan dan anak lelaki yang berbeda. 

3. Gunakan pendekatan yang komprehensif
terhadap keamanan nasional berkaitan dengan
kebijakan keamanan, yang meliputi ancaman
keamanan eksternal dan internal, seperti GBV. 

4. Bangun kemampuan dan komitmen gender
para pembuat kebijakan keamanan di lembaga
eksekutif, kementerian, parlemen dan partai politik
melalui pelatihan, pendampingan (mentoring),
distribusi informasi dan lobi gender. 

5. Pastikan pengangkatan dan promosi setara pria
dan wanita untuk lembaga-lembaga pembuat
keputusan keamanan seperti Dewan Keamanan
Nasional, dan juga untuk jabatan-jabatan tingkat
senior di kementerian dan lembaga sektor
keamanan.   

6. Libatkan pakar gender di lembaga-lembaga
pembuat keputusan keamanan, misalnya melalui
perwakilan kaukus anggota parlemen wanita atau
kementerian yang bertanggung jawab atas isu-isu
wanita dan gender. 

7. Bentuk badan-badan keamanan partisipatif
lokal untuk memberikan informasi bagi pembuatan
kebijakan keamanan tingkat nasional dan
menjamin pelaksanaan kebijakan keamanan
nasional tingkat lokal melalui audit, rencana dan
kegiatan keamanan yang terkoordinasi. 

8. Alokasikan sumber daya yang memadai,
sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan
keamanan nasional, untuk mencegah, merespons
dan menjatuhkan hukuman secara efektif terhadap
ketidakamanan khusus yang dihadapi wanita, pria,
anak lelaki dan anak perempuan dan mendanai
prakarsa spesifik gender seperti pelatihan gender. 

9. Lakukan pemantauan dan penilaian yang
tanggap terhadap gender atas kebijakan
keamanan nasional, termasuk melalui penilaian
dampak gender atas kebijakan keamanan dan
analisis anggaran gender. 

10. Tentukan mekanisme untuk peningkatan
partisipasi organisasi masyarakat sipil, ter -
masuk organisasi wanita, dalam berbagai
per temuan seperti dengar pendapat parlemen dan
konsultasi yang diadakan Dewan Keamanan
Nasional. 

11. Bangun kemampuan organisasi masyarakat
sipil untuk berpartisipasi secara efektif dalam

proses pembuatan kebijakan keamanan, termasuk
membangun kemampuan teknis organisasi wanita. 

12. Kembangkan jaringan organisasi masyarakat
sipil, termasuk organisasi wanita, dengan me -
nangani isu-isu yang berkaitan dengan keamanan
untuk menjamin pemasukan stra tegis nya ke dalam
pembuatan kebijakan keamanan na sional. 

7Sumber daya tambahan

Contoh kebijakan keamanan nasional

National Security Policy for Jamaica (Kebijakan
Keamanan Nasional Jamaika) – Towards a Secure
and Prosperous Nation (Menuju Negara yang aman
dan Makmur).
http://www.cabinet.gov.jm/docs/pdf/NSS_DOCS/nspan
net.pdf

South Africa’s White Paper on National Defence for
the Republic of South Africa (Buku Putih Afrika
Selatan mengenai Pertahanan Nasional Republik
Afrika Selatan) – Defence in a Democracy
(Pertahanan di sebuah Negara Demokrasi).
http://www.info.gov.za/whitepapers/1995/defence.htm

South Africa’s White Paper on Safety and Security
(Buku Putih Keselamatan dan Keamanan Afrika
Selatan).
http://www.info.gov.za/whitepapers/1998/safety.htm

Romania’s National Security Strategy (Strategi
Keamanan Nasional Rumania).
http://merln.ndu.edu/whitepapers/RomaniaNationalSe
curity.pdf

Doctrine of the Armed Forces of the Slovak Republic
(Doktrin Angkatan Bersenjata Republik Slowakia). 
http://www.arabparliaments.org/publications/legislature
/2007/montreux/slovak-e.pdf

Ireland’s White Paper on Defence (Buku Putih
Pertahanan Irlandia).
http://www.statehouse-sl.org/policies/defence-white-
paper.htm

Sierra Leone’s Defence White Paper (Buku Putih
Pertahanan Sierra Leone). 
http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.pdf

The Uganda Defence Review – Learning from
Experience (Pengkajian Ulang Pertahanan Uganda –
Pelajaran dari Pengalaman).
http://www.ssrnetwork.net/documents/Publications/UD
R/Uganda%20Defence%20-
%20Learning%20From%20Experience.pdf
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The US National Security Strategy (Strategi
Keamanan Nasional Amerika Serikat).
http://www.whitehouse.gov/nsc/nss/2006/

Panduan praktis dan buku pedoman

Organisation for Economic Co-operation and
Development (Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan
Pembangunan), OECD DAC Handbook on Security
System Reform: supporting security and justice
(Buku Pedoman OECD DAC tentang Pembenahan
Sistem Keamanan: mendukung keamanan dan
keadilan), Paris: OECD DAC, 2007.
http://www.oecd.org/dataoecd/43/25/38406485.pdf

Luethold, A., Developing A National Security Policy
(Menyusun Kebijakan Keamanan Nasional),
Presentation (Presentasi), 2007.
http://www.arabparliaments.org/publications/legislature
/2007/montreux/leuthold-e.pdf

South Africa’s Department of Community Safety
(Departemen Keselamatan Masyarakat Afrika
Selatan), Community Police Forum Toolkit (Toolkit
[Paket] Forum Kepolisian Masyarakat), 2003.
http://www.capegateway.gov.za/eng/pubs/public_info/
C/32970

Valasek, K. bersama Nelson, K., Securing Equality,
Engendering Peace: A Guide to Policy and
Planning on Women, Peace and Security
(Mencapai Kesetaraan, Mewujudkan Perdamaian:
Panduan Kebijakan dan Perencanaan mengenai
Wanita, Perdamaian dan Keamanan), UN-
INSTRAW: Santo Domingo, 2006.

Artikel dan laporan online
Bearne, S. et al, National Security Decision-Making
Structures and Security Sector Reform (Struktur
Pembuatan Keputusan Keamanan Nasional dan
Reformasi sektor keamanan), The RAND Corporation,
2005. 
http://www.rand.org/pubs/technical_reports/TR289/
DCAF Backgrounder (Informasi Latar Belakang
DCAF): National Security Policy (Kebijakan Keamanan
Nasional), 2005.
http://www.dcaf.ch/publications/kms/details.cfm?Ing=e
n&id=18417&nav1=4
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Kuatlah pengakuan bahwa reformasi sektor keamanan (RSK) harus memenuhi
ke butuhan keamanan yang berbeda bagi pria, wanita, lelaki dan anak perem puan.
Keterpaduan isu-isu gender juga faktor pokok bagi efektifitas dan a kun tabilitas
sektor keamanan serta pemilikan lokal dan legitimasinya proses RSK.

Catatan Praktis ini memberikan sebuah pengenalan yang singkat mengenai
manfaat dari keterpaduan isu-isu gender dalam reformasi pembuatan kebijakan
keamanan, dan juga informasi yang praktis untuk melakukan pemaduan tersebut.

Mengapa gender penting bagi kebijakan-kebijakan

keamanan nasional?

Pemaduan isu-isu gender ke dalam kebijakan-kebijakan keamanan nasional
meningkatkan keterkaitan dan keberkelanjutan:

Pemilikan lokal melalui proses pembuatan kebijakan partisipatif

n Konsultasi berbasis luas mengenai kebutuhan dan prioritas keamanan yang
meliputi berbagai organisasi masyarakat sipil memperkuat pemilikan lokal,
legitimasi pemerintah dan membantu membangun konsensus nasional
mengenai isu-isu keamanan.  Perspektif-perspektif berbeda yang pokok dapat
dikemukakan organisasi-organisasi wanita dan pria.

Kebijakan keamanan komprehensif untuk menangani kebutuhan keamanan
yang beraneka-ragam

n Mempertimbangan kebutuhan keamanan dan peradilan yang berbeda bagi
wanita, pria, anak perempuan dan anak lelaki menuju kebijakan-kebijakan
keamanan yang lebih komprehensif dan efektif.

n Perhatian pada isu-isu gender dalam kebijakan-kebijakan keamanan nasional
menyoroti pentingnya menangani ancaman keamanan internal yang benar,
seperti kekerasan berbasis gender (GBV).

DAFTAR ISI

Mengapa gender

penting bagi

kebijakan-kebijakan

keamanan nasional?

Bagaimana cara

memadukan gender ke

dalam kebijakan

keamanan?

Tantangan dan

peluang pasca konflik

Pertanyaan-

pertanyaan tentang

perumusan kebijakan

keamanan nasional

Informasi lebih lanjut

Pembuatan Kebijakan

Keamanan Nasioanl dan

Gender

Catatan Praktis 8 Toolkit Gender dan RSK

Geneva Centre for the
Democratic Control of
Armed Forces (DCAF)

1

Catatan praktik ini merupakan bagian dari Toolkit Gender dan RSK..
Dirancang untuk memberikan pengenalan mengenai isu-isu gender bagi para
praktisi RSK dan para pembuat kebijakan, Toolkit ini meliputi 12 alat (tools)
dengan Catatan Praktiknya  – lihat Informasi lebih lanjut..

Gender merujuk pada peran dan hubungan, ciri kepribadian, sikap, perilaku dan
nilai-nilai tertentu yang dihubungkan masyarakat dengan pria dan wanita.  Oleh
karena itu, ‘gender’ merujuk pada perbedaan-perbedaan yang dipelajari antara
pria dan wanita, sedangkan ‘jenis kelamin’ merujuk pada perbedaan biologis
antara pria dan wanita.  Peran gender sangat bervariasi di dalam dan antar -
kebudayaan, dan dapat berubah sepanjang waktu.  Gender tidak hanya me rujuk
pada wanita atau pria tapi juga merujuk pada hubungan di antara mereka.

Kebijakan Keamanan Nasional menentukan pendekatan pemerintah pada
keamanan dan bagaimana cara keamanan diharapkan dicapai.  Kebijakan
tersebut meliputi strategi-strategi dan kebijakan-kebijakan keamanan nasional
yang luas, yang dapat ditunjuk sebagai suatu rencana, visi, strategi, konsep
atau doktrin, dan juga sebagai kebijakan-kebijakan yang khusus lembaga,
seperti Buku Putih Pertahanan.



Non-diskriminasi dalam kebijakan keamanan dan
lembaga sektor keamanan

n Mengurangi kasus diskriminasi oleh personel sektor
ke amanan dapat membangun kepercayaan, me -
ningkat kan legitimasi dan memperbaiki pem berian
keamanan dan keadilan. Kebijakan ke   a  manan dapat
me  netapkan peraturan pelindung ter  ha dap dis kri mi -
nasi dalam lembaga-lembaga sek tor keamanan.

Bagaimana cara memadukan gender
ke dalam kebijakan keamanan
nasional?

Pengembangan atau perbaikan keamanan nasional
memerlukan pelibatan berbagai aktor, termasuk pe -
merintah pusat, parlemen, pemerintah daerah dan
organisasi-organisasi masyarakat sipil (OMS).  Setiap
kelompok aktor dapat mengambil langkah-langkah
untuk memadukan gender ke dalam perumusan
kebijakan keamanan:

Pemerintah pusat

(termasuk badan-badan koordinasi keamanan dan
komite-komite perancang kebijakan keamanan)

n Bangun kemampuan dan komitmen staf dan aparat

tingkat tinggi menangani gender dalam perumusan
kebijakan keamanan melalui pelatihan, pengarah -
an dan laporan mengenai isu-isu gender, serta
program pendampingan (mentoring).

n Tingkatkan partisipasi wanita dalam perumusan
kebijakan keamanan dengan:

- Tunjuk para wanita sebagai anggota dewan
keamanan nasional dan komite perancang ke -
bijakan keamanan.

- Libatkan wakil-wakil dari kementerian atau ins -
tansi pemerintah atau kaukus parlemen lainnya
yang bertanggungjawab atas isu-isu gender dan
wanita dalam badan-badan keamanan

- Prakarsai mekanisme untuk berkonsultasi dengan
wakil-wakil organisasi-organisasi wanita dan para
ahli gender tentang isu-isu kebijakan keamanan.

n Masukkan secara eksplisit isu-isu gender ke dalam
kebijakan-kebijakan keamanan (lihat Kotak 1).

n Gunakan bahasa yang peka terhadap gender untuk
menghindari diskriminasi dan eksklusi - misalnya,
pakai 'police officer' (anggota kepolisian), bukan
'policeman' (polisi pria) dan 'Chair’ atau ‘Chair -
person' (Ketua), bukan 'Chairman' (Ketua pria).

Parlemen

n Jamin agar proses-proses perumusan kebijakan
keamanan inklusif dan partisipatif dengan cara:

- Laksanakan proses-proses konsultasi yang ber -
basis luas (lihat Kotak 2).

n Hak-hak yang setara bagi pria dan wanita untuk ikut serta dalam
lembaga-lembaga sektor keamanan.

n GBV sebagai ancaman internal terhadap keamanan.

n Penghapusan diskriminasi dan pelanggaran hak-hak asasi
manusia lainnya di lembaga-lembaga sektor keamanan atau
dalam penyediaan jasa keamanan dan peradilan.

n Mekanisme yang menjamin pelibatan masyarakat sipil, termasuk
organisasi-organisasi wanita, dalam pengawasan atas
pelaksanaan kebijakan keamanan, proses RSK dan lembaga-
lembaga sektor keamanan.

Kotak 1 Isu-isu gender untuk dimasukkan
ke dalam kebijakan keamanan
nasional

Pada pertengahan tahun 2007 Pemerintah Jamaika menerapkan
Kebijakan Keamanan Nasional komprehensif – Towards a Secure
and Prosperous Nation (Menuju Negara yang Aman dan Makmur).
Kebijakan ini didasarkan pada Buku Hijau Strategi Keamanan
Nasional, yang diajukan ke Parlemen untuk pertama kali pada bulan
Januari 2006, dan juga pada Buku Putih Strategi Keamanan
Nasional yang kemudian.  Pada mulanya Pemerintah Jamaika
berencana melakukan kaji ulang pertahanan.  Namun demikian,
segera disadari bahwa pendekatan yang lebih menyeluruh
diperlukan untuk menghadapi berbagai ancaman potensial yang ada
terhadap keamanan nasional, termasuk kejahatan terorganisir,
kekerasan geng, masalah sosio-ekonomi dan bencana lingkungan.
Konsultasi menyeluruh dilakukan, dengan melibatkan semua
lembaga dan instansi pemerintah yang mungkin relevan, dan OMS,
termasuk kelompok-kelompok wanita.

Dengan judul ‘The Effects of Violence on Communities’ (Dampak
Kekerasan terhadap Masyarakat), Kebijakan Keamanan Nasional
tersebut menyerukan perhatian lebih besar terhadap individu,
masyarakat dan negara.  Dalam kebijakan tersebut dikatakan,
‘Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk
kekerasan lazim dan biasa yang meresahkan masyarakat.
Kekerasan dalam rumah tangga mempengaruhi pola keseluruhan
kejahatan dan kekerasan karena dampak negatifnya terhadap
struktur sosial dan perannya dalam memasyarakatkan penggunaan
kekerasan di kalangan pemuda sebagai cara menyelesaikan
perselisihan.  Secara tidak sebanding, wanita dan anak-anak berisiko
mengalami kekerasan dalam rumah tangga.’

Studi Kebijakan Keamanan Nasional
Kasus 1 Jamaika –  suatu proses yang

inklusif 1

Kepatuhan terhadap kewajiban menurut undang-
undang dan instrumen hukum internasional

Memadukan gender ke dalam perumusan kebijak -
an keamanan nasional diperlukan untuk mematuhi
undang-undang, instrumen hukum dan norma
internasional dan regional mengenai keamanan
dan gender.. Instrument hukum utama meliputi:

n Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskri -
minasi terhadap Perempuan (1979)

n Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bang -
sa-Bangsa Nomor 1325 tentang Perempuan,
Perdamaian dan Keamanan  (2000)

Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Lampiran
Toolkit tentang Undang-Undang dan Instrumen
Internasional dan Regional.
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- Adakan dengar pendapat parlementer, debat
terbuka dan pertemuan di balai kota (town hall
meetings) untuk mendapatkan masukan dari pria
dan wanita di seluruh masyarakat tentang isu-isu
keamanan dan membahas rancangan kebijakan
keamanan.

- Adakan pertemuan terpisah bagi kelompok-
kelompok masyarakat yang tidak mau atau
mungkin tidak boleh berbicara secara terus terang
di depan umum – misalnya kelompok-kelompok
minoritas etnis.

n Utamakan partisipasi setara para anggota par -
lemen pria dan wanita dalam perumusan kebijakan
keamanan dengan cara:

- Promosikan partisipasi anggota parlemen wanita
dalam komite-komite pertahanan dan keamanan.

- Dorong para anggota parlemen wanita dan/atau
para anggota parlemen yang tertarik pada isu-isu
gender untuk mengadakan pertemuan lintas-
partai guna mengembangkan program dan
stra tegi (platform) bersama mengenai isu-isu gen -
der dan keamanan.

- Dukung pendirian kaukus/koalisi wanita di par le -
men dan dalam partai-partai politik (lihat Studi
Kasus 2).

Pemerintah daerah

n Libatkan para wanita, para ahli gender dan wakil-
wakil organisasi-organisasi wanita di komite dan
dewan keamanan serta audit keselamatan ma -
sya rakat.

n Pertimbangkan kebutuhan keamanan pria, wanita,
anak lelaki dan anak perempuan yang berbeda
dalam prakarsa-prakarsa setempat tentang
pencegahan dan respons terhadap kejahatan dan
juga yang berkaitan dengan isu-isu GBV.

n Beritahukan hasil-hasil audit keselamatan dan
proses perencanaan dengan badan-badan
keamanan regional dan nasional agar realitas

keamanan lokal dapat dimasukkan ke dalam
kebijakan keamanan nasional.

Organisasi-organisasi masyarakat sipil

n Advokasi supaya isu-isu gender ditangani dalam
kebijakan keamanan nasional.

n Wakili pendapat-pendapat pria, wanita, anak lelaki
dan anak perempuan di seluruh masyarakat, ter -
masuk pendapat dari kelompok-kelompok
ma  sya  rakat yang terpinggirkan, dalam proses-pro -
ses perumusan kebijakan keamanan.

n Sediakan sejumlah pengetahuan teknis dan ke -
ahlian pelatihan tentang isu-isu gender dan
ke amanan yang dapat dimanfaatkan pembuat
kebijakan keamanan dan para anggota parlemen.

n Pantau isu-isu gender dalam pelaksanaan ke bijak -
an keamanan.

n Lakukan audit dan penilaian gender atas kebijakan
ke amanan dan lembaga-lembaga sektor keaman an.

Pelatihan gender merupakan alat penting dalam
pembangunan kemampuan pengembangan dan
pelaksanaan kebijakan keamanan yang tanggap
terhadap gender.  Kelompok-kelompok sasaran
utama untuk pelatihan gender meliputi:

n Staf dari kementerian yang terlibat dalam
perumusan kebijakan keamanan, yang meliputi
kementerian pertahanan, kementerian dalam
negeri, dan kementerian luar negeri.

n Para anggota badan-badan koordinasi keamanan
dan komite perancang kebijakan keamanan.

n Para anggota parlemen di komite-komite
pertahanan dan keamanan dan staf mereka.

n Para anggota dewan keamanan masyarakat
setempat atau forum kepolisian masyarakat.

n OMS yang menangani kebijakan keamanan.

Penilaian, pemantauan dan evaluasi yang peka
terhadap gender atas kebijakan-kebijakan keamanan
dibutuhan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan
pria, wanita, anak perempuan dan anak lelaki.
Strategi-strategi yang berguna meliputi:

n Analisis gender dan socio-ekonomi atas peran dan
hubungan yang sudah ada, khususnya perbedaan
dalam kegiatan, akses atas sumber daya dan
pembuatan keputusan, dan hambatan ekonomi,
sosial, politik dan hambatan lainnya yang dihadapi
wanita dan pria.

n Penilaian dampak gender kebijakan keamanan
untuk menentukan dampak potensial atau dampak
yang sudah ada terhadap pria, wanita, anak
perempuan dan anak lelaki. 

n Analisis anggaran gender untuk menentukan
apakah pendanaan yang setara dan memadai
dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan ke aman -
an dan keadilan pria, wanita, anak perempuan dan
anak lelaki yang berbeda.

n Organisasi-organisasi masyarakat wanita pedesaan dan
perkotaan

n Serikat pekerja

n Organisasi-organisasi keagamaan

n Para pemuka masyarakat dan aktivis

n Organisasi-organisasi pemuda

n Perhimpunan-perhimpunan masyarakat pribumi, etnis dan
masyarakat minoritas lainnya

n Organisasi-organisasi keadilan sosial

n Perhimpunan-perhimpunan masyarakat migran

n Perhimpunan-perhimpunan orang cacat

n Kelompok-kelompok pembela anak

n Para akademisi dan peneliti

n Organisasi-organisasi internasional

Kotak 2 Konsultasi mengenai kebijakan
keamanan nasional harus meliputi:
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- Pertanyaan-pertanyaan untuk penilaian dampak
gender dari kebijakan keamanan

- Pertanyaan-pertanyaan untuk analisis anggaran
gender

- Tantangan dan peluang untuk pemaduan isu-isu
gender ke dalam perumusan kebijakan keamanan
di negara-negara pasca-konflik, negara-negara
yang masih dalam masa transisi, negara-negara
berkembang dan negara maju. 

Tantangan dan peluang pasca konflik

Reformasi sektor keamanan merupakan prioritas
utama di negara-negara pasca-konflik, dan kebijakan
keamanan akan menjadi dasar yang penting untuk
penyusunan proses ini.  Proses-proses perumusan
kebijakan keamanan dapat memberikan kesempatan
untuk merundingkan kembali peran dan tanggung
jawab aktor negara dan bukan negara yang berkaitan
dengan keamanan.

Tantangan bagi pemaduan isu-isu gender

n Lembaga-lembaga dan infrastruktur negara
mungkin lemah sehingga terbatas kemampuannya
untuk melakukan proses konsultasi yang berbasis
luas. Pada gilirannya, hal ini membatasi keterli -
batan organisasi-organisasi wanita dan pemasukan
isu-isu gender.

n Tingkat pendidikan yang umumnya rendah dan
kurangnya keahlian teknis menjadi penghambat
terhadap keterlibatan masyarakat dalam proses
perumusan kebijakan, sehingga berdampak terha -
dap para wanita dan kelompok etnis tertentu pada
khususnya.

n Lembaga eksekutif dan keamanan mungkin
menganggap OMS sebagai lawan politik, dan ka -
rena itu enggan bekerja sama dengan orga  nisasi-
organisasi wanita.

Peluang untuk pemaduan isu gender

n Perjanjian-perjanjian perdamaian dapat meman-dat -
kan pengembangan kebijakan-kebijakan ke aman an
nasional yang tanggap terhadap gender.

n Dialog-dialog nasional yang partisipatif tentang
keamanan dan rekonsiliasi dapat memungkinkan
wanita maupun pria berperan dalam mengiden tifi -
kasi kebutuhan dan prioritas-prioritas keamanan
nasional.

n Kelompok-kelompok masyarakat sipil wanita yang
menangani perdamaian dan mendukung ke aman -
an pada tingkat masyarakat  sepanjang konflik
dapat memberikan keahlian yang berguna pada
perumusan kebijakan keamanan.

n Reformasi konstitusional dan elektoral yang
meningkatkan perbandingan wanita di parlemen
lebih memungkinkan para wanita memegang ja -
batan dalam badan-badan yang mengambil
keputusan mengenai keamanan.

n Peningkatan kasus GBV pasca-konflik dapat
menyoroti kebutuhan untuk kebijakan keamanan
meliputi pencegahan dan respons terhadap GBV
sebagai prioritas keamanan.

n Para donor dan organisasi-organisasi internasional
dapat menunjang proses-proses perumusan ke -
bijakan keamanan yang tanggap terhadap gender.

Tersedia juga di Alat (Tool) 8…

- Contoh-contoh bahasa yang peka terhadap
gender dalam kebijakan keamanan nasional

- Sebuah proses penilaian (audit) keselamatan
masyarakat yang meliputi lima tahap

- Tindakan yang dapat diambil OMS untuk
mendukung perumusan kebijakan keamanan
yang tanggap terhadap gender

Transisi Afrika Selatan menuju demokrasi memperlihatkan
bagaimana cara lingkungan politik yang kondusif, pembentukan liga
wanita dalam partai-partai politik, dan advokasi isu-isu gender di
seluruh spektrum politik dapat mempengaruhi perumusan kebijakan
keamanan nasional.

Ruang politik untuk menangani isu gender diciptakan oleh para
wanita di organisasi masyarakat sipil dan partai politik.  Prihatin
karena kaum wanita sedang terpinggirkan, Liga Wanita Kongres
Nasional Afrika (ANC) dibentuk kembali pada tahun 1990.  Liga

tersebut menyerukan pelibatan wanita dalam jabatan kepemimpinan
dan pemasukan kesetaraan gender dalam program dan kebijakan
ANC.  Advokasinya terlihat jelas dalam publikasi ANC tahun 1992
berjudul Ready to Govern: Policy Guidelines for a Democratic South
Africa (Siap Memerintah: Panduan Kebijakan menuju Afrika Selatan
yang Demokratis), yang mengakui bahwa ‘diskriminasi gender telah
meminggirkan atau menurunkan partisipasi wanita di semua
lembaga sosioekonomi dan politik’.3 Dokumen ini mengusulkan
penerapan empat nilai yang saling berkaitan: demokrasi dan otoritas
sipil, keamanan manusia, anti-militerisme dan kesetaraan gender.
Panduan Kebijakan tersebut menyatakan kembali bahwa lembaga-
lembaga sektor keamanan harus menghormati gagasan ideal
demokrasi, non-rasialisme dan non-seksisme serta mencerminkan
komposisi nasional dan gender masyarakat Afrika Selatan.

Studi Pemaduan gender ke dalam
Kasus 2 perumusan kebijakan keamanan:

peran wanita dalam Dewan Afrika
Nasional (ANC, African National
Council) di Afrika Selatan 2

n Fasilitasi interaksi antara kelompok-kelompok wanita dan
penyedia keamanan setempat, misalnya dengan pelibatan mereka
dalam komite keamanan setempat.

n Bangun kemampuan organisasi-organisasi wanita menangani isu-
isu kebijakan keamanan yang meliputi pengawasan sektor
keamanan.

n Libatkan para wakil dari organisasi-organisasi wanita sebagai
pakar gender dalam dengar pendapat parlementer

Kotak 3 Pelibatan organisasi-organisasi
wanita dalam perumusan
kebijakan keamanan



?? Pertanyaan-pertanyaan mengenai
perumusan kebijakan keamanan nasional

Pertanyaan-pertanyaan pokok untuk ditanyakan agar
memastikan isu-isu gender ditangani dalam
perumusan kebijakan keamanan nasional meliputi:

n Apakah penekanannya pada keamanan nasional
atau pada keamanan manusia? Apakah ancaman
terhadap Kamtibmas dan ancaman sehari-hari
terhadap keamanan manusia dimasukkan?

n Apakah kebijakan tersebut dikembangkan secara
partisipatif, dengan pelibatan kelompok-kelompok
wanita dan OMS lainnya, staf dari kementerian
urusan wanita, para anggota parlemen wanita dan
para pakar gender?

n Bagaimana cara kebijakan tersebut menangani

kebutuhan keamanan khusus wanita, pria, anak
perempuan dan anak lelaki?

n Bagaimana cara kebijakan tersebut menangani
GBV?

n Bagaimana cara kebijakan tersebut menekankan
pentingnya sasaran-sasaran kesetaraan gender,
termasuk non-diskriminasi dan partisipasi setara
wanita dan pria?

n Apakah kebijakan tersebut dirumuskan dengan
mamekai bahasa yang peka terhadap gender?

n Apakah kebijakan tersebut sejalan dengan
perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan
internasional, regional dan nasional dalam hal isu-
isu gender?

n Apakah kebijakan tersebut akan dilaksanakan,
dipantau dan dinilai secara tanggap terhadap
gender?

Informasi lebih lanjut
Susanna Bearne, Olga Oliker, Kevin A. O’Brien dan Andrew
Rathmell - National Security Decision-Making Structures and
Security Sector Reform (Struktur-struktur Pengambilan
Keputusan Keamanan Negara dan Reformasi Sektor Keamanan),
The RAND Corporation, 2005.

DCAF - DCAF Backgrounder: National Security Policy
(Kebijakan Keamanan Negara , 2005.

Initiative for Inclusive Security (Prakarsa Keamanan yang Inklusif)
dan International Alert (Kewaspadaan Internasional) – Inclusive
Security, Sustainable Peace: A Toolkit for Advocacy and
Action (Keamanan Inklusif, Perdamaian Berkelanjutan: Toolkit
Dukungan dan Tindakan), 2004.

OECD DAC - OECD DAC Handbook on Security System
Reform: Supporting Security and Justice, (Buku Pedoman
OECD DAC tentang Reformasi Keamanan: Mendukung Keamanan
dan Keadilan), 2007.

Kristin Valasek bersama Kaitlin Nelson - Securing Equality,
Engendering Peace: a Guide to Policy and Planning on
Women, Peace and Security (Menjamin Kesetaraan,
Menimbulkan Perdamaian: Kebijakan dan Perencanaan tentang
Perempuan, Perdamaian dan Keamanan) (Resolusi Dewan
Keamanan PBB 1325), UN-INSTRAW, 2006.

Setiap tool (alat) dan catatan praktik ini tersedia dari:

www.dcaf.ch, www.un-instraw.org dan www.osce.org/odihr.

Catatan Praktis ini disiapkan Mugiho Takeshita, DCAF,
berdasarkan atas Tool (Alat) 7, Ilja Luciak, penulis.
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Toolkit Gender dan RSK

1. Reformasi Sektor Keamanan dan Gender

2. Reformasi Kepolisian dan Gender

3. Reformasi Pertahanan dan Gender

4. Reformasi Peradilan dan Gender

5. Reformasi Hukum Pidana dan Gender

6. Manajemen Perbatasan dan Gender

7. Pengawasan Parlementer terhadap Sektor Keamanan dan

Gender

8. Pembuatan Kebijakan Keamanan Negara dan Gender

9. Pengawasan Masyarakat Sipil terhadap Sektor Keamanan

dan Gender

10. Perusahaan-perusahaan Militer dan Keamanan Swasta

dan Gender

11. Penilaian, Pemantauan dan Evaluasi RSK dan Gender

12. Pelatihan Gender untuk Personil Sektor Keamanan

Lampiran Undang-Undang dan Instrumen Hukum Internasional

dan Regional

1 National Security Strategy for Jamaica: Towards a Secure and

Prosperous

Nation, a Green Paper (Strategi Keamanan Nasional Jamaika: Menuju

Negara yang Aman dan Makmur), Buku Hijau, direvisi Mei 2006; dan

Stone, C. dan lainnya, Supporting Security, Justice, and Development:

Lessons for a New Era (Mendukung Keamanan, Keadilan dan

Pembangunan: Latihan untuk Masa Baru), 2005.
2 Anderlini, S.N. dan Conaway, C.P., Negotiating the Transition to

Democracy and Transforming the Security Sector: The Vital Contributions

of South African Women (Merundingkan Transisi menuju Demokrasi dan

Mentransformasi Sektor Keamanan: Sumbangan Penting Wanita Afrika

Selatan), (Washington DC: Women Waging Peace [Wanita Pejuang

Perdamaian]), 2004.
3 African Nasional Congress (ANC), Ready to Govern (Siap Memerintah),

ANC Policy Guidelines for a Democratic South Africa (Garis-Garis

Pedoman Kebijakan ANC untuk Afrika Selatan yang Demokratik)

disepakati pada Konferensi Nasional 28-31 Mei 1992.

http://www.anc.org.za/ancdocs/history/readyto.html
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International Alert (Kewaspadaan Internasional) adalah sebuah LSM yang berpusat di London yang telah bekerja selama lebih dari 20 tahun untuk

meletakkan dasar-dasar bagi perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan di negara-negara yang terkena dampak konflik yang melibatkan kekerasan.
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mempengaruhi pembangunan perdamaian dan membantu membangun keterampilan dan kemampuan melalui pelatihan.

Program regional International Alert (Kewaspadaan Internasional) dilaksanakan di kawasan Danau Besar Afrika, Afrika Barat, Kaukasus Selatan, Nepal,

Sri Lanka, Filipina dan Kolombia. Proyek tematik International Alert berjalan di tingkat lokal, regional dan internasional, yang berfokus pada isu-isu

lintas-sektoral yang sangat penting dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan.  Proyek ini meliputi proyek bisnis dan ekonomi, gender, tata

pemerintahan, bantuan, keamanan dan keadilan.

Para Penyunting

Megan Bastick dan Kristin Valasek, DCAF

Ucapan terima kasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak berikut atas komentar mereka yang sangat berharga terhadap rancangan tool (alat) ini: Sharon

Bhagwan-Rolls, Marina Caparini, Sam Cook, Leymah Gbowee, Giji Gya, Franck Kamunga, Nick Killick, Minna Lyytikäinen, Elisabeth Porter dan UN-

INSTRAW.  Selain itu, kami juga menyampaikan terima kasih kepada Benjamin Buckland, Anthony Drummond dan Mugiho Takeshita atas bantuan

penyuntingan mereka, dan Anja Ebnöther atas bimbingannya dalam proyek ini.

Toolkit Gender dan RSK 

Tool (alat) mengenai Pengawasan Masyarakat Sipil atas Sektor Keamanan dan Gender ini merupakan bagian dari Toolkit Gender dan RSK. Dirancang

untuk memberikan pengantar praktis isu gender bagi para praktisi dan pembuat kebijakan reformasi sektor keamanan, Toolkit ini terdiri dari 12 Tools

(Alat) berikut dan Catatan Praktiknya):

DCAF, OSCE/ODIHR dan UN-INSTRAW mengucapkan terima kasih atas bantuan Departemen Luar Negeri Norwegia dalam pembuatan Toolkit ini. 

DCAF

Pusat Kendali Demokratis atas Angkatan Bersenjata Jenewa (DCAF, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces) mempromosikan tata

kelola pemerintahan yang baik dan reformasi sektor keamanan.  Pusat ini melakukan penelitian mengenai praktik yang baik, mendorong pengemban-

gan norma-norma yang sesuai di tingkat nasional dan internasional, membuat rekomendasi kebijakan dan mengadakan program konsultasi dan ban-

tuan di negara yang membutuhkan.  Para mitra DCAF meliputi pemerintah, parlemen, masyarakat sipil, organisasi internasional dan para aktor sektor

keamanan seperti polisi, lembaga peradilan, badan intelijen, badan keamanan perbatasan, dan militer.

OSCE/ODIHR

Kantor Lembaga Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (ODIHR, Office for Democratic Institutions and Human Rights) adalah lembaga utama untuk di-

mensi manusiawi keamanan Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE, Organisation for Security and Cooperation in Europe):

suatu konsep umum yang mencakup perlindungan HAM; pengembangan masyarakat yang demokratis, dengan penekanan pada pemilihan umum,

pembangunan lembaga, dan tata kelola pemerintahan; penguatan pemerintahan berdasarkan hukum; dan mempromosikan rasa saling hormat yang

tulus dan saling pengertian antar individu, dan juga negara. ODIHR ikut berperan dalam penyusunan Toolkit ini.

UN-INSTRAW

Institut Penelitian dan Latihan Kemajuan Wanita Internasional PBB (UN-INSTRAW, United Nations International Research and Training Institute for the

Advancement of Women) adalah satu-satunya lembaga PBB yang diberi tugas untuk menyusun program penelitian yang berperan bagi pemberdayaan

wanita dan pencapaian kesetaraan gender di seluruh dunia.  Melalui pembangunan aliansi dengan Negara-negara Anggota PBB, organisasi-organisasi

internasional, akademisi, masyarakat sipil dan para aktor lainnya, UN-INSTRAW:

■ Melakukan penelitian berorientasi aksi dari perspektif gender yang memberikan dampak nyata terhadap berbagai kebijakan, program dan proyek;

■ Menciptakan sinergi untuk manajemen pengetahuan dan pertukaran informasi;

■ Memperkuat kemampuan para pemangku kepentingan utama dalam memadukan perspektif gender ke dalam berbagai kebijakan, program dan

proyek.

Gambar sampul © Keystone, EPA, Kim Luderbrook, 2003.

© DCAF, OSCE/ODIHR, UN-INSTRAW, 2008. Hak cipta dilindungi undang-undang.

ISBN 978-92-9222-074-7

Dokumen ini diterbitkan secara asli oleh DCAF, OSCE/ODIHR dan UN-INSTRAW pada tahun 2008 sebagai bagian dari Toolkit Gender dan RSK.  Versi

bahasa Indonesia ini diterjemahkan dari bahasa Inggris oleh Catherine Muir dan diterbitkan oleh IDSPS atas nama DCAF.

Kutip sebagai: Karen Barnes dan Peter Albrecht, “Civil Society Oversight of the Security Sector and Gender.” (“Pengawasan Masyarakat Sipil atas Sek-

tor Keamanan dan Gender.”) Gender and Security Sector Reform Toolkit. (Toolkit Gender dan Reformasi Sektor Keamanan.)  Penyunting Megan Ba-

stick dan Kristin Valasek. Jenewa: DCAF, OSCE/ODIHR, UN-INSTRAW, 2008.

Printed by SRO-Kundig.

1. Reformasi Sektor Keamanan dan Gender
2. Reformasi Kepolisian dan Gender
3. Reformasi Pertahanan dan Gender
4. Reformasi Peradilan dan Gender
5. Reformasi Hukum Pidana dan Gender
6. Manajemen Perbatasan dan Gender
7. Pengawasan Parlementer terhadap Sektor Keamanan dan Gender
8. Pembuatan Kebijakan Keamanan Negara dan Gender

9. Pengawasan Masyarakat Sipil terhadap Sektor Keamanan
dan Gender

10. Perusahaan-perusahaan Militer dan Keamanan Swasta dan
Gender

11. Penilaian, Pemantauan dan Evaluasi RSK dan Gender
12. Pelatihan Gender untuk Personil Sektor Keamanan
Lampiran Undang-undang dan Instrumen Internasional dan
Regional



Pengawasan Masyarakat Sipil atas Sektor Keamanan dan Gender

ii

DAFTAR ISI

Daftar Akronim iii

1.  Pendahuluan 1

2.  Apa peran masyarakat sipil dalam pengawasan sektor keamanan? 1

2.1 Apa itu masyarakat sipil? 1

2.2 Bagaimana melibatkan masyarakat sipil dalam pengawasan sektor keamanan? 2

2.3 Apa tantangan terhadap keterlibatan masyarakat sipil dalam

pengawasan sektor keamanan? 3

3. Mengapa gender penting dalam pengawasan masyarakat sipil? 3

3.1 Penguatan pemilik lokal 4

3.2 Mekanisme pengawasan yang efektif dan menyeluruh melalui

pemaduan isu gender 4

3.3 Peningkatan pengawasan melalui keterlibatan organisasi wanita 5

4.  Bagaimana memadukan gender ke dalam pengawasan masyarakat

sipil atas sektor keamanan? 6

4.1 Badan pemantau sektor keamanan 6

4.2 Penelitian dan pengumpulan data 8

4.3 Audit gender 9

4.4 Analisis anggaran gender 9

4.5 Advokasi dan peningkatan kesadaran 10

4.6 Kerja sama dengan media 13

4.7 Pelatihan gender personel sektor keamanan 14

4.8 Organisasi wanita 15

4.9 Jaringan masyarakat sipil 17

4.10 OMS yang tanggap terhadap gender 18

5.  Memadukan gender dalam pengawasan masyarakat sipil dalam konteks khusus 19

5.1   Negara-negara pasca-konflik 19

5.2   Negara-negara dalam masa transisi dan negara-negara berkembang 20

5.3   Negara-negara maju 22

6.  Rekomendasi pokok 23

7.  Sumber daya tambahan 24



iii

Toolkit RSK dan Gender

SINGKATAN DAN AKRONIM

APG Kelompok Mitra Parlemen [Inggris] (Associate Parliamentary Group [UK])

EP Parlemen Eropa (European Parliament)

EU Uni Eropa (European Union)

GAPS Aksi Gender untuk Perdamaian dan Keamanan (Gender Action for Peace and
Security)

GBV Kekerasan Berbasis Gender (Gender-Based Violence)

IMS Infeksi Menular Seksual (STI, Sexually Transmitted Infections)

NAP Rencana Aksi Nasional (National Action Plan)

LSM Lembaga Swadaya Masyarakat (NGOs, Non-Governmental Organisations)

OMS Organisasi Masyarakat Sipil (Civil Society Organisations)

PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN, United Nations)

SEA Eksploitasi dan Penganiayaan Seksual (Sexual Exploitation and Abuse)

RSK Reformasi Sektor Keamanan (SSR, Security Sector Reform)

WIPNET Jaringan Wanita dalam Pembangunan Perdamaian (Women in Peacebuilding
Network)

WOZA Wanita Zimbabwe Bangkit (Women of Zimbabwe Arise)

WRC Kampanye Pita Putih (White Ribbon Campaign)

UN SCR 1325 Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 mengenai wanita, perdamaian

dan keamanan (United Nations Security Council Resolution 1325 on women,
peace and security)



1Pendahuluan

Tool (alat) ini memberikan pengantar mengenai
pentingnya dan manfaat dari pemaduan isu gender ke
dalam pengawasan masyarakat sipil atas sektor
keamanan, termasuk contoh dan rekomendasi praktis.
Masyarakat sipil dapat ikut berperan dalam proses
pengawasan sektor keamanan dengan beberapa cara,
termasuk melalui mekanisme formal maupun informal.
Memastikan bahwa isu gender ditangani dan wanita
serta organisasi wanita dilibatkan sepenuhnya dapat
membuat mekanisme ini menjadi lebih partisipatif dan
menyeluruh.  Mekanisme pengawasan masyarakat
sipil yang tanggap terhadap gender dapat lebih efektif
menjamin bahwa kebutuhan dan kepentingan wanita
maupun pria dapat diperhatikan dan dimasukkan, dan
dengan demikian sektor keamanan bertanggung
jawab atas perlindungan semua warga masyarakat. 

Sektor keamanan yang transparan, bertanggung
jawab dan dikelola secara efektif merupakan bagian
terpenting dari proses demokrasi.  Pengawasan oleh
masyarakat sipil  adalah mekanisme penting untuk
mendukung perwujudan nilai-nilai demokrasi ini,
dengan menyatakan dan mengomunikasikan kebu -
tuhan dan kepentingan keamanan masyarakat kepada
para pembuat kebijakan, dan dengan penyediaan
keahlian dan pemantauan badan-badan keamanan
negara.  Pasukan keamanan yang tidak dikelola de -
ngan baik atau tidak bertanggung jawab dapat
me nyebabkan peningkatan ketidakamanan dan ke -
salahan alokasi sumber daya, dan dapat menghambat
usaha tata pemerintahan yang baik.  Selanjutnya, sek -
tor keamanan yang dikelola secara tidak demokratis
da pat dengan mudah digunakan untuk tujuan partisan,
atau dapat menyebabkan keruntuhan monopoli negara
atas penggunaan kekuatan untuk menyelesaikan
masalah.1 Penga wasan kebijakan, struktur, program,
tin dakan dan proses reformasi sektor keamanan
merupakan salah satu cara memastikan agar standar
HAM dan aturan hukum ditegakkan oleh sektor
keamanan.

Tool ini dirancang sebagai sumber daya bagi
organisasi masyarakat sipil (OMS) yang terlibat dalam
pengawasan sektor keamanan, serta OMS yang ingin
memainkan peran lebih aktif dalam pengawasan ini.
Tool ini juga cocok untuk para pembuat kebijakan dan
pejabat pemerintahan nasional, organisasi inter na -
sional dan regional, dan negara-negara donor di
se luruh dunia yang terlibat dalam merancang dan
melak sanakan reformasi sektor keamanan dan dapat
me mainkan peran aktif dalam memperkuat dan men -
dukung keterlibatan masyarakat sipil.

Tool ini meliputi:

n Uraian mengenai peran masyarakat sipil dalam
mekanisme pengawasan

n Landasan pemikiran di balik pemasukan isu gender
dan cara bagaimana pemasukan isu gender ini
dapat memperkuat dan meningkatkan pengawasan 

n Titik-titik mula untuk memasukkan gender ke dalam
berbagai aspek pengawasan masyarakat sipil,
termasuk kiat dan contoh 

n Gambaran umum mengenai pemasukan gender ke
dalam pengawasan masyarakat sipil di negara-
negara pasca-konflik, negara-negara dalam masa
transisi, negara-negara berkembang dan negara-
negara maju. 

n Rekomendasi pokok

n Sumber daya tambahan 

2Apa peran masyarakat sipil
dalam pengawasan sektor
keamanan?

2.1 Apa itu masyarakat sipil?

Masyarakat sipil dapat dipahami sebagai ruang politik
yang terdapat di antara individu dan pemerintah:

Masyarakat sipil menjalankan berbagai fungsi dalam
masyarakat tertentu.

n Mewakili berbagai konstituen dalam suatu ma sya -
rakat.

n Memberikan keahlian teknis kepada para pembuat
kebijakan dan lembaga pemerintah.
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Pengawasan Masyarakat Sipil atas
Sektor Keamanan dan Gender

Masyarakat sipil adalah suatu bidang yang sejajar
dengan tapi terpisah dari negara dan pasar, di mana
masyarakat bebas berkumpul sesuai dengan
kepentingan mereka sendiri. Masyarakat sipil
meliputi sektor yang diprakarsai sendiri dan sukarela
dari individu-individu yang berhimpun secara formal
dan berusaha mencapai tujuan non-komersial di
lembaga swa daya masyarakat (LSM), organisasi
berbasis ko munitas, organisasi keagamaan,
perhimpunan pro   fe si onal, serikat pekerja, kelompok
mahasiswa, per  him punan budaya, dll.2



n Pemberdayaan LSM dan organisasi lainnya.

n Memberikan dan menyediakan layanan sebagai
pengganti negara.

n Memberikan ruang untuk interaksi dan jaringan
sosial3.

Media juga dimasukkan dalam tool ini mengingat
peran pentingnya baik dalam mengomunikasikan
peran dan tanggung jawab negara dengan masyarakat
sipil maupun perannya sebagai penyalur kepentingan
dan tuntutan masyarakat sipil kepada para pembuat
kebijakan. 

2.2 Bagaimana melibatkan
masyarakat sipil dalam pengawasan
sektor keamanan?

Pengawasan sektor keamanan bisa berupa penga -
wasan internal maupun eksternal, dan pengawasan ini
berlangsung pada berbagai tingkat dan melalui
berbagai badan.  Pengawasan eksternal sektor ke a -
man an dapat dilakukan dengan dua cara: pertama,
oleh sektor keamanan yang bertanggung jawab
langsung kepada masyarakat, dan kedua, oleh politisi
dan birokrat dalam pemerintahan suatu negara yang
bertanggung jawab atas tindakan sektor keamanan.
Beberapa badan pengawasan eksternal yang paling
umum adalah parlemen, mahkamah konstitusi, badan
anti-korupsi dan pertang gung ja wab an publik, dan para
ombudsman.

Pengawasan masyarakat sipil atas sektor keamanan,
termasuk pengawasan reformasi sektor keamanan
(RSK), melibatkan partisipasi aktif OMS dalam
mendefinisikan kebijakan keamanan dan pengawasan
struktur serta praktik para aktor sektor keamanan.4
Tujuannya adalah menjamin pemaduan kepentingan
dan perspektif tingkat masyarakat dan akar rumput
dalam penyediaan keamanan internal dan eksternal,
dan untuk mendukung pemilikan lokal dan keber -
lanjutan.  Selain itu, pengawasan masyarakat sipil
ideal  nya mendukung norma-norma demokrasi yang di -
te rima secara internasional mengenai transparansi
dan pertanggungjawaban.  Pengawasan masyarakat
sipil dapat terjadi pada tingkat lokal, nasional, regional
dan internasional, dan bisa melibatkan partisipasi
OMS baik dalam mekanisme pengawasan formal
maupun informal. 

Sektor keamanan meliputi:

n Aktor keamanan inti yang meliputi: angkatan
bersenjata, polisi, gendarmeries, pasukan para -
militer, badan intelijen dan keamanan, pengawal
perbatasan, dan otoritas bea cukai.

n Badan manajemen dan pengawasan keamanan
yang meliputi: parlemen dan komite-komite legis -
latifnya yang terkait; pemerintah/lembaga eksekutif,
yang meliputi kementerian pertahanan, kementerian

dalam negeri dan kementerian luar negeri; badan
penasihat keamanan nasional; otoritas adat dan
tradisi; dan badan manajemen keuangan.

n Lembaga peradilan dan penegakan hukum yang
meliputi: kementerian kehakiman, lembaga
pemasyarakatan, badan penyelidik dan penuntut
kejahatan, lembaga peradilan, sistem peradilan adat
dan tradisi, komisi HAM dan para ombudsman. 

n Pasukan keamanan non-reguler yang meliputi:
tentara pembebasan, tentara gerilya, satuan
pengawal swasta, agen keamanan swasta, agen
militer swasta dan satgas partai politik.5

Budaya partisipasi dan transparansi merupakan kunci
bagi sektor keamanan yang demokratis dan berfungsi
dengan baik, dan ini dapat dicapai melalui hubungan
dengan masyarakat sipil.  Keahlian dan kepentingan
otonom masyarakat sipil memberikan fungsi penting
pengawasan dan pengimbangan sehubungan dengan
kekuasaan negara untuk menentukan masalah
keamanan dan pertahanan.  Yang paling penting,
pemaduan para aktor masyarakat sipil ke dalam
pengawasan memberikan kisaran perspektif, kepe n -
tingan, informasi dan alternatif yang lebih luas kepa da
para pembuat kebijakan.  Namun demikian, perlu
disadari bahwa OMS tidak selalu demokratis atau
mewakili kebutuhan atau kepentingan masyarakat,
dan dengan demikian pelibatan mereka tidak akan
otomatis menghasilkan pengawasan yang efektif.

Cara-cara utama di mana masyarakat sipil
berpartisipasi dalam pengawasan sektor keamanan
adalah:

n Sebagai sumber nasihat kebijakan dan keahlian
teknis yang dapat memberikan informasi kepada
pembuat kebijakan dan memberikan pemahaman
mengenai kebutuhan dan kepentingan yang
berkaitan dengan isu keamanan.

n Dengan meningkatkan pemilikan lokal dan pelibatan
melalui keterlibatan berbagai kelompok dalam
pembahasan mengenai isu-isu yang berkaitan
dengan keamanan.

n Sebagai pengawas yang akan meminta pertang -
gungjawaban pemerintah atas tindakan mereka
melalui lobi, kampanye kesadaran masya rakat, atau
tekanan langsung dari masyarakat.

n Dengan memfasilitasi dialog dan perundingan
antara pembuat kebijakan, lembaga dan pejabat
sektor keamanan, dan masyarakat.

n Melalui kampanye advokasi yang meningkatkan
kesadaran mengenai masalah dan isu keamanan
utama, pelanggaran HAM, penyelewengan dana,
atau pelanggaran lainnya.

n Melalui pemberian layanan dan penyediaan
sumber-sumber keamanan dan keadilan alternatif
apabila negara tidak mampu dan/atau tidak mau
menerima peran ini, atau apabila masyarakat sipil
lebih mampu memberikan layanan ini.
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2.3 Apa tantangan terhadap
keterlibatan masyarakat sipil dalam
pengawasan sektor keamanan?

Beberapa tantangan utama dapat menghambat
kemampuan masyarakat sipil untuk ikut serta dalam
pengawasan yang efektif:

n Tradisi kerahasiaan yang berlaku di sektor
keamanan membuat usaha untuk melakukan
regulasi atau memberikan informasi kepada
masyarakat mengenai kebijakan dan kegiatan
sektor keamanan menjadi sulit.

n Pengutamaan urusan keamanan nasional daripada
kebebasan sipil dan HAM berarti lebih sedikit
lingkup untuk menuntut pertanggungjawaban dari
sektor keamanan.

n Kurangnya keahlian dan kemampuan di kalangan
OMS untuk menangani isu-isu yang berkaitan
dengan sektor keamanan.

n Kurangnya kepercayaan dan/atau transparansi di
antara OMS dan sektor keamanan menyulitkan
OMS untuk menghubungi para pembuat keputusan
utama dan memengaruhi kebijakan dan program
keamanan dan pertahanan.  Kurangnya keper ca -
yaan atau kerja sama di kalangan OMS itu sendiri
bi sa juga menimbulkan hambatan.

n Kurangnya kemandirian OMS karena mereka
didanai atau dikooptasi oleh unsur-unsur sektor
keamanan, yang mengurangi kemandirian mereka.

n Dukungan lembaga donor yang terlalu kecil
terhadap transparansi dan pertanggungjawaban
demokratis sektor keamanan, di mana lembaga
donor lebih mengutamakan bantuan teknis dan
efisiensi di sektor keamanan, yang tidak me ngu -
tamakan penguatan pengawasan masya ra kat sipil.6

n Masyarakat sipil yang terpecah di mana organisasi-
organisasi tidak mampu bekerja sama atau
memberikan dukungan bersama atas isu-isu yang
berkaitan dengan pengawasan sektor keamanan.
OMS mungkin didominasi oleh kelompok dan
organisasi tertentu yang dapat menyebabkan
kelompok-kelompok wanita atau organisasi-orga -
nisasi pedesaan, misalnya, terpinggirkan dan
menga lami kesulitan untuk ikut serta dalam
mekanisme pengawasan.

Organisasi masyarakat sipil tidak homogen dan sifat,
kemampuan dan strukturnya mungkin sangat
bervariasi di antara dan di dalam konteks tertentu.
Keanekaragaman ini menimbulkan tantangan seka -
ligus peluang.  Keanekaragaman OMS meru pakan
salah satu kekuatan terpenting masyarakat sipil ka -
rena kekayaan pengetahuan dan pengalaman mereka,
ser ta perspektif dan prioritas mereka yang berbeda,
memungkinkan mereka memberikan sumbangan pen -
ting dalam berbagai bidang dan isu.  Selanjutnya,
OMS mungkin lebih dapat mengawasi sektor ke -
amanan mengingat kedudukan mandiri mereka
me mung kinkan mereka lebih kritis terhadap para aktor
dan struktur keamanan negara.

Ini merupakan tantangan bagi lembaga-lembaga

donor yang karena berbagai alasan mungkin akhirnya
bekerja sama dengan OMS yang paling dikenal dan
mapan, walaupun OMS ini mungkin tidak mewakili
kepentingan sebagian besar aktor lokal.  Apabila OMS
tidak dianggap jujur oleh masyarakat yang lebih luas,
atau oleh pemerintah dan pemangku kepentingan
lainnya, maka hal ini dapat mengurangi efektivitas
OMS dan juga kemampuan mereka untuk memberikan
sumbangan konstruktif terhadap mekanisme penga -
wasan.  OMS yang ikut serta dalam pengawasan
sa ngat perlu memiliki jaringan yang tidak hanya men -
cakup ibu kota dan kelompok elit yang sering
men dominasi struktur formal.

Pemanfaatan keanekaragaman perspektif untuk
menjamin keterwakilan dan kejujuran yang me nye -
luruh, sambil mengakui bahwa sebagian OMS memiliki
lebih banyak pengalaman, kemampuan dan akses
atas mekanisme pengawasan daripada OMS lainnya,
merupakan tantangan yang dihadapi oleh OMS itu
sendiri maupun para aktor eksternal yang berusaha
mendukung keterlibatan mereka di sektor keamanan.

3Mengapa gender penting
dalam pengawasan
masyarakat sipil?

Secara umum, peran dari suatu proses pengawasan
adalah memperkuat struktur, kebijakan dan me ka nis -
me yang ada untuk menjamin agar sektor keamanan
dapat diminta bertanggung jawab dalam keuangan
dan tindakannya. Ada berbagai cara di mana pe ma -

Untuk informasi lebih lanjut lihat

Tool mengenai RSK dan
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Gender merujuk pada peran dan hubungan, ciri
kepribadian, sikap, tingkah laku dan nilai-nilai
tertentu yang dihubungkan masyarakat dengan pria
dan wanita. Karena itu, ‘gender’ merujuk pada
perbedaan yang dipelajari antara pria dan wanita,
sedangkan ‘jenis kelamin’ merujuk pada perbedaan
biologis antara lelaki dan perempuan. Peran gender
sangat bervariasi di dalam dan antarkebudayaan
dan dapat berubah sepanjang waktu. Gender bukan
hanya merujuk pada wanita atau pria tapi juga
merujuk pada hubungan di antara mereka.

Pengarusutamaan gender adalah proses menilai
implikasi terhadap wanita dan pria dari suatu
tindakan yang terencana, yang meliputi pembuatan
undang-undang, kebijakan atau program di semua
bidang dan pada semua tingkatan.7



duan perspektif gender dan keterlibatan penuh or   -
ganisasi wanita memperkuat pengawasan masya ra kat
sipil atas sektor keamanan, termasuk me  ning  katkan
pemilikan lokal, efektivitas dan per tang gung jawaban. 

3.1 Penguatan pemilikan lokal

‘Keterlibatan masyarakat sipil dalam program RSK
merupakan prasyarat bagi pemilikan lokal dan,

akhirnya, keberlanjutan yang lebih luas dan lebih
inklusif.  Organisasi masyarakat sipil memiliki peran

penting yang dapat dimainkan meningat potensi
mereka untuk menyuarakan kepentingan dan

masalah masyarakat yang lebih luas dan mendorong
pembenahan yang merespons kebutuhan keamanan

dan keadilan masyarakat.’

Buku Pedoman OECD-DAC mengenai Reformasi
Sistem Keamanan8

Walaupun memerlukan waktu, dialog, kerja sama dan
kompromi ekstensif di antara berbagai aktor, pemilikan
lokal sangat penting bagi pembentukan sektor ke -
amanan yang demokratis, transparan dan
ber  tang gung jawab.  Namun demikian, lembaga-
lembaga donor dan para aktor eksternal lainnya
kadang-kadang masih memaksakan model, kebijakan
dan program terhadap para pemangku kepentingan
lokal, walaupun model, kebijakan dan program ter -
sebut tidak mencerminkan prioritas atau ke pen tingan
mereka.9 Konsekuensi dari pendekatan top-down
sangat jelas: ‘Pentingnya pemilikan lokal meru pakan
masalah penghormatan sekaligus ke harusan
pragmatis.  Intinya adalah bahwa pem benahan yang
tidak dibentuk dan digerakkan oleh para aktor lokal
tidak mungkin terlaksana dengan baik dan
berkelanjutan.  Apabila tidak ada pemilikan lokal, RSK
pasti gagal.’

Pemaduan isu gender dapat menghasilkan dan

memperkuat pemilikan lokal dengan menjamin bahwa
pria dan wanita dilibatkan dan berperan dalam
pembentukan atau reformasi sektor keamanan yang
berdampak terhadap masyarakat dan negara mereka.
Pemaduan isu gender juga menyoroti pentingnya
melibatkan organisasi wanita sebagai pemangku
kepentingan lokal utama (lihat 3.3).  Selanjutnya, tanpa
pemilikan lokal dan, khususnya, tanpa keterlibatan
perspektif dan aktor lokal dalam proses pembenahan
atau penguatan sektor keamanan, pemaduan
pendekatan gender akan hampir mustahil.  Langkah
yang diperlukan dalam pemaduan perspektif gender
ke dalam sektor keamanan meliputi keterlibatan de -
ngan semua warga masyarakat untuk meng iden tifi kasi
peran, tanggung jawab, kemampuan, kebutuhan dan
kepentingan mereka yang berkaitan dengan pe nye -
diaan keamanan. Proses menghasilkan pe  mahaman
ini hanya dapat terwujud apabila para ak tor lokal
dilibat kan dan terlibat aktif dalam isu-isu yang ber -
kaitan dengan keamanan.

Lembaga-lembaga donor, seperti Departemen
Pembangunan Internasional Inggris dan Organisasi
Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD,
Organisation for Economic Cooperation and
Development), telah mengakui bahwa tanpa pemilikan
lokal, reformasi sektor keamanan tidak mungkin
berhasil.10 Walaupun tingkat pemilikan lokal RSK
memang sangat tergantung pada kemampuan
masyarakat sipil untuk berpartisipasi dan kemauan
politik pemerintah untuk menggunakan pendekatan
yang inklusif, para aktor eksternal dapat juga
memainkan peran dalam mendukung keterlibatan dan
partisipasi yang lebih luas dalam program dan proyek
yang diprakarsai oleh para aktor lokal.11

3.2 Mekanisme pengawasan yang
efektif dan menyeluruh melalui
pemaduan isu gender

Perspektif gender penting bagi pengawasan
masyarakat sipil karena beberapa alasan, salah satu di
antaranya karena perspektif gender membantu
menyadari bahwa masyarakat tertentu bukan suatu
kelompok masyarakat yang homogen dan terdiri dari
banyak kebutuhan dan kepentingan keamanan yang
berbeda.  Peran dan tanggung jawab yang dipikul oleh
pria dan wanita sehubungan dengan sektor keamanan
juga bisa sangat bervariasi dan seringkali dihasilkan
dari gagasan-gagasan sosial mengenai gender.
Misalnya, pria sering diharapkan sebagai penyedia
keamanan di dalam keluarga mereka dan masyarakat
dan biasanya jauh lebih berisiko mengalami kekerasan
yang berkaitan dengan senjata.  Di sisi lain, wanita
sering memiliki kebutuhan keamanan khusus, seperti
perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga,
yang mungkin tidak ditangani sebagaimana mestinya
oleh penegakan hukum atau sistem peradilan.
Mengingat bahwa sektor keamanan bertugas
menyediakan keamanan dan keadilan bagi pria mau -
pun wanita, maka proses pengawasan masyarakat
sipil harus memadukan isu gender ke dalam fungsi
pengawasan mereka untuk menjamin agar sistem dan
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Kepatuhan terhadap kewajiban menurut undang-
undang dan instrumen hukum internasional

Mengambil prakarsa untuk memadukan isu gender
ke dalam reformasi pertahanan bukan sekedar
masalah efektivitas operasional; pemaduan ini harus
mematuhi undang-undang, instrumen hukum, dan
norma internasional dan regional mengenai
keamanan dan gender. Instrumen hukum utama
meliputi:

n Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskri mi -
nasi terhadap Perempuan (1979)

n Deklarasi dan Pijakan Aksi Beijing (1995)

n Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325
mengenai Wanita, Perdamaian dan Keamanan
(2000)

Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Lampiran
Toolkit mengenai Undang-Undang dan Instrumen
Hukum Internasional dan Regional.



struktur yang ada melindungi kebutuhan semua orang,
bukan hanya sektor-sektor yang paling menonjol atau
istimewa dalam masyarakat. 

Melalui fungsi analisis, pemantauan dan pengawasan
mereka, masyarakat sipil dapat mengetahui mereka
yang terpinggirkan dari proses pembuatan keputusan
sektor keamanan dan golongan masyarakat mana
yang kurang mendapatkan akses atau pemilikan atas
mekanisme dan perlindungan sektor keamanan.

Menjamin agar suara-suara yang terpinggirkan
menjadi bagian dari proses tersebut merupakan peran
penting dari setiap mekanisme pengawasan.  Pada
gilirannya hal ini dapat meningkatkan keterlibatan
organisasi wanita dalam proses pembuatan keputusan
keamanan.12

Lembaga dan individu yang bertugas menyediakan
keamanan kadang-kadang bisa juga menjadi sumber
ketidakamanan bagi masyarakat umum, khususnya
bagi wanita dan kelompok masyarakat yang
terpinggirkan yang mungkin menghadapi kekerasan
yang dilakukan pasukan keamanan.  Kekerasan ini,
termasuk kekerasan berbasis gender (GBV), mungkin
dilakukan oleh personel sektor keamanan atau
disebabkan oleh perundang-undangan, kebijakan dan
struktur yang membentuk aturan hukum.  Apabila
mekanisme pengawasan masyarakat sipil tidak
mempertimbangkan isu gender, struktur, kebijakan dan
budaya sektor keamanan akan terus membiarkan
GBV terhadap wanita, pria, anak lelaki dan anak
perempuan; ketidaksetaraan gender; dan praktik-
praktik peminggiran. Hal ini sendiri merupakan
pembenaran yang kuat untuk menjamin agar
pengawasan masyarakat sipil melibatkan perspektif
semua kelompok dalam masyarakat tertentu. 

Perlu diperhatikan bahwa pengawasan tidak hanya
berkaitan dengan struktur dan prosedur formal, tapi
juga melibatkan identifikasi faktor-faktor yang kurang
diperhitungkan seperti tradisi, budaya politik dan
aturan perilaku informal lainnya yang memainkan
peran dalam menentukan pertanggungjawaban sektor
keamanan.13  Dinamika gender merupakan kekuatan
perantara yang efektif dalam membentuk semua faktor
ini, dan dengan demikian pemahaman bagaimana
dinamika gender mempengaruhi sektor keamanan
dapat mengidentifikasi titik mula dan mekanisme untuk
menghasilkan praktik yang lebih bertanggung jawab
dan transparan.

3.3 Peningkatan pengawasan melalui
keterlibatan organisasi wanita

Organisasi masyarakat sipil wanita seringkali menjadi
sumber daya yang tak dimanfaatkan ketika berusaha
menjamin pengawasan yang efektif atas sektor
keamanan.  Dalam kasus di mana negara kurang
mampu menyediakan keamanan dan keadilan bagi
semua masyarakat, kelompok-kelompok wanita dapat
memainkan peran dengan membangun rumah aman
bagi korban GBV; mendukung pembenahan hukum

yang tanggap terhadap gender; meningkatkan
kesadaran di kalangan pria dan wanita mengenai hak-
hak asasi mereka dan kewajiban negara melindungi
mereka; dan menyediakan berbagai layanan lainnya
serta berbagai bentuk pembangunan kemampuan di
dalam masyarakat mereka. Keahlian dan pemahaman
mereka mengenai kebutuhan keamanan dan keadilan
berbagai kelompok masyarakat tidak dapat diabaikan.
Organisasi-organisasi wanita dapat meningkatkan
pengawasan sektor keamanan yang tanggap terhadap
gender melalui:

n Pemberian nasihat kebijakan yang tanggap ter -
hadap gender mengenai peningkatan trans paransi,
pertanggungjawaban dan responsivitas.

n Pemantauan pelaksanaan persetujuan internasional
dan regional, dan juga kebijakan nasional dan
institusional mengenai kesetaraan gender se hu -
bungan dengan lembaga-lembaga sektor ke  a manan.

n Penyediaan bantuan pembangunan kemampuan
bagi badan-badan pemerintahan dan pengawasan
mengenai isu gender dan keamanan.

n Pemberian bantuan untuk menjamin agar
pengawasan menyeluruh dan tanggap terhadap
kebutuhan masyarakat melalui identifikasi ancaman
dan isu keamanan yang dihadapi individu dan
masyarakat, khususnya ‘kelompok-kelompok
masyarakat yang terpinggirkan’.

n Pemfasilitasian dialog dan perundingan antara
masyarakat lokal dan badan pengawasan sektor
keamanan. 

n Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai
bagaimana meminta pertanggungjawaban lem ba -
ga-lembaga sektor keamanan, misalnya dengan
melaporkan penganiayaan yang dilakukan polisi.

n Pemromosian wanita dalam pembuatan keputusan
dan kepemimpinan di lembaga-lembaga sektor
keamanan dan badan pengawasan.

Manfaat lain dari pelibatan organisasi wanita dalam
pengawasan sektor keamanan adalah kemampuan
mereka berhubungan dengan masyarakat yang sulit
dijangkau.  Mengingat bahwa mereka sering dianggap
kurang menakutkan, wanita kadang-kadang lebih mu -
dah bergerak dalam konteks konflik, dan karena itu
me miliki informasi dan pemahaman yang lebih akurat
mengenai kebutuhan keamanan warga masyarakat
yang paling terdampak.  Namun demikian, walaupun
usaha menjamin partisipasi penuh dan setara wanita
dan organisasi wanita merupakan salah satu langkah
menuju OMS yang benar-benar representatif, usaha itu
saja tidak akan menghasilkan pencapaian ke setaraan
gender.  Perspektif gender perlu juga di a rusutamakan di
seluruh aspek pengawasan ma sya ra kat sipil untuk
menjamin agar masalah, kebutuhan, ke pentingan dan
perspektif pria maupun wanita diper timbangkan (untuk
informasi lebih lanjut mengenai hal ini, lihat Bagian 5).

Kenyataannya mungkin sulit untuk menjamin bahwa
perspektif gender benar-benar dipadukan ke dalam
pengawasan masyarakat sipil karena kurangnya
keahlian, sumber daya, kemauan politik, waktu dan
faktor-faktor lainnya.  Namun demikian, penyusunan
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strategi untuk memadukan isu gender dan lebih aktif
melibatkan organisasi wanita dalam proses ini dapat
memberikan dampak positif terhadap efektivitas
keseluruhan dari pengawasan masyarakat sipil.
Beberapa konsekuensi potensialnya adalah:

Pemahaman yang lebih lengkap mengenai struktur
dan proses keamanan melalui pelibatan semua
pemangku kepentingan utama di dalam masyarakat,
termasuk wanita dan kelompok-kelompok masyarakat
yang terpinggirkan. Mereka memberikan perspektif,
pengetahuan dan pengalaman yang berbeda dalam
pengawasan sektor keamanan yang memberikan
pemahaman dan strategi alternatif untuk mening -
katkan keamanan secara keseluruhan dalam konteks
tertentu. Pelibatan wanita juga bisa membuat pria
berpikir dengan cara yang berbeda mengenai diri
mereka sendiri sebagai penyedia keamanan dan juga
ketidakamanan mereka sendiri. 

n Membuat isu-isu keamanan utama seperti keke -
rasan terhadap wanita menjadi lebih ‘terlihat’. Hal
ini memungkinkan mekanisme pengawasan untuk
lebih efektif mengidentifikasi, memantau dan
mendukung isu-isu ini. 

n Meningkatkan legitimasi mekanisme pengawasan
melalui peningkatkan partisipasi dan keterwakilan
kebutuhan dan kepentingan seluruh masyarakat,
bukan hanya kelompok masyarakat yang dominan.

4Bagaimana memadukan
gender ke dalam pengawasan
masyarakat sipil atas sektor
keamanan?

Ada beberapa titik mula utama untuk memadukan isu
gender secara efektif ke dalam proses pengawasan
masyarakat sipil atas sektor keamanan dan RSK.
Harus diingat bahwa hal ini tidak akan terjadi secara
otomatis, tapi tingkat tertentu kemauan politik, sumber
daya dan kemampuan diperlukan agar terjadi pe -
ngarusutamaan gender yang efektif.  Selain itu,
sebagaimana pendanaan memadai yang sangat
diperlukan demi pengawasan yang efektif, pendanaan
yang secara khusus ditujukan untuk memadukan isu
gender juga sangat penting.

Peluang dan titik mula untuk memadukan gender ke
dalam proses pengawasan masyarakat sipil akan
bervariasi sesuai dengan konteks tertentu, termasuk
kemampuan OMS, kebutuhan keamanan dan
keadilan, dan lembaga sektor keamanan tertentu yang
terlibat.  Pemaduan gender ke dalam pengawasan
mungkin melibatkan, namun tidak terbatas pada,
langkah-langkah berikut:

n Menjamin prosedur penghukuman yang transparan
dan adil.

n Menetapkan standar perilaku dan kode etik
minimum bagi personel badan keamanan.

n Menjamin agar kebutuhan spesifik gender diiden -
tifikasi dan dipadukan ke dalam struktur dan praktik
sektor keamanan.

n Mengadvokasi lebih banyak wanita di badan-badan
keamanan, terutama pada tingkat pembuat
keputusan senior.

n Meningkatkan kesadaran mengenai isu-isu
keamanan utama di kalangan masyarakat umum,
terutama yang berkaitan dengan wanita dan
kelompok masyarakat yang rentan.

n Menyalurkan pengaduan dari masyarakat kepada
individu atau organisasi yang sesuai di sektor
keamanan.

Rekomendasi yang diberikan pada bagian ini bersifat
umum.  Untuk rekomendasi dan informasi yang lebih
terperinci mengenai keterlibatan masyarakat sipil
dalam pengawasan sektor keamanan dalam konteks
negara pasca-konflik, negara dalam masa transisi,
negara berkembang dan negara maju, lihat Bagian 5.

4.1 Badan pemantauan sektor
keamanan

Masyarakat sipil dapat berpartisipasi dalam berbagai
badan pengawas sektor keamanan resmi, seperti
badan pemeriksa orang sipil, komisi pengaduan
masyarakat, tim teknis pakar dan kelompok pemantau
independen, serta evaluasi yang disponsori negara
atas aspek-aspek sektor keamanan seperti lembaga
pemasyarakatan, perilaku polisi, dan lain-lain.  Badan-
badan ini bertugas menilai, memantau atau
mengevaluasi lembaga-lembaga sektor keamanan
dan karena itu merupakan titik mula penting untuk
menjamin agar isu gender ditangani dan para wanita
serta organisasi wanita berpartisipasi.  Masyarakat
sipil dapat ikut serta dalam mekanisme pengawasan
parlemen dengan bekerja sama dengan para anggota
parlemen untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan
parlemen mengenai isu-isu yang berkaitan dengan
keamanan atau memprakarsai perdebatan mengenai
isu-isu tersebut.

Mengingat pengetahuan dan pengalaman khususnya
mengenai penyediaan keamanan dan kebutuhan
wanita dalam masyarakat, organisasi wanita dapat
memberikan nilai tambah penting bila dilibatkan dalam
peran partisipatif atau konsultatif di badan-badan
pemantauan:

n Di Fiji, LSM wanita yang bekerja sama dengan
Kementerian Urusan Wanita mengadakan
pertemuan dengan Komite Peninjauan Ulang

Lihat Tool mengenai

Pengawasan Parlemen atas

Sektor Keamanan dan Gender
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Keamanan dan Pertahanan Nasional Pemerintah
Fiji sebagai bagian dari proses peninjauan ulangnya
pada tahun 2003.  Organisasi wanita dapat
mengemukakan isu-isu penting seperti:

- Cara bagaimana proses peninjauan ulang
dilakukan.

- Siapa yang diminta memberikan masukan.

- Isu-isu yang diidentifikasi sebagai ancaman
keamanan.

- Bagaimana standar dan norma internasional,
termasuk Resolusi Dewan Keamanan PBB
Nomor 1325, dipadukan ke dalam proses
tersebut.

Karena itu, dua proposal diserahkan kepada Komite
tersebut, termasuk rekomendasi untuk pengangkatan
tetap Menteri Urusan Wanita dalam Dewan Keamanan
Nasional dan keterwakilan wanita dalam komite
keamanan tingkat provinsi dan kabupaten.14

n Di Kamboja, organisasi-organisasi wanita dan
kelompok-kelompok HAM seperti Liga Promosi dan
Pembelaan HAM Kamboja bekerja sama dengan
badan-badan pengawasan pemerintah untuk
menyelidiki tuduhan penganiayaan dan memantau
kepatuhan terhadap Undang-Undang Pencegahan
Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Perlindungan
Korban yang baru-baru ini diterapkan di Kamboja.
Undang-undang ini memberikan kekuasaan yang

lebih besar kepada polisi untuk melakukan
intervensi dalam kasus kekerasan dalam rumah
tangga dan memperkuat sumber daya hukum yang
tersedia bagi korban.  Selain melakukan peman -
tauan, OMS juga menyediakan bantuan hukum dan
rumah aman bagi korban.15

Selain melibatkan organisasi wanita, idealnya harus
terdapat keterwakilan setara pria dan wanita di badan-
badan pengawasan.  Kurangnya partisipasi wanita
saat ini mungkin disebabkan oleh beberapa hambatan
seperti:

n Kurangnya waktu atau kesempatan bagi wanita
untuk ikut serta karena tanggung jawab rumah
tangga mereka.

n Sikap sosio-kultural yang menghambat wanita
berpartisipasi di lembaga-lembaga sektor keaman -
an di lingkungan publik.

n Kurangnya keahlian untuk memberikan masukan
yang konstruktif.

Banyak dari hambatan ini dapat ditanggulangi melalui
pelatihan, peningkatan kesadaran dan kebijakan
proaktif di pihak OMS yang berpartisipasi di badan-
badan pemantauan dan pengawasan.  Hal ini akan
menguntungkan mekanisme pemantauan secara
keseluruhan dengan menjamin diaksesnya keahlian,
pengetahuan dan sumber daya yang lebih luas.

Gender perlu diarusutamakan melalui semua kegiatan

Pengawasan Masyarakat Sipil atas Sektor Keamanan dan Gender

n Apakah situasi keamanan menimbulkan dampak yang berbeda terhadap wanita, pria, anak perempuan dan anak lelaki?

n Apakah isu keamanan wanita dan pria diketahui dan masalah diatasi?

n Apakah pemelihara perdamaian wanita digelar?  Kalau demikian, pada tingkat apa?

n Apakah pemelihara perdamaian mendapat pelatihan gender sebelum penggelaran dan selama misi pemeliharaan perdamaian?

n Apa peran yang dimainkan para wanita dalam militer, kelompok bersenjata, kepolisian atau lembaga keamanan lainnya seperti badan intelijen,
polisi perbatasan, pabean, imigrasi dan badan penegakan hukum lainnya (persentase pasukan/ kelompok menurut pangkat dan kategori)?

n Apakah tindakan didukung untuk menjamin agar wanita dapat menjadi bagian dari militer, kepolisian atau lembaga keamanan lainnya?

n Apa kebutuhan pelatihan wanita dan pria di militer dan kelompok bersenjata?

n Apakah pelatihan gender diberikan kepada tentara dan badan keamanan lainnya?

Kotak 1 Contoh daftar periksa gender untuk badan pengawasan sektor keamanan
dalam konteks pasca-konflik.16

Data yang dipisahkan menurut jenis kelamin (yaitu, informasi statistik yang membedakan pria dan wanita) merupakan sumbangan penting bagi
penelitian dan pengumpulan data sektor keamanan yang tanggap terhadap gender.  Data ini dapat memperjelas ancaman, kebutuhan, persepsi dan
sumber daya keamanan dan keadilan pria dan wanita yang berbeda, yang pada gilirannya merupakan alat yang sangat berharga untuk mendorong
pembenahan yang tanggap terhadap gender.

Data yang dipisahkan menurut jenis kelamin dapat digunakan untuk:

n Mengidentifikasi ancaman yang berbeda terhadap keamanan dan keadilan yang dihadapi wanita, pria, anak lelaki dan anak perempuan, termasuk
bagaimana ancaman ini berubah sepanjang waktu.

n Mengevaluasi apakah layanan keamanan dan keadilan diberikan secara setara kepada pria dan anak lelaki, wanita dan anak perempuan. 

n Secara umum, mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah, menyusun semua pilihan dan memilih pilihan yang akan paling efektif dan
menguntungkan bagi wanita maupun pria. 

n Mengalokasikan sumber daya dengan cara yang lebih adil. 

n Memantau dan mengevaluasi kebijakan dan program keamanan menurut dampak khususnya terhadap pria, wanita, anak perempuan dan anak lelaki.

Kotak 2 Data yang dipisahkan menurut jenis kelamin18
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badan pemantauan, dan harus tersedia struktur dan
proses yang memadai untuk memastikan terjadinya
pengarusutamaan ini. Namun demikian, mungkin ter -
dapat kecenderungan untuk mengabaikan isu gender
dalam pemantauan sektor keamanan atau kecen de -
rung an untuk menganggap isu gender tidak relevan
dengan isu keamanan. Salah satu cara mengatasi hal
ini adalah dengan memberikan pelatihan gender
kepada para partisipan di badan-badan pemantauan
sektor keamanan agar mereka mampu mengi den -
tifikasi kesempatan untuk memadukan gender dan
membekali mereka dengan keahlian praktis seperti
bagaimana memantau pelanggaran HAM terhadap
wanita dan anak perempuan. Daftar periksa atau
panduan mengenai pemaduan gender mungkin ber -
guna (lihat Kotak 1).

OMS yang berkemampuan melakukan penelitian dan
analisis, seperti pusat-pusat penelitian, tim pakar dan
lembaga kebijakan mungkin sangat mampu mem -
berikan masukan bagi badan-badan pemantauan
sektor keamanan. OMS yang memiliki keahlian teknis
sangat perlu dimintai masukannya mengenai isu-isu
yang berkaitan dengan gender yang dihadapi badan-
badan pengawasan, misalnya dalam pembenahan
perundang-undangan yang diskriminatif. 

!!Kiat memadukan gender bagi OMS yang terlibat
dalam badan pemantauan sektor keamanan 

n Berikan pelatihan gender kepada badan-badan
pemantauan sektor keamanan, termasuk partisipan
OMS, untuk meningkatkan kemampuan mereka
memadukan isu gender.

n Susun daftar periksa gender untuk kegiatan
pemantauan dan evaluasi yang berbeda untuk
menjamin agar isu gender dipadukan secara
sistematis.

n Pastikan agar organisasi wanita dilibatkan dan/atau
diminta memberikan masukan.

n Advokasi partisipasi setara pria dan wanita dalam
badan pemantauan.

4.2 Penelitian dan pengumpulan data

Pengawasan yang akurat dan efektif sangat
tergantung pada keberadaan penelitian dan data yang
je las, representatif dan menyeluruh mengenai ke giat -
an dan perilaku sektor keamanan. OMS dapat
me   mainkan peran penting dalam pemantauan dan pe -
ngumpulan informasi independen yang akhirnya dapat
di gunakan untuk mengungkap kasus pe nga niayaan,
meminta pertanggungjawaban sektor keamanan, atau
mengidentifikasi saran-saran me ngenai bagai mana
mem  perkuat sektor keamanan.  Namun de  mikian, pe -
ne   litian dan pengumpulan data mengenai sek tor
ke   amanan sering tidak mempertimbangkan isu gen der.

Sebagaimana disebutkan pada bagian awal tool ini,
pengalaman dan persepsi keamanan dan keadilan
sangat bervariasi antara pria dan wanita. Agar pe -
nelitian dan data, baik yang dikumpulkan atau
di gunakan oleh badan pengawasan, mencerminkan
secara akurat semua perspektif, penelitian dan data
tersebut harus dipisahkan menurut jenis kelamin dan
memberikan perhatian khusus pada isu gender.
Indikator dan ukuran perubahan yang tanggap
terhadap gender juga perlu dimasukkan untuk
memungkinkan pemantauan dan evaluasi kemajuan.17

Data dan penelitian mengenai sektor keamanan dapat
berperan sebagai landasan yang akurat untuk
menentukan pengaruh dari kebijakan dan program
keamanan.  Mengingat bahwa para aktor masyarakat
sipil biasanya memiliki akses lebih besar terhadap
masyarakat lokal daripada pasukan keamanan
negara, mereka lebih mampu mengumpulkan infor -
masi ini, idealnya melalui proses konsultatif dan
partisipatif yang melibatkan semua warga masyarakat.
Prakarsa khusus harus diambil untuk menjamin
partisipasi penuh wanita dan anak perempuan serta
pria dan anak lelaki yang terpinggirkan.  Misalnya, di
Afghanistan mungkin sulit bagi para wanita untuk
berpartisipasi dalam konsultasi tanpa disertai pendam -
ping pria.  Dalam hal ini, perlu dipastikan agar OMS
menyediakan sumber daya yang memadai agar wanita
dapat berpartisipasi (yaitu, ikut menyediakan akomo -
dasi dan makanan bagi rekan seperjalanan).  Selain
menghasilkan data yang dipisahkan menurut jenis ke -
lamin, metode pengumpulan datanya harus transparan
dan hasilnya dipublikasikan.  Melibatkan organisasi
wanita dalam pengumpulan dan analisis data bisa
menjadi salah satu cara meningkatkan akses terhadap
wanita di dalam masyarakat dan mening katkan
pemahaman mengenai kebutuhan dan masalah
keamanan khusus.

Toolkit RSK dan Gender

‘Documenting women’s rights violations by non-state
actors: Activist strategies from Muslim communities’,
(‘Pencatatan pelanggaran HAM wanita yang
dilakukan oleh para aktor bukan negara: Strategi
aktivis dari masyarakat Muslim’), Jan Bauer dan
Anissa Hélie, Rights & Democracy and Women
living under Muslim laws (HAM & Demokrasi serta
Wanita yang hidup di bawah undang-undang
Muslim), 2006.

‘Monitoring and Reporting Human Rights Abuses in
Africa: A Handbook for Community Activists’
(‘Memantau dan Melaporkan Pelanggaran HAM di
Afrika: Buku Pedoman bagi Aktivis Masyarakat’),
Amnesty International (Amnesti Internasional), 2002. 

Elizabeth Shrader, ‘Methodologies to Measure the
Gender Dimensions of Crime and Violence’
(‘Metodologi Pengukuran Dimensi Gender
Kejahatan dan Kekerasan’), World Bank (Bank
Dunia), 2001. 

‘Researching Violence against Women: A Practical
Guide for Researchers and Activists’ (‘Meneliti
Kekerasan terhadap Wanita: Panduan Praktis bagi
Peneliti dan Aktivis’), Mary Ellsberg dan Lori Heise,
WHO dan PATH, 2005.

Kotak 3 Panduan mengenai pen-
catatan pelanggaran HAM
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Selain menjamin bahwa data yang dikumpulkan
dipisahkan menurut jenis kelamin dan penelitian
melibatkan wanita dan anak perempuan, penelitian
dan pengumpulan data bisa juga difokuskan pada
pencatatan pelanggaran HAM wanita dan anak
perempuan (lihat Kotak 3).  Organisasi-organisasi wa -
nita yang berpengalaman membantu para penyintas
GBV bisa lebih dibekali untuk melakukan penelitian
mendalam mengenai topik tersebut.  Namun demikian,
survei dan dokumentasi umum pelanggaran HAM juga
harus melibatkan para wanita, anak perem puan dan
anak lelaki dan mengajukan per tanyaan-pertanyaan
khusus mengenai GBV.  Penelitian harus dilakukan
baik mengenai tingkat kejadian dan pencegahan
pelanggaran HAM dalam masyarakat secara umum
maupun mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan
oleh personel sektor keamanan.

Apabila informasi dan data yang peka terhadap gender
telah dikumpulkan, informasi dan data tersebut harus
disebarkan secara efektif untuk memastikan dampak
ke bawah terhadap masyarakat lokal maupun dampak
ke atas terhadap para pembuat keputusan utama di
sektor keamanan dan sektor pemerintahan lainnya.
Data yang telah dikumpulkan ini kenyataannya sering
tidak dimasukkan ke dalam kebijakan, laporan atau
penilaian sektor keamanan.  Karena itu, masyarakat
sipil harus menegaskan bahwa data dan penelitian
tersebut digunakan secara efektif.  Hal ini dapat dila -
kukan dengan berbagai cara, misalnya melalui:

n Komunikasi atau kontak langsung dengan para
pembuat kebijakan tertentu yang bekerja di bidang
yang berbeda di sektor keamanan.

n Kampanye publik mengenai isu-isu utama, yang
didasarkan pada penelitian dan data yang dikum -
pulkan.

n Penyusunan penelitian dan data menjadi evaluasi/
analisis/rangkuman mengenai aspek-as pek utama
sektor keamanan yang dapat di pub likasikan secara
luas dan digunakan sebagai se buah alat advokasi
dalam berhubungan dengan pa ra pejabat pemerintah
dan para pemangku ke pen tingan lainnya.

n Penggunaan metode inovatif untuk menyebarkan
informasi, seperti melalui stasiun radio masyarakat,
jaringan online atau pusat informasi keliling.

n Adaptasi penelitian dan data ke dalam format tak-
tertulis (yaitu, poster, komik, sandiwara, lagu, dll.)
agar dapat diakses oleh masyarakat yang buta
huruf

 ! ! Kiat bagi OMS untuk meningkatkan penggunaan
penelitian dan pengumpulan data yang peka ter-
hadap gender

n Berikan pelatihan kepada staf OMS mengenai
metode penelitian dan pengumpulan data yang
peka terhadap gender.

n Pastikan agar data yang dipisahkan menurut jenis
kelamin dan penelitian yang peka terhadap gender
dimasukkan ke dalam analisis mengenai sektor
keamanan.

n Gunakan penelitian yang peka terhadap gender
untuk menyiapkan kampanye publik mengenai isu-
isu keamanan yang khusus mengenai wanita
(misalnya, kekerasan dalam rumah tangga) dan pria
(misalnya, penyalahgunaan senjata api kecil).

n Susun beberapa strategi yang inovatif untuk
menyebarkan hasil penelitian yang peka terhadap
gender, khususnya kepada masyarakat dan
perempuan pedesaan.

4.3 Audit gender

Audit gender merupakan alat khusus untuk
menganalisis proses, struktur, kebijakan atau
organisasi tertentu dari perspektif gender.  Audit ini
memberikan evaluasi mengenai apa yang telah
dilakukan dan dapat juga mengidentifikasi titik mula
atau kesenjangan bagi tindakan di masa depan.
Penilaian gender yang diterapkan di sektor kemanan
dapat digunakan untuk menentukan sampai sejauh
mana lembaga-lembaga sektor keamanan memenuhi
kebutuhan para wanita, pria, anak lelaki dan anak
perempuan; apakah tempat kerja tidak diskriminatif;
hambatan terhadap peningkatan partisipasi perem -
puan; dan tingkat umum responsivitas gender dalam
kebijakan dan praktik. OMS, baik sebagai peserta di
badan-badan pemantauan atau sebagai lembaga
independen, dapat melakukan audit gender apabila
mereka memiliki keahlian dan sumber daya yang
diperlukan dan diberi akses yang diperlukan untuk
berhubungan dengan para pejabat sektor keamanan. 

!!Kiat bagi OMS yang ingin melakukan audit  gen-
der

n Masukkan audit gender sebagai bagian dari
penilaian atau evaluasi RSK. 

n Padukan pertanyaan-pertanyaan gender ke dalam
mekanisme penilaian atau evaluasi rutin sektor
keamanan.

n Terus jalin hubungan dengan para pemangku
kepentingan utama sehubungan dengan temuan-
temuan audit untuk menjamin dampaknya terhadap
pembenahan. 

4.4 Analisis anggaran gender (Gender
budget analysis)

Alat lain untuk pengawasan sektor keamanan adalah
analisis atas anggaran yang berkaitan dengan
pertahanan dan keamanan dari perspektif gender.
Karena anggaran pertahanan sering merupakan
bagian yang signifikan dari pengeluaran suatu negara,

Lihat Tool mengenai Penilaian,

Pemantauan dan Evaluasi RSK

dan Gender
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penguatan transparansi dan pengawasan fiskal
merupakan peran utama badan-badan pengawasan,
dan merupakan usaha yang dapat didukung oleh
OMS.  Uang yang dibelanjakan untuk keperluan perta -
hanan diambil dari dana yang dianggarkan untuk
kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti penyediaan atau
pembangunan layanan sosial.  Dengan demikian,
alokasi anggaran pemerintah dapat menimbulkan
dampak yang berbeda terhadap pria, wanita, anak
perempuan dan anak lelaki yang mungkin relatif
mendapatkan manfaat dari jenis pengeluaran tertentu.
Analisis anggaran gender telah muncul sebagai suatu
alat untuk menganalisis dampak yang dibedakan
menurut gender dari pengeluaran pemerintah, yang
dapat diterapkan pada sektor keamanan. Dengan
demikian, analisis ini dapat menghasilkan alokasi dana
yang lebih adil, bertanggung jawab dan transparan,
serta pertumbuhan dan pembangunan efektif secara
keseluruhan, karena lebih banyak kelompok di dalam
masyarakat yang akan mendapatkan manfaat positif
dari pengeluaran pemerintah.20

Mengingat bahwa sektor keamanan sering tertutup bagi
pengamatan yang teliti, usaha mendapatkan data dan
informasi yang akurat mengenai besarnya alokasi
pengeluaran dan sumber daya pertahanan mungkin
sulit, dan usaha mendapatkan informasi yang
dipisahkan menurut jenis kelamin bahkan lebih sulit lagi.
Walaupun pemerintah atau parlemen dapat mela kuk an
analisis gender atas pengeluaran mereka sen diri, OMS
bisa juga memantau dan mengevaluasi alokasi sumber
daya dan mendukung para pembuat kebijakan untuk
mengubah pola pengeluaran pe me rintah.  Jelasnya,
OMS, lembaga penelitian dan ba  dan pengawasan yang
mengelola sektor keamanan da pat membentuk koalisi
untuk memperkuat analisis me ngenai berbagai aspek
pengeluaran pemerintah, dan menyusun rencana kerja
yang kreatif untuk men dukung alokasi anggaran yang
lebih peka terhadap gen der.

Analisis anggaran gender (gender budget analysis)
merupakan usaha yang sangat teknis, dan dengan
demikian OMS mungkin harus menjangkau para aktor
luar yang dapat memberikan keahlian dan dukungan
yang diperlukan. OMS internasional bisa sangat
membantu dalam hal ini dan dapat memberikan
dukungan kepada organisasi-organisasi lokal yang
ingin menganalisis dampak dari pengeluaran sektor
keamanan terhadap masyarakat.

!!Kiat bagi OMS dalam penyusunan anggaran
yang peka terhadap gender

n Kembangkan keahlian dalam analisis anggaran
gender untuk lebih memahami dampak dari
pengeluaran sektor keamanan terhadap pria dan
wanita, dan gunakan temuan dari analisis ini
sebagai alat pengawasan dan advokasi.

4.5 Advokasi dan peningkatan
kesadaran

Organisasi masyarakat sipil memainkan fungsi

pengawasan penting melalui peningkatan kesadaran
masyarakat mengenai peran, tanggung jawab dan
kewajiban sektor keamanan, dan juga advokasi
langsung terhadap lembaga-lembaga sektor kea -
manan dan badan-badan pemerintahan.  Penelitian
dan pengumpulan data yang peka terhadap gender,
termasuk penilaian gender dan analisis anggaran
gender, dapat digunakan sebagai alat untuk
meningkatkan kesadaran dan prakarsa advokasi.

OMS dapat mengadvokasi pembenahan untuk
memperkuat transparansi, pertanggungjawaban dan
efektivitas sektor keamanan.  Mengingat partisipasi
OMS yang umumnya terbatas dalam kegiatan sektor
keamanan, saluran advokasi yang ada bisa menjadi
titik mula penting untuk advokasi sektor keamanan.
Beberapa bidang advokasi yang sangat relevan
dengan pemaduan perspektif gender dalam
pengawasan berkaitan dengan pembenahan hukum,
peningkatan keterwakilan wanita di sektor keamanan,
penghormatan HAM dan kebutuhan pelatihan keahlian
gender.  Advokasi yang berkaitan dengan pengawasan
masyarakat sipil atas sektor keamanan dapat dan
harus dijadikan sasaran pada berbagai tingkat.
Kampanye advokasi dapat menggabungkan lobi
langsung personel sektor keamanan tingkat tinggi,
anggota parlemen, menteri atau lembaga donor
dengan kegiatan advokasi seperti:

n Penyerahan proposal selama berlangsungnya
konsultasi atau proses pengkajian ulang sektor
keamanan.

n Prakarsa media

n Demonstrasi

n Debat kebijakan

n Perancangan rangkuman kebijakan

Masyarakat umum di sebagian besar negara
umumnya cenderung tidak menyadari hak mereka
sendiri atas keamanan dan keadilan atau kebijakan
dan proses tertentu di sektor keamanan yang
dirancang untuk menegakkan hak-hak ini.  Dengan
meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu-
isu, mulai dari akses sistem peradilan dan pengajuan
pengaduan kasus pelanggaran hukum oleh personel
polisi, sampai bagaimana mempengaruhi kebijakan
RSK dengan menghubungi para anggota parlemen,
masyarakat juga dapat dilibatkan dalam meminta agar
sektor keamanan bertanggung jawab memenuhi
kebutuhan mereka dengan cara yang efektif dan
terhormat.  Contoh tindakan yang dapat diambil OMS
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai
isu-isu gender dan sektor keamanan meliputi:

n Penyelenggaraan diskusi meja bundar atau seminar
mengenai isu-isu gender dan kebijakan keamanan. 

n Pembuatan bahan-bahan, seperti selebaran,
mengenai bagaimana melaporkan pelanggaran
HAM – termasuk GBV – oleh personel sektor
keamanan.

Perlu diingat bahwa bukan hanya organisasi wanita
yang dapat berperan dalam peningkatan kesadaran
dan advokasi isu-isu gender dan keamanan.  Peran
para pria dan organisasi pria dalam pengawasan atas

Toolkit RSK dan Gender
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organisasi sektor keamanan dan advokasi isu-isu yang
berkaitan dengan gender, khususnya GBV, sangat
penting dan memberikan pesan kuat kepada para
aktor sektor keamanan yang didominasi pria.
Perubahan sikap, pola pikir dan praktik para
pemangku kepentingan utama merupakan salah satu
dari tujuan paling penting dari peningkatan kesadaran
dan advokasi yang berkaitan dengan gender, dan ini
dapat dilakukan dengan sangat efektif oleh para pria.

Untuk menjamin agar kampanye advokasi tanggap
terhadap gender, OMS dapat memastikan agar materi
dan bahasanya peka terhadap gender; agar kam -
panye tersebut bertujuan meningkatkan keamanan
dan keadilan bagi para wanita dan anak perempuan
serta para pria dan anak lelaki; bekerja sama dengan
organisasi-organisasi wanita; dan menjamin tingkat
keterlibatan wanita yang tinggi.  OMS juga dapat
mengadvokasi perubahan khusus yang berkaitan
dengan gender di sektor keamanan yang meliputi:

n Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan dan
rencana gender, termasuk kode perilaku, untuk
lembaga-lembaga sektor keamanan.

n Pelatihan gender standar untuk polisi, angkatan
bersenjata dan personel sektor keamanan lainnya.

n Pembenahan perundang-undangan yang
diskriminatif agar cukup memadai mencegah,
menangani dan menjatuhkan sanksi atas GBV.

n Perekrutan, retensi dan kemajuan lebih banyak
wanita ke lembaga-lembaga sektor keamanan dan
badan-badan pemerintah.

n Alokasi sumber daya keuangan, sumber daya
manusia dan sumber daya material yang memadai
untuk menangani ketidakamanan khusus yang
dihadapi para wanita dan anak perempuan. 

n Peningkatan pertanggungjawaban personel sektor
keamanan atas pelanggaran HAM, termasuk GBV.

Pengawasan Masyarakat Sipil atas Sektor Keamanan dan Gender
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1. Pengkajian ulang: Pengkajian ulang latar belakang merupakan titik mula penting untuk audit gender.  Apabila terjadi proses RSK, pakar gender
dari negara bersangkutan harus melakukan pengkajian ulang tersebut.  Pengkajian ulang ini memberikan gambaran umum isu-isu gender yang
relevan yang berkaitan bukan hanya dengan hubungan gender di negara audit tapi juga dengan fokus tertentu audit tersebut.  Pengkajian ulang
latar belakang ini mencakup informasi ‘mendalam’ yang kemudian biasanya dapat dijadikan rujukan pada audit yang lebih singkat.

2. Pengarahan dan kelompok fokus: Substansi audit gender disusun dari berbagai wawancara dan diskusi kelompok fokus.  Wawancara mendalam
dengan para aktor yang relevan pada bagian tertentu sektor keamanan yang dikaji ulang merupakan unsur penting dari pengumpulan informasi.

3. Pengkajian ulang dokumentasi: Pengkajian ulang dokumentasi melengkapi wawancara dan diskusi kelompok fokus dan dapat memberikan
sumber informasi empiris yang penting dan terperinci serta landasan untuk triangulasi dengan sumber-sumber data lainnya.  Tantangan dalam
hal ini bisa berupa: akses atas dokumen-dokumen yang diperlukan; arsip yang tidak lengkap; pergantian staf dan perubahan nama proyek/program
selama pelaksanaan atau perancangan ulang, terutama untuk program RSK yang digerakkan lembaga donor, yang menyulitkan pencarian
dokumen yang relevan. 

4. Distribusi hasil: Apabila audit gender sudah selesai, hasilnya perlu disebarkan kepada para pemangku kepentingan, terutama mereka yang
terlibat di sektor yang sedang diaudit.

Kotak 4 Tahap-tahap audit gender RSK19

Kampanye Pita Putih (WRC, White Ribbon Campaign) dimulai di Kanada pada tahun 1991 oleh sekelompok pria yang mengadvokasi pengakhiran
kekerasan terhadap wanita dan berusaha memberikan informasi kepada para pria lain mengenai isu tersebut.  Melalui kampanye peningkatan
kesadaran, pernyataan publik, dan jaringan mereka yang terus berkembang, para anggota WRC memberikan visi alternatif pria sebagai orang yang
tidak suka melakukan kekerasan dan memberikan model peran positif bagi para pria dan anak lelaki di dalam masyarakat di seluruh dunia.  Walaupun
mereka tidak berhubungan langsung dengan sektor keamanan, tindakan-tindakan seperti yang dilakukan oleh WRC berperan mengubah sikap dan
budaya kekerasan yang mengekalkan kekerasan terhadap wanita, termasuk di kepolisian dan militer.  WRC memberikan pendekatan inovatif dalam
menangani akar agresi dan kekerasan di dalam keluarga dan masyarakat, dan merupakan cara yang efektif untuk menimbulkan perhatian, kesadaran
dan pengakuan publik terhadap isu tersebut sambil menanggulangi peran dan hubungan gender yang tidak setara.21

Sumber daya lainnya untuk melibatkan pria dalam menangani kekerasan terhadap wanita:

n ‘Elimination of Violence against Women in Partnership with Men’ (‘Penghapusan Kekerasan terhadap Wanita Bermitra dengan Pria’), Women in
Development Section (Wanita di Bagian Pembangunan), ESCAP (Komisi Ekonomik dan Sosial untuk Asia dan Pasifik PBB), 2006.

n ‘Men as partners: South African men respond to violence against women and HIV/AIDS’ (‘Pria sebagai mitra: pria Afrika Selatan merespons
kekerasan terhadap wanita dan HIV/AIDS’), Dean Peacock, EngenderHealth, 2002.

n ‘Ending Violence Against Women in Eastern Congo: Preparing Men to Advocate for Women’s Rights’ (‘Mengakhiri Kekerasan terhadap Wanita di
Kongo Timur: Mempersiapkan Pria untuk Mengadvokasi Hak-hak Wanita’), Women for Women International (Wanita untuk Wanita Internasional),
2007.

Kotak 5 Melibatkan pria dalam memberantas kekerasan terhadap wanita
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Apa isunya dan apa penyebabnya? Gunakan penelitian mengenai kebijakan, anggaran dan sebagainya untuk mengidentifikasi masalah
dan mendapatkan data yang nyata.

Apa maksud dan tujuan Anda? Maksud merujuk pada sasaran jangka panjang kampanye, yang akan diwujudkan melalui kombinasi
kegiatan advokasi dan kegiatan praktis.  Tujuan adalah sasaran yang lebih segera dan harus nyata
dan dapat diukur sebagai suatu hasil (bukan suatu kegiatan yang diusulkan).  Contoh: ‘Pada akhir
tahun 2010 pemerintah akan membentuk suatu mekanisme konsultasi bagi OMS dalam penyusunan
anggaran pertahanan yang peka terhadap gender.’

Apa perubahan nyata yang ingin Anda capai
(misalnya, kesadaran, pengetahuan, sikap
atau perubahan perilaku para pembuat
kebijakan atau aktor sektor keamanan)?

Dengan kata lain, apa perbedaan yang dihasilkan dari advokasi tersebut?

Apa indikator yang akan digunakan untuk
menelusuri kemajuan pencapaian hasil?

Pikirkan berbagai kemajuan yang ingin Anda telusuri selama penerapan strategi advokasi tersebut,
misalnya prosesnya, dampak dan hasilnya, dan perubahan konteks usaha Anda.

Siapa pemangku kepentingan primer Anda?
Bagaimana melibatkan mereka dalam
merancang sasaran, tujuan,hasil dan indikator
strategi Anda?  Siapa pemangku kepentingan
sekunder Anda dan pihak-pihak penting
lainnya?

Pemangku kepentingan utama meliputi orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan
perubahan tapi mungkin harus didorong untuk bertindak; pemangku kepentingan sekunder meliputi
kelompok-kelompok yang dukungannya dapat digabungkan; pemangku kepentingan primer adalah
pihak-pihak yang akan mendapatkan manfaat dari perubahan yang terjadi, dan pihak-pihak penting
lainnya meliputi kelompok-kelompok sasaran di kalangan aktor keamanan yang mungkin menentang
strategi tersebut.  Memanfaatkan waktu untuk mempertimbangkan dengan matang bagaimana Anda
akan bekerja sama dan mempengaruhi setiap pemangku kepentingan akan meningkatkan
kesempatan keberhasilan.

Penelitian apa yang perlu Anda lakukan untuk
menguji asumsi-asumsi mengenai
pengetahuan, sikap, dll.?

Bagaimana Anda menjangkau sampel kelompok masyarakat sasaran yang representatif dan teknik
apa yang akan Anda gunakan untuk mengetahui pandangan mereka mengenai isu-isu tersebut?
Bagaimana mereka mendapatkan informasi mengenai topik tersebut?

Apa pesan utama yang perlu Anda
komunikasikan dengan setiap kelompok
pemangku kepentingan untuk menghasilkan
perubahan yang diinginkan (misalnya,
meningkatkan pengetahuan mereka,
mengubah praktik mereka)?

Gunakan kelompok-kelompok fokus bersama para praktisi media dan jenis-jenis penelitian media
lainnya untuk memahami konteks dan sampaikan pesan-pesan Anda.

Apa jenis komunikasi (misalnya, versi populer
temuan penelitian, lembar fakta), saluran
(komunikasi bertatap muka, seminar, media)
dan kegiatan yang paling cocok untuk
pemangku kepentingan utama Anda?

Perjelas siapa yang menjadi sasaran Anda untuk melakukan apa; lakukan penelitian latar belakang
mengenai kelompok-kelompok masyarakat dan sampaikan pesan-pesan yang sesuai kepada
mereka.  Pikirkan juga siapa yang berkomunikasi, libatkan orang-orang yang dipercaya/berpengaruh
terhadap pemangku kepentingan utama.

Bagaimana jadwal/rencana kerja untuk
strategi advokasi Anda? Apa tanggal/
kesempatan utama untuk penyampaian pesan
dan materi?

Siapkan jadwal saat merencanakan strategi Anda sehingga tenggat terpenuhi dan tugas-tugas
terbagi secara efektif.  Tetapkan tanggal kapan materi diterbitkan dan disebarkan.

Berapa dana yang perlu Anda anggarkan
untuk strategi advokasi Anda dan apa
keterampilan, materi dan keahlian yang
diperlukan?

Sumber daya meliputi dana, materi, manusia dan keahlian mereka serta reputasi organisasi Anda
(yaitu, modal sosial) sehubungan dengan topik tertentu yang Anda advokasikan.

Bagaimana Anda menilai dan menyebarkan
dampak dari strategi Anda dan pelajaran yang
diperoleh dari pengalaman Anda?

Pikirkan bagaimana kampanye advokasi di masa depan dan organisasi-organisasi lain dapat
mendapatkan manfaat dari pengalaman Anda.

Bagaimana Anda menjamin keberlanjutan
strategi advokasi Anda?

Apabila Anda berhasil mewujudkan perubahan, Anda perlu memikirkan bagaimana menjamin
keberlanjutan perubahan tersebut.  Apabila kampanye advokasi telah berfokus pada tingkat
kebijakan, pelaksanaan kebijakan sangat perlu diperhatikan.  Siapa yang akan melanjutkan
intervensi tersebut?  Apa pendekatan programatis yang paling efektif?

Tabel 1 Pertanyaan yang harus diajukan saat merencanakan kampanye advokasi
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!!Kiat bagi OMS yang merencanakan kegiatan ad-
vokasi dan peningkatan kesadaran

n Kampanye peningkatan kesadaran dengan sasaran
masyarakat umum bisa menjadi bagian penting dari
kampanye advokasi yang bertujuan mempengaruhi
kebijakan dan program sektor keamanan.

n Rencanakan kampanye advokasi Anda dengan hati-
hati. Identifikasi pemangku kepentingan dan
sa saran utama untuk menyampaikan pesan-pesan
Anda, termasuk para pembuat kebijakan utama
yang berpengaruh di sektor keamanan, dan
pastikan advokasi Anda didasarkan pada penelitian
yang andal, menyeluruh dan peka terhadap gender.

n Manfaatkan peluang seperti pengkajian ulang
kebijakan sektor keamanan atau pertahanan untuk
memadukan isu gender ke dalam advokasi
masyarakat sipil.

n Libatkan para pria dalam kampanye advokasi,
khususnya para pria yang menangani kekerasan
terhadap wanita.

4.6 Bekerja sama dengan media

Media memainkan peran sangat penting dalam
mempromosikan pengawasan publik atas sektor
keamanan dan dalam menyebarkan informasi me -
ngenai reformasi pertahanan dan keamanan. OMS
dapat bekerja sama dengan media untuk memperkuat
kampanye peningkatan kesadaran dan advokasi
mereka. 

Para wartawan dan pihak lainnya yang bekerja di
bidang media belum tentu mengenal aspek-aspek
gender dari isu-isu keamanan atau memahami cara
ber bicara dan mendapatkan informasi dari para wa -
nita. Selain itu, sedikit sekali panduan atau kebijakan
gender di lembaga-lembaga media itu sendiri.23

Karena itu, OMS dapat bekerja sama dengan media
untuk melatih mereka mengenai bagaimana me -
ngumpulkan informasi dan membuat laporan
mengenai isu-isu keamanan dengan cara yang peka
terhadap gender. Mungkin juga sulit bagi media untuk
mengakses saksi atau korban perempuan dari
pelanggaran HAM tertentu seperti pemerkosaan yang
dilakukan personel pasukan keamanan, sehingga
OMS juga dapat memainkan peran dalam mem fa -

Pengawasan Masyarakat Sipil atas Sektor Keamanan dan Gender

Pesan utama

n Identifikasi dan selesaikan 2-3 hal yang ingin Anda jelaskan.

n Selalu kembalikan wawancara/diskusi ke hal-hal ini.

Bicara dengan satu suara

n Apabila bekerja dalam koalisi, pastikan agar semua anggota memahami pesan-pesan yang dikomunikasikan kepada pers. 

n Sebaiknya ditetapkan seorang juru bicara.

Hubungi pers secara langsung

n Lakukan langkah proaktif – jangan hanya merespons isu-isu yang sudah menjadi berita, tapi berikan berita dan siaran pers. 

n Tulis surat kepada editor untuk memancing perdebatan – surat tersebut harus singkat dan langsung ke pokok persoalan. 

Berikan informasi yang mudah dipahami

n Berikan informasi tertulis yang singkat dan jelas – misalnya, paket informasi atau pengarahan pers. Ini bisa meliputi informasi kontak, informasi
mengenai isu yang diadvokasi, latar belakang isu, informasi mengenai pandangan yang bertentangan, fakta dan data statistik. 

Pengarahan/siaran pers

n Ketahui tenggat dan waktu paling tepat untuk menghubungi pers.

n Siapkan paket pers pada semua kegiatan.

n Berikan pengarahan latar belakang sehingga para wartawan dapat melakukan penyelidikan sendiri. 

Jadilah narasumber yang terpercaya

n Jadilah narasumber yang terpercaya sehingga pers datang menemui Anda dan organisasi Anda untuk mendapatkan informasi resmi mengenai
berbagai aspek sektor keamanan.  Keterpercayaan saat berhubungan dengan para aktor sektor keamanan sangat berkaitan dengan tingkat
keahlian teknis. 

n Undang media hanya apabila ada hal penting yang ingin Anda sampaikan. 

n Apabila Anda menggunakan data statistik, pastikan data tersebut andal. 

Tampil di TV dan radio

n Tetap fokus pada pesan-pesan utama.

n Adakan pelatihan teknik wawancara.

Evaluasi kampanye Anda

n Catat dan evaluasi liputan pers serta belajarlah dari kampanye sebelumnya.

Kotak 6 Kiat bekerja sama dengan media untuk menghasilkan efek berganda22
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silitasi proses ini dan dalam menyediakan pelayanan
dan bantuan yang diperlukan kepada korban yang
mau mempublikasikan kisah mereka.

!!Kiat bagi OMS agar lebih efektif memanfaatkan
media

n Manfaatkan media untuk menyebarkan pesan-
pesan advokasi Anda kepada masyarakat sasaran
yang luas.  Adakan kerja sama dengan surat kabar
kecil, stasiun radio masyarakat dan stasiun televisi
lokal, serta gerai media pemerintah.

n Jadikan peka dan berikan pelatihan kepada para
wartawan dan pihak-pihak lainnya yang bekerja di
bidang media mengenai aspek-aspek gender dari
sektor keamanan dan penggunaan bahasa yang
peka terhadap gender (lihat Kotak 7).

4.7 Pelatihan gender bagi personel
sektor keamanan

Pelatihan gender merupakan strategi utama untuk

membangun kemampuan personel sektor keamanan
melaksanakan tugas mereka sehari-hari dengan cara
yang tanggap terhadap gender.  Kemampuan gender
merupakan keahlian sebagaimana keahlian lain, dan
karena itu harus dipelajari.  Pelatihan bisa menjadi
cara yang sangat efektif untuk mengubah sikap dan
perilaku staf sektor keamanan dan merupakan unsur
penting dalam meningkatkan pengawasan terhadap
sektor keamanan.  Pelatihan gender juga dapat
digunakan sebagai proses untuk meningkatkan saling
pengertian dan memfasilitasi kerja sama di masa
depan antara OMS dan personel sektor keamanan.
Pelatihan gender tidak selalu dimasukkan sebagai
bagian dari metode pelatihan standar militer, polisi
atau agen keamanan swasta, atau dalam pelatihan
pengawasan sektor keamanan yang ditujukan pada
para aktor lainnya seperti anggota parlemen, staf
kementerian pertahanan atau LSM. Apabila tersedia
pelatihan seperti ini, pelatihan tersebut biasanya tidak
seragam, wajib atau menyeluruh.

Lihat Tool mengenai Pelatihan

Gender bagi Personel Sektor

Keamanan

Toolkit RSK dan Gender

Dalam mengkomunikasikan gender para wartawan harus menyadari bahwa masyarakat bisa terpinggirkan karena gender mereka. 

Karena itu, kita harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti:

n Siapa yang diliput?

n Dari perspektif apa?

n Melalui lensa mana?

n Mencerminkan stereotipe masyarakat yang mana?

n Apakah berita tersebut membantu memajukan kesetaraan dan kesamaan gender dalam masyarakat atau apakah berita tersebut disampaikan
dengan cara yang mendukung sikap dan nilai-nilai tradisional?

n Apakah masalah wanita atau pria dipisahkan dari masalah masyarakat secara umum?

Kotak 7 Pembuatan laporan media yang tanggap terhadap gender 24

Mongol Vision (Visi Mongol), sebuah LSM yang didirikan pada tahun 1998, berusaha melaksanakan berbagai kegiatan di bidang kesehatan
reproduksi, termasuk pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS dan infeksi menular seksual (IMS) lainnya.  Mongol Vision memfokuskan kegiatannya
pada para pria, termasuk para perwira dan prajurit angkatan bersenjata Mongolia.  Kegiatan ini dipimpin oleh panitia pengarah kebijakan kesehatan
masyarakat Mongol Vision, yang meliputi Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Mongolia.

Isu: Anggota baru Angkatan Bersenjata Mongolia, terutama yang berasal dari daerah pedesaan, memiliki sedikit atau tidak memiliki pengetahuan
mengenai HIV/AIDS dan IMS.  Karena itu, tingkat IMS relatif tinggi di kalangan perwira dan prajurit.
Tujuan: Mendapatkan dukungan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Mongolia untuk meningkatkan kesadaran mengenai HIV/AIDS,
IMS dan kesehatan reproduksi di kalangan perwira dan prajurit.
Pemangku kepentingan utama: Kementerian Pertahanan dan markas besar Angkatan Bersenjata Mongolia. 
Pemangku kepentingan primer: Prajurit/perwira dan pasangan seks mereka. 
Pendekatan dan komunikasi: Surat-surat dikirim kepada Kementerian Pertahanan dan markas besar angkatan bersenjata; pertemuan resmi dan
tak resmi diadakan dengan para pejabat tingkat tinggi; sebuah proyek disiapkan bekerja sama dengan para pejabat tingkat tinggi; sebuah lokakarya
diselenggarakan bersama para pejabat tingkat tinggi; para perwira komando dan dokter satuan militer menyajikan laporan mengenai situasi STI
saat ini di kalangan personel angkatan bersenjata.
Indikator keberhasilan dan keberlanjutan: Kesehatan seksual dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan resmi untuk staf militer; peningkatan
kesadaran para perwira tingkat tinggi; peningkatan dukungan dari Kementerian Pertahanan; perluasan basis kegiatan Mongol Vision.

Kotak 8 Mongolia – pemasukan pendidikan kesehatan seksual dalam kurikulum
pelatihan militer 25
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Organisasi-organisasi wanita mungkin memiliki ke ah -
lian khusus mengenai isu gender dan ber pengalaman
memberikan pelatihan gender dan dengan demikian
dapat memberikan atau me nawarkan masukan untuk
modul pelatihan yang ada untuk personel sektor
keamanan, atau dalam me nyusun modul pelatihan
khusus mengenai isu gender dan keamanan,
khususnya mengenai eksploitasi dan pe nganiayaan
seksual.  Selain bekerja sama me ngadakan pelatihan
gender, OMS yang memiliki keahlian dalam isu gender
dapat:

n Menyusun kurikulum standar pelatihan gender
untuk lembaga-lembaga sektor keamanan yang
berbeda, seperti pelatihan mengenai kekerasan
dalam rumah tangga untuk personel polisi, yang
dapat disesuaikan dan digunakan oleh para pelatih.

n Melakukan lobi untuk pembuatan kebijakan yang
mewajibkan pelatihan gender yang menyeluruh bagi
personel sektor keamanan.

n Mengadvokasi dan berpartisipasi dalam pembuatan
panduan, manual dan buku pedoman gender yang
berfungsi sebagai sumber daya praktis bagi
personel sektor keamanan. 

n Melakukan lobi untuk pembuatan jabatan gender di
lembaga-lembaga sektor keamanan untuk
mengoordinasikan, melaksanakan dan memantau
pelatihan gender.26

Dalam sebuah diskusi online baru-baru ini yang
melibatkan lebih dari 140 pembuat kebijakan dan
praktisi, 10 rekomendasi pokok di bidang pelatihan
gender bagi personel sektor keamanan dihasilkan:

1. Perhatikan peran dan norma tradisional pria. 

2. Libatkan pria sebagai pelatih gender. 

3. Prioritaskan pelatihan bagi para manajer dan
pejabat senior. 

4. Padukan gender ke dalam pelatihan berkala sektor
keamanan. 

5. Laksanakan pelatihan sebagai bagian dari strategi
pengarusutamaan gender yang lebih luas.

6. Susun rencana aksi atau kebijakan institusi yang

mencakup pelatihan gender. 

7. Selenggarakan pelatihan pra-penugasan bagi
personel pemeliharaan perdamaian. 

8. Manfaatkan kerja sama antara OMS dan lembaga-
lembaga sektor keamanan. 

9. Pastikan penggunaan bahasa yang sadar gender. 

10. Lakukan evaluasi jangka panjang dan identifikasi
beberapa indikator.29

!!Kiat bagi OMS yang terlibat dalam pelatihan
personel sektor keamanan 

n Lakukan penilaian kebutuhan pelatihan untuk
mengidentifikasi kesenjangan pada pelatihan yang
ada dan bidang-bidang yang perlu diperbaiki.

n Prakarsai atau ikutlah berperan dalam penyusunan
modul pelatihan gender standar bagi para anggota
baru dan para personel kepolisian dan angkatan
bersenjata yang sudah lama bertugas. 

n Buat daftar pelatih masyarakat sipil yang memenuhi
syarat di negara yang membutuhkan yang dapat
memberikan pelatihan gender kepada personel
sektor keamanan. 

n Gunakan kesempatan pelatihan sebagai landasan
untuk meningkatkan hubungan dan kemitraan
dengan para pejabat pemerintah, angkatan
bersenjata dan kepolisian. 

n Jangan ‘reinvent the wheel’ (membuat segalanya
dari nol): gunakan dan kembangkan modul
pelatihan gender yang ada. 

4.8 Organisasi wanita

Agar pengawasan inklusif dan cukup mewakili
masyarakat, organisasi-organisasi wanita harus
terlibat dalam usaha pengawasan masyarakat sipil.
Isu keamanan sering dianggap sebagai ‘bidang pria’.
Namun demikian, sebagaimana telah dibahas pada
Bagian 3.3, organisasi-organisasi wanita sering

Inspirasi pelatihan yang relevan dapat ditemukan pada toolkit pelatihan gender berikut: 

n Inclusive Security, Sustainable Peace: A Toolkit for Advocacy and Action (Keamanan Inklusif, Perdamaian Berkelanjutan: Toolkit untuk
Advokasi dan Tindakan) – terdiri dari alat-alat yang ditujukan pada para wanita mengenai isu keamanan, peradilan, tata pemerintahan dan
masyarakat sipil, perlindungan kelompok masyarakat yang rentan, dll.
http://www.international-alert.org/our_work/themes/gender_training.php

n Toolkit for Working with Men and Boys to Prevent Gender-Based Violence  (Toolkit mengenai Kerja Sama dengan Pria dan Anak Lelaki
untuk Mencegah Kekerasan Berbasis Gender) – terdiri dari bacaan, studi kasus, selebaran dan latihan. 
http://toolkit.endabuse.org

n Toolkit to Combat Trafficking in Persons (Toolkit mengenai Pemberantasan Perdagangan Manusia) – terdiri dari alat-alat mengenai hukum
internasional, penilaian, perlindungan, pendidikan masyarakat, pemantauan dan evaluasi, dll.
http://www.unodc.org/pdf/Trafficking_toolkit_Oct06.pdf

n Gender Resource Package for Peacekeeping Operations (Paket Sumber Daya Gender untuk Operasi Pemeliharaan Perdamaian) – terdiri dari
informasi latar belakang, sorotan isu-isu utama gender, dan tools (alat-alat) praktis.
http://pbpu.unlb.org/pbpu/genderpack.aspx

Kotak 9 Sumber daya pelatihan gender 27



memainkan peran penting yang dapat dimanfaatkan
oleh badan-badan pengawasan secara lebih efektif.
Mengingat keanggotaan dan prioritasnya yang
berbeda, organisasi-organisasi wanita dapat mem -
berikan sumbangan penting terhadap proses
pengawasan:

n OMS yang menangani isu gender merupakan
narasumber pakar untuk berbagai jenis ketidak -
amanan yang dialami pria dan wanita.

n Organisasi wanita sering dapat menjangkau
kelompok masyarakat yang berbeda, terutama para
wanita atau kelompok masyarakat terpinggirkan
lainnya, dan dengan demikian dapat mengum -
pulkan informasi yang mungkin terabaikan.

n Organisasi wanita dapat memberikan perspektif
gender untuk mempengaruhi kebijakan dan praktik
sektor keamanan.

n Organisasi wanita mungkin sangat memperhatikan
standar perilaku dan tindakan yang menangani
pelanggaran hukum berat terhadap wanita seperti
pemerkosaan atau pelecehan yang dilakukan oleh
personel sektor keamanan.

Namun demikian, perlu juga diketahui bahwa semua
organisasi wanita belum tentu mewakili secara efektif
kebutuhan berbagai kelompok wanita dan mungkin
tidak selalu memiliki keahlian khusus mengenai isu
gender.

Tanpa melibatkan sepenuhnya organisasi-organisasi
wanita dalam proses pengawasan, masyarakat sipil
tidak akan mendapatkan manfaat dari berbagai
keahlian yang tersedia atau memanfaatkan semua titik
mula bagi pemantauan dan analisis yang efektif.
Namun demikian, kemampuan organisasi wanita untuk
berpartisipasi secara efektif dalam pengawasan sektor
keamanan juga berkaitan dengan kemampuan
mereka.  Terdapat kebutuhan mendesak untuk me -
ning katkan dan memperbaiki ‘literasi keamanan’

masyarakat sipil, termasuk organisasi wanita.
Pembangunan kemampuan untuk meningkatkan
‘literasi keamanan’ bisa berupa pelatihan khusus untuk
organisasi wanita di bidang-bidang seperti:

n Terminologi dan teori dasar pengawasan sektor
keamanan

n Kebijakan sektor keamanan 

n Kerangka dan standar kebijakan internasional yang
berkaitan dengan isu gender dan keamanan dan
bagaimana kerangka dan standar tersebut dapat
digunakan sebagai instrumen advokasi

n Lembaga-lembaga sektor keamanan, tugas dan
prosedur pembuatan keputusan mereka

n Isu gender dan RSK/pengawasan

n Penyusunan anggaran yang peka terhadap gender
untuk sektor keamanan

n Penilaian dampak gender33

Organisasi-organisasi wanita atau OMS lainnya perlu
menetapkan diri mereka sebagai ‘pakar’ untuk
memperkuat hubungan aktif dengan para aktor sektor
keamanan.  Apabila OMS yang menangani isu yang
berkaitan dengan gender memiliki kemampuan
memberikan bantuan teknis, mereka menjadi mitra
berharga bagi badan-badan pengawasan sektor
keamanan serta untuk lembaga-lembaga negara yang
ingin melakukan reformasi keamanan dan keadilan.
Begitu pula, terdapat juga kebutuhan untuk me -
ningkatkan ‘literasi gender’ OMS secara umum.
Kurangnya perhatian pada isu gender berarti OMS
tidak mungkin membahas dimensi gender dari RSK
atau tidak mungkin memiliki kemampuan dan keahlian
untuk memadukan gender ke dalam keterlibatan
masyarakat sipil dalam mekanisme pengawasan yang
ada (lihat Bagian 4.9 mengenai OMS yang tanggap
terhadap gender).  Begitu pula, hal ini dapat mem -
batasi sampai sejauh mana OMS memahami

Toolkit RSK dan Gender

Pada bulan Maret 2006, Pemerintah Inggris mengumumkan rencana aksi nasional atas pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325.
Dalam menyusun rencana tersebut, Kelompok Lintas Departemen tentang 1325 (Cross-Whitehall Group on 1325) yang terdiri dari para wakil dari
Departemen Luar Negeri dan Persemakmuran, Kementerian Pertahanan dan Departemen Pembangunan Internasional, mengadakan konsultasi
dengan Aksi Gender untuk Perdamaian dan Keamanan (GAPS, Gender Action for Peace and Security), sebuah jaringan aktor masyarakat sipil yang
berkedudukan di Inggris yang berfokus pada penanganan isu-isu wanita, perdamaian dan keamanan.

GAPS bermula dari Kelompok Kerja untuk Wanita, Perdamaian dan Keamanan Inggris (UK Working Group on Women, Peace and Security) dan
pertama kali dibentuk pada pertengahan tahun 2004 oleh Kewaspadaan Internasional (International Alert) untuk meningkatkan kesadaran mengenai
isu gender dan keamanan dan mendukung serta memantau pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 oleh Pemerintah Inggris.
Didirikan secara resmi pada bulan Juni 2005, GAPS sekarang memiliki empat belas organisasi dan individu sebagai anggotanya.28  GAPS diberi
kesempatan untuk memberikan masukan terhadap prioritas rencana aksi nasional, dan konsultasi berkelanjutan dengan masyarakat sipil dijadikan
sebagai salah satu tujuan dari rencana itu sendiri.

Pelatihan gender diidentifikasi sebagai suatu kebutuhan utama, dan setelah pengumuman rencana tersebut pemerintah mengambil langkah-langkah
untuk memetakan penyediaan pelatihan gender bagi tentara Inggris dan mengidentifikasi cara-cara untuk memperbaikinya.  Selain itu, GAPS bersama
dengan para anggota parlemen berpengaruh dan Cross-Whitehall Group on 1325, membentuk Kelompok Mitra Parlemen untuk Resolusi Dewan
Keamanan PBB Nomor 1325 (APG, Associate Parliamentary Group on SCR 1325), yang merupakan salah satu dari beberapa kelompok di Inggris
yang mengizinkan masyarakat sipil dan pegawai negeri bekerja sama dengan anggota parlemen.  GAPS mendesak pembentukan sub-kelompok
untuk pelatihan gender, dan kelompok ini sekarang mendukung Kementerian Pertahanan dalam usaha meningkatkan penyediaan pelatihan gender
dan mengumpulkan informasi dan penelitian mengenai dampak dari pelatihan gender ini.  Walaupun belum ada data yang tersedia, kelompok ini bisa
menjadi model yang sangat berguna bagi pelatihan gender untuk personel militer di negara-negara lain.

Kotak 10 Rencana Aksi Inggris atas Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325
dan pelatihan gender bagi angkatan bersenjata

16



sum bangan penting yang dapat diberikan organisasi
wanita terhadap usaha mereka.

Membuat forum atau membangun koalisi yang meng -
hubungkan OMS dengan departemen pemerintahan
yang terkait untuk menyusun strategi untuk mening -
katkan pertanggungjawaban dan efektivitas sektor
keamanan sehubungan dengan isu gender bisa
menjadi salah satu cara untuk melakukan ini.  Di
Inggris, para anggota Aksi Gender untuk Perdamaian
dan Keamanan (Gender Action for Peace and
Security) telah menyediakan pelatihan dan nasihat
pakar kepada Kementerian Pertahanan Inggris,
akademi pelatihan pertahanan/militer dan organisasi-
organisasi regional.  Di Sierra Leone, OMS lokal dan
internasional di beberapa kabupaten telah bermitra
secara efektif dengan para pejabat kesehatan
kabupaten, Satuan Dukungan Keluarga (Family
Support Unit) kepolisian dan sektor peradilan untuk
menja min agar para korban kekerasan dalam rumah
tang ga mendapat layanan medis dan psikologis yang
me madai dan kejahatan ditindaklanjuti, dilaporkan dan
ditu ntut.34 Ini juga dapat membantu membangun
trans  paransi dan kepercayaan di antara OMS dan lem -
baga-lembaga sektor keamanan.

!!Kiat untuk melibatkan organisasi wanita dalam
pengawasan sektor keamanan

n Teliti kegiatan informal organisasi-organisasi wanita
yang berkaitan dengan penyediaan keamanan
dan/atau advokasi di sektor keamanan dan libatkan
mereka dalam mekanisme pengawasan.

n Berikan pelatihan ‘literasi gender’ kepada
organisasi-organisasi wanita agar mereka mampu
menangani isu-isu keamanan secara lebih efektif
bersama masyarakat sipil, pemerintah dan

pemangku kepentingan lainnya.

n Buat mekanisme untuk menghubungkan organisasi-
organisasi wanita dengan departemen-departemen
pemerintahan untuk memperkuat akses dan
pengaruh mereka terhadap perdebatan mengenai
kebijakan yang berkaitan dengan keamanan.

4.9 Jaringan masyarakat sipil

Umumnya, OMS lebih berpengaruh apabila berbicara
dengan satu suara.  Jaringan memberikan kekuatan
dalam jumlah dan dapat membantu melindungi setiap
OMS dari menjadi target penyalahgunaan dan tekanan
politik.  Salah satu fungsi utama mereka adalah
menunjukkan dukungan terhadap pembenahan dari
berbagai kelompok dalam masyarakat.

Ini terlihat jelas ketika Kelompok Kerja LSM untuk
Wanita, Perdamaian dan Keamanan (NGO Working
Group on Women, Peace and Security) dibentuk pada
bulan Mei 2000 oleh 11 organisasi untuk mengad -
vokasi persetujuan Resolusi Dewan Keamanan PBB
Nomor 1325 mengenai wanita, perdamaian dan
keamanan internasional.  Resolusi Dewan Keamanan
PBB Nomor 1325 tersebut disetujui secara bulat pada
tanggal 31 Oktober 2000.  Sejak saat itu, fokus
Kelompok Kerja LSM mulai beralih ke usaha
mendukung pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan
PBB Nomor 1325, mempromosikan perspektif gender
dan penghormatan HAM dalam semua prakarsa
perdamaian dan keamanan, pence gahan dan pena -
ngan an konflik, dan pembangunan perdamaian PBB
dan negara-negara anggotanya.

Pengawasan Masyarakat Sipil atas Sektor Keamanan dan Gender
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Serikat Komite Ibu Prajurit (Union of the Committees of Solider’s Mothers) Rusia dibentuk dengan tujuan menarik
perhatian terhadap pelanggaran HAM di militer Rusia dan mengadvokasi perbaikan mekanisme perlindungan
dan kesejahteraan prajurit, terutama dalam perang Checnya.  Para anggota Serikat tersebut juga mengadakan
kampanye publik menentang wajib militer dan mendukung amnesti bagi para prajurit. Organisasi ini telah berhasil
dalam sebagian dari usahanya mempengaruhi kebijakan militer di Rusia dan mendapatkan kebebasan serta
perlindungan bagi banyak pewajib militer.30

Dalam konteks pasca-konflik, organisasi wanita sering berkumpul di tingkat nasional untuk mengidentifikasi
prioritas utama mereka di bidang keamanan, politik, ekonomi dan sosial.  Misalnya, pada tahun 2003 dalam
sebuah konferensi yang diselenggarakan di Washington DC, para wanita dari Irak, termasuk para wakil dari
organisasi-organisasi masyarakat sipil, para menteri pemerintahan dan personel sektor keamanan,
mengidentifikasi sejumlah bidang utama seperti peningkatan keamanan perbatasan, peningkatan jumlah polisi
di seluruh negara, perbaikan penerangan jalan, dan pelatihan mengenai isu gender dan HAM bagi para perwira
polisi dan angkatan bersenjata sebagai bidang penting bagi keamanan mereka dan keberhasilan proses RSK
di negara mereka.31 Informasi ini merupakan sumber daya berharga bagi para pembuat kebijakan keamanan
dan badan pengawasan, dan berbagai usaha harus dilakukan untuk menjamin agar rekomendasi organisasi
wanita dimasukkan dalam pengkajian ulang dan pembuatan kebijakan keamanan.

Bermitra dengan Jaringan Keamanan dan Tata Pemerintahan Demokratis Afrika Barat (West Africa Network for
Security and Democratic Governance) dan Friedrich Ebert Stiftung, Wanita dalam Jaringan Pembangunan
Perdamaian (WIPNET, Women in Peacebuilding Network) di Afrika Barat merancang metodologi khusus untuk
pengarusutamaan gender dan khususnya isu-isu wanita dalam reformasi sektor keamanan.  Sebagai kegiatan
lanjutan, WIPNET diharapkan akan memberikan pelatihan kepada para pakar dan kelompok-kelompok wanita
mengenai ‘Gender dan Reformasi Sektor Keamanan’ (‘Gender and Security Sector Reform’).32

Kotak 11 Organisasi wanita yang melakukan lobi mendukung pembenahan
demokratis atas sektor keamanan di Irak, Rusia dan Afrika Barat



Di banyak negara, mungkin sulit bagi OMS untuk
terlibat secara langsung menangani isu-isu keamanan
dan keadilan dan penyusunan kebijakan keamanan
pada tingkat nasional karena lingkungan politik yang
tertutup atau bahkan bermusuhan.  Partisipasi dalam
diskusi dan mekanisme yang berkaitan dengan
keamanan pada tingkat regional bisa menjadi cara
yang efektif untuk melakukan tekanan terhadap para
pembuat kebijakan pada tingkat nasional.  Setiap OMS
biasanya dianggap memiliki kredibilitas apabila
mereka menjadi anggota jaringan regional atau
internasional atau memiliki mitra internasional.
Dukungan ini dapat digunakan sebagai landasan untuk
hubungan nasional dengan pemerintah dalam
penyusunan kebijakan keamanan.

Pembangunan jaringan seperti ini dapat dilakukan
melalui dialog baik pada tingkat nasional, regional
maupun internasional.  Melalui partisipasi berbagai
pemangku kepentingan dalam serangkaian lokakarya,
pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu-isu
yang berkaitan dengan kebijakan keamanan tertentu
dapat dibentuk.  Begitu pula, jaringan kelompok-ke -
lom pok masyarakat yang tertarik mendukung
pe ru bahan progresif dapat dibentuk.  Karena kebijakan
keamanan nasional berusaha mencakup kebutuhan
masyarakat secara keseluruhan, dan terutama saat
menangani isu gender, legitimasi jaringan tersebut
akan meningkat sejalan dengan:

n Keanekaragaman kelompok/organisasi yang
terwakili dalam jaringan tersebut.  Kelompok-
kelompok ini harus dicari dan didekati secara
terencana.

n Penyusunan prinsip-prinsip umum jaringan tersebut
untuk menghindari tumpang tindih dengan bidang
kerja setiap anggota.

n Pengetahuan khusus mengenai bagaimana cara
kerja sektor keamanan, proses pembuatan
kebijakan dan bagaimana gender terwakili dalam
jaringan sebagai panduan strategis.

n Ketersediaan pengetahuan khusus dalam jaringan
tersebut yang dapat dimanfaatkan oleh para
pembuat kebijakan. 

n Keterwakilan para pakar dan individu yang sangat
dihormati di kalangan pembuat kebijakan. 

4.10 OMS yang tanggap terhadap
gender

OMS yang terlibat dalam pengawasan sektor ke -
amanan juga berkewajiban merevisi kebijakan dan
praktik internal sehingga kebijakan dan praktik tersebut
mencerminkan idéal kesetaraan gender.  Ini perlu un -
tuk menjamin agar kebijakan dan praktik tersebut
be nar-benar representatif dan partisipatif, dan juga un -
tuk meningkatkan efektivitas OMS secara ke  se lu ruh an.

Namun demikian, sebagian besar organisasi
masyarakat sipil kekurangan keseimbangan gender
dan para anggota stafnya mungkin tidak memiliki
keahlian dan kemampuan yang diperlukan untuk
memadukan isu gender secara efektif ke dalam
pekerjaan mereka.  Untuk memperbaiki situasi ini,
harus dilakukan usaha-usaha untuk menerapkan
perek rutan, promosi dan kebijakan sumber daya
manusia yang tanggap terhadap gender, dan
mekanisme khusus harus diterapkan untuk mencegah
diskriminasi atau pelecehan seksual di tempat kerja.
Kode perilaku, kebijakan dan panduan internal adalah
salah satu cara untuk menjamin agar standar ini
terpenuhi (lihat Kotak 13).  Mengaitkan kriteria yang
berkaitan dengan gender dengan evaluasi kinerja juga
dapat meningkatkan pertanggungjawaban setiap
anggota staf untuk menangani isu gender dalam
pekerjaan mereka.  OMS yang menangani penga -
wasan sektor keamanan dapat meningkatkan usaha
mereka untuk menarik, mengangkat dan
mempertahankan staf perempuan melalui perbaikan
kebijakan perekrutan dan keseimbangan kehidupan
kerja.

Gender juga perlu diarusutamakan ke dalam semua
kebijakan dan program institusi OMS yang menangani
isu keamanan.  Untuk melakukan ini, pendanaan yang
memadai untuk pekerjaan yang berkaitan dengan
gender dan keahlian serta kemampuan internal sangat
penting.  Selain itu, pelatihan khusus juga harus
diberikan kepada semua anggota staf untuk menjamin
agar mereka memiliki kemampuan dan keahlian teknis
untuk melaksanakan pekerjaan yang spesifik gender.
Melakukan audit gender internal dan mengidentifikasi
bidang-bidang yang perlu perbaikan juga menjadi
langkah penting dalam mengidentifikasi cara
memperkuat pengarusutamaan gender.36
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Kelompok-kelompok wanita di Bougainville, Papua Nugini, memainkan peran penting dalam mengakhiri konflik, baik secara langsung dengan
mengadakan perundingan dengan para pihak yang bertikai maupun dengan mendukung reintegrasi para mantan kombatan dan pendidikan di dalam
masyarakat mereka.  Jelasnya, mereka telah bekerja sama secara khusus dengan sektor keamanan dalam beberapa prakarsa:

n Para wanita telah memberikan pelatihan dan pemekaan mengenai hak-hak wanita kepada para mantan kombatan.  Hal ini telah memberikan
hasil langsung berupa penurunan tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh para pria ini.

n Kelompok-kelompok wanita merekrut dan melatih para pria untuk mendidik para mantan kombatan mengenai hak-hak wanita, HIV/AIDS dan
penyelesaian konflik di sekolah-sekolah dan desa-desa.

n Badan Pengembangan Wanita Leitana Nehan (Leitana Nehan Women’s Development Agency) memberikan pelatihan gender bagi personel polisi
baru bekerja sama dengan kepolisian dan juga menyelenggarakan lokakarya peningkatan kesa daran untuk menyoroti dampak negatif dari
kekerasan terhadap wanita dan anak-anak di dalam berbagai masyarakat.

Kotak 12 Bermitra dengan lembaga-lembaga keamanan di Bougainville untuk mence-
gah kekerasan35



!!Kiat agar OMS lebih tanggap terhadap gender

n Susun kebijakan gender dan kesetaraan peluang
yang menyeluruh yang mencakup isu sumber daya
manusia, persyaratan prestasi kerja dan pelecehan
serta diskriminasi seksual, termasuk kode perilaku.

n Evaluasi uraian tugas dan persyaratan kerja untuk
menjamin agar uraian dan persyaratan tersebut
tidak mendiskriminasi wanita atau pria. 

n Berikan pelatihan gender kepada semua anggota
staf dan sukarelawan.

n Lakukan audit gender internal untuk menilai
kemampuan organisasi.

n Lembaga-lembaga donor yang mendukung
keterlibatan OMS dalam pengawasan sektor
keamanan dapat meminta agar OMS tanggap
terhadap gender.

5Memadukan gender ke
dalam pengawasan sektor
keamanan dalam konteks
khusus

Tidak ada model tunggal untuk pengawasan sektor
keamanan karena pengawasan tersebut merupakan
suatu proses yang harus terjadi pada tingkat yang
berbeda dan bervariasi antardaerah dan konteks.

5.1 Negara-negara pasca-konflik

Wanita dan anak perempuan sangat rentan terhadap
kenaikan tingkat ketidakamanan selama konflik akibat
pelanggaran seksual dan GBV.  Kerentanan ini dapat
dan memang sering berlanjut menyusul konflik.
Personel sektor keamanan mungkin telah melakukan
pelanggaran HAM berat dan mungkin terus melakukan
pelanggaran di masa damai.  Selain itu, lembaga
keamanan dan keadilan yang didukung negara
mungkin sudah runtuh di daerah tertentu atau
kehilangan legitimasi karena peran yang mereka
mainkan selama konflik berlangsung.

Bukti-bukti menunjukkan bahwa peran dan hubungan
gender juga sering berubah selama dan setelah
konflik, yang dapat membuka ruang penting untuk
merundingkan perubahan.  Misalnya, menyusul
berakhirnya konflik dan pemilihan presiden perempuan
pertama di Afrika, Liberia mengesahkan perundang-
undangan baru yang keras berupa ‘undang-undang
pemerkosaan’ yang berlaku pada bulan Februari 2006.
Organisasi-organisasi wanita seperti Perhimpunan
Pengacara Wanita Liberia (Association of Female
Lawyers of Liberia) memainkan peran penting dalam
merancang undang-undang baru tersebut dan mening -
katkan kesadaran mengenai undang-undang tersebut
di dalam masyarakat di seluruh Liberia.38  Namun
demikian, sebaliknya, perubahan peran dan hubungan
ini juga bisa menimbulkan ancaman baru, penurunan
kemampuan menangani ketidakamanan yang ada,
atau pengurangan peran-peran tradisional menyusul
berakhirnya konflik.39

Selanjutnya, undang-undang, struktur dan mekanisme
untuk melindungi para wanita dan anak perempuan
dari berbagai ancaman keamanan jarang tersedia atau
berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga mengu -
rangi sumber daya yang tersedia untuk menja min
perlindungan para wanita dan anak perempuan.

Pengawasan Masyarakat Sipil atas Sektor Keamanan dan Gender

Oxfam telah mencapai kemajuan signifikan dalam mengembangkan pendekatannya terhadap pengarusutamaan gender dalam pekerjaan organisasi
tersebut, dan juga dalam praktik-praktik internalnya.  Selain kebijakan Kesetaraan Peluang dan Keanekaragaman (Equal Opportunity and Diversity),
Oxfam telah menyusun kebijakan gender yang menguraikan komitmen-komitmen tertentu organisasi tersebut dan para anggota stafnya.  Dengan
demikian, kebijakan ini dapat digunakan untuk menjamin pertanggungjawaban, transparansi dan keterwakilan setara serta berfungsi sebagai
pedoman untuk memantau sampai sejauh mana organisasi tersebut berhasil dalam mengarusutamakan gender dalam pekerjaannya.  Walaupun
Oxfam tidak secara khusus menangani isu-isu keamanan, organisasi ini menjadi contoh berguna yang dapat diikuti oleh OMS yang menangani
pengawasan sektor keamanan. Beberapa ketentuan dari kebijakan gender tersebut adalah:

n Para manajer akan mendorong kelompok-kelompok dan forum-forum di seluruh organisasi tersebut untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik
me ngenai kesetaraan gender.  Pelatihan gender juga akan diberikan bagi staf dan sukarelawan.

n Dalam semua pekerjaan kami, kami akan menunjukkan komitmen terhadap kesetaraan gender dengan menetapkan tim dan tujuan perorangan
yang sesuai dan dengan mengalokasikan staf dan sumber daya yang memadai agar kami dapat melaksanakan kebijakan kesetaraan gender
tersebut.

n Para manajer semua bagian akan memikirkan dan melaporkan tujuan dan tindakan yang dapat diukur yang berkaitan dengan kebijakan kesetaraan
gender; dan pimpinan kami, sistem keuangan sumber daya keuangan dan sumber daya manusia akan memfasilitasi dan mendukung pekerjaan
gender kami.

n Kesadaran dan pemahaman gender akan digunakan sebagai kriteria perekrutan dan pembinaan staf dan sukarelawan.

n Di dalam organisasi ini kami akan menerapkan praktik-praktik kerja yang ramah keluarga yang memungkinkan pria maupun wanita berpartisipasi
penuh dalam pekerjaan dan kehidupan keluarga.

Kotak 13 Kebijakan gender Oxfam37
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Kemampuan lembaga-lembaga negara sering begitu
lemah sehingga walaupun ada kemauan politik, alat-
alat untuk menyediakan layanan keamanan dan
keadilan tidak tersedia dalam pengertian sumber daya
teknis, sumber daya finansial atau sumber daya
manusia.  Pada saat yang sama sebagai tantangan,
perlu diingat bahwa RSK yang terjadi setelah konflik
juga bisa menjadi kesempatan untuk membantu
meningkatkan kesetaraan dan inklusivitas gender
dalam struktur dan proses sektor tersebut. 

OMS mungkin jadi terpecah atau lemah selama konflik
dan akibatnya tidak memiliki jangkauan, legitimasi atau
kemampuan untuk melaksanakan tugas pengawasan
mereka secara efektif.  Dalam kasus lain, kerja sama
OMS bisa meningkat pada masa pasca-konflik karena
ketidakamanan serta reformasi angkatan bersenjata
dan kepolisian menjadi masalah utama banyak
organisasi, sehingga memberi OMS kesempatan
untuk bekerja sama.

!!Peluang dan kiat pemaduan isu gender

n GBV sering digunakan sebagai strategi selama
konflik, dan jumlah kasusnya mungkin meningkat
menyusul konflik.  Pengawasan atas bagaimana
para aktor sektor keamanan menangani GBV dalam
pekerjaan mereka sehari-hari sangat penting, begitu
pula dengan pemantauan atas personel kepolisian
dan angkatan bersenjata untuk menjamin agar
mereka tidak terlibat sebagai pelaku GBV.

n Asalkan cocok, padukan rekomendasi yang
berkaitan dengan gender yang dibuat dalam
konsultasi tingkat lokal atau nasional ke dalam
advokasi yang lebih luas mengenai isu keamanan.

n Promosikan debat publik tingkat nasional dan lokal
untuk menjamin agar apabila para aktor sektor
keamanan dibenahi atau dibangun kembali, isu
gender menjadi menjadi pusat perhatian sejak awal
proses pembenahan dan bukan sekadar tambahan
ketika pembenahan memasuki proses konsolidasi.

n Identifikasi segala struktur informal dan tradisional

yang memungkinkan wanita mempengaruhi para
pembuat kebijakan dan/atau warga masyarakat.
Apabila cocok, usahakan untuk memperkuat
struktur tersebut.

n Lakukan kerja sama dengan struktur ekstralegal
yang dapat menjamin suatu tingkat pengawasan
atas penyediaan peradilan dalam konteks di mana
lembaga-lembaga negara tidak mampu
menyediakan layanan ini, khususnya dalam
mendukung penanganan kasus kekerasan terhadap
wanita.

n Lakukan penilaian gender atas proses RSK dan
sebarkan temuan dan rekomendasi secara luas
melalui media dan di kalangan pejabat pemerintah
dan lembaga donor yang dijadikan sasaran.

5.2 Negara-negara transisi dan
negara-negara berkembang

Negara-negara dalam masa transisi dan negara-
negara berkembang mencakup berbagai konteks yang
berbeda secara signifikan dalam kemampuan sosio-
ekonomi, teknik dan sumber daya manusianya.

Transisi menuju demokrasi merupakan proses jangka
panjang dan belum tentu memberikan manfaat yang
setara bagi semua warga masyarakat.  Meskipun
pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan cenderung
meningkat, ketidaksetaraan dalam jangka pendek bisa
menjadi lebih menonjol dan para wanita khususnya
bisa menghadapi peningkatan ketidakamanan berupa
GBV, perdagangan manusia atau eksploitasi di industri
seks.40

Di negara-negara berkembang maupun negara-
negara dalam masa transisi, perusahaan-perusahaan
keamanan swasta – pada dasanya perusahaan non-
pemerintah, walaupun diatur oleh perun dang-
undangan yang disahkan parlemen – menjadi aktor
yang semakin penting dalam penyediaan layanan
keamanan. Karena itu, perusahaan keamanan swasta
ini harus diawasi oleh OMS.

Toolkit RSK dan Gender

Banyak pemerintahan di Eropa Timur dan Tengah dan Negara-negara Baltik telah mendirikan kantor penghubung LSM dengan model yang berbeda:

n Kroasia, Republik Ceko, Polandia, Slowakia, Slovenia: Fungsi kantor tersebut dijalankan oleh sebuah satuan birokrasi dan badan penasihat yang
cukup representatif, yang bekerja dengan kemitraan sebagaimana ditentukan undang-undang, dekrit atau piagam.

n Hongaria, Rumania: Badan-badan pemerintah mengawasi kerja sama LSM-pemerintah tanpa badan penasihat. 

n Estonia, Latvia: Departemen-departemen yang ada menangani fungsi penghubungan LSM-pemerintah di samping tanggung jawab mereka yang
lain, termasuk pemerintah lokal dan administrasi regional.

n Lituania: Berbagai departemen pemerintah bertanggung jawab berkoordinasi dengan LSM dalam wilayah kewenangannya.

Landasan pemikiran utama kantor penghubung LSM di negara-negara tersebut di atas adalah peningkatan hubungan antara masyarakat sipil dan
pemerintah.  Kantor penghubung LSM tidak didirikan khusus untuk tujuan menangani sektor keamanan atau isu gender.  Namun demikian, kantor
penghubung tersebut merupakan titik mula penting bagi OMS untuk menyampaikan suara dalam hal ini dan dapat digunakan untuk mengadvokasikan
dengan para pejabat pemerintah lokal menangani isu gender dalam kebijakan dan praktik sektor keamanan.  Pengembangan mekanisme yang ada,
seperti kantor penghubung ini, merupakan aspek penting dari pengembangan kemampuan untuk memadukan gender ke dalam pengawasan
masyarakat sipil atas sektor keamanan karena pembentukan badan baru dapat menghabiskan waktu dan memerlukan banyak sumber daya.

Kotak 14 Kantor penghubung LSM – titik mula gender yang potensial41
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Sebagian negara dalam masa transisi mungkin
memiliki banyak orang berpendidikan tinggi untuk
menduduki berbagai jabatan di angkatan bersenjata,
kepolisian dan lembaga negara.  Namun demikian,
lembaga-lembaga ini mungkin kekurangan pertang -
gungjawaban yang demokratis dan struktur serta
prosedur tata pemerintahan yang transparan.  Secara
politik, tantangan bagi pengawasan masyarakat sipil
atas sektor keamanan meliputi warisan dari rezim yang
otoriter, penentangan birokrasi yang kuat terhadap
perubahan, dan hubungan yang sering tegang di
antara lembaga-lembaga negara dan OMS.  Keadaan
ini berdampak langsung terhadap kemampuan OMS
untuk mengawasi para aktor sektor keamanan dan
kemungkinan dialog antara masyarakat sipil dan lem -
baga-lembaga negara mengenai masalah kea man an
bersama.

Khususnya di negara-negara berkembang, dan juga di
banyak negara dalam masa transisi dan negara
pasca-konflik, pembangunan kemampuan OMS masih
menjadi tantangan utama. Seperti yang terlihat setelah
beberapa puluh tahun bantuan pembangunan di
Afrika, kurangnya keahlian milik lokal yang
berkelanjutan tetap menjadi masalah dan menjadi
salah satu alasan mengapa tujuan pembangunan tidak
tercapai.  Intervensi RSK yang diprakarsai lembaga
donor mungkin ditentang dibandingkan dengan proses
RSK yang diprakarsai masyarakat lokal.  Negara-
negara dalam masa transisi mungkin juga menentang
desakan pembenahan dari luar negeri, walaupun
kemungkinan keanggotaan EU dan NATO akan
menjadi pendorong signifikan untuk melakukan
pembenahan bagi sebagian negara.  Dalam kedua
jenis negara tersebut, angkatan bersenjata mungkin
memiliki kekuatan yang berlebihan, setelah
mendapatkan peran utama sebagai pemelihara kea -
man an dalam negeri.  Hal ini mungkin menim bulkan
konsekuensi keamanan yang berbeda bagi pria dan
wanita, dan juga bagi kemungkinan pembangunan
sosio-ekonomi yang berkelanjutan.

Sebagaimana dalam konteks pasca-konflik, para aktor
bukan negara di banyak negara berkembang bisa
menjadi penyedia utama keamanan dan keadilan dan
berhubungan dengan sistem negara formal.  Aktor
bukan negara ini bisa meliputi pengadilan tradisional,
layanan ekstralegal dan satuan pertahanan lokal.
OMS yang bekerja pada tingkat lokal dapat
memainkan peran penting dalam mengawasi tindakan
para aktor bukan negara ini dan mengadvokasi cara-
cara memasukkan mereka dalam proses RSK dan
juga dalam program bantuan internasional.  Pada
khususnya, harus ada suatu penekanan pada bagai -
mana mengelola kewenangan, bagaimana
me nye diakan layanan dan legitimasi apa yang dimiliki
me reka di mata para pria dan wanita sebagai
mekanisme penyelesaian konflik tanpa kekerasan.
Hal ini menjadi kian penting karena banyak negara
berkembang tidak dapat menanggung biaya personel
hukum yang mahal seperti pengacara yang
berpendidikan profesional.  Selain itu, kehadiran polisi
mungkin terbatas di sebagian daerah karena sumber
daya yang terbatas atau karena tingkat ketidakamanan
yang tinggi.

!!Peluang dan kiat memadukan isu gender

n Kalau belum ada, advokasi ruang untuk ber hu bung -
an dengan lembaga-lembaga negara untuk
me  nyuarakan ketidakamanan masyarakat – seperti
kan tor penghubung LSM (lihat Kotak 14).  Pastikan
agar isu gender disoroti dan organisasi wanita juga
dili batkan dalam pekerjaan kantor penghubung LSM.

n Para aktor eksternal hendaknya mendukung pem -
bangunan kemampuan OMS, termasuk organisasi
wanita, daripada hanya pembangunan lembaga
sektor keamanan.

n Sebaiknya OMS menilai sampai sejauh mana para
aktor bukan negara seperti kepala suku dan agen
keamanan swasta menyediakan keamanan dan

Pengawasan Masyarakat Sipil atas Sektor Keamanan dan Gender

Kasus transisi Afrika Selatan memberikan contoh bagaimana lingkungan politik yang kondusif dan networking/pengorganisasian di kalangan wanita
di seluruh spektrum politik dan di dalam pasukan keamanan sendiri menghasilkan proses transformasi keamanan yang menyeluruh dan inklusif.
Pelajaran penting yang diperoleh dari proses ini, yang semuanya berdampak langsung terhadap pembuatan kebijakan meliputi:

1. Afrika Selatan melampaui pembenahan untuk mengubah sektor keamanan dengan mengambil langkah-langkah untuk berkonsultasi dengan
masyarakat mengenai peran sektor keamanan dan menempatkan keamanan dan pembangunan manusia sebagai inti dari kerangka keamanan
nasionalnya.

2. Para wanita dengan pandangan dan nilai-nilai yang berbeda dan dari semua ras sangat penting dalam menyatakan visi dan mempengaruhi proses
di mana keamanan masyarakat menjadi prioritas negara.

3. Para wanita dari seluruh spektrum politik dikerahkan untuk mencapai keterwakilan 50% dalam negosiasi menjelang pemilihan umum 1994 dan
28% kursi parlemen.  Mereka terus mendorong partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan dan tetap menjadi pendukung utama
keamanan manusia.

4. Di lembaga keamanan semakin diakui bahwa wanita:

a. Memberikan perspektif penting dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

b. Memberikan pengaruh positif sebagai anggota pasukan keamanan.

c. Sangat penting dalam membangun perdamaian dan keamanan.

5. Transformasi sektor keamanan tidak akan sempurna apabila budaya institusinya tidak berubah.  Penanggulangan diskriminasi berbasis gender,
sebagaimana diskriminasi rasial, merupakan indikator utama transformasi.

Kotak 15 RSK di Afrika Selatan – pengarusutamaan gender dalam transisi dari
apartheid menuju demokrasi42
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keadilan, legitimasi mereka dalam menyediakan
keamanan dan keadilan ini, dan mutu layanan yang
dise diakan.  Informasi harus dikumpulkan meng gu -
nakan metode yang peka terhadap gender.

n Apabila cocok dan diperlukan, promosikan peram -
pingan angkatan bersenjata dan perkenalkan
pokok-pokok pikiran mengenai gender yang dapat
memperluas perdebatan mengenai keamanan
dalam proses tersebut.

5.3 Negara-negara maju

Di negara-negara maju dengan pemerintahan yang
demokratis juga terdapat kesempatan yang signifikan
bagi OMS untuk memainkan peran pengawasan,
terutama sehubungan dengan isu gender.  Ini dapat
dilakukan dengan ikut serta dalam perdebatan
mengenai apa yang harus dimasukkan di bawah
bendera keamanan nasional; bagaimana keamanan
dan keadilan diberikan kepada para pria dan wanita;
dan meningkatkan kesetaraan antara pria dan wanita
di lembaga-lembaga sektor keamanan.  Dalam
sebagian kasus, mungkin dapat ditekankan apa
implikasi dari pengeluaran militer yang berlebihan
terhadap sektor-sektor lain seperti kesehatan dan
pendidikan yang sangat penting bagi keamanan
manusia.

Mendesak pemaduan gender ke dalam strategi
restrukturisasi pasukan keamanan atau pembenahan
institusi tidak hanya berpotensi menjamin kesetaraan
antara pria dan wanita dalam menyusun dan
melaksanakan kebijakan.  Desakan ini dapat
memperluas secara fundamental perdebatan
mengenai apa itu keamanan nasional dan dengan
demikian memasukkan suara-suara di luar
pemerintahan dan/atau Dewan Keamanan Nasional.
Kasus penyusunan Buku Putih Pertahanan Afrika
Selatan dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan
keamanan memberikan contoh yang layak diikuti
dalam hal ini, di mana wakil-wakil OMS berpartisipasi
sebagai mitra penting, baik sebagai pakar pertahanan
maupun pakar gender.

Tergantung pada atas nama siapa mereka diberi
mandat untuk berbicara, OMS sangat mampu
mempengaruhi perdebatan keamanan nasional
dengan kenyataan kehidupan sehari-hari rakyat dan
dengan demikian merupakan saluran penting bagi
para pembuat keputusan.  OMS bisa juga berperan
sebagai saluran bagi suara para wanita yang terlalu
sering terpinggirkan dari perdebatan kebijakan sektor
keamanan formal.  Akhirnya, perlu dikemukakan
bahwa lembaga-lembaga donor negara-negara maju
berada di garis depan dalam menawarkan dan
memberikan nasihat dan keahlian teknis kepada
negara-negara yang sedang menjalani proses RSK.

OMS memiliki peran dan tanggung jawab utama dalam
menjamin agar aspek-aspek yang berkaitan dengan
gender dari pengawasan masyarakat sipil dimasukkan
dalam program mereka.  OMS internasional juga
berperan dalam memberikan bantuan dalam
pembangunan pengawasan sektor keamanan dan
masukan bagi agenda lembaga donor yang berkaitan
dengan RSK.

!!Peluang dan kiat pemaduan isu gender

n Advokasi perdebatan yang diperluas mengenai apa
itu ‘keamanan nasional’, khususnya pemaduan
GBV.

n Waspadalah dan bersiap untuk bertindak apabila
kebijakan – termasuk kebijakan keamanan nasional
– didefinisikan kembali dan diperdebatkan secara
terbuka.

n Pantau dan jalin hubungan dengan lembaga-
lembaga donor untuk menjamin agar dukungan
mereka terhadap RSK tanggap terhadap gender
dan meliputi penekanan pada pengawasan
masyarakat sipil.

n Berikan pembangunan kemampuan dan dukungan
lainnya kepada OMS, termasuk organisasi wanita,
dalam konteks negara lain yang ingin membangun
kemampuan mereka mengawasi sektor keamanan. 

n Gunakan mekanisme yang ada untuk meminta
informasi dari sektor keamanan untuk mencapai
pengawasan yang efektif. 

Lihat Tool (Tool) mengenai

Pembuatan Kebijakan Keamanan

Nasional dan Gender

Toolkit RSK dan Gender
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6Rekomendasi pokok

Untuk lembaga donor, organisasi
internasional dan regional:

1. Dukung pembentukan badan pemantauan sektor
keamanan partisipatif: Bila mendukung RSK, perlu
dipastikan pelibatan organisasi masyarakat sipil,
seperti organisasi wanita, di badan pengawasan
sektor keamanan.  Pastikan agar pemilikan lokal
dan mekanisme partisipatif mendukung kebijakan
dan praktik yang berkaitan dengan RSK.

2. Dukung pelatihan mengenai isu gender dan sektor
keamanan bagi OMS: Pelatihan mengenai isu
gender maupun sektor keamanan merupakan cara
penting membentuk basis keahlian yang
diperlukan di dalam OMS, yang memungkinkan
mereka terlibat lebih aktif dalam pengawasan
sektor keamanan dan meningkatkan inklusivitas
serta legitimasi kegiatan ini.  Juga pastikan agar
staf lembaga donor dan para pembuat keputusan
lainnya yang menyusun kebijakan yang berkaitan
dengan keamanan mendapat pelatihan gender.

Untuk organisasi masyarakat sipil:

3. Jadilah pakar sektor keamanan: Pastikan agar
Anda memahami kebutuhan dan prioritas
keamanan lokal, nasional dan regional berbagai
kelompok pria, wanita, anak perempuan dan anak
lelaki.  Kembangkan keahlian Anda dalam kebijak -
an, struktur dan program sektor keamanan
nasional, termasuk bahasa yang digunakan di
kalangan aktor keamanan.

4. Bergabung atau lakukan kerja sama dengan
badan pemantauan sektor keamanan lokal,
nasional atau regional: OMS, termasuk organisasi
wanita, dapat mengajukan diri untuk berpartisipasi
dalam badan pemantauan sektor keamanan dan
dapat membantu memasukkan isu gender ke
dalam agenda.

5. Lakukan kerja sama dengan organisasi wanita:
OMS dapat memperkuat pengawasan yang
tanggap terhadap gender atas sektor keamanan
melalui kemitraan dengan organisasi wanita lokal,
nasional dan internasional.

6. Advokasi kebijakan dan program keamanan yang
tanggap terhadap gender: OMS dapat memainkan
peran aktif – melalui kampanye advokasi atau lobi
– dalam menuntut kebijakan dan praktik yang
meningkatkan partisipasi wanita dalam semua
pangkat dan jabatan; memperkuat pengarusu ta -
ma an gender dan mengurangi kekerasan berbasis
gender.

7. Tingkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu

gender dan sektor keamanan: Kampanye
kesadaran masyarakat, termasuk bekerja sama
dengan media, dapat berfokus pada topik-topik
seperti pemberantasan stereotipe gender dan
mendorong perekrutan personel sektor keamanan
perempuan; akses peradilan; atau mekanisme
pelaporan GBV kepada polisi.

8. Lakukan audit gender atas organisasi sektor
keamanan atau proses RSK: OMS dapat meminta
lembaga-lembaga sektor keamanan bertanggung
jawab atas pemaduan isu gender dengan
melakukan audit atau penilaian.

9. Dokumentasikan kekerasan terhadap wanita, pria,
anak lelaki dan anak perempuan: OMS dapat
memainkan peran penting dalam pengawasan
sektor keamanan melalui penelitian mengenai
kekerasan berbasis gender dan dokumentasi GBV
oleh personel sektor keamanan, yang kemudian
dapat digunakan untuk kegiatan peningkatan
kesadaran dan advokasi.

10. Pantau anggaran keamanan dan pertahanan:
Pelaksanaan analisis anggaran gender atas
anggaran reformasi keamanan dan pertahanan,
pengeluaran dan pengadaan pada tingkat nasional
atau institusi dapat memperkuat transparansi dan
pertanggungjawaban.

11. Buat jaringan OMS: Kerja sama formal dengan
OMS lain, termasuk organisasi wanita, dapat
menciptakan suatu program bersama mengenai
isu-isu pengawasan sektor keamanan dan
memperkuat prakarsa peningkatan kesadaran dan
advokasi.

12. Bangun dan perkuat kerja sama antara OMS dan
lembaga-lembaga sektor keamanan: Kumpulkan
para wanita dan pria yang menunjukkan perhatian
terhadap penanganan isu gender dari angkatan
bersenjata, kepolisian dan lembaga sektor
keamanan lainnya serta OMS.  Buat agenda dan
strategi bersama untuk menjamin pendekatan
yang lebih efektif dalam memadukan isu gender.
Berikan pelatihan gender kepada personel sektor
keamanan.

13. Padukan isu gender: OMS dapat meningkatkan
kemampuan mereka dalam pengawasan yang
tanggap terhadap gender dan menciptakan tempat
kerja yang non-diskriminatif dengan melaksanakan
pelatihan gender internal, penerapan kebijakan
atau kode perilaku mengenai pelecehan seksual,
dan mengambil langkah-langkah untuk menjamin
keseimbangan gender pegawai.

Pengawasan Masyarakat Sipil atas Sektor Keamanan dan Gender
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7Sumber daya tambahan

Situs yang berguna

International Alert (Kewaspadaan Internasional) –
http://www.international-alert.org

Topic Guide: Civil Society and Security (Panduan
Topik: Masyarakat Sipil dan Keamanan), Global
Facilitation Network for Security Sector Reform
(Jaringan Fasilitasi Global untuk Reformasi Sektor
Keamanan) –
http://www.ssrnetwork.net/topic_guides/civil_soci.php 

UNIFEM Portal on Women, Peace and Security
(Portal UNIFEM mengenai Wanita, Perdamaian dan
Keamanan) – http://www.womenwarpeace.org

WILPF PeaceWomen – http://www.peacewomen.org

Panduan praktis dan buku pedoman

Amnesty International (Amnesti Internasional),
Monitoring and Reporting Human Rights Abuses
in Africa: A Handbook for Community Activists
(Pemantauan dan Pelaporan Pelanggaran HAM di
Afrika: Buku Pedoman bagi Aktivis Masyarakat)
(Amnesty International [Amnesti Internasional].
Amsterdam), 2002.
http://www.protectionline.org/IMG/pdf/spa_handbook.pdf
Amnesty International (Amnesti Internasional),
Understanding Policing: A Resource for Human
Rights Activists (Memahami Perpolisian: Sumber
Daya bagi Aktivis HAM) (Amnesty International:
Amsterdam), 2006.
http://www.amnesty.nl/bibliotheek_vervolg/police_and
_human_rights#artikel11338

Bauer, J dan Hélie, A., Documenting Women’s
Rights Violations by Non-State Actors: Activist
Strategies from Muslim Communities
(Dokumentasi Pelanggaran HAM Wanita oleh
para Aktor Bukan Negara: Strategi Aktivis dari
Masyarakat Muslim) (Rights & Democracy and
Women Living under Muslim Laws [HAM &
Democracy dan Wanita yang Hidup dalam Hukum
Islam]: Montréal dan London), 2006.
http://www.peacewomen.org/resources/Human_Right
s/nonstateactors_violations.pdf

Caparini, Cole dan Kinzelbach, penyunting, Public
Oversight of the Security Sector: A Handbook for
CSOs on Democratic Security Governance
(Pengawasan Masyarakat atas Sektor Keamanan:
Buku Pedoman bagi OMS mengenai Tata
Pemerintahan Keamanan Demokratis) (Renesans:
Bratislava), akan terbit Juli 2008. 

International Alert and Women Waging Peace
(Kewaspadaan Internasional dan Wanita Pejuang
Perdamaian), Inclusive Security, Sustainable
Peace: A Toolkit for Advocacy and Action
(Keamanan Inklusif, Perdamaian Berkelanjutan:
Toolkit Advokasi dan Tindakan) (International Alert:
London), 2004. 
http://www.international-
alert.org/our_work/themes/gender_5.php

Organisation for Economic Co-Operation and
Development (Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan
Pembangunan) – Development Assistance
Committee (Komite Bantuan Pembangunan), OECD
DAC Handbook on Security System Reform:
Supporting Security and Justice (Buku Pedoman
OECD DAC mengenai Reformasi Sistem
Keamanan: Mendukung Keamanan dan keadilan)
(OECD: Paris), 2007.
https://www.oecd.org/dataoecd/43/25/38406485.pdf

UN Department of Peacekeeping Operations
(Departemen Operasi Pemeliharaan Perdamaian
PBB), Gender Resource Package for
Peacekeeping Operations (Paket Sumber Daya
Gender untuk Operasi Pemeliharaan Perdamaian)
(UN DPKO: New York), 2004.
http://pbpu.unlb.org/pbpu/genderpack.aspx

Valasek, K. bersama Nelson, K., Securing Equality,
Engendering Peace: A Guide to Policy and
Planning on Women, Peace and Security
(Mencapai Kesetaraan, Mewujudkan Perdamaian:
Panduan Kebijakan dan Perencanaan mengenai
Wanita, Perdamaian dan Keamanan) (INSTRAW:
Santo Domingo), 2006. 
http://www.un-instraw.org/en/docs/1325/1325-Guide-
ENG.pdf

Artikel dan laporan online

Anderlini, S.N., ‘Negotiating the Transition to
Democracy and Reforming the Security Sector:
The Vital contributions of South African Women’
(‘Perundingan Transisi menuju Demokrasi dan
Reformasi Sektor Keamanan: Sumbangan
penting Wanita Afrika Selatan’) (Hunt Alternatives
Fund [Dana Alternatif Hunt]: Washington DC), 2004.
http://www.huntalternatives.org/download/9_negotiati
ng_the_transition_to_democracy_and_reforming_the
_security_sector_the_vital_contributions_of_south_af
rican_women.pdf

Ball, N., ‘Civil Society, Good Governance and the
Security Sector’ (‘Masyarakat Sipil, Tata
Pemerintahan yang Baik dan Sektor Keamanan’),
Civil Society and the Security Sector, Concepts
and Practices in New Democracies (Masyarakat
Sipil dan Sektor Keamanan, Konsep dan Praktik
di Negara-negara Demokrasi Baru), penyunting
Caparini, M., Fluri, P. dan Molnar, F. (DCAF:
Jenewa), 2006.
http://se2.isn.ch/serviceengine/FileContent?serviceID
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=21&fileid=3744D03E-599F-815E-8316-
872CD10E1ECF&Ing=en

Caparini, M., Civil Society and Democratic
Oversight of the Security Sector: A Preliminary
Investigation (Masyarakat Sipil dan Pengawasan
Demokratis atas Sektor Keamanan: Penyelidikan
Permulaan), Makalah Kerja No. 132 (DCAF:
Jenewa), 2004.
http://www.dcaf.ch/civsoc/proj_governance.pdf

Caparini, M., Fluri, P. dan Molnar, F. penyunting, Civil
Society and the Security Sector, Concepts and
Practices in New Democracies (Masyarakat Sipil
dan Sektor Keamanan, Konsep dan Praktik di
Negara-negara Demokrasi Baru) (DCAF: Jenewa),
2006. http://www.dcaf.ch/publications/e-
publications/CivSoc/bm_caparini_civsoc.cfm

Nathan, L., Local Ownership of Security Sector
Reform: A Guide for Donors (Pemilikan Lokal
Reformasi Sektor Keamanan: Panduan bagi
Lembaga-lembaga Donor), (Crisis States Research
Centre [Pusat Penelitian Negara-negara yang dalam
masa Krisis]: London), 2007.
http://www.crisisstates.com/download/others/SSRRef
ormNathan2007.pdf

Valasek, K., ‘Gender and Democratic Security
Governance’ (‘Gender dan Tata Pemerintahan
Keamanan yang Demokratis’), Public Oversight of
the Security Sector: A Handbook for CSOs on
Democratic Security Governance (Pengawasan
Masyarakat atas Sektor Keamanan: Buku
Panduan bagi OMS mengenai Tata Pemerintahan
Keamanan Demokratis), penyunting Caparini, Cole
dan Kinzelbach, (Renesans: Bratislava), akan terbit
Juli 2008.

Nicolien Wassenaar, Incorporating gender into
your NGO (Memadukan gender ke dalam LSM
Anda). Networklearning.org, 2003.
http://www.networklearning.org/download/gender.pdf
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Kuatlah pengakuan bahwa reformasi sektor keamanan (RSK) harus memenuhi
kebutuhan keamanan yang berbeda bagi pria, wanita, lelaki dan anak perempuan.
Keterpaduan isu-isu genderjuga faktor pokok bagi efektifitas dan akuntabilitas
sektor keamanan serta pemilikan lokal dan legitimasinya proses RSK.

Catatan Praktis ini memberikan sebuah pengantar yang singkat mengenai manfaat
dari keterpaduan isu-isu gender dalam pengawasan masyarakat sipil atas sektor
keamanan, dan juga informasi yang praktis untuk  melakukan pemaduan tersebut.

Mengapa gender penting dalam pengawasan masyarakat
sipil?

Menguatan pemilikan lokal

n Pemaduan isu-isu gender dan pelibatan organisasi-organisasi wanita dapat
menyebabkan timbulnya pemilikan lokal terhadap proses-proses RSK dengan
cara memastikan pelibatan pria maupun wanita dan pemberian kesempatan
untuk menyatakan kebutuhan, pendapat dan prioritas-prioritas mereka yang
tertentu.  Hal ini menjadikan institusi keamanan lebih bersifat mewakili,
bertanggungjawab dan terpercaya di mata rakyat.

Pengawasan komprehensif melalui pemaduan isu-isu gender

n Pengawasan sektor keamanan yang memantau bagaimana cara kebijakan-
kebijakan dan lembaga-lembaga keamanan dan peradilan menangani
kekerasan berbasis gender (GBV) dapat memperkuat penyediaan keamanan
dan peradilan.
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 Pengawasan masyarakat sipil atas sektor keamanan, termasuk RSK,
meliputi partisipasi aktif organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam merumuskan
kebijakan keamanan dan mengawasi struktur-struktur dan praktek-praktek para
aktor sektor keamanan.1  Tujuan adalah menjamin keterpaduan kepentingan
dan perspektif dari tingkat masyarakat dan akar rumput dalam penyediaan
keamanan internal dan eksternal, dan mendorong pemilikan lokal dan
keberkelanjutan. OMS mengambil bagian dalam pengawasan sektor kea man -
an dengan berbagai cara, termasuk nasehat kebijakan dan keahlian teknis
pemantauan, peningkatan kesadaran, serta penelitian dan analisis.

Gender merujuk pada peran dan hubungan, sifat, sikap, tingkah laku dan nilai-nilai
yang hasil konstruksi sosial pada lelaki dan wanita.  Oleh karena itu, ‘gender’
merujuk pada perbedaan-perbedaan yang dipelajari antara pria dan wanita,
sedangkan ‘jenis kelamin’ merujuk pada perbedaan biologis antara pria dan wanita.
Peran gender sangat bervariasi di dalam dan antarkebudayaan, dan dapat berubah
sepanjang waktu.  Gender tidak hanya merujuk pada wanita atau pria tetapi juga
pada hubungan antara mereka.

Catatan Praktis ini berdasarkan atas sebuah Tool (Alat) yang lebih panjang
dan keduanya merupakan bagian dari Toolkit Gender dan RSK.  Dirancang
untuk memberikan pengenalan tentang isu-isu gender bagi para praktisi
reformasi sektor keamanan dan para pembuat kebijakan, Toolkit ini terdiri dari
12 Tool (Alat) dengan Catatan Praktisnya  - lihat Informasi lebih lanjut.



n Pengawasan sektor keamanan yang menanggung-
jawabkan lembaga-lembaga sektor keamanan
dengan menjalankan tempat kerja yang non-
diskriminatif dan mencegah pelecehan seksual dan
bentuk-bentuk GBV lainnya dapat meningkatkan
produktivitas dan efektivitas operasional .

n Pengawasan sektor keamanan yang menanggung-
jawakan lembaga-lembaga sektor keamanan
meningkatkan rekrutmen, retensi dan kemajuan
para wanita dan kelompok-kelompok yang kurang
terwakili lainnya dapat memperkuat kepercayaan
umum dan efektivitas. 

Pengawasan yang efektif melalui keterlibatan
organisasi-organisasi wanita

n Organisasi-organisasi wanita sering merupakan
sumber daya yang belum disadap untuk
pengawasan sektor keamanan.  Mereka dapat
memperkuat pengawasan melalui:

- Memberikan nasihat kebijakan mengenai
peningkatan transparansi, pertanggungjawaban
dan ketanggapan.

- Memantau pelaksanaan persetujuan internasional
dan regional, dan juga kebijakan nasional dan
kelembagaan.

- Menyediakan pembangunan kemampuan untuk
badan-badan pengawasan mengenai isu-isu
gender.

- Mengidentifikasi ancaman keamanan dan isu-isu
yang dihadapi individu dan masyarakat.

- Mempermudah dialog antara masyarakat lokal
dan badan-badan pengawasan sektor keamanan.

- Meningkatkan kesadaran masyarakat bagaimana
cara menanggung jawabkan lembaga-lembaga
sektor keamanan.

Bagaimana cara gender dapat
dipadukan dalam pengawasan
masyarakat sipil?

Badan-badan pemantauan sektor keamanan

n Kuatkan partisipasi organisasi wanita dalam
berbagai badan pengawasan sektor keamanan
resmi, seperti badan pemeriksa orang sipil, komisi
pengaduan masyarakat, tim teknis pakar dan
kelompok pemantau independen (lihat Kotak 1).

n Masukkan isu-isu gender, seperti pencegahan GBV
atau peningkatan perekrutan wanita, ke dalam
agenda badan-badan pemantauan sektor
keamanan.

Penelitian dan pengumpulan data

n Jamin agar isu-isu gender dipadukan dalam
peniliaian atau pengkajian ulang internal dan
eksternal lembaga dan kebijakan sektor keamanan.

n Jamin agar semua data dipisahkan menurut jenis
kelamin.  Data yang dipisahkan menurut jenis
kelamin menyoroti keadaan pria dan wanita yang
berbeda dan merupakan landasan yang diperlukan
untuk layanan keamanan yang adil.

n Lanjutkan audit gender terhadap suatu lembaga
atau suatu kebijakan sektor keamanan.

n Lakukan analisis gender terhadap proses RSK dan
menyebarkan temuan dan rekomendasi melalui
media dan kepada para pejabat pemerintah dan
donor.

n Lakukan analisis anggaran gender terhadap
pengeluaran pemerintah untuk keamanan dan
pertahanan atau anggaran suatu lembaga sektor
keamanan tertentu, agar memahami dengan lebih
baik dampak khususnya terhadap pria dan wanita.
Gunakan temuan-temuan ini sebagai alat untuk
advokasi.

n Jamin agar pelibatan para wanita dan organisasi-
organisasi wanita dalam semua proses audit,
penilaian, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan

Di Malaysia, OMS seperti Organisasi AID Wanita (Women's AID Organisation) telah memantau penegakan dan efikasi Undang-Undang mengenai
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Malaysia, dan juga  pengantaran layanannya kepada para korban.  Temuan-temuan digunakan untuk
mengadvokasi perbaikan-perbaikan dalam isi pokok dan pelaksanaan undang-undang tersebut.

Di Cambodia, organisasi-organisasi wanita dan kelompok-kelompak HAM seperti LICADHO sedang bekerja sama dengan badan-badan
pengawasan pemerintah untuk meneliti dugaan penganiayaan dan memantau kepatuhan dengan Undang-Undang mengenai Pencegahan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Korban yang baru disahkan.  Undang-undang ini memberikan wewenang yang lebih besar
kepada polisi untuk ikut campur dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga sambil memperkuat perlindungan hukum yang tersedia bagi
korban.  Selain pemantauan, OMS tersebut menyediakan bantuan hukum dan tempat penampungan bagi korban.

Kotak 1 Pemantauan atas pelaksanaan perundang-undangan2

Kepatuhan terhadap kewajiban menurut un dang-
undang dan instrumen hukum in ter  nasional

Mengambil prakarsa memadukan isu-isu gender
dalam pengawasan masyarakat sipil tidak hanya
merupakan masalah efektivitas operasional tetapi
juga diperlukan untuk mematuhi undang-undang,
instrumen hukum dan norma internasional dan
regional mengenai keamanan dan gender.
Instrument hukum pokok meliputi:

n Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing (1995)

n Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325
mengenai Perempuan, Perdamaian dan
Keamanan (2000)

Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Lampiran
Toolkit tentang Undang-Undang dan Instrumen
Internasional dan Regional.
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dan evaluasi yang dilakukan oleh OMS.

Advokasi dan peningkatan kesadaran

Gunakan penelitian yang peka terhadap gender dan
hasil dari proses penilaian dan pengumpulan data
untuk mengembangkan kampanye informasi publik
dan advokasi mengenai isu-isu yang berkaitan
dengan gender – seperti peningkatan kesadaran
masyarakat bagaimana cara melaporkan GBV
kepada polisi atau melobi untuk memperoleh
pendanaan pemerintah untuk program-program
pencegahan kekerasan senjata.

n Identifikasi cara-cara untuk menyampaikan
informasi ini kepada rakyat yang terpinggirkan
(seperti masyarakat pedesaan, wanita yang buta
huruf, atau masyarakat etnis) yang bahasanya
mungkin berbeda dari bahasa yang dominan.

n Targetkan advokasi pada tingkat-tingkat yang
berbeda - lokal, provinsi dan nasional - untuk
menjangkau para pembuat kebijakan utama yang
dapat mempengaruhi perencanaan dan
penyusunan sektor keamanan.

n Libatkan media setempat dengan cara
menyebarkan informasi melalui surat kabar kecil,
stasiun radio masyarakat dan stasiun televisi lokal,
serta gerai media pemerintah.

n Bekerja sama dengan media untuk menjadikan
para wartawan dan orang lainnya peka terhadap
dimensi gender dalam isu-isu keamanan dan
peradilan.

n Libatkan pria di kampanye advokasi, khususnya
yang menanggulangi kekerasan terhadap
perempuan (lihat Box 2).

Latihan gender

Organisasi-organisasi wanita  dan OMS yang memiliki
keahlian gender dapat mendukung pengembangan
dan pengantaran pelatihan gender bagi personel
sektor keamanan (lihat Box 3), meliputi dengan cara:

n Lakukan penilaian kebutuhan pelatihan.

n Kembangkan bahan-bahan pelatihan gender dan
menyampaikan pelatihan.

n Kembangkan kurikulum standar pelatihan gender
yang dapat disesuaikan dan digunakan para
pelatih.

n Lobi untuk kebijakan-kebijakan yang memandatkan
pelatihan gender komprehensif.

n Buat daftar pelatih masyarakat sipil yang dapat
memberikan pelatihan gender.

OMS yang partisipatif dan efektif

OMS yang terlibat dalam pengawasan sektor
keamanan juga berkewajiban merevisi kebijakan dan
praktik internal sehingga mempromosikan kesetaraan
gender dan memastikan kemampuan mereka dalam
hal isu-isu gender:

n Kembangkan kebijakan dan prosedur mengenai
gender dan kesempatan yang sama yang

menangani isu-isu sumber daya manusia, praktek
perekrutan, syarat prestasi kerja serta pelecehan
seksual dan diskriminasi.

n Berikan pelatihan gender untuk semua staf –
termasuk pelatihan mengenai metodologi
pengumpulan data dan penelitian yang peka
terhadap gender.

n Arusutamakan isu-isu gender ke dalam tugas
pengawasan sektor keamanan.

n Lakukan audit gender internal untuk menilai
kemampuan organisasional.

Tantangan dan peluang pasca konflik

OMS mungkin jadi terpecah atau lemah selama
konflik dan akibatnya tidak memiliki jangkauan,
legitimasi atau kemampuan untuk melaksanakan
tugas pengawasan mereka secara efektif.  Dalam
kasus lain, kerja sama OMS bisa meningkat pada
masa pasca-konflik karena reformasi angkatan
bersenjata dan kepolisian serta ketidakamanan
menjadi masalah utama banyak organisasi, sehingga
memberi OMS kesempatan untuk bekerja sama.

Tantangan bagi pemaduan isu-isu gender

n Kemampuan lembaga-lembaga negara sering
begitu lemah sehingga walaupun ada kemauan
politik, alat-alat untuk menyediakan layanan
keamanan dan peradilan tidak tersedia dalam
pengertian sumber daya teknis, sumber daya
finansial atau sumber daya manusia.

n Undang-undang, struktur dan mekanisme untuk
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Kampanye Pita Putih (WRC, White Ribbon Campaign) dimulai di
Kanada pada tahun 1991 oleh sekelompok pria untuk mengadvokasi
pengakhiran kekerasan terhadap wanita dan mendidik para pria lain
mengenai isu tersebut.  Melalui kampanye peningkatan kesadaran,
pernyataan publik, dan jaringan mereka yang terus berkembang,
para anggota WRC memberikan visi alternatif pria sebagai orang
yang tidak suka melakukan kekerasan dan memberikan model peran
positif bagi para pria dan anak lelaki di dalam masyarakat di seluruh
dunia.3

Kotak 2 Melibatkan pria dalam memberantas
kekerasan terhadap wanita

Tersedia juga di Alat (Tool) 9…

- Tahap-tahap audit gender RSK 

- Pertanyaan-pertanyaan untuk ditanyakan ketika
merencanakan kampanye advokasi

- Kiat bekerja sama dengan media

- Topik-topik pelatihan untuk membangun
kemampuan pengawasan LSM wanita

- Bagaimana cara memperkuat legitimasi jaringan-
jaringan masyarakat sipil 

- Contoh-contoh dari Eropa Timur, Fiji, Irak, Rusia,
Afrika Selatan, Inggris dan Afrika Barat
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mencegah dan merespons GBV jarang tersedia
atau berfungsi sebagaimana mestinya.

n Personil sektor keamanan mungkin telah mela -
kukan pelanggaran HAM dan mungkin terus
mela kukan pelanggaran di masa damai.

Peluang bagi pemaduan isu gender

n Proses-proses RSK dapat membuka ruang politik
untuk  masukan OMS dalam pembuatan keputusan
keamanan dan peradilan, yang merupakan kesem -
patan untuk mengajukan isu-isu gender.

n Bukti-bukti menunjukkan bahwa peran dan
hubungan gender sering berubah selama dan
setelah konflik, yang dapat membuka ruang penting
untuk merundingkan pemaduan isu-isu gender dan
peningkatan perekrutan wanita.

n Donor-donor mungkin bersedia memberikan du -
kungan kepada OMS agar kemampuan pe nga  wasan
mereka yang tanggap terhadap gen der.

?? Pertanyaan-pertanyaan untuk
ditanyakan kepada OMS

Salah satu cara yang paling baik untuk mengi den -
tifikasi titik-titik masuk untuk memadukan isu-isu
gender ke dalam proses RSK adalah organisasi

masyarakat sipil melakukan suatu penilaian.  Berikut
ini adalah contoh-contoh pertanyaan yang dapat OMS
liputi dalam peniliaian, pemantauan dan evaluasi.

n Apa kebutuhan, persepsi dan prioritas keamanan
dan peradilan khusus pria, wanita, anak perem -
puan dan anak lelaki?

n Apakah personil sektor keamanan mampu meres -
pons semua kebutuhan ini? Kalau tidak, kenapa
tidak?

n Apakah wanita, pria, anak lelaki dan anak
perempuan dapat mengakses layanan keamanan
dan peradilan dengan setara?

n Apakah perundang-undangan, kebijakan dan
protokol tanggap terhadap gender? Apakah ada
perundang-undangan yang memadai terhadap
GBV?

n Apakah wanita dapat mengakses secara penuh
dan setara pekerjaan di lembaga-lembaga sektor
ke amanan?

n Bagaimana lingkungan kerja di lembaga-lembaga
sektor keamanan? Apakah ada masalah pelecehan
seksual dan penghalang lainnya yang menghambat
kemajuan wanita?

n Apakah badan-badan pengawasan sektor ke aman -
an meliputi wanita dan melakukan konsultasi
de ngan organisasi-organisasi wanita?

LSM Mongol Vision bekerja pada isu-isu kesehatan reproduksi dengan para prajurit dan perwira di angkatan bersenjata Mongolia:

Isu: Anggota baru Angkatan Bersenjata Mongolia, terutama yang berasal dari daerah pedesaan, memiliki sedikit atau tidak memiliki pengetahuan
mengenai HIV/AIDS dan infeksi menular seksual (IMS).  Karena itu, tingkat IMS relatif tinggi di kalangan perwira dan prajurit.
Tujuan: Mendapatkan dukungan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Mongolia untuk meningkatkan kesadaran mengenai HIV/AIDS,
IMS dan kesehatan reproduksi di kalangan perwira dan prajurit.
Pemangku kepentingan utama: Kementerian Pertahanan dan Mabes Angkatan Bersenjata Mongolia.
Pemangku kepentingan primer: Prajurit/perwira dan pasangan seks mereka.
Pendekatan dan komunikasi: Surat-surat dikirim kepada Kementerian Pertahanan dan markas besar angkatan bersenjata; pertemuan resmi dan
tak resmi diadakan dengan para pejabat tingkat tinggi; sebuah proyek disiapkan bekerja sama dengan para pejabat tingkat tinggi; sebuah lokakarya
diselenggarakan bersama para pejabat tingkat tinggi; para perwira komando dan dokter satuan militer menyajikan laporan mengenai situasi STI
saat ini di kalangan personel angkatan bersenjata.
Indikator keberhasilan dan keberlanjutan: Kesehatan seksual dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan resmi untuk staf militer; peningkatan
kesadaran para perwira tingkat tinggi; peningkatan dukungan dari Kementerian Pertahanan. 

Kotak 3 Pendidikan kesehatan seksual untuk angkatan bersenjata di Mongolia 4

✔ Bagaimana cara masyarakat sipil, termasuk para wanita, dilibatkan dalam proses-proses pengawasan?

✔ Bagaimana cara kebutuhan keamanan khusus wanita dan pria diketahui dan dipenuhi?

✔ Berapa jumlah pria dan wanita bekerja dalam militer, kepolisian, badan intelijen, polisi perbatasan, pabean, imigrasi dan badan penegakan
hukum lainnya, dan sebagai apa (persentase wanita/pria, menurut pangkat dan kategori)?

✔ Apakah langkah-langkah ditetapkan untuk menjamin agar wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam setiap lembaga
keamanan?

✔ Apakah pelatihan gender diberikan kepada polisi, militer dan untuk Pihak Kepolisian, militer dan badan keamanan lainnya?

✔ Langkah-langkah apa ditetapkan untuk mencegah, menyelidiki dan menghukum GBV yang dilakukan personel sektor keamanan?

✔ Apakah ada pendanaan yang memadai untuk penencanaan dan penyusunan yang terkait dengan gender? 

Kotak 4 Contoh daftar periksa gender untuk badan pengawasan sektor keamanan dalam konteks
pasca-konflik



n Apakah badan-badan pengawasan sektor ke aman -
an memantau isu-isu yang terkait dengan GBV dan
kesempatan yang sama bagi pria dan wanita?

Informasi lebih lanjut

Sumber daya

Amnesti Internasional (Amnesty International) – Monitoring and
Reporting Human Rights Abuses in Africa: A Handbook for
Community Activists (Memantau dan Melaporkan
Pelanggaran HAM di Africa: Buku Panduan untuk Aktivis
Masyarakat), 2002.

Amnesti Internasional (Amnesty International) – Understanding
Policing: A Resource for Human Rights Activists (Memahami
Perpolisian:  Sumber Daya untuk Aktivis HAM), 2006.

DCAF – Public Oversight of the Security Sector: A Handbook
for CSOs on Democratic Security Governance (Pengawasan
Publik atas Sektor Keamanan: Buku Panduan bagi OMS
mengenai Tata Pemerintahan Keamanan yang Demokratik),
akan terbit 2008.

Family Violence Prevention Fund (Dana Pencegahan Kekerasan
dalam Rumah Tangga) –  Toolkit for Working with Men and
Boys to Prevent Gender-Based Violence - (Toolkit bagi
Pelaksanaan Kerja Sama dengan Pria dan Anak Lelaki untuk
Menghindarkan Kekerasan Berbasis Gender), 2003.
International Alert and Women Waging Peace (Kewaspadaan
Internasional dan Wanita Pejuang Perdamaian) – Inclusive
Security, Sustainable Peace: A Toolkit for Advocacy and
Action (Keamanan Inklusif, Perdamaian Berkelanjutan: Toolkit
Advokasi dan Tindakan), 2004.

OECD DAC – OECD DAC Handbook on Security System
Reform, Supporting Security and Justice (Buku Pedoman
OECD DAC mengenai Reformasi Sistem Keamanan, Mendukung
Keamanan dan Peradilan), 2007.

Organisasi-organisasi

DCAF – www.dcaf.ch

International Alert (Kewaspadaan Internasional) –
www.international-alert.org 

UNIFEM Portal on Women, Peace and Security (Portal UNIFEM
mengenai Wanita, Perdamaian dan Keamanan) –

www.womenwarpeace.org

UN-INSTRAW – www.un-instraw.org

WILPF Peacewomen (WILPF Wanita Perdamaian) –
www.peacewomen.org

Tiap-tiap Alat dan Catatan Praktis tersedia dari:  www.dcaf.ch,
www.un-instraw.org dan www.osce.org/odihr.

Catatan praktik ini disiapkan Rahim Kanani, UN-INSTRAW,
berdasarkan atas Tool (Alat) 9, para penulis Karen Barnes
dan Peter Albrecht, International Alert (Kewaspadaan
Internasional).
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1 DCAF and IPU, Parliamentary Oversight of the Security Sector: Principles, Mechanisms and Practices (Pengawasan

Parlementer terhadap Sektor Keamanan: Prinsip, Mekanisme dan Praktik), DCAF and IPU, 2003, p. 22.\

http://www.dcaf.ch/oversight/_publications.cfm?navsub1=12&navsub2=3&n av1=3
2 IPU (Persatuan Antar-Parlemen), Women in National Parliaments (Wanita di Parlemen Nasional), 31 Oktober

2007.  http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm
3 Anderlini, S.N. dan Conaway, C.P.,  Negotiating the Transition to  Democracy and Reforming the Security

Sector: The Vital Contributions of South African Women (Merundingkan Transisi menuju Demokrasi dan

Reformasi Sektor Keamanan: Sumbangan Penting Wanita Afrika Selatan), (Initiative for Inclusive Security:

Washington DC) ,) 2004, h. 17-18; 23-25.
4 Isha L’Isha News Release (Siaran Berita Isha L’Isha [Wanita kepada Wanita] (21 Juli 2005), Parliament/Knesset

Passes New Law Mandating Inclusion of Women for Peace and Security Negotiations & Policy

(Parlemen/Knesset Menyetujui Undang-undang Baru yang Mengharuskan Pelibatan Wanita dalam Perundingan

dan Pembuatan Kebijakan Perdamaian dan Keamanan).  http://www.peacewomen.org/news/Israel-

OPT/July05/Knesset.html
5 IPU (Persatuan Antar-Parlemen), Women in Politics (Wanita dalam Politik).  http://www.ipu.org/wmn-

e/suffrage.htm;Mosadiq, The New Afghan Constitution (Undang-undang Dasar Afghanistan yang Baru).
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1Pendahuluan
Tool ini menangani aspek dan tantangan gender 
dari fenomena yang agak baru: privatisasi 
keamanan dalam skala global. Hingga sekarang, 
data penelitian yang dapat diandalkan masih tidak 
cukup. Di samping itu, sangat dirahasiakan banyak 
dari informasi yang berkaitan, seperti standar 
operasional prosedur perusahaan dan isinya 
kebanyakan kontrak mereka. Namun, keadaan ini 
harus tidak menyebabkan kepuasan hati. Guna 
memastikan keberhasilan dan sukses jangka 
panjang reformasi sektor keamanan (RSK) yang 
melibatkan Perusahaan Keamanan Swasta (PSCs, 
Private Military Companies) dan Perusahaan Militer 
Swasta (PMCs, Private Military Companies), harus 
dianggap penting untuk memadukan aspek-aspek 
gender ke dalam semua operasi. Tool ini akan 
menjelaskan mengapa gender menjadi penting dan 
bagaimana cara inisiatif gender dapat dikembangkan 
dan ditindak lanjuti dalam operasi yang melibatkan 
PSC dan PMC, yang umumnya berfokus pada PSC 
dan PMC internasional.

Pembaca sasaran utama tool ini termasuk:
Pihak-pihak PSC dan PMC ■
Asosiasi industri PSC dan PMC ■
Para klien PSC dan para donor internasional  ■
program-program RSK
Para pemangku kepentingan ( ■ stakeholders) 
dalam proses perumusan kebijakan dan 
pembahasan keamanan swasta, yang mencakup 
para pemerintah dan badan-badan internasional 
sebagai bagian dari RSK
Para Penandatangan Prinsip-prinsip Sukarela  ■
tentang Hak Asasi Manusia dan Keamanan 
(industri ekstraktif, yaitu tambang, minyak dan 
gas bumi)

Pembaca sasaran sekunder adalah:
Organisasi masyarakat sipil yang mengerjakan  ■
isu-isu berhubungan dengan PSC dan PMC
Akademisi dan para peneliti yang mengerjakan  ■
isu-isu berhubungan dengan PSC dan PMC

Industri keamanan swasta global bertambah secara 
eksponensial dalam kurun waktu lima sampai 
sepuluh tahun terakhir ini.  Walaupun dinamika 
sangat berbeda tergantung pada konteks khusus 

– yaitu, di negara maju, negara transisional, 
negara pasca konflik dan negara berkembang 
– nampaknya terdapat satu bilangan pembagi: 
privatisasi keamanan terjadi ketika pemerintah, 
penyedia tradisional keamanan, tidak mampu atau 
sesungguhnya tidak bersedia melaksanakan peran 
ini.  Lebih dari itu, pertimbangan keefektifan biaya 
mengakibatkan kecenderungan yang semakin 
berkembang menuju ‘outsourcing’  dan privatisasi 
fungsi-fungsi keamanan negara.  
Kemitraan publik-swasta di bidang keamanan 
merupakan salah satu contoh yang paling pertinen 
dari fenomena ini.

Pada khususnya, PSC sudah muncul untuk 
memenuhi permintaan jasa keamanan yang 
semakin meningkat dari kalangan masyarakat, 
warga biasa, usaha swasta, organisasi dan badan 
internasional serta pemerintah sendiri.  Sebagian 
dari jasa keamanan ini, misalnya keamanan 
rumah dan penjagaan statis (static guarding) – 
dalam negara maju maupun negara berkembang 
– biasanya dilakukan oleh PSC lokal yang tidak 
bersenjata.  Jasa-jasa lainnya memastikan agar 
angkatan bersenjata suatu negara dapat berfungsi 
dengan lancar.

Peran PSC dan PMC di bidang RSK, rekonstruksi 
pasca konflik dan aktivitas yang berkaitan seperti 
perlucutan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi 
(DDR, Disarmament, Demobilisation and 
Reintegration) semakin meningkat.  Kejadian ini 
bukan hanya karena permintaan jasa keamanan 
swasta yang semakin meningkat; para PSC dan 
PMC sendirinya sudah menghebatkan usahanya 
untuk menyajikan diri mereka sebagai penyedia 
pemecahan RSK yang profesional dan efektif.

Dengan munculnya aktor-aktor komersial swasta 
di bidang RSK, ditimbulkan tantangan-tantangan 
dan peluang-peluang baru untuk pemaduan 
isu-isu gender.  Tool ini akan memberikan latar 
belakang untuk memahami tantangan dan peluang 
ini dan membuat usulan praktis untuk menangani 
tantangan dan peluang tersebut dengan cara-cara 
sebagai berikut:

Pria dan wanita sebagai para aktor/kontraktor  ■
dalam industri keamanan swasta
Pria dan wanita sebagai pemangku kepentingan  ■
dalam proses-proses RSK yang dipimpin oleh 
PSC dan PMC

Perusahaan Militer dan 
Keamanan Swasta dan Gender
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Pria dan wanita sebagai korban kekerasan  ■
berbasis gender (GBV, Gender-Based Violence)
PSC dan PMC akan dipertimbangkan dari dua  ■
perspektif:
PSC/PMC sebagai penyedia RSK ■
PSC/PMC sebagai subyek RSK ■

2 Apa itu Perusahaan 
Militer dan Keamanan Swasta 
(PMSC, Private Military and 
Security Companies) dan 
‘privatisasi keamanan’??
Perusahaan keamanan swasta (PSC, Private 
Security Companies) didefinisikan sebagai 
‘perusahaan-perusahaan yang mengkhususkan 
dirinya pada menyediakan jasa keamanan dan 
perlindungan personel dan harta benda, yang 
mencakup aset kemanusiaan dan industri’.1  Artinya 
jasa layanannya tidak harus bersenjata; operasi 
mereka bersifat defensif (bertahan) daripada 
ofensif; dan mereka mengakomodasi berbagai 
pelanggan, termasuk para pemerintah, badan-
badan internasional, organisasi-organisasi non-
pemerintah (LSM), dan organisasi-organisasi 
komersial. 

Perusahaan-perusahaan Militer Swasta 
(PMC, Private Military Companies) ‘didefinisikan 
sebagai perusahaan-perusahaan swasta yang 
mengkhususkan dirinya pada keterampilan militer, 
yang mencakup operasi tempur, perencanaan 
strategis, pengumpulan intelijen, dukungan 
operasional, logistik, pelatihan, pengadaan dan 
perawatan senjata dan peralatan’.2 Hal tersebut 
menyiratkan bahwa klien-klien mereka biasanya 
para pemerintah, tetapi dapat terdiri dari para 
pemberontak, kelompok-kelompok milisi dan fraksi-
fraksi bersenjata lainnya. 

Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan 
– Komite Bantuan Pembangunan (OECD-
DAC, Organisation for Economic Co-operation 
and Development – Development Assistance 
Committee) mendefinisikan Perusahaan Militer dan 
Keamanan Swasta (PMSC) sebagai ‘perusahaan 
komersial yang secara langsung menyediakan 
jasa perlindungan militer atau jasa yang berkaitan 
dengan keamanan untuk mendapat keuntungan, 
apakah secara domestik atau secara internasional’.3  
Definisi tersebut juga dipakai di tool ini. 

Peninjauan lebih komprehensif atas aktivitas-
aktivitas PSC dan PMC dapat dilihat di Kotak 1.4 

Walaupun definisi-definisi ini mencerminkan 
kenyataan empiris dua jenis jasa di sektor 
keamanan swasta, definisi ini  tidak dapat dengan 
mudah diterapkan pada semua perusahaan dalam 
semua konteks nasional tertentu.  Hal tersebut lebih 
relevan di bidang RSK yang dilaksanakan oleh PSC 
maupun PMC.  Dalam tool ini, istilah melingkupi 
‘Perusahaan Militer dan Keamanan Swasta’ akan 
dipakai baik untuk perusahaan yang melaksanakan 
RSK dan perusahaan yang dapat dikenakan RSK, 
di manapun cocok.  Suatu pengecualian akan 
dibuat untuk sektor keamanan swasta domestik, 
yang tidak terlibat dalam penyediaan jasa untuk 
pemerintah dan/atau pihak militer: perusahaan di 
bidang ini diberikan nama Perusahaan Keamanan 
Swasta (PSC, Private Security Companies). 

Para PMSC bisa menyediakan jasa hanya untuk 
pasar domestik atau beroperasi secara global.  PSC 
domestik biasanya menawarkan jasa penjagaan 
statis dan perlindungan pribadi bersenjata maupun 
tidak bersenjata tetapi juga peralatan teknis seperti 
kamera tv sirkuit tertutup (CCTV, Closed Circuit TV) 
dan sistem-sistem tombol panik.  Jasa ini paling sering 
ditemukan di dunia berkembang dan negara-negara 
transisional, tetapi semakin meningkat di dunia 
berkembang.  Sekarang, di Afrika Selatan, jumlah 
perusahaan ini melebihi polisi dalam bilangan, dan 
pasar untuk layanan keamanan swasta adalah yang 
paling besar di seluruh dunia sebagai presentase 
produk domestik bruto.  Sampai bulan Juni 2004, 
3.553 PSC didaftarkan di negara tersebut. Sampai 
bulan Maret 2007 PSC itu mempekerjakan 301.584 
‘petugas keamanan aktif’ sedangkan kurang lebih 
116.000 polisi berseragam melakukan fungsi polisi 
untuk Kepolisian Afrika Selatan.6 

Sebagai pembanding, para PMSC internasional 
dengan markas besar atau kantor di beberapa 
negara menawarkan apa yang sering disebut 
‘premium protective security services’ (jasa 
keamanan premium) di lingkungan-lingkungan 
yang berisiko tinggi dalam skala global.  Biasanya 
karyawan PMSC tersebut berlatar belakang militer 
atau penegakan hukum serta memiliki pengalaman 
substansial di lingkungan-lingkungan yang 
umumnya disebut ‘lingkungan bermusuhan’.

Para PMSC dapat berlaku baik sebagai aktor yang 
membantu atau menyediakan RSK (‘top-down’) 
maupun sebagai badan ‘yang dapat dikenakan’ 
proses RSK (‘bottom-up’) misalnya dalam hal 
pengaturan dan pengendalian aktivitasnya 
dikembangkan dan ditindak lanjuti.7

Tantangan-tantangan dalam privatisasi 
keamanan
Privatisasi keamanan menyediakan peluang-
peluang besar dan juga menimbulkan risiko-risiko 
berat, terutama dari perspektif keamanan manusia.  
Para PMSC berpotensi meningkatkan keadaan 



3

Perusahaan Militer dan Keamanan Swasta dan Gender

keamanan apabila layanannya  disampaikan secara 
profesional dan akuntabel dan khususnya apabila 
lembaga negara yang demokratis terlibat dalam 
pengendalian dan pengawasan.  

Tetapi, keamanan swasta bisa juga memperburuk 
ketegangan sosial yang ada apabila keamanan 
menjadi komoditi yang dapat diakses oleh kaum 
kaya saja,  hingga sebagian besar penduduk 
tidak dapat mengakses manfaatnya.  Lagi pula, 
para PMSC yang mempunyai koneksi dengan 
lembaga-lembaga negara bisa memperburuk dan 
menguatkan praktek dan struktur yang menindas 
dari sektor keamanan suatu negara.

Tantangan lebih lanjut berkenaan dengan kesulitan-
kesulitan dalam memastikan akuntabilitas dan 
transparansi dalam industri keamanan swasta, 
khususnya dalam hal jasa-jasa diekspor ke 
luar negeri. Secara praktis, sangat susah 
mempertanggungjawabkan pihak perusahaan 
dan kontraktor perseorangan melalui peraturan 
perundang-undangan yang ada (lihat Bagian 5). 
Lingkungan yuridis semacam ini dapat meruntuhkan 
usaha-usaha RSK dan/atau pembangunan jangka 
panjang serta prinsip-prinsip dasar paradigma 
keamanan manusia dan agenda pengarusutamaan 
gender.

Tentunya, dinamika, keuntungan dan risiko 
privatisasi berbeda tergantung pada konteks 
lokal dan regional.  Harus dibedakan secara jelas 
jasa keamanan swasta di negara maju, negara 
transisional, negara berkembang dan negara pasca 
konflik.  

Keamanan swasta dan RSK 
Bagi industri keamanan swasta, penyampaian RSK 
adalah fenomena yang baru timbul.  Para PMSC 
berusaha meresap pasar yang saat ini didominasi 
oleh firma konsultan pembangunan, perusahaan 
manajemen risiko, konsultan freelance dan LSM.  
Para pemerintah dan donor-donor lainnya semakin 
bercenderung menutup kontrak yang berkaitan 
RSK dengan PMSC, tetapi diperlukan banyak 
waktu sampai para PMSC menjadi aktor-aktor yang 
sudah mapan di bidang RSK.  Saat ini, kegiatan 
utama para PMSC di bidang RSK adalah pelatihan 
tentara dan polisi asing, misalnya di Afganistan dan 
Irak.  Namun, aktivitas mereka mungkin sekali akan 
memperluas selama RSK menjadi lebih berbahaya 
di banyak lingkungan pasca konflik dan aktor-aktor 
yang lebih tradisional harus meninggalkan daerah-
daerah berisiko tinggi.

Para PMSC memasukkan keahlian dari luar, 
misalnya dari komunitas pembangunan, agar 
menawarkan dengan tawaran yang dapat dipercaya 
untuk kontrak yang berkaitan dengan RSK dari 
pemerintah-pemerintah dan badan-badan donor 
lainnya.  Karena PMSC bisa merekrut dari berbagai 
macam personel berpengalaman dari berbagai 
latar belakang, dan juga menggelar tim-tim secara 
agak cepat, mereka bisa menawarkan solusi yang 
dikhususkan untuk tantangan-tantangan RSK.  Staf 
dan kontraktor sering mengenal proses-proses 
administratif pemerintah karena ‘pintu-pintu putar’ 
(revolving doors) antara sektor publik dan sektor 
swasta memastikan adanya pertukaran keahlian 
yang terus berlangsung.8

Kotak 1 Jasa yang disediakan oleh PMC5

Jasa yang disediakan oleh PSC Jasa yang disediakan oleh PMC
Pengamanan Fisik statis/mobil ( ■ Static/mobile 
physical protection).
Pengawalan Pribadi ( ■ Close Protection) yaitu, 
penugasan pengawal pribadi.
Reaksi cepat ( ■ Rapid response).
Pengamanan teknis ( ■ Technical security).
Jasa pengintaian ( ■ Surveillance services).
Jasa investigasi ( ■ Investigative services).
Jasa penilaian risiko ( ■ risk assessment) dan 
peringanan risiko (risk mitigation) yang 
komprehensif untuk usaha-usaha swasta.
Intelijen bisnis, uji tuntas ( ■ due diligence), analisa 
risiko politik.

Pelatihan militer/konsulting untuk pasukan  ■
nasional atau asing.
Intelijen militer. ■
Pengadaan persenjataan. ■
Dukungan pertempuran dan operasional. ■
Pembersihan ranjau untuk tujuan kemanusiaan. ■
Perawatan. ■
Jasa dukungan militer dan non-militer. ■
Semua jasa lainnya yang di- ■ outsource oleh pihak 
militer.

Pendukungan proses-proses rekonstruksi pasca konflik melalui jasa keamanan yang bersifat melindungi  ■
dan bertahan bagi instansi-instansi yang terlibat dalam rekonstruksi tersebut.
Bidang-bidang baru seperti RSK, DDR, penanggulangan bencana dan pembangunan. ■
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Baik jumlah penyedia swasta RSK maupun 
data tentang prestasi kerja mereka masih susah 
ditetapkan. Badan-badan donor pun jarang mampu 
mendapat data yang andal dengar cara yang 
koheren dan efektif karena kerja RSK sering dibagi 
antara anggaran-anggaran yang berbeda (misalnya 
keamanan/pertahanan dan pembangunan).  
Bagaimanapun juga, Buku Petunjuk OECD-DAC 
tentang RSK memberikan panduan yang berharga 
kepada donor-donor dan mengidentifikasi praktek-
praktek yang baik di bidang RSK yang mencakup 
operasi yang melibatkan sektor swasta.9

Akibat kekurangan data yang andal, dan juga akibat 
kekurangan transparansi dan akuntabilitas nyata 
atau perseptif di antara aktor-aktor komersial swasta 
di bidang RSK, aktor tersebut masih berkutat untuk 
menentukan diri mereka sebagai pemegang peranan 
yang memiliki keabsahan.  Lagi pula, mereka 
menghadapi kritikan bahwa standar operasinya 
kurang memadai.  Pada umumnya klien/donor dapat 
menetapkan standar operasional prosedur (SOP) 
yang sesuai serta syarat dan ketentuan kontrak.  
Sejauh ini, tidak ada pedoman untuk ‘outsourcing’ 
di bidang RSK dalam suatu konteks nasional 
tertentu, jadi sukar bagi badan-badan donor untuk 
membuat keputusan otoritatif tentang keterampilan, 
kualifikasi dan surat kepercayaan pihak-pihak yang 
berusaha untuk mendapat kontrak.10  Kontraktor 
swasta sendiri sedang meminta proses-proses 
pengambilan keputusan dan peninjauan ulang yang 
lebih transparan dan akuntabel.  Dalam suasana 
dimana legitimasi kontraktor swasta di bidang 
keamanan atau pembangunan apapun masih 
dipertanyakan, untuk kepentingannya sendiri, 
mereka harus menuntut standar dan kerangka 
akuntabilitas.

Termasuk dalam tugas yang dilakukan oleh 
sektor swasta di program-program RSK adalah 
pelatihan, dukungan manajemen, diagnosa dan 
peninjauan kebijakan.  Pelatihan dapat bersifat 
teknis (misalnya, keterampilan untuk menggunakan 
peralatan baru) atau konseptual (hak asasi 
manusia, hukum internasional, hubungan sipil-
militer dll), atau kombinasi teknis dan konseptual.  
Dukungan manajemen dapat merujuk kepada 
reformasi kepolisian dan peradilan dan dapat 
mencakup: penguatan proses-proses manajemen 
finansial dan sumber daya manusia, peningkatan 
kemanajemenan kasus judisial, reformulasi 
anggaran angkatan bersenjata, pereformasian 
sistem-sistem penggajian dan grading (pengujian 
kualitas), perbaikan sistem-sistem promosi dan 
disiplin, pendukungan terhadap badan-badan 
pengelolaan sipil dan peningkatan sistem-sistem 
pengadaan barang/jasa.  Utamanya jasa diagnosa 
dan peninjauan ulang kebijakan untuk instansi 
pemerintah meliputi analisa strategis, operasional 
dan organisasi terhadap kebutuhan RSK di negara 
penerima.11

3 Mengapa gender 
penting bagi para PMSC?

Gender merujuk pada peran dan hubungan, ciri kepribadian, 
sikap, tingkah laku dan nilai-nilai tertentu yang dihubungkan 
masyarakat dengan pria dan wanita.  Karena itu, ‘gender’ 
merujuk pada perbedaan yang dipelajari antara pria dan 
wanita, sedangkan ‘jenis kelamin’ merujuk pada perbedaan 
biologis antara lelaki dan perempuan.  Peran gender sangat 
bervariasi di dalam dan antar kebudayaan dan dapat berubah 
sepanjang waktu.  Gender tidak hanya merujuk pada wanita 
atau pria tapi juga merujuk pada hubungan di antara 
mereka.

Pengarusutamaan gender adalah proses menilai implikasi 
terhadap wanita dan pria dari suatu tindakan yang terencana, 
yang meliputi perundang-undangan, kebijakan atau program 
di semua bidang dan pada semua tingkatan.12

Dengan meningkatnya kecenderungan privatisasi 
keamanan dan pengembangan pengaturan 
PMSC, pengarusutamaan gender dapat 
sangat meningkatkan efektivitas operasional di 
seluruh sektor dan membentuk secara positip 
pengembangannya di masa depan.

Salah satu indikator efektivitas suatu operasi 
adalah penciptaan lingkungan aman yang berguna 
bagi perkembangan ekonomi, pendidikan dan 
perawatan kesehatan, serta tumbuhnya organisasi-
organisasi masyarakat sipil yang bersemangat.  
Sasaran-sasaran ini hanya bisa diperoleh apabila 
wanita mendapatkan hak-hak yang sama dengan 
pria untuk membentuk lingkungan sosial dekatnya.

3.1 Untuk mengembangkan 
efektivitas operasional –para PMSC 
internasional sebagai penyedia RSK

Para PMSC internasional bisa mendapat untung 
yang sangat besar dari pemaduan perspektif 
gender ke dalam semua aspek operasinya:

Biasanya pria dan wanita mempunyai pengalaman,  ■
kebutuhan dan pemahaman keamanan dan 
peradilan yang berbeda.  Agar meningkatkan 
kemungkinan keberhasilan operasional, petugas 
keamanan harus mempertimbangkan dampak 
dari semua kegiatan mereka terhadap wanita, 
pria, anak lelaki dan anak perempuan dalam 
masyarakat tuan rumah.

Selain itu juga, pelatihan gender akan membantu  ■

Untuk information lebih lanjut, silakan 

lihat Tool tentang RSK dan Gender
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staf menyesuaikan diri mereka dengan 
masyarakat tuan rumah dan akan membantu 
mereka menjadi lebih responsif terhadap 
lingkungan budaya di mana mereka akan bekerja. 
Penerimaan di tempat atas keberadaan petugas 
keamanan swasta dapat diperbesar dengan 
mantap apabila para penyelenggara sudah 
mengalami pelatihan gender yang dikhususkan 
pada keadaan setempat .

Pembiaran  dan pembinaan bentuk-bentuk  ■
tertentu kelakuan agresif merupakan sebagian 
dari budaya kelembagaan di banyak PMSC 
dan dalam masa lampau dihubungkan dengan 
pelanggaran HAM.  Pelatihan gender yang layak, 
perdampingan dengan pelatihan tentang hukum 
humaniter internasional (IHL, International 
Humanitarian Law) dan hukum hak asasi manusia 
internasional (IHRL, International Human Rights 
Law) bagi para penyelenggara PMSC akan 
membantu mencegah pelanggaran HAM dan 
kerusakan atau kerugian pendapatan dan nama 
baik yang dijadikannya.

Perekrutan wanita ke dalam PMSC adalah suatu 
strategi penting untuk meningkatkan efektivitas 
operasional.  Sejauh ini, kaum pria sangat 
terlalu terwakili dalam PMSC, terutama karena 
perusahaan-perusahaan tersebut umumnya 
merekrut bekas militer.  Akan tetapi, titik-titik yang 
berikut ini menyoroti mengapa wanita-wanita 
dapat mempengaruhi secara positif efektivitas 
operasional:

Penelitian memperlihatkan bahwa pria dan wanita  ■
setempat cenderung menggangap petugas 
perempuan sebagai lebih mudah didekati dan 
kurang mengancam, bahkan dalam masyarakat 
tradisional.  Jadi, keberadaan petugas perempuan 
dapat memperkuat legitimasi suatu perusahaan 
dan operasinya di kalangan masyarakat tuan 
rumah.13

Penyelenggara perempuan diperlukan dalam  ■
penjagaan bangunan, penghalang jalan, bandara, 
dll untuk melakukan penggeledahan badan wanita.  
Dalam pelaksanaan penggeledahan badan itu, 
wanita dapat juga bermain peran dalam peredaan 
situasi yang berpotensi mengancamkan.
Ketika terlibat dalam operasi yang berkaitan  ■
dengan RSK, penyelenggara keamanan 
perempuan dapat dipakai sebagai model 
peran positif untuk para wanita setempat yang 
mempertimbangkan menjadi anggota polisi, 
misalnya.14  

Penyelenggara perempuan dapat mengambil  ■
pendekatan yang berbeda dalam pendeteksian 
risiko terhadap keamanan, dengan cara demikian 
berpotensi meningkatkan pengidentifikasian 
macam dan jenis bahaya tertentu yang 
mengancam wanita dalam masyarakat tuan 
rumah.15

Apabila petugas keamanan mengumpulkan  ■
intelijen tentang isu-isu keselamatan mendahului 
operasi yang terencana (seperti memastikan alur 
yang aman untuk dilalui konvoi atau menjamin 
keselamatan seorang klien yang berjalan di 
lingkungan yang berisiko tinggi), mereka perlu 
memahami bagaimana bagaimana cara menjalin 
hubungan dengan penduduk-penduduk wanita 
maupun pria.  Di masyarakat tradisional, seperti 
Afganistan dan Irak, berbahaya bila seorang 
wanita setempat dilihat berbicara dengan petugas 
keamanan pria, tetapi dia boleh berbicara 
dengan seorang wanita.  Karena itu, penugasan 
petugas wanita dapat menjamin pendayagunaan 
sumber daya dengan lebih baik, pengambilan/
pengumpulan informasi dapat menjadi lebih 
efektif dan analisis terhadap isu-isu yang 
mempengaruhi masyarakat lokal dapat menjadi 
lebih teliti.

Harus diingat bahwa kapasitas para PMSC untuk  ■
merekrut wanita dalam jumlah besar berkendala 
akibat keterwakilan wanita yang rendah di tubuh 
militer dan polisi, penjaringan rekrutmen utama 
bagi para PMSC.  Peningkatan upaya polisi 
dan militer untuk merekrut lebih banyak wanita 
menyediakan penjaringan perekrutan yang lebih 
besar bagi para PMSC.  Lebih jauh, para PMSC 
bisa mendapat pelajaran dari praktek-praktek 
yang baik di dalam tubuh militer dan polisi yang 
berhubungan dengan perekrutan dan retensi 
personel perempuan.

3.2 Untuk mengembangkan prosedur 
susunan kepegawaian dan standar 
tenaga kerja – para PMSC sebagai 
‘subyek’ RSK

Cabang-cabang kebudayaan ‘macho’, yang  ■
terdapat di tubuh militer dan polisi, tidak 
menyediakan lingkungan yang ramah terhadap 
wanita. Keadaan ini harus diubah apabila 
keterampilan wanita dapat dimanfaatkan untuk 
pelaksanaan operasi PSC maupun PMC. 
Salah satu peneliti mengatakan bahwa dalam 
saling menguji maskulinitasnya, kaum pria 
harus berulangkali menyusun kembali ‘bravado’ 
mereka (besar mulutnya); salah satu cara yang 
mereka pakai untuk melakukannya melibatkan 
pengobyektifikasian, seksualisasi dan/atau 
perendahan martabat wanita.16  Apabila mereka 
mempunyai rekan-rekan perempuan, kelakuan 
buruk ini sering berbentuk pelecehan seksual.  
Pelecehan seksual melemahkan suatu lembaga 

Untuk information lebih lanjut, silakan 

lihat Tool tentang RSK dan Gender
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karena hilangnya produktifitas, penurunan 
tingkat kepuasan kerja, ketidakhadiran di tempat 
kerja, peningkatan tingkat atau persentase 
anggota yang meninggalkan pekerjaan, dan 
menghambat pemaduan para wanita.  Dalam 
tubuh militer, sebuah kajian di Amerika Serikat 
(AS) memperlihatkan korelasi erat antara tingkat 
kejadian pelecehan seksual yang tinggi, kesiapan 
tempur yang rendah, dan iklim kepemimpinan 
yang lemah.17  Juga, dampak-dampak ini harus 
menjadi kepedulian penting bagi PMSC.
Pada umumnya, kecenderungan gender di sektor  ■
keamanan mirip mencerminkan kecenderungan 
yang lebih luas di pasar kerja.  Yaitu, walaupun 
para wanita masuk tenaga kerja, khususnya di 
PSC dalam negeri, pemaduan wanita tidak merata 
dan wanita sering diberikan pekerjaan yang 
berstatus rendah, umumnya tak berkeahlian, dan 
membosankan.18  Banyak wanita dapat dikenakan 
suatu bentuk ‘re-segregation’ (keterpisahan yang 
terulang kembali) padahal mereka ditugaskan 
pada jabatan pekerjaan yang dianggap cocok 
untuk gendernya.19  Khususnya, wanita cenderung 
dirasakan tidak cocok untuk dan dikecualikan 
dari pekerjaan yang mensyaratkan perlu adanya: 
banyak otoritas, seperti pimpinan tingkat tinggi; 
kekuatan fisik; keterampilan teknis; eksposur 
terhadap risiko fisik atau lingkungan kerja yang 
secara fisik merasa tak enak; dan melibatkan 
pengendalian sosial berwibawa, seperti kerja 
kepolisian swasta.
Pengurangan diskriminasi berbasis gender,  ■
pelecehan dan kekerasan di tempat kerja pasti 
akan meningkatkan efektivitas dan mengurangkan 
perselisihan dalam perusahaan maupun 
dalam lingkungan kerja.  Juga, pengurangan 
diskriminasi, pelecehan dan kekerasan tersebut 
akan mengurangkan budaya kerja ‘macho’ 
yang ada, yang membuat pekerjaan di industri 
keamanan swasta lebih menarik bagi para wanita, 
yang membawa keterampilan dan pengalaman 
yang berbeda kepada makikan mereka.20

3.3 Untuk menciptakan budaya 
kelembagaan yang mencegah 
perbuatan jahat dan pelanggaran HAM 
– para PMSC sebagai ‘subyek’ RSK

Suatu kasus tunggal perbuatan jahat yang berat–  ■
khususnya yang terjadi di lingkungan zona 
kelabu hukum – dapat mendiskreditkan seluruh 
industri keamanan swasta dan dengan cara 
demikian melemahkan kepercayaan masyarakat 
internasional dan lokal terhadap operasi yang 
dilakukan oleh aktor swasta di bidang RSK.

Bentuk-bentuk maskulinitas yang keras sering  ■
terjadi di militer dan (meskipun belum adanya data 

yang andal) dapat disimpulkan bahwa kekerasan 
tersebut juga menjadi keadaan yang biasa di 
sektor keamanan swasta.21  Pelanggaran HAM, 
misalnya eksploitasi seksual, penganiayaan 
seksual dan bentuk-bentuk GBV lainnya, harus 
dicegah dengan mempertanggungjawabkan 
pelembagaan bentuk-bentuk kelakuan keras.

Telah terjadi peristiwa di mana petugas  ■
keamanan swasta, baik baik pria maupun 
perempuan, dilibatkan dalam GBV yang 
mencakup penganiayaan seksual terhadap 
wanita, pria, anak lelaki dan anak perempuan.  
Di Penjara Abu Ghraib di Irak, seorang tahanan 
anak lelaki menduga bahwa dia diperkosa oleh 
seorang penerjemah sipil yang bekerja untuk 
perusahaan kontrak Titan.  Di fasilitas itu, seorang 
pekerja sipil dari CACI Corporation diduga keras 
sudah menggunakan teknik-teknik interogasi 
yang secara seksual merendahkan martabat 
kemanusiaan para tahanan.  Kedua kasus itu 
tidak ada yang dituntut.22  (Lihat juga Kotak 8).  
Namun, pelaporan kejadian semacam itu masih 
buruk.  Kejadian GBV dan penganiayaan seksual 
berpotensi mencemarkan baik perusahaan 
individu maupun seluruh operasi.

Terdapat kaitan sejarah antara pelacuran/kerja  ■
seks, perdagangan wanita dan anak-anak 
guna pelacuran serta kehadiran pasukan militer 
reguler.23  Karena para PMSC berkecenderungan 
menarik karyawan dari pasukan militer reguler, 
mungkin sekali kaitan dan praktek ini dapat 
juga diterapkan pada kontraktor swasta.24  
Keterlibatan personel DynCorp dalam pelacuran 
dan perdagangan ilegal di Bosnia (lihat Kotak 
2) dan pemecatan secara tidak sah seorang 
karyawan perempuan dan seorang karyawan 
laki-laki oleh DynCorp atas dibabitkannya 
rekan-rekan mereka dalam pelacuran paksa 
telah dipakai untuk mengotori industri sebagai 
keseluruhan.25  Di Afganistan, terdapat laporan 
bahwa para kontraktor keamanan memperhebat 
penumbuhan banyak tempat pelacuran dan 
melibatkan diri mereka dalam perdagangan 
senjata dan wanita.  Mereka juga secara luas 
dirasakan menjadi penyebab merosotnya 
hubungan antara komunitas internasional (Barat) 
dan kalangan masyarakat Afghan setempat.26  
Contoh-contoh ini dengan jelas menyoroti 
pentingnya menangani perbuatan jahat, yang 
mencakup eksploitasi dan penganiayaan seksual 
oleh personel PMSC, serta perlunya bahwa 
perusahaan-perusahaan menetapkan prosedur-
prosedur pengaduan internal yang efektif.

Dalam keadaan para penyelenggara keamanan  ■
terlibat dalam serangan seksual, penganiayaan, 
atau eksploitasi para wanita setempat, bukan 
hanya mereka melakukan pelanggaran HAM, 
tetapi juga mereka menyebabkan tambahan 
risiko keamanan bagi klien-klien mereka maupun 
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mereka sendiri.  Hal ini merupakan ancaman yang 
signifikan terhadap keberhasilan operasional.

Perusahaan-perusahaan swasta harus  ■
mengambil langkah-langkah untuk menanggani 
risiko perbuatan jahat yang dilakukan oleh 
personel mereka.  Pembahasan dan pelatihan 
pada tingkat industri guna menghapuskan GBV 
dan kelakuan seksual yang tidak senonoh akan 
mempertanggungjawabkan budaya impunitas 
de facto terhadap kejahatan berbasis gender.  
Yang juga benar adalah kepercayaan palsu 
pihak-pihak tertentu bahwa akibat adanya 
kesenjangan pengaturan, de jure, aktor-aktor 
keamanan swasta dan karyawannya tidak dapat 
dipertanggungjawabkan atas pelanggaran 
terhadap hukum humaniter internasional (IHL, 
International Humanitarian Law), hukum pidana 
internasional atau hukum hak asasi manusia 
internasional (IHRL, International Human Rights 
Law) (lihat Bagian 5).

3.4 Untuk mengembangkan kordinasi 
antara badan-badan yang terlibat dalam 
operasi-operasi bantuan perdamaian 
– para PMSC sebagai aktor-aktor di 
lingkungan operasional multi lembaga 
yang rumit

Untuk koordinasi badan-badan dan organisasi  ■
intervensi, yang sangat diperlukan untuk 
efektivitas operasional adalah bahwa semua aktor, 
termasuk para kontraktor swasta, memahami 
dan menyetujui praktek-praktek operasional 
yang akan meningkatkan keamanan bagi seluruh 
masyarakat tuan rumah.  Tegasnya, harus ada 
langkah-langkah untuk menghapuskan GBV, 

yang mencakup eksploitasi dan penganiayaan 
seksual.

Semua aktor yang terlibat dalam operasi  ■
dukungan perdamaian harus tahu di mana mereka 
dapat melaporkan kejadian-kejadian GBV.  Lagi 
pula, harus ada mekanisme-mekanisme agar 
masyarakat setempat dapat memberitakan 
kejadian demikian kepada pihak-pihak ketiga 
yang tidak memihak dan mencari nasihat.

Secara lebih luas, apabila pengarusutamaan  ■
gender di dalam operasi perdamaian dan 
rekonstruksi dapat diwujudkan secara penuh, 
para PMSC perlu dilibatkan dalam perencanaan 
dan pelaksanaan yang berkaitan dengan 
pengarusutamaan gender.

Sebagian besar aktor di bidang RSK akan  ■
mengakui bahwa kerjasama yang lebih baik 
diperlukan untuk mencapai derajat pertautan 
dan ketetapan yang lebih tinggi dan menghindari 
duplikasi, dalam rangka operasi dukungan 
perdamaian, program-program RSK dan bidang-
bidang terkait.  Akan tetapi, setiap organisasi 
hingga kini nampaknya ingin memimpin tetapi 
kurang berkeinginan mengikuti pimpinan 
organisasi-organisasi lainnya.Hal tersebut 
memberi pertanda untuk kelangsungan pemaduan 
gender dalam RSK.  Khususnya, perusahaan-
perusahaan swasta yang terlibat dalam RSK 
mungkin mengindahkan perintah-perintah dari 
organisasi klien dan/atau donor mereka saja dan 
tidak mengindahkan program-program yang lebih 
luas di dalam komunitas donor untuk memadukan 
gender ke dalam RSK.  Dengan ini digarisbawahi 
perlunya organisasi-organisasi klien dan donor 
untuk memainkan peran dalam pemaduan isu-
isu gender ke dalam para PMSC.

Kotak 2 Pelacuran dan perdagangan ilegal di Bosnia

Para kontraktor dari perusahaan AS DynCorp Aerospace Technology UK Ltd diduga terlibat dalam pelacuran dan perdagangan manusia 
ilegal di Bosnia.  Perusahaan tersebut terutama menyediakan jasa layanan bagi militer AS dan Gugus Tugas Kepolisian Internasional 
(IPTF, International Police Task Force) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang dibentuk untuk mengawasi, menasehati, dan melatih 
personel penegakan hukum di Bosnia.27  Personel DynCorp dituduh melanggani tempat pelacuran dimana para wanita terkungkung 
dan terpenjara, serta memperdagangkan budak-budak seks yang dibawah usia.28

Tuduhan-tuduhan tersebut diajukan oleh seorang karyawan DynCorp yang lain, Kathryn Bolkovac, yang setelah itu dipecat oleh 
DynCorp, tetapi memenangkan gugatan atas pengakhiran kontrak kerja secara tidak sah.  Walaupun DynCorp memberhentikan 
personel yang terlibat, tuntutan-tuntutan resmi tidak diajukan oleh otoritas Bosnia, Britania Raya atau AS.  Pasukan pemelihara 
perdamaian berseragam juga dituduh, tetapi laporan kasus dari Kantor Inspektor Jenderal Departemen Pertahanan AS mengatakan 
bahwa ‘karyawan kontrak, walaupun dipandang sebagai anggota-anggota komunitas Pasukan Penstabilan Bosnia dan Herzegovina 
(SFOR, Stabilisation Force Bosnia and Herzegovina) dan Pasukan Kosovo NATO (KFOR, Kosovo Force), tidak dapat dikenakan 
pembatasan sama dengan yang diterapkan pada anggota-anggota Angkatan Bersenjata AS yang mencakup izin untuk tinggal di luar 
instalasi militer dan kekurangan pengamatan oleh sejumlah perusahaan atas perilaku dan perbuatan jahatnya karyawan mereka.
Akibatnya, lebih besar kemungkinannya akan terjadi perbuatan jahat di kalangan kontraktor militer swasta daripada di kalangan 
personel berseragam.29
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Pengembangan kebijakan internal yang spesifik  ■
tentang pelecehan dan penganiayaan seksual.
Pengarusutamaan isu-isu gender pada tingkat  ■
industri dalam kegiatan-kegiatan pemberian kerja, 
penempatan pegawai, pelatihan dan penyaringan, 
untuk meningkatkan profesionalisme dan 
efektivitas.
Pengikutsertaan isu-isu gender dalam swa- ■
aturan industri yang sedang berkembang.

Pengaturan PMSC-PMSC pada tingkat nasional dan 
internasional yang berkaitan dengan pelanggaran 
HAM, yang mencakup pelanggaran hak asasi 
wanita, dibahas dalam Bagian 5.

4.1 Persyaratan kontrak dan 
pengendalian mutu para PMSC

Kontrak-kontrak adalah alat yang paling langsung 
dengan mana standar dan pedoman yang mengikat 
dapat diperkenalkan pada operasi-operasi para 
PMSC.  Jadi, para klien memainkan peran penting 
dalam pembentukan perilaku PMSC, khususnya 
jika pemenuhan persyaratan kontrak diamati 
dengan pemeriksaan (audit) berkala dan prosedur 
pengendalian mutu lainnya.

Oleh karena itu, sebagai suatu hal yang sangat 
krusial, para klien harus memasukkan standar 
praktek yang baik mengenai isu-isu gender ke 
dalam kontrak mereka dengan PMSC.  Misalnya, 
harus ada mekanisme-mekanisme akuntabilitas 
yang jelas; jaminan bahwa pelanggaran HAM akan 
dituntut; kepastian bahwa personel menyelesaikan 
pelatihan gender, dan staf PMSC sudah cukup 
dilatih dan disaring.

Dalam hal PMSC bertindak sebagai penyedia RSK 
di dalam masyarakat tuan rumah, haruslah donor-
donor menjamin agar perusahaan-perusahaan 
itu mentaati standar yang bisa diterima, yang 
mencakup pemaduan isu-isu gender.  Jaminan ini 

Kotak 3 Pengawasan pihak ketiga atas kegiatan-kegiatan RSK di Kroasia

Kroasia merupakan contoh sukses bagaimana cara para PMSC dapat digunakan untuk mendorong pembangunan kelembagaan dan 
pentransferan norma-norma demokratik di dalam sektor keamanan, yang mencakup kontrol sipil atas militer dan penghormatan atas 
hak asasi manusia.  Sementara itu, contoh ini menunjukkan bahwa pengawasan pihak ketiga atas kegiatan-kegiatan RSK adalah 
krusial untuk mencapai potensi penuh program-program RSK yang dipimpin oleh kontraktor sipil.

Mulai tahun 1994, Military Professional Resource Incorporated (MPRI)menandatangani kontrak untuk membantu pemerintah Kroasia 
menata ulang kembali Departmen Pertahanannya.30  Pada mulanya, jasa layanan yang Kroasia beli dari MPRI dirancang untuk membantu 
angkatan bersenjatanya bersiap-siap menghadapi partisipasi dalam Program Kemitraan untuk Perdamaian NATO (PfP, Partnership for 
Peace).  Dalam kasus ini, kontrak-kontrak untuk memprofesionalkan Angkatan Bersenjata Kroasia dibenarkan oleh dan dilaksanakan 
dibawah suatu kerangka internasional tertentu, Program Bantuan Transisi Demokrasi NATO, dengan tujuan mendemokrasikan militer 
dan mengubah susunan kekuatan negara tersebut.  Deborah Avant, seorang peneliti, mengusulkan bahwa penyusunan RSK yang 
terprivatisasi melalui persyaratan kontrak oleh organisasi-organisasi internasional dapat menimbulkan kejadian-kejadian di mana para 
PMSC dapat mempengaruhi secara positif proses pembangunan negara, dengan mempengaruhi dampak kekuatan-kekuatan swasta 
terhadap proses-proses politik dan norma-norma sosial tentang penggunaan kekuatan.31

4 Bagaimana cara gender 
dapat dipadukan ke dalam 
PMSC?
Dari beberapa perspektif, pemaduan gender ke 
dalam operasi keamanan swasta merupakan 
tantangan.  Pertama, kebanyakan kontrak dengan 
klien-klien di sektor umum maupun sektor swasta 
bergantung pada derajat kerahasiaan yang 
sangat tinggi.  Karena itu, pengamat luar jarang 
mengetahui syarat dan ketentuan kontrak atau 
hubungan-hubungan bisnisnya.  Pada giliran, susah 
untuk memantau pelaksanaan dari dan kepatuhan 
dengan standar dan praktek-praktek terbaik yang 
berhubungan dengan hak asasi manusia dan 
gender.

Kedua, sifat transnasional industri itu dan 
ketiadaan kemauan politik akan membuat susah 
upaya mempertanggungjawabkan perusahaan-
perusahaan atas tindakan-tindakan mereka di luar 
negeri.

Pada akhirnya, susah juga meyakinkan sektor 
keamanan swasta komersial atas manfaat 
operasional dari pengarusutamaan gender karena 
biaya pelatihan gender dan inisiatif lainya mungkin 
tidak segera mewujudkan sasaran-sasaran 
komersial untuk memperoleh keuntungan.  Oleh 
karenanya, keuntungan jangka panjang harus 
ditegaskan dan klien-klien harus menggunakan 
daya ungkit mereka untuk mengenakan standar 
dan praktek-praktek terbaik.

Jadi, inisiatif untuk memadukan gender ke dalam 
operasi-operasi PMSC, khususnya operasi-operasi 
RSK, hendaknya mencakup pendekatan gabungan 
sebagai berikut:

Pengikutsertaan isu-isu gender dalam persyaratan  ■
kontrak dan proses-proses pengendalian mutu.
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dapat diperoleh dengan sistem akreditasi penyedia 
RSK, baik perusahaan maupun orang pribadi, yang 
dapat dijalankan oleh suatu pemerintah, badan 
independen atau badan internasional.

Hendaknya, operasi RSK disertai proses-proses 
pengendalian mutu, pengauditan dan pengkajian 
ulang. Inilah memastikan hasil yang memuaskan 
bagi operasi itu dan memudahkan untuk meningkat 
hasil operasi-operasi di masa depan dengan 
pengumpulan data dan pelajaran yang didapat.

4.2 Libatkan Perusahaan Keamanan 
Swasta (PSC, Private Security 
Companies) lokal dalam proses 
RSK

Suatu langkah yang lain yang dapat diambil oleh 
pihak donor adalah dilibatkannya secara tegas 
Perusahaan Keamanan Swasta (PSC, Private 
Security Companies) setempat dalam proses RSK.  
Di negara berkembang, negara dalam masa transisi 
dan negara dalam keadaan pasca konflik, PSC 
sering menjadi sumber utama ketidakamanan dan 
kekerasan, termasuk GBV.  Alasan-alasam utama 
untuk itu mencakup keterkaitan erat perusahaan-
perusahaan dengan gerakan-gerakan politik 
yang berpengaruh; keruntuhan tata tertib; dan 
pengandalan bekas kombatan pada pekerjaan di 
sektor keamanan swasta untuk mencari uang setelah 
perang berakhir.32  Tetapi juga, potensi para PSC 
untuk meningkatkan keadaan keamanan di dalam 
suatu negara, khususnya bagi kelompok masyarakat 
yang lebih rentan, harus dipertimbangkan dalam 
proses-proses RSK apa pun.  Sebagai ditegaskan 
oleh Abrahamsen dan Williams, ‘di negara di mana 
perusahaan-perusahaan swasta menyelenggarakan 
fungsi keamanan vital, pemfokusan hanya pada 
kekuatan keamanan publik (dari pemerintah) dapat 
mengurangi secara signifikan efektivitas reformasi 
dan, dalam kemungkinan yang seburuk mungkin, 
menimbulkan hasil-hasil negatif yang tidak 
sengaja’.33  Jadi, isu-isu gender dapat dimasukkan 
ke dalam sektor keamanan swasta suatu negara 
bila saja PSC dikenakan proses-proses RSK yang 
lebih luas .

4.3 Kebijakan dan kode perilaku 
untuk menangani pelecehan dan 
penganiayaan seksual 

Sebagaimana dibahas di Bagian 3.2, para PMSC 
akan mendapatkan manfaat dari pengkajian ulang 
dan pereformasian praktek-praktek penempatan 
pegawai untuk memastikan budaya kerja inklusif 
dan non diskriminatif.  Khususnya, perusahaan-
perusahaan perlu menangani pelecehan dan/

atau serangan seksual, perilaku yang kasar dan 
tidak sopan, misalnya lelucon dan komentar yang 
tidak cocok kepada karyawan lainnya atau tentang 
pihak-pihak ketiga, serta perilaku sexis, termasuk 
perlakuan yang bersifat merendahkan atau 
membeda-bedakan karyawan sebagai akibat jenis 
kelamin atau persepsi terhadap peranan gender 
mereka.34  Kegiatan-kegiatan tersebut hendaknya 
diterapkan pada peristiwa yang disponsori 
perusahaan itu dan juga pada kebijakan istirahat 
yang dapat menyebabkan lingkungan dan budaya 
kerja yang bersifat diskriminatif atau tidak sopan.35

Hendaknya, PMSC mempunyai kebijakan dan 
kode perilaku yang jelas yang mencakup prosedur 
penanganan keluhan yang lancar untuk pengaduan 
tentang pelecehan seksual, gertakan dan GBV.  
Empat dugaan pemerkosaan dan pelecehan 
seksual terhadap para kontraktor sipil perempuan 
yang dilakukan oleh karyawan laki-laki PSC lainnya 
di Irak akhir-akhir ini menyoroti kebelumjelasan ini 
tentang kode perilaku internal.36  Kebijakan harus 
secara jelas dan tegas mencakup larangan perilaku 
yang secara seksual kasar atau eksploitatif, atau 
perilaku yang dapat memfasilitasi perdagangan 
manusia.  Hendaknya karyawan PMSC maupun 
anggota masyarakat setempat di mana PMSC 
bekerja dapat mengajukan pengaduan.  Para 
majikan harus menjelaskan kepada karyawannya 
bahwa tidak ada budaya impunitas dan pelanggaran 
kebijakan perusahaan akan sungguh-sungguh 
dipertanggungjawabkan serta menimbulkan 
konsekuensi legal.

Kotak 4 adalah daftar periksa yang disiapkan 
oleh US National Center for Women and Policing 
(Pusat Wanita dan Perpolisian Nasional AS) 
yang mencakup macam dan jenis informasi yang 
harus dimasukkan ke dalam kebijakan pelecehan 
seksual, yang dapat dilaraskan oleh PMSC untuk 
merumuskan kebijakan internal yang sesuai tentang 
pelecehan seksual, gertakan dan GBV.

Sekali kebijakan demikian disiapkan, langkah-
langkah sebagai berikut dapat diambil untuk 
memajukan pelaksanaan yang efektif didalam 
PMSC itu:

Penguatan pentingnya kebijakan itu oleh kepala  ■
perusahaan (PMSC), seperti dengan pemberitaan 
kepada semua personel bahwa kebijakan ‘zero 
tolerance’ akan diterapkan kepada pelanggar-
pelanggar
Ditetapkannya mekanisme-mekansime untuk  ■
memantau atau melaporkan pelanggaran 
kebijakan (yang mencakup proses-proses 
pengaduan anonim)
Pendistribusian dan pengumuman kebijakan  ■
secara luas di semua tempat kerja PMSC
Pemasukan kebijakan itu ke dalam syarat dan  ■



10

Toolkit RSK dan Gender

 Lihat Tool tentang Reformasi Pertahanan 

dan Gender dan juga Tool tentang Reformasi 

Kepolisian dan Gender

Kotak 4 Kebijakan tentang pelecehan seksual harus mencakup:37

Pernyataan bahwa organisasi itu mendukung hak-hak setiap karyawan untuk bebas dari pelecehan seksual di tempat kerja.  Pelecehan 
yang didasarkan pada gender, jenis kelamin, ras, orientasi seksual, usia, kecacatan atau ‘perbedaan’ lainnya tidak dapat diterima.  

Pernyataan bahwa pelanggar-pelanggar akan dipertanggungjawabkan atas tindakan pelecehan seksual dan dijatuhi sanksi yang 
sesuai.

Pernyataan bahwa atasan dan pimpinan bertanggungjawab atas pemeliharaan tempat kerja yang bebas pelecehan dan bahwa mereka 
akan dipertanggungjawabkan atas dihentikannya dan dilaporkannya pelecehan secara tepat sesuai kebijakan.

Pernyataan bahwa tindakan pembalasan terhadap anggota yang mengadu tentang pelecehan seksual akan dianggap sebagai 
perbuatan jahat tambahan,  yang akan diperiksa dan dikenakan sanksi sebagaimana mestinya.

Penjelasan tentang hukum yang melarang pelecehan seksual.

Definisi dan contoh-contoh tindakan pelecehan yang mudah dipahami.

Prosedur-prosedur resmi untuk menyelesaikan pengaduan pelecehan.

Proses untuk mendorong intervensi secepatnya (‘early intervention’) dan penyelesaian pengaduan mengenai lingkungan kerja yang 
tak ramah, seperti program-program ombudsman.

Jaminan bahwa pengaduan-pengaduan akan dirahasiakan sejauh mungkin.

Uraian mengenai kadar tindakan disiplin yang dapat dijatuhkan atas pelanggaran kebijakan tersebut.

Proses pelaporan pengaduan, dengan penekanan pada lokasi ganda untuk mengajukan pengaduan seperti:

Kepala bagian apa pun ■

Komandan apa pun ■

Koordinator keanekaragaman yang ditunjuk ■

Divisi ketenagakerjaan negara yang bertanggung jawab atas penegakan hukum terhadap diskriminasi ■

Jadwal untuk penyelidikan dan penyelesaian pengaduan pelecehan seksual

Pernyataan bahwa pengadu akan diberi tahu mengenai hak-haknya, ketentuan batas waktu pengajuan pengaduan perdata, dan 
rujukan ke lembaga administratif.

Nama dan nomor telepon orang-orang yang dapat dihubungi bila karyawan bersangkutan ingin mengajukan pertanyaan mengenai 
kebijakan tersebut.

ketentuan kontrak bagi karyawan masing-
masing (misalnya, setiap karyawan diharuskan 
menandatangani kode perilaku)
Program pelatihan bagi semua personel tentang  ■
kebijakan atau yang mencakup kebijakan itu.38

4.4 Perekrutan dan retensi lebih 
banyak wanita

Manfaat operasional dari pengikutsertaan wanita 
dalam kerja PMSC, khususnya sebagai penyedia 
RSK, didiskusikan di bagian 3.1. Perusahaan-
perusahaan perlu mengetahui bagaimana dan 
dimana merekrut perempuan serta staf dan 
penyelenggara pria.39

PMSC bisa mempergunakan banyaknya 
pengalaman di kepolisian dan militer, dan juga di 
bagian-bagian sektor swasta yang lain, dalam 
pemromosian perekrutan, retensi dan kemajuan 
wanita.

Hendaknya, strategy PMSC untuk menargetkan 
perekrutan dan retensi wanita mencakup:

Penilaian status saat ini: misalnya ■
Berapa wanita bekerja untuk PMSC itu dan apa  -
perannya?
Bagaimana gaji wanita dibandingkan dengan  -
gaji pria pada tingkat yang sama?
Apakah dalam grup fokus dan wawancara  -
keluar kerja karyawan perempuan menunjukkan 
kepedulian terhadap tugas atau lingkungan kerja 
mereka?
Apa sikap karyawan pria terhadap rekan-rekan  -
perempuan mereka?

Penilaian kendala-kendala hangat terhadap  ■
perekrutan dan retensi wanita: misalnya
Apakah perekrutan umumnya dilaksanakan  -
melalui jaringan kerja ‘old boys’? 
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Bagaimana cara bekas polisi dan militer  -
perempuan bisa direkrut?
Apakah uraian tugas dan evaluasi prestasi kerja  -
mencakup semua keterampilan yang diperlukan 
– misalnya, di pekerjaan-pekerjaan RSK– seperti 
keterampilan fasilitasi dan komunikasi, dan 
kecakapan dalam bekerjasama dengan pihak-
pihak dari kebudayaan yang berbeda?

Kajian ulang kebijakan dan prosedur: misalnya ■
Apakah kebijakan dan praktek perusahaan  -
terdahap pelecehan seksual dan perilaku 
seksual yang jahat?
Apakah asuransi kesehatan perusahaan meliputi  -
kebutuhan kesehatan khusus semua orang, 
termasuk kebutuhan kesehatan wanita?
Apakah peralatan, seragam dan ruang tempat  -
tinggal, kalau relevan, cocok bagi pria maupun 
wanita?

Analisa masalah, tantangan dan arah ke depan ■

Rencana aksi, dengan sasaran-sasaran, tanggal  ■
sasaran, penunjukan tanggung jawab dan 
mekanisme untuk pemantauan dan penindakan 
lanjut

4.5 Kesehatan mental dan fisik 
karyawan

Bidang yang belum diperiksa dengan teliti adalah 
dampak pada kesehatan dan dampak sosial 
terhadap para penyelenggara PMSC yang 
ditimbulkan dari pengalaman kerja mereka di 

tempat-tempat berisiko tinggi dengan tekanan jiwa 
yang berat, seperti Afganistan dan Irak.  Penelitian 
dan bukti baru mengusulkan bahwa orang-orang 
kontraktor menderitai macam dan jenis gangguan 
mental sama dengan yang dialami personel militer 
yang pulang dari tugasnya.40  Biasanya istri, suami 
dan keluarga penderita Sindrom Stress Pasca 
Kejadian Traumatis (PTSD, Post-Traumatic Stress 
Disorder) mendapat celaka berat dari dampak PTSD 
tersebut.  Jadi, orang-orang di rumah keluarga akan 
dipengaruhi secara tidak langsung oleh kejadian-
kejadian di lapangan.

Sayangnya, kebanyakan karyawan kontrak 
tidak diberikan pengarahan yang komprehensif 
tentang kemungkinan akan mengidap PTSD 
atau pencegahan dan perawatannya; ada juga 
kemungkinan besar mereka tidak akan menerima 
perawatan. Di AS, terdapat banyak kasus di 
mana karyawan PMSC, yang tidak diasuransikan 
oleh Departemen Urusan Veteran AS, juga tidak 
bisa mendapatkan perawatan  karena ditolak 
mendapatkannya oleh perusahaan asuransi.41  

Diperkirakan oleh Angkatan Darat (AD) Amerika 
Serikat bahwa sekitar 17 persen dari personel di unit 
tempur AD di Irak menunjukkan simptom PTSD satu 
tahun terhitung sejak penggelarannya, tetapi kadar 
ini naik menjadi 30 sampai 35 persen bila kesulitan-
kesulitan antara suami-isteri, penyalahgunaan 
alkohol dan isu penyesuaian lainnya tercakup 
didalamnya. Demikian pula, kajian DynCorp atas 
pelatih polisi mereka di Irak menemukan bahwa 24 
persen dari karyawannya menunjukkan simptom 
PTSD.42

Kotak 5 Perekrutan wanita untuk National Interdiction Unit, Afganistan46

Sejak 2004, Blackwater USA, yang menutupi kontrak dengan Administrasi Penegakan Hukum mengenai Obat-Obatan Terlarang 
AS (DEA, US Drug Enforcement Administration), komponen Departemen Kehakiman AS, melatih, mementor dan mendukung Unit 
Pemegatan Nasional (NIU, National Interdiction Unit) dari Kementerian Dalam Negeri Afganistan (MoI, Ministry of Interior) - unit 
siasat narkotika yang bekerja di seluruh negara tersebut. Sampai saat ini, NIU tersebut bertanggungjawab atas 50 persen dari semua 
penyitaan narkotika di Afganistan. Perekrutan anggota NIU digelar oleh Blackwater mulai bulan Agustus tahun 2004 sampai dengan 
bulan Agustus tahun 2005. Sejak itu, perekrutan dan penyaringan sudah dilakukan oleh MoI.

NIU tersebut terdiri dari 174 pria dan wanita Afghanistan. Sampai tahun 2005, lebih dari 6 persen semua lulusan dari program pelatihan 
Blackwater adalah wanita. Sebelum kursus pertama diselenggarakan pada tahun 2004, pewawancaraan dengan perekrut calon 
menunjukkan minat wanita dalam karir dengan NIU. 

Dua wanita yang berpartisipasi dalam kursus pelatihan NIU pertama masih bekerja di NIU.  Seorang wanita menjadi ‘honours graduate’ 
(lulus dengan penghargaan) dari kursus kedua, yang menunjukkan bahwa wanita cukup mampu berprestasi setaraf dengan pria.

Setiap kursus Blackwater berlangsung selama enam minggu, yang meliputi, antara lain, latihan senjata api, pertolongan pertama, 
teknik-teknik negosiasi, penggeledahan, navigasi, patroli dan pengumpulan intelijen. Para wanita melaksanakan latihan dan tugas 
justru sama dengan pria, dengan memakai seragam dan rambutnya terbuka. Dengan upah yang paling tinggi dari semua program 
penegakan hukum MoI, baik pria maupun wanita memperoleh upah yang sama. 

Program pelatihan tersebut sedang dipindahtangankan kepada pihak Afghanistan. Blackwater akan segera memulai program 
‘pelatihan untuk pelatih’ dimana para pelatih direkrut secara internal dari NIU, yang berarti karir semacam itu tersedia untuk pria 
maupun wanita.
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Dampak isu kesehatan ini membentang di luar 
orang-orang pribadi yang bersangkutan dengan 
dampak terhadap keluarganya dan hubungan 
sosial mereka, kadang-kadang dengan cara-cara 
yang parah.  Terutama, kekerasan dalam keluarga 
umumnya kekerasan pria terhadap wanita dan 
anak-anak. PMSC perlu menyadari isu-isu pasca 
penggelaran dan harus memberikan sumberdaya 
bagi karyawannya setelah mereka pulang.  
Hendaknya, pencantuman isu-isu PTSD ke dalam 
pelatihan sebelum penggelaran dan ke dalam 
pengarahan pasca-penggelaran menjadi syarat 
minimal.

4.6 Penyaringan dan pelatihan

Sewaktu industri keamanan terprivatisasi ‘meledak’, 
karyawan menjadi isu yang meragukan.43  
Minimalnya, PMSC harus melakukan pemeriksaan 
latar belakang menyeluruh yang melakukan 
penyaringan terhadap tuntutan pidana, pelanggaran 
HAM dan GBV dalam proses perekrutan mereka. 

Juga, pelatihan layak diperhatikan benar-benar.  
Karena karyawan dan kontraktor biasanya berlatar 
belakang militer atau penegakan hukum dan karena 
kebanyakan perusahaan yang berkedudukan kuat 
menerapkan prosedur penyaringan dan seleksi, 
biasanya diduga bahwa pelatihan tambahan 
tidak dibutuhkan sama sekali atau dibutuhkan 
hanya dalam kaitan dengan pelatihan ‘refresher’.  
Persyaratan bahwa personel mengikuti pelatihan 
tambahan, khususnya tentang isu-isu hukum 
humaniter internasional (IHL, International 
Humanitarian Law), hukum hak asasi manusia 
internasional (IHRL, International Human Rights 
Law) dan gender, harus dimasukkan oleh pihak 
klien ke dalam persyaratan kontrak.  Persyaratan 
ini akan mengurangi kecenderungan PMSC untuk 
menggelar karyawan baru tanpa pelatihan yang 
memadai.

4.7 Pelatihan gender

Pelatihan untuk mengidentifikasi dan menanggani 
isu-isu gender adalah penting untuk setiap orang 
di bidang RSK dan bidang-bidang terkait.44 Tidak 
ada standar umum atau praktek-praktek terbaik 
yang lazim diamati untuk pelatihan, termasuk 
pelatihan gender, bagi operator keamanan swasta.  
Hendaknya PMSC memadukan isu gender ke 
dalam setiap pelatihan yang ada bagi staf.  Idealnya, 
program ini terus terjadi dan melibatkan organisasi-
organisasi masyarakat sipil, seperti organisasi-
organisasi wanita.  Pelatihan gender dapat juga 
digabungkan ke dalam suatu kursus yang lebih luas 
yang berlangsung selama satu sampai tiga hari 
tentang hukum internasional dan isu-isu terkait.

Tetapi, yang paling penting adalah pelatihan gender 
harus selalu didasarkan bukti yang spesifik konteks 
agar menjadi efektif.

Silakan Pokok-pokok persoalan untuk pelatihan 
gender bagi operator PMSC dan personel 
pengelolaan dapat mencakup:45

Apa artinya ‘gender? ■

Definisi tugas pokoknya PMSC dan pemahaman  ■
dampak dari semua kegiatan yang memisahkan 
wanita dan pria.
Mengapa  dimasukannya gender dapat  ■
meningkatkan kemungkinan keberhasilan dan 
efektivitas operasional.
Memandang tugas Anda dengan kaca mata  ■
gender – bagaimana cara memasukkan perspektif 
gender ke dalam upaya operasional keamanan 
anda.
Menangani gender dalam RSK (misalnya, melalui  ■
pelaksanaan bekerja sama dengan organisasi-
organisasi wanita setempat, perekrutan wanita 
ke dalam pasukan keamanan).
Bagaimana cara bekerja sama dengan dan  ■
melindungi anggota-anggota masyarakat lokal 
anda baik perempuan maupun pria.
Apa artinya GBV? Dengan cara apa GBV dapat  ■
ditangani?
Kode-kode perilaku perusahaan dan kebijakan- ■
kebijakan toleransi nol persen (zero tolerance 
policy) pada pelecehan seksual, perilaku seksual 
yang jahat dan kelakuan seksual yang tidak 
sopan.

4.8 Swa-aturan industri dan kode 
perilaku internal perusahaan

Hendaknya pengarusutamaan gender juga menjadi 
bagian dari kerangka-kerangka pengaturan diri 
sendiri yang baru timbul yang mengatur bagian-
bagian industri yang semakin banyak.  Penetapan 
dan pemantauan standar di bidang gender dapat 
dilakukan bersama dengan isu-isu lainnya (seperti 
hak-hak asasi manusia) dalam proses penetapan 
standar yang komprehensif.  Untuk menegakkan 
standar dan agar swa-aturan dapat berhasil dengan 
baik, hendaknya ada mandat dan taraf kepedulian 
pemerintah.  Kerjasama antara pemerintah dan 
industri tersebut tentang persoalan berkaitan dengan 
pengaturan akan, misalnya, menghindari masalah 
dimana perusahaan dipaksa masuk ekonomi bawah 
tanah karena pengaturan itu sangat merepotkan 

Lihat Tool tentang Pelatihan Gender 

bagi Aparat Sektor Keamanan
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atau terlalu mahal.  Misalnya, penawaran untuk 
pelelangan umum internasional (ICB, International 
Competitive Bidding) harus dibuat menurut jadwal 
pelelangan yang ketat; apabila penawarannya 
harus ditandatangani oleh pihak pemerintah negara 
dimana perusahaan didaftarkan, perusahaan 
tersebut mungkin berminat memindahkan (markas 
besar/operasinya) ke luar negeri atau ke lingkungan 
usaha yang kurang teratur.  Tetapi juga, norma dan 
kebijakan yang berkaitan dengan pengarusutamaan 
gender harus diaudit dan dipantau, jadi keterlibatan 
pemerintah memang bermanfaat.

Standar-standar, khususnya standar yang dijadikan 
mutlak, menjalankan dua fungsi.  Pertama, standar-
standar meningkatkan prestasi kerja, transparansi, 
dan akuntabilitas pihak PMSC.  Kedua, standar-
standar mengusir para ‘koboy’ dari industri tersebut.  
Tetapi, dampak positif ini dapat diperoleh hanya jika 
ada mekanisme penegakan yang memastikan agar 
pihak perusahaan mematuhi standar tersebut.

Kode perilaku pada tingkat perusahaan atau industri 
dapat menjadi salah satu cara yang paling efektif 
untuk memajukan akuntabilitas, pengarusutamaan 
gender dan penghormatan atas hak asasi manusia 
dengan didorongnya norma organisasi dan profesi.  
Asosiasi Keamanan Kanada (CANASA, Canadian 
Security Association), misalnya, memasukkan ke 
dalam kode etiknya suatu mekanisme terperinci 
untuk pemeriksaan pengaduan oleh komite etik, 

yang dapat menjatuhi sanksi yang mencakup 
pengeluaran dari KANADA.47  

Kode Perilaku Asosiasi Internasional Operasi 
Perdamaian (IPOA, International Peace Operations 
Association)48 dan Piagam dan Kode Perilaku 
Asosiasi Perusahaan Keamanan Swasta Britania 
Raya (BAPSC, Association of Private Security 
Companies)49 adalah dokumen yang cocok untuk 
pemaduan isu-isu gender, pada ayat tentang 
praktek-praktek penugasan, penghormatan atas hak 
asasi manusia, serta eksploitasi dan penganiayaan 
seksual.  Belum adanya isu-isu gender dalam 
kode-kode perilaku tersebut menyoroti pentingnya 
penciptaan kesadaran akan isu-isu gender didalam 
badan-badan yang mewakili industri tersebut.

Tetapi, meskipun insentif-insentif untuk menjaga 
nama baiknya melalui pengaturan diri sendiri, tidak 
semua PMSC mentaati kode perilaku internal, 
asosiasi atau eksternal.  Pada tahun 2006, IPOA 
menyurvei 30 anggota asosiasinya.  Dua puluh satu 
persen dari perusahaan yang merespons mengakui 
bahwa mereka tidak mempunyai dan mentaati 
kode perilaku internal.  Empat belas persen dari 
mereka yang merespons tidak menyetujui kode 
perilaku eksternal apa pun.50  Lagi pula, swa-aturan, 
menurut definisi, tidak dapat mengatur perusahaan 
yang memutuskan untuk tetap berada di luar sistem 
pengaturan pada tingkat industri.  Oleh karenanya, 
swa-aturan tidak merupakan suatu ‘peluru perak’ 

Kotak 6 Swa-aturan di Britania Raya

Langkah pertama menuju swa-aturan industri keamanan swasta diambil pada awal tahun 2006 dengan diluncurkannya Asosiasi 
Perusahaan Keamanan Swasta Britania Raya (BAPSC, British Association of Private Security Companies).  Dalam suasana ’Iraq 
bubble’ (gelembung Irak), industri keamanan swasta Britania Raya bertambah secara tidak sepadan pada tahun 2003-2005, tetapi 
berjuang keras untuk mengatasi isu-isu legitimasi dan pengaruh.  Dalam suasana ketiadaan sama sekali alat pengaturan di Britania 
Raya dan belum adanya tindakan pemerintah apa pun dalam bidang ini, Asosiasi Perusahaan Keamanan Swasta Britania Raya 
tersebut diluncurkannya untuk mengatur dan mengontrol industri yang berbasis di Britania Raya itu.  BAPSC mewakili sekitar 95% 
dari industri keamanan swasta di Britania Raya menurut nilai kontrak, jadi upaya-upaya apa pun untuk menetapkan standar, bila 
ditegakkan secara tegas, akan menyebabkan dampak yang signifikan pada pasar.

Kriteria keanggotaan yang tegas, yang mencakup proses penyaringan yang menyeluruh; masuknya kursus pelatihan wajib tentang 
hukum humaniter internasional (IHL, International Humanitarian Law) dan hukum hak-hak asasi manusia internasional (IHRL, 
International Human Rights Law); serta penyusunan Kode Perilaku yang komprehensif sudah menjadikan BAPSC suatu alat yang 
efektif untuk meningkatkan standar di industri tersebut.  Oleh karenanya Pemerintah Britania Raya bersedia memberi BAPSC mandat 
untuk swa-aturan.

Namun swa-aturan dapat menjadi efektif hanya kalau ada keterlibatan pemerintah.  Pengembangan kapasitas investigatif dan 
penunjukan seorang ombudsman di suatu departemen pemerintah akan menjadi dua alat krusial untuk menjadikan swa-aturan 
terpercaya dan efektif.

Karena operasi keamanan swasta biasanya disediakan di luar negeri di mana pemeriksaan audit dilakukan dengan susah dan secara 
tidak berkala, perusahaan-perusahaan harus mengakui bahwa keuntungan bisnis riil dapat diperoleh dari pelaksanaan standar, 
termasuk standar mengenai isu-isu gender.  Khususnya pelatihan gender akan menjamin pemahaman lebih dalam tentang manfaat 
bagi operasi perusahaan dari pengarusutamaan gender.

Swa-aturan menyediakan peluang yang unik untuk memperkenalkan isu-isu gender dalam industri keamanan swasta karena proses 
penetapan standar bersifat inklusif, dari bawah ke atas (bottom-up).  Lagi pula, badan swa-aturan mengetahui anggota-anggota 
Asosiasi tersebut, jadi dapat membahas secara bilateral, jika perlu, peluang dan masalah yang ditimbulkan akibat pengarusutamaan 
gender.
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(‘silver bullet’) [metafora untuk penyelesaian yang 
sangat efektif terhadap suatu masalah] dan berarti 
hanya dalam kerangka matriks yang terdiri dari 
skema pengaturan yang menyambungkan dan, 
idealnya, saling menguatkan pada tingkat nasional 
maupun internasionalnya industri dirinya sendiri.

Tetapi juga, penganjuran swa-aturan sudah menjadi 
posisi default Pemerintah Britania Raya terhadap 
pengaturan kebanyakan industri (lihat Kotak 6).

5 Bagaimana cara gender 
dapat dipadukan ke dalam 
PMSC?

Menangani isu-isu gender dalam pengaturan atas 
PMSC pada tingkat internasional dan nasional.
Sejauh ini, hanya dua negara menetapkan sistem-
sistem spesifik yang mengatur industri keamanan 
swasta nasional mereka yang beroperasi di luar 
negeri: Afrika Selatan dan AS.  Tetapi, kedua 
sistem tersebut sangat cacat, sebagai ditandakan 
perdebatan yang terus terjadi di kedua negara 
itu.51

Pengembangan sistem pengaturan untuk para 
Perusahaan Militer dan Keamanan Swasta (PMSC, 
Private Military and Security Companies) pada 
tingkat nasional maupun internasional hendaknya 
diarahkan oleh kerangka hukum internasional yang 
ada.  Berbagai macam instrumen dan undang-
undang internasional dan regional:

Mengamanatkan pemaduan isu-isu gender ke  -
dalam semua aspek pemeliharaan perdamaian 
dan penyelesaian pasca konflik.
Menentukan kemungkinan bahwa negara-negara  -
dapat dipertanggungjawabkan atas pelanggaran 
yang dilakukan oleh personil PMSC.
Menentukan pertanggungjawaban langsung  -
personil PMSC atas pelanggaran terhadap 
hukum humaniter internasional (IHL), hukum 
hak-hak asasi manusia internasional (IHRL), 
hukum pidana internasional dan undang-undang 
nasional tentang kejahatan dan kesalahan 
ekstrateritorial.

Walaupun bagian ini tidak menyediakan usulan-
usulan komprehensif untuk pengaturan internasional 
atau nasional terhadap pihak PMSC, dalam 
bagian ini diidentifikasikan standar yang ada yang 
khususnya berkaitan dengan isu-isu gender.

5.1 Hak asasi manusia internasional dan 
hukum humaniter internasional

Hukum internasional tidak secara eksplisit 
mengatur kegiatan-kegiatan pihak PMSC dan 
kontraktor perseorangan. Norma-norma yang 
spesifik pada hukum internasional berlaku hanya 
dalam hubungannya dengan soal tentara bayaran 
(mercenaries), suatu istilah yang umumnya sudah 
usang, yang tidak menjelaskan secara memadai 
fenomena PMSC moderen.52 Juga, instrumen 
internasional atau regional yang mencandikan hak-
hak wanita atau anak, atau instrumen umum hak-
hak asasi manusia, tidak secara tegas menangani 
industri keamanan swasta.53 

Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 
(PBB SCR 1325) tentang perempuan, perdamaian 
dan keamanan berfokus pada pengarusutamaan 
gender dalam resolusi konflik, pemberdayaan 
perdamaian, dan rekonstruksi pasca konflik tetapi 
tidak secara eksplisit membahas sektor keamanan 
swasta dan bagaimana cara isu-isu gender dapat 
dipadukan.54  

Bagaimanapun juga, resolusi tersebut menyerukan 
pengarusutamaan perspektif gender ke dalam 
operasi pemeliharaan perdamaian menurut 
Deklarasi Windhoek dan Rencana Aksi Namibia, 
yang mencakup perlucutan senjata, demobilisasi, 
dan reintegrasi (DDR, Disarmament, Demobilisation 
and Reintegration) serta program-program 
reformasi kepolisian dan kehakiman, yang  konon 
mencakup kontraktor swasta yang ditugaskan 
dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.55 Lagi 
pula, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 
menyatakan bahwa semua pasukan pemeliharaan 
perdamaian hendaknya menerima pelatihan khusus 
tentang perlindungan, kebutuhan khusus serta hak 
asasi wanita dan anak-anak dalam keadaan konflik.  
Resolusi ini juga mengingatkan ‘semua pihak yang 
terlibat dalam konflik bersenjata menghormati 
benar-benar hukum internasional yang berlaku pada 
hak-hak asasi dan perlindungan wanita dan anak 
perempuan sebagai anggota masyarakat sipil.

Tanggung jawab negara atas pelanggaran HAM 
yang dilakukan oleh pihak PMSC
Walaupun demikian, pihak negara 
bertanggungjawab melindungi orang-orang 
dari pelanggaran HAM. Standar IHL secara 
langsung berkaitan karena Para Negara dapat 
dan sesungguhnya wajib, melaksanakannya dan 
dengan demikian mempertanggungjawabkan 
perusahaan-perusahaan apabila mereka ikut 

Lihat Lampiran Undang-Undang dan 

Instrumen Internasional dan Regional
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serta dalam perilaku yang merugikan hak-hak 
asasi manusia. Suatu contoh yang baik adalah 
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan 
dan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), 
yang sudah diratifikasi oleh 185 negara.56 Pasal 
2, misalnya, mengikat Para Negara Peserta untuk 
melaksanakan berbagai macam langkah yang 
berdampak pada sektor swasta, seperti:

‘Untuk menyetujui langkah legislatif dan  ■
langkah yang lain yang sesuai, yang mencakup 
sanksi asalkan cocok, untuk melarang semua 
‘Diskriminasi terhadap wanita’, (Pasal 2b).
’Membentuk perlindungan hukum bagi hak- ■
hak wanita atas dasar yang sama dengan pria, 
dan menjamin melalui pengadilan-pengadilan 
nasional yang berwenang dan lembaga-lembaga 
pemerintah lainnya, perlindungan yang efektif 
bagi wanita terhadap tindakan diskriminasi apa 
pun’, (Pasal 2c).
‘Mengambil semua tindakan yang tepat untuk  ■
menghapuskan diskriminasi terhadap wanita 
oleh setiap orang, organisasi atau perusahaan’, 
(Pasal 2e).

Lebih tegasnya, pemahaman tentang tanggung 
jawab negara atas pelanggaran HAM semakin 
meluas belakangan ini sehingga tidak hanya 
mencakup pelanggaran HAM oleh suatu negara 
atau lembaga-lembaganya tetapi juga kewajiban 
positif untuk mencegah perlakuan kejam oleh 
aktor-aktor swasta. Menurut hukum internasional, 
pihak negara dibebankan kewajiban umum untuk 
melakukan ‘due diligence’ untuk mencegah, 
menyelidiki dan menghukum pelanggaran hukum 
internasional dan membayar ganti rugi yang adil.  
Para Negara Peserta dapat ditanggungjawabkan 
dalam keadaannya mereka melalaikan kewajiban 
untuk melaksanakan due diligence (uji tuntas) guna 
mencegah atau menanggapi pelanggaran HAM 
oleh suatu ‘aktor swasta’ (seperti suatu PMSC).

Sejumlah instrumen hukum internasional secara 
tegas menegaskan kewajiban due diligence ini 
berkait dengan kekerasan terhadap perempuan.  
Dalam Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan 
Terhadap Perempuan, yang disepakati oleh Majelis 
Umum PBB pada tahun 1994,57 disebutkan dalam 
Pasal 4 bahwa:

‘… Para Negara Peserta akan meneruskan 
dengan cara-cara yang benar dan tidak 
menunda-nunda kebijakan untuk menghapuskan 
kekerasan terhadap perempuan dan, untuk itu, 
akan: … (c) Melakukan due diligence guna 
mencegah, menyelidiki dan, sesuai dengan 
perundang-undangan nasional, menghukum 
perbuatan kekerasan terhadap perempuan, 
baik yang dilakukan oleh Negara maupun 
perseorangan’.

Pada tingkat regional, Pasal 7(b) dari Konvensi 
Inter-Amerika tentang Pencegahan, Pemidanaan 
dan Pemberantasan Kekerasan terhadap Wanita 
(Konvensi Belém do Para tahun 1994) demikian pula 
menghimbau  Para Negara Peserta ‘menerapkan 
due diligence guna mencegah, menyelidiki dan 
menghukum kekerasan terhadap perempuan’; 
Pasal 125 dari Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing 
tahun 1995 menguatkan tanggungjawab negara 
untuk melaksanakan due diligence guna mencegah,    
menyelidiki dan menghukum perbuatan kekerasan 
terhadap perempuan yang dilakukan oleh aktor non 
negara.58

Para Negara Peserta wajib secara positif untuk 
mencegah, menyelidiki dan menghukum kejahatan 
yang berkaitan dengan GBV dan diskriminasi.59  

Bila suatu negara melalaikan kewajiban untuk 
bertindak sebagaimana mestinya (act with due 
diligence) untuk mencegah, menyelidiki dan 
menghukum pelanggaran yang dilakukan aktor-
aktor swasta (termasuk kekerasan berbasis gender 
oleh para petugas PMSC) maka negara itu dapat 
juga dipertanggungjawabkan menurut hukum HAM 
internasional (IHRL).

Pertanggungjawaban langsung para petugas 
PMSC
Petugas PMSC bisa juga dipertanggungjawabkan 
secara langsung sebagai orang pribadi menurut 
hukum humaniter internasional (IHL, International 
Humanitarian Law) dalam hal IHL itu dapat 
diterapkan selama suatu operasi, yaitu dalam 
keadaan operasinya dilakukan di zona konflik 
bersenjata.  Menurut IHL, petugas PMSC berstatus 
orang sipil (kecuali jika mereka menjadi bagian dari 
angkatan bersenjata suatu negara).  Mereka dapat 
dikenakan pertanggungjawaban pidana pribadi 
atas kejahatan perang yang mereka lakukan.  
Penindakan hukum terhadap kejahatan biasanya 
memerlukan tindakan oleh pihak negara, yang 
menjadi penegak IHL maupun IHRL di kebanyakan 
daerah hukum. Tindakan negara dalam bidang 
tersebut saat ini umumnya tidak ada. Potensi 
bahwa Pengadilan Pidana Internasional (ICC) akan 
mengadili petugas PMC atas kejahatan perang 
mereka hendaknya juga tidak diabaikan. Statuta 
Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional 
(ICC) tersebut mengakui dan menuntut kekerasan 
seksual dan GBV sebagai kejahatan perang dan 
kejahatan melawan umat manusia.60

Salah satu alasan untuk ketiadaan tindakan 
negeri mungkin adalah kesulitan-kesulitan praktis 
mengenai pelaksanaan investigasi dalam perkara 
pidana dalam lingkungan yang berisiko tinggi 
atau bermusuhan.  Ekspediensi politik mungkin 
menjadi alasan lainnya. Para pemerintah bisa 
menggunakan pihak PMSC sebagai alat politik 
yang layak dalam misi konflik atau pasca konflik, 
baik untuk memastikan dapat ditolak keberadaan 
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(deniability), khususnya jika misinya gagal, maupun 
untuk menyembunyikan kematian orang-orang 
pribadi yang menjalanan suatu operasi yang 
berbahaya – dalam kesadaran masyarakat, tak 
apalah kematian seorang kontraktor dibandingkan 
dengan kematian seorang tentara. Hal tersebut 
menyiratkan bahwa dikenakannya pengaturan 
yang tegas dan pengawasan terhadap pihak PMSC 
mungkin tidak guna kepentingan para pemerintah, 
karena pengaturan itu dapat meningkatkan 
pertanggungjawaban suatu pemerintah atas 
tindakan-tindakan yang dilakukan PMSC untuk dan 
atas nama pemerintah tersebut.

5.2 Perundang-undangan dan garis 
pedoman nasional tentang kejahatan 
dan kesalahan ekstrateritorial

Walaupun perusahaan swasta dapat 
dipertanggungjawabkan menurut hukum dibawah 
kerangka hukum internasional tentang HAM, kira-
kira kewajiban-kewajiban ini perlu ditegakkan 
melalui perundang-undangan dan sistem hukum 
pihak negara masing-masing.61

Saat ini, hanya sedikit sekali negara, terutama Afrika 
Selatan, Swiss dan AS sudah mengambil langkah-
langkah legislatif untuk mengatur pihak PMSC yang 
didaftarkan di teritorium mereka atau melarang 
warganya untuk bekerja sebagai tentara bayaran, 
dalam upaya untuk mencegah pelanggaran 
terhadap hukum internasional dan hak-hak asasi 
manusia.62 Karena Pemerintah AS dan para PMSC 
AS adalah aktor yang paling signifikan di kegiatan 
RSK di seluruh dunia, pemeriksaan secara lebih 

dalam terhadap lingkungan pengaturan di AS 
menjadi sesuatu yang bermanfaat.

Untuk pihak kontraktor yang mendapat persetujuan 
dengan Pemerintah AS, instrumen yang 
berlaku mencakup Undang-Undang Yurisdiksi 
Ekstrateritorial Militer AS (MEJA, US Military 
Extraterritorial Jurisdiction Act )63 dan Kitab Undang-
Undang Seragam tentang Peradilan Militer (UCMJ, 
Uniform Code of Military Justice).64  Kedua undang-
undang tersebut melarang perbuatan jahat yang 
berat, seperti pemerkosaan atau pembunuhan.  

Walaupun, secara teoretik, kedua instrumen 
tersebut dapat dimanfaatkan, perdebatan 
besar-besaran sedang dilakukan mengenai 
kekonstitutionalan beberapa aspek dari UCMJ dan 
kelayakan penerapan MEJA. Mengenai UCMJ, 
tidak jelas bagaimana cara suatu amandemen yang 
menerapkan undang-undang ini pada kontraktor 
militer dalam operasi darurat, dan juga pada masa 
perang, akan diterapkan pada perusahaan dan 
warga non AS serta kontraktor yang bekerja untuk 
klien selain Pemerintah AS. Tantangan sejenis 
itu dapat diterapkan pada MEJA, tetapi undang-
undang tersebut tidak berlaku untuk kontraktor non 
Dephan, seperti kontraktor yang mendapat kontrak 
dengan Departemen Dalam Negeri.65  Persoalan 
tambahan untuk dapat ditegakkannya MEJA adalah 
keadaan penuntutan ekstrateritorial yang rumit 
dan mahal: para saksi harus disiasat dan barang 
bukti harus dikumpulkan ribuan mil dari daratan 
AS. Walaupun sudah diusulkan bahwa kurang lebih 
dua puluh kontraktor sipil yang bekerja untuk pihak 
militer atau Badan Intelijen Pusat (CIA, Central 
Intelligence Agency) sudah dilibatkan dalam 

Kotak 7 Amerika Serikat v. David A. Passaro67

Satu contoh di mana hukum nasional diterapkan secara efektif adalah kasus David A. Passaro, seorang kontraktor independen yang 
bekerja di Afganistan atas nama CIA. Pada bulan Juni tahun 2003, dia terlibat dalam kegiatan-kegiatan pelatihan paramiliter yang 
mendukung tentara AS di Pangkalan Asadabad di Provinsi Kunar, Afganistan Timur.

Abdul Wali, seorang petani Afganistan setempat, menjadi salah satu dari sejumlah orang yang diduga melakukan serangan. Pada 
tanggal 18 Juni 2003, secara sukarela, Wali menyerah diri ke pasukan Amerika di Pangkalan Asadabad setelah diberikan jaminan 
tentang keselamatan dirinya.

Saat interogasi berlangsung, Passaro menyiksa Wali sementara kurang lebih tiga orang pasukan payung dari Divisi Lintas Udara 
ke-82 Angkatan Darat AS melihatnya. Menurut saksi-saksi mata, Passaro dengan penuh semangat melamarkan diri sebagai pelaku 
interogasi dan menjadi marah sekali karena Wali tidak bisa menjawab pertanyaan, ternyata karena Wali sama sekali tidak terlibat 
dalam serangan roket itu. Menurut jaksa, sementara Wali diikat rantai yang mengikatnya ke dasar lantai dan dinding sel, dia disiksa 
dan dipukuli oleh Passaro pada lengan-lengan, pergelangan tangan, lutut-lutut dan perutnya dengan menggunakan lampu senter 
logam, tinju and kaki bersepatu.  Juga, sekurang-kurangnya sekali, Passaro menyepak celah paha dan tubuh tertelungkup Wali. Pada 
tanggal 21 Juni 2003, Wali dinyatakan tewas.

Pada tanggal 17 Juni 2004, Passaro menjadi orang sipil pertama yang dituntut berhubungan dengan penyiksaan tawanan di 
Afganistan dan Irak serta orang Amerika pertama yang dituntut sesuai Undang-Undang PATRIOT Amerika (USA PATRIOT Act), yang 
memperpanjang ke luar negeri kewenangan jaksa federal AS.

Setelah dinyatakan bersalah atas satu tuntutan kejahatan pidana berat (felony) and tiga tuntutan pelanggaran pidana ringan 
(misdemeanour assault), pada bulan February tahun 2007 Passaro dijatuhi hukuman 8 tahun 4 bulan penjara oleh Pengadilan Federal 
AS di bagian negara Carolina Utara.
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kasus penganiayaan orang-orang tahanan dalam 
tahanan AS di Afganistan, Teluk Guantanamo dan 
Irak, sampai sekarang hanya satu orang, seorang 
kontraktor CIA, sudah dituntut oleh Departemen 
Kehakiman AS atas perbuatan penyiksaan yang 
dilakukannya di Afganistan (lihat Kotak 7).66

Lebih lanjut, pengaturan petugas PMSC dapat 
ditujukan pada perilaku ilegal tertentu.  Misalnya, 
Undang-Undang AS tentang Perlindungan Korban 
Perdagangan Manusia (TVPA, US Trafficking Victims 
Protection Act) menetapkan yurisdiksi pengadilan 
AS atas pegawai negeri sipil dan kontraktor yang 
dituduh terlibat kejahatan perdagangan yang 
dilakukannya di luar negeri. Penegakan TVPA 
tersebut perlu diperkuat melalui pemeriksaan 
(audit) kepatuhan terhadap pihak kontraktor dan 
subkontraktor, dan negara-negara lain hendaknya 
didorong menyetujui perundang-undangan dan 
mekanisme-mekanisme kepatuhan yang serupa.

Terdapat beberapa masalah praktis yang dapat 
ditimbulkan berkenaan dengan perundang-
undangan nasional dan garis pedoman yang 
mengatur privatisasi keamanan.  Misalnya, pihak 
negara bertanggungjawab melindungi orang-orang 
dari kegiatan yang berpotensi merugikannya yang 
dilakukan oleh perusahaan dan aktor swasta dalam 
wilayah teritorial suatu negara dan didalam wilayah 
teritorial di bawah wewenangnya (misalnya, selama 
pendudukan).  Akan tetapi, tidak ada kewajiban 
yang berkesesuaian dalam IHRL untuk menetapkan 
yurisdiksi ekstrateritorial untuk melindungi korban 
potensial yang dibawah pengawasan negara pihak 
ketiga, kecuali jika kejahatan berada dibawah 
yurisdiksi universal sebagai pelanggaran berat 
terhadap Konvensi Jenewa atau pelanggaran serius 
lainnya terhadap hak-hak asasi manusia, seperti 
genosida dan apartheid.  Dalam hal suatu perusahaan 
yang terdafter di suatu negara beroperasi di luar 
negeri, negara pendaftaran perusahaan tersebut 
wajib hanya untuk ‘mengesahkan perundang-
undangan dan peraturan-peraturan pemerintah 
untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia 
dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar dalam 
wilayah yurisdiksinya sejauh mungkin’.68

Banyak negara di mana pihak PMSC beroperasi 

tak punya kemauan politik atau kemampuan 
untuk melindungi orang-orang didalam wilayah 
teritorialnya dari perbuatan pihak PMSC.  Keadaan 
itu terutama terjadi di negara yang mengarah ke 
negara gagal atau sudah gagal di mana sistem 
hukum ternyata tidak berfungsi. Karena itu, 
seorang penasihat hukum Komite Palang Merah 
Internasional (ICRC, International Committee of 
the Red Cross) menyampaikan bahwa ‘Kurangnya 
akuntabilitas di negara di mana pihak perusahaan 
melaksanakan kegiatan-kegiatannya, khususnya 
dalam keadaan konflik, seiring dengan kurangnya 
penegakan hukum di negara pendaftaran 
perusahaan, akibat terjadinya halangan prosedural 
atau ketiadaan peraturan perundang-undangan, 
dapat menyebabkan kesenjangan perlindungan 
yang serius’.69

Memang susah menuntut pelanggaran HAM di 
negara pihak ketiga dan hanya sedikit negara 
yang mengakui pertanggungjawaban pidana pihak 
perusahaan.70  Namun, dalam sejumlah sistem 
hukum nasional, misalnya sistem hukum Britania 
Raya dan AS, terdapat kemungkinan litigasi perdata 
atas kerugian yang diderita di negara lainnya. Opsi 
ini belum diselediki secara penuh, tetapi pihak 
perusahaan mengantisipasikan gugatan menurut 
instrumen hukum seperti Undang-undang Gugatan 
Orang Asing terhadap Perilaku yang Merugikan (Alien 
Torts Claims Act) (AS) dan pertanggungjawaban 
pengganti (vicarious liability) dalam hukum 
Inggris. Pertanggungjawaban pengganti (vicarious 
liability) adalah pertanggungjawaban hukum yang 
dikenakan atasan atau pimpinan perusahaan atas 
suatu ‘tort’ (kesalahan perdata) yang dilakukan oleh 
karyawannya sebagai pelaku usaha.

Litigasi perdata sedang berlangsung dalam empat 
kasus yang diajukan ke pengadilan-pengadilan 
perdata di AS atas dugaan pelecehan seksual dan 
pemerkosaan yang dilakukan di Irak oleh para 
karyawan perusahaan kontraktor Kellogg, Brown 
dan Root.  (Lihat Kotak 8).  Hal tersebut menunjukkan 
bahwa investigasi internal tidak memadai dan pihak 
perusahaan harus, sebagai kebijakan default, 
mengajukan setiap kasus terkait dugaan pelecehan 
seksual dan pemerkosaan kepada otoritas yang 
berwenang.

Kotak 8 Pengaduan sipil terhadap perusahaan Kellogg, Brown dan Root atas 
pemerkosaan dan pelecehan seksual

Pihak penggugat, para karyawan Kellogg, Brown dan Root (KBR), menuntut bahwa, pada tahun 2004-2005, mereka menghadapi 
lingkungan kerja yang bermuatan berahi dan diperparah oleh konsumsi alkohol, di mana wanita berulangkali direndahkan dan diajak 
untuk dapat berhubungan seks meskipun mereka melaporkan pelecehan itu kepada atasannya. Salah satu gugatan atas tuduhan 
pemerkosaan menyatakan bahwa ‘serangan ini tidak dapat terjadi kalau kiranya tidak ada sikap ‘boys will be boys’ (‘anak muda di 
manapun sama’) yang menyerap lingkungan yang Pihak Tergugat menciptakan, tetapi melalaikan mengingatkan (kepada wanita itu), 
suatu lingkungan yang dimaafkan, bahkan didorong, dan tentang mana Pihak Tergugat diberikan pemberitahuan terlebih dahulu’.71

Walaupun KBR mengatakan bahwa kasus pemerkosaan ini sudah diperiksa secara menyeluruh, Komisi Persamaan Kesempatan 
Penempatan Tenaga Kerja AS (US EEOC, US Equal Employment Opportunity Commission) menemukan bahwa pemeriksaan internal 
perusahaan terhadap kejadian tersebut kurang saksama dan tidak menawarkan penyelesian yang memadai.72
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5.3 Garis pedoman internasional yang 
tidak mengikat

Salah satu contoh adalah Kitab Prinsip-prinsip 
Sukarela dalam Keamanan dan Hak Asasi Manusia, 
disepakati pada tahun 2000 oleh pihak-pihak 
pemerintah, korporasi di industri-industri ekstraktif 
dan minyak, LSM dan pengamat.73 Prinsip-
prinsip Sukarela tersebut menyediakan pedoman 
yang jelas bagi interaksi antara perusahaan dan 
penyedia keamanan swasta; isu-isu gender dapat 
digabungkan dalam pelaksanaan Prinsip-prinsip 
Sukarela pada tingkat perusahaan. Contoh terakhir 
adalah Kode Perilaku Sarayevo untuk Perusahaan 
Keamanan Swasta, yang dirancang oleh wakil-
wakil industri dari Eropa Timur Selatan dan Britania 
Raya dan juga sejumlah wakil LSM dan organisasi 
internasional.74

Pedoman internasional ini meliputi berbagai 
bidang di mana isu-isu gender dapat dipadukan, 
seperti praktek-praktek pemberian kerja, pelatihan 
dan penghormatan atas hak-hak asasi manusia.  
Bagaimanapun juga, demikian halnya dengan kode 
perilaku pada tingkat perusahaan dan industri, 
instrumen-instrumen ini semata-mata sukarela dan 
sampai sekarang melibatkan hanyalah segelintir 
dari ratusan PMSC yang beroperasi di seluruh 
dunia. Mereka juga cenderung menjadi bilangan 
pembagi yang paling rendah, yaitu hasil yang 
dapat disetujuhi pelbagai pemangku kepentingan 
(stakeholders).

Suatu inisiatif yang lebih berpotensi diluncurkan 
oleh Pemerintah Swiss bekerjasama dengan Komite 
Internasional Palang Merah, yang mendorong 
pihak negara untuk memajukan dan menjamin 
penghormatan atas hukum humaniter internasional 
(IHL, International Humanitarian Law) dan hukum 
hak-hak asasi manusia internasional (IHRL, 
International Human Rights Law) oleh pihak PMSC 
yang beroperasi dalam keadaan-keadaan konflik.  
Perancangan kode perilaku untuk PMSC 
internasional sedang dipertimbangkan dan isu-isu 
gender agaknya dimasukkan.

5.4 Instrumen internasional lainnya 
yang relevan

Terdapat juga standar hukum transnasional (‘soft 
law’) lainnya yang berkaitan khusus pada pihak 
PMSC yang menggunakan kekerasan.75  Contohnya 
termasuk Kode Perilaku Penegak Hukum PBB (UN 
Code of Conduct for Law Enforcement Officials); 
Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan 
Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparatur Penegak 
Hukum (UN Basic Principles on the Use of Force and 
Firearms for Law Enforcement Officials); Peraturan-
Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan 

terhadap Narapidana (Standard Minimum Rules for 
the Treatment of Prisoners), dan Kumpulan Prinsip-
prinsip untuk Perlindungan Semua Orang di Bawah 
Bentuk Penahanan Apa Pun atau Pemenjaraan 
(Body of Principles for the Protection of All Persons 
under Any Form of Detention or Imprisonment).  
Walaupun instrumen-instrumen internasional ini 
ditetapkan untuk diterapkan pada negara-negara 
dan agen-agen mereka, klien dan negara pemberi 
kerja dapat merujuk kepada instrumen tersebut 
dalam kontrak mereka sebagai standar-standar.

6 Memadukan gender ke 
dalam PMSC dalam konteks 
tertentu

6.1 Negara-negara dalam konflik dan 
pasca konflik

Di negara-negara yang sedang mengalami konflik 
atau dalam keadaan pasca konflik biasanya 
terjadi kekurangan jasa pelayanan keamanan 
publik (dari pemerintah), dan PMSC sering kali 
menutup kesenjangan. Dinamika di negara-negara 
pasca konflik ini sangat menarik perhatian karena 
pelonjakan sektor keamanan swasta di seluruh 
dunia baru-baru ini umumnya terjadi di negara-
negara pasca konflik, terutama di Afghanistan dan 
Irak. Begitu idiosinkratiklah, masalah, tantangan 
dan peluang dari penggunaan kontraktor swasta 
sebagai penyedia jasa keamanan di kedua negara 
tersebut.  Kecil kemungkinan masalah, tantangan 
dan peluang yang sama dialami sekali lagi dalam 
lingkungan yang berbeda pada masa depan.  
Walaupun demikian, karena keberadaan PSC 
secara kuantitas cukup besar akan dibutuhkan baik 
di Afghanistan maupun di Irak selama kurang lebih 
lima sampai dengan sepuluh tahun mendatang, 
dipertimbangkannya kasus-kasus tersebut secara 
lebih dalam menjadi krusial.

Hampir tidak ada perhitungan yang dapat 
diandalkan tentang jumlah PMSC, baik lokal maupun 
internasional, di Afganistan dan Irak. Perkiraan 
industri menunjukkan keberadaannya sekitar 20.000 
sampai dengan 25.000 kontraktor keamanan swasta 
di Irak. Tidak selalu jelas apakah perhitungan ini 
mencakup pasukan lokal Irak atau tidak, tetapi 
menurut Asosiasi Perusahaan Keamanan Swasta 
Irak (PSCAI, Private Security Company Association 
of Iraq) hanya kira-kira separo di antaranya adalah 
perusahaan asing, di mana 5.000 berasal dari 
negara-negara barat dan lebih banyak lagi adalah 
warga asal negara-negara ketiga. Karena tidak ada 
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data yang dikumpulkan terpusat, tidak diketahui juga 
jumlah kontraktor asing yang menyediakan layanan 
dukungan, seperti layanan jasa pemasakan dan 
jasa pembersihan, untuk pasukan asing dan PMSC 
yang ada sekarang di Irak.  Diperkirakan jumlah 
kontraktor keamanan swasta di Afganistan berkisar 
18.500 sampai 28.000 orang.76 Perhitungan ini 
nampaknya mencakup pasukan lokal tetapi tidak 
ada data yang andal. 

Afganistan dan Irak sudah menyoroti sifat globalnya 
industri keamanan swasta dan semakin besarnya 
ketidaksamaan. Pihak-pihak PMC dan PSC yang 
menjalankan operasinya di kedua negara tersebut 
sudah mempekerjakan ribuan karyawan, kebanyakan 
di antaranya pria yang miskin dari golongan tenaga 
setengah menganggur asal dunia berkembang, 
yang seringkali dibayar upah hanya sepersepuluh 
gajinya yang diterima oleh kontraktor asal dunia 
barat yang menjalankan tugas serupa.77 Buruh 
yang direkrut oleh perantara tenaga kerja di Timur 
Tengah berasal dari negara-negara miskin termasuk 
Bangladesh, Nepal dan Filipina itu melakukan 
kerja-kerja kasar bagi pihak PSC, seperti memasak, 
menghidangkan makanan dan membersihan 
kakus.78  Para kontraktor lainnya, bekas kombatan 
dari negara seperti Fiji dan Uganda, dan seluruh 
Amerika Latin, biasanya mengerjakan tugas-tugas 
yang berbahaya, termasuk pengamanan fisik dan 
dukungan militer.79 Penjaga dari negara-negara ini 
sering lebih disukai oleh perusahaan AS karena 
mereka terbiasa dengan persenjataan AS dan 
prosedur keamanannya, setelah dilatih oleh pelatih 
Amerika selama dinas keprajuritan mereka.

Upaya-upaya rekonstruksi pasca konflik di 
Afganistan dan Irak umumnya menjelaskan yang 
dinyatakan sebagai ‘bubble’, yaitu berkembangnya 
peluang-peluang bisnis yang tidak diduga bagi pihak 
PMSC di industri keamanan swasta belakangan 
ini; dan menyediakan kesempatan baru untuk 
pengembangan pasar seluruhnya.  Akibat kedekatan 
pada upaya rekonstruksi pasca konflik itu, para PMSC 
internasional mulai mengembangkan kemampuan 
signifikan dalam bidang-bidang baru seperti RSK, 
DDR, pembangunan dan penanggulangan bencana.  
Dengan akan timbulnya ‘ledakan’ gelembung 
tersebut, dapat diduga bahwa bidang-bidang ini 
akan menjadi bidang-bidang pertumbuhan nyata 
bagi suatu subset terspesialisasi dari sektor 
keamanan swasta. Oleh karena itu sekarang saat 
menetapkan pedoman yang berarti tentang isu-isu 
gender untuk diterapkan pada PMSC internasional 
yang terlibat dalam aktivitas ini. Pedoman ini (baik 
generik maupun spesifik konteks) harus dirancang 
melalui kerjasama yang erat dengan pihak PMSC 
dan asosiasi-asosiasi industri mereka seperti 
IPOA, BAPSC, PSCAI dan Asosiasi Perusahaan 
Keamanan Swasta di Afganistan (PSCAA, Private 
Security Companies Association in Afghanistan), dan 
juga dengan wakil-wakil pemerintah dan organisasi-

organisasi donor.  Hanya saja pengikutsertaan 
semua pemangku kepentingan akan menjamin 
agar pedoman dan standar tersebut dilaksanakan, 
diamati dan ditegakkan secara efektif.

Anggota masyarakat sipil, terutama wanita, anak-
anak dan orang yang lebih tua, sangat rentan selama 
dan menyusul konflik. Tingkat GBV pasca konflik 
biasanya tetap tinggi.80 Jadi, sebagai keharusan 
yang tak terelakkan itu, karyawan PMSC yang 
menjalankan operasinya di lingkungan pasca konflik 
menyadari dan menerima pelatihan khusus tentang 
perlindungan, kebutuhan keamanan khusus dan 
hak-hak asasi wanita, anak perempuan dan anak 
lelaki dalam keadaan konflik dan pasca konflik.
Hendaknya karyawan atau kontraktor juga diberikan 
instruksi yang jelas tentang Kode Perilaku dan 
kebijakan toleransi nol persen, termasuk berkenaan 
dengan eksploitasi dan penganiayaan seksual 
terhadap anggota masyarakat lokal yang rentan 
dan karyawan PMSC lainnya. Sudah ada pelatihan 
sebelum penggelaran operasi bagi banyak angkatan 
bersenjata nasional yang terlibat dalam intervensi-
intervensii internasional, akibat pengarusutamaan 
pertimbangan gender dalam operasi pemeliharaan 
dan pembangunan perdamaian PBB.81

Keadaan-keadaan pasca konflik juga memberikan 
peluang yang tidak ada bandingannya untuk 
perubahan sosial di mana kerugian yang diderita 
akibat perlakuan diskriminasi berbasis gender 
dapat diganti rugi dan peran-peran gender dapat 
didefinisikan ulang. Kontraktor, terutama yang 
terlibat dalam kegiatan-kegiatan RSK, seperti 
pelatihan polisi dan militer, harus memperhatikan 
khusus isu-isu gender dan hak asasi manusia. Isu-
isu tersebut mungkin termasuk GBV, penanganan 
kelompok masyarakat yang rentan dan pendukungan 
pengembangan peluang yang lebih luas bagi wanita 
di sektor keamanan. Misalnya, Liberia menyepakati 
kuota 20% inklusi wanita ke dalam polisi dan angkatan 
bersenjata82, yang bermaksud bahwa pihak PMSC 
yang melaksanakan bekerja sama dengan polisi 
atau militer Liberia memerlukan keterampilan yang 
sesuai untuk bekerja sama dengan wanita yang 
baru direkrut. Pihak PMSC yang menyediakan jasa 
layanan signifikan dalam pelaksanaan kegiatan-
kegiatan RSK harus dilibatkan dari awal dalam 
proses perencanaan pengarusutamaan gender.

Juga, yang sangat diperlukan di negara-negara 
pasca konflik adalah pelibatan  sektor keamanan 
swasta setempat di semua proses-proses RSK, 
guna mencegah timbulnya suatu sektor keamanan 
swasta sejajar yang tidak bertanggung-gugat yang 
bersaing dengan penyediaan keamanan negara 
tereformasi.  Struktur-struktur sejajar seperti ini akan 
secara signifikan meningkatkan risiko pelanggaran 
HAM, GBV dan kejahatan lainnya. Oleh karena 
itu komunitas internasional, donor dan penyedia 
RSK harus mengembangkan, idealnya atas dasar 
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kasus per kasus, kebijakan yang jelas tentang 
dimasukannya isu-isu gender ke dalam operasi 
RSK mereka yang berdampak pada PSC setempat. 
Kemudian, pelajaran yang didapat dan praktek-
praktek terbaik harus dikumpulkan dan disediakan 
bagi operasi-operasi RSK lainnya. Lebih tegasnya, 
di banyak negara-negara pasca konflik, mantan 
pasukan militer dan keamanan terdemobilisasi 
seringkali mendapatkan pekerjaan di industri 
kepolisian dan keamanan swasta (lihat Bagian 6.2). 
Hendaknya mantan kombatan wanita dan mantan 
pendukung kelompok-kelompok bersenjata benar-
benar dilibatkan dalam proses-proses DDR, yang 
mencakup mungkin masuknya mereka ke dalam 
industri keamanan swasta sebagai bagian dari 
reintegrasinya dan sebagai sumber pekerjaan sipil. 

Tantangan-tantangan dan peluang-peluang 
untuk pemaduan isu-isu gender di negara-
negara pasca konflik:

Para PMSC dapat memainkan peranan yang  ■
berharga dalam upaya rekonstruksi pasca konflik 
dan RSK apa pun.  Mereka hampir selalu dianggap 
sebagai ‘ambassador’ negara-negara barat oleh 
masyarakat tuan rumah.  Karena para PMSC 
akan menjawab penuntutan klien-klien mereka, 
saat ini ada kesempatan yang nyata menetapkan 
standar dan peraturan yang menjadikan PMSC 
sebagai pasangan kerja yang memiliki keabsahan 
dalam operasi keseluruhan. Para klien dan donor 
bisa, dan wajib, mensyaratkan ditetapkannya 
pemaduan isu-isu gender dalam kontrak-kontrak 
dengan para PMSC.
Walaupun lingkungan pasca konflik tidak selalu  ■
menyediakan kejelasan hukum, ketiadaan 
kejelasan hukum tersebut tidak berarti para 
kontraktor beroperasi dalam lingkungan 
impunitas. Kelakuan seksual yang tidak senonoh, 
keterlibatan dalam pelacuran ilegal atau GBV 
harus tidak ditoleransi, baik yang terjadi dalam 
masyarakat tuan rumah maupun yang dilakukan 
oleh karyawan PMSC lainnya.
Agar meningkatkan keberhasilan operasinya,  ■
para PMSC perlu merekrut lebih banyak wanita 
sebagai staf untuk operasi RSK, seperti reformasi 
kepolisian. Keperluan ini mengajak para PMSC 
untuk menjamin agar lingkungan profesi mereka 
menjadi kondusif pada perekrutan dan retensi 
staf wanita.

6.2 Negara-negara berkembang

Umumnya, perkembangan dalam pasar 
keamanan swasta di negara-negara berkembang 
lebih mengagumkan dibandingkan dengan 
perkembangan di dunia maju; pangsa pasar yang 
paling berkembang ditemukan di Afrika, Cina, India 
dan Amerika Latin.83

Dunia berkembang, khususnya Afrika Sub-
Sahara, sudah mengalami semakin meningkatnya 
privatisasi layanan keamanan yang sebagian 
besarnya bersifat domestik, seperti perpolisian.  
Walaupun kedua fenomena penyediaan keamanan 
swasta pada tingkat domestik dan internasional 
perlu dibedakan secara analitik dalam arti 
fenomena tersebut disebabkan oleh keadaan 
yang berbeda84, keduanya dihubungkan dengan 
perubahan-perubahan struktural di bidang-bidang 
sosial, ekonomis, politik, dan strategis yang betul-
betul bersifat global.85 Dengan kata lain, proses-
proses globalisasi memfasilitasi pelaksanaan bisnis 
dan pertukaran gagasan lintas batas dan dengan 
demikian menghasilkan reproduksi pola-pola untuk 
menangani kekerasan dan tantangan keamanan.  
Sementara itu, baik permintaan maupun penawaran 
layanan keamanan swasta semakin terglobalisasi 
dan ‘dikomoditisasikan’.

Di Afrika, sebagian dari alasan pertumbuhan 
exponensial pasar keamanan swasta termasuk: 
‘downsizing’ (penutupan) angkatan bersenjata 
setelah Perang Dingin; proses-proses globalnya 
liberalisasi pasar; proliferasi (perkembangbiakan) 
persenjataan kecil dan keadaan ketidakamanan 
pada umumnya.86 Diperkirakan bahwa salah satu 
faktor pemungkin terpenting dalam munculnya 
angkatan keamanan swasta adalah lemahnya 
kapasitas negara dan kekosongan keamanan di 
bagian-bagian besar Afrika.

Masalah yang lazim terjadi di banyak negara Afrika 
mencakup rasa ketidakamanan yang merasuk 
hatinya, tingkat kepercayaan rendah terhadap 
kekuatan keamanan publik, kemiskinan yang 
meluas dan pemanfaatan petugas pengamanan 
melalui jam kerja yang panjang dan gaji yang sangat 
rendah sekali, dengan demikian menjadikannya 
cenderung terjun ke dalam aktivitas jahat.  
Ditingkatkannya suasana kerja dan gajinya petugas 
pengamanan swakarsa setempat mungkin sekali 
akan memperbaiki kondisi sosial-ekonomi bagi 
suatu sub bagian tenaga kerja yang rentan, yaitu, 
pria yang miskin dan tidak terpelajar yang umumnya 
bermigrasi ke perkotaan dari daerah pedesaan.

Di negara-negara seperti Angola dan Sierra 
Leone, para PSC merupakan pasar kerja utama 
bagi mantan pelawan. Demobilisasinya Serikat 
Nasional untuk Kemerdekaan Mutlak Angola 
(UNITA, National Union for the Total Independence 
of Angola) di Angola pada tahun 2002, misalnya, 
membuat tersedia suatu tenaga kerja murah yang 
berketerampilan militer bagi para PSC yang sedang 
timbul. Sekarang, 35.715 orang dipekerjakan 
oleh 307 PSC yang ada di negara itu. Salah satu 
tantangan utama di Angola adalah penggunaan 
lanjutan persenjataan perang yang tidak terdaftar, 
seperti AK-47, oleh petugas pengamanan swakarsa.  
Keadaan ini bukan hanya mengabadikan budaya 
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perang tapi juga menimbulkan  pelibatan petugas 
PSC dalam aktivitas jahat dan pelanggaran HAM, 
khususnya di daerah-daerah tambang intan.  
Belakangan ini, terdapat prakarsa untuk melibatkan 
para PSC dalam pelatihan HAM yang dirancang 
bagi Kepolisian Nasional dan disediakan oleh 
Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB 
(OHCHR, UN Office of the High Commissioner for 
Human Rights) di Luanda. Tetapi, karena belum 
adanya upaya-upaya pemantauan sistematis, 
dampak jangka panjang dari pelatihan itu masih 
dapat disangsikan.

Di Sierra Leone, sektor keamanan swasta juga 
semakin besar dan menyediakan kesempatan 
kerja bagi mantan kombatan perang saudara 
yang berakhir pada tahun 2002. Diperkirakan 
3.000–5.000 orang dipekerjaan oleh para PSC 
sekarang. Terdapat perselisihan serius mengenai 
penyenjataan para PSC dan adanya perlakuan 
tidak sama terhadap PSC asing dan lokal oleh 
pemerintah.  Kedua isu ini, dan juga masalah 
pemanfaatan petugas pengamanan oleh para PSC 
lokal, bisa saja diselesaikan melalui penetapan 
standar, pengaturan dan pengawasan, yang saat ini 
tidak ada.87 Bagaimanapun juga, harus diakui bahwa 
tantangan terhadap pertanggungjawaban para 
PMSC lokal dan internasional yang menjalankan 
operasinya dalam lingkungan pasca konflik terutama 
berhubung adanya struktur -struktur lemah yang 
tidak memastikan pemerintahan atas dasar hukum 
(rule of law).

Lagi pula, para aktor keamanan umum dan swasta 
di negara-negara Afrika biasanya ‘bersangkutan erat 
melalui struktur keamanan yang semakin bersifat 
jaringan’.88 Para PSC seringkali dimiliki tokoh-tokoh 
politik, pejabat negara dan perwira militer secara 
bersama dan oleh karena itu mereka berkepentingan 
pribadi terhadap menghindarkan pengaturan atau 
penututan terhadap suatu perusahaan dan/atau 
kontraktor yang terlibat dalam pelanggaran HAM 
dan kejahatan lainnya.

Sementara itu, para PMSC internasional kadang-
kadang menghindarkan pengaturan pemerintah 
di negara di mana mereka didirikan dengan 
menegaskan bahwa mereka diminta bertanggung 
jawab oleh hukum setempat yang berlaku di negara 
di mana mereka beroperasi. Walaupun secara 
teknis penegasan itu tampak benar, terlampau 
sering undang-undang dan kemampuan penegakan 
hukum di negara tuan rumah kurang memadai. 
Capps mengadilkan bahwa ‘jika petugas lokal 
mencoba melakukan sesuatu, perusahaan akan 
mengeluarkannya (dari negara itu) karena mereka 
tidak ingin melihat karyawannya dituntut.  
“Itulah buruk untuk bisnis”.’89  

Tantangan-tantangan pertanggungjawaban ini 
diterapkan khususnya pada para PMSC yang 

beroperasi dalam lingkungan pasca konflik atau di 
negara gagal, di mana institusi untuk memastikan 
pemerintahan atas dasar hukum kurang memadai 
atau tidak lagi berfungsi.

Tantangan-tantangan dan peluang-peluang 
untuk pemaduan isu-isu gender di negara-
negara berkembang:

Sewaktu para PSC di dunia berkembang semakin  ■
menyediakan keamanan di tempat-tempat umum 
maupun swasta, pengendalian yang tidak berhati-
hati atas senjata terdaftar merupakan kepedulian 
yang semakin besar dan dapat meningkatkan 
risiko GBV.
Para PSC lokal di negara-negara berkembang,  ■
dan juga PMSC internasional, cenderung merekrut 
karyawannya yang paling rentan dan paling 
kering dari kelompok-kelompok terpinggirkan di 
dunia berkembang. Biasanya karyawan itu adalah 
pria pedesaan yang miskin dan tidak terpelajar 
yang secara tidak layak didemobilisasikan dan 
direintegrasikan ke dalam masyarakatnya. 
Tantangan-tantangan yang sangat sulit 
ditimbulkan dari praktek-praktek ini dan harus 
ditanggulangi oleh para donor, para pemerintah 
maupun perusahaan-perusahaan. Tetapi, dengan 
upah yang lebih adil dan tunjangan yang lebih 
baik (dibandingkan dengan rekan-rekan mereka 
dari dunia maju), dapat dicapai kemajuan yang 
lebih besar menuju keadilan kerja.

6.3 Negara-negara transisional

Dinamika di belakang timbulnya perusahaan 
keamanan swasta berbeda di negara-negara dalam 
masa transisi di Eropa Tengah dan Timur dan Rusia.  
Sektor keamanan yang melembung selama masa 
Komunis era di-downgrade-kan secara radikal 
setelah Perang Dingin berakhir dan ratusan ribuan 
petugas keamanan kehilangan pekerjaan.  
Sementara itu, keadaan keamanan memburuk dan 
tingkat kejahatan naik, yang mendorong sejumlah di 
antara mereka mendirikan usaha dagang keamanan 
swasta yang sah walaupun orang-orang lainnya 
beroperasi di pinggir keabsahan.

Tetapi yang paling penting, sektor keamanan swasta 
di negara-negara bekas Kesatuan Soviet tidak 
bisa dipahami melalui perspektif ‘Barat’ terhadap 
dikotomi publik-swasta. Malah, kepentingan pejabat 
negara dan PSC sering tidak terpisah-pisahkan 
dan akibatnya proses tersebut lebih baik disebut 
‘komersialisasi’ daripada ‘privatisasi’’ keamanan.90 

Sektor keamanan swasta di Persemakmuran 
Negara-negara Merdeka (CIS, Commonwealth of 
Independent States), dan khususnya di Georgia, 
Rusia dan Ukraina, menarik kepedulian karena 
adanya pengaturan yang kurang memadai atau 
tidak efektif dan terjadinya bentrokan kepentingan 
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antara pelbagai aktor di lapangan.Sebagai dikatakan 
Hiscock, ’barangkali keprihatinan utama adalah 
bahwa penguasaan keamanan swasta ternyata tidak 
dianggap sebagai isu yang penting. Adanya sedikit 
mekanisme yang dapat dimanfaatkan oleh parlemen 
atau rakyat untuk melaksanakan pengawasan 
demokratis atas sektor keamanan swasta terutama 
sebagai akibat masih adanya sikap Soviet bahwa 
sektor keamanan sebagai keseluruhan adalah 
urusan negara saja’. Sejauh ini, para PSC belum 
mengambil bagian dalam upaya-upaya SSR dan 
data tentang jumlah dan kegiatan sektor keamanan 
swasta hampir tidak ada.91

Di Rusia, sebagai fenomena yang juga muncul baru-
baru ini, satuan pengamanan bersenjata diizinkan 
melindungi dan mempertahankan dua monopoli 
energi terbesar, yaitu Gazprom dan perusahaan 
pipa minyak Transneft. Menurut perjanjian itu, 
‘untuk pertama kalinya kedua perusahaan tersebut 
diizinkan mempekerjakan pegawai operatifnya yang 
bersenjata daripada memborongkan perusahaan 
keamanan swasta. Juga, satuan pengamanan 
(Satpam) bersenjata mereka bisa mengakses 
lebih banyak senjata dan diberikan kebebasan 
untuk menggunakannya dibandingkan perusahaan 
keamanan swasta lainnya’.92

Dalam suasana ini, jelaslah reformasi sektor 
keamanan swasta di negara-negara mantan Blok 
Timur merupakan tantangan khusus. Sampai 
sekarang, korupsi, kejahatan terorganisir dan 
lemahnya kapasitas negara sudah menghalangi 
penetapan pengawasan efektif. Tetapi juga, sektor 
keamanan swasta adalah sektor pertumbuhan.  
Di Bulgaria, misalnya, sekitar sembilan persen 
dari tenaga kerja pria sedang dipekerjakan untuk 
melaksanakan pekerjaan yang berhubungan 
dengan keamanan swasta, tetapi sektor keamanan 
swasta di negara tersebut nampaknya yang paling 
terkriminalisasi di antara negara-negara di wilayah 
itu.93

Penelitian mengusulkan bahwa praktek-praktek 
terbaik dari negara-negara maju tidak dengan 
mudah diterapkan pada industri keamanan swasta 
di negara-negara transisional. Justru, PSC harus 
menjadi bagian pokok dalam suatu proses RSK 
komprehensif yang memperhatikan tantangan-
tantangan yang timbul akibat kadar tingginya 
kejahatan terorganisir, kehakiman yang tidak becus 
dan kapasitas negara yang seluruhnya lemah.94  
Intervensi dari negara secara efektif dalam hal 
pengaturan dan perundang-undangan mungkin 
lebih mendesak di sini daripada di bagian dunia 
lainnya.

Tantangan-tantangan dan peluang-peluang 
untuk pemaduan isu-isu gender di negara-
negara transisional:

Aspek-aspek kegiatan keamanan swasta di  ■
negara-negara transisional yang paling menantang 
adalah pengendalian dan pengawasan.  

Pengendalian dan pengawasan ini cenderung 
menyangkut isu-isu yang berhubungan dengan 
gender karena kekurangan pengawasan dapat 
menimbulkan iklim impunitas yang memungkinkan 
GBV dan diskriminasi.

6.4 Negara-negara maju

Di dunia maju, munculnya layanan keamanan 
swasta dalam kurun waktu duapuluh tahun yang lalu 
diakibatkan oleh beberapa kecenderungan simultan.  
Mungkin yang paling penting adalah kecenderungan 
untuk menjauhi negara kesejahteraan keynesian 
menuju kebijakan ekonomi neoliberal sejak tahun 
1970-an.  Bersama dengan fenomena yang baru 
lagi muncul seperti penerapan praktek-praktek New 
Public Management, kebijakan ekonomi neoliberal 
tersebut menghasilkan peningkatan peran sektor 
swasta di bidang-bidang yang sebelumnya adalah 
perusahaan negara dan perusahaan yang dikelola 
oleh negara. Sementara itu, masyarakat Barat 
sudah menjadi lebih sadar akan risiko dan lebih 
hindar risiko, dan kekuatan keamanan publik tidak 
selalu dianggap mengimbangi risiko dan ancaman 
secara pantas.

Adalah pihak wanita yang benar-benar meresap 
industri keamanan swasta di negara-negara maju.  
Walaupun literatur tentang isu-isu gender dan 
keamanan terprivatisasi sangat terbatas, penelitian 
sosiologi mengusulkan bahwa para wanita dapat 
dikenai semacam ‘re-segregation’ (segregasi 
yang terulang kembali) dan keterpinggiran 
didalam perusahaan-perusahaan sebagai akibat 
stererotip gender atas kemampuan sosial, fisik 
dan teknis mereka. Satu penelitian tentang isu-isu 
gender di industri keamanan swasta di Kanada 
menemukan bahwa segregasi gender tidak selalu 
terjadi berdasarkan kebijakan perusahaan tentang 
perekrutan dan penugasan, tetapi ternyata sebagai 
akibat lokasi-lokasi di mana operasinya dilaksanakan 
dan juga akibat permintaan spesifik para klien.  
Para majikan cenderungan menolak menugaskan 
petugas pengamanan perempuan ke lokasi yang 
berbahaya dan lebih senang mengadakan tim-tim 
di mana ada banyak wanita lainnya.95 Lagi pula, 
petugas pengamanan perempuan ditugaskan untuk 
merondai lokasi yang berisiko tinggi hanya jika 
didampingi seorang rekan pria. Para wanita juga 
cenderung ditugaskan pada giliran kerja siang agar 
‘menghindari kesulitan’.96
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Di sisi lain, walaupun masih ada tentangan terhadap 
penugasan wanita sebagai petugas pengamanan 
berseragam atau pelibatannya delam tugas-tugas 
yang berhubungan keamanan fisik, ada kesempatan 
bagi mereka di bidang-bidang lainnya seperti operasi 
keamanan terselubung.97 Dikemukakannya bahwa 
peran gender dan penstereotipan perlu diteliti lebih 
dalam supaya membantu desegregasinya pekerjaan 
dan pemromosian penugasan perempuan di industri 
keamanan swasta.

Suatu isu penting yang lain bagi sektor keamanan 
swasta di negara-negara maju adalah hubangan 
kegiatan keamanan swasta dengan kebijakan dan 
peraturan tentang senjata api. Seperti dikatakan oleh 
seorang peneliti Rela Mazali mengenai keadaan di 
Israel, terdapat hubungan yang mengkhawatirkan 
antara terjadinya kekerasan dalam rumah tangga 
dan pembunuhan wanita oleh pasangan intim 
mereka dengan senjata api yang diizinkan kepada 
pejabat keamanan swasta.98  Petugas pengamanan 
yang bekerja untuk firma perpolisian swasta yang 
jumlahnya semakin meningkat, meskipun adanya 
peraturan tentang penyimpanan senjata secara 
aman, cenderung membawa senjatanya pulang.  
Ketiadaan pemantauan oleh perusahaan, polisi 
dan pemerintah setempat sedang mengakibatkan 
penyalahgunaan senjata terdaftar ini dalam bidang 
swasta, termasuk penganiayaan dan pembunuhan 
wanita.

Tantangan-tantangan dan peluang-peluang 
untuk pemaduan isu-isu gender di negara-
negara maju:

Re-segregasi dan keterpinggiran petugas wanita  ■
didalam industri keamanan harus diatasi dan 
diimbangi melalui pentargetan perekrutan dan 
kemajuan wanita di dalam PMSC. Keuntungan 
komersial dan manfaat operasional dari 
pemberian kerja kepada staf perempuan harus 
dipertimbangkan lebih serius.
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7 Usulan-usulan Pokok

Pengaturan: 1. Para pemerintah dan para PMSC 
harus mengembangkan dan, kalau relevan, 
memperkuat pengaturan dan swa-aturan atas 
para PMSC dalam perundang-undangan, pada 
tingkat nasional maupun internasional.

Pemantauan dan pelaporan kekerasan 2. 
berbasis gender: Para pemerintah dan para 
PMSC harus mengembangkan, pada tingkat 
nasional maupun internasional, mekanisme 
pemantauan dan pelaporan untuk menangani 
baik ancaman maupun terjadinya kekerasan 
seksual dan fisik yang melekat pada petugas 
keamanan swasta, khususnya yang ditugaskan 
dengan perlindungan pasca konflik.

Kontrak-kontrak dan pengendalian mutu: 3. 
Klien-klien PMSC harus menginkorporasikan 
langkah-langkah pengendalian mutu yang 
terus berlangsung serta standar Perserikatan 
Bangsa-Bangsa dan donor yang ada tentang 
pengarusutamaan gender, penghormatan atas 
hukum humaniter internasional dan hukum 
hak-hak asasi manusia internasional ke dalam 
kontrak-kontrak yang mereka tandatangani 
dengan para PMSC.

Standar industri tentang isu-isu gender: 4. 
Masyarakat sipil, asosiasi industri, para 
pemerintah, organisasi-organisasi internasional 
dan para PMSC harus mengembangkan dan 
melaksanakan kebijakan dan standar tentang 
berbagai isu yang berkisar pada pemaduan 
gender dalam PMSC, seperti penyaringan 
karyawan, praktek pemberian kerja dan 
penempatan pegawai, kebijakan tentang 
pelecehan dan penganiayaan seksual, prosedur 
pengaduan dan pelatihan gender .

Kode, kebijakan dan prosedur PMSC: 5. 
Pihak PMSC harus mengembangkan Kode 
Perilaku kebijakan toleransi nol persen yang 
jelas tentang perilaku seksual yang jahat dan 
eksploitasi seksual. Kode, kebijakan dan 
prosedur tersebut harus diberitahukan dengan 
nyata kepada karyawan dan kontraktor masing-
masing sebelum penggelaran dan menjadi 
bagian dari ketentuan pekerjaan mereka.

Rekrutmen dan retensi lebih banyak wanita: 6. 
Pihak PMSC harus mengembangkan rencana 
aksi untuk merekrut dan mempertahankan lebih 
banyak wanita dan untuk membuat lingkungan 
kerja mereka mendukung petugas baik pria 
maupun perempuan.

Penyaringan dan pelatihan:7.  PMSC, Private 
Military and Security Companies harus 
meningkatkan Penyaringan tingkatan untuk 
keamanan swasta personel, untuk menjamin 
orang yang mempunyai bertekad pelanggaran 
HAM atau kekerasan berbasis gender pidana 
apakah Tidak termasuk.

Pelatihan gender:8.  Pihak PMSC harus 
melaksanakan pelatihan gender bagi semua 
personel, untuk membangun kapasitas mereka 
untuk memadukan isu gender ke dalam 
operasi.

Penelitian:9.  Komunitas akademik harus 
melanjutkan pelaksanaan penelitian empiris 
tentang industri keamanan swasta, khususnya 
di negara-negara tuan rumah. Penelitian ini 
harus mencakup data yang dipisahkan menurut 
jenis kelamin tentang dampak keamanan 
swasta terhadap pria dan wanita, dan penelitian 
tentang operasi dan unjuk kerja PMSC yang 
terlibat dalam SSR.
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Catatan Praktik 10 Toolkit Gender dan RSK

Perusahaan-perusahaan

DAFTAR ISI

Mengapa gender 
penting bagi 
perusahaan-

perusahaan militer 
dan keamanan swasta 

(PMSC, Private 
Military and Security 

Companies)?

Bagaimana cara 
memadukan gender ke 

dalam PMSC?

Tantangan dan peluang 
selama dan pasca 

konflik

Pertanyaan-pertanyaan 
untuk ditanyakan 

kepada PMSC dan 
klien-klien mereka 

Informasi lebih lanjut

Kuatlah pengakuan bahwa reformasi sektor keamanan (RSK) harus memenuhi 
kebutuhan keamanan yang berbeda bagi pria, wanita, lelaki dan anak perempuan.  
Keterpaduan isu-isu gender juga faktor utama bagi efektifitas dan akuntabilitas 
sektor keamanan serta pemilikan lokal dan legitimasinya proses-proses RSK.

Catatan Praktis ini memberikan sebuah pengenalan yang singkat mengenai 
manfaat dari keterpaduan isu-isu gender ke dalam manajemen perbatasan, dan 
juga informasi yang praktis untuk melakukannya.

Catatan Praktik ini berdasarkan atas sebuah Tool (Alat) yang lebih panjang dan 
keduanya merupakan bagian dari Toolkit Gender dan RSK. Dirancang untuk 
memberikan pengenalan tentang isu-isu gender bagi para praktisi reformasi 
sektor keamanan dan para pembuat kebijakan, Toolkit ini terdiri dari 12 Tool 
(Alat) dengan Catatan Praktisnya - lihat Informasi lebih lanjut.

Mengapa gender penting bagi perusahaan-perusahaan militer dan 
keamanan swasta (PMSC, Private Military and Security Companies)?

Militer dan Keamanan
Swasta dan Gender

Perusahaan - perusahaan keamanan 
swasta (PSCs, Private Security Companies) 
didefinisikan sebagai ‘perusahaan-perusahaan 
yang mengkhususkan diri pada pemberian jasa 
keamanan dan perlindungan bagi personil dan 
harta benda, yang mencakup aset kemanusiaan 
maupun industri’.1  Artinya jasa layanan mereka 
tidak harus bersenjata; operasi mereka bersifat 
defensif (bertahan) daripada ofensif; dan mereka 
mengakomodasi berbagai pelanggan, termasuk 
para pemerintah, badan-badan internasional, 
organisasi-organisasi non-pemerintah (LSM), dan 
organisasi-organisasi komersial.

Gender merujuk pada berbagai peran dan 
hubungan, ciri kepribadian, sikap, tingkah laku 
dan nilai yang dihubungkan masyarakat dengan 
pria dan wanita.  Karena itu, ‘gender’ merujuk 
pada perbedaan yang dipelajari antara pria dan 
wanita, sedangkan ‘jenis kelamin’ merujuk pada 
perbedaan biologis antara lelaki dan perempuan.  
Peran gender sangat bervariasi di dalam dan 
antar kebudayaan dan dapat berubah sepanjang 
waktu.  Gender tidak hanya merujuk pada wanita 
atau pria tetapi juga pada hubungan antara 
mereka.  

Perusahaan-perusahaan Militer Swasta (PMCs, 
Private Military Companies) ‘didefinisikan 
sebagai perusahaan-perusahaan swasta yang 
mengkhususkan diri pada keterampilan militer, 
yang mencakup operasi tempur, perencanaan 
strategis, pengumpulan intelijen, dukungan 
operasional, logistik, pelatihan, pengadaan dan 
pemeliharaan senjata dan perlengkapan’.  Hal 
ini mengimplikasikan bahwa klien-klien mereka 
biasanya para pemerintah, tetapi dapat terdiri dari 
para pemberontak, kelompok-kelompok milisi dan 
fraksi-fraksi bersenjata lainnya.2

Pengarusutamaan gender
Sebuah proses penilaian implikasi terhadap wan-
ita dan pria dari suatu tindakan yang terencana, 
yang meliputi perundang-undangan, kebijakan 
atau program, di semua bidang dan pada semua 
tingkatan. 

Mengembangkan efektivitas operasional
Pria dan wanita biasanya mempunyai kebutuhan dan pengalaman keamanan  ■
dan peradilan yang berbeda.  Jadi, agar meningkatkan kemungkinan 
keberhasilan operasional, petugas keamanan harus mempertimbangkan 
dampak dari semua kegiatan mereka terhadap wanita, pria, anak lelaki dan 
anak perempuan setempat.Geneva Centre for the 

Democratic Control of 
Armed Forces (DCAF)
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Kotak 1 Perusahaan-perusahaan Militer dan Keamanan Swasta (PMSCs, Private Military and 
Security Companies) dan pengaturan diri

Pengaturan diri (self-regulation) melalui perhimpunan industri penting sekali, terutama dalam hal pengaturan pemerintah sama 
sekali tidak ada atau yang ada kurang memadai.  Pengaturan diri merupakan suatu mekanisme pokok untuk mengembangkan 
standar-standar untuk Perusahaan Militer dan Keamanan Swasta (PMSC, Private Military and Security Companies):

Standar berfungsi dengan dua cara.  Pertama, standar meningkatkan prestasi kerja, keterbukaan, dan pertanggungjawaban  -
para PMSC.  Kedua, standar mengusir ‘koboy’ dari industri tersebut.  Namun, pengaturan diri tidak merupakan suatu ‘silver 
bullet’ [yaitu penyelesaian persoalan yang sangat efektif] dan menjadi paling efektif dalam konteksnya skema-skema pengaturan 
yang bersambungan satu sama lain maupun saling memperkuat pada tingkat industri, nasional dan internasional.
Kepatuhan dengan standar dalam lingkungan bermusuhan dapat dipantau oleh suatu perhimpunan industri. -
Kalau perlu, suatu badan pengaturan diri dapat mendiskusikan keuntungan dan masalah dalam pengarusutamaan gender  -
secara bilateral dengan perusahaan-perusahaan masing-masing.

Kesadaran terhadap isu-isu gender yang khusus  ■
budaya akan membantu staf menyesuaikan diri 
mereka pada masyarakat tuan rumah dan menjadi 
lebih responsif terhadap lingkungan budaya 
yang didalamnya mereka bekerja, yang dapat 
mempertinggi penerimaan masyarakat terhadap 
keberadaan petugas keamanan swasta.
Penyelenggara perempuan dibutuhkan untuk  ■
melaksanakan penggeledahan terhadap para 
wanita dan mengumpulkan intelijen yang akurat, 
dan mungkin dapat mengambil pendekatan yang 
berbeda dalam pengidentitasan risiko terhadap 
keamanan.
Telah dibuktikan bahwa para pria dan wanita  ■
setempat cenderung menggangap staf 
perempuan sebagai lebih mudah didekati dan 
kurang mengancam, di dalam masyarakat 
tradisional pun.  Jadi, keberadaan staf perempuan 
bisa memperkuat legitimasi suatu perusahaan 
dan operasinya di kalangan masyarakat tuan 
rumah.3  Staf perempuan dapat juga menjadi 
model peran positif untuk wanita setempat yang 
sedang mempertimbangkan menjadi anggota 
lembaga sektor keamanan.

Mengembangkan prosedur staffing dan standar 
tenaga kerja

Kaum pria sangat terlalu terwakili dalam para  ■
PMSC, terutama disebabkan perusahaan 
tersebut umumnya merekrut bekas militer.  
Pengarusutamaan gender dapat mengembangkan 
prosedur-prosedur staffing dan standar tenaga 
kerja dalam PMSC untuk menjamin suatu budaya 
kerja yang bersifat non-diskriminatif dan inklusif.

Mencegah kelakuan yang tidak benar dan 
pelanggaran HAM

Pembiaran dan pembinaan bentuk-bentuk  ■
tertentu kelakuan agresif merupakan sebagian 
dari budaya kelembagaan di banyak PMSC 
dan di waktu lampau dihubungkan dengan 
pelanggaran HAM.  Pelatihan gender yang sesuai 
bagi para penyelenggara PMSC, berdampingan 
dengan pelatihan mengenai hukum humaniter 
internasional (IHL, International Humanitarian 
Law) dan hukum hak asasi manusia, akan 
membantu mencegah pelanggaran HAM serta 
kerusakan atau kerugian pendapatan dan nama 
baik yang dijadikannya.
Penanganan budaya impunitas yang dirasakan  ■
akan bermanfaat bagi nama baik perusahaan-

perusahaan masing-masing dan industri tersebut 
sebagai keseluruhan.

Mengembangkan kordinasi antara badan-badan 
dalam operasi dukungan perdamaian

Banyak klien PMSC, misalnya Perserikatan  ■
Bangsa-Bangsa dan pemerintah-pemerintah 
donor, telah mengarusutamakan keprihatinan-
keprihatinan gender ke dalam operasi 
dukungan perdamaian dan proyek-proyek 
rekonstruksi pasca-konflik mereka, termasuk 
RSK.  Pengikutsertaan pertimbangan gender 
oleh PMSC dapat mengembangkan kordinasi 
mengenai kebijakan gendernya semua aktor 
yang bekerja dalam lingkungan multi-badan yang 
rumit.

Kepatuhan terhadap kewajiban menurut undang-undang 
dan instrumen internasional
Pengambilan prakarsa untuk memadukan isu-isu gender 
ke dalam PMSC bukan sekedar masalah efektivitas 
operasional; pemaduan ini diharuskan untuk mematuhi 
undang-undang, instrumen dan norma internasional dan 
regional tentang keamanan dan gender. Instrumen utama 
meliputi:

Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing (1995) ■
Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 tentang  ■
Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (2000)

Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Lampiran Toolkit 
tentang Undang-Undang dan Instrumen Internasional dan 
Regional.

 
Bagaimana cara gender dapat dipadukan 
ke dalam PMSC?

Tentukan standar dan prosedur yang tanggap 
terhadap gender 
Agar mengembangkan standar-standar untuk 
Perusahaan-perusahaan Militer dan Keamanan 
Swasta (PMSC, Private Military and Security 
Companies) diperlukan suatu pendekatan 
gabungan dengan persyaratan kontrak di satu 
pihak dan proses-proses yang mengatur di pihak 
lain.  Para klien memainkan peran penting dalam 
pembentukan perilaku personil PMSC, terutama 
bila persyaratan kontrak didukung dengan penilaian 
secara teratur.

Padukan isu-isu gender ke dalam kerangka- ■
kerangka pengaturan diri yang sedang timbul 
yang memerintah bagian-bagian industri yang 
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semakin meningkat (lihat Kotak 1).  Penetapan 
dan pemantauan standar dalam bidang gender 
dapat dilaksanakan perdampingan dengan isu-
isu lainnya seperti hak asasi manusia.
Liputi mekanisme kepatuhan dan prosedur  ■
pelaporan internal tentang pelecehan seksual, 
gertakan dan kekerasan berbasis gender (GBV, 
Gender Based Violence) dalam kode-kode 
perilakunya perusahaan dan industri.
Tetapkan mekanisme yang memungkinkan  ■
masyarakat setempat dan/atau personil lainnya 
mengajukan pelaporan tentang kejadian GBV, 
perilakunya yang bersifat diskriminatif atau 
kelakuan yang tidak benar kepada suatu penguasa 
yang tidak memihak yang berkewibawaan untuk 
melakukan investigasi.
Tentukan dan laksanakan kebijakan dan prosedur  ■
yang transparan yang mengatur investigasi 
kelakuan yang tidak benar dan/atau tidak pantas 
dan kegiatan kriminal agar menghapuskan 
impunitas.
Laksanakan pemeriksaan latar belakang  ■
terhadap semua calon personil PMSC, terutama 
untuk menemukan tuntutan pidana, pelanggaran 
HAM dan GBV yang mereka lakukan pada masa 
lampau.

Laksanakan kebijakan dan praktek sumber daya 
manusia (SDM) yang bersifat inklusif dan non-
diskriminatif

Kaji ulang dan, apabila perlu, reformasi proses 
perekrutan dan kebijakan-kebijakan sumber daya 
manusia (SDM) untuk menjamin budaya kerja yang 
bersifat non-diskriminatif dan inklusif, terutama 
dengan menangani isu-isu seperti perekrutan, 
retensi dan promosi wanita; pelecehan seksual; 
dan perilakunya yang bersifat diskriminatif.

Pergunakan banyaknya pengalaman dalam 
kepolisian, tentara dan sektor swasta untuk 
mempromosikan  perekrutan, retensi dan 
kemajuan wanita.

Laksanakan pelatihan gender
Padukan isu-isu gender dan kesadaran gender 
ke dalam pelatihan dasar yang diberikan kepada 
personil PMSC (lihat Kotak 2):

Sesuaikan pelatihan dengan keadaan setempat  ■
tertentu, agar mengoptimalkan keberhasilan 
operasinya.
Libatkan organisasi-organisasi masyarakat sipil,  ■
termasuk kelompok-kelompok wanita, dalam 
perancangan dan penyampaian pelatihan 
gender.
Masukkan ke dalam pelatihan gender: ■

Bagaimana cara merespons kebutuhan  –
khusus klien perempuan maupun pria.
Bagaimana cara saling mempengaruhi  –
korban GBV secara pantas dan efektif.
Kebijakan-kebijakan sumber daya manusia  –
(SDM) internal, terutama norma tentang 
pelecehan seksual.

Pantau dan evaluasi
Para pemerintah harus mengembangkan  ■
mekanisme-mekanisme pemantauan dan 
pelaporan nasional dan internasional untuk 
mengawasi industri PMSC yang mencakup suatu 
fokus terhadap pelanggaran HAM, termasuk 
GBV.
Klien PMSC dapat memantau pemenuhan  ■
persyaratan kontrak melalui pemeriksaan (audit) 
berkala dan prosedur pengendalian mutu lainnya.  
Oleh karena itu, sebagai suatu hal yang sangat 
krusial, para klien harus memasukkan standar-
standar praktek yang baik mengenai isu-isu 
gender ke dalam semua kontrak mereka dengan 
PMSC.

 
Tersedia juga di Tool 10…

Perbahasan akan peranan dan jasa yang tersedia  –
oleh PMSC
Daftar periksa untuk kebijakan mengenai pelecehan  –
seksual
Pola strategi untuk meningkatkan perekrutan dan  –
retensi wanita
Isu-isu gender dalam pengaturan PMSC pada tingkat  –
internasional dan nasional

Tantangan dan peluang selama dan pasca 
konflik

Di negara-negara yang sedang mengalami konflik 
atau dalam keadaan pasca-konflik biasanya 
terjadi kerusakan atau kekurangan jasa pelayanan 
keamanan umum, dan PMSC sering kali menutup 
kekurangan.  Dinamika negara-negara ini sangat 
menarik perhatian akibat terjadinya pelonjakan 
sektor keamanan swasta baru-baru ini dalam 
konteks konflik dan pasca-konflik, terutama di 
Afghanistan dan Irak.

Tantangan bagi pemaduan isu-isu gender
Biasanya tidak ada mekanisme-mekanisme  ■
pemantauan untuk lembaga keamanan, 
terutama PMSC, yang turut menyebabkan 
budaya impunitas yang meluas terhadap GBV 
dan kejahatan lainnya.
Pria, wanita, anak perempuan dan anak laki- ■
laki menghadapi risiko keamanan yang berbeda 
dalam konteks konflik dan pasca-konflik.  Personil 
PMSC diharapkan menjamin perlindungan 
mereka, merespons kebutuhan keamanan 
khusus mereka dan mempertimbangkan hak 
asasi mereka, meski personil tersebut mungkin 
diberikan pelatihan atau pengetahuan latar 
belakang yang tidak cukup untuk melakukan 
tugas-tugas tersebut.
PMSC internasional yang bekerja di lingkungan  ■
konflik dan pasca-konflik, dan juga Perusahaan-
perusahaan Keamanan Swasta (PSC, Private 
Security Companies) setempat di negara-
negara berkembang, cenderung merekrut 
sejumlah pekerja mereka yang paling rentan dan 
gajinya sangat kurang dari kelompok-kelompok 
terpinggirkan dalam dunia berkembang.  Para 
pekerja ini sering kali adalah pria dari pedesaan 
yang miskin dan tidak berpendidikan, banyak 

!
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di antara mereka adalah bekas tentara yang 
telah didemobilisasikan dan direintegrasikan 
secara tidak layak ke dalam masyarakat mereka.  
Tantangan yang sangat sulit disebabkan oleh 
praktek-praktek ini dan harus ditanggulangi oleh 
para donor, pemerintah maupun perusahaan 
masing-masing.

Peluang-peluang untuk pemaduan isu-isu 
gender

PMSC internasional sudah mulai bekerja  ■
dalam bidang-bidang yang baru, seperti RSK; 
perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi; 
dan pembangunan dan penanggulangan 
bencana.  Permintaan PMSC di bidang-bidang 
ini mungkin semakin besar, yang memberikan 
peluang yang penting untuk mengembangkan 
pedoman tentang dimensi-dimensi gender dari 
tugas-tugas tersebut.
Keadaan-keadaan pasca-konflik memberikan  ■
peluang yang tidak ada bandingannya perubahan 
sosial yang didalamnya kerugian yang diderita 
akibat perlakuan diskriminasi berbasis gender 
dapat diganti rugi dan peran-peran gender dapat 
didefinisikan kembali.  Para PMSC bisa ikut 
dalam proses-proses ini dengan menjadi teladan 
yang positif dalam perekrutan dan perlakuan 
yang adil terhadap para wanita.
PMSC merespons kebutuhan klien. Oleh karena  ■
itu, terjadi suatu peluang untuk menciptakan 
standar dan tata aturan yang menjadikan PMSC 
sebagai pasangan kerja dalam operasi-operasi 
keseluruhan.  Para pemerintah dan klien lainnya 
yang menutup kontrak dengan PMSC harus 
mencakup pertanggungjawaban atas pemaduan 
isu-isu gender dalam kontrak-kontrak tersebut.

? Pertanyaan-pertanyaan untuk 
ditanyakan kepada para PMSC dan 
klien-klien mereka

Apakah para pemerintah dan klien lainnya  ■
meminta dengan tegas  pencantuman isu-isu 
gender (seperti pertanggungjawaban atas GBV 
atau pelatihan gender mutlak) dalam kontrak 
dengan para PMSC?  Apakah para PMSC 
mencantumkan isu-isu tersebut atas kehendak 
mereka sendiri?
Apakah isu-isu gender telah dicantumkan dalam  ■
kerangka-kerangka pengaturan nasional dan 
internasional untuk PMSC?
Apakah para PMSC telah menerapkan praktek  ■
kesetaraan kesempatan dan kode perilaku yang 
mencantumkan prosedur untuk mengajukan 
keluhan pelecehan seksual, GBV dan 
diskriminasi?
Apakah ada mekanisme-mekanisme yang  ■
berlaku untuk masyarakat setempat melaporkan 
pelanggaran HAM yang dilakukan PMSC, 
termasuk kejadian GBV?
Apakah mekanisme-mekanisme telah diteapkan  ■
untuk meningkatkan perekrutan, retensi dan 
kemajuan personil wanita?
Apakah isu-isu gender telah dipadukan dalam  ■
pelatihan yang sedang diberikan kepada 
personil PMSC?  Apakah personil PMSC 
diberikan pelatihan khusus tentang kesadaran 
gender, pelecehan seksual serta eksploitasi dan 
penganiayaan seksual?
Apakah personil telah diberikan pelatihan  ■
mengenai cara mengidentifikasi dan menangani 
kebutuhan keamanan dan peradilan tertentu dari 
pria, wanita, anak perempuan dan anak laki-laki 
setempat?
Apakah para PMSC mencantumkan pemeriksaan  ■
latar belakang menyeluruh yang melakukan 
penyaringan terhadap tuntutan pidana, 
pelanggaran HAM dan GBV dalam proses 
perekrutan mereka?

Kotak 2 Pokok-pokok persoalan pelatihan 
gender bagi personil PMSC

Apa artinya ‘gender‘? -
Definisi tugas pokoknya PMSC dan pemahaman dampaknya  -
terhadap wanita dan pria
Mengapa dimasukannya gender dapat meningkatkan  -
kemungkinan keberhasilan operasional
Memandang tugas Anda dengan kaca mata gender –  -
bagaimana cara memasukkan perspektif gender ke dalam 
upaya operasional keamanan Anda
Menangani gender dalam RSK (misalnya, melalui pelaksanaan  -
bekerja sama dengan organisasi-organisasi wanita setempat, 
perekrutan wanita ke dalam pasukan keamanan)
Bagaimana cara bekerja sama dengan dan melindungi  -
anggota-anggota masyarakat tuan rumah Anda baik 
perempuan maupun pria
Apa artinya GBV?  Dengan cara apa GBV dapat ditangani? -
Kode-kode perilaku perusahaan dan kebijakan ‘zero tolerance’  -
pada pelecehan seksual, kelakuan seksual yang tidak benar 
dan kelakuan seksual yang tidak sopan
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1Pendahuluan
Proses-proses reformasi menyiratkan akan 
adanya perubahan. Untuk memastikan bahwa 
perubahan itu mencapai hasil-hasil dan dampak 
yang direncanakan, metode pengukuran yang 
berbeda telah dikembangkan oleh praktisi, para 
pembuat kebijakan dan akademia. Perlunya 
untuk mengintegrasikan penilaian, pemantauan 
dan evaluasi komprehensif ke dalam reformasi 
sektor keamanan (RSK) dinyatakan di seluruh 
persuratan yang ada.1  Pengintegrasian perspektif 
gender ke dalam proses-proses ini penting untuk 
menimbulkan sektor keamanan yang responsif 
terhadap kebutuhan keamanan dan keadilan pria, 
wanita, anak lelaki dan anak perempuan.
 
Alat (Tool) ini akan mengkaji dua dimensi dari 
penilaian, pemantauan dan evaluasi (M&E, 
monitoring and evaluation) yang responsif gender. 
Pertama, tool ini meneliti kerangka kerja penilaian 
RSK dan strategi pemantauan dan evaluasi yang 
ada, serta bagaimana cara mengintegrasikan 
perspektif gender dalam alat dan pendekatan yang 
berbeda.  

Kedua, tool ini membicarakan inisiatif-inisiatif 
pengarusutamaan gender di lembaga-lembaga 
sektor keamanan, termasuk cara melaksanakan 
audit gender dan M&E pengarusutamaan gender. 
Proses-proses pengumpulan data yang inklusif 
dan partisipatif; kerjasama dan koordinasi 
antardepartemen; pengumpulan dan penggunaan 
data yang dipisahkan menurut jenis kelamin, usia 
dan etnisitas; manajemen berbasis hasil (RBM, 
Results Based Management) yang responsif 
gender; indikator-indikator yang sensitif gender, dan 
wawancara dalam fokus group adalah alat-alat dan 
metode-metode yang dikemukakan dan dibicarakan 
dalam publikasi ini.

Tool ini mencakup:
Pengantar pada penilaian, pemantauan dan  ■
evaluasi
Dasar pikiran di belakang pengintegrasian isu- ■
isu gender dan cara pengintegrasian tersebut 
bisa memperkuat dan mempertinggi penilaian 
dan M&E

Titik-titik masuk untuk pengarusutamaan gender  ■
ke dalam penilaian dan M&E atas RSK
Bagaimana cara melaksanakan audit gender  ■
terhadap lembaga-lembaga sektor keamanan 
serta memantau dan mengevaluasi dampak 
inisiatif-inisiatif pengarusutamaan gender
Rekomendasi-rekomendasi pokok ■

Sumber daya tambahan ■

Kelompok sasaran dari tool ini mencakup personil 
yang bertanggungjawab atas RSK di lembaga-
lembaga sektor keamanan, pemerintah negara, 
organisasi dan donor internasional dan regional, 
dan organisasi-organisasi masyarakat sipil. Tool 
ini juga dirancangkan bagi staf dalam organisasi-
organisasi tersebut yang bertanggungjawab atas 
pengarusutamaan gender dalam sektor keamanan. 
Di samping kajian meja (desk review) terhadap 
sumber daya yang ada, tool ini menghimpun 
masukan (input) dari para ahli yang bekerja di bidang 
gender dan RSK, yang dikumpulkan dalam diskusi 
virtual global yang dihadiri oleh 160 peserta.2 

2 Apa itu pelatihan 
gender bagi aparat sektor 
keamanan?
Di bidang RSK yang agak baru, berbagai kerangka 
kerja dan metodologi yang berbeda sedang 
digunakan untuk menilai kebutuhan dan mengukur 
dampak . Kerangka kerja dan metodologi itu berubah 
tergantung pada para aktor, seperti lembaga 
sektor keamanan, donor, anggota parlemen atau 
organisasi masyarakat sipil (OMS) masing-masing, 
dan lembaga keamanan spesifik yang diteliti. Sektor 
keamanan tidak homogen. Sektor keamanan 
terdiri dari institusi yang beragam dan rumit, yang 
menjalani fungsi-fungsi keamanan dan peradilan 
yang berbeda dan melaksanakan berbagai proses 
untuk memastikan akuntabilitas internal.

Penilaian, Pemantauan dan 
Evaluasi terhadap Reformasi 
Sektor Keamanan dan Gender
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Walaupun ada berbagai pemahaman tentang 
penilaian, pemantauan dan evaluasi yang berbeda, 
definisi-definisi yang akan digunakan dalam tool ini 
adalah:

Penilaian (assessment) adalah proses pengumpulan 
data secara sistematis yang bertujuan mencerminkan 
keadaan tertentu.  Proses ini mengkaji konteksnya, 
termasuk faktor, aktor, risiko dan kebutuhan yang 
berbeda, agar menentukan tujuan program dan 
garis dasar untuk pemantauan dan evaluasi (M&E) 
di masa depan.

Penilaian RSK, menurut OECD-DAC, dapat 
diterangkan sebagai suatu ‘Proses konsultasi, 
pengumpulan dan analisis informasi … [dan suatu] 
metodologi yang meliputi pengukuran konteks 
lokal dan pengidentifikasian prioritas dukungan 
bagi pembangunan keamanan dan peradilan’.3  

Dalam tool ini, penilaian akan merujuk semata-
mata kepada analisis yang dilakukan sebelum 
pelaksanaan proses-proses RSK.

Lembaga-lembaga seperti OECD-DAC, Bank 
Dunia, Institut Clingendael dan lain-lain telah 
mengembangkan metodologi dan pedoman untuk 
penilaian RSK, dengan mengidentifikasinya sebagai 
suatu aktivitas penting dalam pembangunan dan 
pelaksanaan proses RSK.4 Tujuan penilaian RSK 
adalah untuk memperoleh pengetahuan mengenai 
para pemangku kepentingan (stakeholders) 
lokal, regional dan internasional, para penyedia 
keamanan dan peradilan spesifik, serta kebutuhan 
keamanan dan peradilan spesifik dari penduduk. 
Data yang dikumpulkan dari penilaian dapat 
disisipkan ke dalam perundang-undangan, proses 
perencanaan, anggaran, laporan, serta kebijakan 
dan layanan yang ada.  Penilaian yang menyeluruh 
dan partisipatif bisa memungkinkan proses-proses 
RSK yang berkelanjutan dan efektif dengan 
menyediakan informasi yang akurat tentang macam 
dan jenis reformasi yang diperlukan.

Audit gender adalah analisis terhadap ketanggapan 
(responsiveness) lembaga atau konteks spesifik 
terhadap gender. Dalam konteks lembaga sektor 
keamanan, audit adalah suatu kegiatan peningkatan 
mutu (assurance) yang independen dan objektif yang 
dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan 
operasi organisasi. Audit membantu organisasi 
mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan 
sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan 
meningkatkan efektifitas manajemen risiko, 
pengendalian dan proses tata kelola.’5 Audit 
gender dapat diterapkan pada lembaga-lembaga 
sektor keamanan untuk mengarahkan proses 
pengarusutamaan gender dengan menentukan 
kebutuhan dan menyediakan data dasar.  Audit 
gender menganalisis pengintegrasian isu-isu 
gender pada tingkat kebijakan, struktur, anggaran 
dan personil, termasuk persepsi dan pemahaman 

masyarakat tentang gender dalam lembaga-
lembaga mereka sendiri serta partisipasi yang 
setara dalam proses pengambilan keputusan. Audit 
gender dapat dilakukan secara independen atau 
sebagai bagian dari penilaian RSK yang responsif 
gender.

Pemantauan (monitoring) adalah ‘fungsi 
berkesinambungan yang terutama bertujuan 
memberikan umpan balik secara berkala kepada 
manajer dan pemangku kepentingan utama serta 
indikasi awal tentang tercapainya kemajuan atau 
ketiadaan kemajuan dalam pencapaian hasil yang 
direncanakan.  Pemantauan melacak kinerja atau 
keadaan aktual dibandingkan dengan hasil yang 
direncanakan atau diharapkan menurut standar-
standar yang telah ditentukan terlebih dahulu. Pada 
umumnya pemantauan melibatkan pengumpulan 
dan penganalisisan data mengenai proses 
pelaksanaan, strategi-strategi dan hasil, serta 
penganjuran langkah-langkah perbaikan.’6

Pemantauan adalah suatu bentuk pengelolaan 
proses-proses RSK untuk mengevaluasi apakah 
inisiatif yang diambil menghasilkan dampak yang 
diharapkan, yaitu apakah tujuan program sedang 
dipenuhi.  Strategi dan alat yang berbeda dapat 
digunakan untuk memonitor RSK. Data yang 
dikumpulkan selama proses ini dapat diukur 
terhadap data dasar (baseline data) awal yang 
dikumpulkan selama penilaian untuk mengukur 
perubahan.

Indikator adalah ‘suatu alat pengukur yang 
membantu menjawab pertanyaan tentang berapa 
besarnya, atau apakah ada, kemajuan ke arah 
tujuan tertentu.’7  Pada umumnya, indikator-indikator 
menyatakan perubahan, pencapaian dan dampak 
sebagai angka-angka kualitatif atau kuantitatif yang 
dapat diukur.  Indikator-indikator dapat ditentukan 
dalam tahap awal SSR dan kemudian digunakan 
sebagai alat pemantauan dan evaluasi untuk 
menentukan apakah tujuan SSR sedang dipenuhi.

Evaluasi adalah ‘penilaian sistematis dan objektif 
atas proyek, program atau kebijakan yang sedang 
berlangsung atau sudah selesai, termasuk desain, 
pelaksanaan dan hasilnya.Tujuannya adalah untuk 
menentukan relevansi dan pemenuhan tujuan serta 
efisiensi, efektivitas, dampak dan keberlanjutan 
pengembangan. Evaluasi harus memberikan 
informasi yang kredibel dan berguna, yang 
memungkinkan pemaduan pelajaran yang dipetik 
ke dalam proses pengambilan keputusan penerima 
dan donor. Evaluasi juga mengacu pada proses 
penentuan nilai atau makna dari suatu kegiatan, 
kebijakan atau program.’8

Untuk tujuan tool ini, evaluasi didefinisikan 
sebagai sebuah aktivitas yang berlangsung pada 
akhir sebuah program, proyek, atau kegiatan.  
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Pembandingan kinerja dengan tujuan dan standar 
yang ditentukan terlebih dahulu dan pemeriksaan 
hasil aktual versus hasil yang diharapkan 
memungkinkan pengidentifikasian keberhasilan 
dan kekurangan.Oleh karena itu, evaluasi SSR 
dapat menentukan praktek-praktek baik dan buruk 
yang harus mengarahkan (inform) kegiatan lanjutan 
serta program/proyek di masa depan di bidang yang 
sama.

Penilaian, pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk 
menjadikan SSR suatu proses yang transparan, 
efektif dan efisien yang membantu membangun 
kepercayaan dan akuntabilitas dari para pemangku 
kepentingan dan lembaga-lembaga keamanan.

Para aktor yang terlibat dalam penilaian, 
pemantauan dan evaluasi RSK meliputi:

Para anggota parlemen ■

Mekanisme-mekanisme pemantauan  ■
internasional dan regional
Para donor  ■

Lembaga-lembaga sektor keamanan ■

Badan-badan independen termasuk ombudsman/ ■
komisi
Organisasi-organisasi masyarakat sipi ■

Pengumpulan data yang komprehensif dan 
pengetahuan tentang konteks dan kemampuan 
membentuk dasar bagi pelaksanaan sistematis 
program, proyek dan reformasi di masa depan.  
Meskipun demikian, SSR sering dilakukan dalam 
konteks di mana pengumpulan data merupakan 
tantangan atau tidak ada, seperti dalam masyarakat 
pasca-konflik atau transisional.

Tantangan umum mengenai penilaian, 
pemantauan dan evaluasi:

Kurangnya data, terutama dalam konteks pasca- ■
konflik.
Kurangnya infrastruktur untuk mengumpulkan  ■
data. 
Kurangnya kemauan politik untuk menyediakan  ■
sumber daya keuangan dan manusia yang 
memadai.
Kurangnya waktu yang cukup untuk  ■
mengumpulkan data yang handal, benar dan 
representatif.

Kurangnya sumber daya keuangan.  ■

Kurangnya keahlian dan sumber daya manusia  ■
(SDM).
Kerahasiaan data, terutama di lembaga-lembaga  ■
keamanan seperti militer dan intelijen.

3 Mengapa gender 
penting untuk penilaian, 
pemantauan dan evaluasi 
RSK?

Gender merujuk pada peran dan hubungan, ciri kepribadian, 
sikap, perilaku dan nilai-nilai tertentu yang dihubungkan 
oleh masyarakat dengan laki-laki dan perempuan.  Karena 
itu, ‘gender’ merujuk pada perbedaan yang dipelajari antara 
pria dan wanita, sedangkan ‘seks’ merujuk pada perbedaan 
biologis antara laki-laki dan perempuan.  Peran-peran gender 
bervariasi secara luas di dalam dan antar budaya dan dapat 
berubah seiring waktu. Gender merujuk bukan hanya pada 
perempuan atau laki-laki tetapi juga pada hubungan antara 
mereka.

Pengarusutamaan gender adalah proses penilaian implikasi 
bagi  perempuan dan laki-laki dari setiap tindakan yang 
direncanakan, termasuk legislasi, kebijakan atau program, di 
semua bidang dan pada semua tingkatan.9

Pengintegrasian isu-isu gender ke dalam proses 
penilaian, pemantauan dan evaluasi atas RSK, 
selain diamanatkan oleh undang-undang dan 
instrumen internasional dan regional, dapat 
memperkuat penyediaan layanan keamanan dan 
peradilan, mendukung proses RSK yang partisipatif 
dan membangun lembaga-lembaga sektor 
keamanan non diskriminatif dan representatif, yang 
mempromosikan HAM.  Sayangnya, kerangka 
kerja dan metodologi penilaian, pemantauan dan 
evaluasi atas RSK yang ada sering tidak meliputi 
isu-isu gender secara komprehensif.

Kepatuhan terhadap kewajiban menurut undang-undang dan 
instrumen internasional

Pemaduan gender ke dalam penilaian, pemantauan dan 
evaluasi  atas RSK diperlukan untuk mematuhi undang-
undang, instrumen dan norma internasional dan regional 
tentang keamanan dan gender.  

Lihat Alat-alat tentang Pengawasan 

Parlementer terhadap Sektor Keamanan 

dan Gender serta Alat tentang Pengawasan 

Masyarakat Sipil atas Sektor Keamanan dan 
Gender

Lihat Alat tentang RSK dan Gender
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Instrumen-instrumen pokok meliputi: 
Deklarasi dan Rencana Aksi Beijing (1995)
Deklarasi Windhoek dan Rencana Aksi Namibia tentang 
‘Pengarusutamaan Perspektif Gender ke dalam Operasi 
Dukungan Perdamaian Multidimensional’ (2000)
Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 tentang 
Wanita, Perdamaian dan Keamanan (2000) 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Lampiran Toolkit 
tentang Undang-Undang dan Instrumen Internasional dan 
Regional.

3.1 Memperkuat penyediaan keamanan 
dan keadilan

Lembaga-lembaga sektor keamanan memiliki 
mandat untuk memberikan keamanan dan keadilan 
bagi pria, wanita, anak laki-laki dan perempuan.
Untuk memenuhi mandat ini, proses reformasi perlu 
disesuaikan untuk mempertimbangkan kebutuhan 
keamanan dan keadilan yang berbeda bagi semua 
anggota populasi (lihat Kotak 1).Proses-proses 
penilaian, pemantauan dan evaluasi atas RSK yang 
responsif gender akan memberikan informasi yang 
lebih akurat yang memungkinkan proses-proses 
reformasi untuk dirancang dan diterapkan untuk 
memenuhi kebutuhan pria, wanita, anak perempuan 
dan anak laki-laki.

Kebutuhan keamanan, persepsi, peran dan 
partisipasi dalam pengambilan keputusan berbeda, 
sesuai dengan peran gender sosial budaya.10  
Wanita, pria, anak perempuan dan anak laki-
laki menghadapi ancaman dan hambatan yang 
berbeda terhadap keamanan dan kemampuan 
mengakses keadilan.  Dari ancaman perdagangan 
manusia, kekerasan geng, dan kekerasan anti-gay 
sampai dengan pelecehan seksual di tempat kerja, 
kekerasan berbasis gender (GBV, Gender-Based 
Violence) adalah ancaman global utama terhadap 
keamanan manusia. Bentuk-bentuk ketidakamanan 
ini perlu diperhitungkan dalam pereformasian 

sektor keamanan dan institusinya. Penilaian yang 
responsif gender dapat memberikan informasi 
yang diperlukan untuk menentukan secara efektif 
reformasi-reformasi mana yang harus diutamakan 
untuk mencegah dan merespon GBV. Pada 
gilirannya, pemantauan dan evaluasi yang responsif 
gender dapat menentukan dampak spesifik dari 
reformasi terhadap pria, wanita, anak perempuan 
dan anak laki-laki, dan menentukan apakah tujuan 
kesetaraan gender sedang dipenuhi.
 

3.2 RSK yang inklusif dan partisipatif

Menurut OECD-DAC, lembaga-lembaga sektor 
keamanan dan proses RSK seharusnya ‘berpusat 
pada rakyat, dimiliki masyarakat lokal (locally-
owned) dan berdasarkan pada norma-norma 
demokrasi, pada prinsip-prinsip HAM yang diterima 
secara internasional dan pada aturan hukum (rule 
of law)’.12 Kebanyakan masyarakat mempunyai 
hubungan kekuasaan yang tidak setara antara 
laki-laki dan perempuan yang menghasilkan 
representasi, partisipasi dan pengecualian yang tidak 
seimbang.  Langkah-langkah untuk meningkatkan 
partisipasi kelompok-kelompok terpinggirkan 
seperti: perempuan; minoritas etnis dan penduduk 
asli; orang-orang miskin; orang-orang lesbian, gay, 
bisexual dan transgender (LGBT); para pengungsi 
dan orang-orang terlantar (IDP, Internally Displaced 
People), dll, dapat meningkatkan akurasi data yang 
dikumpulkan dalam proses penilaian, pemantauan 
dan evaluasi.  

Peningkatan partisipasi juga dapat membangun 
kepercayaan sipil dan kepemilikan lokal dalam 
proses RSK dan lembaga-lembaga sektor 
keamanan tertentu. Pembentukan RSK pada dasar 
inklusif juga meningkatkan kesinambungan dan 
efektivitas proses reformasi.

Salah satu isu pokok untuk pemantauan – 
khususnya dari perspektif gender – adalah untuk 

melibatkan para mitra dalam penelaahan, penilaian 
dan evaluasi sementara atas RSK.  

Kotak 1 Alasan-alasan Bank Dunia untuk dimasukkannya penilaian gender ke 
dalam proyek keadilan Peru

‘Ketika menyiapkan Justice Services Improvement Project (Proyek Perbaikan Layanan Peradilan), menjadi jelas bagi tim Bank bahwa 
banyak kelemahan dari sistem peradilan lebih menyakiti wanita daripada pria.  Karena wanita Peru kurang berpendidikan daripada 
pria, mereka kurang berpengetahuan mengenai hukum dan hak-hak hukum mereka. Ketergantungan ekonomi mereka pada pasangan 
pria mereka juga membuat mereka enggan memanfaatkan pengadilan, termasuk dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. 
Dengan dipertimbangkan tanggung jawab wanita dalam keluarga, sistem peradilan keluarga, dengan peraturan tentang hak asuh 
anak, pembubaran perkawinan dan uang nafkah, terutamanya penting bagi mereka.  Namun sistem itu sangat disfungsional, dengan 
persidangan di pengadilan yang melarut dan keputusan pengadilan yang dibuat tidak berdasarkan pengetahuan.  

Mengingat temuan awal ini, tim Bank Dunia memutuskan untuk melakukan penilaian gender sebagai bagian dari persiapan proyek, 
dengan fokus pada pengidentifikasian masalah-masalah akses dan hambatan.’11
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Keterlibatan semacam itu tidak hanya 
meningkatkan keterlibatan (kepemilikan) dan 

kapasitas lokal, tetapi juga membantu memberikan 
umpan balik dan masukan (input) yang lebih 

langsung pada proses RSK.
Sehubungan dengan ini, adalah sangat penting 
bahwa SSR dipandang sebagai suatu proses.’

Luc van der Goor, Kepala Unit Penelitian Konflik, 
Institut Clingendael 13

Organisasi-organisasi wanita dan para ahli gender 
juga dapat memberikan keahlian yang berharga 
pada proses-proses penilaian, pemantauan dan 
evaluasi atas RSK.

3.3  Bangun lembaga-lembaga 
keamanan yang representatif dan 
nondiskriminatif yang mempromosikan 
HAM

Reformasi sektor keamanan bertujuan untuk 
mengubah lembaga-lembaga sektor keamanan 
menjadi entitas yang lebih akuntabel, transparan, 
demokratis dan efektif.  Dari perspektif gender, 
ini juga berarti bahwa RSK harus mendukung 
langkah-langkah yang mengurangi diskriminasi dan 
pelanggaran HAM oleh lembaga-lembaga sektor 
keamanan dan meningkatkan partisipasi wanita dan 
kelompok-kelompok yang kurang terwakili lainnya.
 
Sayangnya, lembaga-lembaga sektor keamanan di 
banyak negara mempunyai kebijakan dan praktek 
yang diskriminatif terhadap wanita, terhadap pria dari 
kaum minoritas etnis atau keagamaan, dan terhadap 
orang-orang LGBT dan lain-lain. Personil sektor 
keamanan juga dapat menjadi pelaku pelanggaran 
HAM, termasuk pelecehan seksual dan bentuk-
bentuk GBV lainnya.  Sebagai contoh, pada tahun 
2006, sebuah studi independen yang ditugaskan 
oleh Kementrian Pertahanan Inggris menemukan 
bahwa lebih dari dua pertiga wanita militer sudah 
mengalami pelecehan seksual secara langsung.14  

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB) juga mengakui berbagai tuduhan GBV 
terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB yang 
ditugaskan pada misinya.  

‘Laporan mengenai eksploitasi dan penganiayaan 
seksual oleh personil PBB terhadap orang-orang 
yang rentan – sering kali orang-orang yang pekerja 
PBB tersebut harus melindungi – telah muncul 
selama bertahun-tahun.’15  

Meskipun upaya-upaya yang semakin meningkat 
untuk memantau tuduhan ini,16 skandal eksploitasi 
dan penganiayaan seksual yang dilakukan oleh 
personel penjaga perdamaian terus dilaporkan 
dari berbagai misi dan negara. Pengintegrasian 
pertanyaan-pertanyaan tentang diskriminasi dan 

pelanggaran HAM dalam penilaian, pemantaun 
dan evaluasi atas RSK dapat mengungkap praktek-
praktek negatif ini dan menyoroti reformasi yang 
diperlukan.  Dalam kasus-kasus tertentu, penilaian 
spesifik atas pelecehan seksual atau kekerasan 
dalam rumah tangga juga dapat menjadi inisiatif 
yang bermanfaat.

Saat ini, lembaga-lembaga sektor keamanan 
mempunyai keterwakilan pria yang berkelebihan. 
Bahkan di negara-negara dengan paritas gender 
yang tinggi dalam tenaga kerja, perempuan tetap 
kurang terwakili: di Norwegia hanya 6,4% dari 
polisi dan 21,07% dari angkatan bersenjata adalah 
wanita.17  Keterwakilan pria yang berkelebihan ini 
juga ada dalam operasi pemeliharaan perdamaian 
PBB, di mana perempuan merupakan kurang dari 2% 
dari personil militer dan kurang dari 5% dari polisi.18  

Peningkatan partisipasi perempuan dan kelompok 
yang kurang terwakili lainnya dapat memperkuat 
kepercayaan umum dan legitimasi lembaga-lembaga 
sektor keamanan. Sebagai contoh, telah ditunjukkan 
bahwa organisasi kepolisian homogen yang bekerja 
dalam masyarakat beragam merupakan salah satu 
faktor yang dapat menyebabkan ketegangan dan 
konflik internal karena polisi tidak dianggap sah oleh 
masyarakat luas, yang dapat mendorong kesebalan 
dan ketidakpercayaan.19 

Penilaian yang responsif gender terhadap sektor 
keamanan dapat mencakup pengumpulan data 
mengenai jumlah pria dan wanita dalam lembaga-
lembaga sektor keamanan dan pangkat/jabatan 
masing-masing yang mereka duduki.  

Selain itu, pertanyaan-pertanyaan tentang hambatan 
untuk perekrutan, retensi dan kemajuan wanita 
dapat ditanyakan.  Hal ini memberikan data dasar 
pokok yang bisa dimanfaatkan dalam pemantaun 
dan evaluasi atas isu-isu penting ini.  Selain itu, 
audit gender terhadap lembaga-lembaga sektor 
keamanan dapat menghadapi berbagai macam 
isu-isu gender internal dan membantu lembaga 
mengidentifikasi kesenjangan, praktek yang baik 
dan buruk dan ruang untuk perbaikan.

4 Mengapa gender 
penting untuk penilaian, 
pemantauan dan evaluasi 
RSK?

Bagian berikut ini berisi informasi praktis dan contoh-
contoh mengenai empat topik yang berbeda:
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Bagaimana gender dapat diintegrasikan ke 1. 
dalam penilaian RSK ?
Bagaimana gender dapat diintegrasikan ke 2. 
dalam pemantauan dan evaluasi atas RSK?
Bagaimana audit gender terhadap lembaga-3. 
lembaga sektor keamanan dapat dilakukan?
Bagaimana inisiatif pengarusutamaan gender 4. 
dalam lembaga-lembaga sektor keamanan 
dapat dipantau dan dievaluasi?

Mekanisme-mekanisme dan proses-proses untuk 
menilai, memantau dan mengevaluasi RSK sangat 
spesifik konteks dan aktor.  Belum ada proses 
standar atau sejumlah besar pelajaran yang dipetik 
karena banyak inisiatif cukup baru. Selain itu, ada 
isu-isu gender tertentu yang sangat spesifik konteks 
dan budaya. Oleh karena itu, adalah penting bahwa 
saran-saran berikut disesuaikan dengan konteks 
lokal.
 
Bila mengambil inisiatif untuk mengintegrasikan 
isu-isu gender, adalah penting untuk mengingat 
tantangan potensial yang mungkin muncul (lihat 
Kotak 2).  Tantangan-tantangan ini menekankan 
kebutuhan untuk mempertimbangkan isu-isu gender 
dari awal perancangan program untuk menjamin 
alokasi waktu dan sumber daya yang memadai.  
Alat ini juga bertujuan untuk menawarkan strategi-
strategi untuk mengatasi tantangan-tantangan yang 
terdaftar:

4.1 Bagaimana gender dapat 
diintegrasikan ke dalam penilaian 
RSK?

Proses RSK sering dimulai secara strategis dengan 
penilaian awal, yang bertujuan untuk menganalisis 
kebutuhan keamanan, risiko dan ancaman, 

tantangan, aktor utama dan titik-titik masuk dalam 
konteks tertentu. Kerangka kerja dan alat-alat yang 
berbeda bertujuan untuk menganalisa kebutuhan 
dan aktor yang berkaitan dengan keamanan dengan 
tujuan mengumpulkan data dasar untuk memandu 
proses reformasi.  Seringkali kerangka kerja ini tidak 
cukup meliputi isu-isu gender (lihat Kotak 3).20

Siapa yang menilai?
Penilaian RSK yang komprehensif dapat dilakukan 
oleh berbagai aktor seperti negara-negara donor 
atau mitra bersama dengan lembaga-lembaga 
nasional dan lokal, dan organisasi masyarakat sipil. 
Dibandingkan dengan mekanisme-mekanisme 
pemantauan (lihat Bagian 4.2.), peranan dan 
tanggung jawab pihak yang melakukan penilaian 
tidak begitu jelas. Penilaian bersama yang 
melibatkan kerjasama dan koordinasi antara para 
pemangku kepentingan lokal dan internasional 
telah ditekankan sebagai bermanfaat bagi penilaian 
RSK.22 Meskipun demikian, kepemilikan lokal 
harus diutamakan. Kebanyakan data dikumpulkan 
pada tingkat nasional melalui lembaga-lembaga 
lokal, seperti rumah sakit, sekolah dan kotamadya 
yang mengumpulkan arsip melalui survei rumah 
tangga, wawancara dan pendaftaran (misalnya 
daftar pemilihan). Data ini dapat diringkas untuk 
menghasilkan statistik pada tingkat nasional.23

Para aktor eksternal, seperti negara-negara donor 
dan organisasi-organisasi internasional, dapat 
memulai dan mendukung proses pengumpulan 
data sebagai bagian dari dukungan mereka pada 
upaya-upaya RSK. Sebuah tim yang terdiri dari para 
ahli nasional dan internasional dapat membantu 
untuk menyeimbangkan perspektif-perspektif yang 
berbeda. Para OMS termasuk organisasi wanita 
dapat menjadi mitra-mitra utama dalam pelaksanaan 
penilaian. Untuk memastikan bahwa tim penilaian 
responsif terhadap gender:

Kotak 3 Kerangka gender dan penilaian

‘Variabel gender tidak diliputi dalam sebagian besar kerangka kerja. Ini sebagian disebabkan oleh (i) kecenderungan umum untuk 
menyamakan gender dengan perempuan, (ii) kurangnya data dan informasi tentang dampak ‘bergender’ neksus pembangunan, 
konflik dan kemiskinan, dan (iii) fakta bahwa ketika dan jika gender ditangani, gender biasanya tercakup dalam isu-isu atau indikator 
sosial, daripada diarusutamakan di seluruh analisis.’21

Kotak 2 Tantangan-tantangan untuk pemaduan isu gender ke dalam penilaian, 
pemantauan dan evaluasi

Saat ini kelompok-kelompok tertentu seperti wanita, anak lelaki dan anak perempuan tidak kelihatan dalam kebijakan dan    ■
pemrograman RSK.
Kurangnya kesadaran gender dan kapasitas tim-tim penilaian, pemantauan dan evaluasi RSK.  ■
Kesulitan mengumpulkan data mengenai isu-isu sensitif seperti GBV. ■
Pengurangan pelaporan GBV banyak terjadi – sering disebabkan oleh tabu dan stigma sosial. ■
Sumber daya keuangan tidak dialokasikan untuk melaksanakan audit gender, atau pemantauan dan evaluasi atas inisiatif  ■
pengarusutamaan gender.
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Tambahkan keahlian gender dalam kerangka  ■
acuan bagi tim penilaian dan integrasikan 
setidaknya satu anggota yang berkeahlian 
gender.
Pertimbangkan pengarahan atau pelatihan  ■
gender bagi tim penilaian, termasuk metodologi-
metodologi tertentu untuk mengumpulan data 
tentang GBV dan data dari wanita dan anak 
perempuan.
Kumpulkan tim penilai campuran pria dan wanita,  ■
idealnya campuran para ahli internasional dan 
lokal dari berbagai kelompok sosial, etnis, agama 
dan minoritas.
Pekerjakan penerjemah baik perempuan maupun  ■
pria.

Apa yang dinilai?
Pelaksanaan penilaian yang komprehensif atas 
sektor keamanan merupakan tantangan karena 
jumlah dan keragaman lembaga yang terlibat. Selain 
analisis umum dari konteks negara, penilaian harus 
bertujuan untuk menjawab pertanyaan:
1.  Tata pengelolaan apa yang ada dan berapa besar 

kapasitas lembaga-lembaga sektor keamanan?  
Apa kesenjangan utama?  Reformasi apa yang 
harus diprioritaskan?

Pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan 
gender: Berapa persen dan masing-masing 
posisinya staf perempuan dan laki-laki? Apakah 
GBV secara efektif sedang dicegah, direspons 
dan diberi sanksi?  Apakah pelanggaran HAM, 
termasuk GBV, sedang dilakukan oleh aparat 
sektor keamanan? Apakah lembaga-lembaga 
sektor keamanan bekerja sama dengan OMS, 
termasuk organisasi wanita?

2. Apa saja kebutuhan, persepsi dan prioritas 
keamanan dan keadilan yang berbeda dari 
pria, wanita, anak perempuan, anak lelaki dan 
komunitas?

Pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan 
gender: Apa saja jenis dan tingkat GBV, 
termasuk terhadap pria dan anak lelaki?  Apakah 
pria, wanita, anak perempuan dan anak laki-laki 
mempunyai akses yang sama pada lembaga/

mekanisme keamanan dan keadilan? Jenis 
reformasi apa yang diprioritaskan oleh pria dan 
wanita? Strategi/inisiatif lokal non pemerintah 
apa yang ada untuk memberikan keamanan dan 
keadilan?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, 
berbagai pemangku kepentingan utama perlu 
dikonsultasikan, termasuk staf laki-laki dan 
perempuan dari:24

Para penyedia peradilan dan keamanan negara:  ■
seperti polisi, militer, pengelolaan perbatasan, 
kementerian pemerintah.
Para penyedia peradilan dan keamanan  ■
non negara: seperti pengadilan tradisional, 
perusahaan- perusahaan keamanan swasta, 
organisasi wanita.
Para aktor yang berdampak pada tata  ■
pemerintahan sistem keamanan: seperti para 
anggota parlemen dan politisi, tokoh-tokoh etnis, 
kementerian-kementerian pemerintah yang 
bertanggung jawab atas urusan perempuan atau 
keluarga.
Para aktor masyarakat sipil: organisasi-organisasi  ■
wanita pedesaan dan perkotaan; para serikat 
buruh; organisasi-organisasi pemuda; kelompok-
kelompok advokasi anak-anak; asosiasi-asosiasi 
pribumi, etnis dan minoritas lainnya; lembaga-
lembaga riset; organisasi –organisasi agama.
Para aktor internasional dan regional: seperti  ■
PBB, OSCE, lembaga-lembaga donor, organisasi-
organisasi wanita internasional dan regional.

Adalah penting untuk menghindari penilaian yang 
lingkupnya terlalu sempit dan dengan demikian 
tidak mempertimbangkan isu-isu pokok yang akan 
mempengaruhi keberhasilan program.25  Bahkan 
penilaian RSK yang berfokus pada satu sektor, 
misalnya kepolisian, perlu mengingat:

Kebutuhan keamanan khusus pria, wanita, anak  ■
perempuan dan anak laki-laki.
Masalah-masalah tata pemerintahan dan  ■
pengawasan, termasuk kementerian-
kementerian, para anggota parlemen, OMS-
OMS.

Kotak 4 Kesulitan pengumpulan data di Albania

‘Di Albania, di antara penduduk di sebelah utara negara itu dan beberapa kelompok etnis, [salah satu tantangan utama] adalah 
akses kepada wanita dan anak perempuan untuk menilai gagasan, keyakinan dan praktik aktual mereka.  Orang pria mencegah 
anak perempuan dan istri mereka dari menghadiri wawancara dan bertemu dengan orang-orang di luar rumah.Dibutuhkan banyak 
waktu dan kesabaran untuk diizinkan berbicara dengan wanita dan anak perempuan.  Para pria harus mempercayai organisasi atau 
pewawancara.  
Pada umumnya, anak-anak dan pemuda diajarkan untuk menjawab dalam satu cara yang dapat diterima oleh orang tua atau pengajar 
mereka.  Hal ini telah ditemukan selama penelitian dan survei terhadap pengalaman anak-anak atas hak-hak mereka dan tingkat 
kekerasan yang mereka alami sehari-hari di sekolah, rumah dan institusi.’28
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Kolaborasi dengan lembaga-lembaga sektor  ■
keamanan lain, termasuk sistem peradilan, 
badan-badan intelijen, dan badan-badan layanan 
perbatasan.
Kolaborasi dengan sektor lain, misalnya  ■
pendidikan dan kesehatan. 

Bagaimana menilai?
Kajian meja atas catatan yang ada dapat menjadi 
titik mula yang baik untuk penilaian RSK, diikuti 
dengan wawancara-wawancara semi terstruktur, 
kelompok fokus dan survei.26 Pemaduan beragam 
sumber informasi, misalnya survei rumah tangga 
dan survei kesehatan demografis, dapat membantu 
menghubungkan isu-isu yang saling terkait seperti 
kesehatan dan kemiskinan dengan masalah-
masalah keamanan. Namun, adalah penting bahwa 
metode-metode pengumpulan data dan sumber 
informasi yang berbeda dikoordinasikan dengan 
baik untuk mengembangkan sebuah gambaran 
selengkap mungkin.

Kerangka acuan untuk proses penilaian harus 
disusun selama tahap perencanaan dan 
menentukan:

Tujuan-tujuan: yang harus mengacu dengan 
spesifik pada penilaian kebutuhan dan prioritas 
keamanan dan keadilan yang berbeda bagi pria, 
wanita, anak perempuan dan anak laki-laki, serta 
penciptaan proses penilaian yang responsif 
gender.

Jenis penilaian: Buku Petunjuk OECD-DAC 
tentang Reformasi Sistem Keamanan menyarankan 
pilihan berikut ini untuk donor:

Analisis awal informal: untuk memahami konteks  ■
dan kebutuhan.
Studi pelingkupan awal: untuk menilai apakah  ■
program bantuan RSK akan membawa nilai 
tambahan.
Penilaian lengkap: untuk memberikan peninjauan  ■
luas yang mendalam atas konteks nasional untuk 
RSK.
Penilaian yang spesifik sektor atau masalah:  ■
untuk menganalisis kebutuhan-kebutuhan 
lembaga sektor keamanan atau masalah tertentu 
seperti kurangnya akses pada keadilan.27

Anggaran: yang harus mencakup garis anggaran 
khusus untuk kegiatan-kegiatan pengumpulan 
data dengan wanita dan kelompok-kelompok 
terpinggirkan lainnya.
 
Metode-metode pengumpulan data: yang 
tergantung pada konteks spesifik dan ketersediaan 
data.  idealnya, campuran data kuantitatif dan 
kualitatif harus dikumpulkan.  Sumber-sumber dan 
metode-metode meliputi:

Kajian meja: ■  Sebuah analisis awal atas 
dokumentasi yang ada, termasuk perundang-
undangan yang relevan, kebijakan dan anggaran 
nasional, publikasi pemerintah dan non 
pemerintah, survei –survei rumah tangga, catatan 
lembaga-lembaga pelayanan publik, survei 
kesehatan demografis, dll. Informasi mengenai 
GBV dan ketidakamanan yang dihadapi oleh 
kelompok-kelompok yang terpinggirkan harus 
dimasukkan.
Data dipisahkan menurut jenis kelamin:  ■
Semua data yang dikumpulkan harus minimal 
dipisahkan menurut jenis kelamin dan usia. 
Selain itu, adalah berguna untuk memisahkan 
data menurut faktor-faktor relevan lainnya seperti 
lokasi, asal etnis, agama, orientasi seksual dan 
kemampuan fisik.
Wawancara semi terstruktur: ■  Wawancara 
dengan para pemangku kepentingan utama 
dalam lembaga-lembaga sektor keamanan, 
badan-badan pengawas dan OMS, termasuk 
organisasi-organisasi wanita, dapat memberikan 
informasi berharga.  Baik pria maupun wanita 
harus diwawancarai, bersama dengan para ahli 
gender.
Diskusi kelompok fokus: ■  ini dapat berguna 
untuk mengumpulkan informasi dari petugas di 
lembaga-lembaga sektor keamanan tertentu, 
seperti para sipir penjara atau para penjaga 
perbatasan. Mereka juga dapat digunakan untuk 
mengumpulkan informasi kualitatif dari kelompok-
kelompok yang terpinggirkan, seperti anak-anak, 
masyarakat pedesaan, orang-orang LGBT, para 
wanita, orang-orang yang hidup dengan HIV/
AIDS, dan orang-orang tua atau orang-orang 
cacat. Siapa yang akan memilih dan memimpin 
diskusi kelompok fokus  adalah keputusan yang 
penting dan harus memperhitungkan pengalaman 
fasilitasi, konteks budaya, jenis kelompok fokus 
dan dinamika gender. Langkah-langkah yang 
harus diambil untuk menjamin bahwa wanita 
dapat berpartisipasi dalam diskusi kelompok 
fokus meliputi:

Adakan pertemuan kelompok-kelompok fokus  -
khusus untuk wanita dan anak perempuan.
Sediakan penitipan anak dan transportasi jika  -
diperlukan.
Adakan pertemuan pada waktu dan tempat yang  -
nyaman bagi wanita dan anak perempuan.
Kembangkan alat-alat komunikasi untuk  -
kelompok-kelompok buta huruf.

Survei rumah tangga: ■ 29 Survei-survei rumah 
tangga dan survei-survei kependudukan lainnya, 
seperti Survei-survei Pemantauan Cepat dan 
Kepuasan (Rapid Monitoring and Satisfaction 
Surveys),30 bisa menjadi metode yang berguna 
untuk mengumpulkan informasi mengenai persepsi 
umum terhadap keam-anan serta lembaga dan 
masalah-masalah peradilan.  Mereka harus 
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mengajukan pertanyaan-pertanyaan spesifik 
tentang persepsi atas lembaga-lembaga sektor 
keamanan, akses pada keadilan, pelanggaran 
HAM oleh aparat sektor keamanan dan isu-isu 
kekerasan GBV.

Pedoman dan buku petunjuk penilaian seperti 
Pedoman Kekerasan Berbasis Gender (Guidelines 
for Gender-Based Violence) , terbitan Komite Tetap 
Antarinstansi (Interagency Standing Committee) 
(Kotak 5) menyediakan daftar periksa yang berguna 
untuk penilaian masalah-masalah keamanan 
tertentu.  Karena tidak ada satu solusi yang cocok 
untuk semua masalah, dapat bermanfaat untuk 
menggabungkan beberapa pendekatan yang 
berbeda sesuai dengan konteks keamanan tertentu 
untuk mengindividualisir proses pengumpulan 
data.

Bagaimana gender dapat diintegrasikan ke 
dalam kerangka kerja penilaian RSK yang ada?
Kerangka Kerja Clingendael untuk Penilaian Tata 
Pemerintahan dan Pembangunan Keamanan 
(Clingendael Security Governance and Development 
Assessment Framework) adalah salah satu contoh 
kerangka kerja penilaian RSK yang sudah ada. 
Kerangka kerja Clingendael tersebut disusun dalam 
bentuk empat tahap: kerja persiapan, pemetaan 
dan analisis, penilaian kebijakan, dan lokakarya.32  

Terdapat 12 jenis indikator yang digunakan dalam 
kerangka kerja penilaian tersebut.33  Kotak 6 
menunjukkan pertanyaan-pertanyaan sensitif 
gender untuk setiap indikator. Suatu pilihan lain 
adalah untuk memasukkan anak judul di bawah 
setiap pertanyaan pokok yang menanyakan 
bagaimana setiap faktor mempengaruhi pria dan 
wanita masing-masing.

Semua indikator ini perlu dinilai dan diprioritaskan 
sesuai dengan konteks tertentu. Demikian pula, 
dengan menunjukkan garis tren tertentu dari 
indikator-indikator multidimensi itu, diharapkan 
untuk memprediksi perkembangan di masa depan 

dan menyesuaikan program atau reformasi menuju 
sasaran yang ditetapkan atau pembangunan yang 
dimaksudkan. Sebagai tindak lanjut interaktif, 
Clingendael menyarankan kegiatan-kegiatan 
lokakarya untuk merespon dan mendiskusikan 
temuan-temuan.34 Penilaian dapat memberikan 
data dasar yang penting kepada pengambil 
keputusan RSK, data yang dapat disisipkan 
kedalam pemantauan lebih lanjut dan evaluasi 
terakhir atas RSK. Dengan membandingkan hasil 
penilaian dengan hasil tinjauan dan evaluasi kinerja, 
keberhasilan atau kegagalan proses-proses RSK 
dapat diukur, dan pelajaran yang dipetik dan pra 
praktek-praktek yang baik dapat diidentifikasi.

4.2  Bagaimana gender dapat 
diintegrasikan ke dalam pemantauan 
dan evaluasi atas RSK?

Pemantauan dan evaluasi dapat membantu untuk 
mencapai hasil dan memastikan kinerja yang 
berkesinambungan dari suatu proses. Dalam 
kasus RSK, di mana berbagai lembaga dan 
proses transformasi sektor harus dikoordinasikan, 
pendekatan yang sistematis dan partisipatif harus 
diterapkan. Kepemilikan lokal, transparansi dan 
kontrol demokratis harus menjadi prinsip-prinsip 
utama di seluruh proses pemantauan. Adalah 
penting untuk mempertimbangkan secara kritis 
siapa memutuskan kapan RSK dapat disebut 
sukses, terutama ketika menganalisis mekanisme-
mekanisme pemantauan dari perspektif gender. 
Diharapkan bahwa melalui proses-proses RSK 
yang sensitif gender, komitmen, budaya organisasi 
dan dampak dari perubahan sektor keamanan akan 
menjadi lebih adil gender dan responsif gender.35

 
Siapa yang memantau/mengevaluasi?
Tergantung pada jenis reformasi dan konteks 
negara, berbagai aktor dapat berpotensi terlibat 
dalam pemantauan dan evaluasi RSK. Untuk 
menghindari proses pemantauan dan evaluasi 

Kotak 5 Penilaian keamanan berfokus pada kekerasan seksual dalam lingkungan 
kemanusiaan

Informasi untuk dikumpulkan mencakup:31

Informasi demografis, termasuk data yang dipisahkan menurut usia dan jenis kelamin. ■
Deskripsi gerakan populasi (untuk memahami risiko kekerasan seksual). ■
Deskripsi lingkungan-lingkungan, organisasi-organisasi yang ada, serta macam dan jenis layanan dan kegiatan yang sedang  ■
berlangsung.
Peninjauan luas dari kekerasan seksual (penduduk yang menghadapi risiko yang lebih tinggi dan data yang tersedia mengenai  ■
kejadian kekerasan seksual).
Otoritas-otoritas keamanan negara dan hukum (undang-undang, definisi legal, prosedur kepolisian, prosedur kehakiman, prosedur  ■
sipil).
Sistem-sistem peradilan tradisional atau hukum adat ■
Aksi pencegahan dan respons multi-sektor yang ada (koordinasi, mekanisme-mekanisme rujukan, psikososial, kesehatan,  ■
pengamanan/polisi, perlindungan/keadilan hukum).
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Kotak 6  Pemaduan isu-isu gender ke dalam Kerangka Kerja Penilaian RSK 
Clingendael

Indikator-indikator tata 
pemerintahan Pertanyaan-pertanyaan pokok

Legitimasi negara

Apakah negara adalah wakil yang sah dari rakyat keseluruhan?
Apakah eksekutif dan parlemen representatif dalam hal perwakilan kaum wanita, kaum  h
pria dan minoritas etnis/agama?
Apakah data jumlah pemilih dipisahkan menurut jenis kelamin? h

Penyediaan pelayanan publik

Apakah penyediaan pelayanan publik semakin memburuk atau membaik?
Apakah akses pada pelayanan publik dijamin secara setara? h
Apakah wanita mempunyai akses yang sama dengan pria pada   keamanan dan  h
keadilan?
Bagaimana kesetaraan gender dalam hal akses pada makanan, air bersih, lembaga- h
lembag sanitasi, rumah sakit?

Aturan hukum dan HAM

Apakah HAM dilanggar dan aturan hukum diterapkan atau ditangguhkan sewenang-
wenangnya, atau apakah aturan hukum dasar didirikan dan pelanggaran-pelanggaran 
sedang berhenti?

Apakah hak asasi wanita sedang dilanggar? h
Apa jenis dan tingkat GBV? h

Kepemimpinan 

Apakah para elit semakin mengalami faksionalisasi atau apakah mereka memiliki perspektif 
nasional? Apakah para pemimpin mampu memenangkan loyalitas melintasi garis kelompok 
dalam masyarakat?

Apakah wanita dan pria menjadi peserta sama rata dalam kepemimpinan? h
Apakah laki-laki dan perempuan cenderung mendukung kepemimpinan yang sama? h

Indikator-indikator keamanan 

Aparat keamanan

Apakah aparat keamanan beroperasi sebagai sebuah ‘negara didalam negara’ atau apakah 
dibentuk militer profesional yang bertanggung jawab kepada kontrol sipil yang sah?

Apa jumlah dan jabatan masing-masing personel laki-laki dan perempuan dalam aparat  h
keamanan?
Apakah personel sektor keamanan melakukan perbuatan GBV, termasuk pelecehan  h
seksual? 
Jenis dan frekuensi? h
Apakah ada kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang tepat untuk mencegah,  h
menanggapi dan menjatuhkan sanksi atas GBV yang dilakukan oleh aparat sektor 
keamanan?
Apakah telah didirikan dan dijalankan mekanisme-mekanisme pengawasan masyarakat  h
sipil, termasuk organisasi wanita?

Lingkungan regional Apakah intervensi regional lintas perbatasan yang mendestabilisasi meningkat atau 
menurun?

Indikator-indikator pembangunan sosio-ekonomi 

Tekanan-tekanan demografis

Apakah tekanan-tekanan demografis meningkat atau menurun?
Angka kematian bayi dan ibu? h
Apakah wanita bisa mengakses pendidikan dan jasa keluarga berencana? h
Sertakan data yang dipisahkan menurut jenis kelamin mengenai orang yang terinfeksi  h
HIV/AIDS dan garis tren kenaikan atau penurunan

Situasi pengungsi dan IDP

Apakah ada gerakan besar pengungsi dan IDP yang menciptakan keadaan darurat 
kemanusiaan, atau apakah mereka dimukimkan kembali dan masalah itu diselesaikan?

Apakah para pengungsi/IDP dari kaum wanita, kaum pria, anak perempuan atau anak  h
lelaki?
Berapa tingginya angka kekerasan, termasuk GBV, terhadap para pengungsi/IDP? h

Permusuhan berbasis kelompok

Apakah ada warisan keluhan dan paranoia antar kelompok yang mencari balas dendam, 
atau apakah ada rekonsiliasi dan pengurangan permusuhan?

Apakah ada dimensi gender pada kekerasan terkait dengan kelompok seperti kekerasan  h
seksual yang meluas atau kekerasan bersenjata ringan antara kelompok pria yang 
berbeda?

Emigrasi dan pelarian manusia Apakah ada pelarian manusia kronis atau penurunan dalam angka emigrasi?
Adalah wanita, pria, anak lelaki atau anak perempuan yang beremigrasi? h

Peluang-peluang ekonomi untuk 
kelompok-kelompok

Apakah ada pembangunan ekonomi yang tidak merata sepanjang garis-garis kelompok, 
atau apakah disparitas tersebut menurun?

Apakah ada disparitas antara pembangunan ekonomi pria dan wanita? h
Apa ada tantangan dan peluang bagi pembangunan ekonomi wanita? h

Keadaan ekonomi 

Apakah ada penurunan ekonomi yang tajam atau parah atau apakah ada pertumbuhan 
ekonomi?

Apakah ada perbedaan antara partisipasi wanita dan pria dalam pasar formal dan  h
informal?
Apakah kapasitas/kerugian ekonomi selama krisis berbeda antara laki-laki dan  h
perempuan?
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yang buta gender, adalah penting untuk melibatkan 
para ahli gender dan mencakup baik pria dan 
wanita dalam badan-badan yang bertanggung 
jawab atas pemantauan dan evaluasi. Wakil-wakil 
kelompok sasaran juga harus dimasukkan dalam 
pembangunan dan pelaksanaan proses pemantauan 
dan evaluasi. Strategi lain yang bermanfaat adalah 
untuk mengidentifikasi, mendorong dan melatih 
‘juara gender’ dalam manajemen untuk memastikan 
bahwa gender ditangani secara memadai dalam 
pemantauan dan evaluasi. Penting untuk melibatkan 
pria dalam posisi kepemimpinan sebagai juara 
gender dalam rangka memberikan kemauan politik 
dan berfungsi sebagai model peran.36

Lembaga-lembaga sektor keamanan: Ada 
mekanisme pemantauan dan evaluasi internal 
dalam lembaga-lembaga sektor keamanan 
tertentu yang dapat digunakan untuk mengawasi 
pelaksanaan RSK. Selain itu, mekanisme-
mekanisme pemantauan dan evaluasi spesifik dapat 
dibangun dalam proses reformasi internal. Para titik 
fokal gender (gender focal points) dalam lembaga-
lembaga tersebut berpotensi dilibatkan dalam 
pemantauan dan evaluasi. Selain pemantauan dan 
evaluasi internal, disarankan bahwa proses-proses 
RSK dimonitor dan dievaluasi oleh badan-badan 
independen untuk meningkatkan kredibilitasnya.

Parlemen: Komite parlemen yang berhubungan 
dengan pertahanan dan keamanan dapat memantau 
dan mengevaluasi RSK.  Parlemen memegang 
kontrol baik legislatif dan anggaran dan dapat 
melaksanakan fungsi-fungsi ini untuk mengawasi 
RSK.  Mereka juga berpotensi mengadakan 
pemeriksaan atau sidang parlemen, menyerukan 
audit anggaran dan meminta evaluasi terhadap 
pelaksanaan RSK.

Kementerian-kementerian pemerintah: Berbagai 
kementerian bertanggung jawab untuk mengawasi 
upaya reformasi terhadap sektor tertentu. Misalnya, 
kementerian pertahanan bertanggung jawab 
atas reformasi militer dan kementerian dalam 
negeri sering bertanggung jawab atas reformasi 
kepolisan dan pemasyarakatan.  Kementerian yang 
bertanggung jawab atas urusan wanita dan/atau 
keluarga bisa juga dilibatkan dalam pemantauan 
dan evaluasi dari proses-proses RSK.
 
Badan-badan koordinasi pemerintah: Proses 
reformasi sektor keamanan sering dirancang, 
dilaksanakan dan diawasi oleh badan-badan 
koordinasi pemerintah yang ditunjuk secara khusus, 
seperti dewan keamanan nasional.  Dewan-
dewan itu sering meliputi anggota dari berbagai 

kementerian pemerintah bersama dengan para 
penasehat keamanan dan wakil-wakil dari kantor 
perdana menteri/presiden.

Organisasi-organisasi dan mekanisme-
mekanisme regional: Organisasi-organisasi 
antarpemerintah regional dan organisasi-organisasi 
internasional dapat memainkan peran yang kuat 
dalam menyerukan dan mendukung pemantauan 
dan evaluasi atas RSK dan juga dalam penciptaan 
kerangka kerja bersama untuk pemantauan dan 
evaluasi.  Para pemerintah yang terikat dengan 
organisasi-organisai, undang-undan dan instrumen-
instrumen regional sering wajib melaporkan kepada 
badan-badan pemantauan regional tertentu.   
Sehubungan dengan isu-isu gender, berbagai 
organisasi regional telah mengembangkan 
mekanisme-mekanisme pemantauan penting 
yang dapat berfungsi sebagai landasan untuk 
memadukan gender ke dalam pemantauan dan 
evaluasi RSK:

Dewan Eropa mengembangkan ‘‘Kerangka  ■
Kerja Konseptual Pengarusutamaan Gender’ 
(Gender Mainstreaming Conceptual framework’) 
(1998), yang menyarankan indikator-indikator 
dan tolok ukur (benchmarks), didukung oleh 
mekanisme-mekanisme penilaian dan evaluasi 
yang komprehensif.37

Rencana Aksi Persemakmuran tentang  ■
Kesetaraan Gender (Commonwealth Plan of 
Action on Gender Equality) (1997) menegaskan 
kembali target tidak kurang dari 30% perempuan 
dalam jabatan pengambilan keputusan 
dalam sektor politik, umum dan swasta, 
dan dalam penyelesaian konflik dan inisiatif 
perdamaian.  Rencana Aksi tersebut mendorong 
pengarusutamaan kesetaraan gender, HAM 
dan HIV/AIDS ke dalam pelatihan bagi lembaga 
sektor keamanan, dan mendorong pemerintah 
untuk mengambil tindakan untuk mengumpulkan, 
memantau dan menyebarkan data yang 
dipisahkan menurut jenis kelamin.38

Sekretariat Komunitas Pasifik ( ■ Secretariat 
of the Pacific Community) menciptakan 
sebuah ‘Perubahan Landasan Aksi tentang  
Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan 
Gender 2005-2015’ (Revised Pacific Platform 
for Action on Advancement of Women and 
Gender Equality 2005-2015), yang menyerukan 
pelaksanaan dari Resolusi Dewan Keamanan 
PBB Nomor 1325 (UN SCR 1325); perbaikan 
data dipisahkan menurut jenis kelamin dan 
penggunaan indikator-indikator gender; pelatihan 
gender untuk pasukan penjaga perdamaian; 
keterlibatan wanita dalam setiap pengambilan 
keputusan dan proses perdamaian dan keadilan; 
penghapusan kekerasan terhadap perempuan, 
dan akses yang sama terhadap keadilan.39

Komisi Inter-Amerika Wanita dari Organisasi  ■

Lihat Alat tentang Pengawasan 

Parlementer terhadap Sektor 
Keamanan dan Gender



12

Toolkit RSK dan Gender

Negara-negara Amerika telah mengembangkan 
suatu ‘Program Inter-Amerika tentang Promosi 
Hak Asasi Manusia Perempuan’ (Inter-American 
Program on the Promotion of Women’s Human 
Rights)40 dan ‘Kesetaraan dan Keadilan Gender 
serta Deklarasi dan Rencana Aksi’ (Gender 
Equity and Equality and the Declaration and 
Plan of Action) 41 (1999, 1996), yang keduanya 
bertujuan untuk pemantauan dan koordinasi 
upaya pengarusutamaan di wilayah itu.  Pasal 
empat menyerukan penilaian akses terhadap 
keadilan, mekanisme-mekanisme evaluasi yang 
sensitif gender dan pembentukan mekanisme-

Kotak 7 Pemaduan gender ke dalam evaluasi RSK: UK Department for 
International Development (DFID)46

Departemen Pembangunan Internasional Inggris (DFID, UK Department for International Development), bekerjasama dengan Kantor 
Luar Negeri dan Persemakmuran dan Kementrian Pertahanan, menugaskan empat orang ahli RSK untuk melakukan evaluasi 
independen atas pemrograman reformasi keamanan dan peradilan di Afrika. Evaluasi tersebut memeriksa pengarusutamaan isu-
isu gender dan HIV/AIDS dalam pemrograman reformasi keamanan dan peradilan, yang menjadi tema pokok dari program bilateral 
DFID.
 
Kerangka acuan untuk evaluasi meliputi:
 
Dua tujuan prinsip
1.  Untuk menilai koherensi, efektivitas dan dampak dari program-program RSK yang dilaksanakan oleh Inggris di Afrika selama 4 

tahun terakhir ini.
2.  Untuk mengidentifikasi pelajaran dan rekomendasi bagi pengarahan strategis dan pengelolaan program RSK pada masa depan di 

Afrika dan tempat-tempat lainnya.
  
Metodologi
1.  Persiapan pra-penilaian persiapan (hingga 30 hari) termasuk:

a.  Kajian meja terhadap sumber-sumber sekunder, termasuk proposal, strategi regional dan negara, laporan proyek serta evaluasi 
dan kajian yang ada, dll.

b. Pengidentifikasian isu-isu pokok untuk pengevaluasian dan pengembangan kerangka kerja evaluasi; pengidentifikasian para 
pemangku kepentingan utama untuk wawancara dan studi kasus negara; dan perencanaan kunjungan lapangan.  Pihak 
konsultan didorong menarik Kerangka Kerja Pelaksanaan RSK dari OECD-DAC.

c.  Kelompok Pengarah dari Kumpulan untuk Mencegah Konflik di Afrika (Africa Conflict Prevention Pool) DFID memberikan umpan 
balik tentang kerangka kerja penilaian yang diusulkan dan temuan awal, dan mengambil keputusan mengenai studi kasus.

2.  Penilaian (sampai dengan 40 hari)
a. Kunjungan-kunjungan negara dan wawancara-wawancara di London.  Untuk kerja lapangan, para konsultan menyiapkan  

rencana kajian negara dengan konsultasi bersama tim negara.
b. Konsultan memproduksi daftar periksa untuk pembahasan dengan tim negara pada akhir setiap kunjungan dan sebelum 

keberangkatan.
3.  Penulisan dan presentasi temuan (hingga 20 hari)

a. Para konsultan menyajikan temuan mereka kepada kelompok pengarah sebelum menghasilkan draf akhir laporan hasil 
evaluasi.

Temuan-temuan gender
Gender, serta HIV/AIDS, sangat diwakili dalam pemrograman Keselamatan, Keamanan dan Akses Keadilan tetapi umumnya absen 
dari program yang berurusan dengan pertahanan dan kepolisian atau yang kerangka acuannya lebih luas seperti Program Reformasi 
Sektor Keamanan Sierra Leone. Rekomendasi resmi yang mencakup gender berbunyi:
Rekomendasi 5: Kami merekomendasikan bahwa tema utama tentang HIV/AIDS dan gender dalam tema tentang Manajemen 
Keuangan Publik dan Whitehall dari ‘Deklarasi Paris tentang Keberhasilan Bantuan’ dimasukkan ke dalam semua intervensi Reformasi 
Sektor Keamanan dan Peradilan (SJSR, Security and Justice Sector Reform), tidak hanya yang secara khusus berurusan dengan 
Keselamatan, Keamanan dan Akses Terhadap (SSAJ, Safety, Security and Access to Justice).

mekanisme pemantauan keputusan peradilan.42  

Pengumpulan data yang dipisahkan menurut 
‘jenis kelamin, usia, kecacatan dan etnisitas, 
atau kategori lain yang relevan’ disarankan untuk 
semua Negara Anggota.43

Ombudsman/kantor ombudsman: Seorang 
ombudsman juga dapat ditugaskan dengan 
kegiatan pemantauan dan evaluasi. Seharusnya 
ombudsman adalah seseorang (atau badan) yang 
mewakili umum secara independen, biasanya 
ditunjuk oleh pemerintah atau organisasi yang ia 
layani, yang menerima pengaduan yang dilaporkan 
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oleh personil sektor keamanan.  Ini dapat dilakukan 
dengan melibatkan masyarakat sipil, termasuk 
organisasi wanita, dalam mekanisme pengawasan 
resmi atau melalui penelitian dan pelaporan 
independen pada proses-proses RSK.

Apa yang dipantau/dievaluasi?
Tujuan umum dari proses-proses pemantauan 
adalah untuk meninjau dan memverifikasi bahwa 
asumsi yang dibuat dalam penilaian awal masih 
berlaku, apabila tujuan-tujuan proses reformasi 
memerlukan penyesuaian, dan apabila ‘kegiatan 
yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan 
berada di jalur untuk dilaksanakan secara efektif, 
dan sedang menghasilkan efek yang dimaksud’.47  

Dalam konteks RSK, semua kebijakan dan program 
yang berkaitan dengan reformasi harus dipantau 
dan dievaluasi secara konsisten untuk memastikan 
bahwa mereka memenuhi tujuan yang ditetapkan.  
Kebijakan dan program itu juga harus dievaluasi 
untuk menentukan: dampak spesifik pada pria, 
wanita, anak perempuan dan anak laki-laki; apakah 
GBV dicegah, dianggapi dan dikenakan sanksi 
secara lebih efektif; jika proses pengembangan dan 
pelaksanaan RSK telah bersifat partisipatif; dan jika 
tujuan-tujuan yang berkaitan dengan gender telah 
dipenuhi.

Beberapa contoh bidang-bidang umum untuk 
dipantau dan dievaluasi dalam penilaian RSK yang 
responsif gender meliputi:

Peningkatan atau penurunan GBV (jumlah dan  ■

oleh warga-warga yang terkena dampak. 
 
Ombudsman dapat membantu untuk mengawasi 
proses RSK dengan memeriksa kasus-kasus 
pelanggaran HAM dan perbuatan jahat. Oleh 
karena itu, para ombudsman yang dilembagakan 
dapat membantu memastikan lembaga-lembaga 
sektor keamanan yang transparan, demokratis 
dan efektif. Seorang ombudsman diperlukan untuk 
menjadi responsif gender dalam rangka merespon 
secara memadai terhadap keluhan tentang GBV, 
diskriminasi berbasis gender dan isu-isu gender 
lainnya.  Contoh dari ombudsman yang berfokus 
secara khusus pada perempuan atau isu-isu gender 
adalah Kantor Ombudsman Kesetaraan Gender 
Mesir.44

Pihak donor: Proses-proses pemantauan dan 
pelaporan donor dapat menjadi mekanisme penting 
untuk pemantauan dan evaluasi RSK (lihat Kotak 7).  
Para donor juga dapat mendukung pembentukan dan 
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RSK pada 
tingkat nasional. Misalnya, pemantauan dan evaluasi 
itu dapat dicapai dengan pembentukan sebuah nota 
kesepakatan yang menetapkan komitmen spesifik 
dari kedua belah pihak: ‘Nota Kesepakatan (MOU, 
Memorandum of Understanding) antara Pemerintah 
Inggris dan Pemerintah Sierra Leone menetapkan 
komitmen Sierra Leone dalam sektor keamanan 
dan bidang reformasi tata pemerintahan, bersama 
dengan komitmen Inggris untuk dukungan teknis 
dan finansial.’45

Masyarakat sipil: Proses-proses RSK harus 
dipantau dan dievaluasi oleh anggota masyarakat 
sipil, terutama ketika kasus perbuatan jahat, 
pelanggaran HAM atau GBV telah yang dilakukan 

Kotak 8 Pengevaluasian atas pemaduan HIV/AIDS ke dalam pemrograman RSK di 
Afrika

‘Reformasi di sektor keamanan dan peradilan di negara kawasan Afrika Sub-Sahara sangat dipengaruhi oleh dampak HIV/AIDS. Banyak 
faktor yang melemahkan sama berlaku untuk sektor keamanan dan peradilan seperti yang berlaku untuk setiap bidang reformasi yang 
intensif orang lainnya, baik pendidikan, kesejahteraan sosial atau perdagangan dan perindustrian. Biasanya, militer dan polisi adalah 
beberapa kelompok yang terkena paling parah… Pada akhir tahun 2006, penguasa militer Uganda mulai menunjukkan kesadaran 
yang lebih besar dari dan minat pada dukungan donor.  Tetapi adalah kemungkinan bahwa keengganan untuk mengakui masalah atau 
untuk menangani masalah itu secara transparan tetap tersebar luas di seluruh wilayah…

Meskipun pemangku kepentingan Inggris dalam program-program reformasi sektor keamanan dan peradilan (SJSR, Security and 
Justice Sector Reform) sangat sadar isu HIV/AIDS – sebenarnya pada pertengahan 1990-an Badan Intelijen Pertahanan Inggris 
melakukan survei menyeluruh dari efek yang mungkin terjadi pada kekuatan militer Afrika – keahlian di bidang ini cenderung berada 
dalam pengawasan Departemen Pembangunan Internasional Inggris (DFID, UK Department for International Development), bukan 
di Departemen Pertahanan (MOD, Ministry of Defence).  HIV/AIDS bukanlah topik yang diutamakan dalam bidang-bidang tematik 
apapun dalam kerja Kumpulan untuk Mencegah Konflik di Afrika (ACPP, Africa Conflict Prevention Pool), meskipun HIV/AIDS jelas 
mempengaruhi banyak dari bidang-bidang mereka.  Adalah signifikan bahwa Kerangka Acuan untuk tinjauan tersebut (Lampiran 1) tidak 
menyebutkan HIV/AIDS.  Ada kemungkinan bahwa karena kerja Inggris tentang HIV/AIDS terutama terbatas pada program-program 
bilateral DFID, korban militer dan polisi dari penyakit itu dan risiko bahwa kegiatan-kegiatan khas mereka cenderung dikesampingkan, 
setidaknya secara kelembagaan jika tidak secara invididual.’49

Lihat Alat tentang Pengawasan 
Masyarakat Sipil terhadap Sektor 

Keamanan dan Gender
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jenis pelanggaran HAM oleh personil sektor 
keamanan yang dilaporkan seiring waktu)48

Program dan layanan yang bertujuan untuk  ■
menanggapi GBV
Dimasukkannya isu-isu gender dalam kerangka  ■
kerja program
Akses pada layanan keamanan umum bagi  ■
wanita, pria, anak lelaki dan anak perempuan
Akses pada keadilan bagi wanita, pria, anak lelaki  ■
dan anak perempuan
Akses yang sama pada posisi pengambilan  ■
keputusan di sektor keamanan
Undang-undang yang menghadapi GBV ■

Kesadaran masyarakat terhadap ketidakamanan  ■
berbasis gender seperti GBV
Jumlah dan jabatan staf perempuan di lembaga- ■
lembaga sektor keamanan
Proses perekrutan, retensi dan promosi  ■
perempuan di lembaga-lembaga sektor 
keamanan
Jumlah dan dampak pelatihan gender ■

Kebijakan keamanan yang menghadapi isu-isu  ■
gender

Bagaimana melakukan pemantauan dan 
evaluasi?
Untuk memastikan pemantauan dan evaluasi 
RSK yang responsif gender, isu-isu gender dapat 
diintegrasikan ke dalam sistem-sistem manajemen 
berbasis hasil serta menggunakan indikator yang 
sensitif terhadap gender.

Manajemen berbasis hasil
Manajemen berbasis hasil (RBM, Results-Based 
Management) adalah alat yang sering digunakan 
untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan dan hasil.50  

Kerangka kerja manajemen tersebut membantu 
merencanakan dan melaksanakan secara strategis 
upaya-upaya pemantauan yang berorientasi 
pada keluaran dan hasil, dan mengukur apakah 
kegiatan-kegiatan memenuhi tujuan dari sasaran 
keseluruhan. RMB berfokus pada kinerja dan 
pencapaian keluaran, hasil dan dampak yang 
merupakan bagian berbeda dari rantai hasil.  Rantai 
hasil (result chains) terdiri dari langkah-langkah 
strategis yang berbeda, dimulai dengan sebuah 
masukan (input) seperti kebijakan, undang-undang 
atau proses pengambilan keputusan:

Untuk daftar yang lebih rinci dari indikator yang 
berkaitan dengan reformasi peradilan, lihat 
Lampiran A: ‘Contoh-contoh Indikator: Reformasi 
Peradilan dan Gender’.

Indikator
Ditetapkannya indikator yang jelas dan dapat diukur, 
yang berdasarkan konteks dan sensitif gender 

adalah krusial untuk pemantauan dan evaluasi RSK 
yang efektif. Sebuah indikator dapat berupa angka, 
fakta atau opini yang menggambarkan situasi 
tertentu dan/atau perubahan. Dengan menggunakan 
pendekatan manajemen berbasis hasil, indikator-
indikator mencerminkan hasil (outcome) dari rantai 
hasil.  Adalah berguna untuk membedakan berbagai 
jenis indikator yang digunakan:

Indikator-indikator masukan (input) mengukur 
sejauh mana sumber daya telah dialokasikan untuk 
memastikan bahwa suatu proyek atau kebijakan 
benar-benar dapat dilaksanakan.
Indikator-indikator Kinerja/Proses mengukur 
kegiatan-kegiatan selama pelaksanaan 
untuk melacak kemajuan menuju hasil yang 
direncanakan.
Indikator Kemajuan/Hasil mengukur hasil jangka 
panjang dari program atau kebijakan.

Langkah-langkan dapat diambil untuk memastikan 
bahwa semua dari berbagai indikator ini, apakah 
kuantitatif atau kualitatif, adalah sensitif gender. 
Menurut Badan Kerjasama Pembangunan 
Internasional Kanada (CIDA, Canadian International 
Development Agency): ‘Indikator-indikator yang 
sensitif gender memiliki fungsi khusus untuk 
menunjukkan perubahan berkaitan dengan gender 
dalam masyarakat seiring waktu.  Kegunaannya 
terletak pada kemampuannya untuk menunjukkan 
perubahan dalam status dan peran wanita dan 
pria seiring waktu dan karena itu untuk mengukur 
apakah keadilan gender sedang dicapai.’52

Untuk memvalidasi silang dan menggambar secara 
komprehensif dampak kebijakan dan pemrograman 
RSK, penggunaan kedua jenis indikator adalah 
krusial (lihat Kotak 9).  Dalam konteks RSK, 
indikator-indikator kualitatif dan kuantitatif yang 
sensitif gender dapat didefinisikan sebagai berikut:

Indikator-indikator kuantitatif : Indikator-
indikator kuantitatif yang sensitif gender dinyatakan 
dalam angka.  Indikator-indikator kuantitatif dapat 
dikumpulkan melalui data dari survei dan catatan 
administratif yang dipisahkan menurut jenis kelamin 
dan usia.
Contoh:

Jumlah polisi yang terlatih dalam isu-isu gender ■
Jumlah perwira militer perempuan ■
Jumlah laporan GBV ■ 53

Jumlah pria dan wanita yang melaporkan  ■
pelecehan anti-gay

Indikator-indikator kualitatif: Dokumentasi 
pendapat, persepsi atau penilaian.  Indikator-
indikator kualitatif dapat dikembangkan melalui 
survei sikap, wawancara, dengar pendapat publik, 
observasi peserta dan diskusi kelompok fokus.  
Contoh:

Peringkat persetujuan lebih tinggi bagi intervensi  ■
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polisi dalam KDRT
Komitmen yang lebih besar untuk kebijakan dan  ■
ketentuan hukum yang responsif gender
Lingkungan kerja yang non diskriminatif dan  ■
ramah keluarga 
Komitmen terhadap inisiatif-inisiatif  ■
pengarusutamaan gender dalam parlemen54

Adalah penting juga untuk menginterpretasikan 
indikator-indikator dengan benar.  Sebagai contoh, 
peningkatan pelaporan kekerasan seksual dapat 
berarti suatu peningkatan layanan respons dan 
kesadaran menyeluruh akan hak-hak di antara 
wanita, atau bisa berarti peningkatan dalam kejadian 
kekerasan seksual.‘Dalam beberapa program yang 
saya bekerja dengan, kami menginterpretasikan 
peningkatan pelaporan kejahatan kekerasan 
terhadap wanita dan anak-anak sebagai salah satu 
indikator bahwa wanita dan anak-anak semakin 
sadar akan hak-hak mereka – dan semakin 
menuntut tanggapan dari sektor peradilan dan 
keamanan – yang merupakan salah satu langkah 
menuju diatasinya persoalan tersebut, dan mungkin 

juga menunjukkan bahwa sektor keamanan (dalam 
kasus ini, kepolisian) telah membaik.’56

4.3  Bagaimana audit gender terhadap 
lembaga-lembaga sektor keamanan 
bisa dilakukan?

Selain menggabungkan isu-isu gender ke dalam 
proses-proses penilaian, pemantauan dan evaluasi 
atas RSK, audit gender terhadap lembaga-lembaga 
sektor keamanan dapat memberikan informasi 
lebih dalam untuk memandu proses-proses 
reformasi. Lembaga sektor keamanan memperoleh 
manfaat yang besar dari audit tersebut, karena 
audit bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan 
dan prestasi, kebijakan dan praktek inovatif, serta 
tantangan yang terus berlangsung sebagai dasar 
untuk perencanaan aksi gender’.58  Audit gender 
dapat menjadi langkah pertama untuk memandu 
proses reformasi/pengarusutamaan gender, 
tetapi juga dapat menjadi alat yang berguna 

Rantai Hasil RBM: kegiatan – keluaran – hasil – dampak terharap / sasaran keseluruhan

Dalam konteks RSK yang responsif gender, rencana aksi yang disederhanakan, dengan memilih salah satu kegiatan 
tunggal untuk berbagai sektor, dengan menggunakan pendekatan RBM bisa terlihat sebagai berikut:51

Sektor Sasaran keseluruhan
Hasil Keluaran Kegiatan Indikator

Polisi Kepolisian 
yang responsif 
gender.

Peningkatan 
pengetahuan tentang 
isu-isu gender.

Polisi terlatih 
dalam isu-isu 
gender.

1.  Adakan sesi 
pelatihan tentang 
gender dan cara 
menanggapi 
para penyintas 
GBV.

1.  Jumlah polisi 
yang terlatih.
2.  Perubahan 
perilaku 
terhadap para 
penyintas GBV.

Militer
 

Peningkatan 
kesetaraan 
gender dalam 
militer

1.Pengidentifikasian 
titik-titik masuk gender 
dalam prosedur 
perekrutan.
2.Peningkatan jumlah 
perempuan di militer

1. Studi penilaian 
mengenai 
prosedur 
perekrutan dan 
mungkin adanya 
titik-titik masuk.
2. Perubahan 
strategi 
perekrutan untuk 
mempromosikan 
perekrutan 
perempuan

1.  Kumpulkan 
data/alasan-
alasan atau 
motivasi-motivasi 
untuk diterapkan 
di dalam/di luar 
militer.
2. Langkah-
langkah afirmatif 
untuk pelamar 
perempuan

1.Peningkatan 
jumlah pelamar 
perempuan.
2.  Jumlah 
staf militer 
perempuan.
3.  Jumlah kasus 
pelecehan dan 
penganiayaan 
seksual yang 
dilaporkan.
Parlemen

Parlemen Peningkatan 
perlindungan 
dari kekerasan 
dalam rumah 
tangga (KDRT).

Ketentuan hukum 
yang melindungi 
wanita dan pria dari 
KDRT.

Undang-undang 
tentang larangan 
KDRT, termasuk 
definisi.

1.  Permulaan 
reformasi hukum 
di parlemen.
2.Perancangan 
teks untuk 
ketentuan 
hukum.
3. Pengesahan 
undang-undang.

Peningkatan 
penuntutan 
dan keputusan 
bersalah atas 
KDRT
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untuk pemantauan dan pengevaluasian inisiatif 
pengarusutamaan gender.
Kurangnya transparansi didalam banyak lembaga 
sektor keamanan, seperti misalnya militer 
atau badan-badan intelijen, seringkali menjadi 
penghalang yang harus diatasi sebelum audit 
gender dapat dimulai.  Audit gender juga tergantung 
pada faktor-faktor lain seperti:

Kemauan politik ■
Kapasitas teknis ■
Kesediaan untuk dipertanggung jawabkan ■
Struktur organisasi ■

Meskipun tantangan-tantangan ini, audit atas 
ketanggapan gender suatu lembaga dapat menjadi 
langkah pertama yang baik menuju penetapan 
kebutuhan reformasi tertentu.

Siapa yang dapat melakukan audit gender?
Audit gender, seperti halnya dengan kebanyakan 
inisiatif organisasi, memerlukan komitmen dari 
manajemen senior.  Meskipun demikian, keterlibatan 
semua personel dalam sebuah lembaga adalah 
sama pentingnya. Proses yang inklusif menjamin 

rasa kepemilikan, akuntabilitas dan tanggung jawab 
atas hasil dari proses audit.
Audit dan penilaian gender dapat dilakukan baik 
oleh tim internal atau para penilai eksternal.59  

Ada berbagai keuntungan dan kerugian dari kedua 
strategi (lihat di atas). 

Koordinasi dan hubungan antara tim penilai 
dan staf organisasi sangat penting dalam kedua 
kasus. Jocelynne Scott, seorang konsultan hukum 
independen, menyarankan dilakukannya penilaian 
awal dari perspektif luar serta pemantauan dan 
evaluasi internal secara terus-menurus. Lebih jauh 
lagi, ia berpendapat bahwa konsultan eksternal juga 
tergantung pada kerjasama internal dan kemauan 
politik dari manajemen senior.60  Oleh karena itu, ia 
mengusulkan bahwa kerangka acuan audit gender 
disusun dalam koordinasi dengan perwakilan 
masyarakat sipil dan bahwa audit tersebut dipimpin 
oleh seseorang atau lembaga yang bisa tetap 
independen.  Seperti dengan pelatihan gender, 
dapat menjadi bermanfaat untuk melibatkan baik 
seorang pria dan seorang wanita pada tim audit 
gender.

Kotak 9 Misi PBB di Liberia dan reformasi kepolisian: menggabungkan indikator-
indikator kuantitatif dan kualitatif55

Misi PBB di Liberia dan reformasi kepolisian: menggabungkan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif55

Angka perekrutan sendiri tidak cukup, karena banyak wanita berhenti dari pekerjaan mereka setelah bekerja hanya dalam waktu 
singkat.  Sebuah pengukur kuantitatif seperti ini bisa dilengkapi dengan pendekatan kualitatif, dengan mewawancarai baik mereka 
yang memilih untuk tetap dan mereka yang memilih untuk meninggalkan pekerjaannya dapat membantu pengembangan pemahaman 
yang lebih baik akan alasan-alasan yang mendorong dan menghambat dipekerjakannya wanita dalam kepolisian (atau lembaga sektor 
keamanan lainnya).
Beberapa masalah yang dapat dieksplorasi adalah:

Bagaimana polisi menanggapi kasus-kasus yang melibatkan wanita dan pria, dan apa perbedaan dalam tanggapan mereka,  ■
sebelum dan setelah pelatihan?  Apa persepsi polis yang telah dilatih tentang perbedaan-perbedaan dalam perilaku mereka?  Dan 
apa persepsi wanita dan pria yang harus berurusan dengan polisi – misalnya organisasi-organisasi wanita yang memajukan dan 
melindungi hak-hak wanita dan anak-anak, terutama dalam kaitannya dengan GBV; badan-badan HAM; atau LSM lain?
Jenis keluhan apa yang diajukan tentang polisi setelah diadakannya pelatihan? ■

Berapa presentase wanita, pria, anak laki-laki dan anak perempuan memiliki keyakinan bahwa mereka akan diperlakukan dengan  ■
adil oleh polisi (dan apakah persepsi itu telah berubah)?
Apakah ada bukti bahwa polisi lebih cenderung untuk bekerja secara produktif dengan lembaga-lembaga lain untuk berupaya  ■
menghadapi isu-isu gender dalam pekerjaan mereka – misalnya dalam kegiatan pencegahan kejahatan?
Bagaimana kualitas pelatihan yang disampaikan? Apakah pelatihan itu berfokus pada hak-hak perempuan atas keamanan dan  ■
keselamatan?  Apakah pelatihan itu mempromosikan pemahaman mengenai faktor-faktor dan hubungan antara GBV, kurangnya 
keamanan dan HIV?  Apakah pelatihan itu mempromosikan dialog tentang kebudayaan dan HAM, misalnya pada hak-hak siapa 
yang dilindungi dalam penyelesaian sengketa adat dan dalam proses penyelesaian formal?

Kotak 10 Evaluasi polisi di Amerika Serikat

‘Pelaksanaan evaluasi mendalam atas eksperimen perpolisan masyarakat mempunyai dua tujuan. Salah satu tujuan adalah untuk 
memperteguhkan tujuan perpolisan masyarakat dalam pikiran polisi dengan sering mengkritisi kinerja mereka.  Tujuan lain adalah 
untuk mencari tahu apakah warga masyarakat melihat perubahan dalam kualitas perpolisian… Evaluasi Departemen Kepolisian 
Houston atas Perpolisian Berorientasi pada Lingkungan (“Neighborhood Oriented Policing”) bergantung pada beberapa jenis laporan: 
laporan dwi-tahunan tentang prestasi kerja polisi patroli, lembar kerja bulanan, formulir informasi komunitas, formulir umpan balik 
warga tentang permohonan untuk bantuan polisi, kuesioner penyidik, dan formulir penilaian prestasi anggota polisi oleh atasannya.’57
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Meskipun komposisi tim audit gender akan bervariasi 
tergantung pada baik lembaga dan konteks tertentu, 
idealnya para peserta memiliki pengalaman bekerja 
sama dengan lembaga-lembaga sektor keamanan 
dan isu-isu gender dan tim bisa mencakup:

Para ombudsman ■
Titik-titik fokal gender ■
Para pemeriksa penjara independen ■
Kelompok-kelompok antardepartemen  ■
Unit-unit gender dalam misi pemeliharaan  ■
perdamaian
Organisasi-organisasi HAM atau organisasi- ■
organisasi wanita
Asosiasi-asosiasi untuk keadilan dan ikatan- ■
ikatan advokat
Ahli audit gender yang dipekerjakan sebagai  ■
konsultan

Apa yang diaudit?
Audit gender umumnya berfokus pada 
penganalisisan berbagai variasi luas isu gender 
internal. Audit gender dapat berfokus pada strategi-
strategi untuk penilaian sendiri atas persepsi rakyat 
dan/atau menerapkan berbagai macam teknik untuk 
pengumpulan informasi terhadap menganalisis 
kebijakan, struktur, program dan personel dari 
lembaga yang bersangkutan (lihat Kotak 11).  Di 
samping itu, audit gender harus berfokus pada 
bagaimana dampaknya lembaga pada pria, wanita, 
anak perempuan dan anak laki-laki.

Untuk strategi penilaian sendiri, daftar periksa 
sering digunakan untuk mengetahui sejauh mana 
pengarusutamaan gender telah diterapkan dalam 
institusi-institusi.  Ini mengimplikasikan pengetahuan 
yang baik dari proses, sasaran, tujuan dan mandat 
dari institusi itu.  Sebuah penilaian sendiri tidak 
selalu mencerminkan dampak aktual dari kebijakan-
kebijakan institusinya.  Contoh isu-isu untuk diliputi 
dalam kuesioner penilaian sendiri:

Tingkat komitmen dan pengutamaan isu-isu  ■

gender dalam perencanaan program.
Sejauh mana konsep-konsep yang berkaitan  ■
dengan gender dan kebijakan dipahami oleh 
personil pada tingkat yang berbeda dalam 
organisasi.
Kapasitas teknis dari organisasi, termasuk  ■
keahlian gender, peningkatan kemampuan, 
pemantauan dan evaluasi yang ada.
Budaya kelembagaan dan kemungkinan bias yang  ■
mengakibatkan diskriminasi terhadap karyawan, 
mitra atau penerima manfaat perempuan.

 
Kombinasi penilaian sendiri dan evaluasi prosedural 
pasti akan memberikan gambaran yang lebih 
lengkap daripada menggunakan satu pendekatan 
saja. Dalam konteks ini, isu-isu berikut ini harus 
menjadi bagian dari audit:

    Apakah lembaga:62

Memiliki perwakilan yang sama dari pria dan  ■
wanita di semua tingkat organisasi?
Memiliki kebijakan dan praktek sumber daya  ■
manusia yang mendorong perekrutan, retensi 
dan kemajuan wanita?
Memiliki kebijakan dan mekanisme untuk  ■
mencegah dan menghadapi pelecehan seksual, 
diskriminasi dan kekerasan?
Memiliki kapasitas teknis untuk bekerja pada isu- ■
isu spesifik gender?
Memberikan pelatihan gender dasar pada seluruh  ■
staf?
Saat ini mengarusutamakan isu-isu gender ke  ■
dalam kebijakan, program dan inisiatifnya?
Mengalokasikan dana yang memadai untuk  ■
inisiatif-inisiatif spesifik gender?

Bagaimana melakukan audit?
Sebelum memulai audit atau evaluasi gender, 
harus dilakukan  tinjauan singkat atas dokumen-

Keuntungan Kerugian

Tim audit internal ■ Mungkin lebih murah dan lebih 
mudah untuk melakukan karena 
tidak perlu mempekerjakan 
konsultan eksternal.

■  Pengetahuan tentang struktur, 
prosedur dan hierarki internal.

■  Mungkin lebih diseriusi, 
tergantung pada posisi dalam 
lembaga.

■  Kurangnya kemandirian.
■  Konsekuensi potensial untuk staf dalam tim 

penilaian dalam hal perilakunya dikritik.
■  Potensi hambatan karena hierarki.
■  Kurang pengalaman dalam melakukan audit 

gender.

Tim audit eksternal ■  Sudut pandang lebih mandiri dan 
berpotensi perspektif lebih luas.

■  Tidak takut akan konsekuensi 
ketika bersikap kritis tentang 
proses-proses internal.

■  Keahlian dan pengalaman dalam 
melakukan audit gender.

■  Kurangnya pemahaman tentang bagaimana 
lembaga atau organisasi tertentu berfungsi.

■  Berpotensi kurang mampu mendapatkan 
kerja sama staf dan kepemilikan mereka 
atas proses.

■  Kurangnya kesamaan visi, sasaran dan 
interpretasi atas hasil.

?
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dokumen yang ada termasuk mandat dan peraturan 
perundang-undangan untuk mengarahkan (inform) 
kerangka acuan awal.63  Sebuah visi yang jelas 
serta sasaran dan tujuan bersama dari audit 
membantu menciptakan proses yang membangun 
kapasitas serta hasil yang dapat menjadi landasan 
untuk inisiatif-inisiatif pengarusutamaan gender 
(lihat Kotak 12).

Seperti halnya dengan penilaian, pemantauan 
dan evaluasi RSK, penggunaan kombinasi data 
kualitatif dan kuantitatif telah terbukti menjadi lebih 
komprehensif daripada pengandalan pada satu 
jenis pengumpulan data saja, karena pendekatan 
ini memungkinkan pengecekan silang secara lebih 
luas atas temuan penelitian.65  Salah satu tantangan 
dengan audit gender, dan evaluasi secara umum, 
adalah bahwa metode-metode pengumpulan data 
yang berbeda tidak selalu menghasilkan hasil yang 
sama. Selain itu, tergantung pada konteks khusus, 
ada orang yang lebih nyaman berbagi pandangan 
mereka atau yang dipaksa mengajukan jawaban 
yang mereka percaya pewawancara ingin dengar.66 
Data dapat dikumpulkan melalui berbagai metode 
penilaian, yang semuanya harus dipisahkan 
menurut jenis kelamin, seperti:

Kajian meja atas dokumentasi yang ada, termasuk  ■

kebijakan dan bahan-bahan program internal.
Survei tidak harus dilakukan secara person.   ■
Survei dapat dilakukan dengan kuesioner anonim 
yang diberikan kepada staf.
Wawancara: Tergantung pada besarnya lembaga,  ■
wawancara mendalam dengan anggota staf 
dapat memungkinkan lebih banyak ruang untuk 
riset kualitatif.
Diskusi kelompok fokus dapat diadakan dengan  ■
sesi yang terpisah untuk pria dan wanita atau 
untuk orang-orang pada tingkat yang berbeda 
dari organisasi jika budaya organisasinya sangat 
hirarkis.  Wawancara dapat memberikan ruang 
untuk eksporasi lebih lanjut atas dinamika didalam 
lembaga-lembaga serta stereotip dan hambatan 
potensial lainnya terhadap pengarusutamaan 
gender.  Proses-proses pengauditan gender 
yang inklusif membantu membangun kepemilikan 
proses dan komitmen untuk melaksanakan 
inisiatif-inisiatif pengarusutamaan gender yang 
berdasarkan atas rekomendasi dari audit.
 Analisis ‘SWOT’ ■

Penganalisisan Kekuatan, Kelemahan, Peluang, 
dan Ancaman (K2PA) (SWOT, Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, and Threats) terhadap 
pengarusutamaan gender dalam lembaga-lembaga 

Kotak 11 Penilaian sendiri tentang perekrutan dan retensi wanita dalam penegakan 
hukum61

‘Proses yang direkomendasikan untuk badan-badan kecil
Karena sumber daya dan staf badan-badan kecil adalah terbatas, berikut ini adalah proses penilaian yang dimodifikasi:
Bentuk sebuah komite yang terdiri dari:

Penanggung jawab perekrutan, pemberian kerja atau pelatihan. ■
Para karyawan perempuan, sedapat mungkin.  Jika tidak ada petugas perempuan di badan itu, carilah bantuan dari badan  -
tetangga yang mempunyai petugas wanita.
Seorang perempuan yang mewakili masyarakat. -
Seorang ahli personalia.  -
Seorang pengacara berpengalaman dalam hukum hak-hak sipil dan ketenagakerjaan. -

Adakan pertemuan untuk membahas proses penilaian, memperkenalkan semua anggota tim, dengar status perempuan dalam  ■
organisasi penegakan hukum itu dan menetapkan tugas-tugas penilaian yang spesifik.  Tetapkan tugas-tugas penilaian kepada 
anggota-anggota tim sesuai dengan keahlian mereka dan waktu yang tersedia.
Tetapkan kerangka waktu untuk penilaian dan pengembangan rekomendasi. ■
Ketika anggota-anggota telah menyelesaikan penilaian mereka , adakan lagi komite dan diskusikan temuan dari setiap bagian  ■
penilaian. Siapkan laporan akhir dengan rekomendasi tentang perubahan yang perlu dibuat. Rekomendasikan prioritas-prioritas 
untuk pembuatan perubahan-perubahan itu.
Ketika rekomendasi-rekomendasi telah disetujui, tugaskan seseorang berpangkat tinggi untuk memantau kemajuan dan mengajukan  ■
laporan triwulan.

Kotak 11 Audit gender terhadap Organisasi Perburuhan Internasional (ILO, 
International Labour Organisation)

‘Audit Gender Pertama terhadap ILO (Oktober 2001 - April 2002) diadakan untuk mengevaluasi kemajuan dan dengan 
demikian menetapkan garis dasar mengenai pengarusutamaan gender dalam Kantor ILO. Audit yang partisipatif itu 
dilakukan untuk memaksimalkan pembelajaran kelembagaan tentang cara mengarusutamakan gender. Ada dua 
komponen utama dalam audit gender tersebut: 1) Audit Gender partisipatif di 15 unit kerja di lapangan dan di kantor 
pusat; 2) kajian meja global terhadap terbitan dan dokumen utama ILO. Terdapat 750 dokumen dan terbitan internal 
yang dianalisis selama periode audit. Sekitar 450 staf, konstituen, mitra pelaksana dan organisasi-organisasi wanita 
berpartisipasi dalam lokakarya dan wawancara. Rasio keseluruhan antara staf laki-laki dan perempuan cukup sama 
sementara antara para peserta lainnya ada sekitar 20% lebih banyak perempuan. 31 relawan, termasuk 7 pria, dari 21 
unit kerja dilatih sebagai fasilitator Audit Gender .’64 
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sektor keamanan melibatkan pengidentifikasian 
faktor-faktor internal dan eksternal yang 
menguntungkan dan tidak menguntungkan.

Temuan audit, dalam bentuk laporan akhir, harus 
disalurkan di seluruh organisasi melalui lokakarya, 
seminar dan diskusi kelompok.  Khususnya, temuan 
harus disampaikan kepada manajemen senior, dan 
harus mengarah pada kegiatan tindak lanjut nyata 
seperti pengembangan kebijakan, program dan 
rencana aksi yang baru (lihat Kotak 13).67  Salah 
satu contoh adalah pengembangan rencana aksi 
gender, seperti rencana dari Departemen Urusan 
Perlucutan Senjata PBB (DDA, UN Department of 
Disarmament Affairs).

‘Sasaran Keseluruhan Rencana Aksi itu adalah 
untuk memfasilitasi kemajuan dalam perlucutan 
senjata. DDA akan memperkuat dialog dan 
tindakan atas perlucutan senjata melalui 
pemaduan perspektif gender dalam kerja sehari-
hari mereka.  Asumsi utama di balik rencana 
aksi ini adalah bahwa perlucutan senjata – baik 
secara umum dan dalam inisiatif spesifik – dapat 
diperkuat melalui pemaduan wawasan gender 
ke dalam perdebatan, pengambilan keputusan 
dan tindakan perlucutan senjata, dan melalui 
partisipasi yang lebih adil oleh kaum perempuan 
dalam pengambilan keputusan. Elemen penting 
dalam tugas Departemen Urusan Perlucutan 
Senjata PBB (DDA, UN Department of 
Disarmament Affairs) dalam bidang ini adalah 
pengidentifikasian sinergi dan kesempatan 
potensial untuk mendukung secara bersamaan 
perlucutan senjata yang efektif dan kesetaraan 
gender yang lebih besar.’68

Pada tahun 2003, DDA mempekerjakan dua 
orang ahli gender untuk mengembangkan dan 
merancang rencana aksi gender mereka.  Para 
konsultan mengadakan lokakarya dengan staf 
dari semua divisi untuk membahas bagaimana 
isu-isu gender menjadi relevan dengan pekerjaan 
mereka dan merancang bersama-sama daftar-
daftar aksi yang spesifik cabang untuk memperkuat 
pengarusutamaan gender.  

Hasilnya adalah dokumen setebal 49 halaman yang 
berfokus pada penyediaan latar belakang teoretis 
tentang isu-isu gender dan perlucutan senjata, serta  

pengidentifikasian inisiatif dan daftar periksa praktis 
untuk pengarusutamaan gender.

Juliet Hunt, seorang ahli pengarusutamaan gender 
menyatakan: ‘Hasil terbaik yang saya lihat berasal 
dari penilaian di mana perencanaan dan tindak lanjut 
merupakan bagian integral dari proses penilaian. Walaupun 
dilakukannya rencana aksi gender (dan indikator-indikator 
sensitif gender) bukan formula ajaib untuk sukses, mereka 
dapat benar-benar membantu, asalkan beberapa kondisi 
atau prinsip dasar kunci diterapkan dalam pengembangan 
rencana ini.’69

Dalam kasus Kepolisian Irlandia Utara, sebuah tim 
internal  melakukan audit gender dan kemudian 
mengembangkan rencana aksi gender.  Tujuan 
dari audit gender adalah: ‘Untuk menyelidiki dan 
menghadapi kebijakan, prosedur dan praktek yang 
ada dan yang akan diadakan yang menghambat 
atau mengecualikan perempuan dari memainkan 
peran penuh dalam Kepolisian Irlandia Utara, 
memeriksa praktek-praktek kerja organisasinya dan 
mengusulkan tindakan yang akan meningkatkan 
kesimbangan kerja dan hidup sambil menjamin 
efektivitas operasional.  […] Kelompok Aksi Gender 
didirikan pada bulan November 2003 dan bertemu 
dengan sebagai kelompok pada empat kali, diketuai 
oleh Chief Superintendent Maggie Hunter.  Sebuah 
sub kelompok dibentuk untuk mengembangkan 
laporan dan rencana pelaksanaan.’70

4.4 Bagaimana inisiatif 
pengarusutamaan gender dalam 
lembaga-lembaga sektor keamanan 
dapat dipantau dan dievaluasi?

Pengarusutamaan gender adalah salah satu strategi 
utama untuk mencapai sektor keamanan yang 
responsif gender.  Berbagai inisiatif yang berbeda 
dapat termasuk di bawah judul pengarusutamaan 
gender, tetapi fokusnya adalah untuk memastikan 
bahwa kebutuhan dan kepentingan pria dan 
wanita dicakupi secara setara dalam kebijakan dan 
pemrograman sektor keamanan. Menurut definisi 
otoritatif oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB:

‘Pengarusutamaan gender adalah proses 
penilaian implikasi bagi  perempuan dan laki-
laki dari setiap tindakan yang direncanakan, 
termasuk legislasi, kebijakan atau program, 
di semua bidang dan pada semua tingkatan. 
Pengarusutamaan gender adalah strategi 
untuk membuat keprihatinan dan pengalaman 
perempuan maupun laki-laki sebuah dimensi 
integral dalam perancangan, pelaksanaan, 
pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan 
program di semua bidang, sehingga perempuan 
dan laki-laki sama-sama menguntungkan dan 
ketidaksamaan tidak diabadikan.’72

  Internal                          Eksternal
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Kelemahan Ancaman
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Dengan demikian, inisiatif-inisiatif pengarusutamaan 
gender dapat berkisar dari pereformasian protokol 
pemasyarakatan  internal dan pemastian bahwa 
martabat manusia wanita dan pria dihormati, sampai 
dengan pelaksanaan penilaian atas dampak gender 
dari suatu kebijakan keamanan nasional, atau 
penunjukan titik fokal gender dalam kementerian 
pertahanan.  Audit gender, sebagai dijelaskan 
dalam Bagian 4.3, adalah alat yang berguna untuk 
menentukan inisiatif-inisiatif gender yang mana 
telah dilaksanakan, dampaknya, kesenjangan yang 
ada dan apa yang dapat ditingkatkan.

Namun, inisiatif-inisiatif pengarusutamaan gender 
seringkali dilaksanakan tanpa pemantauan dan 
evaluasi yang tepat untuk mengukur dampaknya, 
serta untuk mendokumentasikan praktek-praktek 
yang baik dan buruk.

Pemantauan dan evaluasi atas pengarusutamaan 
gender dapat dilakukan dengan strategi penilaian 
sendiri atau pendekatan evaluasi operasional 
eksternal. Ketika rencana aksi gender telah 
ditetapkan, pemantauan dan evaluasi atas 
kegiatan-kegiatan pengarusutamaan gender 
relatif mudah untuk melakukan, karena rencana-
rencana semacam itu sudah menempatkan 
pengarusutamaan gender ke dalam kerangka kerja 
yang konkret yang dapat mencakup indikator.

Siapa yang melakukan pemantauan dan 
evaluasi?
Pemantauan dan evaluasi terhadap mekanisme-
mekanisme pengarusutamaan gender dapat 
dilakukan secara internal oleh lembaga sektor 
keamanan yang bersangkutan, misalnya oleh titik 
fokal gender dalam kerjasama dengan para spesialis 
pemantauan dan evaluasi internal, atau oleh para 
spesialis gender eksternal, organisasi-organisasi 
masyarakat sipil seperti misalnya kelompok-
kelompok wanita, atau organisasi-organisasi 
internasional.73  Sebagaimana telah disebutkan, 
keseimbangan gender dalam tim pemantauan dan 
evaluasi sangat penting. Dalam kasus tuduhan 
eksploitasi dan penganiayaan seksual yang 
dilakukan oleh personel penjaga perdamaian PBB, 
berbagai upaya pemantauan telah digunakan (lihat 
Kotak 14).

Apa yang dipantau dan dievaluasi?
Dalam rangka untuk mencari tahu apakah 
inisiatif-inisiatif pengarusutamaan gender sedang 
menghasilkan dampak positif, tujuan-tujuan spesifik 
dari inisiatif ini perlu dipantau/dievaluasi. Hal ini dapat 
dilakukan melalui penggunaan indikator.  Indikator 
ini dapat bertujuan untuk mengukur efektivitas 
dan keberhasilan dari pelaksanaan upaya-upaya 
pengarusutamaan gender seperti pelatihan gender, 
pelaksanaan kebijakan yang sensitif gender dan 
perekrutan wanita, atau ketanggapan terhadap 
orang pria dan wanita yang hidup dengan HIV/AIDS 
(ODHA).

Kotak 13 Komponen dari sebuah rencana aksi wanita, perdamaian dan keamanan 
(WPS, Women, Peace and Security Action Plan)71

1.  Pendahuluan
Bagian ini dapat memberikan pengenalan singkat pada isu-isu perempuan, perdamaian dan keamanan dan deskripsi proses 
pengembangan rencana aksi.
2.  Dasar pikiran 
Di sini referensi harus dilakukan pada mandat-mandat WPS seperti seperti Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 (UN SCR 
1325), pentingnya isu-isu wanita, perdamaian dan keamanan, dan bagaimana mereka berhubungan dengan lembaga atau negara 
yang bersangkutan.
3.  Tujuan-tujuan jangka panjang dan jangka pendek
Melalui pembahasan mengenai kepentingan relatif dari mandat-mandat WPS yang berbeda diikuti oleh pengutamaan rencana-rencana 
aksi tertentu, tujuan-tujuan jangka pendek dapat ditentukan.
4.  Inisiatif-inisiatif spesifik 
Inisiatif-inisiatif harus dikaitkan secara langsung dengan tujuan-tujuan dan/atau mandat spesifik dari Resolusi Dewan Keamanan 
Nomor 1325.  
Aktor khusus yang bertanggung jawab atas pelaksanaan serta indikator, tenggat waktu dan sumber daya (manusia, bahan dan 
keuangan) harus ditentukan.
5.  Jangka waktu
Jangka waktu umum untuk penyelesaian seluruh rencana, jangka waktu untuk setiap inisiatif tertentu, atau jangka waktu untuk 
pemantauan dan evaluasi dapat dimasukkan.
6.  Pemantauan dan Evaluasi 
Selain jangka waktu dan indikator, mekanisme pemantauan dan evaluasi lainnya dapat dimasukkan seperti pembentukan pelaporan 
tahunan atau pembentukan sebuah badan pemantauan.
7.  Anggaran
Sebuah anggaran khusus adalah penting untuk memastikan pelaksanaan yang konkret dan berkelanjutan atas rencana aksi yang 
paling sederhana.
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Bagaimana melakukan pemantauan dan 
evaluasi?
Sebagaimana telah disebutkan dalam bagian-
bagian sebelumnya, indikator, survei, wawancara 
dan mekanisme pengumpulan data lainnya dapat 
digunakan untuk memantau dan mengevaluasi 
inisiatif-inisiatif pengarusutamaan gender didalam 
lembaga-lembaga sektor keamanan.

Manajemen berbasis hasil (RBM) juga dapat 
digunakan dalam konteks ini untuk memantau 
upaya-upaya pengarusutamaan gender. Sebagai 
contoh, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, 
dan Kebudayaan PBB (UNESCO, United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization) 
telah menerapkan RBM secara strategis bersama 
dengan pengarusutamaan gender dan menyatakan 
bahwa kedua pendekatan itu adalah ‘proses-
proses yang saling memperkuat’.75 Dimasukkannya 
indikator-indikator pengarusutamaan gender ke 
dalam mekanisme-mekanisme pemantauan kinerja, 
kerangka kerja kebijakan dan pedoman yang 
ada, dapat menjadi strategi lain untuk menenun 
pemantauan dan evaluasi atas inisiatif-inisiatif 
pengarusutamaan gender ke dalam struktur-struktur 
pemantauan dan evaluasi yang ada.

Contoh-contoh indikator upaya-upaya 
pengarusutamaan gender kelembagaan meliputi:

Bahasa sensitif gender dalam buku pedoman ■

Titik-titik fokal gender yang terdiri dari tim  ■
campuran yang mendukung dan memantau 
upaya-upaya pengarusutamaan gender
Dimasukkannya isu-isu gender ke dalam rencana- ■
rencana strategis dan dokumen-dokumen 
kebijakan lainnya
Isu-isu gender sebagai topik dalam sesi pelatihan  ■

resmi di akademi polisi, fakultas hukum dan pusat 
pendidikan sektor keamanan lainnya
Visibilitas perempuan (misalnya foto-foto di situs  ■
web atau dalam publikasi, dll.)
Kesadaran gender di kalangan staf ■

Inisiatif-inisiatif pengarusutamaan gender telah 
dilaksanakan di berbagai lembaga dan program 
di sektor keamanan.  Evaluasi terhadap setiap 
kegiatan dianjurkan untuk mengumpulkan praktek-
praktek terbaik dan pelajaran yang dipetik untuk 
setiap langkah yang diambil. 

Penganggaran gender adalah sebuah alat untuk 
memantau dan mengevaluasi sensitivitas gendernya 
anggaran dan alokasi sumber daya.  Penganggaran 
gender berusaha untuk memecah atau memisahkan 
anggaran sesuai dengan dampaknya terhadap 
perempuan dan laki-laki (lihat Kotak 15).76

‘Penganggaran yang Responsif Gender (GRB, 
Gender-Responsive Budgeting) bermaksud 
untuk memastikan bahwa anggaran pemerintah 
serta kebijakan dan program yang mendasarinya 
menghadapi kebutuhan dan kepentingan 
dari individu-individu yang termasuk dalam 
kelompok-kelompok sosial yang berbeda. 
Dengan demikian, GRB meneliti bias yang dapat 
timbul karena seseorang adalah laki-laki atau 
perempuan, tetapi juga menganggap  kerugian 
yang dideritai sebagai akibat dari etnis, kasta, 
golongan atau status kemiskinan, lokasi dan 
usia. GRB bukanlah tentang anggaran yang 
terpisah untuk perempuan atau laki-laki maupun 

Kotak 14 Pemantauan kasus-kasus dugaan eksploitasi dan penganiayaan seksual 
oleh personel penjaga perdamaian PBB

‘Setelah serangkaian tanggapan ad hoc baik dari dalam misi PBB di Kongo maupun dari Department PBB untuk Operasi Pemeliharaan 
Perdamaian (DPKO, UN Department of Peacekeeping Operations) dalam penanganan tuduhan eksploitasi dan penganiayaan seksual 
dalam misi PBB di Kongo (MONUC, UN Mission DR Congo), didirikan suatu Kantor khusus, yaitu Kantor untuk Mengatasi Eksploitasi 
dan Penganiyaan Seksual (OASEA, Office for Addressing Sexual Exploitation and Abuse).  Sudah ada kekosongan kebijakan; 
penetapan kebijakan tentang aspek-aspek penting seperti tanggung jawab PBB untuk korban atau cara menghadapi klaim paternitas, 
masih embrionik.  OASEA mendefinisikan tanggung jawabnya dalam tiga bidang utama: (1) Melakukan Investigasi, (2) Pengembangan 
Kebijakan dan Nasehat, (3) Pelatihan, Peningkatan Kesadaran dan Advokasi.’74

Kotak 15 Penganggaran gender di India

‘Di India, Kementerian Pengembangan Perempuan dan Anak telah mengambil tugas untuk mengembangkan alat-alat untuk 
Penganggaran yang Responsif Gender (GRB, Gender-Responsive Budgeting).  Alat-alat itu mencakup profil-profil berbasis gender 
atas pengeluaran publik. Sehubungan dengan target-target, sejumlah skema menunjukkan komponen-komponen spesifik untuk wanita, 
seperti masukan-masukan khusus bagi para siswa perempuan dalam skema yang berhubungan dengan pendidikan; program-program 
yang berhubungan dengan kesehatan bagi wanita; program-program penugasan dan pelatihan untuk wanita; kredit mikro khusus untuk 
wanita, dan undang-undang khusus yang berhubungan dengan kekerasan terhadap wanita. Kementerian Pengembangan Perempuan 
dan Anak itu belakangan ini juga membentuk sebuah komite tingkat tinggi untuk pengembangan indeks pembangunan gender.’78

Lihat Alat tentang Pelatihan Gender 

bagi Personil Sektor Keamanan
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tentang anggaran dibagi secara merata.  GRB 
adalah tentang penentuan di mana kebutuhan 
pria dan wanita adalah sama, dan di mana 
mereka berbeda.  Apabila kebutuhannya 
berbeda, alokasi-alokasi harus berbeda.’77

Dana Pembangunan PBB untuk Perempuan, 
Sekretariat Persemakmuran, dan Pusat Riset 
Pembangunan Internasional Kanada telah 
mengembangkan situs web yang komprehensif 
situs mengenai penganggaran gender yang berisi 
serangkaian sumber daya dan materi pelatihan: 
http://www.gender-budgets.org

5 Anjuran-anjuran pokok

1. Kemauan politik, kerangka waktu yang tepat 
dan sumber daya keuangan yang memadai 
Untuk memastikan penilaian, pemantauan dan 
evaluasi yang responsif gender, kemauan politik 
pada pihak manajemen sangat penting. Salah 
satu strategi adalah untuk mengidentifikasi dan 
mendukung ‘juara gender’ dalam manajemen 
tingkat atas. Kerangka waktu yang tepat dan 
anggaran yang diarahkan (earmarked) juga 
sangat penting.

2. Data yang dipisahkan menurut jenis kelamin 
dan usia
Data yang dikumpulkan sebagai bagian dari 
penilaian, pemantauan dan evaluasi harus 
selalu dipisahkan menurut jenis kelamin 
dan usia untuk mengidentifikasi kebutuhan-
kebutuhan dan prioritas-prioritas  keamanan dan 
keadilan yang berbeda. Untuk analisis data yang 
komprehensif, juga berguna untuk memisahkan 
data berdasarkan faktor-faktor lain seperti 
pendapatan, etnis, agama, daerah, orientasi 
seksual dan kecakapan fisik.

3. Konsultasikan laki-laki dan perempuan
Wawancara dan kelompok fokus di antara para 
pemangku kepentingan utama sering tidak 
menyertakan wanita. Sebagai contoh, adalah 
penting untuk mencari staf perempuan dari 
lembaga-lembaga sektor keamanan, walaupun 
mereka tidak memegang posisi tinggi, untuk 
mengumpulkan informat yang akurat mengenai 
kebutuhan-kebutuhan untuk reformasi.

4. Konsultasikan dengan kelompok-kelompok 
yang terpinggirkan dan organisasi 
masyarakat sipil
Penyertaan aktif kelompok-kelompok yang 
terpinggirkan dalam proses-proses penilaian, 
pemantauan dan evaluasi meningkatkan 
kemungkinan akan ada reformasi yang 
berkelanjutan dan komprehensif.  
Konsultasi dengan organisasi-organisasi wanita, 
aliansi-aliansi masyarakat adat, minoritas etnis, 
orang LGBT, masyarakat pedesaan, keluarga 
perpenghasilan rendah, kelompok-kelompok 
advokasi anak dan lain-lain dapat menyumbang 
perspektif baru untuk agenda reformasi dan 
memastikan bahwa agenda reformasi tersebut 
juga memenuhi kebutuhan mereka.

5. Dimasukkannya isu-isu gender
Isu-isu seperti kekerasan berbasis gender 
dan perbedaan-perbedaan gender dalam 
akses terhadap keadilan dan keamanan perlu 
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dimasukkan secara spesifik dalam penilaian, 
pemantauan dan evaluasi.

6. Indikator-indikator yang sensitif gender 
Dimasukkannya indikator-indikator yang 
sensitif gender dalam kebijakan-kebijakan 
dan pemrograman RSK akan memungkinkan 
pemantauan dan evaluasi yang menyeluruh 
untuk menentukan dampak-dampak reformasi 
pada pria, wanita, anak perempuan dan anak 
laki-laki.

7. Kesadaran dan keahlian gender
Tim-tim penilaian, pemantauan dan evaluasi 
harus mencakup staf dengan keahlian gender 
untuk memastikan bahwa isu-isu gender 
diarusutamakan ke dalam proses dan teknik-
teknik pengumpulan data sedang digunakan.  
Pengarahan atau pelatihan gender dapat 
diberikan kepada seluruh tim.

8. Tim-tim penilaian, pemantauan dan evaluasi 
yang representatif
Tim-tim campuran pria dan wanita, idealnya 
termasuk para ahli internasional dan lokal 
dari berbagai kelompok sosial, etnis, agama 
dan minoritas dapat meningkatkan efektivitas 
tim dalam mengakses kalangan-kalangan 
masyarakat yang berbeda dan juga meningkatkan 
legitimasi mereka. Pekerjakan penerjemah 
perempuan dan pria.

9. Kombinasi pengumpulan data kuantitatif dan 
kualitatif dan indikator-indikator
Penilaian, pemantauan dan evaluasi 
yangkomprehensif dan akurat harus mencakup 
unsur-unsur baik kuantitatif maupun kualitatif.  
Meskipun data kuantitatif sering lebih mudah 
untuk menilai dan membandingkan, dimensi-
dimensi dan isu-isu penting terlampaui tanpa 
dimasukkannya aspek-aspek kualitatif.

10. Laksanakan audit gender yang khusus 
sektor keamanan
Pemaduan gender ke dalam penilaian umum RSK 
sering tidak memberikan cukup banyak informasi 
tertentu untuk mengidentifikasi reformasi 
pengarusutamaan gender yang diperlukan.  
Pelaksanaan audit gender yang mendalam atas 
lembaga tertentu dapat memberikan information 
berharga yang diperlukan untuk melakukan 
perubahan kelembagaan.

11. Utamakan pemantauan dan evaluasi terhadap 
inisiatif-inisiatif pengarusutamaan gender
Ketika inisiatif-inisiatif pengarusutamaan gender 
dilakukan dalam lembaga-lembaga sektor 
keamanan, pemantauan dan evaluasi yang 
komprehensif harus dimasukkan dalam rangka 
untuk menentukan dampak dari inisiatif itu dan 
mendokumentasikan praktek-praktek yang baik 
dan buruk yang dapat meningkatkan efektivitas 
inisiatif-inisiatif pengarusutamaan gender di 
masa depan.
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6 Sumber daya tambahan

Situs web yang berguna

UN-INSTRAW: Gender and SSR - http://www.un- 
instraw.org/en/index.php?option=content&task=vie
w&id=954&Itemid=209

World Bank: Bibliography on Gender Monitoring 
and Evaluation (M&E) and Indicators - http://www4.
worldbank.org/afr/ssatp/Resources/HTM L/Gender-

RG/Source%20%20documents/Reference%20
Lists/ Monitoring%20&%20Evaluation/
REFM&E1%20M&E LiteratureReviewOct01.pdf

Panduan praktis dan buku-buku petunjuk

Ball, N., Bouta, T., and van Goor, L., Enhancing 
Democratic Governance of the Security Sector: 
An Institutional Assessment Framework, 
Clingendael Institute for the Netherlands Ministry of 
Foreign Affairs, 2003.
http://www.clingendael.nl/
publications/2003/20030800_cru_paper_ball.pdf

Beck, T., Using Gender-Sensitive Indicators: 
A Reference Manual for Governments and 
Other Stakeholders (Commonwealth Secretariat: 
London), 2005.   
http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_
files/uploadedfiles/%7BD30AA2D0-B43E-405A-
B2F0-BD270BCEFBA3%7D_ugsi_ref.pdf

Berghof Research Centre for Constructive Conflict 
Management, Berghof Handbook for Conflict 
Transformation (Berghof Research Centre for 
Constructive Conflict Management: Berlin), 2003.
http://www.berghof-handbook.net/std_page.
php?LANG=e&id=4

CIDA, Guide to Gender-Sensitive Indicators 
(Canadian International Development Agency: 
Quebec), 1997.
http://www.acdi-cida.gc.ca/INET/IMAGES.NSF/
vLUImages/Policy/$file/WID-GUID-E.pdf

CIDA, Results-based Management in CIDA: 
An Introductory Guide to the Concepts and 
Principles.  
http://www.acdi-cida.gc.ca/CIDAWEB/acdicida.nsf/
En/EMA-218132656-PPK

OECD-DAC Working Party on Aid Evaluation, 
Glossary of Key Terms in Evaluation and Results 
Based Management (OECD: Paris), 2002.
http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf

Kievelitz, U. et al., Practical Guide to Multilateral 
Needs Assessments in Post-Conflict Situations 
(GTZ,: Berlin), 2004.
http://www2.gtz.de/dokumente/bib/05-0172.pdf

OECD, OECD DAC Handbook on Security 
System Reform (SSR) - Supporting Security 
and Justice (OECD: Paris), 2007.    
http://www.oecd.org/dataoecd/43/25/38406485.pdf

UNDP, Handbook on Monitoring and Evaluation 
of Results, Evaluation Office, New York, 2002.
http://stone.undp.org/undpweb/eo/evalnet/
docstore3/yellowbook/glossary/glossary_m_o.htm

UNDP, 2006, Measuring Democratic 
Governance: A Framework for Selecting Pro-
poor and Gender Sensitive Indicators, UNDP, 
Oslo Governance Centre, Oslo.
http://www.undp.org/oslocentre/docs06/
Framework%20paper%20-%20entire%20paper.pdf

Artikel dan laporan online

Germann, W. and Edmunds, T.,Towards Security 
Sector Reform in Post Cold War Europe: A 
Framework for Assessment (DCAF/BICC: 
Geneva), 2003.

http://www.dcaf.ch/publications/kms/details.cfm?or
d279=title&q279security+sector+reform&lng=en&id
=20278&nav1=4

Kinzelbach, K. and Cole, E., Monitoring and 
Investigating the Security Sector (UNDP/DCAF: 
Geneva), 2007.   
http://www.dcaf.ch/publications/kms/details.
cfm?lng=en&id=27755&nav1=4

Moser, C., An Introduction to Gender Audit 
Methodology: Its Design and Implementation 
in DFID Malawi (Overseas Development Institute: 
London), 2005.
http://www.odi.org.uk/PPPG/publications/papers_
reports/ODI_Moser_gender_audit_methodology.
pdf

Anderlini, S.N., Mainstreaming Gender 
in Conflict Analysis: Issues and 
Recommendations, Social Development 
Papers, Conflict Prevention and Reconstruction 
No. 33 (Worldbank: Washington DC), 2006.
http://www.womenwarpeace.org/issues/
Mainstreaming_gender_Anderlini.pdf
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Rubin, D.  and Missokia, E., Gender Audit for 
USAID/Tanzania (US Agency for International 
Development), 2006.
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADH239.pdf

UNESCO, UNESCO’s Gender Mainstreaming 
Implementation Framework (GMIF) for 2002-
2007 (2003).  
http://unesdoc.unesco.org/
images/0013/001318/131854e.pdf 

Women and Equality Unit, Gender Impact 
Assessment (Department of Trade and Industry, 
n.d.: London).
http://www.womenandequalityunit.gov.uk/equality/
gender_impact_assessment.pdf
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Bidang-bidang 
reformasi 
peradilan

Contoh-contoh hasil 
kesetaraan gender 

Contoh-contoh indikator-indikator yang 
sensitif gender

Metode-metode 
pengumpulan data

Sasaran: Sistem 
peradilan yang 
efektif dan 
akuntabel dan 
diperkuatnya 
aturan hukum

Pemromosian dan 
perlindungan hak-hak 
asasi wanita, anak 
perempuan, pria dan 
anak lelaki.

Indikator hasil: Peningkatan persentase 
wanita dan pria yang memiliki 
keyakinan dalam sistem hukum untuk 
memperlakukan mereka dengan adil, 
menurut etnisitas, kelompok sosio-
ekonomi dan kategori-kategori lainnya.

■   Survei  dasar selama 
penilaian RSK.

■   Survei dilakukan 
pada akhir program 
RSK.

Reformasi hukum Sebuah kerangka 
hukum yang 
melindungi hak-hak 
semua warga negara 
tanpa mengindahkan 
jenis kelamin, usia, 
etnisitas, agama, 
status sosial-ekonomi 
, orientasi seksual, 
kecacatan atau status 
kesehatan (HIV/AIDS).

■    Perundang-undangan nasional 
direvisi sesuai dengan Konvensi 
tentang Penghapusan Semua Bentuk 
Diskriminasi terhadap Perempuan 
(CEDAW, Convention on Elimination 
of all Forms of Violence against 
Women) dan Konvensi tentang Hak-
hak Anak (CRC, UN Convention on 
the Rights of the Child).

■    Reformasi hukum telah 
mengidentifikasi dan menghapus 
konflik-konflik antara hukum adat dan 
tradisional untuk melindungi secara 
eksplisit hak asasi wanita dan anak 
perempuan.

■   Penilaian dasar 
(baseline 
assessment) 
mengenai hak-hak 
wanita menurut 
hukum adat dan 
hukum formal.

■  Verifikasi 
berdasarkan pada 
undang-undang 
selama pemantauan, 
tinjauan dan 
evaluasi kinerja.

Kekerasan 
berbasis gender

Pelaksanaan 
perundang-undangan 
dan rencana aksi 
nasional untuk 
menghapus kekerasan 
berbasis gender.

■    Prosedur telah ditetapkan dan 
dilaksanakan untuk memberikan ganti 
rugi kepada para penyintas kejahatan 
berbasis gender,  termasuk dalam 
konflik bersenjata, rekonstruksi pasca-
konflik dan kekerasan yang dilakukan 
oleh lembaga-lembaga sektor 
keamanan.

■    Jumlah penututan terhadap personil 
sektor keamanan untuk GBV.

■    Peningkatan hukuman yang konsisten 
atas kejahatan GBV, menurut jenis 
kekerasan dan hubungan antara 
pelaku dan korban.

■    Penilaian dasar 
dan peninjauan 
protokol-protokol.

■     Survei dan 
wawancara 
dengan organisasi-
organisasi wanita 
dan OMS-OMS 
lainnya.

■     Data statistik 
pengadilan; data 
dari organisasi-
organisasi wanita.

■     Data statistik 
pengadilan; 
peninjauan atas 
surat kabar; data 
dari organisasi-
organisasi wanita.

Reformasi 
kelembagaan

Akses yang sama 
terhadap keadilan bagi 
perempuan dan laki-
laki.

■    Presentase wanita dan pria yang 
melaporkan bahwa mereka dapat 
mengakses sistem hukum formal 
untuk menyelesaikan perselisihan.

■    Jumlah kantor polisi di daerah 
pedesaan miskin yang 
disumberdayakan & dilengkapi 
dengan pegawai wanita dan pria.

■    Jumlah kasus-kasus pengadilan yang 
berkaitan dengan hak-hak wanita 
dibandingkan dengan jumlah yang 
berkaitan dengan hak-hak pria.

■    Prosedur operasional dan aturan bukti 
yang sensitif gender.

■   Survei-survei dasar 
dan lanjutan.

■   Tinjauan atas catatan 
organisasi dan SDM; 
pengamatan.

■   Data statistik 
pengadilan (bisa 
sulit untuk diperoleh, 
terutama data 
mengenai hasil-hasil 
kasus).

■   Tinjauan dasar 
dan lanjutan atas 
prosedur pengadilan.

Lampiran A: Contoh-contoh indikator: reformasi peradilan dan gender
Disusun oleh Juliet Hunt untuk Lokakarya Gender dan Reformasi Sektor Keamanan 

DCAF, UN-INSTRAW, OSCE/ODIHR, Jenewa, 16-19 Agustus2007. 
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Keadilan gender di 
sektor hukum dan 
peradilan

Penurunan 
diskriminasi terhadap 
wanita dan kelompok-
kelompok yang 
dirugikan dalam 
lembaga-lembaga 
sektor hukum dan 
peradilan.

■    Presentase anggota kehakiman, 
kejaksaan dan kepolisian laki-laki dan 
perempuan, termasuk dalam jabatan-
jabatan pengambilan keputusan.

■    Peningkatan retensi perekrut 
perempuan dan perekrut dari beragam 
kelompok.

■    Kebijakan dan target tindakan afirmatif 
telah ditetapkan dan dilaksanakan.

■    Kebijakan dan protokol tentang 
pelecehan seksual ditetapkan dan 
dilaksanakan.

■   Jumlah perempuan 
yang mengalami 
pelecehan seksual di 
tempat kerja.

■   Data dasar dan data 
yang dikumpulkan 
selama tinjauan 
dan evaluasi dari 
catatan personalia 
organisasi.

■   Tinjauan atas 
kebijakan SDM dan 
catatan personalia.

■   Tinjauan atas 
kebijakan dan 
protokol organisasi 
; wawancara-
wawancara dengan 
staf.

Kesadaran 
masyarakat

Peningkatan 
kesadaran akan hak-
hak hukum dan hak-
hak asasi manusia 
oleh wanita, pria, 
anak lelaki dan anak 
perempuan.

Peningkatan jumlah pemimpin laki-laki  ■
yang menganjurkan di depan umum 
untuk kesetaraan gender dan hak-hak 
hukum wanita.
Literasi hukum, HAM dan pendidikan  ■
perdamaian dimasukkan dalam 
kurikulum sekolah.

Diskusi kelompok  ■
fokus dengan 
kelompok-kelompok 
wanita dan OMS; 
wawancara dengan 
informan kunci; 
kliping surat kabar.
Tinjauan atas  ■
kurikulum.

Sumber-sumber untuk Annex A:

Ini adalah contoh saja dan tidak dimaksudkan untuk menjadi komprehensif. Hasil-hasil dan indikator-
indikator kesetaraan gender harus diidentifikasi secara partisipatif bersama dengan para pemangku 
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Catatan Praktik 11 Toolkit Gender dan RSK

Penilaian, Pemantauan dan 
Evaluasi Reformasi Sektor 

DAFTAR ISI

Mengapa gender 
penting dalam 

penilaian, pemantauan 
dan evaluasi RSK?

Bagaimana cara 
gender dapat 

dipadukan ke dalam 
penilaian, pemantauan 

dan evaluasi RSK?

Tantangan dan peluang 
pasca konflik

Informasi lebih lanjut

Kuatlah pengakuan bahwa reformasi sektor keamanan (RSK) harus memenuhi 
kebutuhan keamanan yang berbeda bagi pria, wanita, lelaki dan anak perempuan.  
Keterpaduan isu-isu gender juga faktor utama bagi efektifitas dan akuntabilitas 
sektor keamanan serta pemilikan lokal dan legitimasinya proses-proses RSK.

Catatan Praktis ini memberikan sebuah pengenalan yang singkat mengenai 
manfaat dari keterpaduan isu-isu gender ke dalam manajemen perbatasan, dan 
juga informasi yang praktis untuk melakukannya.

Catatan Praktik ini berdasarkan atas sebuah Tool (Alat) yang lebih panjang dan 
keduanya merupakan bagian dari Toolkit Gender dan RSK. Dirancang untuk 
memberikan pengenalan tentang isu-isu gender bagi para praktisi reformasi 
sektor keamanan dan para pembuat kebijakan, Toolkit ini terdiri dari 12 Tool 
(Alat) dengan Catatan Praktisnya - lihat Informasi lebih lanjut.

Mengapa gender penting dalam penilaian dan pemantauan dan 
evaluasi (M&E, monitoring and evaluation) RSK?

Keamanan dan Gender

Penilaian adalah suatu proses pengumpulan data 
secara sistematis yang bertujuan mencerminkan 
suatu keadaan tertentu.  Proses ini menganalisis 
konteksnya – yang mencakup faktor, aktor, risiko 
dan kebutuhan yang berbeda – agar menentukan 
tujuan-tujuan program dan menentukan garis dasar 
bagi pemantauan dan evaluasi (M&E, monitoring 
and evaluation) pada masa depan.

Pemantauan adalah suatu ‘fungsi berlanjutan yang 
bertujuan terutama untuk memberikan umpan balik 
dan indikasi dini kepada para pengelola dan para 
pemangku kepentingan tentang kemajuan atau 
kekurangan kemajuan dalam pencapaian hasil yang 
direncanakan.  Pemantauan melacak kinerja atau 
keadaan tertentu terhadap hasil yang direncanakan 
atau diharapkan, menurut standar yang ditetapkan 
sebelumnya.  Pemantauan umumnya meliputi 
pengumpulan dan penganalisisan data mengenai 
proses-proses, strategi-strategi dan hasil 
implementasi, dan penganjuran langkah-langkah 
penyelesaian.’1

Evaluasi adalah ‘penilaian secara sistematis dan 
objektif terhadap proyek, program atau kebijakan 
yang terselesaikan yang mencakup perancangan, 
implementasi dan hasilnya.  Proses evaluasi bertujuan 
menentukan relevansi dan pencapaian objektif-
objektif, efisiensi pembangunan, keberhasilan, 
dampak dan keberlanjutan.  Suatu evaluasi harus 
menghasilkan informasi yang terpercaya dan 
berguna maka memungkinkan pelajaran yang 
didapat dimasukkan ke dalam proses pengambilan 
keputusan baik para penerima maupun para donor.  
Evaluasi juga merujuk pada proses menentukan 
nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan atau 
program’.2

Gender merujuk pada peran dan hubungan, ciri 
kepribadian, sikap, tingkah laku dan nilai-nilai yang 
dihubungkan masyarakat dengan pria dan wanita.  
Karena itu, ‘gender’ merujuk pada perbedaan 
yang dipelajari antara pria dan wanita, sedangkan 
‘jenis kelamin’ merujuk pada perbedaan biologis 
antara lelaki dan perempuan.  Peran gender sangat 
bervariasi di dalam dan antar kebudayaan dan dapat 
berubah sepanjang waktu.  Gender tidak hanya 
merujuk pada wanita atau pria tetapi juga pada 
hubungan antara mereka.

Kuatkan penyampaian keamanan dan peradilan
Dalam hal keamanan dan keadilan, para pria, wanita, anak lelaki dan anak  ■
perempuan mempunyai kebutuhan, prioritas dan kemampuan yang berbeda.  
Penilaian-penilaian (assessments) RSK dan proses-proses M&E yang tanggap 
terhadap gender akan menghasilkan informasi yang lebih cermat sehingga 
memungkinkan proses-proses reformasi dirancang dan dilaksanakan dengan 
cara yang dapat lebih baik memenuhi kebutuhan khusus pria, wanita, anak 
perempuan dan anak laki-laki.Geneva Centre for the 

Democratic Control of 
Armed Forces (DCAF)
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Kotak 1 Pertanyaan-pertanyaan untuk ditanyakan dalam penilaian RSK

Di samping analisis umum terhadap konteks negara, penilaian itu harus bertujuan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai 
berikut:

Dalam keadaan sekarang bagaimana tata pemerintahan dan kapasitas lembaga-lembaga sektor keamanan?  Apa yang 1. 
merupakan kesenjangan-kesenjangan terutama?  Perbaikan-perbaikan yang mana harus diutamakan? 
Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan gender: Apa perbandingan jumlah staf perempuan terhadap staf pria dan 
apa jabatan pekerjaan mereka masing-masing?  Apakah GBV secara efektif dicegah, direspons dan diberi sanksi?  Apakah 
pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM), termasuk GBV, sedang dilakukan oleh aparat sektor keamanan?  Apakah lembaga-
lembaga sektor keamanan melaksanakan kerja sama dengan para OMS, yang meliputi organisasi-organisasi wanita?
Apa yang merupakan kebutuhan, persepsi dan prioritas keamanan dan peradilan yang berbeda bagi pria, wanita, anak 2. 
perempuan, anak lelaki dan kalangan masyarakat? 
Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan gender: Apa yang merupakan jenis dan angka GBV, yang mencakup GBV 
terhadap pria dan anak lelaki?  Apakah pria, wanita, anak perempuan dan anak laki-laki dapat secara adil mengakses lembaga/
mekanisme keamanan dan peradilan?  Jenis perbaikan apa yang diutamakan pria dan wanita?  Strategi dan/atau prakarsa non 
pemerintah apa yang telah ditetapkan di lokasi lokal untuk memelihara keamanan dan peradilan?

Penilaian dan M&E yang tanggap terhadap  ■
gender dapat menuju penguatan pencegahan 
dan respons terhadap kekerasan berbasis gender 
(GBV) seperti kekerasan dalam rumah tangga, 
perdagangan manusia dan kekerasan geng.

RSK yang bersifat inklusif dan partisipatif 
Pengikutsertaan kelompok-kelompok  ■
terpinggirkan seperti wanita, golongan kecil 
etnis dan rakyat pribumi dalam proses-proses 
penilaian dan M&E akan membangun rasa 
percaya masyarakat sipil dan pemilikan lokal 
terhadap proses-proses RSK.
Selain itu, peningkatan keterlibatan kelompok- ■
kelompok terpinggirkan akan meningkatkan 
kecermatannya dan keluasannya data yang 
terkumpul.

Kotak 2 UK DFID: Pemaduan gender ke dalam 
evaluasi RSK3

Pada tahun 2007 Departemen Pembangunan Internasional 
(DFID, Department for International Development) UK, dalam 
kolaborasi dengan Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran 
dan Kementrian Pertahanan, menugasi empat orang pakar 
RSK untuk melaksanakan suatu evaluasi independen tentang 
perencanaan dan penyusunan yang dilakukan DFID dalam hal 
reformasi keamanan dan peradilan di Afrika.  Evaluasi tersebut 
mencakup pemeriksaan terhadap pengarusutamaan gender 
dan HIV/AIDS dalam perencanaan dan penyusunan reformasi 
keamanan dan peradilan  – karena isu-isu ini merupakan 
tema-tema pokok dalam program-program bilateral DFID.
Evaluasi tersebut menemukan bahwa isu-isu gender dan HIV/
AIDS direpresentasikan secara tegas dalam perencanaan dan 
penyusunan mengenai keselamatan, keamanan dan akses 
keadilan tetapi umumnya tidak ada pertimbangan gender dan 
HIV/AIDS dalam program-program mengenai pertahanan dan 
kepolisian, atau program-program yang kerangka acuannya 
lebih luas seperti Program Reformasi Sektor Keamanan Sierra 
Leone.  Usulan-usulan evaluasi tersebut mencakup:
Usulan 5: Kami menganjurkan bahwa tema ‘Deklarasi Paris 
tentang Keberhasilan Bantuan’ mengenai Manajemen 
Keuangan Publik dan tema-tema arus utama Whitehall tentang 
HIV/AIDS dan Gender digabungkan ke dalam semua intervensi 
dalam bidang reformasi sektor keamanan dan peradilan 
[SJSR, Security and Justice Sector Reform], bukan hanya yang 
menghadapi secara spesifik Keselamatan, Keamanan dan 
Akses Keadilan (SSAJ, Safety, Security and Access to Justice).

Bangun lembaga-lembaga keamanan yang 
bersifat representatif dan mempromosikan 
HAM.

Pemaduan pertanyaan yang peka terhadap  ■
gender mengenai pelecehan seksual, diskriminasi 
dan pelanggaran HAM ke dalam penilaian dan 
M&E RSK dapat mengungkap praktek-praktek 
yang negatif ini dan menyoroti perbaikan-
perbaikan yang dibutuhkan.
Penilaian dan M&E yang tanggap terhadap  ■
gender dapat mengumpulkan data mengenai 
jumlah dan pangkat/jabatan aparat sektor 
keamanan perempuan maupun pria dan juga 
informasi tentang cara meningkatkan perekrutan 
dan retensi wanita dan kelompok-kelompok yang 
lain yang kurang terwakili.  Lembaga-lembaga 
sektor keamanan yang mencerminkan populasi 
yang akan dilayaninya meningkatkan legitimasi 
dan keberhasilan operasionalnya.

Kepatuhan terhadap kewajiban menurut undang-undang dan 
instrumen internasional 
Pengambilan prakarsa untuk memadukan isu-isu gender ke 
dalam penilaian dan M&E RSK bukan hanya masalah efektivitas 
operasional; pemaduan ini juga diharuskan untuk mematuhi undang-
undang, instrumen dan norma internasional dan regional tentang 
keamanan dan gender.  Instrumen utama meliputi:

Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing (1995) ■
Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 tentang Perempuan,  ■
Perdamaian dan Keamanan (2000)

Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Lampiran Toolkit tentang 
Undang-Undang dan Instrumen Internasional dan Regional.

Bagaimana cara gender dapat dipadukan ke 
dalam penilaian, pemantauan dan evaluasi 
RSK?

Kiat-kiat gender untuk penilaian, pemantauan 
dan evaluasi (M&E, Monitoring and 
Evaluation) RSK 

Tentukan suatu tim yang sadar terhadap  ■
gender yang mencakup wanita dan pria yang 
berkualifikasi dalam gender.  Pekerjakan para 
penerjemah baik pria maupun perempuan, jika 
diperlukan.
Berikan pelatihan gender atau pengarahan bagi  ■
staf.
Laksanakan kolaborasi dengan organisasi- ■

!
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organisasi masyarakat sipil (para OMS), yang 
mencakup organisasi-organisasi wanita.
Kumpulkan informasi dari pria dan wanita yang  ■
menduduki jabatan/pangkat yang berbeda.
Pisahkan semua data menurut jenis kelamin dan  ■
usia.
Tentukan pengukur-pengukur (indikator) yang  ■
tanggap terhadap gender.
Kumpulkan data baik kualitatif maupun kuantitatif,  ■
dengan mengunakan alat-alat seperti survei 
rumah tangga dan wawancara grup fokus.
Gunakan metodologi penelitian yang spesifik  ■
untuk mengumpulan data tentang GBV.
Kumpulkan data tentang isu-isu gender  ■
seperti perekrutan dan retensi personil pria 
dan perempuan; angka pelecehan seksual; 
pelaksanaan undang-undang dan instrumen 
nasional, regional dan internasional berhubungan 
dengan gender dan keamanan; serta GBV dan 
pelanggaran HAM lainnya. 

Penilaian-penilaian (assessments) RSK
Susun suatu strategi penilaian dan masukkan  ■
dimensi gender ke dalam setiap tingkat 
– perencanaan, pembuatan pola-pola, 
pengumpulan data dan diskusi hasilnya.
Utamakan pelaksanaan penilaian bersama-sama  ■
yang melibatkan kerja sama dan koordinasi 
antara para pemangku kepentingan setempat 
maupun internasional.
Masukkan pertanyaan-pertanyaan penilaian  ■
berhubungan dengan gender (lihat Kotak 1).

Pemantauan dan evaluasi RSK
Rancangkan dan anggarkan pemantauan dan  ■
evaluasi (M&E) yang tanggap terhadap gender 
sebagai bagian intinya RSK.
Pantau dan evaluasi berbagai dampak dari  ■
proses-proses RSK terhadap pria, wanita, anak 
lelaki dan anak perempuan.
Sejauh mungkin, jadikan proses pemantauan  ■
yang inklusif dan partisipatif, yaitu dengan 
mengadakan gugus-gugus tugas antar dinas 
atau kelompok kerja antar-departmen, dengan 
melibatkan wakil-wakil dari kementerian keluarga 
atau kementerian pembangunan dan OMS.
Timbangkan mekanisme pemantauan gender  ■
pada tingkat internasional dan regional, seperti 
pelaporan menurut Konvensi PBB tentang 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
terhadap Perempuan (CEDAW, Convention on 
Eradication of All Forms of Discrimination against 
Women).
Masukkan indikator-indikator gender (lihat Kotak  ■
3).

Pemeriksaan (audit) gender terhadap lembaga-
lembaga sektor keamanan

Tetapkan prasyarat perlu seperti kemauan politik  ■
dan kapasitas teknis.
Jamin agar auditor gender bersifat independen  ■
dan memahami secara utuh dan menyeluruh 
prosedur-prosedur internal lembaga sektor 
keamanan masing-masing – misalnya tim 
audit yang terdiri dari seorang konsultan audit 
gender eksternal maupun seorang ahli penilaian 
internal.

Kotak 3 Contoh-contoh indikator reformasi peradilan dan gender4

Bidang reformasi peradilan Contoh-contoh hasil 
kesetaraan gender

Contoh-contoh indikator yang peka 
terhadap gender Metode pengumpulan data

GBV Pelaksanaan perundang-
undangan dan rencana 
aksi nasional untuk 
menghapuskan GBV

Prosedur-prosedur telah  -
ditetapkan dan dilaksanakan 
untuk memberikan ganti rugi 
kepada para penyintas kejahatan 
berbasis gender, yang mencakup 
peperangan, rekonstruksi pasca-
konflik, dan kekerasan yang 
dilakukan aparat sektor keamanan
Jumlah penuntutan terhadap aparat  -
sektor keamanan atas GBV
Peningkatan penghukuman yang  -
konsisten atas kejahatan GBV, 
menurut jenis kekerasan dan 
hubungan pelaku

Penilaian basis dan tinjauan  -
terhadap protokol -
Survei dan wawancara  -
dengan organisasi-organisasi 
wanita dan para OMS lainnya 
Data statistik pengadilan  -
Tinjauan atas koran-koran -
Data dari organisasi- -
organisasi wanita

Reformasi kelembagaan Akses yang adil pada 
keadilan untuk wanita dan 
pria

Persentase wanita dan pria yang  -
membuat laporan bahwa mereka 
mampu akses sistem hukum resmi 
untuk menyelesaikan perselisihan
Jumlah kantor polisi di daerah  -
pedesaan miskin yang 
disumberdayakan dan dilengkapi 
dengan pegawai wanita maupun 
pria
Jumlah kasus-kasus pengadilan  -
berhubungan dengan hak-hak 
wanita dibandingkan dengan 
jumlah yang berhubungan dengan 
hak-hak pria 

Survei basis dan lanjutan  -
Tinjauan atas catatan  -
yang berhubungan dengan 
organisasi dan sumber daya 
manusia (SDM) kepolisian
Pengamatan -
Data statistik pengadilan -
Tinjauan basis dan lanjutan  -
terhadap prosedur pengadilan
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Pertanyaan-pertanyaan untuk ditanyakan  ■
sebagai bagian dari audit gender mencakup:5

Apakah lembaga tersebut:
Mempunyai keterwakilan setara pria dan wanita  -
pada semua tingkat organisasinya?
Mempunyai kebijakan dan praktek-praktek  -
SDM yang mendorong perekrutan, retensi dan 
pemberdayaan wanita?
Mempunyai kebijakan dan mekanisme untuk  -
mencegah dan menangani pelecehan seksual, 
diskriminasi dan kekerasan?
Mempunyai kapasitas teknis untuk mengerjakan  -
isu-isu yang spesifik gender?
Memberikan pelatihan gender dasar kepada  -
seluruh staf?
Mengarusutamakan isu-isu gender ke dalam  -
kebijakan, program dan prakarsa?
Menyediakan  - (earmark) pendanaan yang 
memadai pada prakarsa-prakarsa yang spesifik 
gender ?

M&E prakarsa - prakarsa pengarusutamaan 
gender dalam sektor keamanan

Utamakan M&E yang komprehensif terhadap  ■
prakarsa-prakarsa pengarusutamaan gender 
dalam lembaga-lembaga sektor keamanan agar 
mengukur pengaruhnya.
Tetapkan indikator-indikator yang spesifik  ■
kelembagaan maupun program baik kuantitatif 
dan kualitatif yang peka terhadap gender (lihat 
Kotak 4).

Kotak 4 Pemantauan pengarusutamaan gender dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Sejak tahun 1997 Asisten Sekretaris Jenderal dan Penasihat Khusus Sekjen PBB bidang Isu Gender dan Pemberdayaan Perempuan 
telah ditugaskan mendukung dan mengawasi pelaksanaan mandat-mandat pengarusutamaan gender dalam PBB.  Unit penasihat 
gender, staf penghubung gender dan mekanisme pelaporan merupakan instrumen yang dipakai dalam PBB.  Lebih dari itu, Jaringan 
Antar Instansi PBB tentang Perempuan dan Kesetaraan Gender telah merancang kerangka acuan untuk cara memasukkan 
perspektif gender ke dalam semua mekanisme pelaporan dan M&E dalam sistem PBB.6

Jika perlu, laksanakan aktivitas lanjutan seperti  ■
lokakarya, pembahasan grup dan pertemuan 
perencanaan strategis agar mengatur kembali 
prakarsa-prakarsa pengarusutamaan gender.

Tersedia juga di Tool 11…
Metode-metode pengumpulan data dalam penilaian RSK  -
Pemaduan gender ke dalam kerangka penilaian RSK  -
Clingendael 
Daftar para aktor pokok dalam bidang M&E RSK  -
Tabel yang menggambarkan pendekatan Manajemen  -
Berbasis Hasil (RBM, Results-Based Management) 
terhadap M&E RSK yang tanggap terhadap gender
Metode-metode audit gender -

Tantangan dan peluang pasca konflik

Penilaian RSK dan M&E baik menantang maupun 
sangat penting dalam konteks-konteks pasca 
konflik.

Tantangan bagi pemaduan isu-isu gender
Pencatatan dan pengumpulan data yang ada  ■
secara rutin selama keadaan damai dapat 
diganggu selama peperangan, termasuk catatan 
rumah sakit, catatan pidana dan data lainnya yang 
dicatat oleh polisi atau kementerian/pemerintah.  
Perubahan atau gagalnya lembaga-lembaga 
publik sering kali menyulitkan pengumpulan 
dan penilaian data secara komprehensif dan 
representatif.
Kekurangan waktu dan sumber daya keuangan  ■
dapat tidak memungkinkan penetapan kerangka-
kerangka penilaian dan M&E yang komprehensif.  
Walaupun demikian, pengumpulan data dan 
pemantauan program dan proyek menjadi krusial 
untuk kesuksesan dan koordinasi mereka.

 
Peluang-peluang untuk pemaduan isu-isu 
gender

Komunitas dan organisasi-organisasi  ■
internasional dan para pemerintah yang baru 
dibentuk mungkin mempunyai kemauan politik 
untuk menanamkan proses-proses RSK yang 
tanggap terhadap gender.
Pembangunan kebijakan dan prosedur yang baru  ■
untuk sektor keamanan memberikan kesempatan 
untuk melaksanakan prosedur pemantauan dan 
evaluasi dari awal, yang mencakup penetapan 
target-target untuk perekrutan wanita dan 
pemaduan isu-isu gender ke dalam perancangan 
kebijakan dan protokol, perencanaan dan 
penyusunan operasional, perekrutan dan 
pelatihan.

Kotak 5
Penilaian keamanan yang berfokus 
pada kekerasan seksual dalam 
lingkungan berperikemanusiaan

Informasi yang perlu dikumpulkan mencakup:7

Informasi demografis, yang mencakup data yang  -
dipisahkan menurut usia dan jenis kelamin.
Keterangan tentang pergerakan populasi (untuk  -
memahami risiko terjadinya kekerasan seksual).
Keterangan tentang lingkungan-lingkungan,  -
organisasi-organisasi yang ada dan jenis layanan yang 
diberikan dan aktivitas yang sedang berlangsung.
Peninjauan luas terhadap kekerasan seksual (populasi  -
yang berisiko lebih tinggi, data apa pun yang tersedia 
tentang kejadian kekerasan seksual).
Kekuasaan keamanan dan hukum nasional (undang- -
undang, definisi legal, prosedur kepolisian, prosedur 
kehakiman, prosedur sipil).
Sistem-sistem masyarakat keadilan tradisional atau  -
hukum adat.
Tindakan-tindakan pencegahan dan respons multi- -
sektor (koordinasi, mekanisme-mekanisme rujukan, 
psikososial, kesehatan, keamanan/kepolisian, 
perlindungan/keadilan legal).
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Dewan Keamanan PBB No. 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan] 
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Untuk informasi lebih lanjut,

 silakan lihat Tool tentang RSK 
dan Gender

1Pendahuluan
‘Dalam hal orang-orang sudah berpengalaman 

yang mendalam tentang cara memadukan 
perspektif gender ke dalam kerja mereka, dan 

memahami mengapa dan bagaimana pemaduan 
perspektif gender itu memberikan perbedaan, 

mereka bisa menjadi teladan dan katalisator yang 
kuat untuk perubahan.’

       
              Sanam Anderlini1

Tool ini bermaksud menjadi suatu penuntun praktis 
untuk persiapan, pelaksanaan dan pengevaluasian 
pelatihan gender bagi aparat sektor keamanan.  
Tool ini mengandung keterangan singkat tentang 
pentingnya pelatihan gender dan berfokus pada 
pemberian kiat-kiat praktis dan contoh-contoh 
praktek yang baik yang dapat membantu menjadi 
pedoman bagi pelatihan di masa datang.  Tool ini 
dirancangkan bagi staf lembaga sektor keamanan, 
organisasi internasional dan regional, dan 
organisasi masyarakat sipil yang merencanakan, 
menyelenggarakan atau mengevaluasi pelatihan 
gender bagi aparat sektor keamanan.

Pelatihan gender adalah sebagian yang sangat 
penting dari reformasi sektor keamanan (RSK): 
proses penciptaan suatu sektor keamanan yang 
bertanggung jawab dan partisipatif yang memenuhi 
syarat-syarat tata pemerintahan yang demokratik 
dan penyampaian layanan keamanan dan peradilan 
yang efektif.  Pemaduan isu-isu gender ke dalam 
kurikulum standar pelatihan dan pendidikan aparat 
sektor keamanan, dan juga pemberian pelatihan 
khusus isu-isu gender, seperti teknik wawancara 
untuk korban perdagangan manusia atau kebijakan 
kelembagaan tentang pelecehan seksual, dapat 
memperkuat penyampaian pelayanan, membantu 
menjamin tempat kerja yang bersifat non diskriminatif 
dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia 
(HAM). 

Tool ini berdasarkan pada pemeriksaan di atas meja 
(desk audit) terhadap materi, kursus pelatihan dan 
terbitan yang ada; wawancara pribadi; dan materi 
dan informasi yang dikumpulkan selama suatu 
diskusi virtual tentang praktek yang baik dan buruk 
di bidang pelatihan gender untuk aparat sektor 
keamanan, yang diselenggarakan UN-INSTRAW, 
DCAF dan OSCE/ODIHR pada bulan April 2007.2 

Kutipan telah didapat dari diskusi virtual dan 
juga dari survei peserta diskusi tersebut tentang 
pengalaman mereka dengan pelatihan gender. 

2 Apa itu pelatihan 
gender bagi aparat sektor 
keamanan?

Gender merujuk pada peran dan hubungan, ciri kepribadian, 
sikap, tingkah laku dan nilai-nilai tertentu yang dihubungkan 
masyarakat dengan pria dan wanita.  Karena itu, ‘gender’ 
merujuk pada perbedaan yang dipelajari antara pria dan 
wanita, sedangkan ‘jenis kelamin’ merujuk pada perbedaan 
biologis antara lelaki dan perempuan Peran gender sangat 
bervariasi di dalam dan antar kebudayaan dan dapat berubah 
sepanjang waktu. Gender tidak hanya merujuk pada wanita 
atau pria tapi juga merujuk pada hubungan antara mereka.

Pengarusutamaan gender adalah proses penilaian implikasi 
terhadap wanita dan pria dari suatu tindakan yang terencana, 
yang mencakup perundang-undangan, kebijakan atau 
program, di semua bidang dan pada semua tingkatan.3

Pelatihan gender adalah suatu kegiatan 
pembangunan kemampuan yang bertujuan 
meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan 
keterampilan praktis tentang isu-isu gender 
dengan pembagian informasi, pengalaman dan 
teknik dan juga dengan pemromosian cerminan 
dan perdebatan. Sasaran pelatihan gender adalah 
memungkinkan para peserta memahami peran dan 
kebutuhan wanita dan pria yang berbeda dalam 

Pelatihan Gender bagi Aparat 
Sektor Keamanan 
– praktek-praktek yang baik dan pelajaran yang didapat
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masyarakat, menentang perilaku dan struktur yang 
berpihak pada gender dan bersifat diskriminatif 
serta ketidaksamaan sosial, dan menerapkan 
pengetahuan baru ini pada kerja sehari-hari 
mereka.’4
 
Aparat sektor keamanan mencakup semua 
personil lembaga-lembaga sektor keamanan, 
angkatan bersenjata (termasuk pasukan pemelihara 
perdamaian), polisi, badan-badan intelijen, sistem-
sistem keadilan dan pemasyarakatan, badan-
badan manajemen perbatasan dan perusahaan-
perusahaan keamanan dan militer swasta. Menurut 
definisi komprehensif sektor keamanan, dengan 
istilah ‘aparat sektor keamanan’ juga bermaksud 
badan pengelolaan dan pengawasan seperti 
kementerian pemerintah, parlemen dan kantor 
ombudsman.  Pelatihan gender juga relevan untuk 
organisasi internasional dan regional, para negara 
donor dan organisasi-organisasi non-pemerintah 
(LSM) yang mendukung prakarsa-prakarsa 
reformasi sektor keamanan.

 Dalam konteks reformasi sektor keamanan, pelatihan 
gender berdasarkan pada penceritaan pengalaman 
tentang bagaimana aparat dan lembaga sektor 
keamanan dapat menjadi lebih responsif terhadap 
kebutuhan keamanan dan keadilan pria dan wanita, 
dan cara menciptakan sektor keamanan yang lebih 
inklusif, yang menjunjung tinggi hak-hak asasi 
manusia. Pelatihan gender:

Tidak hanya tentang wanita, tetapi berfokus pada  ■
gender – yang mencakup isu-isu pria dan pelbagai 
maskulinitas.

Bermanfaat aparat sektor keamanan pria maupun  ■
perempuan  di semua jabatan dan pangkat.

Menjadi relevan dan perlu bagi aparat sektor  ■
keamanan di semua konteks, yang mencakup 
negara pasca-konflik, negara dalam masa transisi, 
negara berkembang dan negara maju. 

Pelatihan gender bagi aparat keamanan dapat 
dilandasi berbagai metodologi dan kurikulum, 
dari lokakarya selama beberapa hari sampai 
sesi pelatihan satu jam. Isu-isu gender bisa juga 
dipadukan ke dalam modul pelatihan standar 
daripada diajarkan secara tersendiri. Tergantung 
pada konteks dan masyarakat sasaran spesifik, 
berbagai pokok persoalan dengan jumlah besar 
dapat diliputi dalam pelatihan gender. Misalnya: 

Pemahaman kebutuhan keamanan pria, wanita,  ■
anak perempuan dan anak lelaki yang berbeda.

Undang-undang, instrumen dan kebijakan tentang  ■
hak-hak wanita dan isu-isu gender.

Analisis anggaran gender. ■

Kebijakan tentang eksploitasi dan penganiayaan  ■
seksual.

Protokol untuk merespons korban kekerasan  ■
seksual pria maupun perempuan.

Pengakuan korban perdagangan manusia. ■

Pencegahan discriminasi terhadap orang lesbian,  ■
gay, biseksual dan transgender (LGBT).

Pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja. ■

3 Mengapa pelatihan 
gender penting untuk aparat 
sektor keamanan?
Bersama dengan prakarsa-prakarsa 
pengarusutamaan gender lainnya, seperti 
pemromosian dan meningkatnya perekrutan, retensi 
dan kemajuan personil perempuan, pelatihan 
gender membantu memperkuat penyampaian 
pelayanan keamanan dan peradilan yang efektif, 
menciptakan lingkungan kerja yang sehat bagi staf 
pria dan perempuan dan mencegah pelanggaran 
HAM oleh aparat sektor keamanan.

Kepatuhan terhadap kewajiban menurut undang-undang 
dan instrumen internasional
Pelaksanaan pelatihan tentang isu-isu gender diperlukan 
untuk mematuhi undang-undang, instrument dan norma 
internasional dan regional tentang keamanan dan gender. 
Instrumen-instrumen utama mencakup:

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk  ■
Diskriminasi terhadap Perempuan (1979)
Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing (1995) ■
Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 tentang  ■
Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (2000)

Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Lampiran Toolkit ini 
tentang Undang-Undang dan Instrumen Internasional dan 
Regional.

 

3.1 Penyampaian layanan keamanan 
dan peradilan yang efektif

Sektor keamanan harus mampu merespons 
kebutuhan keamanan dan keadilan pria, wanita, 
anak lelaki dan anak perempuan yang berbeda, 
yang banyak di antaranya ditetapkan oleh 
perbedaan-perbedaan peran, norma dan perilaku 
gender. Misalnya, kekerasan berbasis gender, 
yang mencakup perdagangan manusia, kekerasan 
oleh pasangan intim, penganiayaan seksual, 
dan kekerasan anti-gay, adalah salah satu dari 
ancaman terbesar terhadap keamanan manusia 
di seluruh dunia. Secara global, satu dari setiap 
tiga wanita menjadi korban GBV.5 Agar mencegah, 
merespons dan menjatuhkan sanksi secara efektif 
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atas GBV, aparat sektor keamanan memerlukan 
pelatihan gender umum dan teknis, misalnya 
tentang bagaimana melakukan wawancara dengan 
korban perdagangan manusia atau menuntut kasus 
kekerasan oleh pasangan intim.

Pelatihan kesadaran gender yang ditargetkan, 
sesuai dan terus berlanjut, yang mempertanyakan 
stereotip tentang pria dan wanita, juga membantu 
aparat sektor keamanan berinteraksi secara pantas 
dan sopan dengan orang sipil pria, wanita, anak 
perempuan dan anak laki-laki. Ini dapat mempertinggi 
rasa percaya masyarakat sipil, yang mengakibatkan 
tambahan keberhasilan operasional.

3.2 Tempat kerja yang non diskriminatif 
dan produktif

Pelatihan gender mempromosikan tempat kerja yang 
non diskriminatif dan bebas dari pelecehan seksual 
dan diskriminasi. Kerugian institusional sebagai 
akibat dari pelecehan seksual mencakup kehilangan 
produktivitas, semangat rendah, ketidakhadiran 
kerja dan meningkatnya pergantian pegawai. 
Pelecehan seksual juga menghambat pemaduan 
wanita ke dalam lembaga-lembaga keamanan. 
Menurut survei oleh Departemen Pertahanan 
Amerika Serikat (Dephan AS), angka pelecehan 
seksual terhadap anggota aktif militer yang dilapor 
itu mengalami penurunan dari tahun 1995 sampai 
tahun 2002 bagi wanita (46% vs. 24%) maupun 
pria (8% vs. 3%).6 Kira-kira 75% dari personil telah 
menerima pelatihan tentang pelecehan seksual dan 
lebih dari 80% dari wanita dan pria mengatakan 
bahwa pelatihan ini merupakan suatu alat yang 
berguna untuk menghadapi pelecehan seksual.7

‘Pada umumnya staf PBB staf tidak dikenakan 
sanksi ketika mereka kurang peka atau 

berprasangka buruk terhadap wanita. Suatu 
budaya rasa takut pembangunan karir nampaknya 

membuat orang enggan memperjuangkan tujuan 
gender, karena ada risiko pembalasan dendam 

jika seseorang menyatakan keluhan diskriminasi 
berbasis gender.’ 

Gry Tina Tinde, Penasihat Khusus untuk Isu 
Gender kepada Komisaris Tinggi PBB Urusan 

Pengungsi8

Dalam hal personil menjadi peka terhadap gender 
tempat kerja menjadi lebih produktif, efisien dan 
adil. Pada gilirannya perekrutan wanita, dan juga 
pria dari kelompok-kelompok minoritas, dijadikan 
lebih mudah, yang menimbulkan sektor keamanan 
yang mencerminkan masyarakat yang akan mereka 
layani. Sektor keamanan yang beragam dan bersifat 
non diskriminatif bisa mendapatkan rasa percaya 
dan kolaborasi yang lebih kuat dengan orang sipil. 

3.3  Mencegah pelanggaran hak-hak 
asasi manusia (HAM) 

Disesalkan, aparat sektor keamanan terkenal 
sebagai pelanggar HAM dengan pelanggaran 
yang mencakup kekerasan berbasis gender (GBV, 
Gender-Based Violence) terhadap wanita, anak 
perempuan, pria dan anak lelaki. Suatu strategi 
utama untuk menanggulangi pelanggaran HAM 
oleh aparat sektor keamanan adalah pemberian 
pelatihan komprehensif yang menguraikan 
pertanggungjawaban mereka untuk melindungi dan 
menunjang hak-hak asasi manusia, yang mencakup 
isu-isu GBV isu-isu dan hak asasi perempuan. 
Pelatihan ini sering dirancang untuk mendidik 
personil tentang kode-kode perilaku untuk staf, yang 
mencakup perilaku buruk, sistem-sistem pelaporan 
dan langkah-langkah pendisiplinan. Misalnya, 
pasukan pemelihara perdamaian biasanya diberikan 
pelatihan tentang eksploitasi dan penganiayaan 
seksual agar supaya mencegah pelanggaran HAM 
ini. Pelatihan ini dapat membaikkan hubungan 
mereka dengan masyarakat setempat dan dengan 
demikian mempertinggi keselamatan personil dan 
dampak positif dari kerja mereka. 

4 Bagaimana aparat 
sektor keamanan harus 
dilatih mengenai isu-isu 
gender?

Pelatihan gender untuk aparat sektor keamanan 
harus dirancang menurut kebutuhan, fungsi dan 
pengalaman personil yang teridentifikasi dan juga 
sesuai dengan konteks kultural mereka. Bagian ini 
berfungsi sebagai pedoman untuk perencanaan 
dan pelaksanaan pelatihan gender dengan 
mempertimbangkan pro dan kontra dari berbagai 
pilihan pelatihan dan mempertunjukkan praktek-
praktek yang baik. Struktur bagian ini mencerminkan 
siklus pelatihan standar yang terdiri dari empat 
tahap: perencanaan dan persiapan, pelaksanaan, 
pengevaluasian, dan penindakan lanjut. Dengan 
demikian, pelatihan gender harus menjadi suatu 
lup kontinu dalam mana hasil dari inisiatif yang 
ada dimasukkan ke dalam inisiatif pelatihan baru, 
agar supaya memperkuat dan mengkonsolidasikan 
kemajuan yang dijadikan.
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Pelatihan gender saja tidak cukup untuk menimbulkan 
lembaga sektor keamanan yang tanggap terhadap 
gender. Pelatihan adalah suatu alat penting untuk 
mengarusutamakan isu-isu gender, tetapi harus 
menjadi sebagian dari suatu rencana strategis yang 
didalamnya digabungkan perubahan kelembagaan 
lainnya:

Tingkat kebijakan ■  – seperti pengesahan dan 
penegakan kode perilaku dan/atau kebijakan 
pelecehan seksual atau pereformasian protokol 
yang ada untuk menjadikan protokol tersebut 
tanggap terhadap gender.
  ■ Tingkat struktural – seperti penunjukan para 
penghubung gender atau pendirian unit khusus 
untuk menanggulangi kekerasan berbasis 
gender.
Tingkat programatik ■  – seperti pengamalan 
pendekatan perpolisan masyarakat, penciptaan 
saluran telepon hotline internal untuk pelaporan 
pelecehan seksual, atau pemberian pembuatan 
referral pada organisasi wanita untuk korban 
perdagangan manusia.
Tingkat personil ■  – seperti perekrutan, retensi 
dan kemajuan jumlah staf wanita lebih besar dan 
kelompok-kelompok masyarakat yang kurang 
terwakili.

Perubahan kelembagaan demikian  terjadi seiring 
dengan pelatihan gender. Perubahan kebijakan 
dapat dilaksanakan hanya dalam keadaannya 
personil menerima pelatihan yang memadai; 
dampak dari pelatihan gender sangat kecil ketika 
pelatihan tidak didukung oleh kebijakan dan 
struktur yang tanggap terhadap gender. Sebelum 
merintis perbahasan tentang praktek-praktek yang 
baik dalam pelatihan gender bagi aparat sektor 
keamanan, harus juga mengambil pelajaran 
dari kekeliruan di masa lampau. Praktek-praktek 
buruk yang harus dihindari dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan pengevaluasian pelatihan gender 
mencakup:

Pelatihan gender yang tidak disesuaikan dengan  ■
kebutuhan, bahasa, konteks budaya dan kerja, 
pengalaman dan pengetahuan gender lebih 
dahulunya para peserta kursus.
Presentasi atau monolog yang akademis dan  ■
terlalu teoretis yang memberi peserta hanya 
definisi, teori dan fakta tanpa pembahasan 
atau aktivitas partisipatif setelah itu yang dapat 
memperdayakan peserta melibatkan diri mereka 
dengan materi dan menerapkannya.
Pelatih gender yang menggunakan terlalu  ■
banyak jargon gender, kurang tahu konteks 
khusus pekerjaan, atau yang mengintimidasi 
atau mengejek para peserta pelatihan (atau 
mengizinkan orang lain melakukannya).
Pengharapan yang tidak realistis  mengenai  ■
keahlian gender yang dapat diperoleh melalui 
pelatihan singkat.     

Pemromosian perilaku yang tanggap terhadap 
gender memerlukan pelatihan jangka panjang, 
tindakan lanjut dan dukungan terus-menerus dari 
suatu jaringan atau penasihat.

Waktu dan sumberdaya yang kurang memadai  ■
untuk pelatihan gender dasar dan prakarsa 
lanjutan .
Pemfokusan hanya kepada data statistik  ■
(misalnya jumlah staf terlatih atau panjangnya 
aktu pelatihan) melainkan pengutamaan 
dan penginvestasian dalam mutu dan materi 
pelatihan gender.

Kotak 1 Pengarusutamaan gender 
dalam sistem pemasyarakatan

‘Pelatihan gender harus dikontekstualisasi lebih luas 
yaitu berkaitan dengan konteks prakarsa-prakarsa pengar-

usutamaan gender lainnya.’

Olivier Robertson, Kantor Quaker di PBB9

Dalam konteks lembaga-lembaga pemasyarakatan, ini 
berarti lembaga-lembaga pemasyarakatan antara lain harus 
dirancang secara spesifik untuk wanita dan tidak hanya 
disesuaikan dengan sistem-sistem pemasyarakatan pria. 
Fasilitas harus dibangun lebih dekat kampung halaman 
masyarakat dan hubungan dengan anggota keluarga harus 
tidak dibatasi.  Peningkatan kesetaraan gender harus 
dicapai dalam proses perekrutan aparat sektor keamanan 
dan kebijakan kelembagaan harus disesuaikan agar supaya 
menarik personil baik wanita dan pria.

Siklus Pelatihan
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4.1 Perencanaan dan persiapan 
pelatihan gender

Langkah pertama dalam siklus pelatihan – 
perencanaan dan persiapan – merupakan 
langkah yang mendasar untuk pelatihan gender 
yang berhasil. Langkah ini harus mencakup 
pembangunan dukungan dari para pimpinan 
senior untuk pelaksanaan pelatihan, pemeriksaan 
(audit) sebelum pelatihan, penyesuaian pelatihan 
dengan kebutuhan yang khusus konteks peserta, 
dan pertimbangan rintangan terbesar terhadap 
pelatihan gender yang efektif. Dalam tingkat pertama 
perencanaan ini pelatih gender direkrut dan, jika 
perlu, diberikan pelatihan gender bagi pelatih.

Cara mendapat dukungan para pimpinan senior 
untuk pelatihan gender

Kekurangan perhatian terhadap isu-isu gender 
pada puncak organisasi-organisasi menetes 
ke bawah dan menghambat pembangunan 

kemampuan, pengalokasian sumber daya dan 
kesadaran umum. Sering tidak diindahkan 

seruan berulang-kali agar pemekaan terhadap 
gender dirundingkan di semua tingkat staf, 

tetapi terdapat contoh-contoh yang baik tentang 
pembahasan yang berguna. Tetapi, pembahasan 

ini hanya kedok palsu jika persetujuan yang 
disepakati tidak ditindaklanjuti atau didanai.

Gry Tina Tinde, Penasihat Khusus untuk Isu 
Gender kepada Komisaris Tinggi PBB Urusan 

Pengungsi10

Persetujuan dan dukungan dari para pimpinan 
senior untuk pelatihan gender menjadi krusial 
untuk kesuksesan dan keberlanjutannya. Pelatihan 
gender sering tidak diutamakan oleh para pimpinan 
senior di lembaga-lembaga sektor keamanan, yang 
mungkin menentang atau menghambat inisiatif 
pelatihan gender karena mereka tidak melihat nilai 
pelatihan tersebut. Suatu pendekatan ‘top-down’ 
[dari atas ke bawah] pada pelatihan gender dapat 

menjamin agar ketanggapan terhadap gender 
menetes ke bawah di seluruh lembaga.

Kiat-kiat untuk meningkatkan dukungan para 
pimpinan senior pada pelatihan gender:

Berikan contoh-contoh yang meyakinkan  ■
tentang cara pelatihan gender meningkatkan 
keberhasilan operasional.
 Berikan pelatihan gender kepada para  ■
pimpinan senior.
Tentukan program kepelatihan gender. Hal  ■
itu dapat menjadi penyelesaian yang baik 
untuk soal mengenai kekurangan waktu 
para pimpinan senior untuk ikut serta dalam 
pelatihan gender mendalam. (Lihat Kotak 2 
untuk contoh Program Pelatih Gendernya 
Angkatan Bersenjata Swedia).
Buat kebijakan gender atau rencana aksi  ■
bersama dengan para pimpinan senior sebagai 
bagian dari proses pembangunan kapasitas 
gender dan pelatihan gender.
Libatkan para pimpinan senior dalam pelatihan  ■
gender untuk menandakan komitmen 
mereka pada proses itu, misalnya melalui 
keterlibatan mereka dalam acara pembukaan 
atau penutupan kursus pelatihan gender.  
Keterlibatan mereka memperlihatkan kepada 
para peserta bahwa pelatihan gender dianggap 
penting oleh para pemimpin organisasinya.

‘Dalam mendekati pejabat utama di suatu 
instansi keamanan, titik mula yang efektif adalah 
pembentukan kebijakan tertulis secara bersama. 

Dengan pembicaraan isu dan perancangan 
kebijakan, para pimpinan senior dapat mempunyai 
rasa kepemilikan terhadap isu tersebut.  Kemudian 

kebijakan itu dapat menjadi berguna sebagai alat 
pelatihan … .  Pengalaman kami memperlihatkan 

bahwa pembahasan mengenai gender dan 
kekerasan berbasis gender dapat dengan mudah 

dikonteksualisasi dalam kebijakan operasional, 
dengan memakai titik rujukan yang sudah lazim 

bagi pejabat-pejabat organisasinya. Dengan 

Kotak 2 Program pelatih gender di Swedia11

Genderforce Swedia memprakarsai suatu Program ‘Gender 
Coach’  [‘Pelatih Gender’] yang memasangkan 12 orang 
pemimpin senior dari lembaga-lembaga perdamaian 
dan keamanan dengan 12 orang pelatih (coaches) yang 
berpengetahuan ekstensif mengenai isu-isu kesetaraan 
gender. Para peserta program tersebut mencakup Kepala 
Staf Angkatan Darat Swedia dan Direktur Pelatihan dan 
Pengadaan Angkatan Bersenjata Swedia. Umpan balik pasca 
program itu adalah positif dan para peserta berkata bahwa 
mereka sudah mengubah perilaku dan cara komunikasi 
mereka. 

Alasan untuk melakukan hubungan kerja dengan manajemen 
puncak adalah karena mereka mempunyai baik kekuasaan 
maupun kecakapan untuk mempengaruhi struktur dan perilaku 
di dalam organisasinya. Oleh karena itu, mereka harus 
memperdalam pemahaman mereka mengenai kesetaraan 
gender. Tetapi bagi orang di tingkat atas ini pengikutsertaan 
dalam program pelatihan mendalam akan memakan waktu 
terlalu lama, dan karena itu kepelatihan (coaching) menjadi 
suatu cara yang efektif untuk memperoleh hasil yang 
diinginkan.

!
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demikian, daripada menyusun pembahasan 
pada awalnya sebagai hal mengenai pria dan 

perempuan saja, pembahasan menjadi suatu hal 
mengenai pengendalian operasi.’

Anette Sikka12 

Bagaimana penilaian gender sebelum pelatihan 
harus dilakukan?
Pelaksanaan penilaian gender sebelum pelatihan 
membantu menentukan tujuan pelatihan gender 
dengan pemetaan kebutuhan pelatihan. Penilaian 
gender tersebut mempedomani pengembangan isi 
dan metodologi pelatihan dan juga menjadi garis 
dasar untuk evaluasi pasca pelatihan. Manfaat yang 
lain dari pelaksanaan penilaian pelatihan gender 
adalah para peserta dapat mengalami peningkatan 
rasa pemilikan proses, yang dapat meningkatkan 
pelibatan mereka dan pada gilirannya menimbulkan 
hasil-hasil yang lebih efektif dari pelatihannya. 
Penilaian dapat dilakukan oleh pelatih gender, 
personil sumber daya manusia (SDM) atau staf 
yang lain yang cakap. 
 

Pertanyaan-pertanyaan untuk ditanyakan 
mencakup: 

Bagaimana tingkat kesadaran dan kapasitas  ■
gender sekarang?  Apakah para peserta 
menerima pelatihan gender sebelumnya?
Jenis pelatihan apa diperlukan untuk  ■
memperbaiki pemberian keamanan dan/atau 
keadilan oleh lembaga tersebut kepada pria, 
wanita, anak perempuan dan anak laki-laki?
Jenis pelatihan apa diperlukan untuk  ■
mencegah diskriminasi, pelecehan dan 
pelanggaran HAM?
Kebijakan kelembagaan apa tentang  ■
gender telah ditetapkan?  Apakah kebijakan 
tersebut 
Keterampilan spesifik apa yang berkaitan  ■
dengan gender telah diidentifiasi oleh 
para peserta sebagai keterampilan yang 
mereka ingin mempelajari?disosialisasikan 
sebelumnya kepada para peserta?
Apa konteks kultural spesifiknya para peserta  ■
yang dapat mempengaruhi respons mereka 
pada pelatihan gender?

Penilaian gender mendalam, yang secara lebih 
luas berfokus pada ketanggapan terhadap gender 
di dalam lembaga-lembaga sektor keamanan 
pada tingkat kebijakan, struktur, perencanaan dan 
penyusunan dan personalia, bisa juga menjadi 
titik mula untuk pengidentifikasian kesenjangan 
kesadaran dan kapasitas yang bisa ditangani 
dengan pelatihan gender.

Bagaiman pelatihan gender dapat disesuaikan 
dengan konteks dan peserta yang berbeda?
Supaya menjadi efektif, pelatihan gender harus 
disesuaikan dengan:

Peran dan pertanggungjawaban para peserta.   ■
Para hakim, jaksa, pasukan pemelihara 
perdamaian dan personil dari kementrian 
pertahanan, misalnya, memiliki kebutuhan 
pelatihan yang berbeda.
 Konteks nasional dan komunitas yang di  ■
dalamnya peserta bekerja.
 Tingkat dan latar belakang peserta. ■
 Kerangka hukum nasional yang relevan  ■
terhadap, misalnya, kesetaraan gender dan hak-
hak hukum gay dan lesbian.


Kiat-kiat untuk penyesuaian pelatihan gender 
pada konteks dan peserta yang berbeda:

 Timbangkan penelitian yang dilakukan  ■
tentang isu gender dan keamanan di daerah 
geografis spesifik, yang mencakup hasil dari 
penilaian sebelum pelatihan dan kajian meja 
(desk reviews) terhadap persuratan yang 
ada.
 Cari tahu tentang konteks kultural asalnya  ■
peserta pelatihan dan masukkan dan 
gunakan contoh dan studi kasus yang terkait 
berhubungan dengan kebudayaan atau adat 
istiadat mereka. Misalnya, dapatkan umpan 
balik dari peserta tentang relevans kultural 
pelatihan gender yang direncanakan dan/
atau selenggarakan pelatihan bermitra 
dengan organisasi-organisai wanita setempat 
atau pelatih gender. Misalnya, pelatihan 
gender sebelum penggelaran bagi pasukan 
pemeliharaan perdamaian bisa mendapatkan 
manfaat dari penarikan wanita dari kalangan 
masyarakat diaspora yang terkait untuk 
memberikan informasi tentang kebudayaan 
dan adat istiadat setempat negara misinya. 
Anggota institusi yang sama yang sudah 
digelar pada misinya juga menjadi sumber 
daya yang baik untuk dilibatkan dalam 
pelatihan, karena mereka bisa memberitahu 
kolega tentang pengalaman mereka.
Timbangkan usia dan jenis kelamin peserta;  ■
tingkat pendidikan, jabatan profesional 
dan pangkat mereka; dan pengalaman 
dan sepengetahuan sebelumnya tentang 
gender, baik dalam konteks kehidupan dan 
pekerjaan. Personil pria maupun perempuan 
harus menerima pelatihan gender. Tidak 
bisa dianggap pasti bahwa wanita lebih 

lihat Tool tentang Penilaian, 
Pemantauan dan Evaluasi RSK 

dan Gender

!?
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tahu daripada pria mengenai bagaimana 
menangani ketidakamanan berbasis gender 
atau cara merekrut lebih banyak wanita 
dalam sektor keamanan.

‘Selama suatu sesi pelatihan gender yang 
diselenggarakan UNHCR Focal Point for 
Sexual Abuse and Exploitation (SEA) in 

Liberia [Penghubung untuk Penganiayaan dan 
Eksploitasi Seksual di Liberia, Komisi Tinggi PBB 

untuk Urusan Pengungsi], beberapa peserta 
meninggalkan kelas atau menjadi sangat malu 

ketika isu-isu mengenai penyunatan perempuan 
dibahas secara terbuka.’

Alexina Mugwebi-Rusere, Titik Penghubung SEA 
dari UNHCR di Liberia13

Hambatan bahasa dapat diperkecil dengan  ■
penggunaan bahasa yang pragmatik, sesuai 
dengan kebudayaan atau adat istiadat dan cocok 
dalam kelembagaan, dan dengan penghindaran 
logat khusus bidang gender (gender jargon).
 Kebanyakan sumberdaya dan buku pedoman  ■
pelatihan gender  tertulis dalam bahasa Inggris, 
yang membatasi akses bagi pelatih maupun 
peserta. Kebanyakan bahasa mempunyai istilah 
gender yang spesifik dan pengungkapan yang 
penuh dengan prasangka dan nilai kultural.  
Banyak istilah dan bahasa tentang konsep gender 
sulit diterjemahkan – atau sama sekali tidak 
dapat diterjemahkan ke dalam bahasa daerah. 
Para penerjemah harus dipilih dengan teliti, dan 
istilah khusus gender dibahas dengan mereka 
sebelum pelatihan.  Ketika bekerja dengan 
seorang penerjemah, harus dipertimbangkan 
bahwa penerjemah tersebut mungkin tidak 

Kotak 3 Mudarat dan manfaatnya pelatih eksternal / internal

Pelatih dari organisasi-organisasi 
masyarakat sipil, seorang konsultan 

independen, dll.

Pelatih dari lembaga sektor keamanan 
tertentu

Pro
Dapat memfasilitasi kemitraan antara  ■
para OMS dan lembaga-lembaga sektor 
keamanan

Sering kali mempunyai pengalaman  ■
pelatihan dan kepakaran gender yang 
luas.

Dapat menyampaikan pengetahuan  ■
spesifik konteks.

Dapat mempunyai perspektif yang lebih  ■
luas dan memberikan contoh yang 
berbeda dari luar bidang spesifiknya 
lembaga sektor keamanan.

Dapat dipandang tidak memihak. ■

Lebih dipercayai dan dihormati peserta,  ■
dan oleh karena itu diperhatikan 
sungguh-sungguh.

Mengetahui budaya kelembagaan serta  ■
isu dan personil spesifiknya lembaga 
sektor keamanan yang bersangkutan.

Mengenal tugas and terminologi spesifik  ■
yang dipakai oleh  lembaga keamanan 
itu.

Kontra
Dapat dianggap sebagai seorang luar  ■
yang kurang memahami tugas atau 
pertanggungjawaban peserta dan 
lembaga sektor keamanan.

Dapat berharga lebih tinggi bagi  ■
anggaran kelembagaan.

Dapat turut menyebabkan isu-isu gender  ■
dianggap sebagai isu ekstra atau isu 
eksternal.

Dapat menghalangi pembangunan  ■
kapasitas kelembagaan internal tentang 
pelatihan gender.

Dapat kurang mempunyai pemahaman  ■
yang dibutuhkan tentang isu-isu gender 
atau kepakaran dalam metodologi 
pelatihan gender yang efektif

Dapat kurang mempunyai pengetahuan  ■
tentang kebudayaan dan tradisi 
setempat.
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mempunyai cukup pemahaman tentang istilah-
istilah gender yang penuh nilai-nilai.
 Suatu praktek yang baik adalah pemasukan dalam  ■
pelatihan suatu bagian tentang ‘konsep-konsep 
gender’ agar supaya menolong pemahaman 
dan kejelasan. Karena kata-kata tertentu, seperti 
‘feminisme’, dapat mempunyai konotasi negatif 
sebaiknya istilah yang konotasinya lebih netral 
dipakai, seperti ‘pemromosian keadilan gender’.  
Pengalaman dari pelatihan gender di Nepal 
menunjukkan bahwa para peserta menemukan 
bahwa bagian pelatihan yang paling berguna 
adalah bagian yang di dalamnya para pelatih 
menjelaskan logat khusus dan memusatkan 
perhatian pada perbedaan antara istilah ‘gender’ 
dan ‘wanita’.14

‘Selama percobaan (piloting) kursus “Gender 
dan Pemeliharaan Perdamaian” untuk UN DPKO 
[Departemen Operasi Pemeliharaan Perdamaian 

PBB] dengan kontinjen Jordan di Eritrea, kami 
melaksanakan pelajaraan dwibahasa yang 

didalamnya kelompok-kelompok kecil bekerja 
dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Dalam 

pelajaran dwibahasa ini terjadi pembahasan yang 
sangat bagus dengan wanita dan pria setempat, 

yang mengambil bagian dengan semangat. Saya 
pikir kejadian ini merupakan suatu unsur yang 

sangat diperlukan dan memudahkan pelaksanaan 
tugas kami sebagai pelatih eksternal yang bekerja 

dalam kebudayaan yang berbeda. Dengan 
ini ditunjukkan kepada pasukan pemelihara 

perdamaian bahwa “gender” bukan hanya harus 
diintegrasikan di semua kegiatan kami, tetapi 

juga menjadi penting bagi masyarakat setempat 
Pelajaran dwibahasa tersebut dapat menjadi alat 
pembangunan jembatan antara pihak militer [dan 
masyarakat setempat] jika mereka cukup cerdas 

untuk mengambilnya.’
       

Angela Mackay, seorang konsultan independen15

 
Sebaiknya siapa menjadi pelatih gender?
Keberhasilan pelatihan gender sangat tergantung 
pada pengalaman dan kesanggupan pelatih. Ketika 
mempekerjakan seorang pelatih gender yang 
penting adalah mencari seseorang yang mempunyai 
kepakaran dalam bidang gender dan pengalaman 
dengan sektor keamanan. Keterampilan dalam hal 
fasilitasi penting, karena pelatih gender memegang 
peranan sebagai katalisator dalam pembahasan, 
yang didalamnya para peserta menyelidiki dan 
saling memberi pengalaman dan keterampilan yang 
sudah mereka punyai. 

Tim-tim gabungan pelatihan gender yang terdiri 
dari pria maupun wanita

Keterwakilan pria yang berkelebihan di banyak 
lembaga sektor keamanan dapat menyulitkan tugas 

pengajaran bagi pelatih gender perempuan.  Wanita 
yang melaksanakan pelatihan gender, walaupun 
mereka bekerja di lembaga sektor keamanan yang 
sama, sering tidak mempunyai kemungkinan yang 
sama kolega pria mereka untuk mempersoalkan 
keragu-raguan yang timbul di kelas-kelas yang 
kebanyakan perserta adalah pria, akibat terjadinya 
prasangka gender dan persepsi salah bahwa 
gender hanya merujuk pada perempuan.
 
Pelaksanaan pelatihan gender oleh tim gabungan 
seorang pria bersama seorang wanita merupakan 
suatu praktek yang baik. Dengan cara ini para 
pelatih dapat saling mendukung dan keragu-raguan 
peserta pelatihan dapat lebih mudah diatasi Linda 
Johansson, manajer proyek program pelatihan 
gender Angkatan Bersenjata Swedia, menegaskan 
bahwa dia bersama rekan prianya ‘selalu 
melaksanakan kuliah bersama-sama agar mengatasi 
argumen terhadap kami dan untuk memperlihatan 
kepada peserta bahwa isu ini sama penting bagi 
pria maupun wanita’.16  Gry Tina Tinde, Penasihat 
Khusus untuk Isu Gender kepada Komisaris Tinggi 
PBB Urusan Pengungsi, mengundang seorang 
anggota staf pria untuk ikut serta dengan dia dalam 
pelatihan gender yang dia laksanakan untuk kantor 
UNHCR di Jenewa. Dia menemukan bahwa dengan 
cara ini para peserta pria menjadi lebih tertarik pada 
diskusi dan memungkinkan dia melantur dari pokok 
pembicaraan dan berkelakar tentang stereotip-
stereotip pelatih gender perempuan.17  Sehubungan 
dengan hal itu, diperlukan pendekatan-pendekatan 
yang lebih efektif untuk mempekerjakan pria 
sebagai pelatih gender.  Sehubungan dengan hal 
itu, diperlukan pendekatan-pendekatan yang lebih 
efektif untuk mempekerjakan pria sebagai pelatih 
gender. Biasanya pria berbicara secara bebas 
tentang isu-isu gender ketika secara resmi mereka 
diharapkan melakukannya dan ketika didorong oleh 
pria yang lain.

Para pelatih eksternal    
Pelatihan gender untuk lembaga sektor keamanan 
dapat dilakukan oleh pelatih eksternal, misalnya 
pelatih dari organisasi masyarakat sipil (OMS), 
organisasi internasional dan regional, lembaga 
pelatihan, atau ahli pelatihan dari lembaga sektor 
keamanan di negara atau kota lainnya. 

Pelibatan OMS dan ahli pelatihan setempat dapat 
juga menjamin agar suara masyarakat setempat 
didengar dan dimasukkan ke dalam pelatihan 
gender.  Leitana Nehan Women’s Development 
Agency (Badan Pembangunan Wanita Leitana 
Nehan), misalnya, telah melakukan pelatihan gender 
untuk staf kehakiman Papua Nugini.18  OMS Gun 
Free South Africa (Afrika Selatan Bebas Senjata) 
telah melakukan pelatihan gender bagi Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan.19
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Para pelatih internal
Pada dasarnya pelatih harus mempunyai kedudukan 
yang pantas agar dapat menyampaikan pentingnya 
mata pelajaran kepada aparat sektor keamanan. 
Di lembaga yang hirarkis dan mawas diri, seperti 
tentara, sebaiknya para pelatih direkrut dari 
kepangkatan perwira menengah lembaga tersebut. 
Aspek positif yang lain dari perekrutan pelatih 
gender dari dalam lembaga adalah mereka lebih 
mengenal budaya organisasi dan oleh karenanya 
biasanya diterima dengan baik oleh para peserta.  
Kotak 3 mengemukakan sebagian pro dan kontra 
dari penggunaan pelatih external dan internal. 

Salah satu strategi adalah mengadakan tim-tim 
pelatihan gender yang terdiri dari seorang pelatih 
internal dan seorang pakar gender eksternal, yang 
mengembangkan pelatihan gender bersama-sama. 
Konsultan eksternal tersebut dapat bermain peranan 
sebagai penasehat daripada peranan operasional.  
Terdapat banyak contoh bentuk pelatihan 
gender gabungan ini, misalnya antara kepolisian 
Haitidan lembaga swadaya masyarakat (LSM) 
setempatRéseau Nasional de Défense des Droits 
Humains [Jaringan Nasional untuk Pembelaan Hak 
Asasi Manusia].20

Bagaimana melakukan pelatihan gender untuk 
pelatih (ToT Gender)?
Agar menjamin agar para pelatih gender 
mempunyai keterampilan yang diperlukan untuk 
memberikan pelatihan yang berhasil, pelatihan 
gender bagi pelatih (ToT Gender) sering perlu 
dilakukan. ToT Gender [pelatihan gender bagi 
pelatih] dapat digunakan untuk menciptakan suatu 
penjaringan pelatih gender yang berketerampilan 
yang mengetahui logat khusus internalnya lembaga 
bersangkutan, maupun mempunyai kemampuan 
untuk melatih rekan-rekan mereka mengenai cara 
memadukan isu-isu gender dalam pekerjaannya 
sehari-hari.  Dalam arti ini, ToT gender memudahkan 
memaksimalkan sumber daya yang terbatas yang 
dialokasikan untuk pelatihan gender, dengan cara 
memperkuat kapasitas kelembagaan internal dan 
mengurangi ketergantungan pada pelatih gender 
eksternal.

 ‘Para peserta lebih menghormati orang-orang 
yang sudah mereka kenal. Walaupun bagus 
bahwa kami dari UNHCR meyelenggarakan 

dan memfasilitasi pelatihan gender itu, menurut 
pendapat saya, pendekatan yang lebih benar 

adalah mengidentifikasi fasilitator utama dari setiap 
organisasi kemudian melakukan pelatihan untuk 

kelompok khusus ini dalam bentuk lokakarya 
Pelatihan bagi Pelatih. Sesudah itu, setiap pelatih 

dapat dibiarkan memfasilitasi pelatihan gender 
untuk organisasinya masing-masing. Hal itu 

membebankan tanggung jawab kepada setiap 
orang yang merasa bangga akan pengetahuan 

baru ini sehingga mereka akan ingin sekali 

membagi pengetahuan ini kepada anggota 
organisasi diri mereka. Selain daripada menjadi 

teknik motivasi, hal ini turut menyebarkan informasi 
jauh lebih cepat dan pada saat yang sama turut 

membangun kemampuan  pribadi dan organisasi.’
 

Alexina Mugwebi-Rusere, Titik Penghubung 
Exploitasi dan Penganiayaan Seksual dari 

UNHCR di Liberia21       

Seharusnya orang yang bertanggungjawab atas 
pengajaran bagi pelatih gender adalah seorang pakar 
gender yang berpengetahuan ekstensif mengenai 
pedagogi pelatihan dan juga berpengalaman dalam 
melatih aparat sektor keamanan mengenai isu 
gender. 

‘Di Haiti, program pelatihan bagi pelatih telah 
dilakukan oleh Misi Stabilisasi PBB di Haiti untuk 

anggota kepolisian agar membangun suatu 
penjaringan pejabat yang terlatih mengenai 

berbagai materi. Pelatihan tentang gender paling 
sulit, terutama berkaitan kekerasan berbasis 

gender yang merupakan ‘isu nyata di Haiti tempat 
yang didalamnya kekerasan terhadap perempuan 

ditoleransi atas alasan kultural dan aparat 
kepolisian terkenal kejam terhadap wanita.’

Nadine Puechguirbal, Misi Stabilisasi PBB di Haiti22

4.2 Pelaksanaan pelatihan gender

Langkah kedua di siklus pelatihan – pelaksanaan – 
berdasarkan pada keputusan dan persiapan yang 
dibuat pada tingkatan perencanaan.  Langkah 
kedua ini berfokus pada materi apa akan diajari dan 
bagaimana cara mengajarinya, yaitu pada kurikulum 
dan metodologi.
 
Kurikulum dan struktur apa perlu diterapkan 
pada pelatihan gender?
Bagian ini mengadakan peninjauan luas soalan 
paling lazim yang diliputi pelatihan gender bagi 
sektor keamanan dan berbagai usulan agar mulai 
membahas soalan tersebut. 

Pelatih gender sering harus mengatasi perlawanan 
terhadap materi bukan hanya dari peserta kursus 
tetapi juga dari kolega mereka. Tujuan pokok 
adalah untuk memperlihatkan kepada peserta 
cara bagaimana kesadaran gender meningkatkan 
prestasi kerja mereka. Penetapan sasaran-sasaran 
yang jelas merupakan faktor penting dalam secara 
efektif mengatasi keragu-raguan dan memberikan 
hasil yang diharapkan. Tujuan-tujuan pembelajaran 
harus tidak terlalu umum dan harus menguraikan 
keterampilan praktis baru yang akan diberikan oleh 
pelatihan gender.
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Peranan gender: pria dan perempuan di 
kebudayaan yang berbeda

Pembahasan mengenai peranan gender dan 
stereotip pria/perempuan perlu menitikberatkan 
cara bagaimana peranan gender berbeda antara 
kebudayaan satu dengan lainnya. Pembahasan 
arti istilah-istilah jenis kelamin, gender, peranan 
gender, hubungan kekuasaan dan GBV [kekerasan 
berbasis gender] memberikan aparat sektor 
keamanan pemahaman konseptual tentang 
istilah-istilah tersebut. Sebaiknya pembahasan 
ini dikaitkan dengan pengalaman peserta sendiri 
dalam hal peranan gender agar pentingnya 
dan dampak peranan gender dapat dimengerti.  
Pembahasan bisa meliputi segala hal mulai dari 
perbedaan kebudayaan dan kekerasan seksual, 
sampai dengan wanita yang meringkuk di tahanan 
dan peranan wanita sebagai kepala keluarga.24  

Yang sangat penting adalah menekankan dampak 
peranan gender pada pengalaman dan persepsi 
pria dan wanita yang berbeda terhadap keamanan 
dan peradilan.

Pelatihan gender harus mencakup isu-isu 
maskulinitas, peranan pria tradisional dan kebutuhan 
keamanan pria dan anak lelaki.  

Hal ini penting sekali dalam pelatihan gender bagi 
aparat sektor keamanan karena kebanyakan luas 
di antara mereka adalah pria. Dengan menangani 
peranan pria, berbagai maskulinitas dan 
pemahaman pria tentang diri mereka sendiri dalam 
pelatihan gender bagi sektor keamanan dapat: 

Membantu peserta pria memahami cara  ■
bagaimana dan mengapa ketanggapan 
terhadap gender dapat meningkatkan prestasi 
dan efisiensi kerja mereka, dan cara bagaimana 
ketanggapan terhadap gender secara langsung 
menyangkut mereka sebagai baik aparat sektor 
keamanan maupun pria.

Mengurangi kemungkinan bahwa peserta pria  ■
akan mengalami perasaan keterasingan dan 
menjadi target kritikan. 
Meningkatkan kesadaran dan mawas diri  ■
terhadap ‘kebudayaan maskulinitas sengit’ 
yang sering terjadi dalam angkatan bersenjata 
dan kepolisian.
Menghilangkan fokus pada gender sebagai  ■
sesuatu yang penting hanya untuk perempuan 
dan memfokuskan perhatian pada peranan, 
kerentanan dan pertanggungjawaban pria

Ketanggapan terhadap gender untuk kerja 
keamanan yang berhasil baik
Sajikan ketanggapan terhadap gender sebagai 
strategi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi 
profesional. Pengalaman dari Nepal menyoroti cara 
bagaimana ‘setiap materi harus dijelaskan dengan 
penggunaan contoh-contoh praktis dari kehidupan 
sehari-hari dan latihan-latihan yang menyadarkan 
peserta bahwa analisa dan informasi bergender 
menjadi penting – dengan selalu menggunakan 
pendekatan “efisiensi”’.25 Mencontohkan kerugian 
akibat mengabaikan gender bisa menjadi berguna 
dalam hal ini.26  Yang penting juga adalah pemasukan 
informasi tentang kebijakan dan mandat gender 
institusional yang mempengaruhi aparat sektor 
keamanan yang bersangkutan, yang mencakup 
kode-kode perilaku.

Amanat-amanat internasional, regional dan 
nasional tentang gender dan keamanan
Yang penting adalah mengajukan rancangan 
perundang-undangan dan kebijakan internasional, 
regional dan nasional tentang isu-isu gender dan 
keamanan, untuk menandakan bahwa pemerintah 
dan lembaga-lembaga sektor keamanannya 
bertekad memegang teguh norma-norma hak asasi 

Kotak 4 Praktek yang baik dalam kurikulum pelatihan gender

Bagi kami, titik-titik masuk pada gender terutama adalah 
Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 dan fakta bahwa 
personil militer kami menghormati PBB sebagai otoritas 
yang penting. Kira-kira 95% dari siswa kami adalah pria, 
dan karena itu pertanyaan-pertanyaan gender dengan 
mudah menggusarkan para siswa tersebut akibat terjadinya 
rasa salah yang dirasakannya karena mereka adalah pria. 
Oleh karenanya kami cukup dini dalam pelajaran mencoba 
menanamkan realisasi bahwa baik pria maupun wanita 
bertanggungjawab atas situasi masyarakat yang tidak 
seimbang.  

Kami juga menggunakan pendekatan kultural pada gender 
yang mencakup metode latihan main peranan yang 

didalamnya para peserta diperlihatkan sebuah foto Puteri 
Norwegia yang memakai bikini dan di sebelah itu suatu foto 
seorang wanita yang memakai burkak. Kemudian grup dibagi 
dua dengan satu pihak yang mewakili “Para Pejuang Hak-Hak 
Wanita Islam di Swedia” dan lain pihak yang mewakili korporasi 
“PT Puteri Swedia”. Setelah itu mereka harus memikirkan 
argumen mengapa setiap foto mewakili dengan baik para 
wanita tersebut.  Biasanya terjadi pembahasan yang santer 
dan lucu disertai tawa.  Latihan itu dimaksudkan menunjukkan 
bahwa gender berbeda antar kebudayaan dan tidak sesuatu 
yang tertentu.’

Linda Johansson, Angkatan Bersenjata Swedia23

Silakan lihat Tool tentang RSK
 dan Gender
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manusia dan standar perilaku tertentu. Pembahasan 
yang terfokus pada kerangka normatif harus 
sepraktis dan seinteraktif mungkin.

 Eksploitasi dan penganiayaan seksual

‘Pemahaman tentang isu-isu gender menjadi 
titik masuk yang baik pada eksploitasi dan 

penganiayaan seksual (SEA, Sexual Exploitation 
and Abuse). Para penerima pelatihan tidak bisa 

memahami SEA kecuali diperlihatkan penjelasan 
peranan gender dan ketidaksamaan gender di 

negara-negara misinya.’

Nadine Puechguirbal, Misi Stabilisasi PBB di Haiti27 

SEA harus dimasukkan pelatihan gender bagi 
kelompok-kelompok yang akan digelar ke daerah-
daerah yang berkembang atau pasca-konflik, seperti 
misalnya pasukan pemeliharaan perdamaian. 
Pada khususnya, SEA bersangkutan dengan 
pasukan pemeliharaan perdamaian sebagai akibat 
hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara 
pasukan pemeliharaan perdamaian dan masyarakat 
setempat. 

Soal-soal gender/hubungan gender dan SEA dapat 
ditangani secara tersendiri atau secara bersama 
dalam sesi pelatihan gender.  Alasan yang baik untuk 
menyatukan pelatihan untuk mencegah eksploitasi 
dan penganiayaan seksual dengan pelatihan gender 
adalah untuk memastikan bahwa para peserta 
memahami berhubungan antara SEA dan soal-
soal gender.  Hal yang penting adalah penekanan 
oleh pelatih gender bahwa SEA berdasarkan atas 
struktur ketimpangan gender yang sama dengan 
bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya.

Alasan untuk tetap memisahkan pelatihan gender 
dari eksploitasi dan penganiyaan seksual (SEA) 
adalah untuk menjamin agar keberhasilan pelatih 
gender, yang dapat juga berperan sebagai 
penasihat gender, tidak dilemahkan oleh persepsi 
bahwa pelatih tersebut juga memiliki fungsi disiplin 
dalam hal-hal SEA.  Ada kemungkinan bahwa 
pelatih atau penasihat gender tersebut adalah 
seseorang yang dapat diminta tolong oleh personel 
tentang masalah-masalah gender sehari-hari. 
Peran sebagai penasehat dan pendukung ini harus 
dipisahkan sama sekali dari fungsi-fungsi disiplin 
dalam hal eksploitasi dan penganiyaan seksual 
(SEA).

Pelatihan untuk anggaran belanja yang tanggap 
terhadap gender
Pemberian pelatihan tentang analisis anggaran 
gender dapat menjadi sesuai untuk badan 
pengawasan sektor keamanan, seperti anggota 
parlemen yang duduk di komisi anggaran dan 
komisi pertahanan dan para pimpinan senior dialam 
lembaga-lembaga sektor keamanan.  Para pembuat 
keputusan anggaran harus diperlengkapi dengan 
kerangka analisis gender untuk pengeluaran sektor 
keamanan. Harus ada analisis terhadap bagaimana 
caranya sumber daya yang dialokasikan telah 
menangani kebutuhan keamanan dan peradilan 
pria, wanita, anak perempuan dan anak laki-laki, 
baik mengenai pengeluaran untuk sektor keamanan 
maupun untuk bidang-bidang masyarakat lainnya 
yang mempengaruhi keamanan masyarakat.   Dua 
macam pengeluaran anggaran yang tanggap 
terhadap gender dapat dipertimbangkan dalam 
konteks sektor keamanan:28

Pengeluaran yang mentargetkan secara 1. 
tegas isu-isu gender, seperti inisiatif untuk 
meningkatkan perekrutan aparat keamanan 
perempuan, pelatihan gender, atau program-
program bagi pelaku GBV.
Pengeluaran yang mempromosikan kesetaraan 2. 
gender secara tidak langsung dengan 
menangani ketidakamanan yang terutama 
berdampak terhadap pria, wanita, anak 
perempuan atau anak lelaki.

Pokok pembicaraan pelatihan terspesialisasi ini 
perlu diajarkan oleh seorang pelatih gender yang 
mempunyai kepakaran yang sesuai.

Isu-isu yang tersebar di berbagai bidang 
pelatihan gender bagi sektor keamanan
Isu-isu seperti HIV/AIDS, hak-hak orang LGBT dan 
kesehatan reproduksi dan seksual dihubungkan 
secara langsung dengan isu-isu gender dan 
keamanan, tetapi pokok persoalan ini seringkali 
diabaikan dari inisiatif pelatihan gender.  Yang 
merupakan praktek-praktek yang baik adalah 
memadukan isu dan masalah tersebut ke dalam 
pelatihan gender atau mempertimbangkan 
mengadakan pelatihan yang terpisah tetapi terkait 
tentang pokok persoalan tersebut.  Tergantung 
pada konteks, isu-isu yang tersebar lainnya yang 
penting untuk ditangani di sesi-sesi pelatihan gender 
meliputi: perdagangan manusia dan perbudakan 
seksual; penggunaan tentara anak laki-laki dan 
anak perempuan; dampak ranjau anti-personil, 
senjata api kecil dan ringan terhadap keamanan 
pria, wanita, anak perempuan dan anak laki-laki; 
proses-proses elektoral; dan akses yang berbeda 
bagi wanita dan pria pada hak memiliki kekayaan.

HIV/AIDS: Sudah ada banyak prakarsa dan  ■
materi pelatihan tentang aspek-aspek gender 
pandemi HIV/AIDS.  Program ‘HIV/AIDS/
STIs for Uniformed Services’ [Program HIV/

Silakan lihat Lampiran tentang Undang-

Undang dan Instrumen Internasional 
dan Regional
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Kotak 5 Isi dan susunan dasar pelatihan gender bagi aparat sektor keamanan

Gender

Diskusikan arti gender dibandingkan dengan jenis kelamin, pelbagai maskulinitas/femininitas,  ■
kesetaraan gender, pengarusutamaan gender dan keterlibatan setara.

Diskusikan perbedaan dan persamaan antara kebutuhan keamanan dan persepsi pria, wanita,  ■
anak perempuan dan anak laki-laki.

Diskusikan pengaruh diskriminasi berbasis gender terhadap orang-seorang maupun masyarakat  ■
sebagai keseluruhan, dan pengaruh terhadap kerja keamanan apa pun.

Analisis GBV terhadap pria, wanita, anak perempuan dan anak laki-laki. ■

Contoh-contoh pelecehan dan diskriminasi seksual. ■

Studi kasus dan analisis praktis terhadap pelbagai isu, stereotip dan peranan gender. ■

Kerangka hukum 
dan kebijakan

 Amanat internasional, regional dan nasional yang terkait dengan gender. ■

Kebijakan kelembagaan mengenai gender termasuk di dalamnya kode-kode perilaku. ■

Pembagian 
pengalaman-pen-
galaman praktis

Studi kasus dan latihan praktis: mempertimbangkan pentingnya gender dalam konteks kerja  ■
khusus para peserta.

Contoh yang tidak peka terhadap gender dari pengalaman lapangan dan konsekuensinya. ■

Menguji Ujian atau kegiatan lainnya untuk mengevaluasi pengetahuan ■

Evaluasi Pengevaluasian terhadap sesi pelatihan gender: reaksi, pembelajaran [peningkatan  ■
pengetahuan], perilaku (lihat Bagian 4.3).

AIDS/STI  bagi Tentara Berseragam] yang 
dilaksanakan oleh Family Health International 
[Kesehatan Keluarga Internasional] ditargetkan 
kepada pasukan militer, kepolisian dan aparat 
keamanan lainnya untuk memberitahukan 
risiko HIV dan penyakit menular seksual (STI, 
Sexually Transmitted Infections)  lainnya 
kepada mereka, mengingat bahwa pasukan 
militer merupakan salah satu kelompok yang 
angka penyebaran penyakit-penyakit tersebut 
kepada orang sipil paling tinggi. Untuk maksud 
tersebut, Family Health International sudah 
menyiapkan manual pelatihan yang spesifik.29

Hak-hak orang LGBT: Orang-orang LGBT  ■
[Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender] 
menghadapi ancaman keamanan spesifik yang 
berkisar antara pelecehan hingga bentuk-bentuk 
kekerasan yang parah dan kematian. Sistem-
sistem kepolisian, keadilan dan pemasyarakatan 
bertanggungjawab atas perlindungan orang 
LGBT dari diskriminasi dan kekerasan anti-gay. 
Tetapi, sering kali tinggi angka pelecehan dan 
pelanggaran HAM lainnya yang berdasarkan 
pada orientasi seksual atau identitas gender di 
dalam lembaga-lembaga sektor keamanannya. 
Memadukan isu-isu LGBT ke dalam pelatihan 
gender merupakan suatu cara yang efektif 
untuk memperkuat pemberian keamanan dan 
peradilan sambil mengurangi diskriminasi dan 
pelecehan di tempat kerja. Para OMS tertentu 
memberikan pelatihan dan pembangunan 
kemampuan bagi lembaga-lembaga negara 
dan LSM untuk menunjang kesetaraan orang-
orang LGBT. Proyek ‘Beyond Barriers’ [Di luar 
Hambatan] di UK [Kerajaan Bersatu], misalnya, 

memberikan pelatihan tentang identitas 
gender dan isu-isu LGBT, yang mencakup 
homofobia.30

Kesehatan reproduksi dan seksual: Pemberian  ■
pelatihan tentang kesehatan reproduksi dan 
seksual kepada aparat sektor keamanan baik 
pria maupun perempuan dapat meningkatkan 
kesehatan dan produktivitas mereka; 
mempertinggi penghormatan atas hak-hak 
asasi manusia, yang mencakup pencegahan 
GBV; dan meningkatkan kemungkinan bahwa 
mereka mengambil keputusan-keputusan 
yang otoritatif, aman dan konsensual 
tentang seksualitas dan reproduksi. Dana 
Kependudukan PBB (UN Population Fund) 
telah mendanai pemaduan isu-isu kesehatan 
reproduksi dan seksual dan gender ke dalam 
angkatan bersenjata di berbagai negara di 
dunia, dan mendidik personil militer tentang isu-
isu kesehatan reproduksi.31  Untuk maksud ini, 
Konsorsium Respons Kesehatan Reproduksi 
dalam Konflik (Reproductive Health Response 
in Conflict Consortium) telah membuat materi 
pelatihan yang menanggani gender, GBV, 
dan standar-standar untuk pencegahan dan 
penanggapan GBV dalam populasi di tempat-
tempat yang mengalami peperangan.32

Contoh-contoh kurikulum pelatihan gender
Walaupun pelatihan gender harus disesuaikan 
dengan para lembaga, konteks dan peserta tertentu, 
berikut ini adalah suatu uraian pola pelatihan gender 
bagi aparat sektor keamanan (lihat Kotak 5).
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Kotak 6 Contoh-contoh pelatihan gender terhadap sektor tertentu bagi aparat sektor keamanan
Sektor – Macam 
dan jenis 
pelatihan

Pelatihan Kurikulum

Tentara: Serangan 
Seksual

Angkatan Darat AS, ‘The Army’s Sexual 
Assault Prevention and Response Training’ 
[‘Pelatihan Angkatan Darat tentang Pencega-
han dan Respons Serangan Seksual’], 2005. 
http://www.sexualassault.army.mil/

Definisikan Kebijakan Angkatan Darat tentang Serangan Seksual berkenaan dengan Nilai-Nilai AD,  ■
Etos Ksatria, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. 
Tentukan macam dan jenis serangan seksual, dampak serangan seksual dan respons korban  ■
terhadapnya.
Akui serangan seksual dalam keadaan nyata. ■
Terapkan pertanggungjawaban prajurit menurut Program Angkatan Darat tentang Pencegahan dan  ■
Respons Serangan Seksual.
Identifikasi pilihan dan prosedur pelaporan dan implikasi bagi korban dan pelaku dari adanya atau  ■
tidak adanya pelaporan serangan seksual. 
Identifikasi teknik-teknik yang digunakan untuk mencegah serangan seksual. ■
Tentukan hak-hak korban dan identifikasi sumberdaya yang tersedia untuk membantu mereka. ■

Pemeliharaan 
Perdamaian: Gender

DFID [Departemen Pembangunan Interna-
sional Kerajaan Inggris]/DFAIT [Departemen 
Luar Negeri dan Perdagangan Internasional 
Kanada], ‘Gender and Peacekeeping Train-
ing Course’ [Kursus Pelatihan Gender dan 
Pemeliharaan Perdamaian], 2002. http:www.
genderandpeacekeeping.org/menu-e.asp

Pendahuluan: susunan dan metodologi.  ■
Gender dan Budaya: pemahaman tentang gender di berbagai konteks kebudayaan. ■
Mengapa Gender Penting: gender dan peperangan. ■
Gender dalam Konteks Operasi Dukungan Perdamaian: pemaduan perspektif gender dalam  ■
bantuan kemanusiaan; kesetaraan gender dan pemberdayaan perdamaian; tanggung jawab 
pasukan pemeliharaan perdamaian.
Gender, HAM, dan Hukum Humaniter Internasional: yang mencakup kode-kode perilaku untuk  ■
para penempur.
Gender dan Tingkatan Konflik: studi-studi kasus. ■
Gender dan Tingkatan Pasca-Konflik: studi-studi kasus. ■
Arah Pencapaian Kesuksesan: tantangan dan peluang penerapan pemahaman Anda tentang  ■
gender.

Para Penghubung 
PBB: Eksploitasi 
dan Penganiayaan 
Seksual

Dana Anak-anak PBB (UNICEF)/Kantor 
Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), 
‘Inter-Agency Training for Focal Points on 
Protection from Sexual Exploitation and 
Abuse by UN Personnel and Partners - 
Facilitator’s manual’  [Pelatihan Antar Dinas 
bagi Penghubung tentang Eksploitasi dan 
Penganiayaan Seksual yang dilakukan 
Personil dan Pasangan Kerja PBB - Buku 
petunjuk bagi fasilitator], 2007  (Tersedia dari 
Titik-titik Penghubung Eksploitasi dan Penga-
niayaan Seksual di Mabes UNICEF, OCHA 
dan UNHCR)

Pembukaan dan perkenalan: susunan dan tujuan. ■
Masalah dan akibat-akibat eksploitasi dan penganiayaan seksual yang dilakukan oleh staf PBB,  ■
personil terkait dan pasangan kerja.
Pertanggungjawaban seorang titik penghubung dan jaringannya. ■
Buletin Sekretaris Jenderal – definisi dan standar perilaku. ■
Sistem-sistem pelaporan, investigasi dan prosedur disiplin. ■
Penerimaan dan pencatatan pengaduan: tantangan serta praktek-praktek yang baik. ■
Perhubungan dan Penjangkauan: kampanye peningkatan kesadaran. ■
Pelaksanaan strategi bantuan untuk korban. ■
Menjadi pesuruh: peran titik penghubung. ■
Pengembangan rencana aksi. ■
Penutup dan penilaian. ■

LSM: Hak-hak Asasi 
Manusia

Kampanye Amnesti Internasional untuk 
Menghentikan Kekerasan Terhadap Perem-
puan, ‘Making Rights a Reality – Human 
Rights Education Workshop for Non-
Governmental 0rganizations’ [‘Mewujudkan 
HAM - Lokakarya Pendidikan HAM untuk 
LSM-LSM’], 2005. http://www.amnesty.org/
resources/pdf/SVAW/ngo.pdf

Pendahuluan dan pengharapan: batu-batu loncatan – bagaimana, mengapa dan apa? ■
Mengkonseptualisasikan hak-hak dan memikirkan praktek kami: mengadakan curah pendapat  ■
tentang apa yang kami pahami tentang hak asasi manusia dan hak asasi perempuan; pengalaman 
para peserta.
Konteks: pengartian, analisa dan perbahasan akan konteks. ■
Mengkonseptualisasikan hak asasi perempuan dan analisis terhadap pangkal kunci dan  ■
konsekuensinya kekerasan terhadap perempuan.
Hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia. ■
Tanggung jawab para negara untuk melindungi hak asasi perempuan: konsep uji tuntas (due  ■
diligence).
Penerapan uji tuntas terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan. ■
Biaya sosial, psikologis dan ekonomi kekerasan terhadap perempuan. ■
Kembali ke praktek: mengubah praktek. ■
Paripurna terakhir: menguraikan Kampanye Amnesti Internasional untuk Menghentikan Kekerasan  ■
Terhadap Perempuan Amnesti Internasional’s Mencegah agar kekerasan terhadap perempuan; 
Evaluasi.

Polisi, Penjaga 
Perbatasan dan 
Pekerja Sosial: 
Perdagangan 
Manusia

ECPAT [Hapuskan Pelacuran Anak, 
Pornografi Anak dan Perdagangan Anak], 
‘Training for Police and Social Workers 
on Child Rights and Child Protection in 
Relation to Trafficking in Children for 
Sexual Purposes’ [‘Pelatihan untuk Polisi 
dan Pekerja Sosial tentang Hak-Hak 
Anak dan Perlindungan Anak berkait 
dengan Perdagangan Anak untuk Tujuan 
Seksual’], 2006. http://polis.osce.org/library/
f/2926/1159/NGO-NLD-TRN-2926-EN-A%20
Training%20Guide.pdf

Ujian pengetahuan garis dasar (baseline knowledge test). ■
Informasi latar belakang tentang perdagangan anak untuk tujuan seksual. ■
Siapa adalah seorang anak?  ■
Sifat-sifat terhadap anak-anak. ■
Anak-anak yang berisiko mengalami perdagangan dan konsekuensinya. ■
Konteks legal berkait dengan perdagangan anak: Undang-undang yang kami punyai dan cara  ■
operasinya.
Peraturan perlindungan anak: perawatan dan bantuan untuk anak-anak yang diperdagangkan –  ■
latihan main peran tentang pemulangan.
Menyelidiki kejahatan perdagangan anak. ■
Mewawancarai anak-anak dan mendapatkan alat bukti dari korban perdagangan anak: studi  ■
kasus.
Para pemangku kepentingan dan peran mereka: mekanisme rujukan nasional dan studi kasus. ■
Evaluasi: ujian pengetahuan garis dasar dan angket evaluasi kursus ■

Media: HIV/AIDS IPS Perhimpunan Internasional Inter Press 
Service, ‘Gender, HIV/AIDS, dan Hak-Hak 
– Buku Petunjuk Pelatihan untuk Media’, 
2003.  http://ipsnews.net/aids_2002/ips 
gender2003.pdf

Kerangka analisis gender untuk media: peran media; independensi redaksional; wartawan sebagai  ■
orang penghubung.
Menyampaikan gender dalam media: stereotip-stereotip gender; ‘berita berat’ dan ‘berita ringan’. ■
Gender, HIV/AIDS dan hak-hak: cerita lepas; kerumitan-kerumitan HIV/AIDS; pelaporan ‘risiko’  ■
dibandingkan dengan ‘kerusakan” tentang HIV/AIDS; kerentanan wanita dan pria terhadap HIV/
AIDS; pemaduan gender dan HIV/AIDS ke dalam berita.
Peningkatan pengetahuan dan keterampilan: pemberitaan yang baik; bahasa dan terminologi;  ■
menghindari stigma dan diskriminasi; keterampilan pewawancaraan; melakukan cross check 
terhadap fakta-fakta; menghindari bocornya keamanan dan/atau kerahasiaan;
 Ringkasan dan evaluasi. ■
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Namun berbagai sektor keamanan berfokus pada 
isu-isu yang berbeda, sebagaimana terlihat pada 
Kotak 6.

Pemaduan gender ke dalam pelatihan bagi aparat 
sektor keamanan

Pengalaman dari pelatihan gender di berbagai 
bidang sektor keamanan menekankan manfaat 
dari pengarusutamaan gender ke dalam pelatihan 
standar mutlak bagi sektor keamanan selain atau 
sebagai pengganti pelatihan gender secara terpisah.  
Manfaat-manfaat tersebut mencakup:

 Pengarusutamaan gender menyajikan isu-isu  ■
gender sebagai bagian integral dari tugas aparat 
sektor keamanan yang dapat memperbesar 
legitimasinya, melainkan dianggap sebagai 
sesuatu yang terpisah.
 Pengarusutamaan gender menunjukkan  ■
bagaimana isu-isu gender dapat dipadukan 
secara praktis ke dalam berbagai bidang kerja.
 Dalam hal para pelatih biasa, melainkan seorang  ■
pakar gender eksternal, menyajikan isu-isu 
gender, kesediaan para peserta menerima 
pokok pembicaraannya dapat diperbesarkan.
 Pengarusutamaan gender adalah salah satu cara  ■
mengatasi masalah kekurangan waktu untuk 
melakukan pelatihan gender secara terpisah.
Mudarat potensial pendekatan ini mencakup: ■

 Mungkin kekurangan waktu untuk membangun  ■
pemahaman yang seksama terhadap isu-isu 
gender.
 Pelatih itu mungkin kurang mempunyai keahlian  ■
atau keyakinan menyajikan secara memadai 
isu-isu gender, dan isu-isu tersebut mungkin 
diremehkan atau digambarkan secara keliru, 
dengan demikian memberi teladan yang buruk 
dan memberikan pelatihan gender yang tidak 
memadai atau sama sekali tidak berguna kepada 
para peserta.

Kiat-kiat memadukan gender mencakup:
Analisa kurikulum dan materi pelatihan resmi –  ■
apakah isu-isu gender dipadukan dalam semua 
modul dan mata kuliah?  Apakah aparat keamanan 
menerima pelatihan baik teoretis maupun praktis 
tentang bagaimana cara menyahuti isu GBV, 
termasuk pelecehan seksual?
Pertimbangkan bahasa yang dipakai para pelatih  ■
dan digunakan dalam materi pelatihan – apakah 
bahasa itu menentang stereotip-stereotip 
gender atau memperkuatnya?  Hal ini sangat 
penting terutama dalam hal bahasa tersebut 
mengutamakan gender maskulin seperti bahasa 
Perancis atau bahasa Spanyol. Pertimbangkan 
gambar-gambar yang dipakai – apakah gambar 
tersebut menerangkan kedua jenis kelamin dan 
dalam peran-peran apa?
Jamin agar gender adalah sebagian yang  ■
dilembagakan dari pelatihan resminya lembaga 
sektor keamanan tersebut – apakah dokumen 
kebijakan atau rencana aksi mengamanatkan 
pemasukan isu-isu gender?
Jamin agar para pelatih menunjukkan kecakapan  ■
melatih secara efektif tentang isu-isu gender, jika 
perlu dengan pemberian pelatihan bagi pelatih 
di bidang gender (ToT Gender) kepada mereka 
supaya mereka mempunyai pengetahuan dan 
keterampilan kependidikan yang diperlukan.
Jamin kerjasama erat seperlunya antara  ■
penasihat/pelatih  gender dan para pelatih yang 
bertanggungjawab atas sesi-sesi lainnya.

Berapa lama jangka waktu pelatihan gender? 

Jangka waktu yang diperlukan untuk pelatihan 
gender tergantung pada berbagai faktor, seperti 
misalnya:

Maksud pelatihan tersebut.  ■

Pengetahuan dan pengalaman peserta  ■
sebelumnya tentang isu-isu gender.

Kotak 7 Pengarusutamaan isu-isu gender ke dalam pelatihan

‘Saya mengingat sejumlah pasukan pemelihara perdamaian 
dari suatu bangsa yang menolak mengikuti kursus induksi 
gender, walaupun kursus itu wajib: Mereka tidak bisa 
memahami mengapa mereka membuang waktu dalam 
pelatihan itu .... Kami dapat memadukan gender melalui 
kebudayaan. Dengan cara ini dapat ditandakan dalam praktik 
bahwa gender adalah suatu hal yang sama penting dengan 
mata kuliah pelatihan lainnya yang diberi staf keamanan.’ ’

Nadine Puechguirbal, Misi Stabilisasi PBB di Haiti33

‘Kadang-kadang nyaris mustahil mendapatkan lebih dari satu 
jam untuk pelatihan gender – tetapi dalam keadaan itu sangat 
penting sekali bahwa perspektif gender dimasukkan ke dalam 
bagian-bagian pelatihan lainnya.  Saya sudah membicarakan 
gender di berbagai pelatihan dan melihat bahwa dimensi gender 
sama sekali lepas dari pelatihan tentang pengungsi, anak-anak 
atau prasarana, dan sesi gender diduga mengenai wanita saja. 
Saya pikir bahwa kami harus mendapatkan strategi-strategi 
yang bagus untuk memadukan perspektif gender ke dalam 
pelatihan keseluruhan supaya kami bisa berhasil!’

Eva Zillén, Kvinna till Kvinna [Wanita kepada Wanita]34
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Sumber daya yang dialokasikan pada pelatihan  ■
gender: Kalau anggarannya kecil, bagaimana 
mengoptimalkannya?  

Analisa apa yang dapat dilakukan dengan dana 
yang tersedia, apa yang harus  diutamakan dalam 
pelatihan dan jangka waktu yang diperlukan untuk 
pelatihan ini. Kekurangan waktu untuk pelatihan 
gender bagi aparat sektor keamanan sering 
merupakan salah satu dari tantangan terbesar 
bagi para pelatih maupun para peserta. Lembaga-
lembaga harus menghindari mengalokasikan 
sumber daya yang terlalu kecil dan terlalu lama 
untuk pelatihan gender, dan untuk jumlah personil 
yang tidak memadai. Hal ini menimbulkan tugas 
yang nyaris mustahil bagi para pelatih gender 
dan akhirnya dapat menjadi keadaan yang kontra 
produktif.

Waktu yang dialokasikan pada pelatihan 
gender sangat bervariasi. Pelatihan bagi pelatih 
dan pelatihan gender yang mendalam sering 
diselenggarakan dalam bentuk lokakarya selama 
satu hari atau lebih.  Kursus di akademi militer 
dan kepolisian biasanya mengalokasikan sejumlah 
jam tertentu pada gender sebagai bagian dari 
kurikulum resmi.  Sebagai contoh, pelatihan gender 
dan pelatihan gender bagi pelatih telah menjadi 
bagian integral dari pelatihan dasar di Akademi 
Kepolisian Nasional Haiti.35  Pelatihan gender bagi 
pasukan pemelihara perdamaian dapat berkisar 
45 menit (kelas-kelas di Pusat Pelatihan Bersama 
Pemeliharaan Perdamaian Chili) sampai 10 hari.36 

Pelatihan dasar gender sering tidak lebih dari 
beberapa jam dan dicakupi dalam rangka 
pelatihan umum selama jangka waktu satu sampai 
tiga minggu.  Jadi, berkaitan dengan pelatihan 
keseluruhan bagi aparat sektor keamanan, gender 
biasanya disinggung secara singkat.  Sukar bagi 
pelatih gender untuk mengajar materi gender yang 
luas dan menjelaskan isu-isu yang rumit seperti 
keamanan pria maupun wanita dalam waktu 
yang begitu singkat.Untuk menjamin agar waktu 
terbatas yang dialokasikan pada pelatihan gender 
dimanfaatkan seefektif-efektifnya memerlukan:

 Program pelatihan yang direncanakan dengan  ■
seksama.
 Pelatih gender yang dipersiapkan dengan baik  ■
mengenai isu-isu gender maupun pekerjaan 
peserta.
 Menarikminat peserta.  Penarikan minat peserta  ■
itu seringkali lebih penting daripada jangka 
waktu pelatihan gender. Dalam hal hatinya staf 
keamanan tertarik pada mata pelatihan itu, maka 
setelah pelatihan sudah selesai, mereka sering 
mempelajari isu-isu gender melalui belajar 
sendiri.37

 Mengembangkan program-program yang  ■

panjangnya berbeda-beda itu tergantung pada 
maksud dan masyarakat sasaran.
 Memadukan isu-isu gender ke dalam modul  ■
pelatihan yang lain agar menimbulkan dampak 
yang lebih besar.
 Melibatkanpara pimpinan senior untuk menjamin  ■
agar cukup waktu dan sumber daya dialokasikan 
pada pelatihan gender dalam dokumen kebijakan 
dan anggaran institusi.

  
Model pedagogi apa untuk pelatihan gender?
Tidak seperti kebanyakan pelatihan teknis bagi 
aparat sektor keamanan, pelatihan gender 
menentang persepsi terhadap norma kultural dan 
kepribadian perorangan yang dalam-dalam. Oleh 
karena itu, pemilihan metode pengajaran atau 
pendekatan pegagogi yang layak menjadi sesuatu 
yang penting sekali untuk memastikan bahwa para 
peserta mengerti yang dimaksud.

Dapat dipertimbangkan berbagai metode pedagogi, 
seperti misalnya ‘pembelajaran berdasarkan 
masalah’38, yang memfaatkan pengetahuan dan 
pengalaman sebelumnya para peserta untuk 
meningkatkan proses pembelajaran. Salah satu 
isu terpenting dalam pedagogi adalah untuk 
menimbulkan diskusi yang interaktif dan partisipatif 
semaksimal mungkin agar mengikat hati para 
peserta. 

‘Gender bukan hanya terkait dengan kerja 
aparat sektor keamanan, tetapi juga terkait 
dengan cara penindakan dan pikiran orang 

dalam semua bidang kehidupan mereka.  Suatu 
latihan sederhana adalah untuk mendorong 

para peserta mengeluarkan pendapat mereka 
dengan menggunakan garis kontinuum yang 

berkisar antara SETUJU pada salah satu ujung 
garis, sampai dengan AGAK SETUJU, NETRAL, 

AGAK TIDAK SETUJU dan TIDAK SETUJU 
pada ujung garis lainnya.  Pelatih gender 

membaca keras nilai-nilai stereotip kemudian 
para peserta mengindikasikan suatu titik pada 

garis kontinuum yang menggambarkan gagasan 
mereka.  Kemudian fasilitator menanyakan kepada 

para peserta siapa yang menyatakan bahwa 
mereka setuju atau tidak setuju itu dan alasan 

mengapa mereka melakukannya.  Latihan tersebut 
memungkinkan para peserta merundingkan secara 

tidak mengancam tetapi memajukan persoalan 
peran gender yang merupakan konstruksi dan 

praktek peran sosial.’

Ingrid Jones, Direktur of Partnerë për Fëmijët 
(Sahabat bagi Anak) , Albania39

Yang penting adalah untuk memastikan bahwa 
pelatihan gender bersifat partisipatif dan efektif 
semaksimal mungkin dan mendorong para peserta 
memajukan pertanyaan yang relevan. Biarlah para 
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peserta menceritakan pengalaman kerja dan hidup 
mereka, seperti terjadi selama pelatihan gender yang 
dilakukan oleh Africa Democracy Forum (Forum 
Demokrasi Afrika).40  Para peserta yang lebih sadar 
sering menerangkan kepada rekan-rekan mereka 
mengapa pelatihan gender penting dan menyajikan 
argumentasi yang paling meyakinkan.

Yang kedua, harus dipakai suatu pendekatan 
pedagogi yang mengandung semua kategori 
sosialnya gender, golongan, ras dan orientasi 
seksual dalam diskusi, dan yang melibatkan dan 
mengakui secara adil pengalaman dan perspektifnya 
para peserta kelas itu.41

Yang bermaksud dengan penerapkan pendekatan 
dalam pelatihan gender yang berdasarkan hak 
asasi manusia adalah mencurahkan perhatian 
pada kewajiban aparat sektor keamanan untuk 
melindungi dan menunjang hak asasi manusia 
bagi pria, wanita, anak perempuan dan anak laki-
laki dalam pekerjaannya sehari-hari.  Salah satu 
contoh bagaimana metode ini dapat diterapkan 
diberikan oleh pelatihan gender bagi pelatih (ToT 
Gender) dalam Kursus Online Pelatihan Gender & 
Pemeliharaan Perdamaian Inggris-Kanada.42 Dari 
pendekatan yang berdasarkan hak asasi manusia itu, 
pelatihan gender harus menekankan hak-hak wanita 
dan pria yang sama dan menunjukkan dengan tepat 
risiko dan konsekuensi dari diskriminasi berbasis 
gender. Sebagai contoh, pelatihan gender harus 
menekankan bahwa kekerasan seksual dan GBV 
adalah pelanggaran HAM berat. Pelatihan gender 
dapat, misalnya, memberi anggota polisi rasa 
percaya untuk bertindak ketika mereka menaruh 
curiga atas kejadian kasus-kasus kekerasan dalam 
rumah tangga, daripada tidak mengindahkannya 
sebagai suatu hal ‘pribadi’.

Yang berikut ini adalah praktek-praktek yang baik 
untuk mempromosikan pelatihan gender interaktif :

  ■ Studi kasus nyata berdasarkan pada 
pengalaman nyata dan pelatihan yang terkait 
konteks maupun berdasarkan operasi, yang 
mencakup analisis terhadap praktek yang 
baik dan buruk dalam keadaan-keadaan 

nyata.  Pengalaman dari polisi pelatihan di 
Kosovo menunjukkan bahwa ‘kemampuan 
untuk memberikan contoh nyata bagaimana 
kebijakan tertentu akan meningkatkan hasil 
upaya keamanan dapat menjadi dasar yang 
baik untuk diskusi permulaan.  Walaupun pokok 
pembicaraan mencakup maskulinitas dan 
persepsi terhadap wanita dan anak perempuan, 
pelatihan yang mulai dengan titik-titik referensi 
yang lazim membuat lebih mudah transisi pada 
pokok-pokok persoalan yang susah itu.’43
  ■ Latihan main peranan untuk melibatkan dan 
mempekakan para peserta. Latihan main 
peranan tersebut sangat efisien dalam hal 
seorang pelatih pria ikut serta dalam latihan 
tersebut dan mendorong para peserta pria 
untuk bermain peranan seorang sipil atau orang 
lainnya yang mungkin bersangkutan dengan 
pekerjaan para peserta pelatihan itu, misalnya 
seorang perempuan korban GBV yang melapor 
ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian itu.
Sandiwara-sandiwara  ■ merupakan cara yang 
baik untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-
isu gender.  Komite Internasional Palang Merah 
(International Committee of the Red Cross, 
ICRC), antara lain, menggunakan pendekatan 
ini di Kivu di Republik Demokratik Kongo untuk 
meningkatkan kesadaran tentang GBV dan 
keperluan untuk memberikan perawatan medis 
dan psikologis kepada penyintas GBV.45

Diskusi ‘in situ’ ■ , yang di dalamnya pelatih 
gender pergi ke tempat kerja para peserta 
untuk melakukan pelatihan gender.  Ini adalah 
cara yang baik untuk mengadakan interaksi 
serta menghormati dan menunjukkan perhatian 
terhadap kerja dan pendapat mereka. Diskusi 
‘in situ’ ini memberi pelatih kesempatan untuk 
mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai 
soal-soal yang terutama menarik perhatian para 
peserta.  Isu-isu ini dapat digunakan sebagai 
titik-titik masuk untuk berbicara tentang gender

‘[Diskusi-diskusi in situ menolong] sektor-sektor 
yang berbeda merasa dihormati ketika Anda pergi 

kepada mereka daripada selalu mengumpulkan 
mereka dalam lingkungan ruang kelas.  Dengan 

Kotak 8 Latihan tentang pelanggaran terhadap martabat manusia

‘Suatu latihan yang di dalamnya anggota polisi diminta 
mengingat kejadian sebelum mereka berusia 12 tahun 
ketika martabat manusia mereka dilanggar, dan - atas 
kemauan sendiri - menjelaskan pengalaman itu kepada 
anggota polisi lainnya. Latihan ini menjadi landasan untuk 
dua latihan lanjutan: dalam salah satu latihan lanjutan 
mereka diminta mengingat kejadian yang didalamnya 
mereka melanggar martabat manusia seseorang lain waktu 
menjalankan tugas sebagai anggota polisi; dalam latihan 

lanjutan yang lain mereka diminta mempertimbangkan cara-
cara untuk menentang kebijakan dan praktek yang melanggar 
martabat manusia dalam lembaga-lembaga mereka.  Secara 
keseluruhan, pelatihan yang spesifik identitas cenderung 
kurang efektif daripada pelatihan yang memadukan isu-isu 
identitas dalam kerangka yang lebih besar seperti hak-hak 
asasi atau martabat manusia.’

 Ann Janette Rosga, Universitas Colorado44
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melakukan diskusi di tempat operasi mereka, Anda 
menyampaikan bahwa mereka adalah pasangan 

kerja, bukan orang luar; mereka bertanggungjawab 
dan tidak selalu pelaku; mereka sudah mengetahui 
sesuatu, daripada kaleng kosong yang menunggu 

diisi.’

Alexina Mugwebi-Rusere, Pejabat Pelayanan 
Masyarakat , UNHCR Thailand46

 Pertemuan Masyarakat ■  yang mengumpulkan 
aparat sektor keamanan dan aktivis masyarakat 
untuk diskusi dapat menjadi berguna sebagai 
forum untuk meningkatkan kesadaran gender. 
Cara ini untuk mengembangkan kemitraan dan 
membuka komunikasi antara aparat sektor 
keamanan dan orang sipil dapat mengadakan 
peningkatan yang berlanjut terhadap keamanan 
pria dan wanita.
  ■ Kejenakaan sangat diperlukan untuk pelatihan 
gender.  Salah satu alasan untuk menggunakan 
kejenakaan adalah ‘untuk menghilangkan  
“accusing mist of guilt” (selubung kabut 
kesalahan) yang sering menyelubungi orang-
orang pria ketika berbicara tentang isu-isu 
gender.  Kemudian, setelah kami memperlihatkan 
berbagai konsekuensi yang ‘lucu’ dari budaya 
masyarakat yang tidak setara terhadap, misalnya, 
pendidikan anak-anak, kami memperlihatkan 
kepada mereka konsekuensikonsekuensi 
hebat yang ditanggung oleh wanita sebagai 
akibat ketidaksetaraan masyarakat.’47  Namun, 
kejenakaan dapat mengandung risiko.  Haruslah 
berhati-hati supaya kejenakaan digunakan tanpa 
mengabadikan stereotip dan sifat stereotip, 
terutama karena budaya dan tradisi sering 
dimanfaatkan untuk menjustifikasi kekerasan 
terhadap perempuan.

Materi apa untuk pelatihan gender?
Materi yang digunakan untuk pelatihan gender 
bagi sektor keamanan sangat bervariasi, mulai dari 
presentasi Power Point sampai dengan pedoman 
dan ‘dafter periksa gender’ praktis, tergantung pada 
jenis pelatihan dan pedagogi yang digunakan. Yang 
terpenting adalah memberikan tinjauan atas semua 
materi dan persuratan kursus yang digunakan 
untuk pelatihan untuk memastikan bahwa perspektif 
gender mencakup studi-studi kasus praktis dan 
contoh-contoh. Pakailah bahasa yang sederhana 
untuk materi tersebut dan, sedapat mungkin, 
bahasa daerah para peserta.

Video interaktif yang bersangkutan dengan  ■
profesinya para peserta pelatihan dan film 
tentang berbagai peranan wanita dalam 
peperangan adalah alat-alat yang baik untuk 
memekakan para peserta kursus dan mendorong 
pembahasan grup. Materi ini juga menolong 
menyadarkan para peserta bahwa anggapan 

yang disederhanakan bahwa dalam keadaan 
peperangan ‘wanita = korban’ tidak mencerminkan 
kompleksitas kenyataan perang. Selama 
pelatihan sebelum penggelaran bagi pasukan 
pemeliharaan perdamaian di Swedia, LSM-
LSM seperti misalnyaKvinna till Kvinna (Wanita 
kepada Wanita) dahulu biasa mempertunjukkan 
film Lilja 4-ever (Lilja Selama-Lamanya) sebagai 
prakarsa Angkatan Bersenjata Swedia. Film itu, 
tentang perdagangan manusia dan perbudakan 
seksual, menyulut pembahasan sengit yang 
mungkin tidak dianggap begitu serius oleh para 
peserta jika mereka tidak menonton film itu 
sebelumnya: ‘Agar dapat memastikan bahwa 
para peserta mengerti yang dimaksud, Anda 
perlu sedikit menggoncangkan hati mereka.’48 
Kartun dan lukisan yang berkaitan dengan 
pokok pembicaraan dapat juga menimbulkan 
percakapan dan dapat menjadi alat yang 
berguna untuk ‘mencairkan suasana beku’ pada 
permulaan sesi pelatihan gender.
Materi dan peralatan yang dibawa pulang oleh  ■
para peserta berguna untuk mengingatkan 
mereka akan pelatihan gender itu. Di Kosovo, 
anggota polisi diberikan buku-buku catatan 
untuk mencatat perincian penyelidikan yang di 
dalamnya mereka bisa mendapatkan referensi 
tentang kebijakan gender dan nomor-nomor 
telepon yang berkaitan.49  Di Republik Demokratik 
Kongo, dafter periksa gender dibagi-bagikan 
kepada pasukan pemeliharaan perdamaian 
pengamat militer dan polisi untuk meningkatkan 
kapasitas patroli mereka dan interaksinya 
dengan masyarakat setempat, dan juga guna 
mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan 
keamanan.50

4.3 Pengevaluasian pelatihan gender

Setelah program pelatihan gender direncanakan 
dan dilaksanakan, langkah berikut dalam siklus 
itu adalah mengevaluasi pelatihan. Ini adalah 
salah satu tugas yang paling penting dan paling 
susah dalam siklus pelatihan, yang berfungsi untuk 
mengidentifikasi praktek-praktek yang baik dan 
merancangkan pelatihan lanjutan yang sesuai. 
Evaluasi juga memberikan umpan balik yang 
diperlukan untuk lebih menyesuaikan pelatihan pada 
kebutuhan nyata. Evaluasi adalah sia-sia kalau tidak 
ditindaklanjuti dengan revisi pelatihannya sesuai 
dengan umpan balik tersebut. Evaluasi itu dapat, 
misalnya, mengidentifikasi kesenjangan dalam 
pelatihan gender yang diperhatikan sesudah para 
peserta kembali bekerja. Evaluasi juga memberikan 
kesempatan untuk mengidentifikasikan kekurangan 
kelembagaan yang dapat menciptakan rintangan 
bagi anggota-anggota staf dalam pelbagai keadaan 
pekerjaan. Evaluasi terhadap pelatihan gender untuk 
sektor keamanan dan hasil-hasilnya harus menjadi 
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sebagian dari proses keseluruhan pemantauan dan 
pengevaluasian yang tanggap terhadap gender.

 

Evaluator eksternal atau internal?
Evaluasi program pelatihan gender  terdiri dari 
penentuan apakah pelatihan yang sudah selesai 
dianggap berhasil oleh para peserta dan pengukuran 
dampaknya terhadap sifat-sifat dan perilakunya 
para peserta kursus. Evaluasi dapat dilakukan oleh 
seorang evaluator eksternal atau oleh anggota staf 
lembaga sendirinya. Evaluasi internal mendapatkan 
manfaat dari pengetahuan latar belakang yang 
spesifik konteksnya anggota-anggota staf yang 
melakukan evaluasi itu. Evaluasi internal tersebut 
juga lebih efektif biaya, tetapi mengharuskan staf 
dilatih dalam metode-metode pelaksanaan evaluasi 
dan penilaian.  
Akibat alasan tersebut, memberikan pembangunan 
kemampuan kepada staf institusional adalah 
investasi jangka panjang yang baik.51 Evaluasi 
eksternal  biasanya dapat menjamin proses penilaian 
yang lebih mandiri daripada evaluasi internal. 
Tetapi, biaya mungkin lebih tinggi dibandingkan 
dengan evaluasi internal. Selain itu juga, konsultan 
eksternal sering kurang tahu tentang pelatihan 
atau konteks kerja aparat keamanan. OMS-OMS 
setempat bisa menjadi para mitra yang baik untuk 
melakukan evaluasi.

Pengevaluasian pelatihan gender dengan 
metodologi evaluasi Kirkpatrick
Metodologi yang lazim digunakan dalam 
evaluasi pasca pelatihan adalah pendekatan 
yang diggambarkan Donald Kirkpatrick yang 
menggunakan empat tahap.52 Tahap-tahap ini 
saling bergantung yang berarti hasil dari setiap 
tahap digunakan dalam tahap-tahap lanjut dalam 
proses penilaian. Bagian ini memeriksa bagaimana 
metodologi Kirkpatrick dapat disesuaikan dengan 
evaluasi pasca pelatihan gender bagi aparat sektor 
keamanan, dengan penggunakan tiga langkah 
awalnya.

Evaluasi Tahap 1 – Reaksi 
Langkah pertama dalam evaluasi pasca pelatihan 
gender adalah pengumpulan informasi tentang 
pendapat para peserta atas pelatihan itu. Penilaian 
reaksi ini biasanya dilakukan segera setelah sesi 
pelatihan itu. Penilaian itu dapat dilakukan dalam 
bentuk kuesioner atau formulir evaluasi yang 
diisi oleh peserta-peserta tersebut (lihat Kotak 
9). Penilaian dapat juga dilakukan melalui diskusi 
terbuka dengan para peserta pelatihan, yang 
meliputi bagian-bagian apa dalam pelatihan yang 
paling berguna dan kurang berguna menurut 

mereka. Yang penting juga adalah menanyakan 
kepada para peserta, sebagai bagian dari kuesioner 
atau diskusi terbuka, apakah mereka tertarik pada 
mengikuti pelatihan gender lebih lanjut, dalam 
bentuk kursus ‘refresher’ atau pelatihan mendalam 
tambahan tentang isu-isu gender tertentu.

Guna membaik semua aspek prakarsa pelatihan 
gender di masa depan, pengumpulan umpan balik 
dari para peserta tentang tiga isu berikut ini menjadi 
berguna:

 Persiapan (tujuan dan maksud pelatihan,  ■
documentasi).
 Pelaksanaan (methodology, aktivitas partisipatif,  ■
materi, suasana).
 Pengelolaan (ruang pelatihan, penginapan,  ■
makanan, pengangkutan, [mutu] audio visual.
Organisir sesi umpan balik di kelompok-kelompok  ■
kecil, dengan menanyakan:
 Unsur pembelajaran apa yang paling  ■
signifikan?  
 Daftarkan sebanyak tiga. ■

 Perubahan apa yang Anda ingin menganjurkan  ■
untuk pelatihan itu?  
 Daftarkan sebanyak tiga. ■

 Dalam cara apa pelatihan ini akan berdampak  ■
terhadap/mempengaruhi kerja Anda di masa 
depan?
 Berikan kesempatan untuk komentar tambahan  ■
yang terperinci.

Evaluasi Tahap 2 – Pembelajaran
Langkah yang berikut dalam proses penilaian adalah 
pengukuran berapa banyak informasi para peserta 
sudah mampu memproses dan menginternalisasi.  
Pengukuran ini dilakukan dengan mengukur 
perubahan-perubahan dalam sifat-sifat mereka.

Salah satu metode untuk mengukur perubahan-
perubahan dalam sifat-sifat adalah melakukan ujian 
pembelajaran, misalnya:

 Penilaian tim (biasanya lisan) ■

 Formulir penilaian sendiri ■

 Ujian-ujian klasik (lisan atau tertulis) ■
 Skema penilaian lisan dan tertulis  ■

African Centre for the Constructive Resolution 
of Disputes in South Africa [Pusat Afrika untuk 
Penyelesian secara Konstruktif Sengketa di Afrika 
Selatan] telah menggunakan skema penilaian 
tertulis  mengukur dampak pelatihan gender dalam 
jangka pendek terhadap sifat-sifat dan kesadaran 
para peserta pada isu-isu gender.54  Para 
peserta dapat mengisi buku harian pembelajaran 
pribadinya pada akhir setiap hari lokakarya atau 
setelah setiap modul pelatihan.55 Ini adalah cara 

Silakan lihat Tool tentang Penilaian, 
Pemantauan dan Evaluasi 

dan Gender
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yang memungkinkan para peserta meringkaskan 
pelajaran selama pelatihan maupun cara yang 
memungkinkan pelatih mengetahui bagian-bagian 
dari pelatihan yang paling efektif. Dalam kasus 
ideal, para peserta dinilai baik sebelum maupun 
setelah pelatihan gender, untuk menentukan berapa 
banyak mereka mempelajari dan mengerti.

Evaluasi Tahap 3 – Perilaku
Langkah ketiga dalam evaluasi mengukur sampai 
seberapa taraf para peserta sudah bisa menerapkan 
pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari dari 
pelatihan gender. Tahap ini mengukur kapasitas 
peserta untuk mengalihkan perubahan sikap,  
yang diperoleh sebagai akibat pelatihan gender 
itu, menjadi praktek dengan mengubah perilaku 
mereka. 

Penilaian perilaku para peserta harus dilakukan 
sepanjang waktu, lebih disukai selama berbulan-
bulan. Ini bisa dilakukan dengan pemaduan isu-
isu gender ke dalam proses-proses penilaian 
institusional dan personil. Committee of Women 
in NATO Forces [Komite Wanita Anggota Pasukan 
NATO] pernah mempromosikannya melalui 
perancangan pedoman NATO untuk memadukan 
isu-isu gender ke dalam proses penilaian NATO, di 
samping proses pengarusutamaan gender ke dalam 
aktivitas Pendidikan, Pelajaran dan Pelatihan.56  
Terdapat berbagai cara untuk mengukur pengalihan 
sifat-sifat yang sadar terhadap gender menjadi 
tindakan-tindakan dan perilaku yang tanggap 
terhadap gender, misalnya:

 Lakukan survei atau wawancara dengan  ■
para penerima manfaat layanan, seperti para 
penyintas GBV yang hadir di kantor polisi untuk 
mengajukan laporan. Salah satu contoh adalah 
survei pengguna yang dilakukan di Surrey 
(UK) mengenai layanan penjangkauan bagi 
korban penganiayaan dalam rumah tangga 
yang mencakup masukan dari polisi setempat, 
pemerintah-pemerintah pada tingkat daerah, 
kota dan distrik serta para korban kekerasan 
dalam rumah tangga.57

 Survei-survei anonim dari aparat sektor  ■
keamanan pria maupun perempuan mengenai 
pelecehan sebagai akibat jenis kelamin atau  
orientasi seksual.
 Survei exit  juga berguna dengan mengumpulkan  ■
informasi mengenai alasan-alasan atas mana 
orang keluar dari jabatan pekerjaan di dalam 
lembaga-lembaga sektor keamanan, yang 
mencakup pertanyaan-pertanyaan tentang 
pelatihan kerja, mobilitas pekerjaan, lingkungan 
kerja (yang mencakup pelecehan seksual), dll.
 Tanyakan kepada para peserta pelatihan gender  ■
untuk mengisi formulir evaluasi beberapa bulan 
setelah pelatihan, yang menanyakan pertanyaan 
yang relevan mengenai sifat-sifat, persepsi dan 
perilaku.
 Wawancarai para pengawas/manajer agar  ■
mendapatkan penilaian mereka atas perubahan-
perubahan yang mereka lihat dalam sifat para 
peserta pelatihan tersebut.

Kofi Annan International Peacekeeping Training 
Centre [Pusat Pelatihan Pemeliharaan Perdamaian 

Kotak 9 Evaluasi terhadap reaksi 
pada pelatihan gender53

Harap menilai pada skala 1 sampai 5 (1=tidak 
baik, 5=baik sekali)

Nilai pokok pembicaraan ini terkait 1. 
pekerjaan saya ____
Kegunaan isi kursus ____2. 
Metode-metode penyajian yang digunakan 3. 
____ 
Kecakapan pelatih untuk memindahkan 4. 
pengetahuan ____
Lingkungan yang kondusif untuk terjadinya 5. 
partisipasi ____
Pendapat saya dipertimbangkan ____6. 
Nilai Daftar-daftar Fakta ____7. 
Kaitan Lembar-lembar Kerja ____8. 

Harap menjawab pertanyaan-pertanyaan 
berikut ini dengan menggunakan kata-kata 
Anda sendiri:

Apakah Anda ingin menyarankan sesuatu 9. 
sebagai tambahan untuk kursus ini?
Apakah sesuatu yang menurut pendapat 10. 
Anda lebih baik tidak lagi diliputi dalam 
kursus ini?
Hal-hal apa yang paling Anda nikmati 11. 
tentang kursus itu?
Hal-hal apa yang paling tidak Anda nikmati 12. 
tentang kursus itu?
Aspek mana dalam kursus itu paling 13. 
berguna bagi Anda?
Aspek mana dalam kursus itu paling tidak 14. 
berguna bagi Anda?
Apa kursus itu (harap membulati) 15. 
a) Terlalu lama b) Terlalu singkat c) 
Waktunya cukup lama
Apa komentar Anda tentang persiapan 16. 
administratif untuk kursus itu? (misalnya, 
ruang kelas, makanan dll).
Apakah Anda ingin membuat komentar 17. 
lainnya?

 
Terima Kasih !
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Internasional Kofi Annan] di Ghana sedang berusaha 
melaksanakan evaluasi serupa terhadap dampak 
jangka panjang dengan menghubungi para peserta 
beberapa bulan sesudah pelatihan.58

Pengukur (Indikator)
Pengukur-pengukur yang dipergunakan untuk 
evaluasi jangka panjang pelatihan gender bagi 
sektor keamanan harus dipilih dengan teliti. Seluruh 
pengumpulan data mengenai kerja dan lembaga 
keamanan harus dipisahkan menurut jenis kelamin 
untuk memfasilitasi tugas ini. 
Contoh pengukur yang bisa mengukur dampak 
pelatihan gender:

Data kualitatif seperti contoh-contoh tersebut di 
atas.  

Data kuantitatif dan statistik yang mencakup:
Presentase staf yang telah dilecehkan secara  ■
seksual atau dijadikan sasaran bentuk-bentuk 
GBV lainnya.
 Jumlah permohonan bantuan kepada staf  ■
penghubung gender.
 Jumlah kasus GBV yang dilapor polisi dan jumlah  ■
penahanan dan pernyataan bersalah sebagai 
akibat dari laporan-laporan ini.
 Jumlah anggota polisi perempuan versus pria  ■
yang memanfaatkan saluran hotline bebas pulsa 
untuk meredakan stres berkaitan dengan senjata 
api (contoh dari pelatihan polisi di Meksiko).59

 
Tantangan dalam evaluasi pasca pelatihan 
gender
Untuk banyak kursus pelatihan gender tidak 
ditetapkan sistem-sistem evaluasi dan terdapat 
sedikit sekali contoh ukuran dampak jangka panjang 
pelatihan gender.  Beberapa cara menjamin agar 
evaluasi pasca pelatihan gender dilakukan:

 Masukkan evaluasi pasca pelatihan gender  ■
dalam rencana aksi gender bagi lembaga-
lembaga sektor keamanan.
 Alokasikan cukup dana dalam anggaran proyek  ■
untuk melaksanakan evaluasi-evaluasi yang 
komprehensif.
 Berikan pelatihan mengenai metode-metode  ■
evaluasi kepada para pelatih gender dan para 
penghubung/penasihat gender lembaga-
lembaga sektor keamanan.

4.4 Penindaklanjutan terhadap 
pelatihan gender

Langkah terakhir siklus pelatihan adalah pemaduan 
hasil evaluasi  ke dalam perencanaan kegiatan-
kegiatan lanjutan untuk peserta dan juga perubahan 
pelatihan gender di masa depan. Sayang, 
tahap ini sering diabaikan. Dalam keadaannya 
evaluasi dilakukan dengan baik sepanjang waktu, 

kesenjangan dan kekuatan pelatihan dapat 
diidentifikasi. Dengan cara ini, yang telah dicapai 
dari evaluasi dalam hal apa yang berhasil, apa yang 
sedang membuat perbedaan dan bagaimana peserta 
sedang menerapkan pelatihan dapat dimanfaatkan 
di masa depan dan kelemahan-kelemahan dapat 
dibenarkan. Jadi, hasil evaluasi menjadi alat 
mendasar untuk memahami kebutuhan prakarsa-
prakarsa pelatihan gender di masa depan.

Tidak ada pelatihan gender yang bisa mengubah 
peserta pelatihan menjadi ‘pakar gender’ selama 
satu sesi pelatihan yang berlangsung  beberapa jam 
saja. Untuk mengembangkan keterampilan efektif, 
ketanggapan terhadap gender harus digabungkan 
dalam pelatihan jangka panjang, yang harus 
dilengkapi dengan dukungan oleh pakar gender atau 
jaringan peserta pelatihan gender. Menindaklanjuti 
pelatihan gender berarti memberikan pelatihan 
tambahan tentang isu-isu gender kepada peserta 
yang pernah mengikuti sesi pelatihan gender supaya 
menyegarkan pengetahuan dasar mereka dan/atau 
sebagai kursus yang memberikan pemahaman 
lebih mendalam tentang isu-isu gender tertentu. 
Sumber daya dan waktu yang terbatas sering 
menjadi tantangan terhadap pelaksanaan lanjutan 
pelatihan gender.

Di samping pelatihan lanjutan, ketersediaan alat-
alat dan sumber daya tentang isu-isu gender, dan 
juga dukungan para penghubung gender, dapat 
membantu peserta menerapkan keterampilan yang 
diperoleh dari pelatihan gender itu. Para polisi wanita 
Haiti yang diberikan pelatihan gender oleh United 
Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) 
[Misi Stabilisasi PBB di Haiti] telah menunjuk 
sejumlah Penghubung Gender di seluruh negara 
itu yang mendistribusikan pada kantor-kantor polisi 
penyuluhan yang didapat dalam pelatihan gender. 
Kursus-kursus pelatihan gender sering diulangi bagi 
para peserta baru di dalam lembaga yang sama. 
Contoh yang baik untuk pengulangan pelatihan 
di dalam lembaga-lembaga lainnya adalah model 
yang diberikan oleh Pengadilan Internasional 
untuk Rwanda kepada Pengadilan Internasional 
untuk Bekas Yugoslavia dan, sebagai akibatnya, 
Tribunal Yugoslavia tersebut meningkatkan jumlah 
dakwaannya dalam kasus-kasus pemerkosaan.

Yang merupakan praktek-praktek yang baik adalah 
memberi peserta kemungkinan untuk melanjutkan 
hubungan dengan pelatih gender dalam keadaan 
ada komentar atau pertanyaan ketika mereka 
kembali ke pekerjaannya dan menghadapi 
tantangan sehari-hari yang bersangkutan dengan 
isu-isu gender.  
Ini tergantung pada ketersediaan pelatih dan 
apakah kegiatan ini diliputi dalam perencanaan dan 
anggaran pelatihan atau tidak.
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5 Usulan-usulan pokok

Untuk merencanakan dan mempersiapkan 
pelatihan gender:

Kuatkan dukungan para pimpinan senior 1. untuk 
pemaduan isu-isu gender, yang mencakup pelatihan 
gender, melalui program-program kepelatihan 
gender, pelatihan gender bagi para pimpinan senior, 
pengembangan rencana aksi atau kebijakan gender 
dan prakarsa-prakarsa lainnya.
Laksanakan pelatihan gender sebagai bagian 2. 
dari strategi pengarusutamaan gender lebih luas 
agar supaya memperkuat dampak pelatihan gender 
dan menciptakan lembaga sektor keamanan yang 
tanggap terhadap gender melalui perubahan 
pada tingkat kebijakan, struktur, perencanaan dan 
penyusunan serta personalia.
Melakukan penilaian dan analisa sebelum 3. 
pelatihan, dengan mempertimbangkan:

a. Jenis kelamin, usia, budaya dan konteks negara 
para peserta.

b. Jenis lembaga keamanan, jabatan profesional 
atau pangkat para peserta.

c. Tingkat kesadaran gender dan kapasitas, dan 
kebutuhan pelatihan gender.

Pilih/tentukan tim-tim gabungan pelatihan gender 4. 
yang beranggota baik wanita maupun pria agar 
supaya meningkatkan keberhasilan pelatihan gender 
di lembaga-lembaga sektor keamanan dengan 
keterwakilan pria yang berkelebihan.
Utamakan pelatihan gender bagi pelatih untuk 5. 
pelatih yang sedang bekerja di lembaga-lembaga 
sektor keamanan agar supaya membangun 
kapasitasnya untuk menyediakan pelatihan gender 
yang efektif dan terus berlanjut.

Untuk melaksanakan pelatihan gender:
Lakukan pelatihan gender partisipatif6.  melalui 
penggunaan metode main peran (role play), diskusi 
terbuka (open discussion) dan kerja kumpulan (group 
work).

Pusatkan perhatian pada aspek-aspek praktis 7. 
bagaimana cara memadukan gender ke dalam 
pekerjaan sehari-hari aparat sektor keamanan 
dengan memasukkan contoh-contoh praktek yang 
baik dan buruk dan mempergunakan studi kasus.
Diskusikan konsep dan definini gender 8. dengan 
menggunakan bahasa yang jelas, sederhana dan 
sesuai dengan kebudayaan atau adat istiadat dengan 
contoh-contoh praktis.
Tangani peran-peran kaum pria dan pelbagai 9. 
maskulinitas sebagai bagian dari pelatihan 
gender untuk menyoroti bagaimana isu-isu gender 
juga berkaitan dengan kebutuhan keamanan dan 
kerentanan kaum pria tersebut.
Padukan gender ke dalam pelatihan berkala 10. 
bagi aparat sektor keamanan untuk menandakan 
bagaimana isu-isu gender dapat dipadukan ke dalam 
pelbagai bidang kerja sektor keamanan, daripada 
dianggap sebagai isu terpisah.

Untuk mengevaluasi pelatihan gender:

Laksanakan tiga tahap evaluasi,11.  dengan 
mencurahkan perhatian pada reaksi, pembelajaran 
dan perilaku.
Alokasikan sumberdaya yang cukup memadai 12. 
dalam anggaran awal pelatihan gender untuk 
melaksanakan evaluasi yang komprehensif.

Untuk menindaklanjuti pelatihan gender:

Jamin agar hasil evaluasi dimanfaatkan 13. untuk 
mengembangkan aktivitas lanjutan pelatihan gender 
bagi peserta dan prakarsa-prakarsa pelatihan gender 
di masa depan.
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6 Sumberdaya tambahan

Pelatihan gender untuk pelatih (ToT Gender)

UNICEF, Training of Trainers on Gender-Based 
Violence: Focusing on Sexual Exploitation and 
Abuse - Introduction and Background to the 
Training [Pelatihan bagi pelatih tentang Kekerasan 
Berbasis Gender: Mencurahkan perhatian pada 
Eksploitasi dan Penganiayaan Seksual - Pengenalan 
dan Latar Belakang pada Pelatihan], 2003. 
http://www.reliefweb.int/library/documents/2003/
unicef-tot-25sep.pdf

Chege, R. and Patel, A., A Curriculum for 
theTraining of Trainers in Gender Mainstreaming 
[Kurikulum untuk Pelatihan bagi Pelatih tentang 
Pengarusutamaan Gender]‘, 2000.
h t t p : / / w w w 4 . w o r l d b a n k . o r g / a f r / s s a t p /
Resou rces /HTML/Gende rRG/Sou rce%20
%20documents%5CTrain ing%20mater ia ls /
T R G E N 1 % 2 0 F e m n e t % 2 0 G e n d e r % 2 0
Mainstreaming%20TOT.pdf 

Action for Development [Aksi untuk Pembangunan], 
Training of Trainers (ToT) in Gender Budgeting 
[Pelatihan bagi Pelatih tentang Penyusunan 
Anggaran Gender], 10-14 May 2004. http://www.
gender-budgets.org/content/view/172/155/

Angkatan Bersenjata

US Army [Angkatan Darat AS], Sexual Assault 
Prevention and Response Program [Program 
Pencegahan dan Respons terhadap Serangan 
Seksual], 2005. http://www.sexualassault.army.mil/
content/training_packages.cfm

Pasukan pemeliharaan perdamaian

UN Peacekeeping Operations Best Practices Unit 
[Satuan Praktek yang Baik, Tugas Pemeliharaan 
Perdamaian Dunia PBB], Gender Resource 
Package for Peacekeeping Operations [Paket 
Sumber Daya Gender bagi Tugas Pemeliharaan 
Perdamaian Dunia], July 2004. http://www.
peacekeepingbestpractices.unlb.org/pbpu/library.
aspx?ot=2&cat=22&menukey=_7_7

UNITAR, Bohnstedt, M., The Special Needs of 
Women and Children in and after Conflict - A 
Training Programme for Civilian Personnel 
in UN Peacekeeping Operations [Kebutuhan 
Khusus Wanita dan Anak selama dan pasca Konflik 
- Program Pelatihan bagi Anggota Sipil Operasi 
Pemeliharaan Perdamaian PBB], 2000-2006. http://
www.unitar.org/wcc/

UNITAR POCI, Jimenez, X., Gender Perspectives 
in United Nations Peacekeeping Operations 
[Perspektif Gender dalam Operasi Pemeliharaan 

Perdamaian PBB], 2007. http://www.unitarpoci.org/
courses.php#52

DFID [Departemen Pembangunan Internasional 
Kerajaan Inggris]/DFAIT [Departemen Luar Negeri 
dan Perdagangan Internasional Kanada], ‘Gender 
and Peacekeeping Training Course’ [Kursus 
Pelatihan Gender dan Pemeliharaan Perdamaian], 
2002. http:www.genderandpeacekeeping.org/
menu-e.asp

Perlucutan senjata, demobilisasi dan 
reintegrasi

UNDDR, Gender, Women and DDR: Gender-
Responsive Monitoring and Evaluation Indicators 
[Gender, Wanita dan DDR: Pengukur Pemantauan 
dan Evaluasi yang Tanggap terhadap Gender]. http://
www.unddr.org/tool_docs/Gender-Responsive%20
Monitoring%20and%20Evaluation%
20Indicators.pdf 

UNIFEM [Dana Pembangunan PBB untuk 
Perempuan], Getting it Right, Doing it Right: 
Gender and Disarmament, Demobilisation and 
Reintegration [Dapatkan dengan Benar, Lakukan 
dengan Benar: Gender dan Perlucutan Senjata, 
Demobilisasi dan Reintegrasi] 2004. http://www.
womenwarpeace.org/issues/ddr/gettingitright.pdf

Kepolisian 

Center for Domestic Violence Prevention [Pusat 
Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga], 
Responding to Domestic Violence: A Handbook 
for the Uganda Police Force [Menyikapi 
Kekerasan dalam Rumah Tangga: Buku Petunjuk 
untuk Kepolisian Uganda],2007.
http://www.preventgbvafrica.org/Downloads/
PoliceHandbook.CEDOVIP.pdf

Centre for Children and Families in the Justice 
System [Pusat Anak-anak dan Keluarga dalam 
Sistem Peradilan]. Handbook for Police 
Responding to Domestic Violence: Promoting 
Safer Communities by Integrating Research 
and Practice [Buku Petunjuk untuk Polisi yang 
Merespons Kekerasan dalam Rumah Tangga: 
Mempromosikan Masyarakat yang Lebih Aman 
dengan Pemaduan Penelitian dan Praktek], 2004. 
http://www.lfcc.on.ca/Handbook_for_Police.pdf

Sistem peradilan

Global Justice Center [Pusat Keadilan Global], 
Gender Justice and Training for the Iraqi High 
Tribunal [Keadilan dan Pelatihan Gender bagi 
Tribunal Tinggi Irak], Women’s Alliance for a 
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Democratic Iraq [Aliansi Wanita untuk Irak yang 
Demokratik], 2006. http://www.globaljusticecenter.
net/projects/iraq/icgji.html

Stewart, A., Judicial Attitudes to Gender Justice 
in India: The Contribution of Judicial Training 
[Sifat Kehakiman terhadap Keadilan Gender di 
India: Kontribusi Pelatihan bagi Kehakiman], Law, 
Social Justice & Global Development Journal (LGD) 
1 (2001) Bagian 7-90. http://www2.warwick.ac.uk/
fac/soc/law/elj/lgd/2001_1/stewart

Sistem pemasyarakatan

Layman, E.P. and McCampell, S., ‘Preventing 
and Addressing Staff Sexual Misconduct In 
Community Corrections: A Training Program 
for Agency Administrators’ [‘Pencegahan 
dan Penanganan Kelakuan Buruk Seksual 
oleh Anggota Staf dalam Pemasyarakatan 
berdasarkan Komunitas : Program Pelatihan bagi 
Para Penyelenggara Instansi’, National Institute 
of Corrections, The Center for Innovative Public 
Policies, 2004, http://www.nicic.org/Library/Default.
aspx?Library=020275

 
Coyle, A., International Centre for Prison Studies 
[Pusat Kajian Kepenjaraan Internasional], A 
Human Rights Approach to Prison Management: 
Handbook for Prison Staff [Pendekatan HAM 
terhadap Pengelolaan Penjara: Buku Petunjuk 
bagi Petugas Penjara], 2002. http://www.umds.
ac.uk/depsta/rel/ icps/human_rights_prison_
management.pdf

Pembuat kebijakan keamanan

UNIFEM [Dana Pembangunan PBB untuk 
Perempuan], the Commonwealth Secretariat 
[Sekretariat Persemakmuran], Canada’s 
International Development Research Centre [Pusat 
Riset Pembangunan Internasional Kanada], Gender 
Responsive Budgeting Initiative [Prakarsa 
Penganggaran yang Tanggap terhadap Gender] 
, situ yang mengandung manual dan pedoman 
pelatihan.  http://www.gender-budgets.org/

UNDP [Program Pembangunan PBB], In focus: 
Parliaments and Gender Mainstreaming [Dalam 
Sorotan: Parlemen dan Pengarusutamaan Gender], 
2004. http://www.undp.org.vn/projects/vie02007/
in_focus/gender.htm

Organisasi-Organisasi Masyarakat Sipil dan 
Media

International Council of Voluntary Agencies [Dewan 
Instansi Sukarelawan Internasional], Building Safer 
Organisations Handbook - Training materials on 
Receiving and Investigating Allegations of Abuse 
and Exploitation by Humanitarian Workers 
[Membangun Organisasi Lebih Selamat - Materi 
pelatihan tentang Penerimaan dan Pemeriksaan 
Dugaan Penganiayaan dan Eksploitasi  oleh Pekerja 
Organisasi Kemanusiaan], 2006. http://www.icva.
ch/doc00001412.html

IPS [Perhimpunan Internasional Inter Press Service], 
‘Gender, HIV/AIDS, and Rights – Training Manual 
for the Media [Gender, HIV/AIDS, dan Hak-Hak – 
Buku Petunjuk Pelatihan bagi Media, 2003. http://
ipsnews.net/aids_2002/ipsgender2003.pdf

Amnesty International Stop Violence Against Women 
Campaign [Kampanye Amnesti Internasional untuk 
Menghentikan Kekerasan Terhadap Perempuan], 
Making Rights a Reality: Human Rights Education 
Workshop for Journalists [Mewujudkan HAM: 
Lokakarya Pendidikan HAM bagi Wartawan], 2005. 
http://web.amnesty.org/actforwomen/svaw-toolkit-
eng

Journalistinnenbund [Perhimpunan Wartawan 
Wanita (Jerman)], Gender Training for Media 
Professionals: Quality through Diversity 
[Pelatihan Gender bagi Tenaga Media Profesional: 
Kualitas melalui Keanekaragaman], 2006. http://
www.journalistinnen.de/english/gender.html

Vann, B., RHRC Consortium [Konsorsium Respons 
Kesehatan Reproduksi dalam Konflik] /JSI 
Research & Training Institute [Lembaga Penelitian 
& Pelatihan JSI], Training Manual/Facilitator’s 
Guide, Interagency & Multisectoral Prevention 
and Response to Gender-based Violence 
in Populations Affected by Armed Conflict 
[Manual Pelatihan/Buku Panduan bagi Fasilitator, 
Pencegahan dan Penanggapan Antarinstansi & 
Multisektoral terhadap Kekerasan Berbasis Gender 
dalam Populasi Terpengaruh oleh Peperangan], 
Global GBV Technical Support Project [Proyek 
Dukungan Teknis GBV Global], 2004.
http://www.rhrc.org/resources/gbv/gbv_manual/
gbv_manual_toc.html
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CATATAN AKHIR
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Catatan Praktik 12 Toolkit Gender dan RSK

Pelatihan Gender bagi
Aparat Sektor Keamanan

DAFTAR ISI

Mengapa pelatihan 
gender penting 

bagi aparat sektor 
keamanan?

Dengan cara apa 
aparat sektor 

keamanan dapat 
dilatih tentang isu-isu 

gender?

Pelatihan gender dalam 
konteks pasca konflik

Informasi lebih lanjut

Kuatlah pengakuan bahwa reformasi sektor keamanan (RSK) harus memenuhi 
kebutuhan keamanan yang berbeda bagi pria, wanita, lelaki dan anak perempuan.  
Keterpaduan isu-isu gender juga faktor utama bagi efektifitas dan akuntabilitas 
sektor keamanan serta pemilikan lokal dan legitimasinya proses-proses RSK.

Catatan Praktis ini memberikan sebuah pengenalan yang singkat mengenai 
manfaat dari keterpaduan isu-isu gender ke dalam manajemen perbatasan, dan 
juga informasi yang praktis untuk melakukannya.

Catatan Praktik ini berdasarkan atas sebuah Tool (Alat) yang lebih panjang dan 
keduanya merupakan bagian dari Toolkit Gender dan RSK. Dirancang untuk 
memberikan pengenalan tentang isu-isu gender bagi para praktisi reformasi 
sektor keamanan dan para pembuat kebijakan, Toolkit ini terdiri dari 12 Tool 
(Alat) dengan Catatan Praktisnya - lihat Informasi lebih lanjut.

Mengapa pelatihan gender penting bagi aparat sektor keamanan?

Gender merujuk pada peran dan hubungan, ciri kepribadian, sikap, tingkah laku dan nilai-nilai yang 
dihubungkan masyarakat dengan pria dan wanita.  Karena itu, ‘gender’ merujuk pada perbedaan yang 
dipelajari antara pria dan wanita, sedangkan ‘jenis kelamin’ merujuk pada perbedaan biologis antara lelaki 
dan perempuan.  Peran-peran gender sangat bervariasi di dalam dan antar kebudayaan dan dapat berubah 
sepanjang waktu.  Gender tidak hanya merujuk pada wanita atau pria tetapi juga pada hubungan antara 
mereka.

Pelatihan gender adalah suatu kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan 
keterampilan praktis tentang isu-isu gender dengan pembagian informasi, pengalaman teknik dan juga 
dengan pemromosian cerminan dan perdebatan.  Sasaran pelatihan gender adalah memungkinkan para 
peserta memahami peranan dan kebutuhan wanita dan pria yang berbeda dalam masyarakat, menentang 
perilaku dan struktur yang berpihak pada gender dan diskriminatif dan ketidaksamaan sosial, serta 
menerapkan pengetahuan baru ini pada kerja sehari-hari mereka.1

Aparat sektor keamanan mencakup semua personil lembaga sektor keamanan termasuk angkatan 
bersenjata, kepolisian, badan intelijen, sistem keadilan dan pemasyarakatan, badan pengelola perbatasan 
dan perusahaan-perusahaan keamanan dan militer swasta.

Penyampaian layanan keamanan dan peradilan yang efektif
Sektor keamanan harus mampu merespons kebutuhan keamanan dan keadilan  ■
pria, wanita, anak lelaki dan anak perempuan yang berbeda, yang banyak di 
antaranya ditetapkan oleh perbedaan-perbedaan peranan, norma dan perilaku 
gender.  Pelatihan gender memberi aparat sektor keamanan alat-alat penting 
untuk mempertinggi kapasitas mereka untuk mencegah dan merespons bentuk-
bentuk kekerasan berbasis gender (GBV) yang berbeda seperti kekerasan 
dalam rumah tangga atau perdagangan manusia, dan secara lebih efektif 
menyampaikan keadilan dan keamanan kepada semua anggota masyarakat.

Tempat kerja yang non diskriminatif dan produktif 
Pelatihan gender mempromosikan tempat kerja yang non diskriminatif dan  ■
bebas dari pelecehan seksual, kekerasan dan diskriminasi.
Pelatihan gender dapat juga menjadikan personil yang bekerja di suatu tempat  ■
kerja lebih mau menerima perekrutan, retensi dan kemajuan wanita, dan juga 
pria dari kelompok-kelompok minoritas.  Suatu penjaringan aparat sektor 
keamanan yang lebih beragam dan representatif bisa mendapatkan rasa 
percaya dan kolaborasi yang diperkuat di mata masyarakat.

Geneva Centre for the 
Democratic Control of 
Armed Forces (DCAF)
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Kotak 1 Kepelatihan gender2

Genderforce Swedia memprakarsai Program ‘Gender Coach’ [Pelatih Gender] yang memasangkan 12 orang pemimpin senior 
dari lembaga perdamaian dan keamanan dengan 12 orang pelatih (coaches) yang berpengetahuan ekstensif mengenai isu-isu 
kesetaraan gender.  Para peserta program tersebut mencakup Kepala Staf Angkatan Darat Swedia dan Direktur unit-unit Latihan 
dan Pengadaan Angkatan Bersenjata Swedia.  Umpan balik positif yag diterima mengenai program tersebut; para peserta berkata 
bahwa mereka sudah mengganti cara melakukan perilaku dan komunikasi mereka.

Manajemen puncak mempunyai baik kekuasaan maupun kecakapan untuk mempengaruhi struktur dan perilaku di dalam organisasi-
organisasi mereka.  Oleh karena itu, mereka harus memperdalam pemahaman mereka mengenai kesetaraan gender.  Namun, 
wanita dan pria di tingkat tersebut sering mengalami kekurangan waktu untuk turut serta dalam program pelatihan mendalam, yang 
menyebabkan ‘coaching’ menjadi suatu metode yang efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Kotak 2 Pokok-pokok persoalan pelatihan 
gender bagi polisi mencakup:3

Kesadaran dasar tentang gender dan keanekaragaman ■
Kode-kode perilaku dan kebijakan kelembagaan tentang  ■
diskriminasi dan pelecehan seksual
Penghormatan dan pemromosian HAM, termasuk hak- ■
hak wanita
Protokol dan praktek tentang: ■

Kekerasan dalam rumah tangga -
Pemerkosaan -
Penganiayaan seksual -
Penguntitan -
Perdagangan manusia -
Kekerasan anti-gay -
Penganiayaan anak -

Teknik mewawancarai korban GBV ■

Mencegah pelanggaran hak-hak asasi manusia 
(HAM)

Pelatihan gender dapat membantu mencegah  ■
aparat sektor keamanan melakukan pelanggaran 
HAM, seperti GBV terhadap orang sipil atau 
kolega-kolega mereka.

Kepatuhan terhadap kewajiban menurut undang-undang dan 
instrumen internasional
Pelaksanaan pelatihan mengenai isu-isu gender diperlukan untuk 
mematuhi undang-undang, instrument dan norma internasional 
dan regional mengenai keamanan dan gender.  Instrumen utama 
meliputi:

Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing (1995) ■
Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 tentang Perempuan,  ■
Perdamaian dan Keamanan (2000)

Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Lampiran Toolkit tentang 
Undang-Undang dan Instrumen Internasional dan Regional.

Dengan cara apa aparat sektor keamanan 
dapat dilatih tentang isu-isu gender?
 

1. Perencanaan dan persiapan
Dapatkan dukungan manajemen tingkat  ■
senior pada pelatihan gender dan jamin agar 
para manajer tingkat senior juga diberikan 
pelatihan gender (lihat Kotak 1).
Lakukan penilaian gender lebih dulu agar  ■
menidentifikasi kesenjangan kesadaran 
dan kapasitas yang dapat diatasi dengan 
pelatihan gender.  Pertanyaan-pertanyaan 
untuk ditanyakan meliputi:

Bagaimana tingkat kesadaran dan  √
kapasitas gender sekarang?  Apakah 
para peserta menerima pelatihan gender 
sebelumnya?
Jenis pelatihan apa diperlukan untuk  √
memperbaiki pemberian keamanan dan/
atau keadilan oleh lembaga tersebut 
kepada pria, wanita, anak perempuan 
dan anak laki-laki? 
Jenis pelatihan apa diperlukan untuk  √
mencegah diskriminasi, pelecehan dan 
pelanggaran HAM?
Kebijakan kelembagaan apa tentang  √
gender telah ditetapkan?  Apakah 
kebijakan tersebut disosialisasikan 
sebelumnya kepada peserta?
Keterampilan spesifik apa yang berkaitan  √
dengan gender telah diidentifikasi oleh 

peserta sebagai keterampilan yang 
mereka ingin belajar lebih lanjut?
Apa yang merupakan konteks kultural  √
spesifiknya peserta yang dapat 
mempengaruhi respons mereka pada 
pelatihan gender?

Sesuaikan pelatihan gender pada konteks  ■
spesifik dan peserta berdasarkan pada hasil 
penilaian gender sebelumnya.  Pelatihan 
gender dapat dijadikan lebih spesifik konteks 
dengan:

Pelaksanaan audit meja (desk review)  -
mengenai isu-isu gender regional dan 
kultural.
Pelibatan suatu organisasi masyarakat  -
sipil setempat.

Libatkan baik pria maupun wanita sebagai  ■
pelatih gender, terutama dalam lembaga-
lembaga dengan persentase tinggi staf 
pria.  Dengan cara ini keragu-raguan para 
peserta dapat dengan mudah diatasi karena 
kehadiran seorang pelatih pria mungkin 
menolong ‘mengesahkan’ isu gender di mata 
para peserta pria.
Berikan pelatihan bagi pelatih (training-of- ■
trainers) kepada staf internal dan adakan 
suatu penjaringan pelatih gender yang 
berketerampilan yang memahami lingkungan 
internal lembaga itu dan mempunyai 
kecakapan untuk menangani isu-isu gender 
dalam konteks spesifik itu.  Pelatihan gender 
bagi pelatih juga menolong mengembangkan 
kapasitas kelembagaan dan mengurangkan 
ketergantungan pada pelatih gender 
eksternal.
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2. Pelaksanaan

Arusutamakan isu-isu gender ke dalam  ■
pelatihan sektor keamanan resmi dan mutlak 
di samping pelatihan spesifik gender.
Kurikulum dan kependidikan pelatihan gender  ■
sangat bervariasi tergantung pada eksposur 
peserta lebih dahulu terhadap isu-isu gender, 
serta kebutuhan dan konteks operasional (lihat 
Kotak 2).  Sebagian dari isu-isu terpenting 
untuk ditangani adalah:

Arti istilah ‘gender’ dan kesetaraan gender. -
Peranan gender dan berbagai  -
ketidakamanan yang dihadapi oleh pria, 
wanita, anak perempuan dan anak laki-laki.
Dampak diskriminasi dan kekerasan  -
berbasis gender dan keamanan, pada 
tingkat perseorangan maupun sosial.
Keadaan dan konsekuensi eksploitasi  -
dan penganiayaan seksual oleh aparat 
keamanan.
Kebijakan dan kode perilaku kelembagaan  -
mengenai kesetaraan gender dan GBV.
Undang-undang dan instrument  -
internasional, nasional dan regional tentang 
gender dan keamanan.
Keterkaitan gender dengan isu-isu  -
keamanan lainnya seperti kekerasan 
senjata dan perdagangan manusia.
Cara seseorang dapat menjadi tanggap  -
terhadap gender dalam pekerjaan sehari-
harinya.

3. Evaluasi4

Evaluasi reaksi peserta pada sesi pelatihan  ■
gender (lihat Kotak 4).
Jika isu-isu gender telah dipadukan dalam  ■
pelatihan resmi bagi aparat keamanan, 
masukkan pertanyaan-pertanyaan spesifik 
mengenai gender ke dalam formulir evaluasi 
pelatihan.
Nilai perubahan sifat peserta dengan berbagai  ■
jenis tes pengetahuan, misalnya, penilaian 
tim (biasanya secara lisan), formulir penilaian 
sendiri, ujian-ujian klasik (lisan atau tertulis), 
atau metode evaluasi lisan dan tertulis 
lainnya.
Nilai kapasitas peserta untuk benar-benar  ■
menerapkan perubahan sikap yang ditimbulkan 
oleh pelatihan gender dengan mengubah 
perilaku mereka:

Lakukan wawancara dengan penerima  -
manfaat layanan, seperti para penyintas 
GBV yang melapor ke polisi.
Lakukan survei anonim aparat sektor  -

keamanan pria maupun perempuan 
mengenai pelecehan sebagai akibat jenis 
kelamin atau orientasi seksual.
Tanyakan kepada peserta pelatihan gender  -
untuk mengisi formulir evaluasi beberapa 
bulan setelah pelatihan tersebut dan 
tanyakan pertanyaan-pertanyaan mengenai 
sifat, persepsi dan perilaku mereka 
berkenaan dengan kebutuhan keamanan 
berbeda wanita dan pria dan isu-isu yang 
terkait.
Wawancarai para pengawas/manajer  -
agar mendapatkan penilaian mereka atas 
perubahan-perubahan sifat para peserta 
pelatihan tersebut yang telah mereka 
saksikan.

Kotak 3 Kiat-kiat pelatihan gender yang berhasil:

Gunakan metode main peran (role plays) dan kumpulan kerja (group work) untuk memfasilitasi interaksi dan pembahasan. ■
Gunakan contoh-contoh praktis untuk menandakan bahwa pemaduan gender menolong aparat sektor keamanan meningkatkan  ■
prestasi kerja mereka.
Contohi praktek-praktek lapangan yang tidak peka terhadap gender dan rundingkan konsekuensi mereka. ■
Tanyakan kepada peserta untuk berbicara tentang pengalaman mereka sendiri berkenaan dengan gender, peranan pria dan  ■
perempuan dan GBV.
Gunakan kejenakaan agar menjadikan pelatihan lebih pribadi dan menghilangkan rasa bersalah atau rasa tanggung jawab  ■
yang sering menyelubungi pria pada saat mereka berbicara tentang isu-isu gender.

Kotak 4
Contoh formulir untuk mengevaluasi 
reaksi peserta terhadap pelatihan 
gender5

Harap menilai dengan angka 1-5 (1=tidak baik, 5=baik  ■
sekali)

Nilai pokok pembicaraan ini terkait pekerjaan saya1. 
Kegunaan isi kursus 2. 
Metode-metode penyajian yang digunakan 3. 
Kecakapan pelatih untuk memindahkan 4. 
pengetahuan 
Lingkungan yang kondusif untuk terjadinya 5. 
partisipasi 
Pendapat saya dipertimbangkan 6. 
Nilai Daftar-daftar Fakta 7. 
Kaitan Lembar-lembar Kerja 8. 

Harap menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini  ■
dengan menggunakan kata-kata Anda sendiri:

Menurut pendapat Anda apakah ada sesuatu yang 9. 
sebaiknya dimasukkan ke dalam isi kursus itu?
Menurut pendapat Anda apakah ada sesuatu yang 10. 
harus dikeluarkan dari isi kursus itu?
Hal-hal apa yang paling Anda nikmati tentang kursus 11. 
itu?
Hal-hal apa yang paling tidak Anda nikmati tentang 12. 
kursus itu?
Aspek mana dalam kursus itu paling berguna bagi 13. 
Anda?
Aspek mana dalam kursus itu paling tidak berguna 14. 
bagi Anda?
Apa kursus itu (harap membulati) a) Terlalu lama b) 15. 
Terlalu singkat c) Waktunya cukup lama
Apa komentar Anda tentang persiapan administratif 16. 
untuk kursus itu? (misalnya, ruang kelas, makanan).
Apakah Anda ingin membuat komentar lainnya?17. 
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4. Penindaklanjutan
Manfaatkan hasil evaluasi untuk memperbaiki  ■
pelatihan di masa datang dan rancangkan 
aktivitas-aktivitas lanjutan.
Beri peserta yang telah mengikuti sesi pelatihan  ■
gender dukungan pembangunan kemampuan 
lanjutan atau dukungan yang lain mengenai 
isu-isu gender.  Dukungan ini dapat berbentuk 
sesi untuk menyegarkan pengetahuan dasar 
mereka atau suatu kursus teknis tentang 
suatu aspek gender tertentu seperti metode-
metode mewawancarai korban perdagangan 
manusia.
Tentukan staf penghubung gender yang  ■
bertanggungjawab atas menindaklanjuti 
pelatihan gender.

Beri para peserta kemungkinan untuk tetap 
melanjutkan hubungan dengan pelatih gender agar 
mereka dapat mengajukan komentar tambahan 
atau menanyakan pertanyaan berhubungan dengan 
pemaduan gender ke dalam pekerjaan sehari-hari 
mereka.

Tersedia juga di Tool 12…
Keuntungan dan kerugian para pelatih internal/ -
eksternal
Kiat-kiat metode menangani kekurangan waktu -
Contoh-contoh kurikulum pelatihan gender -
Praktek-praktek yang baik untuk mempromosikan  -
pelatihan gender interaktif
Perbahasan akan materi pelatihan gender -

Kotak 5 Pelatihan gender bagi anggota kepolisian Haiti

Di Haiti, program pelatihan-bagi-pelatih bagi anggota kepolisian telah diselenggarakan Misi Stabilisasi PBB (MINUSTAH, UN 
Stabilization Mission in Haiti) untuk membangun penjaringan pejabat polisi yang terlatih dalam berbagai bidang kepolisian.  
Kekerasan berbasis gender diterangkan Nadine Puechguirbal, Penasihat Gender Senior MINUSTAH, sebagai ‘isu nyata di Haiti, 
tempat yang didalamnya kekerasan terhadap perempuan ditoleransi atas alasan kultural dan aparat kepolisian terkenal karena 
perlakuan kejam terhadap wanita.’  Anggota kepolisian nasional perempuan yang diberikan pelatihan gender oleh MINUSTAH telak 
menunjuk beberapa Staf Penghubung Gender di seluruh negara yang mendistribusikan pada kantor-kantor polisi informasi yang 
dipelajari dalam pelatihan gender.  Pelatihan gender dan pelatihan gender bagi pelatih telah menjadi bagian integral dari pelatihan 
dasar di Akademi Kepolisian bagi Kepolisian Nasional Haiti.

Pelatihan gender dalam konteks pasca 
konflik

Aparat sektor keamanan yang bekerja di negara 
yang baru terbebas dari konflik, baik personil 
lokal maupun personil internasional, memerlukan 
pelatihan gender.  Sudah ada banyak materi pelatihan 
gender bagi pasukan pemeliharaan perdamaian, 
dan materi pelatihan mulai dikembangkan oleh 
pihak keamanan nasional di negara-negara pasca 
konflik.
 

Program RSK pasca konflik harus mendukung  ■
permulaan dan pelaksanaan pelatihan gender 
bagi semua aparat sektor keamanan (lihat Kotak 
5).  Organisasi wanita setempat dapat menjadi 
pasangan kerja yang kuat dalam pembuatan 
pola-pola dan pelaksanaan pelatihan tersebut, 
dan aktor international bisa memberikan bantuan 
teknis.
Pelatihan gender sebelum penggelaran  ■
sangat penting untuk personil pemeliharaan 
perdamaian.  Pelatihan harus meliputi isu-isu 
gender umum dan juga informasi yang spesifik 
terhadap kebudayaan dan gender di negara 
misinya; eksploitasi dan penganiayaan seksual 
dan kebutuhan keamanan tertentu bagi pria dan 
wanita di negara itu.
Personil yang bekerja sama dengan program  ■
perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi 
harus menerima pelatihan gender yang terfokus 
pada peranan dan kebutuhan:

Bekas penempur perempuan dan wanita yang  -
berhubungan dengan pasukan dan kelompok 
bersenjata.
Tentara anak pria maupun perempuan. -
Bekas penempur pria, termasuk isu-isu tentang  -
peranan dan maskulinitas pria dan strategi 
untuk mencegah kekerasan dalam rumah 
tangga dan bentuk kekerasan lainnya
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Informasi lebih lanjut
Sumber daya
FEMNET - A curriculum for the training of trainers in gender 
mainstreaming [Kurikulum untuk pelatihan bagi pelatih tentang 
pengarusutamaan gender].

United States Army [Angkatan Darat Amerika Serikat] - Training 
Package – The Sexual Assault Prevention and Response 
Program [Paket Pelatihan – Program Pencegahan dan Respons 
Penganiayaan seksual], 2005.

DPKO/Best Practices Unit [Departemen Operasi Pemeliharaan 
Perdamaian PBB/Unit Praktek terbaik] - Gender Resource 
Package for Peacekeeping Operations [Paket Sumber Daya 
Gender untuk Operasi Pemeliharaan Perdamaian], 2004.

UNITAR POCI/Ximena Jimenez [Program Pengajaran 
Korespondensi tentang Operasi Pemeliharaan Perdamaian, 
Institut Pelatihan dan Riset PBB/Ximena Jimenez] - Gender 
Perspectives in United Nations Peacekeeping Operations 
[Perspektif Gender dalam Operasi Pemeliharaan Perdamaian 
PBB].

National Institute of Corrections/The Center for Innovative Public 
Policies [Institut Nasional Pemasyarakatan/Pusat Kebijakan Publik 
Inovatif] - Preventing and Addressing Staff Sexual Misconduct 
In Community Corrections: A Training Program for Agency 
Administrators [Pencegahan dan Penanganan Kelakuan Seksual 
yang Tidak Benar oleh Staf dalam Bidang Pemasyarakatan 
Masyarakat: Program Pelatihan bagi Penyelenggara Instansi], 
2004.

UNIFEM - the Commonwealth Sekretariat, IDRC [Dana 
Pembangunan PBB untuk Perempuan - Sekretariat 
Persemakmuran, Pusat Riset Pembangungan Internasional], 
Gender-Responsive Budgeting Initiative [Inisiatif Penganggaran 
yang Tanggap terhadap Gender].

UNICEF - Training of Trainers on Gender-Based Violence: 
Focusing on Sexual Abuse and Exploitation [Pelatihan pelatih 
tentang Kekerasan Berbasis Gender: Fokus pada Penganiayaan 
Seksual dan Eksploitasi].
International Council of Voluntary Agencies [Dewan Badan 
Sukarela Internasional] - Building Safer Organisations Handbook 
[Buku Petunjuk Pembangunan Organisasi yang Lebih Aman].

Toolkit Gender dan RSK
Reformasi Sektor Keamanan dan Gender1. 
Reformasi Kepolisian dan Gender2. 
Reformasi Pertahanan dan Gender3. 
Reformasi Peradilan dan Gender4. 
Reformasi Pemasyarakatan dan Gender5. 
Manajemen Perbatasan dan Gender6. 
Pengawasan Parlementer terhadap Sektor Keamanan dan 7. 
Gender
Pembuatan Kebijakan Keamanan Negara dan Gender8. 
Pengawasan Masyarakat Sipil terhadap Sektor Keamanan 9. 
dan Gender
Perusahaan-perusahaan Militer dan Keamanan Swasta 10. 
dan Gender
Penilaian, Pemantauan dan Evaluasi RSK dan Gender11. 
Latihan Gender bagi Aparat Sektor Keamanan Lampiran 12. 
Undang-Undang dan Instrumen Internasional dan Regional

Setiap tool (alat) dan catatan praktik ini tersedia dari: www.dcaf.ch, 
www.un-instraw.org and www.osce.org/odihr.

Catatan Praktis ini disiapkan oleh Nadia Nieri dari UN-INSTRAW, 
berdasarkan atas Tool (Alat) 6 yang ditulis oleh Angela Mackay, 
dan diterjemahkan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia 
oleh Catherine Muir.

1 Kleppe, T.T., ‘Gender Training and Capacity Building for the Security Sector: A 
Discussion on Good Practices’, Gender, Peace and Security Working Paper #2 
(UN-INSTRAW: Santo Domingo), akan diterbitkan pada tahun 2008.

2 Genderforce Sweden, ‘From Words to Action’. hlm. 20-21. http://www.
genderforce.se/dokument/From_words_to_action.pdf

3 Disadur dari Denham, T., ‘Police Reform and Gender’, Gender and Security 
Sector Reform Toolkit, Megan Bastick and Kristin Valasek (eds.) (DCAF, OSCE/
ODIHR, UN-INSTRAW: Geneva), 2008.

4 Berdasarkan pada Metodologi Evaluasi Kirkpatrick.

5 ECPAT, ‘Training for Police and Social Workers on Child Rights and Child 
Protection in relation to Trafficking in Children for Sexual Purposes’, (ECPAT: 
Amsterdam, Bangkok), 2006, hlm.132-133.

6 Puechguirbal, N., UN-INSTRAW Virtual Discussion on Gender Training for 
Security Sector Personnel, kuesioner, April 2007.
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Duabelas (12) Tools (alat-alat) dalam Toolkit Gender dan Reformasi Sektor
Keamanan menyelidiki bagaimana cara pemaduan isu-isu gender dalam

reformasi sektor keamanan (RSK) meningkatkan efektifitas dan pertang -

gungjawaban sektor keamanan dan juga pemilikan lokal dan legitimasi

proses-proses RSK.  Pemaduan isu-isu gender dalam RSK juga perlu untuk

mematuhi undang-undang, instrumen dan norma hukum internasional.

Sejumlah resolusi, konvensi, persetujuan dan pedoman internasional dan

regional merujuk baik secara umum maupun secara terperinci pada kebutuhan

untuk kesetaraan gender, pengarusutamaan gender, keikutsertaan wanita dan

pria di lembaga-lembaga dan proses-proses pembuatan keputusan, peng -

hapusan kekerasan berbasis gender dan perlindungan hak-hak asasi wanita.

Ada banyak undang-undang dan standar internasional yang menetapkan

pertanggungjawaban tertentu pada sektor keamanan. Seharusnya undang-

undang, instrumen dan norma ini menjadi pedoman dalam proses RSK.

Berikut ini adalah kompilasi undang-undang dan instrumen pokok  bersangkutan

dengan gender dan RSK, yang merujuk pada pasal tertentu yang bersangkutan

dengan lembaga-lembaga keamanan tertentu.  Undang-undang dan instrument

tersebut dikategorikan sebagai instrumen internasional atau instrumen regional

dan didaftarkan secara kronologis.

Semua pembaca dianjurkan memeriksa dulu standar-standar yang lebih umum

yang bersangkutan dengan Reformasi Sektor Keamanan dan Gender dalam

Bagian 1, dan juga standar-standar yang bersangkutan dengan bagian sektor

keamanan tertentu yang menarik perhatian mereka.  Bagian 1 mencakup suatu

bagian tentang norma-norma yang mengarahkan reformasi sektor keamanan,

dan juga suatu kompilasi instrumen-instrumen internasional dan regional.

Undang-undang dan norma yang mengatur perusahaan keamanan dan militer

swasta tidak dicakupi dalam kompilasi ini karena hal-hal tersebut dibahas di

Bagian 5 dari Tool (Alat) Perusahaan-perusahaan Militer dan Keamanan Swasta
dan Gender.

Undang-Undang dan Instrumen
Hukum Internasional dan Regional
berhubungan dengan Reformasi
Sektor Keamanan dan Gender

Lampiran Toolkit Gender dan RSK

Geneva Centre for the
Democratic Control of
Armed Forces (DCAF)
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1Reformasi Sektor
Keamanan dan Gender

1.1  Norma-norma yang Mengarahkan
Reformasi Sektor Keamanan

Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pem bang u n -
an (OECD, Organisation for Economic
Co-o pe  ration and Development), Seri Garis Pe do -
man dan Referensi Komite Bantuan Pem   bang unan
(DAC, Development Assistance Com mittee): Re for -
masi dan Tata Pemerintahan Sistem Keamanan
Tahun terbitan: 2005

Pedoman OECD DAC tersebut menegaskan
keterkaitan isu-isu gender dengan RSK, dengan
menyadari bahwa RSK menyediakan kesempatan
memajukan kesetaraan gender; mengakui bahwa
para wanita adalah aktor masyarakat sipil pokok
dalam terciptanya perdamaian, rekonsiliasi dan
rekonstruksi; dan menekankan pentingnya isu-isu
gender pada meningkatkan profesionalisme kekuatan
keamanan.  Selain itu juga, Garis Pedoman tersebut
menyatakan bahwa: ‘memastikan partisipasi wanita di
luar tingkat akar rumput meningkatkan legitimasi
proses ini yang menjadikannya lebih demokratik dan
responsif terhadap semua bagian rakyat yang kena
dampaknya.’ (h. 42).

Komisi Komunitas Eropa, Keterangan dari Komisi
kepada Dewan dan Parlemen Eropa: Suatu
Konsep Dukungan Komunitas Eropa untuk
Reformasi Sektor Keamanan
Tanggal terbitan: 24 Mei 2006

Komisi Eropa menamakan kesetaraan gender
sebagai salah satu nilai bersama yang Uni Eropa
(European Union) mencoba mengalakkan dalam
RSK.  Salah satu prinsip yang diuraikan sebagai
pedoman bagi dukungan Komunitas Eropa pada RSK
adalah bahwa proses RSK harus 'dianggap sebagai
suatu kerangka untuk menanggulangi tantangan
keamanan yang sangat berbeda yang dihadapi Para
Negara dan rakyatnya, dilandasi pendekatan multi-
sektor yang peka terhadap gender’ (bagian 4-2).

Dewan Uni Eropa, Kesimpulan Dewan tentang
Mempromosikan Kesetaraan Gender dan
Pengarusutamaan Gender dalam Manajemen
Krisis
Disetujui pada tanggal: 13 November 2006

Dewan Uni Eropa menitikberatkan pada pentingnya
pemromosian kesetaraan gender dan pengarusuta -
maan gender dalam konteks Kebijakan Luar Negeri
dan Keamanan Bersama dan Kebijakan Keamanan
dan Pertahanan Eropa (ESDP, European Security
and Defence Policy) pada semua tingkat.  Dewan itu

menekankan bahwa ‘perspektif gender perlu benar-
benar dipadukan dalam pemberdayaan perdamaian’
(bagian. 6), dan ‘perspektif gender sebaiknya
digabungkan dengan kebijakan dan kegiatan Uni
Eropa mengenai Reformasi Sektor Keamanan (RSK)
dan Perlucutan Senjata,Demobilisasi dan Reintegrasi
(DDR)’ (bagian 8).

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa,
Pernyataan Presiden Dewan Keamanan Perse ri -
kat an Bangsa-Bangsa (S/PRST/2007/3)
Tanggal pernyataan: 21 Februari 2007

Presiden Dewan Keamanan menyatakan bahwa:
‘Dewan Keamanan mengakui saling hubungan antara
reformasi sektor keamanan dengan faktor penting
lainnya tentang penstabilan dan rekonstruksi, seperti
misalnya peradilan transisi, perlucutan senjata,
demobilisasi, pemulangan, reintegrasi dan rehabilitasi
bekas kombatan, pengawasan senjata api kecil dan
ringan, dan juga kesetaraan gender, anak-anak dan
peperangan serta isu-isu hak-hak asasi manusia’.

1.2  Instrumen Internasional

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa,
Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia

Disetujui pada tanggal: 10 Desember 1948

Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia
mengucapkan dengan jelas bahwa setiap orang
berhak atas semau hak dan kebebasan ‘dengan tidak
ada perkecualian apa pun, seperti misalnya bangsa,
warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau
pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial,
milik, kelahiran ataupun status lain'’ (Pasal 2).  Pasal
3 menyatakan bahwa: ‘setiap orang berhak atas
penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan
seseorang'.  Pasal 7 mencantumkan bahwa: ‘sekalian
orang adalah sama terhadap undang-undang dan
berhak atas perlindungan yang sama dengan tidak
ada diskriminasi’.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa,
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan
Politik
Disetujui pada tanggal: 16 Desember 1966

Pasal 26: ‘Semua orang adalah sama di hadapan
hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang
sama tanpa diskriminasi apa pun.  Dalam hal ini
hukum harus melarang setiap diskriminasi dan
menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi
semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apa
pun seperti misalnya ras, warna kulit, jenis kelamin,
bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal-
usul kebangsaan atau sosial, harta kekayaan,
kelahiran atau status lain’.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa,
Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk
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Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) (A/34/46)
Disetujui pada tanggal: 18 Desember 1979

CEDAW berusaha menghapuskan diskriminasi
terhadap wanita, yang didefinisikan sebagai
‘pengesampingan atau pelarangan apa pun, yang
dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai
akibat atau tujuan mengurangi atau meniadakan
pengakuan, perolehan atau pelaksanaan oleh wanita,
dengan mengabaikan status perkawinan mereka, atas
suatu dasar persamaan pria dan wanita, akan hak-
hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar
di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau
bidang lain apa pun' (Pasal 1).  Konvensi tersebut
menanggung jawabkan Negara-negara Peserta atas
pembuatan perundang-undangan dan langkah-
langkah lainnya yang tepat, seperti pencabutan
ketentuan pidana nasional yang merupakan
diskriminasi terhadap perempuan, melarang semua
bentuk

diskriminasi terhadap wanita dan menetapkan
perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan.
Konvensi ini juga mengharuskan Para Negara
Peserta mengambil langkah-langkah untuk mencapi
penghapusan prasangka-prasangka dan peranan
stereotip bagi pria dan wanita; untuk memberantas
segala bentuk perdagangan perempuan; menjamin
bagi perempuan hak-hak 'untuk ambil bagian dalam
perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan
kebijakan tersebut dan untuk memegang jabatan
pemerintah dan melaksanakan semua fungsi
pemerintah pada semua tingkat pemerintah’ (Pasal 7-
b); dan menjamin hak atas kesempatan-kesempatan
kerja yang sama, kenaikan, keamanan kerja,
pengupahan yang sama, dan persamaan di hadapan
hukum.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa,
Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan
Terhadap Perempuan (A/RES/48/104)
Disetujui pada tanggal: 20 Desember 1993

Deklarasi ini adalah instrumen HAM internasional yang
pertama yang semata-mata memusatkan perhatian
pada kekerasan terhadap perempuan.  Deklarasi
tersebut meminta Para Negara Peserta supaya
menahan diri dari pelibatan dalam kekerasan terhadap
perempuan dan menerapkan ketekunan wajar untuk
mencegah, mengusut dan menghukum tindakan
kekerasan terhadap perempuan.  Para Negara Peserta
diminta memberikan akses pada mekanisme-me ka -
nisme peradilan kepada wanita yang dikenai
ke kerasan; mencegah korbanisasi kembali; menjamin
ang garan pemerintah yang memadai bagi kegiatan-ke -
giatan bersangkutan dengan penghapusan kekerasan
terhadap perempuan; dan melakukan kerja sama
dengan, serta meningkatkan kerjanya, gerakan wanita
dan organisasi-organisasi non-pemerintah.  Deklarasi
tersebut juga meminta Para Negara Peserta
‘mengambil langkah-langkah untuk menjamin agar
aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah yang
ber tanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan-ke -
bijakan untuk mencegah, mengusut dan meng hukum
pelaku kekerasan terhadap perempuan menerima

latihan yang akan membuat mereka peka terhadap
kebutuhan wanita’ (pasal 4-i).

Konferensi Sedunia Keempat tentang Perempuan,
Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing
A/CONF.177/20 (1995) dan A/CONF.177/20/Add.1
(1995)
Disetujui pada tanggal: 15 September 1995

Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing disetujuhi
dengan suara bulat dalam Konferensi Sedunia
Keempat tentang Perempuan.  Deklarasi dan
Landasan Aksi Beijing tersebut mencakup duabelas
(12) bidang yang sangat mencemaskan dan ratusan
tindakan yang harus dilakukan yang bersangkutan
dengan kemajuan dan pemberdayaan perempuan,
termasuk beberapa kewajiban berkaitan dengan
sektor keamanan.  Kewajiban ini mencakup
menjamin: akses pada layanan hukum gratis atau
dengan harga murah; keseimbangan gender di
instansi-instansi pemerintah, badan-badan adminis -
tratif publik dan kehakiman; dan penyediaan
pendidikan dan pelatihan HAM yang peka terhadap
gender bagi polisi, militer, pejabat pemasyarakatan,
para anggota kehakiman, para anggota parlemen dan
orang-orang yang menangani isu-isu migrasi.

Deklarasi Windhoek dan Rencana Aksi Namibia
tentang Pengarusutamaan Perspektif Gender
dalam Operasi Dukungan Perdamaian Multi-
Dimensi (S/2000/693)
Disetujui pada tanggal: 31 Mei 2000

Deklarasi Windhoek dan Rencana Aksi Namibia
disetujui pada seminar yang diselenggarakan
Departemen Pemeliharaan Perdamaian Dunia PBB
dan Kantor Penasihat Khusus Sekjen PBB untuk Isu-
isu Gender dan Kemajuan Wanita, dan dituan-rumahi
Pemerintah Namibia di Windhoek, Namibia.  Deklarasi
dan rencana aksi tersebut tercatat dalam Resolusi
Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 mengenai
Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (Resolusi
Dewan Keamanan PBB No. 1325).  Deklarasi dan
Rencana Aksi ini menyatakan bahwa:

n ‘Prinsip-prinsip kesetaraan gender harus merasuki
seluruh misi, pada semua tingkat, sehingga
menjamin partisipasi wanita dan pria sebagai para
mitra dan penerima manfaat yang setara di semua
aspek proses perdamaian — dari pemeliharaan
perdamaian, rekonsiliasi dan pembangunan
perdamaian, menuju keadaan stabilitas politik yang
didalamnya wanita dan pria berperan setara dalam
pembangunan politik, ekonomis dan sosial negara
mereka’ (Mukadimah)

n ‘sesuai dengan target Sekretaris Jenderalnya 50%
wanita di jabatan-jabatan pengelolaan dan
pembuatan keputusan, harus lebih bertekad
mantap memilih dan menunjuk para wanita sebagai
Wakil Khusus Sekretaris Jenderal dan staf
lapangan pada tingkat atas untuk operasi-operasi
dukungan perdamaian’ (pasal 3)

n ‘Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberikan
teladan dengan memesat peningkatan jumlah

3



personil sipil wanita di jabatan-jabatan tingkat atas
di operasi-operasi dukungan perdamaian di seluruh
departemen kantor pusat yang relevan, termasuk
Departemen Operasi Pemeliharaan Perdamaian
(DPKO), [PBB], dan di lapangan’ (pasal 5)

n ‘isu-isu gender harus diarusutamakan di seluruh ku -
ri kulum dan kursus regional dan nasional ber kaitan
dengan operasi-operasi dukungan per damaian,
khususnya yang disponsori secara lang sung oleh
Unit Pelatihan Departemen Pe meliharaan Per da -
mai an Dunia PBB (DPKO, De par tment of
Peacekeeping Operations)’ (pasal 6)

n ‘Prosedur Operasi Standar yang dapat diterapkan
di semua unsur misi-misi harus dikembangkan
berkaitan dengan isu-isu serangan seksual dan
pelecehan seksual’ (Pasal 7).

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-
Bangsa Nomor 1325 tentang Perempuan,
Per da maian dan Keamanan (S/RES/1325)
Disetujui pada tanggal: 31 Oktober 2000

Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325
mengakui untuk pertama kali peran dan kebutuhan
wanita selama masa perang dan keadaan pasca-
konflik, dari korban perang sampai para penempur
dan pembangun perdamaian. Resolusi tersebut
berbicara kepada semua Negara Anggota PBB, para
pihak selama peperangan dan semua aktor yang
terlibat dalam persetujuan perdamaian dan DDR.
Resolusi ini menekankan pentingnya ‘keterlibatan
wanita secara setara dan penuh di semua usaha
untuk pemeliharaan dan pemromosian perdamaian
dan keamanan, dan keharusan untuk meningkatkan
peran mereka dalam pengambilan keputusan atas
pencegahan dan penyelesaian konflik’ (Mukadimah).
Resolusi ini menuntut dukungan pada prakarsa
perdamaian yang diajukan wanita setempat; perlin -
dungan wanita dan anak perempuan dari kekerasan
berbasis gender; langkah-langkah 

untuk menjamin hak-hak asasi manusia wanita dan
anak perempuan, khususnya dalam kaitan dengan
pihak kepolisian dan kehakiman; pengakhiran kebe -
basan dari hukuman bagi yang bertang gung jawab
atas genocida, kejahatan terhadap manusia, dan
kekerasan seksual dan lainnya terhadap wanita dan
anak perempuan; dan DDR yang peka terhadap
gender.  Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325
sedang bertambah penarikan perhatian orang, dan
sejumlah negara donor RSK sudah membuat rencana
aksi nasional untuk pelaksanaan Resolusi tersebut.

1.3 Instrumen Regional

Dewan Eropa, Konvensi Eropa tentang Hak-Hak
Asasi Manusia
Disetujui pada tanggal: 4 November 1950

Pasal 14 Konvensi ini menyatakan bahwa ‘perolehan

hak-hak dan kebebasan-kebebasan … harus dijamin
dengan tidak ada diskriminasi atas dasar apa pun
seperti misalnya jenis kelamin, suku/ras, warna kulit,
bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain,
asal-usul kebangsaan atau sosial, hubungan dengan
minoritas nasional, harta kekayaan, kelahiran atau
status lain.’

Organisasi Negara-negara Amerika, Konvensi
Inter-Amerika tentang Pencegahan, Pemidanaan
dan Pemberantasan Kekerasan terhadap Wanita
(Konvensi Belem do Para)
Disetujui pada tanggal: 9 Juni 1994

Konvensi ini menghimbau para aktor sektor
keamanan termasuk pemerintah, sektor peradilan dan
badan-badan penegakan hukum untuk mencegah,
memidana dan memberantas kekerasan terhadap
perempuan baik fisik, seksual maupun psikologis
yang terjadi dalam keluarga maupun dalam hubungan
antar perseorangan lainnya apa pun; dalam
masyarakat, termasuk ‘perkosaan, penganiayaan
seksual, penyiksaan, perdagangan manusia,
pelacuran secara paksa, penculikan dan pelecehan
seksual dalam tempat kerja …’; atau yang dilakukan
atau dimaafkan pemerintah atau agennya (Pasal 2).

Komunitas Pembangunan Bagian Selatan Afrika
(SADC), Deklarasi tentang Gender dan Pem -
bangunan
Disetujui pada tanggal: 8 September 1997

Para Kepala Negara/Pemerintahan SADC mengab -
sahkan keputusan Dewan tentang … penetapan
kerangka kebijakan pengarusutamaan gender di
semua kegiatan SADC, dan penguatan upaya para
negara anggota untuk mencapai kesetaraan gender’
(pasal F-i).  Mereka juga melibatkan negara-negara
mereka pada: ‘mencabut dan mereformasi semua
undang-undang, mengubah undang-undang dasar
dan praktek sosial yang masih membuat para wanita
mudah dibeda-bedakan, dan mengesahkan undang-
undang yang memberdayakan dan peka terhadap
gender' (pasal H-iv).

Komunitas-Komunitas Eropa, Perjanjian Amster -
dam Perubahan atas Perjanjian tentang Uni Eropa,
Perjanjian-perjanjian yang Mendirikan Komunitas-
Komunitas Eropa dan Undang-Undang Tertentu
yang Terkait
Disetujui pada tanggal: 2 Oktober 1997

Perjanian ini adalah perjanian internasional yang
untuk pertama kalinya menyoroti secara terang-
terangan diskriminasi atas dasar ketertarikan seksual.
Menurut Pasal 2-7 (ex Pasal 6a), ‘Dewan sepakat
menerima usul yang dikemukakan Komisi dan setelah
bermusyawarah dengan Parlemen Eropa, dapat
mengambil tindakan yang tepat untuk memerangi
diskriminasi berdasarkan pada jenis kelamin,
ras/suku, agama atau keyakinan, cacat tubuh, usia
atau ketertarikan seksual’.

Organisasi Negara-Negara Amerika, Program
Inter-Amerika tentang Pemromosian Hak-hak
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Asasi Manusia Wanita dan Keadilan dan
Kesetaraan Gender (AG/RES. 1732)
Disetujui pada tanggal: 5 Juni 2000

Program ini menganjurkan kepada Para Negara
Anggota OAS untuk ‘menjamin agar perspektif gender
dan kesetaraan kesempatan antara pria dan wanita
dipadukan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah
yang bersangkut dengan semua ruang lingkup
masya rakat dan pemerintah’ (IV-1-4).

Resolusi Parlemen Eropa tentang Keikutsertaan
Wanita dalam Penyelesaian Konflik secara Damai
(2000/2025(INI))
Disetujui pada tanggal: 30 November 2000

Resolusi ini ‘menghimbau Komisi dan Para Negara
Ang gota untuk membuat peka terhadap gender pra -
karsa-prakarsa yang bersangkut dengan per damaian
dan keamanan', termasuk penyediaan pe latihan gen -
der kepada  personil militer 'sehingga rasa hormat
pa da wanita menjadi biasa dan suasana yang ramah
perem puan meluas dalam tentara’ (pasal 8).

Uni Afrika, Deklarasi tentang Demokrasi [dan] Tata
Pemerintahan Politik, Ekonomi dan Korporat
AHG/235 (XXXVIII)
Disetujui pada tanggal: 18 Juli 2002

Uni Afrika dikeluarkan Deklarasi ini dalam rangka
Kemitraan Baru untuk Pembangunan Afrika (NEPAD,
New Partnership for Africa's Development).  Deklarasi
ini mengakui bahwa: ‘Keterpinggiran wanita masih
tetap meskipun adanya kemajuan selama beberapa
tahun terakhir ini' dan bersepakat mereka akan
‘bekerja dengan penuh semangat agar menjamin
kesetaraan gender dan menjamin pemaduan wanita
secara penuh dan efektif dalam pembangunan politik
dan sosioekonomi’ (pasal 22).

Uni Afrika, Protokol atas Piagam Afrika tentang
Hak-Hak Manusia dan Hak-Hak Rakyat tentang
Hak-Hak Wanita di Afrika
Disetujui pada tanggal: 11 Juli 2003

Protokol ini mencantumkan bahwa ‘Pihak-pihak Ne -
gara wajib memerangi semua bentuk diskriminasi
terhadap wanita melalui langkah-langkah tepat legis -
latif, kelembagaan dan lainnya yang tepat’ (Pasal 2-1).
Para Negara Peserta wajib menjamin ‘keter wakilan
dan keikutsertaan wanita yang lebih luas dan efektif
pada semua tingkat pembuatan keputusan’ (pasal 9-
2); dan ‘wanita berhak memperoleh kehi dupan yang
damai dan berhak ikut serta dalam pemromosian dan
perlangsungan perdamaian’ (pasal 10-1).  Pasal 8
menyatakan bahwa ‘Para Negara Peserta akan
mengambil semua langkah untuk menjamin: akses
yang efektif bagi wanita pada layanan peradilan dan
hukum, termasuk bantuan hukum; dan dukungan pada
prakarsa setempat, nasional, regional dan kebe nuaan
yang terarah pada memberi kaum wanita akses pada
layanan hukum, termasuk bantuan hukum’.

Uni Afrika, Pernyataan Sungguh-sungguh Ke se -

taraan Gender di Afrika
Disetujui pada tanggal: 8 Juli 2004

Deklarasi Uni Afrika ini memusatkan perhatian pada
pentingnya pengarusutamaan gender.  Dengan pasal
12, Para Negara Anggota melibatkan diri mereka
dalam ‘membuat laporan tahunan tentang kemajuan
yang dicapai perihal pengarusutamaan gender dan
mendukung dan menganjurkan semua isu yang
diajukan dalam Deklarasi ini, baik pada tingkat
nasional maupun regional, dan secara berkala saling
memberikan informasi baru (update) tentang
kemajuan yang dicapai …’

Komunitas Pasifik, Perubahan Landasan Pasifik
untuk Tindakan atas Kemajuan Wanita dan
Kesetaraan Gender 2005 sampai 2015: Bab
Regional
Disetujui pada tanggal: 20 Agustus 2004

Landasan Aksi Komunitas Pasifik memerlukan
pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325,
perbaikan-perbaikan data yang dipisahkan menurut
jenis kelamin dan penggunaan indikator gender,
pelatihan gender bagi para pemelihara perdamaian,
keterlibatan of wanita dalam semua pembuatan
keputusan and proses perdamaian dan keadilan,
penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan
persamaan akses pada keadilan.  Landasan ini
menghimbau para pemerintah untuk ‘mengakui dan
mempertinggi keterlibatan wanita dalam sistem-
sistem peringatan dini, proses dan perundingan
per damaian guna mencegah konflik, serta rekon -
struksi pasca-konflik’ dan ‘memanfaatkan
org a  nisasi-organisasi regional maupun internasional
untuk menyelenggarakan pelatihan tentang kepekaan
gender bagi para pemelihara perdamaian sehingga
menjamin bahwa mereka peka terhadap isu-isu yang
ada di lapangan’ (Pasal 121).

Organisasi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa,
Rencana Aksi OSCE untuk Pemromosian
Kesetaraan Gender (MC.DEC/14/04)
Disetujui pada tanggal: 7 Desember 2004

Rencana Aksi OSCE menyatakan bahwa persamaan
hak-hak wanita dan pria serta perlindungan HAM
mereka penting untuk perdamaian, demokrasi yang
berkesinambungan, pembangunan ekonomi dan, oleh
karena itu, untuk keamanan dan kestabilan dalam
wilayah OSCE ’ (Mukadimah).

Sekretariat Persemakmuran, Rencana Aksi
Persemakmuran tentang Kesetaraan Gender 2005
– 2015
Tahun terbitan: 2005

Rencana Aksi ini menegaskan kembali ‘target setidak-
tidaknya 30% wanita dalam pembuatan keputusan di
sektor-sektor politik, pemerintahan dan swasta pada
tahun 2005’ dan menganjurkan kepada para negara
untuk ‘melibatkan wanita pada semua tingkat pem -
bangunan perdamaian, pemeliharaan per damaian,
pencegahan konflik, perantaraan dan penye lesaian,
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dan kegiatan-kegiatan rekonsiliasi dan rekonstruksi
pasca-konflik ’ (pasal 6).  Rencana Aksi tersebut juga
mendorong pengarusutamaan kese taraan gender,
HAM dan HIV/AIDS ke dalam pe latihan bagi lembaga-
lembaga sektor keamanan, dan mendorong
pemerintah-pemerintah untuk ‘me majukan pengu m -
pul an, analisis dan penye bar luasan data yang
di  pi sah kan menurut jenis kelamin untuk proses-pro -
ses kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan’ (pasal
4-12). 

Organisasi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa,
Keputusan No. 14/05 tentang Wanita dalam Pen -
ce gahan Konflik, Manajemen Krisis dan
Re habilitasi Pasca-konflik

Rehabilitasi

Disetujui pada tanggal: 6 Desember 2005

Keputusan ini meminta ‘Para Negara Anggota supaya
membuat daftar nasional perempuan calon potensial
… dan mengambil langkah-langkah aktif agar
menjamin wanita benar-benar diketahui dan didorong
melamar untuk jabatan di bidang-bidang pencegahan
konflik dan proses-proses rehabilitasi pasca-konflik,
khususnya jabatan manajemen pada tingkat tinggi’
(pasal 3).  Keputusan ini meminta kepada Para
Negara Peserta dan struktur-struktur OSCE supaya
‘men dukung dan mendorong program-program
pelatihan dan pendidikan yang berfokus pada wanita
dan anak perempuan, dan juga proyek-proyek yang
ditujukan pada keikutsertaan wanita dalam pem -
bangunan perdamaian yang berkesinambungan;
mem berdayakan organisasi-organisasi wanita; men -
dorong prakarsa-prakarsa perdamaian wanita melalui
media dan lokakarya tentang hak asasi manusia dan
kesetaraan gender; dan meningkatkan kesadaran
wanita mengenai pentingnya keterlibatan mereka
dalam proses-proses politik’ (pasal 6).

Resolusi Parlemen Eropa tentang Homofobia di
Eropa
Disetujui pada tanggal: 26 April 2007

Resolusi Parlemen  Eropa ini ‘meminta kepada Komisi
supaya menjamin bahwa diskriminasi atas dasar
ketertarikan seksual di semua sektor dilarang …’
(pasal 4). Resolusi ini meminta kepada semua Negara
Anggota ‘supaya mengambil tindakan apa pun yang
dianggap tepat dalam perjuangan terhadap ho mo -
fobia dan diskriminasi dengan alasan ketertarikan
sek sual dan menggalakkan serta melaksanakan prin -
sip kesetaraan dalam masyarakat dan sistem-sistem
hu kum mereka’ (pasal 10) dan 'menganjurkan Para
Ne gara Anggota untuk menetapkan perundang-un -
dangan untuk menghapus diskriminasi yang dihadapi
pa sangan-pasangan dengan jenis kelamin sama da -
lam bidang-bidang pewarisan, persiapan atas harta
ke kayaan, sewa-menyewa, pensiun, pajak, jaminan
so sial dll.’ (pasal 11). 

2 Reformasi Sektor
Kepolisian dan Gender 

2.1 Instrumen Internasional

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa,
Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk
Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) (A/34/46)
Disetujui pada tanggal: 18 Desember 1979

Menurut CEDAW, Para Negara Peserta berusaha
untuk: ‘(c) … menjamin melalui pengadilan-
pengadilan nasional yang berwenang dan
lembaga-lembaga pemerintah yang lain, perlindungan
yang efektif bagi wanita terhadap tindakan
diskriminasi apa pun; (d) mengekang dari keterlibatan
dalam perbuatan atau praktek diskriminasi apa pun
terhadap wanita dan menjamin bahwa para penguasa
pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintah akan
bertindak sesuai dengan kewajiban ini’ (pasal 2).
Komitmen ini memerlukan reformasi lembaga-
lembaga kepolisian guna menjamin perlindungan
hukum yang efektif dan setara bagi wanita, dan
memastikan bahwa pihak kepolisian sendiri tidak
membeda-bedakan wanita.  Lebih lanjut, CEDAW
memer lukan keterwakilan setara antara wanita
dengan pria di bidang pekerjaan, yang mengharuskan
bahwa Reformasi Kepolisian menangani persamaan
akses pada kesempatan-kesempatan.

Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap
Wanita Perserikatan Bangsa-Bangsa, Reko men -
dasi Umum No. 19 (Sidang ke-11, 1992) Kekerasan
terhadap Wanita
Diadopsi pada tahun: 1992

Rekomendasi Umum No. 19 dari Komite CEDAW ini
menyatakan bahwa pelatihan yang peka terhadap
gender bagi aparat penegak hukum penting bagi
pelaksanaan Konvensi yang efektif (pasal 24-b).

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dek -
larasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap
Perempuan (A/RES/48/104)
Disetujui pada tanggal: 20 Desember 1993

Deklarasi ini meminta kepada Para Negara supaya
mengambil ‘langkah-langkah untuk menjamin agar
aparat penegakan hukum dan pejabat pemerintah
yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan-
ke bijakan guna mencegah, mengusut dan
meng hukum pelaku kekerasan terhadap perempuan
itu menerima pelatihan untuk membuat mereka peka
terhadap kebutuhan wanita’ (Pasal 4-i).

Konferensi Sedunia Keempat tentang Perempuan,
Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing A/CONF.177/20
(1995) dan A/CONF.177/20/Add.1 (1995)
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Disetujui pada tanggal: 15 September 1995

Landasan Aksi ini menyatakan bahwa 'wanita
mungkin rawan terhadap kekerasan yang dilakukan
orang-orang yang berkuasa selama keadaan konflik
maupun non-konflik.  Pelatihan semua pejabat
mengenai hukum kemanusiaan dan hak-hak asasi
manusia, dan pemidanaan para pelaku tindakan
kekerasan terhadap wanita akan membantu
menjamin bahwa kekerasan demikian tidak dilakukan
oleh para pejabat pemerintah yang harus mendapat
kepercayaan wanita, termasuk polisi, pejabat
lembaga pemasyarakatan dan pasukan keamanan'
(pasal 121).  Pemerintah-pemerintah berjanji pada
menyediakan pendidikan dan pelatihan HAM yang
peka terhadap gender (bagian. 232-i) dan menjamin
agar wanita mempunyai hak yang sama dengan pria
untuk menjadi anggota polisi (pasal 232-m).

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa,
Resolusi 52/86 tentang Pencegahan Kejahatan
dan Langkah-langkah Peradilan Pidana untuk
Menghapuskan Kekerasan terhadap Perempuan
(A/RES/52/86)
Disetujui pada tanggal: 2 Februari 1998

Lampiran atas Resolusi ini menyediakan contoh-
contoh nyata tindakan pemerintah yang diperlukan
agar pihak kepolisian dapat memerangi kekerasan
terhadap perempuan.  Di Pasal 8, negara-negara
dianjurkan: ‘…memperdayakan Pihak Kepolisian
untuk bertindak dengan segera saat terjadinya
kekerasan terhadap perempuan’ dan ‘mendorong
para wanita menjadi anggota kepolisian, termasuk
pada tingkat operasional’.  Selain itu juga, ‘Para
Negara Anggota, melalui bekerja sama dengan
lembaga-lembaga swasta masyarakat, termasuk
organisasi-organisasi yang mencari kesetaraan bagi
wanita, dan dalam kerja sama dengan perkumpulan
profesional terkait, dianjurkan …: (a) menyediakan
atau mendorong modul-modul pelatihan mutlak
tentang lintas-budaya dan kepekaan gender bagi
anggota kepolisian … yang menangani tidak
berterimanya kekerasan terhadap perempuan,
dampak dan akibatnya dan juga menggalakkan
respons yang memadai terhadap soal kekerasan
terhadap perempuan’ (Lampiran, pasal 12).

Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325
tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan
(S/RES/1325)
Disetujui pada tanggal: 31 Oktober 2000

Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 me ru pa -
kan instrumen pokok yang mempengaruhi
or  ganisasi-organisasi kepolisian untuk membaurkan
as pek gender dalam reformasi.  Pasal 8-c ‘meminta
ke pada semua aktor yang terlibat, apabila me -
rundingkan dan melaksanaan perjanjian-perjanjian
per damaian, mengambil dan mengamalkan perspektif
gen der, termasuk … langkah-langkah yang menjamin
per lindungan dan rasa hormat kepada hak-hak asasi
ma nusia wanita dan anak perempuan, terutama yang
ber kaitan dengan undang-undang dasar, sistem pe -
mi lihan umum, badan kepolisian dan badan
kehakiman’.  Dewan meminta Para Negara Anggota

supaya menggabungkan perlindungan, hak-hak dan
kebutuhan tertentu wanita, dan juga pentingnya meli -
batkan wanita dalam semua langkah peme liharaan
dan pengembangan perdamaian, dalam program-
program pelatihan nasional bagi personil militer dan
polisi sipil dalam persiapan untuk penggelaran (Pasal
6). 

2.2 Instrumen-instrumen Regional

Organisasi Negara-negara Amerika, Konvensi
Inter-Amerika tentang Pencegahan, Pemidanaan
dan Pemberantasan Kekerasan terhadap Wanita
(Konvensi Belem do Para)
Disetujui pada tanggal: 9 Juni 1994

Para Negara Peserta bersepakat untuk ‘mem ro -
mosikan pendidikan dan pelatihan bagi semua pihak
yang terlibat dalam administrasi peradilan, pihak
kepolisian dan aparat penegakan hukum lainnya dan
juga personil lain yang bertanggungjawab atas
pelaksanaan kebijakan-kebijakan untuk pencegahan,
pemidanaan dan pemberantasan kekerasan terhadap
perempuan’ (Pasal 8-c).

Organisasi Negara-negara Amerika, Program
Inter-Amerika tentang Penggalakan Hak-Hak
Asasi Wanita dan Keadilan dan Kesetaraan
Gender (AG/RES. 1732)
Disetujui pada tanggal: 5 Juni 2000

Dalam program ini, Komisi Wanita Inter-Amerika dari
Organisasi Negara-negara Amerika (OAS, Orga -
nization of American States) menganjurkan kepada
pemerintah-pemerintah Para Negara Peserta ‘men -
dukung penyediaan pendidikan dan pelatihan gender
berlanjut bagi staf kehakiman dan legislatif dan
pejabat penegakan hukum wanita maupun pria …’
(bagian IV-1-13).

Dewan Eropa, Rekomendasi Rec(2002)5 Komite
Para Menteri pada Para Negara Anggota tentang
Perlindungan Wanita terhadap Kekerasan
Disetujui pada tanggal: 30 April 2002

Komite Para Menteri ini menganjurkan kepada para
negara anggota untuk mencakupi perlakuan atas
kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk-bentuk
kekerasan lainnya yang mempengaruhi wanita dalam
program-program pelatihan dasar bagi anggota-
anggota kepolisian (Lampiran, pasal 8).

Uni Afrika, Protokol atas Piagam Afrika tentang
Hak-Hak Manusia dan Hak-Hak Rakyat tentang
Hak-Hak Wanita di Afrika
Disetujui pada tanggal: 11 Juli 2003

Para Negara Peserta berjanji akan mengambil semua
langkah-langkah yang tepat untuk menjamin ‘bahwa
lembaga-lembaga penegakan hukum pada semua
tingkat diperlengkapi untuk menafsirkan dan
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menegakkan hak-hak kesetaraan gender' dan ‘bahwa
wanita diwakili dengan setara di lembaga-lembaga
kehakiman dan penegakan hukum'.

3Reformasi Pertahanan dan
Gender

3.1 Instrumen Internasional

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa,
Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk
Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) (A/34/46)
Disetujui pada tanggal: 18 Desember 1979

CEDAW bermaksud mencegah diskriminasi terhadap
wanita dan menjamin pembangunan dan kemajuan
penuh mereka. Perihal reformasi pertahanan, maksud
ini mengimplisikan lembaga-lembaga pertahanan,
termasuk kementerian dan angkatan bersenjata,
harus ‘menjamin, atas dasar persamaan pria dan
wanita ... hak atas kesempatan-kesempatan peker -
jaan yang sama’ (pasal 11-1-b).

Komite untuk Penghapusan Semua Bentuk
Diskriminasi terhadap Wanita Perserikatan
Bangsa-Bangsa, Pelaksanaan Pasal 21 CEDAW:
Analisis Pasal 7 dan 8 dari Konvensi tersebut
(CEDAW/C/1994/4)
Disetujui pada tanggal: 4 Februari 1994

Komite CEDAW sudah menyetujui Rekomendasi
Umum tentang pasal 7 dan pasal 8 dari Konvensi
tersebut yang meneliti secara tegas keikutsertaan
para wanita di tubuh militer.  Komite menyatakan
bahwa: ‘Militer penting bagi wanita dalam peran
mereka sebagai warga negara … militer merupakan
bagian yang penting dalam sistem politik apa pun …
Karena militer merupakan unsur penting dari keter -
tiban, pengambilan keputusan dan tata pemerintahan
Negara, semua warga negara harus prihatin tentang
jenis militer yang mereka punyai.  Karena di luar
militer, kaum wanita tidak dapat dilibatkan dalam
keputusan-keputusan yang berkaitan dengan
penggunaan kekuatan militer, perubahan-perubahan
dalam lembaga-lembaga militer dan pengawasan
menyeluruh atas kinerjanya.  Militer memakan
sebagian yang besar pengeluaran pe me rintah,
banyak mempekerjakan orang dan me  nyediakan
kesempatan karir dan pelatihan, yang sering ada jalan
menuju karir selain dari militer (pasal 29-30).

Komite juga menyatakan: ‘Soal keikutsertaan wanita
dalam militer mempunyai arti yang khusus dalam
pemeliharaan perdamaian, yang maksud utamanya
adalah menghindari konflik atau menjadikan konflik

kurang berbahaya sehingga memungkinkan
penyelesaian secara damai … Apabila pemeliharaan
perdamaian menjadi semakin penting, soal akan
timbul apakah peminggiran kaum wanita dari
sejumlah tugas pemeliharaan perdamaian dapat
diterima.  Karena pemeliharaan perdamaian sangat
berbeda daripada militer tradisional dan meliputi ciri-
ciri khas berkaitan dengan penyelesaian konflik,
keikutsertaan para wanita dapat membuat perubahan
yang signifikan’ (pasal 33-34).

Konferensi Sedunia Keempat tentang Perempuan,
Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing
A/CONF.177/20 (1995) dan A/CONF.177/20/Add1
(1995)
Disetujui pada tanggal: 15 September 1995

Landasan Aksi ini mengakui bahwa: ‘Walaupun para
wa  nita sudah mulai berperan penting dalam pe ny e le sai   -
an konflik, pemeliharaan perdamaian dan me    kanisme-
mekanisme pertahanan dan hubungan luar negeri, me -
reka masih kurang terwakili di jabatan-ja batan
pem buatan keputusan.  Jika para wanita akan me ngam -
bil bagian yang setara dalam mengamankan dan
me  melihara perdamaian, mereka harus di ber da yakan
se cara politik dan ekonomis dan terwakili secara me ma -
dai pada semua tingkat pengambilan keputusan’ (pasal
134). Hal ini menyoroti keperluan untuk meli bat kan para
wanita pada semua tingkat pengelolaan per  tahanan dan
dalam proses-proses reformasi per tahanan.

Komitmen yang luas dalam Landasan tersebut untuk
mencoba mencapai kesetaraan gender meng -
haruskan negara-negara menyediakan kesem patan
yang sama kepada pria dan wanita.  Oleh karena itu,
proses-proses reformasi pertahanan harus mencakup
aspek-aspek yang terarah pada mengurangi keber -
pihakan gender di tubuh militer perihal perek rutan,
kenaikan pangkat dan penyu sunan kekuatan.
Landasan Aksi ini juga menyatakan bahwa 'wanita
mungkin rawan terhadap kekerasan yang dila kukan
orang-orang yang berkuasa selama keadaan konflik
maupun non-konflik.  Pelatihan semua pejabat me -
ngenai hukum kemanusiaan dan hak-hak asasi
ma nusia, dan pemidanaan para pelaku tindakan
keke rasan terhadap wanita akan membantu men -
jamin bahwa kekerasan demikian tidak dilakukan oleh
para pejabat pemerintah yang harus mendapat ke -
percayaan wanita, termasuk polisi, pejabat lembaga
pema syarakatan dan pasukan keamanan' (pasal
121).  Pemerintah berjanji pada menyediakan pendi -
dikan dan pelatihan hak-hak asasi manusia yang peka
ter hadap gender bagi personil militer (bagian 232-i).

Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325
tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan
(S/RES/1325)
Disetujui pada tanggal: 31 Oktober 2000

Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 ‘mendorong
semua pihak yang terlibat dalam perencanaan bagi
perlucutan senjata, demobilisasi dan integrasi semula
(reintegrasi) supaya menimbang kebutuhan bekas
penempur-penempur wanita dan pria dan mem -
pertimbangkan kebutuhan tanggungan-tang gungan
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mereka’ (Pasal 13). Dewan meminta Para Negara
Anggota supaya menggabungkan perlindungan, hak-
hak dan kebutuhan tertentu wanita, dan juga
pentingnya melibatkan wanita dalam semua langkah
pemeliharaan dan pengembangan perdamaian,
dalam program-program pelatihan nasional bagi
personil militer dan polisi sipil dalam persiapan untuk
penggelaran (pasal 6).  

3.2 Instrumen Regional

Resolusi Parlemen Eropa tentang Keikutsertaan
Wanita dalam Penyelesaian Konflik secara Damai
(2000/2025(INI))
Disetujui pada tanggal: 30 November 2000

Resolusi ini ‘meminta Komisi dan Para Negara Anggota
supaya menjadikan peka terhadap gender prakarsa-
prakarsa yang bersangkut dengan perdamaian dan
keamanan', termasuk penyediaan pelatihan gender
kepada  personil militer 'sehingga rasa hormat pada
wanita menjadi biasa dan suasana yang ramah
perempuan meluas dalam tentara’ (pasal 8-d).
Selanjutnya, Resolusi ini ‘meminta Dewan dan Para
Negara Anggota untuk memromosikan kepekaan
gender dalam operasi-operasi perdamaian, keamanan
dan rekonstruksi yang didalamnya mereka ber -
partisipasi, dan untuk itu … menjamin agar semua
per sonil militar — pria maupun wanita — dan pada
khususnya yang didapatkan personil pembangunan
per damaian, pemeliharaan perdamaian dan pe ne gak -
an-perdamaian melalui pelatihan gender’ (pasal 14-b).

Dewan Eropa, Rekomendasi 1742 (2006) tentang
Hak-Hak Asasi Manusia Para Anggota Angkatan
Bersenjata
Disetujui pada tanggal: 11 April 2006

Majelis Parlementer ‘mempertimbangkan bahwa
Dewan Eropa harus lebih memperhatikan soal
kedudukan wanita dalam angkatan bersenjata. Banyak
sekali prajurit wanita dikenai pelecehan seksual.  Soal
akses pada tugas militer dan jabatan tertentu dalam
angkatan bersenjata, kerangka-kerangka karir dan
persamaan hak-hak semuanya bersangkut dengan
diskriminasi terhadap wanita, suatu hal yang
memerlukan pertimbangan yang mendalam’ (bagian
6).  Majelis meminta kepada Para Negara Anggota
untuk mengambil serangkaian langkah untuk menjamin
perlindungan yang tulus dan efektif atas hak-hak asasi
manusia para anggota angkatan bersenjata.

Dewan Uni Eropa, Kesimpulan Dewan tentang
Pemromosian Kesetaraan Gender dan
Pengarusutamaan Gender dalam Manajemen
Krisis
Disetujui pada tanggal: 13 November 2006

Dalam Pasal 8, Dewan menekankan bahwa suatu
‘pers  pektif gender sebaiknya dimasukkan ke dalam ke -
bijakan-kebijakan dan kegiatan-kegiatan Uni Eropa
(EU, European Union) tentang Reformasi Sektor Ke -

amanan (RSK) dan Perlucutan Senjata, Demobilisasi
dan Reintegrasi (DDR, Disarmament, Demobilisation
dan Reintegration). Program-program DDR harus men -
jamin agar para penempur wanita dikenali dan
di daftarkan secara dini dan pria maupun wanita dapat
ikut serta dalam program-program tersebut secara se -
tara.  Para wanita perlu jaminan atas akses yang adil
pa da paket bantuan yang mereka berhak menerima di
ba wah program DDR dan atas keterlibatan dalam ke -
gi atan-kegiatan reintegrasi ekonomis.’

4Reformasi Peradilan dan
Gender

4.1 Instrumen Internasional

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa,
Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk
Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) (A/34/46)
Disetujui pada tanggal: 18 Desember 1979

Para Negara Peserta bersepakat untuk: ‘(a) me -
masukkan asas persamaan pria dan wanita ke dalam
undang-undang dasar nasional mereka atau perun -
dang-undangan lain yang tepat dan menjamin, melalui
hukum dan sarana-sarana lain yang tepat, realisasi
praktis dari asas ini; (b) mengambil tindakan-tindakan
legislatif dan lainnya yang tepat, termasuk sanksi-
sanksi, apabila tepat, yang melarang semua
dis kriminasi terhadap wanita; (c) membentuk perlin -
dungan hukum bagi hak-hak wanita atas dasar yang
sama dengan pria, dan menjamin melalui pengadilan-
pengadilan nasional yang berwenang dan lem   baga-
lembaga pemerintah lainnya, perlindungan yang efektif
bagi wanita terhadap tindakan dis kriminasi apa pun; (d)
mengekang dari keterlibatan dalam perbuatan atau
praktek diskriminasi apa pun terhadap wanita dan
menjamin bahwa para penguasa pemerintah dan
lembaga-lembaga pemerintah akan ber tindak sesuai
dengan kewajiban ini; … (f)  mengambil semua tindakan
yang tepat, termasuk perun dang-undangan, untuk
mengurangi atau meng ha puskan undang-undang, per -
aturan-peraturan, ke  biasaan-kebiasaan dan prak  tek-
prak tek yang ada yang merupakan diskriminasi ter -
hadap wanita’ (pasal 2).

CEDAW menetapkan berbagai bidang yang
didalamnya persamaan wanita harus dijamin, seperti
misalnya kehidupan publik dan politik, pendidikan,
kesehatan, pekerjaan dan kehidupan keluarga.
Reformasi hukum dalam banyak kasus diperlukan
untuk mewujudkan kewajiban-kewajiban ini.  Khusus -
nya, Para Negara Peserta akan memberikan kepada
wanita persamaan dengan pria di depan hukum, su atu
ke dudukan berdasarkan hukum yang identik de ngan
ke dudukan berdasarkan hukum pria dan ke sem patan-
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ke sempatan yang sama untuk me  lak  sanakan hak ter -
sebut. Para wanita akan di berikan hak-hak yang sa ma
untuk mengurus harta ke ka yaan dan akan mem -
perlakukan mereka sama da lam semua tahap pro se dur
pada pengadilan dan tribunal (Pasal 15).

Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap
Wanita Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rekomen -
dasi Umum No. 19 (Sidang ke-11, 1992) Kekerasan
terhadap Wanita
Diadopsi pada tahun: 1992

Rekomendasi Umum No. 19 dari Komite CEDAW ini
menyatakan bahwa pelatihan yang peka terhadap
gender bagi aparat penegak hukum penting guna
pelaksanaan Konvensi yang efektif (pasal 24-b).

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa,
Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan
Terhadap Perempuan (A/RES/48/104)
Disetujui pada tanggal: 20 Desember 1993

Menurut Pasal 4, Negara-negara akan: ‘(c) Meneruskan
dengan cara-cara yang benar dan tidak menunda-nunda
langkah-langkah untuk mencegah, mengusut dan,
sesuai dengan perundang-undangan nasional,
menghukum pelaku kekerasan terhadap perempuan,
baik yang dilakukan oleh Negara maupun per se -
orangan; (d) mengembangkan sanksi-sanksi hukum,
si pil, ketenagakerjaan dan administratif dalam per un -
dang-undangan nasional untuk menghukum dan
me nindak kesalahan-kesalahan yang telah menye bab -
kan perempuan menjadi korban kekerasan; pe rem puan
yang mengalami kekerasan harus diberi ak ses kepada
mekanisme peradilan dan dijamin oleh perundang-
undangan nasional untuk memperoleh sanksi dan
kompensasi yang adil dan efektif atas kerugian-kerugian
yang mereka derita …’; dan ‘(i) Mengambil langkah-
langkah untuk menjamin agar … pejabat pemerintah
yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan-
kebijakan untuk mencegah, mengusut dan menghukum
pelaku kekerasan ter hadap perempuan menerima pe -
latihan untuk mem buat mereka peka terhadap
ke butuhan perem pu an'.

Konferensi Sedunia Keempat tentang Perempuan,
Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing
A/CONF.177/20 (1995) dan A/CONF.177/20/Add.1
(1995)
Disetujui pada tanggal: 15 September 1995

Landasan Aksi ini meminta kepada para pemerintah su -
paya ‘meninjau kembali perundang-undangan na sional,
termasuk hukum adat dan praktek-praktek da lam
hukum keluarga, perdata, pidana, perburuhan dan
dagang agar menjamin pelaksanaan prinsip dan pro -
 sedur sesuai dengan semua instrumen interna si o nal
hak-hak asasi manusia yang tepat dengan mem   -
pergunakan perundang-undangan nasional, dan
men   cabut undang-undang apa pun yang membeda-be -
 dakan orang atas dasar jenis kelamin dan meng    hapus
keberpihakan gender dalam administrasi per  adilan’
(pasal 232-d). Para pemerintah akan me ngam  bil
tindakan-tindakan untuk ‘menjamin akses pa da layanan
hukum gratis atau dengan harga murah, ter  masuk

literasi hukum, yang dirancang khususnya un  tuk
menjangkau perempuan yang hidup dalam ke mis kinan’
(pasal 61-a). Selain itu, pe merintah- pe   merintah berjanji
pada ‘menjamin agar pe rempuan mem  punyai hak yang
sama dengan pria untuk men jadi ha kim, advokat atau
pejabat pengadilan lainnya …’ (bagian. 232-m).

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa,
Resolusi 52/86 tentang Pencegahan Kejahatan
dan Langkah-langkah Peradilan Pidana untuk
Menghapuskan Kekerasan terhadap Perempuan
(A/RES/52/86)
Disetujui pada tanggal: 2 Februari 1998

Resolusi ini menganjurkan Negara-negara Anggota
untuk ‘meninjau kembali dan mengevaluasi per undang-
undangan dan prinsip-prinsip, prosedur- prosedur,
kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek hukum
mereka yang bersangkut dengan hal-hal pe mi da naan,
dengan cara yang konsisten dengan sistem-sistem
hukum mereka, untuk menentukan apa bila ada dam -
pak negatif pada perempuan dan, kalau memang
demikian, untuk membuat perubahan untuk menjamin
agar perempuan diperlakukan de ngan jujur oleh sistem
peradilan pidana’ (pasal 1) dan ‘memromosikan ke -
bijakan yang aktif dan dapat dilihat untuk memadukan
perspektif gender dalam peru mus an dan pelaksanaan
semua kebijakan dan program dalam bidang
pencegahan kejahatan dan peradilan pidana yang
dapat membantu penghapusan ke ke ras an terhadap
perempuan sehingga, sebelum ke putusan-keputusan
diambil, ada analisis untuk menjamin ketidakadaan
keberpihakan yang tidak adil’ (pasal 3).  Para Negara
Anggota dianjurkan untuk ‘me ninjau kembali,
mengevaluasi dan mengubah hu kum acara pidana, se -
ba  gaimana mestinya, untuk men jamin agar …
pe rem puan yang mengalami ke kerasan diberikan
kesem patan untuk memberi ke kaksian di depan pe -
nga dilan dengan persamaan ke dudukan dengan
saksi-saksi lainnya dan langkah-lang kah tersedia untuk
memfasilitasi keterangan saksi ter sebut dan me nye -
lamatkan kebebasan pribadi mereka’ (pasal 7 (c)).

Selain itu, Para Negara Anggota ‘dianjurkan …(a)
menyediakan atau mendorong modul-modul latihan
mutlak lintas budaya dan kepekaan gender bagi polisi,
pejabat peradilan pidana, para pelaksana dan tenaga
profesional yang terlibat dalam sistem peradilan pidana
yang menanggulangi penolakan kekerasan terhadap
perempuan, dampaknya dan akibatnya dan yang
menggalakkan respons yang memadai terhadap soal
kekerasan terhadap perempuan’ (Lampiran, pasal 12).

Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325
tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan
(S/RES/1325)
Disetujui pada tanggal: 31 Oktober 2000

PBB Resolusi Dewan Keamanan 1325 mengimbau
semua aktor yang terlibat dalam merundingkan dan
melaksanaan perjanjian-perjanjian perdamaian untuk
men cakup langkah-langkah yang menjamin pe rlin -
dungan dan rasa hormat pada hak-hak asasi manusia
wanita dan anak perempuan, khususnya yang ber -
kaitan dengan undang-undang dasar dan ba dan
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ke hakiman (pasal 8-c). Dewan Keamanan ‘me  nekan -
kan tanggungjawab semua Negara untuk meng     hentikan
kebebasan dari hukuman (impuniti) dan me nga dili yang
bertanggungjawab atas peng hapusan suku (genosida),
kejahatan terhadap ma nusia, dan ke ja hatan perang
termasuk yang ber sang kut dengan keke rasan seksual
dan lainnya ter hadap perempuan dan anak perempuan’
(pasal 11).

4.2 Instrumen Regional

Organisasi Negara-negara Amerika, Konvensi
Inter-Amerika tentang Pencegahan, Pemidanaan
dan Pemberantasan Kekerasan terhadap Wanita
(Konvensi Belem do Para)
Disetujui pada tanggal: 9 Juni 1994

Konvensi ini mengharuskan Negara-negara meng gu -
nakan ‘ketekunan wajar untuk mencegah, mengusut
dan mengenakan hukuman atas kekerasan terhadap
perempuan’ (Pasal 7-b). Para Negara Peserta ber -
sepakat untuk mengambil langkah-langkah khusus
untuk menggalakkan pendidikan dan pelatihan bagi
semua pihak yang terlibat dalam administrasi per -
adilan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan tentang
pencegahan, penghukuman dan pem be ran tasan
kekerasan terhadap perempuan (Pasal 8-c).

Komunitas Pembangunan Bagian Selatan Afrika
(SADC), Deklarasi tentang Gender dan
Pembangun an
Disetujui pada tanggal: 8 September 1997

Menurut Deklarasi ini, para Kepala Negara SADC me -
libatan diri mereka dan negara masing-masing me reka
pada ‘mencabut dan memperbaharui semua per un -
dang-undangan, undang-undang dasar dan ke  biasaan
sosial yang masih membuat para wanita mu  dah
dibeda-bedakan, dan memberlakukan un dang-undang
yang member-dayakan kepekaan gen  der’ (pasal H-iv).

Organisasi Negara-negara Amerika, Program
Inter-Amerika tentang Penggalakan Hak-Hak
Asasi Wanita dan Keadilan dan Kesetaraan
Gender (AG/RES. 1732)
Disetujui pada tanggal: 5 Juni 2000

Dalam program ini, Komisi Wanita Inter-Amerika OAS
menganjurkan kepada para pemerintah untuk men -
dukung penyediaan pendidikan dan pelatihan gender
berlanjut bagi staf kehakiman wanita maupun pria’
(bagian IV-1-13).

Dewan Eropa, Rekomendasi Rec(2002)5 Komite
Para Menteri pada Para Negara Anggota tentang
Perlindungan Wanita terhadap Kekerasan
Disetujui pada tanggal: 30 April 2002

Komite Menteri menganjurkan bahwa para negara-
anggota memasukkan perlakuan atas kekerasan
dalam rumah tangga dan bentuk-bentuk kekerasan

lain yang menimpa wanita dalam program pelatihan
dasar bagi personil sektor kehakiman dan ‘mendorong
pemasukan pertanyaan-pertanyaan tentang keke -
rasan terhadap perempuan dalam pelatihan para
hakim’ (Lampiran, pasal 8, 11).

Uni Afrika, Protokol atas Piagam Afrika tentang
Hak-Hak Manusia dan Hak-Hak Rakyat tentang
Hak-Hak Wanita di Afrika
Disetujui pada tanggal: 11 Juli 2003

Protokol ini menetapkan, dalam Pasal 2-1, bahwa
‘Para Negara Peserta akan memerangi semua bentuk
diskriminasi terhadap wanita melalui langkah-langkah
legislatif, institusional dan langkah-langkah lainnya
yang tepat’.  Mereka akan ‘memasukkan dalam
undang-undang dasar mereka dan instrumen-
instrumen legislatif yang lain … prinsip persamaan
pria dengan wanita dan menjamin penerapan yang
efektif’.  Pasal 8 mencantumkan bahwa ‘wanita dan
pria berkedudukan sama di hadapan hukum dan
berhak atas perlindungan dan manfaat hukum yang
sama.  Para Negara Peserta akan mengambil semua
tindakan yang tepat untuk menjamin: akses yang
efektif bagi wanita pada layanan peradilan dan
hukum, termasuk bantuan hukum; dukungan pada
prakarsa-prakarsa setempat, nasional, regional dan
kebenuaan yang terarah pada memberi wanita akses
pada layanan hukum, termasuk bantuan hukum …;
bahwa lembaga-lembaga penegakan hukum pada
semua tingkat diperlengkapi untuk menafsirkan dan
menegakkan hak-hak kesetaraan gender; bahwa
wanita terwakili dengan setara di lembaga-lembaga
kehakiman dan penegakan hukum; pembaharuan
terhadap undang-undang dan kebiasaan yang sudah
ada yang diskriminatif agar memromosikan dan
melindungi hak-hak wanita.’

Dewan Uni Eropa, Kesimpulan Dewan tentang
Pemromosian Kesetaraan Gender dan
Pengarusutamaan Gender dalam Manajemen Krisis
Disetujui pada tanggal: 13 November 2006

Dewan ini menitikberatkan pentingnya ‘memusatkan
perhatian pada perspektif gender dalam konteks
kegiatan-kegiatan pemerintahan berdasarkan hukum
(rule of law activities).  Kesetaraan gender dapat juga
dipromosikan dalam keadaan-keadaan pasca-konflik
melalui reformasi hukum di sektor kehakiman, inter alia
melalui pembaharuan undang-undang yang dis kri mi -
natif, seperti undang-undang yang berkaitan dengan
wa risan, hubungan keluarga, harta kekayaan dan pe -
kerjaan, dan melalui memberdayakan wanita untuk
meng akses lembaga-lembaga pemerintahan ber -
dasarkan hukum, ekonomis dan keadilan sosial’ (pasal
9).  Dewan ini menekankan ‘pentingnya pe ma sukan
lang kah-langkah terhadap kekerasan sek sual and ke -
ke rasan berbasis gender dalam me kanisme-
me ka nisme peradilan transisi. Semua rencana ten tang
pem berdayaan perdamaian dan rekonstruksi harus me -
liputi mekanisme-mekanisme yang kom pre hen sif un tuk
perlindungan dan dukungan para korban’ (pasal 10).
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5Reformasi Pemenjaraan
dan Gender

5.1 Instrumen Internasional

Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap
para Pelanggar, Peraturan-Peraturan Standar
Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana
Disetujui pada tanggal: 30 Agustus 1955

Instrumen ini disepakati pada tahun 1955 oleh
Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Pertama
tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan
terhadap Para Pelanggar, dan disetujui oleh Dewan
Ekonomi dan Sosial pada tahun 1957 dan 1977.
Terdapat sejumlah peraturan untuk perlakuan yang
lebih baik bagi para narapidana wanita, termasuk:

Peraturan 8(a): ‘Pria dan wanita sejauh mungkin akan
ditahan di lembaga-lembaga terpisah; dalam suatu
lembaga yang menerima bukan saja pria tetapi juga
wanita keseluruhan gedung yang dialokasikan untuk
wanita harus sama sekali terpisah.’

Peraturan 23(1): ‘pada lembaga pemasyarakatan
wanita harus ada akomodasi khusus untuk semua
perawatan sebelum dan sesudah melahirkan dan
pengobatan yang diperlukan.  Pengaturan-
pengaturan akan dibuat di mana pun dapat
dilaksanakan untuk anak-anak yang harus dilahirkan
di suatu rumah sakit di luar lembaga…’

Peraturan 53(1) Pada lembaga yang diperuntukkan
bagi pria maupun wanita, bagian lembaga yang
disisihkan untuk wanita harus di bawah penguasaan
seorang petugas wanita yang bertanggung jawab dan
harus memiliki kekuasaan menjaga kunci-kunci
semua bagian lembaga itu;  (2) Tidak seorang pun
anggota staf pria diperbolehkan memasuki bagian
lembaga yang disisihkan untuk wanita kecuali
ditemani oleh seorang petugas wanita; (3) Narapidana
wanita harus dihadirkan dan diawasi hanya oleh
petugas wanita.  Hal itu, bagaimanapun juga, tidak
mengesampingkan anggota staf pria, terutama dokter
dan guru, dari melaksanakan tugas profesional
mereka pada lembaga-lembaga atau bagian-bagian
lembaga yang disisihkan untuk wanita.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa,
Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk
Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) (A/34/46)
Disetujui pada tanggal: 18 Desember 1979

Pasal 2 Konvensi ini mengikat Para Negara Peserta
untuk ‘(d) mengekang dari keterlibatan dalam
perbuatan atau praktek diskriminasi apa pun terhadap
wanita dan menjamin bahwa para penguasa
pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintah akan

bertindak sesuai dengan kewajiban ini; … (g)
Mencabut semua ketentuan hukum nasional yang
merupakan diskriminasi  terhadap wanita.’

Kumpulan Prinsip-prinsip untuk Perlindungan
Semua Orang di bawah Bentuk Penahanan Apa
Pun atau Pemenjaraan
Disetujui pada tanggal: 9 Desember 1988

Prinsip 5-2 mencantumkan bahwa: ‘langkah-langkah
yang diterapkan menurut undang-undang dan
dirancang semata-mata untuk melindungi hak-hak
dan kedudukan khusus wanita, terutama ibu hamil
atau ibu menyusui … harus tidak dianggap sebagai
diskriminasi’.

Konferensi Sedunia Keempat tentang Perempuan,
Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing
A/CONF.177/20 (1995) dan A/CONF.177/20/Add.1
(1995)
Disetujui pada tanggal: 15 September 1995

Menurut Landasan Aksi ini, pemerintah-pemerintah
akan dapat tindakan untuk menghapus keberpihakan
gender dalam pengelolaan peradilan (pasal 232-d).
Landasan Aksi ini menyatakan bahwa 'wanita mung kin
rawan terhadap kekerasan yang dilakukan orang-orang
yang berkuasa selama keadaan konflik maupun non-
konflik. Pelatihan semua pejabat me nge nai hukum
kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia, dan
pemidanaan para pelaku tindakan kekerasan terhadap
wanita akan membantu menjamin bahwa kekerasan
demikian tidak dilakukan oleh para pejabat pemerintah
yang harus mendapat kepercayaan wanita, termasuk
polisi, pejabat lembaga pe masya rakatan dan pasukan
keamanan' (pasal 121). Para pe  merintah berjanji akan
menyediakan pendidikan dan pelatihan HAM yang
peka terhadap gender ke pada pejabat pema -
syarakatan (bagian. 232-i) dan men jamin agar wanita
mempunyai hak yang sama de ngan pria untuk menjadi
pejabat pemasyarakatan (pasal 232-m).

5.2 Instrumen Regional

Organisasi Persatuan Afrika, Piagam Afrika
tentang Hak-Hak dan Kesejahteraan Anak (OAU
Doc. CAB/LEG. CAB/LEG/24,9/49)
Disetujui pada tanggal: 11 Juli 1990

Menurut Pasal 30 Piagam Afrika ini, Para Negara
Peserta ‘bersepakat untuk memberikan perlakuan
khusus kepada ibu hamil dan ibu bayi dan anak-anak
kecil yang telah dituduh atau diputuskan bersalah
melanggar hukum pidana’; ‘menjamin bahwa hu kum -
an non-pemenjaraan akan selalu di pe rtimbangkan
terlebih dahulu apabila menghukum ibu-ibu semacam
ini’; ‘menjamin bahwa seorang ibu tidak dipenjarakan
bersama anaknya' dan ‘menjamin bahwa hukuman
mati tidak dijatuhi ibu-ibu semacam ini’. 
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6Manajemen Perbatasan
dan Gender

6.1 Instrumen Internasional

Konferensi Sedunia Keempat tentang Perempuan,
Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing
A/CONF.177/20 (1995) dan A/CONF.177/20/Add.1
(1995)
Disetujui pada tanggal: 15 September 1995

Landasan Aksi ini menyatakan bahwa 'wanita
mungkin rawan terhadap kekerasan yang dilakukan
oleh para penguasa selama keadaan konflik maupun
non-konflik.  Pelatihan bagi semua pejabat mengenai
hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia, dan
pemidanaan para pelaku tindakan kekerasan
terhadap wanita akan membantu menjamin bahwa
ke kerasan demikian tidak dilakukan pejabat pe -
merintah ...' (pasal 121).  Para pemerintah berjanji
akan menyediakan pendidikan dan pelatihan HAM
yang peka terhadap gender kepada pejabat pe me rin -
tah, termasuk ‘orang-orang yang menangani mig  rasi
dan masalah-masalah pengungsi ’ (pasal 232-i).

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa,
Protokol untuk Mencegah, Memberantas dan
Menghukum Perdagangan Manusia terutama
Wanita dan Anak-anak, Tambahan Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang
Kejahatan Terorganisir Transnasional (Protokol
Palermo)
Disetujui pada tanggal: 15 November 2000

Protokol Palermo memerlukan bantuan dan per lin -
dungan terhadap korban perdagangan manusia,
mengingat usia, gender dan kebutuhan khusus
mereka (pasal 6-4).  Para Negara Peserta akan ‘me -
nye diakan atau memperkuat pelatihan bagi para
pejabat penegakan hukum dan imigrasi dan para
pejabat yang lain yang berkaitan dengan pencegahan
perdagangan manusia’ yang mempertimbangkan ‘hak
asasi manusia dan isu-isu yang peka terhadap anak-
anak dan gender’ dan mendorong ‘kerja sama dengan
lembaga-lembaga swasta masyarakat, organisasi-
organisasi lain yang terkait dan unsur-unsur lain dari
masyarakat sipil’ (pasal 10-2).

7Pengawasan Parlementer
terhadap Sektor Keamanan
dan Gender

7.1 Instrumen Internasional

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa,
Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk
Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) (A/34/46)
Disetujui pada tanggal: 18 Desember 1979

Para parlemen memainkan peran penting dalam
menjamin agar kewajiban-kewajiban  suatu Negara
menurut CEDAW terpenuhi, termasuk bahwa prinsip
persamaan pria dengan wanita  ditetapkan secara kuat
dalam sistem hukum negara tersebut, undang-undang
yang diskriminatif dihapus dan un dang- undang baru
melarang secara efektif  dis kriminasi terhadap wanita.
Yang penting sekali bagi para ang go ta parlemen
adalah penekanan pada hak-hak wanita ‘untuk
memberikan suara di semua pemilihan dan jajak
pendapat umum serta berhak dipilih untuk semua
badan yang dipilih oleh rakyat’ (pasal 7-a) dan ‘untuk
ikut serta dalam perumusan kebijakan pe me rintah dan
pelaksanaanya dan untuk memegang ja batan pe me -
rintah dan melaksanakan se gala fungsi pe  merintahan
pada semua tingkat pe merintah’ (pasal 7-b).

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa,
Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan
Terhadap Perempuan (A/RES/48/104)
Disetujui pada tanggal: 20 Desember 1993

Deklarasi ini mencantumkan bahwa ‘Para Negara
Peserta akan meneruskan dengan cara-cara yang be -
nar dan tidak menunda-nunda kebijakan untuk
meng hapuskan kekerasan terhadap perempuan dan,
un tuk itu, akan  … memasukkan dalam anggaran pe -
me rintah sumber daya yang memadai guna
ke giatan-kegiatan mereka yang berkaitan dengan peng -
hapusan kekerasan terhadap perempuan’ (pasal 4).

Konferensi Sedunia Keempat tentang Perempuan,
Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing
A/CONF.177/20 (1995) dan A/CONF.177/20/Add.1
(1995)
Disetujui pada tanggal: 15 September 1995

Para pemerintah berjanji pada menyediakan pen -
didikan dan pelatihan yang peka terhadap gender
tentang hak-hak asasi manusia kepada para anggota
parlemen ‘agar memungkinkan mereka untuk melak -
sanakan pertanggungjawaban publik mereka dengan
lebih baik' (pasal 232- i).

Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325
tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan
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(S/RES/1325)
Disetujui pada tanggal: 31 Oktober 2000

Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 meminta
kepada semua Negara Anggota supaya memperkuat
kesetaraan gender ‘pada semua tingkat pembuatan
keputusan di lembaga-lembaga nasional, regional dan
internasional dan dalam mekanisme bagi pen ce -
gahan, pengurusan serta penyelesaian konflik’ (Pasal
1).  Semua aktor yang terlibat, apabila merun dingkan
dan melaksanakan perjanjian per damaian, diminta
untuk mengambil serta menga malkan perspektif
gender, termasuk ‘langkah-langkah yang menjamin
perlindungan dan rasa hormat pada hak-hak asasi
manusia wanita dan anak perempuan, terutama yang
berkaitan dengan undang-undang dasar, sistem
pemilihan umum, dan lembaga-lembaga kepolisian
dan kehakiman’ (pasal 8-c). 

7.2 Instrumen Regional

Organisasi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa,
Rencana Aksi OSCE untuk Pemromosian
Kesetaraan Gender (MC.DEC/14/04)
Disetujui pada tanggal: 7 Desember 2004

Rencana Aksi OSCE ini mendorong Majelis
Parlementer OSCE untuk tetap ‘mengagendakan soal
persamaan kesempatan bagi pria dan wanita di
parlemen-parlemen nasional dan juga dalam
(organisasi) OSCE and Majelis Parlementer OSCE,
seteleh mengarusutamakan pembahasan tentang
kesetaraan gender dalam agenda Sidang Pleno
Majelis tersebut' dan membuat ‘laporan-laporan
tentang kedudukan wanita di bidang OSCE serta
mencoba meningkatkan kesadaran melalui penye -
diaan bahan-bahan semacam itu pada semua
parlemen yang terlibat’ (pasal 44-h).

8 Pembuatan Kebijakan
Keamanan Nasional dan
Gender

8.1 Instrumen Internasional

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa,
Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk
Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) (A/34/46)
Disetujui pada tanggal: 18 Desember 1979

Pasal 7 CEDAW mengikat Para Negara Peserta untuk
‘mengambil semua tindakan yang tepat untuk
menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam
kehidupan politik dan kehidupan pemerintah dari
negara itu dan, terutama … menjamin bagi wanita,
pada persyaratan-persyaratan yang sama dengan
pria, hak … Untuk ambil bagian dalam perumusan
kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan
tersebut dan untuk memegang jabatan pemerintah
dan melaksanakan semua fungsi pemerintah pada
semua tingkat pemerintah’.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa,
Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan
Terhadap Perempuan (A/RES/48/104)
Disetujui pada tanggal: 20 Desember 1993

Deklarasi ini mencantumkan bahwa ‘Para Negara
Peserta akan meneruskan dengan cara-cara yang be nar
dan tidak menunda-nunda kebijakan untuk meng -
hapuskan kekerasan terhadap perempuan dan, untuk
itu, akan  …  (e) Mempertimbangkan kemung kin an
mengembangkan rencana aksi nasional untuk meng -
galakkan perlindungan wanita terhadap bentuk
ke kerasan apa pun ...(h) memasukkan dalam ang garan
pemerintah sumber daya yang memadai untuk ke giatan-
kegiatan mereka yang berkaitan dengan peng hapusan
kekerasan terhadap perem puan’ (pasal 4).

Konferensi Sedunia Keempat tentang Perempuan,
Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing
A/CONF.177/20 (1995) dan A/CONF.177/20/Add.1
(1995)
Disetujui pada tanggal: 15 September 1995

Deklarasi Beijing menekankan bahwa keberhasilan
Landasan Aksi tergantung pada komitmen pada
‘persamaan partisipasi wanita dan pria di semua
badan nasional, regional dan internasional dan
proses-proses perumusan kebijakan' (pasal 36).  Dek -
larasi Beijing menegaskan bahwa ‘para pemerintah
dan para aktor lain akan menggalakkan secara aktif
dan mudah dilihat suatu kebijakan pengarusutamaan
perspektif gender dalam semua kebijakan dan
program, sehingga, sebelum ke putus an-keputusan
dibuat, diadakan analisis tentang dampak-dampak
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terhadap wanita dan pria’ (pasal 79).

Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325
tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan
(S/RES/1325)
Disetujui pada tanggal: 31 Oktober 2000

Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 'meminta
kepada semua Negara Anggota supaya memastikan
keterwakilan wanita dipertingkatkan dan ditam ba -
hakan di semua tingkat pembuatan keputusan dalam
lembaga-lembaga nasional, regional dan internasional
dan dalam mekanisme bagi pence gahan, pengurusan
serta penyelesaian konflik’ (pasal 1).

8.2 Instrumen Regional

Dewan Eropa, Kerangka Konseptual Penga -
rusutamaan Gender, Metodologi dan Pengajuan
Praktek-praktek yang Baik: Laporan Terakhir
tentang Kegiatan Kelompok Pakar tentang Penga -
rusutamaan (EG-S-MS)
Tanggal terbitan: Mei 1998

Kerangka Dewan Eropa ini menekankan pentingnya
‘penilaian dampak kebijakan pada hubungan gender
saat ini, karena penilaian tersebut dapat menjadi titik
mula bagi pengembangan kebijakan-kebijakan baru’
(Bagian II-2).  Bagian III menjelaskan bagaimana cara
membangun ‘rencana kebijakan pengarusutamaan
gender’ dan menyediakan beberapa praktek yang
baik tentang pengarusutamaan gender.

Organisasi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa,
Rencana Aksi OSCE untuk Pemromosian
Kesetaraan Gender (MC.DEC/14/04)
Disetujui pada tanggal: 7 Desember 2004

Rencana Aksi OSCE dapat digunakan sebagai
landasan untuk menjamin kerangka-kerangka hukum
dan kebijakan yang non-diskriminatif.  Pasal 3
menetapkan bahwa: ‘Para Negara Peserta OSCE,
Ketua OSCE di-Office, Sekretaris Jenderal OSCE dan
para Kepala lembaga-lembaga dan misi-misi
bertanggungjawab bersama atas penggalakan persa -
maan wanita dan pria sebagai unsur penting dari
kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek OSCE’.

Dewan Uni Eropa, Kesimpulan Dewan tentang
Pemromosian Kesetaraan Gender dan
Pengarusutamaan Gender dalam Manajemen
Krisis
Disetujui pada tanggal: 13 November 2006

Kesimpulan ini menitikberatkan pentingnya peng -
galakan kesetaraan gender dan pengarusutamaan
gender dalam konteks Kebijakan Luar Negeri dan
Keamanan Bersama dan Kebijakan Keamanan dan
Pertahanan Eropa  (ESDP, European Security and
Defence Policy) pada semua tingkat.  Dalam Pasal 8,
Dewan menekankan bahwa ‘sebaiknya perspektif

gender dimasukkan ke dalam kebijakan-kebijakan
dan kegiatan-kegiatan Uni Eropa  tentang Reformasi
Sektor Keamanan (RSK) dan Perlucutan Senjata,
Demobilisasi dan Reintegrasi (DDR)’.

9 Pengawasan Masyarakat
Sipil terhadap Sektor
Keamanan dan Gender

9.1 Instrumen Internasional

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa,
Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk
Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) (A/34/46)
Disetujui pada tanggal: 18 Desember 1979

CEDAW menegaskan bahwa ‘pembangunan suatu
negara yang menyeluruh dan sempurna, kesejah -
teraan dunia, dan tujuan perdamaian memer lukan
keikut sertaan wanita secara maximal pada per -
syaratan-persyaratan yang sama dengan pria di
semua bidang’ (Mukadimah).  Lebih tegas, Para
Negara Peserta berjanji akan menjamin bagi wanita,
pada persyaratan-persyaratan yang sama dengan
pria, hak-hak: ‘Untuk mengambil bagian dalam
perumusan kebijakan pemerintah dan pelak sanaan -
nya’ dan ‘Untuk mengambil bagian dalam lem baga
swasta masyarakat dan perkumpulan yang ter tarik
pada kehidupan negara dalam hal pe me rintahan dan
politik' (pasal 7).

Konferensi Sedunia Keempat tentang Perempuan,
Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing
A/CONF.177/20 (1995) dan A/CONF.177/20/Add.1
(1995)
Disetujui pada tanggal: 15 September 1995

Landasan Aksi ini memerlukan pemberhentian semua
‘hambatan pada keikutsertaan wanita secara aktif
dalam semua ruang kehidupan publik maupun pribadi
melalui bagian penuh dan setara dalam pembuatan ke -
putusan ekonomi, sosial, kultural dan politik (pasal 1).

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa,
Resolusi 52/86 tentang Pencegahan Kejahatan
dan Langkah-langkah Peradilan Pidana untuk
Menghapuskan Kekerasan terhadap Perempuan
(A/RES/52/86)
Disetujui pada tanggal: 2 Februari 1998

Resolusi ini meminta kepada Para Negara Anggota
untuk bekerja sama dengan ‘lembaga-lembaga
swasta masyarakat (LSM), termasuk organisasi-
organisasi yang berusaha mencari kesetaraan wanita’
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dan ‘perhimpunan-perhimpunan profesional yang
terkait’ supaya menyediakan pelatihan kepekaan gen -
der bagi polisi, para pejabat peradilan pidana, para
praktisi dan para tenaga profesional yang terlibat da -
lam sistem peradilan pidana (Lampiran, pasal 12-a).

Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325
tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan
(S/RES/1325)
Disetujui pada tanggal: 31 Oktober 2000

SCR 1325 menekankan kebutuhan bagi keterlibatan
wanita dalam pembuatan keputusan pada semua
tingkat, dan untuk pelaksanaan usaha-usaha yang
spe sifik supaya melibatkan dan mendukung orga -
nisasi-organisasi wanita.  Resolusi ini menghimbau
semua aktor yang terlibat dalam perundingan dan
pelak sanaan perjanjian perdamaian untuk me masuk -
kan ‘langkah-langkah yang mendukung pra karsa-
prakarsa perdamaian wanita setempat’ (pasal 8-b).

9.2 Instrumen Regional

Resolusi Parlemen Eropa tentang Keikutsertaan
Wanita dalam Penyelesaian Konflik secara Damai
(2000/2025(INI))
Disetujui pada tanggal: 30 November 2000

Resolusi ini ‘meminta kepada pada Para Negara
Anggota dan Komisi supaya menggalakkan secara
sistematis keikutsertaan wanita dalam proses resmi
penyelesaian konflik, dan untuk itu: ‘menjamin bahwa
proses perdamaian berurat-berakar, melalui meminta
kepada golongan-golongan yang berperang supaya
melibatkan wakil-wakil masyarakat sipil dalam tim-tim
perundingan perdamaian mereka’ (pasal 19-c).

10Penilaian, Pemantauan
dan Evaluasi RSK dan Gender

10.1 Instrumen Internasional

Konferensi Sedunia Keempat tentang Perempuan,
Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing A/CONF.
177/20 (1995) dan A/CONF.177/20/Add.1 (1995)
Disetujui pada tanggal: 15 September 1995

Landasan Aksi Beijing memberikan nasihat nyata
tentang pemaduan isu-isu gender dalam pengum -
pulan data dan mekanisme pemantauan dalam
dinas-dinas statistik tingkat nasional, regional dan
internasional serta instansi pemerintah yang terkait.

Berkenaan dengan hal tersebut, Landasan Aksi
tersebut menyatakan bahwa: ‘kekurangan data yang
dipisahkan menurut gender dan statistik mengenai
kejadian kekerasan menyulitkan pengembangan
program-program dan pemantauan atas perubahan-
perubahan.  Tiadanya atau kekurangan documentasi
dan penelitian mengenai kekerasan dalam rumah
tangga, pelecehan seksual dan kekerasan terhadap
perempuan dan anak perempuan di rumah atau di
depan umum, termasuk tempat kerja, menghalangi
usaha-usaha untuk merancangkan strategi-strategi
penghalangan khusus (Pasal 120).  Landasan
tersebut memerlukan pembentukan ‘mekanisme
untuk memantau akses bagi para wanita pada tingkat
atas pembuatan keputusan’ (pasal 192-b) dengan
penggunaan data kualitatif dan kuantitatif.

Deklarasi Windhoek dan Rencana Aksi Namibia
tentang Pengarusutamaan Perspektif Gender
dalam Operasi Dukungan Perdamaian Multi-
Dimensi (S/2000/693)
Disetujui pada tanggal: 31 Mei 2000

Deklarasi ini memerlukan keterlibatan setara para
wanita dalam prosedur penilaian, pemantauan dan
evaluasi keamanan dalam operasi-operasi perda -
maian. Bagian 8 memerlukan pemberitahuan dan
evaluasi yang menyeluruh mengenai usaha-usaha
pengarusutamaan gender.

Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325
tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan
(S/RES/1325)
Disetujui pada tanggal: 31 Oktober 2000

Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325
memperhatikan ‘keperluan untuk menggabungkan
data tentang dampak peperangan pada wanita dan
anak perempuan’ (Mukadimah).  Untuk menilai apa -
kah kewajiban-kewajiban menurut Resolusi Dewan
Keamanan PBB No. 1325 sedang dipenuhi, sebaik -
nya data dimasukkan ke dalam proses pe nilaian,
pemantauan dan evaluasi RSK sebagai berikut ini:

n Keterwakilan wanita pada semua tingkat
pembuatan keputusan

n Prakarsa-prakarsa pelatihan tentang kesetaraan
gender, kesadaran HIV/AIDS dan proses
perdamaian

n Usaha yang telah dilakukan untuk menilai dan
memusatkan perhatihan pada kebutuhan khusus
wanita dan anak perempuan

n Keterlibatan wanita setempat dalam penyelesaian
konflik dan prakarsa perdamaian

n Langkah-langkah untuk menjamin perlindungan
dan rasa hormat atas hak asasi manusia wanita
dan anak perempuan, terutama dalam pengantaran
pelayanan oleh polisi dan akses atas keadilan

n Timbulnya kekerasan berbasis gender, dan
langkah-langkah untuk melindungi wanita dan anak
perempuan dari kekerasan berbasis gender, dan
menghentikan kebebasan dari hukuman atas
kejahatan kekerasan
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n Usaha untuk menilai dan memusatkan perhatian
pada kebutuhan khusus bekas penempur wanita
dan pria dan tanggungan mereka.

10.2 Instrumen Regional

Dewan Eropa, Kerangka Konseptual Penga -
rusutamaan Gender, Metodologi dan Pengajuan
Praktek-praktek yang Baik: Laporan Terakhir
tentang Kegiatan Kelompok Pakar tentang
Pengarusutamaan (EG-S-MS)
Tanggal terbitan: Mei 1998

Kerangka Dewan Eropa meneliti teknik-teknik dan
alat-alat yang ada untuk pengarusutamaan gender
termasuk: ‘statistik yang dipisahkan menurut jenis
kelamin; penelitian dan prakiran mengenai hubungan
gender; analisis biaya/manfaat dari perspektif gender;
riset tentang kajian gender’, dan juga daftar-dafter
periksa (yang mencatatkan tujuan-tujuan dan men -
jelas kan tindakan yang akan diambil), penilaian dan
pemantauan dampak gender (Bagian II-3).

Komunitas Pasifik, Perubahan Landasan Pasifik
untuk Tindakan atas Kemajuan Wanita dan
Kesetaraan Gender 2005 sampai 2015: Bab
Regional
Disetujui pada tanggal: 20 Agustus 2004

Landasan Aksi Komunitas Pasifik memerlukan per -
baikan-perbaikan data yang dipisahkan menurut jenis
kelamin dan penggunaan pengukur-pengukur gender.

11Pelatihan Gender untuk
Personil Sektor Keamanan

11.1 Instrumen Internasional

Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap
Wanita Perserikatan Bangsa-Bangsa, Reko men -
dasi Umum No. 19 (Sidang ke-11, 1992) Kekerasan
terhadap Wanita
Diadopsi pada tahun: 1992

Rekomendasi Umum No. 19 dari Komite CEDAW
menyatakan bahwa 'pelatihan yang peka terhadap
gender bagi pejabat kehakiman, pejabat penegakan
hukum dan pejabat pemerintah lainnya penting guna
pelaksanaan Konvensi yang efektif (pasal 24-b).

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa,
Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan

Terhadap Perempuan (A/RES/48/104)
Disetujui pada tanggal: 20 Desember 1993

Deklarasi tersebut juga meminta Para Negara Peserta
‘mengambil langkah-langkah untuk menjamin agar
aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah yang
bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan-ke -
bijakan untuk mencegah, mengusut dan meng  hukum
kekerasan terhadap perempuan me ne rima pelatihan
yang akan membuat mereka peka terhadap ke -
butuhan wanita’ (pasal 4-i).

Konferensi Sedunia Keempat tentang Perempuan,
Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing
A/CONF.177/20 (1995) dan A/CONF.177/20/Add.1
(1995)
Disetujui pada tanggal: 15 September 1995

Landasan Aksi ini menyatakan bahwa 'pelatihan bagi
semua pejabat mengenai hukum kemanusiaan dan
hak-hak asasi manusia ... akan membantu menjamin
bahwa [kekerasan terhadap wanita] tidak dilakukan
pejabat pemerintah yang harus mendapat keper -
cayaan wanita, termasuk polisi, pejabat lembaga
pemasyarakatan dan angkatan keamanan' (pasal
121).  Para pemerintah berjanji pada menye diakan
pendidikan dan pelatihan yang peka terhadap gender
tentang hak asasi manusia bagi pejabat pemerintah,
termasuk personil polisi dan militer dan pejabat
pemasyarakatan (pasal 232-i), dan menciptakan,
memperbaiki, mengembangkan dan mendanai
pelatihan agar menjadikan personil tersebut peka
pada sifat tindakan-tindakan yang dilandasi gender
dan ancaman-ancaman kekerasan sehingga
perlakuan yang adil bagi para korban wanita dapat
dijamin (pasal 124-n).

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa,
Resolusi 52/86 tentang Pencegahan Kejahatan
dan Langkah-langkah Peradilan Pidana untuk
Menghapuskan Kekerasan terhadap Perempuan
(A/RES/52/86)
Disetujui pada tanggal: 2 Februari 1998

Resolusi ini menganjurkan Para Negara Anggota
untuk ‘menyediakan atau mendorong modul-modul
latihan mutlak lintas budaya dan kepekaan gender
bagi polisi, pejabat peradilan pidana, para pelaksana
dan tenaga profesional yang terlibat dalam sistem
peradilan pidana yang menanggulangi penolakan
kekerasan terhadap perempuan, dampaknya dan
akibatnya dan yang memromosikan respons yang
memadai terhadap soal kekerasan terhadap perem -
puan’ (Lampiran, pasal 12-a).

Deklarasi Windhoek dan Rencana Aksi Namibia
tentang Pengarusutamaan Perspektif Gender
dalam Operasi Dukungan Perdamaian Multi-
Dimensi (S/2000/693)
Disetujui pada tanggal: 31 Mei 2000

Dalam bagian 6, Deklarasi ini memusatkan perhatian
pada keperluan untuk pelatihan gender, dan
menyatakan bahwa ‘isu-isu gender harus dia rus -
utamakan di seluruh kurikulum regional dan nasional
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dan kursus-kursus untuk operasi-operasi dukungan
perdamaian’.

Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325
tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan
(S/RES/1325)
Disetujui pada tanggal: 31 Oktober 2000

Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 ‘meminta
kepada Sekretaris Jenderal supaya memberi kepada
Para Negara Anggota pedoman dan bahan-bahan
pelatihan mengenai perlindungan, hak-hak dan
kebutuhan tertentu wanita, dan juga mengenai
pentingnya melibatkan wanita dalam semua langkah
pemeliharaan dan pembangunan perdamaian;
meminta kepada Para Negara Anggota supaya
menggabungkan unsur-unsur ini dan juga pelatihan
kesadaran mengenai HIV/AIDS dalam program-
program pelatihan nasional bagi personil militer dan
polisi sipil dalam persiapan sebelum penggelaran, dan
selanjutnya meminta kepada Sekretaris Jenderal
supaya memastikan bahwa personil sipil dalam
operasi-operasi pemeliharaan perdamaian menerima
pelatihan yang serupa’ (pasal 6).  Tambahan pula,
pasal 7 ‘meminta kepada Para Negara Anggota
supaya menambahkan sokongan sukarela keuangan,
teknis dan logistik bagi usaha-usaha pelatihan yang
sensitif gender …’

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa,
Protokol untuk Mencegah, Memberantas dan
Menghukum Perdagangan Manusia terutama
Wanita dan Anak-anak, Tambahan Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang
Kejahatan Terorganisir Transnasional (Protokol
Palermo)
Disetujui pada tanggal: 15 November 2000

Para Negara Peserta berjanji akan ‘menyediakan atau
memperkuat pelatihan bagi para pejabat penegakan
hukum dan imigrasi dan para pejabat yang lain yang
berkaitan dengan pencegahan perdagangan manusia’
yang mempertimbangkan ‘hak asasi manusia dan isu-
isu yang peka terhadap anak-anak dan gender’ dan
mendorong‘kerja sama dengan lembaga-lembaga
swasta masyarakat, organisasi-organisasi lain yang
terkait dan unsur-unsur lain dari masyarakat sipil’
(Pasal 10-2).

Komisi untuk Hak-hak Asasi Manusia
Perserikatan Bangsa-bangsa, Resolusi 2003/45
tentang Penghapusan Kekerasan terhadap
Perempuan
Disetujui pada tanggal: 23 April 2003

Komisi Hak-Hak Asasi Manusia meminta kepada Para
Negara ‘supaya mengembangkan dan/atau mem -
pertinggi, termasuk melalui pendanaan, pro g  ram-
program pelatihan bagi personil dalam bi dang-bidang
kehakiman, kejaksaan, kedokteran, so sial, pen di dik -
an, kepolisian, pemasyarakatan, militer, pemeliharaan
per damaian, bantuan ke ma nu si aan dan imigrasi, agar
mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang menga -
rah kan pada kekerasan terhadap perempuan dan
agar menjadian personil tersebut peka pada sifat

tindakan-tindakan yang dilandasi gender dan an -
caman-ancaman kekerasan’ (pasal 14-k).

11.2 Instrumen Regional

Organisasi Negara-negara Amerika, Konvensi
Inter-Amerika tentang Pencegahan, Pemidanaan
dan Pemberantasan Kekerasan terhadap Wanita
(Konvensi Belem do Para)
Disetujui pada tanggal: 9 Juni 1994

Konvensi ini meminta kepada Para Negara Peserta
bersepakat supaya ‘menggalakkan pendidikan dan
pelatihan bagi semua pihak yang terlibat dalam
administrasi peradilan, pihak kepolisian dan aparat
penegak hukum lainnya dan juga personil lain yang
bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan-
kebijakan untuk pencegahan, pemidanaan dan
pemberantasan kekerasan terhadap perempuan’
(pasal 8-c).

Organisasi Negara-negara Amerika, Program
Inter-Amerika tentang Penggalakan Hak-Hak
Asasi Wanita dan Keadilan dan Kesetaraan
Gender (AG/RES.1732)
Disetujui pada tanggal: 5 Juni 2000

Dalam program ini, Komisi Wanita Inter-Amerika dari
OAS menganjurkan kepada para pemerintah
‘mendukung penyediaan pendidikan dan pelatihan
gender berlanjut bagi staf kehakiman dan legislatif
dan pejabat penegak hukum wanita maupun pria …’
(bagian IV-1-13).

Resolusi Parlemen Eropa tentang Keikutsertaan
Wanita dalam Penyelesaian Konflik secara Damai
(2000/2025(INI))
Disetujui pada tanggal: 30 November 2000

Resolusi ini ‘menghimbau Komisi dan Para Negara
Anggota untuk membuat peka terhadap gender
prakarsa-prakarsa yang bersangkut dengan perda -
mai an dan keamanan', termasuk penyediaan
pela tihan gender kepada  personil militer 'sehingga
rasa hormat pada wanita menjadi biasa dan suasana
yang ramah perempuan meluas dalam tentara’ (pasal
8-d).  Selanjutnya, Resolusi ini ‘meminta kepada
Dewan dan Para Negara Anggota untuk meng -
galakkan kepekaan gender dalam operasi-operasi
perdamaian, keamanan dan rekonstruksi yang
didalamnya mereka berpartisipasi, dan untuk itu …
menjamin agar semua personel militar — pria maupun
wanita — dan pada khususnya yang didapatkan
personel pembangunan perdamaian, pe meliharaan
perdamaian dan penegakan-perdamaian melalui
pelatihan gender’ (pasal 14-b).

Dewan Eropa, Rekomendasi Rec(2002)5 Komite
Para Menteri pada Para Negara Anggota tentang
Perlindungan Wanita terhadap Kekerasan
Disetujui pada tanggal: 30 April 2002
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Komite Menteri  menganjurkan bahwa negara-negara
anggota memasukkan perlakuan atas kekerasan
dalam rumah tangga dan bentuk-bentuk kekerasan
lain yang menimpa wanita dalam program pelatihan
dasar bagi para anggota kepolisian dan personel
kehakiman dan ‘mendorong pemasukan pertanyaan-
pertanyaan tentang kekerasan terhadap perempuan
dalam pelatihan para hakim’ (Lampiran, pasal 8, 11).

Komunitas Pasifik, Landasan Pasifik Terubah bagi
Tindakan bagi Kemajuan Wanita dan Kesetaraan
Gender 2005 sampai 2015: Bab Regional
Disetujui pada tanggal: 20 Agustus 2004

Landasan Aksi Komunitas Pasifik memerlukan
pelatihan gender bagi para pemelihara perdamaian,
dengan meminta kepada pemerintah-pemerintah
supaya ‘memanfaatkan organisasi-organisasi regional
maupun internasional untuk menyelenggarakan
pelatihan kepekaan gender bagi para pemelihara
perdamaian sehingga menjamin bahwa mereka peka
terhadap isu-isu yang ada di lapangan’ (pasal 121).

Dewan Uni Eropa, Kesimpulan Dewan tentang
Penggalakan Kesetaraan Gender dan
Pengarusutamaan Gender dalam Manajemen
Krisis
Disetujui pada tanggal: 13 November 2006

Kesimpulan Dewan ini 'menitikberatkan pentingnya
kegiatan pelatihan yang disesuaikan pada kebutuhan
personil militer dan sipil yang mengambil bagian
dalam operasi-operasi Kebijakan Keamanan dan
Pertahanan Eropa (ESDP, European Security and
Defence Policy), terutama mengenai kesetaraan
gender dan hak asasi manusia dan juga kekerasan
berbasis gender, dan mendorong Para Negara
Anggota untuk mengintensifkan usaha-usaha
pelatihan ini' (pasal 5)
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